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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya, 

sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-

2018 ini dapat diselesaikan dan disampaikan pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi  Jawa Timur. 

LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 2014-2018 disusun 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 

17 Ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 

Secara umum LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah merupakan ringkasan laporan 

tahun-tahun sebelumnya sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Penyajian dibagi dalam 2 (dua) buku, 

yakni Buku I merupakan Nota Pengantar (LKPJ-AMJ) yang berisi gambaran umum tentang garis 

besar penyelengaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun anggaran, meliputi 

realisasi perkembangan capaian kinerja 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap 

target RPJMD Tahun 2014-2019, kinerja pelaksanaan urusan, dan penghargaan Pemerintah 

atas Prestasi yang dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2018; 

sedangkan Buku II merupakan substansi dari LKPJ-AMJ yang memuat secara detail capaian 

kinerja selama periode 2014-2018. 
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Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa 

Timur Tahun 2014-2018 ini. Semoga Allah Subhanallohhu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha 

Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin… 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Surabaya,     November 2018 

                                                                                                  Gubernur Jawa Timur                

 

 

 

                                                                                                Dr. H. SOEKARWO 
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BAB I  
PENDAHULUAN  

 

 

A. DASAR HUKUM  

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur Tahun       

2014-2018, adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, yang ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 1950, 

Jawa Timur merupakan gabungan dari Pemerintahan Daerah Karisidenan Surabaya, 

Madura,  Besuki,  Malang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 

12. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan 

Pengendalian Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun  2011-2031; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017  tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah  Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;  

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018; 

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014; 

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; 

23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016; 

24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017; 

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018; 

26. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

 

A. GAMBARAN UMUM DAERAH 

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 

Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa 

luas wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebesar 47.799,75 Km2, Provinsi 

Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, Batas 

wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi : 
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 Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan 

Provinsi Kalimantan Selatan; 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali; 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia; 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. 

 

Gambar 1.1 
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia – Badan Informasi Geospasial 
 

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur 

daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 

persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Secara administrasif 

Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang 

mempunyai 664 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa.  

 
 
 

Tabel 1.1 
Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota se Jawa Timur 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Kecamatan 

Kelurahan/Desa Luas 
Wilayah 

(Km2) Kelurahan Desa Jumlah 

1 Kabupaten Pacitan 12 5 166 171 1.389,92 

2 Kabupaten Ponorogo 21 26 281 307 1.305,70 

3 Kabupaten Trenggalek 14 5 152 157 1.147,22 

4 Kabupaten Tulungagung 19 14 257 271 1.055,65 

5 Kabupaten Blitar 22 28 220 248 1.336,48 

6 Kabupaten Kediri 26 1 343 344 1.386,05 
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No Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Kecamatan 

Kelurahan/Desa Luas 
Wilayah 

(Km2) Kelurahan Desa Jumlah 

7 Kabupaten Malang 33 12 378 390 3.530,65 

8 Kabupaten Lumajang 21 7 198 205 1.790.90 

9 Kabupaten Jember 31 22 226 248 3.092,34 

10 Kabupaten Banyuwangi 24 28 189 217 5.782.40 

11 Kabupaten Bondowoso 23 10 209 219 1.525,97 

12 Kabupaten Situbondo  17 4 132 136 1.669,87 

13 Kabupaten Probolinggo  24 5 325 330 1.696,21 

14 Kabupaten Pasuruan  24 24 341 365 1.474,02 

15 Kabupaten Sidoarjo  18 31 322 353 634,38 

16 Kabupaten Mojokerto  18 5 299 304 717,83 

17 Kabupaten Jombang  21 4 302 306 1.115,09 

18 Kabupaten Nganjuk  20 20 264 284 1.224,25 

19 Kabupaten Madiun  15 8 198 206 1.037,58 

20 Kabupaten Magetan  18 28 207 235 688,84 

21 Kabupaten Ngawi  19 4 213 217 1.295,98 

22 Kabupaten Bojonegoro  28 11 419 430 2.198,79 

23 Kabupaten Tuban  20 17 311 328 1.834,15 

24 Kabupaten Lamongan  27 12 462 474 1.782,05 

25 Kabupaten Gresik  18 26 330 356 1.191,25 

26 Kabupaten Sampang  14 6 180 186 1.233,08 

27 Kabupaten Pamekasan  13 11 178 189 792,24 

28 Kabupaten Sumenep  27 4 330 334 1.998,54 

29 Kabupaten Bangkalan  18 8 273 281 1.001,44 

30 Kota Kediri 3 46 0 46 63,40 

31 Kota Blitar  3 21 0 21 32,57 

32 Kota Malang  5 57 0 57 145,28 

33 Kota Probolinggo  5 29 0 29 56,67 

34 Kota Pasuruan  4 34 0 34 35,29 

35 Kota Mojokerto  2 18 0 18 16,47 

36 Kota Madiun  3 27 0 27 33,92 

37 Kota Surabaya  31 154 0 154 350,54 

38 Kota Batu  3 5 19 24 136,74 

J U M L A H 664 777 7.724 8.501 47.799,75 

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan 
                Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 

terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km2 atau 12,10 

persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang 

memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 16,47 Km2 setara 

0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Sementara itu Kabupaten di Jawa Timur 

yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Bab 1-6 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten 

Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. 

 

1.2. Letak dan Kondisi Geografis 

a. Posisi Astronomis 

Kondisi geografi Jawa Timur sangat stategis, hal ini karena Jawa Timur 

menjadi pintu utama perdagangan di Indonesia bagian timur, secara 

astronomis terletak antara 111,0o-114,4o Bujur Timur dan 7,12o-8,48o Lintang 

Selatan 

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 

kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa 

Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 

232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau 

kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: 

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah 

pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat 

gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara 

adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer 

sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa 

Barung, Sempu, Sekel dan Panehan. 

 

b. Kawasan 

Kondisi/kawasan pada Prov. Jawa Timur terbagi menjadi 5 aspek yaitu : 

 Kawasan Perkotaan 

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam rencana 

struktur ruang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-

2031, terdapat perkotaan-perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang 

berfungsi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan 

Perkotaan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan 
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(Gerbangkertosusila) dan Malang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu 

Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, 

Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Pusat Kegiatan Wilayah Promosi 

(PKWP) yaitu Pasuruan dan Batu; serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu 

Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, 

Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, 

Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil. 

 Kondisi/Kawasan Daerah Tertinggal 

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat 

serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain 

dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 

(enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya 

manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan 

Karakteristik daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Pembangunan Daerah tertinggal mengamanatkan bahwa daerah 

tertinggal ditetapkan setiap lima tahun secara nasional dengan Peraturan 

Presiden berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan 

Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah 

tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat Empat Kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur: Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowoso 

merupakan bagian dari 122 Kabupaten diindentifikasi mengalami 

ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya secara nasional. 

Daerah Tertinggal rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & 

komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta 

banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal. 

 

 Kondisi/Kawasan Pesisir 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. 

Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun 

terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang 
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surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, 

wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses 

alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, 

maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran. 

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa 

Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan 

ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. 

Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda 

– beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga 

ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove 

menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang 

lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove 

tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang 

cukup besar.  

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur 

ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan 

sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah 

dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut 

wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan 

kemiringan yang relatif tajam. 

 Kawasan Pegunungan 

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan 

subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, 

Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah 

satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. 

Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari 

perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, 

Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, 

Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, 

Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung. 
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 Kawasan Kepulauan 

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah 

administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten 

Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar 

(28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 

pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), 

Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), 

Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), 

Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari 

beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak 

adalah Kabupaten Sumenep. 

 

1.3. Topografi 

Kondisi topografi Jawa Timur terbagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain : 

a. Kemiringan Lereng 

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi 

daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di 

seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan 

untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan 

pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang 

sebagian besar pada wilayah Jawa Timur Bagian Selatan. 

Gambar 1.2 
Peta Kemiringan Lereng 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 
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b. Ketinggian Lahan 

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi 

beberapa wilayah ketinggian, yaitu : 

 Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari 

seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.  

 Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari 

luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung. 

 Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari 

luas wilayah dengan kondisi berbukit. 

 Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 % 

dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal. 

 

Gambar  1.3 
Peta Ketinggian Lahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 

1.4. Geologi 

a. Struktur dan Karakteristik 

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan 

berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan 

Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % dari luas 

wilayah Provinsi Jawa Timur adalah wilayah puncak gunung api dan 
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perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk 

dibudidayakan sebagai lahan pertanian namun sebagian besar wilayah Jawa 

Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 % dan sekitar 65,49 % merupakan 

wilayah yang subur yang terdiri atas dataran aluvial antar gunung api sampai 

delta sungai dan pesisir, dataran aluvial di lajur Kendeng, dataran aluvial di 

daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan. 

 

Gambar 1.4 
Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 

b. Potensi Kandungan 

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumberdaya 

mineral, yang dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu:  

 Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping 

merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;  

 Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, 

bentonit, gamping;  

 Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api 

kuarter, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, 

pasir, tuf; dan 

 Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi 
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batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral 

logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat. 

 

Gambar 1.5 
Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 

1.5. Hidrologi 

a. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Provinsi Jawa Timur dialiri oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) 

strategis nasional, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas 

merupakan sebuah sungai/kali terbesar di Jawa Timur dengan panjang ± 320 

km yang mengalir secara melingkar dan di tengahtengahnya terdapat gunung 

berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Kelud. Kali Brantas yang bersumber 

dari lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui Kota 

Malang, lalu membelok ke arah selatan setelah itu pada wilayah Kepanjen, 

Kali Brantas membelok ke arah barat bertemu dengan Kali Lesti yang 

bersumber dari Gunung Semeru dan bertemu Kali Ngrowo di Tulungagung, 

Kali Brantas berbelok ke utara melalui Kota Kediri dan pada wilayah 

Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur 

mengalir ke Kota Mojokerto dan terbagi menjadi 2 (dua), ke arah Surabaya 

dan Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo


BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Bab 1-13 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Gambar 1.6 
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 
b. Wilayah Sungai dan Danau/Waduk 

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan 

dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai, dan Waduk, 

sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian Wilayah Sungai di  Provinsi 

Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Bengawan Solo, 

WS Brantas, WS Welang Rejoso, WS Pekalen Sampean, WS Baru  Bajulmati, 

WS Bondoyudo Bedadung, dan WS Madura Bawean. 

Gambar 1.7 
Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi JawaTimur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031  
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Tabel 1.2 
Luas Catchment Area (km2) Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur 

No Wilayah Sungai 
Luas  

(Km2) 
Jumlah DAS 

1 Bengawan Solo 13.070,00 94 DAS 

2 Brantas 13.880,00 20 DAS 

3 Welang – Rejoso 2.601,00 36 DAS 

4 Pekalen – Sampean 3.953,00 56 DAS 

5 Baru – Bajulmati 3.675,00 60 DAS 

6 Bondoyudo – Bedadung 5.364,00 47 DAS 

7 Madura 4.575,00 173 DAS 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur                    
 

 

Luas Catchment area tertinggi di provinsi Jawa Timur berada pada 

Wilayah Sungai Brantas dengan luas 13.880 km2 dan terendah di Wilayah 

Sungai Welang – Rejoso dengan luas 2.601 km2. Catchment area ini berfungsi 

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan 

baik ke danau, sungai maupun ke laut, sehingga menciptakan suatu 

ekosistem, catchment area ini erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai 

(DAS). 

 

1.6. Klimatologi 

Keadaan iklim di Provinsi Jawa Timur secara umum termasuk iklim tropis 

yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-

Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-sampai sekitar bulan April). Curah 

hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun - 2.700 mm/tahun Hingga bulan 

Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. 

Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan 

hingga lebat. Suhu rata-rata kisaran minimum 15,2 derajat celcius dan maksimal 

34,2 derajat celcius. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson 

sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D. Kelembaban udara 

berkisar 40% hingga 97%.  

Pada tahun 2017 matahari bersinar lebih terik pada bulan Mei, Juli, 

Agsutus, dan September dengan penyinaran rata-rata antara 88-96 persen. 

Sedangkan bulan lainnya rata-rata di bawah 46-75 persen. Penyinaran matahari 

2017 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Angin juga bertiup lebih kencang pada tahun 2017, rata-rata kisaran 6,5-

9,5 knot. Hanya pada bulan april kecepatan angin rata-rata 6,5 knot, diluar bulan 

itu angin bertiup cukup kencang. Kecepatan angin tertinggiterjadi di bulan 

Februari (rata-rata 9,5 knot). Jumlah rata-rata hujan selama tahun 2017 sebesar 

2.123,8 mm3 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya (2.976,8 mm3). Rata-rata 

curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari-Nopember dan Desember, tertinggi 

mencapai 427,3 mm3. 
 

Tabel 1.3 
Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya 

 

1.7. Penggunaan Lahan 

a. Kawasan Budidaya 

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 

alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. penggunaan lahan 

budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas 

wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan 

lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah 

pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 
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19,08% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan 

terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, 

terutama sawah irigasi teknis. 

 

Tabel 1.4 
Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Budidaya Provinsi Jawa Timur 

No. Penggunaan Lahan 
Eksisting             

(Ha) 
Prosentase            

(%) 

B Kawasan Budidaya 4.201.403,70 87,89 

1 Kawasan Hutan Produksi 782.772,00 16,38 

2 Kawasan Hutan Rakyat 361.570,30 7,56 

3 Kawasan Pertanian 2.020.490,71 42,27 

 a. Pertanian Lahan Basah 911.863,00 19,08 

 b. Pertanian Lahan Kering/ 
Tegalan/Kebun Campur 

1.108.627,71 23,19 

4 Kawasan Perkebunan 359.481,00 7,52 

5 Kawasan Industri 7.403,80 0,15 

6 Kawasan Pemukiman 595.255,00 12,45 

7 Lainnya 74.430,89 1,56 

 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 

b. Kawasan Lindung 

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 

dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 

578.571,30 Ha atau sekitar 12,11 Persen dari luas wilayah Provinsi Jawa 

Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar 

alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 

18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya 

seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas 298 Ha (SK 

Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011). 

 
Tabel 1.5 

Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Lindung Provinsi Jawa Timur 

No. Penggunaan Lahan 
Eksisting             

(Ha) 
Prosentase            

(%) 

A Kawasan Lindung 578.571,30 12,11 

1 Hutan  Lindung 344.742,00 7,21 

2 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 233.829,30 4,90 

 a. Suaka Margasatwa 18.009,00 0,38 

 b. Cagar Alam 10.958,00 0,23 
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No. Penggunaan Lahan 
Eksisting             

(Ha) 
Prosentase            

(%) 

 c. Taman Nasional 176.696,00 3,70 

 d. Taman Hutan Raya 27.868,30 0,58 

 e. Taman Wisata Alam 298,00 0,01 

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 
 

2. Potensi Pengembangan Wilayah 

2.1 Potensi Pertanian 

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi 

pengembangan komoditi produk Pertanian tahun 2019, dilakukan melalui 

kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, jaminan kemudahan akses 

perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan petani dan 

mekanisasi/modernisasi sarana-prasarana Pertanian pada sentra-sentra produksi.   

Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga 

kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Untuk meningkatkan daya 

saing Pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri 

Primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatan 

Nilai Tambah Komoditi Produk Pertanian serta kegiatan intensifikasi dan 

mekanisasi/modernisasi Pertanian dari hulu ke hilir untuk meningkatkan Indek 

Pertanaman (IP). 

 

Gambar 1.8 
Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 
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Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa 

Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari 

luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh 

jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan 

pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan 

pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan 

hal tersebut Provinsi Jawa Timur menetapkan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan 

basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215,191.83 Ha. 

 
2.2 Potensi Perkebunan 

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi 

pengembangan komoditi produk perkebunan tahun 2019, dilakukan melalui 

kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, jaminan kemudahan akses 

perbankan, perlindungan asuransi, mekanisasi sarana dan prasarana perkebunan 

serta upaya peningkatan kesejahteraan petani kebun.  

Kawasan perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi 

kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek 

ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk 

meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan 

komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok 

yakni  

 Perkebunan tanaman tahunan seperti: tebu, tembakau, kapas, serat karung dan 

wijen; 

 Perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh, 

jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak 

kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren, 

mendong, janggelan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb. 
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Gambar 1.9 
Peta Potensi Perkebunan Provinsi Jawa Timur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 
 

Untuk meningkatkan daya saing Petani Kebun (Pekebun), akan dilakukan 

upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang diarahkan untuk 

pengembangan pasar baik internasional maupun domestik yang dilakukan dengan 

memperluas promosi komoditas dan produk perkebunan. Strategi yang bisa 

diterapkan adalah dengan mengefektifkan penerapan teknologi perkebunan dan 

mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output dengan biaya 

minimum. Potensi perkebunan lainnya dalam mendukung Peningkatan Daya Saing 

adalah adanya program pengembangan Industri Primer Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur yang berupaya untuk Meningkatan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan yang 

fokus kegiatan pada Kopi dan Kakao serta adanya kesediaan Perhutani bila 

lahannya ditanami kopi pada lereng Gunung Wilis. 

 

2.3 Potensi Perikanan 

Pengamanan ketahanan pangan dan penguatan konektivitas 

kemaritiman tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan 

produktivitas, konservasi dan rahabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, 

optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses 

perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui 

peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk perikanan. 
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Gambar 1.10 
Peta Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau Provinsi Jawa Timur 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 
Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah 

pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta 

pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. 

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang 

bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang 

terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar 

di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan 

kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri dari : 

 Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan 

Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan 

komoditas ikan bandeng ; 

 Sektor perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, 

Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan 

Banyuwangi; 

 Sektor perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya 

sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur. 
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Sedangkan potensi garam yang merupakan salah satu potensi budidaya 

air payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, 

Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, serta Kota Pasuruan, dan 

Surabaya. 

 
2.4 Potensi Kehutanan 

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi 

pengembangan komoditi produk hutan tahun 2019, dilaksanakan melalui kegiatan 

untuk meningkatkan produktivitas dan promosi produk hutan. 

Kawasan hutan budidaya dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan 

rakyat. Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan 

untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi 

kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari 

kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Hutan produksi 

merupakan kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan 

alam dan hutan tanaman. Sedangkan Hutan rakyat dimaksudkan untuk menjaga 

keseimbangan iklim makro, memenuhi kebutuhan akan hasil hutan dan berada 

pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. 

 

Gambar 1.11 
Peta Potensi kawasan Kehutanan Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                       

                         Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Bab 1-22 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

2.5 Potensi Peternakan 

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing komoditi 

produk peternakan tahun 2019, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas, 

jaminan kemudahan usaha, perlindungan, serta upaya peningkatan kesejahteraan 

peternak melalui pengolahan produk derivate/pabrikan serta peningkatan 

informasi perkembangan dan pemasaran produksi peternakan. 

Kawasan peternakan secara khusus diperuntukan bagi kegiatan 

peternakan melalui pengembangan sentra ternak dalam skala besar maupun kecil 

dan sentra peternakan unggas dan lainnya. Pengembangan ternak ini akan lebih 

memiliki nilai tambah melalui pengembangan agrobisnis peternakan. 

Pengembangan kawasan agrobisnis berbasis peternakan dilakukan untuk 

menjawab tuntutan kecukupan (swasembada) daging dan telur serta susu dalam 

negeri, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. 

Kawasan peruntukan peternakan meliputi: 

 Sentra peternakan ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda; 

 Sentra peternakan ternak kecil meliputi kambing, domba dan babi 

 Sentra peternakan unggas meliputi Ayam, Itik, Entok ; dan  

 Sentra ternak lainnya meliputi kelinci. 

 

Gambar 1.12 
Peta Klasifikasi Sapi Potong Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
    Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur  
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Strategi pembangunan peternakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, 

Provinsi, dan Kabupaten/Kota bertujuan mencapai Ketahanan Pangan melalui 

penyediaan Protein Hewani Ternak, sehingga dibutuhkan sinergitas Pusat-Daerah 

untuk mencukupi kebutuhan Daging Nasional dengan mengandalkan sumberdaya 

lokal. 

 
2.6 Potensi Pertambangan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031,  Kawasan peruntukan 

pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan 

pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi 

daerah panas bumi. 

 

Gambar 1.13 
Peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 

a. Pertambangan Mineral : Pertambangan mineral di Jawa Timur dibagi menjadi 

kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan. 

 Kawasan pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur 

berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, 

Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan 

mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas 
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dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Beberapa di antaranya sudah 

teridentifikasi, di Kabupaten Pacitan diketahui terdapat potensi Pasir Besi 

kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di Kecamatan Ngadirejo. 

 Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah 

kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang 

sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, 

Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang 

tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur 

 Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di 

Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu diantaranya 

batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, 

kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan 

untuk potensi Potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten 

yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung. 

 

Gambar 1.14 
Peta Kawasan Potensi Pertambangan Batuan Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 
 

b. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi : Kawasan pertambangan minyak dan gas 

bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, 

Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten 
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Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, 

Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten 

Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang 

berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi 

sebanyak 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 

3 (tiga) Wilayah Kerja.  
 

Gambar 1.15 
Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 
c. Potensi Panas Bumi atau Geothermal adalah sumber energi yang relatif ramah 

lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi panas 

bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas bumi 

di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan 

gunung api aktif. 

 

Tabel 1.6 
Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur 

No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan 

1 Gunung Lawu 195 Kab. Karanganyar,  

Sragen, Wonogiri (Prov. 

Jawa Tengah),  

Kab. Ngawi, Magetan 

(Prov. Jawa Timur) 

kewenangan Pusat 

Telah ditetapkan sebagai Wilayah 

Kerja Pertambangan (WKP) 

2518 K/30/MEM/2014 

13 Agustus 2012 

Lelang oleh Pemerintah Pusat 

http://alamendah.org/2014/09/09/8-sumber-energi-terbarukan-di-indonesia/
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No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan 

2 Arjosari 18,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas 

ESDM Jawa Timur 

3 Melati 13,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas 

ESDM Jawa Timur 

4 Ngebel - Wilis 165 Kab. Ponorogo dan  

Kab. Madiun 

Eksplorasi  

Ijin Usah Pertambangan (IUP)  

188/63/KPTS/119.3/2011 

16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya 

Geothermal 

5 Gunung Wilis 50 Kab. Ponorogo, Kab. 

Madiun, Kab. Nganjuk, 

Kab. Kediri, Kab. 

Tulungagung dan Kab. 

Trenggalek 

Telah ditetapkan sebagai Wilayah 

Kerja Pertambangan (WKP)  

2775 K/30/MEM/2014 

3 Juni 2014 

6 Gunung 

Pandan 

60 Kab. Madiun dan 

Kab. Bojonegoro 

Telah ditetapkan sebagai Wilayah 

Kerja Pertambangan (WKP)  

2774 K/30/MEM/2014 

3 Juni 2014 

7 Songgoriti 35 Kota Batu dan Kab. 

Malang 

Telah ditetapkan sebagai Wilayah 

Kerja Pertambangan (WKP)  

2776 K/30/MEM/2014 

2 Juni 2014 

8 Arjuno  -  

Welirang 

185 Kab. Mojokerto, Kab. 

Pasuruan dan Kab. 

Malang 

Telah ditetapkan sebagai Wilayah 

Kerja Pertambangan (WKP) 

2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014) 

9 Bromo - 

Tengger 

- Kab. Pasuruan, Kab. 

Probolinggo, Kab. 

Lumajang, Kab. Malang 

dan Kota Malang 

Penugasan Survey Pendahuluan 

(PSP) 2903 K/30/MEM/2013 

30 Juli 2013 

PT. Hitay Renewable Energy 

10 Krucil-Tiris 147 Kab. Probolinggo dan  

Kab. Lumajang 

Penugasan Survey Pendahuluan 

(PSP) PT. Hitay Rawas Energy 

11 Iyang - 

Argopuro 

295 Kab. Probolinggo dan  

Kab. Lumajang 

Eksplorasi  

Ijin Usaha Pertambangan (IUP)  

1521K/034/M.PE/1990 

30 Oktober 1990 

PT. Pertamina Geothermal Energy 

12 Gunung Raung - Kabupaten Bondowoso, 

Kabupaten Jember, 

Kabupaten Banyuwangi 

Pelaksanaan Survey Pendahuluan 

Panasbumi (PSP) 

PT. Hitay Runcing Energy 

13 Blawan - Ijen 110 Kab. Bondowoso, Kab. 

Banyuwangi  

dan Kab. Situbondo 

Eksplorasi  

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 

188/62/KPTS/119.3/2011 

25 Mei 2011 

PT. Bakrie Dharmakarya Energy 
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No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan 

14 Pulau Bawean 14,5 Kabupaten Gresik Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas 

ESDM Jawa Timur 

15 Gunung Kelud belum 

teridentifikasi 

Kabupaten Blitar dan 

Kediri 

Sumber air panas yang diduga 

berasal dari kawah Gunung Kelud 

16 Parengan – 

Kec. Rengel 

Potensi yang 

belum 

teridentifikasi 

Kabupaten Tuban Terdapat sumber air panas: 

1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe 

Kec. Singgahan T = 46,6 0C pH = 6,9 

2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec. 

Parengan T = 43,8 0C pH = 6,99 

  Sumber : Dinas ESDM Prov Jawa Timur 

 

2.7 Potensi Pariwisata 

Kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi : 

 Daya Tarik Wisata Alam meliputi Air Terjun, Pantai, Goa, Danau, Goa, Gunung, 

Hutan, Telaga, dan Taman Nasional. 

 Daya Tarik Wisata Budaya meliputi Candi, Makam, Tempat Ibadah, Peninggalan 

Budaya, dan Museum. 

 Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia meliputi Bendungan, Taman Safari, 

Kebun Binatang, Kebun Raya, dan Waduk. 
 

Gambar 1.16 
Peta Potensi Pariwisata Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

2.8 Potensi Industri 

Sektor industri merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa 

Timur dengan kontribusi hampir 29 persen, pengembangan kawasan industri baru 
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di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. 

Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan 

kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara.  

 

Gambar 1.17 
Peta Perwilayahan Industri Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 

Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara 

Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan 

pengembangan diwilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri 

semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, 

pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah 

utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan 

penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri 

Banyuwangi, diarahkan pengembangan diwilayah timur selatan, sebagai 

pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah 

selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan diwilayah 

Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri 

perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai 

pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, 

pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai 

kawasan industri pengolahan, pergudangan. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 menyebutkan arahan 

pengembangan industri Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan 

pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini 

dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang 

berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan 

dengan pangsa pasar eksport saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, 

mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan 

gerbangkertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap 

pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan 

makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, 

Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan. 

 

 

3. Wilayah Rawan Bencana 

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan 

sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan 

rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, 

kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan 

kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan 

puting beliung.  

 

3.1 Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor 

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, 

ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria 

penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan 

terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, 

tanah, atau material campuran. 
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Gambar 1.18 
Peta Wilayah Rawan Tanah Longsor Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 
 

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, 

pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis 

longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Longsoran yang paling 

banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Secara umum 

klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jatim terbagi dalam tiga klasifikasi 

yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan klasifikasi tingkat kerawanan 

agak rawan hingga rawan berada pada wilayah dengan kelerengan menengah hingga 

curam atau berada pada bentang alam berupa gunung dan perbukitan. 
 

3.2 Wilayah Rawan Gelombang Pasang 

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya 

tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan 

matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut 

PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria 

kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan 

terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 

kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau 

matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Jatim berada di kawasan 

sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, 

Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan. 
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3.3 Wilayah Rawan Bencana Banjir 

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak 

tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada 

lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang 

diidentifikasikan sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.  

Tabel 1.7 
Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur 

Kabupaten/Kota Area/Kecamatan 
Tingkat              

Potensi Banjir 

Bangkalan Bangkalan Potensi Menengah 

Banyuwangi Glagah Potensi Menengah 

Blitar Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben Potensi Menengah 

Bojonegoro Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro Potensi Menengah 

Bondowoso Grujugan, Tegalampel, Cerme Potensi Menengah 

Gresik Gresik Potensi Tinggi 

Jember Silo Potensi Menengah 

Jombang Megaluh Potensi Menengah 

Kediri Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates Potensi Menengah 

Lamongan Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Deket, 

Lamongan, Sukodadi 

Potensi Tinggi 

Lumajang Tempeh, Tempursari, Pronojiwo Potensi Menengah 

Madiun Kebonsari, Sawahan, Wonosari Potensi Menengah 

Magetan Plaosan, Bendo, Kawedanan Potensi Menengah 

Malang Kepanjen, Pakisaji Potensi Menengah 

Mojokerto Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, Pungging Potensi Menengah 

Nganjuk Rejoso Potensi Menengah 

Ngawi Ngrambe, Padas Potensi Menengah 

Pacitan Ngadirojo, Kebonagung Potensi Menengah 

Pasuruan Purwosari, Kraton Potensi Menengah 

Ponorogo Jetis, Kauman, Siman Potensi Menengah 

Probolinggo Kota Anyar, Paiton Potensi Menengah 

Sampang Sreseh, Jrengik, Sampang Potensi Menengah 

Sidoarjo Krian, Taman, Sidoarjo Potensi Menengah 

Situbondo Sumbermalang, Situbondo Potensi Menengah 

Sumenep Sumenep Potensi Rendah 

Trenggalek Pule Potensi Menengah 

Tuban Jatirogo, Bancar, Tuban Potensi Menengah 

Tulungagung Pagerwojo, Gondang, Kalidawir Potensi Menengah 

Kota Pasuruan Rejoso Potensi Rendah 
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Kabupaten/Kota Area/Kecamatan 
Tingkat              

Potensi Banjir 

Kota Surabaya sebagian besar wilayah Kota Surabaya Potensi Menengah 

Kota Malang Wilayah Kota Bagian tengah dan timur Potensi Rendah 

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 

3.4 Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Puting Beliung 

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau 

adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami 

umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari 

letusan gunung berapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana 

kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung 

Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan 

dengan potensi angin puting beliung. 
 

3.5 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi 

Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi 

kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, 

kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur. 

 Wilayah Rawan Letusan Gunung Api 

Gunung api adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di 

permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat 

munculnya batuan lelehan (magma)/rempah lepas/gas yang berasal dari 

bagian dalam bumi. Kawasan rawan letusan gunung api di Jawa Timur berada 

pada lereng gunung api yang masih aktif. Terdapat 7 (tujuh) gunung api aktif di 

Jawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayah rawan bencana letusan. 

Kawasan yang diindikasikan dapat meletus/mengeluarkan lava, asap beracun 

dan mengeluarkan debu pasir, meliputi : 

 Ijen (Bondowoso dan Banyuwangi) 

 Semeru (Bondowoso dan Banyuwangi) 

 Bromo (Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan) 

 Lamongan (Lumajang dan Probolinggo)  

 Arjuno-Welirang (Pasuruan dan Mojokerto) 

 Kelud (Kediri, Blitar dan Malang) 

 Raung (Banyuwangi, Bondowoso dan Jember) 
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Gambar 1.19 
Peta Rawan Bencana Gunung Berapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 
 Wilayah Gempa Bumi 

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau 

berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan 

berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan 

aktif aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Kekuatan gempa bumi akibat 

aktivitas gunung api dan runtuhan batuan relatif kecil sehingga kita akan 

memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng 

bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi 

umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi 

yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar 

melalui beberapa cara termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran bumi 

(gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis 

kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran 

atau perlepasan bahan beracun. 

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi 

dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII 

Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan bencana gempa bumi di 

Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten 
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Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, 

Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten 

Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, 

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Probolinggo, 

Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung. 

 

Gambar 1.20 
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 

 
 Wilayah Rawan Tsunami 

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di 

masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, 

selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan 

daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti 

rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” yang melintasi 

Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak 

terhadap adanya bencana tsunami. Resiko tsunami terbagi menjadi 

 Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, 

Kabupaten Tulungaggung, Kabupaten Malang, Kabupaten umajang, 

Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. 

 Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, 

Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota 

Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten 
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Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten 

Sumenep. 

 Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten 

Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten 

Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota 

Kediri, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso. 
  

Gambar 1.21 
Peta Rawan Bencana Tsunami 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2012 

 

 Wilayah Rawan Luapan Lumpur 

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan 

lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land 

subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Arahan pengelolaan kawasan 

luapan lumpur dibagi menjadi:  

 Penanganan luapan lumpur meliputi : 

 Peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur berfungsi melindungi 

permukiman dan infrastruktur vital. 

 Pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk 

melancarkan aliran endapan lumpur. 

 Penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur meliputi: 

 Penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat 

saluran drainase baru  

 Normalisasi saluran drainase utama  
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 Perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas  

 Perbaikan sebagian ruas Jalan Arteri Porong. 

 Peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang ± 14 km untuk 

mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong. 

 Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya 

– Gempol, dan 

 Konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya 

 Pengamanan Kali Porong meliputi: 

 Penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong. 

 Penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan 

 Memasang perlindungan tebing sungai/tanggul. 

 Penanganan dampak sosial akibat luapan lumpur meliputi: 

 Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak 

luapan lumpur maupun penurunan tanah; 

 Perlindungan sosial terhadap hak-hak atas harta benda miliknya yang 

hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur; dan 

 Pemulihan sosial masyarakat yang terkena luapan lumpur. 

 

3.6 Kawasan Rawan Kekeringan 

Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi 

mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh 

dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi 

dan lingkungan.  Tingkat resiko bencana kekeringan terbagi dalam: 

 Resiko Kekeringan Rendah, meliputi Kota Madiun, dan Kota Kediri 

 Resiko Kekeringan Sedang, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota 

Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu. 

 Resiko Kekeringan Tinggi, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, 

Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten 

Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, 

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, 

Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, 
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Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten 

Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 

Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep 

 
4. Demografi 

4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk 

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua 

orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan 

atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk 

menetap (BPS, 2014;102). 

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus 

dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun demikian juga dapat 

menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini 

akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi 

dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan 

pendidikan serta kesehatan.  

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan 

ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera 

ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan 

beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk 

dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung alam yang tidak 

memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal 

kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat 

memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat 

ditingkatkan. 

Tabel 1.18 
Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Timur 

No Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

1 
Jumlah Penduduk                   
(000 Jiwa) 

38.610 38.847 39.075 39.293 

2 
Kepadatan Penduduk 
(Jiwa/Km2) 

805 810 815 819 

3 Sex Ratio (L/P) (%) 97,40 97,44 97,48 97,50 
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No Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

5 Jumlah Rumah Tanggal 
(000 ruta) 

10.775 10.676 10.801 - 

6 Rata-Rata ART (jiwa/ruta) 3,6 3,62 3,62 - 

7 Menurut Kelompok Umur     

  0 - 14 thn (%) 23,47 23,19 22,91 22,64 

  15 – 64 thn (%) 69,20 69,34 69,46 69,54 

  Di atas 65 thn (%) 7,33 7,47 7,63 7,82 

                 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 

Selama kurun waktu empat tahun terakhir (2013–2017) jumlah penduduk 

Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada 2014 Jumlah penduduk Jawa Timur 

sebesar 38,61 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 39.29 juta jiwa 

yang terdiri dari 19,39 juta laki-laki dan 19,89 juta jiwa perempuan. Sex ratio 

penduduk sebesar 97,50, artinya setiap  per 100 orang perempuan terdapat laki-

laki sebanyak 97,50 orang. Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2017 

meningkat 4 poin dibanding tahun 2016 mencapai 819 jiwa per km2. 

 

Gambar 1.22 
Angka Ketergantungan Penduduk  Jawa Timur 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 

Tahun 2017 distribusi penduduk usia muda tercatat sebesar 22,64 

persen, usia produktif sebesar 69,54 persen dan usia tua sebesar 7,82 persen. 

Selama periode 2012 hingga tahun 2017 angka ketergantungan penduduk 
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menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012 angka ketergantungan tercatat 45,26 

dan menurun menjadi 43,79 di tahun 2017. Capaian tahun 2017 menunjukkan 

bahwa setiap 100 orang berusia produktif menanggung sebanyak 43-44 orang usia 

tidak produktif. Keberhasilan Program KB di Jawa Timur merupakan salah satu 

penyebab menurunnya angka ketergantungan penduduk.     

             

4.2 Dinamika Penduduk 

Dinamika penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang 

merupakan keseimbangan antara penyebab adanya pengurangan penduduk dan 

juga penambahan penduduk. Salah satu faktor yang mempengarui dinamika 

penduduk adalah faktor kelahiran. Rata rata jumlah anak per keluarga merupakan 

tolak ukur untuk mengetahui angka kelahiran.  

 

Gambar 1.23 
Rata Rata Jumlah Anak Per Keluarga Jawa Timur 2012-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

     Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 

Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua 

setelah Jawa Barat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 

38,36 juta jiwa dan terus meningkat menjadi 39,29 juta jiwa pada tahun 2017. Hal 

ini juga selaras dengan kepadatan penduduknya yang terus meningkat hingga 819 

Jiwa/Km2 pada tahun 2017. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas), diketahui bahwa rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada periode 

2012 – 2017 di Jawa Timur sekitar 1-2 orang. Jika pendekatan keluarga adalah 

rumahtangga, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di 
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Jawa Timur sekitar 2 - 3 anak. Dengan rendahnya angka kelahiran, Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur telah berhasil melaksanakan program pemerintah untuk 

menekan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. 

 
4.3 Distribusi/Persebaran Penduduk 

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran 

penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Jawa 

Timur tersebar di 38 Kabupaten Kota, dimana penduduk terpadat adalah Kota 

Surabaya dan yang terendah adalah Kabupaten Pacitan. 

Tabel 1.19 
Perkembangan Pesebaran Penduduk Jawa Timur Tahun 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
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4.4 Komposisi Penduduk 

4.4.1. Ketenagakerjaan 

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2018 menunjukkan 

keadaan yang terus lebih baik dibandingkan Agustus 2017 dan Februari 2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah 

pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 21 

juta orang bertambah sebanyak 67 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2017 dan 

bertambah 114 ribu orang jika dibanding Februari 2017. Akan tetapi peningkatan 

jumlah angkatan kerja tersebut ternyata tidak serta merta berpengaruh terhadap 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun sedikit dari 68,78 persen pada 

Agustus 2017 menjadi 68,71 persen pada Februari 2018 atau turun sebesar 0,07 poin 

persen. Sedangkan dibanding TPAK Februari 2017 (68,93 persen) turun sebesar 0,22 

poin persen 

 

Tabel 1.20 
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut 

Jenis Kegiatan Utama di Jawa Timur 

NO Jenis Kegiatan Utama Satuan 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
2018 
(Feb) 

1 Angkatan Kerja Juta  20,14 20,27 19,95 20,94 21,00 

> Berkerja Juta  19,30 19,36 19,11 20,10 20,20 

> Pengangguran Juta  0,84 0,91 0,84 0,84 0,81 

2 Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) 

% 68,12 67,84 66,14 68,78 68,71 

3 Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

% 4,19 4,47 4,21 4,00 3,85 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator 

keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran 

adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka 

merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. 

TPT di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 3,85 persen atau turun sebesar 0,15 

poin persen dibandingkan keadaan Agustus 2017 dengan TPT sebesar 4,00 persen. 
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4.4.2. Pendidikan 

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2016, 

telah berhasil meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. 

Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara 

memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama 

bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara 

sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta 

intelektual. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka 

Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator 

keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus 

meningkat dari 7,05 tahun 2014 menjadi 7,34 pada tahun 2017, selanjutnya untuk 

Harapan Lama Sekolah juga terus meningkat, yaitu masing-masing 12,45 tahun (2014); 

12,66 tahun (2015); 12,98 tahun (2016); dan 13,09 tahun (2017). 

 

4.4.3. Penduduk Menurut Agama 

Agama merupakan salah satu hak asasi paling dasar dari manusia yang diakui 

oleh negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih dan menyakini sebuah doktrin 

keagamaan tersebut, lahir secara otomatis ketika tiap manusia menjalani 

kehidupannya baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat 

tertentu. Berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, penduduk Jawa 

timur mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 39,657,788 orang (94,35%), diikuti 

Kristen Protestan 3,02 persen, Khatolik 1,17 persen, Hindu 0,93 persen, Budha 0,48 

persen dan Konghucu 0,02 persen. 

 

B. KONDISI  EKONOMI  

1. Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017 

Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 2.019,2 triliun dan atas 

dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.482,15 triliun  

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2017 tumbuh 5,72 persen (y-on-y). Dari sisi 

produksi, semua lapangan usaha tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi 
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dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 9,03 

persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen 

Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,90 persen  

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2017 mengalami kontraksi sebesar -2,18 

persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Jasa 

Pendidikan sebesar 5,94 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran dicapai oleh 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 

11,26 persen.  

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017 (c-to-c) tumbuh 5,45 persen. Dari sisi 

produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang 

tumbuh sebesar 7,91 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh 

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,07 persen.  

Perekonomian Jawa Timur Triwulan II-2018 yang diukur berdasarkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 544,44 triliun, 

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 388,54 triliun.  

 
 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2018 

Ekonomi Jawa Timur Triwulan II-2018 bila dibandingkan Triwulan II-2017 

tumbuh sebesar 5,57 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya sebesar 5,46 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen, 

diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,36 

persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran 

Konsumsi Pemerintah sebesar 6,65 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi 

Rumahtangga 5,71 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto 5,50 persen.  

Secara q-to-q perekonomian Jawa Timur Triwulan II-2018 tumbuh 3,35 persen. 

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan 

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,60 persen, diikuti 

Informasi dan Komunikasi sebesar 5,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan 

tertinggi Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 24,71 persen, diikuti 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 4,49 persen.  
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Ekonomi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II-2018 (c-to-c) tumbuh 5,52 

persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,54 persen, diikuti Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial sebesar 7,85 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama 

didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 5,60 persen, 

diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 5,50 persen.  

 

2. Inflasi 

 Inflasi Jawa Timur Tahun 2017 

Pada bulan Desember 2017 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,71 persen, 

Inflasi terjadi di seluruh kota IHK di Jawa Timur, Inflasi tertinggi di Kota Surabaya yang 

mencapai 0,85 persen sedangkan yang terendah di Kota Kediri dan Sumenep yaitu 

sebesar 0,43 persen.  

Semua kelompok pengeluaran pada bulan Desember 2017 mengalami inflasi, 

Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 

2,69 persen, sedangkan kelompok terendah ialah kelompok Perumahan, Air, Listrik, 

Gas, dan Bahan Bakar sebesar 0,02. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar 

terhadap inflasi Jawa Timur bulan Desember 2017 ialah beras, telur ayam ras, dan 

daging ayam ras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar deflasi ialah 

emas perhiasan, udang basah, dan melon.  

Laju inflasi tahun kalender dan Year on Year ( Y o Y) Jawa Timur di bulan 

Desember 2017 mencapai 4,04 persen, angka ini jauh lebih tinggi dibanding inflasi 

tahun kalender dan Y o Y Desember 2016 yang hanya sebesar 2,74 persen.  

Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya 

inflasi selama tahun 2017 adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan 

Bakar sebesar 6,00 sedangkan kelompok terendah ialah kelompok Bahan Makanan 

sebesar 0,90 persen. 

 

 Inflasi Jawa Timur Juni Tahun 2018 

Pada bulan Juni 2018 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,42 persen. 

Seluruh kota IHK Jawa Timur mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Sumenep yang 
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mencapai 0,84 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Malang yaitu sebesar 0,25 

persen.  

Pada bulan Juni 2018 dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok 

mengalami inflasi, dan satu kelompok mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami 

inflasi tertinggi adalah kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 

1,13 persen, sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok Sandang 

sebesar 0,06 persen.  

Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Jawa Timur 

bulan Juni 2018 ialah daging ayam ras, angkutan udara, dan angkutan antar kota. 

Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar deflasi telur ayam ras, emas 

perhiasan, dan beras.  

Laju inflasi tahun kalender Jawa Timur di bulan Juni 2018 mencapai 1,61 persen, 

sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2018 terhadap Juni 2017) mencapai 2,67 

persen.  

Pada Juni 2018 kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,17 persen, komponen 

yang diatur pemerintah mengalami inflasi 0,83 persen, sedangkan komponen 

bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,85 persen.  

 

3. Perdagangan (Ekspor-Impor) 

 Ekspor 

Nilai ekspor Jawa Timur Desember 2017 mencapai USD 1,55 miliar atau 

turun 12,29 persen dibandingkan November 2017, tetapi apabila dibandingkan 

dengan Desember 2016 nilai ekspor pada bulan ini naik sebesar 0,19 persen. 

Ekspor nonmigas Desember 2017 mencapai USD 1,42 miliar atau turun 14,28 

persen dibandingkan November 2017, tetapi apabila dibandingkan dengan 

Desember 2016 maka mengalami penurunan sebesar 3,29 persen. Ekspor migas 

Desember 2017 mencapai USD 0,13 miliar atau naik 17,12 persen dibandingkan 

November 2017. Apabila dibandingkan Desember 2016, naik sebesar 63,54 persen. 

Komoditas utama ekspor nonmigas Desember 2017 adalah Perhiasan/ Permata 

sebesar USD 149,17 juta, diikuti Kayu, Barang dari Kayu sebesar USD 118,58 juta 

serta Ikan dan Udang sebesar USD 114,31 juta. 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Bab 1-46 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Sedangkan Nilai ekspor Jawa Timur Juni 2018 mencapai USD 1,29 miliar atau 

turun 28,78 persen dibandingkan Mei 2018. Nilai tersebut dibanding Juni 2017 

turun sebesar 5,66 persen. 

Ekspor nonmigas Juni 2018 mencapai USD 1,17 miliar atau turun 30,11 

persen dibandingkan Mei 2018. Nilai tersebut disbanding Juni 2017 turun sebesar 

6,07 persen. Ekspor migas Juni 2018 mencapai USD 122,45 juta atau turun sebesar 

12,89 persen dibandingkan Mei 2018. Nilai tersebut turun 1,52 persen jika 

dibanding Juni 2017. Golongan barang utama ekspor nonmigas Juni 2018 adalah 

Perhiasan/Permata sebesar USD 173,37 juta, Tembaga sebesar USD 104,53 juta 

serta Kayu, Barang dari Kayu sebesar USD 82,13 juta. 

Secara kumulatif ekspor Januari-Juni 2018 yang keluar dari Jawa Timur 

sebesar USD 9,82 miliar atau naik sebesar 5,10 persen dibandingkan periode 

Januari-Juni 2017 sebesar USD 9,35 miliar. 

 

 Impor 

Nilai Impor Jawa Timur Desember 2017 mencapai USD 2,02 miliar atau naik 

sebesar 0,67 persen dibandingkan November 2017. Angka ini mengalami 

penurunan 0,07 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2016. 

Impor nonmigas Desember 2017 mencapai USD 1,56 miliar atau turun 1,55 

persen dibandingkan November 2017. Nilai impor nonmigas tersebut turun 10,37 

persen dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya. 

Impor migas Desember 2017 mencapai USD 0,46 miliar atau naik 9,05 persen 

dibanding November 2017. Bila dibandingkan bulan Desember 2016, angka 

tersebut mengalami kenaikan 65,94 persen. 

Komoditas utama impor nonmigas bulan Desember 2017 adalah golongan 

Mesin-mesin/Peralatan Mekanik sebesar USD 175,50 juta (11,26 persen), 

berikutnya disusul golongan barang Besi dan Baja sebesar USD 173,46 juta (11,13 

persen) dan golongan barang Buahbuahan sebesar USD 100,70 juta (6,46 persen). 

Sedangkan Nilai Impor Jawa Timur Juni 2018 mencapai USD 1,79 miliar atau 

turun sebesar 25,91 persen dibandingkan Mei 2018. Angka ini mengalami kenaikan 

12,19 persen dibandingkan Juni 2017. 
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Impor nonmigas Juni 2018 mencapai USD 1,39 miliar atau turun 32,37 

persen dibandingkan Mei 2018. Nilai impor nonmigas tersebut justru naik 2,61 

persen dibanding Juni 2017. Impor migas Juni 2018 mencapai USD 401,16 juta atau 

naik 10,68 persen dibanding Mei 2018. Bila dibandingkan Juni 2017, angka tersebut 

juga mengalami naik sebesar 65,81 persen. 

Secara kumulatif impor Januari-Juni 2018 yang masuk ke Jawa Timur sebesar 

USD 11,88 miliar atau naik sebesar 12,49 persen dibandingkan periode Januari-Juni 

2017 sebesar USD 10.56 miliar. 

 

4. Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pada periode SM I Tahun 2018, tercatat minat investasi (PPM/PI) meningkat 8,48 

% dibanding periode yang sama di Tahun 2017. 

 Peningkatan terutama didorong oleh minat investasi 2 PMA asal Singapura : 

 PT. ECGIKILANG INDONESIA (sektor Ind. Kimia & Farmasi) sebesar                              

Rp 10,72 T di Kab.Gresik & Kab.Bojonegoro; 

 PT.MHE-DEMAG INDONESIA (sektor Ind.Logam, Mesin, & Elektronik dan 

Sektor Perdagangan & Reparasi) sebesar Rp 6,7 T di Kota Surabaya. 

 Sedangkan minat PMDN yang nilainya cukup besar adalah PT. BANGUN CIPTA 

KONTRAKTOR, bergerak disektor penampungan, penjernihan dan penyaluran air 

minum di Kab. Gresik, (senilai Rp 0,9 T). 
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 Untuk realisasi investasi Semester I tahun 2018 sebesar Rp.24,60 Trilyun, dengan 

capaian 72,52 % dibanding Semester I Tahun 2017 (Rp.33,92 Trilyun). 

 Nilai realisasi investasi PMA tertinggi pada periode ini diberikan oleh: 

 PT. SMELTING asal Jepang pada sektor Ind. Logam Dasar, Mesin & Elektronik 

sebesar Rp 0,78 T di Kab.Gresik; 

 PT. ARIA PERSADA INDONESIA asal Singapura pada sektor Ind. Kimia Dasar & 

Farmasi sebesar Rp. 0,54 T di Kab.Gresik. 

 Untuk PMDN dari PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) pada sektor 

Transportasi, Gudang & Telekomunikasi sebesar Rp 1,15 T di Kota Surabaya. 

 
Total Minat Investasi SM I Tahun  2018 sebesar Rp. 49,11 Trilyun, meningkat 

8,48 % dibanding SM I Tahun 2017 (Rp. 45,27 Trilyun) : 

- PMA  : 140 Proyek ; Rp. 28,59 Trilyun ; 13.944 TngKerja ( 13.898 TKI) (46 TKA) 
- PMDN  : 724 Proyek ; Rp. 20,52 Trilyun ; 141.958 TngKerja (141.958TKI) ( 0 TKA) 
- PMA & PMDN : 864 Proyek ; Rp. 49,11 Trilyun ; 155.902 TngKerja (155.856 TKI) (46 TKA) 

 

Total Realisasi Investasi (PMA+PMDN) SM I Tahun 2018 sebesar Rp. 24,60 

Trilyun, dengan capaian 72,52 % dibanding SM I Tahun 2017 (Rp. 33,92 Trilyun) : 

- PMA  : 1.265 Proyek ; Rp. 7,93 Trilyun ; 17.743 TngKerja (17.341 TKI) 
- PMDN  : 1.272 Proyek ; Rp. 16,67 Trilyun ; 27.879 TngKerja (27.827 TKI) 
- PMA & PMDN : 2.537 Proyek ; Rp. 24,60 Trilyun ; 45.622 TngKerja   
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Total Realisasi Investasi (PMA+PMDN+PMDN Non Fas) SM I Tahun 2018 sebesar 

Rp. 95,95 Trilyun, meningkat 22,79 % dibanding SM I Tahun 2017 (Rp. 78,14 Trilyun) : 

- PMA & PMDN : 2.537 Proyek ; Rp. 24,60 Trilyun ; 45.622 TngKerja 
- PMDN Non Fas : 98.497 Proyek ; Rp. 71,35 Trilyun ; 605.227 TngKerja 
- Total : 101.034 Proyek ; Rp. 95,95 Trilyun ; 650.849 TngKerja (605.395 TKI) 
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BAB II 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

 

Berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 

2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya 

Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui lima tahapan periodesasi, maka periode 2014-2019 

merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga. Pembangunan tahap ketiga ini 

dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutanpembangunan 

tahap pertama dan kedua, ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh 

di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif 

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia 

berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. 

Tahap ketiga ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan 

mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya 

dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak 

hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai makin 

dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta diarahkan pada upaya 

optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan 

Jawa Timur lebih berdaya saing. 

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana termuat 

dalam RPJPD Jawa Timur 2005-2015 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 

2009-2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima 

tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih 

periode 2014-2019, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus 

mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis(sustain and change) menuju Jawa Timur 

lebih baik, dan lebih sejahtera. 

Visi dan misi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode              

2014-2019 dijabarkan sebagai berikut: 

A. VISI DAN MISI 

1. VISI :  
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Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana 

termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005-2015 dan berbagai capaian pembangunan 

periode 2009-2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan 

Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur danWakil 

Gubernur Jawa Timur terpilih (2014-2019), maka Visi pembangunan Jawa Timur 

yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: 

“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, 

dan Berakhlak” 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

Jawa Timur Lebih Sejahtera 

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak 

hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang 

memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, 

dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan 

konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan 

tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, 

pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas 

mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu 

diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang 

makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang 

sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, 

damai, sentosa, dan makmur. 

Jawa Timur Lebih Berkeadilan 

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan 

kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang 

berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang 

dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan 

proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses 

pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan 
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struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah 

mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang 

menikmati secara berkeadilan.  

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan 

sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau 

termarjinalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena 

kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya 

mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang 

lemah. 

Jawa Timur Lebih Mandiri 

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, 

dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya 

peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan 

peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna 

membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan “Berdikari” (Berdiri 

di atas Kaki Sendiri), dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan 

hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, 

hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; 

Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam 

kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Jawa Timur Lebih Berdaya Saing 

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan 

hanya berdasarkan keunggulan komparatif(comparative advantage), tetapi 

terutama keunggulan kompetitif(competitive advantage), menyangkut peningkatan 

kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta 

peningkatan kualitas sumber daya manusiausaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM), khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015. 
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Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya 

meningkatkan daya saing dan kemandirian budayalokal menghadapi ASEAN Socio-

Cultural Communitypada 2015,agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi 

sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan 

daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus 

dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi 

unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam 

kebudayaan.Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (local wisdom) 

harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagaibasispembangunan, 

yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara 

keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (indigenous or local 

knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius), yang menjadi dasar identitas 

budaya (cultural identity). 

Jawa Timur Lebih Berakhlak 

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun 

sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa 

akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran.Akhlak 

merupakan budipekerti,perangai, tabiat, atau moralitasluhur yang terutama 

bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada 

gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin 

meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis 

dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya 

harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya 

Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa Timur juga ditujukan untuk 

memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan,serta kesejahteraan bangsa dan 

negara Indonesia secara keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia. 
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2. MISI : 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa Timur 

Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, 

ditempuh melalui limamisi yang diberi judul: “Makin Mandiri dan Sejahtera 

bersama Wong Cilik”.Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan,sekaligus 

upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu 

“Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.  

Label“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai 

lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut,menunjukkan 

sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi, misi, dan 

program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen 

masyarakat yang lemah, sekaligusmenegaskan bahwa upaya mewujudkan “Jawa 

Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” 

tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi wong cilik, atau kelompok 

masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi. 

Wong cilik yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengalami 

ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized); terdevaluasi 

(devalued); dan mengalami keterampasan (deprivation); serta pembungkaman 

(silencing) dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka adalah 

berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang 

digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial 

(PPLS) tahun 2011.  

Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk 

mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, 

dan Berakhlak,”adalah sebagai berikut:  

Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, 

melalui peningkatanperluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan 

serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat 

terhadap pendidikan yang bermutu, danperluasan akses terhadap pelayanan 
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kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta 

percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan. 

Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan 

berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. 

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua 

(inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, 

terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui 

peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, 

peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, 

peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan 

kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor 

pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, 

dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan 

kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, 

serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk 

mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan 

ruang. 

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui 

peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi 

yang berkelanjutan. 

Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), 

serta profesionalisme pelayanan publik. 

Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. 

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui 

peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan 
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antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi 

yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun 

karakter bangsa, dan harmoni sosial,dengan dukungan keamanan dan 

ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Sebagai penjabaran Misi Kepala Daerah Jawa Timur 2009 – 2014 sebagaimana 

tertuang dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2009-2014, secara operasional misi 

tersebut dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Rencana Kerja tahunan RKPD 

berupaya menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang mengemuka dari 

tahun ke tahun mengikuti dinamika masyarakat Jawa Timur dan perkembangan 

berbagai aspek kehidupan baik dalam konstelasi Internasional, Nasional, maupun 

Regional, untuk itu RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 dari tahun ke tahun  

mengangkat tema sebagai berikut:  

a. Tahun 2015 : “Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur Melalui 

Pembangunan Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis Dan Agroindustri, UMKM Serta 

Infrastruktur “.  

b. Tahun 2016 : “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan 

Daya Saing Menghadapi Mea Akhir 2015”.  

c. Tahun 2017  : “Pembanguan Yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak 

Mulia Dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur 

serta Peningkatan Pelayanan Publik”. 

d. Tahun 2018 : “Memacu Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka 

Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas Dan Efisiensi Pembiayaan 

Pembangunan Di Jawa Timur”. 

e. Tahun 2019: “Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur Sebagai 

Pengungkit Pertumbuhan Inklusi”. 
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B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah 

dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi 

tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur 2014-

2019. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi 

dilaksanakan berpedoman pada “payung besar” strategi umum yang menjadi landasan 

utama pembangunan Jawa Timur 2014-2019. 

Sebagai upaya mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, 

Mandiri,Berdaya Saing, dan Berakhlak”, melalui lima misi dalam bingkai “Makin Mandiri 

dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, dilakukan berlandaskan tiga strategi umum, sebagai 

berikut: 

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development) 

yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based 

development). 

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor 

growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi pro-poor, pro-job, pro-

growth, dan pro-environment. 

3. Pengarusutamaan gender (pro-gender). 

 

Ketiga strategi umum tersebut menjadi pijakan utama penetapan dan 

pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi 

pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 

yang di uraikan dalam tabel dibawah ini. 

MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

Misi 1 : 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Rakyat yang 

berkeadilan 

Meningkatkan 

kualitas, 

produktivitas, 

kompetensi tenaga 

kerja, dan 

Peningkatan akses pencari kerja (angkatan 

kerja) terhadap lapangan kerja di sektor 

formal melalui pengembangan jejaring 

informasi pasar kerja, program AYO KERJA 

(bursa kerja online) , job fair, magang kerja, 

agar dapat meningkatkan penempatan  
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

memperluas 

kesempatan kerja. 

tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal 

(AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 

dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 

Pengembangan usaha produktif melalui 

kewirausahaan untuk menciptakan tenaga 

kerja mandiri (NAKERMAN) dan Desa 

Migran Produktif 

Optimalisasi dan pengembangan kapasitas 

dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja 

(Balai Latihan Kerja) menuju standar 

internasional, serta perluasan skala 

pelatihan keterampilan tenaga kerja yang 

berkualitas berbasis kompetensi serta 

penempatan alumni siswa UPT BLK melalui 

Bursa Kerja Khusus. 

Strategi untuk menarik pekerja ke sektor 

yang memiliki produktivitas lebih tinggi 

serta mendukung "link and match" antara 

calon pekerja dan perusahaan dalam 

rangka melakukan perluasan dan 

penempatan tenaga kerja 

Peningkatan pelatihan keterampilan kerja 

para santri pondok pesantren, termasuk 

bantuan sarana, untuk melakukan usaha 

produktif 

Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga 

kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar 

negeri melalui pembinaan, perlindungan 

dan pengawasan terpadu serta melakukan 
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

fasilitasi dan pembinaan di sektor 

Penempatan TKI formal maupun informal 

Peningkatan dan pengembangan kerja 

sama program transmigrasi dengan 

provinsi/kabupaten di luar Jawa 

Meningkatkan iklim 

investasi dan 

ketenagekerjaan yang 

kondusif 

Peningkatan investasi melalui perbaikan 

iklim investasi untuk menciptakan 

kesempatan kerja baru 

Peningkatan perlindungan dan 

pengawasan tenaga kerja, termasuk 

norma kerja, serta norma Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan 

kesejahteraan tenaga kerja, dan 

menciptakan hubungan industrial yang 

kondusif 

Meningkatkan akses 

sekolah menengah 

atas dan sekolah 

menengah kejuruan 

yang bermutu dan 

terjangkau, 

peningkatan 

kompetensi guru dan 

tenaga kependudukan 

serta kualitas layanan 

pendidikan. 

Peningkatan dan pengembangan secara 

bertahap Wajib Belajar Pendidikan 

Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 

Tahun 

Penurunan/penghilangan hambatan 

administratif pemberian bantuan bagi 

sekolah umum, sekolah agama, sekolah 

kejuruan, dan sekolah khusus 

Peningkatan rasio perbandingan jumlah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 

Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 

30%, untuk menyiapkan tenaga kerja 

terampil berpendidikan menengah 
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

Pengembangan "Sekolah Menengah 

Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di 

pondok pesantren untuk menyiapkan 

tenaga kerja terampil tingkat menengah. 

Peningkatan dan pengembangan 

penyediaan tambahan fasilitas dan 

program antara (bridging program) bagi 

lulusan sekolah kejuruan untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi 

Meningkatkan minat 

baca masyarakat 

Peningkatan kuantitas sarana dan prasana 

perpustakaan, serta kapasitas 

kelembagaan secara terpadu  

Meningkatkan 

kompetensi guru dan 

tenaga kependidikan 

serta kualitas layanan 

pendidikan 

Peningkatan mutu dan sebaran tenaga 

kependidikan secara merata 

Peningkatan pendidikan non-formal 

berbasis komunitas 

Peningkatan layanan pendidikan berbasis 

manajamen pendidikan secara 

komprehensif dan terintegrasi 

Peningkatan kualitas pendidikan pondok 

pesantren melalui bantuan 

penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan 

guru swasta 

Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas 

pelayanan kesehatan 

bagi ibu, anak, dan 

balita 

Peningkatan  kualitas kesehatan ibu dan 

anak dibawah lima tahun melalui 

penguatan dan pengembangan "Taman 

Posyandu" disetiap desa/kelurahan yang 

mengintegrasikan Posyandu, Pos 
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan 

Bina Keluarga Balita (BKB). 

Meningkatkan standar 

kualitas pelayanan 

RSUD, puskesmas dan 

jaringannya 

Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, 

puskesmas dan jaringannya secara merata 

Meningkatkan 

kesehatan masyarakat 

berbasis keluarga dan 

masyarakat melalui 

upaya promotif dan 

preventif 

Peningkatan pelayanan kesehatan 

komprehensif yang lebih mengedepankan 

upaya promotif dan preventif, tanpa 

mengenyampingkan upaya kuratif dan 

rehabilitatif 

Meningkatkan akses 

cakupan terhadap 

layanan air minum, 

dan sanitasi yang layak 

serta ketersediaan 

perumahan 

Peningkatan ketersediaan dan cakupan 

pelayanan air minum  dengan harga 

terjangkau serta sanitasi yang layak 

Peningkatan pemenuhan perumahan yang 

layak huni bagi seluruh masyarakat, 

khususnya masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Meningkatkan 

partisipasi aktif 

pemuda dalam  

pembangunan 

berbasis komunitas 

Peningkatan kelembagaan karang taruna 

dan/atau organisasi lain yang berafiliasi 

dengan kepemudaan 

Meningkatkan 

perlindungan bagi 

Peningkatan perlindungan generasi muda 

dari bahaya penyalahgunaan Napza, 

minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS 
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

masa depan generasi 

muda 

Meningkatkan 

prestasi olahraga di 

berbagai event 

Peningkatan prestasi olahraga 

Meningkatkan 

keterpaduan antar 

kelompok program 

penanggulangan 

kemiskinan lintas 

sektor dengan fokus 

dan lokus tertentu, 

berbasis perlindungan 

sosial, pemberdayaan 

masyarakat serta 

peningkatan akses, 

jangkauan dan fasilitas 

infrastruktur dasar 

bagi masyarakat 

miskin. 

Peningkatan dan penyempurnaan 

pengarusutamaan penanggulangan 

kemiskinan di semua program yang ada di 

organisasi pemerintah daerah (OPD), 

sekaligus memperbaiki efektivitas program 

Peningkatan dan  penyempurnaan 

program penanggulangan kemiskinan yang 

ditujukan memangkas beban pengeluaran 

rumah tangga miskin 

Peningkatan, dan penyempurnaan 

program penanggulangan kemiskinan 

dalam bentuk bantuan sosial, dan 

pemberdayaan masyarakat untuk 

meningkatkan kemampuan dan 

pendapatan penduduk miskin 

Pengembangan dan perlindungan 

keberlangsungan usaha mikro dan kecil 

sektor informal di perkotaan maupun 

pedesaan untuk mencegah terjadinya 

pemiskinan lebih parah akibat kehilangan 

sumber nafkah 

Peningkatan perluasan akses penduduk 

miskin dan rentan terhadap kredit mikro 

dengan suku bunga rendah 
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

Peningkatan pembangunan dan perbaikan 

infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya 

yang menghubungkan tempat produksi 

pertanian dan tujuan pasar untuk 

menekan biaya angkut, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan penduduk 

miskin 

Peningkatan infrastruktur fisik seperti 

energi, terminal, pelabuhan, dan lainnya 

dalam rangka meningkatkan akses dan 

memudahkan jangkauan perekonomian 

masyarakat miskin maupun rentan 

Peningkatan perluasan akses penduduk 

miskin dan rentan terhadap kredit mikro 

dengan suku bunga rendah 

Peningkatan pembangunan dan perbaikan 

infrastruktur jalan yang menghubungkan 

tempat produksi pertanian dan tujuan 

pasar untuk menekan biaya angkut, 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

penduduk miskin 

Dalam rangka menurunkan angka 

kemiskinan, salah satu upaya yang 

dilakukan yaitu pemberdayaan 

masyarakat, diantaranya melalui 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan 

kecil 

Peningkatan kapasitas lembaga - lembaga 

kemasyarakatan di desa dalam rangka 
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

menumbuhkan keberdayaan masyarakat 

desa. 

Peningkatan kapasitas pengelolaan 

pemerintahan desa terutama dalam hal 

administrasi dan keuangan melalui 

pembinaan, fasilitasi dan pengawasan oleh 

pemerintah daerah 

Dalam rangka menurunkan angka 

kemiskinan, satu upaya yang dilakukan 

yaitu pemberdayaan masyarakat, 

diantaranya melalui peningkatan 

perekonomian desa dan kawasan 

perdesaan baik melalui pengembangan 

ekonomi yang sudah ada maupun dari 

potensi ekonomi desa yang ada. 

Meningkatkan  

pelayanan dan 

rehabilitasi PMKS 

Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan 

peran aktif masyarakat dalam penanganan 

kesejahteraan sosial 

Meningkatkan kualitas 

keadilan dan 

kesetaraan gender di 

segala sektor 

pembangunan 

Peningkatan kualitas dan peran 

perempuan dalam pembangu-nan, serta 

perlindungan perempuan dan anak dari 

berbagai tindak kekerasan melalui upaya 

pencegahan, pelayanan dan 

pemberdayaan 

Misi 2 : 

Meningkatkan 

pembangunan 

ekonomi yang 

Meningkatkan 

penanganan 

ketahanan pangan 

Pengembangan penganekaragaman 

konsumsi pangan Beragam, Bergizi, 

Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis 

pangan lokal 
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

inklusif, 

mandiri, dan 

berdaya saing, 

berbasis 

agrobisnis/agr

oindutri, dan 

industrialisasi 

Pengembangan pengawasan keamanan 

pangan 

Perbaikan dan pengembangan 

infrastruktur distribusi pangan 

Pengembangan kelembagaan distribusi 

pangan masyarakat 

Peningkatan peran pasar induk dalam 

distribusi pangan 

Pengendalian harga pangan pokok, dan 

pengembangan sistem infomasi pasar 

(pasokan, harga dan akses) 

Meningkatkan kinerja 

sektor-sektor 

unggulan 

Perluasan jaringan akses permodalan UKM 

melalui peran stimulasi pemerintah, 

lembaga keuangan bank dan non-bank, 

mengutamakan pendampingan kepada 

UKM untuk kelancaran pembiayaan usaha 

Peningkatan peran Bank Indonesia 

maupun bank pelaksana untuk 

memperbesar pangsa kredit kepada UKM 

melalui pemanfaatan idle money 

Peningkatan perluasan jaringan Bank UKM 

dan bank pelaksana lainnya  di wilayah-

wilayah strategis untuk mendukung 

kemudahan akses permodalan bagi UKM 

Perluasan cakupan kelompok sasaran, 

substansi pendidikan dan pelatihan UKM 

untuk efisiensi dan efektivitas proses 

usaha, termasuk manajemen pemasaran 
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Optimalisasi peran UKM terhadap 

pembentukan PDRB, dan penciptaan 

lapangan kerja melalui fasilitasi skema 

pembiayaan, peningkatan daya saing, 

perluasan dan penguatan kelembagaan, 

serta peningkatan usaha koperasi 

Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi 

UKM dengan mengutamakan tujuan pasar 

dalam negeri, selanjutnya didorong untuk 

mampu bersaing ke pasar internasional 

Peningkatan dukungan pengembangan 

usaha mikro tradisional dan pengrajin 

melalui pembinaan sentra-sentra 

produksi/klaster disertai dukungan 

penyediaan infrastruktur yang makin 

memadai 

Peningkatan dan pengembangan lembaga 

keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk 

mendukung pengembangan koperasi, 

serta usaha mikro dan kecil 

Peningkatan kualitas SDM pengelola 

koperasi melalui pelatihan untuk 

mendukung pengembangan koperasi, 

termasuk Kopwan dan Koppontren. 

Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, 

dan akses permodalan (kredit usaha) bagi 

perempuan melalui pengembangan 

lembaga keuangan non-perbankan 
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Peningkatan peran perempuan dalam 

pengembangan usaha ekonomi produktif, 

melalui berbagai pelatihan keterampilan, 

dan pendampingan untuk meningkatkan 

kapasitas usaha ekonomi perempuan 

Penguatan manajemen kelembagaan 

ekonomi perempuan untuk meningkatkan 

efisiensi skala usaha ekonomi kaum 

perempuan 

Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana 

dalam rangka penguatan dan 

pengembangan ekonomi kaum 

perempuan 

Peningkatan produksi dan produktivitas 

pertanian untuk meningkatkan surplus 

bahan pangan, khususnya padi, jagung, 

kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, 

untuk memenuhi konsumsi dan bahan 

baku industri pengolahan (agroindustri) 

Penetapan dan pengembangan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

Pengembangan sarana prasarana dan 

kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi 

produktif masyarakat kawasan pesisir, dan 

kepulauan 

Perluasan areal hutan rakyat, dan 

pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar 

hutan, serta pengembangan usaha non-

kayu di kawasan hutan 
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Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar 

domestik melalui perluasan dan 

penguatan fungsi Kantor Perwakilan 

Dagang 

Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar 

ekspor konvensional, dan perluasan pasar 

ekspor non-konvensional 

Revitalisasi Puspa Agro  menjadi trading 

house produk pertanian Jawa Timur 

Perluasan dan peningkatan substansi 

pameran dagang produk UKM di pasar 

domestik maupun internasional 

Peningkatan performa standarisasi 

Industri 

Peningkatan fasilitasi pengembangan 

industri kecil dan menengah non-agro yang 

memiliki daya penyebaran dan kepekaan 

tinggi, atau yang memiliki backward dan 

forward linkage yang tinggi 

Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi 

usaha skala menengah dan besar, serta 

mendorong kemitraan usaha dengan 

pelaku mikro dan kecil 

Peningkatan fasilitasi 

penumbuhkembangan industri 

pengolahan agro dan non-agro 

Peningkatan produk bahan baku/penolong 

domestik  sebagai bahan 

pengganti/substitusi impor 
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Peningkatan pengembangan destinasi 

pariwisata melalui perluasan 

pengembangan objek wisata alam dan 

buatan 

Peningkatan cakupan substansi pameran 

produk pariwisata di pasar domestik dan 

internasional 

Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana 

penunjang destinasi pariwisata 

Penguatan kemitraan pemangku 

kepentingan kepariwisataan, perhotelan, 

restoran dan transportasi (maskapai, 

pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia 

jasa transportasi darat) untuk 

meningkatkan jumlah kunjungan dan lama 

hari berkunjung wisatawan nusantara 

serta wisatawan asing 

Pengembangan pembangunan pariwisata 

yang terintegrasi dengan penanggulangan 

kemiskinan yang memberikan sumber 

penghasilan kolektif bagi komunitas  

masyarakat 

Peningkatan fasilitasi kemitraan UKM dan 

koperasi lokal dengan usaha pariwisata 

berskala besar 

Peningkatan penyelenggaraan festival seni 

budaya lokal  pada event nasional dan 

internasional 
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Peningkatan fasilitasi partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dan 

pelestarian kekayaan seni budaya lokal 

Peningkatan pengelolaan dan 

pengembangan pelestarian peninggalan 

sejarah purbakala, museum, dan 

peninggalan bawah air 

Peningkatan investasi dalam negeri 

(PMDN), dan PMA dengan mendorong 

kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan 

pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA 

Pengembangan hilirisasi industri untuk 

meningkatkan nilai tambah komoditas 

yang diperdagangkan 

Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan 

melalui peningkatan infrastruktur 

pelayanan perizinan, kepastian prosedur 

dan jenis layanan, serta kapasitas SDM 

pelayanan 

Peningkatan cakupan substansi pameran 

investasi berskala domestik, nasional, dan 

internasional 

Meningkatkan 

penyediaan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur strategis 

Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan 

jalan dan jembatan untuk menunjang 

aktivitas ekonomi 

Pembangunan jaringan jalan baru  untuk 

menunjang aktivitas ekonomi 

Peningkatan pelayanan perhubungan dan 

keselamatan transportasi 
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Pemenuhan sarana prasarana 

perhubungan dan peran serta masyarakat 

dan swasta  

Percepatan pembangunan infrastruktur 

sumber air, mela-lui penyelesaian 

hambatan perijinan, pembiayaan, penye-

diaan lahan dan penang-gulangan masalah 

sosial. 

Perbaikan sistem monitoring hidrologis 

dan kualitas air serta sistem informasi 

sumber daya air. 

Peningkatan pengelolaan infrastruktur 

sumber air, melalui operasional & 

pemeliharaan infrastruktur sumber air 

guna mengembalikan fungsi & kapasitas 

tampungannya. 

Pengembangan metode pengelolaan 

sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi 

pemanfaatan dan konservasi secara 

adaptif dengan menyeimbangkan 

pertimbangan ekonomi dan ekologis 

secara berkelanjutan. 

Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk 

mendukung ketahanan pangan melalui 

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 

Irigasi Partisipatif (PPSIP) 

Percepatan pembangunan & rehabilitasi 

infrastruktur pengendalian banjir untuk 



BAB II 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

 

Bab 2-23 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015-2019 

melindungi prasarana umum dan kawasan 

produktif 

Peningkatan koordinasi dan 

pengembangan Energi Baru Terbarukan 

(EBT) sebagai sumber energi dan 

ketenagalistrikan 

Peningkatan koordinasi kegiatan 

pertambangan/SD Mineral dan Migas   

Peningkatan pemeliharaan dan 

pemanfaatan air tanah 

Peningkatan penelitian dan 

pengembangan serta pemanfaatan aneka 

energi baru terbarukan 

Misi 3 : 

Meningkatkan 

pembangunan 

yang 

berkelanjutan 

dan penataan 

ruang 

Meningkatkan 

penanganan 

kerusakan lingkungan 

akibat pembangunan 

Penguatan mekanisme pemantauan & 

sistem informasi lingkungan hidup, 

peningkatan kapasitas pengelolaan 

lingkungan hidup dan penyelesaian 

peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana 

serta perdata lingkungan secara tuntas. 

Peningkatan kualitas air & kualitas udara 

Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui 

penguatan upaya rehabilitasi hutan, 

peningkatan tutupan vegetasi terutama di 

perkotaan, rehabilitasi lahan 

kritis/terlantar, pengendalian kerusakan 

ekosistem dan pemulihan tutupan 

lahan/hutan, kawasan bekas tambang, 

kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan 

pesisir dan laut. 
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Pengelolaan bahan berbahaya & beracun 

(B3) 

Meningkatkan peran 

rencana tata ruang 

sebagai pedoman 

dalam pemanfaatan 

ruang provinsi 

Percepatan Penyusunan Rencana Rinci 

Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk 

dievaluasi oleh Gubernur 

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan 

pemanfaatan ruang 

Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap 

Rencana Tata Ruang 

Misi 4 : 

Meningkatkan 

reformasi 

birokrasi, dan 

pelayanan 

publik 

Meningkatkan 

kuantitas dan kualitas 

informasi publik 

secara efisien dan 

efektif 

Peningkatan akses informasi publik yang 

akurat dan terkini 

Meningkatkan kualitas 

pengamanan 

informasi secara tepat 

dan akurat 

Peningkatan efisiensi dan efektifitas 

pengamanan informasi 

Meningkatkan kualitas 

data dan informasi 

Peningkatan kualitas data dan informasi 

pendukung perencanaan daerah dan 

penyelenggaraan pemerintahan 

Meningkatkan 

pengelolaan arsip 

pemerintah daerah 

yang tertib, rapi, dan 

handal 

Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah 

daerah secara profesional yang didukung 

sistem kearsipan yang komprehensif 
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Meningkatkan kualitas 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

pengendalian secara 

terpadu antar dan 

lintas OPD 

Peningkatan koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi, serta sinergi perencanaan 

pembangunan antar dan lintas OPD 

Meningkatkan 

penerapan prinsip 

tata kelola 

pemerintah yang baik 

secara konsisten 

Peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas melalui pelaksanaan standar 

pelayanan minimal serta optimalisasi 

peran pengawasan internal oleh Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan 

pengawasan masyarakat 

Penguatan aksi anti-korupsi, dan 

pemberantasan korupsi, serta 

memperluas secara bertahap zona 

integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) 

Optimalisasi pengelolaan keuangan dan 

aset daerah secara terpadu 

Peningkatan efesiensi dan efektivitas 

ketatalaksanaan dan prosedur pada semua 

tingkat pelayanan publik 

Meningkatkan 

manajemen Aparatur 

Sipil Negara secara 

efisien dan efektif 

dalam pelayanan 

publik secara 

profesional 

Pengembangan konsep reformasi birokrasi 

sebagai reformasi administrasi yang terdiri 

dari elemen regulasi , sumber daya 

manusia, teknologi informasi dan kontrol 

masyarakat, untuk menghasilkan 

pelayanan publik yang lebih jelas tolok 

ukurnya 
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Menguatkan tata 

kelola kelembagaan 

pemerintahan, 

koordinasi lintas 

sektor dan wilayah 

dalam 

penanggulangan 

bencana (pra, 

tanggap, pasca 

bencana) 

Mengembangkan  sistem penanggulangan 

bencana yang berbasis tata kelola 

pemerintahan, responsif, transparan dan 

akuntabel. 

Menciptakan sinergitas antara 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 

dalam penanggulangan bencana 

Peningkatan pengembangan mekanisme 

perlindungan bagi masyarakat dari 

dampak bencana alam 

Pemenuhan kebutuhan pada saat status 

darurat bencana  yang pendanaannya 

dialoka-sikan khusus untuk BPBD yang 

dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan 

pencairannya melalui SK Status Keadaan 

Darurat Bencana 

Meningkatkan 

kapasitas SDM 

legislatif sesuai 

dengan fungsinya 

Peningkatan kapasitas anggota legislatif 

beserta kelembagaannya secara 

berkelanjutan 

Misi 5 : 

Meningkatkan 

Kualitas 

Kesalehan 

Sosial dan 

Harmoni Sosial 

Meningkatkan 

sosialisasi mengenai 

hukum dan HAM, 

penguatan koordinasi 

antar pemangku 

kepentingan serta 

mengoptimalkan 

edukasi politik 

terhadap masyarakat 

Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai kese-imbangan antara hak dan 

kewajiban asasi manusia di dalam 

berdemokrasi yang menjunjung tinggi 

supremasi hukum 

Peningkatan peran serta masyarakat 

dalam penciptaan keamanan dan 

ketertiban melalui mekanisme community 

policing 
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2. Meningkatkan 

kesadaran masyarakat 

terhadap  hukum 

Revitalisasi keamanan berbasis komunitas 

untuk mewujudkan keamanan lingkungan, 

terma-suk mencegah tumbuhnya per-

masalahan yang berkaitan penggunaan 

dan penyebaran narkoba, serta terorisme 

Optimalisasi pencegahan terhadap 

pelanggaran Perda melalui peningkatan 

pengetahuan masyarakat serta penguatan 

aparatur penegakan perda 

 

 

C. PRIORITAS DAERAH 

Prioritas Pembangunan Daerah disusun sebagai penjabaran tahunan dari 

RPJMD 2014-2019 yang memuat Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 

2014-2019:"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan 

Berakhlak " 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan, isu strategis, tema RKPD, strategi, arah 

kebijakan RPJMD maka ditetapkan prioritas pembanguan tahunan yang dituangkan 

dalam RKPD Jawa Timur selama periode 2004 – 2019 sebagai berikut: 

Tahun 2015 

Pada tahun 2015 sesuai dengan tema RKPD 2015  maka ditetapkan 40 prioritas 

pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD provinsi Jawa Timur tahun 2015 

yaitu  : 

1. BOSDA Madin 

2. BOS SMA (BKSM Bagi siswa miskin 

3. Pemerataan Penyebaran tenaga pendidik 

4. Penuntasan Buta Huruf  

5. Pembangunan SMK Mini 

6. Pengembangan PAUD secara holistik dan integratif 

7. Pengembangan SMK menjadi Community College 
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8. Penempatan dan perluasan kerja sektor formal dan informal, termasuk penciptaan 

wirausaha baru  

9. Revitalisasi Balai Latihan Kerja Menuju Berstandar Internasional 

10. Kemitraan Strategis antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan Perusahaan 

11. Program Magang bagi Peserta di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk magang di 

Perusahaan 

12. Optimalisasi Penempatan Transmigran 

13. Ponkesdes 

14. Jamkesda 

15. Taman Posyandu 

16. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 

17. Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan dan Pesisir 

18. Peningkatan Prod/Produktivitas padi melalui dukungan JITUT/JIDES, Lantai Jemur, 

Combine Harvester; Harvester; 

19. Pengembangan 1 juta IB dan mini feedmill; 

20. Manunggal Ketahanan Pangan/MKP (Kerjasama TNI (Kodam V Brawijaya)  

21. Pengembangan Karang kitri (200 lokasi di 38 Kab/kota 

22. Pengembangan lembaga pembiayaan berbasis fungsional dan kelompok ekonomi 

mikro lainnya  

23. Peningkatan kemitraan PMA dan PMDN 

24. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri 

25. Pengembangan industri non agro dengan mendorong pembangungan industri dasar 

(misalnya smelter) 

26. Bantuan ongkos angkut 

27. Peningkatan akses dan penetrasi pasar domestik 

28. Pemugaran Situs Mojopahit di Mojokerto (Pengadaan Tanah 5 Ha untuk 

Perpustakaan) 

29. Revitalisasi Makam Wali/Sunan 

30. Revitalisasi Budaya dan Kearifan Lokal  

31. Peningkatan produksi hasil kayu dan non kayu 

32. Peningkatan luas areal hutan rakyat 
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33. Peningkatan jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang berizin IUIPHHK 

34. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo 

35. Pengembangan Forum Kerjasama Ekonomi Lintas Agama. 

36. Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 

37. Pengembangan Forum Resolusi dan Pencegahan Konflik 

38. Peningkatan Revitalisasi dan Perbaikan Situs Religi. 

39. Revitalisasi Budaya dan Kearifan Lokal 

40. Penghargaan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal (LOkal Wisdom) 

 

Tahun 2016 

Pada tahun 2016 sesuai dengan tema RKPD 2016 maka ditetapkan 43 prioritas 

pembanguan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 

yaitu  : 

1. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (Bppdgs)/Bosda 

Madin  

2. Bantuan Khusus Siswa Miskin (Bksm) Atau Bos Slta  

3. Smk Mini/Blk Plus 

4. Pengembangan Sarana, Prasarana Dan Penunjang Pendidikan Smk 

5. Penuntasan Buta Aksara 

6. Bantuan Perpustakaan Desa 

7. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) 

8. Pondok Kesehatan Pesantren (Poskestren) 

9. Pengembangan Taman Posyandu  

10. Jamkesda 

11. Percepatan Pemenuhan Dokter Spesialis 

12. Percepatan Penanganan Penyandang Masalah  Kesejahteraan Sosial (Pmks) 

13. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (Pkh)   

14. Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2016 Di Kabupaten Bulungan Kalimantan 

Utara 

15. Pelatihan Kerja (Blk) Bertaraf Internasional (16 Upt)  

16. Pengendalian Inflasi/Harga  
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17. Pengendalian Harga/Subsidi Ongkos Angkut 

18. Standarisasi Produk Ikm 

19. Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (Kpd)  

20. Restrukturisasi Pengelolaan Kpd  

21. (Type A : Hub Asean & Australia, Type B  : Hub Domestik Ibt & Type C) À Misi Dagang 

, Pameran & Inteligen Market  

22. Sewa Kantor Kpd  

23. Penumbuhan & Pengembangan Wub Industri 

24. Penumbuhan Wub Agro Industri 

25. Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi  

26. Promosi Penanaman Modal Di Dalam Dan Luar Negeri 

27. Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi  

28. Pembangunan East Java Investment Super Corridor (Ejisc)  

29. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

30. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Terpusat Di Upt P2bj  

31. Promosi/Akses Pasar Ukm Ekspor  

32. Pendaftaran Haki (Merk) Produk Umkm Perintis Ekspor  

33. Penumbuhan Wirausaha Baru 

34. Inkubator Bisnis Dan Operasional Klinik Koperasi & Umkm  

35. Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi 

36. Peningkatan Populasi Ternak 

37. Pengadaan Bibit Ternak  

38. Pengendalian Penyakit Hewan Menular   

39. Minifeedmill  

40. Optimalisasi Inseminasi Buatan  

41. Alat Mesin Pertanian & Peningkatan Nilai Tambah 

42. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian  

43. Pengembangan Cooperative Farming 

 

 

 



BAB II 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

 

Bab 2-31 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Tahun 2017 

Pada tahun 2017 sesuai dengan tema RKPD 2017 maka ditetapkan 9 prioritas 

pembanguan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2017 

yaitu  : 

1. Peningkatan mutu pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) 

2. Pengembangan kualitas SDM  

3. Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran  

4. Pengembangan industri dan perdagangan  

5. Pengembangan Koperasi dan UMKM  

6. Peningkatan kedaulatan pangan  

7. Peningkatan infrastruktur  

8. Kemaritiman dan kelautan  

9. Harmonisasi sosial  

 

Tahun 2018 

Pada tahun 2018 sesuai dengan tema RKPD 2018 maka ditetapkan 9 prioritas 

pembanguan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 

yaitu  : 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Perumahan dan Permukiman 

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 

5. Ketahanan Pangan 

6. Penanggulangan Kemiskinan 

7. Infrastruktur, Konektivitas Dan Kemaritiman 

8. Pembangunan Wilayah 

9. Politik dan Kebangsaaan 
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Tahun 2019 

Pada tahun 2018 sesuai dengan tema RKPD 2018 maka ditetapkan 5 prioritas 

pembanguan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 

yaitu  : 

1. Peningkatan kualitas SDM melaluieningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan. 

2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui Pengembangan infrastruktur 

ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan 

3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta 

akselerasi kepariwisataan 

4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, 

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 

5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta Kesuksesan pelaksanaan pemilu 
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BAB III 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi 

dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan 

sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen 

pemerintah Provinsi Jawa  Timur adalah  keuangan daerah yang  dikelola secara tertib, 

taat pada peraturan peundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

Selain itu, APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam 

proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja 

daerah. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain 

prosedur dan teknis penganggaran, harus diikuti secara tertib dan taat azas. Agar APBD 

dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. 

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan 

ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara 

tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan 

pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah 

penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran 

(budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah agar selaras. 
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APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses 

pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja, maupun 

pembiayaan daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang 

mengatur prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya 

APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai prosedur.  Salah satu 

alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya 

adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan 

dan dilaksanakannya, jadi bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan. 

Hasil analisis rasio keuangan daerah bertujuan untuk: 

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi 

daerah. 

2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. 

3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya. 

4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah. 

5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. 

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi kebijakan umum APBD seperti: terdapat keadaan yang menyebabkan harus 

dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, 

serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus 

digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam rangka pengelolaan 

keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban berupa: (1) laporan realisasi anggaran, (2) neraca, (3) laporan arus kas, 

dan (4) catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, 

pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban dengan menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berkenaan dengan penyusunan LKPJ Akhir Masa 

Jabatan Tahun 2014-2018 ini, data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2014-2017 

adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sedangkan untuk APBD Tahun 2018 belum 

diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan 

Juni 2019 atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK. 

 

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

1. Kebijakan Pendapatan Daerah 

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah   selama 

tahun anggaran 2014-2018, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada 

peningkatan penerimaan daerah melalui:  

1) Penataan Kelembagaan melalui perumusan kembali struktur organisasi dan 

tata kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pendapatan Daerah. 

2) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif 

pungutan, berdasarkan peraturan perundangan tentang ketentuan umum dan 

tatacara perpajakan yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. 

3) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Operasional Pemungutan Pajak 

Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan 

kewajiban pemilik kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

melalui ATM Samsat, penyediaan embossing machine untuk pengesahan bukti 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

4) Penjajakan kerjasama dengan pihak BUMN sebagai mitra dalam pengembangan 

layananan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; 

5) Peningkatan kualitas pelayanan melalui diversifikasi jenis layanan Samsat 

Unggulan untuk memberikan pilihan kepada Wajib Pajak dalam membayar Pajak 

Kendaran Bermotor melalui Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat Corner, 

Samsat Payment Point, Samsat-Link, Samsat Kepulauan, e-Samsat, ATM Samsat 

Jatim dan Samsat Pos. 

6) Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan Non Tunai dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak 
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Daerah via EDC Machine, sms banking dan internet banking.  

7) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya dengan melakukan fasilitasi 

pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kabupaten/Kota terkait 

8) Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan 

kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah. 

9) Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan 

meningkatkan kerjasama dengan pihak III terkait dengan pemanfaatan jasa 

teknologi informasi maupun perbankan 

10) Pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus iddle dengan 

memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah. 

11) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur pelaksana pemungutan 

Pendapatan Daerah melalui pendidikan formal, diklat maupun bimbingan teknis 

administrasi perpajakan maupun pelayanan.  

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 

2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis 

pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak 

Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis 

retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, 

masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai 

dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, 

sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan 

pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota. 

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari 

dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan 

revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan 

sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian 

lingkungan. 
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2.    Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 

Hal yang mengenai kebijakan umum tersebut, didapatkan hasil 

rekapitulasi target pendapatan daerah selama periode 2014-2018 dan 

realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan Semester I tahun 2018, dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut. 

Gambar 3.1 
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.1 
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
Tahun 

Anggaran 
Target Realisasi % Bertambah/ Berkurang 

2014 19.583.941.908.338,00 20.772.483.892.730,94 106,06 1.188.541.984.392,90 

2015 22.246.180.607.897,00 22.228.450.227.974,45 99,92 (17.730.379.922,60) 

2016 23.928.543.492.679,00 25.030.227.710.402,86 104,60 1.101.684.217.723,80 

2017 29.348.605.270.584,19 29.879.164.203.941,90 101,80 530.558.933.357,77 

2018* 29.024.306.233.760,00 15.409.024.189.835,20 53,09 (13.615.282.043.924,80) 

Jumlah 124.131.577.513.258,00 113.319.350.224.885,00    91,29 (10.812.227.288.372,90) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa perolehan penerimaan 

realisasi pendapatan daerah selama periode 2014-2017, pada setiap 
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tahunnya mengalami fluktuasi atau naik turun dalam persentasenya, serta 

pada pada tahun yang selalu melapaui target yang telah ditetapkan dengan 

rerata peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar diatas 100%, akan tetapi 

pada tahun 2015 realisasi belum memnuhi target yaitu diperoleh sebesar 

99,92%. 

Sementara itu, total target pendapatan daerah selama periode 2014-

2018 diperoleh sebesar Rp. 124.131.577.513.258,00 (seratus dua puluh empat 

trilyun seratus tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima 

ratus tigabelas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), sedangkan total 

realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 

113.319.350.224.885,00 (seratus tigabelas trilyun tiga ratus sembilanbelas  

milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus 

delapan puluh lima rupiah) atau 91,24%. Hal tersebut masih belum memenuhi 

target yang sudah ditetapkan karena pada tahun 2018 hanya didapat pada 

Semester I saja. 

Selanjutnya, berdasarkan  pencermatan  terhadap  realisasi  pendapatan  

daerah, proporsi komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan 

daerah selama periode 2014-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. 

Tabel 3.2 
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap  

Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2017 

 

  

Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun (%) 

2014 2015 2016 2017 

PAD 69,53 69,29 63,47 57,99 

Dana Perimbangan 16,78 14,02 36,11 41,82 

Lain-lain PAD Yang Sah 13,70 16,69 0,42 0,20 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) 
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Tabel 3.3 
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap  

Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2017 

Jenis Penerimaan Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun (Rp.) 

2014 2015 2016 2017 

PAD 14.442.216.534.958,94 15.402.647.674.502,58 15.885.900.258.130,30 17.326.483.824.756,20 

Dana Perimbangan 3.485.336.767.166,00 3.115.619.118.152,00 9.039.003.358.881,00 12.494.048.645.633,00 

Lain-lain PAD Yang Sah 2.844.930.590.606,00 3.710.183.435.319,87 105.324.093.391,56 58.631.733.552,69 

Total 20.772.483.892.730,90 22.228.450.227.974,40 25.030.227.710.402,90 29.879.164.203.941,90 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah) 

Berdasarkan beberapa komponen dari target dan realisasi pendapatan daerah 

selama periode 2014-2018, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1)    Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu: (a) 

Pajak Daerah, (b) Restribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang 

Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.  Pada target 

dan realisasi pendapatan asli daerah selama periode 2014-2018, dapat dilihat 

pada Tabel 3.4 sebagai berikut. 

Gambar 3.2 
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.4 
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
Tahun 

A  

Target Realisasi % Bertambah/ 

Berkurang 
2014 13.091.500.947.341,00 14.442.216.534.958,94 110,32 1.350.715.587.617,90 

2015 14.900.073.456.574,00 15.402.647.674.502,58 103,37 502.574.217.928,50 

2016 14.624.118.008.516,00 15.885.900.258.130,30 108,63 1.261.782.249.614,30  

2017 15.850.715.963.543,19 17.326.483.824.756,20 109,31 1.475.767.861.213,08 

2018* 15.675.894.291.960,00 8.499.535.556.408,82 54,22 (7.176.358.735.551,18) 

Jumlah 74.142.302.667.934,10 71.556.783.848.756,70 96,51 (2.585.518.819.177,37) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan pendapatan asli daerah selama periode 2014-2017, terus 

mengalami peningkatan dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan 

dengan rerata peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 17,63%. 

Sementara itu,  total  target pendapatan  asli daerah yang  ditetapkan  

selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 74.142.302.667.934,10 

(tujuh puluh empat trilyun seratus empat puluh dua milyar tiga ratus dua 

juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat 

rupiah), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018, diperoleh sebesar Rp. 71.556.783.848.756,70 (tujuh puluh satu trilyun 

lima ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan 

ratus empat puluh delpan ribu tujuh ratus ratus lima puluh enam rupiah tujuh 

puluh sen) atau 96,51%. Hal tersebut masih belum memenuhi target yang 

sudah ditetapkan karena pada tahun 2018 hanya didapat pada Semester I saja. 

a)  Pajak Daerah 

Target dan realisasi pajak daerah yang diterima selama periode 

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut. 
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Gambar 3.3 
Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.5 
Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ Berkurang 

2014 11.007.945.243.621,00 11.517.684.926.168,60 104,63 509.739.682.547,60 
2015 12.329.300.000.000,00 12.497.148.704.551,00 101,36 167.848.704.551,00 
2016 11.934.000.000.000,00 12.772.227.117.584,86 107,02 838.227.117.584,80 
2017 12.979.000.000.000,00 14.350.601.626.318,70 110,57 1.371.601.626.318,70 
2018* 12.728.000.000.000,00 6.726.300.861.504,00 52,85 (6.001.699.138.496,

 Jumlah 60.978.245.243.621,00 57.863.963.236.127,10  94,89 (3.114.282.007.493,89) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan realisasi  pajak  daerah selama periode 2014-2017, setiap 

tahunnya terus mengalami peningkatan dan selalu melampaui target yang 

telah ditetapkan dengan rerata peningkatan pertahunnya diperoleh 

sebesar 14,95% dan kenaikan terbesar terjadi dari tahun 2017, yaitu naik 

diperoleh sebesar Rp. 1.371.601.626.319,70 (satu trilyun tiga ratus tujuh 

puluh satu milyar enam ratus satu juta enam ratus dua puluh enam ribu 

tiga ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh sen) atau naik 10,57%.  
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Sementara itu, total target pajak daerah yang ditetapkan selama 

periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 60.978.245.243.621,00 (enam 

puluh trilyun sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus empat 

puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh 

satu rupiah), sedangkan total realisasi dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018, diperoleh sebesar Rp. 57.863.963.236.127,10 (lima puluh 

tujuh trilyun delapan ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus enam 

puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh 

rupiah sepuluh sen) atau 94,89%. Hal tersebut masih belum memenuhi 

target yang sudah ditetapkan karena pada tahun 2018 hanya didapat pada 

Semester I saja. 

b)  Retribusi Daerah 

Komponen retribusi daerah berumber dari beberapa penerimaan 

yaitu pada penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi jasa perizinan tertentu. Target dan realisasi retribusi daerah 

selama periode 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai 

berikut. 

Gambar 3.4 
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.6 
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi 
 

% 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 120.764.812.250,00 148.638.035.645,33 123,08 27.873.223.395,33 

2015 152.222.599.700,00 176.559.902.959,33 115,99 24.337.303.259,33 

2016 119.652.928.940,00 133.587.973.919,68 111,65 13.935.044.979,68 

2017 128.992.184.000,00 131.444.291.907,25 101,90 2.452.107.907,25 

2018* 76.451.501.000,00 37.923.026.158,00 49,60 (38.528.474.842,00) 

Jumlah 598.084.025.890,00 628.153.230.589,59 105,03 30.069.204.699,59 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan retribusi daerah selama periode 2014-2017 menunjukkan 

adanya penurunan peningkatan realisasi setiap tahunnya.  

Penerimaan terbesar diperoleh pada tahun 2014 diperoleh sebesar Rp. 

148.638.035.645,33 (seratus empat puluh delapan milyar enam ratus tiga 

puluh delapan juta tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima 

rupiah tiga puluh tiga sen), sedangkan terkecil diperoleh pada tahun 

2017, yaitu diperoleh sebesar Rp. 131.444.291.907,25 (seratus tiga puluh 

satu milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan 

puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah dua puluh lima sen).  

Sementara itu, total target retribusi daerah yang ditetapkan 

selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 598.084.025.890,00 

(lima ratus sembilan puluh delapan milyar delapan puluh empat juta dua 

puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), sedangkan total 

realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh 

sebesar Rp. 628.153.230.589,59 (enam ratus dua puluh delapan milyar 

seratus lima puluh tiga  juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan 

puluh sembilan rupiah lima puluh sembilan sen) atau 105,03%. Hal 
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tersebut sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan meskipun pada 

tahun 2018 hanya didapat pada Semester I saja yang belum sepenuhnya. 

c)    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan selama periode 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.7 

sebagai berikut. 

Gambar 3.5 
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.7 
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ 
Berkurang 

2014 340.020.271.075,00 342.920.271.075,28 100,85 2.900.000.000,28 

2015 351.541.957.596,00 352.223.333.471,28 100,19 681.375.875,28 

2016 364.325.988.476,00 364.325.988.476,00 100,00 0,00 

2017 374.274.618.110,19 374.274.618.110,19 100,00 0,00 

 
2018* 380.115.629.760,00 374.665.795.638,80 98,57 (5.449.834.121,20) 

Jumlah 1.470.258.193.942,19 1.465.489.735.696,27 99,68 (4.768.458.245,92) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 
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Berdasarkan pada Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah selama periode 

2014-2017, menunjukkan adanya kesamaan peningkatan. Penerimaan 

terbesar diperoleh pada tahun 2014 diperoleh sebesar Rp. 

342.920.271.075,28 (tiga ratus empat puluh dua milyar sembilan 

ratus dua puluh juta dua ratus tujuh  puluh  satu ribu tujuh  puluh lima 

rupiah dua puluh delapan sen), sedangkan terkecil diperoleh pada 

tahunn yang sama yaitu pada tahun 2016 dan 2017 yaitu diperoleh 

penerimaan realisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.  

Sementara  itu, total  target hasil pengelolaan kekayaan  yang 

dipisah yang ditetapkan selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar 

Rp. 1.470.258.193.942,19 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh milyar 

dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu 

sembilan ratus empat puluh dua rupiah sembilan belas sen), sedangkan 

total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh 

sebesar Rp. 1.465.489.735.696,27 (satu trilyun empat ratus enam puluh 

lima milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga 

puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah dua puluh tujuh 

sen) atau 99,68%. Hal tersebut masih belum memenuhi target yang 

sudah ditetapkan karena pada tahun 2018 hanya didapat pada Semester 

I saja. 

d)    Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Target dan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

selama periode 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut. 
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Gambar 3.6 
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.8 
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ 
Berkurang 

2014 1.622.770.620.395,00 2.432.973.302.069,73 149,93 810.202.681.674,73 

2015 2.067.008.899.278,00 2.376.715.733.520,97 114,98 309.706.834.242,97 

2016 2.206.139.091.100,00 2.615.759.178.149,76 118,57 409.620.087.049,76 

2017 2.368.449.161.433,00 2.470.163.288.420,04 104,29 101.714.126.987,04 

2018* 2.491.327.161.200,00 1.360.645.873.108,02 54,62 (1.130.681.288.091,98) 

Jumlah 10.755.694.933.406,00 11.256.257.375.268,50 104,65 500.562.441.862,52 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama periode 

2014-2018, menunjukkan adanya penurunan peningkatan realisasi pada 

setiap tahunnya. Penerimaan terbesar diperoleh pada tahun 2014 

diperoleh sebesar Rp. 2.432.973.302.069,73 (dua trilyun empat ratus 

tiga puluh dua  milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua 

ribu enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh tiga sen), sedangkan 

terkecil diperoleh pada tahun 2017, yaitu diperoleh sebesar Rp. 
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2.470.163.288.420,04 (dua trilyun empat ratus tujuh puluh  milyar 

seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu 

empat ratus dua puluh rupiah empat sen). 

Sementara itu, total taget lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah yang ditetapkan selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 

10.755.694.933.406,00 (sepuluh trilyun tujuh ratus tujuh puluh tujuh 

milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh 

tiga ribu empat ratus enam rupiah), sedangkan total realisasinya dari 

tahun 2014 sampai dengam tahun  2018  diperoleh sebesar  Rp. 

11.256.257.375.268,50 (sebelas trilyun dua ratus lima puluh enam milyar 

dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu d u a  

ratus enam puluh delapan rupiah l i m a  puluh sen) atau 104,65%. Hal 

tersebut sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan meskipun pada 

tahun 2018 hanya didapat pada Semester I saja yang belum sepenuhnya. 

2)    Dana Perimbangan 

Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari 

beberapa komponen yaitu (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 

Pajak, (b) Dana Alokasi Umum, dan (c) Dana Alokasi Khusus. Pada target 

dan realisasi dana perimbangan selama periode 2014-2018, dapat dilihat 

pada Tabel 3.9 sebagai berikut. 

Gambar 3.7 
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.9 
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Bertambah/ 
Berkurang 

2014 3.645.765.154.997,00 3.485.336.767.166,00 95,60 (160.428.387.831,00) 

2015 3.598.307.918.323,00 3.115.619.118.152,00 86,59 (482.688.800.171,00) 

2016 9.237.037.405.163,00 9.039.003.358.881,00 97,86 (198.034.046.282,00) 

2017 13.490.264.307.041,00 12.494.048.645.633,00 92,62 (996.215.661.408,00) 

2018* 13.270.911.941.800,00 6.851.315.297.997,00 51,63 (6.419.596.643.803,00) 

Jumlah 43.242.286.727.324,00 34.985.323.187.829,00 80,91 (8.256.963.539.495,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa perolehan penerimaan 

dana perimbangan selama periode 2014-2018, setiap tahunnya terus 

mengalami fluktuasi dan realisasinya selalu belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan dengan rerata peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 11,65%. 

Sementara itu, total target dana perimbangan yang ditetapkan selama 

periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 43.242.286.727.324,00 (empat 

puluh tiga trilyun dua ratus empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh 

enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat 

rupiah), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 diperoleh sebesar Rp. 34.985.323.187.829,00 (tiga puluh empat trilyun 

sembilan ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus 

delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 

93,65%. Hal tersebut masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan 

karena pada tahun 2018 hanya didapat pada Triwulan II saja serta dari tahun 

2014-2017 selalu mengalami target yang sudah ditetap belum memenuhi target 

tersebut. 
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a)    Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

Target dan realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 

selama periode 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai 

berikut. 

Gambar 3.8 
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.10 
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran Target Realisasi % 

Bertambah/ 
Berkurang 

2014 1.677.340.999.997,00 1.516.912.612.166,00 90,44 (160.428.387.831,00) 

2015 1.945.007.021.323,00 1.462.318.221.152,00 75,18 (482.688.800.171,00) 

2016 1.959.782.256.163,00 1.849.884.362.367,00 94,39 (]109.897.893.796,00) 

2017 2.281.079.498.041,00 1.634.524.587.316,00 71,66 (646.554.910.725,00) 

2018* 2.306.650.360.800,00 959.205.319.100,00 41,58 (1.347.445.041.700,00) 

Jumlah 10.169.860.136.324,00 7.422.845.102.101,00 72,99 (2.747.015.034.223,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak selama 

periode 2014-2017, menunjukkan adanya penurunan fluktuasi setiap 
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tahunnya dan realisasinya masih belum memenuhi target yang sudah 

ditetapkan. Penerimaan terbesar diperoleh pada tahun 2016 

diperoleh sebesar Rp. 1.849.884.362.367,00 (satu trilyun delapan 

ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh 

empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh 

tujuh rupiah), sedangkan terkecil diperoleh pada tahun 2015 yaitu 

diperoleh sebesar Rp. 1.462.318.221.152,00 (satu triliyun empat ratus 

enam puluh d u a  milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus dua 

puluh s a t u  ribu seratus lima  puluh dua rupiah). 

Sementara itu, total target dana bagi hasil pajak/bagi hasil 

bukan pajak yang ditetapkan selama periode 2014-2018 diperoleh 

sebesar Rp. 10.169.860.136.324,00 (sepuluh trilyun seratus enam 

puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh juta seratus tiga 

puluh enam ribu t i g a  r atus d u a  p u l u h  e m p a t  rupiah), 

sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 diperoleh sebesar Rp. 7.422.845.102.101,00 (tujuh trilyun 

empat ratus dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima 

juta seratus dua ribu tiga seratus saru rupiah) atau 72,99%. Hal 

tersebut masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan karena 

pada tahun 2018 hanya didapat pada Semester I saja serta dari tahun 

2014-2017 selalu mengalami target yang sudah ditetapkan belum 

memenuhi target tersebut dan mengalami penurunan fluktuasi pada 

realisasi setiap tahunnya. 

b)    Dana Alokasi Umum 

Target  dan  realisasi  dana  alokasi  umum  selama  periode  

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut. 
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Gambar 3.9 
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

 

Tabel 3.11 
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ 
Berkurang 

2014 1.866.548.185.000,00 1.866.548.185.000,00 100,00 0,00 

2015 1.587.261.707.000,00 1.587.261.707.000,00 100,00 0,00 

2016 1.672.878.372.000,00 1.672.878.372.000,00 100,00 0,00 

2017 3.803.428.371.000,00 3.803.428.371.000,00 100,00 0,00 

2018* 3.813.411.928.000,00 2.224.490.205.000,00 58,33 (1.588.921.723.000,00) 

Jumlah 12.743.528.563.000,00 11.154.606.840.000,00 87,53 (1.588.921.723.000,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan realisasi dana alokasi umum selama periode 2014-2017, 

setiap tahunnya terus mengalami sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan dengan rerata peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 

100%. 

Sementara itu, total target dana alokasi umum yang ditetapkan 

selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 
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12.743.528.563.000,00 (duabelas trilyun tujuh ratus empat puluh tiga 

milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah), sedangkan total 

realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh 

sebesar Rp. 11.154.606.840.000,00 (sebelas trilyun seratus lima puluh 

empat milyar enam ratus e n a m  juta  d e l a p a n  r a t u s  e m p a t  

p u l u h  ribu rupiah) atau 87,53%. Hal tersebut sudah memenuhi target 

yang sudah ditetapkan meskipun pada tahun 2018 hanya didapat pada 

Semester I saja yang belum sepenuhnya. 

c)     Dana Alokasi Khusus 

Target dan realisasi dana alokasi khusus selama selama periode 

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut. 

Gambar 3.10 
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.12 
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

 

Target 
 

Realisasi 
 

% 
Bertamba/ 
Berkurang 

2014 101.875.970.000,00 101.875.970.000,00 100,00 0,00 
2015 66.039.190.000,00 66.039.190.000,00 100,00 0,00 

2016 5.604.376.777.000,00 5.516.240.624.514,00 98,43 (88.136.152.486,00) 
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2017 7.405.756.438.000,00 7.056.095.687.317,00 95,28 (49.660.750.683,00) 

2018* 7.150.849.653.000,00 3.667.619.773.897,00 51,29 (3.483.229.879.103,00) 

Jumlah 20.328.898.028.000,00 16.407.871.245.728,00 80,71 (3.921.026.782.272,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan dana 

alokasi khusus selama periode 2014-2017, menunjukkan adanya 

penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Penerimaan pada tahun 2014 

dan 2105 sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan, sedangkan 

dimulai tahun 2016 sampai pada tahun 2017 mengalami penuruan 

yang diperoleh pada tahun 2017 yaitu diperoleh sebesar Rp.   

7.056.095.687.317,00 (tujuh triliyun lima puluh enam milyar sembilan 

puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus 

tujuhbelas rupiah). 

Sementara itu, total target dana alokasi khusus yang ditetapkan 

selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 

20.328.898.028.000,00 (dua puluh triliyun tiga ratus dua puluh 

delapan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh 

delapan ribu rupiah), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 

16.407.871.245.728,00 (enam belas triliyun empat ratus tujuh milyar 

delapan ratus tujuh puluh s a t u  juta dua ratus e m p a t  puluh l i m a  

ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau 80,71%. Hal tersebut 

masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan karena pada 

tahun 2018 hanya didapat pada Semester I saja serta dari tahun 2016-

2017 selalu mengalami penurunan target yang sudah ditetap belum 

memenuhi target tersebut dan mengalami penurunan pada realisasi 

pada tahun tersebut. 

 

 



BAB III 
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

 

Bab 3-22 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

3)    Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah terdiri dari beberapa komponen yaitu (a)  Pendapatan  Hibah,  

dan  (b)  Dana  Penyesuaian  dan  Otonomi Khusus. Pada target dan 

realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode Tahun 

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut. 

Gambar 3.11 
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.13 
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi 
 

% 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 2.846.675.806.000,00 2.844.930.590.606,00 99,94 (1.745.215.394,00) 

2015 3.747.799.233.000,00 3.710.183.435.319,87 99,00 (37.615.797.680,13) 

2016 67.388.079.000,00 105.324.093.391,56 156,29 37.936.014.391,56 

2017 7.625.000.000,00 58.631.733.552,69 768,94 51.006.733.552,69 

2018* 77.500.000.000,00 58.173.335.429,34 75,06 (19.326.664.570,66) 

Jumlah 6.746.988.118.000,00 6.777.243.188.299,46 100,45 30.255.070.299,46 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 
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Berdasarkan pada Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode 

2014-2017, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. 

Sementara itu, total target lain-lain pendapatan daerah yang sah 

yang ditetapkan selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 

6.746.988.118.000,00 (enam trilyun tujuh ratus empat puluh enam milyar 

sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan belas ribu 

rupiah), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 6.777.243.188.299,46 (enam trilyun 

tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh tiga juta 

seratus delapan puluh d e l a p a n  ribu dua ratus s e m b i l a n  puluh 

s e m b i l a n  rupiah empat puluh e n a m  sen) atau 100,45%.  Hal 

tersebut sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan meskipun pada 

tahun 2018 hanya didapat pada Semester I saja yang belum sepenuhnya. 

a)    Pendapatan Hibah 

Target   dan   realisasi   pendapatan   hibah   selama periode 

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut. 

Gambar 3.12 
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.14 
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi 
 

% 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 41.092.401.000,00 45.478.647.460,00 110,67 4.386.246.460,00 

2015 46.322.206.000,00 40.499.137.959,00 87,43 (5.823.068.041,00) 

2016 33.500.000.000,00 42.958.979.806,00 128,24 9.458.979.806,00 

2017 125.000.000,00 38.179.701.449,00 30.543,76 38.054.701.449,00 

2018* 0,00 14.178.392.556,00 ~ 14.178.392.556,00 

Jumlah 121.039.607.000,00 181.294.859.230,00 149,78 60.255.252.230,00 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa perolehan 

pendapatan hibah selama periode 2014-2017, setiap tahunnya selalu 

mengalami fluktuatif peningkatan target yang telah ditetapkan dengan 

rerata peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 13,85%. 

Sementara itu, total target pendapatan hibah yang ditetapkan 

selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 121.039.607.000,00 

(seratus puluh satu milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu 

rupiah), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 181.294.859.230,00 (seratus delapan 

puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima 

puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau 149,78%. Hal 

tersebut sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan. 

b)    Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Target dan realisasi dana penyesuaian dan otonomi khusus 

selama periode tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.15 

sebagai berikut. 
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Gambar 3.13 
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.15 
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 

Anggaran 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

 

Bertambah/ 

 2014 2.805.583.405.000,00 2.799.451.943.146,00 99,78 (6.131.461.854,00) 

2015 3.701.477.027.000,00 3.669.684.297.360,87 99,14 (31.792.729.639,13) 

2016 33.888.079.000,00 62.365.113.585,56 184,03 28.477.034.585,56 

2017 7.500.000.000,00 20.452.032.103,69 272,69 12.952.032.103,69 

2018* 77.500.000.000,00 43.994.942.873,34 56,77 (33.505.057.126,66) 

Jumlah 6.625.948.511.000,00 6.595.948.329.069,46 99,55 (30.000.181.930,54) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa perolehan 

penerimaan total target dana penyesuaian  dan  otonomi  khusus  yang  

ditetapkan  selama  periode  2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 

6.625.948.511.000,00 (enam trilyun enam ratus dua puluh lima milyar 

sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah), 

sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

diperoleh sebesar Rp. 6.595.948.329.069,46 (enam trilyun lima ratus 

sembilan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga 
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ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah empat puluh 

enam sen) atau 99,55%. Hal tersebut masih belum memenuhi target yang 

sudah ditetapkan karena pada tahun 2018 hanya didapat pada Semester I 

saja. 

3.    Permasalahan dan Solusi 

1)   Permasalahan 

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama pada 

sektor pendapatan pajak daerah, ada beberapa permasalahan diantaranya 

yaitu masih relatif tingginya jumlah tunggakan yang disebabkan oleh: 

• Kebijakan Pemerintah Pusat atas Pengalokasian dan penyaluran Dana 

Transfer yang bersifat dinamis, berakibat pada ketidakpastian 

penerimaan dari sektor Dana Perimbangan, karena besaran alokasi dan 

penyaluran bergantung pada Penerimaan Dalam Negeri Netto tahun 

berjalan, serta kinerja realisasi belanja Pemerintah Daerah tahun 

sebelumnya;  

• Penghitungan dan penetapan target Pendapatan Asli Daerah, khususnya 

dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan secara secara 

cermat, terukur, rasional dengan memperhatikan data potensi objek 

tahun lalu dan perkiraan tambahan/pengurangan pada tahun berjalan. 

Namun, dengan adanya kebijakan khusus pemberian insentif keringanan 

Pajak Kendaraan Bermotor pada triwulan II, berdampak pada 

penerimaan PKB, yang lebih besar, karena adanya peningkatan 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga realisasi 

PKB akhir tahun jauh melebihi target yang telah ditentukan;  

• Laju pertumbuhan kendaraan bermotor baru di Jawa Timur tahun 2017 

lebih rendah apabila dibandingan dengan tahun 2018 Triwulan II, baik 

dari sisi jumlah objek dan jumlah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor;  



BAB III 
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

Bab 3-27 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

• Penerimaan Pajak Rokok tahun 2018 Triwulan II, tidak menunjukkan 

potensi sesungguhnya, karena terdapat penerimaan tunda salur alokasi 

bulan Oktober, November 2017 yang diterima pada bulan Maret 2017;  

• Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

yang lebih mudah, cepat, tepat dan transparan; dan  

• Kurang optimalnya pemanfaatan Aset Daerah, dalam rangka mendukung 

optimalisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

 

2)   Solusi 

Untuk memecahkan permasalahan sebagaimana tersebut, telah 

dilakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut: 

• Perhitungan pada target Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah 

perlu dilakukan sistem pembaruan pada perhitungannya yang nantinya 

otomatis akan melihat kondisi yang akan mempengaruhi hasil 

penerimaan pada tahun 2018. 

• Hal-hal yang terkait dengan adanya manfaat maupun berbagai jenis 

pelayanan pajak dan hal tersebut yang sifatnya perpajakan secara 

khusus perlu dilakukannya sosialisasi pada masyarakat supaya hal 

tersebut bisa menjaga suasana yang kondusif dan beban masyarakat 

akan semakin berkurang. 

• Memperbarui cara sosialisasi perpajakan supaya informasi kebijakan, 

manfaat Pajak Daerah, pengembangan layanan samsat unggulan, serta 

prosedur pembayaran Pajak Daerah agar lebih mudah masyarakat 

untuk mengetahuinya, seperti contoh dengan media cetak, elektronik, 

sosial dan lainnya. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam membaayar pajak. 

• Memperbarui tata cara dalam pelayanan pembayaran pajak motor dan 

mobil supaya lebih mudah, cepat serta akuntabel seperti contoh 

memperbanyak tempat layanan, bisa dengan melalui mobil samsat 
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keliling supaya masyarakat semakin dekat dan terjangkau dalam hal 

membayar pajak kendaraannya. 

• Melakukan dukungan pemerintah pada Gerakan Non Tunai dalam 

sistem pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan pembayaran 

elektronik seperti contoh mesin EDC, uang elektronik, dan lainnya, maka 

hal tersebut perlu melakukan kerjasama dengan Pihak Swasta serta 

BUMN supaya memperluas jangkauan wilayah seluruh Jawa Timur. 

• Meningkatkan kepatuhan masyarakat pada Wajib Pajak dengan cara 

dilakukannya penagihan pajak dengan door to door serta mengajak 

institusi lain yang terkait untuk menjalakan operasi bersama dan 

• Pemanfaatan yang terkait pada Aset pemerintah yang berpotensial dan 

Pendataan Aset di Pemerintah di Provinsi Jawa Timur agar pelayanan 

publik semakin meningkat di setiap tahunnya. 

 

B.      Pengelolaan Belanja Daerah 

1.   Kebijakan Belanja Daerah Daerah 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah 

disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian 

hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur 

penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka 

arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2014-2019 sebagai berikut: 

1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja 

(performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama 

sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 

dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka 

mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja; 

2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan pemerintahan 
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wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

perundang-undangan; 

3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk 

memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, 

belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor 

dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif; 

4) Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan; 

5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan 

kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja 

bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan 

Pemerintah Provinsi. 

2.    Target dan Realisasi Belanja Daerah 

Target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2014-

2018, dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut. 

Gambar 3.14 
Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018* Jumlah

95,46 94,19 96,93 93,39

41,51

82,41

Pe
rs

en
ta

se



BAB III 
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

 

Bab 3-30 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Tabel 3.16 
Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi 
 

% 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 20.957.372.614.798,70 20.006.319.305.425,98 95,46 (951.053.309.372,80) 

2015 24.361.065.655.950,90 22.946.307.569.745,75 94,19 (1.414.758.086.205,20) 

2016 24.616.511.471.689,00 23.859.953.926.118,08 96,93 (756.557.545.571,00) 

2017 30.937.109.134.349,56 28.893.257.369.703,30 93,39 (2.043.851.764.646,16) 

2018* 30.762.055.983.826,00 12.767.947.247.478,90 41,51 (17.994.108.736.347,10) 

Jumlah 131.634.114.860.614,00 108.473.785.418.472,0
0 

82,41 (23.160.329.442.142,30) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.16 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja daerah selama periode 2014-2017, setiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan rerata peningkatan 

pertahunnya diperoleh sebesar 5,35%. 

Sementara   itu,  total   target   belanja   daerah   yang   ditetapkan   selama   

periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 131.634.114.860.614,00 (seratus 

tiga puluh satu trilyun e n a m ratus tiga puluh empat milyar seratus empat 

belas juta delapan ratus ratus enam puluh ribu enam ratus empat belas 

rupiah), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 diperoleh sebesar Rp. 108.473.785.418.472,00 (seratus delapan trilyun 

empat ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat 

ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 82,41%. 

Pada target dan realisasi belanja daerah selama periode 2014-2018, 

dapat ada beberapa kompenen yang diuraikan sebagai berikut: 

1)    Belanja Tidak Langsung 

Target dan realisasi belanja tidak langsung selama periode 2014-

2018, dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut. 
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Gambar 3.15 
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.17 
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ Berkurang 

2014 14.125.429.755.098,70 13.700.106.999.440,49 96,99 (425.322.755.658,30) 

2015 15.791.036.128.105,90 15.074.834.724.769,41 95,46 (716.201.403.336,50) 

2016 16.847.302.868.128,90 16.380.714.233.611,31 97,23 (466.588.634.517,60) 

2017 20.660.977.620.056,48 19.418.898.256.701,00 93,99 (1.242.079.363.355,41) 

2018* 20.741.281.794.657,00 9.601.397.729.319,83 46,29 (11.139.884.065.337,20) 

Jumlah 88.166.028.166.046,90 74.175.951.943.841,90 84,13 (13.990.076.222.205,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.17 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja tidak langsung selama periode 2014-2017, 

setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan rerata 

peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 5,76%. 

Sementara itu, total target belanja tidak langsung yang ditetapkan 

selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 88.166.028.166.046,90 

(delapan puluh delapan trilyun seratus enam puluh enam milyar dua 

puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat puluh enam 
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rupiah sembilan puluh sen), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 74.175.951.943.841,90 

(tujuh puluh empat trilyun seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus 

lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus 

empat puluh satu rupiah sembilan puluh sen) atau 84,13%. 

a)    Belanja Pegawai 

Target dan realisasi belanja pegawai selama periode 2014-

2018, dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut. 

Gambar 3.16 
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.18 
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
Tahun 

Anggaran Target Realisasi % 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 1.713.981.532.600,00 1.623.569.154.916,00 94,73 (90.412.377.684,00) 

2015 1.948.113.722.188,00 1.805.820.309.242,20 92,70 (142.293.412.945,80) 

2016 2.510.056.695.875,00 2.327.052.984.097,00 92,71 (183.003.711.778,00) 

2017 6.143.022.821.622,00 5.677.525.981.400,51 92,42 (465.496.840.221,49) 

2018* 6.503.706.183.043,00 2.534.049.319.252,95 38,96 (3.969.656.863.790,05) 

Jumlah 18.818.880.955.328,00 13.968.017.748.908,7
 

74,22 (4.850.863.206.419,34) 
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 
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Berdasarkan pada Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja pegawai selama periode 2014-2017, 

setiap tahunnya selalu mengalami meningkatan dengan rerata 

peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 5,56%. 

Sementara  itu,  total  target  belanja  pegawai  selama  periode  

2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 18.818.880.955.328,00 (delapan belas 

trilyun delapan ratus delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh 

juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan 

rupiah), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 13.968.017.748.908,70 (tiga belas 

trilyun sembilan ratus enam puluh delapan milyar t u j u h  b e l a s  juta 

tujuh ratus empat puluh d e l a p a n ribu se mb i l a n  ratus delapan 

rupiah t u ju h  p ul u h  sen) atau 74,22%. 

 

b)    Belanja Bunga 

Target dan realisasi belanja bunga selama periode 2014-2018, 

dapat dilihat pada Tabel 3.19 sebagai berikut. 

Gambar 3.17 
Target dan Realisasi Belanja Bunga Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.19 
Target dan Realisasi Belanja Bunga Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ 
Berkurang 

2014 4.174.939.236,00 3.921.186.921,11 93,92 (253.752.314,89) 

2015 2.839.351.760,00 2.761.251.967,51 97,25 (78.099.792,49) 

2016 1.787.994.800,00 1.753.220.486,24 98,06 (34.774.313,76) 

2017 1.270.044.000,00 872.130.814,87 68,67 (397.913.185,13) 

2018* 4.506.000.000,00 1.597.038.164,88 35,44 (2.908.961.835,12) 

Jumlah 14.578.329.796,00 10.904.828.354,61 74,80 (3.673.501.441,39) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.19 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja bunga selama periode 2014-2017, 

menunjukkan adanya fluktuasi. Realisasi terbesar pada tahun 2015 

diperoleh sebesar Rp. 2.761.251.967,51 (dua milyar tujuh ratus enam 

puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam 

puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen), sedangkan terkecil pada tahun 

2017 yaitu diperoleh sebesar Rp. 872.130.814,87 (delapan ratus tujuh 

puluh dua juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah 

delapan puluh tujuh). 

Sementara itu, total target belanja bunga selama periode 2014-

2018 diperoleh sebesar Rp. 14.578.329.796,00 (empat belas milyar lima 

ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh 

ratus sembilan puluh enam rupiah), sedangkan total realisasinya dari 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 

10.904.828.354,61 (sepuluh milyar sembilan ratus dua e m p a t  juta 

delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus ratus lima puluh empat 

rupiah enam puluh sen) atau 74,80% 
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c)    Belanja Hibah 

Target dan realisasi belanja hibah selama periode 2014-2018, 

dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebagai berikut. 

Gambar 3.18 
Target dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.20 
Target dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ Berkurang 

2014 4.862.591.660.000,00 4.673.473.429.005,38 96,11 (189.118.230.994,62) 

2015 5.592.216.500.000,00 5.412.737.368.852,31 96,79 (179.479.131.147,69) 

2016 7.372.146.600.000,00 7.220.422.954.899,00 97,94 (151.723.645.101,00) 

2017 6.709.136.421.893,76 6.424.967.007.189,05 95,76 (84.169.414.704,71) 

2018* 7.539.047.245.139,00 3.913.865.290.420,00 51,91 (3.625.181.954.719,00) 

Jumlah 32.075.138.427.032,80 27.645.466.050.365,7
0 

86,19 (4.429.672.376.667,02) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.20 dapat diketahui bahwa 

perolehan pengeluaran  realisasi belanja  hibah selama  periode  2014-

2017,  setiap  tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan dengan rerata 

peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 5,69%. 

Sementara itu, total target belanja pegawai selama periode 2014-

2018 diperoleh sebesar Rp. 32.075.138.427.032,80 (tiga puluh dua 
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trilyun tujuh puluh lima milyar seratustiga puluh delapan juta empat 

ratus dua puluh tujuh ribu  tiga puluh dua rupiah delapan puluh sen), 

sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 diperoleh sebesar Rp. 27.645.466.050.365,70 (dua puluh tujuh 

trilyun enam ratus empat puluh lima milyar empat ratus enam puluh 

enam juta lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh 

sen) atau 86,19%. 

d)    Belanja Bantuan Sosial 

Target dan realisasi belanja bantuan sosial selama periode 

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.21 sebagai berikut. 

Gambar 3.19 
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.21 
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 9.149.380.000,00 8.434.380.000,00 92,19 (715.000.000,00) 

2015 8.409.544.000,00 8.130.227.000,00 96,68 (279.317.000,00) 

2016 10.800.000.000,00 8.747.792.000,00 81,00 (2.052.208.000,00) 

2017 7.595.600.000,00 5.004.632.440,56 65,89 (2.590.967.559,44) 
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Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % 
Bertambah/ 
Berkurang 

2018* 8.726.900.000,00 5.447.736.000,00 62,42 (3.279.164.000,00) 

Jumlah 44.681.424.000,00 35.764.767.440,56 80,04 (8.916.656.559,44) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.21 dapat dilihat bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja bantuan sosial selama periode 2014-

2017, menunjukkan adanya fluktuasi. Realisasi terbesar pada tahun 

2015 diperoleh sebesar Rp. 8.130.227.000,00 (delapan puluh milyar 

seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 

sedangkan terkecil pada tahun 2017 yaitu diperoleh sebesar Rp. 

5.004.632.440,56 (lima milyar empat juta enam ratus tiga puluh dua 

ribu empat ratus empat puluh rupiah lima puluh enam sen). 

Sementara itu, total target belanja bantuan sosial selama 

periode     2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 44.681.424.000,00 (empat 

puluh empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus 

dua puluh empat ribu), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 35.764.767.440,56 

(tiga puluh lima milyar t u ju h  ratus e n a m  puluh e mp a t  juta t u j u h  

ratus e n a m  puluh t u j u h  ribu e m p a t  ratus empat puluh rupiah lima 

puluh enam sen) atau 80,04%. 

e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 

Desa 

Target dan realisasi belanja bagi hasil kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa selama periode 2014-

2018, dapat dilihat pada Tabel 3.22 sebagai berikut. 
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Gambar 3.20 
Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.22 
Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

 
Target 

 
Realisasi 

 
% 

 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 4.981.970.144.496,70 4.934.876.837.720,00 99,05 (47.093.306.776,70) 

2015 4.994.365.588.157,90 4.667.452.412.362,00 93,45 (326.913.175.795,90) 

2016 5.032.556.033.453,89 5.015.881.820.822,00 99,67 (16.674.212.631,89) 

2017 6.536.743.011.540,72 6.073.122.184.703,00 92,91 (463.620.826.837,72) 

2018* 5.421.870.038.025,00 2.436.305.459.590,00 44,93 (2.985.564.578.435,00) 

Jumlah 26.967.504.815.674,20 23.127.638.715.197,00 85,76 (3.839.866.100.477,21) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.22 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja bagi hasil kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa selama periode 2014-

2017, setiap tahunnya selalu mengalami fluktuatif dengan rerata 

peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 1,87%. 
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Sementara itu, total target belanja bagi hasil kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa selama periode 2014-

2018 diperoleh sebesar Rp. 26.967.504.815.674,20 (dua p u l u h  

e n a m  trilyun sembilan ratus e n a m  puluh tujuh milyar lima ratus 

empat juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh empat 

rupiah dua puluh sen), sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 

23.127.638.715.197,00 (dua puluh tiga trilyun seratus d u a  puluh 

t u j u h  milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima 

ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 85,76%. 

f)    Belanja     Bantuan     Keuangan     kepada     Provinsi/Kabupaten/Kota     

dan Pemerintahan Desa 

Target dan realisasi belanja bantuan keuangan kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa selama periode 2014-

2018, dapat dilihat pada Tabel 3.23 sebagai berikut. 

Gambar 3.21 
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.23 
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ Berkurang 

2014 2.374.312.380.000,00 2.362.512.570.627,00 99,50 (11.799.809.373,00) 

2015 3.170.091.422.000,00 3.149.506.610.015,00 99,35 (20.584.811.985,00) 

2016 1.819.955.544.000,00 1.787.383.313.823,00 98,21 (32.572.230.177,00) 

2017 1.162.817.361.000,00 1.155.579.574.823,00 99,38 (7.237.786.177,00) 

2018* 1.086.681.778.450,00 606.531.419.618,00 55,81 (480.150.358.832,00) 

Jumlah 9.613.858.485.450,00 9.061.513.488.906,00 94,25 (552.344.996.544,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.23 dapat dilihat bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja bantuan keuangan kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa selama periode 2014-

2017, menunjukkan adanya peningkatan. Realisasi terbesar terjadi 

pada tahun 2014 diperoleh sebesar Rp. 2.362.512.570.627,00 (dua 

trilyun tiga ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua belas juta lima 

ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan 

terkecil pada tahun 2016 yaitu diperoleh sebesar Rp. 

1.787.383.313.823,00 (satu triliyun tujuh ratus delapan puluh tujuh 

miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga belasribu 

delapan ratus dua puluh tiga rupiah). 

Sementara itu, total target belanja bantuan keuangan kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa selama periode 2014-

2018 diperoleh sebesar Rp. 9.613.858.485.450,00 (sembilan trilyun 

enam ratus tiga belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta 

empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), 

sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

diperoleh sebesar  Rp. 9.061.513.488.906,00 (Sembilan trilyun enam 
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puluh satu  milyar lima  ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh 

delapan ribu sembilan ratus enam rupiah) atau 94,25%. 

g)    Belanja Tidak Terduga 

Target dan realisasi belanja tidak terduga selama periode 2014-

2018, dapat dilihat pada Tabel 3.24 sebagai berikut. 

Gambar 3.22 
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.24 
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ Berkurang 

2014 179.249.718.766,00 93.319.440.251,00 52,06 (85.930.278.515,00) 

2015 75.000.000.000,00 28.426.545.330,39 37,90 (46.573.454.669,61) 

2016 100.000.000.000,00 19.472.147.484,07 19,47 (12.088.909.904,00) 

2017 69.892.360.000,00 52.171.119.330,00 74,64 (17.721.240.670,00) 

2018* 89.743.650.000,00 24.021.546.274,00 26,77 (65.722.103.726,00) 

Jumlah 513.885.728.766,00 217.410.798.669,46 42,31 (296.474.930.096,54) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.24 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja tidak terduga selama periode 2014-2017, 
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setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan rerata  

peningkatan pertahunnya diperoleh diperoleh sebesar 83,3,09%. 

Sementara itu,   total target belanja tidak terduga selama periode    

2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 513.885.728.766,00 (lima ratus tiga 

belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh 

delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), sedangkan total 

realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh 

sebesar Rp. 217.410.798.669,46 (dua ratus tujuh belas milyar empat  

ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delpan ribu enam ratus 

enam puluh sembilan rupiah empat puluh enam sen) atau 42,31%. 

2)    Belanja Langsung 

Target dan realisasi belanja langsung selama periode 2014-2018, 

dapat dilihat pada Tabel 3.25 sebagai berikut. 

Gambar 3.23 
Target dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.25 
Target dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
Tahun 

Anggaran 
Target Realisasi % Bertambah/ Berkurang 

2014 6.831.942.859.700,00 6.306.212.305.985,49 92,30 (525.730.553.714,51) 

2015 8.570.029.527.845,00 7.871.472.844.976,34 91,85 (698.556.682.868,66) 

2016 7.769.208.603.560,11 7.479.239.692.506,77 96,27 (289.968.911.053,34) 

2017 10.276.131.514.293,08 9.474.359.113.002,35 92,20 (801.772.401.290,65) 

2018* 10.020.774.189.169,00 3.166.549.518.159,07 31,60 (6.854.224.671.009,93) 

Jumlah 43.468.086.694.567,10 34.297.833.474.630,00 78,90 (9.170.253.219.937,09) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.25 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja langsung selama periode 2014-2017, setiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan rerata peningkatan 

pertahunnya diperoleh sebesar 16,24%. 

Sementara itu, total target belanja langsung selama periode 2014-2018 

diperoleh sebesar Rp. 43.468.086.694.567,10 (empat puluh tiga trilyun empat 

ratus enam puluh delapan milyar d e l a p a n  puluh enam juta enam ratus 

s e mb i l a n  puluh empat ribu l i m a  ratus  enam  puluh  tujuh  rupiah sepuluh 

sen),  sedangkan  total  realisasinya  dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 diperoleh sebesar Rp. 34.297.833.474.630,00 (tiga puluh empat trilyun 

dua ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat 

ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh  rupiah) atau 78,90%. 

a)    Belanja Pegawai 

Target dan realisasi belanja pegawai selama periode 2014-2018, 

dapat dilihat pada Tabel 3.26 sebagai berikut. 
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Gambar 3.24 
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

 

Tabel 3.26 
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ 
Berkurang 

2014 721.961.597.720,00 656.587.347.403,00 90,94 (65.374.250.317,00) 

2015 738.239.399.204,00 662.267.948.780,00 89,71 (75.971.450.424,00) 

2016 600.717.539.621,00 562.836.333.383,00 93,69 (37.881.206.238,00) 

2017 652.354.998.286,00 594.491.324.565,00 91,13 (57.863.673.721,00) 

2018* 914.553.509.515,00 342.760.892.144,00 37,48 (571.792.617.371,00) 

Jumlah 3.627.827.044.346,00 2.818.943.846.275,00 77,70 (808.883.198.071,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.26 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja pegawai selama periode 2014-2017,  

setiap  tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan dengan rerata 

peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 7,74%. 

Sementara  itu,  total  target  belanja  pegawai  selama  periode  

2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 3.627.827.044.346,00 (tiga trilyun 
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enam ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta 

empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah),  

sedangkan  total  realisasinya  dari  tahun  2014 sampai dengan tahun 

2018 diperoleh sebesar Rp. 2.818.943.846.275,00 (dua trilyun delapan 

ratus d e l a p a n  b e l a s  milyar sembilan ratus e m p a t  puluh tiga 

juta d e l a p a n  ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh 

lima rupiah) atau 77,70%. 

b)    Belanja Barang dan Jasa 

Target dan realisasi belanja barang dan jasa selama periode 

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.27 sebagai berikut. 

Gambar 3.25 
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

 
Tabel 3.27 

Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur 
Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 4.696.638.358.693,00 4.442.168.325.208,69 94,58 (254.470.033.484,31) 

2015 5.463.380.466.877,00 4.950.884.824.534,74 90,62 (512.495.642.342,26) 

2016 4.889.286.968.772,11 4.765.809.248.080,77 97,47 (123.477.720.691,34) 

2017 6.238.350.903.570,08 5.789.812.104.683,45 92,81 (448.538.798.886,63) 
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Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % 
Bertambah/ 
Berkurang 

2018* 6.259.304.508.572,00 2.140.078.303.652,07 34,19 (4.119.226.204.919,93) 

Jumlah 27.546.961.206.484,20 22.088.752.806.159,70 80,19 (5.458.208.400.324,47) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.27 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja barang dan jasa selama periode 2014-

2017, setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi dengan rerata 

peningkatan pertahunnya diperoleh sebesar 5,87%. 

Sementara itu, total target belanja barang dan jasa selama 

periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 27.546.961.206.484,20 (dua 

puluh tujuh trilyun lima ratus empat puluh e n a m milyar sembilan ratus 

enam puluh sa t u  juta dua ratus e n a m  ribu empat ratus delapan  puluh 

empat rupiah dua puluh sen), sedangkan total realisasinya dari tahun 

2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 

22.088.752.806.159,70 (dua puluh dua trilyun delapan puluh delapan 

milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam ribu seratus 

lima puluh sembilan tujuh puluh sen) atau 80,19%. 

 

c)    Belanja Modal 

Target dan realisasi belanja modal selama periode 2014-2018, 

dapat dilihat pada Tabel 3.28 sebagai berikut. 
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Gambar 3.26 
Target dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

 
Tabel 3.28 

Target dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur 
Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 1.413.342.903.287,00 1.207.456.633.373,80 85,43 (205.886.269.913,20) 

2015 2.368.409.661.764,00 2.258.320.071.661,60 95,35 (110.089.590.102,40) 

2016 2.279.204.095.167,00 2.150.594.111.043,00 94,36 (128.609.984.124,00) 

2017 3.385.425.612.437,00 3.090.055.683.753,90 91,28 (295.369.928.683,10) 

2018* 2.846.916.171.082,00 683.710.322.363,00 24,02 (2.163.205.848.719,00) 

Jumlah 12.293.298.443.737,00 9.390.136.822.195,30 76,38 (2.903.161.621.541,70) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.28 dapat diketahui bahwa perolehan 

pengeluaran realisasi belanja modal selama  periode  2014-2017,  setiap  

tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan dengan rerata peningkatan 

pertahunnya diperoleh sebesar 9,57%. 

Sementara itu, total target belanja modal selama periode 2014-2018 

diperoleh sebesar Rp. 12.293.298.443.737,00 (dua belas trilyun dua 
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ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta 

empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuan rupiah), 

sedangkan total realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

diperoleh sebesar Rp. 9.390.136.822.195,30 (sembilan trilyun tiga 

ratus sembilan puluh miliyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus 

dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh sen) 

atau 76,38%. 

Selanjutnya, target dan realisasi Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

(SKPD) baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama 

periode 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel. 3.29 sebagai berikut. 

3.    Permasalahan dan Solusi 

1)    Permasalahan 

Selama periode 2014-2018 ditemukan beberapa permasalahan terkait 

dengan penyerapan belanja daerah, antara lain disebabkan sebagai berikut. 

• Adanya belanja yang sudah dianggarkan namun belum terdapat 

petunjuk pelaksanaanya seperti Uang Jasa Pengabdian;  

• Adanya belanja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

harus dialokasikan  namun pada tahun anggaran berjalan tidak terdapat 

pelaksanaannya seperti Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya yang 

dialokasikan ketika dibentuk Pansus di DPRD; dan 

• Adanya belanja yang dialokasikan berdasarkan peraturan 

perundangundangan namun pada tahun anggaran berjalan tidak 

pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan/realitas lapangan 

yang diantaranya adalah Belanja Pegawai BOS dan Tambahan 

Penghasilan Guru PNS Daerah. 

2)    Solusi 

Untuk memecahkan permasalahan sebagaimana tersebut, telah 

dilakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut: 
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• Hal-hal yang menyangkut penerapan anggaran yang berbasis kinerja 

perlu memanfaatkan belanja supaya bersifat akuntabilitas, efektif dan 

efisien. 

• Hal-hal yang berakibat pada pengalihan kewenangan Personil, 

Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen dari perhitungan kembali maka 

akan berdampak pada kekurangan Belanja Gaji, oleh karena itu perlu 

dilakukannya efisiensi pada Tambahan Penghasilan PNSD. 

• Mengutamakan prinsip efisien dan efektif agar di setiap pemenuhan 

belanja yang tergolong reguler/rutin bisa terpenuhi. 

• Hal-hal yang berhubungan dengan adanya dukungan dari perolehan 

target kinerja utama yang sudah ditetapkan RPJMD Provinsi Jawa Timur 

2014-2019 harus mampu membantu serta memanfaatkan belanja 

program khusus dalam penanganan isu-isu strategis yang terfokus 

untuk fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, 

pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi strimulasi ekonomi, 

pelayanan publik serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan 

lainnya. 

• Membantu memaksimalkan pemanfaatan belanja agar  dalam 

penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi serta 

fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja 

bantuan sosial untuk urusan non Pemerintah Provinsi lebih baik 

kedepannya;  

• Hal-hal yang mengenai program-program pemerintah pusat yang sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku, maka harus dilakukannya 

suatu ketentuan yaitu dengan kebijakan pendampingan. 

• Hal-hal yang mengenai dukungan Stimulasi pada perolehan target 

kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mempunyai dukungan 

dari pengumpulan suara/aspirasi masyarakat yang melalui belanja tidak 

langsung yang sesuai dengan kapabilitas keuangan daerah tersebut. 

• Hal-hal yang mengenai dukungan penerapan anggaran berbasis kinerja 

dalam dukungan perolehan target kinerja utama yang sudah ditetapkan 
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RPJMD 2014-2019, maka perlu adanya pengoptimalan pemanfaatan 

belanja yang berasal dari berbagai sumber pemanfaatan khusus seperti 

DAK, Dana Hasil cukai, hasil tembakau serta BLUD supaya dapat 

menstimulasi perolehan target kinerja utama pada Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur yang sesuai dengan ketetapan perundangan yang masih 

berlaku. 

• Hal-hal yang mengenai pada pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun 

2018 harus dapat meminimalkan pengalokasian dana belanja daerah 

serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan berperan aktif dengan 

masyarakat yang kedepannya akan menimbulkan dorongan 

peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat pada masyarakat 

kalangan bawah maupun masyarakat yang bepenghasilan rendah. 

• Hal-hal yang mengenai dukungan dari perolehan target utama yang 

sudah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 yang berasal dari Belanja 

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota harus mampu 

mengoptimalkan pemanfaatannya, dan 

• Hal-hal yang mengenai penyelenggaraan pembangunan daerah yang 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diharuskan untuk 

melakukan suatu tindakan program/kegiatan pembangunan yang 

kedepannya nanti program/kegiatan tersebut akan mendapat 

dukungan dari pihak lembaga swasta ataupun kelompok masyarakat 

sekitar. 

 

C.    Pengelolaan Pembiayaan Daerah 

1.  Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, 

baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima 

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Struktur pembiayaan 

meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari 
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keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk 

menutup defisit anggaran. 

Penerimaan pembiayaan antara lain berasal (a) Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), (b) Pencairan Dana Cadangan, (c) Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (d) Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan 

Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, dan (g) Penerimaan 

Kembali Penertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Sedangkan Pengeluaran 

pembiayaan antara lain berasal (a) Pembentukan Dana Cadangan, (b) Penyertaan 

Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan (c) Pembayaran Pokok Utang yang 

Jatuh Tempo. 

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan 

untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih 

perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, 

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.  

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan 

diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup: pembentukan dana cadangan; 

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan 

pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya 

meliputi : Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang 

pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi 

dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian 

terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program). Kebijakan yang 

dilakukan pengeluaran anggaran harus mempertimbangan aspek efisiensi, 

efektifitas dan keberlanjutan.  
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2.  Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah 

1)  Penerimaan Pembiayaan 

Target dan realisasi penerimaan pembiayaan di Provinsi Jawa Timur 

selama tahun anggaran 2014-2018, disajikan pada Tabel 3.30. 

Gambar 3.27 
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

 

Tabel 3.29 
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

 
Target 

 
Realisasi 

 
% 

 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 1.846.787.127.477,63 1.846.787.127.477,63 100,00 0,00 

2015 2.450.218.381.449,23 2.450.199.381.449,23 100,00 0,00 

2016 1.497.008.706.344,57 1.497.008.706.344,57 100,00 

 

0,00 

2017 1.996.837.197.099,37 1.987.388.340.478,71 99,53 (9.448.856.620,66) 

2018* 1.744.280.750.066,00 3.332.703.259.173,51 191,06 1.588.422.509.107,51 

Jumlah 7.688.345.034.959,17 9.267.299.687.446,02 120,54 1.578.954.652.486,85 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.30 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan realisasi pembiayaan selama periode 2014-2017, setiap 

tahunnya terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya 
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kecenderungan menurunnya angka standar dari tahun ke tahun dengan 

rerata penurunan pertahunnya diperoleh sebesar 0,51%. 

Sementara itu, total target penerimaan pembiayaan selama periode 

2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 7.688.345.034.959,17 (tujuh trilyun enam 

ratus delapan puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga 

puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah tujuh belas 

sen), sedangkan realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

diperoleh sebesar Rp. 9.267.299.687.446,02 (sembilan trilyun dua ratus 

enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus 

delapan puluh tujuh  ribu empat ratus empat puluh enam rupiah dua sen) 

atau 120,54%. Pada target dan realisasi penerimaan pembiayaan selama 

periode 2014-2018, terdapat beberapa komponen yang terdiri dari sebagai 

berikut: 

a)  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

Target dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) selama periode 2014-2018, dapat dilihat 

pada Tabel 3.31 sebagai berikut. 

Gambar 3.28 
Target dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  

Tahun Anggaran Sebelumnya Provinsi Jawa Timur  
Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.30 
Target dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  

Tahun Anggaran Sebelumnya Provinsi Jawa Timur  
Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi 
 

% 
Bertambah/ 

Berkurang 
2014 1.846.787.127.477,63 1.846.787.127.477,63 100,00 0,00 

2015 2.450.218.381.449,23 2.450.199.381.449,23 99,99 (19.000.000,00) 

2016 1.497.008.706.344,57 1.497.008.706.344,57 100,00 0,00 

2017 1.858.949.157.295,99 1.858.949.157.295,99 100,00 0,00 

2018* 1.157.734.259.366,00 2.764.951.383.041,23 238,82 1.607.217.123.675,23 

Jumlah 8.810.697.631.933,42 10.417.895.755.608,70 118,24 1.607.198.123.675,23 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.31 dapat dilihat bahwa perolehan 

penerimaan pembiayaan yang berasal SilPA pada tahun 2014-2017, setiap 

tahunnya terus menunjukkan stabil sesuai target yang sudah ditetapkan. 

Sementara itu, total target penerimaan pembiayaan selama periode 

2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 8.810.697.631.933,42 (delapan trilyun 

delapan ratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam 

ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus t i g a  puluh tiga rupiah e m p a t  

puluh dua sen), sedangkan realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 10.417.895.755.608,70 (sepuluh trilyun 

empat ratus tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta 

t u ju h  ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah t u ju h puluh 

sen) atau 118,24%. 

b)    Pencairan Dana Cadangan 

Target dan realisasi pencairan dana cadangan selama periode   

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.32 sebagai berikut. 
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Gambar 3.29 
Target dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.31 
Target dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 
Tahun 

Anggaran 

 
Target 

 
Realisasi 

 
% 

 
Bertambah/ 
Berkurang 

2014 0,00 0,00 - 0,00 

2015 0,00 0,00 - 0,00 

2016 0,00 0,00 - 0,00 

2017 88.453.509.300,00 88.453.509.300,00 100,00 0,00 

2018* 511.546.490.700,00 554.254.284.732,28 108,35 42.707.794.032,28 

Jumlah 600.000.000.000,00 642.707.794.032,28 107,12 42.707.794.032,28 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.34 dapat dilihat bahwa perolehan total 

target pencairan dana cadangan selama periode 2014-2018 diperoleh 

sebesar Rp. 600.000.000.000, (enam ratus milyar rupiah), sedangkan 

realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar 

Rp. 6 4 2 . 7 0 7 . 7 9 4 . 0 3 2 , 2 8  (enam ratus empat puluh dua milyar tujuh 

ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh dua 

rupiah dua puluh delapan sen) atau 107,12%. 
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c)    Penerimaan Pinjaman Daerah 

`Target   dan   realisasi   penerimaan   pinjaman   daerah   selama   

periode 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.33 sebagai berikut. 

Gambar 3.30 
Target dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.32 
Target dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 
Tahun 

 

 

T  

 

R li i 

 

% 

Bertambah/ 

Berkurang 
2014 0,00 0,00 - 0,00 

2015 0,00 0,00 - 0,00 

2016 0,00 0,00 - 0,00 

2017 48.370.592.170,00 38.547.107.216,00   79,69 (9.823.484.954,00) 

2018* 75.000.000.000,00 13.497.591.400,00 18,00 (61.502.408.600,00) 

Jumlah 123.370.592.170,00 52.044.698.616,00 42,19 (71.325.893.554,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.33 dapat dilihat bahwa perolehan total 

target pencairan dana cadangan selama periode 2014-2018 diperoleh 

sebesar Rp. 123.370.592.170,00, (seratus dua puluh tiga miliyar tiga ratus 

tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh 

rupiah), sedangkan realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 
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2018 diperoleh sebesar Rp. 52.044.698.616,00 (lima puluh dua milyar 

empat puluh empat enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus 

enam belas rupiah) atau 42,19%. 

2)    Pengeluaran Pembiayaan 

Target dan realisasi pengeluaran pembiayaan selama periode 2014-

2018, dapat dilihat pada Tabel 3.35 sebagai berikut. 

Gambar 3.31 
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.33 
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2014-2018 
Tahun 

Anggaran 

 

Target 
 

Realisasi 
 

% 
 

Bertambah/ 
Berkurang 

2014 162.733.333.334,00 162.733.333.333,36 100,00 (1,36) 

2015 335.333.333.334,00 235.333.333.333,36 100,00 (1,36) 

2016 808.333.333.334,00 808.333.333.333,36 100,00 (1,36) 

2017 408.333.333.334,00 208.333.333.333,36 51,02 

 

(200.000.000.000,64) 

2018* 6.531.000.000,00 1.666.666.666,68 25,52 (4.864.333.333,32) 

Jumlah 1.558.531.000.002,00 1.253.666.666.666,76 80,44 (304.864.333.335,24) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran 

pembiayaan selama periode 2014-2017, menunjukkan adanya penurunan 

pada tahun 2017 yang sangat. Perolehan realisasi terbesar pada tahun 

2014 sampai dengan tahun 2016 diperoleh hasil yang sama 100,00%, 

sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan diperoleh 

sebesar Rp. 208.333.333.333,36 (dua ratus delapan milyar tiga ratus tiga 

puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga 

rupiah tiga puluh enam sen). 

Sementara itu, total target pengeluaran pembiayaan selama periode 

2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 1.558.531.000.002,00 (satu trilyun lima 

ratus lima puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua rupiah), 

sedangkan realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

diperoleh sebesar Rp. 1.253.666.666.666,76 (satu trilyun dua ratus lima 

puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) atau 

80,44%. 

a)   Pembentukan Dana Cadangan 

Target dan realisasi pembentukan dana cadangan selama 

periode 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.36 sebagai berikut. 

Gambar 3.32 
Target dan Realisasi Pembentukan Dana Cadangan  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.34 
Target dan Realisasi Pembentukan Dana Cadangan  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ 
Berkurang 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 100.000.000.000,00 0,00 0,00 (100.000.000.000,00) 

2016 400.000.000.000,00 400.000.000.000,00 100,0

 

0,00 

2017 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100,0

 

0,00 

2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 700.000.000.000,00 600.000.000.000,00 85,71 (100.000.000.000,00) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.36 dapat dilihat bahwa total target 

perolehan pembentukan dana cadangan selama periode 2014-2018 

diperoleh sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah), 

sedangkan realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

diperoleh sebesar Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah ) atau 

85,71%. 

b)   Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 

Target dan realisasi penyertaan modal (investasi) daerah selama 

periode 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.37 sebagai berikut. 

Gambar 3.33 
Target dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 
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Tabel 3.35 
Target dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ 
Berkurang 

2014 152.000.000.000,00 152.000.000.000,00 100,00 0,00 

2015 225.000.000.000,00 225.000.000.000,00 100,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 377.000.000.000,00 377.000.000.000,00 100,00 0,00 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.37 dapat dilihat bahwa realisasi penyertaan 

modal (investasi) daerah selama periode 2014-2017, menunjukkan stabil. 

pada tahun 2014 sampai dengan 2015 diperoleh nilai persentase yang sama 

yaitu 100,00%, selanjutnya pada tahun berikutnya mengalami ketidak 

adanya target serta realisasi yaitu 0,00% pada tahun 2016 sampai dengan 

2018. 

Sementara itu, total target pengeluaran pembiayaan selama periode 

2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 377.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh 

tujuh milyar rupiah), sedangkan realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 377.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh 

tujuh milyar rupiah) atau 100,00%. 

c)   Pembayaran Pokok Utang 

Target dan realisasi pembayaran pokok utang selama periode 

2014-2018, dapat dilihat pada Tabel 3.38 sebagai berikut. 
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Gambar 3.34 
Target dan Realisasi Pembayaran Pokok Utang  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

 

Tabel 3.36 
Target dan Realisasi Pembayaran Pokok Utang  

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Bertambah/ Berkurang 

2014 10.733.333.334,00 10.733.333.333,36 100,00 (1,36) 

2015 10.333.333.334,00 10.333.333.333,36 100,00 (1,36) 

2016 8.333.333.334,00 8.333.333.333,36 100,00 (1,36) 

2017 8.333.333.334,00 8.333.333.333,36 100,00 (1,36) 

2018* 6.531.000.000,00 1.666.666.666,68 25,52 (4.864.333.333,32) 

Jumlah 44.264.333.336,00 39.400.000.000,12 89,01 (4.864.333.335,88) 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

*) Realisasi Semester I TA 2018 

Berdasarkan pada Tabel 3.38 dapat dilihat bahwa perolehan realisasi 

pembayaran pokok utang selama periode 2014-2017, menunjukkan stabil. 

Perolehan realisasi pada tahun 2014 sampai dengan 2017 diperoleh nilai 

persentase yang sama yaitu 100,00%, selanjutnya pada tahun berikutnya 

mengalami penurunan karena 2018 hanya Triwulan II saja. 

Sementara itu, total target perolehan pengeluaran pembiayaan 

selama periode 2014-2018 diperoleh sebesar Rp. 44.264.333.336,00 (empat 

puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh 
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tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), sedangkan realisasinya dari tahun 

2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 39.400.000.000,12 

(tiga puluh sembilan milyar empat ratus juta rupiah dua belas sen) atau 

89,01% 
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BAB IV  

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

A. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
URUSAN WAJIB 

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN 

1.1.1 DINAS PENDIDIKAN 

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan pagu dan 

realisasi Program Pembangunan Dinas Pendidikan Tahun 2014-2018 secara 

terperinci sebagaimana tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.1 

 Pagu  dan Realisasi Program Pembangunan   
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2014 – 2018  

NO PROGRAM ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018*) 
TW II 

1 

Program 
Pendidikan 
Anak Usia 
Dini 

Pagu 19.336.621.850 17.878.320.550 8.928.683.900 4.355.326.500 - 
Realisasi 18.536.353.811 14.856.191.584 8.507.387.595 4.338,510.260 - 

% 95,86% 83.10% 95,28% 99,61% - 

2 

Program 
Wajib Belajar 
Pendidikan 
Dasar 9 
Tahun 

Pagu 61.827.906.380 64.202.089.200 27.974.356.500 2.464.829.100 - 

Realisasi 54.608.840.832 57.469.863.816 24.774.384.331 2.327.480.040 - 

% 88,32% 89.51% 88,56% 94,43% - 

3 
Program 
Pendidikan 
Menengah 

Pagu 100.583.884.620 124.817.556.200 51.278.201.000 1.557.222.903.500 - 
Realisasi 93.036.971.267 114.691.839.702 49.318.696.488 1.506.331.700.795 - 

% 92,50% 91,89% 96,18% 96,73% - 

4 
Program 
Pendidikan 
Non Formal 

Pagu 21.955.115.150 22.039.280.500 8.256.860.100 1.466.642.900 - 
Realisasi 19.603.597.465 16.499.183.334 7.449.550.630 1.448.861.900 - 

% 89,29% 74,86% 90,22% 98,79% - 

5 

Program 
Pendidikan 
Luar Biasa 
(Pendidikan 
Khusus) dan 
Pendidikan 
Layanan 
Khusus (PK-
PLK) 

Pagu 9.500.000.000 11.625.646.850 2.659.477.000 28.395.680.866 112.113.411.000 

Realisasi 8.981.042.200 10.202.297.269 2.372.603.400 16.668.968.024 12.918.980.764 

% 94,54% 87,76% 89,21% 58,70% 11,52% 

6 Program 
Peningkatan 

Pagu 76.501.000.000 77.520.000.000 66.110.899.700 59.938.000.000 - 
Realisasi 74.323.356.907 72.410.363.532 65.279.508.567 57.326.272.793 - 
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NO PROGRAM ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018*) 
TW II 

Mutu 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 

% 97,15% 93,41 98,74% 95.64% - 

7 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 

Pagu 60.940.420.000 - - - - 
Realisasi 56.909.605.573 - - - - 

% 93,39% - - - - 

8 
Program 
Pendidikan 
Tinggi 

Pagu 1.902.467.000 2.134.575.000 2.281.603.000 - - 
Realisasi 1.743.640.350 2.072.481.000 2.223.238.500 - - 

% 91,65% 97,09% 97,44% - - 

9 

Program 
Pendidikan 
Menengah 
Atas 

Pagu - - - - 601.115.611.800 
Realisasi - - - - 290.998.400.706 

% - - - - 48,41 

10 

Program 
Pendidikan 
Menengah 
Kejuruan 

Pagu - - - - 755.726.019.200 
Realisasi - - - - 275.923.879.260 

% - - - - 36,51 

11 

Program 
Pengembang
an dan 
Peningkatan 
Mutu TIK 
Pendidikan 

Pagu - - - - 9.250.000.000 
Realisasi - - - - 2.537.260.400 

% - - - - 27,43 

12 

Program 
Pengembang
an dan 
Peningkatan 
Mutu 
Kompetensi 
Guru dan 
Siswa SMK 

Pagu - - - - 9.500.000.000 
Realisasi - - - - 3.421.611.962 

% - - - - 36,02 

13 

Program 
Pengembang
an dan 
Peningkatan 
Prestasi 
Akademik 
dan Non 
Akademik 
Peserta Didik 

Pagu - - - - 10.600.000.000 
Realisasi - - - - 4.006.972.418 

% - - - - 37,80% 

14 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Surabaya 

Pagu - - - - 5,861,500,000 

Realisasi - - - - 2.413.610.680 

% - - - - 41,18% 

15 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 

Pagu - - - - 2.961.500.000 
Realisasi - - - - 1.173.636.418 

% - - - - 39,63% 
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NO PROGRAM ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018*) 
TW II 

Wilayah 
Gresik 

16 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Sidoarjo 

Pagu - - - - 2.039.500.000 
Realisasi - - - - 1.027.728.194 

% - - - - 50,39% 

17 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Mojokerto 

Pagu - - - - 5.315.500.000 
Realisasi - - - - 2.205.818.432 

% - - - - 41,50% 

18 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Jombang 

Pagu - - - - 3.507.500.000 
Realisasi - - - - 1.522.928.933 

% - - - - 43,42% 

19 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Malang 

Pagu - - - - 3.604.000.000 
Realisasi - - - - 1.473.286.519 

% - - - - 40,88% 

20 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah Batu 

Pagu - - - - 5.672.500.000 
Realisasi - - - - 2.462.011.101 

% - - - - 43,40% 

21 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Bojonegoro 

Pagu - - - - 6.638.500.000 
Realisasi - - - - 2.771.827.778 

% - - - - 41,75% 

22 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Tuban 

Pagu - - - - 6.754.000.000 
Realisasi - - - - 2.682.199.326 

% - - - - 39,71% 

23 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Lamongan 

Pagu - - - - 3.856.000.000 
Realisasi - - - - 1.579.042.373 

% - - - - 40,95% 

24 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 

Pagu - - - - 2.375.500.000 
Realisasi - - - - 917.797.327 

% - - - - 38,64% 
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NO PROGRAM ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018*) 
TW II 

Wilayah 
Madiun 

25 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Ngawi 
 

Pagu - - - - 3.226.000.000 
Realisasi - - - - 1.270.587.240 

% - - - - 39,39% 

26 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Magetan 

Pagu - - - - 2.358.500.000 
Realisasi - - - - 790.490.359 

% - - - - 33,52% 

27 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Ponorogo 

Pagu - - - - 4.028.000.000 
Realisasi - - - - 1.748.031.147 

% - - - - 43,40% 

28 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Pacitan 

Pagu - - - - 2.477.500.000 
Realisasi - - - - 947.664.130 

% - - - - 38,25% 

29 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Kediri 

Pagu - - - - 4.486.000.000 
Realisasi - - - - 1.937.384.678 

% - - - - 43,19% 

30 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Nganjuk 

Pagu - - - - 4.599.500.000 
Realisasi - - - - 2.014.458.035 

% - - - - 43,80% 

31 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Blitar 

Pagu - - - - 3.297.500.000 
Realisasi - - - - 1.272.744.376 

% - - - - 38,60% 

32 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Tulungagung 
 

Pagu - - - - 3.587.000.000 
Realisasi - - - - 1.628.288.785 

% - - - - 45,39% 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-5 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

NO PROGRAM ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018*) 
TW II 

33 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Trenggalek 

Pagu - - - - 2.442.500.000 
Realisasi - - - - 1.190.123.989 

% - - - - 48,73% 

34 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Pasuruan 

Pagu - - - - 4.549.000.000 
Realisasi - - - - 1.677.182.349 

% - - - - 36,87% 

35 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Probolinggo 

Pagu - - - - 4.418.500.000 
Realisasi - - - - 1.688.403.893 

% - - - - 38,21% 

36 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Lumajang 

Pagu - - - - 4.269.500.000 
Realisasi - - - - 1.876.614.000 

% - - - - 43,95% 

37 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Jember 

Pagu - - - - 5.492.000.000 
Realisasi - - - - 1.324.998.000 

% - - - - 24,13% 

38 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Bondowoso 

Pagu - - - - 5.240.000.000 
Realisasi - - - - 2.177.913.120 

% - - - - 41,56% 

39 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Situbondo 

Pagu - - - - 3.135.500.000 
Realisasi - - - - 1.425.322.015 

% - - - - 45,46% 

40 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Banyuwangi 

Pagu - - - - 4.725.500.000 

Realisasi - - - - 1.964.789.128 

% - - - - 41,58% 

41 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 

Pagu - - - - 2.602.500.000 

Realisasi - - - - 1.161.905.545 

% - - - - 44,65% 
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NO PROGRAM ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018*) 
TW II 

Bangkalan 

42 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Sampang 

Pagu - - - - 2.373.800.000 

Realisasi - - - - 724.475.894 

% - - - - 30,52% 

43 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Pamekasan 

Pagu - - - - 3.696.500.000 

Realisasi - - - - 1.318.054.402 

% - - - - 35,66% 

44 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 
Wilayah 
Sumenep 

Pagu - - - - 3.151.000.000 

Realisasi - - - - 1.118.548.595 

% - - - - 35,50% 

45 

Program 
Koordinasi 
Penyelenggar
aan Tugas 
Pembantuan 

Pagu - - - - 2.500.000.000 

Realisasi - - - - 1.306.186.790 

% - - - - 52,25% 

46 

Program 
Peningkatan 
Mutu Guru 
dan Tenaga 
Kependidikan 

Pagu - - - - 36.088.000.000 
Realisasi - - - - 14.010.550.650 

% - - - - 38,82% 

(Sumber: BPKAD Prov. Jatim) 

Ket: *) Realisasi s.d. Triwulan II 2018 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan  

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)  

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan agar semua anak 

usia dini, laki laki maupun perempuan, terutama yang berasal dari keluarga 

miskin, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi 

yang dimiliki dan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai 

persiapan mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Program ini 

dititikberatkan pada peningkatan akses dan pelayanan pendidikan melalui jalur 

formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain 

yang sederajat; juga jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, 

Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; serta informal 
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berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan 

seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan memasuki jenjang 

pendidikan selanjutnya.  

Capaian Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Persentase 

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) yang terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan dalam 

kurva di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 APK PAUD Jawa Timur 

Pada tahun 2014, APK PAUD mencapai 95,97% dan terus meningkat 

menjadi 98,48% pada tahun 2017. Pencapaian APK PAUD pada tahun 2017 yang 

menggembirakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia 3 – 6 

tahun yang terlayani oleh PAUD melalui jenjang formal (TK) maupun nonformal 

(KB, TPA, SPS). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Timur berhasil 

meningkatkan perluasan akses bagi anak usia 3-6 tahun yang memiliki 

kesempatan tumbuh dan berkembang secara opimal sesuai potensi agar 

memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar melalui 

intensifikasi program PAUD. Pencapaian ini didukung oleh berbagai program, di 

antaranya : 

2014 2015 2016 2017
APK PAUD 95,97 97,23 97,28 98,48
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1. Pemberian BOP PAUD. Diharapkan dengan pemberian BOP dapat 

meningkatkan jumlah anak yang terlayani dan meningkatkan mutu 

pembelajaran PAUD; 

2. Pembentukan PAUD baru, yang diutamakan adalah lembaga PAUD rintisan baru 

di desa yang belum memiliki PAUD; 

3. Kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik 

integratif. Masing-masing kab/kota saat ini telah memiliki Taman Kanak – Kanak 

Pembina tingkat kab/kota, ditambah dengan adanya lembaga PAUD 

Percontohan dengan teknis pembinaan langsung dari Pusat, dalam bentuk 

pelatihan kurikulum 2013, pendampingan dan magang bagi pendidik di 

lembaga yang telah ditunjuk untuk menjadi PAUD percontohan. Tantangan 

dalam pelaksanaan program ini salah satunya adalah memastikan lembaga 

PAUD tersebut bisa bertahan dan semakin berkembang dalam pelaksanaan 

PAUD yang holistik integratif serta memberikan imbas kepada lembaga PAUD 

lain di sekitarnya. 

Meskipun demikian, program ini tidak lagi menjadi prioritas Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 seiring terbitnya UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan tanggungjawab penuh 

pendidikan anak usia dini (PAUD) ke tangan kabupaten/kota dari sebelumnya yang 

menjadi tanggungjawab provinsi.  

 

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bertujuan untuk 

meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu 

dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup SD 

termasuk MI dan Paket A serta SMP, MTs dan Paket B. Selain itu, program ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat 

pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru. Program ini dimaksudkan untuk 

menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan 

dasar SMP/MTs, termasuk Paket B. Program ini juga dititikberatkan untuk 
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meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang 

SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka putus sekolah dan mengulang 

kelas di kalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia 

13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya, pendidikan pada jenjang menengah 

pertama. 

Berikut disajikan diagram realisasi APM Dikdas berdasarkan satuan pendidikan 

yang sederajat secara rinci mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. 

 
Gambar 4.2. APM Dikdas Jawa Timur 

 

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat partisipasi orang tua untuk 

menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs) senantiasa 

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dari tahun ke tahun. 

Sepanjang tahun 2014 - 2017, partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anak usia 

7 - 12 tahun ke jenjang SD/MI dan anak usia 13 - 15 tahun ke jenjang SMP/MTs 

cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni Pendidikan 

Dasar (APM DIKDAS) yang mencapai 95.36% pada tahun 2017.  

Data tersebut menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 

Tahun Jawa Timur sangat efektif dan signifikan terhadap tingginya APM DIKDAS 

yang juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan dasar bagi masa depan anaknya. Juga diharapkan pemerintah tetap 

mengupayakan keberlanjutan program Pemberian Biaya Operasional Pendidikan 

94,72 94,76

95,07

95,36

94,4

94,6

94,8

95
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(BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan 

pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua 

pihak tentang manfaat program demi penuntasan wajib belajar 9 tahun. 

Untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar, 

pemerintah juga terus berupaya meningkatkan angka melanjutkan siswa SD ke SMP 

melalui kerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah 

setempat dan dunia industri ataupun dunia usaha agar tercipta iklim pembelajaran 

di masyarakat serta memberikan pencerahan kepada dunia usaha/industri agar 

tidak merekrut pekerja anak dan lulusan SD atau sederajat sebagai tenaga kerja 

baru. 

Pemerintah juga berupaya agar lulusan SMP/MTs tetap dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Namun, masih ada tantangan yang 

harus dihadapi, diantaranya masih terdapat kecenderungan orangtua menikahkan 

putrinya secara dini sehingga setelah menyelesaikan pendidikan SMP tidak 

melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hal ini berpengaruh terhadap upaya 

meningkatkan angka melanjutkan lulusan SMP dan sederajat agar dapat menempuh 

pendidikan menengah. Pemerintah dan berbagai pihak dapat menggunakan 

pendekatan persuasif kepada orangtua tentang pentingnya pendidikan dan juga 

terutama pada daerah yang masih memiliki tradisi memberikan akses kepada 

pekerja anak. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi rintisan wajib 

belajar dua belas tahun. Hal ini diharapkan dapat mendorong minat orang tua agar 

putra-putrinya berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Dalam mengatasi kesenjangan/perbedaan pendidikan dasar Jawa Timur 

dilakukan Proses penyetaraan pendidikan Pondok Pesantren dengan pendidikan 

umum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota 

seJawa Timur melaksanakan program prioritas berupa BOSDA Madrasah Diniyah 

(Madin) sejak tahun 2010 dalam rangka untuk menyediakan pendanaan pendidikan 

berupa biaya operasional penyelenggaraan pendidikan non personalia sesuai 

dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi santri/siswa/warga belajar serta 

memberikan honorarium kepada para ustadz/guru dalam rangka meningkatkan 

motivasi, kinerja dan kesejahteraan ustadz/guru. Madrasah Diniyah belum 
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tersentuh program BOS Nasional, sehingga dengan program BOSDA Madrasah 

Diniyah (Madin) diharapkan dapat memperpendek tingkat kesenjangan antara 

pendidikan formal dan Madrasah Diniyah (non formal).  

Adapun akumulasi sasaran penerima BOSDA Madin sejak tahun 2014 - 2017 

adalah sebagai berikut: 

- Sebanyak 3.439.656 Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Ula, Paket A dan Paket A 

Pondok Pesantren menerima dana sebesar Rp 15.000,/siswa/bulan;  

- Sebanyak 800.776 Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Wustho, Paket B dan 

Paket B Pondok Pesantren menerima dana sebesar Rp 25.000,-/siswa/bulan;  

- Sebanyak 209.862 Ustadz/Guru Diniyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/ 

MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho Swasta dan guru 

SMP Satu Atap sebesar Rp 300.000,-/ guru/bulan. 

Berbagai kegiatan untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

9 Tahun diantaranya adalah pendataan pelaksanaan BOSDA Madin, sosialisasi dan 

koordinasi bidang pendidikan 38 kab/kota, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 

(O2SN) SD Tingkat Provinsi Jawa Timur, Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat 

Provinsi Jawa Timur, Lomba Bina Kreatifitas Dalam Rangka Hari Anak Nasional SD, 

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, Lomba Budaya Mutu Sekolah 

Dasar Tingkat Nasional, Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP, 

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP, Festival dan lomba Seni Siswa 

Nasional (FLS2N) SMP, Pelatihan Proktor dan tehnisi sekolah pelaksanaan ujian 

nasional berbasis komputer (UNBK) SMP, serta pembinaan dan peningkatan mutu 

pendidikan guru SD/SMP dengan sistem jarak jauh. 

 

3. Program Pendidikan Menengah 

Program Pendidikan Menengah bertujuan untuk meningkatkan akses dan 

pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi 

penduduk laki – laki dan perempuan melalui jalur formal maupun nonformal, yang 

mencakup SMA, SMK, MA dan Paket C serta penguatan pendidikan vokasional baik 

melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non formal 

guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-12 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

untuk masuk dunia kerja. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan 

mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan 

guru. Sasaran program ini adalah lulusan sekolah menengah pertama yang 

meningkat secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajar Dikdas 9 

Tahun. 

Program ini diselenggarakan dalam rangka memperluas daya tampung 

lembaga jenjang pendidikan menengah sesuai dengan prioritas pembangunan 

pendidikan di Jawa Timur dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua 

peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, 

ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta 

kondisi fisik.  

Secara keseluruhan perkembangan capaian kinerja pendidikan di Provinsi 

Jawa Timur terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan 

menengah dari tahun 2014 hingga 2017 dapat disajikan dalam kurva di bawah ini:  

 

Gambar 4.3 . APK DIKMEN  (SMA/MA/SMK) Jawa Timur 

Indikator keberhasilan program ini adalah Angka Partisipasi Kasar Pendidikan 

Menengah (APK DIKMEN) yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2014 APK terealisasi sebesar 78.23% kemudian meningkat menjadi sebesar 

79,14% tahun 2015 dan terus meningkat di tahun 2016 menjadi 81,42%, dan 

kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 82,80%.  
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Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak orang tua yang memiliki kesadaran 

untuk menyekolahkan anak – anak mereka yang berusia 16 – 18 tahun karena 

memahami bahwa manfaat sekolah lebih besar dibandingkan biaya yang harus 

dikeluarkan. Di samping itu, patut diapresiasi pula upaya Pemerintah Jawa Timur 

untuk mengupayakan keberlanjutan program BOS Pendidikan Menengah dan 

Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) pada jenjang SMA serta SMK disertai dengan 

sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka 

menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program. 

 

4. Program Pendidikan Non Formal  

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik laki – laki 

maupun perempuan sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan 

formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada 

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. Selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan 

pendidikan diselenggarakan pula melalui jalur pendidikan non formal dan informal. 

Penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal diarahkan pada peningkatan 

pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal 

dalam bekerja dan berusaha. Sasaran program ini adalah penduduk buta huruf 

untuk mengikuti pendidikan keaksaraan serta lapisan masyarakat yang ingin 

mengembangkan kemampuan secara lebih luas dan bervariasi. Salah satunya 

adalah melalui Kejar Paket A, B, dan C. Meningkatnya partisipasi masyarakat pada 

program pemberantasan buta huruf melalui Kejar Paket A, B, dan C berdampak 

pada meningkatnya jumlah warga Jawa Timur yang melek aksara. 

Program Pemberantasan Buta Aksara / Keaksaraan Fungsional 

diselenggarakan untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta 

Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Berikut disajikan diagram Angka 

Melek Huruf (AMH) 15-59 Tahun secara rinci mulai tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016 
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.

Gambar 4.4. Angka Melek Huruf (AMH) 15-59 Tahun 

Dari tahun ke tahun, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) 

Provinsi Jatim berhasil menekan angka buta huruf hingga ratusan ribu jiwa menjadi 

melek aksara dimana Angka Melek Huruf pada tahun 2016 telah mencapai 96.52%. 

Meskipun demikian, program ini tidak lagi menjadi program prioritas Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 seiring terbitnya UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan tanggungjawab penuh 

pendidikan nonformal dan informal (PNFI) ke tangan kabupaten/kota dari 

sebelumnya yang menjadi tanggungjawab provinsi. Peralihan kewenangan ini 

secara resmi berlangsung sejak 1 Januari 2017. Konsekuensi logisnya, provinsi tidak 

bisa lagi mengucurkan dana APBD untuk program PNFI khususnya pendidikan 

keaksaraan.  

 

5. Program Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 

Khusus (PK-PLK) 

Program Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 

Khusus (PK-PLK) bertujuan untuk membantu masyarakat dan atau siswa yang 

berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang setara 

dengan masyarakat yang lainnya. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang 

berkebutuhan khusus di seluruh provinsi Jawa Timur.  

Perkembangan Pendidikan Inklusif pada tahun 2017 telah diselenggarakan di 

38 Kab/Kota dengan jumlah lembaga penyelenggara pendidikan inklusif yang 

bervariasi. Hal ini merupakan pelaksanaan demi amanat Pergub Jawa Timur No. 6 

2014
2015

2016

95,49 96,06 96,52

AMH 15-59 Tahun
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Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di Jawa Timur adalah yang terbesar di Indonesia, dibuktikan 

dengan sebaran lembaga penyelenggara pendidikan inklusif mulai TK, SD, SMP, SMA 

dan SMK yang cukup merata. Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

mendeklarasikan sebagai Provinsi Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Hal ini juga 

semakin diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dalam 

pengelolaan pendidikan khusus dimana Pendidikan Inklusif termasuk di dalamnya. 

Komitmen pemerintah daerah Kab/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusif pada jenjang TK, SD dan SMP ditunjukkan melalui deklarasi pendidikan 

inklusif di Jawa Timur. Kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kota Malang, Kota 

Batu, Kota Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, 

Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Nganjuk, Kab. Probolinggo, Kab. Bondowoso, Kab. 

Tuban, Kota Pasuruan, dan Kab. Banyuwangi. Jumlah kab/kota yang 

mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten/Kota inklusif ini merupakan jumlah yg 

terbesar bila dibandingkan dengan provinsi lain. 

Dalam rangka mencapai Perluasan dan Peningkatan mutu PK-PLK maka 

kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Lokakarya Pengembangan Layanan 

Pendidikan Bagi Penyandang Autisme di Jawa Timur, Monitoring Penanganan Anak 

Berkebutuhan Khusus (P2ABK), berbagai lomba untuk ABK di tingkat Provinsi, 

Nasional, dan Internasional antara lain Lomba Bina Kreatifitas siswa PK-PLK dalam 

rangka memperingati HAN, Olimpiade Olahraga Nasional (O2SN) PK-PLK, FLS2N, 

Jambore Pramuka PK - PLK Tingkat Provinsi), dan pelaksanaan ujian nasional serta 

ujian sekolah tingkat PK-PLK.  

Pada tahun 2017, capaian kinerja Program Pendidikan Khusus dan Layanan 

Khusus adalah sebanyak 25.58% Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Jawa Timur 

telah mendapatkan layanan pendidikan. Capaian ini diraih melalui: 

1) Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana PK - PLK dengan sasaran 60 lembaga 

pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan sarana prasarana. 

2) Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus dengan sasaran 19.170 siswa 

pendidikan khusus yang mendapatkan bantuan operasional sekolah. 
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3) Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK-PLK dengan sasaran 110 

lembaga pendidikan khusus yang memenuhi standar akreditasi. 

4) Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan 

Khusus yang berasal dari DAK dengan sasaran 95 lembaga pendidikan khusus.  

5) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus  

dengan sasaran 1.378 orang guru PK/MKKS yang mengikuti 

pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discusion) dalam peningkatan 

mutu/pelayanan pendidikan khusus dan inklusif serta 228 orang guru MKKS 

yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD (Focus Group Discusion) dalam 

peningkatan mutu/pelayanan  pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terpecil dan 

Terbelakang). 

6) Berkaitan dengan layanan pendidikan bagi peserta didik berbakat istimewa 

dalam bidang olahraga, maka diwujudkan Penyelenggaraan SMAN Olahraga 

Sidoarjo dengan sasaran 183 peserta didik yang memiliki bakat istimewa untuk 

menjadi olahragawan yang berprestasi tingkat regional, nasional, internasional. 

 

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan 

untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik baik 

laki – laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, 

negeri dan swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, menilai hasil pembelajaran dan 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian 

masyarakat serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, 

kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu, program ini juga 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-17 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

menseleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat 

Provinsi untuk mengikuti kejuaraan di tingkat nasional.  

Keberhasilan dari program ini terlihat dari semakin banyaknya guru seluruh 

jenjang mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh Jawa Timur yang saat ini telah 

memenuhi standar kualifikasi minimal S1. Pada tahun 2014 jumlah guru yang telah 

menempuh pendidikan setara atau lebih dari S1/D4 sebanyak 526.079 dengan 

persentase sebesar 83,77%, sedangkan pada tahun 2015 jumlah guru berkualifikasi 

minimal S1/D4 sebanyak 609.720 dengan persentase mencapai nilai 88,51% dan 

pada tahun 2016 jumlah guru berkualifikasi minimal S1/D4 meningkat pesat 

sebanyak 622.604 dengan persentase sebesar 95,42%. Berikut disajikan diagram 

guru jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK berkualifikasi minimal S1/D4 secara rinci mulai 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 

 

Gambar 4.5. Guru berkualifikasi minimal S1/D4 di Jawa Timur 

Capaian Kinerja di atas diperoleh melalui beberapa kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk 

memenuhi standar kualifikasi. Sejak tahun 2014, peningkatan 

profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan diwujudkan dengan 

peningkatan kualifikasi akademik guru yang belum S1 atau D4 sesuai dengan 

83,77

88,51
95,43

2014 2015 2016

Guru berkualifikasi minimal S1/D4 di 
Jawa Timur
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen melalui 

pemberian beasiswa S1 (770 guru setiap tahun) dan S2 (182 guru setiap 

tahun) bekerja sama dengan Filipina, Thailand, dan Cina. 

2. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah 

total 11.748 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah bersertifikat. 

3. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi 

sebanyak 1.797 orang yang mengikuti seleksi ini. 

4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pengajuan 

angka kredit sebanyak 6.318 orang guru. 

5. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui 

pemberian tunjangan sertifikasi guru sebanyak 40.881 orang. 

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan 

pendidikan serta mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas, yang meliputi 

penyediaan informasi pendidikan, penyediaan bantuan keuangan untuk 

penyelenggaraan pendidikan, bantuan sarana prasarana dan fasilitasi Dewan 

Pendidikan. Adapun sasarannya adalah siswa dari keluarga kurang mampu pada 

jenjang SMA dan Community College, lembaga dan tenaga pendidik serta 

masyarakat umum. Hasil pelaksanaan program ini diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Tersedianya data dan informasi pendidikan dari Triwulan I sampai Triwulan IV 

pada 10 Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 

b. Semua komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pendidikan 

memahami tentang arti pentingnya data dan informasi; 

c. Sistem penyimpanan arsip data dan informasi mengarah ke informasi teknologi; 

d. Dapat mendayagunakan database pendidikan persekolahan sebagai bentuk 

analisis dan sebagai pendukung dalam perencanaan pendidikan pada satuan 

pendidikan; 

e. SDM  pendataan  pendidikan  mampu menguasai dan memanfaatkan pangkalan 

data dan teknologi informasi; 
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f. Penguatan fasilitasi program pendidikan untuk mewujudkan pemahaman 

masyarakat terhadap perkembangan pendidikan terkini. 

 

8. Program Pendidikan Tinggi  

Program Pendidikan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan akses dan 

pemerataan pendidikan tinggi baik untuk penduduk laki – laki maupun perempuan 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan 

doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, institut atau universitas yang 

bermutu tinggi dan relevan terhadap kebutuhan pasar kerja dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni sehingga dapat kontribusi secara 

optimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

Sasaran program ini adalah siswa lulusan jenjang pendidikan menengah agar dapat 

meningkatkan kualifikasi untuk mempersiapkan diri pada persaingan global. 

Dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan akses memperoleh 

pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, telah dilaksanakan beberapa program 

pendukung seperti : 

a. Program Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun dengan sasaran siswa lulusan 

SMA/SMK yang melanjutkan sekolah pada Poltek atau Community College. 

b. Bantuan sarana yang diberikan kepada Community College. 

c. Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Mutu PT di Jawa Timur dengan 

mengalokasikan bantuan untuk kegiatan kemahasiswaan, di antaranya 

Workshop Kewirausahaan mahasiswa, Pameran Karya Cipta Mahasiswa, Rapat 

Koordinasi Perguruan Tinggi, dan Work Shop. 

Terkait dengan arah kebijakan di Jawa Timur, yang mengacu pada perubahan 

kebijakan di bidang pendidikan yaitu UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai kewenangan 

penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK 

serta pendidikan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah 

Provinsi. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan tidak akan menimbulkan 

masalah yang berakibat turunnya kualitas pendidikan, namun justru sebagai 
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motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan sesuai 

kebutuhan dan target pembangunan pendidikan di Jawa Timur.  

Implikasinya, program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada 

tahun 2017 – 2018 telah disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan pemerintah 

provinsi, yaitu pendidikan menengah dan khusus. Program tersebut telah tertuang dalam 

RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RENSTRA Perubahan Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, antara lain: 

9. Program Pendidikan Menengah Atas 

Keberhasilan program ini ditunjukkan capaian APM. Angka Partisipasi Murni (APM) 

merupakan jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah 

penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, 

APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang 

pendidikan, dan juga merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan 

pendidikan atas pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Target kinerja program ini 

di tahun 2018 adalah APM (Angka Partisipasi Murni) SMA sebesar 34,69% dan terealisasi 

sebesar 34,73%.   

Program Pendidikan Menengah Atas terdiri dari 6 kegiatan yaitu: 

a) Mutu sarana dan prasarana SMA dengan sasaran 1.280 orang guru yang 

mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana, prasarana dan media pembelajaran. 

b) Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA dengan sasaran 16.885 orang guru untuk 

pemenuhan 8 standart nasional pendidikan SMA; Prosentase sekolah pelaksana 

UNBK SMA sebesar 100 persen; Sekolah yang menyelenggarakan K13 sebanyak 580 

lembaga; 1.264 siswa yang mendapatkan pembelajaran dan pelatihan yang 

bermutu. 

c) Manajemen Pendidikan SMA dengan sasaran 4.574 orang Kepsek dan Guru 

Pendidikan  SMA yang ditingkatkan  kualitas manajerialnya. 

d) Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMA dengan sasaran 323.571 siswa yang 

mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Atas. 

e) Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Atas (DAK) dengan sasaran 908 lembaga 

Pendidikan Menengah Umum yang mendapatkan bantuan sarana parasarana. 
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f) Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA dengan sasaran 

19.099 siswa SMA miskin di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan bantuan. 

 

10. Program Pendidikan Menengah Kejuruan 

Target kinerja program ini di tahun 2018 adalah APM (Angka Partisipasi Murni) 

SMK sebesar 33.70% dan realisasi sebesar 33.92%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga 

menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan kejuruan dalam pembangunan daerah 

khususnya dalam rangka mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka 

mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan memperhatikan kemampuan serta 

kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan di Jawa Timur harus diimbangi 

dengan SMK yang berbasis keunggulan lokal. Karena itu, Provinsi Jawa Timur telah 

menetapkan bahwa salah satu dari tolok ukur utama keberhasilan pembangunan 

pendidikan di Jawa Timur adalah meningkatnya rasio jumlah siswa SMK dibanding siswa 

SMA. Upaya peningkatan rasio tersebut didukung dengan berbagai upaya-upaya inovatif 

(penyelenggaraan SMK Mini di Pondok Pesantren, penyelenggaraan kelas wirausaha, 

praktek industri luar negeri dsb). Jumlah SMK juga harus ditingkatkan. Namun demikian, 

dengan pertimbangan bahwa pendirian dan pembiayaan SMK lebih mahal daripada SMA, 

pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber dana untuk menopang SMK. Hal itu 

membutuhkan komitmen para Kepala Daerah dalam mengalokasikan sumber dana. 

Peningkatan program pembangunan dan pembinaan SMK yang telah dilaksanakan di 

Jawa Timur akan terus dikembangkan dan lebih diintensifkan. Program peningkatan pembinaan 

SMK akan dilaksanakan secara sinergi dalam arti bahwa program peningkatan rasio siswa 

SMK:SMA tidak hanya diatasi dengan penyediaan tempat belajar tetapi juga harus diimbangi 

dengan peningkatan kualitas manajemen, kualitas pembelajaran, pemenuhan kebutuhan guru, 

peralatan dan juga pembangunan citra atau pencitraan SMK yang mampu menghasilkan tamatan 

yang terampil, cerdas dan kompetitif. 

Program Pendidikan Menengah Kejuruan terdiri dari  7 kegiatan yaitu: 

a) Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK  dengan sasaran 6.518 orang peserta kegiatan 

yang dkembangkan dan diselaraskan kualitas pendidikan SMK dengan Industri.  

b) Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK dengan sasaran 732.384  siswa SMK yang 

mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah. 
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c) Penyelenggaraan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Pendidikan SMK dengan 

sasaran 34.100 siswa miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan di SMK.  

d) Mutu Sarana dan Prasarana SMK dengan sasaran 100 lembaga yang mendapatkan 

sarana dan prasarana penunjang di SMK.  

e) Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik SMK dengan sasaran 20.702 siswa 

SMK bersertifikasi kompetensi yang terserap di dunia Usaha dan dunia Industri; 228 

Lembaga SMK yang berstandar LSP.  

f) Manajemen Kelembagaan SMK Mini dengan sasaran 55.000 orang tenaga terampil 

yang ada di SMK Mini.  

g) Penyelenggaraan DAK Pendidikan SMK dengan sasaran 515 lembaga SMK yang 

mendapatkan bantuan DAK untuk pemenuhan sarana prasarana.  

 

11. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan 

Target Kinerja Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan 

adalah persentase sekolah yang menerapkan TIK dalam proses belajar mengajar sebesar 

7,2% dan realisasi sebesar 3.1%. 

Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan terdiri dari  3 

kegiatan yaitu: 

a) Penyelenggaraan Metode Belajar Mengajar Menggunakan TIK  dengan sasaran 

1.784 orang guru yang memanfaatkan TIK dalam pengembangan metode 

pembelajaran.  

b) Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan dengan sasaran 3.100 orang guru 

yang akses penyebaran dan pemanfaatan TIK Pendidikan.  

c) Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pendidikan (TIKP)  dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan UPT TIKP. 

 

12. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK 

Target Kinerja Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kompetensi Guru 

dan Siswa SMK adalah persentase guru dan siswa SMK yang lulus uji kompetensi keahlian 

sebesar 20% dan untuk realisasi capaian kinerjanya adalah 49.41%. 
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Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK 

terdiri dari 3 kegiatan yaitu: 

a) Penyelenggaraaan Penatausahaan di UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPK) 

dengan sasaran 12 paket  pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT 

PPK.  

b) Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan di UPT PPK dengan sasaran 60 materi 

pelatihan dan materi uji kompetensi di UPT PPK yang disusun dan dievaluasi.  

c) Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di UPT PPK untuk Guru dan Siswa SMK 

dengan sasaran 8.400 orang guru /siswa SMK di Jawa Timur yang meningkat dan lulus 

uji kompetensinya. 

 

13. Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik 

Peserta Didik. 

Target Kinerja Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan 

Non Akademik Peserta Didik adalah persentase siswa yang berprestasi sebanyak 0.20% 

dan untuk realisasi capaian kinerjanya adalah 0.10%. 

Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik 

Peserta Didik terdiri dari 3 kegiatan yaitu: 

a) Penyelenggaraan Mutu Prestasi Akademik dengan sasaran 1.600 orang siswa 

didik yang mengikuti lomba prestasi akademik.  

b) Penyelenggaraan Mutu Prestasi Non Akademik dengan sasaran 6.976 orang 

siswa didik  yang mengikuti lomba prestasi Non Akademik.  

c) Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Bina Prestasi Peserta Didik  dengan 

sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT  

Bina Prestasi Peserta Didik.  

 

14. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Surabaya 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di wilayah Surabaya. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Surabaya pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 
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Wilayah Surabaya sebesar 98,11% dan terealisasi sebesar 98.57% pada triwulan II tahun 

2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Surabaya didukung oleh 

kegiatan berikut : 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Surabaya dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

15. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di wilayah Gresik. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Gresik sebesar 71.63% dan terealisasi sebesar 69.24% pada triwulan II tahun 2018. 

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik didukung oleh 

kegiatan berikut : 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Gresik dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan 

bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

16. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di wilayah Sidoarjo. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Sidoarjo sebesar 80.62% dan terealisasi sebesar 81.07% pada triwulan II tahun 

2018. 
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Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Sidoarjo dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan 

bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

17. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di wilayah Mojokerto. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Mojokerto sebesar 72.14% dan terealisasi sebesar 71.01% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Mojokerto dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

18. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di wilayah Jombang. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Jombang sebesar 80.73% dan terealisasi sebesar 82.41% pada triwulan II tahun 

2018.  
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Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Jombang dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

19. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Malang 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di wilayah Malang. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Malang pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Malang sebesar 60.80% dan terealisasi sebesar 61.25% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Malang didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Malang dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan 

bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

20. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Batu 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di wilayah Batu. Target Kinerja Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan Wilayah Batu pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah Batu sebesar 

90.72% dan terealisasi sebesar 97.46% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Batu didukung oleh kegiatan 

berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-27 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Batu dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Batu 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Bojonegoro. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Bojonegoro sebesar 73.25% dan terealisasi sebesar 73.70% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Bojonegoro dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Bojonegoro dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tuban 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Tuban. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Tuban pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Tuban sebesar 59.40% dan terealisasi sebesar 59.85% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tuban didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-28 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Tuban dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tuban 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

23. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Lamongan. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Lamongan sebesar 75.12% dan terealisasi sebesar 75.57% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Lamongan dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Lamongan dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

24. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Madiun. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Madiun sebesar 66.41% dan terealisasi sebesar 64.51% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-29 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Madiun dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Madiun dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

25. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ngawi 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Ngawi. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Ngawi pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Ngawi sebesar 64.28% dan terealisasi sebesar 64.73% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ngawi didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Ngawi dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ngawi 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

26. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Magetan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Magetan. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Magetan pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Magetan sebesar 82.50% dan terealisasi sebesar 82.95% pada triwulan II tahun 

2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Magetan didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-30 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Magetan dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Magetan 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

27. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Ponorogo. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Ponorogo sebesar 74.95% dan terealisasi sebesar 75.40% pada triwulan II tahun 

2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Ponorogo dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

28. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Pacitan. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Pacitan sebesar 60.81% dan terealisasi sebesar 61.26% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-31 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Pacitan dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan 

bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pacitan 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

29. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Kediri. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Kediri sebesar 73.29% dan terealisasi sebesar 67.85% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri didukung oleh kegiatan 

berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Kediri dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan 

bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

30. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Nganjuk. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Nganjuk sebesar 64.74% dan terealisasi sebesar 65.19% pada triwulan II tahun 

2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-32 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Nganjuk dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Nganjuk dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

31. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Blitar. Target Kinerja Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan Wilayah Blitar pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah Blitar 

sebesar 67.04% dan terealisasi sebesar 61.38% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar didukung oleh kegiatan 

berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Blitar dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

32. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Tulungagung. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Tulungagung sebesar 59.16% dan terealisasi sebesar 59.61% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-33 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Tulungagung dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Tulungagung dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

33. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Trenggalek 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Trenggalek. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Trenggalek pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Trenggalek sebesar 59.73% dan terealisasi sebesar 60.18% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Trenggalek didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Trenggalek dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Trenggalek 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

34. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Pasuruan. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Pasuruan sebesar 76.17% dan terealisasi sebesar 75.41% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-34 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Pasuruan dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

35. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Probolinggo. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Probolinggo sebesar 54.90% dan terealisasi sebesar 55.23% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Probolinggo dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Probolinggo dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

36. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lumajang 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Lumajang. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Lumajang pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Lumajang sebesar 56.01% dan terealisasi sebesar 56.47% pada triwulan II tahun 

2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lumajang didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-35 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Lumajang dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Lumajang dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

37. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Jember. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK Wilayah 

Jember sebesar 59.30% dan terealisasi sebesar 59.76% pada triwulan II tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Jember dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang mendapatkan 

bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

38. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Bondowoso. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Bondowoso sebesar 49.79% dan terealisasi sebesar 50.25% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-36 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Bondowoso dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Bondowoso dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

39. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Situbondo 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Situbondo. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Situbondo pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Situbondo sebesar 50.73% dan terealisasi sebesar 51.18% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Situbondo didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Situbondo dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Situbondo dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

40. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Banyuwangi. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Banyuwangi sebesar 71.44% dan terealisasi sebesar 71.89% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-37 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Banyuwangi dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Banyuwangi dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

41. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Bangkalan. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Bangkalan sebesar 51.01% dan terealisasi sebesar 51.47% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK 

Wilayah Bangkalan dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK 

yang mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Bangkalan dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

42. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Sampang. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Sampang sebesar 39.04% dan terealisasi sebesar 39.50% pada triwulan II tahun 

2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang didukung oleh 

kegiatan berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
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a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Sampang dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

43. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Pamekasan. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Pamekasan sebesar 60.77% dan terealisasi sebesar 61.23% pada triwulan II 

tahun 2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan didukung oleh 

kegiatan berikut: 

a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Pamekasan dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 

Pamekasan dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan Cabang Dinas Pendidikan.  

 

44. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan 

khusus yang berkualitas di Wilayah Sumenep. Target Kinerja Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep pada tahun 2018 adalah APM SMA/SMK 

Wilayah Sumenep sebesar 59.65% dan terealisasi sebesar 58.48% pada triwulan II tahun 

2018.  

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep didukung oleh 

kegiatan berikut: 
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a) Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK Wilayah 

Sumenep dengan sasaran 100% Lembaga SMA, SMK dan PK-PLK yang 

mendapatkan bimbingan teknis.  

b) Penyelenggaraaan Penatausahaan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep 

dengan sasaran 5 paket pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

Cabang Dinas Pendidikan.  

 

45. Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan  

Target Kinerja Program Program koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan  

adalah  prosentase bantuan yang disalurkan tepat waktu sebesar 100% dan realisasi 

sebesar 50%. 

Program Koordinasi Penyelenggara Tugas Pembantuan terdiri dari  2  kegiatan yaitu. :  

a) Manajemen BOS Pendidikan dengan sasaran 210 orang peserta kegiatan koordinasi 

pengelolaan BOS Dikdas. 

b) Penyelenggaraan Manajemen Bantuan Pendidikan dengan sasaran 210 orang  

peserta kegiatan koordinasi pengelolaan BOS Dikdas. 

 

46. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan 

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai 

perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi 

dan dari Provinsi ke Pusat, bidang pendidikan juga terkena imbasnya. Dampak 

penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang pendidikan adalah 

beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan non formal ke 

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan menengah serta pendidikan 

khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya adalah indikator Persentase Pendidik 

Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun 2014 – 2016, variabel yang diukur adalah 

pendidik seluruh jenjang (SD, SMP, SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal 
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D4/S1, sementara pada tahun 2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, 

SMK, dan PK-PLK yang berkualifikasi minimal D4/S1. 

Berikut disajikan Tabel pendidik berkualifikasi minimal D4/S1 secara rinci mulai 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. 

Tabel 4.2 
Realisasi Indikator Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1 

Indikator Kinerja 
Realisasi 

2014 2015 2016 2017 

Persentase pendidik 
(jenjang SD, SMP, 
SMA/SMK, dan PK PLK) 
berkualifikasi minimal D4/S1 

83,68 88,50 95.43 - 

Persentase pendidik jenjang 
SMA, SMK, dan PK PLK 
berkualifikasi minimal D4/S1 

- - - 98,80 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa persentase guru SD hingga SMA/SMK dan 

PK-PLK yang telah menempuh pendidikan setara atau lebih dari D4/S1 pada tahun 2014 

sebesar 83,68%, kemudian menjadi sebesar 88,50% pada tahun 2015 dan pada tahun 

2016 persentasenya mencapai nilai 95.43%.  

Sedangkan pada tahun 2017, dapat dilihat di tabel bahwa persentase pendidik 

jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK berkualifikasi minimal D4/S1 sebesar 98.80%. Capaian 

sebesar ini disebabkan variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-

PLK yang berkualifikasi minimal D4/S1. Hal ini sesuai dengan kewenangan provinsi yang 

diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014, yang mencakup pengelolaan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus sehingga mempengaruhi capaian persentase pendidik 

yang berkualifikasi minimal D4/S1. 

Keberhasilan dari program ini terlihat dari semakin banyaknya guru jenjang SMA, 

SMK, dan PK PLK yang saat ini telah memenuhi standar kualifikasi minimal S1. Capaian ini 

didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 yaitu :  

a) Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran 8.550 

orang Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraan dan motivasi 

pengabdiannya. 
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b) Pendidikan Lanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi standar 

kualifikasi dengan sasaran 90 orang guru yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2 

sesuai dengan kompetensinya. 

c) Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran 1.881 orang guru dan 

tenaga kependidikan yang ditingkatkan SDM dan kinerjanya. 

d) Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan berdedikasi dengan sasaran 

1.419 orang guru dan tenaga kependidikan yang terpilih berprestasi dan 

berdedikasi. 

e) Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan  dengan sasaran 

27.602 orang guru dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualitas sesuai 

dengan prestasi yang dicapai dan standar kinerja.  

 

b. Permasalahan dan solusi 

Permasalahan  : 

 
1. Jumlah sarana prasarana baik pendidikan dasar, menengah maupun 

pendidikan khusus masih belum memenuhi kebutuhan peserta didik dan 

proses pembelajaran; 

2. Pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah belum setara dengan pendidikan 

umum; 

3. Rendahnya APM SMA/SMK di beberapa wilayah cabang dinas di Jawa Timur 

yang disebabkan kendala biaya pendidikan dan akses serta aspek budaya 

daerah tertentu, misalnya pernikahan dini; 

4. Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Multimedia pada 

sekolah-sekolah khususnya di daerah pedesaan; 

5. Pemanfaatan media audio dan video pembelajaran sebagai bahan ajar dengan 

system pendidikan jarak jauh, melalui Radio Streaming (rapendik on 

streaming) belum dimanfaatkan secara optimal oleh guru, siswa dan 

masyarakat. 
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6. Data penduduk penyandang ketunaan di Jawa Timur belum dapat diketahui 

secara detail dikarenakan belum maksimalnya koordinasi dan  kerjasama 

informasi dengan pihak – pihak yang berwenang terutama di daerah; 

7. Layanan pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (untuk semua 

jenjang pendidikan) di Jawa Timur masih terbatas. Sekolah Luar Biasa (SLB) 

masih tersebar di Ibu Kota Kecamatan, sehingga ABK khususnya dari 

masyarakat miskin dipedesaan terpencil tidak mendapatkan akses untuk 

bersekolah; 

8. Belum semua guru dari sekolah layanan inklusif mendapat kesempatan 

mengikuti pelatihan penanganan ABK; 

9. Penyebaran guru antara kota dan desa masih belum merata; 

10. Beberapa guru masih belum memiliki kompetensi mengajar; 

11. Tingkat kesejahteraan guru non PNS belum memadai; 

12. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (Kepala sekolah), laboran, 

pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

13. Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK. Pada 

umumnya SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai 

sementara animo/peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk 

dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan 

berada di pedesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang 

mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh 

pendidikan di SMK; 

14. Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga penyelenggaraan 

pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan 

dan tuntutan dunia kerja/industri dan masyarakat. 

15. Jumlah personil yang masih kurang dan sarana & prasarana yang belum 

mencukupi kebutuhan Cabang Dinas setempat. 

16. Sarana penyebaran informasi yang kurang merata yang menyebabkan 

masyarakat umum kurang memahami program-program Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur. 
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Solusi :  

1. Memberi bantuan hibah kepada sekolah sebagai upaya pemenuhan/ pencapaian 

standar sarana dan prasarana; standar kompetensi lulusan, dan standar 

pengelolaan; 

2. Perbaikan fisik dan infrastruktur SD hingga SMA/SMK beserta penambahan sarana 

penunjang pembelajaran (perpustakaan, laboratorium bahasa, ruang 

ekspresi/kreasi siswa dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutuproses dan 

output pembelajaran); 

3. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dengan 

memberikan dana BOS dan BKSM sehingga mencegah siswa dari kemungkinan 

putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan. Selain itu, perlu digalakkan 

penyuluhan dan pendampingan pada masyarakat di daerah tertentu untuk 

memberikan pemahaman akan nilai penting melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi demi kualitas hidup yang lebih baik; 

4. Upaya pengembangan jejaring informasi penduduk penyandang ketunaan antar 

instansi lebih ditingkatkan terutama dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur 

melalui pendataan penyandang ketunaan yang dilakukan per Kepala Keluarga mulai 

dari desa setempat sehingga datanya dapat terinci secara keseluruhan; 

5. Menindaklanjuti dan mensosialisasikan Permendiknas No. 70/2009 tentang 

penyelenggaraan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan dan desa serta Pergub Jawa 

Timur No. 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur 

secara merata ke semua jenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Lembaga 

Sekolah; 

6. Menambah jumlah pelatihan guru tentang penanganan ABK; 

7. Memberikan beasiswa kepada guru-guru yang belum berkualifikasi S1 untuk 

menempuh pendidikan sampai berkualifikasi S1 

8. Mempertimbangkan hasil analisis Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga 

Kependidikan melalui aplikasi A-GTK. Aplikasi ini dapat menunjukkan kekurangan 

kebutuhan jumlah guru masing – masing kabupaten/kota di Jawa Timur; 

9. Menyelenggarakan diklat peningkatan kompetensi mengajar bagi pendidik mulai 

jenjang SMA/SMK dan PK-PLK; 
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10. Menyelenggarakan diklat peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan mulai 

jenjang SMA/SMK dan PK-PLK; 

11. Meningkatkan kompetensi SDM agar semakin menguasai TIK dan multimedia 

melalui pelatihan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk 

pembelajaran kepada guru secara berkesinambungan (TOT). 

12. Mensosialisasikan dengan lebih intensif program pembelajaran secara praktis, 

efisien dan murah serta terjangkau kepada guru-guru SD hingga SMA/SMK dengan 

sistem pembelajaran PJJ/BJJ (Pendidikan jarak jauh/ belajar jarak jauh) atau 

pengayaan pembelajaran melalui operasional dan pemanfaatan  ICT dan E-Learning 

13. Meningkatkan daya tampung SMK dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan 

14. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja lokal dan global, didukung 

kerjasama dengan dunia usaha dan industri 

15. Mengusulkan adanya program bimtek untuk SDM baru di cabang dinas, 

mengajukan permohonan penambahan karyawan dan sarana & prasarana, dan 

menyusun SOP pelayanan publik di bidang pendidikan untuk pelaksanaan kebijakan 

teknis di Cabang Dinas. 

16. Mensosialisasikan pemahaman tentang informasi pendidikan dan program-

program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan melalui 

penggunaan media sosial dan situs resmi instansi. 
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2. BIDANG URUSAN KESEHATAN 

1.1.2 DINAS KESEHATAN 

Tabel 4.3 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

DinasKesehatan Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 *) 
(TW I) 

1 
Program Obat 
dan Perbekalan 
Kesehatan 

Pagu 7.907.640.000 - - - - 

Realisasi 3.178.767.804 - - - - 

% 40,20 - - - - 

2 

Program 
Kefarmasian, 
Alat Kesehatan  
dan 
Pengamanan 
Makanan 

Pagu - 10.090.296.400 4.775.412.967 6.660.379.393 3.165.000.000 

Realisasi - 7.142.102.022 3.799.110.065 5.477.559.433 1.007.090.276 

% - 70.78 79,89 82,24 31,82 

3 
Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Pagu 5.693.500.000 7.132.445.740 5.901.643.849 5.866.397.000 5.866.397.000 

Realisasi 4.665.806.802 5.303.638.540 5.100.440.805 1.156.647.900 1.156.647.900 
% 81,95 74.36 86,42 91,10 19,72 

4 

Program 
Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Pagu 5.000.000.000 4.997.528.450 4.550.000.000 3.001.132.000 - 

Realisasi 4.130.910.272 4.271.998.195 3.802.217.960 2.510.329.300 - 

% 82.62 85.48 83,57 83,65 - 

5 
Program 
Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Pagu 2.200.000.000 2.483.921.900 2.100.000.000 1.462.032.800 1.650.000.000 

Realisasi 1.926.959.036 2.208.703.840 1.922.216.950 1.350.655.110 528.601.075 

% 87.59 88.92 91,53 92,38 32,04 

6 
Program Upaya 
Kesehatan 
Perorangan 

Pagu 1.700.000.000 3.900.046.500 1.259.550.000 1.173.264.800 - 

Realisasi 1.295.442.803 2.046.131.045 1.110.818.316 1.070.161.175 - 

% 76.20 52.46 88,19 91,21 - 

7 

Program 
Manajemen 
dan Kebijakan 
Pembangunan 
Kesehatan 

Pagu 44.422.876.273 1.370.302.700 2.260.673.500 1.735.653.835 3.372.419.000 

Realisasi 40.886.390.760 771.920.350 1.904.296.620 1.647.328.949 947.815.446 

% 92.04 56.33 84,24 94,91 28,10 

8 
Program 
Sumber Daya 
Kesehatan 

Pagu 2.350.000.000 49.776.756.890 40.435.804.522 32.473.139.164 - 

Realisasi 1.941.673.623 40.499.730.756 35.402.984.677 32.079.488.027 - 

% 82,62 81.36% 87,55% 98,79% - 

9 Program Pagu - 49.776.756.890 40.435.804.522 32.473.139.164 1.650.000.000 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 *) 
(TW I) 

Pemberdayaan 
Sumberdaya 
Kesehatan 

Realisasi - 40.499.370.756 35.402.984.677 32.079.488.027 455.733.665 

% - 81,36 87,55 98,79 27,62 

10 
Program 
Lingkungan 
Sehat 

Pagu 2.000.000.000 - - - - 

Realisasi 1.823.158.741 - - - - 

% 91.16 - - - - 

11 

Program  
Pengembangan 
Lingkungan 
Sehat 

Pagu - 2.131.507.000 1.080.000.000 900.000.000 - 

Realisasi - 1.840.366.690 1.066.885.241 880.833.465 - 

% - 86,34 98,79 98,87 - 

12 

Program 
Pencegahan 
Dan 
Pemberantasa
n Penyakit 

Pagu 7.177.800.000 - - - - 

Realisasi 6.355.591.507 - - - - 

% 88.55 - - - - 

13 
Program 
Pengendalian 
Penyakit 

Pagu - 6.732.902.446 4.114.820.453 5.810.005.380 12.000.450.000 

Realisasi - 5.330.295.155 3.707.966.188 5.505.139.698 2.291.277.990 

% - 79,17 90,11 94,75 19,09 

11 

Program 
Pelayanan 
Kesehatan 
Primer 

Pagu - - - - 227.700.000.00
0 

Realisasi - - - - 1.004.987.001 

% - - - - 0,44 

12 

Program 
Pengembangan 
Kesehatan 
Tradisional 

Pagu - - - - 2.700.000.000 

Realisasi - - - - 345.981.600 

% - - - - 12,81 

13 

Program 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

Pagu - - - - 1,400,000,000 

Realisasi - - - - 485.281.871 

% - - - - 34,66 

14 

Program  
Pembiayaan 
dan  Jaminan 
Kesehatan 

Pagu - - - - 30.950.000.000 

Realisasi - - - - 16.527.384.313 

% - - - - 53,40 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-47 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 *) 
(TW I) 

15 

Program 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
Kusta 

Pagu - - - - 1,000,000,000 

Realisasi - - - - 293.741.700 

% - - - - 29,37 

16 

Progam 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
HIV 

Pagu - - - - 1.000.000.000 

Realisasi - - - - 
 

% - - - - 
 

17 

Progam 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
TB 

Pagu - - - - 1.000.000.000 

Realisasi - - - - 411.708.660 

% - - - - 41,17 

18 
Program Upaya 
Kesehatan 
Keluarga 

Pagu - - - - 1.977.000.000 

Realisasi - - - - 455.153.694 

% - - - - 23,02 

(Sumber: BPKAD Prov. Jatim) 
Ket: *) Realisasi s.d. Triwulan II 2018 
 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program  Obat dan Perbekalan Kesehatan 

Pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  dengan sasaran 

“Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan  kesehatan  dan  makanan”, dengan . 

capaian kinerja sebagai berikut:  

Tabel 4.4 
Kinerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2014 

No Indikator Kinerja Capaian 

1 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di 

Kabupaten/Kota 

105.26 

2 Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk 

Penanggulangan Bencana dan KLB 

102,22 

3 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang 

menerapkan  Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 

58   

Ket : *) RPJMD 2009 – 2014 
 Sumber : Data Program Dinas Kesehatan Tahun 2014 
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Tabel 4.5 
Pada Periode RPJMD 2014-2019 capaian kinerja program Obat dan 

Perbekalan  kesehatan sebagaimana Tabel di bawah iniKinerja Program Obatdan 
Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2017 

No. Indikator Kinerja**) 
Capaian 

2015 2016 2017 

1 
Persentase Ketersediaan obat dan 

Vaksin 
96 97 97 

2 
Persentase produk alat kesehatan 

yang memenuhi syarat 
65 67 75 

3 
Persentase produk makanan yang 

memenuhi syarat 
70 70 72 

4 
Persentase produk obat 

tradisionalyang memenuhi syarat 
60 60 61 

**)RPJMD 2014 – 2019 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2015 -2017 
 

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat  dengan sasaran 

“Meningkatkannya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, 

lanjut usia, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas 

dan Jaringannya, Balai Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang”, dengan . 

capaian kinerja sebagai berikut:  

Tabel 4.6 
Kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2014 

No Indikator Kinerja (**) Capaian 

1 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 24,5 

2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 93.53 

3 Persentase Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap 97.42 

4 Persentase  Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) 92,45 

5 Persentase Kunjungan Bayi 95.43 

6 Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4) 88,66 

7 Persentase capaian Peserta KB Aktif 66,48 

Ket : *) RPJMD 2009 – 2014 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2014 
 

Pada Periode RPJMD 2014-2019 capaian kinerja Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat sebagaimana Tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.7 
Kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2015-2017 

No. Indikator Kinerja **) 
Capaian 

2015 2016 2017 

1 Angka Kematian Ibu 89,6 91 
91,92 

 

2 Angka Kematian Bayi 24 23,60 23,10 

3 

Persentase Fasilitas 

Kesehatan Dasar (Puskesmas) 

sesuai standar 

20,33 24,90 41,7 

 **)RPJMD 2014 – 2019 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2015-2017 
 
 

3) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan dengan sasaran “Meningkatnya 

jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan 

kesehatan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan  di 

Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan”, dengan capaian kinerja 

sebagai berikut:  

Tabel 4.8 
Kinerja Program Upaya Kese hatan Perorangan Tahun 2014 

No IndikatorKinerja Capaian 

1 Persentase Rumah Sakit Pemerintah 

menyelenggarakan  Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergency Komprehensif (PONEK) sesuai standar 

106.49 

2 Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang 

terakreditasi 5 pelayanan dasar 
3,0 

Ket : *) RPJMD 2009 – 2014 

Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2014 

Pada Periode RPJMD 2014-2019 capaian kinerja Program Upaya Kesehatan 

Perorangan sebagaimana Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 
Kinerja Program Upaya Kesehatan Perorangan Tahun 2015-2017 

No. Indikator Kinerja **) Capaian 
2015 2016 2017 

1 Persentase Rumah Sakit  terakreditasi 9,3 63,4 74,0 
 

2 Persentase Rumah Sakit Pemerintah 50 92,72 60 
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yang melaksanakan PONEK  

3 Persentase RS yang menyelenggarakan 
Pelayanan IGD level 1 sesuai standar 75 75% 89 

 **)RPJMD 2014 – 2019 

Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2015-2017 

 

4) Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pelaksanaan Program  Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 

sasaran ““Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) serta keberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian”; dengan . capaian kinerja 

sebagai berikut:  

       Tabel 4.10 
       Kinerja Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 
No IndikatorKinerja Capaian 

1 Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 68.71 

2 Persentase Posyandu Ber-Strata PURI (Purnama Mandiri 

Jmlh Posyandu= 46.196 

127.15 

3 Persentase Desa Siaga Aktif   127.33 

Ket : *) RPJMD 2009 – 2014 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2014 

 

Pada Periode RPJMD 2014-2019 capaian kinerja Program Promosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana Tabel di bawah ini: 

            Tabel 4.11 
               Kinerja Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015-2017 

No Indikator Kinerja **) 
Capaian 

2015 2016 2017 

1 Persentase Posyandu Purnama 
Mandiri (PURI) 70.23% 70,05 73,97 

 
2 Persentase rumah tangga sehat 50.62% 52,77 54,02 

3 Persentase posyandu PURI yang 
menjadi taman posyandu   37.93% 42,50 46,39 

 **)RPJMD 2014 – 2019 

Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2015 -2017 
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5) Program  Perbaikan Gizi  Masyarakat  

Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan sasaran 

Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi dan Perbaikan Gizi Masyarakat; dengan capaian 

kinerja sebagai berikut:  

Tabel 4.12 
Kinerja Program Perbaikan Gizi MasyarakatTahun 2014 

No IndikatorKinerja Capaian 

1 Persentase Balita Dipantau Pertumbuhannya  74..3 
2 Persentase Balita dengan Gizi  Buruk 2 

3 Persentase Balita dengan Gizi Kurang  12.3 

Ket : *) RPJMD 2009 – 2014 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2014 

Pada Periode RPJMD 2014-2019 capaian kinerja Program Perbaikan Gizi 

Masyarakat sebagaimana Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13 
Kinerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2015-2017 

No. Indikator Kinerja (**) Capaian 
2015 2016 2017 

1 Persentase Balita Kurang Gizi 17.8 17,3 15,5 
 

2 Pesentase Balita Stunting 27,1 26,1 26,70 
 **)RPJMD 2014 – 2019 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2015-2017 

 

6) Program Sumber  Daya Kesehatan 

Pelaksanaan Program  Sumber  Daya Kesehatan dengan sasaran 

“Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai 

Standar”. 

Tabel 4.14 
Kinerja Program Sumber  Daya Kesehatan Tahun 2014 

No Indikator Kinerja Capaian 

1 Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat 105 
2 Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat 100 
3 Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa 100 
4 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Ber-izin 93 

5 Ratio Dokter per 100.000 Penduduk 40 

                 Ket : *) RPJMD 2009 – 2014 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2014 
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Pada Periode RPJMD 2014-2019 capaian kinerja Program Sumber  Daya 

Kesehatan sebagaimana Tabel di bawah ini: 

              Tabel 4.15 
        Kinerja Program Sumber  Daya Kesehatan Tahun 2015-2017 

No. Indikator Kinerja (**) 
Capaian 

2015 2016 2017 

1. Rasio dokter spesialis, dokter umum dan 
bidan terhadap jumlah penduduk    

A. Spesialis Anak SpA : 1 (317 dr SP.A) 409 290 
B. Dokter Umum Dr : 17 (6.660 dr) 6660 3.970 

C. Bidan Bdn : 46 (17.652 
bidan) 22113 18.116 

D. Perawat Pwt : 81 (33.155) 33155 33.054 
 **)RPJMD 2014 – 2019 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2015-2017 

 

7) Program  Program Lingkungan Sehat   

Pelaksanaan Lingkungan Sehat dengan sasaran “Meningkatnya 

pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

serta keberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian” dengan capaian kinerja sebagai berikut:  

Tabel 4.16 
Kinerja Program Lingkungan SehatTahun 2014 

No Indikator Kinerja Capaian 

1 Persentase Akses Sanitasi Dasar yang Memenuhi Standar 111.21  
2 Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi standar 108  

Ket : *) RPJMD 2009 – 2014 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2014 

Pada Periode RPJMD 2014-2019 capaian kinerja Program Lingkungan Sehat  

sebagaimana Tabel di bawah ini: 

                                          Tabel 4.17 
Kinerja Program Lingkungan Sehat Tahun 2015-2017 

No. Indikator Kinerja (**) 
Capaian 

2015 2016 2017 

1. 
Persentase Rumah Tangga yang 
memiliki akses terhadap sarana air 
minum layak/terlindung 

82.32 84 87,85 

2. 
Persentase rumah tangga yang 
memiliki akses terhadap sanitasi 
dasar/jamban sehat 

78.01 76 85,62 

**)RPJMD 2014 – 2019 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2015-2017 
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8) Program  Pencegahan dan  Pemberantasan Penyakit 

Pelaksanaan Program  Pencegahan dan  Pemberantasan Penyakit dengan 

sasaran “Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular,  tidak 

menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta 

pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan 

KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana”  dengan capaian kinerja sebagai 

berikut:   

Tabel 4.18 
                           Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan PenyakitTahun 2014 

No Indikator Kinerja Capaian 

1 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 48 

2 Persentase Korban Bencana Skala Provinsi  Tertangani 
Sesuai Standar 100 

3 Angka Keberhasilan Pengobatan TB 91 

4 Persentase  Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare 
sesuai standar 91.61 

5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization 
(UCI) 107.88 

6 Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan 
Pengobatan Sesuai Standar 90 

7 Persentase ODHA mendapat ARV 75 
8 Angka Capaian API (Annual  Parasite Index) Malaria  permil 100 

Ket : *) RPJMD 2009 – 2014 
Sumber : Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2014 

 

Pada Periode RPJMD 2014-2019 capaian kinerja Program Pencegahan dan  

Pemberantasan Penyakit  sebagaimana Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.19 
        Kinerja Program Pencegahan dan  Pemberantasan Penyakit  Tahun 2015- 2017 

No. Indikator Kinerja (**) 2015 2016 2017 

1. 
Persentase Penderita penyakit 
tidak menular  tidak terjadi 
komplikasi 

19.6 
 20,06 20,6 

2. Persentase KLB Pasca Bencana 0 0 45,62 
3. Persentase RFT Rate 91 90 91,1 
4. Persentase ODHA dengan ARV 77 79,8 80 

5. Persentase penderita  Malaria 
mendapatkan ACT 100 100 100 

6. Persentase penderita suspect 
pes yang tertangani 100 100 17,20 

7. Insiden rate DBD 51.1 60,54 17,20 

8. Persentase penyakit menular 
wabah dilakukan PE 100 100 100 
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No. Indikator Kinerja (**) 2015 2016 2017 

9. Persentase cakupan diare 60.46% 65 51 
**)RPJMD 2014 – 2019 
 Sumber : Data Program Dinas Kesehatan Tahun 2015-2017 

 

Pada Tahun 2018, program dan kegiatan pembangunan kesehatan sedang 

berlangsung. Pencatatan dan Pelaporan output dari pelaksanan kegiatan, masih dalam 

proses. Demikian  pula, banyak sub kegiatan menunggu jadwal pelaksanaannya. 

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, record dan reporting dari 

perkembangan program kesehatan sebagai berikut:  

Tabel 4.20 
Perkembangan Sarana Fasilitas Program Kesehatan Triwulan II Tahun 2018 

NO URAIAN SATUAN 2018 TW 2 

1 
Rumah Sakit Umum   
RS Pemerintah buah 64 
RS Swasta buah 172 

2 
Rumah Sakit Khusus   
Pemerintah buah 10 
Swasta buah 86 

3 RS TNI/Polri buah 25 
4 RS BUMN buah 16 
5 Puskesmas buah 964 

6 
Puskesmas Pembantu buah 2270 

Pustu Gadar buah 175 
7 Puskesmas Ranap buah 609 
8 Puskesmas Plus buah 48 
9 Pusling buah 1262 

10 Posyandu buah 46.611 
11 Polindes buah 4.605 
12 Ponkesdes buah 3213 
13 Desa Siaga buah 8.495 

Sumber: Data Program Dinas Kesehatan Tahun 2018 

 

 Tabel diatas adalah tabel perkembangan jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi 

Jawa Timur kondisi per Triwulan II Tahun 2018. Semua fasilitas kesehatan diatas, 

menjalankan fungsi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, 

dimana pada akhir  tahun anggaran record dan reportingnya baru final selama 1 (satu) 
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tahun,  untuk kemudian dikirimkan ke stakeholder yang membutuhkannya, khususnya 

bagi evaluasi dan perencanaan untuk periode yang akan datang. 

Tabel 4.21 
Perkembangan Program Gizi Di Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018 

NO URAIAN SATUAN 2018 TW II 

1  Jumlah Kader Posyandu Aktif orang 205.306 

2  Cakupan Program (K/S)  persen 72,8 

3  Kelangsungan Penimbangan (D/K)  persen 92,6 

4  Hasil Penimbangan (N/D)  persen 77 

5  Partisipasi (D/S)  persen 67,4 

6  Pencapaian Program  persen 49 

7  Balita dengan Gizi Buruk  persen 0,82 

8  Balita dengan Gizi Kurang persen 5,50 

9  KEP  persen 6,30 

10  Balita BGM  persen 0,82 

11  Cakupan Balita dapat Vitamin A  persen 85 

15  Cakupan Bumil yang mendapat Fe1  persen 18,40 

16  Cakupan Bumil yang mendapat Fe3  persen 15,9 

17  Stunting persen 16,40 

   Sumber: Data Program  Dinas Kesehatan Tahun 2018 
 

  Tabel diatas memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program Perbaikan 

Gizi Masyarakat.  Permasalahan gizi kurang dan gizi buruk masih terjadi di masyarakat. 

Perbaikan pelaksanaan program terus diupayakan. Pada aspek aspek input; sumber 

daya manusia, dana dan sarana prasarana terus ditingkatkan. Dalam proses 

pelaksanaan program, keterlibatan stakeholder akan mendukung keberhasilan 

pelaksanaan program. Pada tahap pengorganisasian, disusun standar operasional 

prosedur program, pembagian tugas yang jelas,  peningkatan capacity building, 

monitoring dan evaluasi program.  
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Keberhasilan program gizi juga dipengaruhi oleh lingkungan; diantaranya kondisi 

geografi wilayah; sosial ekonomi, budaya dan pengetahuan masyarakat, turut 

berkontribusi dalam keberhasilan program. 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

1. Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan Pada 

Tahun 2017 Angka Kematian Ibu dengan target 90,9 per 100.000 Kelahiran 

Hidup, dan tercapai 92,24 per 100.000 Kelahiran Hidup 

2. Akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  untuk mempersiapkan 

Universal Coverage pada Tahun 2019  

3. Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata 

khususnya  di wilayah Provinsi Jawa Timur.  

4. Gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di masyarakat  

5. Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit 

menular dan tidak menular 

 

Solusi : 

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)membutuhkan dukungan dari seluruh 

stakeholder. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah 

kematian ibu dan bayi. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan 

meningkatkan aktivitas masyarakat dalam mengawal kehamilan dan 

persalinan serta dalam berbagai upaya menjaga kesehatan bayi dan balita; 

untuk itu akan lebih mengintensifkan Pemberdayaan masyarakat dengan 

pendampingan bumil dan taman posyandu, dengan fokus penurunan Angka 

Kematian Ibu (AKI)  dan Angka Kematian Bayi (AKB)  

2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas, yang memberikan 

dampak yang signifikan pada meningkatnya derajat kesehatan di 

masyarakat dengan mengupayakan  peningkatan layanan dasar dan 

rujukan. 
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3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dalam mendukung 

penyelenggaraan kesehatan di Jawa Timur dengan mengupayakan 

peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan untuk untuk memberikan 

pelayanan terbaik untuk masyarakat. 

4. Mengupayakan penurunan prevalensi stunting melalui optimalisasi 

pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 

5. Pengendalian penyakit menular (Kusta, TB, dan HIV) dan penyakit tidak 

menular (diabetes, kanker, hipertensi, dan gangguan kesehatan jiwa); untuk 

meminimalkan angka kesakitan dan kematian  pada masyarakat di Jawa 

Timur.  

6. Peningkatan akses air bersih dan jamban sehat untuk menunjang 

peningkatan status kesehatan masyarakat.  
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1.2.2 RSUD Dr. SOETOMO 

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. Soetomo dengan Pagu dan Realisasi 

Program Pembangunan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2014 – 2018 secara terinci 

sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 4.22 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

RSUD Dr. Soetomo Tahun 2014 – 2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 

(TW II) 

1 

Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah 

Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit 

Mata 

Pagu 149.492.800.921     

Realisasi 76.232.393.147     

% 50,99     

2 

Program Upaya 

Kesehatan 

Perorangan 

Pagu 113.029.452.218 2.125.000.000    

Realisasi 123.632.558.279 1.541.721.822    

% 109,38 72,55    

3 

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Pelayanan BLUD 

Pagu  206.697.408.834 178.653.887.300 327.227.835.956 53.790.007.105 

Realisasi  185.737.788.414 162.976.051.344 296.554.661.003 10.929.929.035 

%  89,86 91,22 90,63 20,32 

4 

Program 

Peningkatan 

Pelayanan Badan 

Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Pagu  1.039.327.779.783 1.180.250.103.867 1.145.067.790.214 1.163.963.000.000 

Realisasi  995.843.844.808 1.207.194.592.246 1.058.500.506.925 366.961.279.560 

%  95,82 102,28 92,44 31,53 

5 
Program Pembinaan 

Lingkungan Sosial  

Pagu     22.152.441.800 

Realisasi     0 

%     0 

(Sumber: BPKAD Prov. Jatim) 
Ket: *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dimaksudkan untuk 

mengadakan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Dr. 

Soetomo dalam melayani pasien.  Pekerjaan konstruksi yang didanai oleh 

anggaran  ini menghasilkan karya perencanaan Gedung Kemoterapi Medis dan 

Talasemia. Sementara itu, pengadaan alat kedokteran ditempatkan pada Instalasi 

Radiodiagnostik, IDIK, IBP dan IRD. Penambahan alat ini mengakibatkan 

peningkatan jumlah dan kualitas layanan operasi. Hal ini tecermin pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 4.23 
Kinerja Pelayanan Operasi Per Kategori 
RSUD Dr. Soetomo Tahun 2012 – 2014 

No. Jenis Operasi 
Jumlah Pasien/Tahun 

Jumlah Rarata 
2012 2013 2014 

1 Sedang 3.764 5.382 5.414 14.560 4.853 

2 Besar 3.820 5.650 6.526 15.996 5.332 

3 Khusus 163 260 291 714 238 

4 Canggih 1.698 1.176 1.418 4.292 1.430 

 Jumlah 9.445 12.468 13.649 35.562 11.853 

                   Sumber: Laporan Tahunan RSUD Dr. Soetomo 2012 – 2014 

2) Program Upaya Kesehatan Perorangan  

Program Upaya Kesehatan Perorangan dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan, yaitu pasien-pasien yang 

dirawat baik di Instalasi rawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan. Hasil kegiatan 

pada program ini diantaranya, yaitu berupa kerja sama operasional pelayanan, 

biaya operasional pelayanan, alat-alat kedokteran, dan tempat tidur kelas III.  

 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD  

Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan BLUD 

dimaksudkan untuk  pemenuhan sarana prasarana dan peralatan rumah sakit. 
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Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir 

peningkatan mutu layanan, kepuasan pasien serta keselamatan pasien 

tercapai dengan maksimal. Adapun sarana prasarana dan peralatan rumah 

sakit yang terpenuhi tersebut pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.24 
Hasil Pengadaan Sarana Prasana dan Peralatan 

Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan BLUD 
Tahun 2015 – 2018  

No Tahun Jenis Sarana Jumlah 

1 2015 Bedside monitor 
Syrenge pump 
Tempat tidur untuk kelas III dengan pengaman 
Gedung Pusat Kemoterapi Medis dan Talasemia  
Alat kedokteran untuk berbagai Instalasi 
Gedung PPJT Tahap III 
Alat kedokteran untuk penyakit paru dan jantung  
IPAL 

1 Unit 
5 Unit 
6 Unit 
1 Unit 

92 Unit 
1 Unit 

14 Unit 
4 Unit 

 2016 Alat Kedokteran 
Gedung PPJT Tahap IV 

30  Unit 
1 Unit 

 
 2017 Alat Kedokteran berbagai Instalasi 

Gedung PPJT Tahap V (Akhir) 
1.439 Unit 

1 Unit  

 2018 Alat Kesehatan/Kedokteran di IGD 
Alat Kesehatan/Kedokteran di ICU 
Alat Kesehatan/Kedokteran di ruang rawat inap  kelas I, 
II, dan III 

12 Unit 
122 Unit 

 
15 Unit 

 Sumber: Data Evaluasi dan Pelaporan RSUD Dr. Soetomo 2015 – 2018  

4) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan 

pelatihan terutama bagi tenaga-tenaga kesehatan baik sumber daya internal 

maupun eksternal serta membiayai penelitian klinis yang menunjang peningkatan 

mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Berbagai penghargaan, sertifikat, dan 

kerja sama yang berkaitan dengan pelayanan,  pendidikan dan pelatihan 

terutama bagi tenaga-tenaga kesehatan baik sumber daya internal maupun 

eksternal serta penelitian klinis antara lain tecermin pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.25 
Penghargaan dan Sertifikat RSUD Dr. Soetomo 

Tahun 2014 – 2018 
No Jenis Penghargaan/Sertifikat Tahun 

1 Lulus Akreditasi KARS Tingkat Paripurna 2012, 2017 

2 ISO 9001:2008: IRD, Graha Amerta, GBPT, Manajemen Struktural 2014 

3 Terakreditasi RS Pendidikan Tipe A  

4 Pemenang Terbaik Hospital Management Award Kategori Clinical 
Service Project 

2015 

5 Pemenang Terbaik Indonesia Hospital Management Award 
kategori Customer Service Marketing dan Public Relation 

2016 

6 PemenangTerbaik Kategori Corporate Social Responsbility Project 
dari PERSI – IHMA 

2017 

7 Runner  Up  Kategori  Human  Resources  Development  Project  
dari  PERSI  –  IHMA 

2017 

8 Juara 3  Terbaik RS Implementasi  Green Hospital 2017 

9 Bapeten Safety and Security Awards 2017 

10 Juara I Kategori Inovasi Alat Kesehatan IndoHCF Innovation 
Awards 

2017 

11 Lean Healthcare Competition Winner ASEAN Region 2017 

12 Pemenang pada Surabaya Health Season kategori Fasilitas 
Terlengkap Rumah Sakit Pendidikan Tipe A 

2018 

      Sumber: Data PPID RSUD Dr. Soetomo 2014 – 2018   

Tabel 4.26 
Kerjasama Pelayanan dan Pendidikan RSUD Dr. Soetomo dengan Instansi Lain 

No. Nama Instansi 

1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

2 Rumah Sakit Seoul National University Bundang, Korea Selatan 

3 Rumah Sakit Universitas Hiroshima, Jepang 

4 Shanghai Yodak Cardio-Thoracic Rumah Sakit Shanghai, China 

5 Royan Institute, Iran 

6 Foundation for Kobe International Medical Alliance, Jepang 

7 Tianjin First Center Hospital, China  

8 The Royal Tropical Institute, Belanda 

        Sumber: Bagian Tata Usaha RSUD Dr. Soetomo 
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5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Program Pembinaan Lingkungan Sosial dimaksudkan untuk pengadaan 

alat-alat kedokteran yang berkaitan dengan tindakan kuratif penyakit paru dan 

jantung. Pada tahun 2018 direncanakan sejumlah 127 unit alat kedokteran. 

Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran belum terserap namun berdasarkan 

capaian fisik seluruh pengadaan alat kedokteran telah dilakukan.  

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

- Pasien-pasien yang dirawat oleh RSUD Dr. Soetomo umumnya merupakan 

pasien dengan kegawatdaruratan yang tinggi disertai kompleksitas penyakit 

sehingga membutuhkan perawatan yang relatif lebih lama. 

- Pedoman teknis/pelaksanaan atas dana-dana yang berasal dari pusat 

termasuk dana perimbangan seringkali terlambat turun sehingga 

mempengaruhi kecepatan pelaksanaan kegiatan. 

- Peningkatan SDM & penambahan tempat pelatihan dan pendidikan sangat 

diperlukan. 

- Terdapat penurunan pencapaian nilai SPM terutama nilai-nilai SPM yang 

berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. 

- Penurunan  nilai  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  terhadap  layanan  di  RSUD  

Dr. Soetomo,  terutama  masalah  penanganan  aduan,  saran,  dan  masukan.  

Nilai  ini merupakan  ukuran  kepuasan/persepsi  masyarakat  atas  kualitas  

layanan  yang diberikan oleh rumah sakit. Dengan penanganan secara tepat 

maka rumah sakit akan  kembali  mendapatkan  kepercayaan/trust  

masyarakat  atas  layanan kesehatan  yang  diberikan,  persepsi  mutu  dan  

kepuasan  masyarakat  terhadap RSUD Dr. Soetomo akan meningkat. 

- Keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS sehingga menggangu cashflow 

rumah sakit terutama terhadap kewajiban jangka pendek yang terkait dengan 

pemenuhan biaya operasional/pelayanan.  
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Solusi :  

- Menjaga alat-alat kesehatan/kedokteran selalu memadai (update dan 

mutakhir) baik dari segi jumlah maupun keandalannya (alat selalu ready to 

use, terkalibrasi dan berfungsi dengan baik) sehingga meningkatkan 

kecepatan dan ketepatan diagnosis dan terapi. 

- Lembaga/Kementerian menyusun dan menyosialisasikan petunjuk 

teknis/pelaksanaan kepada penerima dana perimbangan lebih cepat, segera 

setelah dana dianggarkan dan diterima. 

- Peningkatan kompetensi bagi tenaga-tenaga ajar terutama bagi tenaga 

potensial dan memelihara serta menambah ruang ajar sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 

- Untuk meningkatkan nilai standar pelayanan minimal terutama target 

kepuasan masyarakat  RSUD  Dr.  Soetomo  akan  lebih  memfasilitasi  

penanganan  aduan, saran,  dan  keluhan  sebagaimana  disebutkan  pada  

poin  1  di  atas.  Selain  itu, RSUD  Dr.  Soetomo  akan  senantiasa  berusaha  

untuk mempertahankan/meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  yang  

diberikan melalui  pendidikan  dan  pelatihan  SDM,  menjaga  mutu  obat  dan  

bahan  habis pakai lainnya serta  pemenuhan sarana, prasarana, peralatan 

sesuai standar dan kebutuhan. 

- RSUD  Dr.  Soetomo  akan  lebih  berkomitmen  dalam  memfasilitasi  

penanganan aduan,  saran  dan  masukan  melalui  pemanfaatan  media  

massa  (cetak, elektronik,  termasuk  media  sosial)  guna  mengakomodasi  

masyarakat  dalam menyampaikan keluhan dan saran serta dapat menerima 

feedback atas keluhan dan saran yang telah direspons dengan cepat. Media 

massa ini juga digunakan dalam penyampaian keterbukaan informasi, 

kejelasan, kemudahan persyaratan, dan prosedur pelayanan di RSUD Dr. 

Soetomo  

- Meningkatkan koordinasi dan mediasi dengan Dinas Kesehatan selaku 

pengampu layanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur agar memfasilitasi 

pembayaran piutang BPJS tepat waktu serta tunggakan klaim yang belum 

terbayar. 
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1.2.3 RSUD Dr. SYAIFUL ANWAR MALANG 

 
Tabel 4.27 

Pagu dan  Realisasi Program Pembangunan 
RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang 

Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 
2018*) 

TW II 

1 

Program 

Pengembangan 

Lingkungan 

Sehat 

Pagu 7.035.951.010 - - - - 

Realisasi 7.700.555.425 - - - - 

% 109.45% - - - - 

2 

Program 

Pengadaan, 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Rumah 

Sakit/Rumah 

Sakit 

Jiwa/Rumah 

Sakit Paru-

Paru/Rumah 

Sakit Mata 

Pagu 109.026.624.000 - - - - 

Realisasi 92.131.878.267 - - - - 

% 84.50% - - - - 

3 

Program 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Rumah 

Sakit/Rumah 

\Sakit 

Jiwa/Rumah 

Sakit Paru-

Paru/Rumah 

Sakit Mata 

Pagu 9.392.461.874 - - - - 

Realisasi 8,892,917,460 - - - - 

% 94.68% - - - - 

4 
Program Upaya 

Kesehatan 

Pagu 209,873,198,320 - - - - 

Realisasi 258,000,015,257 - - - - 
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No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 
2018*) 

TW II 

Perorangan % 122.93% - - - - 

5 

Program 

Manajemen dan 

Kebijakan 

Pembangunan 

Kesehatan 

 

Pagu 2,527,950,000 - - - - 

Realisasi 2,017,247,100 - - - - 

% 79.80%     

6 

Program 

Sumber Daya 

Kesehatan 

 

Pagu 6,662,380,000 - - - - 

Realisasi 6,141,107,056 - - - - 

% 92.18% - - - - 

7 

Program 

peningkatan 

pelayanan  

BLUD 

Pagu - 633.003.525.822 603,778,032,329 597.600.535.860 593.150.000.000 

Realisasi - 559.716.036.914 624,078,850,455 568.257.613.048 290.597.132.490 

% - 88,42% 103.36% 95.09% 48,99 

8 

Program 

Peningkatan 

Sarana Dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Badan Layanan 

Umum Daerah 

(BLUD) 

Pagu - 153.444.626.497 185,450,000,000 133.761.857.397 37.615.933.987 

Realisasi - 148.654.501.840 180,427,636,652 115.741.061.801 8.011.503.378 

% - 96,88% 97.29% 86.53% 21,30 

Sumber: BPKAD Prov. Jatim 

Ket: *) Realisasi s.d. Triwulan II 2018 

Program pada tahun 2014 masih mengacu pada RPJMD tahun 2009-2014, sedangkan 

Program pada  tahun 2015-2018 menggunakan RPJMD Tahun 2014-2019, oleh karena itu 

nama program maupun hasil program berbeda. 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan: 

1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

− Terciptanya  kebersihan ruangan dan lingkungan rumah sakit sehingga tercipta ruangan 

yang bersih setiap saat telah terealisasi sebesar 100%.  
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− Terlaksananya pengelolaan air limbah dan emisi gas buang. Kualitas air dan limbah 

(BOD,COD) di RSSA diperiksa di laboratorium setiap bulan dengan menggunakan 8 

(delapan) parameter  sedangkan untuk emisi gas buang diperiksa setiap 6 bulan. 

Kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Terlaksananya pengelolaan sampah baik medis maupun non medis. Jenis sampah 

dibedakan berdasarkan warna kresek atau warna tempat sampah. Sampah medis 

menggunakan kresek atau tempat sampah berwarna kuning, sedangkan untuk sampah 

umum menggunakan kresek atau tempat sampah warna hijau. Perlakuan terhadap 

Gambar 4.6 Ruangan Bersih 
Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

Gambar 4.7 Emisi Gas Buang, Tandon Air 
Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

Gambar 4.8 Grafik Pengolahan Air Limbah 
Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
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masing-masing sampah berbeda. Untuk sampah medis akan langsung dibakar ke 

incinerator, sedangkan sampah umum akan di buang ke TPA. Petugas pengambil 

sampah harus di lengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai standar. Hal ini 

dimaksudkan agar petugas tidak terkontaminasi dari sampah tersebut, terutama 

sampah medis. Kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 

Capaian Kinerja Program: 

Hasil pelaksanaan program./kegiatan diantaranya sebagai berikut: 

− Terlaksananya pengadaan alat kedokteran terealisasi sebesar 100% 

− Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas RS terealisasi sebesar 100%. 

− Terlaksananya pembangunan gedung kegawatdaruratan terealisasi sebesar 100%. 

− Terlaksananya pengembangan poliklinik paru  terealisasi sebesar 100%. 

 

3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit 

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 

Capaian Kinerja Program: 

Hasil pelaksanaan program./kegiatan diantaranya sebagai berikut: 

− Terlaksananya perbaikan gedung dan bangunan RS yang terealisasi sebesar 100% 

− Terlaksananya perbaikan peralatan dan mesin di RS telah terealisasi sebesar 100% 

 

 

Gambar 4.9 Alat Incenerator,  Proses Pengambilan Sampah, Abu sisa pembakaran sampah medis 
Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
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4. Program Upaya Kesehatan Perorangan 

Capaian Kinerja Program: 

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut: 

− Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana RS pengadaan tempat tidur pasien 

terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya alat kesehatan pakai habis, pakaian kerja lapangan, alat kedokteran, dan 

alat kesehatan perawatan  terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya pengadaan dan pemeliharaan alat kedokteran rawat jalan, bedah, 

forensik, Gimu, mata dan rawat inap terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan pakai habis dan pemeliharaan alat kedokteran 

rawat inap terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan R Inap Utama di RS terealisasi sebesar 

100%. 

− Terpenuhi pengadaan alat kedokteran IGD dan tempat tidur terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya pengadaan bahan kimia dan laboratorium, pengadaan alat laboratorium 

sebesar 100% 

− Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah 

sakit terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan pakai habis & pemeliharaan alat kedokteran 

rehabilitasi medik terealisasi sebesar 100% 

− Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya obat-obatan bagi pasien terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya pengadaan alat rumah tangga pakai habis, kereta makan, modal 

peralatan rumah tangga, makan minum pasien dan kegiatan terealisasi sebesar 100%. 

− Terpenuhinya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, 

makan minum rapat terealisasi sebesar 100%. 

− Terpenuhinya pengadaan tempat tidur pasien kelas III terealisasi sebesar 100%. 

− Terciptanya kelancaran  tugas dewan pengawas BLUD terealisasi sebesar 100% 
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5. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 

Capaian Kinerja Program: 

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut: 

− Meningkatnya SIM pelayanan RS dengan terealisasinya E-Resep 

− Tersedianya gelang pasien dengan menggunakan barcode sebesar 100% 

− Tersedianya viewer laboratorium sebesar 100% 

− Tersedianya E-Gizi sebesar 100% 

− Tersedianya E-Rekam Medik sebesar 100%  

 

6. Program Sumber Daya Kesehatan 

Capaian Kinerja Program: 

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut: 

− Terpenuhinya pembiayaan tugas belajar bagi karyawan RS terealisasi sebesar 100% 

− Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan terealisasi sebesar 100% 

− Terpenuhinya honorarium kegiatan dan pengadaan kebutuhan penelitian terealisasi 

sebesar 100% 

− Terpenuhinya honorarium kegiatan dan pengadaan kebutuhan BLS/BCLS/ATLS 

terealisasi sebesar 100% 

 

7. Program peningkatan pelayanan BLUD 

Capaian Kinerja Program: 

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut: 

− Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target telah 

terealisasi sebesar 87.34% dari target sebesar 90%, sehingga prosentase capaian 

sebesar 97%. RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan salah satu rumah sakit milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara bertahap diharapkan dapat 

mengembangkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan holistik seiring 

dengan perkembangan jenis penyakit, kemajuan ilmu serta peningkatan pendapatan 

dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit harus meningkatkan jumlah, 

jenis dan mutu layanan. Selain itu sebagai salah satu sarana kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat 
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strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh 

karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai 

dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Standar pelayanan tersebut telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No: 129/Menkes/SK/II/2008 dan pelaksanaan SPM di RSUD Dr. Saiful Anwar telah 

dimulai sejak tahun 2011. Untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja di 

RSSA maka dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi SPM, sosialisasi cara 

penghitungan SPM sampai dengan menganalisa indikator yang tidak tercapai, selain 

itu dilakukan roadshow ke masing-masing satuan kerja untuk mengajarkan cara 

menghitung untuk indikator satuan kerja tersebut. Dari kegiatan-kegiatan tersebut 

sehingga petugas memahami cara menghitung dan mengolah data SPM, sehingga 

data yang dihasilkan akurat. Oleh karena itu indikator-indikator SPM RSSA tercapai 

melebihi target. 

 

− Bed Occupancy Rate (BOR) 

BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satu 

satuan waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat 

pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2014 
Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

Tahun 2015 
Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
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Tahun 2018 SMT I realisasi BOR RSUD Dr. Saiful Anwar sebesar 62.87% dari target sebesar 

75%, sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 83.8%. Hasil capaian ini bukan berarti 
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Gambar 4.11 Grafik Realisasi BOR tahun 2014-2018 SMT I 
Standar Kemenkes RI BOR: 60%-85% 

Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 
 

Gambar 4.10 Grafik Barber Johnson Tingkat  Efisiensi Rumah Sakit 
Tahun 2014-2018 SMT I 
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Tahun 2016 
Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

Tahun 2017 
Sumber : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

 

Tahun 2018 SMT I 
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indikasi buruk dan masuk dalam kategori ideal karena nilai parameter BOR dari Kemenkes RI 

adalah 60-85%. 

Berdasarkan grafik 3.2 diketahui bahwa terjadi penurunan angka BOR dari tahun 2014 

sampai dengan 2018. Pencapaian  BOR yang menurun ini disebabkan karena adanya 

renovasi gedung rawat inap dan juga karena pemberlakuan regulasi baru terkait sistem 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Namun secara umum pencapaian BOR di RSUD Dr. Saiful 

Anwar pada tahun 2012-2017 tergolong ideal menurut standar Kemenkes. Upaya-upaya 

yang dilakukan rumah sakit dalam rangka meningkatkan BOR antara lain meningkatkan 

kualitas pelayanan di seluruh lini, mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia serta sarana prasarana rumah sakit. Upaya lain adalah dengan cara melakukan 

inovasi-inovasi dan mengembangkan produk unggulan melalui pelatihan-pelatihan baik 

internal maupun eksternal, studi banding, optimalisasi Gugus Kendali Mutu atau Quality 

Control Circle (QCC) dan sebagainya. 

− Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 

IKM adalah nilai atau indeks untuk menilai kepuasan masyarakat (pasien) yang mendapatkan 

pelayanan di rumah sakit yang dilakukan melalui survey dengan menggunakan kuisioner.  

 

 

Tahun 2018 nilai capaian IKM sebesar 103.8% dengan target sebesar 82.  Secara umum 

Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah dicapai tahun 2014 sampai dengan 2017 berada 

pada rentang nilai 62,51–81,25 dimana pada rentang tersebut merupakan rentang nilai IKM 

dalam kategori “Baik” (sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 

Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
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Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dengan berbagai upaya telah dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Pencapaian indikator IKM 

sebesar 103.8% menunjukkan bahwa indikator tersebut dalam kategori Sangat Baik. 

Pada tanggal 12 April 2010 telah dilakukan penandatanganan “Citizen’s Charter” merupakan 

piagam kontrak pelayanan antara RSU Dr. Saiful Anwar Malang dengan unsur masyarakat 

pengguna layanan. Didalam piagam kontrak pelayanan tersebut disepakati kontrak 

pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Darurat antara Direktur RSU Dr. Saiful 

Anwar Malang dengan unsur masyarakat pengguna layanan sebagai wakil masyarakat.         

Unsur pengguna masyarakat diwakili oleh: LSM Inspire, PT Askes (Persero) Cabang Malang, 

PT Jamsostek (Persero) Cabang Malang, P.G Kebon Agung, dan Harian Radar Malang. 

Didalam dokumen kontrak layanan tersebut memberikan keterangan tentang : 

1. Komitmen RS pada layanan kesehatan yang bermutu 

2. Pedoman dan Standar Pelayanan RS 

3. Apa yang pengguna layanan harapkan dari RS 

4. Kewajiban dan tanggungjawab RS dari pengguna layanan 

5. Tata cara mengajukan saran, kritik atau pengaduan  

6. Hambatan yang dijumpai dalam proses pengumpulan data survei kepuasan 

konsumen anatara lain, status sosial ekonomi pasien yang sangat heterogen yang 

meliputi tingkat pendidikan, status sosial bisa berpengaruh terhadap  kualitas isian 

dari survei kepuasan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit 

7. Solusi atau langkah yang diambil dalam menyikapi permasalahan tersebut, antara 

lain: 

a) Membuka loket pengaduan atau complain center. Dimana  pasien bisa  secara 

langsung mengemukakan ketidakpuasannya, keluhan, kritik atau saran 

terhadap pelayanan rumah sakit. 

b) Secara tidak langsung kritik, keluhan, saran dapat disalurkan melalui : 

1) Telepon (0341-362101 ext 1100) 

2) Sms no 081 5555 1210 

3) Surat ke Rumah Sakit 

4) Kotak pengaduan 
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5) Media cetak atau surat pembaca 

6) Media elektronik 

 

− Persentase penyelesaian pendidikan di RS  

Persentase peserta didik yang menyelesaikan  periode pendidikan tepat waktu di RS 

dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena 

seluruh peserta didik dapat menyelesaikan pendidikannya selama di RSUD Dr Saiful 

Anwar dengan tepat waktu  misalnya mahasiswa S1 kedokteran, dan PPDS 

− Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan 

Untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia khususnya 

pegawai RS maka diperlukan pemberian pelatihan baik melalui in house training 

maupun pelatihan di luar. Persentase yang dicapai untuk indicator tersebut sebesar 

100% atau sesuai dengan target. 

− Persentase kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di 

RS. 

Peserta didik yang memperoleh ilmu di RS berasal dari lembaga pendidikan negeri 

maupun swasta, dan berbagai multi disiplin ilmu. Dimana setiap periode 

mengirimkan peserta didiknya untuk menimba ilmu di RS, dan pada akhir kelulusan 

dilakukan serangkaian tes untuk menguji ilmu yang telah didapat. Dari hasil tes 

tersebut diketahui bahwa seluruh peerta didik lulus dengan menyelesaikan 

pendidikan tepat waktu di RS sehingga pencapaian hasil ari indicator tersebut 

sebesar 100%. 

 

8. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) 

Capaian Kinerja Program: 

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya sebagai berikut: 

− Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk alat kedokteran RS. 

Penyelenggaraan RS yang bersifat kuratif maupun rehabilitative memerlukan sarana dan 

prasarana yang harus memadai, compatible dan canggih. Sehingga pemenuhan terhadap 
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sarana dan prasarana serta alat kedokteran merupakan hal yang paling utama yang harus 

dipenuhi, oleh karena itu pencapaian program tersebut sebesar 100%. 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

− Secara umum pelaksanaan program tahun 2014-2019 berjalan lancar dan hampir tidak 

menemui kendala yang berarti. Hal ini tampak pada pencapaian Kinerja Program yang 

mencapai hasil maksimal.  

  

Solusi : 

− Mengembangkan sistem berbasis teknologi, salah satunya adalah e-planning. Yaitu 

sistem perencanaan berjenjang dari masing-masing unit kerja secara elektronik dengan 

menggunakan software dan format perencanaan tahunan yang telah ditetapkan, untuk 

selanjutnya dilakukan skala prioritas terhadap program yang akan dijalankan dengan 

tujuan agar terwujudnya perencanaan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel. 

− Mengadakan rapat koordinasi dengan para pengguna anggaran secara rutin pertribulan, 

sehingga dapat memonitoring dan mengevaluasi penyerapan anggaran 

− Meningkatkan kualiatas pelayanan di seluruh lini      
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1.2.4 RSUD dr. SOEDONO MADIUN 
Urusan wajib yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Soedono Madiun dengan pagu dan 
realisasi Program Pembangunan RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2014 – 2018 secara 
rinci 

Tabel 4.28 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

RSUD dr. SOEDONO MADIUN 

NO PROGRAM ANGARAN 2014 2015 2016 2017 2018*) 
 (TW II) 

1 Program 
Pengadaan, 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
RS/RS Jiwa/RS 
Paru/RS Mata 

Pagu 42,370,000,000     
Realisasi 15,363,122,850     

% 36.26     

2 Program 
Upaya 
Kesehatan 
Perorangan 

Pagu 91,116,228,218     
Realisasi 77,892,922,731     

% 85.49     
3 Program 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan 
Badan 
Layanan 
Umum Daerah 
(BLUD)  

Pagu  43,550,000,000 137,932,992,664 96,585,455,496 19,351,010,954 

Realisasi  41,738,946,086 123,696,831,236 68,074,493,145 1,832,299,280 

%  95.84 89.68 70.48 9.47 

4 Program 
Pembinaan 
Lingkungan 
Sosial 

Pagu     10,000,000,000 

Realisasi     4,043,000 

%     0.04 
5 Program 

Peningkatan 
Pelayanan 
BLUD 

Pagu  212,617,742,654 221,973,890,088 215,490,916,122 190,000,000,000 

Realisasi  177,798,033,788 197,464,296,214 201,293,128,353 76,439,296,087 

%  83.62 88.96 93,41 40.23 
Sumber: BPKAD Prov. Jatim 
Ket: *) Realisasi s.d. Triwulan II 2018 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 
1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS 

Mata 
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata 
bertujuan untuk peningkatan pelayanan melalui kegiatan : 

- Pembangunan gedung diagnostik dan perawatan penyakit jantung, paru dan 
syaraf untuk memenuhi fasilitas pelayanan di rawat jalan sebagai rumah sakit 
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ujukan regional di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian Barat – Selatan. 
Pembangunan ini dilakukan bertahap yaitu Tahap I (tahun 2014) 
menggunakan dana DBHCHT utuk menyelesaikan pembangunan lantai 1, 2 
dan 3 sedangkan sisanya pada tahap II diselesaikan tahun 2015 

- Pengadaan alat – alat kedokteran untuk menambah peralatan kedokteran 
yang bertujuan peningkatan pelayanan pasien di rawat jalan. 

2) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

Program Upaya Kesehatan Perorangan bertujuan untuk peningkatan pelayanan 
pasien rujukan dengan kegiatan : 

- Pemeliharaan gedung dan bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang 
bertujuan untuk memberikan kemudahan pasien di RSSM yang membutuhkan 
darah 

- Pengadaan dan penambahan peralatan yang mendukung penyelenggaraan 
Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Kegiatan ini dianggarkan dari DAK. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Program peningkatan sarana prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
bertujuan untuk peningkatan pelayanan pada pasien dengan kegiatan : 

TAHUN 2015 

- Pembuatan Kanopi dan ramp memberikan kenyamanandan kemudahan 
transportasi bagi pasien – pasien khusus yang merupakan standar keamanan 
dan keelamatan pasien untuk gedung bertingkat  

- Pengadaan dan penambahan peralatan kedokteran untuk pelayanan pasien 
Obstetry dan gynekologi  

Kegiatan ini dengan menggunakan anggaran DAK dan DBHCHT.  

TAHUN 2016 

- Pengadaan mobil ambulance standar emergency dan mobil ambulance 
transportasi bertujuan untuk peningkatan pelayanan pasien rujukan yang 
memerlukan rujukan serta utuk pelayanan kegawatdaruratan.  

- Pengadaan peralatan kedokteran canggih berupa MRI 3 tesla, MRI injector, 
MRI monitor 2 parameter dan beberapa peralatan kedokteran lainnya. 
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Pengadaan ini bertujuan utuk mendukung peran RSUD dr. Soedono Madiun 
sebagai rumah sakit rujukan.  

- Pembangunan Gedung Diagnostic dan perawatan penyakit jantung, paru dan 
saraf Tahap II. Dan pada tahap II gedung Diagnostik dan perawatan penyakit 
jantung, paru dan syaraf sudah selesai dan dapat difungsikan 

- Pengadaan konstruksi hydrant dan penunjang yang bertujuan untuk preventif 
apabila terjadi kebakaran, mengingat RSUD dr. Soedono Madiun berada pada 
lahan ± 2 Ha dan gedung bertingkat.  

- Pengadaan tanah untuk perluasan lahan rumah sakit dengan gedung untuk 
peningkatan pelayanan kepada pasien.  

TAHUN 2017 

- Penambahan alat kedokteran untuk melengkapi peralatan dan berfungsinya 
Gedung Diagnostik dan perawatan penyakit Jantung, Paru dan Saraf di 
Radiologi berupa pengadaan CT Scan 128 slice, C-Arm, Bio safety cabinet dan 
peralatan untuk mendukung pelayanan di ruang tindakan.  

- Pembangunan gedung trauma center dan intensif care bertujuan untuk 
pelayanan pasien trauma dan intensive care, karena angka angka kecelakaan 
di wilayah Madiun dan sekitarnya cukup tinggi dan memerlukan ruang 
perawatan trauma yang memenuhi standar kegawat daruratan, dengan 
anggaran pajak rokok.  

- Penambahan alat Kedokteran untuk melengkapi peralatan di pelayanan 
rehabilitasi medik, dengan penambahan alat – alat tersebut diharapkan 
mengurangi kecacatan/disabilitas gerak karena penyakit stroke dan 
kecelakaan.  

TAHUN 2018 

- Penambahan peralatan kedokteran untuk peningkatan pelayanan di 
Laboratorium, rawat darurat dan bedah.  

- Pembangunan gedung trauma center dan intensive care tahap III diharapkan 
pembangunan ini selesai tahun 2018 dan dapat berfungsi pada tahun 2019. 

4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial  

- Program pembinaan lingkungan social bertujuan untuk memberikan 
pelayanan kepada pasien dengan penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok. 
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Program ini dianggarkan dari anggran DBHCHT. Dengan kegiatan 
Pembangunan Gedung Trauma Center dan intensive care Tahap II 

5) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan 
untuk peningkatan pelayanan kepada pasien dengan kegiatan: 

Tahun 2015 

- Peningkatan pelayanan di Instalasi Pengolah Limbah dengan pengadaan 
kendaraan sampah (Mega Carry Dump AC/PS) sebanyak 1 unit dan pengadaan 
pompa untuk pengolahan limbah. 

- Pengadaan kendaraan operasioal sebanyak 1 unit untuk mendukung kegiatan 
operasional rumah sakit. 

-  Peningkatan sarana dan parasarana rumah sakit dengan penambahan 
peralatan kedokteran dan perlengkapan di ruang rawat jalan, ruang rawat 
darurat dan rawat inap. 

- Peningkatan pelayanan di Instalasi Laboratorium dengan pengadaan 
Laboratorium Information System (LIS) 

- Pengadaan Software untuk peningkatan Sistem Information Manajemen 
Rumah Sakit (SIM-RS) 

Tahun 2016 

- Pengadaan peralatan kedokteran untuk peningkatan pelayanan Instalasi 
Bedah dan Instalai Rawat Inap dan Instalasi Pengelolaan Linen (Mesin 
Sterilisasi)  

- Peningkatan pelayanan dalam bidang administrasi dengan Pembangunan 
Gedung Arsip tahap 1. 

- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)  

- Penyusunan dokumen Review Master Plan RSUD dr. Soedono Madiun   

Tahun 2017 

- Pengadaan peralatan kedokteran untuk peningkatan pelayanan di Instalasi 
Rawat Inap, dan Laboratorium. 

- Penyusunan Dokumen ANDALALIN 
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- Pembangunan gedung penyimpanan/ arsip tahap 2 

- Pengadaan Softwrare untuk penguatan dan peningkatan SIMRS 

Tahun 2018  

- Pengadaan peralatan kedokteran untuk ruang . 

- Pengadaan Master Plan Teknologi Informasi. 

- Rehabilitasi ruang perawatan untuk memenuhi standar akreditasi rumah sakit 

- Peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk memenuhi 
standar akreditasi 

- Melaksanakan MOCK survey akredtasi rumah sakit untuk persiapan 
menghadapi resurvey akreditasi SNARS  

b. Permasalah dan Solusi  

Permasalahan : 

- Perubahan regulasi untuk penggunaan anggaran pajak rokok 

- Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tidak stabil sehingga ada beberapa alat yang 
tidak dapat dibeli 

- Beberapa alat yang sebelumnya ada dicatalog pada saat akan pengadaan alat 
tersebut tidak ada demikian pula sebaliknya sehingga mempengaruhi dalam proses 
pengadaan. 

- Alat yang tercantum dalam e-catalog tidak mencantumkan data yang lengkap 
tentang perincian alat.  

Solusi : 

- Mengikuti peraturan yang ada 

- Memastikan spesifikasi dan asesories peralatan yang seharusnya ada sebelum 
pengadaan dengan e-catalog 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-81 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

1.2.5 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA 

         Tabel 4.29 
Tabel Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 
Tahun 2014 - 2018 

NO PROGRAM  Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 
(TW II)  

1 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan 
Badan Layanan 
Umum Daerah 
(BLUD) 

Pagu - 26.585.000.000 44.863.796.000 26.422.881.447 19.351.010.954 

Realisasi - 25.020.358.344 44.179.052.678 23.987.801.301 3.783.317.454 

% - 94,11% 98,47% 90,78% 19,55% 

2 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Badan Layanan 
Umum Daerah 
(BLUD) 

Pagu - 169.961.808.818 169.920.570.811 184.489.445.514 188.290.350.000 

Realisasi - 162.360.363.093 162.226.895.348 162.444.981.834 72.767.431.456 
% - 95,53% 95,47% 88,05% 38,65% 

      

3 

Program 
Pembinaan 
Lingkungan 
Sosial 

Pagu - - - - 11.000.000.000 

Realisasi - - - - 0,00 

% - - - - 0,00 

Sumber: BPKAD Prov. Jatim 
Ket: *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) bertujuan untuk mendukung sasaran rumah sakit terkait dengan 

pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan rumah sakit kelas B pendidikan. 

Dalam program ini mendukung kegiatan antara lain : 

a) Pengadaan alat-alat kedokteran 

b) Pembangunan gedung untuk pengembangan ruang operasi, rawat inap jantung, 

ruang ICU/ICCU/NICU 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-82 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

c) Kegiatan Promosi Kesehatan yaitu dengan mengikuti pemeran, mengadakan 

seminar untuk para pelanggan loyal Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, 

pengadaan Leaflet. 
 

2) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah 

program yang anggarannya berasal dari pendapatan fungsional BLUD. Program ini 

mendukung semua sasaran yang ada yaitu dengan memenuhi operasional rumah 

sakit antara lain : 

a) Belanja Modal (Alat Medis, Rumah Tangga dan kesekretariatan) 

b) Operasional Pelayanan, antara lain : 

- Penyediaan Farmasi (obat, farmasi, alkes & bahan Laboratorium) 

- Penyedian Gizi (Pasien, karyawan & kegiatan) 

- Logistik rumah sakit (ATK, cetakan, Bahan kebersihan dan Linen) 

- Pemasaran (Iklan, website, poster, leafleat dan internet) 

- Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (pemeliharaan fisik 

bangunan, pemeliharaan alat kesehatan, Lift, IT dan lain-lain) 

- Pengolahan Limbah 

c) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain : 

- Pendidikan dan Pelatihan 

- Perjalanan dinas (rapat dan kegiatan) 

- Gaji tenaga BLUD dan Jasa Remunerasi 
 

3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial. 

Program pembinaan lingkungan sosial baru ada di tahun 2018, sedangkan untuk 

tahun-tahun sebelumnya belum ada. Program Pembinaan Lingkungan soaial 

mendukung sasaran kegiatan yang bertujuan dengan pengembangan sarana dan 

prasarana rumah sakit tipe B Pendidikan yaitu  : 

a) Pengembangan klinik paru untuk penderita paru (Tuberculosis Directly Observed 

Treatment/TB DOT) 

b) Pengadaan alat kesehatan untuk Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan 

untuk perawatan intensif. 
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b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan: 

Dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit selama kurun waktu 2014 sampai dengan 

2018, permasalahan yang  terjadi adalah pemenuhan alat-alat canggih (CT-scan, MRI 

dan Angiografi) sesuai dengan standarisasi RS kelas B Pendidikan tidak didukung dengan 

biaya paket INA CBG’s di rawat jalan karena tidak setiap kasus membutuhkan 

pemeriksaan alat canggih sehingga frekuensi pemeriksaan rendah 

 Solusi: 

Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan alat canggih 

dengan memperhatikan biaya paket INA CBG’s di rawat jalan. 
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1.2.6 RUMAH SAKIT JIWA MENUR  

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Menur dengan Pagu 

dan Realisasi Program Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2014-2018 

secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.30 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

RS Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Pengadaan, 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit 
Paru-Paru/Rumah 
Sakit Mata 

Pagu 8.750.150.000 - - - - 

Realisasi 8.205.006.650 - - - - 

% 93,77 - - - - 

2 

Program 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit 
Paru-Paru/Rumah 
Sakit Mata 

Pagu 1.383.000.000 - - - - 

Realisasi 1.310.877.760 - - - - 

% 94,79 - - - - 

3 
Program Upaya 
Kesehatan 
Perorangan 

Pagu 
 

17.900.401.050 - - - - 

Realisasi 15.282.533.544 - - - - 

% 
 

85,38 - - - - 

4 
Program Upaya 
Kesehatan 
Masyaraka 

Pagu - 271.200.000 24.350.000 224.850.000 - 

Realisasi - 269.519.415 23.914.000 184.508.500 - 

% - 99,38 98,21 82,06 - 

5 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 4.079.932.000 5.841.700.000 5.660.662.746 10.812.673.960 

Realisasi - 3.915.909.665 5.102.437.254 5.124.010.598 2.135.712.717 

% - 95,98 87,35 90,52 19,75 

6 
Program 
Peningkatan 
Pelayanan Badan 

Pagu - 43.197.257.725 36.066.730.610 34.763.029.06 34.250.000.000 

Realisasi - 38.959.077.619 35.950.409.463 35.283.628.550 12.025.896.677 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) % - 90,19 99,68 101,5 35,11 

7 
Program 
Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

Pagu - - - - 5.000.000.000 

Realisasi - - - - 0 

% - - - - 0 

Sumber: BPKAD Prov. Jatim 
Ket: *) Realisasi s/d Triwulan II 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. 

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, bertujuan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana rumah sakit melalui kegiatan : 

– Rehabilitasi bangunan rumah sakit. 

– Pengadaan Alat Kedokteran 

Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit diwujudkan dalam rehabilitasi 

Gedung Pelayanan Ruang Gelatik, dan pengadaan alat kedokteran : Bed pasien 

otomatis, Bedside monitor, Rapid Transcranial Magnetic Stimulator (TMS) + MEP 

micro variant 2 channel dan ventilator, untuk memenuhi kebutuhan di pelayanan 

rawat inap dan pelayanan spesialis syaraf.  

 

2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. 

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata bertujuan untuk meningkatkan 

sarana prasarana rumah sakit melalui kegiatan : 

– Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 

Pemeliharaan rumah sakit diwujudkan dalam pemeliharaan 15 gedung/ 

sarana sebagai berikut : asrama mahasiswa, apotek/ farmasi, sekretariat 1, 

sekretariat 2, graha menur, IGD, Ruang Puri Mitra, Ruang Flamboyan, Poli 

Spesialis, selasar, ruang sterilisasi dan laundry, Instalasi Gizi, dan tempat 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-86 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

pembuangan sampah serta saluran limbah di ruang pelayanan kamar jenazah; 

Wijaya Kusuma ; Metadon dan Puri Mitra.    

 

3) Program Upaya Kesehatan Perorangan. 

Program Upaya Kesehatan Perorangan bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan upaya kesehatan di Rumah Sakit  melalui kegiatan : 

– Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan di RS. 

– Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Umum di RS. 

– Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat di RS. 

– Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS. 

– Peningkatan Pelayanan Radiodiagnostik dan Radioterapi di RS. 

– Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS. 

– Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Keterapian Fisik di RS. 

– Peningkatan Pelayanan Farmasi RS. 

– Peningkatan Pelayanan Gizi RS. 

– Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD. 

– Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan ( DAK ). 

– Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Rujukan (DAK). 

Capaian pelayanan Upaya Kesehatan Rumah Sakit dalam kurun waktu tahun 

2014 -2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.31  
Capaian Pelayanan dalam periode 2014 – 2018 

 
Kegiatan Pelayanan   

Realisasi (%) 

2014 2015 2016 2017 TW II 
2018 

Rawat Jalan (Kunjungan) 40.954 41.576 45.834 50.053 13.641 
Rawat Inap (Orang) 2.679 2.726 2.573 2.561 787 
IGD (Kunjungan) 2.109 1.969 1.858 2.065 459 

Sumber Data : Laporan Tahunan RSJ Menur  TA 2014 s.d  TA 2017 dan Laporan  TW II TA 2018 
 

 Trend menunjukkan fluktuatif dan meningkat pada kunjungan rawat jalan. 

Hal ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas 

kesehatan dan RSJ Menur, sehingga pasien dalam keadaan terkontrol Rawat Jalan.  
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4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 

Progra m Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan 

persen pasien pasung terlayani melalui kegiatan : 

– Penyelenggaraan Aksebilitas Pelayanan Kepada Masyarakat. 

Capaian Persen Pasien Pasung Terlayani dalam periode 2014 – 2018 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.32  
Capaian Persen Pasien Pasung Terlayani  

dalam periode 2014 – 2018 
 

Indikator Kinerja  
 

Target 
Realisasi (%) 

2014 2015 2016 2017 TW II 
2018 

Persentase pasien 
pasung terlayani 

100% 100% 100% 
 

100% 100% 100% 

Sumber Data :  Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKjIP) RSJ Menur  TA 2014 s.d  TA 2017 dan LKj 
Triwulanan TW II TA 2018. 

 
Capaian persentase pasien pasung yang terlayani dalam kurun waktu tahun 2014 

– 2018 mencapai 100% karena  semua pasien pasung yang datang ke RS Jiwa 

Menur semua terlayani. Hal ini karena adanya kebijakan Gubernur,  Jatim  Bebas 

Pasung, dan ditunjang inovasi RSJ Menur Multi Level Manajemen Pasung,  

sehingga terjadi peningkatan pasien dan rujukan pasung ke RSJ Menur, seperti 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Rumah Sakit Jiwa Menur merupakan institusi rumah sakit sehingga harus 

mengedepankan pelayanan kuratif atau pengobatan, sekaligus 

mensuskseskan Program Jatim Bebas Pasung. Sehingga berapapun pasien 

pasung yang datang harus dilayani dan dilakukan penanganan. 

2. RSJ Menur adalah satu - satunya RS Sakit Khusus Jiwa milik Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yang tidak boleh menolak pasien. Hal ini diperkuat 

dengan pencanangan Jatim bebas pasung . 

3. Adanya program Jatim Bebas Pasung, perlu diketahu bahwa pelayanan 

pasien pasung telah dilakukan sejak sebelum tahun 2013, sebelum 

dicanangkan Jatim Bebas Pasung,  namun pelayanan tidak dibedakan antara 

pasien pasung dan non pasung. 
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4. Sejak ditetapkan gerakan Jatim bebas pasung, RSJ Menur memberikan 

pelayanan khusus berupa ruang perawatan khusus pasung di ruang Wijaya 

Kusuma dan ruang khusus di Instalasi Rehabilitasi Medik dan Mental yang 

terpisah dari penderita gangguan jiwa non pasung. 

 

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD). 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) bertujuan untuk mengoptimalkan Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) melalui kegiatan :  

– Pelayanan Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

– Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok). 

– Pelayanan Kesehatan 

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam periode 2014 – 2018 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.33 
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dalam periode 2014 – 2018 
 

Indikator Kinerja  
 

Target 
Realisasi 

2014 2015 2016 2017 TW II 
2018 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (konversi) 
terhadap seluruh layanan 

86 78,07 78,97 79,06 79,19 Dalam 
Proses 

Sumber Data :  Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKjIP) RSJ Menur  TA 2014 s.d  TA 2017 dan LKj 
Triwulanan TW II TA 2018. 

 
Trend Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh layanan dalam kurun waktu 

tahun 2014 - 2018 adalah meningkat. IKM terbaru tahun 2017, dengan target 

sebesar 86 dan terealisasi sebesar 79,199 atau 92,09 persen.  Persentase capaian 

belum mencapai target karena secara umum SKM dari masing – masing unit 

layanan belum memenuhi target yaitu berkisar dari terendah 78,949 (Instalasi 

Radiologi & Elektromedik) sampai tertinggi 79,615 (Instalasi Radiologi).  

Faktor kemungkinan penyebab negatif :  masih adanya petugas yang kurang 

ramah, adanya petugas yang tidak bersedia jika ditanya. Penyebab positif adanya 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-89 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

penerimaan pasien yang sangat baik, penanganan cepat, petugas ramah, 

komunikasi baik dan suasana enak.  

IKM perunsur berkisar dari terendah, unsur waktu pelayanan 77,700 sampai 

tertinggi unsur kompetensi pelaksana 80,808. Faktor kemungkinan penyebab 

negatif yaitu kecepatan layanan, adanya keluhan di sejumlah klinik khususnya 

rawat jalan terkait kehadiran dokter tepat waktu, adanya keluhan menunggu obat 

di Farmasi yang terlalu lama.  Sedangkan unsur positif kompetensi petugas : 

adanya petugas yang sopan dan ramah, dokter baik, ramah dan penuh perhatian. 

Upaya yang telah dilakukan yaitu penegakan SOP kehadiran dokter dan 

peningkatan publikasi pada papan pengumuman untuk pasien terkait jam layanan 

antara jam pemberian pelayanan dan jam dibukanya loket pendaftaran.  

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu dengan penambahan sarana prasarana 

baik alat medis maupun non medis, optimalisasi layanan Sim RS melalui Helpdesk 

IT (grup WA) dan penjadwalan ulang dokter baik di Rawat Jalan maupun rawat 

inap,  dan telah dilakukan Pelatihan Pelayanan Prima dari vendor John Robert 

Power.  

6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

bertujuan untuk ; (1) Mengoptimalkan capaian indikator BOR  (2) Mengoptimalkan 

persen kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di 

rumah sakit), melalui kegiatan : 

– Penguatan pelayanan RS/ RS Khusus. 

Indikator BOR atau Bed Occupancy Rate BOR (Bed Occupancy Rate) adalah 

gambaran tingkat hunian rumah sakit atau pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. 

Capaian BOR dalam periode 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.34 
Capaian Bed Occupancy Rate BOR (Bed Occupancy Rate) 

dalam periode 2014 – 2018 
 

Indikator Kinerja  
 

Target 
Realisasi (%) 

2014 2015 2016 2017 TW II 
2018 

Bed Occupancy Rate 
(BOR). (%). 

74% 73,59 78,51 
 

76,03 78,13 75,86 

Sumber Data :  Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKjIP) RSJ Menur  TA 2014 s.d  TA 2017 dan LKj 
Triwulanan TW II TA 2018. 
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Trend capaian BOR adalah fluktuatif dan cenderung meningkat, hal ini karena hal – 

hal sebagai berikut :  

Faktor Internal : 

1. Adanya penambahan jumlah TT (Tempat Tidur) 

2. Tenaga kesehatan yang telah tercukupi 

3. Adanya pengaturan visite dokter yang lebih baik. 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar Akreditasi KARS 2012. 

Faktor Eksternal : 

1. Meningkatnya pasien rawat inap pengguna JKN/ BPJS dan Jamkesda provinsi 

(pasien miskin). 

2. Adanya dukungan program Gubernur Jawa Timur, Jatim Bebas Pasung. 

3. Adanya kerjasama dengan Liponsos (Pemkot Surabaya), UPT Dinas Sosial 

(Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Tuban, Ponorogo, Bojonegoro), yang secara rutin 

mengirim pasien ke rawat inap RSJ Menur. 

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan dan 

RSJ Menur. 

5. Masyarakat sudah mulai terbiasa untuk masuk dan rawat inap ke RSJ dengan 

memakai program JKN dan merasakan kemudahannya 

  Sejak 15 Desember 2017 RS Jiwa Menur telah ditetapkan menjadi RS 

Pendidikan afiliasi dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Universitas 

Muhammadiyah Malang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/I/5960-5960/2017.  Kelulusan peserta didik dalam periode 2014 – 2018 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.35  
Kelulusan peserta didik dalam periode 2014 – 2018 

 
Indikator inerja  

 
Target 

Realisasi (%) 

2014 2015 2016 2017 TW II 
2018 

Persentase 
mahasiswa institusi 
yang lulus praktik 
tepat waktu 

100 98,53 99,24 97,97 99,89 99,71 

Sumber Data :  Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKjIP) RSJ Menur  TA 2014 s.d  TA 2017 dan LKj 
Triwulanan TW II TA 2018. 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-91 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Persen kelulusan belum mencapai 100% karena faktor eksternal mahasiwa 

maupun internal dari pembimbing klinis. Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kelulusan peserta didik adalah dengan menegakkan kelulusan 

akademik bagi siswa yang akan menjalankan praktek profesi di RS Jiwa Menur dan 

uji pre klinik sebelum praktek profesi oleh RS Jiwa Menur untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa,  untuk menjamin mutu dalam pelayanan.  

Ujian dalam bentuk ujian praktek dan ujian tulis, sehingga bila tidak lulus tidak 

boleh praktek profesi di RS Jiwa Menur.     

 

7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial. 

Program Pembinaan Lingkungan Sosial bertujuan untuk memenuhi sarana 

prasarana, peralatan dan operasional rumah sakit melalui : 

– Penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang 

terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya.  

Pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional, diwujudkan dalam 

bentuk pembangunan Ruang Intensif Wijaya Kusuma dengan tahap Perencanaan, 

Konstruksi dan Pengawasan. Secara fisik, sampai dengan TW II tahun 2018 telah 

mencapai progres menuju tahab perencanaan, sedangkan konstruksi dan 

pengawasan di TW III. 

 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

– Masih tingginya ALOS (lama dirawat)karena adanya pasien yang telah 

waktunya pulang tidak segera dijemput keluarga, adanya pasien pasung 

dengan penyulit dan komorbiditas yang memerlukan hari perawatan lebih 

lama, dan adanya penolakan keluarga untuk menerima kembali pasien pasca 

pasung yang sudah dinyatakan bisa dilanjutkan dengan rawat jalan di UPT 

Dinsos/ Puskesmas. 

– Secara umum trend IKM meningkat namun capaian belum mencapai target. 

– Belum tercapainya  Persentase mahasiswa institusi kesehatan yang lulus 

praktik tepat waktu 
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Solusi: 

– Solusi untuk tingginya ALOS (lama dirawat) yaitu dilakukannya pendataan ALOS 

bulanan di setiap ruangan, dilakukannya sistem ALARM berjenjang 3 tahap bagi 

pasien yang seharusnya pulang, dan peningkatan edukasi bagi keluarga pasien. 

Sehingga ALOS dapat dikembalikan lagi menjadi 24 hari; 

– Solusi untuk yang dilakukan untuk perbaikan IKM :  

a) Penegakan SOP jadwal layanan di klinik agar kembali sesuai jadwal. 

b) Penataan ulang pemanfaatan ruang poliklinik dan penambahan kursi 

tunggu, agar ruang  tunggu pasien lebih nyaman,  dan pemasangan TV 

dengan materi edukasi; 

c) Perbaikan kecepatan layanan (di Poli Jiwa dan Farmasi) dengan penegakan 

SOP jadwal pemeriksaan oleh dokter. 

d) Perbaikan di Instalasi Radiologi terkait petugas yaitu membudayakan 

senyum, sapa, salam dalam pelayanan prima. 

e) Pelatihan pelayanan prima dari Jonh Robert Power bagi karyawan 

terutama di Pelayanan. 

– Solusi meningkatkan capaian Persentase mahasiswa institusi kesehatan yang 

lulus praktik tepat waktu yaitu : 

a) Menegakkan kelulusan akademik bagi siswa yang akan menjalankan 

praktek profesi. 

b) Uji pre klinik sebelum parktek profesi oleh RS Jiwa Menur untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa untuk menjamin mutu dalam 

pelayanan. Ujian dalam bentuk ujian praktek dan ujian tulis, sehingga bila 

tidak lulus tidak boleh praktek profesi di RS Jiwa Menur. 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-93 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

1.2.7 RSU KARSA HUSADA BATU 

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSU Karsa Husada Batu dengan pagu dan 

realisasi program pembangunan RSU Karsa Husada Batu tahun 2014-2018 secara 

terinci sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 4.36 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

RSU Karsa Husada Batu 
Tahun 2014-2018 

Sumber: BPKAD Prov. Jatim 
Ket: *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

No Program Anggaran 2014  2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
1 Program 

Pengadaan, 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit 
Paru-Paru/Rumah 
Sakit Mata 

Pagu 18.930.000.000     

Realisasi 17.503.519.300     

% 92,46     

2 Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 

Pagu 18.363.547.300     

Realisasi 21.906.246.535     

% 119,29     
3 Program Upaya 

Kesehatan 
Perorangan 

Pagu 762.018.000 620.000.000    

Realisasi 733.262.634 430.873.950    

% 96,23 69,5    

4 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Pagu  176.793.160 1.650.000.000 807.753.000  

Realisasi  107.848.500 1.089.010.465 489.078.175  

%  61,00 66,00 60,55  

5 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan BLUD 

Pagu  32.500.000.000 141.495.401.400 169.899.966.218 57.683.878.150 

Realisasi  30.399.007.406 132.649.357.860 154.426.084.445 943.476.762 

%  93,54 93,75 90,89 1,64 

6 Program 
Peningkatan 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu  33.965.520.824 35.453.066.480 44.693.855.908,54 49.525.641.000 

Realisasi  31.274.174.725 39.785.777.748 44.328.697.640 17.813.193.967 

%  92,08 112,22 99,18 35,97 

        



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-94 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata  

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dimaksudkan untuk meningkatkan 

sumber daya RS melalui pengadaan sarana prasarana yang dapat membantu 

meningkatkan kinerja RS. Adapun hasil pelaksanaan pembangunan dari program 

ini antara lain: 

a) Terpenuhinya belanja modal  alat-alat kedokteran Rumah Sakit Paru Batu 

untuk pengembangan pelayanan bedah dan pelayanan kesehatan anak. 

b) Terealisasinya jumlah paket pengadaan bahan habis pakai. 

1. Terpenuhinya alat kesehatan habis pakai. 

2. Terpenuhinya pengadaan obat-obatan dan bahan kimia. 

c) Terealisasinya kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan. 

1. Terlaksananya pemeliharaan Ruang Rawat Inap Anggrek, Seruni, Teratai 

dan Mawar. 

2. Terlaksananya pemasangan Vinil Ruang OK Central. 

3. Terlaksananya pemeliharan Gedung Instalasi Farmasi 

4. Terlaksananya pemeliharaan Ruang Rawat Inap Dahlia. 

5. Terlaksananya pemeliharaan Gedung Rawat Jalan. 

6. Terlaksananya pemasangan ACP di Instalasi Gawat Darurat. 

7. Terlaksananya pembuatan Ruang Mengeluarkan Dahak di Laboratorium. 

8. Terlaksananya pembuatan Landscape dan Taman 

9. Terlaksananya penambahan Instalasi Gas Medis di Ruang ICU. 

 

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

Program peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan program yang 

bersumber dari anggaran fungsional BLUD. Program ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan RS melalui peningkatan mutu dan aksesibilitas 

pelayanan kesehatan sesuai standar. Untuk mengukur keberhasilan dan 
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pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan RS sebagai berikut: 

Tabel 4.37  
Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan di Rumah Sakit Paru Batu 

No Unsur Pelayanan Bobot Rata-
rata unsur 

Nilai Rata-rata 
unsur Keterangan 

1 Prosedur pelayanan 374 2,97 Baik 
2 Persyaratan pelayanan 384 3,05 Baik 
3 Kejelasan petugas pelayanan 384 3,05 Baik 
4 Kedisplinan petugas pelayanan 378 3,00 Baik 
5 Tanggung jawab petugas pelayana 395 3,13 Baik 
6 Kemampuan petugas layanan 384 3,05 Baik 
7 Kecepatan Pelayanan 345 2,74 Baik 
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 375 2,98 Baik 
9 Kesopanan dan keramahan 

petugas 
390 3,10 Baik 

10 Kewajaran biaya pelayanan 380 3,02 Baik 
11 Kepastian biaya pelayanan 375 2,98 Baik 
12 Kepastian jadwal pelayanan 351 2,79 Baik 
13 Kenyamanan lingkungan 347 2,75 Baik 
14 Keamanan lingkungan 385 3,06 Baik 

Nilai Rata-rata unsur 2,96 
IKM 73,92 

Sumber Data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 

3) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

Upaya Kesehatan Perorangan merupakan program yang dilakukan oleh RS untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan 

penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup upaya-upaya 

promosi kesehatan perorangan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, 

pegobatan rawat inap, pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan.  

Rumah sakit mewujudkan Upaya Kesehatan Perorangan dalam berbagai kegiatan 

pelayanan, meliputi; 

1. Pelayanan  IGD 24 Jam 7 hari Seminggu 
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan 

a. Poli Penyakit Dalam 
b. Poli Bedah 
c. Poli Kebidanan dan kandungan 
d. Poli Kesh. Anak  
e. Poli Syaraf 
f. Poli Paru 
g. Poli Mata 
h. Poli THT 
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i. Poli Orthopedi 
j. Poli Komplementer 
k. Poli Gigi 
l. Poli Bedah Digestif 
m. Poli Diabetes Melitus 
n. Poli Penyakit Kulit dan Kelamin 
o. Poli VCT 

3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap 
4. Pelayanan Kamar Operasi 
5. Pelayanan Radiologi  
6. Pelayanan Farmasi  
7. Pelayanan Laboratorium  
8. Pelayanan Konsultasi Gizi  
9. Pelayanan Ambulans  

4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat  

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat pada 5 aspek mendasar dari kesehatan yang saling 

berkaitan satu dengan yang lain, yaitu kesehatan ibu, anak dan KB; gizi; 

pencegahan dan pengendalian penyakit; kesehatan lingkungan; dan promosi 

kesehatan. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dilakukan dengan 

kegiatan pemantauan dan pendampingan pasien TB. Untuk mengukur 

keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan 

capaian program TB sebagai berikut: 

Tabel 4.38 
Capaian Program TB RSU Karsa Husada Batu Tahun 2014 – 2018 (Tw II) 

Indikator Standar  2014 2015 2016 2017 2018*) 

Proporsi penderita TB paru BTA 
(+) diantara suspect 

5-15% 13% 13% 20% 20% 18,58% 

Proporsi penderita TB Paru BTA 
(+) diantara semua penderita TB 
Paru tercatat 

≥ 65% 30% 78% 70% 29% 60,43% 

Angka konversi ≥ 80% 46% 40% 72% 30%  

Angka kesembuhan ≥ 85% 69% 80% 60% 33%  

Angka kegagalan ≤ 4% 1% 1% 1% 0%  

Angka DO/ Default BTA (+) baru ≤ 10% 1% 1% 1% 0%  

Success Rate  69% 80% 60% 33%  
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Indikator Standar  2014 2015 2016 2017 2018*) 

Success Referral Rate  83% 96% 100% 100%  

Sumber Data : Laporan Program P2TB 

Untuk tahun 2018, indikator  angka konversi, angka kesembuhan, angka 

kegagalan, angka default, success rate dan success referral rate  belum bisa diukur 

capaiannya karena harus menunggu masa pengobatan selama 9-12 bulan. 

 

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung terhadap 

terwujudnya RSU Karsa Husada Batu sebagai RSU Kelas B. Untuk mengukur 

keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan 

jenis layanan sebagai berikut: 

Tabel 4.39 
Perkembangan Jenis Layanan RSU Karsa Husada Batu Tahun 2014-2018 

No Layanan Standar Kelas B 2014 2015 2016 2017 2018* 

1  Pelayanan Medik 
Umum  

Dasar  
Gigi Mulut  
KIA/KB  

√ √ √ √ √ 

2  Pelayanan Gawat 
Darurat  

24 jam & 7 hari 
seminggu  

√ √ √ √ √ 

3  Pelayanan Medik 
Spesialis Dasar  

Penyakit Dalam  
Kesehatan Anak  
Bedah  
ObsGyn  

√ √ √ √ √ 

4  Pelayanan Medik 
Spesialis Penunjang  

Anestesiologi  √ √ √ √ √ 
Radiologi  √ √ √ √ √ 
Patologi Klinik  √ √ √ √ √ 
Patologi Anatomi    √ √ 
Rehabilitasi Medik      

5  Pelayanan Medik 
Spesialis Lain  

Mata √ √ √ √ √ 
Telinga Hidung 
Tenggorokan 

√ √ √ √ √ 

Syaraf √ √ √ √ √ 
Jantung dan 
Pembuluh Darah 

  √ √ √ 

Kulit dan Kelamin  √ √ √ √ 
Kedokteran Jiwa      
Paru √ √ √ √ √ 
Orthopedi √ √ √ √ √ 
Urologi   √ √ √ 
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No Layanan Standar Kelas B 2014 2015 2016 2017 2018* 

Bedah Syaraf      
Bedah Plastik   √ √ √ 
Kedokteran Forensik     √ 

6  Pelayanan Medik 
Subspesialis  

Bedah  √ √ √ √ 
Penyakit Dalam      
Kesehatan Anak      
Obsgyn  √ √ √ √ 

7  Pelayanan Medik 
Spesialis Gigi Mulut  

Bedah Mulut    √ √ 
Konservasi / 
endodonsi 

     

Orthodonti   √ √ √ 
8  Pelayanan 

Kefarmasian  
Pengelolaan sediaan 
farmasi, alat 
kesehatan dan bahan 
medis habis pakai  

√ √ √ √ √ 

Pelayanan farmasi 
klinik 

  √ √ √ 

9  Pelayanan 
Keperawatan dan 
Kebidanan  

Asuhan keperawatan 
dan asuhan 
kebidanan  

√ √ √ √ √ 

10  Pelayanan 
Penunjang Klinik  

Pelayanan Bank 
Darah  

    √ 

Perawatan Intensif   √ √ √ √ 
Gizi √ √ √ √ √ 
Sterilisasi Instrumen    √ √ 
Rekam Medik √ √ √ √ √ 

11  Pelayanan 
Penunjang Non 
Klinik  

Laundry/Linen  √ √ √ √ √ 
Jasa Boga/Dapur    √ √ 

Teknik dan 
Pemeliharaan 
Fasilitas 

√ √ √ √ √ 

Pengelolaan Limbah   √ √ √ 
Gudang √ √ √ √ √ 
Ambulance √ √ √ √ √ 
Sistem Informasi dan 
Komunikasi 

  √ √ √ 

Pemulasaraan 
Jenazah 

    √ 

Penanggulangan 
Kebakaran 

  √ √ √ 

Pengelolaan Gas 
Medik 

 √ √ √ √ 

Pengelolaan Air 
Bersih 

 √ √ √ √ 

12  Pelayanan rawat 
inap  

jumlah tempat tidur 
perawatan kelas III 
paling sedikit 30%  

√ √ √ √ √ 

jumlah tempat tidur 
perawatan intensif 
sebanyak 5%  

    √ 

Sumber Data : Dokumen Self Assesment 
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6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan 

program yang bersumber dari anggaran fungsional BLUD. Program ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS melalui peningkatan 

mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Untuk mengukur 

keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan 

capaian kinerja rumah sakit sebagai berikut: 

i. Aspek Pelayanan 

Tabel 4.40 
Perkembangan Kinerja Pelayanan RSU Karsa Husada Batu Tahun 2014 - 2018 

No Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Jumlah Kunjungan 
IGD 

8.393 8.828 11.179 10.882 5.718 

2 Jumlah Kunjungan 
IRJA 

32.280 33.496 40.813 48.743 32.833 

3 Jumlah pasien IRNA 5.484 5.807 8.096 8.115 3.576 

4 Jumlah Tindakan OK 594 784 1.281 1.374 626 

5 Jumlah 
pemeriksaan 
laboratorium 

106.647 128.074 175.073 155.468 73.295 

6 Jumlah 
pemeriksaan 
radiologi 

5690 6.434 8.498 9.812 5.419 

7 Jumlah resep 225.300 240.593 257.903 280.413 143.285 

Sumber Data: Rekam Medis RSU Karsa Husada Batu 

 

ii. Aspek Keuangan 

Tabel 4.41 
Perkembangan Kinerja Keuangan RSU Karsa Husada Batu Tahun 2014 - 2018 

No Indikator 

Kinerja 

2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Pendapatan 
BLUD 

26.987.612.0

46,04 

28.650.328.3
81,36 

40.004.121.3
69,99 

43.643.527.0
61,52 

25.731.034.1
91,09 

2 SGR (%) 96,45 6,16 39,62 9,09  

3 CRR (%) 73,32 64,27 66,57 63,33  

Sumber Data: Rekam Medis RSU Karsa Husada Batu 
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iii. Aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 

Tabel 4.42 
Perkembangan Kinerja Mutu RSU Karsa Husada Batu Tahun 2014 - 2018 

No Indikator Kinerja Standar 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 BOR (%) 60-85 43,3 42,64 56,30 56,94  51,1 

2 TOI (hari) 1-3  4,44 4,80 2,56 2,61  3,47 

3 NDR (‰) ≤ 25  21,1 22,92 22,44 20,30  23,8 

4 IKM  73,92 82,50 94,59 93,92 84,22 

5 Persentase 

indikator SPM 

yang Mencapai 

target (%) 

  84,72 78,89 82,41 86,81 

Sumber Data: Rekam Medis RSU Karsa Husada Batu 

 

b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

– Peningkatan kelas RSU Karsa Husada Batu menjadi Rumah Sakit Umum kelas B 

belum terwujud. 

– Tuntutan pengembangan pelayanan seiring dengan pergeseran pola penyakit 

terbanyak yang semula penyakit menular menjadi penyakit tidak menular 

– Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Manajemen (SIM) RS untuk  menunjang 

pelayanan rumah sakit belum berjalan optimal. 

– Rumah Sakit masih memerlukan upaya peningkatan dari sisi fisik bangunan dan 

prasarana (alat kesehatan/kedokteran, sistem penanggulangan kebakaran , gas 

sentral, jaringan limbah cair) serta jumlah sumber daya manusia (dokter 

spesialis, perawat dan tenaga kesehatan non medis yang kompeten). 

Solusi : 

– Koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif. 

– Pengembangan layanan baru, antara lain; 

a) Hemodialisa 

b) CT Scan 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-101 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

c) Peningkatan layanan jantung dalam pemakaian alat echocardiografi,  

treadmill, cath lab. 

d) Pengembangan layanan patologi anatomi 

– Pemenuhan kebutuhan software dan hardware, penambahan jaringan serta 

pendampingan langsung pada operator SIM RS di masing-masing unit kerja. 

– Pengajuan anggaran APBD, Pajak rokok dan cukai untuk pembangunan dan 

pembelian alat kedokteran sesuai dengan kebutuhan RSU kelas B 

– Pengajuan formasi CPNS, Rekrutmen tenaga BLUD dan Peningkatan kompetensi 

SDM rumah sakit untuk tenaga medis, paramedis dan non kesehatan  melalui 

pendidikan  dan  pelatihan baik internal maupun external secara rutin. 
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1.2.8 UPT.  RS PARU JEMBER 

Urusan kesehatan yang  dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Jember dan merupakan 

UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan pagu dan realisasi program 

pembangunan berdasarkan Renstra tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.43 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Rumah Sakit Paru Jember 
Tahun 2014-2018 

NO PROGRAM Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018  
(TW II) 

1 Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Pagu 15.277.479.400 128.700.000 49.850.000 - - 
Realisasi 14.477.689.535 86.443.600 42.777.755 - - 

% 94,76% 67,17% 85,81% 0,00% 0,00% 
2 Program Promosi 

Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Pagu 312.450.000 - - - - 
Realisasi 253.306.000 - - - - 

% 81,07% - - - - 
3 Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit 
Paru-Paru/Rumah 
Sakit Mata 

Pagu 36.500.000.000 - - - - 

Realisasi 
35.812.732.900 - - - - 

% 98,12% - - - - 

4 Program Upaya 
Kesehatan Perorangan 

Pagu 10.717.834.000 - - - - 
Realisasi 10.088.192.550 - - - - 

% 94,13% - - - - 
5 Program Sumber Daya 

Kesehatan 
Pagu 591.301.500 - - - - 

Realisasi 346.717.700 - - - - 

% 58,64% - - - - 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 60.003.246.600 42.480.430.400 47.802.581.540 7.630.047.119 

Realisasi - 57.241.406.237 40.686.806.860 32.926.468.780 1.674.159.170 

% - 95,40% 95,78% 68,88% 21,94% 

7 Program Peningkatan 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 22.336.480.643 21.386.439.361 25.134.023.500 27.500.000.000 

Realisasi - 18.951.016.655 18.561.691.654 23.644.835.677 10.184.693.411 
% - 84,84% 86,79% 94,08% 37,04% 

8 Program Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

Pagu - - - - 10.000.000.000 
Realisasi - - - - 1.304.030.067 

% - 0,00% 0,00% 0,00% 13,04% 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II  
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a) Capaian Kinerja Program Pembangunan 
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program upaya kesehatan masyarakat merupakan program yang 

dilakukan pemerintah atau masyarakat serta swasta untuk memelihara, dan 

meningkatkan kesehatan serta menanggulangi timbulnya masalah kesehatan 

di masyarakat. Dalam hal ini, meliputi terlaksananya kegiatan operasional 

rumah sakit dalam kurun waktu 1 tahun (pengadaan bahan obat-obatan, alat 

kesehatan pakai habis, bahan kimia/ reagen, bahan makan minum pasien, 

pemeliharaan alat-alat kesehatan, kesejahteraan karyawan kontrak, dan 

semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional rumah sakit). 

 
2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Program promosi kesehatan bertujuan untuk memberikan informasi 

kesehatan kepada masyarakat khususnya terkait dengan penyakit TB melalui 

beberapa kegiatan sebagai berikut : 

- terlaksananya kegiatan penyuluhan keluarga pasien 1 bulan sekali 

- terlaksananya kegiatan seminar kesehatan dan pameran kesehatan yang 

diadakan rumah sakit 

- terlaksananya penerbitan majalah kesehatan rumah sakit 4 kali dalam 

setahun 

 

3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ 

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 

Porgram Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ 

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata meliputi 

beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh rumah sakit antara lain : 

- pembangunan gedung OK CSSD (4 lantai) 

- pengadaan alat-alat kedokteran  

- pengadaan alat-alat laboratorium 

- pengadaan alat-alat penunjang kegiatan operasional rumah sakit 
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4) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

Program Upaya Kesehatan Perorangan yang dilaksanakan di rumah 

sakit meliputi beberapa kegiatan antara lain : 

- pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di rumah 

sakit 

- pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan 

- pelaksanaan pengadaan alat-alat penunjang operasional 

- pelaksanaan pengadaan ambulance beserta kelengkapannya 

 

5) Program Sumber Daya Kesehatan 

Program Sumber Daya Kesehatan yang dilaksanakan di rumah sakit 

meliputi kegiatan sebagai berikut : 

- terlaksananya pemberian beasiswa kepada dokter rumah sakit untuk 

melanjutkan ke jenjang spesialis dengan ketentuan yang diberlakukan oleh 

rumah sakit 

- terlaksananya kegiatan penelitian rumah sakit terkait dengan suplemen 

yang memiliki potensi penyembuhan cepat terhadap penyakit TB 

- terlaksananya kegiatan pelatihan/ kursus tenaga medis dan non medis 

pada karyawan yang dilaksanakan diluar maupun didalam lingkup rumah 

sakit 

 

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) meliputi beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

rumah sakit antara lain : 

- terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan rujukan untuk rumah sakit 

(DAK) 

- terlaksananya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit untuk 

mendukung kegiatan pelayanan yang optimal 
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7) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

meliputi terlaksananya kegiatan operasional rumah sakit dalam kurun waktu 1 

tahun (pengadaan bahan obat-obatan, alat kesehatan pakai habis, bahan 

kimia/ reagen, bahan makan minum pasien, pemeliharaan alat-alat 

kesehatan, kesejahteraan karyawan kontrak, dan semua kegiatan yang 

berhubungan dengan operasional rumah sakit). 

 

8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial  

Program Pembinaan Lingkungan Sosial hanya terdiri dari 1 kegiatan 

yang didalamnya mencakup pengadaan fasilitas sarana prasarana demi 

miningkatkan kualitas pelayan kesehatan di  rumah sakit (pengadaan bahan 

obat-obatan, pengadaan alat-alat kesehatan pakai habis, pengadaan bahan 

kimia/ reagen, pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi alat-alat kesehatan, 

pemeliharaan gedung dan bangunan, pengadaan alat-alat kesehatan beserta 

alat-alat pendukung kegiatan operasional rumah sakit). 

 

b) Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 
- tidak tercapainya target pendapatan (PAD) disebabkan adanya keterlambatan 

dari klaim BPJS (belum terbayar sepenuhnya) sehingga secara tidak langsung 
mempengaruhi target capaian pendapatan. Selain itu, juga mempengaruhi 
proses kegiatan pengadaan yang bersumber dana fungsional. 

- masih adanya responden yang belum puas terhadap fasilitas/ sarana 
prasarana yang telah tersedi di rumah sakit. 

Solusi : 
- perlu adanya tindak lanjut/ evaluasi terkait klaim BPJS dengan pihak BPJS dan 

instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi 
Jawa Timur. 

- lebih memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana RS baik dalam hal 
pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana yang lebih berhubungan langsung 
dengan pengguna fasilitas sarana prasarana (customer), dan evaluasi jenis 
pelayanan kesehatan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. 

- rapat tindak lanjut dengan pihak manajemen. 
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      1.2.9   RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN 

Urusan kesehatan yang dilaksanakanoleh Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 
dengan pagu dan realisasi Program Pembangunan tahun 2014-2018 secara terinci 
sebagaimana table dibawah ini : 

Tabel 4.44 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun  
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Pengadaan, 
Penigkatan Sarana 
Dan Prasarana 
Rumah Sakit/Rumah 
Sakit Jiwa/Rumah 
Sakit Paru-Paru/ 
Rumah Sakit Mata 

Pagu 10.000.000.000 -- -- -- -- 

Realisasi 9.407.227.008 -- -- -- -- 

% 94,07 -- -- -- -- 

2 
Program Upaya 
Kesehatan 
Perorangan 

Pagu 1.283.167.000 -- -- -- -- 
Realisasi 1.200.258.800 -- -- -- -- 

% 96,55 -- -- -- -- 

3 

Program 
Manajemen Dan 
Kebijakan 
Pembangunan 
Kesehatan  

Pagu 120.455.000 -- -- -- -- 

Realisasi 81.945.595 -- -- -- -- 

% 68,03 -- -- -- -- 

4 
Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Pagu -- 189.797.500 437.047.500 274.719.991 -- 
Realisasi -- 165.995.680 387.281.599 207.162.674 -- 

% -- 78,46 88,61 75,41 -- 

5 

Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu -- 10.893.339.900 10.085.214.763 3.500.000.000 8.010.873.883 

Realisasi -- 10.744.266.695 9.684.385.189 3.237.281.767 1.679.903.570 

% -- 98,63 96,03 86.06 20,97 

6 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu -- 8.819.073.808 10.648.015.602 10.054.416.200 10.000.000.000 

Realisasi -- 6.684.585.111 7.949.123.782 9.138.321.390 4.404.377.501 

% -- 75,80 74,65 90,89 44,04 

7 Program Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

Pagu -- -- -- -- 2.000.000.000 
Realisasi -- -- -- -- 34.130.400 

% -- -- -- -- 1,71 
Sumber: BPKAD Prov. Jatim 
Ket: *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata bertujuan meningkatkan derajad 

kesehatan masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan jangkauan dan kualitas 

pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat yang 

bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit khusus, 

dan balai kesehatan bentuk kegiatan berupa :  

1. Terlaksanannya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana gedung 

sebanyak 7 paket yaitu : 

- Pembangunan Selasar Penghubung Ruang Tindakan dengan Ruang VIP 

- Pembangunan Gedung Pengolahan Limbah Medis Padat. 

- Pembangunan Pagar Keliling RS (lanjutan) 

- Pembangunan Atap Pelindung Instalasi Pengolahan Air Bersih. 

- Perbaikan Gedung Loundry, IPSRS dan Unit Gizi 

- Perbaikan Gedung FOB dan  

- Perencanaan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat 

 

2. Terlaksananya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana non gedung 

sebanyak 8 paket. 

- Pengadaan Alat X-Ray 

- Pengadaan Alat kedokteran 

- Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor 

- Pembangunan Jaringan Interkoneksi Oksigen Sentral 

- Pengadaan Sound Sistem (lanjutan) 

- Perbaikan dan Penambahan Jaringan Listrik RS. 

- Upgrade SIM-RS 

- Pengadaan Tanah RS 
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2) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

Program Upaya Kesehatan Perorangan bertujuan meningkatkan derajad 

kesehatan masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan jangkauan dan kualitas 

pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat 

yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit 

khusus, dan balai kesehatan bentuk kegiatan berupa :  

1. Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 7 paket. 

- Pengadaan Linen Kamar OK 

- Pengadaan Baju Kerja Kamar OK. 

- Pengadaan Tool Kit IPS RS 

- Pengadaan Laptop. 

- Pengadaan Alat Kalibrasi 

- Pengadaan Alat Kedokteran   

2. Terlaksananya kegiatan Pelayanan Kesehatan di RS Khusus Paru khususnya 

pada pasien TBC sebanyak 5 kegiatan. 

- Penyuluhan Rutin di RS 

- Pelacakan pasien mangkir dan cross cek hasil BTA 

- Pertemuan / Paguyuban Pasien dan Mantan Pasien TB di RS Paru Dungus 

- Deteksi Dini Penyakit Paru Masyarakat di Daerah Resiko 

- Monitoring dan Evaluasi kegiatan 

 

3) Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 

Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertujuan 

meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, dengan sasaran  Mengembangkan 

kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum 

kesehatan serta pembiayaan kesehatan. bentuk kegiatan berupa 

1. Tersusunnya dokumen Renstra atau RSB (Rencana Startegi Bisnis) Rumah Sakit 

Paru Dungus Madiun tahun 2014 - 2019. 

2. Tersusunnya dokumen Masterplan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 
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4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan meningkatkan Capaian Upaya 

Pengendalian Penyakit TB, dengan sasaran Meningkatnya Upaya Pengendalian 

Penyakit TB di masyarakat dengan indicator program Persentase Capaian 

Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus TB. Bentuk kegiatan promotif dan 

preventif kesehatan yang dilakukan RS Paru Dungus Madiun di masyarakat, 

diantaranya penyuluhan rutin di RS dan di masyarakat, sosialisasi program RS di 

masyarakat, deteksi dini penyakit TB dan penyakit tidakmenular, home visit pasien 

positif TB, pelacakan pasien mangkir (pasien yang berhenti berobat), pelatihan 

petugas promosi kesehatan, serta monitoring dan evaluasi program secara 

berkala. 

Tabel 4.45 
Hasil Kegiatan  

Program Upaya Kesehatan Masyarakat  
Rumah Sakit Paru Dungus Madiun  

Tahun 2014-2018 

No Indikator Program  
Target 

Renstra 
2019 

2014  2015 2016 2017 2018  

(TW II) 

1 

(%) Capaian 
Keberhasilan 
Pengobatan Semua 
Kasus TB 

95% - 85,60% 85,75% 89,83% - 

Sumber Data : RS Paru Dungus 

 

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) bertujuan Meningkatkan kepuasan konsumen dengan sasaran 
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator 
sasaran Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. Bentuk 
kegiatan program ini adalah  pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
rumah sakit untuk menunjang pelayanan kesehatan. 
 
 
 
 
 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-110 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Tabel 4.46 
Hasil Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD)  
Rumah Sakit Paru Dungus Madiun  

Tahun 2014-2018 

No Indikator Program  
Target 

Renstra 
2019 

2014 2015 2016 2017 2018  
(TW II) 

1 

Persentase Capaian 
SPM Rumah Sakit 
Paru Dungus 
Madiun (RS Khusus 
Paru Type B) 

100% -  80,25% 82,50% 86,08% 87,25%- 

Sumber Data : RS Paru Dungus 
 

6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan 
Meningkatkan kepuasan konsumen dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Dan 
Kuantitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap Pelayanan RS. Bentuk kegiatan di dalam program ini adalah 
pembiayaan tenaga BLUD, Pembiayaan Operasional Pelayanan di IGD, Rawat jalan, 
Rawat Inap, Laboratorium, Radiologi, Kamar Operasi, Apotik, Ambulance, 
pembiayaan kerjasama dengan dokter spesialis dari rumah sakit lain dan 
pembiayaan dalam rangka pemenuhan pelayanan langsung pada pasien/ 
masyarakat. 

Tabel 4.47 
Hasil Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  

Rumah Sakit Paru Dungus Madiun  
Tahun 2014-2018 

No Indikator Program  
Target 

Renstra 
2019 

2014  2015 2016 2017 2018  
(TW II) 

1 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap Pelayanan 
RS 

85-100% - 85,75% 87,50% 93,37% 93,43%- 

Sumber Data : RS Paru Dungus 
 

7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Program Pembinaan Lingkungan Sosial bertujuan Meningkatkan kepuasan 

konsumen dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan 

Rumah Sakit, dengan indikator sasaran Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru 
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Dungus Madiun. Bentuk kegiatan program ini adalah pengadaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit untuk menunjang pelayanan 

kesehatan. 

 
b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

– Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Tuberkulusa 

Paru di masyarakat, sebagai akibat dari tingginya mobilitas penduduk dan 

kurangnya pemahaman tentang Tuberkulusa Paru di masyarakat  

– Masih perlunya peningkatan dalam rangka memberikan kemudahan 

masyarakat / akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di pelayanan 

kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Paru Dungus, sebagai akibat dari 

ketiadaan sarana tranportasi umum dari dan ke Rumah Sakit Paru Dungus 

– Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga dokter spesialis organic di Rumah Sakit 

Paru Dungus, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat 

belum bisa maksimal. 

– Belum tuntasnya pengurusan status tanah / sertifikasi tanah yang ditempatii 

Rumah Sakit Paru Dungus sampai saat ini, yang banyak menyita waktu, biaya, 

tenaga, dan pikiran, dimana kompetensi tenaga yang mengurusi sanagat 

terbatas. 

 

Solusi : 

– Perlu ditingkatkannya penyuluhan, penanganan, pemberantasan serta 

pengendalian penyakit Tuberkulusa Paru di masyarakat secara masif 

terintegrasi dan berkesinambungan. Di Rumah Sakit Paru Dungus mulai tahun 

2015 telah secara rutin melakukan deteksi penyakit paru dengan 

mengoperasionalkan MOBIL RONTGEN ke daerah daerah kantong dan daerah 

daerah resiko penyakit paru khususnya Tuberkulosis, dengan melakukan 

pemeriksaan foto Rontgen. Kegiatan ini baru dilaksanakan di wilayah sekitar 

Kabupaten Madiun, dengan bekerjasama dengan pemeritah Kabupaten Madiun 

dalam bentuk kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST). 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-112 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

– Rumah Sakit Paru Dungus telah mencoba memberikan fasilitas untuk 

memudahkan akses masyarakat ke dan dari Rumah Sakit Paru Dungus berupa 

layanan antar jemput pasien rawat inap dan khusus untuk pasien rawat jalan, 

telah dioperasionalkan mobil yang secara rutin menjemput masyarakat/ pasien 

pada pos pos yang menjadi rute rutin setiap hari. Kendaraan antar jemput 

pasien ini dinamakan MOBIL OPTIMAL. 

– Mengusulkan tambahan jumlah dan jenis tenaga dokter spesialis dengan status 

PNS untuk ditempatkan di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 

– Karena proses pengurusan status tanah yang ditempati Rumah sakit paru 

Dungus sangat panjang, maka kedepannya untuk proses proses berikutnya 

perlukoordinasi yang lebih baik dengan jajaran Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan serta Dinas dan atau Badan terkait di Pemerintahan Provinsii 

Jawa Timur. 
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1.2.10   RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI 

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Kusta Kediri dengan pagu 
dan realisasi Program Pembangunan tahun 2014-2018 secara terinci 
sebagaimana table dibawah ini : 

Tabel 4.48  
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas/Badan RS KUSTA KEDIRI 
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014  2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 
Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Pagu 3.000.000.000 262.575.022 396.560.000 564.265.200 - 
Realisasi 2.772.000.000 212.244.775 340.596.323 516.771.850 - 

% 92,40 80,83 85,89 91,58 - 

2 

Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Pagu 223.750.000 - - - - 
Realisasi 201.809.865 - - - - 

% 90,19 - - - - 

3 

Program 
Pengadaan, 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit 
Paru-Paru/Rumah 
Sakit Mata 

Pagu 2.959.153.000 - - - - 
Realisasi 2.701.901.000 - - - - 

% 91,31 - - - - 

4 
Program Upaya 
Kesehatan 
Perorangan 

Pagu 5.038.013.500 - - - - 
Realisasi 4.152.355.217 - - - - 

% 82,42 - - - - 

5 

Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 3.241.153.000 2.500.000.000 2.330.146.000 4.802.400.000 
Realisasi - 3.063.829.800 2.103.090.800 2.258.110.779 845.322.150 

% - 94,53 84,12 96,91 17,6 

6 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 7.871.840.863 8.844.569.082 7.989.737.248 8.933.408.131 
Realisasi - 6.133.453.948 6.227.487.912 6.417.036.137 1.500.684.531 

% - 77,92 70,41 80,32 16,8 

7 
Program 
Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

Pagu - - - - 2.000.000.000 
Realisasi - - - - - 

% - - - - - 
Sumber: BPKAD Prov. Jatim 
Ket: *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan 

sasaran aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat dengan pelaksanaan Kegiatan 

Promotif dan Preventif sbb : 

- Terlaksanakannya pelayanan kusta di 10 kab/kota dari 18 kab/kota di Jawa 

Timur. 

- Meningkatnya pelayanan promosi Kesehatan Masyarakat melalui media 

elektronik dan cetak. 

 

2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam rangka menurunkan Prevalensi dan angka kecacatan akibat kusta, RS Kusta 

kediri melakukan berbagai upaya. Sejak tahun 2006, telah dilaksanakan kegiatan 

Promkes, baik in door maupun Out Door dengan bekerja sama dengan lintas 

program maupun lintas sektoral dari berbagai kalangan dalam wilayah kabupaten 

maupun kodya eks karisidenan ediri. Seiring dengan perkembangan program yang 

terjalin dengan berbagai pihak, maka sejak tahun 2011 kegiatan diperluas dengan 

kegiatan kusta keliling dengan jejaring pelayanan kusta di 18 kabupatan/kota.  

Dalam meningkatkan cakupan pelayanan rumah sakit dan menurunkan kecacatan 

pasien akibat kusta, yang pada akhirnya dapat mempercepat eliminasi penyakit 

kusta di Jawa Timur dan mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut bagi 

penderita kusta sebagai sasaran program ini adalah seluruh penderita kusta di 

wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya diwilayah bagian barat yang tersebar di 18 

kabupaten/kota (Kab/Kota. Kediri, Kab/Kota Blitar, Kab. Jombang, Kab. 

Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Malang, Kab/Kota 

Madiun, Kab. Tulungagung, Kab. Magetan, Kab. Pacitan, Kab. Tuban).  

Hasil pelaksanaan program/kegiatan antara lain: 

- Aksessibilitas masyarakat di 18 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur 

bagian barat kepada rumah sakit menjadi dekat dan mudah. 

- Cakupan pelayanan rumah sakit meningkat. 

- Penanganan segera kecacatan 
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- Terpenuhinya honorarium pelaksana kegiatan,  

- Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Kusta Keliling di 18 Kota dan 

Kabupaten 

- Tersedianya alkes pakai habis 

- Tersedianya obat-obatan 

- Tersedianya perlengkapan laboratorium pakai habis 

- Tersedianya bahan – bahan kimia laboratorium 

- Tersedianya barang – barang cetakan  

 

3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata bertujuan meningkatkan derajad 

kesehatan masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan jangkauan dan kualitas 

pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan kesehatan gawat darurat 

yang bisa diakses masyarakat dan prasarana kesehatan di rumah sakit, rumah sakit 

khusus, dan balai kesehatan bentuk kegiatan berupa : 

1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit 

Kusta Kediri, sebagai sarana dan prasarana yang melengkapi sarana dan 

prasarana yang telah ada sebelumnya. 

2. Terlaksanakanya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan 

3. Terlaksanakanya pemeliharaan berat gedung dan bangunan 

4. Tersedianya gedung tempat kerja dan pelayanan kesehatan. 

5. Terpenuhinya Peralatan dan Mesin penunjang pelayanan. 

6. Terpenuhinya alat-alat kedokteran 

 

4) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

Program ini dilaksanakan pada tahun 2014 bertujuan meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, dengan peningkatan 

pelayanan kesehatan khusus (Indra, Jiwa, Olah raga, Batra dan Kesehatan Kerja) 

dengan terpenuhinya alat kedokteran spesialis mata . 
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5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) bertujuan Meningkatkan kepuasan konsumen dengan sasaran 

Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri yang berkualitas, dengan 

indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Bentuk kegiatan program ini adalah  

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit didukung dengan 

terpenuhinya 3 kegiatan, antara lain : 

1. Tersedianya alat kesehatan  

2. Terlaksanakannya pemeliharaan ringan gedung Rumah Sakit 

3. Pembangunan gedung rawat inap/poli umum 

 

6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan 

Meningkatkan kepuasan konsumen dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Dan 

Kuantitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator Bed Occupancy Rate (BOR) 

terhadap Pelayanan RS. Dengan bentuk kegiatan di dalam program ini adalah 

pembiayaan tenaga BLUD, Pembiayaan Operasional Pelayanan RS, Rawat jalan, 

Rawat Inap, Laboratorium, Radiologi, Kamar Operasi, Apotik, pembiayaan 

kerjasama dengan dokter spesialis dari rumah sakit lain dan pembiayaan dalam 

rangka pemenuhan pelayanan langsung pada pasien/ masyarakat. 

 

7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Dengan adanya perubahan nomenkltur sesuai PMK 222/07/2017 Program 

Pembinaan Lingkungan Sosial dengan sasaran meningkatnya pelayanan Rumah 

Sakit Kusta Kediri yang berkualitas dengan indikator Persentase pemenuhan 

sarana prasarana, peralatan dan operasional, dengan capaian kegiatan :  

- Terpenuhinya alat kedokteran untuk OK, Poli THT, Poli Kulit dan Kelamin, dan 

Poli Mata. 
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b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

1. Stigma masyarakat terhadap identitas Rumah Sakit Kusta  

2. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai 

3. Kurangnya tenaga SDM Kesehatan (dokter spesialis) 

4. Pelayanan kesehatan bagi penderita kusta bisa dilaksanakan di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama (puskesmas) sehingga mempengaruhi prevalensi 

(penurunan) pasien yang RFT di Rumah Sakit   

 

Solusi : 

– Perubahan Nomenklatur Rumah Sakit Kusta menjadi Rumah Sakit Umum Tipe D 

(proses menunggu Keputusan Gubernur Jawa Timur). 

– Penambahan gedung pelayanan untuk pasien umum, pembangunan gedung OK 

(bedah central) dan gedung CSSD. 

– Kerja sama (MOU) dengan dokter spesialis 

– Peningkatan promosi kesehatan (media cetak maupun elektronik) atas 

fasilitas layanan rumah sakit terbaru. 
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1.2.11   RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO 

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto 

dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 

Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.49 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

 Rumah Sakit Kusta  Sumberglagah, Mojokerto 
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 
(TW II) 

1 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat. 

Pagu - 279.823.500 265.610.000 762.286.372 - 
Realisasi - 218.772.563 141.491.304 652.210.656 - 

% - 78,18 53,27 85,56 - 
2 Program Upaya 

Kesehatan 
Perorangan 

Pagu 10.906.580.000 - - - - 
Realisasi 10.378.163.125 - - - - 

% 95,16 - - - - 
3 Program 

Manajemen dan 
Kebijakan 
Pembangunan 
Kesehatan 

Pagu 93.420.000 - - - - 
Realisasi 88.182.500 - - - - 

% 
94,39 - - - - 

4 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu 
- 

14.720.176.500 2.500.000.000 1.000.000.000 4.791.243.600 

Realisasi 
- 

13.032.427.428 2.035.070.822 907.070.826 140.425.298 

% 
- 

88,53 81,40 90,71 2,93 

5 Program 
Peningkatan  
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 24.281.288.468 28.462.433.722 31.606.443.873 32.350.000.000 

Realisasi - 23.991.911.719 25.894.837.330 29.211.044.014 13.819.593.886 

% - 98,81 90,98 92,42 42,72 
      

6 Program 
Pembinaan 
Lingkungan Sosial 

Pagu - - - - 4.000.000.000 
Realisasi - - - - 0 

% - - - - 0 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 

   Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II    
 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program  Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat   bertujuan  untuk meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan perorangan yang murah dan berkualitas dirumah 

sakit   untuk  menurunkan Prevalensi dan angka kecacatan akibat kusta, Rumah 
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Sakit Kusta Sumberglagah melakukan  berbagai upaya kegiatan dan   telah 

dilaksanakan  antara lain  berupa Kegiatan Pemeriksaan Serologi pada anak Usia 

Sekolah 6 sd 12 tahun   pada daerah endemis di Kepulauan RAAS , Sumenep dan 

Kecamatan Nguling Kabupaten  Pasuruan  

 

2) Program  Upaya Kesehatan Perorangan 

Program Upaya Kesehatan Perorangan bertujuan untuk mengembangkan 
kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Rumah Sakit ,melalui standarisasi 
peralatan  Rumah sakit Type C. 
 

3) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk 
mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna 
mendukung penyelenggaraan pembangunan dirumah sakit melalui  perencanaan 
stragetegis berupa dokumen renstra 2015-2019. 
 

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan  Umum 

Daerah (BLUD) 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD)  bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen 
pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan dirumah sakit melalui standarisasi peralatan  Rumah sakit Type C. 
 

5) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) bertujuan 
menbiayai  operasional Rumah Sakit  untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat  dan dalam melakukan kegiatannya  didasarkan pada prinsip efisiensi 
dan produktifitas. 
 

6) Program Pembinaan Lingkungan sosial 

Program Pembinaan Lingkungan sosial  bertujuan untuk mengembangkan 
kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan di rumah sakit melalui 
standarisasi paralatan Rumah Sakit Type C , dan Untuk meningkatkan Indek 
Kepuasan Masyarakat terutama Pasien Kusta.  
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b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

– Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 

Dari Hasil kegiatan pemeriksaan serology kusta sub klinik yang dilakukan di 

Kabupaten Sumenep , Kepulauan RAAS dan Kabupaten Pasuruhan, Kecamatan 

Nguling ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, karena dari 300 

sampel anak yang terkena sub klinis kusta harus dievaluasi dari tahun 2011 

sebesar 192 anak, tahun 2012 sebesar 190 anak ,tahun 2013 sebesar 172 

anak,tahun 2014 sebesar 138 anak,tahun 2015 sebesar 109 anak, mengalami 

penurunan dikarenakan antara lain : 

a) Anak mengikuti pindah domisili orang tua 

b) Pindah sekolah ke tingkat lebih atas di luar daerah 

c) Pindah karena bekerja di Lain daerah 

d) Menikah mengikuti suami diluar daerah. 

– Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah. 

Pendapatan Fungsional pada Tahun 2017 belum terealisasi sesuai target, salah 

satu disebabkan karena klain BPJS bulan November dan desrmber 2017 tidak 

bisa realisasi dari BPJS akibatnya pendapatan fungsional tidak mencapai target. 

 

Solusi: 

– Program Upaya Kesehatan Masyarakat.  

a) Untuk mendapatkan hasil yang maksimal masih perlu adanya peningkatan 

koordinasi lintas program dan lintas sektor baik yang ada di Dinas 

Kesehatan Provinsi maupun yang ada di Kabupaten/Kota. 

b) Kegiatan Screning dan aktif melakukan monitoring Evaluasi di 

Kabupaten/Kota. 

– Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 

Meningkatkan secara intensif dengan instansi terkait agar bisa terealisasi klaim 

BPJS tersebut. 
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1.2.12   UPT RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR 

Tabel 4.50 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur  
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 
Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Pagu 13.576.570.400 132.278.800 981.480.500 999.298.000 - 
Realisasi 14.095.039.031 93.666.770 846.608.370 752.360.295 - 

% 103,82 70,81 86,26 75,29 - 

2 
Prgram Upaya 
Kesehatan 
Perorangan 

Pagu 8.500.000.000 - - - - 
Realisasi 7.161.928.175 - - - - 

% 84,26 - - - - 

3 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 29.381.379.750 33.000.000.000 12.000.000.000 7.970.761.390 
Realisasi - 29.178.919.610 30.931.149.793 11.027.936.000 1.307.985.622 

% - 99,31 93,73 91,90 16,41 

4 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 24.676.650.933 39.798.425.942 48.724.051.165 44.550.000.000 
Realisasi - 23.675.921.369 35.978.532.775 42.319.527.944 14.979.838.505 

% - 95,94 90,40 86,86 33,62 

5 

Program 
Pembinaan 
Lingkungan 
Sosial 

Pagu - - - - 5.000.000.000 
Realisasi - - - - 0 

% - - - - 0 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
   Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II    

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan agar terjalin koordinasi dan 

sistem rujukan yang baik dengan Kabupaten/Kota dan Puskesmas khususnya di 

daerah Jawa Timur. Diharapakan dengan program ini pelaksanaan kegiatan 

promotif dan pereventif baik secara langsung ataupun dalam bentuk kerja sama 

dengan instansi dapat terkait terlaksana dengan baik.  
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Tabel 4.51  
Jumlah Kegiatan PGPK (Screening Mata) 

NO TUJUAN 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 
(s/d TW II) 

1. Surabaya 62 33 43 16 

2. Sidoarjo - - 24 - 

Jumlah 62 33 67 16 

Sumber:  Laporan UKM RSMM Jawa Timur Tahun 2015-2018 
 
Kerja sama dengan Dinas Kesehatan pun telah dilakukan diantaranya dengan 14 

kabupaten/kota di Jawa Timur diantaranya: Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota 

Blitar, Kota Probolinggo, Kab. Sidoarjo, kab. Ngawi, Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, 

Kab. Mojokerto, Kab. Blitar, Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Madiun, dan Kab. 

Situbondo. 

2) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

Program Upaya Kesehatan Perorangan hanya terdapat pada tahun 2014 dan 

tahun-tahun sebelumnya. Program ini mengakomodir kebutuhan operasional dan 

pemeliharaan gedung dan bangunan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya 

(BKMM) sebelum beralih tupoksi menjadi RSMM Jawa Timur. Pada tahun 2014 

program ini terlaksana dengan output berupa perluasan gedung bedah seluas 

2.500 m2. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) pada tahun 2018 dimaksudkan untuk penambahan aset untuk 

pemenuhan sarana dan prasarana RSMM Jawa timur. Sarana/prasarana yang 

dipenuhi diantaranya alat kedokteran berupa mikroskop operasi satu paket, meja 

operasi dua paket dan pasien monitor satu paket. Serta melaksanakan kegiatan 

preventif dan promotif dengan melaksanakan kegiatan Penanggulangan Gangguan 

Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Pembangunan 

ruang pertemuan dan taman RSMM menjadi prioritas pembangunan pada tahun 
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2015. Sementara itu pada Tahun 2016 adalah pembangunan gedung bedah dan 

pemenuhan perlengkapan rumah tangga serta pengadaan alat-alat kesehatan. 

Pada tahun 2017 sarana/prasarana yang terpenuhi adalah dengan pembelian 

lahan seluas 2.557 m2 di sisi selatan untuk mendukung gedung pelayanan sub-

spesialis RSMM Jawa Timur. 

4) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan 

pemenuhan alat kedokteran dan sarana prasarana penunjang lainnya. Program ini 

juga digunakan untuk pemenuhan biaya operasional pelayanan meliputi 

pemenuhan obat, BHP, AHP, pemeliharaan alat kedokteran, gedung dan bangunan 

serta pemenuhan kebutuhan survey akreditasi. 

Tabel 4.52 
 Jumlah Kunjungan Tahunan 

No Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(s/d TW II) 

1. Jumlah pasien 
baru 11.768 13.750 12.747 19.277 6.912 

2. Jumlah pasien 
lama 25.261 33.528 42.591 68.310 24.246 

Jumlah 37.029 47.278 55.338 87.587 31.158 

Sumber:  i) Laporan Tahunan RSMM Jawa Timur Tahun 2014-2017; 
  ii) Laporan Bulanan Tahun 2018 

 

Peningkatan jumlah pasien menuntut RSMM untuk terus melakukan peningkatan 

kualitas pelayanan dengan pengadaan beberapa alat seperti: speaker pelayanan, 

pembuatan kanopi lahan parkir, pembelian NCT, alat kimia klinis otomatis, mesin 

reverse osmosis, dan katarak set. Pemenuhan kelengkapan pelayanan juga terus 

ditingkatkan dengan pengadaan alat LASIK pada tahun 2017 serta alat-alat lain 

sebagai penunjang RS Khusus Mata Type B. 

Di bidang sosial, RSMM Jawa Timur turut berperanserta setiap tahunnya dalam 

Jatim Fair dan Pameran Hari Kesehatan Nasional. Pada pameran-pameran tersebut 
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diadakan pemeriksaan visus mata dengan autorefraktometer secara cuma-cuma 

(untuk deteksi dini gangguan mata).  

Tabel 4.53 
 Kinerja Tahunan RSMM Jawa Timur 

No Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(s/d TW II) 

1 Persentase Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit - 52,58 74,23 - - 

2 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
terhadap Pelayanan 

- 75,21 82,36 85,25 Diperoleh 
pada TW IV 

3 
Persentase Indikator 
SPM yang Mencapai 
Target 

- 62,30 71,43 77,42 Diperoleh 
pada TW IV 

4 Persentase Operasi 
katarak - 8,9 9,6 10,06 2,38 

5 Cost Recovery Rate 
(CRR) 105,21 108,54 110,10 95,33 116,61 

6 

Indeks Kepuasan 
Aparatur terhadap 
Pelayanan 
Ketatausahaan 

- - - 84,33 Diperoleh 
pada TW IV 

7 

Persentase Kabupaten 
– Kota yang terbina 
dalam melaksanakan 
Program Kesehatan 
Mata Masyarakat 

- 26,32 26,32 34,21 - 

8 

Screening dan 
Penanggulangan 
Gangguan Penglihatan 
dan Kebutaan (PGPK) 

- - - 76,14 17,98 

Sumber:  i) LKjIP RSMM Jawa Timur Tahun 2014-2017; 
  ii) LKPJ TW II Tahun 2018. 

 

5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Program Pembinaan Lingkungan Sosial dimaksudkan untuk membiayai 

sarana/prasarana fasilitas kesehatan baik beruapa alat ataupun tempat. Pada 

tahun 2018, RSMM Jawa Timur mengalokasikan dana tersebut untuk peningkatan 

pelayanan dengan penambahan alat kedokteran berupa Mesin Steam Sterilizer 

dan Mesin Vitrectomy. Berbagai pemeliharaan juga dilakukan demi menunjang 

pelayanan sub-spesialis (External Eye Disease, Retina, Glaukoma, dan Pediatri) 

yang dimiliki RSMM Jawa Timur. 
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b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

– Kegiatan koordinasi dengan 38 kab/kota di  Provinsi Jawa dalam tingkatan 

pencapaian menunjukkan hasil kurang optimal dikarenakan adanya kebijakan 

rujukan berjenjang sehingga membatasi wilayah rujukan di Surabaya, Gresik 

dan Sidoarjo. 

– Adanya survey Akreditasi Rumah Sakit yang menyita cukup banyak sumberdaya 

Rumah Sakit untuk fokus pada masalah tersebut, sehingga sumber daya untuk 

urusan rutin sedikit mengalami tantangan. 

– Pelayanan kesehatan mata telah menyebar luas di Jawa Timur dengan 

pendirian klinik maupun RS negeri maupun swasta yang mampu melakukan 

tindakan operasi. 

 

Solusi : 

– Meningkatkan koordinasi lintas program dengan advokasi ke Kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa timur agar kegiatan PGPK bisa berjalan lebih berkembang. 

– Berkoordinasi lintas sektor Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat 

merealisasikan kebutuhan sesuai rekomendasi hasil Survei Akreditasi Rumah 

Sakit sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

– Meningkatkan strategi promosi Rumah Sakit baik ke masyarakat maupun ke 

institusi/lembaga. 
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1.2.13 UPT RS Paru Surabaya 

Rumah Sakit Paru Surabaya melaksanakan sebagian urusan kesehatan dengan 

pagu dan realisasi Program Pembangunan pada Tahun 2014-2018 secara 

terinci sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel. 4.54 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Rumah Sakit Paru Surabaya 
Tahun 2014-2018 

 
No 

 
Program 

 
Anggaran 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

2018 *) 
TW II 

1 Program Upaya  
Kesehatan  
Perorangan 
 

Pagu 
 

15,500,000,000 
 

- - - - 

Realisasi 14,002,630,480 
 

- - - - 

% 90.34 

 

- - - - 

2 ProgramPeningka
tan Sarana dan 
Prasarana 
Pelayana Badan 
Layanan  
Umum Daera ( 
BLUD )  

 
 

Pagu 
 - 13,586,842,000 

 
15,707,664,500 

 
5,737,610,480 

 
5,160,793,519 

 

Realisasi - 12,416,724,165 
14,961,481,439 

 
4,768,702,281 

 
3,236,975,019 

 

% 
- 91.39 

 

95.25 

 

83.11 
 

62.72 

 
3 Program 

Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat  
 
 

Pagu 
 

- - 1,805,959,500 
 

193,682,700 
 

- 

Realisasi - - 1,089,706,075 
 

160,767,876 
 

- 

% - - 60.34 
 

83.01 
 

- 

4 Program  
Pembinaan  
Lingkungan  
Sosial 
 

Pagu 
 

- - - - 9,000,000,000 
 

Realisasi - - - - 232,143,000 
 

% 
- - - - 2.58 

 
5 Program 

Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 
 
 

Pagu 
 

15,142,440,300 
 

- - - - 

Realisasi 13,472,114,19
5 

 

- - - - 

% 88.97 
 

- - - - 

6 Program 
Peningkatan 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
(BLUD)        
 

Pagu 
 

- 15,785,864,288 
 

16,302,044,953 
 

16,772,663,533 
 

16,487,316,148 
 

Realisasi - 11,742,155,361 
 

12,182,393,848 
 

16,570,895,871 
 

7,816,630,457 
 

% 
- 74.38 

 
74.73 

 
98.80 

 
47.41 

 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Upaya Kesehatan Perorangan bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya rumah sakit dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

Tabel. 4.55 
Kualitas pelayanan 

No Indikator KInerja Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018  

 

 

Kualitas pelayanan 

kesehatan  di rumah 

sakit 

Target 100%     

Realisasi 100%     

% capaian 100     

(sumber data : Laporan  Kinerja Tahun 2014 – 2018) 

 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya rumah sakit dengan  indikator sarana prasarana dan peralatan sesuai 

standar pelayanan minimal (SPM ) dengan capaian kinerja sebagai berikut: 

 Tabel. 4.56 
                                        Persentase sarana 

No Indikator KInerja Capaian 
Kinerja 

2014 2015 2016 2017 2018 sd 
TW2 

1 

 

Persentase sarana 

prasarana dan peralatan 

sesuai standar pelayanan 

Target  81% 81% 85% 87% 

Realisasi  71% 85,70% 86% 86% 

% capaian  87,65% 105,80% 101,162 98,85 

(sumber data : Laporan  Kinerja Tahun 2014 – 2018) 

 
3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat   bertujuan untuk meningkatkan 

koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan 

pengembangan pelayanan penyakit lainnya dengan capaian kinerja 

sebagai berikut : 

                                         Tabel. 4.57 
                    Angka keberhasilan pengobatan TB 

No Indikator KInerja Capaian 
Kinerja 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Angka keberhasilan 

pengobatan TB (Succes 

Rate) 

Target  80% 81% 81%  

Realisasi  85,23% 84,10% 75,80%  

% Capaian  93,86 103,83 93,58  
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No Indikator KInerja Capaian 
Kinerja 

2014 2015 2016 2017 2018 

2 Angka keberhasilan 

rujukan TB ( Succes 

Reveral Rate ) 

Target  80% 80% 80%  

Realisasi  78,61% 81,60% 84,50%  

% capaian  101,77 102 105,63  

         (sumber data : Laporan  Kinerja Tahun 2014 – 2018) 
 

4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial merupan program baru yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit yang 

bersumber anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Hasil capaian 

sampai dengan tri wulan dua tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel. 4.58 
Persentase pemenuhan 

No Indikator KInerja Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 
sd tw2 

1 Persentase pemenuhan sarana 

prasarana, peralatan 

operasional 

Target     100% 

Realisasi     122,22% 

% capaian     81,82 

(sumber data : Laporan  Kinerja Tahun 2014 – 2018) 
 

5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan . Program ini melaksanakan kegiatan 

yang bersumber anggaran fungsional. Hasil kinerja pada tahun 2014 

adalah sebagai berikut : 

Tabel. 4.59 
Kualitas pelayanan 

No Indikator KInerja Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Rumah sakit mampu 

menyediakan kebutuhan 
opedrasional pelayanan 
dan manajemen 

Target 100%     
Realisasi 100%     

% capaian 100     

(sumber data : Laporan  Kinerja Tahun 2014 – 2018) 
 

6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD) bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya penyakit paru yang 

berkualitas dengan indikator kinerja : Capaian kinerja program adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel. 4.60 
Kualitas pelayanan 

No Indikator KInerja Capaian Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 
sd-TW2 

1 Persentase capaian Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 
sesuai standar 

Target  75% 80% 85% 85% 
Realisasi  75% 76% 75% 77% 

% capaian  100 95 88,24 90,58 
2 Cost Recovery Rate (CRR) Target   33,25% 32,23% 32% 

Realisasi  34,09% 29,69% 60,05% 65,41% 
% capaian   89% 186,32 204 

3 Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) 

Target   78% 80% 80% 
Realisasi  76% 93% 77,30% 77,30% 

% capaian   119,23 96,63 96,63 
4  Persentase indicator SPM yang 

mencapai target  
Target     85% 

Realisasi     77% 
% capaian     90,58 

5 Capaian institusi yang 
terakreditasi 

Target     90% 
Realisasi     25% 

% capaian     27,7 
(sumber data : Laporan  Kinerja Tahun 2014 – 2018) 
 
 

b. Permasalahan dan Solusi  

     Permasalahan : 

Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) , Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ), 

Succes Rate ( SR ) belum mencapai target 

    

     Solusi : 

1. Pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit  ( SIM-RS ) 

2. Pemenuhan sarana prasarana 

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) untuk mencapai standar Cost 

Recovery Rate ( CRR ). 

4. Peyuluhan kelompok dan perorangan 
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1.2.14 UPT RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER PAMEKASAN 

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Mohammad Noer 

Pamekasan dengan pagu dan realisasi program pembangunan rumah sakit umum 

mohammad noer pamekasan tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.61 
Pagu Dan Realisasi Program Pembangunan 

Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan 
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 
2018*) 

(TW II) 

1 

Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Pagu 500,000,000 302,673,750 275,525,000 173,284,426 - 

Realisasi 402,204,530 154,323,015 216,882,750 166,211,500 - 

% 80.44 50.99 78.72 95.92 - 

2 

Program 

Pengadaan, 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah 

Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit 

Mata 

Pagu 14,000,000,000 - - - - 

Realisasi 12,788,786,470 - - - - 

% 91.35 - - - - 

3 
Program Pembinaan 

Lingkungan Sosial 

Pagu - - - - 7,000,000,000 

Realisasi - - - - 506,501,496 

% - - - - 7.24 

4 

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Pelayanan Badan 

Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Pagu - 9,000,000,000 12,679,450,000 14,571,516,000 3,906,083,539 

Realisasi - 8,188,890,322 11,139,455,025 14,123,529,584 506,976,139 

% - 90.99 87.85 96.93 12.98 

(Sumber: BPKAD Prov. Jatim) 
Ket: *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan: 

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk 

tercapainya indikator persentase keberhasilan kegiatan upaya kesehatan 

masyarakat berupa kegiatan promotif dan preventif. Program ini didukung 

oleh kegiatan Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang 

dilaksanakan setiap tahun untuk mendukung salah satu program nasional. 

Pada tahun 2014, kegiatan dari Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan 

Kepada Masyarakat dengan tolok ukur kinerja yakni keberhasilan 

terselenggaranya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam 

mendukung program TB berupa kegiatan Rakor dan Evaluasi P2TB se-wilayah 

Madura dan kegiatan monev TB.  

Pada tahun 2015, kegiatan dari Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan 

Kepada Masyarakat dengan tolok ukur kinerja hanya berupa kegiatan monev 

TB berupa kunjungan pasien TB dan kunjungan ke puskesmas se-Kabupaten 

Pamekasan.  

Pada tahun 2016, kegiatan dari Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan 

Kepada Masyarakat dengan tolok ukur kinerja sebanyak 4 (empat) sub 

kegiatan yakni upaya pemberantasan dan pencegahan TB melalui 

penyebarluasan informasi ke masyarakat, perluasan kemitraan jejaring 

rujukan P2TB Sumenep, peningkatan kemitraan lintas sektor dan kegiatan 

promkes eksternal-internal.  

Pada tahun 2017, kegiatan dari Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan 

Kepada Masyarakat dengan tolok ukur kinerja yakni kegiatan senam asma 

massal dan pengadaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat.  

Program Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan 

kegiatan promotif dan preventif melalui : 

1. Penguatan jejaring rujukan penyakit TB se-wilayah Madura 

2. Kegiatan monitoring dan evaluasi program keberhasilan pengobatan TB 

3. Kegiatan sosialisasi eksternal dan internal tentang kesehatan dimaksudkan 

untuk memberikan informasi tentang kesehatan 
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4. Penguatan jejaring penyakit kusta melalui pendampingan bedah 

rekontruksi bertujuan untuk mendukung kebijakan gubernur jawa timur 

terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaran Rumah Sakit 

Daerah Kabupaten/Kota 2017. Penyakit kusta merupakan salah satu dari 

delapan penyakit terabaikan atau Neglected Tropical desease (NTD) yang 

masih ada di Indonesia, salah satunya yaitu Kusta. Meskipun kusta tidak 

secara langsung termasuk ke dalam pencapaian Millenium Development 

Goals (MDGs) pada tahun 2000-2015 atau Sustainable Development Goals 

(SDGs) pada tahun 2015-2030, namun terkait erat dengan lingkungan 

yaitu sanitasi. pada tahun 2000, Indonesia sudah mencapai eliminasi di 

tingkat nasional. Namun saat ini, masih ada 14 propinsi yang mempunyai 

beban tinggi yaitu salah satunya Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan peta 

jalan penanggulangan Kusta, ditargetkan 14 Provinsi tersebut akan 

eliminasi pada tahun 2019. 

5. Pameran car free day dimaksudkan untuk memberikan pemeriksaan gratis 

kepada masyarakat 

6. Home Care, pemantauan evaluasi dan monitoring kepada pasien paska 

KRS dengan sasaran 3 desa yang ada di pamekasan. 

Tabel 4.62 
Capaian Kinerja UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan 

No Tahun Uraian 

1 2014 Rapat dan Koordinasi P2TB 

2 2015 Monitoring dan Evaluasi TB (homa care dan puskesmas) 

3 2016 Rapat dan Koordinasi P2TB Sumenep, Kemitraan Lintas Sektor 

5 2017 Senam asma massal dan pengadaan sarana prasarana pelayanan 

6 2018 Sosialisasi eksternal dan internal tentang kesehatan 

Penguatan jejaring kusta melalui pendampingan bedah 

rekonstruksi 

Sumber data : Laporan Kinerja RSU Mohammad Noer Tahun 2014-2019 
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2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dimaksudkan untuk 

tercapainya indikator persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai 

standar rumah sakit tipe D. Program ini didukung oleh Kegiatan Peningkatan 

Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan 

Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok untuk mendukung salah 

satu program nasional. 

Pada tahun 2014, kegiatan dari Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 

dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat 

Dampak Asap Rokok dengan tolok ukur kinerja yakni jumlah jenis pengadaan 

alat kedokteran, jumlah pembangunan gedung, dan jumlah gedung yang 

direnovasi. Antara lain pembangunan gedung instalasi sentra oksigen, selasar 

penghubung, gedung dapur laundry, dan pembuatan taman rawat inap dan 

penangkis air hujan. 

 

3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Program Pembinaan Lingkungan Sosial dimaksudkan untuk tercapainya 

indikator persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar rumah 

sakit tipe D. Program ini didukung oleh Kegiatan Penyediaan/ 

Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasiltas Kesehatan yang 

Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk 

mendukung salah satu program nasional. 

Pada tahun 2017, kegiatan dari Penyediaan/ Peningkatan/Pemeliharaan 

Sarana/ Prasarana Fasiltas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan tolok ukur kinerja yakni 

jumlah jenis pengadaan alat kedokteran, jumlah pembangunan gedung, dan 

jumlah gedung yang direnovasi.  

Program Pembinaan Lingkungan Sosial bertujuan untuk mengoptimalkan 

pelayanan  kesehatan perorangan kepada masyarakat melalui : 
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1. Renovasi rawat inap kelas 3 menjadi ruang rawat maternal perinatal dan 

neonatal.  

2. Pembangunan gedung gudang obat dan alkes, untuk mendukung 

pelayanan rumah sakit 

3. Renovasi gedung rehabilitasi medic menjadi rawat inap kelas 3, serta 

4. Pengadaan alat kedokteran dan alat penunjang medic. 

 

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) dimaksudkan untuk tercapainya indikator persentase 

ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit tipe D.  

Pada tahun 2015, kegiatan dari Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 

dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat 

Dampak Asap Rokok dengan tolok ukur kinerja yakni jumlah jenis pengadaan 

alat kedokteran, jumlah pembangunan gedung, dan jumlah jenis pengadaan 

prasarana rumah sakit. Antara lain perluasan HCU, pembangunan gedung 

rekam medic, pembuatan ram rawat inap, pembuatan sketsel TB, 

pemeliharaan ruang tindakan bedah, pembangunan pagar pembatas, 

pembuatan penangkis air hujan tahap II, dan pembangunan akses jalan di RS. 

Pada tahun 2016, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  didukung oleh 4 (empat) kegiatan 

yakni Rehabilitasi Bangunan dengan tolok ukur kinerja yakni jumlah gedung 

yang direnovasi sebanyak 7 gedung antara lain perbaikan bangunan gedung 

penunjang non medic, perbaikan rawat inap bawah, perbaikan pavilion, 

perbaikan loby rawat jalan, perbaikan rawat inap atas, perbaikan ruang 

tunggu pasien, dan perbaikan tembok gedung rumah sakit. Selain itu, 

didukung oleh kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga dengan 

tolok ukur kinerja yakni jumlah jenis pengadaan perlengkapan rumah sakit 

sebanyak 6 (enam) jenis. Serta didukung oleh kegiatan Pengadaan Alat 

Kesehatan dengan tolok ukur kinerja yakni jumlah jenis pengadaan alat 
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kedokteran sebanyak 20 (dua puluh) jenis. Penyediaan/Pemeliharaan Sarana 

Pelayanan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok dan Penyakit 

Lainnya dengan tolok ukur kinerja yakni jumlah jenis pengadaan alat 

kedokteran sebanyak 39 jenis dan jumlah pembangunan gedung sebanyak 1 

unit. 

Pada tahun 2017, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  didukung oleh 2 (dua) kegiatan yakni 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan tolok ukur kinerja yakni 

jumlah jenis pengadaan alat kedokteran sebanyak 1 jenis dan kegiatan 

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Penderita akibat 

Dampak Asap Rokok dan Penyakit Lainnya dengan tolok ukur kinerja yakni 

jumlah jenis pengadaan alat kedokteran sebanyak 1 jenis dan jumlah 

pembangunan gedung sebanyak 1 unit yakni gedung bedah lantai 3 tahap II. 

Pada tahun 2018, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  didukung oleh 2 (dua) kegiatan yakni 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan tolok ukur kinerja yakni 

jumlah jenis pengadaan alat kedokteran sebanyak 2 jenis dan kegiatan 

Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) dengan tolok ukur kinerja yakni jumlah 

kegiatan promotif dan preventif UKM dan jumlah jenis pengadaan alat kantor 

dan media KIE. 

Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) bertujuan untuk 

mengoptimalkan kegiatan promotif dan preventif melalui : 

1. Penguatan jejaring penyakit kusta melalui pendampingan bedah 

rekonstruksi 

2. Penguatan kelas ibu dan sosialisasi ibu hamil sehat dan suami siaga. 

3. Pendampingan program UKM melalui pengadaan media KIE 

Tabel 4.63 
Capaian Kinerja UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan 

NO TAHUN URAIAN 

1 2014 
Pembangunan gedung, pengadaan alat kedokteran, dan renovasi 

gedung 

2 2015 Pengadaan alat kedokterab, pembangunan gedung, dan renovasi 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-136 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

NO TAHUN URAIAN 

gedung 

3 2016 
Perbaikan gedung penunjang non-medik, pengadaan sarana prasarana 

RS, dan pengadaan alat kedokteran 

4 2017 Pengadaan alat kedokteran dan pembangunan gedung. 

5 2018 
Pengadaan alat kedokteran, pembangunan gedung, kegiatan promotif 

dan preventif laur dalam gedung RS. 

 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan 

1) Pada program/kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 

kode program 47.006 untuk pembelian alat kesehatan masih dalam proses 

pembayaran karena harus menunggu pencairan tahap ke II. 

2) Pada program/kegiatan yang bersumber dana subsidi pembangunan 

(DBHCHT) pada kode program 47.020 mengalami kendala dikarenakan ada 

alat promkes yang masih mencari spek yang cocok dengan kebutuhan rumah 

sakit sehingga masih belum bisa terlaksana. 

 

Solusi : 

1) Kebijakan dalam pengelolaan aggaran sebaiknya agar linier dengan 

pelaksanaan, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan anggaran dan 

pencapaian target kinerja tahun 2018. 

2) Komunikasi dan koordinasi antara stake holder dan organisasi pengadaan dan 

pelaksanaan kegiatan agar berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

dan Anggaran Kas Belanja (AKB) sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai target 

yang ditetapkan. 
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1.2.15 RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN (RSPM) 

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun dengan 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun 

Tahun 2014 – 2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.64 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun  
Tahun 2014 – 2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*)  

(TW II) 

1 Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

Pagu 2.489.555.425 - - -  

Realisasi 2.276.181.757 - - -  

% 91,43 - - -  

2 Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Pagu 6.800.000.000 255.388.850 174.334.100 450.000.000  

Realisasi 6.303.071.780 202.395.744 167.144.745 436.831.208  

% 92,69 79,25 95,88 97,07  

3 Program 

pengadaan, 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Rumah Sakit/ 

Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah 

Sakit ParuParu/ 

Rumah 

Sakit Mata 

Pagu 6.500.000.000 - - - 

 

Realisasi 5,592,009,812 - - - 
 

% 86,03 - - - 

 

4 Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan BLUD 

Pagu - 25.000.000.000 17.000.000.000 8.981.090.576 8.315.007.840 

Realisasi - 24.019.361.623 15.946.828.215 8.601.930.708 1.213.160.794 

% - 96,08 93,80 95,78 

14,59 

5 Program 

Peningkatan 

Pelayanan BLUD 

Pagu - 3.339.259.792 3.795.804.154 5.398.156.248 6.100.000.000 

Realisasi - 3.296.435.916 4.033.375.675 5.499.624.439 2.041.946.131 

% - 98,72 106,26 101,88 33,47 

6 Program Pagu - - - - 5.000.000.000 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*)  

(TW II) 

Pembinaan 

Lingkungan 

Sosial 

Realisasi - - - -    177.234.120 

% - - - - 
3,54 

(Sumber : BPKAD Prov. Jatim) 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II       
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1.  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk pemenuhan 

sumber daya manusia yang kompeten, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

yang terstandar, pengadaan obat-obatan untuk penunjang kebutuhan di RSPM 

Madiun dan pengadaan alat-alat kedokteran. RSPM Madiun secara subtansi 

memberikan pelayanan umum di bidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah 

Jawa Timur dalam hal promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative penyakit paru. 

2.  Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan Program Prioritas 

Gubernur Jawa Timur yang digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain : 

1. Koordinasi lintas sektor dengan dinas kesehatan kabupaten/kota daerah 

binaan; 

2. Pemberdayaan masyarakat di wilayah binaan; 

3. Bimbingan teknis kepada petugas pengelola program. 

Laboratorium RSPM Madiun ditunjuk sebagai rujukan uji silang mikroskopis TB 

tingkat I dan II / RUS I dan II. Wilayah kerja untuk RUS I adalah kabupaten/kota di 

wilayah sekitar Madiun, sedangkan untuk RUS II wilayah kerjanya adalah seluruh 

Provinsi Jawa Timur. 

3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 

Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 

Porgram Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ 

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata meliputi beberapa 

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh rumah sakit antara lain : 
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- pengadaan alat-alat kedokteran  
- pengadaan alat-alat laboratorium 
- pengadaan alat-alat penunjang kegiatan operasional rumah sakit 

 

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD terdiri dari 2 

kegiatan yaitu : Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 

dengan terpenuhinya jumlah jenis alat kedokteran di RSPM Madiun sebanyak 10 

jenis dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas 

Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT) dengan 

terpenuhinya alat kesehatan pakai habis yang tersedia di RSPM Madiun sebanyak 

50 jenis. 

 

5. Program Peningkatan Pelayanan BLUD 

Program Peningkatan Pelayanan BLUD bertujuan untuk Penguatan Pelayanan 

RS/RS Khusus dengan pengadaan alat-alat  untuk pelayanan dan penunjang 

medik serta penyediaan obat-obatan 

 

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Program Pembinaan Lingkungan Sosial bertujuan untuk pemenuhan sarana 

prasarana, peralatan dan operasional, pemeliharaan ruang rawat jalan, sarana 

rumah sakit, ruang linen dan laundry, ruang OK, belanja alat kesehatan pakai 

habis, belanja laboratorium pakai habis, belanja obat-obatan, bahan kimia dan 

belanja modal alat kedokteran dan kesehatan. 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

- Pembangunan gedung pelayanan kesehatan sesuai masterplan baru terlaksana 

sebagian pada tahun 2014. Begitu juga untuk pembangunan gedung perbekalan 

alat medis di Jl. Tidar dan gedung checkup center paru dan jantung di Jl. 
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Soekarno Hatta belum bisa terealisasi sampai dengan sekarang dikarenakan 

belum ada anggaran. 

Solusi : 

- Mengusulkan kepada pihak terkait agar dialokasikan anggaran untuk 

pembangunan gedung pelayanan RSPM Madiun sesuai dengan masterplan, 

mengingat hal tersebut sangat penting untuk memenuhi ketersediaan ruangan 

yang sesuai dengan standart yang di tetapkan. 
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1.2.16 UPT AKADEMI KEPERAWATAN MADIUN 

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Akademi Keperawatan Madiun 

dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Akademi Keperawatan 

Madiun Tahun 2014 – 2018 secara terinci sebagaimana table di bawah ini : 

Tabel 4.65 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Akademi Keperawatan Madiun 
Tahun 2014-2018 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Sumber Daya Kesehatan 

Program sumber daya kesehatan bertujuan untuk tercapainya puskesmas 

dan rumah sakit yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standard. 

Pencapaian tujuan dari program ini dilakukan melalui kegiatan peningkatan 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 (Tw II) 

1 Program Sumber 
Daya Kesehatan 

Pagu 500,000,000 - - - - 

Realisasi 447,101,080 - - - - 

% 89.42% - - - - 

2 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Pagu - - 600,000,000 - - 

Realisasi - - 509,345,760 - - 

% - - 84.89% - - 

3 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 490,400,000 302,450,000 676,527,000 3,750,000,000 

Realisasi - 457,360,840 296,920,200 631,731,441 95,919,566 

% - 93.26% 98.17% 93.38% 2.56% 

4 Program 
Peningkatan 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum 
Daerah (BLUD) 

Pagu - 3,278,585,126 4,206,433,791 2,408,001,641 1,268,900,000 

Realisasi - 2,618,823,684 3,581,897,810 2,054,036,388 532,977,700 

% - 79.88% 85.15% 85.30% 42.00% 
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pengembangan Akper Madiun dengan melakukan penerapan asuhan 

keperawatan lansia dan tersedianya sarana dan prasaranan yang memadai. 

 

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program upaya kesehatan masyarakat bertujuan untuk tercapainya 

persentase Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang dibina 

dengan harapan tercapainya pendampingan di wilayah binaan. Pencapaian 

tujuan dari program ini dilakukan melalui kegiatan pengembangan upaya 

kesehatan masyarakat. 

 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) 

Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan badan layanan 

umum daerah (BLUD) bertujuan untuk tercapainya penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian tujuan dari program 

ini dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan melalui dana pajak 

rokok. Kegiatan tersebut antara lain adalah : 

- Talkshow kesehatan masyarakat 

- Pelatihan bagi mahasiswa, siswa, tenaga kepemudaan, tenaga 

kesehatan, tenaga non kesehatan mengenai upaya pencegahan dan 

pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainya, terutama 

berkenaan bahaya merokok, bahaya asap rokok, dan cara berhenti 

merokok. 

- Pelatihan Kader Kesehatan Remaja 

- Pendidikan kesehatan dan deteksi dini PTM 

- Pelatihan dan pendampingan ibu hamil 

- Pelatihan dan pendampingan kesehatan lansia. 

 

4) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD) 

bertujuan untuk tercapainya institusi yang terakreditasi 80%; cost recovery 
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rate 38,20%; dan 80% indicator SPM yang mencapai target dengan harapan 

dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standart Nasional 

Pendidikan Tinggi sehingga dapat menghasilakn mahasiswa yang lulus ujian 

kompetensi. Pencapaian tujuan dari program ini dilakukan melalui kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan dengan kelompok 

sasaran kegiatan tersebut adalah mahasiswa dan aparatur pemerintah di 

lingkup Akademi Keperawatan Madiun. 

 

b. Permasalah dan Solusi 

Permasalahan : 

1. Kerangka landasan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan 

keperawatan berdasar Perubahan kebijakan nasional tentang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya pendidikan keperawatan 

sebagai konsekuensi Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah 

belum mendukung / belum ada 

2. Budaya riset masih lemah sehingga publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi 

nasional dan internasional belum ada dan Produk riset yang berhasil 

dipasarkan secara institusional belum ada 

3.  Jaringan kerjasama institusi pendidikan dan sponsor dengan institusi 

pengguna lulusan belum dikembangankan secara optimal. 

4. Banyak berdirinya Institusi kesehatan di Karisidenan Madiun 

5. Terbukanya tenaga perawat asing yang meningkatkan persaingan di dunia 

kerja 

 

Solusi : 

1. Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku 

pemilik. 

2. Secara bertahap bersedia melangkah  menuju profesionalisme melalui 

bentuk-bentuk evaluasi diri 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-144 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

3. Peningkatan kualitas pendidikan, sumberdaya dan kemahasiswaan 

dengan melakukan penelitian-penelitian kesehatan temasuk penelitian 

yang berorientasi pangsa pasar 

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak pengguna jasa lulusan baik 

pemerintah dan non pemerintah 

5.  Meningkatkan kapasitas sumberdaya 

6.  Membekali calon lulusan dengan kompetensi PPGD dan bahasa asing 

 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-145 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

1.2.17  UPT AKADEMI GIZI SURABAYA 

Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Akademi Gizi 

Surabaya dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan UPT Akademi Gizi 

Surabaya Tahun 2014-2018 secara rinci seperti tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.66 

Pagu dan Realisasi Pembangunan 
UPT Akademi Gizi Surabaya 

Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 
(TW II) 

1 

Program Sumber Daya 
Kesehatan 

Pagu 500.000.000 - - - - 

Realisasi 458.236.210 - - - - 

% 91,65 - - - - 

2 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum Daerah 
(BLUD)  

Pagu - 303.000.000 409.000.000 344.160.000 3.750.000.000 

Realisasi - 297.435.730 383.571.000 333.300.500 2.065.760.510 

% - 98,16 93,78 96,84 55,09 

3 

Program Peningkatan 
Pelayanan Badan 
Layanan Umum Daerah 
(BLUD)  

Pagu - 2.619.114.983 3.620.439.763 2.537.852.111 1.808.972.000 

Realisasi - 2.426.718.577 3.426.923.779 2.317.998.083 510.545.225 

% - 92,65 94,65 91,34 28,22 

4 

Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Pagu - - 191.000.000 263.718.922 - 
Realisasi - - 150.329.289 245.446.859 - 

% - - 78,71 93,07 - 
Sumber: BPKAD Prov. Jatim 
Ket: *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Sumber Daya Kesehatan 

Program Sumber Daya Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah, jenis, 

mutu, pemerataan dan pengembangan sumberdaya kesehatan khususnya 

dibidang gizi, untuk terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, 

proporsional, dan handal melalui: 

- Kegiatan peningkatan pengembangan AKZI Surabaya digunakan untuk 

membiayai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan 

pengembangan institusi Akademi Gizi Surabaya. Sebanyak 300 mahasiswa 

Akademi Gizi Surabaya mendapatkan sistem pembelajaran yang berbasis pada 
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kompetensi dalam suasana akademik yang kondusif melalui kerja sama yang 

baik dan kekeluargaan antar Civitas Akademika melalui penerapan 

standarstandar pelayanan minimal yang dilengkapi dengan standard 

operating prosedur. 

- Terlaksanya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai 

dengan kebutuhan sebanyak 5 kegiatan. 

- Terlaksanya kerjasama dan kemitraan dengan sektor terkait sebanyak 2 

kegiatan. 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) dimaksudkan untuk meningkatkan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana dalam meningkatkan pelayanan BLUD, disamping juga untuk menunjang 

pelayanan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tridharma 

Perguruan tinggi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 

- Rehabilitasi bangunan laboratorium dan sarana penunjang pendidikan sebanyak 4 

paket 

- Pengadaan perlengkapan rumah tangga penunjang pelayanan BLUD terutama 

untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat 

- Pengadaan alat kesehatan/Laboratorium untuk menunjang pembelajaran dan 

praktek di laboratorium bidang gizi 

Pada tahun 2018 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) mendapatkan sumber pendanaan dari pajak rokok 

yang digunakan untuk menunjang kegiatan promotif dan preventif dalam dan luar 

gedung sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi dan 

kesehatan sebanyak 15 kegiatan 

 

3) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditujukan 

untuk meningkatkan mutu lulusan Akademi Gizi Surabaya agar dapat bersaing di 
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dunia kerja maka diperlukan dukungan biaya operasional untuk meningkatkan 

pelayanan BLUD bidang pendidikan yang meliputi: proses pembelajaran 

(perencanaan, teori, praktek dan magang, serta evaluasi pembelajaran), 

pengembangan proses pendidikan (workshop, seminar, diklat, benhcmark, 

konsultasi, dll), pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat, 

kerjasama, koordinasi dengan keluarga besar mahasiswa dan sektor terkait. Untuk 

mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari 

perkembangan indeks prestasi mahasiswa sebagai berikut: 

Tabel 4.67 
Distribusi Mahasiswa Berdasarkan Perolehan IPK Tahun 2015, 2016 dan 2017 

 
Interval IPK 

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 
n % n % n % 

2.00-2.49 0 0,0 0 0,0 1 1,0 
2.50-2,74 1 1,0 1 1,0 0 0,0 
2.75-2.99 8 8,1 3 3,1 6 6,2 
3.00-3.49 67 67,7 57 58,2 55 56,7 

>3.50 23 23,2 37 37,8 35 36,1 
Jumlah 99 100,0 98 100,0 97 100,0 

Sumber : Akademi Gizi Surabaya 
 

Prestasi belajar mahasiswa pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yang IPK nya di 

atas 3,00 sudah lebih dari 90,0%,  hal ini sudah memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal yang ingin dicapai yaitu IPK > 3,00 minimal 70 % dari jumlah seluruh 

mahasiswa.  Meskipun demikian masih sangat diperlukannya peningkatan pelayanan 

pendidikan di AKZI Surabaya, khususnya peningkatan Kualitas Dosen, peningkatan 

sarana dan prasarana pembelajaran serta pengembangan kurikulum yang 

berkelanjutan. 

 

4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kerjasama  

penelitian  dan  pengabdian masyarakat untuk pendayagunaan lulusan dan tri 

dharma perguruan tinggi. Hasil yang telah dicapai antara lain : Meningkatnya 

kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat  untuk pelayanan dan 

penanggulangan masalah kesehatan ditetapkan dengan indikator Prosentase 

Masyarakat yang mendapatkan pelayanan edukasi dengan media informasi sadar 
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hidup sehat di wilayah binaan sebesar 60% atau mencapai target sebesar 100%.  

Keadaan tersebut terjadi karena semakin meningkatnya tingkat kesedaran 

masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, ditambah dengan semakin bervariasinya 

metode dan materi atau pesannya yang disesuaikan dengan keadaan sasaran, serta 

semakin meningkatnya kemampuan pendidik atau petugas dalam memberikan 

pelayanan gizi dan kesehatan 

 

b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

- Meningkatnya masalah-masalah yang timbul akibat transisi epidemiologi di bidang 

gizi, pesatnya pertumbuhan industri pangan, jumlah dan tuntutan mutu institusi 

pelayanan gizi dan makanan disamping peningkatan prevalensi  penyakit baik 

infeksi maupun degeneratif yang berakar pada kurang gizi sejak masa kehamilan, 

dan timbulnya masalah obesitas sejak usia dini  dan masih tingginya angka balita 

stunting akan meningkatkan beragam problematika gizi kini dan akan datang 

sehingga memerlukan penanganan yang profesional kurang dibarengi dengan 

jumlah anggaran yang cukup. 

- Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya (Laboratorium, dll) 

dibandingkan dengan standar BAN-PT sudah mencapai 80% dan belum dapat 

diberdayakan dengan baik untuk meningkatkan kegiatan kerjasama dengan lintas 

sektor untuk kepentingan penelitian maupun pengabdian masyarakat. 

- Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 yang isinya salah satunya menyatakan 

bahwa pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang 

ditindaklanjuti dengan adanya Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 15 Mei 2017 

Nomor 061/9085/031.1/2017, yang isinya antara lain tentang penutupan AKZI 

Surabaya dan AKPER Madiun milik Prov, dukungan dana selama masa transisi dan 

mengalihkan fungsi UPT Pendidikan tinggi kesehatan menjadi UPT yang berkaitan 

dengan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keadaan tersebut 

maka sejak tahun 2017 Akademi Gizi Surabaya sudah tidak menerima mahasiswa 

baru, sehingga berdampak pada penurunan PAD sejak tahun 2017 
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Solusi: 

1. Akademi Gizi Surabaya dapat mengembangkan diri menjadi Penyelenggara 

Pelatihan dan Konseling Penanganan berbagai Masalah Gizi baik bagi praktisi di 

bidang kesehatan maupun masyarakat umum. 

2. Akademi Gizi Surabaya dapat melakukan pengembangan dengan menghasilkan 

berbagai produk gizi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

3. Diharapkan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 

Bappeda, BPKAD, dan seluruh instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 

dapat memperhatikan keberlangsungan Akademi Gizi Surabaya sampai dengan 

tahun 2019, dan selanjutnya diharapkan keterlibatnya dalam rangka menyusun 

UPT baru yang dapat membantu peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

dalam memberikan pelayanan gizi dan meningkatkan kualitas masyarakat Jawa 

Timur  

 
c.  Penghargaan yang diperoleh  

Penilaian Akreditasi oleh LAM PTKes dengan Predikat B pada Tahun 2016 

Penilaian SAKIP Tahun 2017 dengan Predikat B 
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1.2.18  UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI 

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat 

dengan Pagu dan Realisasi dari tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4.68 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*)  

(TW II) 

1 

Program 

Sumber Daya 

Kesehatan 

Pagu 1.794.620.000 - - - - 

Realisasi 1.419.150.715 - - - - 

% 79,08% - - - - 

2 

Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

 

Pagu - 292.311.400 1.000.000.000 297.648.564 - 

Realisasi - 229.714.005 702,351,436.00 191,623,360.00 - 

% - 78,59% 70,24% 64,38% - 

3 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Badan Layanan 

Umum Daerah 

(BLUD) 

Pagu - 1.117.146.250 10.220.000 176.600.398 3.750.000.000 

Realisasi - 1.086.519.250 9.006.800 172,7520 1.042.334.949 

% - 97,26% 88,13% 97,82% 27,8% 

4 

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Badan Layanan 

Umum Daerah 

(BLUD) 

Pagu - 8.073.852.397 11.219.584.519 12.011.783.307 11.721.100.000 

Realisasi - 7.208.350.510 10.073.187.097 12.775.615.055 4.795.823.551 

% - 89,28% 89,78% 106,36% 
40,92% 

 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim   
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Sumber Daya Kesehatan 

Program Sumber Daya Kesehatan bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya 

manusia kesehatan melalui Pelatihan, Training Need Assesment, Evaluasi Pasca 

Pelatihan, Pembinaan Akreditasi Institusi, Pengkajian sistem mutu diklat dan 

Bimbingan Pemantapan BLUD. 

Pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 4 angkatan dengan sasaran Dokter Gigi, 

Apoteker dan pegawai UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati. Training 

Need Assesment dilaksanakan untuk memperoleh data yang akurat tentang  

desain pelatihan yang dibutuhkan. Evaluasi Pasca Pelatihan dilaksanakan 

terhadap peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati pada tahun sebelumnya. 

Pembinaan akreditasi institusi dan pengkajian sistem mutu diklat dilaksanakan 

untuk memfasilitasi penyusunan dokumen akreditasi dan memastikan terjaganya 

kualitas pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT Pelatihan Kesehatan 

Masyarakat Murnajati. Bimbingan pemantapan BLUD dilaksanakan sebanyak 2 

kali dengan pendampingan dari narasumber ahli. 

 

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Non 

Kesehatan di Bidang Kesehatan melalui Pelatihan.  

Pelatihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.69 
Laporan Penyelenggaraan Diklat 

Tahun Jumlah Pelatihan 
2015 4 Angkatan 
2016 3 Angkatan 
2017 3 Angkatan 

s.d Triwulan II 2018 14 Angkatan 
Sumber Data : Laporan Penyelenggaraan Diklat 2015-2018* 
Ket : *) s/d Triwulan II 

 
Pada tahun 2015-2017 Pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat ini juga 

dilaksanakan Pembinaan Masyarakat di Laboratorium Lapangan yang 
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bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meliputi Pembinaan 

kesehatan jiwa di Puskesmas Bantur, Kesehatan lingkungan di Puskesmas 

kepanjen, Pengendalian Penyakit di Puskesmas Gondanglegi, Promosi kesehatan 

di Puskesmas Dau dan pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Turen. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana  

melalui Rehabilitasi baik secara fisik bangunan maupun perbaikan fasilitas lainnya 

sesuai standar pelayanan. 

Kegiatan Rehabilitasi yang dilaksanakan berupa : 

a. Perbaikan Asrama 

b. Renovasi Ruang Rapat 

c. Perbaikan Kamar Mandi 

d. Perbaikan Lahan Parkir 

 

4) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan 

mendukung kegiatan prioritas UPT Latkesmas Murnajati yaitu Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan kesehatan. Capaian Program ini yaitu Persentase 

capaian SPM selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu melebihi target, Selain itu 

capaian kegiatan pelatihan di UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati 

dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu meningkat seperti dijelaskan pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.70 
Laporan Penyelenggaraan Diklat 

Tahun 2015 2016 2017 

Jumlah Kegiatan 216 197 221 

Kegiatan pelatihan 68 113 181 

Kegiatan Non Pelatihan 148 84 40 

Sumber Data : Laporan tahunan UPT Latkesmas Murnajati 2015-2017 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-153 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

Sarana kelas dan kelengkapannya belum optimal untuk mendukung Pelayanan 

Pelatihan, akibatnya tidak semua permintaan pelatihan dapat ditangani 

 

Solusi : 

Penambahan Ruang Kelas dan kelengkapannya, hal ini dimungkinkan karena masih 

ada lahan yang belum dimanfaatkan seluas 1,5 Hektar 
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3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM 

1.3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Provinsi Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program  Pembangunan Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci 

sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.71 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 – 2018  

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 
TW II 

1 

Program 
Rehabilitasi/Pemel
iharaan Jalan dan 
Jembatan 

Pagu  135.862.412.000 592.698.512.985 550.420.973.385 959.137.461.000 507.310.823.000 
Realisasi  127.651.998.486 588.008.481.417 535.963.792.804 834.437.096.723 132.713.293.214 

% 93,96 99,21 97,37 87 26,16 

2 

Program 
Peningkatan/ 
Dukungan Sarana 
dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Pagu  56.426.951.000 43.952.663.415 56.313.847.000 37.302.252.000  
Realisasi  53.763.842.136 42.903.746.741 54.132.124.408 35.667.889.344  

% 95,28 97,61 96,13 95,62  

3 

Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

Pagu  216.545.950.000  1.103.960.000 -  
Realisasi  186.333.523.558  1.103.960.000   

% 86,05  100   

4 

Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan Lintas 
Selatan 

Pagu   229.992.144.600    
Realisasi   228.797.156.984    

%  99,48    

5 
Program Inspeksi 
Kondisi Jalan dan 
Jembatan 

Pagu  4.135.000.000     
Realisasi  3.793.203.650     

% 91,73     

6 

Program 
Pengaturan, 
Pengendalian 
Jalan dan 
Jembatan 

Pagu      8.646.500.000 
Realisasi      1.350.607.425 

%     15,62 

7 

Program 
Pemenuhan 
Kualitas 
Perencanaan dan 
Pengawasan 

Pagu      24.315.655.000 
Realisasi      4.356.983.370 

%     17,92 

8 

Program 
Pembinaan, 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan dan 
Rekonstruksi Jalan 

Pagu      20.113.328.000 

Realisasi      2.450.498.833 

%     12,18 
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dan Jembatan 
serta Fasilitas 
Pengadaan Lahan 

9 

Program 
Pembinaan, 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
Jalan/Jembatan 

Pagu      27.115.100.000 
Realisasi      3.631.133.748 

%     13,39 

10 

Program 
Pengelolaan 
Peralatan Berat 
dan Jembatan 
Bailey 

Pagu      8.721.200.000 
Realisasi      4.464.320.437 

%     

51,19 
 
 

11 

Program 
Penyediaan dan 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Pagu      29.170.733.000 
Realisasi      3.420.436.213 

%     11,73 

12 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Pengujian 
Laboratorium 
Bahan Jalan dan 
Jembatan 

Pagu      4.693.100.000 
Realisasi      1.528.453.861 

%     32,57 

13 

Program 
Pembangunan dan 
Rekonstruksi Jalan 
dan Jembatan 

Pagu      353.628.418.00
0 

Realisasi      57.560.410.800 
%     16,28 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim   
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

Capaian kinerja program pembangunan Tahun 2014 – 2018 Triwulan II, Secara terinci 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

1) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemantapan jalan diseluruh wilayah 

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, meliputi kegiatan pemeliharaan Berkala  

dan pemeliharaan rutin Jalan di 11 UPT PJJ Bina Marga dan kegiatan rehabilitasi/ 

pelebaran jembatan dan pemeliharaan rutin jalan di 11 UPT PJJ Bina Marga. 

 

2) Program Peningkatan/Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kemampuan pelaksanaan 

penanganan jalan dan jembatan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :  
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- Pengadaan alat-alat berat, pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 

kebinamargaan. 

- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, alat-alat ukur dan bahan 

laboratorium kebinamargaan. 

- Penelitian Laboratorium Bidang Jalan. 

 

3) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemantapan dan kapasitas jalan dan 

jembatan diseluruh wilayah UPT Bina Marga Jawa Timur. 

 

4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan Jawa 

Timur dengan kegiatan – kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta 

supervisi pembangunan jalan dan jembatan. 

 

5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 

Program Inspeksi Kondisi Jalan Jembatan bertujuan untuk menghimpun data 

base kondisi jalan dan jembatan yang terdiri atas 2 kegiatan yaitu Inspeksi 

Kondisi Jalan dan jembatan serta kajian dan Penelitian. 

 

6) Program Pengaturan, Pengendalian Jalan dan Jembatan 

Program ini meliputi kegiatan : 

- Kajian Pengembangan Jaringan Jalan, studi kelayakan dan dokumen 

lingkungan. 

- Pengembangan Data Base Jalan dan Jembatan berupa pembuatan dokumen 

leger jalan, survei perhitungan lalu lintas, survei kondisi jalan dan jembatan 

dan pemetaan jaringan jalan, survey dan analisa lalu lintas dan analisa data 

jembatan. 

- Peremajaan dan pemeliharaan sistem manajemen jalan. 

- SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jalan dan Jembatan. 

- Pengendalian dan fasilitasi pemanfaatan ruang jalan dan jembatan. 
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7) Program Pemenuhan Kualitas Perencanaan dan Pengawasan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu perencanaan dan pengawasan 

meliputi : 

- Pembinaan Perencanaan Pengawasan dan Pengembangan Teknologi yang 

dilaksanakan melalui sosialisasi pelaksanaan pembinaan teknik serta kajian 

teknik jalan dan jembatan. 

- Penyusunan Panduan Pelaksanaan Perencanaan, Pengawasan  Jalan dan 

Jembatan serta spesifikasi teknis. 

- Perencanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan 

jembatan. 

- Supervisi pembangunan dan penggantian jembatan. 

 

8) Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Rekonstruksi 

Jalan dan Jembatan serta Vasilitasi Pengadaan Lahan 

Tujuan program ini adalah untuk mendukung pengadaan lahan untuk kegiatan 

pelebaran jalan dan jembatan. 

 

9) Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan/Jembatan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeliharaan 

jalan dan jembatan, meliputi kegiatan berikut : 

- Penyusunan standar dokumen pengadaan pemeliharaan jalan dan jembatan. 

- Penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan jalan dan jembatan. 

- Monitoring hasil pelaksanaan pemeliharaan jembatan. 

- Penyusunan SOP dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan 

jembatan akibat bencana/kejadian alam. 

- Pemeliharaan jalan dan jembatan di seluruh wilayah UPT PJJ Bina Marga. 

- Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan rangka baja dan jembatan khusus 
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10) Program Pengelolaan Peralatan Berat dan Jembatan Balley 

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penanganan jalan dan 

jembatan, meliputi : 

- Perencanaan, Penggunaan dan Pengendalian Alat Berat, Peralatan dan 

Kendaraan. 

- Pengadaan Alat Berat dan jembatan Bailey. 

- Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Berat. 

 

11) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Program ini bertujuan untuk mendukung kegiatan kebinamargaan, meliputi : 

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana. 

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana. 

 

12) Program Peningkatan Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Bahan Jalan dan 

Jembatan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pengawasan kualitas bahan 

jalan dan jembatan, meliputi: 

- Pengadaan alat - alat laboratorium kebinamargaan. 

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat - alat laboratorium Kebinamargaan. 

- Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan. 

- Pelayanan dan Pengujian Laboratorium bahan Jalan dan Jembatan. 

- Pengendalian Manajemen Mutu. 

 

13) Program Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemantapan dan kapasitas jalan 

diseluruh wilayah UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, meliputi : 

- Peningkatan / Rekonstruksi Jalan di 11 UPT PJJ Bina Marga. 

- Penggantian Jembatan di 11 UPT PJJ Bina Marga. 
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TABEL 4.72 CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN 
TAHUN 2014 - 2017 

    

SASARAN/ PROGRAM 
INDIKATOR 
SASARAN/ 
PROGRAM 

REALISASI Tingkat 
Kemajuan 

% 

2015 Tingkat 
Kemajuan 

% 

REALISASI Tingkat 
Kemajuan 

% 
Target 

2017 Tingkat 
Kemajua

n % 

2018 Tingkat 
Kema 
juan % 

2013 2014 Target Real 2015 2016 Target Real Target Rea
l 

1 
 

Meningkatkan 
jalan provinsi 
yang menjamin 
kendaraan dapat 
berjalan dengan 
cepat, aman, dan 
nyaman. 

  
Persentase Jalan 
Provinsi dalam 
kondisi mantap. 
  
  

88,40
% 

89,27
% 0,97% 92% 89,43% 97,21%          

2 
 

Meningkatkan 
jalan provinsi 
yang menjamin 
pengguna 
berkendara 
dengan selamat. 

Persentase Jalan 
Provinsi yang 
memenuhi 
persyaratan teknis 
jalan dalam sistem 
jaringan jalan 
primer. 
  

54,15
% 

55,01
% 1,56% 56,87

% 44,02% 77,40%          

3 
 

Penyelesaian 
Pembangunan 
Ruas Jalan Lintas 
Selatan 

 PersentasePenyele
saian Pembangunan 
JalanLintas Selatan 

0% 0% 0%             

 PersentasePenyele
saian Pembangunan 
JembatanLintas 
Selatan 

3,53% 3,85% 8,31%             

4 
  

Meningkatnya 
Penyelesaian 
Pembangunan 
Jalan Menuju 
Kawasan 
Potensial dan 
Jalan Lintas 
Selatan 

 PersentasePenyele
saian Pembangunan 
JalanLintas Selatan    

44,50
% 46,84% 105,26%          

 PersentasePenyele
saian Pembangunan 
JembatanLintas 
Selatan 

   
43,69

% 51,73% 118,40%          
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5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 I.  Meningkatkan 
jalan provinsi 
yang dapat 
dilalui oleh 
kendaraan 
dengan cepat, 
aman dan 
nyaman. 

I.1 

Persentase 
jalan 
provinsi 
dalam 
kondisi 
mantap (%) 

      89,43% 88,87% 0,63% 96,42% 88,90% 92,20%    

  
  
  
  
  

1 Program 
Rehabilita
si/ 
Pemelihar
aan Jalan 
dan 
Jembatan. 
  

I.1.1  

Panjang 
jalan dalam 
kondisi 
mantap 
(KM) 

      
1.574,82 

Km 
1.262,83 

Km 19,81% 1.370,1
3 Km 

1.263,2
2 Km 92,20%    

I.1.2  

Panjang 
jembatan 
dalam 
kondisi baik 
(M) 

      
13.679,66 

m 
10.018,9

4 m 26,76% 10.905,
03 m 

10.291,
45 m 94,37%    

2 
  

Program 
Dukungan 
Sarana 
dan 
Prasarana 
Kebinama
rgaan  

I.2.1 
  

Persentase 
Kantor 
dalam 
kondisi 
layak      
pakai dan 
memadai  

      80% 81,42% 1,78% 75% 75% 100%    

I.2.2  

Persentase 
ketersediaa
n alat berat 
dalam 
kondisi 
layak pakai 
dan 
memadai 

      90% 90% - 85% 85% 100%    

II . 
Meningkatkan 
jalan provinsi 
yang 
menjamin 
pengguna 
berkendara 

II.1  

Persentase 
jalan 
provinsi 
yang 
memenuhi 
persyaratan 
teknis jalan 

      56,87% 57,90% 1,81% 61,86% 59,16% 95,64%    
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dengan 
selamat 

dalam 
sistem 
jaringan 
jalan 
primer. 

  
  

1 
  

Program 
Rehabilita
si/ 
Pemelihar
aan Jalan 
dan 
Jembatan.
  

II.1.1  

Panjang 
jalan dalam 
kondisi 
mantap 
(KM) 

      
1.574,82 

Km 
1,262,83 

Km 19,81% 1.370,1
3 Km 

1.263,2
2 Km 92,20%    

II.1.2  

Panjang 
jembatan 
dalam 
kondisi baik 
(M) 

      
13.679,66 

Km 
10.018,9

4 Km 26,76% 10.905,
03 m 

10.291,
45 m 94,37%    

III.  
Meningkatny
a 
Penyelesaian 
Pembanguna
n Jalan 
Menuju 
Kawasan 
Potensial dan 
Jalan Lintas 
Selatan 

  

III.1 

Persentase 
penyelesaia
n 
pembangun
an jalan 
menuju 
kawasan 
potensial 
dan jalan 
lintas 
selatan 

      44,50% 47,36% 6,43%       

III.2  

Persentase 
penyelesaia
n 
pembangun
an 
jembatan 
menuju 
kawasan 
potensial 
dan 
jembatan 
lintas 
selatan 

      43,69% 43,50% 0,43%       
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1 Program 
Pembang
unan 
Jalan dan 
Jembatan 
 

III.1.
1 

Panjang 
jalan yang 
terbangun 

               

III.1.
2 

Panjang 
jembatan 
yang 
terbangun 

               

2 
  

Program 
Pembang
unan 
Jalan 
Lintas 
Selatan 
  

III.2.
1  

Persentase 
Penyelesaia
n 
pembangun
an jalan 
lintas 
selatan 

      51,18% 54,44% 6,37%       

III.2.
2  

Persentase 
Penyelesaia
n 
pembangun
an 
jembatan 
lintas 
selatan 

      46,11% 45,72% 0,63%       
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A. Permasalahan dan Solusi : 

 Permasalahan : 

- Keterbatasan Dana. 

- Kondisi Topografi. 

- Aksesibilitas Rendah. 

- Biaya Pemeliharaan Besar. 

- Terjadi kelangkaan bahan baku material pasir mulai tanggal 29 September 2015 

s/d 8 Desember 2015 (70 hari kalender). 

Solusi : 

- Peran serta Pemerintah dalam hal pendanaan segera terealisasi untuk tercukupi 

sesuai Rentra. 

- jasa lebih selektif lagi. 

- Penyempurnaan perencanaan anggaran. 

- Berdasar kronologis surat, pekerjaan jalan dapat diperpanjang sampai dengan 50 

hari kalender sejak berakhirnya masa kontrak. 
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1.3.2   DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR 

Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber 

Daya Air dengan pagu dan realisasi program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum 

Sumber Daya Air Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana table di bawah ini: 

Tabel 4.73 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air  

Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 

(TW II) 

1 

Program 
Penyediaan dan 
Pengelolaan Air 
Baku 

Pagu 19.997.760.410 - - - - 
Realisasi 16.715.213.489 - - - - 

% 83,59 - - - - 

2 

Program 
Pengendalian Banjir 
dan Pengamanan 
Pantai 

Pagu 23.104.734.011 - - - - 
Realisasi 21.047.403.739 - - - - 

% 91,10 - - - - 

3 

Program 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, 
Rawa, dan Jaringan 
Pengairan Lainnya 

Pagu 100.046.819.003 - - - - 
Realisasi 95.333.867.197 - - - - 

% 95,29 - - - - 

4 

Program 
Pengembangan, 
Pengelolaan dan 
Konservasi Sungai, 
Danau, dan Sumber 
Air Lainnya 

Pagu 45.183.503.396 - - - - 
Realisasi 38.874.601.862 - - - - 

% 86,04 - - - - 

5 
Program Penataan 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

Pagu 10.355.194.780 - - - - 
Realisasi 9.327.606.963 - - - - 

% 90,08 - - - - 

6 Program Konservasi 
Sumber Daya Air 

Pagu - 42.863.634.160 6.323.988.150 18.873.668.480 - 
Realisasi - 39.092.201.860 6.063.352.235 17.458.860.634 - 

% - 91,20 95,88 92,50 - 

7 
Program 
Pendayagunaan 
Sumber Daya Air 

Pagu - 167.973.389.325 130.158.722.711 93.355.040.111 - 
Realisasi - 162.756.524.123 125.016.655.513 86.304.951.231 - 

% - 96,89 96,05 92,45 - 

8 
Program 
Pengendalian Daya 
Rusak Air 

Pagu - 46.088.270.225 9.004.094.725 72.619.312.830 969.371.654 
Realisasi - 43.581.391.481 8.392.061.232 70.230.921.146 549.679.300 

% - 94,56 93,20 96,71 56,7 

9 

Program 
Pemeliharaan Dan 
Rehabilitasi Sungai, 
Waduk Dan Pantai 
Upt Depo Peralatan 

Pagu - - - - 13.367.592.050 

Realisasi - - - - 7.971.544.556 

% - - - - 59,63 

10 
Program 
Pengendalian Daya 
Rusak Air Di UPT 

Pagu - - - - 14.581.244.990 
Realisasi - - - - 5.190.321.750 

% - - - - 35,6 
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No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 

(TW II) 
PSDA 

11 

Program Operasi, 
Pemeliharaan Dan 
Rehabilitasi Sungai, 
Waduk Dan Pantai 
UPT PSDA 

Pagu - - - - 1.919.255.909 
Realisasi - - - - 506.032.190 

% - - - - 26,37 

12 

Program 
Pemanfaatan Dan 
Perlindungan 
Sumber Daya Air 

Pagu - - - - 4.881.175.000 
Realisasi - - - - 1.505.247.515 

% - - - - 30,84 

13 

Program 
Pengelolaan 
Jaringan Hidrologi 
Dan Pemanfaatan 
Sumber Daya Air Di 
UPT PSDA 

Pagu - - - - 10.647.274.981 
Realisasi - - - - 4.680.787.157 

% - - - - 43,96 

14 

Program Hidrologi, 
Pemantauan 
Kualitas Air Dan 
Sistem Informasi 
Sumber Daya Air 

Pagu - - - - 2.552.244.661 
Realisasi - - - - 1.408.549.819 

% - - - - 55,19 

15 

Program 
Penatagunaan Dan 
Pengembangan 
Sumber Daya Air 

Pagu - - - - 5.219.700.340 
Realisasi - - - - 1.013.198.758 

% - - - - 19,41 

16 

Program Operasi, 
Pemeliharaan Dan 
Rehabilitasi Jaringan 
Irigasi 

Pagu - - - - 3.782.787.200 
Realisasi - - - - 1.301.429.835 

% - - - - 34,4 

17 

Program Operasi, 
Pemeliharaan Dan 
Rehabilitasi Jaringan 
Irigasi UPT PSDA 

Pagu - - - - 51.925.308.339 
Realisasi - - - - 30.561.890.593 

% - - - - 58,86 

18 

Program Operasi, 
Pemeliharaan Dan 
Rehabilitasi Sungai, 
Waduk Dan Pantai 

Pagu - - - - 4.911.319.876 
Realisasi - - - - 1.024.146.080 

% - - - - 20,85 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan waduk secara regular; 

- Peningkatkan kemampuan layanan Irigasi Air Tanah melalui 

Rehabilitasi/Perbaikan/Penggantian pompa/mesin penggerak dan Perbaikan 

Jaringan Irigasi Air Tanah di 78 lokasi tersebar di Jawa Timur; 
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- Pembangunan waduk lapangan dengan teknologi geomembran di 58 lokasi 

tersebar di Jawa Timur;  

- Pengadaan tanah seluas 1,085 Ha untuk pembebasan tanah embung 

geomembran; dan 

- Pembangunan Embung di 6 lokasi tersebar di Jawa Timur. 

 

2) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Normalisasi dengan peralatan sendiri dan pembangunan tanggul sungai pada 

daerah rawan banjir, diantaranya Kali Welang dan Kali Rejoso (Kab. Pasuruan); 

Kali Pancarglagas (Kab. Probolinggo); Kali Sampean, Kali Deluwang, Kali 

Basiyan, Kali Lobawang (Kab. Situbondo); Kali Tanggul (Kab. Jember); Kali 

Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik); dan Kali 

Kemuning (Kab. Sampang). 

 

3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan 

Pengairan Lainnya 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Pemantapan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Irigasi pada Daerah 

Irigasi Kewenangan Provinsi seluas 164.823 Ha melalui peningkatan Angka 

Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP);  

- Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 

dengan sumber dana APBD dan Loan melalui Dana Alokasi Khusus dan WISMP 

II; dan 

- Penyuluhan kepada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) 

mengenai efisiensi pemakaian air irigasi. 

 

4) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan 

Sumber Air Lainnya 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 
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- Pembangunan gully plug pada sungai orde 4 dan 5 sebanyak 635 titik; 

- Pengadaan dan penanaman pohon sebanyak 30.907 pohon dengan tinggi bibit 

sekitar 1,5 s/d 2 m dengan harapan hidup sebesar 75%; dan 

- Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya air. 

 

5) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Pelaksanaan ketatausahaan UPT PSDA se-Jawa Timur; 

- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan kemampuan 

dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di 

Wilayah Kerja UPT PSDA se-Jawa Timur; dan 

- Penguatan lembaga kordinasi yang sudah ada seperti TKPSDA, Dewan Sumber 

Daya Air Provinsi, Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya. 

 

6) Program Konservasi Sumber Daya Air 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan pemanfaatan sumber 

daya air; 

- Pembinaan, pendataan dan penetapan volume pemanfaatan SDA dan 

pemberian rekomendasi perijinan; 

- Pendataan dan penyusunan naskah kerjasama serta pelaksanaan, pelaporan 

dan evaluasi kerjasama pengelolaan SDA; 

- Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui penyuluhan kepada 

masyarakat; dan 

- Perlindungan dan pelestarian sumber air di wilayah UPT PSDA. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program ini dapat dilihat dari 

perkembangaan indikator program sebagai berikut: 
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Tabel 4.74 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

INDIKATOR 

PROGRAM 

TARGET REALISASI 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Volume 

Resapan Air 
12.800.000 13.600.000 14.400.000 11.781.429 36.005.542 13.449.600 

 

7) Program Pendayagunaan Sumber Daya Air 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Penyuluhan pengelolaan sumberdaya air; 

- Pelaksanaan Koordinasi dan Publikasi Sistem Sumber Daya Air; 

- Pembinaan, pendataan dan penelitian pengelolaan sumber daya air; 

- Perencanaan, pengembangan dan studi pengelolaan sumber daya air; 

- Pelaksanaan Survey, Penelitian dan Pemantauan Sumber Daya Air; 

- Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; 

- Pengelolaan irigasi & bangunan pengairan di Wilayah UPT PSDA; 

- Pemeliharaan, rehabilitasi & peningkatan jaringan irigasi & bangunan 

pengairan; 

- Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi 

sarana SDA; 

- Operasional rehabilitasi daerah irigasi; 

- Rehabilitasi daerah irigasi di wilayah UPT PSDA; 

- Operasional rehabilitasi daerah irigasi di wilayah UPT PSDA; 

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan / peningkatan / 

rehabilitasi sarana sumber daya air; 

- Pengelolaan alat berat, kendaraan, mesin & pompa air di Jawa Timur; 

- Operasional wadah koordinasi pengelolaan SDA di Jawa Timur; 

- Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pengelolaan SDA UPT 

PSDA; 
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- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan kemampuan 

& pemberdayaan masyarakat & himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) UPT 

PSDA. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program ini dapat dilihat dari 

perkembangaan indikator program sebagai berikut: 

Tabel 4.75 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

INDIKATOR 

PROGRAM 

TARGET REALISASI 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Ketersediaan 

Air Baku (m3) 
19.343.000.000 19.453.000.000 19.538.400.000 19.413.567.429 19.486.241.542 19.499.691.142 

 

8) Program Pengendalian Daya Rusak Air 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Pengamanan Fungsi Sumber Air & Penanganan Bencana Alam; 

- Pemeliharaan Sarana Pengendalian Banjir UPT PSDA; 

- Pengadaan Tanah untuk Pembangunan & Pengembangan Sarana Prasarana 

Pengairan serta Penanggulangan Banjir di Provinsi Jawa Timur; 

- Pengelolaan Banjir & Peningkatan Prasarana Sungai WS. Welang Rejoso; dan 

- Pengelolaan Banjir & Peningkatan Prasarana Sungai WS. Pekalen Sampean. 

Tabel 4.76 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

INDIKATOR 

PROGRAM 

TARGET REALISASI 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Luas Genangan 

pada Daerah 

Rawan Banjir (Ha) 

900 1.100 1.250 951,98 1.122,3 1.522 

 

9) Program Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sungai, Waduk Dan Pantai Upt Depo 

Peralatan 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Pengelolaan kendaraan alat berat dan pompa yang diperbaiki/dipelihara; 
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- Normalisasi sungai/tampungan air dengan menggunakan alat berat sendiri. 

 

10) Program Pengendalian Daya Rusak Air Di UPT PSDA 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Penyusunan SOP banjir; 

- Melaksanakan piket banjir. 

 

11) Program Operasi, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sungai, Waduk Dan Pantai 

UPT PSDA 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Melaksanakan pemeliharaan sungai di wilayah sungai kewenangan Provinsi 

Jawa Timur. 

 

12) Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Memberikan dokumen rekomtek perijinan tanah dan air bagi pemilik 

usaha/pengguna sumber daya air; 

- Melakukan sosialisasi pemanfaatan SDA; 

- Menyusun dokumen aset, prasertifikasi tanah, naskah kerjasama; 

- Melakukan pelatihan OP Partisipatif; 

- Melakukan sosialisasi pengendalian tanah dan penertiban.  

 

13) Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Di 

UPT PSDA 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Monitoring data stasiun hujan, pos duga air, dan stasiun klimatologi; 

- Perbaikan/pemeliharaan stasiun hujan, pos duga air dan stasiun klimatologi; 

- Pemeliharaan embung dan penanaman biopori. 
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14) Program Hidrologi, Pemantauan Kualitas Air Dan Sistem Informasi Sumber 

Daya Air 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Melaksanakan bimbingan teknis khusus untuk juru hidrologi; 

- Rasionalisasi pos hidrologi; 

- Publikasi data hidrologi dan operasional website OPD. 

 

15) Program Penatagunaan Dan Pengembangan Sumber Daya Air 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Menyusun dokumen renja; 

- Menyusun dokumen desain sungai. 

 

16) Program Operasi, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Menyusun dokumen manual OP, laporan data operasi, dokumen penilaian 

kinerja sistem irigasi tersier, laporan data PAI, laporan data pemeliharaan dan 

laporan data rehabilitasi; 

- Melaksanakan workshop DAK/perencanaan, pengawasan dan manajemen 

mutu; 

- Melaksanakan kegiatan pembinaan sumber daya manusia pada jaringan 

irigasi. 

 

17) Program Operasi, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Menyusun laporan operasi DI; 

- Melakukan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah UPT PSDA; 

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi petani/HIPPA; 

- Menyusun laporan ketatalaksanaan 
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18) Program Operasi, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sungai, Waduk Dan Pantai 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

- Menyusun dokumen pemeliharaan SWP dan operasi SWP; 

- Menyusun database dan inventarisasi sungai, muara dan sumber air; 

- Melaksanakan sosialisasi sungai 

 

b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

- Terbatasnya sumber daya manusia pelaksanaan operasi dan pemeliharaan 

jaringan irigasi; 

- Saluran dan bangunan irigasi pada jaringan irigasi teknis mengalami kerusakan 

berat; 

- Terjadi alih fungsi lahan sehingga berkurangnya areal irigasi dan 

mengakibatkan meningkatnya koefisien aliran; 

- Peningkatan layanan air baku untuk keperluan domestic; 

- Permasalahan sedimentasi waduk yang mengakibatkan turunnya kapasitas 

tampungan waduk menjadi 60%; 

- Meningkatnya kebutuhan layanan air baku untuk berbagai keperluan; 

- Tidak optimalnya operasional waduk-waduk yang sudah terbangun; 

- Penurunan kapasitas tampung sungai akibat sedimentasi sehingga 

meningkatkan resiko banjir; 

- Banjir ekstrim di wilayah sungai Bengawan Solo; 

- Banjir rutin di sungai kewenangan Provinsi yang mengganggu kegiatan 

ekonomi tingkat nasional; 

- Tidak berfungsinya dan kurangnya infrastruktur SDA untuk pengendalian 

banjir pada sungai-sungai yang menyebabkan banjir. 
Solusi: 

- Pemenuhan pembiayaan SDM pelayanan irigasi teknis (Juru, PPA, Pekarya) 

pada irigasi teknis kewenangan Provinsi karena sebagian SDM masih dipenuhi 

tenaga dari UPTD Kab/Kota; 
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- Rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi layanan jaringan 

irigasi; 

- Pembangunan areal sawah tadah hujan menjadi irigasi teknis di Sembayat 

Barrage (10.000 ha), Bojonegoro Barrage (10.000 ha), Waduk Bajulmati (1.800 

ha), Waduk Nipah (1.100 ha), pembangunan dan perbaikan pompa air irigasi 

air tanah seluas 4.000 ha serta diperlukan bangunan checkdam pada wilayah 

hulu DAS; 

- Pembangunan embung-embung kapasitas sedang mengingat adanya dana 

desa yang dialokasikan untuk pembangunan embung kecil; 

- Normalisasi/revitalisasi pada waduk-waduk yang tersedimentasi; 

- Pembangunan waduk-waduk besar 47 buah waduk di Bojonegoro, Pacitan, 

Trenggalek, Nganjuk, Lamongan, Probolinggo, Banyuwangi, Jember dll dengan 

kapasitas layanan air baku hampir 0,5 milyar m3; 

- Diperlukan operasi dan pemeliharaan waduk-waduk secara rutin dan berkala; 

- Normalisasi sungai dan perbaikan tangkis sungai; 

- Peningkatan kapasitas floodway Plangwot Sedayu Lawas serta penyelesaian 

masalah sosial pembebasan lahan pada banjir Kali Lamong di Kab. Gresik; 

- Pembangunan infrastruktur pengendali banjir Kali Welang Pasuruan, 

Pembangunan Sudetan Kali Kemuning dan Sudetan Kali Tanggul Jember, serta 

pembangunan pompa banjir di hilir Kali Kemuning; 

- Diperlukannya perbaikan, re-modeling, dan pembangunan infrastruktur 

pengendali banjir pada sungai-sungai. 
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4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

1.4.1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 

URUSAN PEKERJAAN UMUM 

Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan pagu dan realisasi program 

pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini : 

 
Tabel 4.77 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 
 

No Program Tahun 2014  2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pembangunan 
Air Minum dan 
Air Limbah 

Pagu 12.636.000.000 - - - - 

Realisasi 11.906.443.250 - - - - 

% 94,23 - - - - 

2 

Program 
Peningkatan 
Kinerja 
Pembangunan 
Persampahan 
dan Drainase 

Pagu 6.301.200.000 - - - - 

Realisasi 6.223.628.800 - - - - 

% 98,77 - - - - 

3 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Sanitasi 

Pagu - 7.587.215.490 4.218.424.600 3.152.975.000 - 

Realisasi - 7.385.383.644 3.876.373.293 2.528.809.240 - 

% - 97,34 91,89 80,20 - 

4 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pembangunan 
Air Minum 

Pagu - 14.334.726.000 32.485.581.400 22.031.575.000 - 

Realisasi - 14.139.667.392 31.179.893.647 17.052.072.633 - 

% - 98,64 95,98 77,39 - 

5 

Program 
Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan Air 
Minum dan 
Sanitasi 

Pagu - - - - 52.795.000.000 

Realisasi - - - - 6.753.533.355 

% - - - - 12,79 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah 

Program ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi, drainase dan air 

minum secara optimal, efisien dan berkelanjutan, meliputi : 

- Pembangunan sarana air minum di perdesaan, meliputi bangunan produksi 

sampai jaringan distribusi 

- Pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum dan 

pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas 

Kabupaten/Kota 

- Pemulihan sarana air minum dan sanitasi yang rusak akibat bancana alam 

- Revitalisasi dan perbaikan sarana air limbah untuk menunjang peningkatan 

pemeliharaan guna pengendalian kebocoran revitalisasi IPAL/IPLT dan rintisan 

pengembangan jaringan pembuangan air limbah di perkotaan 

- Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi rumah tangga maupun komunal di 

perdesaan, terutama di kawasan permukiman masyarakat miskin 

- Menunjang pelaksanaan pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM 

- Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dan air limbah dengan swasta 

- Pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder lintas 

Kabupaten/Kota, untuk menunjang pengendalian banjir serta menurunkan luas 

genangan di perkotaan. 

 

2) Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase 

Sasaran Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Persampahan dan Drainase 

adalah untuk memenuhi hak dasar masyarakat atas layanan persampahan dan 

drainase yang layak dengan : 

- Meningkatkan pelayanan drainase dan persampahan baik secara regional 

maupun diwilayah-wilayah tertentu. 

- Meningkatkan kinerja pengelolaan sarana prasarana  persampahan dan 

drainase.  

- Meningkatkan Koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan akses persampahan dan drainase. 
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3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi 

Sasaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi adalah untuk 

memenuhi hak dasar masyarakat atas layanan sanitasi yang layak dengan : 

- Meningkatkan pelayanan sanitasi baik secara regional maupun diwilayah-

wilayah tertentu. 

- Meningkatkan kinerja pengelolaan sarana prasarana  sanitasi.  

- Meningkatkan Koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan akses sanitasi. 

Tabel 4.78 
Persentase Pelayanan Sanitasi Jawa Timur Tahun 2014 – 2017 

 

NO TAHUN 
TINGKAT PROVINSI 

TARGET REALISASI 

1 2014 68,35 63,20 

2 2015 64,94 63,38 

3 2016 71,29 65,31 

4 2017 77,87 65,95 
 

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim 

4) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum 

Sasaran Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum adalah untuk 

memenuhi hak dasar masyarakat atas layanan air minum yang layak dengan : 

- Meningkatkan pelayanan air minum baik secara regional maupun diwilayah-

wilayah tertentu (Kawasan Strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air). 

- Meningkatkan kinerja pengelolaan sarana prasarana  air minum.  

- Meningkatkan Koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan akses air minum. 

Tabel 4.79 
Persentase Pelayanan Air Minum Jawa Timur Tahun 2014 – 2017 

NO TAHUN 
TINGKAT PROVINSI 

TARGET REALISASI 

1 2014 67.68 62,35 

2 2015 71,24 71,11 
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NO TAHUN 
TINGKAT PROVINSI 

TARGET REALISASI 

3 2016 77,62 72,06 

4 2017 83,63 73,44 

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov 

Jatim 

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 

Program ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi 

secara optimal, efisien, dan berkelanjutan, meliputi: 

- Penyelenggaraan sarana dan prasarana sanitasi dikawasan strategis Propinsi, 

kawasan kumuh dan rawan air. 

- Penyelenggaraan sarana dan prasarana air minum dikawasan strategis Propinsi, 

kawasan kumuh dan rawan air. 

- Penyelenggaraan sarana prasarana air minum dan sanitasi regional. 

- Pembinaan teknis dan menajemen pengelolaan terhadap penyelenggaraan air 

minum dan sanitasi. 

 
b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sewerage 

sistim) di perkotaan. 

- Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi 

pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. 

- Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih 

rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun 

- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini 

disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran 

drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum khususnya dalam 

perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan. 

- Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase. 

- Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual 

karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail 
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drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana 

tindak 

- Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta 

khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan. 

- Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber 

air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut 

untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah. 

- Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum 

teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang 

dikonsumsi secara mandiri. 

 
Solusi : 

- Peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan 

sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku 

hidup dan sehat (PHBS) 

- Kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase 

primer dan sekunder guna pengendalian banjir di perkotaan Mendorong 

terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase. 

- Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan 

air minum dan air limbah hingga di perkotaan dan perdesaan 

- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah 

sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan 

sumber daya alam (air baku) 

- Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui 

pemberdayaan kelembagaan 

- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah 

melalui sosialisasi PHBS. 
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URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan pagu dan 

realisasi program pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Cipta Karya tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 4.80 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2014-2018 

 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Pengembangan 
Wilayah 
Perbatasan 

Pagu 957.200.000 - - - - 
Realisasi 918.130.100 - - - - 

% 95,92 - - - - 

2 

Program 
Pengembangan 
Wilayah Strategis 
dan Cepat 
Tumbuh 

Pagu 1.843.798.000 - - - - 
Realisasi 1.773.671.500 - - - - 

% 96,19 - - - - 

3 
Program 
Pengembangan 
Perumahan 

Pagu 71.676.252.000 147.959.104.200 83.793.292.000 42.369.251.000 - 
Realisasi 65.793.356.759 136.270.526.649 78.627.680.293 37.614.885.924 - 

% 91,79 92,10 93,83 88,77 - 

4 

Program 
Penyelenggaraan 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

Pagu - - - - 19.782.560.000 
Realisasi - - - - 3.724.819.448 

% - - - - 18,83 

5 

Program 
Perencanaan 
Pengembangan 
Wilayah Strategis, 
Cepat Tumbuh 
dan Perbatasan 

Pagu - - - - 2.193.026.000 
Realisasi - - - - 744.400.690 

% - - - - 33,94 

6 

Program 
Pembinaan, 
Pembangunan 
dan 
Pengembangan 
Penataan 
Bangunan 

Pagu - - - - 97.051.275.500 
Realisasi - - - - 8.669.850.085 

% - - - - 8,93 

7 

Program 
Pengembangan 
Informasi dan 
Teknologi 
Perumahan dan 
ermukiman 

Pagu - - - - 3.407.410.000 
Realisasi - - - - 795.888.257 

% - - - - 23,36 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan ini bertujuan mengidentifikasi 

kebutuhan program dan kegiatan pada kawasan wilayah perbatasan sehingga 

indikasi program/kegiatan yang direncanakan dapat dipergunakan oleh 

bidang/dinas/instansi lain dalam melaksanakan pembangunan untuk tujuan 

pelayanan dasar masyarakat. 

 

2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ini bertujuan 

mengidentifikasi kebutuhan program dan kegiatan pada kawasan wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh sehingga indikasi program/kegiatan yang direncanakan dapat 

dipergunakan oleh bidang/dinas/instansi lain dalam melaksanakan pembangunan 

untuk tujuan pelayanan dasar masyarakat. 

 

3) Program Pengembangan Perumahan 

Program Pengembangan Perumahan bertujuan meningkatkan pengembangan, 

sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang 

layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi  : 

- Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat 

berpendapatan rendah atau penduduk miskin 

- Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Sederhana sehat 

untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin diperkotaan 

- Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan 

mengembangkan permukiman yang layak, aman, sehat, dan renovasi Rumah 

Tidak Layak Huni 

- Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh, desa 

tradisional, dan desa nelayan 

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat 
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- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

akibat bencana alam 

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

meliputi : 

- Pengadaan Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Susun  Sederhana Sewa 

/RUSUNAWA   

- Perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman khususnya pada kawasan 

kumuh 

- Perbaikan atau Renovasi terhadap rumah tidak layak huni 

- Terciptanya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan 

yang layak huni  secara swadaya 

- Terealisasinya pola subsidi perumahan yang tepat sasaran. 

- Meningkatkan peran dan potensi para pelaku pembangunan perumahan dan 

permukiman 

- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap 

sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman. 

- Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni dan 

terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat 

berpenghasilan rendah 

 
Tabel 4.81  

Kegiatan Pembangunan RTLH Tahun 2009-2017 
 

NO KABUPATEN/ 
KOTA 

KEBUTUHAN 
RTLH 

TAHUN 
2009 

(TAHAP 
I&II) 

TAHUN 
2010 

(TAHAP 
III&IV) 

TAHUN 
2011 

(TAHAP 
V&VI) 

TAHUN 
2012 

(TAHAP 
VII&VIII) 

TAHUN 
2013 

(TAHAP IX) 

TAHUN 
2014 

(TAHAP X) 

TAHUN 
2015 

(TAHAP XI) 

TAHUN 2016 
(TAHAP XII) 

 
TAHUN 2017 
(TAHAP XIII) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Kab. Sumenep 6.811 1.000 - 1.512 1.285 470 - - -   
2 Kab. Pamekasan 6.119 1.000 - 1.007 280 470 - - -  503 
3 Kab. Sampang 6.711 1.000 - 1.010 280 470 - - -  579 
4 Kab. Bangkalan 3.344 1.000 - 1.007 280 470 - - -  - 
5 Kab. Jember 11.116 1.000 - 505 - - 768 -   1.005  - 
6 Kab. Bondowoso 10.364 1.000 500 504 - 940 - 1105       776  - 
7 Kab. Situbondo 3.903 1.000 505 1.007 - - - 1105 -  - 
8 Kab/Kota Probolinggo 12.840 1.000 - 1.007 - 940 - 1104 -  703 
9 Kab. Trenggalek 6.211 1.000 503 - 1.005 - - 1007 -  550 

10 Kab. Pacitan 13.565 1.000 500 500 1.005 940 - -      931  703 
11 Kab. Banyuwangi 24.447 1.000 - 1.007 - - 769 - -  502 
12 Kab. Lumajang 3.925 1.000 - 505 - - 770 -    1.005  - 
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NO KABUPATEN/ 
KOTA 

KEBUTUHAN 
RTLH 

TAHUN 
2009 

(TAHAP 
I&II) 

TAHUN 
2010 

(TAHAP 
III&IV) 

TAHUN 
2011 

(TAHAP 
V&VI) 

TAHUN 
2012 

(TAHAP 
VII&VIII) 

TAHUN 
2013 

(TAHAP IX) 

TAHUN 
2014 

(TAHAP X) 

TAHUN 
2015 

(TAHAP XI) 

TAHUN 2016 
(TAHAP XII) 

 
TAHUN 2017 
(TAHAP XIII) 

13 Kab/Kota Pasuruan 17.657 1.000 - 1.007 1.005 - - 1100 -  954 
14 Kab. Jombang 7.727 1.000 - - 1.004 - - 1098 -  904 
15 Kab/Kota Madiun 13.730 1.000 1.507 505 1.005 940 - -       306  - 
16 Kab. Ponorogo 37.000 1.000 - - 1.055 940 - 1000 -  954 
17 Kab. Magetan 3.770 1.000 1.510 505 - - - 1000 -  - 
18 Kab. Ngawi 11.780 1.000 500 - - - 766 -    1.005  - 
19 Kab. Bojonegoro 9.693 1.000 500 500 - 940 768 - -  1.000 
20 Kab. Tuban 6.201 1.000 500 500 - 940 770 -    1.005  - 
21 Kab. Nganjuk 3.201 - 1.005 - 1.005 - - -       573  - 
22 Kab/Kota Kediri 2.575 - 1.000 - 280 - 766 -       556  - 
23 Kab. Tulungagung 2.770 - 1.005 - 1.005 - - -       940  - 
24 Kab/Kota Blitar 5.790 - 1.000 1.011 - - 769 -       670  - 
25 Kab/Kota Malang 4.389 - 1.000 1.007 - 940 - 1100 -  - 
26 Kab. Sidoarjo 2.005 - 1.000 - - - 770 - -  - 
27 Kab. Gresik 6.017 - 1.000 500 - - 770 - -  704 
28 Kab/Kota Mojokerto 7.299 - 1.005 - 1.004 - - 1010 -  703 
29 Kab. Lamongan 2.479 - 1.005 - - - - 1030 -  - 
30 Kota Surabaya - - - - - - - 482 -  - 

JUMLAH 253.439 20.000 15.545 15.106 11.498 9.400 7.686 12.141 8.772 8.759 

JUMLAH KOMULATIF  20.000 35.545 50.651 62.149 71.549 79.235 91.335 100.148 108.907 

%  7,89 14,03 19,99 24,52 28,23 31,26 36,04 39,51 42,97 

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim  

4) Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Program ini bertujuan mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan 

terjangkau pada lingkungan permukiman, terutama bagi penduduk miskin dan 

berpenghasilan rendah, melalui fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana dasar 

perumahan melalui pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa), sekaligus  meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan 

permukiman agar tercipta lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, 

harmonis dan berkelanjutan, antara lain meliputi: 

- Penyediaan rumah sejahtera tapak dan kualitas lingkungan perumahan dan 

permukiman bagi masyarakat khususnya berpenghasilan rendah, dan penduduk 

miskin.  

- Pembangunan dan pengembangan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di 

perkotaan untuk penduduk miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah 

- Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman 

- Pemulihan perumahan yang rusak akibat bencana alam 
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- Pengembangan kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun di kota-

kota metropolitan dan kota-kota besar 

- Pendampingan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

- Fasilitasi bantuan teknis dan pembiayaan perbaikan rumah keluarga miskin 

yang sangat tidak layak huni 

- Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh 

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat 

- Fasilitasi kerja sama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan 

perumahan yang layak, sehat, dengan harga yang terjangkau 

- Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan 

hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak huni. 

Tabel 4.82  
Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan Hingga Tahun 2017 

 

No Kabupaten/Kota Luas Kawasan 
Kumuh (Ha) 

Kondisi Tahun 2017 

Pengurangan 
Kawasan Kumuh 

Sisa Kawasan 
Kumuh 

Ha % % 
1 Kabupaten Bangkalan 76,16 0,00 0,00 100,00 
2 Kabupaten Banyuwangi 20,63 17,09 82,84 17,16 
3 Kabupaten Blitar 30,09 1,81 6,02 93,98 

4 Kabupaten Bojonegoro Tidak Ada SK 
Kumuh - - - 

5 Kabupaten Bondowoso 71,34 40,72 57,08 42,92 
6 Kabupaten Gresik 184,42 6,72 3,64 96,36 
7 Kabupaten Jember 172,73 5,40 3,13 96,87 
8 Kabupaten Jombang 42,75 31,20 72,97 27,03 
9 Kabupaten Kediri 25,98 10,75 41,38 58,62 

10 Kabupaten Lamongan 49,27 16,16 32,80 67,20 
11 Kabupaten Lumajang 15,76 2,84 18,00 82,00 
12 Kabupaten Madiun 56,66 0,00 0,00 100,00 
13 Kabupaten Magetan 15,13 2,73 18,04 81,96 
14 Kabupaten Malang 119,39 20,91 17,51 82,49 
15 Kabupaten Mojokerto 29,29 4,82 16,46 83,54 
16 Kabupaten Nganjuk 14,07 2,04 14,50 85,50 

17 Kabupaten Ngawi Tidak Ada SK 
Kumuh - - - 

18 Kabupaten Pacitan 14,22 40,67 100,00 0,00 
19 Kabupaten Pamekasan 60,91 3,16 5,19 94,81 
20 Kabupaten Pasuruan 57,76 1,02 1,77 98,23 
21 Kabupaten Ponorogo 30,07 0,11 0,38 99,63 
22 Kabupaten Probolinggo 215,47 7,82 3,63 96,37 
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No Kabupaten/Kota Luas Kawasan 
Kumuh (Ha) 

Kondisi Tahun 2017 

Pengurangan 
Kawasan Kumuh 

Sisa Kawasan 
Kumuh 

Ha % % 

23 Kabupaten Sampang Tidak Ada SK 
Kumuh - - - 

24 Kabupaten Sidoarjo 327,86 13,65 4,16 95,84 
25 Kabupaten Situbondo 109,94 49,01 44,58 55,42 
26 Kabupaten Sumenep 118,54 21,22 17,90 82,10 
27 Kabupaten Trenggalek 82,34 4,73 5,74 94,26 
28 Kabupaten Tuban 35,90 0,00 0,00 100,00 
29 Kabupaten Tulungagung 150,05 99,25 66,14 33,86 

30 Kota Batu Tidak Ada SK 
Kumuh - - - 

31 Kota Blitar 12,58 25,16 100,00 0,00 
32 Kota Kediri 24,75 31,40 100,00 0,00 

33 Kota Madiun Tidak Ada SK 
Kumuh - - - 

34 Kota Malang 608,60 450,22 73,98 26,02 
35 Kota Mojokerto 225,40 167,39 74,26 25,74 
36 Kota Pasuruan 68,52 93,08 100,00 0,00 
37 Kota Probolinggo 197,97 14,88 7,52 92,48 
38 Kota Surabaya 277,73 13,29 4,79 95,21 

JAWA TIMUR 3.542,29 1.199,26 33,86 66,14 

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim 

5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis, Cepat Tumbuh dan 

Perbatasan 

Program ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan program dan kegiatan dibidang 

pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan 

sehingga indikasi program/kegiatan yang berhasil di kumpulkan dapat 

dipergunakan oleh bidang/dinas/instansi lain dalam melaksanakan pembangunan 

untuk tujuan pelayanan dasar masyarakat. 

Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan 

perbatasan terdiri dari lima kegiatan yaitu:  

- Penyusunan perencanaan infrastruktur wilayah perbatasan. 

- Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 

- Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan. 
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6) Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung dan 

lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat jasa konstruksi dan 

pengelolaan rumah negara. 

Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan 

terdiri dari tiga kegiatan yaitu : 

- Penyelenggaraan bangunan gedung  

- Penataan bangunan gedungdan lingkungan 

- Pembinaan masyarakat jasa konstruksi dan rumah negara 

 

7) Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman 

Program ini bertujuan mewujudkan penyediaan sarana informasi bagi masyarakat 

pelaku pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat menjadi pusat 

informasi dan rujukan teknis pengembangan perumahan, infrastruktur dan 

bangunan. Sasaran program ini adalah : 

- Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman 

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pelaku 

Pembangunan Perumahan dan Permukiman 

- Pelayanan Teknologi dan Pengujian Bidang Perumahan dan Permukiman 

 

b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan 

terjangkau, yang disebabkan oleh : 

• Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan 

permukiman 

• Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan 

• Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan 

• Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam 

memenuhi kebutuhan perumahan yang layak 

• Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. 
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- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan 

kumuh, yang disebabkan oleh : 

• Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan 

permukiman 

• Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman dan 

tumbuhnya kawasan kumuh 

• Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan 

pembangunan prasarana dan sarana kawasan 

 

Solusi: 

- Merealisasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah 

(GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa, 

serta menyediakan prasana dan sarana dasar permukiman,  dengan melibatkan 

semua stakeholders. 

- Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis 

pengelolaan/pembangunan gedung Negara.. 

- Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pembangunan bidang perumahan 

permukiman 

- Untuk meminimalisasi dan mencegah makin berkembangnya kompleksitas 

permasalahan dalam pelayanan permukiman, maka diperlukan adanya 

penentuan target pada horison waktu tertentu. Proyeksi target capaian 

pelayanan dalam bidang permukiman didasari oleh beberapa landasan 

komitmen maupun regulasi secara internasional maupun nasional yang 

merepresentasikan kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang. 
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URUSAN PENATAAN RUANG 

Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan pagu dan realisasi program 

pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 4.83 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2014-2018 
 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 
Program 
Perencanaan 
Tata Ruang 

Pagu 3.700.000.000 4.082.500.000 1.942.296.505 1.774.346.000 - 
Realisasi 3.293.904.265 3.707.519.155 1.850.859.039 1.683.702.365 - 

% 89,02 90,81 95,29 94,89 - 

2 

Program 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

Pagu 400.000.000 647.672.500 428.200.995 1.383.678.500 - 
Realisasi 324.075.970 545.059.941 418.823.005 1.190.054.535 - 

% 81,02 84,15 97,80 86,01 - 

3 
Program 
Pemanfaatan 
Ruang 

Pagu - 2.869.275.000 1.929.502.500 1.669.587.500 - 
Realisasi - 2.473.737.660 1.908.510.690 1.603.721.059 - 

% - 86,21 98,91 96,05 - 

4 

Program 
Penataan 
Ruang dan 
Pertanahan 

Pagu - - - - 4.539.670.000 
Realisasi - - - - 1.037.835.080 

% - - - - 22,86 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Perencanaan Tata Ruang 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah No. 5/Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi 

Tahun 2011-2031 menjelaskan bahwa Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Provinsi 

Jawa Timur berjumlah 39 KSP.  

Pada Tahun 2015 Gubernur mengajukan 4 KSP untuk mendapatkan persetujuan 

substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Adapun RTR KSP  yang diajukan 

Persetujuan Substansinya antara lain : 

- Agropolitan Regional Bromo-Tengger-Semeru 

- Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS), Kaki Jembatan Suramadu Sisi 

Madura (KKJSM), dan Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) Tanjung Bulu Pandan 

- Agroindustri Gresik Lamongan (Gelang) 
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- Segitiga Emas Unggulan Kab. Tuban – Kab. Bojonoero – Kab. Lamongan 

Proses evaluasi teknis ke-4 KSP dalam rangka persetujuan substansi telah 

dilaksanakan terhitung mulai Bulan Agustus 2015 dengan kegiatan antara lain : 

Asistensi materi teknis sebanyak 3x di Kementerian ATR, Proses memperoleh 

rekomendasi perpetaan di BIG, Rapat BKPRN pada Tanggal 26 – 27 November 

2015, dan Rapat Clearance House di Kementerian ATR pada Tanggal 25-26 

Februari 2016.  

Pada Tahun 2017 tidak dilakukan penyusunan rencana KSP baru. Pada tahun 

tersebut dilaksanakan updating data melalui kegiatan pemaduserasian Rencana 

Tata Ruang KSP telah disusun pada tahun sebelumnya guna mempersiapkan 

proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang tentang KSP. Adapun jumlah 

kegiatan yang dilakukan updating sejumlah 3 (tiga) Rencana Tata Ruang tentang 

KSP dengan judul, (1) Pendampingan Persetujuan Substansi Kawasan Strategis 

Provinsi Agropolitan Ijen, (2) Sikronisasi Kawasan Stretegis Provinsi (KSP) 

Sendangbiru, (3) Sinkronisasi KLHS Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Agropolitan 

Wilis. Sehingga total KSP yang telah disusun hingga Tahun 2017 sebanyak 26 KSP. 

 

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) merupakan salah satu instrumen pengendalian 

pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini, instrumen pengendalian berupa 

perizinan yang diatur dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Timur 

satunya adalah Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) di kawasan pengendalian ketat. 

Dalam pelaksanaannya, Izin Pemanfaatan Ruang di kawasan pengendalian 

ketat dikeluarkan oleh Gubernur melalui proses telaah oleh Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melalui Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

dan P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu). 

 

Untuk tindak lanjutnya dilakukan  pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang 

telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang oleh Tim Pengendali. Sejak Tahun 2010 

hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan 318 Ijin 

Pemanfaatan Ruang. Jumlah IPR yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
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Timur melalui kantor P2T sangat tergantung pada pengajuan dari pihak investor, 

sehingga jumlah IPR yang terbit tiap tahunnya sangat variatif. 

 
Tabel 4.84 

Jumlah Kawasan Pengendalian Ketat yang telah Dikendalikan Tahun 2010 – 2017 
 

Tahun 
JUMLAH IPR YANG 

DITERBITKAN 

AKUMULASI JUMLAH 

IPR YANG DITERBITKAN 

JUMLAH KAB/ KOTA 

YANG MENGAJUKAN 

IPR 

2010 26 26 11 

2011 37 63 7 

2012 32 95 10 

2013 39 134 11 

2014 72 206 15 

2015 58 264 5 

2016 27 291 10 

2017 27 318 12 

Sumber Data : Kantor Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Prov Jatim 

3) Program Pemanfaatan Ruang 

Sasaran program pemanfaatan ruang yang akan dicapai adalah: 

- Meningkatnya jumlah rencana rinci tata ruang yang sudah dilakukan evaluasi 

teknis. 

- Meningkatnya jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang tersusun 

- Meningkatnya sinkronisasi program pembangunan dengan rencana umum tata 

ruang wilayah. 

 

4) Program Penataan Ruang dan Pertanahan 

Program ini bertujuan mempersiapkan dokumen-dokumen perencanaan tata 

ruang, mewujudkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata 

ruang, mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, serta melaksanakan urusan 

pertanahan lintas Kabupaten/Kota. Sasara dari program ini adalah : 

- Merumuskan kebijakan teknis penataan ruang wilayah 

- Melaksanakan pembinaan penataan ruang Kabupaten/Kota 

- Melaksanakan pemanfaatan ruang wilayah 
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- Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang wilayah 

- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas Kabupaten/Kota 

- Melaksanakan perencanaan penataan ruang Kawasan Strategis dan Lintas 

Kabupaten/Kota 

- Melaksanakan fasilitasi persetujuan substansi rencana rinci tata ruang 

Kabupaten/Kota 

- Melaksanakan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota 

- Memberikan rekomendasi penerbitan izin lokasi lintas Kabupaten/Kota 

- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

 

b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

- Belum tuntasnya proses penyusunan substansi teknis serta legalisasi dokumen 

tata ruang di Kabupaten/Kota sehingga menghambat perencanaan 

pembangunan dibawahnya seperti perencanaan RDTR yang dipakai untuk 

perijinan. 

- Belum efektifnya penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan tata ruang 

dalam pengendalian pemanfaatan ruang karena rencana detail yang dipakai 

untuk perijinan mayoritas belum direncanakan 

- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah Pertumbuhan 

ekonomi hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja, yang pada akhirnya 

menimbulkan kesenjangan antar daerah 

- Masih banyaknya Wilayah Tertinggal, yaitu wilayah yang masyarakatnya memiliki 

keterbatasan akses kepada pelayanan sosial, ekonomi dan politik serta terisolir 

dari wilayah sekitarnya 

- Belum dikembangkannya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, hal ini 

disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta kerjasama antar pelaku-

pelaku pengembangan kawasan (pemerintah, swasta, masyarakat) 

- Masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota sehingga 

terjadi kontradiksi penempatan ruang yang menimbulkan konflik antar wilayah 
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- Masih belum efektifnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang pada 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menunjang konsistensi penataan 

ruang sesuai dengan perencanan yang telah mempunyai legalitas hukum. 

 

Solusi: 

- Mengoptimalkan peran  Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan 

sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah 

- Mendorong peningkatan pemerataan pembangunan dengan percepatan 

pembangunan dan pertumbuhan wilayah melalui pembentukan sentra-sentra 

baru. 
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5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

1.5.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV JATIM 
 

Tabel 4.85 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Satuan Polisi Pamong Praja Prov Jatim 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 

TW II 

1 

Peningkatan 
Keamanan & 
Kenyamanan 

Lingkungan 

Pagu 1.392.385.000 2.260.091.520 751.850.000 930.993.250 1.189.381.000 

Realisasi 1.378.859.275 1.915.699.259 744.210.450 914.770.692 597.810.942 

% 99.03 84,76 98,98 98.26 50.26 

2 

Pemeliharaan 
Kantramtibmas & 
Pencegahan Tindak 

Kriminal (Penegakan 
Perda) 

Pagu 1.781.534.000 1.945.615.480 688.150.000 829.006.750 660.000.00 

Realisasi 1.767.435.190 1.848.450.300 656.390.207 811.018.706 230.631.200 

% 99.21 95.01 95,38 97.83 34.94 

3 

Pemberdayaan 
Masy. untuk 

Menjaga Ketertiban 
& Keamanan 

Pagu 750.000.000 721.050.000 360.000.000 440.000.000 740.000.000 

Realisasi 662.701.100 707.682,475 350.668.500 433.949.703 342.293.325 

% 88.36 98,15 97,41 98.62 46.26 

4 

Peningkatan 

Keamanan & 
Ketertiban Masy. 

Pagu 1.101.081.000 - - - - 

Realisasi 964.423.200 - - - - 

% 87.59 - - - - 

5 

Pengembangan 

dan pelatihan 
sumber daya 

anggota 

Pagu - - - - 790.000.000 

Realisasi - - - - 230.604.300 

% - - - - 29.19 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : 
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan bertujuan untuk 

terselenggaranya keamanan tempat-tempat penting dan asset pemprov. Jatim 
pengamanan unjuk rasa dan Pemilukada dan terlaksananya kerjasama antar 
daerah lintas perbatasan melalui kegiatan : 
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- Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting 
- Pengamanan Unjuk rasa di Gedung Negara Grehadi serta Kantor Gubernur 

Jawa Timur serta DPRD Provinsi Jawa Timur 
- Penyelenggaran Tramtibum: 
- Penyelenggaran Patrol Wilayah 

 
b. Uraian masing-masing kegiatan  tersebut, sebagai berikut: 

1) Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & ketentraman yg 
diselesaikansecara insedentil yang bertujuan untuk terlaksananya 
Ketenteraman dan ketertiban umumuntuk meminimalisir terjadinya 
gangguan trantibum di Jawa Timur,  yang berimbas pada ketertiban 
masyarakatdengan target renstra 5 % dari target data pelanggaran 500 
keseluruhan. Sehingga dalam Tahun 2014Pengamanan ujuk rasa, hubungan 
kerjasama dalam rangka patroli di Daerah Perbatasan serta patrol lainnya 
dengan 18 pelanggaran Terselesaikan 16 perlanggaran realisasi 88.89%. 
dengan % Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman 
yg diselesaikan mencapai 3.56% 

Tabel 4.86 
Tingkat Penyelesaian Tramtibum Tahun 2014 

NO. KAB / KOTA 
Kegiatan Tramtibum 

2014 
1. Kab. Bojonegoro dan Kab.Blora 

(RATUBANGNEGORO) 
1. 15 warung remang-remang menyediakan PSK dan 

Rumah Karaoke tanpa ijin. 
2. Proses bongkar muatan di gudang pengepulan 

bahan galian C berupa batu kapur di Daerah Tuban 
Armada yang dipakai menggunakan jasa angkut 
yang bernopolkan Kab Rembang 7 truk . 

2. Kab. Bojonegoro dan Kab. Blora Desa Sidorejo 
Kec. Padangan (RATUBANGNEGORO) 

1. penyedia Jasa Telematika/Warung Internet  
didapati 10 anak sekolah yang masih memakai 
pakaian seragam sekolah berada di bilik Warung 
Internet.  

2. di Desa Sumber Pitu dan Desa Getas Kecamatan 
Cepu Kabupaten Blora ditemui 5 aktivitas 
penambangan Galian C berupa pasir sungai 
dengan menggunakan alat mekanik 

3. Taman Seribu Lampu Jl. Ronggolawe Kec. Cepu 
Kab. Blora (RATUBANGNEGORO) 

Patroli bersama pelanggaran penegakan Perda di 
Perbatasan di Provinsi Jawa Timur dan  Provinsi Jawa 
Tengah dibidang PMKS, HO, WTS 

4. Karanganyar,  Wonogiri, Sragen, Magetan, 
Pacitan, Ngawi, Ponorogo (KARSMAPAWIROGO) 

2. dua orang pengemis (satu gelandangan dan 
satu pengamen) yang beroperasi di sekitar 
Pasar. 

1. tiga pasangan sejoli yang sedang menginap 
di Hotel Bayanan Indah di lokasi objek wisata Air 
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NO. KAB / KOTA 
Kegiatan Tramtibum 

2014 
Panas Batanan Kecamatan Sidorejo Kab Sragen. 

2. Di lokasi wisata ditemukan 5 rumah karaoke 
yang tidak berizin dan dihimbau agar pemilik usaha 
karaoke. 

3. dua pemilik warung di Desa Dawung Kec 
Jogorogo Kabupaten Ngawi yang menyediakan jasa 
Wanita Harapan Dari kedua pemilik warung 
menyediakan enam wanita  

5. Ponorogo – Pacitan (KARSMAPAWIROGO) a.  Kab. Wonogiri di Dusun Serayu Desa Mbiting Kec. 
Purwantoro 3 Hektar, ditemukan penambangan 
yang secara jelas baru ditemukan sebuah Eksavator 
tidak jauh dari lokasi. mendatangkan Kepala Desa 
belum ada rekomendasi dari Bupati dihentikan 
kegiatan sementara. 

b. Tim/Rombongan melanjutkan patroli di 
Toko/warung tempat penjual rokok, ternyata 
masih banyak rokok yang diperjual belikan yang 
tidak menggunakan cukai ada beberapa merk 
antara lain: 
1. Nuansa Baru ; 
2. Fred Super ; 
3. Pass Mild ; 
4. Cemara ; 
5. Gudang Mas. 

6. Patroli Pasca Pemasangan Plang pada Aset milik 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di 
Dupak Interchange Kelurahan Asemrowo 
Kecamatan  Asemrowo Kota Surabaya 

Pemantauan dilapangan saat ini sudah berdiri 
bangunan sebanyak 40 unit 

 Pengamanan Penutupan dan pemulangan WTS 
di Lokalisasi Gude Desa Teguhan Kecamatan 
Jiwan Kabupaten Madiun  

sebanyak 80 ( delapan puluh ) orang WTS/PSK,  1 0    
(sepuluh ) orang mucikari 

7. Pengamanan Unjuk Rasa 45 kali digedung grehadi dan kantor Gubernur Jawa 
timur 

8. Pelaksanaan Patroli wilayah di sekitar di asset 
provinsi Jawa Timur  

68 kali  

9. Pelaksanaan Pengawalan pejabat dan orang –
orang penting 

200 kali 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 
 

2) Tahun 2015 pengamanan unjuk rasa 45  kali pengamanan. pengawalan 299 kali 
pengawalan, Tramtibum 122. Seluruh kegiatan sebanyak 396 kegiatan. Dengan 
terindikasi 17 pelanggaran Terselesaikan 14 perlanggaran realisasi 82.35 
%.sehinggadengan % Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & 
ketentraman yg diselesaikan mencapai 3.29%. 
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Tabel 4.87 
Tingkat Penyelesaian Tramtibum Tahun 2015 

No Lokasi Sasaran Jenis pelanggaran Keterangan 

1. Kantor 
Gubernur, 
Grehadi dan 
DPRD Prov. 
Jatim 

Kantor 
Gubernur, 
Grehadi dan 
DPRD Prov. Jatim 

Pengamanan Unjuk rasa di 
lokasi Asset 

setahun 45 kali Pengamanan di lokasi  

2. Kec. Padangan 
dan Cepu 

Warung remang-
remang dan anak 
bolos sekolah 

terdapat lapak yang 
dikategorikan memfasilitasi 
perbuatan 
mesun/prostitusi. 

Terdapat 40 buah lapak di buat surat 
perjanjian dengan PKL 

 Desa ngoken 
dan sidorejo  

Penambang Pasir 
Liar 

Terdapat penambang pasir 
liar 

Bocor disenyalir ada yang membocorkan 
rencana kegiatan tersebut 

 Desa Cepu kab. 
Blora 

Penambang Pasir 
Liar 

Terdapat penambang pasir 
liar 

Bocor disenyalir ada yang membocorkan 
rencana kegiatan tersebut 

2. Kec. Jiwan Ds 
Pleret 

Lokalisasi Gude 
pasca penutupan 

Akibat ditutupnya lokalisasi 
Gude menyebar di lokasi 
warung persawahan   

Terdapat 24 WTS 

3. Kab. 
Bojonegoro 

Pajak Restibusi Pihak PU Bina Marga telah 
memberikan teguran 

Terdapat 3 POM Bensin yag tidak bayar 
pajak pemilik akan membayar apabila 
pihak PU Bina Marga menunjukkan 
Sertifikat Kepemilikan Tanah RUMIJA 

 Daerah PONCO Pajak Restibusi Belum mendapatkan izin Adanya POM Bensin yang 
pembangunannya belum mendapatkan 
izin  sampai sekarang pembangunannya 
terus berjalan 

   kebijakan dari Camat 
dengan memanfaatkan 
tanah milik PU Bina Marga 
yang dibutukan untuk 
pelebaran jalan dan 
normalisasi saluran air 

Jumlah 61 PKL dapat kesepakatan 

   Aset Aset nilik PU Bina Marga yang dimiliki 
seorang warga di buktikan dengan 
sertifikat atas nama Tn. Anto. 

4. Kec. Bancar 
dan Kec. 
Sarang 

Menyambut 
datangnya bulan 
suci Ramadhan 

3 orang Pelanggaran 
Asusila /Pacaran di tugu 
perbatasan 

Dipanggil diberi pembinaan 

   2 orang Indikasi PSK Dipanggil diberi pembinaan 
5 Wilayah kerja 

PU Bina Marga 
dan Dinas 
Sosial 
Mojokerto 

Asset  3 asset Kab. Mojokerto Belum dibalik nama terkendala dana 

  PBSU 2 PBSU tidak bayar 
Restribusi 

Selama 5 Tahun tidak bayar pajak 

  PKL Banyaknya lahan PU Bina 
Marga yang  di pakai PKL 60 
PKL 

Ruas Milik Jalan PU Bina Marga 

 Dinas Sosial PKL Warung remang – remang 
dan karaoke dan salon 

Menjamur 

 Wilayah kerja 
PU Bina Marga 
Kota Malang 

PBSU 3 asset tidak bayar 
Restribusi 

Belum di balik nama 

6. Kec. Gondang, 
Kec. Sine 

Warung remang-
remang, 
Bangunan liar, 
anak sekolah 

4 pelanggaran asusila Kec. Gondang diberi pembinaan 
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No Lokasi Sasaran Jenis pelanggaran Keterangan 

   4 PSK pelanggaran asusila  Di beri pembinaan 
7. Kec. Plaosan Karaoke 4 kafe di patroli 

menyediakan minuman 
keras 

Melihat perijinan, pemamfaatan tenaga 
kerja di bawa umur pemantau langsung 
tempat/kamar karaoke 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 
 

3) Tahun 2016 pengamanan unjuk rasa target 33 kali kegiatan, Pengawalan 
Pejabat Penting sebanyak 69 kali kegiatan, Patroli wilayah 136 kegiatan 
jumlah keseluruhan 138 kegiatan dengan ditemukannya pelanggaran 
sebanyak 11 pelanggaran telah terselesaikan baik melalui tindakan preventif 
non-yustisial, terselesaikan 9 pelangaran realisasi 81.82% dengan % 
Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yg 
diselesaikan mencapai 3.27% 

Tabel 4.88 
Tingkat Penyelesaian Tramtibum Tahun 2016 

NO 
PELANGGARAN  PERDA/ 

KEP KEPALA DAERAH INSTANSI TERKAIT KETERANGAN 
JENIS JMH 

1 
pemakaian tanah tanpa izin 
dan atau pemakaian tanah 
yang tidak sesuai dengan 
peruntukan . 

1 TITIK 1. Satpol PP Prov. Jatim 
2. Satpol PP Kota 

Surabaya 
3. Polsek Bubutan Kota 

Surabaya 

Penertiban (PKL) yang menempati 
Bahu Jalan/Trotoar di seputaran 
Kantor Gubernur Jalan Johar dan Jalan 
Sulung Sekolahan Kota Surabaya. 

2 
pemakaian tanah tanpa izin 
dan atau pemakaian tanah 
yang tidak sesuai dengan 
peruntukan. 

1 TITIK 1. Satpol PP,Dinas PU 
Pengairan Prov Jatim 

2. Satpol PP Kab.Polsek 
Beji Kab Pasuruan 

Bangunan di Saluran Primer Bekacak 
belum dibongkar oleh pemiliknya 9 
(sembilan) bangunan yang berada di 
Desa Gununggangsir Kecamatan Beji 
Kabupaten Pasuruan. 

3 pemakaian tanah tanpa izin 
dan atau pemakaian tanah 
yang tidak sesuai dengan 
peruntukan 

2 TITIK 
1. Biro Hukum , BPKAD 

Prov. Jatim 
2. Satpol PP,Dinas 

Perikanan dan 
Kelautan Prov. Jatim 

3. Polrestabes,Polsek 
Jambangan 

4. BPN Kota Surabaya 

Pemasangan 4 (empat) buah patok 
dan pengukuran aset/tanah milik 
Pemprov. Jatim oleh BPN Kota Sby di 
Jln Manunggal Kebonsari Kec. 
Jambangan Surabaya. 

4 Patroli Wilayah Bersama 
Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat 
Di wilayah Perbatasan Prov. 
Jatim  Prov. Jateng kab. 
Bojongeoro 

-  -  -  

5 Patroli Wilayah Trantibum 
Di Wilayah Perbatasan 
antara Kab. Ngawi Prov. 
Jatim dengan Kab. Sragen 
Prov. Jateng  

-  -  -  
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NO 
PELANGGARAN  PERDA/ 

KEP KEPALA DAERAH INSTANSI TERKAIT KETERANGAN 
JENIS JMH 

6 Patroli Wilayah Trantibum 
Di Wilayah Perbatasan Kab. 
Ponorogo dan Kab. Pacitan 
Prov. Jatim dengan Kab. 
Wonogiri Prov. Jateng  

-  -  -  

7. Patroli Wilayah Trantibum 
Di Wilayah Perbatasan Kab. 
Tuban Prov. Jatim dengan 
Kab. Rembang Prov. Jateng  

-  -  -  

8 Patroli Wilayah dalam 
rangka Pemeliharaan 
Tibumtranmas pada OBVIT 
milik Pemprov. Jatim di 
MAS - SBY 

122 Satpol PP prov. Jatim Kegiatan rutinitas yang dilakukan 
Satuan Polisi pamong Praja provinsi 
Jawa Timur terhadap tramtibum 

9 Pengamanan Unjuk Rasa 43 Satpol PP Prov. Jatim 
TNI Nasional Indonesia 
Polri 

Gedung Negara Grehadi 
DPRD Prov. Jatim 
Kantor Gubernur Jawa Timur 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 

 
4) Tahun 2017 pengamanan unjuk rasa sebanyak 43 kali kegiatan, Pengawalan 

Pejabat Penting 68 kali pengawalan, kegiatan tramtibum 83 kali kegiatan,  
jenis pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman, jumlah keseluruhan 
194 kegiatan dengan ditemukannya pelanggaran sebanyak 8 pelanggaran 
telah terselesaikan baik melalui tindakan preventif non-yustisial, terselesaikan 
7 pelanggara nealisasi 87.50%. dengan % Penanganan kasus pelanggaran 
ketertiban umum & ketentraman yg diselesaikanmencapai 3.50% 
 

Tabel 4.89 
Tingkat Penyelesaian Tramtibum Tahun 2017 

NO 
PELANGGARAN  PERDA/ 

KEP KEPALA DAERAH INSTANSI TERKAIT KETERANGAN 
JENIS JUMLAH 

1. 1. penambangan batu 
gemabal 
2. warung remang-remang 
3. Anjal (punk) 
4. asusilah di hotel 

1 Titik 
1 titik 
1 titik 
1 titik 

1. Satpol PP Prov Jatim 
2. Satpol PP Prov Jateng 
3. Satpol PP Kab Ngawi 
4. Satpol PP Kab Seragen 

1. Tampa ijin 
2. 2 PSK  
3. 3 jrigen  6 minuman oplosan 
4. 3 anjal 
5. 10 pasangan identitas 

2 1. Tempat Hiburan malam, 
warung remang-remang 

2. Penambang galian c 
berupa pasir dan batu 
seluas 21, 71 hektar 

7 titik 
 
1 titik 

1. Satpol PP Prov Jatim, 
Prov Jateng 

2. Satpol PP Kab Magetan, 
Satpol PP Kab 
Karanganyar 

3. Sub Denpom, Kodim 
Magetan 

4. Polres Magetan 

1. 30 orang 4 diataranya 
melakukan praktek pristitusi 

2. Menyalagunakan izin galian 
proses barang bukti bukti 

3 - Penambangan tanpa izin. 
- Pencegahan dan 

3 lokasi 1. Satpol PP Prov Jatim 
2. Satpol PP Prov Jateng 

1. 2  titik sebayak  penambang 
tidak berizin (penutupan) 
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NO 
PELANGGARAN  PERDA/ 

KEP KEPALA DAERAH INSTANSI TERKAIT KETERANGAN 
JENIS JUMLAH 

. penanggulangan HIV/AIDS. 
- PKL meluber 

3. Satpol PP Kab 
Bojonegoro 

4. Satpol PP Kab Bloro 

2. Tempat warung remang-remang 
menyediakan PSK sebanyak 15 
tempat  

3. 1 Titik pasar/PKL 
4 - Tempat hoburan/karaoke 

- Lokalisasi  

30 titik l 1. Satpol PP Prov Jatim 
2. Satpol PP Kab. rembang 
3. Satpol PP Kab Tuban 
4. Polres tuban, Kodim 
5. Sub Den POM AD 

1. Dari 12 orang teridikasi 3. PSK , 
4 perselingkuan, dan penyitaan 
alat karaoke proses 
persidangan. 

6 Reklamasi oleh perkumpulan 
nelayan yang ada di Desa 
Kemantren, Kec. Paciran, 
Kab. Lamongan sepanjang 
satu kilometer dari tepi laut. 

1 titik 1. Satpol PP Prov Jatim 
2. Satpol PP Kab 

Lamongan 

Tampa adanya ijin pendirian 
koperasi diarakan untuk berijin 
diartidak terjadi permasalah 
dikemudian hari 

7
. 

Reklamasi yang dilakukan 
oleh PT. Budiono Bangun 
Persada Desa Tlanakan 
Kecamatan Tlanakan 
Kabupaten Pamekasan,  

1 titi 1. Satpol PP Prov Jatim 
2. Satpol PP Kab 

Pamekasan 

Tampa ijin dengan terdapat 10 
bagunan  

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 

 
c. Capaian penyelesaian tramtibum Tahun 2014 s.d 2017 dapat terhadap indikaror 

sasaran dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.90 
Penyelesaian Tramtibum Tahun 2014 s.d 2017 

No Indikator Sasaran target Capaian 
2014 2015 2016 2017 

1. 

%Penanganan kasus 
pelanggaran ketertiban 
umum & ketentraman yg 
diselesaikan 

5 % 3.56 3.29 3.27 3.50 

 

 

 

 

 

 

 

          

   Gambar 4.13 Capaian Kinerja Tahun anggaran PertahunTahun 2014 s.d 2017 
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2.  Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Pelanggaran 

Perdabertujuan untuk menimalisir pelanggaran Perda dan Perkada yang terdiri dari 

pendataan pelanggaran perda serta penyuluhan terhadap masyarakat yang 

melanggar Perdadari  Tahun 2014 sampai 2018 ditunjang dengan kegiatan 

Penegakan Peraturan Daerah. 

a. Uraian kegiatan  tersebut, sebagai berikut: 

Penurunan kasus pelanggaran perda secara insedentil maupun berkala yang 

bertujuan untuk terlaksananya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan 

pelaksanaannyauntuk meminimalisir terjadinya gangguan trantibum di Jawa 

Timur,  yang dilakukan secara preemtif, preventif dan represif non yustisial 

penertiban terhadap Kegiatan Masyarakat/Badan usaha terkait Pertambangan 

Tanpa Izin (PETI) termasuk Galian C, Asset Prov, Jatim, Minuman beralkohol, WTS 

dan penggunaan sempadan jalan oleh PKL yang berimbas pada kerusakan 

sebagai berikut : 

Berdasarkan target Restra penurunan pelanggar Perda sebesar 250 pelanggar per 

tahun, pada Tahun 2014, terselesaikan 149  pelanggaran dengan realisasi 59.60% 

. Tahun 2013, beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Jawa Timur pelanggaran yang terselesaikan 131  

pelanggaran dengan realisasi 52.40%. dengan % Penurunan Kasus Pelanggaran 

Perda Provinsi Jawa Timur sebesar 13.74%. 

Tabel 4.91 
Jenis Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2014 

NO 
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH / KEPUTUSAN KEPALA 

DAERAH KETERANGAN 
JENIS JUMLAH 

1 Pemakaian tanah tanpa izin dan atau 
pemakaian tanah yang tidak sesuai 
dengan peruntukan yang tercantum 
dalam surat izin dapat dikenakan sanksi 
administrasi berupa pencabutan izin dan 
pembongkaran atau penghentian 
pemakaian tanah. 

10 Bangunan liar yang 
menempati Trotoar 
Jalan, di jalan Letjend 
Sutoyo Waru 
Kabupaten Sidoarjo 

 PENERTIBAN 

2 Mengganggu ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat, Operasi 
penertiban cafe/warung remang-remang 
yang menempati Stand Pasar Baru Krian 
Kabupaten Sidoarjo, dengan menutup 

sebanyak 17 (tujuh 
belas) cafe/warung 
remang-remang 

Semua cafe/warung yang ditempeli 
stiker/segel yang bertuliskan penghentian 
sementara, bangunan/ tempat/ kegiatan 
usaha ini dihentikan sementara terkait 
pelanggaran pasal 80 Perda Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Kepariwisataan. 
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NO 
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH / KEPUTUSAN KEPALA 

DAERAH KETERANGAN 
JENIS JUMLAH 

3.   Kegiatan penambangan pasir secara liar 
yang mengakibatkan kerusakan 
lingkungan dan sarana prasarana 
pengairan termasuk penambangan 
tanpa izin dan mengunakan 
mesin/Mekanik 

ditemukan sebanyak 
11 (sebelas) mesin 
penyedot pasir dari 5 
(lima) titik 
penambangan; 

Lokasi operasi penertiban di Desa Badal 
Pandean Kecamatan Ngadiluwih 
Kabupaten Kediri,  
 

 4  Pemantauan dan Pengamanan Aset milik 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

 berupa 1 (satu) buah 
rumah dinas, 

Penghentian pembongkaran aset berupa 1 
(satu) buah rumah diatas tanah di Jalan 
Jakarta Nomor 2 Malang. yang di bongkar 
oleh penghuninya Sdri. SRI INDRAYATI 

 5  Pengamanan Aset milik Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur rumah dinas milik 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
Jalan Lohor  Batu Komplek UPT Materia 
Medica , 

 berupa rumah 1 
(satu) buah 

Pengosongan Rumah Dinas Jalan Lohor  
Batu yang terletak di Komplek UPT Materia 
Medica Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur di huni oleh Sdri. Paula bersama 
keluarga 

6 Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur yang keluar pada jam kerja. 

4 orang Operasi Penertiban Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur yang keluar kantor 
pada jam kerjadengan sasaran Pusat 
Grosir Surabaya, Pusat Grosir 

 7 Penertiban Pemakaian Kandaraan Dinas 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur Dalam Rangka Memperingati Hari 
Idul Fitri 1435 H 

33 SKPD Roda 4 
sebanyak 78 unit. 
Roda 2.  341 (tiga 
ratus empat puluh 
satu) unit 

1. Kendaraan Dinas roda 4, dari jumlah 438 
(empat ratus tiga puluh delapan) unit, yang 
masuk berjumlah 354 (tiga ratus lima puluh 
empat) unit (91,96 %). 

2. Kendaraan Dinas roda 2, jumlah 638 
(enam ratus tiga puluh delapan) unit, 
yang masuk berjumlah 171 (seratus tujuh 
puluh satu) unit (26,80 %).  

 8  Kegiatan penambangan pasir secara liar 
yang mengakibatkan kerusakan 
lingkungan dan sarana prasarana 
pengairan termasuk penambangan 
tanpa izin dan mengunakan 
mesin/Mekanik 

6 lokasi Lokasi di Desa Lengkong Kecamatan 
Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, dengan 
hasil operasi telah ditemukan sebanyak                 
6 (enam) mesin penyedot pasir berikut 
peralatannya 

 9 Penertiban dan pengendalian HIV/AIDS 
dan pengendalian serta pengawasan 
peredaran minuman beralkohol 
 

1. sebanyak 315 (tiga 
ratus lima belas) 
botol. 

2. 279 (Dua ratus 
tujuh puluh 
sembelan) botol 

1. penertiban telah menyita berbagai jenis 
minuman beralkohol dari Penjual yang 
tidak memiliki izin sebanyak 315 (tiga 
ratus lima belas) botol, dan menjaring 
perempuan sebagai pramusaji di Caffe 
dengan pelangaran karena tidak bisa 
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) sebanyak  8 (delapan) orang. 

2. Penertiban dan pengendalian HIV/AIDS dan 
minuman beralkohol di Kabupaten Gresik. 
Di Desa Prambangan, Gulo Mantu, Ngipek, 
Kebomas, Desa Abar Abir Bungah, Desa 
Pongangan dan Desa Suci Manyar, Desa 
Tirem Duduksampeyan. 

 10. Kegiatan penambangan pasir secara liar 
yang mengakibatkan kerusakan 
lingkungan dan sarana prasarana 
pengairan termasuk penambangan 
tanpa izin dan mengunakan 
mesin/Mekanik 

16 (enam belas) unit 
mesin penyedot pasir 

dilakukan di Desa Brenggolo Kecamatan 
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan 
mendapatkan 16 (enam belas) unit mesin 
penyedot pasir, 

 11 Pencegahan dan penanggulangan sebanyak 80 (Delapan Pengamanan Penutupan dan pemulangan 
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NO 
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH / KEPUTUSAN KEPALA 

DAERAH KETERANGAN 
JENIS JUMLAH 

HIV/AIDS. puluh ) orang 
WTS/PSK,  10 
(sepuluh) orang 
mucikari 

WTS di Lokalisasi Gude Desa Teguhan 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun  

 
 12 Penertiban Penghuni Rusunawa 

Gunungsari Surabaya yang nunggak 
pembayaran rekening Listrik, PDAM dan 
Sewa  

Pengamanan barang 
milik daerah. 

 

 13 Kegiatan penambangan pasir secara liar 
yang mengakibatkan kerusakan 
lingkungan dan sarana prasarana 
pengairan termasuk penambangan 
tanpa izin dan mengunakan 
mesin/Mekanik 

5 (lima) set Mesin 
penyedot Pasir 

Penertiban Penambang Pasir liar yang 
menggunakanMesin/Mekanik di Daerah 
Aliran Sungai Brantas wilayah Kabupaten 
Tulungagung di Desa Banjarsari Kec Ngantru  
menemukan 2 (dua) set Mesin penyedot 
Pasir dan di  Batokan Kec Ngantru  
menemukan 3 (tiga) set mesin penyedot pasir 

 14 Pemasangan Plang pada Aset milik 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang 
berada di Dupak Interchange Kelurahan 
Asemrowo Kecamatan  Asemrowo Kota 
Surabaya 

berdiri bangunan 
sebanyak 40 unit 

 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 
 

Tahun 2015 sebanyak 5 Perda 18 kali kegiatan dengan target 250 pelanggar terselesaikan 

154 pelanggaran realisasi 61.60% . Tahun 2014, beberapa Kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur terselesaikan 149  

pelanggaran terealisasi 59.60%. dengan % Penurunan Kasus Pelanggaran Perda Provinsi 

Jawa Timur   3, 69 %. Jenis pelanggaran sebagia berikut : 

Tabel 4.92 
Jenis Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2015 

No Lokasi Jenis pelanggaran Barang Bukti Keterangan 
1 3 4 5 6 
1 Jln Sikatan 10, 

10 A, 10 B 
Jln Krembangan 
Barat 31/32, 
34,36 

Pengelolaan Barang 
Milik Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 

1. Rumah yang dihuni Janda 
alm. Suharso Jalan Sikatan 
10 ; 

2. Rumah yang dihuni Janda 
alm. Hoediono Jalan Sikatan 
10 A; 

3. Rumah yang dihuni Janda 
alm. Abduk Majid Jalan 
Sikatan 10 B; 

4. Rumah yang dihuni Janda 
alm. Sumadi Jalan 
Krembangan Barat 31/32; 

5. Rumah yang dihuni Janda 
alm. Aries Munandar Jalan 
Krembangan Barat 34; 

6. Rumah yang dihuni Janda 
alm. Amir Adam Jalan 
Krembangan Barat 36 

1. Dari 6 (enam) unit yang 
rencananya untuk ditertibkan 
padapelaksanaanya hanya 3 
(tiga) unit yaitu : 
a. Rumah Jalan Sikatan 10 B; 
b. Rumah Jalan Krembangan 

Barat 34 
c. Rumah Jalan Krembangan 

Barat 31/32 
2. Untuk 3 (tiga) unit yang 

belum ditertibkan terkendala 
adanya proses hukum yang 
diajukan oleh penghuni, 
dalam hal ini mengajukan 
tuntutan PTUN dan PN 
Surabaya berkaitan masalah 
gantirugi yang tidak sesuai 
besarannya. 
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No Lokasi Jenis pelanggaran Barang Bukti Keterangan 
1 3 4 5 6 
2 Desa Dukoh Lor 

Kec Malo 
Pengendalian Usaha 
Pertambangan Bahan 
Galian Golongan C 
Pada Wilayah Sungai di 
Prov. Jatim 

memusnahkan sebanyak9 
(sembilan) mesin diesel milik 
penambang 

petugas memusnahkan sebanyak9 
(sembilan) mesin diesel milik 
penambang dengan cara dirusak 
kemudian dihanyutkan ke dalam 
sungai 

3 Desa Kaliwungu, 
Desa Pulotondo, 
Desa 
Sambirobyong 

Pengendalian Usaha 
Pertambangan Bahan 
Galian Golongan C 
Pada Wilayah Sungai di 
Propinsi Jawa Timur 

Operasi Penertiban Kab. 
Tulungagung telah 
menemukan9 unit mesin 
penyedot pasir berikut 
peralatannya yang ditinggal 
pemiliknya; 
 

dengan rincian 3 ponton dan 9 
Mesin berikut peralatannya 
yang berasal dari Desa 
Kaliwungu 1 ponton 3 mesin, 
Desa Pulotondo terdapat 1 
(satu) ponton 3 (tiga) mesin, 
Desa Sambirobyong 1 (satu) 
ponton 3 (tiga) mesin, yang 
semuanya terpasang di pinggir-
pinggir sungai  

4 Tanggul Saluran 
Kebonsari Anak 
Kali Wrati/Kali 
Kambing Gempol  

Pengendalian 
Pemakaian Tanah  
Dl Lingkungan 
Pemerintah Propinsi 
Jawa Timur 

Operasi penertiban Bangunan 
Ilegal yang menempati di 
sepanjang Tanggul Saluran yang 
terdiri dari Warung dan Rumah 
tempat tinggal sebanyak 70 
bangunan 

Dalam pelaksanaan penertiban 
sudah melalui beberapa tahapan 
berupa sosialisasi, peringatan I, 
II dan III, sehingga para 
penghuni sudah banyak yang 
sukarela mengosongkan dan 
sebagian sudah dibongkar 
sendiri 

5 wilayah 
Kecamatan 
Duduksampean, 
Benjeng, Cerme 
dan Menganti. 

Pengendalian dan 
Pengawasan Peredaran 
Minuman Beralkohol 

Dari hasil operasi penertiban 
tersebut telah disita / dibawa: 
- 5 VCD Player dan 6 buah 

Microphone 
- Minuman beralkohol 

meliputi : 
- 149 botol Minuman keras 

dari beberapa merk  
- 10 orang penghuni warung 

tanpa bisa menunjukkan 
KIPEM 

semua barang hasil penertiban 
beserta penduduk yang tidak 
bisa menunjukan KIPEM dibawa 
ke Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Gresik 

6. Surabaya Himbauan Larangan 
Pemakaian Kendaraan 
Dinas Untuk Mudik 
Lebaran 

a. Kendaraan Dinas roda 4, 
dari jumlah 492 unit, yang 
masuk berjumlah 405 unit 
(82,32 %). 

b. Kendaraan Dinas roda 2, 
dari jumlah 630  unit, yang 
masuk berjumlah 152 unit 
(24,13 %).  

dilakukan pencocokan data yang 
telah disampaikan SKPD dengan 
meninjau secara langsung 
tempat Kendaraan Dinas 
ditempatkan di garasi, terdata 
secara keseluruhan dan, 
melakukan pemantauan 
penggunaan Kendaraan Dinas di 
fasilitas umum yang ada di Kota 
Surabaya 

7. Dusun Blimbing 
Desa Jeli 
Kecamatan 
Karangrejo 

Kegiatan 
penambangan pasir 
secara liar yang 
mengakibatkan 
kerusakan lingkungan 
dan sarana prasarana 
pengairan termasuk 
penambangan tanpa 
izin 

menemukan sebanyak    3 
(tiga) mesin penyedot pasir, 16 
(enam belas) drum tongkang 
dan 2 (dua) pipa penyedot air 

1. Operasi penertiban 
penambang pasir liar yang 
menggunakan mesin  di 2 
titik lokasi yang beradadi 
Desa Jeli Kec. Karangrejo 
Kab. Tulungagung; 

2. Dari3 unit mesin penyedot 
pasir beserta peralatan 
tersebut dititipkan                   
diKantor Polres Kab 
Tulungagung sebagai barang 
temuan 
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No Lokasi Jenis pelanggaran Barang Bukti Keterangan 
1 3 4 5 6 
8. Dusun 

Karangbangkal, 
Desa Karangrejo 
Kecamatan 
Gempol hingga 
Desa 
Gununggangsir 
Kecamatan Beji 

Terhadap pemakaian 
tanah tanpa izin dan 
atau pemakaian tanah 
yang tidak sesuai 
dengan peruntukan 
yang tercantum dalam 
surat izin 

dengan jumlah 166 bangunan 
berupa bangunan warung dan 
tempat tinggal 

Dari 166 bangunan sebagian 
sudah dibongkar oleh 
pemiliknya sendiri sebanyak 90 
unit, sehingga petugas tinggal 
menertibkan sisa bangunan 
sebanyak 76 unit, sedang  2 unit 
bangunan berupa rumah 
tempat tinggal mempunyai 
Sertifikat masih mengajukan 
upaya hukum 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 
 

Tahun 2016 Penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 

pelaksanaanya sebanyak 7  perda dengan 11 kegiatan di 21 titik lokasi dengan target 250 

pelanggar, ditangani 166 pelanggar, realisasi 66.40%. dengan % Penurunan Kasus 

Pelanggaran Perda Provinsi Jawa Timur 7, 79 %. jenis pelanggaran sebagai berikut : 

Tabel 4.93 
Jenis Pelanggaran Perda Tahun 2016 

Katagori Kasus Tahun 2016 Tahun 2017 

Perda Prov.Jatim 
Nomor 7 Tahun 2005 
Tentang  
Pengendalian 
Pemakaian Tanah di 
Ling Pem Prov.Jatim 
Pergub Jatim Nomor 
49 Tahun 2016 
Tentang Pedoman 
Pemberian Izin 
Bldang Energi Dan 
Sumber Daya Mineral 
di Jawa Timur 

1. Operasi Penertiban Pedagang Kaki 
Lima (PKL) yang menempati Bahu 
Jalan/Trotoar di seputaran Kantor 
Gubernur Jalan Johar dan Jalan 
Sulung 

1. penambangan pasir di Kabupaten 
Lumajang dengan target sasaran di 
daerah Kec. Klakah, Kec. Candipuro, Kec. 
Pasirian, dari semua wilayah masih aktif 
melakukan kegiatan penambangan liar, 1 
(satu) hari bisa sampai ± 700 truc,alat 
yang digunakan Beckgo untuk menguruk 

2. Penertiban 9 bangunan liar yang 
menempati tanggul/sempadan di 
Saluran Primer Bekacak Kabupaten 
Pasuruan 

2. 15 (lima belas) bangunan liar dibantaran 
sempadan Sungai Kali Semboro di 
Wilayah Kec.Semboro Kabupaten Jember 

 3. Pemantauan, sosialisasi dan 
pemberian surat peringatan 
bangunan yang menempati saluran 
Kali Pateguhan sebanyak ± 553 
bangunan permanen berupa hunian 
tempat tinggal dan Penertiban 
Bangunan Liar di Sepadan Saluran 
Pateguhan Kabupaten Pasuruan  

3. Penambangan Ilegal di wilayah 
Kabupaten Mojokerto (Dusun kletek 
dan Dusun Pangi Desa Boureno Kec. 
Jatirejo 

 4. Pemasangan patok dan pengukuran 
aset/tanah milik Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur serta kegiatan patroli 
wilayah pasca pemasangan patok 
dan pengukuran pada aset/tanah 
milik Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur yang terletak di jalan 
Manunggal Kebonsari Kecamatan 

4. Pertambangan Batu Kapur bertempat di 
Desa Senori Kec. Merakurak Kab. Tuban 

5. Penambang Pasir liar berupa pasir laut 
yang dilakukan oleh masyarakat, yang 
berlokasi di Pantai Desa Margosuko Kec. 
Bancar Kab. Tuban 
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Katagori Kasus Tahun 2016 Tahun 2017 

Jambangan  Surabaya  
 5. Sosialisasi Penertiban dan 

Pemberian Surat Peringatan II, Surat 
Peringatan III dan Surat Pernyataan 
dan pembersihan/penertiban 76 
bangunan liar di sempadan saluran 
Semboro  Kabupaten Jember . 

6. berjumlah 13 (tiga belas) bangunan, 7 
(tujuh) bangunan sudah beroperasi 
(warung kopi) dan yang lain masih 
berupa patok-patok dari bambu untuk 
pondasi  Kab. LamonganPembongkaran 
serta penutupan sementara sampai 
proses selesai 

7. Reklamasi yang dilakukan oleh PT. 
Budiono Madura Bangun Persada Desa 
Tlanakan Kecamatan Tlanakan 
Kabupaten Pamekasan 

 6. Penertiban 4 Banguan Liar di 
Bantaran Sungai Kali Bangkalan 
(Besel Tunjung) Kabupaten 
Bangkalan dan pemasangan Plang 
Tanda Larangan. 

8. Bangunan liar disempadan sungai 
semboro dengan Penertiban 6 bangunan 

9. penambangan Ilegal di penambangan 
Liar di Kali Petung Desa Bajang Kec. 
Gondang Wetan penambangan Liar di 
Kali Petung Desa Bajang Kec. Gondang 
Wetan dan penambang pasir Liar di 
sungai Walang Desa Tambakrejo, Kec. 
Kraton, Kab. Pasuruan, 

10. Bangunan Liar berdiri diatas Lahan 
Kebun Tosari Kec. Tosari Ka. Pasuruan 
(Aset Milik Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Prov.Jatim) Proses 
penyidikan terhadap 12 bangunan 

  11. Sosialisasi dan Surat Peringatan 
warga yang menggunakan tanah 
sempadan saluran Sekunder Pirang di 
Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. 
Bojonegoro sebanyak 143 bangunan 
permanen dan semi permanen. 

  12. Sosialisasi dan pemberian surat 
peringatan II, kepada warga yang 
menggunakan tanah sempadan saluran 
sekunder pirang milik Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur di Desa Sukorejo 
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten 
Bojonegoro sebanyak 143 bangunan  
berupa bangunan permanen dan semi 
permanen. 

  13. melaksanakan tugas operasi penertiban 
bangunan liar yang berdiri diatas Saluran 
Skunder Karah Kota Surabaya sebanyak 
17 bangunan, merupakan bangunan 
permanen yang digunakan untuk tempat 
usaha dan tempat tinggal 

  14. Penyelidikan Penambangan Galian C  
Penambangan Galian C  Ilegal yang 
berlokasi di Bendung Padi Pomahan pada 
aliran Sungai Pikatan Mojokerto, 

  15. penyelidikan penanganan pengaduan 
masyarakat terkait penggalian tanah dan 
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pasir bantaran Kali Bengawan Madiun di 
Desa Cabean Kecamatan Sawahan 
Kabupaten Madiun 

  16. penertiban bangunan liar di Saluran 
Sekunder Pirang Kiri Desa Sukorejo 
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten 
Bojonegoro sebanyak 143 bangunan 
berupa bangunan permanen dan semi 
permanen 

  17. pengaduan masyarakat terkait usaha 
pertambangan galian golongan C ilegal di 
Desa Girik, Kecamatan Ngimbang, 
Kabupaten Lamongan 

  18. penutupan/penyegelan tambang bahan 
galian C bertempat di Kel. Gratitunon 
Kec. Grati Kab. Pasuruan 

Perda 5 Tahun 2009 
tentang 
PengelolaanBarang 
Milik Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 

1. Pengamanan Aset Milik Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur di Perumda 
Balongsari Praja Kelurahan 
Balongsari Kecamatan Tandes Kota 
Surabaya sebanyak 10 bangunan . 

 

 2. pengamanan aset Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur terkait 
penyampaian pendapat dimuka 
umum dari Lembaga Swadaya 
Masyarakat Gabungan Rakyat 
Demokrasi Indonesia, bertempat di 
Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya 

 

Peraturan Daerah 
Prov. Jatim No 1 Thn 
2005 Tentang 
Pengendalian Usaha 
Pertambangan Bahan 
Galian Golongan C 
Pada Wilayah Sungai 
di Prov. Jatim 

1. Investigasi aktivitas tambang galian 
C Kabupaten Jombang dengan hasil 
Di Desa Ploso Genok Kec. Perak 
sudah tidak ada aktivitas 
penambangan dan tinggal bekas 
lubang – lubang galian yang ditinggal 
para Penambang tanpa direklamasi 
disinyalir tidak berijin, yang 
mengakibatkan tewasnya 4 (empat) 
orang anak SD 

1. penambangan Ilegal di sepanjang 
sungai Brantas wilayah Perbatasan 
Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten 
Tuban 

2. Penegakan Perda Pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama Kab Ngawi 
Provinsi Jawa Timur dengan Kab. 
Sragen Provinsi Jawa Tengah  

2. Sosialisasi dan pemberian Surat 
Peringatan III, kepada warga yang 
memakai Sempadan Saluran milik 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan 
Karah Surabaya sebanyak 17 bangunan  
berupa bangunan permanen dan semi 
permanen 

 3. Operasi bersama Penertiban 
penambang Pasir Liar yang 
menggunakan mesin/mekanik di 
DAS Bengawan Solo wilayah Kab. 
Bojonegoro 

3. ditemukan satu industri yakni Pabrik PT. 
Gaweredjo Industri Pewarnaan Tekstil 
Jalan Raya Mastrip Kebraon, Karang 
Pilang, Kota Surabaya membuang limbah 
cair tanpa diolah 
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Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur 
Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pengendalian 
dan Pengawasan 
Peredaran Minuman 
Beralkohol 
 

4. Operasi penertiban peredaran 
minuman beralkohol di Dusun Krajan 
Desa Prunggahan Kulon Kec 
Semanding Kabupaten Tuban  
dengan hasil 546 (lima ratus empat 
puluh enam ) liter Arak 

4. operasi penertiban peredaran minuman 
beralkohol di wilayah Kabupaten Kediri 
sebanyak 34 botol berupa minuman 
beralkohol dari berbagai merk dan 12 
orang pemandu lagu serta 2 orang tidak 
biasa menunjukkan kartu identitas 

 5. Operasi penertiban peredaran 
minuman beralkohol di Kecamatan 

Menganti, Kedamean, Driyorejo dan 
Kebomas Kabupaten Gresik  dengan 

hasil 153 botol minuman beralhol 

5. di Jalan KH. Hasan Gg Rejeki No. 53, tim 
gabungan mengamankan 11 (sebelas) 
botol aqua dan 3 (tiga) plastik ukuran 1 kg 
isiarjo (arak jowo);  
di Jalan Ikan Hiu Kel Mayangan Kec. 
Mayangan, mengamankan12 (sebelas) 
botol aqua isiarjo (arak jowo); rumah 
Milik Ibu Sri di Jalan Banda Kelurahan 
Kauman Kec. Mayangan digunakan untuk 
warung dan tempat untuk karaoke, 
mengamankan 29 (dua puluh sembilan) 
botol uk.minuman keras jenis arjo (arak 
jowo). 

 6. Pembinaan dan Sosialisasi Perda tentang 
Pengendalian dan Pengawasan 
Peredaran Minuman Beralkohol di Kab. 
Tulungagung dan perda tentang 
Pengendalian dan Pemakaian Tanah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur di Kab. Situbondo 

6. operasi penertiban bersama dalam 
rangka penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 
tahun 2014 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol 
di wilayah Kabupaten Magetan 

 7. Penegakan Pereda daerah perbatasan  
Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur 
dan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa 
Tengah dengan hasil sebanyak 3 (tiga) 
Pekerja Seks Komersial  2 (dua) Orang 
penjual Miras 

 

Perda 9 Th 2007 
tentang Penataan 
Sempadan Sungai Kali 
Sby dan Kali 
Wonokromo 

Penertiban/pembongkaran bangunan tanpa 
ijin sebanyak 40 bangunan di sepanjang 
Stren Kali Jagir Wonokromo Surabaya 

 

Perda 2 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan 
Pengendalian 
Pencemaran Air di 
Provinsi Jawa Timur 

• Sidak Susur Sungai  memeriksa perijinan, 
meninjau ke pengolahan limbah yang akan 
di buang ke Kali Surabaya, sudah 
memenuhi standart baku mutu air yang 
sudah ditentukan berdasar hasil lab, 
Pengambilan sample limbah cair  di :  
- PT. Sari Mas Permai (memproduksi 

minyak goreng curah), yang beralamat di 
Jl. Warugunung 23 Surabaya 

- PT. Royal Oriental Raplastex 
(memproduksi Plastik/Oskar), di Jl. Raya 
larangan Driyorejo 

- Ud. Cahaya Plastik (penghancur/ 
pencacah plastik) di Desa Patuk Pulo, 
Krian Sidoarjo 
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 • Sidak Susur Sungai memeriksa perijinan, 
meninjau ke pengolahan limbah yang akan 
di buang ke Kali Surabaya, sudah 
memenuhi standart baku mutu air yang 
sudah ditentukan berdasar hasil lab, 
Pengambilan sample limbah cair  : 
- PT. Steel Pipe Industry of Indonesia 

(SPINDO III) yang berlokasi di Jl. Raya 
Mastrip, Kec. Warugunung Surabaya 

- PT. Kasmaji Inti Utama yang berlokasi di 
Jl. Raya Jetis Kab. Mojokerto 

• Susur Sungai Bengawan Solo dalam rangka  
Kongres Sungai Indonesia II di KPH 
Padangan Kab. Bojonegoro  

 

Perda 8 Th 2016 
Tentang 
Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan 

 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing PT. Pei Hai 
Internasional Wiratama Indonesia Komplek 
Ruko Villa Bukitad Blok RE No. 22 Jl. H. 
Abdul Akan Siamin dan PT. Maspion Jalan 
Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya pada 
tanggal 20 Desember 2016 dan di PT. 
Mustika Dharmajaya Jl. Raya Industri No. 
678 Ds. Betro Sedati Sidoarjo dan PT. 
Dharma Kayu Indonesia Jl. Raya Bypass 
Krian KM 28.8 Sidoarjo  

 

 

Tahun 2017 penanganan kasus pelanggaran perda sebanyak  24 kegiatan di 28 titik lokasi 

dengan 250 pelanggaran dengan diselesaikan sebanyak 200kasus pelanggaran realisasi 

80 %. dengan % Penurunan Kasus Pelanggaran Perda Provinsi Jawa Timur 20.48%. 

 

b. Penurunan Kasus Pelanggaran perda Tahun 2014 s.d 2017 dilihat pada tabel 
berikut. 

 
Tabel 4.94 

Penurunan Kasus Pertahun 
Tahun 2014 s.d 2017*) 

No Indikator Sasaran 
Realisasi Penurunan 

2014 2015 2016 2017 

1. Persentase penurunan kasus 
pelanggaran Perda 13.74 % 3.69 % 7,79% 20.48% 
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Gambar 4.14 GrafikPenurunan Kasus PertahunTahun 2014 s.d 2017*) 
 
 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 

bertujuan : 

1) Mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang 

mampu melindungi seluruh warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan 

keamanan masyarakat serta peningkatan kemampuan anggota Satpol PP dan 

Linmas dalam deteksi dini dalam penanganan bencana adapun bentuk kegiatan: 

a) Rakor Kegiatan Peningkatan  KemampuanKesiapsiagaan Satuan Linmas dan 

dalam Tanggap Darurat Bencana dan Penyelenggaraan Pam Swakarsa. 

b) Simulasi Peningkatan  Kesiapsiagaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam 

Tanggap Darurat Bencana serta Penyelenggaraan Pam Swakarsa. 

c) Pemantauan kesiapsiagaan Satuan Linmas dan Masyarakat  dalam 

menghadapi bencana dan Penyelenggaraan Pam Swakarsa.  

d) Sosialisasi dan Koordinasi  ke Kabupaten/Kota terkait  peran Satuan Linmas 

dalam penanganan bencana dan Penyelenggaraan Pam Swakarsa 

e) Konsultasi ke Ditjen PUM terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan 

Masyarakat 

 

2) Uraian masing-masing kegiatan  tersebut, sebagai berikut : 
a. Berdasarkan target Renstra Persentase Anggota Satlinmas dan masyarakat 

yang bersertifikat  dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, penanggulangan 

bencana target awal Renstra sebesar 5% Satlinmas atau di akhir renstra 

sebanyak 3500 orang atau 25%. anggota Satlinmas yang terlatih atau 

bersertifikat di tahun 2014 dari Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk 
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Menjaga Ketertiban dan Keamanan yang terdirikegiatan Pam sawakarsa 

(community policing) dan potensi anggota linmas dalam rangka penanganan 

bencana yang bersertifikat sebanyak 300 orang dengan target 500 orang 

terealisasi 60 % dari target. Capaian kinerja terhadap target Anggota 

Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat di Jawa Timur  sebesar 8.57 % 

Tabel 4.95 
Data Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 

No. Uraian Tugas Lokasi Jlh Keg 

1 2 4 5 

1 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur 
Tahun 2014 

Bakorwil Malang Tahun 2014 70 org 

2 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur  

Bakoril Pamekasan 70 org 

7 
Peningkatan Peran dan Kesiapan Satuan Linmas dalam 
Mendukung Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres  

Hotel Utami Jl Raya Juanda 
Sidoarjo Tahun 2014 

80 Org 

8 
Peningkatan Kesiapsiagaan Satuan Linmas dan Masyarakat 
dalam  Tanggap Darurat  Bencana 

di Hotel Tretes Raya Jl. Malabar 
168 – 169 Tretes, Prigen Pasuruan 

80 Org 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 

 
b. tahun 2015 Satlinmas yang bersertifikat  dalam pelaksanaan tugas PAM 

Swakarsa, penanggulangan bencanasebanyak 480 orangdengan target 600 

orang realisasi sebesar 80%.Maka Capaian kinerja Anggota Satlinmas dan 

masyarakat yang bersertifikat  dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, 

penanggulangan bencana terhadap target 5% sebesar 13.71%. 

Tabel 4.96 
Data Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 

No. Uraian Tugas Lokasi Jlh Keg 

1 2 4 5 

1 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur 
Tahun 2015 

Bakorwil Malang 60 org 

2 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur 
Tahun 2015 

Kec. Saman Kulon Kab. Blitar 60 org 

3 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur 
Tahun 2015 

Kec. Licin Kab. Banyuwangi 60 org 

4 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur 
Tahun 2015 

Bakorwil Bojonegoro 60 org 

5 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur 
Tahun 2015 

Desa. Trowulan kec. Trowulan 
Kab. Mojokerto 

60 org 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-210 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

No. Uraian Tugas Lokasi Jlh Keg 

1 2 4 5 

6 
Simulasi Kesiapsiagaan Satuan Linmas dan Masyarakat 
dalam Tanggap Darurat Bencana di Jawa Timur Tahun 
2015. 

Tempat Kegiatan Simulasi 
Lapangan Wisata Dander 

60 
orang 

7 
Simulasi Kesiapsiagaan Satuan Linmas dan Masyarakat 
dalam Tanggap Darurat Bencana di Jawa Timur Tahun 
2015 

Sampang kec. Camplong 
60 

Orang 

8 
Simulasi Kesiapsiagaan Satuan Linmas dan Masyarakat 
dalam Tanggap Darurat Bencana di Jawa Timur Tahun 
2015 

Desa Ketapang Barat Kec. 
Ketapang Sampang 

60 
Orang 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 

 
c. tahun 2016 yang bersertifikat  dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, 

penanggulangan bencanasebanyak 400 orang dengan  target 700 orang  

realisasi 57.14% dengan target 5% capaian sebesar 11.43%. 

 
Tabel 4.97 

Data Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 
No. Uraian Tugas Lokasi Jlh  

1 2 4 5 

1 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan 
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PAM 
Swakarsa Di Jawa Timur Tahun 2016  

Linmas Ds.Suruwadang, Kec. 
Kasemangan kab Blitar 100 org 

2 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan 
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PAM 
Swakarsa Di Jawa Timur Tahun 2016  

Linmas Desa Apaan, Kec. 
Pangarengan kab Sampang 100 org 

3 
Simulasi Peningkatan Peran dan Kesiapsiagaan 
Satlinmas dan Masyarakat Dalam Tanggap Darurat 
Bencana Tahun 2016 

Linmas Desa Simorejo Kec. Widang 
kab. Tuban 100 org 

4 
Simulasi Peningkatan Peran dan Kesiapsiagaan 
Satlinmas dan Masyarakat Dalam Tanggap Darurat 
Bencana Tahun 2016 

Linmas Desa Kotakan Kec. Situbondo 
Kab. Situbondo 100 org 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 

 
d. Tahun 2017 yang bersertifikat  dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, 

penanggulangan bencana sebanyak 420dengan  target 800 orang realisasi 

52.50 % dengan capaian 5 % dari target 12%. 
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Tabel 4.98 
Data Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 

No. Uraian Tugas Lokasi Jlh  

1 2 4 5 

1 
Simulasi Peningkatan Peran dan Kesiapsiagaan Satlinmas 
dan Masyarakat dalam Tanggap Darurat Bencana  

Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab 
MalangTahun 2017 

110 
org 

2 
Simulasi Peningkatan Peran dan Kesiapsiagaan Satlinmas 
dan Masyarakat dalam Tanggap Darurat Bencana  

Desa Sidomulyo Kec. Ngadirojo Kab 
PacitanTahun 2017 

110 
org 

3 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur  

Kelurahan Turi Kec. Sukorejo Kota 
BlitarTahun 2017 

100 
org 

4 
Simulasi Pemberdayaan Satuan Linmas Dan Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan PAM Swakarsa Di Jawa Timur  

Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi 
Kab NgawiTahun 2017 

100 
org 

Sumber Data Satpol PP Prov. Jatim 

3) Presentase Satlinmas Bersertifikat dari Tahun 2014 s.d 2017 dapat terhadap 
indikaror sasaran dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 4.99 

Bersertifikat Satlinmas Dari Tahun Anggaran 2014 s.d 2017 

No Indikator Sasaran target 
Capaian 

2014 2015 2016 2017 

1. Persentase Satlinmas 
bersertifikat 5 %  8.57% 13.71% 11.43% 12.00% 

 
Grafik 

Capaian Satlinmas bersertifikat 
Dari Tahun Anggaran 2014 s.d 2017 

 

Gambar 4.15 GrafikPenurunan Kasus PertahunTahun 2014 s.d 2017*) 
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b) Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan: 
- Masih rendahnya sarana prasarana dan APBD guna mendukung operasional 

tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; 

- Belum tersusunnya secara baik sebuah mekanisme operasional penertiban yang 

terkoordinasi dan terintegrasi antar instansi terkait, baik yang menyangkut 

perencanaan program dan pelaksanaannya belum terwujud dalam satu kesatuan 

sistem; 

- Aset-aset milik Pemprov. Jatim banyak dipergunakan oleh pihak-pihak lain; 
- Banyaknya masalah tramtibum di jalan Provinsi dan Nasional yang belum 

terkoordinasi dengan pemangku Perda di Jawa Timur; 
- Belum tersusunnya secara baik sebuah mekanisme  
- operasional penertiban yang terkoordinasi dan terintegrasi antar instansi terkait, 

baik yang menyangkut perencanaan program dan pelaksanaannya belum 
terwujud dalam satu kesatuan sistem; 

- Anggota Satpol PP tidak keseluruhan memiliki ketrampilan teknis. 
- Masih banyakanya anggota Linmas yang belum mempunyai ketrampilan 

penanganan bencana 
- Belum memiliki data secara valid tentang anggota Satlinmas yang memahamititik 

bencana 
- Belum tersedianya Jejaring, dukungan logistik yang memadai bagi personil Pol PP 

dan Linmas sebagai pendukung operasional kegiatan tramtib dan linmas di 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

Solusi : 

- Mengusulkan tambahan sarana prasarana dan anggaran untuk menunjang 

kegiatan operasional; 

- Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan-dukungan sumber daya yang 

cukup bagi keperluan tercapainya shared value tersebut melalui pelaksanaan 

program; 

- Penerapan reward and punishment system dalam organisasi secara obyektif 

dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kreativitas staf. 

- Meningkatkan patroli wilayah di Kab/ Kota se Jatim; 
- Menindakllanjuti hasil kerjasama antar Kab/Kota yang sudah dikerjasamakan; 
- Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan-dukungan sumber daya yang 

cukup bagi keperluan tercapainya shared value tersebut melalui pelaksanaan 
program; 
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- perlu dilakukan redesign sistem, metode maupun kurikulum pelatihan dan 
pendidikan Satlinmas; 

- Setiap pelaksanaan program haruslah dapat menciptakan nilai, manfaat bagi 
terwujudnya ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di 
desa; 

- Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan-dukungan sumber daya yang 
cukup bagi keperluan tercapainya shared value tersebut melalui pelaksanaan 
kegiatan kelinmas dan kebakaran; 

- Perlu dibentuk sistem informasi yang terintegrasi antara Satuan Polisi Pamong 
Praja di tingkat provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat 
Kabupaten/Kota. 
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6.1 BIDANG URUSAN SOSIAL 

1.6.1 Dinas Sosial 
Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini :  

 
Tabel 4.100 

Pagu Anggaran Realisasi Program Pembangunan 
Dinas Sosial Tahun 2014 – 2018 

No 
 Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 

TW II 

 
1. 

Program 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial  

Pagu 1.217.560.000 1.491.817.000 1.540.000.000 2.360.000.000 1.696.800.000 

Realisasi 1.123.052.927 1.447.803.140 1.453.703.725 2.264.232.925 282.298.650 

% 92,24 97,05 94,40 81,46 16,64 
 

2. 
Program 
Pemberdayaan 
Sosial  

Pagu 3.200.000.000 3.252.523.000 4.202.000.000 9.210.000.000 11.829.000.000 

Realisasi 2.719.831.000 2.515.810.316 3.528.065.525 7.502.902.898 6.282.383.909 
% 84,99 99,52 83,96 81,46 53,11 

3. Program Pelayanan 
dan Rehabilitasi 
Sosial  

Pagu 3.513.000.000 4.986.100.000 5.116.900.000 4.775.000.000 4.242.040.000 
Realisasi 3.464.712.700 4.901.817.215 5.092.859.030 4.760.406.600 1.423.233.120 

% 98,63 98,31 99,53 99,69 33,55 
 

4. 
Program 
Penanggulangan 
Bencana Berbasis 
Masyarakat  

Pagu 3.140.000.000 3.239.000.000 3.270.000.000 3.325.000.000 3.702.475.000 

Realisasi 3.114.256.225 3.160.529.550 3.260.389.430 3.290.035.405 1.173.502.245 

% 99,18 83,76 99,71 98,95 31,70 
5. Program Bantuan 

dan Perlindungan 
sosial  

Pagu 1.225.000.000 1.247.000.000 1.665.000.000 1.330.000.000 - 
Realisasi 1.148.680.480 1.143.536.215 1.556.980.064 1.321.807.595 - 

% 93,77 92,10 93,51 99,38 - 
6. Program 

Perlindungan dan 
Jaminan Sosial  

Pagu     1.030.485.000 
Realisasi     512.913.560 

%     49,77 
 

7. 
Program 
Pengembangan 
Kesejahteraan Sosial  

Pagu 3.258.040.000 1.710.000.000 2.357.500.000 4.023.340.000 - 

Realisasi 2.879.533.095 1.677.593.791 2.331.674.585 3.947.774.965 - 

% 88,38 71,43 98,90 98,32 - 
8 Program 

Pengembangan 
Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial  

Pagu     2.650.000.000 
Realisasi     1.133.380.075 

%     63,59 

9 Program 
Peningkatan 
Pelayanan dan 
Rehabilitasi Panti 
Sosial  

Pagu 43.803.754.000 49.647.191.095 56.280.368.317 53.301.341.000 - 
Realisasi 42.237.688.552 48.884.541.918 55.085.867.302 50.273.025.921 - 

% 96,42 98,46 97,88 94,32 - 

10 Program 
Pengembangan dan 
Pelatihan Potensi 
Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
melalui UPT 

Pagu     1.070.522.500 
Realisasi     477.825.107 

%     44,63 
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No 
 Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 

TW II 

Pengembangan 
Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Malang  

11. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT  
Perlindungan dan 
Pelayanan Sosial 
Asuhan Balita 
Sidoarjo  

Pagu     2.037.542.460 
Realisasi     856.070.610 

%     42,01 

12. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT  
Perlindungan dan 
Pelayanan Sosial 
Asuhan Anak 
Trenggalek  

Pagu     2.092.227.327 
Realisasi     771.834.012 

%     36,89 

13. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Perlindungan dan 
Pelayanan Sosial 
Asuhan Anak 
Situbondo  

Pagu     2.055.042.720 
Realisasi     784.162.740 

%     38,16 

14. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Perlindungan dan 
Pelayanan Sosial 
Asuhan Anak 
Sumenep  

Pagu     1.850.930.160 
Realisasi     692.518.875 

%     37,41 

15. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Perlindungan dan 
Pelayanan Sosial 
Asuhan Anak 
Nganjuk  

Pagu     2.316.000.400 
Realisasi     974.889.410 

%     42,09 

16. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Perlindungan dan 
Pelayanan Sosial 
Petirahan Anak Batu  

Pagu     1.661.849.200 
Realisasi     726.572.950 

%     43,72 

17. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Bina Remaja 
Jombang  

Pagu     1.376.399.280 

Realisasi     653.378.000 
%     47,47 

18. Program 
Kesejahteraan Sosial 

Pagu     1.153.191.593 
Realisasi     448.859.100 
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No 
 Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 

TW II 

PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Bina Remaja Blitar  

%     38,92 

19. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT  
Pelayanan Sosial 
Tresna Werdha 
Pasuruan  

Pagu     2.579.314.440 
Realisasi     1.152.848.655 

%     44,70 

20. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Tresna Werdha 
Blitar  

Pagu     2.013.448.160 
Realisasi     830.336.144 

%     41,24 

21. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Tresna Werdha 
Jombang  

Pagu     2.207.024.040 
Realisasi     754.993.680 

%     34,21 

22. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Tresna Werdha 
Magetan  

Pagu     2.103.475.240 
Realisasi     856.460.450 

%     40,72 

23. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Rehabilitasi Sosial 
Bina Daksa 
Pasuruan  

Pagu     1.074.861.160 
Realisasi     435.904.740 

%     40,55 

24. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Rehabilitasi Sosial 
Bina Grahita Tuban  

Pagu     1.287.841.640 
Realisasi     588.319.300 

%     45,68 

25. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT  
Rehabilitasi Sosial 
Bina Rungu Wicara 
Pasuruan  

Pagu     1.036.608.280 
Realisasi     420.383.400 

%     40,56 

26. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Rehabilitasi Sosial 
Bina Laras Pasuruan  

Pagu     3.779.495.060 
Realisasi     1.429.356.645 

%     37,82 

27. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 

Pagu     3.101.875.140 
Realisasi     1.166.875.500 

%     37,62 
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No 
 Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 

TW II 

Rehabilitasi Sosial 
Bina Laras Kediri  

28. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Rehabilitasi Sosial 
Bina Karya Pasuruan  

Pagu     1.295.648.120 
Realisasi     515.225.900 

%     39,77 

29. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui Balai 
Pelayanan Sosial  
PMKS Sidoarjo  

Pagu     2.327.571.127 
Realisasi     835.776.305 

%     35,91 

30. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT  
Rehabilitasi Sosial 
Bina Karya Madiun  

Pagu     1.390.426.000 
Realisasi     561.871.500 

%     40,41 

31. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Rehabilitasi Sosial 
Bina Lara Kronis 
Tuban  

Pagu     11.462.124.160 
Realisasi     696.856.150 

%     47,66 

32. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Rehabilitasi Sosial 
Bina Karya Wanita 
Kediri 

Pagu     1.163.029.920 
Realisasi     533.882.323 

%     45,90 

33. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Perlindungan dan 
Rehabilitasi Sosial 
Marsudi Putra 
Surabaya  

Pagu     1.399.556.120 
Realisasi     591.365.402 

%     42,25 

34. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Bina Remaja 
Bojonegoro  

Pagu     1.138.029.520 
Realisasi     475.353.270 

%     41,77 

35. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Bina Remaja 
Pamekasan  

Pagu     1.291.881.280 
Realisasi     546.721.950 

%     42,32 

36. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Tresna Werdha 

Pagu     2.014.780.320 
Realisasi     851.823.650 

%     42,28 
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No 
 Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 

TW II 

Jember  
37. Program 

Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Tresna Werdha 
Banyuwangi  

Pagu     1.383.914.220 
Realisasi     582.593.965 

%     42,10 

38. Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS melalui UPT 
Pelayanan Sosial 
Tresna Werdha 
Bondowoso  

Pagu     1.601.614.100 
Realisasi     718.604.665 

%     44,87 

39. Program Pembinaan 
Lingkungan Sosial 
Melalui Unit 
Pelaksana Teknis   

Pagu     6.775.000.000 
Realisasi     2.006.060.171 

%     29,61 

40 Program 
Kesejahteraan Sosial 
PMKS Melalui UPT 
Rehabilitasi Sosial 
Bina Netra Malang 

Pagu     1.498.616.400 
Realisasi     605.732.670 

%     40,42 

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 
Ket :  Realisasi s/d Triwulan II T.A. 2018 

 
a. Capaian Kinerja Program Pembanguanan 

1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial difokuskan pada upaya 

penggalian pendayagunaan, dan pengembangan potensi dan sumber daya 

pembangunan kesejahteraan sosial, yang berasal dari kalangan masyarakat, capaian 

kinerja program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 penguatan jaringan pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosisl 

Berbasis Masyarakat (WKSBM) menjangkau 10 WKSBM  yang mendapatkan 

pembinaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersebar di kabupaten 

dan kota. Sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi sosial juga telah 

mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bergerak di 

bidang panti asuhan anak tahun 2014 menjangkau sebanyak 30 Orsos yang 

pembinaannya dilakukan dengan memberikan pelatihan, agar dapat meningkatkan 

pelayanannya pada PMKS. Untuk Pembinaan TKSK sampai dengan tahun 2014 dapat 

mencapai 654 TKSK atau dapat menjangkau di seluruh Kecamatan di Jawa Timur. 
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Secara fungsional seluruh TKSK aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial di wilayahnya. Selanjutnya Pembinaan PSM tahun 2014 dalam 

hal tehnis pendampingan juga telah dilaksanakan melalui pemantapan dan kegiatan 

pelatihan pendampingan bagi 75 PSM sehingga mereka dapat secara aktif 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dunia Usaha Peduli Sosial pada 

tahun 2014 yang mendapatkan pembinaan dan telah memberikan kontribusi dalam 

pelayanan PMKS dan bantuan sosial lainnya serta telah melaksanakan CSR dengan 

baik di bidang kesejahteraan sosial sebanyak 15 perusahaan. Sampai dengan Tahun 

2014  Perusahaan  yang secara aktif melakukan CSR bidang kesejahteraan sosial 

sebanyak 43 perusahaan . Untuk Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan telah 

dilaksanakan sesuai dengan target program yang telah ditetapkan sehingga capaian 

program mencapai 100 % yang diarahkan untuk pemeliharaan TMP 10 Nopember 

Surabaya. Kegiatan  Penghargaan Bagi Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan 

Pejuang telah menjangkau bagi 60 orang Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan 

Pejuang. Sedangkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial 

pada tahun 2014 ini telah mencapai sebanyak 1.325 orang generasi muda. 

b)  Pada tahun 2015 menitik beratkan Meningkatkan kemampuan PSKS dalam 

penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS)  sebanyak 2.416 PSKS  

(terdiri dari LKS : 10 LKS, Karang Taruna : 10 KT, WKSBM : 10 lembaga, Dunia Usaha 

Peduli Sosial : 42 perusahaan, PSM : 80 orang, TKSK : 664 orang dan TAGANA : 1.600 

orang) dan telah terealisasi sebanyak 2.416 PSKS. 

c) Pada tahun 2016 PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pada tahun 2015 tercapai sebesar 15,39 % 

(2.467 PSKS) dari populai PSKS sebanyak 16.033 (PSM, TKSK, TAGANA, Karang 

Taruna, WKSBM, LKS, dan CSR), dan pencapaian tahun 2016 tidak mengalami 

kenaikan (tetap) yakni sebesar 15,39 %. Hal ini karena ketersediaan anggaran 

pendukung program tersebut baru dapat mencukupi untuk pembinaan bagi 2.467 

PSKS. 

d) Pada tahun 2017 PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target sebesar 15,35% (5.055 PSKS) 

dari populai PSKS sebanyak 16.033 (PSM, TKSK, TAGANA, Karang Taruna, WKSBM, 
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LKS, dan CSR), dan terealisasi sebesar 15,35 % Hal ini karena ketersediaan anggaran 

pendukung program tersebut dapat mencukupi untuk pembinaan bagi 5.055 PSKS. 

e) Pada tahun 2018 PSKS Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial sebanyak 1.250 Generasi Muda dan Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat, serta PMKS yang mengikuti kegiatan penanaman  nilai-nilai 

Kesetiakawanan sosial, Jumlah penyelenggara UGB dan PUB yang mendapatkan 

pembinaan di 38 Kabupaten/Kota. 

 

2) Program Pemberdayaan Sosial 

Program Pemberdayaan Sosial diarahakan untuk memberi Kontribusi dalam mencegah, 

menekan dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan kemampuan 

mereka dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya melalui upaya penggalian 

potensi diri dan lingkungannya, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya lokal 

secara berkelanjutan, capaian kinerja program Pemberdayaan Sosial sebagai berikut :  

f) Pada tahun 2014 Hasil Pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial diindikasikan 

dengan meningkatnya kesejahteraan baik secara ekonomi dan sosial serta semakin 

meningkatnya keberfungsian sosial bagi keluarga  Fakir  Miskin, yang mencapai 

1.200 KK. Pemberdayaan Keluarga Rentan menjangkau 90 jiwa, sedangkan Wanita 

Rawan Sosial Ekonomi dengan kegiatan pembentukan KUBE maupun kegiatan 

pemberdayaan sosial lainnya mencapai 49 jiwa. Selanjutnya warga di daerah 

terpencil dan tertinggal mendapatkan bantuan KUBE maupun kegiatan rehabilitasi 

rumah, sehingga kelompok sasaran program pemberdayaan sosial ini menjadi 

berdaya dan mampu berperan serta berpartisipasi  aktif di masyarakat mencapai 

230 KK. 

g) Pada tahun 2015 program Pemberdayaan Sosial Dengan Target Indikator Kinerja 

Jumlah  Keluarga Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan keluarga Rentan 

yang mendapatkan bimbingan sosial dan Usaha Ekonomis produktif (UEP) sebanyak 

1.250 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.244 orang atau 99,52 %. 

h) Pada tahun 2016 PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang 

meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat 
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keberfungsian sosialnya menjangkau 940 KK miskin atau 0,02 % dari populasi 

penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4. 789.120 jiwa. 

i) Pada tahun 2017 PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang 

meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat 

keberfungsian sosialnya pada tahun 2017 dengan target 397,607 KK miskin atau 

8,30 % dari populasi penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4. 789.120 jiwa, dan 

terealisasi sebesar  397,607 KK miskin atau 8,30 %. Capaian indikator pada tahun 

2017 mencapai target didukung dengan program percepatan dan perluasan 

penanganan kemiskinan. 

j) Program Pemberdayaan Sosial pada tahun 2018 target penerima manfaat program 

pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya menjangkau keluarga fakir miskin 

yang terverifikasi untuk mendapatkan bimbingan sosial dan bantuan kebutuhan 

dasar ( bantuan beras bersubsidi ) sebanyak 1.038.961 KK dan keluarga fakir miskin 

yang mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan mendapatkan bantuan UEP 

sebanyak 820 orang. 

 

3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial diarahkan pada penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial, dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial agar mereka 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan mandiri dalam kehidupan 

bermasyarakat, capaian kinerja program Pemberdayaan Sosial sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan capaian Deteksi 

Dini  Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat sebanyak 134 orang penyandang cacat 

telah dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan berkembang dengan baik dalam 

menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, Pelayanan 

terhadap Lanjut Usia Terlantar, sebanyak 150 orang lansia terlantar terpenuhi 

kebutuhan dasarnya dengan baik, Sebanyak 12 anak terlantar dalam kategori 

terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berkembang dengan baik dalam menjalankan 

fungsi sosialnya, Penanganan terhadap HIV/AIDS, sebanyak 65 orang dengan 

HIV/AIDS (ODHA) telah memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial serta 
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terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, 

Sebanyak 65 anak jalanan telah mendapatkan bimbingan sosial, mental dan 

ketrampilan sehingga mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya serta berkembang 

dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya, Sebanyak 15 orang Bekas Warga 

Binaan Pemasyarakatan, telah memperoleh bimbingan rehabilitasi, mental dan 

ketrampilan, sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya serta berkembang dengan baik 

dalam  menjalankan kembali fungsi sosialnya, Penanganan Anak Nakal/Korban 

NAPZA luar panti melalui pelayanan rehabilitasi, bimbingan sosial, mental dan 

ketrampilan diperoleh hasil bahwa 20 orang AN/KN terpenuhi kebutuhan dasarnya 

dan berkembang dengan baik dalam menjalankan fungsi sosialnya, Sebanyak 150 

orang Gelandangan dan Pengemis serta eks Gelandangan Psikotik dapat terpenuhi 

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, Sebanyak 

150 orang penyandang cacat kusta mendapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan, 

sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berkembang dengan baik 

dalam menjalankan fungsi sosial, Penanganan terhadap 50 eks tuna susila dan 

Korban Eksploitasi Seksual Anak (ESKA) melalui pemulangan ke daerah asal maupun 

KUBE, Perlindungan Sosial bagi 10 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan 

kegiatan Perlindungan Sosial. 

b) Pada tahun 2015 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dengan target indikator 

kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Penyandang 

Disabilitas, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut 

Usia Terlantar, Eks Warga Binaan Pemasyarakatan, Gelandangan Pengemis, Tuna 

Susila dan Anak nakal/Korban Penyalahgunaan Napza) yang memperoleh pelayanan 

dan rehabilitasi sosial serta mendapatkan bantuan stimulan UEP sebanyak 985 orang 

dan telah terealisasi sebanyak 1.428 orang atau 144,97 %. 

c) Pada tahun 2016 PMKS penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan 

meningkat kemampuan fungsi sosialnya sebesar 1.062 jiwa atau 0,19 % dari populasi 

PMKS sebanyak 567.903 jiwa. Capaian ini  tidak mengalami peningkatan / tetap, hal 

ini telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. 
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d) Pada tahun 2017 PMKS penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan 

meningkat kemampuan fungsi sosialnya, pada tahun 2017 dengan target sebanyak 

1.138 jiwa atau 0,20 % dari populasi PMKS sebanyak 567.903 jiwa, dan terealiasasi 

sebesar 1.138 jiwa atau 0,20 %, yang dicapai melalui implementasi Program  

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 

e) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2018 menangani lanjut usia 

terlantar sebanyak 190 orang, dampak sosial HIV/AIDS sebanyak 75 orang, 

penyandang disabilitas yang meperoleh bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya sebanyak 330 orang, anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial 

dan terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 165 orang, tuna sosial dan eks warga 

binaan permasyarakatan yang mendapatkan bimbingan sosial, ketrampilan dan 

bantuan UEP sebanyak 85 orang, korban pasung psikotik yang mendapatkan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 200 orang, anak jalanan yang mendatkan 

bimbingan sosial, ketrampilan dan  mendapatkan bantuan UEP sebanyak 165 orang, 

KTK/PS dan warga migran bermasalah sosial yang mendapatkan pelayanan dan 

perlindungan sosial, bimbingan sosial dan ketrampilan  kerja serta bantuan UEP 

sebanyak 50 orang. 

 

4) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 

Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat ditujukan dalam rangka 

meminimalisir terjadinya korban ketika terjadi bencana alam maupun sosial. Berbagai 

kegiatan untuk mendukung keberhasilan program penanggulangan bencana berbasis 

masyarakat telah dilaksanakan, yaitu seperti Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana, 

Mitigasi Penanggulangan Berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dan 

Sosial, Pemulihan Sosial eks Korban bencana Alam dan Sosial. Selain itu juga didukung 

dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelola Bencana 

dan Logistik yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana 

berbasis masyarakat. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 

diutamakan bagi daerah-daerah rawan bencana alam dan sosial di Provinsi Jawa Timur. 

capaian kinerja Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat sebagai berikut : 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-224 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

a) Pada tahun 2014 Pelaksanaan program ini diarahkan dalam menumbuhkan peran 

serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran pada Taruna 

Penanggulangan Bencana (TAGANA) sebanyak 1.600 orang, dengan prioritas utama 

di daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Timur. Secara fungsional jumlah Taruna 

Siaga Bencana di Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan Dinas Sosial Provinsi adalah 

sejumlah 1.719 orang. TAGANA sangat aktif dalam kegiatan penanggulangan 

bencana adalah 1.600 orang sedangkan yang kurang aktif sejumlah 119 orang. 

Selanjutnya kegiatan Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana dilaksanakan di 38 

Kabupaten/Kota dengan peserta kegiatan sebanyak 1.600 orang. Kegiatan ini 

ditujukan agar masyarakat di daerah rawan bencana terlatih dan siap siaga jika 

terjadi bencana.Kegiatan berupa kampung siaga bencana (KSB) serta peningkatan 

kesiapsiagaan bagi  petugas juga merupakan bagian dari kegiatan ini. Latihan mitigasi 

bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana dengan pemberian lauk-pauk 

dan family kit bagi  360 orang sedangkan pemulihan eks korban bencana sejumlah 

60 orang. Adapun peningkatan kapasitas pengelola lembaga kebencanaan melalui 

KSB dan logistik juga dilaksanakan di 38 kabupaten/Kota. 

b) Pada tahun 2015 menangani Korban Bencana yang dapat menjalankan aktifitas 

sosialnya di masyarakat dan  jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang 

mampu menghadapi resiko bencana sebanyak 2.555 jiwa dan terelisasi sebanyak 

2.140 jiwa atau 83,76 %. 

c) Pada tahun 2016 menangani Korban Bencana yang dapat menjalankan aktifitas 

sosialnya di masyarakat dan  jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang 

mampu menghadapi resiko bencana sebanyak 860 jiwa. 

d) Pada tahun 2017 Korban Bencana yang dapat menjalankan aktifitas sosialnya di 

masyarakat dan  jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mampu 

menghadapi resiko bencana sebanyak 860 jiwa. 

e) Pada tahun 2018 menangani warga masyarakat dan taruna siaga bencana yang 

dibina dan aktif dalam penanggulangan bencana sebanyak 2.495 orang. 

5) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberi perlindungan 

sosial terhadap masyarakat miskin akibat bencana alam, pekerja migran bermasalah, 
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korban tindak kekerasan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga mampu 

berfungsi sosial. Capaian kinerja program Bantuan dan Perlindungan Sosial sebagai 

berikut : 

a) Pada tahun 2014 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial menjangkau sebanyak 

553.578  KSM di 38 Kabupaten/Kota, sumber dana APBD mendukung untuk 

penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Teknis PKH dan Kesekretariatan UPPKH 

Provinsi pada 21 Kabupaten tahun 2012, 24 Kabupaten pada Tahun 2013 dan telah 

menjangkau di 38 Kabupaten /Kota. 

b) Pada tahun 2015 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial menjangkau 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Korban tindak kekerasan dan perlakuan 

salah, Pekerja Migran Bermasalah, dan orang terlantar yang mendapatkan 

perlindungan sosial, bimbingan sosial dan ketrampilan dan bantuan Usaha Ekonomis 

Produktif sebanya 920 jiwa dan terealisasi sebanyak 1.140 jiwa atau 123,91 %. 

c) Pada tahun 2016 PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan 

Perlindungan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya sebanyak sebanyak  2.190 orang, 

Capaian tahun 2016 tersebut mengalami peningkatan hal ini disebabkan adanya 

peningkatan jangkauan pelayanan pada PMKS terutama penanganan terhadap 

Orang Terlantar. 

d) Pada tahun 2017 PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan 

Perlindungan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya, pada tahun 2017 dengan target 

sebesar 2.392 orang atau 1,78 % dan terealisasi sebesar 2.392 orang atau 1,78 %, hal 

ini disebabkan karena dukungan anggaran yang tersedia pada program tersebut dan 

adanya peningkatan penanganan PMKS yang menjadi sasaran Bidang Perlindungan 

dan Jaminan Sosial khususnya penanganan  orang terlantar. 

e) Pada tahun 2018 ada perubahan nomenklatur Bidang Bantuan dan Perlindungan 

Sosial menjadi Bidang Perlindungan dan jaminan sosial, menitik beratkan pada 

perlindungan sosial dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal, 

penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan 

sosial melalui UPPKH sebanyak 100 UPPKH di 38 kabupaten dan kota. 
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6) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 

Pogram Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dilakukan untuk meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, menumbuhkan 

kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, meningkatkan profesionalisme 

pilar-pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial serta memberi penguatan pada 

para eks klien juga peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kesejahteraan 

sosial di Jawa Timur. Capaian kinerja Pogram Pengembangan Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 Program Kesejahteraan Sosial telah menjangkau pengembangan 

eks klien             40 orang;  dan telah meningkatkan kualitas profesionalisme bagi  150   

orang pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial Kesejahteraan Sosial. 

b) Pada tahun 2015 menangani Eks Klien yang mendapatkan bimbingan Usaha, 

bantuan Usaha Ekonomis Produktif, terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat 

menjalankan fungsi sosialnya sebanyak 70 jiwa dan telah terealisasi sebanyak 50 

orang atau 71,43 %. 

c) Pada tahun 2016 jumlah menangani eks klien yang menerima manfaat program 

pengembangan kesejahteraan sosial sebanyak 1.724 orang. 

d) Pada tahun 2017 menangani eks klien yang menerima manfaat program 

pengembangan kesejahteraan sosial sebanyak 76 orang dan penyuluhan dan 

publikasi kesejahteraan sosial sebanyak 450 orang. 

e) Pada tahun 2018 menangani eks klien yang menerima manfaat program 

pengembangan kesejahteraan sosial sebanyak 100 orang dan penyuluhan dan 

publikasi kesejahteraan sosial sebanyak 500 orang. 

 

7) Program Pengembangan dan Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

melalui UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang 

Program Pengembangan dan Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui 

UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang di prioritaskan untuk melatih 

tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat dengan capaian kinerja sebagai 

berikut:  
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a) Pada tahun 2014 tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang 

dilatih melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 500 

orang. 

b) Pada tahun 2015 tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang 

dilatih melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 500 

orang. 

c) Pada tahun 2016 tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang 

dilatih melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 520 

orang. 

d) Pada tahun 2017 tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang 

dilatih melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 600 

orang. 

e) Pada tahun 2018 tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang 

dilatih melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 650 

orang. 

 

8) Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT  Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT  Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Balita Sidoarjo melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi 

balita terlantar, dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 50 anak. 

b)  Pada tahun 215 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 50 anak. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 50 anak. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 50 anak. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 50 anak. 
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9) Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Asuhan Anak Trenggalek 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Anak Trenggalek melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi 

anak terlantar dengan capaian kinerja sebagai berikut :  

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 120 anak terlantar. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 120 anak terlantar. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 120 anak terlantar. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 120 anak terlantar. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 120 anak terlantar. 

 

10)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Anak Situbondo 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Anak Situbondo melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

bagi anak terlantar dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegtan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 130 anak terlantar. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 130 anak terlantar. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 130 anak terlantar. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 130 anak terlantar. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 130 anak terlantar. 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-229 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

11)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Anak Sumenep 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Anak Sumenep melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi 

anak terlantar dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 95 anak terlantar. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 95 anak terlantar. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 95 anak terlantar. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 95 anak terlantar. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 95 anak terlantar. 

 

12)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Anak Nganjuk 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Asuhan Anak Nganjuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi 

anak terlantar dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 65 anak terlantar. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 65 anak terlantar. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 65 anak terlantar. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 135 anak terlantar. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

terhadap anak terlantar sebanyak 135 anak terlantar. 
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13)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Petirahan Anak Batu 

Program Kesejahteraan Sosial melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Petirahan Anak Batu melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

petirahan anak bagi anak usia sekolah dasar yang mengalami masalah sosial psikologis 

serta pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus dengan capaian kinerja 

sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

petirahan anak bagi anak usia sekolah dasar yang mengalami masalah sosial 

psikologis serta pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus sebanyak 1.200 anak. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

petirahan anak bagi anak usia sekolah dasar yang mengalami masalah sosial 

psikologis serta pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus sebanyak 1.200 anak. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

petirahan anak bagi anak usia sekolah dasar yang mengalami masalah sosial 

psikologis serta pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus sebanyak 1.200 anak. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

petirahan anak bagi anak usia sekolah dasar yang mengalami masalah sosial 

psikologis serta pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus sebanyak 1.200 anak. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial 

petirahan anak bagi anak usia sekolah dasar yang mengalami masalah sosial 

psikologis serta pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak yang 
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berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus sebanyak 1.200 anak. 

 

14)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja 

Jombang 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja 

Jombang melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi remaja terlantar dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 214 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 214 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 214 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 214 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 214 orang. 

 

15)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja 

Blitar 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja 

Blitar melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi remaja terlantar dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 
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d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

 

16)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT  Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Pasuruan 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

Pasuruan melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi Lanjut usia terlantar 

dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 162 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 162 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 162 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 162 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 162 orang. 

 

17)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Blitar 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

Blitar melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi Lanjut usia terlantar dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 135 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 135 orang. 
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c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 135 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 135 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 135 orang. 

 

18)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Jombang 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

Jombang melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi Lanjut usia terlantar dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 155 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 155 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 155 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 155 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 155 orang. 

 

19)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Magetan 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

Magetan melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi Lanjut usia terlantar dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 87 orang. 
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b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 87 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 87 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 145 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 145 orang. 

 

20)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 

Pasuruan 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 

Magetan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat tubuh 

dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang cacat tubuh sebanyak 75 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang cacat tubuh sebanyak 75 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang cacat tubuh sebanyak 75 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang cacat tubuh sebanyak 75 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang cacat tubuh sebanyak 75 orang. 

 

21)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita 

Tuban 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita 

Tuban melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas 

grahita dengan capaian kinerja sebagai berikut : 
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a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas grahita sebanyak 50 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas grahita sebanyak 50 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas grahita sebanyak 50 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas grahita sebanyak 50 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas grahita sebanyak 50 orang. 

 

22)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT  Rehabilitasi Sosial Bina Rungu 

Wicara Pasuruan 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu 

Wicara Pasuruan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang 

disabilitas Rungu Wicara dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas Rungu Wicara sebanyak 60 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas Rungu Wicara sebanyak 60 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas Rungu Wicara sebanyak 60 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas Rungu Wicara sebanyak 60 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap 

penyandang disabilitas Rungu Wicara sebanyak 60 orang. 

23)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras 

Pasuruan 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras 

Pasuruan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 
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a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 254 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 254 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 254 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 254 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 254 orang. 

24)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras 

Kediri 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras 

Kediri melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik dengan capaian 

kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 205 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 205 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 205 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 205 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks psikotik 

sebanyak 205 orang. 
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25)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya 

Pasuruan 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya 

Pasuruan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan dan 

pengemis dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

 

26)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui Balai Pelayanan Sosial  PMKS 

Sidoarjo 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo 

melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan dengan capaian kinerja 

sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan 

sebanyak 150 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan 

sebanyak 150 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan 

sebanyak 150 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan 

sebanyak 150 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan 

sebanyak 150 orang. 
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27)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT  Rehabilitasi Sosial Bina Karya 

Madiun 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya 

Madiun melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan dan pengemis 

dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelendangan 

dan pengemis sebanyak 100 orang. 

 

28)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara 

Kronis Tuban 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis 

Tuban melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks kusta dengan capaian 

kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks kusta 

sebanyak 90 orang. 

b) Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks kusta 

sebanyak 90 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks kusta 

sebanyak 90 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks kusta 

sebanyak 90 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks kusta 

sebanyak 90 orang. 
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29)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya 

Wanita Kediri 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya 

Wanita Kediri melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 180 orang. 

b) Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 180 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 180 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 180 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 180 orang. 

 

30)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi 

Sosial Marsudi Putra Surabaya 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi 

Sosial Marsudi Putra Surabaya melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi anak 

nakal, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum dengan capaian kinerja 

sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sosial 

bagi anak nakal, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 

170 orang. 

b) Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sosial 

bagi anak nakal, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 

170 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sosial 

bagi anak nakal, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 

170 orang. 
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d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sosial 

bagi anak nakal, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 

170 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sosial 

bagi anak nakal, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 

170 orang. 

 

31)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja 

Bojonegoro 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja 

Bojonegoro melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi remaja terlantar dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 170 orang. 

 

32)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja 

Pamekasan 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja 

Bojonegoro melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi remaja terlantar dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 160 orang. 
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b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 160 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 160 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 160 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 160 orang. 

 

33)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Jember 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

Jember melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi Lanjut usia terlantar dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 140 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 140 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 140 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 140 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 140 orang. 

 

34)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Banyuwangi 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

Banyuwangi melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi Lanjut usia terlantar 

dengan capaian kinerja sebagai berikut : 
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a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 70 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 70 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 70 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 70 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 70 orang. 

 

35)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Bondowoso 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

Bondowoso melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bagi Lanjut usia terlantar 

dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 90 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 90 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 90 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 90 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terhadap remaja 

terlantar sebanyak 90 orang. 
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36)  Program Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Unit Pelaksana Teknis 

Program Pembinaan Lingkungan melalui UPT melaksanakan kegiatan bimbingan 

ketrampilan bagi pmks dan bantuan stimulan dengan capaian kinerja sebagai 

berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan bimbingan ketrampilan bagi pmks 

dan bantuan stimulan sebanyak 1.794 orang. 

b)  Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan bimbingan ketrampilan bagi pmks 

dan bantuan stimulan sebanyak 1.794 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan bimbingan ketrampilan bagi pmks 

dan bantuan stimulan sebanyak 1.794 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan bimbingan ketrampilan bagi pmks 

dan bantuan stimulan sebanyak 1.794 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan bimbingan ketrampilan bagi pmks 

dan bantuan stimulan sebanyak 1.744 orang. 

 

37)  Program Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra 

Malang 

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra 

Malang melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi disabilitas netra dengan 

capaian kinerja sebagai berikut : 

a) Pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi disabilitas 

netra sebanyak 60 orang. 

b) Pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 105 orang. 

c) Pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 105 orang. 

d) Pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 105 orang. 

e) Pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila 

sebanyak 105 orang. 
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b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

a) Sebagian penerima manfaat program tidak sesuai dengan kriteria, karena 

based data tidak sesuai yang  di up date Kabupaten/Kota. 

b) Adanya resistensi dari Kabupaten/Kota terhadap program Kesejahteraan Sosial. 

c) Terkait dengan Penanganan Korban Pasung seperti  Keluarga belum bersedia 

melepas karena trauma kekerasan, keluarga dan masyarakat kurang partisipasi 

dalam pengawasan sehingga kembali di pasung. 

d) Kualitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan sosial baik, Provinsi (UPT), 

Kabupaten/Kota maupun LKS perlu dimaksimalkan. 

e) Komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial masih perlu dioptimalkan khususnya dalam mendukung 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan lanjut terhadap penerima 

manfaat program. 

f) Daya tampung UPT untuk menangani PMKS yang memerlukan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial dalam panti tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang 

seharusnya mendapatkan pelayanan di UPT. 

 

Solusi : 

a) Melalukan Koordinasi secara inten dengan Pusdatin Kemensos RI  terkait 

dengan up date  data.  

b) Melakukan Koorinasi  dan Komunikasi  dengan Kab/Kota terkait peningkatan 

pelayanan sosial pada PMKS. 

c) Melakukan family gethering sbg upaya peningkatan pemahaman dan 

penanganan/perlakuan thd  korban pasung. 

d) Kerjasama dengan Balai Pengembangan Tenaga Kesos Jogyakarta dan 

meningkatkan  kualitas pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial di UPT PTKS 

Malang. 
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e) Mendorong Dinas Sosial Kabupaten / Kota untuk memberikan dukungan 

anggaran monitoring dan evaluasi serta pembinaan lanjut terhadap penerima 

manfaat program kesejahteraan sosial di daerah. 

f) Dialokasikan dukungan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana di 

UPT dengan harapan UPT mampu menambah daya tampung untuk 

meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS dalam panti. 
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7.1 BIDANG URUSAN TENAGA KERJA 

1.7.1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara 

terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.101 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW I) 

1 Program 
Kependudukan 

Pagu 5.000.000.000     

Realisasi 4.759.741.825     

% 95,19     

2 

Program 
Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Pagu  2.819.425.000 2.250.000.000   
Realisasi  2.805.380.810 2.229.639.448   

%  99,50 99,10   

3 

Program 
Pengembangan 
Hubungan 
Industrial dan 
Syarat Kerja 

Pagu 5.200.000.000 3.066.308.625 2.500.000.000 3.915.280.000  
Realisasi 4.781.571.399 2.668.024.355 2.475.710.087 3.890.198.959  

% 91,95 87,01 99,03 99,36  

4 

Program 
Pengembangan 
Hubungan 
Industrial dan 
Jaminan Sosial 

Pagu     3.650.000.000 

Realisasi     1.620.168.163 

%     44,39 

5 

Program 
Pengawasan 
Ketenagakerjaan 
dan Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Pagu 5.791.900.000 6.978.883.900 9.662.650.000 6.586.526.000  
Realisasi 5.448.630.686 6.567.263.474 8.712.016.797 6.375.876.130  

% 94,07 94,10 90,16 96,80  

6 

Program 
Pengawasan 
Ketenagakerjaan 
dan Keselamatan 
dan Kesehatan 
Kerja 

Pagu     1.600.000.000 

Realisasi     782.198.824 

%     48,89 

7 

Program 
Perluasan dan 
Penempatan 
Kerja 

Pagu 6.400.000.000 9.638.944.650 12.474.465.000 7.500.000.000  
Realisasi 6.061.958.024 8.433.935.025 11.335.400.815 7.024.174.803  

% 94,72 87,50 90,87 93,66  

8 
Program 
Penempatan dan 
Perluasan 

Pagu     4.350.000.000 

Realisasi     1.550.298.323 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW I) 

Kesempatan 
Kerja %     35,64 

9 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktifitas 
Tenaga Kerja 

Pagu 82.328.000.000 45.981.581.643 132.909.210.000 80.965.194.859 1.837.836.000 

Realisasi 78.577.013.238 43.822.517.634 127.116.190.724 79.762.886.465 928.928.272 

% 95,44 95,30 95,64 98,52 50,54 

10 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Singosari 

Pagu     5.862.500.000 

Realisasi     2.781.630.578 

%     47,45 

11 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Jember 

Pagu     4.990.362.500 

Realisasi     2.408.727.000 

%     48,27 

12 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Pasuruan 

Pagu     5.412.500.000 
Realisasi     3.225.547.225 

%     59,59 

13 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK 
Mojokerto 

Pagu     5.075.000.000 
Realisasi     1.415.774.050 

%     27,90 

14 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Jombang 

Pagu     5.325.000.000 
Realisasi     4.180.703.158 

%     78,51 

15 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Tuban 

Pagu     4.802.200.000 
Realisasi     2.456.460.650 

%     51,15 

16 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Nganjuk 

Pagu     4.277.200.000 
Realisasi     2.116.356.780 

%     49,48 

17 
Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 

Pagu     5.325.000.000 
Realisasi     1.693.370.456 

%     31,80 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW I) 

Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Surabaya 

18 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Sumenep 

Pagu     3.839.700.000 
Realisasi     1.308.378.400 

%     34,08 

19 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK 
Situbondo 

Pagu     4.277.200.000 

Realisasi     2.520.899.200 

%     58,94 

20 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Kediri 

Pagu     4.727.200.000 
Realisasi     2.673.564.158 

%     56,56 

21 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK 
Tulungagung 

Pagu     5.077.200.000 
Realisasi     1.881.542.800 

%     37,06 

22 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Madiun 

Pagu     4.552.200.000 
Realisasi     2.112.343.900 

%     46,40 

 
 

23 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK Ponorogo 

Pagu     4.552.200.000 
Realisasi     2.119.006.891 

%     46,55 

24 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT PK 
Bojonegoro 

Pagu     4.552.200.000 
Realisasi     2.314.924.050 

%     50,85 

25 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 

Pagu     5.162.500.000 
Realisasi     1.556.575.666 

%     30,15 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW I) 

UPT PK PPPTKLN 
Wonojati Malang 

26 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja di 
UPT 
Pengembangan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Pagu     2.750.000.000 
Realisasi     1.433.909.300 

%     52,14 

27 

Program 
Penempatan dan 
Perluasan 
Kesempatan 
Kerja di UPT 
P3TKI 

Pagu     2.150.000.000 
Realisasi     403.748.636 

%     18,78 

28 

Program 
Pengawasan 
Ketenagakerjaan 
dan Keselamatan 
dan Kesehatan 
Kerja di UPT K3 
Surabaya 

Pagu     4.750.000.000 
Realisasi     715.496.250 

%     15,06 

29 

Program 
Ketransmigrasian 
di UPT Pelatihan 
Ketransmigrasian 
dan 
Kemasyarakatan 

Pagu     2.750.000.000 
Realisasi     1.030.228.200 

%     37,46 

30 
Program 
Mobilitas 
Penduduk 

Pagu 5.900.000.000     
Realisasi 5.492.996.763     

% 93,10     

31 Program 
Ketransmigrasian 

Pagu  4.752.575.300 6.878.474.808 4.025.000.000 1.150.000.000 
Realisasi  4.523.893.195 6.499.824.065 3.876.169.089 614.496.788 

%  95,19 94,50 96,30 53,43 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Kependudukan 

Program Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan  dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan 

dokumen kependudukan melalui : 

– Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK), bahwa setiap 

penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting yang 

dialaminya yang akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan 
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dokumen kependudukan yang dimilikinya kepada instansi pelaksana. Pesatnya 

pertumbuhan penduduk berpotensi memunculkan masalah kependudukan 

seperti KTP ganda, pemalsuan akte kelahiran dan sebagainya, sehingga perlu 

dilakukan penertiban data-data kependudukan. Untuk mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan, Pemerintah membangun Sistem Administrasi 

Kependudukan (SIAK) untuk memberlakukan sistem pengenal tunggal berupa 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat utama terwujudnya 

database kependudukan Nasional berbasis registrasi. Salah satu upaya untuk 

mewujudkan NIK adalah melalui penerapan e-KTP, dimana dari 29.606.800 

wajib KTP di 38 Kab./Kota, yang sudah melakukan perekaman data sebanyak 

26.552.479 orang. Program hanya dilaksanakan pada tahun 2014. 

 

2) Program Penataan Administrasi Kependudukan 

Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan mulai tahun 

2015-2016. Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan  dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan 

dokumen kependudukan melalui : 

– Persentase data penduduk yang akurat jumlah penduduk Jawa Timur hasil 

registrasi manual Kabupaten/Kota yang belum dibersihkan (dokumen ganda, 

meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, pindah tidak melapor) 

sebanyak 39.959.938 orang. Sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur yang 

sudah dibersihkan dan masuk di data center Kementerian Dalam Negeri, 

sehingga sudah tercatat ke dalam database kependudukan sebanyak 

39.182.574 orang. 

 

3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial bertujuan 

untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif melalui : 

– Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial di 38 

Kab/Kota di Jawa Timur. Perselisihan hubungan industrial merupakan 

perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha / 
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gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 

buruh karena ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan 

hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya 

dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan HI melibatkan 3 unsur yaitu 

pekerja, pengusaha dan pemerintah. Beberapa hal yang dilaksanakan antara 

lain menyelengarakan pertemuan/konsultasi Hubungan Industrial, pelayanan 

administrasi dewan pengupahan dan LKS Tripartit Provinsi Jawa Timur, 

Fasilitasi kegiatan serikat pekerja/buruh, Penanganan kasus oleh Unit Reaksi 

Cepat (URC), Penganugerahan LKS Bipartit perusahaan tingkat Provinsi, 

Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Hubungan Industrial. 

Tabel 4.102 
Data Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya Tahun 2014 - 2017 

Menurut Jenis Perselisihan 

NO JENIS PERSELISIHAN 
K A S U S 

TH 2014 TH 2015 TH 2016 TH 2017 
JML % JML % JML % JML % 

1 Perselisihan Hak 16 11.51 169 21.95 12 6.28 14 9.4 
2 Perselisihan Kepentingan 5 3.60 22 2.86 1 0.52 3 2.01 
3 Perselisihan PHK 117 84.17 573 74.42 177 92.67 132 88.5

9 
4 Perselisihan Antar SP/SB 

dalam 1 Perusahaan 
1 0.72 6 0.78 1 0.52 0 0 

JUMLAH 139 100 770 100 191 100 149 100 
Sumber : Pengadilan HI, 2014 – 2017 

 

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial dari tahun ke tahun mengalami 

perubahan. Dari tahun 2014-2017 jumlah kasus perselisihan hubungan 

industrial yang terjadi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 770 sedangkan 

terendah sebesar 139 pada tahun 2014. Dan jika kita cermati, Perselisihan 

PHK selalu mendominasi kasus perselisihan di Pengadilan Hubungan 

Industrial. Namun secara keseluruhan, sejak tahun 2016 terjadi penurunan 

jumlah kasus perselisihan hubungan industrial. 

– Penguatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk  

mewujudkan demokratisasi antar pekerja/buruh dengan pengusaha guna 

menyelesaikan masalah yang terjadi pada suatu perusahaan. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta 
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peraturan pelaksanaannya, ruang lingkup sarana hubungan Industrial 

meliputi: 

a. Organisasi pekerja/buruh 

b. Lembaga Kerjasama Bipartit 

c. Lembaga Kerjasama Tripartit 

Penguatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dilakukan melalui 

Pemasyarakatan Hubungan Industrial di Jawa Timur, Fasilitasi pembentukan 

LKS Bipartit dan Penguatan LKS Tripartit 

Tabel 4.103 
Data Sarana Hubungan Industrial Tahun 2014 – 2017 

NO JENIS KELEMBAGAAN    2014   2015   2016 2017 
1 Lembaga SP/SB 2453 2453 2453 2453 
2 LKS Tripartit 27 32 32 33 
3 LKS Bipartit 1237 1320 1320 1373 

Sumber : Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Prov. Jawa Timur, 2014 – 2017 

 
– Pembinaan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial dengan melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan UMK di Jawa Timur, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu juga dengan menerbitkan 

Pergub tentang UMK dan UMSK. Pembinaan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk 

mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 

Bentuk perwujudan dari pembinaan hubungan industrial dapat dilakukan 

melalui peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja, yang dimaksudkan 

untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta menjamin persamaan 

kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi atas dasar 

apapun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia 

usaha. Hal paling mendasar yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan adalah dengan 

melalui pembentukan dan peningkatan fungsi Peraturan Perusahaan (PP) dan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai salah satu sarana hubungan industrial 

yang ada di perusahaan. Melalui peningkatan fungsi PP dan PKB perbaikan 

dan peningkatan syarat-syarat kerja dalam sebuah perusahaan dapat 
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diwujudkan, dalam rangka peningkatan perlindungan serta kesejahteraan bagi 

pekerja. Dalam 4 tahun terakhir, fungsi PP dan PKB cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun seiring meningkatnya jumlah PP dan PKB yang dibentuk 

sepanjang masa itu. 

Tabel 4.104 
Data Sarana Hubungan Industrial Tahun 2014 – 2017 

NO JENIS KELEMBAGAAN 2014    2015    2016    2017 

1 Peraturan Perusahaan 
(PP) 

3771 4299 4563 4845 

2 Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) 

889 976 1050 1091 

Sumber : Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Prov. Jawa Timur, 2014 – 2017 
 

– Penguatan Kapasitas SDM Hubungan Idustrial untuk mendorong terwujudnya 

iklim hubungan industrial yang kondusif melalui konsolidasi dan koordinasi 

yang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta 

melaksanakan Forum Komunikasi dan Konsultasi Mediator HI se Jawa Timur. 

4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Soaial baru 

dilaksanakan pada tahun 2018 dan bertujuan untuk mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis dan kondusif melalui : 

– Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial di 38 

Kab/Kota di Jawa Timur. Perselisihan hubungan industrial merupakan 

perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha / 

gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 

buruh karena ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan 

hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya 

dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan HI melibatkan 3 unsur yaitu 

pekerja, pengusaha dan pemerintah. Beberapa hal yang dilaksanakan antara 

lain menyelengarakan pertemuan/konsultasi Hubungan Industrial, pelayanan 

administrasi dewan pengupahan dan LKS Tripartit Provinsi Jawa Timur, 

Fasilitasi kegiatan serikat pekerja/buruh, Penanganan kasus oleh Unit Reaksi 
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Cepat (URC), Penganugerahan LKS Bipartit perusahaan tingkat Provinsi, 

Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Hubungan Industrial. 

5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja  

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagai 

pengembangan kompetensi tenaga kerja merupakan salah satu kunci 

meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan.  Penciptaan lapangan kerja produktif perlu didukung oleh 

tersedianya tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan penggunanya dan juga 

harus bersifat produktif . Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga 

Kerja dilaksanakan melalui : 

– Standarisasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan melalui penyusunan 

Modul LPK, seleksi Pemagangan Luar Negeri.  Pemagangan adalah bagian dari 

sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan 

di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan 

dan pengawasan Instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, 

dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka 

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pemagangan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas SDM agar tenaga kerja menjadi terampil, kompeten 

dan produktif dengan meningkatkan peran serta dunia usaha. Dalam 4 tahun 

terakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, telah melaksanakan kegiatan Pemagangan 

Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri dengan jumlah peserta yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas SDM. 

– Pembinaan kelembagaan pelatihan dan pemberdayaan SDM kepelatihan dan 

Instruktur dengan melaksanakan pembinaan LPK, Fasilitasi dan Akreditasi LPK, 

Peningkatan Kompetensi Instruktur.  Menurut PP No. 31 Tahun 2006 tentang 

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas), lembaga pelatihan kerja atau 

LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang 
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memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Selanjutnya 

berdasarkan Permenakertrans RI No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara 

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, kegiatan pelatihan kerja 

dapat diselenggarakan oleh LPK Pemerintah, LPK Swasta, atau perusahaan. 

Lembaga pelatihan kerja berperan penting dalam pengembangan tenaga kerja 

profesional. Untuk itu lembaga pelatihan harus mempunyai standar 

pendidikan dan pelatihan, diantaranya meliputi standar kelulusan, isi 

(kurikulum/silabus/modul), proses (metode), assessment (penilaian), 

pengajar/pelatih, fasilitas dan sarana, manajemen dan biaya. Dalam kerangka 

link and match, lembaga pelatihan kerja idealnya bersinergi dengan lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan pasar kerja, mengingat 

selama ini banyak kesempatan atau lowongan kerja yang tersedia belum 

dapat diisi oleh lulusan pendidikan maupun pencari kerja akibat 

ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan pasar kerja. 

Tabel 4.105 
Data Pemagangan Tahun 2014 – 2017 

NO JENIS PEMAGANGAN 2014 2015 2016 2017 

1 Pemagangan Dalam Negeri 360 800 800 870 
2 Pemagangan Luar Negeri 189 187 272 945 

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Prov. Jawa Timur, 2014 – 2017 
 

– Pembinaan Produktifitas dan penyelenggaraan sertifikasi sebagai upaya 

memberi pemahaman dan penyebarluasan konsep produktivitas pada 

masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah guna meningkatkan 

kesadaran dan membangun komitmen kegiatan peningkatan produktivitas 

(melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat) dengan melakukan 

pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi 

dan pengembangan manajemen dalam skala mikro maupun makro, yang 

meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi, 

pengembangan inovasi, serta kerjasama kelembagaan. 

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja pada 16 (enam 

belas) UPT Pelatihan Kerja di Jawa Timur melalui : 
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– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, Uji Kompetensi, 

Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

Tabel 4.106 
Pelatihan Kerja tahun 2014 – 2017 

NO UNIT KERJA 
TAHUN 

2014 2015 2016 2017 

1 UPT PK Surabaya 447 144 224 464 
2 UPT PK PPPTKLN 

Wonojati 
430 128 432 496 

3 UPT PK Singosari 552 160 336 1.008 
4 UPT PK Sumenep 479 128 240 368 
5 UPT PK Pasuruan 416 224 352 832 
6 UPT PK Nganjuk 352 128 304 608 
7 UPT PK Jombang 718 336 800 802 
8 UPT PK Ponorogo 416 192 496 464 
9 UPT PK Madiun 896 176 384 496 

10 UPTPK Situbondo 416 64 352 448 
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NO UNIT KERJA 
TAHUN 

2014 2015 2016 2017 

11 UPT PK Jember 448 80 336 496 
12 UPT PK 

Bojonegoro 
640 144 512 608 

13 UPT PK Tuban 685 128 64 352 
14 UPT PK 

Tulungagung 
359 96 336 444 

15 UPT PK Kediri 507 400 480 640 
16 UPT PK 

Mojokerto 
528 288 368 736 

 

Selanjutnya pada tahun 2018, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas 

Tenaga Kerja pada 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja menjadi Program 

tersendiri pada setiap UPT Pelatihan Kerja.  

6) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Kerja adalah upaya 

melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja, norma 

jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan 

lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan hak-hak 

normatif tenaga kerja termasuk tenaga kerja perempuan, dan tenaga kerja anak. 

Norma ketenagakerjaan secara keseluruhan meliputi norma-norma sebelum 

bekerja (norma pelatihan kerja, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja baik 

dalam negeri maupun luar negeri), selama bekerja (terpenuhinya hak-hak pekerja 

selama dalam hubungan kerja, seperti hak mendapatkan upah sesuai ketentuan, 

hak istirahat, hak mendapatkan upah lembur, serta hak diikutsertakan dalam 

program jaminan sosial), dan setelah tidak bekerja (norma-norma yang berkaitan 

dengan hak-hak pekerja pada waktu memasuki usia pensiun atau berakhirnya 

hubungan kerja yaitu hak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja). 

Terjaminnya hak-hak normatif dan kesejahteraan tenaga kerja beserta 

keluarganya akan memberikan kenyamanan dalam bekerja dan memberikan 

ketenangan dalam berusaha sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja maupun perusahaan. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui : 
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– Penguatan dan Penerapan Sistem Pengawas Ketenagakerjaan dengan 

melaksanakan Bimtek Bidang pengawas Ketenagakerjaan. 

– Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan 

berupa Gelar dan monitoring penanganan dan penyelesaian kasus 

ketenagakerjaan. 

– Pembinaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja 

untuk pelaksanaan bulan kampanye K3 dan bulan penghargaan K3 di Jawa 

Timur serta sosialisasi penerapan K3 di tempat kerja untuk sektor UMKM. 

Tabel 4.107 
Penerimaan Penghargaan Bidang K3 di Jawa Timur Tahun 2015 – 2017 

 

No 
Jenis 

Penghargaan 
yang diberikan 

2014 2015 2016 2017 

1 Pembina K3 10 Bupati/ 
walikota 

10 Bupati/ 
walikota 

10 Bupati/ 
walikota 

10 Bupati/ 
walikota 

2 Kecelakaan 
Nihil (Zero 
Accident) 

405 perusahaan 343 perusahaan 313 perusahaan 277 perusahaan 

3 Sistem 
Manajemen 
(K3)  

58 perusahaan 56 perusahaan 97 perusahaan 84 perusahaan 

4 P2-HIV AIDS - perusahaan 16 perusahaan 27 perusahaan 31 perusahaan 
Sumber : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Disnakertrans Prov. Jatim 

 

– Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak dan perlindungan 

terhadap pekerja perempuan dengan melaksanakan sosialisasi perlindungan 

tenaga kerja wanita pada sektor UMKM dan Bimbingan Ketrampilan Kerja bagi 

pekerja anak dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

untuk anak.   

Tabel 4.108 
Pelaksanaan Program PPA-PKH di Jawa Timur Tahun 2014 – 2017 

NO TAHUN 

JUMLAH 

KABUPATEN SHELTER PEKERJA 
ANAK 

1 2014 17 98 2.940 
2 2015 12 70 2.100 
3 2016 11 71 1.698 
4 2017 7 25 900 
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7) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Nomenklatur kegiatan ini merupakan 

penyesuaian terhadap nomenklatur bidang yang menangani. Program ini untuk 

melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja, norma 

jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan 

lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan hak-hak 

normatif tenaga kerja termasuk tenaga kerja perempuan, dan tenaga kerja anak. 

Norma ketenagakerjaan secara keseluruhan meliputi norma-norma sebelum 

bekerja (norma pelatihan kerja, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja baik 

dalam negeri maupun luar negeri), selama bekerja (terpenuhinya hak-hak pekerja 

selama dalam hubungan kerja, seperti hak mendapatkan upah sesuai ketentuan, 

hak istirahat, hak mendapatkan upah lembur, serta hak diikutsertakan dalam 

program jaminan sosial), dan setelah tidak bekerja (norma-norma yang berkaitan 

dengan hak-hak pekerja pada waktu memasuki usia pensiun atau berakhirnya 

hubungan kerja yaitu hak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja). 

Terjaminnya hak-hak normatif dan kesejahteraan tenaga kerja beserta 

keluarganya akan memberikan kenyamanan dalam bekerja dan memberikan 

ketenangan dalam berusaha sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja maupun perusahaan. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui : 

– Penguatan dan Penerapan Sistem Pengawas Ketenagakerjaan dengan 

melaksanakan Bimtek Bidang pengawas Ketenagakerjaan. 

– Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan 

berupa Gelar dan monitoring penanganan dan penyelesaian kasus 

ketenagakerjaan. 

Pembinaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja 

untuk pelaksanaan bulan kampanye K3 dan bulan penghargaan K3 di Jawa 

Timur serta sosialisasi penerapan K3 di tempat kerja untuk sektor UMKM. 
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8) Program Perluasan dan Penempatan Kerja  

Program Perluasan dan Penempatan Kerja di Jawa Timur secara mendasar 

mengacu pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) penurunan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan sasaran dari RPJMD 2014-2019 

untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja & penyerapan tenaga kerja. 

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Jawa Timur 

dilaksanakan melalui : 

– Penempatan tenaga kerja di sektor informal, dimaksudkan untuk melatih para 

Wirausaha Baru dan Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Terapan Teknologi 

Tepat Guna.  

– Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri: 

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri merupakan kegiatan penempatan 

tenaga kerja melalui mekanisme pengelolaan persediaan (supply) dan 

kebutuhan tenaga kerja (demand) yang dilakukan melalui mekanisme antar 

kerja oleh lembaga bursa kerja di Disnaker Kab/Kota dan Lembaga 

Penempatan Swasta, sebagaimana Permenakertrans No. KEP.07/MEN/ 

IV/2008 yang telah direvisi menjadi Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang 

Penempatan Tenaga Kerja. Pembinaan ini dilakukan dengan Sosialisasi Antar 

Kerja Antar Daerah (AKAD), Sosialisasi Peraturan Pengguna Tenaga Kerja Asing 

(TKA). 

– Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, bertujuan salah satunya 

untuk melakukan Sosialisasi Pencegahan TKI Non Prosedural. 

– Penciptaan Pasar Kerja melalui pembinaan kelembagaan informasi pasar kerja 

dan penyelenggaraan bursa kerja dalam dan luar negeri dipergunakan salah 

satunya untuk Pameran Bursa Kerja (job fair) yang menjadi salah satu icon 

unggulan Pemerintah Prov. Jawa Timur dalam mengurangi pengangguran. 

Untuk itu, Disnakertrans Prov. Jawa Timur selama tahun 2017 melalui Inovasi 

Ayo Kerja mendorong kegiatan ’Pekan Pasar Kerja’ setiap bulan September 

dan Optimalisasi Bursa Kerja Pemerintah melalui replikasi Inovasi Layanan Ayo 

Kerja untuk mengelar kegiatan job fair sebagai layanan wajib di Dinas 

Ketenagakerjaan Kab/Kota (SE Gubernur Jawa Timur No. 560/3386/031/2014 
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dan No. 560/3889/106.01/2015 tentang Replikasi Layanan Ayo Kerja), dan 

aktivitas ’ Gelar Ayo Kerja ’ tahun 2017. 

– Penguatan SDM antar kerja untuk mengoptimalkan Penciptaan Pasar Kerja 

dan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri. 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

– Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri di Bidang Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja berupa pelaksanaan Pameran bagi Wira Usaha Baru Binaan.  

Tabel 4.109 
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Jawa Timur Tahun 2015 – 2017 

NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 

1  Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Kab./Kota 5.297 5.336 2.752 5.536  

2  Antar Kerja Lokal (AKL) 264.661 216.976 299.173 366.488  

 a. Antar Kerja Lokal (AKL) Kab/Kota 75.467  65.146  191.371  193.284  

b. Antar Kerja Khusus (AKSUS) TKI B/wirausaha 488  1.248  454  929  

c. Bursa Kerja di Provinsi (JMF/Bulanan) 815  986  1.377  10.561  

d. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 
(LPTKS) 

2.887  1.154  905  859  

e. Bursa Kerja Khusus di PT/SMK/UPT 63.667  39.282  31.322  66.343  

 1) BKK UPT-PK 8.289  6.056  5.271  11.599  

2) BKK SMK 21.462  12.877  15.877  43.553  

3) BKK PT/Universitas 33.916  20.349  10.174  11.191  

f. Penempatan Pemagangan TK dalam negeri 5.026  1.110  1.663  1.829  

g. Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal  54.584  57.760  46.936  61.550  

 1) Binaan Provinsi 4.097  11.841  8.450  3.882  

2) Binaan Kab/Kota 50.487  45.919  38.486  57.668  

h. Penempatan melalui LPTKS di 38 Kab/Kota 61.727  50.290  25.145  31.133  

3  Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 49.683  51.207  56.534  63.498  

 a. PPTKIS Embarkasi Bandara Juanda 45.663  25.370  33.820  33.706  

b. Cab. PPTKIS Embarkasi Bandara Juanda 4.020  2.895  4.615  10.932  

c. Embarkasi Non Juanda - 22.942  18.099  18.860  

4  Penempatan Pemagangan TK Luar Negeri 302  436  309  434  

5  Penempatan sebagai tenaga kontrak (PPJP) 69.178  121.699  48.113  23.960  

Jumlah Seluruhnya 389.121  395.654  406.881  459.916  
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Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Jawa Timur cenderung 

mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir dan hal tersebut sangat 

berpengaruh dalam menurunkan angka TPT di Jawa Timur. 

Arah kebijakan Gubernur Jawa Timur terkait program Antar Kerja Antar Negara 

(AKAN) masih menempatkan TKI ke luar negeri sebagai satu kesatuan strategis 

program untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur. Upaya perbaikan dan 

peningkatan layanan penempatan TKI dilakukan dengan meningkatkan 

ketrampilan/kompetensi guna mengurangi penempatan TKI pada jabatan sektor 

informal serta perlindungan TKI mulai pra, selama dan pasca penempatan. Arah 

kebijakan program AKAN di Jawa Timur mengacu pada roadmap kebijakan 

Pemerintah Pusat sebagai upaya perbaikan kualitas kompetensi, peningkatan 

pelayanan melalui Kantor Satu Atap dan moratorium penempatan TKI baru ke 

negara Timur Tengah yang belum baik aspek perlindungannya terhadap TKI. 

Implementasinya melalui : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi dan 

Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja 

ke Luar Negeri dengan melakukan Pelayanan Kedatangan TKI di Bandara 

Juanda, melaksanakan bimtek pemberdayaan TKI Purna, melakukan 

pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, melaksanakan 

sosialisasi pencegahan TKI non Prosedural dan menangani permasalahan 

yang dihadapi TKI 

Tabel 1.110 
Rekapitulasi pendataan Kedatangan TKI Luar Negeri melalui Bandara Juanda 

tahun 2014 – 2017 

NO ALASAN KEPULANGAN 
TAHUN 

2014 2015 2016 2017 

1 Selesai Kontrak 101 23.924 17.529 11.459 
2 Cuti 32.240 32.726 22.649 16.519 
3 Kasus  2.237 2.258 1.391 987 
 Jumlah 34.578 58.908 35.386 28.965 

Sumber : UPT P3TKI Disnakertrans Prov. Jatim, 2014-2017 

 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penyelenggaraan 

Pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan memberikan Pelayanan 
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terhadap CTKI/TKI dan PPTKIS melalui Lembaga Pelayanan Terpadu Satu 

Atap (LPTSA), melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), 

Sosialisasi mekanisme penempatan TKI ke luar negeri,  

– Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi 

pencari kerja. 

Tabel 4.111 
Penempatan TKI ke Luar Negeri tahun 2014 – 2017 

NO NEGARA PENEMPATAN 
TAHUN 

2014 2015 2016 2017 
1 Brunei Darussalam 1.280 1.318 1.241 1.535 
2 Hongkong 10.733 5.584 6.080 33.749 
3 Korea Selatan 175 139 380 770 
4 Malaysia 8.051 4.570 4.714 6.106 
5 Saudi Arabia 6.596 1.841 381 889 
6 Singapura 5.022 2.394 2.288 1.314 
7 Taiwan 11.441 8.559 18.128 17.668 
8 Lainnya 2.365 965 605 1.467 
 Jumlah 45.663 25.370 33.820 63.498 

Sumber : UPT P3TKI Disnakertrans Prov. Jatim, 2014-2017 

 

9) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja  

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Jawa Timur secara 

mendasar mengacu pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) penurunan 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan sasaran dari RPJMD 2014-

2019 untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja & penyerapan tenaga kerja. 

Perubahan Nomenklatur kegiatan merupakan penyesuaian terhadap nomenklatur 

bidang yang menangani. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di 

Jawa Timur dilaksanakan melalui : 

– Penempatan tenaga kerja di sektor informal, dimaksudkan untuk melatih para 

Wirausaha Baru dan Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Terapan Teknologi 

Tepat Guna.  

– Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri: 

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri merupakan kegiatan penempatan 

tenaga kerja melalui mekanisme pengelolaan persediaan (supply) dan 

kebutuhan tenaga kerja (demand) yang dilakukan melalui mekanisme antar 
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kerja oleh lembaga bursa kerja di Disnaker Kab/Kota dan Lembaga 

Penempatan Swasta, sebagaimana Permenakertrans No. KEP.07/MEN/ 

IV/2008 yang telah direvisi menjadi Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang 

Penempatan Tenaga Kerja. Pembinaan ini dilakukan dengan Sosialisasi Antar 

Kerja Antar Daerah (AKAD), Sosialisasi Peraturan Pengguna Tenaga Kerja Asing 

(TKA). 

– Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, bertujuan salah satunya 

untuk melakukan Sosialisasi Pencegahan TKI Non Prosedural. 

– Penciptaan Pasar Kerja melalui pembinaan kelembagaan informasi pasar kerja 

dan penyelenggaraan bursa kerja dalam dan luar negeri dipergunakan salah 

satunya untuk Pameran Bursa Kerja (job fair) yang menjadi salah satu icon 

unggulan Pemerintah Prov. Jawa Timur dalam mengurangi pengangguran. 

Untuk itu, Disnakertrans Prov. Jawa Timur selama tahun 2017 melalui Inovasi 

Ayo Kerja mendorong kegiatan ’Pekan Pasar Kerja’ setiap bulan September 

dan Optimalisasi Bursa Kerja Pemerintah melalui replikasi Inovasi Layanan Ayo 

Kerja untuk mengelar kegiatan job fair sebagai layanan wajib di Dinas 

Ketenagakerjaan Kab/Kota (SE Gubernur Jawa Timur No. 560/3386/031/2014 

dan No. 560/3889/106.01/2015 tentang Replikasi Layanan Ayo Kerja), dan 

aktivitas ’ Gelar Ayo Kerja ’ tahun 2017. 

– Penguatan SDM antar kerja untuk mengoptimalkan Penciptaan Pasar Kerja 

dan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri. 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 

di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri di Bidang Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja berupa pelaksanaan Pameran bagi Wira Usaha Baru Binaan. 
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10) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT 

Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT 

Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja melalui :  

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan 

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dengan melaksanakan 

kompetisi 5R/5S bagi perusahaan. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan 

Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan Produktivitas dengan 

melaksanakan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan manajemen 

produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. 

– Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat dengan melaksanakan pelatihan peningkatan produktivitas. 

                                                                Tabel 1.112 
Kegiatan Pelatihan Manajemen Produktivitas tahun 2014 – 2017 

NO PROG/KEGIATAN 
TAHUN 

2014 2015 2016 2017 

1 Pelatihan 
Kewirausahaan 

90 org 30 org - 300 org 

2 Pelatihan pengukuran 
Produktivitas 

-  - - 100 org 

3 Pemberian 
Penghargaan 
Produktivitas (5R/5S) 

20 
perusahaan 

- - 41 
perusahaan 

 

11) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di UPT P3TKI. 

Arah kebijakan Gubernur Jawa Timur terkait program Antar Kerja Antar Negara 

(AKAN) masih menempatkan TKI ke luar negeri sebagai satu kesatuan strategis 

program untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur. Upaya perbaikan dan 

peningkatan layanan penempatan TKI dilakukan dengan meningkatkan 

ketrampilan/kompetensi guna mengurangi penempatan TKI pada jabatan sektor 

informal serta perlindungan TKI mulai pra, selama dan pasca penempatan. Arah 

kebijakan program AKAN di Jawa Timur mengacu pada roadmap kebijakan 

Pemerintah Pusat sebagai upaya perbaikan kualitas kompetensi, peningkatan 
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pelayanan melalui Kantor Satu Atap dan moratorium penempatan TKI baru ke 

negara Timur Tengah yang belum baik aspek perlindungannya terhadap TKI. 

Implementasinya melalui : 

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi dan 

Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke 

Luar Negeri dengan melakukan Pelayanan Kedatangan TKI di Bandara Juanda, 

melaksanakan bimtek pemberdayaan TKI Purna, melakukan pembinaan terhadap 

lembaga penempatan tenaga kerja, melaksanakan sosialisasi pencegahan TKI non 

Prosedural dan menangani permasalahan yang dihadapi TKI 

 

12) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamataan dan Kesehatan Kerja 

di UPT K3 Surabaya.  

Program pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja di 

UPT K3 atau biasa disebut Hiperkes pada prinsipnya merupakan layanan 

kesehatan yang mengurusi masalah kesehatan tenaga kerja secara menyeluruh, 

meliputi usaha-usaha kuratif, preventif, penyesuaian faktor manusia terhadap 

pekerjaannya, higiene dan lain-lain. Manajemen Hiperkes dan KK di perusahaan 

dilatarbelakangi oleh pengimplementasian konsep manajemen modern yang 

menitikberatkan pada pengendalian terciptanya kondisi lingkungan kerja aman, 

higienis dan nyaman, serta tenaga kerja yang sehat, selamat dan produktif. 

Manajemen ini memiliki lingkup yang selaras dengan ISO seri 14000, meliputi 

kesehatan kerja, keselamatan kerja dan lingkungan (occupational health, safety 

and environment). Hiperkes dan KK dimaksudkan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja sebagai salah satu unsur yang 

sangat penting dari kesejahteraan, serta meningkatkan kegairahan kerja, efisiensi, 

produktivitas dan moril kerja manusia dalam setiap sektor kegiatan ekonomi. 

Implementasi Program ini melalui :  

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penyelenggaraan 

Pelatihan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja dengan melaksanakan 

pelatihan hiperkes. 
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– Pengkondisian Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat serta 

tenaga kerja yang sehat dan produktif dengan melaksanakan pengujian di 

bidang hiperkes. 

– Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di lingkungan 

Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil 

Tembakau dengan melakukan pengujian pada sektor industri tembakau, 

pengadaan peralatan penunjang pengujian pada sektor industri tembakau.  

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi dan 

Pengembangan Kelembagaan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja 

dengan memberikan layanan operasional di bidang Hiperkes. 

– Pengujian dan pemeriksaan hiperkes dan keselamatan kerja dengan 

melaksanakan uji serta pemeriksaan pada perusahaan. 

 

13) Program Mobilitas Penduduk. 

Program Mobilitas Penduduk sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan 

produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan 

mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial 

budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kebijakan 

penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk 

yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung 

lingkungan, peningkatan kualitas SDM dan perwujudan integrasi masyarakat. 

Program transmigrasi juga bertujuan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah 

baru atau mendukung percepatan pertumbuhan wilayah yang telah ada atau 

mulai berkembang. Program Mobilitas Penduduk diwujudkan melalui :  

– Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke Luar Jawa dengan 

melaksanakan MOU dengan Kab/Kota di Luar Jawa, melaksanakan temu 

teknis dan sosialisasi, melakukan monitoring kesiapan lokasi penempatan. 

– Pembinaan Kapasitas Calon Transmigrasi dengan melaksanakan bimbingan 

teknis peningkatan kompetensi calon transmigran dan penyuluhan 

program transmigrasi, melaksanakan pameran/promosi program 

transmigrasi. 
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– Penyiapan Calon Transmigran dengan melakukan seleksi jumlah kerjasama 

antar daerah. 

– Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi 

pencari kerja dengan fasilitasi para calon transmigran. 

Tabel 4.113 
Data Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Umum tahun 2014 

NO TAHUN 
JUMLAH 

KETERANGAN 
           KK         JIWA 

1 2014 144 571 Kalimatan Utara, 
Sumatera Selatan 

Sumber : Bidang Transmigrasi Disnakertrans Prov. Jatim, 2014 

 

14) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Singosari 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Malang Raya ( Kabupaten Malang, Kota 

Malang dan Kota Batu) dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 
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– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

15) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Jember 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang 

dan Kabupaten Bondowoso dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 
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– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

16) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Pasuruan 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, 

Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 
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17) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Mojokerto 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

18) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Jombang 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Jombang dengan kegiatan 

sebagai berikut : 
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– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

19) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tuban 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten 

Lamongan dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 
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Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

20) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Nganjuk 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 
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mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

21) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Surabaya 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Gresik dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 
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– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

22) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Sumenep 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Sumenep, Kabupaten 

Pamekasan, Kebupatan Sampang dan Kabupaten Bangkalan dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 
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– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

23) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Situbondo 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten 

Banyuwangi dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 
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24) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten 

Blitar dan Kota Blitar dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

25) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Tulungagung 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten 

Trenggalek dengan kegiatan sebagai berikut : 
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– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

26) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Madiun 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Madiun, Kota Madiun dan 

Kabupaten Ngawi dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 
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Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

27) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Bojonegoro 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-280 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

28) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

Ponorogo 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan 

dan Kabupaten Pacitan dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 
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– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 

– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

29) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK 

PPPTKLN Wonojati Malang 

Program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi 

masyarakat pencari kerja di wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota 

Malang dan Kota Batu) di fokuskan pada sektor pertanian, penyiapan dan 

pengembangan tenaga kerja luar negeri berdasarkan klaster kompetensi, dan 

ketatausahaan serta pelayanan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Masyarakat. Pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan Program yang 

digunakan tetap berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia).  Melaksanakan program three in 1 (3 in 1), pelatihan ketrampilan 

Institutional. 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi Lembaga 

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi bertujuan 

untuk memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga mampu 

mewujudkan tenaga kerja yang memiliki dan menguasai bidang profesi 

tertentu dan berkualitas international.  

– Penguatan Sarana Prasarana di UPT Pelatihan Kerja (Penyediaan 

/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan). 

– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat di UPT Pelatihan Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi, 

Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat serta Pelatihan Swadana. 
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– Pelayanan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di UPT 

Pelatihan Kerja dengan melaksanakan pertemuan dengan para mitra 

penempatan UPT PK serta melaksanakan Job Fair. 

 

30) Program Ketransmigrasian. 

Program Ketransmigrasian sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan 

produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan 

mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial 

budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kebijakan 

penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk 

yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung 

lingkungan, peningkatan kualitas SDM dan perwujudan integrasi masyarakat. 

Program transmigrasi juga bertujuan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah 

baru atau mendukung percepatan pertumbuhan wilayah yang telah ada atau 

mulai berkembang. Program transmigrasi diwujudkan melalui :  

– Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke Luar Jawa dengan 

melaksanakan MOU dengan Kab/Kota di Luar Jawa, melaksanakan temu 

teknis dan sosialisasi, melakukan monitoring kesiapan lokasi penempatan. 

– Pembinaan Kapasitas Calon Transmigrasi dengan melaksanakan bimbingan 

teknis peningkatan kompetensi calon transmigran dan penyuluhan 

program transmigrasi, melaksanakan pameran/promosi program 

transmigrasi. 

– Penyiapan Calon Transmigran dengan melakukan seleksi jumlah kerjasama 

antar daerah. 

– Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi 

pencari kerja dengan fasilitasi para calon transmigran. 

Tabel 4.114 
Data Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Umum tahun 2015-2017 

NO TAHUN 
JUMLAH 

KETERANGAN 
KK JIWA 

1 2015 374 1.071 
Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara 
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NO TAHUN 
JUMLAH 

KETERANGAN 
KK JIWA 

Sumatera Selatan, 
Kalimatanta Utara, 
Kalimantan Barat 
Maluku 

2 2016 800 2.464 

Bengkulu, Sumatera 
Selatan, Kalimantan 
Utara, Gorontalo, 
Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Barat, 
Sulawesi Tenggara, 
Maluku Utara 

3 2017 80 241 

Maluku Utara, 
Sumatera Selatan, 
Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Barat, 
Gorontalo, 

– Sumber : Bidang Transmigrasi Disnakertrans Prov. Jatim, 2015-2017 

Tabel 1.115 
Data Pelatihan Dasar Umum (PDU) Ketransmigrasian tahun 2015 – 2017 

NO TAHUN 
JUMLAH 

Angkatan JIWA 
1 2015 6 291 
2 2016 7 394 
3 2017 13 650 

Sumber : UPT Pelatihan Ketransmigrasian dan Kemasyarakatan Disnakertrans Prov. Jatim, 

2015-2017 

 

31) Program Ketransmigrasian di UPT Pelatihan Ketransmigrasian dan 

Kemasyarakatan. 

program ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperuntukan bagi calon 

transmigrasi yang akan diberangkatkan di daerah tujuan dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

– Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Revitalisasi dan 

Pengembangan Kelembagaan di UPT Pelatihan Transmigrasi melalui 

pelatihan yang dilaksanakan untuk masyarakat pada umumnya dan animo 

transmigran khususnya. 
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– Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan 

masyarakat dengan melaksanakan pelatihan kewirusahaan 

 
 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

- Kondisi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 (enam belas) UPT 

Pelatihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya memadai sehingga masih harus terus 

dilakukan revitalisasi melalui peremajaan dan pemutakhiran sarana dan 

prasarana pelatihan seiring dengan tuntutan kemajuan jaman dan kebutuhan 

pasar. 

- Makin terbatasnya jumlah Instruktur pada UPT Pelatihan Kerja yang 

kompeten.  

- Alokasi sertifikasi kompetensi yang belum memadai dibandingkan jumlah 

siswa yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi. Idealnya, lulusan 

Pelatihan Berbasis Kompetensi diikuti dengan uji kompetensi untuk 

menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar kompeten. 

- Masih minimnya penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) 

melalui LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), karena adanya 

disparitas Upah Minimum antar Propinsi. Tingkat upah di Jawa Timur lebih 

tinggi dibandingkan provinsi lain sehingga calon tenaga kerja enggan untuk 

bekerja di luar Jawa Timur. 

- Turunnya kontribusi penempatan tenaga kerja AKAN (Antar Kerja Antar 

Negara) akibat masih diberlakukannya moratorium di beberapa Negara tujuan 

penempatan, dan pengetatan seleksi calon TKI khususnya untuk kemampuan 

bahasa dan budaya Negara tujuan.  

- Kebijakan pengetatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa 

Timur ke luar negeri, khususnya pada jabatan informal seperti Penata Laksana 

Rumah Tangga (PLRT) sebagai upaya perlindungan TKI, sehingga angka 

penempatan TKI melalui program AKAN (Antar Kerja Antar Negara) berkurang. 
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- Belum optimalnya pendataan penyerapan tenaga kerja baru dari kegiatan 

perluasan kesempatan kerja di sektor informal di kabupaten/kota. 

- Upah Minimum Kab/Kota (UMK) menunjukkan kenaikan yang positif, namun 

perlu diperhatikan dampak kenaikan UMK terhadap iklim investasi di Jawa 

Timur dan Implikasinya terhadap keberadaan dunia usaha sehingga 

berpotensi menyebabkan tingginya angka PHK yang berkontribusi signifikan 

terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial. 

- Masyarakat makin sadar hukum sehingga makin banyak kasus perselisihan 

hubungan industrial yang seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui 

mekanisme Perjanjian Bersama, berpotensi diajukan melalui jalur hukum. 

- Keterbatasan jumlah tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial di Jawa 

Timur. 

- Kendala komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, akibat penerapan 

Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Provinsi.  

- Kecepatan penyelesaian kasus tidak hanya tergantung pada kemampuan 

penanganan oleh Pengawas Ketenagakerjaan akan tetapi sangat tergantung 

pula pada masing-masing Perusahaan untuk memenuhi hak pekerja dan 

menyelesaikan kasus yang ada secepat mungkin. 

- Kebanyakan kasus ketenagakerjaan yang terjadi, posisi pekerja masih proses 

pemutusan hubungan kerja/tidak bekerja di Perusahaan sehingga Perusahaan  

bersikukuh untuk penyelesaian kasus tersebut menunggu putusan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht).  

- Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai 

dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program 

transmigrasi. 

- Kuota penempatan transmigran asal Jawa Timur yang diberikan oleh 

Pemerintah Pusat relatif terbatas karena keterbatasan lokasi penempatan 

transmigrasi yang telah siap. Hal ini dikarenakan prioritas program Pusat 

diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

daerah penempatan, antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung 

tuntas. 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-286 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Solusi: 

- Menyelesaikan target revitalisasi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 

16 UPT PK pada saat bersamaan secara bertahap. Dengan makin memadainya 

sarana-prasarana pelatihan, maka output pelatihan berupa tenaga kerja 

dengan skill/kompetensi memadai akan meningkat secara kualitas maupun 

kuantitas. 

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP) untuk mendorong peningkatan jumlah sertifikasi kompetensi 

tenaga kerja. 

- Mengintensifkan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk 

mencetak tenaga kerja yang terampil/kompeten. 

- Peningkatan koordinasi dan membangun mitra kerja melalui Forum 

Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) di setiap Kabupaten/Kota untuk 

meningkatkan pemagangan mandiri, dengan melibatkan unsur asosiasi 

perusahaan, industri, lembaga pelatihan kerja, dinas yang menangani 

ketenagakerjaan 

- Mendorong Komitmen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan perusahaan 

untuk mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja sebagai layanan 

wajib kepada masyarakat. 

- Peningkatan layanan publik melalui inovasi pelayanan penempatan “Ayo Kerja 

Jatim” yang dilakukan baik secara konvensional melalui pelayanan langsung, 

maupun melalui website infokerja-jatim.com. Yang terbaru, dilakukan 

terobosan pelayanan informasi lowongan kerja melalui smartphone (berbasis 

android) untuk memperluas cakupan pelayanan informasi lowongan kerja di 

seluruh strata masyarakat. 

- Memperluas jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak 

yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, 

asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga 

info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah 

diakses pencari kerja. 
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- Meningkatkan pembinaan kepada Kab./Kota untuk lebih mengefektifkan 

pelayanan dan pendataan penempatan tenaga kerja dari pencari kerja umum 

maupun alumni dari dunia pendidikan/alumni pelatihan. 

- Bursa Kerja Bulanan, Pekan Pasar Kerja di bulan September (2 bulan pasca 

kelulusan), serta Bursa Kerja Bersama dengan Provinsi lain. 

- Menggerakkan dan mendorong sektor-sektor lapangan usaha dan 

keterlibatan SKPD lainnya untuk berkontribusi dalam penciptaan dan 

perluasan lapangan kerja di Jawa Timur. 

- Koordinasi dan peningkatan kemampuan SDM petugas antar kerja di 

Kab./Kota untuk memperkuat upaya penyerapan tenaga kerja di sektor formal 

maupun informal. 

- Pembinaan dan optimalisasi fungsi Tenaga Kerja Sarjana sebagai pendamping 

dan motivator masyarakat dalam pengembangan kesempatan kerja di sektor 

informal. 

- Untuk memperluas kesempatan kerja di sektor informal, dilakukan program 

bimbingan usaha, bantuan stimulan sarana usaha, serta dampingan teknis 

pengembangan usaha di lapangan. 

- Calon peserta usaha mandiri di sektor informal wajib memiliki embrio usaha 

untuk menjamin agar usahanya semakin berkembang dan tidak berhenti 

beroperasi di tengah jalan. 

- Pembinaan lebih intensif kepada unsur pekerja dan pengusaha secara 

langsung ataupun melalui forum komunikasi dan konsultasi, sosialisasi, 

bimbingan teknis yang melibatkan 3 unsur hubungan industrial (pengusaha, 

pekerja, pemerintah). 

- Mendorong Kab./Kota untuk berperan lebih aktif dalam proses penetapan 

UMK. 

- Mengusulkan pegawai di bidang Hubungan Industrial Provinsi maupun 

Kab./Kota untuk mengikuti Diklat Mediator Hubungan Industrial, dalam 

rangka menambah tenaga Mediator Hubungan Industrial. 
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- Mengoptimalkan komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, serta 

pembinaan yang lebih intensif ke Kab./Kota berkenaan dengan permasalahan 

Hubungan Industrial. 

- Pembinaan dan pemeriksaan perusahaan secara berkala untuk mengurangi 

kasus ketenagakerjaan. 

- Peningkatan efektivitas dan fungsi HRD Perusahaan untuk mengikuti Diklat 

Kader Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan sehingga norma-norma 

ketenagakerjaan dapat dipahami dan diaplikasikan di Perusahaan yang akan 

mengurangi terjadinya kasus ketenagakerjaan. 

- Peningkatan efektifitas P2K3 sebagai wadah kerjasama antara pengusaha dan 

pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi 

efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 

- Peningkatan pembinaan dan pengawasan K3 oleh Pengawas Ketenagakerjaan 

– Dilakukan terobosan pelatihan calon transmigran ke depan, di mana tidak 

hanya Pelatihan Dasar Umum (PDU), namun juga dilakukan pelatihan berbasis 

kemasyarakatan sehingga bukan hanya calon transmigran terdaftar/terseleksi 

yang dilatih tetapi juga animo calon transmigran bisa mendapatkan pelatihan 

sesuai kebutuhan daerah tujuan, sehingga diperoleh calon transmigran yang 

lebih berkualitas dan mandiri. 

- Pasca penempatan transmigran, dilakukan monitoring dan pembinaan 

terpadu dari provinsi daerah penempatan, provinsi daerah asal dan 

pemerintah pusat. Monitoring dan pembinaan dilakukan bersama-sama 

dengan melibatkan dinas/instansi terkait di lokasi penempatan, misalnya 

untuk menambah ketrampilan para transmigran sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya. 
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8 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA; ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

1.8.1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENDUDUKAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Dilaksanakan 
Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pendudukan Provinsi 
Jawa Timur Dengan Pagu Dan Realisasi Progam Pembangunan Dinas Pehubungan 
Tahun 2014 – 2018 Secara Terinci Sebagaimana Tabel Dibawah Ini : 
 

Tabel 4.116 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan 
Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutam
aan Gender 
dan Anak 

Pagu 2.276.728.500 2.477.450.000 1.049.393.000 740.000.000 - 

Realisasi 2.265.331.310 2.372.150.796 1.027.855.219 729.854.070 - 

% 99,50 95,75 97,95 98,63 - 

2 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Hidup 
dan 
Perlindungan 
Perempuan 

Pagu 5.916.600.000 3.908.242.250 1.398.533.000 1.755.000.000 - 

Realisasi 5.446.329.977 3.668.546.170 1.380.971.885 1.710.454.550 - 

% 92,05 93,87 98,74 97,46 - 

3 

Program 
Peningkatan 
Peran serta 
dan 
Kesetaraan 
Gender dalam 
Pembangunan 

Pagu - 1.364.836.700 718.280.000 960.337.000 941.600.000 

Realisasi - 1.297.759.364 707.828.354 873.695.414 307.309.650 

% - 95,09 98,54 90,98 32,64 

4 

Program 
Keserasian 
Kebijakan 
Peningkatan 
Kualitas Anak 
dan 
Perempuan 

Pagu - 1.436.800.000 382.337.000 1.110.000.000 - 

Realisasi - 1.307.572.125 376.011.350 1.098.474.469 - 

% - 91,01 98,35 98,96 - 

5 Program Pagu - - - - 3.638.100.000 
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Peningkatan 
Perlindungan 
Perempuan 
dan Anak 

Realisasi - - - - 411.652.350 

% - - - - 11,32 

6 

Program 
Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutam
aan Gender 
(PUG) dan 
Pengarusutam
aan Hak Anak 
(PUHA) 

Pagu - - - - 1.140.430.000 

Realisasi - - - - 405.144.802 

% - - - - 35,53 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II  
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan PUG dan PUA di 

berbagai bidang pembangunan, serta untuk meningkatkan komitmen OPD dan 

Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan  program kegiatan yang berbasis responsif 

gender dan anak. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 

dilakukan melalui : 

- Implementasi Bina Keluarga Setara di Kab/Kota dengan sasaran Kab/Kota di 

Jawa Timur. Hasil dari kegiatan ini membentuk ketahanan keluarga dengan 

memberikan pemahaman dan mengubah pandangan antara perepuan dan 

laki-laki dan anak dalam peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai individu 

dalam keluarga  dan di masyarakat.  

- Pertemuan koordinasi kelembagaan PUG dan PUHA dengan sasaran 38 

Kab/Kota di Jawa Timur dan seluruh OPD Provinsi Jawa Timur. Hasil dari 

kegiatan ini yaitu terintegrasinya isu dan permasalahan gender dan anak ke 

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 

- Sosialisasi peningkatan pemahaman tentang PUG dan PUHA dengan sasaran 

38 Kab/Kota di Jawa Timur. Dimana Kab/Kota didorong untuk mengikuti 

evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan, Pengarusutamaan 

gender, perlindungan perempaun dan anak serta Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA). 
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- Pelatihan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 

dengan sasaran OPD Provinsi dan 38 Kab/Kota di Jawa Timur . Hasil kegiatan 

meningkatkan kapasitas SDM perencana dalam menganalisis gender 

kedalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut, dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.117 
Tabel Perkembangan Pelaksanaan PUG dan PUA di Jawa Timur 

Tahun 2014-2017 
No Keterangan Tahun 

2014 
Tahun 2015 Tahun 

2016 
Tahun 2017 

1 

Kabupaten/Kota yang telah 
melaksanakan PUG melalui 
PPRG dan PUA 
 

10 
Kab/Kota 14 Kab/Kota 19 

Kab/Kota 25 Kab/Kota 

2 

OPD Provinsi Jawa Timur 
yang telah melaksanakan 
PUG melalui PPRG dan PUA 
 

71 OPD 71 OPD 71 OPD 71 OPD 

3 
Persentase Anggaran 
Responsif Gender dan Anak 
di Provinsi Jawa Timur 

12,95% 19,54% 43,52% 33,24% 

Sumber Data : DP3AK Prov. Jatim 

 

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di 

berbagai bidang kehidupan dan pembangunan serta meningkatkan pemenuhan 

hak-hak perempuan atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, 

eksploitasi dan diskriminasi. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 

Perempuan dilakukan melalui : 

- Validasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan 

sasaran 38 kab/kota se Jawa Timur, untuk memperoleh data yang up to 

date tentang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di 

lingkup Kab/Kota maupun Provinsi Jawa Timur 

- Rapat Koordinasi Pelayanan dan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu terhadap  

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota Di Jawa Timur guna 
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meningkatkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan 

trafficking. 

- Forum Anak Provinsi Jawa Timur, dengan sasaran Forum Anak Daerah di 38 

Kab/Kota se Jawa Timur. 

- Peringatan Hari Anak Provinsi Jawa Timur, untuk meningkatkan komitmen 

Kab/Kota dalam membentuk Kab/Kota Layak Anak. 

 

3) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 

Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 

bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang 

pembangunan dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 

dalam pembangunan dilakukan melalui : 

- Bimbingan manajemen usaha dengan sasaran PEKKA (perempuan kepala 

keluarga) di Jawa Timur. Peningkatan kapasitas dan kualitas kesetaraan 

gender dalam kegiatan ekonomi sistem rumah tangga, yang umumnya 

merupakan industri rumahan. 

- Pembinaan terhadap keluarga TKW dengan sasaran keluarga TKW dari 

Kab/Kota di Jawa Timur 

- Pembinaan P2WKSS dengan peserta dari desa/kelurahan se Jawa Timur 

- Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI)  dengan sasaran 38 Kab/Kota se 

Jawa Timur 

- Orientasi peran perempuan dalam bidang politik dengan sasaran 38 

Kab/Kota se Jawa Timur 

- Pembinaan kader partai politik dalam rangka pengambilan keputusan. 

- Penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk Keluarga Sejahtera, 

dengan sasaran 38 Kab/Kota se Jawa Timur. 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut, dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.118 
Tabel Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota se Jawa Timur 

No. URAIAN Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 
(TW I) 

1. Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota se Jatim  1.675 1.675 1.675 

2. Jumlah anggota DPRD Kab/Kota yang 
berjenis kelamin perempuan 

248 248 248 

3. Jumlah anggota DPRD Kab/Kota yang 
berjenis kelamin laki-laki 

1.427 1.427 1.427 

4. Persentase Anggota DPRD Kab/Kota se 
Jatim yang berjenis kelamin Perempuan  

14,80% 14,80% 14,80% 

Sumber Data : DP3AK Prov. Jatim 

4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 

bertujuan untuk meningkatkan kebijakan tentang peningkatan kualitas anak 

dan perempuan. Peningkatan kualitas anak dan perempuan dilakukan melalui : 

- Sosialisasi peningkatan pemahaman tentang PUG dan PUHA, dengan 

sasaran 38 Kab/Kota se Jawa Timur. Upaya ini dilakukan untuk mendorong 

Kab/Kota di Jawa Timur menjadi Kab/Kota Layak Anak, sehingga dapat 

mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).  

- Sosialisasi dan advokasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual 

terhadap anak, dengan sasaran Kab/Kota di Jawa Timur yang angka kasus 

kekerasannya tinggi. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 

2017, Sosialisasi ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, Kabupaten 

Madiun, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Gresik. 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut, dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.119 
Tabel Perkembangan Kabupaten/Kota layak Anak di Jawa Timur 

Tahun 2014-2018 
No Keterangan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 

2017 
Tahun 

2018 (TW 
II) 

1 Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur yang telah 
mendapatkan 
penghargaan KLA 

- 14 
Kab/Kota 

- 27 
Kab/Kota 

32 
kab/Kota 

Sumber Data : DP3AK Prov. Jatim 
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5) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk 

meningkatkan usaha  perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui 

perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak, 

memperkuat jaringan, melakukan monitoring dan evaluasi terkait kebijakan 

perlindungan perempuan dan anak. Program ini lakukan melalui: 

- Validasi Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 

- Rapat Koordinasi Pelayanan dan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu terhadap  

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 

- Rapat Koordinasi Mitra Praja Utama (MPU) tentang Penanganan Kasus 

Kekerasan terhadap perempuan dan Anak 

- Sosialisasi pencegahan kejahatan seksual terhadap anak 

- Sosialisasi penanganan anak bermasalah dengan hukum (ABH) 

- Forum Anak Tingkat Nasional di Provinsi Jawa Timur, dengan sasaran Forum 

Anak dari 34 Provinsi se Indonesia 

- Peringatan Hari Anak Tingkat Nasional di Provinsi Jawa Timur dengan 

sasaran peserta dari 34 Provinsi se Indonesia. 

Untuk mengukur hasil dari pelaksanaan dari program tersebut bisa dilihat dari 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.120 
Tabel Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur 

Tahun 2014-2018 
No Keterangan Tahun 

2014 
Tahun 
2015 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2018 

(TW II) 
1 Jumlah kasus  Kekerasan 

yang ditangani di PPT 
Prov. Jatim 

349 
kasus 

622 
kasus 

462 
kasus 

339 
kasus 

206 
kasus 

2 Jumlah kasus  Kekerasan 
dari Kab/Kota se Jawa 
Timur 

- - - 1.751 
kasus 

616 
kasus 

          Sumber Data : PPT Prov. Jatim dan Aplikasi Simfoni Kementerian PPPA RI 
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6) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan 

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan 

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bertujuan memperkuat kelembagaan dan 

jaringan PUG dan PUHA di berbagai bidang pembangunan, serta untuk 

meningkatkan komitmen OPD dan Kabupaten/Kota melalui 

pelaksanaan  program dan kegiatan yang responsif gender dan anak. Penguatan 

kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak 

dilakukan melalui : 

- Pertemuan Penerapan Bina Keluarga Setara di Kab/Kota dengan sasaran 

Kab/Kota di Jawa Timur. Hasil dari kegiatan ini membentuk ketahanan 

keluarga dengan memberikan pemahaman dan mengubah pandangan 

antara perepuan dan laki-laki dan anak dalam peran, fungsi dan tanggung 

jawab sebagai individu dalam keluarga  dan di masyarakat.  

- Pertemuan koordinasi PUG dan PUHA, dengan sasaran 38 Kab/Kota di Jawa 

Timur dan seluruh OPD Provinsi Jawa Timur. Hasil dari kegiatan ini yaitu 

terintegrasinya isu dan permasalahan gender dan anak ke dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 

- Sosialisasi peningkatan pemahaman tentang PUG dan PUHA dengan sasaran 

OPD Provinsi dan 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Dimana Provinsi dan dan 

Kab/Kota dalam rangka persiapan mengikuti pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, 

perlindungan perempaun dan anak serta Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 

- Pelatihan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, 

dengan sasaran OPD Provinsi dan 38 Kab/Kota di Jawa Timur . Hasil kegiatan 

meningkatkan kapasitas SDM perencana OPD dan Kab/Kota mampu 

menganalisis gender kedalam perencanaan dan penganggaran 

pembangunan daerah. 
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Tabel 4.121 
Tabel Perkembangan Pelaksanaan PUG dan PUA di Jawa Timur 

Tahun 2018 

No Keterangan 
Tahun 2018 

(TW II) 
1 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PUG melalui 

PPRG dan PUHA 
31 Kab/Kota 

2 OPD Provinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan PUG 
melalui PPRG dan PUHA 

67 OPD 

3 Persentase Anggaran Responsif Gender dan Anak di 
Provinsi Jawa Timur 

27,08% 

Sumber Data : DP3AK Prov. Jatim 

TABEL 4.122 
DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MENERIMA PENGHARGAAN 
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA DAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 

TAHUN 2014-2018 

NO. PROVINSI/KABUPATEN/ 
KOTA 

2014 2016 2017 2018 
PENGHARGAAN 

APE 
Kategori 

PENGHARGAAN 
APE 

Kategori 

PENGHARGAAN 
KLA 

Kategori 

PENGHARGAAN 
KLA 

Kategori 

  PROVINSI JAWA TIMUR Mentor Mentor 
Penggerak 

Pengembangan  
KLA 

Penggerak 
Pengembangan  

KLA 
1 KAB. PACITAN - -  Pratama Pratama 
2 KAB. PONOROGO Madya  Utama - - 
3 KAB. TRENGGALEK - Madya  Pratama Madya 
4 KAB. TULUNGAGUNG - Madya Madya Nindya 
5 KAB. BLITAR Madya  Madya Pratama Madya 
6 KAB. KEDIRI - - - - 
7 KAB. MALANG - Pratama  Madya Madya 
8 KAB. LUMAJANG - - Pratama Pratama 
9 KAB. JEMBER - - - Pratama 

10 KAB. BANYUWANGI - Pratama Pratama Pratama 
11 KAB. BONDOWOSO - - Pratama Pratama 
12 KAB. SITUBONDO - - - Pratama 
13 KAB. PROBOLINGGO  Pratama Pratama Pratama 
14 KAB. PASURUAN - - - Pratama 
15 KAB. SIDOARJO Pratama Madya Madya Madya 
16 KAB. MOJOKERTO - - Pratama Pratama 
17 KAB. JOMBANG Madya Madya Madya Madya 
18 KAB. NGANJUK - - - Pratama 
19 KAB. MADIUN Pratama - Pratama Madya 
20 KAB. MAGETAN  - Pratama Pratama 
21 KAB. NGAWI Madya Madya Pratama Pratama 
22 KAB. BOJONEGORO - Madya Pratama Pratama 
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NO. PROVINSI/KABUPATEN/ 
KOTA 

2014 2016 2017 2018 
PENGHARGAAN 

APE 
Kategori 

PENGHARGAAN 
APE 

Kategori 

PENGHARGAAN 
KLA 

Kategori 

PENGHARGAAN 
KLA 

Kategori 
23 KAB. TUBAN - Pratama - Pratama 
24 KAB. LAMONGAN Pratama Madya Pratama Madya 
25 KAB. GRESIK - Madya Pratama Pratama 
26 KAB. BANGKALAN - - - - 
27 KAB. SAMPANG - - - - 
28 KAB. PAMEKASAN - - - - 
29 KAB. SUMENEP - - - - 
30 KOTA KEDIRI - Pratama Pratama Madya 
31 KOTA BLITAR - - Pratama Madya 
32 KOTA MALANG - - Madya Madya 
33 KOTA PROBOLINGGO - Pratama Pratama Pratama 
34 KOTA PASURUAN Pratama Madya Pratama Pratama 
35 KOTA MOJOKERTO - - Pratama Pratama 
36 KOTA MADIUN -  Madya Pratama Pratama 
37 KOTA SURABAYA Utama Mentor Utama Utama 
38 KOTA BATU - - Pratama Pratama 

TOTAL 1 Provinsi  
10 Kab/Kota 

1 Provinsi 
19 Kab/Kota 

1 Provinsi 
27 Kab/Kota 

1 Provinsi  
32 Kab/Kota 

Sumber Data : DP3AK Prov. Jatim 

 

b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

- Belum semua Kab/Kota melaksanakan PUG dan PUA dengan semua komponen 

OPDnya 

- Belum seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan data gender 

dan anak 

- Masih lemahnya SDM perencana dalam mengidentifikasi dan menganalisis 

gender dan anak di masing-masing OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota 

- Belum Optimalnya fungsi Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA  dalam pelaksanaan 

PUG dan PUHA dimasing-masing OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

- Banyaknya perempuan kepala keluarga yang belum bisa mengembangkan 

usahanya 

- Kurangnya perempuan yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang 

politik 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-298 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

- SDM pengelola P2TP2A dan pengelola data kekerasan banyak yang belum 

dilatih 

- Alokasi anggaran terhadap penanganan kasus kekerasan dan trafiking di 

Kabupaten/Kota masih minim 

 

Solusi: 

- Melaksanakan pendampingan pada Kab/Kota serta menguatkan Tim Pokja PUG 

dan Gugus Tugas KLA  

- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penyusunan data gender dan anak 

- Melaksanakan pelatihan bagi perencana dalam menyusun program dan 

kegiatan yang responsive gender dan anak 

- Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan PUG dan PUHA Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

- Melaksanakan pengembangan industri rumahan dan pembinaan bersama lintas 

sektor baik Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Sosial  

- Pelatihan dan sosialisasi untuk memberikan  pengetahuan dan pemahaman 

tentang politik perempuan 

- Melakukan Bimtek peningkatan skill bagi SDM Pengolah Data Kekerasan di 

Kabupaten/Kota, sehingga didapatkan Data yang valid dan Up to date serta 

terkirim secara rutin. 

- Melakukan advokasi/pendampingan kepada P2TP2A Kab/Kota dalam rangka 

penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengelola P2TP2A dalam rangka 

layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
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URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Tabel 4.123 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan 
Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 
Program 
Keluarga 
Berencana 

Pagu 2.232.500.000 - - - - 

Realisasi 1.965.473.320 - - - - 

% 88,04 - - - - 

2 
Program 
Pelayanan 
Kontrasepsi 

Pagu - 450.000.000 85.970.000 - - 

Realisasi - 407.584.250 84.055.960 - - 

% - 90,57 97,77 - - 

3 

Program 
Pengembangan 
Pusat 
Pelayanan 
Informasi dan 
Konseling KRR 

Pagu - 724.900.000 114.200.000 188.385.000 - 

Realisasi - 717.442.422 114.141.800 188.084.370 - 

% - 98,97 99,95 99,84 - 

4 

Program 
Pengembangan 
Model 
Operasional 
BKB-Posyandu-
PADU 

Pagu - 815.847.750 253.000.000 126.615.000 - 

Realisasi - 737.799.240 251.629.550 125.414.250 - 

% - 90,43 99,46 99,05 - 

5 

Program 
Keluarga 
Berencana dan 
Keluarga 
Sejahtera 

Pagu - 1.287.910.000 821.830.000 667.000.000 - 

Realisasi - 1.246.013.215 799.629.917 646.746.868 - 

% - 96,75 97,30 96,96 - 

6 

Program 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Pagu - - - - 1.140.910.000 

Realisasi - - - - 738.601.545 

% - - - - 64,74 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II  

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Keluarga Berencana 

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk Meningkatkan keikutsertaan ber 

KB baik Wanita maupun Pria melalui pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 

yang berkualitas. Meningkatkan jumlah keikutsertaan ber KB dilakukan melalui : 
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- Peningkatan dan Pengembangan Program KB dan Kesehatan Reproduksi 

yang Berkualitas  

- Sosialisasi dan Fasilitasi tentang Program Keluarga Berencana dengan 

sasaran 38 Kab/Kota di Jawa Timur.  

- Terpilihnya 4 daerah Terbaik Pelaksana Program KB pada Tahun 2014 di 38 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kesertaan ber-

KB, antara lain : 

1. Terbaik Pertama  : Kab. Ponorogo 

2. Terbaik Kedua  : Kab. Blitar 

3. Terbaik Ketiga  : Kab. Bojonegoro 

4. Terbaik Keempat : Kab. Ngawi. 

 

2) Program Pelayanan Kontrasepsi 

Program Pelayanan Kontrasepsi bertujuan untuk Meningkatkan kepesertaan 

ber KB baik Wanita maupun Pria. Meningkatkan jumlah kepesertaan ber KB 

dilakukan melalui  Orientasi program pelayanan KB, dengan sasaran dari OPD 

KB, Perusahaan dan perwakilan Dasa Wisma dari Kab/Kota di Jawa Timur. 

Dimana pada era BPJS, Klinik KB di perusahaan menjadi mati suri, sehingga 

perlu menempatkan tenaga PLKB di luar perusahaan untuk menggerakkan 

pegawai perusahaan agar menjadi peserta KB. 

3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 

bertujuan untuk membentuk remaja TEGAR yaitu remaja yang berperilaku 

sehat, menghindari resiko TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS, serta NAPZA), 

serta menunda usia perkawinan/pendewasaan usia perkawinan. 

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dilakukan melalui  

Fasilitasi forum pelayanan KRR dengan sasaran  kelompok remaja dan kelompok 

sebaya di luar sekolah di Kab/Kota di Jawa Timur. 
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4) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU bertujuan 

untuk menggiatkan dan menggerakkan kegiatan BKB-Posyandu-PAUD secara 

terpadu sehingga dapat efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan 

proses tumbuh kembang anak. Pengembangan Model Operasional BKB-

Posyandu-PADU dilakukan melalui Orientasi Kader Taman Posyandu tentang 

Perlindungan Anak, dengan sasaran Kader BKB (Bina Keluarga Balita), Kader PKK 

perwakilan dari masing-masing Kab/Kota di Jawa Timur. Hasil dari kegiatan ini 

diharapkan Kader BKB dan PKK mampu memberikan advokasi KIE dan dorongan 

serta motivasi kepada kader yang lain, untuk lebih meningkatkan pengetahuan 

dan wawasan dalam rangka pemberdayaan keluarga, pola pengasuhan yang 

benar dan tepat terhadap tumbuh kembang anak balita dan usia dini, termasuk 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. 

5) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan 

angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan 

reproduksi. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga melalui :  

- Pelatihan Pelayanan KIE KB Berbasis Masyarakat, dengan sasaran PKB/PLKB/Kader 

Dasawisma di Kab/Kota di Jawa Timur. Sehingga Kader Dasawisma dapat menggerakkan 

masyarakat ber KB melalui permainan simulasi KB, monopoli penurunan AKI, dan lembar 

balik alat bantu pengambilan keputusan ber KB berbasis masyarakat.   

- Validasi Data KB Kesehatan Reproduksi  dengan sasaran 38 Kab/Kota se Jawa Timur. 

- Sinkronisasi Program Keluarga Berencana dengan sasaran 38 Kab/Kota se Jawa Timur. 

 
6) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan 

untukmengendalikan kuantitas atau jumlah penduduk dan meningkatkan 

kualitas serta menata persebaran/distribusi penduduk. Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dilakukan melalui : 
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- Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), dengan sasaran perwakilan Kader 

PKK, kelompok Dasawisma, Kader BKB, Keluarga Balita, Lembaga Swadaya 

Masyarakat di 38 Kab/Kota se Jawa Timur 

- Capacity Building Kader Remaja di Jawa Timur dengan sasaran Perwakilan 

kader remaja/kelompok kegiatan remaja, anggota kelompok dari 38 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

- Peningkatan peran serta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program KB, 

dengan sasaran Kab/Kota di Jawa Timur yang CPRnya belum mencapai 70%. 

Kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi pembentukan District Working 

Group (DWG) KKBPK dan percepatan pembangunan secara holistik dan 

terintegrasi di Kampung KB  Kabupaten Trenggalek dan Pamekasan. 

- Evaluasi dan Sinkronisasi Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga 

Berencana, dan Pembangunan Keluarga) dengan sasaran 38 Kab/Kota se 

Jawa Timur. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya keselarasan program 

dan kegiatan dalam bidang pembangunan Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jawa Timur. 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut, dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.124 
Tabel Perkembangan Jumlah Peserta KB dan Pasangan Usia Subur di Jawa 

Timur Tahun 2014-2018 
No Keterangan Tahun 

2014 
Tahun 
2015 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2018 

 (TW II) 
1 Peserta KB 

Aktif/Lestari 
 

6.115.178 
Orang 

5.963.249 
Orang 

6.058.256 
Orang 

6.037.651 
Orang 

5.792.183 
Orang 

2 Pasangan Usia 
Subur (PUS) 

8.064.939 
Pasangan 

7.877.360 
Pasangan 

7.884.510 
Pasangan 

7.922.341 
Pasangan 

7.769.177 
Pasangan 

3 Persentase Peserta 
KB dengan PUS 
(Cakupan KB Aktif) 
 

75,82% 75,70% 76,84% 76,21% 74,55% 

Sumber Data : BKKBN Perwakilan Jawa Timur 
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b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

- Kurangnya pemahaman segenap pemangku kepentingan terhadap program 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sehingga kurang 

mendapat perhatian dan dukungan politis 

- Kurangnya komitmen dan perhatian dari sebagian pemegang kebijakan 

terhadap program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga 

kurang mendapat dukungan 

- Kurangnya pembinaan, monitoring dan evaluasi Program Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

Solusi: 

- Perlu adanya advokasi dan informasi Program Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (KB) kepada segenap pemangku kepentingan agar program 

tersebut mendapat dukungan politis dan perhatian 

- Advokasi dan sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu baik ke lintas sektor 

maupun lintas program agar mendapat dukungan dari para pemangku 

kebijakan 

- Perlunya regulasi yang mengatur kewajiban dukungan dari seluruh sektor untuk 

keberhasilan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

 

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Tabel 4.125 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan 
Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

 Pagu - - - 2.801.577.000 2.801.962.000 

 Realisasi - - - 2.794.900.900 596.378.759 

 % - - - 99,76 21,28 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II  
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan 

Program Penataan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mendapatkan 

data kependudukan yang valid dan akurat, serta meningkatkan tertib 

administrasi kependudukan. Meningkatkan data kependudukan yang valid dan 

akurat dilakukan melalui : 

- Rapat Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi 

Kependudukan dengan sasaran 38 Kab/Kota di Jawa Timur.  

- Buku Data Kependudukan per Semester Provinsi Jawa Timur. 

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Akta Kelahiran dan Akta 

Kematian di Jawa Timur di 38 Kab/Kota di Jawa Timur dengan sasaran 38 

Kab/Kota di Jawa Timur. 

- Rapat Kebijakan Pengembangan SIAK Pelayanan Excellent di Jawa Timur 

dengan sasaran 38 Kab/Kota di Jawa Timur.  

- Bulletin Kependudukan Provinsi Jawa Timur. 

- Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Jawa 

Timur. 

- Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pencatatan Sipil dan Administrasi 

Kependudukan dengan sasaran 38 Kab/Kota di Jawa Timur.  

- Satgas Supervisi Impelementasi Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi 

Kependudukan di Jawa Timur. 

- Monitoring Sinkronisasi Kebijakan Pencatatan Sipil dan Administrasi 

Kependudukan. 

- Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Peningkatan 

Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik se Jawa Timur. 

- Bimbingan Teknis ADB Peningkatan Pengolahan SIAK Pelayanan Excellent di 

Jawa Timur dengan sasaran 38 Kab/Kota di Jawa Timur. 

- Rapat Koordinasi Kebijakan Pengolahan dan Pemanfaatan Database 

Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

- Rapat Forum Komunikasi Pendaftaran Penduduk se Jawa Timur. 

- Rapat Forum Komunikasi Pencatatan Sipil se Jawa Timur. 
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- Sosialisasi Percepatan Pengurusan Dokumen Akta Kelahiran dan Kematian 

Melalui LSM/Panti Asuhan/Perangkat Desa di Kabupaten Sampang dan 

Kabupaten Probolinggo. 

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Cakupan Administrasi Kependudukan 

yang meliputi Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik, Cakupan 

Akta Kelahiran dan Akta Kematian. 

Hasil dari kegiatan diatas untuk mendukung ketersediaan data kependudukan 

yang akurat untuk dimanfaatkan dalam pelayanan publik, perencanaan 

anggaran maupun pengalokasian anggaran. 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut, dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.126 
Tabel Perkembangan Kependudukan di Jawa Timur  

Tahun 2014-2018 
No Keterangan Tahun 

2014 
Tahun 
2015 

Tahun 
2016 

Tahun 2017 Tahun 2018 
(TW II) 

1 Jumlah Penduduk - - - 39.875.806 
jiwa 

39.948.567 
jiwa 

2 Jumlah Penduduk 
Wajib KTP 

- - - 30.285.995 
jiwa 

31.908.599 
jiwa 

3 Jumlah penduduk 
yang melakukan 
perekaman KTP 
Elektronik 

- - - 29.789.454 
jiwa 

29.928.794 
jiwa 

4 Jumlah penduduk 
yang memiliki 
dokumen Akta 
Kelahiran 

- - - 9.057.763 
jiwa 

9.193.042 
jiwa 

5 Jumlah penduduk 
yang memiliki 
Dokumen Akta 
Kematian 

- - - 97.507 jiwa 100.680 
jiwa 

Sumber Data : DP3AK Prov. Jatim 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

- Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya dokumen 

kependudukan terutama yang didaerah pelosok. 
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- Dalam database kependudukan, masih ada orang yang sudah meninggal masih 

tercatat karena keluarga belum melaporkan. 

- Data penduduk ganda/duplikat, seperti penduduk memiliki istri atau suami 

lebih dari satu dengan alamat yang berbeda. 

- Mobilitas penduduk yang tinggi, seperti TKI, Urbanis dan anak sekolah/kuliah di 

luar kota. 

- Penduduk yang memiliki KTP Non Elektronik berlaku seumur hidup kadang 

enggan melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan KTP Elektronik, 

khususnya yang didaerah pelosok atau terpencil. 

- Masih banyak anak-anak terlantar yang ditampung panti asuhan yang belum 

resmi yayasannya atau masyarakat secara pribadi karena keterbatasan dan 

kesadaran, enggan mengurus dokumennya. 

Solusi: 

- Memberikan sosialisasi secara kontinyu khususnya ke penduduk daerah 

terpencil. 

- Melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi masyarakat. 

- Program pemutakhiran dokumen Kartu Keluarga. 
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9. BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 

1.9.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Tabel 4.127 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Lingkungan Hidup 
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 
(TW II) 

1 

Program 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan 
Lingkungan Hidup 

Pagu 14.727.682.500 9.175.531.250 27.409.743.585 22.834.687.800 1.450.000.000 

Realisasi 13.464.302.263 8.388.350.452 15.722.824.437 13.741.378.438 327.207.215 

% 91,44 91,42 57,36 60,18 22,57 

2 

Program 
Perlindungan dan 
Konservasi 
Sumber Daya 
Alam 

Pagu 3.029.345.000 8.286.929.000 7.589.661.000 2.950.000.000 - 

Realisasi 2.803.768.110 7.427.952.476 7.430.049.862 2.870.442.615 - 

% 92,55 89,63 97,9 97,3 - 

3 

Program 
Rehabilitasi dan 
Pemulihan  
Cadangan 
Sumber Daya 
Alam 

Pagu 1.370.044.000 1.126.419.750 1.395.650.000 1.500.000.000 - 

Realisasi 1.264.570.400 971.972.369 1.381.776.700 1.458.799.250 - 

% 92,3 86,29 99,01 97,25 - 

4 
Program Adaptasi 
dan Mitigasi 
Perubahan Iklim 

Pagu - 1.421.720.000 1.116.537.000 1.225.000.000 - 
Realisasi - 1.303.016.850 1.083.440.504 1.141.296.450 - 

% - 91,65 97,04 93,17 - 

5 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Akses Informasi 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan Hidup 

Pagu 1.612.264.000 - - - - 

Realisasi 1.435.127.150 - - - - 

% 89,01 - - - - 

6 

Program 
Pengembangan 
Kapasitas 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
alam dan 
Lingkungan Hidup 

Pagu 4.063.664.500 - - - - 

Realisasi 2.855.657.066 - - - - 

% 94,88 - - - - 

7 

Program 
Penataan 
Lingkungan dan 
Perlindungan  
Sumber Daya 
Alam 

Pagu - - - - 8.250.000.000 

Realisasi - - - - 1.044.390.400 

% - - - - 12,66 

8 

Program 
Pengelolaan 
Sampah dan 
Limbah B3 

Pagu - - - - 2.700.000.000 

Realisasi - - - - 626.389.498 

% - - - - 23,2 
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No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 
(TW II) 

9 

Program 
Penaatan Hukum 
dan 
Pengembangan 
Kapasitas 
Lingkungan Hidup 

Pagu - - - - 2.000.000.000 
Realisasi - - - - 615.717.180 

% - - - - 30,79 

10 

Program 
Pengembangan 
Laboratorium 
Lingkungan 

Pagu - - - - 2.850.000.000 
Realisasi - - - - 378.706.622 

% - - - - 13,29 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimaksudkan  

untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan 

dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, 

maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang 

bersih dan sehat.Keberhasilan sasaran pelaksanaan program tersebut dapat dilihat 

dari perkembangan  capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.128 
Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Uraian Satuan 
Capaian Kinerja Program 

2014 2015 2016 2017 2018 TW 2 

Indeks Kualitas Udara (IKU) Tanpa satuan - - - 85,49 

Di TW 4 

Indeks Kualitas Air (IKA) Tanpa satuan - - - 52,77 

Indeks Kualitas Tutupan 
Lahan (IKTL) 

Tanpa satuan - - - 62,02 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Tanpa satuan - - - 66,29 

Program penilaian peringkat 
kinerja perusahaan dalam 
pengelolaan lingkungan 
hidup (PROPER) 

Jml industri 175 186 178 172 

Di TW 4 
Emas 0 0 2 2 

Hijau 18 16 21 15 

Biru 127 138 143 149 
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Uraian Satuan 
Capaian Kinerja Program 

2014 2015 2016 2017 2018 TW 2 

Merah 29 31 12 6 

Hitam 1 1 0 0 

Perizinan lingkungan Dokumen  30 79 78 33 33 

Penegakan hukum Jumlah industri 6 4 4 2 10 

Rekomendasi/S
anksi 

Administrasi 

2 1 4 2 5 

Proses/Sanksi 
Pidana 

4 3 - - 5 

Pembangunan unit Instalasi 
Pengolahan Air Limbah 
(IPAL) Domestik secara 
Komunal 

Unit 2 1 - - - 

Jumlah contoh uji  

 

Sampel 4.449 4.472 5.415 2.659 1.847 

Air 4.000 4.325 5.112 2.469 1.741 

Udara 449 147 303 190 106 

Padatan  32 62 74 66 50 

Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah  

Milyar Rupiah 1,775 2,380 2,.748 1,557 0,782 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Pelanggan (IKM) 

Tanpa satuan 75,25 76,25 75 86 Di TW 4 

(Sumber: DLH Prov. Jatim, 2018) 

 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 

Pada tahun 2017, IKU yang dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara 

ambient dengan metode passive sampler. Metode ini dilaksanakan dengan bekerja 

sama dengan KLHK, dilakukan pada 15 (Lima Belas) dari total 38 (Tiga Puluh 

Delapan) Kab./Kota se Jawa Timur, sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan 

durasi 2 (dua) minggu dalam setiap kali pemantauan. Pemantauan pada masing 

masing kota dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area Transportasi, Industri, 

Perkantoran dan Perumahan. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas 
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pada parameter NO2 dan SO2. Metode pengukuran ini merupakan metode 

standar yang saat ini diberlakukan secara Nasional untuk digunakan dalam 

pernghitung IKU di Provinsi dan Kab./Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0 – 

100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait 

parameter NO2 dan SO2 semakin baik. 

IKU Jawa Timur tahun 2017 yang dihitung berdasarkan hasil pemantauan passive 

sampler adalah 85,49. Capaian IKU Jawa Timur tahun 2017 berada dibawah IKU 

Nasional yaitu 87,03. Nilai IKU Jawa Timur dibandingkan dengan target di dalam  

Perubahan RPJMD tahun 2014-2019 masih belum memenuhi target, dimana 

targetnya mencantumkan nilai IKU sebesar 89,3. Berikut disajikan gambar 

perbandingan capaian nilai IKU Jawa Timur tahun 2017, IKU Nasional tahun 2017 

dan Target IKU di dalam Perubahan RPJMD tahun 2017 sebagai berikut.    

 

 

 Gambar 4.16 Posisi IKU Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dibanding dengan IKU 
Nasional Tahun 2017 dan Target Dalam Perubahan RPJMD Tahun 2017 

Sumber: DLH Prov. Jatim (2018), KLHK (2017), dan Bappeda Prov. Jatim (2017) 
 

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur telah melaksanakan amanah undang-undang 

maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran 

udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Peraturan Perundangan di Bidang Pengendalian 

Pencamaran Udara 

- Pemberlakuan Baku Mutu udara emisi dan ambien melalui Peraturan 

Gubernur No. 10 tahun 2009; 

IKU Prov.
Jatim

IKU Nasional Target
Perubahan

RPJMD Jatim
2014-2019

85,49
87,03

89,3
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- Penerapan kebijakan pemerintah dalam  pengendalian pencemaran udara 

yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999; 

- Penerapan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 63 Tahun 1993 

tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, 

Kereta Tempelan, Karoseri dan Baku Muatan serta Komponen-

Komponennya, yang dikontrol oleh Dinas Perhubungan Provinsi JawaTimur 

dan di tingkat kabupaten/ kota melalui dana APBD; 

- Penerapan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 9 Tahun 2004 

tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, yang dikontrol oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan di tingkat kabupaten/ kota melalui 

dana APBD; 

- Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 70 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang 

dikontrol oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan di tingkat 

kabupaten/ kota melalui dana APBD; 

- Penerapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang 

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dikontrol oleh 

SKPD terkait di level Provinsi dengan dana APBD ProvinsiJawaTimur. 

2. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan melalui dana APBD, Dana Alokasi 

Khusus, dan Dana Dekonsentrasi. 

 
Gambar 4.17 Anggaran DLH Jatim  Tahun 2016-2017 di Jawa Timur 

Sumber Data: DLH Provinsi Jawa Timur, 2017 
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Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah anggaran 

instansi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada APBD, dimana pada tahun 

2016 sejumlah 24,85 Milliar dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 42,89 M. 

Dana terbesar dialokasikan untuk Program Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup serta Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya 

Alam.  

 

3. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja 

lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang 

berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya: 

- Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha 

lainnya;  

- Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan  Perusahaan melalui 

PROPER; 

- Penghargaan   Kalpataru   bagi   pelestari   dan penyelamat lingkungan; 

- Program     Adiwiyata, Program Desa/Kelurahan   Bersih Sehat Lestari 

(Berseri), dan Program Kota/Kabupaten Sehat, dimana salah satu 

indikatornya adalah perindangan dan Hutan Kota;  

- Perolehan Jawa Timur dalam penghargaan dan prestasi di bidang 

lingkungan sangat menonjol, penghaargaan Adiwiyata, Kab./Kota Sehat, 

dan Kalpataru mendapatkan penghargaan terbanyak se-Indonesia;  

- Pemberian penghargaan lingkungan di tingkat lokal seperti Desa Berseri 

dan Program Kampung Iklim; 

- Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti 

PROPER oleh KLHK serta Industri Hijau oleh Kementerian Perindustrian; 

 

Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek 

Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan 

kualitas udara di Jawa Timur. 
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4. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan. 

5. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, 

lalu lintas padat dan sekitar industri. 

6. Kegiatan untuk menurunkan beban pencemaran dan pemberdayaan 

masyarakat terkait pengendalian pencemaran udara, diantaranya: 

- Kegiatan Car Free Day hampir di setiap Kab./Kota, diantaranya: Kota 

Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Kediri, dan lain sebagainya; 

- Penghijauan dan reboisasi, melalui: Gerakan penanam satu Milyar pohon 

melalui OBIT, Perindangan jalan, Pemanfaatan pekarangan melalui Program 

Kawasan Rumah Pangan Lestari;  

- Penerapan eco office melalui surat edaran Gubernur Jawa Timur.  

Indeks Kualitas Air (IKA) 

Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu 

tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Berdasarkan hasil 

pemantauan kualitas air 2017, maka kondisi kualitas air sungai pada WS Brantas 

dan WS Bengawan Solo mengalami penurunan yang disebabkan karena: 

i. Beban pencemaran E-Coli dan Total Coli dari aktivitas rumah tangga dan 

peternakan, 

ii. Beban pencemaran BOD dari sektor domestik (Permukiman Penduduk), 

iii.  Beban pencemaran BOD dari sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). 

Beban pencemaran BOD dan COD dari sektor domestik dan UKM sangat signifikan 

jumlahnya dan bisa mencapai lebih dari 60% dari total beban pencemaran. 

Penyelesaian terhadap permasalahan ini tidak bisa dilakukan dengan mewajibkan 

setiap individu maupun pengusaha UKM untuk memasang atau membangun IPAL 

(Instalasi Pengolah Air Limbah) secara individu karena tidak akan efektif serta akan 

memakan biaya yang tidak sanggup ditanggung sendiri. 

Satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini secara terintegralistik adalah 

dengan membangun infrastruktur berupa sewerage system yang berfungsi untuk 

menyatukan aliran limbah dari perumahan maupun UKM (Usaha Kecil Menengah), 

termasuk limbah tinja, untuk kemudian diolah secara bersama-sama pada IPAL 
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perkotaan. Namun, di Jawa Timur hingga saat ini sebagian besar air limbah rumah 

tangga maupun UKM mengalir langsung ke saluran drainase, bercampur dengan 

air hujan,  yang akhirnya bermuara ke sungai atau laut secara langsung tanpa 

proses pengolahan. Terlebih lagi, jumlah Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) 

belum dapat mengimbangi timbulan limbah tinja secara keseluruhan. Dengan 

demikian, bisa dimaklumi bahwa kandungan bakteri-bakteri ini sangat besar di 

aliran sungai di Jawa Timur. 

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran air 

limbah domestik adalah dengan membangun IPAL Komunal yang per IPAL nya 

hanya bisa mengolah air limbah sekitar 70-100 Kepala keluarga. Karena program 

ini belum dapat menjangkau seluruh area pemukiman di Jawa Timur maka 

kontribusinya terhadap peningkatan kualitas air sungai belum berdampak 

signifikan sehingga secara umum nilai IKA masih cenderung menurun. 

Sebagaimana Indeks Kualitas Udara (IKU), nilai IKA Provinsi Jawa Timur (52,77) 

berada dibawah IKA Nasional yaitu 53,15. Capaian IKA Provinsi Jawa Timur juga 

masih belum memenuhi terger Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019 yaitu sebesar 

53. Berikut perbandingan nilai IKA Provinsi Jawa Timur, IKA Nasional dan Target 

IKA dalam Perubahan RPJMD tahun 2014-2019 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 4.18 Posisi IKA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dibanding dengan IKA 

Nasional Tahun 2017 dan Target Dalam Perubahan RPJMD Tahun 2017 
Sumber: DLH Prov. Jatim (2018), KLHK (2017), dan Bappeda Prov. Jatim (2017) 

 
 
 
 

IKA Prov. Jatim IKA Nasional Target
Perubahan

RPJMD Jatim
2014-2019
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53,15
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Indeks Kualitas Tutupam Lahan (IKTL) 

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area 

tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang 

buatan. Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan 

bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan 

perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk 

melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut 

(SNI 7645, 2010). Data penutupan lahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kebutuhan antaralain: 

a. Analisa dinamika perkembangan hutan (degradasi, deforestasi, dan 

reforestasi). 

b. Perhitungan cadangan dan emisi karbon. 

c. Perencanaan dan pengembangan suatu daerah/areal (tata ruang wilayah). 

d. Pengwasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang izin usaha (konsesi) pada 

kawasan hutan (pemantauan areal penebangan, realisasi tanam, dan 

pembukaan tambang). 

e. Pemantauan areal kawasan konservasi dan kesatuan pengelolaan hutan dari 

perambahan, pembalakan liar serta kebakaran lahan dan hutan. 

 

Memperhatikan kondisi lahan dan tutupan vegetasi tersebut, maka perhitungan 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Jawa Timur tidak hanya diperhitungkan dari 

tutupan hutan saja, tetapi juga dari vegetasi diluar kawasan hutan mengacu pada 

dokumen Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014–2019. Hal ini mengingat bahwa upaya peningkatan tutupan yang dilakukan 

oleh masyarakat sangat besar yang dilakukan di luar kawasan hutan. Sedangkan 

kawasan hutan di Jawa Timur didominasi oleh hutan produksi yang dikelola oleh 

Perhutani.  

Nilai IKTL Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar 62,02 dan lebih tinggi dibanding 

IKTL Nasional yaitu 60,31. Hal ini didukung adanya Program Hutan Rakyat sehingga 

meningkatkan luas tutupan lahan di Jawa Timur. Program Hutan Rakyat yang masif 

dilaksanakan hingga saat ini menjaga nilai IKTL Provinsi Jawa Timur hampir stabil. 
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Apabila capaian IKTL Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dibandingkan dengan target 

IKTL di dalam Perubahan RPJMD tahun 2014-2019 (57), maka IKTL Provinsi Jawa 

Timur masih memenuhi target. Berikut disajikan nilai IKTL Provinsi Jawa Timur 

tahun 2017, IKTL Nasional tahun 2017 dan Target Perubahan RPJMD Tahun 2017 

yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 4.19 Posisi IKTL Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dibanding dengan IKTL 

Nasional Tahun 2017 dan Target Dalam Perubahan RPJMD Tahun 2017 
Sumber: DLH Prov. Jatim (2018), KLHK (2017), dan Bappeda Prov. Jatim (2017) 

 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks komposit dari perhitungan 

indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas tutupan 

lahan (IKTL). Seperti pada Tabel  (Capaian Kinerja Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup), nilai IKLH Provinsi Jawa Timur 

mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan metodologi perhitungan 

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2012 – 2014 

dilakukan pengembangan metodologi dengan melakukan pembobotan untuk 

menghasilkan keseimbangan dinamis antara isu hijau (green issues) dan isu coklat 

(brown issues). Isu hijau adalah semua aktivitas pengelolaan lingkungan hidup 

yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Isu 

coklat adalah aktivitas pengelolan lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

Kemudian pada Tahun 2016 – 2017 dilakukan penyempurnaan kembali dengan 

pengembangan metodologi perhitungan IKA. Pada periode ini status mutu air yang 

IKTL Prov.
Jatim

IKTL Nasional Target
Perubahan

RPJMD Jatim
2014-2019

62,02
60,31

57
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digunakan adalah status mutu air kelas I Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain 

itu, dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan IKTL dengan 

mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan 

perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. 

Indikator/parameter yang dipergunakan:  

a) Luas tutupan hutan (Forest cover index) dan perubahan tutupan hutan (Forest 

performance index);  

b) Kondisi tutupan tanah (Soil condition index). Indeks ini terkait dengan 

parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan air limpasan;  

c) Konservasi sepadan sungai/danau/pantai (Water health index). Kondisi 

tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian);  

d) Kondisi habitat (Land habitat index). Tingkat fragmentasi hutan/habitat. 

 

Capaian IKLH Provinsi Jawa Timur tahun 2017 adalah 66,29. Nilai IKLH Nasional 

tahun 2017 mencapai 66,19. Target IKLH di dalam Perubahan RPJMD Tahun 2014-

2019 adalah 63,98-65,49.  Capaian IKLH Provinsi Jawa Timur tahun 2017 masih lebih 

tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional. Selain itu Capaian IKLH Provinsi Jawa 

Timur masih memenuhi target IKLH dalam Perubahan RPJMD. Posisi IKLH Provinsi 

Jawa Timur dibandingkan dengan IKLH Nasional dan Target Perubahan RPJMD 

tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 4.20 Posisi IKLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dibanding dengan IKLH 
Nasional Tahun 2017 dan Target Dalam Perubahan RPJMD Tahun 2017 

Sumber: DLH Prov. Jatim (2018), KLHK (2017), dan Bappeda Prov. Jatim (2017) 

IKLH Prov. Jatim

IKLH Nasional

Target IKLH dalam Perubahan RPJMD
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Penilaian peringkat kegiatan perusahaan dibidang lingkungan hidup (PROPER) 

Pembinaan dan penilaian kinerja program penilaian peringkat kegiatan 

perusahaan dibidang lingkungan hidup (PROPER) dilakukan guna menilai ketaatan 

perusahaan terhadap peraturan pemerintah bidang lingkungan hidup. Dengan 

semakin banyaknya perusahaan yang berpartisipasi dan memperoleh peringkat 

yang baik diharapkan kualitas air sungai dapat terjaga khususnya dari  pencemaran 

air limbah industri. Tahun 2014 s.d 2017 sudah terdapat 172 usaha dan/atau 

kegiatan yang mengikuti PROPER.  

 
Gambar 4.21 Penilaian PROPER 2014-2017 
(Sumber: DLH Provinsi Jawa Timur, 2018) 
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Jumlah usaha dan/atau kegiatan

Ta
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Hitam Merah Biru Hijau Emas

Emas 
Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian 
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi 
bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan 

Hijau Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian 
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang lebih 
baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

Biru Untuk usaha dan atau kegiatan yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran 
dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai persyaratan minimum 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Merah Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian 
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan 
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Perizinan Lingkungan 

Perizinan lingkungan dilakukan untuk mengontrol pelaku usaha dan/atau kegiatan 

dalam upaya pengendalian pencemaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajibmemiliki izin lingkungan. 

Pelayanan perizinan meliputi Rekomendasi Amdal, UKL-UPL, surat izin 

pengumpulan limbah B3, rekomendasi pengumpulan limbah B3, persertujuan 

kelayakan lingkungan, dan penolakan permohonan persetujuan kelayakan 

lingkungan.  

 

Penegakan Hukum  

Penegakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dilaksanakan 

oleh tim satuan tugas (satgas) penegakan hukum (gakum) yang bersumber dari 

tindak lanjut pengaduan yang  masuk, pengawasan usaha dan/atau kegiatan, serta 

patroli pencemaran lingkungan. Hasil dari ketiga kegiatan itu diantaranya jumlah 

usaha/kegiatan yang taat dan tidak taat pada peraturan yang berlaku. Khusus 

untuk usaha/kegiatan yang tidak taat, maka akan diberikan rekomendasi maupun 

sanksi administrasi sampai pidana. Jumlah rekomendasi sanksi administrasi hingga 

pidana tahun 2014-2017 mengalami pengurangan karena pemilik usaha dan/atau 

kegiatan telah memiliki kesadaran untuk melaksanaan pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2009 tentang 

Pengeloaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.  

 

Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) domestik secara komunal 

Pembangunanan IPAL domestik komunal oleh Dinas Lingkungan Hidup difokuskan 

di Kali Surabaya. Sepanjang Kali Surabaya. Tahun 2014 dan tahun 2015 telah 

minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Hitam Untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian 
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan 
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 
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dibangun sebanyak 3 IPAL komunal. Tahun 2016-2017 tidak ada pembangunan 

IPAL komunal.  

 

UPT Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Jatim 

UPT Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur adalah Laboratorium yang 

sudah terakreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional 

(KAN) dengan Nomor: LP-508-IDN pada sejak tanggal 26 Mei 2011 dan 

mendapatkan registrasi sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dengan Nomor : 0037/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH serta ditunjuk  

sebagai laboratorium rujukan oleh  Gubernur Jawa Timur untuk uji kualitas 

lingkungan dengan no. 188/167/KPTS/013/2017.  

UPT Laboratorium Lingkungan merupakan lembaga pelayanan yang melaksanakan 

pelayanan pengujian, melaksanakan jasa pelatihan dan bimbingan teknis. Selain 

itu UPT Laboratorium Lingkungan dituntut menghasilkan pendapatan asli daerah 

(PAD). Selama tahun 2014-2018 terdapat 18.842 contoh uji yang telah diselesaikan 

pengujiannya di UPT Laboratorium lingkungan. Jumlah contoh uji dan jenisnya 

dapat dilihat pada Tabel  B (Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup). Pendapatan Asli Daerah yang telah dihasilkan 

dari pelaksanaan pelayanan pengujian dan jasa pelatihan dan bimbingan teknis 

selama periode tahun 2014-2018 mencapai 6,5 Milyar Rupiah. Kinerja pelayanan 

UPT Laboratorium Lingkungan dari sisi pelanggan dapat dilihat dari indeks 

kepuasan masyarakat/pelanggan.  

Penyusunan IKM berdasarkan PERMENPAN  no. 25 tahun 2004 tentang pedoman 

umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi 

pemerintah. Secara umum selama 5 tahun nilai penilaian Kinerja organisasi “baik” 

dan pelanggan puas dengan pelayanan UPT Laboratoriumdan penilaian IKM dari 

tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan. Kenaikan penilaian dibarengi 

dengan kenaikan jumlah pelanggan bukan hanya dari wilayah surabaya namun 

kab./kota se jawa timur. kepuasan pelanggan merata di 14 unsur penilaian antara 

lain: kemudahan prosedur pelayanan, kesesuaian persyaratan pelayanan dengan 

jenis pelayanan, kejelasan dan kepastian petugas, kedisiplinan petugas dalam 
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memberikan pelayanan, tanggungjawab petugas dalam memberikan pelayanan, 

kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, 

keadilan mendapat pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran 

biaya untuk mendapat pelayanan, kesesuaian biaya  yang dibayarkan dengan biaya 

yang ditetapkan, ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelaksanaan, 

kenyamanan tempat  dan  keamanan tempat. Terjadi penurunan nilai IKM di tahun 

2016 karena beberapa keluhan pelanggan terkait keterlambatan penerbitan 

sertifikat hasil uji. Nilai IKM di UPT Laboratorium Lingkungan tahun 2014-2017 

dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 

Gambar 4.22  Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) UPT Laboratorium Lingkungan 
DLH Prov. Jatim tahun 2014-2017 (Sumber: DLH Prov. Jatim, 2018) 

 

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam adalah upaya untuk 

melindungi dan melestarikan sumber daya alam. Upaya untuk melestarikan 

sumber daya alam ini dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya konservasi 

sumber mata air, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang peduli dan 

melestarikan lingkungan melalui penghargaan Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup 

dan Kalpataru, perlombaan desa/kelurahan besih dan lestari, serta pembinaan 

SDM di DLH Kabupaten/kota untuk mencetak sekolah peduli berbudaya 

lingkungan. Capaian kinerja program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 
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Alam dapat dilihat pada Tabel (Capaian Kinerja Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya Alam) berikut. 

 

Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup 

Pelestari fungsi lingkungan hidup adalah penghargaan dari Gubernur Jawa Timur 

di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada individu maupun kelompok 

yang berjasa dalam usaha pelestarian lingkungan hidup. Penerima penghargaan 

pelestari fungsi lingkungan hidup dikelompokkan dalam empat kategori yaitu 

perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina 

lingkungan. Penghargaan pelestari fungsi lingkungan hidup selalu diperoleh dari 

tahun 2015-2018 dengan kategori beragam. 

Tabel 4.129 
Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 

Uraian Satuan 
Capaian Kinerja Program 

2014 2015 2016 2017 2018 TW 2 

Konservasi Sumber mata air titik 300 305 311 312 312 

Penghargaan Pelestari 
Fungsi Lingkungan Hidup 

Pembina 1 1 2 3 - 

Penyelamat 8 5 6 3 1 

Perintis 3 5 2 1 4 

Pengabdi - 1 2 - - 

Penghargaan KALPATARU 

Pembina 1 1 - 1 1 

Penyelamat - - 1 - - 

Perintis 3 1 - - - 

Pengabdi  - - - 1 

Desa/Kelurahan Bersih dan 
Lestari (Berseri) 

Desa/kelurahan 75 73 74 80 79 

Pratama 38 39 37 39 40 

Madya 25 20 29 26 28 

Mandiri 12 14 8 15 11 

Sekolah berbudaya 
lingkungan (Adiwiyata) 

Sekolah  205 227 278 253 100 

Mandiri 19 28 21 25 Belum 
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                              (Sumber: DLH Prov. Jatim, 2018) 

Penghargaan Kalpataru 

Kalpataru adalah penghargaan di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada 

individu atau kelompok yang berjasa dalam usaha pelestarian lingkungan hidup. 

Penerima penghargaan kalpataru dikelompokkan dalam empat kategori yaitu 

perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina 

lingkungan. Penghargaan Kalpataru selalu diperoleh dari tahun 2015-2018 dengan 

kategori beragam.  

Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) 

Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri), merupakan kegiatan untuk memacu 

pengelolaan lingkungan yang berbasis partisipasi pemerintahan kelurahan beserta 

aparaturnya dan masyarakat di tingkat RW, yang didukung oleh kader lingkungan 

– kader lingkungan di masing masing kelurahan. Dengan adanya lomba 

desa/kelurahan berseri diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat 

dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. 

 

Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) 

Adiwiyata  adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah (SD, SMP, 

dan SMA) yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang peduli dan 

berbudaya lingkungan hidup. Adiwiyata telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup sejak tahun 2010 dengan jumlah penerima penghargaan yang beragam 

jumlahnya. 

Nasional 69 48 107 108 masuk 
usulan 

Provinsi 117 151 150 120 100 

Penghargaan Status 
Lingkungan Hidup Daerah 
(SLHD)  

 

Penghargaan Nirwasita 
Tantra Informasi Kinerja 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah (IKPLHD) 

 v -  

 

 

 

v 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

Belum 
diumumkan 
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Penghargaan Nirwasita tantra 

Nirwasita tantra adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada daerah yang 

memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jawa Timur berhasil 

memperoleh Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dan tahun 2017. 

 

3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 

Program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam dimaksudkan 

untuk merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat pemulihan 

cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga 

sistemkehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

Capaian kinerja program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 

dilihat dari jumlah lokasi lahan kritis yang terehabilitasi. Jumlah titik lahan kritis 

yang berhasil direhabilitasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 4.23 Jumlah Lokasi Lahan Kritis yang Terahabilitasi 

(Sumber: DLH Prov. Jatim, 2018) 
 

Pencapaian keberhasilan rehabilitasi lahan kritis ini dilaksanakan dengan 

melibatkan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Bentuk kegiatannya adalah 

action learning ke masyarakat. Kegiatan action learning rehabilitasi lahan kritis ini 

berupa pembinaan masyarakat untuk memanfaatkan limbah untuk rehabilitasi 

lahan, membuat sumur resapan dan biopori dalam upaya mengendalikan 

kerusakan tanah, melakukan pembibitan tanaman buah berkayu serta 
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pengelolaan lahan berkelanjutan. Reboisasi tanaman buah, pembangunan 

plengsengan serta pembangunan embung kecil.  

 

4) Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 

Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan upaya penyesuaian 

terhadap kondisi perubahan iklim serta mengurangi peningkatan emisi gas rumah 

kaca (GRK). Bebagai upaya dilakukan untuk mencapai penurunan emisi gas rumah 

kaca diantaranya dengan pengaturan kebijakan di sektor-sektor yang secara 

langsung diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Upaya yang 

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Jatim untuk menurunkan emisi GRK 

diantaranya adalah: 

a. Penyusunan dokumen analisis dan inventarisasi sumber emisi GRK;  

b. Demplot mitigasi perubahan iklim; 

c. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS); 

d. Pembangunan biogas untuk menurunkan gas metan yang dihasilkan dari 

kotoran hewan ternak; dan  

e. Action learning pembinaan dan pembentukan desa program kampung iklim 

(PROKLIM). 

Jumlah penurunan emisi GRK Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017 dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini.

 
Gambar 4.23 Jumlah Penurunan Emisi GRK tahun 2014-2017 

Sumber: DLH Prov. Jatim, 2018 
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5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan 

lingkungan dimaksud untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber 

daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan 

pemanfaatansumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. 

Program ini hanya ada di tahun 2014, pada tahun berikutnya program ini 

digabungkan ke dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.  

 

6) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya alam dan 

Lingkungan Hidup 

Seperti halnya program  peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya 

alam dan lingkungan, program ini juga digabungkan dalam program pengendalian 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

 

7) Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan  Sumber Daya Alam 

Program penataan lingkungan dan perlindungan sumber daya alam merupakan 

program yang baru pada RPJMD 2014-2019 perubahan. Kinerja berdasarkan 

program ini di RPJMD 2014-2019 masuk dalam Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kinerja yang mendukung program 

ini adalah penerbitan rekomendasi izin lingkungan serta jumlah penurunan emisi 

gas rumah kaca (GRK) di sektor limbah. Kedua kinerja ini pada tahun 2014-2017 

telah dilaksanakan dan capaian kinerjanya telah disajikan pada uraian diatas. 

Capaian kinerja tahun 2018 hingga triwulan kedua dapat dilihat pada Tabel 

(Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup). 

 

8) Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 

Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 merupakan program yang baru 

sesuai dengan RPJMD tahun 2014-2019 perubahan. Kinerja sesuai program 

pengelolaan sampah dan limbah B3 ini mencakup persentase sampah dan limbah 
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B3 yang dikelola. Hingga triwulan kedua tahun 2018, capaian kinerja program ini 

adalah penghargaan ADIPURA, penyelenggaraan lomba desa/kelurahan Berseri, 

perencanaan Pusat Pengolahan Sampah dan Limbah Industri (PPSLI), penerbitan 

izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan rekomendasi izin pengumpulan 

limbah B3 skala nasional.  

 

Ketentuan  pemenang penghargaan ADIPURA pada tahun 2018 masih belum ada. 

Jumlah pemenang lomba desa/kelurahan Berseri tahun 2014-2018 dapat dilihat 

pada Tabel 130 (Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 

Daya Alam). Jumlah penerbitan rekomendasi pengumpulan limbah B3 dan izin 

pengumpulan limbah B3 tahun 2014-2018 triwulan kedua dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.  

Tabel 4.130 
Jumlah Penerbitan Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan 

Limbah B3 Tahun 2014-2018 Triwulan Kedua 

Uraian Satuan 
Capaian Kinerja Program 

2014 2015 2016 2017 
2018 s/d 

Triwulan II 
Rekomendasi  
pengumpulan 
limbah B3 

Izin 5 8 5 3 4 

Izin  
pengumpulan 
limbah B3 

Izin 1 9 7 11 9 

Sumber: DLH Prov. Jatim, 2018 

 

9) Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 

Sebagaimana Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Program Penaatan 

Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup  merupakan program 

yang baru sesuai dengan RPJMD tahun 2014-2019 perubahan. Beberapa kinerja 

yang mendukung program ini berasal dari program pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan diantaranya tidak lanjut pengaduan danketaatan usaha 

dan/atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup. Capaian kinerja Program 
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Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup  dapat dilihat 

pada Tabel berikut. 

Tabel 4.131 
Capaian kinerja Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas 

Lingkungan Hidup 

Uraian Satuan 
Capaian Kinerja Program 

2014 2015 2016 2017 
2018 TW 

2 
Tindak lanjut 
pengaduan 

% 97,96 100 100 95,92 92,85 

Ketaatan usaha 
dan/atau kegiatan 
terhadap peraturan 
lingkungan hidup 

% 90,57 69,57 74,21 85,4 6,25 

Sumber: DLH Prov. Jatim, 2018 

 

Adanya pengaduan yang masuk ke DLH Provinsi Jatim ditindaklanjuti tim dengan 

segera sesuai Permen LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan 

Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Tindak lanjut pengaduan ini 

menghasilkan sebuah keputusan berupa penerapan sanksi administratif,  

rekomendasi sanksi administrasi maupun penerapan sanksi pidana. Rata-rata 

jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti hampir semuanya tuntas dan 

hanya beberapa yang belum tuntas dikarenakan adanya proses pengumpulan 

bahan dan keterangan (pulbaket) atau proses penyelidikan dan penyidikan yang 

melebihi tahun anggaran. 

Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perturan lingkungan hidup diperoleh 

berdasarkan pengawasan langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan 

selama tahun anggaran berjalan. Pada tahun 2018 terdapat peningkatan 

persyaratan minimal suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut terkategori taat. 

Sehingga pada tahun 2018 hingga triwulan 2 baru 6,25% usaha dan/atau kegiatan 

yang terkategori taat terhadap peraturan perundangan.  
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10)       Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan 

Program pengembangan Laboratorium Lingkungan merupakan program baru 

berdasarkan RPJMD tahun 2014-2019 perubahan. Program ini sebelumnya masuk 

dalam program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

sesuai dengan RPJMD tahun 2014-2019. Kinerja pendukung program ini 

diantaranya adalah jumlah pelayanan uji kualitas lingkungan (jumlah sampel air, 

udara dan padatan), jumlah pendapatan asli daerah (PAD) serta Nilai indeks 

kepuasan masyarakat (IKM). Capaian kinerja program ini dapat dilihat pada Tabel 

4.130 (Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup). Penjelasan lengkapnya dapat dilihat pada Program 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.  

b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

– Keterbatasan personil laboratorium yang kompeten, khususnya tenaga yang 

sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

– Keterbatasan jumlah PPNS dan PPLHD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

yang telah diangkat; 

– Adanya peningkatan pencemaran sungai oleh limbah domestik; 

– Lahan kritis yang ada di daerah tidak berada dalam satu lokasi (ada di beberapa 

titik); 

– Pada umumnya aksi mitigasi telah banyak dilakukan di daerah tetapi tidak 

tercatat secara detail setiap aktifitas yang dilakukan karena minimnya jumlah 

data yang diperoleh menyebabkan banyak dilakukan asumsi dalam perhitungan 

emisi; 

– Berkurangnya anggaran dalam pemantauan kualitas lingkungan,  pemantauan 

ketaatan usaha dan/atau kegiatan, serta pembinaan lingkungan. 

Solusi: 

– Dalam pelaksanaan rekrutmen PNS harus benar- benar mempunyai standar 

kompetensi yang sesuai terutama latar belakang pendidikan; 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-330 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

– Personil yang kompeten (latar pendidikan yang sesuai, pelatihan memadai, 

telah berpengalaman di laboratorium) adalah aset, sehingga sebisa mungkin 

tidak dirolling atau mutasi; 

– Perlunya sinergitas pengelolaan limbah domestik dengan dinas terkait dan 

peningkatan peran serta masyarakat; 

– Peningkatan kapasitas perhitungan emisi GRK (keg. Inventarisasi maupun PEP) 

sehingga meningkatkan jumlah dan kualitas data aktifitas yang diperlukan 

dalam perhitungan emisi GRK; 

– Melakukan asumsi dalam perhitungan dengan sumber data yang dapat 

dipertanggungjawabkan (metada data); 

– Perlunya peningkatan anggaran dalam pemantauan kualitas lingkungan,  

pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan, serta pembinaan lingkungan. 
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10. BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

1.10.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan 

Peraturan Daerah dimaksud, dan  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dinas ini 

merupakan nomenklatur kelembagaan baru dari SKPD Badan Pemberdayaan 

Masyarakat (BAPEMAS) Provinsi Jawa Timur.  

Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur  dengan Pagu dan Realisasi Program 

Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

                                                               Tabel 4.132 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2018 

 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
1 Program 

Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Pedesaan dalam 
Pemanfaatan TTG 
dan Pendayagunaan 
SDA   

Pagu 8.726.000.000 9.385.604.356 3.865.070.897 3.574.286.800  

Realisasi 
8.155.892.685 8.832.363.794 3.767.842.990 3.209.700.354  

% 

93,47 94,11 
 

97,48 
 

89,80 
 

 

2 Program 
Peningkatan 
Kerjasama Desa 

Pagu     3.754.844.200 

 Realisasi     1.323.206.318 
 %     35,24 

3 
Program 
Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Masyarakat.    

Pagu 20.192.655.000 14.906.154.161 15.427.117.100 18.608.300.102  

Realisasi 17.656.606.357 14.144.272.124 14.588.226.743 17.979.158.868  

% 87,44 94,88 
 

94,56 
 

96,62  

4 Program 
Peningkatan Usaha 
Ekonomi 
Desa/Kelurahan 

Pagu     40.477.727.422 
 

Realisasi     14.002.821.640 
%     34,59 

5 Program 
Peningkatan 

Pagu 12.249.186.300 8.525.634.690 3.630.134.070 2.242.002.698  
Realisasi 11.471.039.306 7.407.916.588 3.392.705.818 2.189.644.381  
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Membangun Desa 

% 93,65 86,89 
 

93,46 
 

97,66 
  

6 Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Pemerintahan Desa 

Pagu     6.509.561.758 
Realisasi     2.136.374.373 

%     32,82 

7 Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
(SDM) dan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan 

Pagu 6.325.000.000 17.571.482.646 8.889.398.121 8.266.903.800  

Realisasi 
5.860.879.201 14.489.965.134 8.768.500.299 7.979.181.321  

% 
92,66 82,46 

 
98,64 

 
96,52  

8 Program 
Peningkatan 
Kapaitas lembaga 
kemasyarakatan 
desa/kelurahan 

Pagu     6.995.759.620 

Realisasi     1.893.687.360 

%     27,07 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

A. Capaian Kinerja Program Pembangunan 
 

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG 
dan Pendayagunaan SDA  (Tahun 2018 : Program Peningkatan Kerjasama Desa) 
 Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan 

pengembangan TTG, yang pada perubahan nomenklatur perangkat daerah 

dititikberatkan pada kerjasama desa dalam pembangunan  kawasan perdesaaan, 

sarana prasarana dan teknologi tepat guna. 

 Sesuai dengan perubahan nomenklatur kelembagaan yang baru, Program ini 

mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kemandirian pengelolaan 

pemerintahan desa, ditetapkan Indikator Kinerja, yaitu : Persentase desa cepat 

berkembang di Jawa Timur.  Capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila 

dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

2014-2019 dari target sebesar  19 %, telah tercapai sebesar 5,70 % atau tingkat 

kemajuan pencapaian sebesar 30 %, perkiraan pencapaian tahun 2018 sebesar 6% 

sedangkan tahun 2019 sebesar 10 % sehingga pada masa akhir RPJMD 2014-2019 

target akan terlampaui.   
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 Untuk Pencapaian Kinerja Program periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur 2014-2019 dengan indikator Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur dalam 

pembangunan kawasan perdesaaan dengan target 54, pada tahun 2017 terealisasi 

sebesar 20,5% (11), perkiraan sampai dengan tahun 2018 teralisasi sebesar 54 %  (29) 

dan akan tercapai 100 % pada akhir tahun 2019. Indikator Jumlah kerjasama 

pendayagunaan sarana prasarana desa dengan target 36, sampai dengan tahun 2017 

terealisasi sebesar 30,5 % (11), perkiraan realisasi di tahun 2018 sebesar 64 % (23) dan 

terpenuhi 100 % pada tahun 2019.  Indikator Jumlah kerjasama pemanfaatan dan 

pendayagunaan TTG dari target 18, telah tercapai 33 % (6) dan perkiraan pencapaian di 

tahun 2018 sebesar 67 % (12) dan tercapai seluruh target pada tahun 2019. 

 Pencapaian kinerja sasaran dan Program ini didukung oleh pelaksanaan  

kegiatan Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaan; Pembangunan 

Potensi kawasan perdesaan; Pembinaan pendayagunaan sarana perdesaan; 

Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan; Pendayagunaan TTG; Inovasi TTG. 

 Prestasi yang diperoleh Program Peningkatan Kerjasama Desa di Tingkat 

Nasional adalah sebagai berikut  

Tabel 4.133 
Prestasi Program Peningkatan Kerjasama Desa di Tingkat Nasional Tahun 2014-2018 

NO Kategori yang Dilombakan 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Gelar TTG Juara 
Harapan 1 

Stand 
Terbaik di 

Kalimantan 
Timur 

-  - Juara 
Harapan 3 

Stand 
Terbaik di 
Sulawesi 
Tengah 

- 

Sumber data : Dinas PMD Prov. Jatim 

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (Tahun 2018 : Program 
Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan) 
 Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi 

Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan 

pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin.  

 Dalam perubahan nomenklatur kelembagaan yang baru Program ini 

mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat 

desa/kel dengan indikator kinerja yaitu jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang 
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berdaya. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan 

target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dari target 

sebesar  120.171, telah tercapai sebesar 31.748 atau tingkat pencapaian sebesar 99,79 

%, perkiraan pencapaian tahun 2018 sebesar 34.455   sedangkan tahun 2019 sebesar 

99 sehingga pada masa akhir RPJMD 2014-2019 target akan terlampaui.   

Untuk Pencapaian Kinerja Program periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

2014-2019 dengan indikator Jumlah lembaga ekonomi desa yang terbentuk dengan 

target 420, pada tahun 2017 terealisasi sebesar 42,85% (180), perkiraan sampai 

dengan tahun 2018 teralisasi sebesar 90,47 %  (380) dan akan tercapai 100 % pada 

akhir tahun 2019. Indikator Jumlah RTS yang memiliki usaha dengan target 65.873, 

sampai dengan tahun 2017 terealisasi sebesar 47,97 % (31600), perkiraan realisasi di 

tahun 2018 sebesar 99,2% (65373) dan terpenuhi 100 % pada tahun 2019. 

Pencapaian kinerja sasaran dan Program ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan 

Pemberdayaan Pasar Desa, Pemberdayaan BUMDesa, Pemberdayaan Usaha Ekonomi 

Masyarakat, Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (JM PFK), 

Penanggulangan Kemiskinan kelompok program Pemberdayaan Masyarakat, Jalin 

Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), Jalin Matra Bantuan Rumah 

Tangga Sangat Miskin (JM BRTSM), Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal. 

Prestasi yang diperoleh Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di 

Tingkat Nasional adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.134 
Prestasi Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan 

di Tingkat Nasional Tahun 2014-2018 

NO 
Kategori yang 
Dilombakan 

2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Bumdesa - - Pemenang 
Bumdesa 

Kategori Eco 
Agroeconomic 
oleh Bumdesa 

Maju 
MakmurDesa 

Minggirsari Kec. 
Kanigoro Kab. 

Blitar 

- - 
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NO 
Kategori yang 
Dilombakan 

2014 2015 2016 2017 2018* 

2 JALIN MATRA PROGRAM 
FEMINISASI KEMISKINAN 
(PFK) 

- - Apresiasi atas 
Inovasi Jalin 

Matra Program 
Feminisasi 
Kemsikinan 

sebagai Top 99 
Inovasi 

Pelayanan Publik  

-  Nominasi 
dalam United 
Nations Public 

Service 
Awards 

(UNPSA) di 
Marrakesh, 

Maroko 
Sumber data : Dinas PMD Prov. Jatim 

 

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Tahun 2018 
: Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa) 
 
Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Lembaga   

kemasyarakatan  dan pelatihan SDM dalam pemberdayaan masyarakat dan 

bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas aparatur desa/kel., perencanaan partisipatif 

pembangunan desa/kel,  pengelolaan administrasi dan aset desa. 

Sesuai dengan perubahan nomenklatur kelembagaan yang baru, Program ini 

mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kemandirian pengelolaan 

pemerintahan desa, ditetapkan Indikator Kinerja, yaitu : Persentase desa cepat 

berkembang di Jawa Timur.  Capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila 

dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

2014-2019 dari target sebesar  19 %, telah tercapai sebesar 5,70 % atau tingkat 

kemajuan pencapaian sebesar 30 %, perkiraan pencapaian tahun 2018 sebesar 6% 

sedangkan tahun 2019 sebesar 10 % sehingga pada masa akhir RPJMD 2014-2019 

target akan terlampaui.   

Untuk Pencapaian Kinerja Program periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

2014-2019 dengan indikator Persentase peningkatan aparatur desa yang telah 

mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes dengan target 35,04%, 

pada tahun 2017 terealisasi sebesar 40,06% (14,04), perkiraan sampai dengan tahun 

2018 teralisasi sebesar 68,60 %  (24,04) dan akan tercapai 100 % pada akhir tahun 

2019. Indikator Jumlah Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan 

APBDes yang tepat waktu dengan target 71%, sampai dengan tahun 2017 terealisasi 
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sebesar 44,46 % (26), perkiraan realisasi di tahun 2018 sebesar 64,78% (46) dan 

terpenuhi 100 % pada tahun 2019. Indikator Jumlah Persentase desa yang 

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan dengan target 71%, sampai 

dengan tahun 2017 terealisasi sebesar 44,46 % (26), perkiraan realisasi di tahun 2018 

sebesar 64,78% (46) dan terpenuhi 100 % pada tahun 2019. 

Pencapaian kinerja sasaran dan Program ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan 

Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Evaluasi kinerja aparatur 

pemerintahan desa, Pembinaan perencanaan pembangunan desa, Pendataan dan 

Pendayagunaan profil desa/kelurahan, Evaluasi tingkat perkembangan 

desa/kelurahan, Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa, 

Pembinaan penataan aset desa, Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Prestasi yang diperoleh Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa di 

Tingkat Nasional adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.135 
Prestasi Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 

Di Tingkat Nasional Tahun 2014-2018 

NO Kategori yang Dilombakan 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Perlombaan Desa dan Kelurahan Juara I Kel. 
Tlogomas 

Kec. 
Lowokwaru

, Kota 
Malang 

- Juara II   
Desa 

Gemaharjo 
Kec. 

Tegalombo 
Kab. 

Pacitan 

Juara I 
Kelurahan 
Sawojajar 

Kec. 
Kedung 

Kandang 
Kota 

Malang 

- 

Sumber data : Dinas PMD Prov. Jatim 

 
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan  (Tahun 2018 : Program Peningkatan Kapaitas 
lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan) 
 
Program ini mendukung kebijakan Peningkatan kemampuan masyarakat dalam 

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat 

terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna. Tujuannya adalah Meningkatnya 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif. 
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Sesuai dengan perubahan nomenklatur kelembagaan yang baru, Program ini 

mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas lembaga 

kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif, dengan Indikator Kinerja, yaitu : Persentase 

peningkatan lembaga kemasyarakatan  desa/kel. yang aktif.  Capaian kinerja sampai 

dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dari target sebesar  17,35 %, telah 

tercapai sebesar 5,09 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 29,3 %, perkiraan 

pencapaian tahun 2018 sebesar 6,6% sedangkan tahun 2019 sebesar 6,25 % sehingga 

pada masa akhir RPJMD 2014-2019 target akan terlampaui.   

Untuk Pencapaian Kinerja Program periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

2014-2019 dengan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan (LPMD/K, TP PKK 

desa/kel.) yang aktif dengan target 240 %, pada tahun 2017 terealisasi sebesar 

31,33% (75,20), perkiraan sampai dengan tahun 2018 teralisasi sebesar 64,58 %  

(155) dan akan tercapai 100 % pada akhir tahun 2019. Indikator Jumlah Persentase 

KPM yang aktif dengan target 40,5 %, sampai dengan tahun 2017 terealisasi sebesar 

17,28 % (7,27), perkiraan realisasi di tahun 2018 sebesar 48,39% (19,6) dan terpenuhi 

100 % pada tahun 2019.  

Pencapaian kinerja sasaran dan Program ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan 

Perberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat, 

Penguatan kapasitas lembaga adat, Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 

(KPM), Pemberdayaan forum/asosiasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di 

Jawa Timur. 

Prestasi yang diperoleh Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan di Tingkat Nasional adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.136 
Prestasi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan Di Tingkat Nasional Tahun 2014-2018 

NO Kategori yang Dilombakan 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat 
(BBGRM) 

Juara 1 Kel. 
Demangan Kec. 

Taman Kota 
Madiun. 

- - Juara 1 Desa 
Ngadirojo 

Kec. 
Ngadirojo 

Kab. Pacitan 

- 
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NO Kategori yang Dilombakan 2014 2015 2016 2017 2018* 

Juara 1 Desa 
Jeruk 

Kecamatan 
Bandar Kab. 

Pacitan 
2 Tim Penggerak PKK   1..Prakarti Utama III 

Pelaksana Terbaik 
Tertib Administrasi 
PKK Kategori 
Kabupaten 
(Kabupaten Jember, 
Kecamatan Panti, 
Desa Suci); 
2..Prakarti Utama I, 
Pelaksana Terbaik 
PencegahanKekeras
an dalam Rumah 
Tangga (PKDRT) 
Kategori Kabupaten 
(Kabupaten Ngawi, 
Kecamatan 
Grambe, Desa 
Ngrambe); 
3. Prakarti Utama I 
Pelaksana Terbaik 
Usaha Peningkatan 
Pendapatan 
Keluarga (UP2K) 
PKK Kategori 
Kabupaten 
(Kabupaten Pacitan, 
Kecamatan 
Ngadirojo, Desa 
Nogosari); 
4.Prakarti Utama I 
Pelaksana Terbaik 
Pemanfaatan Hasil 
Toga, Kategori Kota 
(Kota Malang, 
Kecamatan Sukun, 
Kelurahan Sukun); 
5.Prakarti Utama I 
Pelaksana Terbaik 
Pelaksanaan 
Posyandu 
(Posyandu Melati) 
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NO Kategori yang Dilombakan 2014 2015 2016 2017 2018* 

Kategori Kabupaten 
(Kabupaten Pacitan, 
Kecamatan 
Tegalombo, Desa 
Gemaharjo); 
6.Prakarti Utama I 
Pelaksana Terbaik 
Pelaksanaan 
Posyandu 
(Posyandu Sentul B) 
Kategori Kota (Kota 
Madiun, Kecamatan 
Taman, Kelurahan 
Banjarejo); 
7.Juara I Pentas 
Kreativitas 
Pengelolaan 
Sampah Rumah 
Tangga Menunjang 
Terwujudnya 
Ketahanan Keluarga 
(TP PKK Kota 
Malang). 

Sumber data : Dinas PMD Prov. Jatim 

 

B. Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan : 
Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program/kegiatan.   

Saat ini persentase Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur berdasarkan data BPS per 

April 2018 adalah sebesar 10,98 %, masih berada diatas nasional sebesar 9,82%, 

persentase penduduk miskin terus menurun walaupun kecil, hal tersebut sulit dihindari 

pada saat persentase penduduk miskin mulai mendekati angka 10%, karena 

berhadapan dengan hardcore poverty, atau ada pula yang menyebutnya, ultra-poor, 

atau extreme poor, yakni kelompok paling miskin di antara orang miskin (The poorest 

of the poor), paling tidak berdaya, dan sulit dijangkau, kebijakan - kebijakan yang 

kurang berpihak kepada masyarakat miskin, akan dapat semakin berdampak antara 

lain kenaikan harga bahan bakar minyak, yang dapat memicu inflasi yang cukup tinggi, 

akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.  Jumlah Penduduk Miskin yang 

masih cukup tinggi dan sangat rentan terhadap guncangan yang dapat mengakibatkan 
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ketidakberdayaan yang memungkinkan masyarakat miskin jatuh pada kemiskinan yang 

lebih dalam, membutuhkan program penanggulangan yang mampu menahan dan 

memberikan penguatan untuk masyarakat miskin lebih dapat survive.    

   

Solusi:  

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan bantuan 

kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain dengan kebijakan 

yang pro poor, sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan 

lembaga kemasyarakatan di desa/kel., pengambilan kebijakan-kebijakan yang berpihak 

kepada masyarakat miskin menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan 

masyarakat miskin menuju keberdayaan dan kemandirian.  Pentingnya Komitmen dan 

dukungan semua pihak untuk pengembangan  program pemberdayaan masyarakat, 

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka 

mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik 

tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang 

sesuai dan akuntabel. Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang 

miskin yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang dan secara bertahap, akan 

langsung terdampak oleh kebijakan - kebijakan yang kurang berpihak kepada 

masyarakat miskin, antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, yang dapat 

memicu inflasi yang cukup tinggi, akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. 
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11. BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN 

1.11.1 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi 
Jawa Timur dengan pagu dan realisasi progam pembangunan Dinas Pehubungan 
tahun 2014 – 2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

 
Tabel 4.137 

Pagu dan Realisasi Progam Pembangunan 
Dinas Perhubungan Jawa Timur 

Tahun 2014 – 2018 

NO PROGRAM Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

1 Progam 
Pembangunan 
Prasarana dan 
Fasilitas 
Perhubungan 

Pagu 86.061.502.000 98.653.038.270 103.042.628.289 28.425.651.600 - 

Realisasi 81.346.057.037 94.853.216.063 101.014.297.346 27.617.109.941 - 

% 94,52% 96,15% 98,03% 97,16% - 

2 Progam 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Pagu 27.957.541.200 54.588.018.680 28.174.643.000 55.376.863.400 - 

Realisasi 27.469.667.141 53.521.592.420 27.374.600.988 54.878.636.216 - 

% 98,25% 98,05% 97,16% 99,10% - 
3 Progam 

Peningkatan 
Pelayanan 
Angkutan Jalan 

Pagu 3.656.510.000 20.631.505.550 21.516.621.044 29.402.408.500 20.520.000.000 

Realisasi 3.349.628.017 18.959.752.767 21.135.108.167 28.246.999.530 11.140.596.202 

% 91,61% 91,90% 98,23% 96,07% 54,29% 

4 Progam 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas 

Pagu 88.836.167.000 114.213.862.775 83.663.604.000 146.675.025.000 100.778.750.000 

Realisasi 85.381.454.235 110.232.779.278 82.938.156.017 144.453.790.944 32.542.213.205 

% 96,11% 96,51% 99,13% 98,49% 32,29% 
5 Peningkatan 

Kelaikan 
Pengoperasian 
Kendaraan 
Bermotor 

Pagu 2.091.645.000 1.586.905.000 1.733.865.000 5.275.000.000 - 

Realisasi 1.828.061.540 1.278.711.854 1.671.150.787 4.719.987.360 - 

% 87,40% 80,58% 96,38% 89,48% - 

6 Program 
Pembangunan, 
Rehabilitasi, 
Pemeliharaan 
Prasarana dan 
Fasilitas 
Perkeretaapian 

Pagu 60.074.285.000 - - - - 

Realisasi 59.299.362.350 - - - - 

% 98,71% - - - - 
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NO PROGRAM Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

7 Program 
Pembangunan, 
Rehabilitasi, 
Pemeliharaan 
Prasarana dan 
Fasilitas Angkutan 
Sungai, Danau dan 
Penyeberangan 

Pagu 33.182.275.000 - - - - 

Realisasi 31.897.406.505 - - - - 

% 96,13% - - - - 

8 Program 
Pembangunan, 
Rehabilitasi, 
Pemeliharaan 
Prasarana dan 
Fasilitas 
Transportasi Laut 

Pagu 53.500.000.000 - - - - 

Realisasi 49.779.892.256 - - - - 

% 93,05% - - - - 

9 Program 
Pembangunan, 
Rehabilitasi, 
Pemeliharaan 
Prasarana dan 
Fasilitas 
Transportasi 
Udara 

Pagu 39.650.000.000 - - - - 

Realisasi 38.393.054.130 - - - - 

% 96,83% - - - - 

10 Program 
Pembangunan 
Dan Pemeliharaan 
Fasilitas 
Perkeretaapian 

Pagu - 75.825.802.000 57.095.327.862 58.406.482.000 - 

Realisasi - 74.498.967.252 56.846.085.823 58.174.543.267 - 

% - 98,25% 99,56% 99,60% - 
11 Program 

Pembangunan 
Dan Pemeliharaan 
Sarana Prasarana 
Transportasi 
Udara 

Pagu - 38.927.695.300 39.819.039.000 68.850.000.000 - 

Realisasi - 37.372.884.495 39.096.428.044 63.545.610.544 - 

% - 96,01% 98,19% 92,30% - 
12 Program 

Dukungan Sarana 
Prasarana 
Transportasi 
 

Pagu - 36.138.996.000 37.496.359.000 149.660.540.500 - 
Realisasi - 34.626.336.127 36.967.167.595 146.117.298.764 - 

% - 95,81% 98,56% 97,63% - 

13 Program 
Pembangunan 

Pagu - 55.633.006.000 39.647.408.755 129.495.587.800 146.136.991.500 
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NO PROGRAM Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

Dan Pemeliharaan 
Sarana Prasarana 
Angkutan Sungai, 
Danau Dan 
Penyeberangan 

Realisasi - 52.653.785.859 39.246.191.427 127.290.726.075 47.891.104.419 

% - 94,64% 98,99% 98,30% 32,77% 
14 Program 

Pembangunan 
Dan Pemeliharaan 
Sarana Prasarana 
Transportasi Laut 

Pagu - 177.348.444.000 125.493.583.900 
. 

174.279.352.100 
169.707.000.000 

Realisasi - 174.534.177.457 124.237.729.794 171.108.375.546 41.822.109.854 

% - 98,41% 99,00% 98,18% 24,64% 

15 Program 
Pembangunan 
dan Pemeliharaan 
Sarana Prasarana  
Keterpaduan 
Multimoda 

Pagu - - - - 57.750.000.000 
Realisasi - - - - 4.832.352.000 

% - - - - 8,37% 

16 Program 
Pengelolaan dan 
kelembagaan 
sarana Prasarana 
Keterpaduan 
Multimoda 

Pagu - - - - 6.500.000.000 
Realisasi - - - - 2.562.915.964 

% - - - - 39,43% 

17 Program 
Manajemen 
Pengelolaan, 
Penguatan, 
Pelaksanaan 
Program, Kegiatan 
dan Anggaran 

Pagu - - - - 40.150.000.000 
Realisasi - - - - 11.229.400.660 

% - - - - 27,97% 

18 Program 
Perencanaan, 
Monitoring dan 
Evaluasi Sektor 
Transportasi 

Pagu - - - - 17.484.387.000 
Realisasi - - - - 6.928.812.400 

% - - - - 39,63% 

19 
Program Kelaikan 
Teknik Kendaraan 

Pagu - - - - 1.645.250.000 
Realisasi - - - - 753.532.125 

% - - - - 45,80% 
20 Program 

Pelayanan 
Angkutan Kereta 
Api 

Pagu - - - - 43.600.000.000 
Realisasi - - - - 8.779.952.768 

% - - - - 20,14% 

21 Program 
Peningkatan 

Pagu - - - - 26.825.000.000 
Realisasi - - - - 11.495.888.987 
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NO PROGRAM Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

Keselamatan 
Angkutan Jalan 

% - - - - 42,86% 

22 Program 
Pembangunan 
dan Pemeliharaan 
Sarana Prasarana 
Angkutan Jalan 

Pagu - - - - 94.255.000.000 
Realisasi - - - - 41.779.944.550 

% - - - - 44,33% 

23 Program 
Pengelolaan 
Manajemen Dan 
Rekayasa Lalu 
Lintas 

Pagu - - - - 12.576.000.000 
Realisasi - - - - 3.076.688.300 

% - - - - 24,46% 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
a. Capaian Kinerja Progam Pembangunan  

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

Tujuan program ini adalah Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilias 

pelayanan Perhubungan melalui : 

a) Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di UPT LLAJ, Bandara Abd. Saleh Malang & 

UPT P2T Sektor Perhubungan dan Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan 

Angkutan AKDP pada 11 koridor di Jawa Timur 

b) Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang dengan melakukan 

Penggantian load cell, Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Repeater, Penggantian 

Indikator, Penggantian junction box dan Pemeliharaan Aplikasi TI Jembatan 

Timbang 

c) Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang dengan Pengadaan Meja, 

Kursi, Tempat Tidur Mess Petugas,  Automatic Voltage Regulator, PJU di 

Jembatan Timbang, Instalasi Solar Cell, Pos Loket Operasional Penimbangan, 

Drainase, Mess Petugas, Pagar JT, Rest Area, VMS JT, Portal JT, Pemeliharaan 

Antena dan Coaxial Base Station  

d) Pembangunan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang 

e) Pembangunan Gudang dan Lapangan Penumpukan Jembatan Timbang 
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f) Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama Provinsi dan Nasional di 

Jawa Timur 

g) Pengelolaan Penyusunan Program dengan melakukan Rakor Evaluasi & 

Penyusunan Program Kerja, Peningkatan Pemahaman Ketatalaksanaan, 

Peningkatan Pemahaman Program dan Tupoksi, Penguatan Manajemen Strategi 

Program dan Tupoksi, penerbitan media informasi transportasi dan operasional 

website dinas 

h) Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan dengan menyusun 

dokumen perencanaan teknis perhubungan Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa 

Konsultansi SDM, Jasa Konsultansi Appraisal dan Jasa Konsultansi Desain 

i) Standarisasi ISO 9001; 2000 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang pada 

jembatan timbang 

 

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

Tujuan Program ini adalah terpeliharanya sarana prasarana dan Fasilitas 

Operasional  LLAJ yang terdiri atas kegiatan : 

a) Pemeliharaan rambu lalu lintas 

b) Pemeliharaan pagar pengaman jalan (Guard Rail ) 

c) Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) 

d) Pemeliharaan Traffic Light 

e) Pemeliharaan Patok Tikungan (Deliniator) 

f) Pemeliharaan Warning Light 

g) Pemeliharaan Variable Message Signs (VMS) 

h) Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Operasional Dishub dan LLAJ 

i) Pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 

 

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan 

Tujuan program ini adalah terlaksananya pelayanan angkutan jalan kepada 

masyarakat yang terdiri atas kegiatan : 

a) Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan AKDP di Jawa 

Timur 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-346 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

b) Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan Pusat 

c) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Angkutan 

d) Koordinasi dengan pengusaha angkutan 

e) Koordinasi Teknis Petugas Angkutan dan Terminal 

f) Evaluasi Tarip Angkutan AKDP di Jawa Timur 

g) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 

h) Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang 

i) Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat berbasis Jalan (Bus) 

j) Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat berbasis Rel (Kereta 

Api)  

k) Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Laut (Kepulauan) 

l) Penyelenggaraan Angkutan Sepeda Motor Gratis 

m) Penyelenggaraan rest area Jawa Timur 

n) Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 

 

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

Tujuan program ini adalah Terciptanya lalu lintas angkutan jalan yang 

berkeselamatan yang terdiri atas kegiatan : 

a) Pengadaan dan pemasangan RPPJ model F 

b) Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando 

c) Pengadaan dan pemasangan paku marka 

d) Pengadaan dan pemasangan traffic light 

e) Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light 

f) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 

g) Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 

h) Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas 

i) Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan 

j) Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan (delineator) 

k) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 

l) Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur 
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m) Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signs (VMS) 

n) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan 

o) Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan  

p) Evaluasi dan Manajemen Rekayasa LLAJ 

 

5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 

Tujuan program ini adalah terciptanya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 

yang terdiri atas kegiatan : 

a) Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan kabupaten / kota se 

Jawa Timur 

b) Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor 

c) Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor 

 

6) Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Perkeretaapian 

Tujuan program ini adalah terciptanya Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas 

Perkeretaapian yang berkeselamatan yang terdiri atas kegiatan : 

a) Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api 

b) Pengadaan dan Pemasangan Early Warning  System (EWS) di perlintasan 

sebidang KA se-Jatim 

c) Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada Perlintasan Sebidang KA se Jawa Timur 

d) Pemeliharaan fasilitas perkeretaapian Jawa Timur 

 

7) Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Tujuan program ini adalah terlaksananya Pembangunandan Pemeliharaan Sarana 

Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang berkeselamatan yang 

terdiri atas kegiatan : 

a) Pemeliharaan Sarana Prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan 

Jawa Timur 

b) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi 
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c) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan 

d) Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

e) Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Jawa Timur 

 

8) Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Transportasi Laut 

Tujuan program ini adalah terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 

Prasarana Transportasi Laut yang berkeselamatan yang terdiri atas kegiatan : 

a) Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Lamongan 

b) Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kabupaten Banyuwangi 

c) Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Kota Probolinggo 

d) Kampanye Keselamatan Pelayaran 

e) Pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan laut Jawa Timur 

 

9) Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Transportasi Udara 

Tujuan program ini adalah terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 

Prasarana Transportasi Udara yang berkeselamatan yang terdiri atas kegiatan : 

a) Pembangunan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh Kabupaten Malang 

b) Pembinaan Penyelenggara Bandar Udara dan Heliport 

c) Pemeliharaan sarana prasarana Bandar Udara Jawa Timur 

 

10)  Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian 

Tujuan program ini adalah terciptanya Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas 

Perkeretaapian yang berkeselamatan yang terdiri atas kegiatan : 

a) Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api 

b) Pengadaan dan Pemasangan Early Warning  System (EWS) di perlintasan 

sebidang KA se-Jatim 

c) Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada Perlintasan Sebidang KA se Jawa Timur 

d) Pemeliharaan fasilitas perkeretaapian Jawa Timur 
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11)  Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara 

Tujuan program ini adalah terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 

Prasarana Transportasi Udara yang berkeselamatan yang terdiri atas kegiatan : 

d) Pembangunan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh Kabupaten Malang 

e) Pengelolaan Sarana Prasarana Kelembagaan bandara Abd Saleh Malang  

 

12) Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi 

Tujuan program ini adalah terlaksananya dukungan pemenuhan sarana prasarana 

transportasi yang terdiri atas kegiatan : 

a) Pembinaan Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten/Kota Jawa Timur 

b) Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur 

c) Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat ( DAK ) 

d) Pendampingan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat ( DAK ) 

e) Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin Kabupaten Sampang 

f) Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep 

g) Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 

h) Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliyang Kabupaten Sumenep 

i) Pembangunan Pelabuhan Laut P. Masalembu Kabupaten Sumenep 

j) Pembangunan Pelabuhan Laut P. Bawean Kabupaten Gresik 

k) Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo 

l) Pembangunan Pelabuhan Laut P. Pagerungan Kabupaten Sumenep 

m) Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi 

n) Pembangunan Bandar Udara Noto Hadinegoro Kabupaten Jember 

o) Pembangunan Bandar Udara P. Bawean Kabupaten Gresik 

p) Pembangunan Bandar Udara Trunojoyo Kabupaten Sumenep 

 

13) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau 

Dan Penyeberangan 

a) Pemeliharaan Sarana Prasarana ASDP : 3 pekerjaan 

b) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kab. Banyuwangi : 6 

pekerjaan  
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c) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kab. Lamongan : 3 pekerjaan 

d) Pemantauan dan Evaluasi ASDP : 5 lintasan 

e) Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan Jawa 

Timur  

 

14)   Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut 

a) Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Lamongan : 3 pekerjaan 

b) Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kabupaten Banyuwangi : 2 pekerjaan  

c) Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep : 1 pekerjaan  

d) Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Laut Jawa Timur  

e) Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran : 2 unit 

f) Pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan laut Jawa Timur : 2 pekerjaan 

g) Pembangunan Pelabuhan Laut Probolinggo Kota Probolinggo : 3 pekerjaan 

h) Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin Kabupaten Sampang : 2 pekerjaan 

i) Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo : 3 pekerjaan 

j) Pembangunan Pelabuhan Laut Prigi Kabupaten Trenggalek : 2 pekerjaan 

 

15)  Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana  Keterpaduan Multimoda 

a) Pembangunan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda : 75% 

b) Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan multimoda : 2 kali 

c) Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda : 89 pekerjaan 

d) Pembangunan Bandara Pulau Kangean : 2 pekerjaan 

e) Pembangunan Bandara Pulau Masalembo : 2 pekerjaan 

 

16)  Program Pengelolaan dan kelembagaan sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda 

a) Pengelolaan Sarana Prasarana Kelembagaan Bandara Abd. Saleh Malang : 7 

pekerjaan dan 2 jasa 
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17)  Program Manajemen Pengelolaan, Penguatan, Pelaksanaan Program, Kegiatan dan 

Anggaran 

a) Manajemen Pusat Data dan Informasi Sektor Transportasi Jawa Timur : 6 edisi, 12 

bulan, dan 5 kali 

b) Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung : 28 paket dan 12 paket 

c) Sinkronisasi program, tatalaksana dan Organisasi 

 

18)  Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor Transportasi 

a) Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur : 2 Dokumen 

b) Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat : 24 dokumen 

c) Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan : 27 dokumen dan 1070 

peserta 

 

19)  Program Kelaikan Teknik Kendaraan 

a) Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor : 360 peserta 

b) Pembinaan Teknis Pengujian, Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor : 200 

peserta 

c) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengujian Kendaraan Bermotor : 1 dokumen  

 

20) Program Pelayanan Angkutan Kereta Api 

a) Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat Berbasis Rel (Kereta 

Api) : 117.850 penumpang 

b) Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api : 1000 peserta dan 12 kali  

c) Pengadaan dan Pemasangan EWS di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim : 12 unit 

d) Pengadaan dan Pemasangan Rambu di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim : 64 buah 

e) Pemeliharaan EWS di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim : 33 unit 

f) Pengadaan Sarana Prasarana Perkeretaapian Jawa Timur : 16 buah 

g) Pemeliharaan Rambu di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim : 420 buah 

h) Pemeliharaan PJU di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim :  20 unit 

21)  Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Jalan 

a) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Angkutan dan Keselamatan Jalan : 27 kali 
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b) Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur : 76 peserta 

c) Kampanye Keselamatan Angkutan Jalan : 620  peserta 

d) Sadar Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan : 369 kegiatan 

e) Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ : 100 peserta 

 

22) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Jalan 

a) Pembangunan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan : 

26 Lokasi 

b) Pemeliharaan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan : 

26 Lokasi 

c) Manajemen Sistem Informasi Terminal Penumpang Angkutan Jalan : 26 Lokasi 

d) Standarisasi ISO 9001 Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan : 26 Lokasi 

 

23) Program Pengelolaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas 

a) Evaluasi  Manajemen Rekayasa dan Kebutuhan  LLAJ : 37 dokumen  

b) Pembinaan Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten/Kota Jawa Timur : 1 kali  

c) Penyelenggaraan Angkutan Sepeda Motor Gratis : 400 unit 

d) Pembinaan Petugas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas : 500 peserta 

 

b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

− Masih terbatasnya SDM sektor Transportasi yang kompeten 

− Belum memadainya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan 

− Semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum 

− Masih banyaknya pelanggaran dalam aktifitas angkutan barang 

− Minimnya Sumber daya dalam kelaikan kendaraan bermotor 

− Masih tingginya resiko kecelakaan pada perlintasan sebidang 

− Terbatasnya prasarana dan fasilitas ASDP 

− Terbatasnya prasarana dan fasilitas perhubungan laut 

− Terbatasnya prasarana dan fasilitas perhubungan udara 
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Solusi : 

− Kelembagaan dan SDM  

Keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dalam sektor perhubungan merupakan 

faktor utama untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan  Provinsi Jawa 

Timur. Wawasan dan kecakapan petugas yang berkecimpung dalam pelaksanaan 

perhubungan perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya secara bertahap untuk 

membangun aparatur yang peka terhadap pelayanan transportasi.  

 

− Prasarana Prasarana Perhubungan  

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2016, tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 

Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, maka Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Timur, di Jawa Timur terdapat 29 Terminal Tipe B, namun 

sampai dengan saat ini hanya 26 Terminal Tipe B yang telah dikelola dan 

dioperasionalkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. 

Ketersediaan prasarana dan fasilitas terminal yang memadai menjadi instrumen 

pendukung utama dalam mengoptimalkan pelayanan angkutan AKDP di Jawa Timur. 

Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan prasarana dan 

fasilitas lalu lintas yang memadai adalah : 

• Pengembangan sistem informasi di 26 (dua puluh enam) terminal se-Jawa Timur 

serta Jawa Timur Transportation Control Centre dan mengembangkan E-

Ticketing Pelayanan Angkutan AKDP di Jawa Timur; 

• Peningkatan prasarana sarana gedung operasional Terminal khususnya pada 

fasilitas pokok terminal meliputi ruang tunggu penumpang, jalur masuk dan 

keluar Bus Angkutan AKDP, Ruang Istirahat Pengemudi, Area Parkir Kendaraan 

Bus dan Area untuk rampcheck Kendaraan; 

• Melaksanakan kajian atas indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan terminal 

yang diberikan baik oleh Angkutan AKDP maupun oleh Terminal Tipe B se-Jawa 

Timur; 
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• Penyusunan kajian dan studi teknis sektor transportasi; 

 

− Layanan angkutan umum 

Rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dinilai masih 

sangat tinggi. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri mengingat masyarakat 

memiliki banyak pilihan dalam penggunaan jenis moda transportasi, sedangkan 

angkutan umum dinilai tidak mampu memenuhi harapan masyarakat yang lebih 

mengutamakan moda transportasi yang nyaman, efisiensi waktu dan keterjangkauan 

biaya. hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah pengguna sepeda 

motor yang sebagian masyarakat pada strata menengah telah menjadikan sepeda 

motor sebagai sarana transportasi yang paling efisien, terjangkau dan nyaman 

sehingga mengakibatkan sarana angkutan umum dinilai bukanlah pilihan/alternatif 

moda yang paling tepat bagi mereka. 

Menanggapi hal tersebut perlu ada upaya dari pemerintah dalam membangkitkan 

semangat pengusaha angkutan umum untuk melakukan inovasi transport agar fungsi 

ketersediaan angkutan menjadi lebih optimal. Beberapa hal yang dilakukan adalah : 

• Melaksanakan survey load faktor untuk mengetahui kebutuhan armada angkutan 

AKDP di Jawa Timur; 

• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi guna menunjang operasional angkutan 

umum yang lebih optimal; 

• Evaluasi tarif angkutan AKDP di Jawa Timur untuk menentukan tarif ideal 

pelayanan transportasi; 

• Koordinasi teknis multi sektor khususnya dengan pengusaha angkutan dan Dinas 

Perhubungan kab/kota serta Kementerian Perhubungan untuk memperoleh bahan 

evalusi sekaligus memberikan pembinaan terhadap kinerja angkutan umum yang 

disesuaikan dengan perkembangan terkini; 

• Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada pengemudi angkutan umum untuk 

meningkatkan wawasan keselamatan dan kinerja operasi yang efektif; 

• Meningkatkan pelayanan angkutan pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan 

Tahun Baru melalui penyelenggaran angkutan gratis Moda Bus, Moda Kereta Api, 
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Moda Kapal (Kepulauan), angkutan sepeda motor gratis, Rest Area di 20 Jembatan 

Timbang serta Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan dengan para pihak. 

 

− Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 

Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Rata-rata 

setiap 24,2 menit terdapat 1 kejadian dan setiap 1,5 jam 1 orang meninggal dunia 

atau dalam sehari 16 orang meninggal akibat kecelakaan. 

Upaya penurunan Kejadian kecelakaan merupakan kegiatan multisektor antar 

instansi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh UU no 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan kewenangannya, Dinas 

Perhubungan  Provinsi Jawa Timur bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana 

jalan yang meliputi rambu, marka, guardrail, traffic light, flashing light, lampu 

penerangan jalan, LPJU, RPPJ, delineator, papan himbauan dan paku marka, maka 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan  Provinsi Jawa Timur dalam rangka 

pengendalian dan pengamanan lalu lintas adalah : 

• Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan berupa RPPJ Model F, 

RPPJ Model Bando, Paku marka, Traffict Light, Flashing Light, Marka Jalan, Pagar 

Pengaman Jalan, Rambu – rambu lalu lintas, Papan Himbauan, Patok Tikungan / 

Deliniator, Lampu Penerangan Jalan Umum; 

• Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib 

lalu Lintas, Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Jalan 

 

− Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor 

Secara umum, peningkatan kepemilikan kendaraan dapat menjadi tolak ukur 

meningkatnya taraf hidup masyarakat. Namun tingginya pertumbuhan kendaraan 

yang tinggi tersebut mengakibatkan efek pararel yang saling terkait satu sama lain 

khususnya pada tingginya angka pencemaran udara dan ketidaklaikan kendaraan 

bermotor. Pertumbuhan jumlah mobil di Provinsi Jawa Timur mencapai 7,13% 

pertahun sedangkan sepeda motor mencapai 10,64% pertahun.  Hal ini tentu saja 

menuntut adanya sumber daya manusia yang memadai khususnya yang berkaitan 

langsung dengan kelaikan kendaraan. Para penguji kendaraan bermotor, pengusaha 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-356 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

karoseri dan konstruksi kendaraan serta petugas yang langsung menangani angkutan 

umum di terminal perlu memperoleh pembinaan teknis secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.  Terkait hal tersebut 

maka yang dilakukan adalah Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui 

Pertemuan / Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor, Pembinaan Pengusaha 

Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor serta Pembinaan Teknis Petugas PPNS 

Bidang LLAJ se-Jawa Timur 

 

− Prasarana dan fasilitas perkeretaapian 

Di Provinsi Jawa Timur terdapat total jaringan rel kereta api sepanjang 1.221,418 Km. 

terdiri dari Jaringan rel Kereta Api Lintas Raya sepanjang 681,912 Km, jaringan rel 

pada lintas cabang sepanjang 421,200 Km dan panjang rel pada jalur lainnya 118,306 

Km. Tingginya resiko kecelakaan di perlintasan sebidang dipengaruhi oleh masih 

banyaknya perlintas sebidang KA yang tidak dijaga. Dari total panjang  jaringan rel, 

terdapat 1.048 perlintasan sebidang yang tidak dijaga dan telah terpasang sebanyak 

316 unit AEWS hingga tahun 2018. Tersedianya AEWS sebagai instrument 

keselamatan cukup signifikan dalam mengurangi kejadian kecelakaan di perlintasan 

sebidang KA.  

 

− Prasarana dan fasilitas ASDP 

Diperlukan konsep dan strategi dasar dalam pembangunan wilayah gugus kepulauan 

yang relatif tertinggal dibandingkan pada wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur. 

Salah satunya dengan menyelenggarakan pelayaran perintis. Perlu adanya 

optimalisasi pelabuhan dan sarana pendukung untuk dapat mengembangkan 

pelayanan keperintisan. pemerintah perlu memberikan insentif seperti kemudahan 

dalam perijinan, keringanan pajak, tarif dll. Sedangkan tujuan dan harapan dari 

pelayaran perintis tersebut adalah : 

• membuka daerah terisolasi dan menjangkau daerah terpencil. 

• mendorong pembangunan ekonomi daerah yang memiliki potensi 

pembangunan. 
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• meningkatkan kegiatan angkutan barang dan mobilitas penduduk. dan 

memperluas pemasaran komoditas lokal yang dihasilkan. 

• memperlancar pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan masyarakat. 

meningkatkan pemerataan pembangunan. 

• mengurangi kesenjangan ekonomi – sosial antar masyarakat dan darah. 

• mudahnya akses penyampaian informasi ke pulau-pulau kecil. 

Oleh karena itu penyelenggaraan pelayaran perintis sangat diperlukan dan layak 

dilaksanakan untuk menunjang pembangunan daerah dan aksesbilitas transportasi 

pulau pulau kecil.   

 

− Prasarana dan fasilitas perhubungan laut 

Tercatat 448 pulau di Provinsi Jawa Timur yang belum merata aksesibilitasnya bahkan 

masih banyak yang memiliki aksesibilitas rendah serta tidak memiliki infrastruktur 

yang memadai. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan wilayah merupakan 

salah satu faktor penghambat aktifitas sosial ekonomi. Perlu adanya langkah konkrit 

dari Pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 

Pembangunan dan Pengembangan pelabuhan laut dan pengadaan fasilitas Sistem 

Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Dukungan ketersedian infrastruktur secara 

langsung akan meningkatkan minat operator pengusaha angkutan untuk membangun 

rute pelayaran dan meningkatkan jumlah armada kapal. Beberapa faktor lain yang 

perlu menjadi perhatian adalah upaya meningkatkan budaya berkeselamatan 

terhadap pengusaha angkutan pelayaran dan masyarakat pemilik kapal. hal ini 

diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan pelayaran dan 

memberikan pemahan teknis terhadap langkah – langkah awal dalam penanganan 

kecelakaan kapal.  

 

− Prasarana dan fasilitas perhubungan udara 

Bandara Abdurrahman Saleh Malang strategis untuk memacu dan memicu 

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi selatan Jawa Timur, karena bisa 

melayani minimal 11 kabupaten/kota yaitu Kota Malang, Kab. Malang, Kota 

Batu, Kab. Blitar, Kab. Blitar, Kab. Tulung Agung, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, 
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Kota Kediri, Kab. Pasuruan, dan Kota Pasuruan. Saat ini ada 7 (tujuh) 

penerbangan PP Malang – Jakarta dan Malang – Denpasar (PP), sehingga 

keberadaan Bandara Abd. Saleh bisa mengurangi kepadatan penumpang di 

Bandara Juanda. Diusulkan Bandara Abd. Saleh Malang agar dibuka sebagai 

Bandara Internasional, karena prasarana eksisting sudah memenuhi syarat 

teknis sebagai Bandara Internasional, diantaranya panjang runway saat ini 

2.250 m. (rencana di master plan dapat diperpanjang sampai 2.900 m) 
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12. BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  

1.2.17 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 

Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 4.138 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Komunikasi dan Informatika 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

1 Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 

Pagu  11.491.744.000 - - - - 

Realisasi 10.970.931.781     

% 95.47     

2 Program Penguasaan 
serta Pengembangan 
Aplikasi dan 
Teknologi Informasi 
Komunikasi 

Pagu  550.600.000     

Realisasi 512.425.100 - - - - 

% 93.07 - - - - 

3 Program 
Pengembangan, 
Pemerataan dan 
Peningkatan Kualitas 
Sarana dan Prasarana 
Pos dan Telematika 

Pagu  4.303.900.000 - - - - 

Realisasi 4.017.858.665 - - - - 

% 93.35 - - - - 

4 Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

Pagu  3.451.136.000 - - - - 

Realisasi 3.218.888.948 - - - - 

% 93.27 - - - - 

5 Program 
Pemberdayaan 
Teknologi Informatika 
dan Komunikasi (TIK) 

Pagu  - 2.566.375.000 1.115.136.234 639.000.000 - 

Realisasi - 2.215.141.287 1.095.217.412 553.058.785 - 

% - 86.31 98.21 86.55 - 

6 Program 
Pengembangan 

Pagu  - 8.310.625.000 1.053.910.300 4.699.806.000 - 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

Teknologi Informatika Realisasi - 8.198.165.012 1.043.055.190 4.518.347.199 - 

% - 98.65 98.97 96.14 - 

7 Program 
Pemeliharaan dan 
Pengendalian 
Infrastruktur 
Teknologi Informasi 
dan Telekomunikasi 
(TIK) 

Pagu  - 1.420.625.000 6.522.480.000 8.222.500.000 - 

Realisasi - 1.283.655.557 6.474.382.932 8.118.359.064  

% - 90.36 99.26 98.73 - 

8 Program Pos dan 
Telekomunikasi 

Pagu  - 925.000.000 732.833.000 400.000.000 - 

Realisasi - 900.164.348 721.950.950 282.544.022 - 

% - 97.32 98.52 70.64 - 

9 Program Peningkatan 
Diseminasi dan 
Informasi 

Pagu  - 3.958.625.000 3.261.691.000 2.920.000.000 - 

Realisasi - 3.934.854.597 3.228.417.430 2.894.896.461 - 

% - 99.40 98.98 99.14 - 

10 Program Fasilitasi 
Komisi Informasi 
Provinsi 

Pagu  - 2.244.500.000 1.500.000.000 1.100.000.000 - 

Realisasi - 2.174.057.765 1.482.592.930 1.068.082.300 - 

% - 96.86 98.84 97.10 - 

11 Program Pengelolaan 
Jaringan Komunikasi 

 

Pagu  - 2.313.875.000 1.169.393.150 2.777.200.000 - 

Realisasi - 2.275.820.421 1.153.137.233 2.180.524.992 - 

%  98.36 98.61 95.75 - 

12 Program Informasi 
Publik 

 

Pagu  - - - - 3.895.000.000 

Realisasi - - - - 1.460.788.712 

% - - - - 37.50 

13 Program Komunikasi 
Publik 

Pagu  - - - - 2.094.745.000 

Realisasi - - - - 663.381.016 

% - - - - 31.67 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

14 Program Aplikasi 
Informatika 

Pagu  - - - - 17.255.000.000 

Realisasi - - - - 2.397.896.008 

% - - - - 13.90 

15 Program Infrastruktur 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

Pagu  - - - - 15.100.000.000 

Realisasi - - - - 3.492.224.227 

% - - - - 23.13 

16 Program Pengelolaan 
Data dan Statistik 

Pagu  - - - - 1.300.000.000 

Realisasi - - - - 464.923.521 

% - - - - 35.76 

(Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II T.A. 2018 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan: 

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; program ini dalam rangka 

mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik 

melalui : 

- implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat di 

Jawa Timur, sehingga masyarakat dan badan publik dapat memanfaatkan TIK 

melalui on-line/internet. Selain itu juga adanya pengembangan jaringan TIK 

internet hingga ke kecamatan yang dapat membantu penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta melalui penyebarluasan informasi 

sehingga masyarakat dapat mengakses informasi. Pada tahun 2014, jumlah 

kecamatan yang tersambung dengan dukungan jaringan internet sebanyak 55 

kecamatan dengan kebutuhan bandwidth setiap kecamatan sebesar 512 kbps 

sehingga mencapai kebutuhan total sebesar 28 Mbps. 

- Jaringan VPN Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim yang merupakan jaringan 

internal yang secara teknis lebih aman dibanding dengan penggunaan jaringan 
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internet. Dengan jaringan tersebut, maka sebanyak 32 (tiga puluh dua) PD di 

Pemprov Jatim telah terintegrasi pada VPN menggunakan media Fiber Optic 

(FO). Namun belum semua PD di Pemprov Jatim terkoneksi dengan jaringan 

Fiber Optic, sehingga untuk PD yang belum menggunakan Fiber Optic agar 

dapat terintegrasi dengan VPN Pemprov Jatim menggunakan teknologi VPNS 

Instan sebanyak 15 (lima belas) PD. 

Tabel 4.139 
Perangkat Daerah Pemprov. Jatim  

yang Menggunakan Teknologi VPN Instan 
No. Perangkat Daerah 

1 Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Jatim 

3 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim 

4 Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim 

5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Jatim 

6 Kantor Perwakilan Prov. Jatim 

7 Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim 

8 Sekretariat KPID Prov. Jatim 

9 RSU Dr. Saiful Anwar Malang 

10 RSU Dr. Soedono Madiun 

11 RSU Haji 

12 Bakorwil Madiun 

13 Bakorwil Malang 

14 Bakorwil Pamekasan 

15 Bakorwil Bojonegoro 

Sumber : Dinas Kominfo Prov Jatim 

- Fasilitasi untuk jaringan internet tidak hanya dilakukan pada PD, namun juga 

pada kegiatan yang sifatnya temporer baik yang berskala lokal maupun 

nasional. Pengendalian dan monitoring bandwidth mencakup PD yang telah 

tekoneksi dengan VPN Pemprov Jatim dengan total bandwidth internet 

sebesar 211 Mbps untuk PD Pemprov Jatim dengan masing-masing besaran 

kebutuhan bandwidthnya. Sebagai upaya dalam memberikan informasi 

terutama untuk keamanan jaringan serta monitoring bandwidth kepada PD di 
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lingkungan Pemprov Jawa Timur, maka upaya yang dilakukan yaitu antara lain; 

menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Monitoring Bandwidth dan Jaringan 

TIK PD, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap arti 

pentingnya keamanan jaringan serta bagaimana cara monitoring bandwidth 

untuk akses internet guna menunjang kinerja pemerintahan. 

- Dinas kominfo pada Tahun 2014 telah melakukan kegiatan pemeliharaan 

terkait dengan jaringan maupun perangkat yang dilakukan baik oleh staf 

teknis maupun dengan pihak ke-3. Dinas Kominfo di samping melakukan 

pemeliharan di internal, dan troubleshooting juga melakukan pemeliharaan di 

semua PD lingkungan Pemprov Jatim. Untuk mendukung kegiatan diatas, 

Dinas Kominfo juga berupaya meningkatkan kemampuan teknis dengan 

melakukan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan sertifikasi profesi bagi staf 

teknis oleh Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK.  

Tabel 4.140 
Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi  

No Pelatihan/Bersertifikasi 

1 Mikrotik Essential 

2 Sertifikasi Networking (BNSP) 

Sumber : Dinas Kominfo Prov Jatim 

- Penyebarluasan informasi; merupakan hal yang sangat penting dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam proses pelaksanaan 

pembangunan daerah. Semakin terbukanya akses informasi tentang 

pemerintahan dan pembangunan, maka masyarakat juga semakin kritis 

menyikapi pemerintahan termasuk politik. Tetapi, manakala pemerintahan 

menganggap hal tersebut merupakan ancaman bagi roda pemerintahan, 

maka sikap yang muncul adalah membatasi informasi kepada masyarakat. 

Tetapi jika pemerintah menganggap kondisi demikian adalah suatu sparring 

partner dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga 

akan meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan terus melakukan proses 

pembelajaran, sehingga akses informasi mengenai pemerintahan akan dibuka 

seluas-luasnya kepada masyarakat. 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-364 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

- Paradigma dalam pemerintahan daerah adalah bahwa penyebarluasan 

informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat 

memang sangat diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik 

(good governance), maka proses pembelajaran antara pemerintah daerah dan 

masyarakat akan terbentuk dan akhirnya bersama-sama menuju masyarakat 

pembelajaran dan membentuk keunggulan kompetitif. 

- Kegiatan Dinas Kominfo lainnya yakni kajian isu aktual yang berkembang di 

tengah masyarakat yang diolah sebagai bahan masukan dan disampaikan 

kepada Pimpinan Pemprov. Jatim (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli 

dan Asisten) dalam rangka pengambilan kebijakan. Kegiatan ini adalah 

menyusun kajian atas pelaksanaan program pemerintah secara berkala dan 

komprehensif. Hasil kajian yang dilakukan  sebanyak 2 kali setiap bulan ini 

sangat aktual, karena langsung membahas isu yang sedang berkembang di 

tengah masyarakat. Materi dalam kajian isu tersebut meliputi ekonomi, 

politik, hukum dan kemasyarakatan yang langsung menyentuh permasalahan 

terkini yang dihadapi masyarakat untuk selanjutnya dicarikan pemecahan 

masalahnya melalui berbagai program kegiatan yang akan dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

Adapun kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas pelayanan informasi dapat 

dilihat dari tabel berikut :  

Tabel 4.141 
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Tahun 2014 

No. Komponen Satuan 2014 

1 Pengembangan Infrastruktur TIK pada Unit Kerja Pemprov dan Kab./Kota 
Koneksi jaringan infrastruktur Tk. Kecamatan di 
Jatim Kecamatan 55 

Koneksi jaringan internet bakorwil Bakorwil 4 
Kegiatan rapat evaluasi jaringan TIK kecamatan Kali 1 

2 Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK 
Koneksi jaringan FO antar unit kerja dan PD 
Pemerintah Prov Jatim PD/ Unit Kerja 32 dan 10 

Rangka fasilitasi NOC keliling Kali 12 
3 Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan pada Unit Kerja Pemprov 

Kegiatan sosialisasi monitoring bandwith SKPD 45 

Pengendalian bandwith Unit kerja 15 

4. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras  
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No. Komponen Satuan 2014 

Kebutuhan jaringan TIK SKPD/       unit 
kerja 45 dan 15 

Pemeliharaan infrastruktur TIK kali 6 

Rangka setting/monitoring jaringan kali 2 

5. Fasilitasi Teknis Tik Aparatur Pemprov. Jatim dan Kab./Kota 
Layangan TIK di lingkungan Pemprov. Jatim 

 
kali 4 

6. Kajian Issue Aktual 
Bahan rekomondasi untuk penyusun kegiatan 

 
kegiatan 24 

7. Penyebarluasan Informasi melalui Media  
Media elektronik : 
Jatim online News 7200 

Radio  Kali 36 

Televisi  Kali 47 

Iklan Layanan Masyarakat  Kali  8 

Media Cetak : 
Majalah/Tabloid  Expl 6000 

 Leaflet Buah 2000 

Media luar ruang : 
Spanduk  Buah 69 

Baliho Buah 57 

Umbul-umbul  Buah 42 

Balon udara Buah 2 

Banner  Buah 515 

8. Workshop dan Sosialisasi di Bidang Telematika 
Rangka sosialisasi TIK bagi aparatur pemerintah Kali 1 

Rangka workshop TIK Kali 4 

9. Pemberdayaan lembaga kehumasan pemerintah/bakohumas 
Pertemuan bakohumas Kali 4 

Literasi media Kali 1 

10. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pelatihan Kelompok Informasi 
Masyarakat 
Lomba Cerdik Cermat Komunikatif  (LCCK) Kali 4 
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No. Komponen Satuan 2014 

Jumlah KIM kelompok 1019 

11. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Forum Koordinasi Media Tradisional 
(FK Metra) dan Pemberdayaan Media Tradisional 
Ngopi Bareng Pak Dhe Kali 12 

Pembinaan Pertunjukan Rakyat Kali 2 

12 Fasilitasi Komisi Informasi Publik (KIP) 
Forum komunikasi dan sosialiasi kali 1 

Forum informasi dan akuntabilitas kali 1 

Focus group discussion kali 2 

Forum komunikasi PPID kali 2 

Press and gathering kali 2 

Interaktif melalui televisi dan radio kali 12 

Jumpa pers dan mediasi, ajudikasi non ligitasi 
terhadap keterbukaan informasi publik kali 3 

Keterbukaan informasi kali 1 

Bimbingan teknis PPID kali 1 

Rakor PPID se Jatim kali 1 

Rapat monitoring dan evaluasi kali 1 

PPID Award kali 1 

  Sumber : Dinas kominfo Prov. Jatim 
 

- Kegiatan lainnya yakni Pertemuan Bakohumas yang merupakan forum diskusi 

dan tukar menukar informasi antar pejabat kehumasan instansi pemerintah di 

lingkup Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut permasalahan yang 

menjadi topik bahasan adalah isu-isu tertentu yang ada di berbagai tempat 

anggota Bakohumas secara bergiliran. Kegiatan Pertemuan Bakohumas ini 

dilaksanakan sebagai bentuk pencerdasan Aparatur Pemerintah dalam 

mengelola informasi dan menjalin kemitraan dengan media, karena pejabat 

kehumasan merupakan ujung tombak institusi dalam berhadapan dengan 

media. Agar dapat dengan cermat merancang program strategis kemitraan 

dengan media, maka kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop 

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bakohumas bagi seluruh 
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pejabat humas seluruh institusi di Jawa Timur yang tergabung dalam 

keanggotaan Bakohumas di Jawa Timur. 

-  Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); KIM ini memiliki peran strategis 

dalam upaya menjawab tantangan pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan, karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang 

tumbuh secara bottom-up dan berkembang di tengah – tengah kehidupan 

masyarakat. Sadar akan pentingnya informasi maka KIM ini juga berperan 

menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan 

informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top down) atau 

sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah (bottom up). 

Guna mewadahi KIM yang berkembang di Jawa Timur tererbut maka Dinas 

Kominfo menggelar kegiatan sebagai ajang tukar menukar informasi yang 

diselenggarakan melalui kegiatan Pekan di Kab/Kota sebagai berikut :  

a. Pekan KIM yang I dilaksanakan di Kecamatan Mojosari Kab. Mojokerto 

pada tanggal 4 s/d 8 April 2006 (penekanan pada kelembagaan KIM) 

b. Pekan KIM yang II dilaksanakan di Kecamatan Kaliwates          Kab. Jember 

pada tanggal 21 s/d 31 Agustus 2007 (penekanan pada penguatan KIM) 

c. Pekan KIM yang III dilaksanakan di Kabupaten Lamongan pada tanggal 29 

April s/d 3 Mei 2008 (penekanan pada kualitas KIM) 

d. Pekan KIM yang IV dilaksanakan di Kecamatan Kedung Kandang Kota 

Malang pada tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2009 (penekanan pada 

pemberdayaan KIM) 

e. Pekan KIM yang V dilaksanakan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo 

pada tanggal 26 Juni s/d 3 Juli 2010 (penekanan pada peningkatan kualitas 

dan pemberdayaan KIM) 

f. Pekan KIM yang VI dilaksanakan di Lapangan Wiramandala ex Pasar Pahing 

Kecamatan Kota Kab Tulungagung pada tanggal 16 Nop s/d 20 Nop 2011  

g. Pekan KIM yang VII dilaksanakan di Gedung Graha Adi Poday Kabupaten 

Sumenep pada 23 April s/d 27 April 2013. 

h. Pekan KIM yang VIII  dilaksanakan di GOR Bung Karno Kabupaten Nganjuk 

pada tanggal 20 s/d 24 April 2015. 
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i. Pekan KIM yang IX  akan direncanakan di Taman Candra Wilwatikta  

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 s/d 16 

September  tahun 2017. 

- Guna turut serta mendukung kegiatan pemerintah pusat dalam 

penyebarluasan informasi melalui pertunjukan rakyat tradisional, Dinas 

Kominfo Prov Jatim juga mengikuti Festival Pertunjukan Rakyat pada tahun 

2014 di kota Padang Provinsi Sumatra Barat yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Kominfo RI. Untuk perkuatan kegiatan tersebut, maka pada 

tahun 2013 diselenggarakan kegiatan Forum koordinasi Media Tradisional (FK-

Metra) dan kegiatan gelar media sebagai persiapan keikutsertaan Festival 

Pertunjukan Rakyat pada tahun 2014.  Kegiatan lainnya dalam Festival 

Pertunjukan Rakyat, yakni seni media tradisional pertunjukan rakyat (pertura) 

yang merupakan media penyebarluasan informasi berbasis kesenian rakyat. 

Untuk meningkatkan kemampuan peserta tersebut, pada tahun 2014 telah 

dilaksanakan kegiatan dalam bentuk lainnya seperti;  Workshop Pertura 

sebanyak dua kali yakni pada pelaksanaan Pekan Informasi Nasional (PIN) di 

Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kegiatan di Kota Padang itu, Dinas 

Kominfo berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan PIN tersebut antara lain 

Forum Bakohumas Regional Barat, Sarasehan KIM tingkat Nasional dan 

Festival Pertura Tingkat Nasional. Dalam festival Pertura Nasional tersebut, 

Provinsi Jawa Timur meraih Juara Harapan II.  

- Kegiatan Dinas Kominfo Prov Jatim lainnya adalah Hasil monitoring  dan  

evaluasi  Komisi  Informasi  Provinsi Jatim  tahun  2014  terhadap  Badan  

Publik/PD Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta dan Badan Publik Pemerintah 

Kabupaten/Kota se Jawa Timur pada umumnya cukup baik. Meskipun  belum  

semua  Badan  Publik  menyadari bahwa keterbukaan  informasi  publik  

merupakan kewajiban mereka untuk menampilkan keterbukaan informasi 

pada  situs  resmi  (website),  namun sejumlah badan publik pemerintah 

sudah menunjukkan kinerja yang sudah meningktt kesadarannya akan 

keterbukaan informasi. 
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- Dalam rangka mewujudkan keterbukaan infrmasi tersebut, diselenggarakan 

PPID Award oleh Komisi  Informasi   Provinsi  (KIP) Jawa Timur. KIP Jatim pada 

tahun 2014 melakukan kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap 

perkembangan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota se 

Jawa Timur yang penilaiannya melalui tahapan antara lain :   

1. Pemberitahuan rencana evaluasi Badan Publik melalui Forum 

Komunikasi dan Bimtek PPID  

2.  Evaluasi Awal/Supervisi : Administrasi  

3.  Menentukan Nominator   

4.  Evaluasi lanjutan : Website dan Layanan Informasi  

5.  Pengumuman Hasil Evaluasi. 

- Akhir tahun 2014, PPID di Jatim (Provinsi dan Kab/Kota) sudah terbentuk 

mencapai 100%. Pada tahap evaluasi awal, Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Timur melakukan peninjauan langsung pada PPID/Badan Publik PD Provinsi  

maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memngetahui 

seberapa jauh dalam badan publik telah mengimplementasikan UU Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan penilaian 

komponen yang meliputi:  keberadaan SK PPID, SK Atasan PPID,  SK Atasan 

PPID, Struktur PPID,  SOP,  DIP,  Meja  Layanan  Informasi,  Administrasi 

PPID/Atasan PPID dan Regulasi (Khusus Kab/Kota).  

- Dalam kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan PPID, tersebut, secara 

kualitas badan publik sudah meningkat dalam implentasi keterbukaan 

informasi  yakni dalam hal layanan informasi.  Beberapa  PD  telah  

memberikan  layanan  yang memenuhi  Standar  layanan  Informasi (SLI) 

publik sebagaimana yang diamanatkan  dalam UU  KIP  maupun  Peraturan 

Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun  2010  tentang Standar Layanan 

Informasi Publik. 

- Pada  tahap  evaluasi  lanjutan,  Komisi  Informasi  Provinsi Jawa  Timur  

melakukan  penilaian  dengan  cara  peninjauan mendadak melalui Mysterious  

Guest yakni melihat  seberapa jauh pelayanan terhadap pemohon informasi 
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dan  melakukan penilaian website resmi Badan Publik.  Dalam  penilaian  

website,  Komisi  Informasi melakukan  evaluasi  terhadap  informasi  publik  

sebagaimana amanat dalam pasal 9 UUI KIP yakni Informasi yang Wajib 

Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala,  pasal  10 tentang Informasi  yang 

Wajib Diumumkan  secara  Serta-merta,  pasal  11  tentang Informasi yang 

Wajib tersedia setiap saat,  dan pasal 12 tentang kewajiban Badan Publik 

mengumumkan layanan informasi setiap tahun serta Informasi  Pengecualian 

sebagaimana pasal  6 dan 17. 

- Pada  tingkat  Kabupaten/Kota perkembangan  PPID pada  tahun  2014 

Kab/Kota sudah semuanya  membentuk  PPID. Hasil evaluasi dari  

Kabupaten/Kota yang sudah membentuk PPID, sekitar 15 persen Badan Publik 

yang memasukkan data di website  sesuai  standar  sebagaimana amanat 

Pasal (9) UU KIP jucnto Pasal (11) Perturan KI Pusat No 1 Tahun 2010. 

- Dalam upaya meningkatkan kualitas PPID, Komisi Informasi  Provinsi  Jawa  

Timur mendorong agar kewajiban Badan Publik yang dilaksanakan PPID terus 

meningkatkan kualitasnya dalam memberikan layanan informasi guna  

memberi akses untuk masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses 

kebijakan publik sesuai dengan standard peraturan perundang-undangan yang 

ada.  

- Peningkatan kualitas PPID ini sangat diperlukan guna mengurangi timbulnya 

sengketa informasi. Selama tahun 2014,  permohonan  penyelesaian  sengketa  

informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sejumlah  161  

kasus. 

- Pada Tahun 2014 hasil evaluasi KIP Jatim di kabupaten/kota telah terbentuk 

PPID sebanyak 38 kabupaten/kota, sehingga dalam tahun 2014 tidak ada 

kegiatan Sosialisasi pada PPID kabupaten/kota Se-Jatim.  

- Seiring dengan berakhirnya anggota KIP Masa Bhakti 2010-2014 maka pada 

bulan Januari s/d Agustus 2014, telah dilaksanakan rekruitmen Anggota 

Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur Masa Bhakti 2014-2018 dengan 

tahapan : Pembentukan Panitia Tim Seleksi dan Panitia Pembantu Tim Seleksi, 

Pengumuman Pendaftaran melalui media cetak maupun elektronik dan 
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website www.jatimprov.go.id, Seleksi Administrasi, Ujian Tertulis, 

Pelaksanaan Tes Psikologi, Uji Publik, hingga Fit and Proper Test dan Hasil 

Pengumuman Anggota terpilih sebanyak sebanyak 5 (lima) orang Anggota 

Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa 

Timur No. 188/463/KPTS/013/2014 Tanggal 18 Agustus 2014, dan telah 

dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Bpk. H. Soekarwo terhadap 5 Anggota KIP 

Jawa Timur Masa Bhakti 2014-2018 yakni Dra. Isrowi Farida M.Si, Ketty Tri 

Setyorini, SS, M.Si, Dra. Zulaikha, M.Si, Mahbub Junaidi, SS, Wahyu Kuncoro, 

SIP, M.Si, MIP.  

2) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi 

Komunikasi 

Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi 

Komunikasi untuk meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan terutama melalui pengembangan 

agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, melalui : 

- Perkembangan pemanfaatan website dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin 

meningkat, sampai dengan akhir tahun 2014 dari sudah memiliki 59 PD yang 

mempunyai website. Untuk perkembangan Pemerintah Kab/kota se Jatim dari 

38 kab/kota sudah semuanya memiliki website sebanyak 38 kab/kota. 

- Penggunaan nama domain go.id juga sudah dilakukan sebagian besar SKPD, 

dari 59 website SKPD ada 56 website telah memenuhi ketentuan Peraturan 

Menteri Kominfo No : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan 

nama domain go.id. Untuk SKPD yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan 

Menteri Kominfo No : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 sebanyak 3 website PD 

pada tahun 2014.  

- Dengan pengunjung website www.jatimprov.go.id rata-rata tahun 2014 

sebanyak 13.164.555 pengunjung. Untuk pengunjung website kominfo-

jatimprov.go.id rata-rata tahun 2014  sebanyak 9.684.765 pengunjung.  

 

http://www.jatimprov.go.id/
http://www.jatimprov.go.id/
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Tabel 4.142 
Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan 

Teknologi Informasi Komunikasi Tahun 2014 
No. Komponen Satuan 2014 

1 Pengembangan Pengelolaan Website Pemprov 
Rangka pengembangan pengelolaan website 
Pemprov kali 4 

Pengelolaan website Pemprov kali 12 

2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK 
Bertambahnya masyarakat yang paham TIK kali/peserta 400 

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim 

 

3) Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan 

Prasarana Pos dan Telematika 

Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan 

Prasarana Pos dan Telematika, untuk pengembangan, pemerataan dan 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi melalui : 

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi peluang dalam 

meningkatkan kapasitas masyarakat diberbagai bidang, diantaranya sebagai 

instrumen peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola potensi dan 

sumberdaya lokal yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan 

ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan Sosialisasi standardisasi perangkat 

telekomunikasi pada tahun 2014 menjadi kegiatan sosialisasi Peraturan 

Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. 

- Kondisi geografis, tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat serta 

kurangnya pengetahuan akan potensi  teknologi informasi dan komunikasi 

mengakibatkan munculnya permasalahan kesenjangan digital dan 

kesenjangan informasi. Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa tingkat 

pemahaman dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak merata. 

Beberapa sektor telah memanfaatkan dan berkembang dengan baik, tetapi di 

sektor lain belum berkembang terutama di wilayah pedesaan. 
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- Sejak tahun 2005 hingga tahun 2016 di Jawa Timur telah memiliki 49 

Telecenter yang dibentuk dan dibiayai APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

kecuali Telecenter Semeru di Kabupaten Lumajang dibiayai oleh UNDP dan 

BAPPENAS. Selain itu, terdapat 2 Telecenter yang dibiayai APBD Kabupaten, 

yaitu Telecenter Sakti di Kabupaten Malang dan Telecenter Meteor di 

Kabupaten Tuban. Sampai dengan tahun 2016 jumlah Telecenter di Jawa 

Timur seluruhnya berjumlah 49 Telecenter  dengan capaian 100%. Adapun 

tujuan telecenter adalah pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang 

melalui peningkatan kemampuan memperoleh dan menyebarkan informasi 

berbasis teknologi informasi komunikasi.  

Sedangkan sasarannya : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 

masyarakat di bidang kewirausahaan, kesehatan dan pendidikan melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi dan pembangunan; 

Meningkatnya komunikasi dialogis dan kerjasama antar kelompok 

masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha; 

Mengurangi keterisolasian dan kesenjangan digital; 

Tahapan pengembangan Telecenter meliputi :  

- Penyiapan tempat, infrastruktur pokok dan sarana pendukungnya 

- Penguatan manajemen pengelolaan 

- Penyiapan bahan pemberdayaan, pelatihan dan pelayanan 

- Penyiapan peresmian dan sosialisasi 

- Pemberdayaan dan diskusi 

- Pelatihan dan pelayanan Telecenter untuk meningkatkan kreativitas dan 

inovasi kelompok masyarakat 

- Dokumentasi dan pencatatan hasil kegiatan 

- Evaluasi dan pelaporan kegiatan 
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Tabel 4.143 
Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan 

Prasarana Pos dan Telematika Tahun  2014 
No Komponen Satuan Thn 2014 
1 Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi 

Meningkatnya tertib administrasi perijinan 
pelenggaraan pos, stardardisasi perangkat 
dan tersedianya data menara 
telekomunikasi, serta evaluasi hasil 
pengawasan dan penertiban 

Kab/kota 12 

2 Pembinaan Bidang Pos dan Filateli 
Sosialisasi penyelenggara Pos dan Filateli kali 1 
Evaluasi penyelenggara pos dan filateli kali 4 
Bertambahnya pengetahuan mengenai 
filateli serta terwujudnya serta terwujudnya 
tertib administrasi penyelenggaraan pos 

Orang 75 

3 Pengembangan dan Pemeliharaan Hardware dan Software, Layanan Hosting 
dan Colocation 
Meningkatkan sistem informasi dalam 
penyelenggaraan e-gov di jatim 

Hosting dan 
colocation  212 

4 Pembinaan Bidang Telekomunikasi 
Pengembangan, pemerataan dan 
peningkatan kualitas sarana dan prasarana 
pos dan telematika 

Kegiatan 4 

Sosialisasi implementasi TV digital dan 
workshop Kali 1 

Sosialisasi standardisasi perangkat 
telekomunikasi Kali 1 

5 
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter 

Pembangunan telecenter baru telecenter 1 
Peningkatan pemahan dan ketrampilan 
masyarakat terdapat TIK melalui 
pemanfaatan telecenter di daerah 

Kab/kota 38 

Pembinaan telecenter lama telecenter 38 
Pelatihan pengutan teknis telecenter lama telecenter 38 
Pelatihan pengutan manajemen telecenter 
lama telecenter 38 

Pembina telecenter dan pengelola 
telecenter lama kali 1 

Pelatihan teknis pengelola telecenter baru kali 2 
Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim 

 

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk melayani 

masyarakat dengan memberikan berbagai informasi terkait program dan kegiatan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan itu diharapkan terbangun partisipasi 
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masyarakat Jawa Timur dalam setiap upaya memajukan pemerintahan dan 

pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.  

Tabel 4.144 
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun  2014 

No. Komponen Satuan 2014 

1. Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat : 

- Fasilitasi Ajang Wadul di TVRI Jawa 
Timur  

Pengaduan 826 

- Pengelolaan informasi publik kali 12 

- Forum Group Diskusi PPID kali 6 

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan 
Rencana Kerja Tahunan 

Koordinasi dan sinkronisasi program 
dengan kab/kota se jatim Kab/kota 38 

Penyusunan renja tahunan kali 1 

3. Monitoring dan Evaluasi Program 

Tersediannya dokumen laporan sebagai 
bahan evaluasi bidang kominfo Program/ kegiatan  5 

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim 

 

- Penurunan jumlah angka pengaduan pada tahun 2014 atau kurang lebih 4% 

merupakan bukti tindak lanjut program kegiatan yang dilakukan oleh PD 

dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung 4 

strategi yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment.   

- Dengan adanya penyelenggaraan acara talk show “Ajang Wadul” ini dapat 

memberikan dampak positif terhadap penyebarluasan informasi atas segala 

keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

Jawa Timur dengan dipublikasikannya/ sosialisasi program dan kegiatan yang 

terkait dari masing-masing PD. 
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5) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai 

meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah 

daerah upaya meningkatnya pelayanan publik. 

Tabel 4.145 
Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

 
No. Komponen Satuan 2015 2016 2017 

1. Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan 

- Workshop  kali 24 1 2 

- Kegiatan penerapan Tata 
Kelola TIK Pemerintah 

kali 14 16 2 

2. Standardisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK 

Pengelolaan website kali 12 1 - 

Pengembangan pengelolaan 
website Pemprov kali 6 2 - 

3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK 

Workshop pemberdayaan 
masyarakat bidang TIK kali  8 3 - 

4 Pendidikan Kemasyarakatan Produktuf Melalui Pembangunan Telecenter 

 
Forum koordinasi dan 
sosialisasi untuk pembina dan 
pengelola telecenter 

kali 1 3 - 

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim 

- Kegiatan workshop tata kelola TIK pemerintahan bagi aparatur dan sosialisasi 

tata kelola TIK Pemerintahan.  Kegiatan ini yang telah dilaksanakan antara lain 

workshop aplikasi pengolah kata, workshop pengelolaan web 

lembaga/dinas/instansi, workshop aplikasi SAKIP, workshop pembuatan SOP, 

workshop pengelolaan sub domain dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). 

Pesertanya selain aparatur di lingkungan Pemprov. Jatim dan kab/kota juga 

staf teknis Dinas Kominfo Prov. Jatim.  

- Kegiatan pelaksanaan Focus Group Discusion (FGD) dengan pendampingan 

tenaga ahli tentang Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Pemprov. 
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Jatim, hasil inventarisasi PD dan pembekalan awal bimbingan CIO bagi 

pengelola TIK di PD Pemprov. Jatim. 

- Sosialisasi kebijakan penerapan Tata Kelola TIK bagi Aparatur bidang TIK dan 

workshop, sertifikasi internasional, sertifikasi nasional, jasa pendampingan 

tenaga ahli e-Government. 

- Mengikuti kegiatan asesment PeGi tingkat provinsi oleh Kementerian Kominfo 

di Bogor pada tanggal 16 s/d 17 September 2015 dalam rangka 

pemeringkatan e-gov tahun 2015.  

- Membuat pedoman muatan website PD dan Kab/Kota, sosialisasi pedoman 

muatan website PD dan Kab/Kota, Monitoring muatan website PD dan 

Kab/Kota, koordinasi dengan pengelola website PD dan Kab/Kota  serta 

update data dan informasi website jatimprov.go.id. Standarisasi website 

- Pelaksanaan workshop bagi masyarakat yang diselenggarakan di kantor Dinas 

Kominfo Prov. Jatim. Dengan materi antara lain; pemahaman internet sehat 

aman cerdas, pengenalan microsoft office, browshing internet, pembuatan 

dan pengoperasian email serta pembuatan blog. Peserta dalam kegiatan 

tersebut antara lain dari : Ikatan Istri Keluarga PTPN 10 Jatim, masyarakat 

kabupaten Nganjuk, anggota KIM di Jatim, Kelompok Nelayan Kota 

Probolinggo, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga, Kelompok UKM Lahan 

Kering dan UKM Desa Mandiri Pangan.  

- Pemahaman dan keterampilan masyarakat terhadap TIK melalui pemanfaatan 

telecenter di daerah dan memberikan kelancaran operasional 49 telecenter 

lama di 38 Kab/kota se Jatim yang sudah terbangun, rapat forum koordinasi 

dan sosialisasi untuk pembina dan pengelola telecenter, dan pelatihan dan 

bimbingan teknis pengoperasian dan pemanfaatan sistem Desa id. 

 

6) Program Pengembangan Teknologi Informasi 

Program Pengembangan Teknologi Informasi sebagai fasilitasi teknis 

pengembangan aplikasi TIK Pemerintahan.  
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Tabel 4.146 
Program Pengembangan Teknologi Informasi 

No. Komponen Satuan 2015 2016 2017 

1. Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK Pemerintahan 

- Bimtek kali 4 1 1 

2. Fasilitasi zPemeliharaan Keamanan Sistem Informasi 

Pengembangan Aplikasi kali  4 3 4 

Bimtek Keamanan Informasi 
bagi SKPD Prov jatim Kali  2 1 4 

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim 

 

- Mengembangkan kapasitas aparatur bidang telematika melalui bimbingan 

teknis aplikasi bagi PD Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui :  

- Workshop Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) untuk aparatur SKPD 

Pemprov. Jatim. 

- Kegiatan ini adalah untuk mewujudkan layanan pemerintahan berbasis 

elektronik yakni  e-Government yang mempunyai sistem pengelolaan konten 

kepada pengelola situs di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 

tujuan diselenggarakannya Bimbingan Teknis CMS ini yaitu : mewujudkan 

kesamaan pemahaman dalam pengelolaan konten dengan pendekatan 

keamanan web dan aplikasi di PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur guna inter-operability aplikasi dan data serta meningkatkan keamanan 

informasi dan penjaminan informasi gunan mendukung terwujudnya e-

Government. 

- Penerapan aplikasi Pemerintah bagi PD Pemprov Jatim, pelatihan teknis 

implementasi aplikasi integrase, pemeliharaan aplikasi TNDE 

- Pembangunan Data Center sehingga sarana prasarana telematika telah 

terintegrasi di dalam Data Center Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan di 

Dinas Kominfo Prov. Jatim.  Sampai saat ini (Desember 2015) pengerjaan data 

center meliputi ruang komando data center, penempatan genset, instalasi 

listrik, rak server dan finishing. 
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- Penguatan keamanan informasi didalam Data Center,  penguatan ini 

mendukung upaya peningkatan hosting dan collocation dilingkup Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur sehingga layanan publik PD dapat berjalan optimal.  

- Pemeliharaan dan pengelolaan keamanan sistem informasi untuk mendukung 

terwujudnya e-Government di Jawa Timur melalui pendekatan tata kelola dan 

teknologi keamanan informasi, yang dalam hal ini pendekatan dilakukan 

melalui sistem manajemen keamanan informasi serta melalui pendekatan 

teknologi yang cermat dan akurat serta up to date agar dapat menutup setiap 

lubang atau celah yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan-

penyerangan dalam dunia maya.  

- Telah melakukan assesment (desk) kebutuhan bandwith masing-masing PD 

guna pendistribusian kebutuhan bandwith sesuai dengan beban tugas dan 

fungsi setiap PD di lingkup Pemprov. Jatim.  

- Workshop keamanan sistem informasi  

- Mewujudkan integrasi aplikasi yang sesuai dengan bisnis proses dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan kebutuhan layanan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada khususnya, sedangkan 

tujuan adalah mewujudkan kesamaan pemahaman dalam pembangunan 

aplikasi di PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapatnya 

terintegrasi didalam Data Center Provinsi Jawa Timur, meningkatkan integrasi 

data dan layanan aplikasi serta koordinasi antar dinas/Badan/Instansi di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna inter-operability aplikasi dan 

data dan meningkatkan keamanan informasi dan penjaminan informasi guna 

mendukung terwujudnya e-Government dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur. 

 
7) Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Telekomunikasi (TIK) 

Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Telekomunikasi (TIK) untuk meningkatnya kualitas kelembagaan dan  kapabilitas 
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penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan 

publik.  

Tabel 4.147 
Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Telekomunikasi (TIK) 
No. Komponen Satuan 2015 2016 2017 

1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK 

- Bandwith jaringan 
internet  

UPT 10 18 1 

Telecenter 10 3 1 

2. Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK 

Network operational center kali  4 1 - 

3 
Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK 

Workshop kali 1 - 1 

4 

Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras 

Pemeliharaan Infrastruktur 
TIK kali 6 2 4 

Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim 

- Pengembangan jaringan TIK wilayah blankspot, rapat koordinasi 

pembangunan speedy UPT PD Prov. Jatim dan telecenter dan rapat evaluasi 

pelaksanaan speedy UPT PD Prov. Jatim dan telecenter melalui :  

- Rakor Pembangunan Jaringan Internet PD, 10 telecenter dan 

pembangunan 1 jaringan akses internet di wilayah blankspot di desa  

Gemarang Kab. Madiun dan Desa Sempolan Jember. 

- Pembangunan jaringan akses internet pada daerah kosong (blank spot) di 2 

(dua) lokasi yaitu di UPT. Dinas Sosial Kecamatan Singgahan Kab. Tuban dan 

UPT. Dinas Perikanan Kecamatan Winongan kab. Pasuruan. 

- Focus Group Discussion (FGD) pengembangan jaringan TIK, koneksi jaringan 

internet Net Operation Center (NOC) keliling, langganan IP public, pembuatan 

aplikasi monitoring bandwith, pembelian peralatan data center dalam rangka 

pengembangan dan pengoptimalan pemanfaatan data center dalam melayani 
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kebutuhan hosting dan collocation PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur. 

- Kebutuhan koneksi jaringan FO antar PD dan Unit Kerja Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dan pengadaan mobil Network Operation Center (NOC) keliling 

melalui :  

- Pengadaan mobil NOC dengan peralatan guna memudahkan mobilitas 

penanganan masalah konektivitas jaringan dan troible shooting jaringan. 

- Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK  melalui Workshop 

Manajemen Bandwith dan Jaringan TIK PD melalui :  

- Penyelenggaran workshop manajemen bandwith dan jaringan TIK pada 46 

SKPD, 12 UPT SKPD dan 10 telecenter 

- Forum Group Discussion (FGD) atau sosialisasi penanganan permasalahan 

jaringan TIK, kegiatan pengembangan jaringan TIK, langganan 

multimedia/biaya sewa bandwith dalam rangka melayani kebutuhan PD di 

lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring jaringan TIK bagi PD di 

lingkungan Pemprov. Jatim dengan tujuan pengendalian 

penggunaan/pemanfaatan jaringan TIK. 

- Kegiatan penyusunan SOP pemeliharaan perangkat jaringan TIK, perpanjangan 

sewa VPS, backup bandwith Data Center,  pemanfaatan data center serta 

pembelian peralatan data center dalam rangka pengembangan dan 

pengoptimalan pemanfaatan data center dalam melayani kebutuhan hosting 

dan collocation PD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 

pemeliharaan jaringan PD. 

- Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan perangkat keras jaringan TIK PD 

di lingkungan Pemprov Jatim dengan tujuan menjaga berfungsinya perangkat 

keras jaringan TIK dengan cara antara lain : 

- Pemeliharaan jaringan melalui Network Operational Center (NOC) agar 

pengendalian kapasitas bandwidth tetap dapat berjalan dengan baik  

- Pemeliharaan jaringan TIK PD di lingkungan Pemprov. Jatim pada bagian titik 

pengguna user.  
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8) Program Pos dan Telekomunikasi 

Program Pos dan Telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan 

kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan 

pelayanan publik, melalui : 

Tabel 4.148 
Program Pos dan Telekomunikasi 

No. Komponen Satuan 2015 2016 2017 

1. Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi 

- Evaluasi penyelenggaran 
pos dan telekomunikasi 
khusus  

kali 12 12 2 

- Evaluasi Penyelenggaraan 
pos dan filateli 

kali 4 4 2 

2. Pembinaan Bidang Pos dan Filateli 

Workshop penyelenggara pos 
dan filateli kali  3 2 1 

3 Pembinaan Bidang Telekomunikasi 

Sosialisasi telekomunikasi 
khusus kali 3 1 1 

Pembinaan telekomunikasi kali 10 2 - 

  Sumber : Dinas Kominfo Prov Jatim 

- Kegiatan pengawasan & penertiban Penyelenggaraan Usaha Jasa Pos, 

Telekomunikasi Khusus dan Menara/Tower Telekomunikasi diharapkan 

adanya penurunan pelanggaran penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di 

Jawa Timur melalui :  

• Dalam rangka kegiatan Rakor tersebut bertujuan agar Kab/Kota dapat 

menangani pembinaan dan perizinan penyelenggaraan pos khususnya 

paska berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkkat Daerah Bidang Kominfo dengan tidak melanggar 

ketentuan perundangan yang berlaku.  

• Kegiatan pengelolaan data terkait statistik sektoral di Jawa Timur.  
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- Workshop penyelenggara pos dan filateli diharapkan tercipta tertib 

administrasi dan persaingan sehat diantara penyelenggara pos di Jawa Timur 

melalui :  

• Sosialisasi Permenkominfo No. 32 tahun 2014 tentang persyaratan dan 

tata cara pemberian izin penyelengaraan pos  

• Workshop filateli kreatif dan edukatif di Kabupaten Banyuwangi dan 

Bakorwil Madiun  

• Bimtek, workshop, FGD dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

Bidang Pos dan Filateli pemula, tujuan diadakannya workshop ini adalah 

agar Kab/Kota khususnya personel yang menangani pembinaan dan 

perizinan penyelenggaraan pos dan agar pejabat Dinas Kominfo atau 

SKPD yang menangani Pos dan Telekomunikasi di Kab/Kota sebagai 

aparat pembina penyelenggara pos dapat melaksanakan pembinaan 

sehingga usaha penyelenggara pos ilegal dapat dikurangi. 

• Koordinasi dan menghimpun data statistik yang bersifat sektoral dari 

SKPD Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota se Jatim. 

• sosialisasi telekomunikasi khusus dan pembinaan telekomunikasi serta 

Focus Group Discussion diharapkan dapat tercipta tertib administrasi 

perizinan penyelenggaraan penyiaran TV diera digitalisasi penyiaran di 

Jawa Timur serta terlaksananya tata tertib berkomunikasi di masyarakat. 

• FGD perencanaan KPU/USO Kab/Kota di Prov jatim di Surabaya, dan 

Rakor pengendalian menara telekomunikasi.  

• Evaluasi data statistik sektoral dan publikasikan melalui website 

www.jatimprov.go.id 

 

9) Program Peningkatan Diseminasi dan Informasi 

Program Peninngkatan Diseminasi dan Informasi untuk meningkatkan kualitas 

kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya 

meningkatkan pelayanan publik, melalui : 

 

http://www.jatimprov.go.id/
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Tabel 4.149 
Program Pos dan Telekomunikasi 

No. Komponen Satuan 2015 2016 2017 

1. Penyebarluasan Informasi melalui Media 

- Pelaksana bidang media 
online dan dokumentasi  

kali 12 12 12 

- Pelaksana bidang media 
cetak potensi 

kali 12 12 12 

- Peliputan untuk media 
Jatim online 

kali 12 12 12 

- Peliputan untuk majalah 
potensi 

kali 12 12 12 

2. Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Help desk pengaduan 
masyarakat kali  12 12 12 

3 Fasilitasi Penguatan PPID 

Bimtek kali 4 4 1 

Forum Group Discus kali 7 4 4 

  Sumber : Dinas Kominfo Prov Jatim 

- Penyebarluasan informasi melalui televisi, radio, media cetak, media luar 

ruang, media online meliputi dialog interaktif, Iklan Layanan Masyarakat, 

website www.jatimprov.go.id dan http://kominfo.jatimprov.go.id, Majalah 

Potensi, Majalah Galeria, Leaflet, Baliho, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner, dan 

Balon Udara dan mendukung pelaksanaan sosialisasi Asean Economi 

Community  (AEC).  

- Kegiatan Ajang Wadul dalam rangka penyebarluasan informasi dan 

menghimpun pengaduan masyarakat melalui email, surat, sms dan telepon 

yang langsung ditindaklanjuti ke dinas instansi terkait. Dengan semakin 

banyaknya ruang pengaduan bagi masyarakat, maka akan semakin banyak 

program Pemprov Jatim yang tersosialisasikan/tersampaikan sehingga 

pemahaman dan kecerdasan masyarakat bertambah karena tersedianya 

ruang publik dalam menyampaikan aspirasinya. 

- Kegiatan Ajang Wadul dengan jumlah pengaduan s/d bulan Desember 2015 

sebanyak 560 pengaduan dan pengaduan yang mendapatkan respon 

http://kominfo.jatimprov.go.id/
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sebanyak 498 pengaduan. kegiatan Ajang Wadul dengan jumlah pengaduan 

s/d bulan Desember 2016 sebanyak 85 pengaduan.  

- Penyebarluasan informasi dalam bentuk pengelola media social Pemprov 

Jatim (seperti facebook dan twitter serta liputan berita terkait kegiatan 

pembangunan di Jawa Timur), media online (Jatim  Newsroom) melalui 

website www.jatimprov.go.id dan http://kominfo.jatimprov.go.id, kegiatan 

rakor pengelolaan content media online SKPD dan Kab/kota di Jawa Timur, 

jasa tenaga ahli Jatim Online dan Penyusunan Majalah Digitel Potensi, jasa 

tenaga ahki ekspose pemeringkatan website SKPD dank ab/kota di Jawa 

Timur, FGD pengelolaan media social Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

10) Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi 

 Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi untuk meningkatkan kualitas 

kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 

upaya meningkatkan pelayanan publik, melalui : 

Tabel 4.150 
Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi 

No. Komponen Satuan 2015 2016 

1. Penanganan Sengketa Informasi Publik 

- Fasilitasi penyelesaian sengketa 
informasi  

kali 6 10 

- Kegiatan mediasi kali 25 14 

2. PPID Award SKPD/ Kab/Kota se-Jatim 

Forum Group Discus kali  1 - 

PPID Award kali 1 1 

Monitoring dan evaluasi komisi 
informasi kali 1 1 

3 Fasilitasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik 

Forum komunikasi dan sosialisasi kali 6 4 

4 Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) 

 Forum Informasi dan Akuntabilitas kali 1 1 

  Sumber : Dinas Kominfo Prov Jatim 

 

http://kominfo.jatimprov.go.id/
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- Memfasilitasi bidang penyelesaian sengketa informasi. Sengketa informasi 

yang masuk dengan proses penyelesaian sebagai berikut :  

• Kasus yang belum di proses  

• Yang sedang dalam proses  

• Kasus  yang dicabut  

• Dan kasus yang dihentikan  

• Putusan mediasi  

• Putusan ajudikasi  

- Bimtek penguatan PPID Badan Publik di 4 (empat) Bakorwil, Pembinaan 

Internal, FGD, Asistensi dan Desk PPID serta kegiatan monitoring dan evaluasi 

secara rutin ke semua PPID Pembantu/PD di lingkungan Pemerintah Prov 

Jatim dan PPID Pembantu/PD di lingkungan Pemerintah Prov Jatim dan PPID 

kab/kota di Jatim. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan mengingat 

semakin kritisnya publik terhadap program kegiatan badan publik sebagai 

penyelenggara negara dan apabila diperlukan dan mendesak perlu sebagai 

penyelenggara negara dan apabila diperlukan dan mendesak perlu dibentuk 

Forum koordinasi PPID PD (FKPPID di Prov Jatim), tidak lain untuk 

mengoptimalkan peran dan fungsi PPID dalam menjalankan amanat UU 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

- Penyelenggaran Forum Group Discussion, PPID Award, Press and Gathering, 

Rapat Monitoring dan Evaluasi  

- PPID award diselenggarakan di statiun JTV  

- Mengikuti kegiatan Rakornas KIP tingkat nasional di Provinsi Nangroe Aceh 

Darusalam (NAD). 

- Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) yang disiarkan secara 

langsung di SBO TV.  

- Forum Informasi dan Akuntabilitas, Forum Komunikasi PPID , Rapat Kerja KI 

Jatim, Fasilitasi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Fasilitasi Bidang Kelembagaan, 

iklan layanan Masyarakat (ILM) melalui televisi, radio, media cetak dan online, 

interaktif melalui televisi dan radio dll.   
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- Forkomsos sebagai kegiatan dengan peserta Universitas Negeri Jember, 

Brawijaya, Unair, SPAIN Kediri, dan Unmer Madiun.  

- Monitoring dan evaluasi melalui visitasi ke Kab/Kota se-Jatim dan PD di 

lingkungan Pemprov Jatim 

- Pemeringkatan Badan Publik Kab/Kota se-Jatim dan PD di lingkungan Pemprov 

Jatim 

- Penganugerahan PPID Award disiarkan secara langsung oleh JTV Surabaya 

- Mengikuti Rakornas Komisi Informasi Tingkat Nasional di Kota Palembang 

Provinsi Sumatera Selatan 

- Membuat kajian teoritis dan akademis berkenaan dengan kebijakan yang 

diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur utama yang berkaitan dengan 

kepentingan publik, yang berbentuk dokumen tertulis mengenai kebijakan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dianalisis secara mendalam untuk 

kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam 

menentukan kebijakan berikutnya. 

- Memberikan pelayanan informasi publik dan kepercayaan masyarakat pada 

pemerintah melalui pembinaan PPID pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota 

meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan Focus Group 

Discusion (FGD), monitoring evaluasi, dan asistensi, bimtek petugas help desk 

PPID PD dank ab/kota se-Jatim.  

- Menerbitkan petunjuk layanan & petunjuk teknis terkait dengan prosedur 

layanan informasi.  

- Kegiatan administrasi penyelesaian sengketa informasi, kegiatan forum 

informasi dan akuntabilitas, PPID award, operasional penyelenggaraan 

kegiatan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur.  

- Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) dengan 

tersampaikannya informasi dan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan 

kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan peserta LSM, 

akademisi, PD Provinsi/Kab/Kota.  

- Forum Group Disscussion (FGD), Forum Komunikasi dan Sosialisasi, Dialog 

Interaktif melalui Televisi dan Dialog Interaktif melalui Radio.  
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11) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi 

       Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi untuk meningkatkan kualitas 

kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 

upaya meningkatkan pelayanan publik, melalui : 

 Tabel 4.151 
Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi 

No. Komponen Satuan 2015 2016 2017 

1. Fasilitasi Issue Aktual 

- Dokumen issue aktual  kali 24 24 13 

2. Pemberdayaan Lembaga Kehumasan Pemerintah/Bakohumas 

Pertemuan Bakohumas kali  4 2 2 

Workshop kali 1 1 2 

3 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan 
Media Tradisional 

Pekan KIM kali 1 - 1 

Fasilitasi KIM kali 8 - 8 

Pemetaan KIM se Jatim kali 4 - 4 

4 Fasilitasi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi 

Seminar Pers kali 2 1 - 

  Sumber : Dinas Kominfo Prov Jatim 

 

- Kajian teoritis dan akademis berkenaan dengan kebijakan yang diambil 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur utama yang berkaitan dengan kepentingan 

publik, yang berbentuk dokumen tertulis mengenai kebijakan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur telah dianalisis secara mendalam untuk kemudian 

menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam 

menentukan kebijakan berikutnya. Dipergunakan untuk pengelolaan opini 

publik yang terkait dengan issue aktual tentang program dan kegiatan 

pembangunan di Jawa Timur untuk dipergunakan sebagai bahan 

kebijakan/pengambilan keputusan pimpinan Pemprov. Jatim (Gubernur, 

Wagub dan Sekda Prov. Jatim). 
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- Pemberdayaan Lembaga Kehumasan Pemerintah berupa pertemuan-

pertemuan dan workshop yang terwadahi dalam Bakohumas Provinsi Jawa 

Timur untuk seluruh Humas instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang berada 

dalam lingkup wilayah kerja se-Provinsi Jawa Timur guna menyamakan 

persepsi terhadap kebijakan pemerintah terhadap isu-isu yang berkembang. 

Selain itu untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur. 

- Pemberdayaan pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembinaan 

anggota KIM, workshop, temu wicara, pengembangan model KIM berbagai 

bentuk pembinaan lainnya, dan Grand Final Lomba Cerdik Cermat Komunikatif 

(LCCK) pada Pekan KIM.  

-  Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan Gelar Media Pertura di 

televisi, Ngobrol Pinter. Kegiatan ini dititikberatkan pada workshop untuk 

meningkatkan kualitas pemantauan media dan teknik mengkonsumsi media 

secara cerdas dan seminar pers untuk menampung ide-ide dan memecahkan 

permasalahan bersama yang ada pada lembaga profesi komunikasi dan 

informasi. 

- Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu seminar Pers dan Talkshow 

Ngopi Bareng Pakde Karwo. Seminar Pers dilaksanakan dengan tujuan 

meningkatkan kemitraan antara pers dan pemerintah sekaligus meningkatkan 

koginisi insan pers dalam wacana menegakkan kembali peran pers dalam 

demokrasi dan pembangunan. 

- Kegiatan penyelengaran Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 

workshop jurnalistik untuk KIM, sarasehan pada pekan KIM, langganan 

internet Pekan KIM, spanduk, banner dan backdrop untuk kegiatan Pekan 

KIM, Lomba Cerdik Cerdas Komunikatif (LCCK), workshop dan sarasehan 

Pertunjukkan Rakyat dan Pameran KIM diselenggarakan.  

12) Program Informasi Publik 

       Program Informasi Publik untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dan layanan 

informasi publik, melalui : 
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- Untuk meningkatkan peran dan fungsi PPID PD dan Kabupaten/Kota,  Dinas 

Kominfo selaku Sekretaris PPID Provinsi Jawa Timur perlu memfasilitasi 

berbagai kegiatan sebagai   berikut : 

• Bimbingan teknis Frontdesk PPID OPD Prov. Jatim dan kab/Kota se Jatim 

(5 Bakorwil) 

• Rapat koordinasi PPID Prov. Jatim  

• Focus Group Discusion (FGD)  

• PPID Award bagi OPD dan Kab/Kota di Jatim 

• Dialog Interaktif kegiatan Forum Informasi dan Akuntabilitas  

• Kegiatan Penyelesaian Sengketa Informasi  

- Rekruitmen Anggota Komisi Informasi periode 2018 – 2022, prosesnya mulai 

bulan Januari – Juni 2018. Rekruitmen Anggota Komisi Informasi dengan tahap 

seleksi pembentukan KIP sebagai berikut : 

• Pengumuman Pendaftaran 

• Seleksi adminitrasi 

• Test tulis dan psikotest 

• Koreksi hasil tes tulis 

• Tes wawancara (Panitia dan Tim Seleksi) 

• Tes wawancara (Peserta) 

• Fit and Propertest 

• Penentuan akhir 

• Pengumuman hasil tes tulis 

Dengan Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Periode 2018-

2022, Panitia seleksi mengundang masyarakat untuk menyampaikan masukan 

rekan jejak terhadap pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi tertulis. 

Masukan rekan jejak dari masyarakat merupakan salah satu komponen seleksi 

dalam rangka merekrut individu yang tepat untuk memimpin Komisi Informasi 

Pusat periode 2018-2022. 

- Pengelolaan informasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 

informasi kepada masyarakat dalam bentuk : media cetak, audio visual dan 
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pengemasan content media online, desain grafis, dengan rincian sebagai 

berikut : 

• Bimtek jurnalistik media cetak (Majalah/Tabloid), dan content media 

online, dilaksanakan s mengikutsertakan PD dan Kabuapaten/Kota se- 

Jatim,  

• Bimtek Audio Visual dan desain grafis untuk kebutuhan dokumentasi dan 

publikasi serta streaming dan majalah digital yang akan diupload di 

website Dinas Kominfo,  

• Pengolahan berita/informasi terkait kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur di seluruh Jawa Timur, terbit setiap hari di Jatim Online yang bisa 

diakses melalui website : www.Jatimprov.go.id  dan 

kominfo@jatimprov.go.id  

• Video streaming untuk mengcover kegiatan Pemprov. Jatim di Jawa Timur 

di website Dinas Kominfo Prov Jatim dilakukan setiap hari menyesuaikan 

kegiatan gubernur Jatim. 

• Jatim Online dan Majalah Potensi Digital  

• Media Center Pemantauan Pilgub Jatim  

13) Program Komunikasi Publik 
Program Komunikasi Publik untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dan layanan 

informasi publik, melalui : 

- Membuat kajian teoritis dan akademis berkenaan dengan kebijakan yang 

diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utama yang berkaitan dengan 

kepentingan publik, yang berbentuk dokumen tertulis mengenai 

kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dianalisis secara 

mendalam untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan berikutnya. FGD Opini 

Publik/Kajian Issue Publik. Kegiatan televisi acara Talk Show “Ngobrol 

Pinter Bareng Pakde Karwo” 

- Pemberdayaan Lembaga Kehumasan Pemerintah berupa pertemuan-

pertemuan dan workshop terwadahi dalam Bakohumas Provinsi Jawa 

http://www.jatimprov.go.id/
mailto:kominfo@jatimprov.go.id
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Timur untuk seluruh Humas instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang 

berada dalam lingkup wilayah kerja se-Provinsi Jawa Timur guna 

menyamakan persepsi terhadap kebijakan pemerintah terhadap isu-isu 

yang berkembang. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi dan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Bakohumas Provinsi Jawa 

Timur. 

- Pemberdayaan pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembinaan 

anggota KIM, workshop, temu wicara, pengembangan model KIM 

berbagai bentuk pembinaan lainnya serta terselenggaranya Pekan KIM 

yang merupakan wadah bertemunya seluruh anggota KIM se Jatim 

termasuk kompetisi antar grup-grup pertunjukan rakyat di Festival 

Pertunjukan Rakyat Tingkat Provinsi. 

  

14) Program Aplikasi Informatika 

Program Aplikasi Informatika untuk meningkatkan pemanfaatan  TIK dalam 

pengamanan informasi, melalui : 

- Menuju Smart Province beberapa hal yang, menjadi prioritas utama 

adalah revieuw Rencana Induk TIK Pemprov Jatim, pembuatan kebijakan  

serta pemberdayaan TIK  masyarakat khususnya e-commerce. Dalam 

rangka memberdayakan masyarakat melalui TIK ini tentunya tidak bisa 

dilakukan pemerintah saja tetapi juga merangkul komunitas-komunitas 

pegiat TIK dan UMKM. 

- Dalam rangka mewujudkan smart province kegiatan ini akan difokuskan 

pada pembuatan aplikasi baru (seperti aplikasi TPID, aplikasi e controlling 

dll) dan integrasi aplikasi yang sudah ada. Selain itu akan dibangun 

Command Center dengan mengintegrasikan aplikasi yang ada di Pemprov 

Jatim. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan memproses informasi 

yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan untuk mendukung respon 

suatu kejadian penting secara cepat. 
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- Seiring dengan semakin maraknya serangan siber terhadap situs 

pemerintah maka keamanan informasi harus mendapatkan perhatian 

utama. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan 

awarness tentang keamanan informasi kepada PD di lingkungan Pemprov 

Jatim dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Di samping itu dilakukan pula 

penguatan peralatan dan aplikasi untuk mendukung keamanan informasi. 

Perguruan tinggi (ITS) juga dilibatkan untuk mengatasi insiden keamanan 

informasi. 

 

15) Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Program Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi untuk meningkatkan 

pemanfaatan TIK dan layanan informasi publik, melalui : 

- Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, membuat 

semua sector memanfaatkan teknologi informasi khususnya melalui 

internet dalam business process-nya. Termasuk juga dalam melaksanakan 

pelayanan serta penyebarluasan informasi, pemanfaatan teknologi 

informasi semakin pesat. Namun dalam pelaksanaannya beberapa 

kendala masih ditemukan, terutama yang ada pada UPT yang berlokasi di 

daerah terpencil (remote area), belum ada infratruktur jaringan internet 

yang baik atau kapasitas bandwith yang dimiliki masih kurang. Dengan 

adanya permasalahan tersebut, kegiatan ini dipergunakan untuk 

mengembangkan jaringan internet pada daerah ataupun UPT yang dinilai 

membutuhkan, berupa akses point serta memfasilitasi UPT dalam rangka 

memperoleh akses internet dengan kecepatan yang layak. 

- Kebutuhan jaringan TIK pada PD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur rangka mengoptimalkan perangkat jaringan 

(keamanan jaringan) di PD Pemprov Jawa Timur sehingga gangguan 

masalah jaringan di PD dapat ditekan. Hal ini dilakukan dengan cara 

melakukan pemeliharaan (maintenance) berkala di PD serta panggilan 

insidentil dari PD yang mengalami gangguan perihal jaringannya dimana 

akan dilakukan pemeriksaan serta penggantian peralatan yang sekiranya 
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dapat dilakukan. Selain itu jika diperlukan, juga dimungkinkan pemberian 

saran kepada PD perihal pengembangan ataupun solusi lain perihal 

jaringan di PD.  

- Melakukan monitoring dan pengendalian bandwith dan jaringan yang 

dilakukan mencakup PD yang telah tekoneksi dengan VPN Pemprov Jatim 

dengan total bandwith internet sebesar 349 mbps dan 108 mbps 

bandwith intranet PD Pemprov. Jatim.  

16) Program Pengelolaan Data dan Statistik 

Program Pengelolaan Data dan Statistik untuk meningkatnya ketersediaan 

dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas, melalui : 

- Kegiatan Pengelolaan Data yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

• Penyusunan Pergub Juknis Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral 

• Kegiatan Pengelolaan Data 

• FGD dalam Pembuatan Pergub 

- Kegiatan Analisis Statistik yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

• Kegiatan Seminar Uji Publik Rapergub Juknis Statistik Sektoral 

• Kegiatan rangka analisis statistik 

• FGD pengklasifikasi/kodefikasi data sektoral 

- Dipergunakan untuk pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi, serta 

evaluasi pengelolaan data statistik sektoral, bimbingan teknis pada PD 

Pemerintah Provinsi dan PD Kab/Kota yang menangani statistik beserta 

instansi terkait lainnya.  

- Kegiatan Analisis Statistik yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

• Kegiatan Sosialisasi Pergub Juknis Pengelolaan Data Statistik Sektoral 

• Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Aparatur Statistik Sektoral 

• Kegiatan evaluasi 
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b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

– Terbatasnya SDM Pengelola website SKPD, kab/kota (belum ada staf khusus yang 

menangani atau bertanggung jawab khusus untuk menangani website) 

– Website SKPD Pemprov Jatim masih kurang memanfaatkan fitur-fitur interaktif, 

fasilitasi pencarian, hypelink dan multi media  

– Dalam hal fitur website kab/kota sebagian besar sudah memanfaatkan fitur 

interaktif, fasilitasi pencarian, hypelink dan multi media 

– Aspek perencanaan dan pengendalian penggunaan TIK untuk lembaga 

pemerintahan dan berbagai tantangan ke depan di bidang e-Government kurang 

optimal 

– Ketrampilan penanggung jawab TIK untuk lembaga pemerintahan agar dapat 

bergerak secara serentak dan selaras sesuai dengan tujuan pembangunan belum 

optimal. 

Solusi: 

– Melaksanakan repat teknis dengan pengelola website SKPD prov, dan kab kota 

untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola dan meningkatkan kualitas 

website 

– Melakukan re-desain website 

– Melaksanakan FGD 

– Menyelenggarakan bimtek/asistensi pengelola website  

– Bekerjasama dengan sejumlah stake holder di bidang TIK untuk 

menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan teknologi informatika dan 

komunikasi (TIK) guna meningkatkan kesadaran aparatur terhadap teknologi 

informasi, sekaligus menyerap aspirasi untuk memperkuat kebijakan TIK. 

– Berkolaborasi dengan komunitas TIK antara pemerintah, akademisi dan dunia 

usaha untuk sinergi dalam mencari solusi permasalahan di bidang TIK sehingga 

timbul rekomendasi kepada pemerintah terhadap permasalahan, strategi dan 

solusi dalam mengatasi problematika TIK di Jawa Timur. 

– Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

di bidang CIO (Chief Information Officer) 
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13. BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

1.13.1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Yang Dilaksanakan Oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur Dengan Pagu dan Realisasi 

Program Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014-2018 Secara Terinci Sebagaimana Tabel Dibawah Ini: 

Tabel 4.152 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Penciptaan Iklim 
Usaha Kecil 
Menengah yang 
Kondusif 

Pagu 26.407.963.242 14.714.447.000 3.575.270.575 3.296.685.000 - 
Realisasi 24.884.203.914 13.451.224.458 3.544.050.709 3.275.237.296 - 

% 94,23 91,42 99,13 99,35 - 

2 

Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan 
dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah 

Pagu 60.841.222.258 25.227.922.000 17.328.029.840 14.314.716.989 - 

Realisasi 55.353.016.451 21.845.592.479 17.013.488.557 13.599.233.308 - 

% 90,98 86,59 98,18 95,00 - 

3 

Program 
Pengembangan 
Sistem 
Pendukung 
Usaha bagi 
Usaha Mikro 
Kecil Menengah 

Pagu 65.015.819.500 44.312.373.400 26.675.736.495 23.462.679.550 - 

Realisasi 56.201.865.714 37.253.356.838 25.370.411.512 23.181.508.338 - 

% 86,44 84,07 95,11 98,80 - 

4 

Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Kelembagaan 
Koperasi 

Pagu 49.633.440.000 38.089.333.390 18.183.767.000 21.165.549.890 - 

Realisasi 45.039.440.994 32.535.188.280 17.853.228.566 20.587.768.127 - 

% 90,74 85,42 98,18 97,27 - 

5 

Program 
Pemberdayaan 
Usaha Skala 
Mikro 

Pagu 24.892.530.000 9.217.285.600 4.837.612.814 2.773.825.800 - 

Realisasi 23.080.259.330 7.768.209.682 4.769.239.765 2.688.332.668 - 

% 92,72 84,28 98,59 96,92 - 

6 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Usaha Koperasi 

Pagu - 20.150.661.800 9.756.672.276 9.353.277.950 - 

Realisasi - 16.191.701.367 9.591.386.017 8.914.083.753 - 

% - 80,35 98,31 95,30 - 

7 Program Pagu - - - - 9.040.419.800 
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No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

Peningkatan 
Akses 
Pembiayaan 
Koperasi UKM 

Realisasi - - - - 2.424.338.552 

% - - - - 26,82 

8 

Program 
Penguatan 
Produksi dan 
Restrukturisasi 
Usaha 

Pagu - - - - 13.413.763.600 

Realisasi - - - - 3.489.524.336 

% - - - - 26,01 

9 

Program 
Pemasaran 
Produk Koperasi 
UKM 

Pagu - - - - 11.859.815.600 
Realisasi - - - - 3.132.689.348 

% - - - - 26,41 

10 

Program 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Kelembagaan 
Koperasi dan 
UKM 

Pagu - - - - 11.233.620.000 

Realisasi - - - - 3.122.415.847 

% - - - - 27,80 

11 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Koperasi 

Pagu - - - - 11.794.987.000 

Realisasi - - - - 3.182.056.470 

% - - - - 26,98 
(Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur) 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II T.A. 2018 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 

 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif ini 

dimaksudkan untuk menstimulasi penciptaan iklim yang kondusif bagi usaha kecil 

menengah di Jawa Timur. Program ini dilaksanakan pada tahun 2014 – 2017 

dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 

tahun 2014 – 2019 sebelum perubahan. Dengan adanya iklim yang kondusif 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM 

sehingga secara tidak langsung juga dapat meningkatkan peran serta koperasi 

dan UMKM dalam perekonomian Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan yang 

mendukung program ini yaitu : Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil 

menengah; Formulasi badan usaha kecil menengah; Publikasi Pembangunan 

Koperasi dan UMKM; dan Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan 
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Pengaduan KUMKM. Hingga tahun 2017, UMKM yang telah difasilitasi untuk 

mendapatkan legalitas usaha adalah sebanyak 450 UMKM.  

 Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga 

menghasilkan output tersosialisasikannya kebijakan perkoperasian dan UMKM 

kepada para pengurus Koperasi dan pelaku UMKM di Jawa Timur, terfasilitasinya 

formalisasi badan usaha bagi UMKM, terbitnya Media Info KUMKM yang secara 

tidak langsung dapat memberikan inspirasi dan informasi tentang perkembangan 

koperasi dan UMKM di Jawa Timur, dan tersedianya Unit Pelayanan Publik yang 

dapat memberikan berbagai informasi terkait pencapaian dan permasalahan-

permasalahan sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program 

pembangunan di masa yang akan datang. Adapun anggaran dari tahun 2014 - 

2017 untuk program ini adalah sebesar Rp47.994.365.817 dan terealisasi sebesar 

Rp45.154.716.377 atau 94,08 persen.  

 

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 

Kecil Menengah 

  Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha 

kecil menengah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

wirausahawan, baik yang tergabung dalam koperasi maupun yang berdiri sendiri 

sebagai usaha mikro, kecil maupun menengah. Dengan peningkatan tersebut, 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing hasil produksi koperasi dan UMKM 

di Jawa Timur.  

  Keberhasilan program ini diukur dari penumbuhan sepuluh persen wirausaha 

baru pada akhir tahun 2016 dibandingkan dengan 2015.  yang didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi 

dan bisnis; Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur; Pendidikan 

Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pemasyarakatan kewirausahaan, dan 

pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru; Pendidikan Kemasyarakatan 

Produktif dalam Rangka Peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi 

dan UMKM; Penumbuhan Wirausaha Baru; Pembinaan dan pelatihan 
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keterampilan kerja bagi UMKM; dan Pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi. 

Adapun anggaran dari tahun 2014 – 2017 untuk program ini adalah sebesar 

Rp117.711.891.087 dan terealisasi sebesar Rp107.811.330.795 atau 91,59 

persen.  

  Beberapa kegiatan - kegiatan tersebut menjadi kegiatan prioritas Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yaitu Pengembangan inkubator, 

Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur, dan Penumbuhan 

wirausaha baru. Kegiatan pengembangan inkubator dilakukan melalui Training of 

Trainer (TOT), di mana diharapkan trainer dari yang dilatih manajerial dan 

berbagai aspek pengembangan lainnya dapat memberi dampak positif pada UKM 

lain di daerahnya. Selanjutnya Klinik UMKM Jawa Timur merupakan sebuah 

wadah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dalam hal ini Dinas 

Koperasi dan UKM) bagi Koperasi dan UKM yang ingin berkonsultasi untuk 

pengembangan usahanya. Adapun layanan yang disediakan oleh Klinik UMKM 

Jawa Timur ini meliputi layanan konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi dan 

pendampingan, pelatihan singkat, akses pembiayaan, akses pemasaran produk 

UMKM, pusat pustaka entrepreneurship dan mobil klinik KUMKM. Dalam 

perkembangannya, Klinik UMKM Jawa Timur ini bertransformasi menjadi 

Business Development Centre (BDC). Kegiatan prioritas ketiga yaitu Penumbuhan 

wirausaha baru yang dilakukan melalui magang, di mana Koperasi dan UKM 

difasilitasi untuk magang di Koperasi dan UKM yang telah berkembang baik atau 

memiliki produk yang telah berstandar ekspor. Konsep learning by experiences 

ini dilakukan dengan harapan bahwa Koperasi dan UKM yang dimagangkan 

tersebut dapat dari belajar langsung dari pelaku usaha yang telah sukses.  

   

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil ini 

dimaksudkan untuk secara berkesinambungan memfasilitasi Koperasi dan UMKM 

dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan - kegiatan yang mendukung program 

ini yaitu Forum Stakeholder Koperasi dan UKM; Penguatan Sarana Promosi dan 
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Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM; Pengendalian Usaha Simpan Pinjam; 

Penguatan Jejaring Usaha Simpan Pinjam; Promosi Produk UMKM melalui 

Pameran dalam dan luar Negeri; Perluasan akses permodalan kopwan; 

Pembiayaan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah; Penguatan Kualitas 

Layanan Usaha KSP; dan Penguatan Permodalan KSP. Adapun anggaran dari 

tahun 2014 – 2017 untuk program ini adalah sebesar Rp 159.466.608.945 dan 

terealisasi sebesar Rp 142.007.142.402 atau 89,05 persen.  

 Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung usaha 

Koperasi dan UKM, terutama dalam hal pembiayaan dan penyediaan sarana 

promosi. Dalam upaya memperluas akses pembiayaan, telah diberikan hibah 

masing-masing senilai Rp 25 Juta untuk 2.300 koperasi wanita berbasis kelompok 

fungsional pada tahun 2015. Selain pemberian hibah tersebut, dilakukan pula 

pembinaan – pembinaan pada Koperasi wanita yang telah dibentuk pada tahun 

2009 dan 2010 agar selanjutnya kopwan – kopwan tersebut dapat mengakses 

pembiayaan bersumber dana perbankan. Hingga akhir tahun 2017, perputaran 

modal koperasi wanita mencapai 2,29 kali dari modal awal hibah. Berikut 

merupakan perkembangan kinerja usaha Koperasi Wanita penerima hibah tahun 

2009 dan 2010 hingga tahun 2017 : 

Tabel 4.153 
Kinerja Kopwan Penerima Bantuan Hibah 

No Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah Kopwan Unit 8.506 8.506 8.506 8.506 

2 Jumlah Pengurus Orang 25.518 25.518 25.518 25.518 

3 Jumlah Pengelola Orang 36.552 36.552 38.693 38.828 

4 Jumlah Anggota Orang 496.497 502.733 525.941 531.202 

5 Hibah Rp.000 287.650.000 368.575.000 368.575.000 368.575.000 

6 Asset Rp.000 682.832.440 779.690.808 784.494.826 864.296.144 

7 Volume Pinjaman Rp.000 612.903.691 809.848.277 821.131.900 842.856.040 

8 Perputaran thd hibah Kali 2,13 2,20 2,23 2,29 

9 Pendapatan Rp.000 80.678.349 85.980.393 97.183.003 95.514.852 

10 Biaya Rp.000 34.540.221 35.152.496 40.611.783 37.776.307 

11 SHU Rp.000 46.138.127 50.827.897 56.571.220 57.738.545 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa anggota koperasi wanita hingga tahun 2017 

mencapai lebih dari 531 ribu orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koperasi 

wanita dapat menjadi wadah pengembangan usaha yang inklusif di setiap desa / 

kelurahan di Jawa Timur. Sedangkan pada koperasi wanita berbasis fungsional 

hingga tahun 2017 telah beranggotakan sebanyak 57 ribu orang dengan volume 

pinjaman mencapai Rp 58 Miliar. 

 Dari fasilitasi akses pemasaran, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 

memfasilitasi pemasaran bagi Koperasi dan UKM melalui galeri batik dan 

cinderamata serta keikutsertaan dalam pameran – pameran. Galeri batik dan 

cinderamata mewadahi sekitar 300 UKM dengan total produk lebih dari 7 ribu 

produk. Sedangkan pemasaran melalui pameran, dalam satu tahun dapat 

difasilitasi lebih dari 350 Koperasi dan UKM dengan total omset yang dicapai 

hampir Rp 10 Miliar. 

 

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  

 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi di Jawa Timur. Dengan adanya 

peningkatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak bagi anggota 

koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga secara tidak 

langsung dapat meningkatkan peran serta koperasi dalam perekonomian di Jawa 

Timur.  

 Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini yaitu Sosialisasi prinsip-

prinsip pemahaman perkoperasian; Pemeringkatan Koperasi; Apresiasi koperasi 

berprestasi; Penertiban Kantor Cabang Koperasi; Penguatan  Organisasi dan 

Tatalaksana Koperasi; Pengawasan Lembaga Koperasi; Penguatan Sarana dan 

Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM; Penguatan SDM Pengelola Koperasi 

dan Anggotanya; Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya; 

Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi; Peningkatan peran DEKOPIN; 

dan Penguatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun anggaran 

dari tahun 2014 - 2017 untuk program ini adalah sebesar Rp127.072.090.280 dan 

terealisasi sebesar Rp116.015.625.967 atau 91,30 persen. Kegiatan-kegiatan 
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tersebut mendukung persentase koperasi aktif yang mencapai 88 persen pada 

akhir tahun 2017. 

 Keberhasilan program ini didukung oleh keberhasilan kegiatan – kegiatan di 

dalamnya, yang dapat diukur dari masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 

perkoperasian yang nantinya akan membentuk embrio koperasi lalu 

menindaklanjutinya dengan mendirikan koperasi; kantor cabang koperasi yang 

ditertibkan; koperasi yang dikuatkan organisasinya; koperasi yang 

mengembangkan akuntabilitas kinerja; sarana dan prasarana UPT Diklat Koperasi 

dan UKM yang dikembangkan; serta SDM pengelola Koperasi dan UKM yang 

mengikuti diklat. Kondisi perkoperasian di Jawa Timur tahun 2014 sampai tahun 

2017 secara umum menunjukkan peningkatan, baik di sisi kuantitas maupun 

kinerjanya. Di sisi kuantitas, tabel berikut ini menunjukkan jumlah koperasi di 

Jawa Timur yang meningkat setiap tahunnya. Sedangkan dari sisi kualitas, 

variabel yang menunjukkan kinerja koperasi dapat ditinjau dari perkembangan 

volume usaha dan SHU yang dihasilkan.  

Tabel 4.154 
Data Keragaan Koperasi di Jawa Timur Tahun 2014 – 2017 

URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Koperasi UNIT 30.866 31.182 31.218 31.690 
Kop. Aktif UNIT 27.156 27.472 27.508 27.304 

Kop. Tidak Aktif UNIT 3.710 3.710 3.710 4.386 
Jumlah RAT  KOP. 22.788 11.460 12.804 13.366 

Jumlah Anggota ORANG 7.522.356 7.622.390 7.623.830 7.545.140 
Manager ORANG 6.903 5.765 5.365 5.102 
Karyawan ORANG 148.410 51.354 59.676 52.555 

Modal Sendiri  Rp.000,- 13.294.708.7
84 

14.690.066.4
80 

15.805.061.2
00 

12.720.192.7
84 

Modal Luar  Rp.000,- 19.806.772.4
09 

17.405.570.3
74 

18.087.679.5
30 

18.073.752.9
23 

Total Assets  Rp.000,- 33.101.481.1
93 

32.095.636.8
54 

33.892.740.7
30 

30.793.945.7
07 

Volume Usaha  Rp.000,- 34.890.780.6
79 

33.058.441.0
70 

34.154.194.3
02 

42.673.949.3
96 

SHU  Rp.000,- 4.457.066.56
0 

1.841.725.30
3 

4.846.447.10
5 

3.356.010.69
0 

                    Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim  
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5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 

 Program pemberdayaan usaha skala mikro ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap usaha skala mikro serta 

memberikan kesempatan berusaha dan berperan serta dalam perekonomian 

Jawa Timur. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini yaitu 

Pengembangan Usaha Mikro pada sentra-sentra produksi / kluster dan 

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen 

Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro. Adapun anggaran dari tahun 2014 

sampai 2017 untuk program ini adalah sebesar Rp41.721.254.214  dan terealisasi 

sebesar Rp38.306.041.445 atau 91,81 persen. 

 Keberhasilan program ini didukung oleh kegiatan pengembangan UMKM 

melalui pendekatan klaster, yang dilakukan agar jumlah UMKM yang tersentuh 

lebih banyak dan relatif lebih efektif karena intervensi pengembangan akan lebih 

mudah. Sentra-sentra tersebut telah menjadi wadah bagi UMKM untuk 

mengembangkan usahanya. Adapun berbagai produk yang telah dikembangkan 

di dalamnya antara lain: industri gorden, berbagai produk makanan, batik, serta 

berbagai produk berbahan kulit. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara 

berkesinambungan sehingga menghasilkan output usaha mikro yang difasilitasi 

melalui sentra dan usaha mikro yang dididik melalui bimbingan teknis 

manajemen usaha dan kewirausahaan. 

 

6) Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi 

  Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM khususnya yang bergerak di sektor 

riil. Koperasi sektor riil di antaranya bergerak di sektor pertanian, perkebunan, 

kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, pertambangan, dan industri. 

Dengan peningkatan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan daya saing hasil 

produksi Koperasi dan UMKM sektor riil di Jawa Timur.  

 Kegiatan – kegiatan yang mendukung program ini adalah Penguatan 

Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Anggotanya; Penguatan Manajemen 

Usaha Koperasi Perkebunan dan Anggotanya; Penguatan Manajemen Usaha 
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Koperasi kehutanan dan Anggotanya; Penguatan Manajemen Usaha Koperasi 

Peternakan dan Anggotanya; Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan 

dan Anggotanya; Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan 

Anggotanya; Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Pertambangan dan 

Anggotanya; Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Industri dan Anggotanya; 

dan Penguatan jaringan pendukung bagi usaha koperasi dan kemitraan usaha. 

Adapun anggaran dari tahun 2015 – 2017 untuk program ini adalah sebesar 

Rp39.260.612.026 dan terealisasi sebesar Rp 34.697.171.137 atau 88,38 persen. 

Pada tabel berikut ditunjukkan data koperasi di Jawa Timur berdasarkan sektor 

usaha : 

Tabel 4.155 
Data Koperasi Menurut Sektor Usaha (2017) 

No SEKTOR USAHA 
JUMLAH KOPERASI 

Jumlah Aktif Tidak aktif 

1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2.272 1.819 453 
2 Pertambangan dan penggalian 43 24 19 
3 Industri pengolahan 162 134 28 
4 Pengadaan listrik dan gas 13 13 0 
5 Konstruksi 9 9 0 
6 Perdagangan besar dan eceran 1 1 0 
7 Transportasi dan pergudangan 71 49 22 
8 Penyediaan akomodasi dan makanan 3.188 2.498 690 
9 Informasi dan komunikasi 8 8 0 

10 Jasa keuangan dan asuransi 15.417 13.922 1.495 
11 Jasa perusahaan 1 1 0 
12 Jasa lainnya 10.505 8.826 1.679 

TOTAL 31.690 27.304 4.386 

 Selanjutnya, dengan adanya perubahan perundang – undangan Pemerintah 

daerah berimplikasi pada perubahan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut juga berdampak pada perubahan 

nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sesuai 

dengan Renstra Perubahan tahun 2014 – 2019 yang mengacu pada Perubahan 

RPJMD tahun 2014 – 2019. Berikut merupakan program – program 

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 : 
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7) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM 

 Program ini dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan akses 

Koperasi dan UKM terhadap sumber – sumber pembiayaan, baik melalui 

lembaga perbankan maupun non perbankan. Dengan semakin meningkatnya 

akses pembiayaan Koperasi dan UKM, diharapkan mampu meningkatkan 

kapasitas usaha Koperasi dan UKM dan mampu menstimulasi perkembangan 

usahanya. Indikator untuk program ini adalah Persentase K-UKM yang 

mengajukan pembiayaan. KUKM tersebut adalah KUKM yang telah dibina baik 

manajerial maupun teknis, serta dilatih dalam menyusun rencana bisnis lalu 

mengajukan pembiayaan melalui perbankan. Kegiatan - kegiatan yang 

mendukung program ini yaitu Penguatan akses permodalan K-UKM; Penguatan 

usaha syariah melalui KSP dan pembiayaan syariah; Penguatan kualitas layanan 

usaha simpan pinjam Koperasi; Penguatan akses pembiayaan dan jasa keuangan 

KUKM. Adapun anggaran pada tahun 2018 untuk program ini adalah sebesar 

Rp9.040.419.800 dan hingga triwulan II tahun 2018 terealisasi sebesar 

Rp2.424.338.552 atau 26,82 persen, dengan target KUKM yang mengajukan 

pembiayaan adalah sebesar 5,25 persen pada akhir tahun 2018. 

 Salah satu kegiatan dalam program ini fokus pada fasilitasi pembinaan bagi 

Koperasi dan UKM untuk dapat mengakses sumber pembiayaan melalui 

perbankan, misal Dana Bergulir. Kredit Dana Bergulir melalui Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah kredit pola channeling 

yang sumber dananya dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 

untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi yang berada di wilayah Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jawa Timur. Dalam Penyaluran Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur bekerjasama dengan Bank Jatim yang diperuntukkan bagi Koperasi 

sedangkan Bank UMKM diperuntukkan bagi UKM. Perkembangan Penyaluran 

Dana Bergulir di Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2017 ditunjukkan 

pada Tabel berikut. 
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Tabel 4.156  
Tabel Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2014 - 2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017 

Jumlah dana tersalur (Rp) 2.065.000.000 2.245.000.000 700.000.000 1.325.000.000 
Jumlah debitur:      
1. Koperasi (unit) 3 Unit 8 Unit 4 Unit 3 Unit 
2. UKM (orang) 10 Unit 5 Unit - Unit 2 Unit 
Nama bank penyalur: Bank Jatim dan Bank UMKM 

Jenis Program : Bank Jatim      

1. Perkuatan permodalan  3 unit 8 unit 4 unit 3 unit 

2. Senkuko - Unit - Unit - Unit - Unit 

3. Bank Padi - Unit - Unit - Unit - Unit 

4. Pasteurisasi Susu - Unit - Unit - Unit - Unit 

5. KSP Agribisnis - unit - unit - unit - unit 

6. Kop. Olahan Ikan  - Unit  - Unit  - Unit  - Unit 

    Jumlah  3 Unit 8 Unit 4 Unit 3 Unit 

Jenis program : Bank UMKM       

1. Tanggung Renteng  -  unit -  unit -  unit -  unit 

2. Wira Usaha Baru 10 Unit 4 Unit - Unit 2 Unit 

3. Penggemukan Sapi - Unit - Unit - Unit - Unit 

4. Bank Padi - Unit - Unit - Unit - Unit 

5. Senkuko - unit - unit - unit - unit 

6. Agrobisnis - Unit 1 Unit - Unit - Unit 

7. KPEL - Unit - Unit - Unit - Unit 

8. Cooling Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 

Jumlah 10 Unit 5 Unit - Unit 2 Unit 

 Sumber : Bank Jatim dan BPR UMKM 

 

8) Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha 

 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan 

UKM. Peningkatan kapasitas produksi diantaranya dilakukan melalui peningkatan 

kualitas manajemen serta melakukan upaya pembenahan kembali struktur usaha 

Koperasi dan UKM yang mengalami kemacetan.  

 Kegiatan – kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penguatan 

manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM; Standardisasi produk 

Koperasi dan UKM; Pemberdayaan KUKM melalui Business Development Centre; 
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Penguatan usaha K-UKM; Penguatan dan perlindungan usaha K-UKM; dan 

Restrukturisasi usaha K-UKM. Adapun anggaran pada tahun 2018 untuk program 

ini adalah sebesar Rp13.413.763.600 dan hingga triwulan II tahun 2018 

terealisasi sebesar Rp3.489.524.336 atau 26,01 persen. Pada tahun 2018 

ditargetkan 10 produk Koperasi UKM yang distandarisasi serta 1,75 persen 

Koperasi UKM yang difasilitasi usahanya, baik melalui pembinaan manajemen 

usaha maupun restrukturisasi usaha. 

 Keberhasilan program ini didukung oleh kinerja Business Development Center 

(BDC). Klinik K-UMKM Jawa Timur yang saat ini berubah menjadi Small Medium 

Enterprise and Cooperative Business Development Center (SMESCO BDC) Jawa 

Timur merupakan sebuah lembaga yang menumbuhkembangkan kewirausahaan 

secara terpadu dan berkelanjutan dengan menyediakan layanan secara gratis, 

bersifat personal dan profesional untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

Koperasi dan UKM Jawa Timur. Memulai 4 (empat) layanan pada Tahun 2008, 

berkembang menjadi 10 (sepuluh) layanan pada Tahun 2010, pada Tahun 2014 

menjadi 4 (empat) layanan, dan saat ini menjadi 15 (lima belas) layanan. BDC 

SMESCO Jawa Timur telah telah menerima banyak penghargaan diantaranya 1st 

UNS SME’s Awards 2012 dari UNS Surakarta, Top 99 inovasi pelayanan publik 

2015 dan 2016 dari Kementrian PAN RB. Dalam meningkatkan kemampuan 

Koperasi dan UKM Jawa Timur agar lebih produktif dan berdaya saing dalam 

menghadapi persaingan bebas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 

memiliki program prioritas lainnya selain penguatan peran SMESCO BDC Jatim 

yaitu kegiatan inkubator bisnis (training of trainer) dan magang UKM ekspor. 

 

9) Program Pemasaran Produk Koperasi UKM 

 Program pemasaran produk Koperasi UKM bertujuan untuk memfasilitasi 

Koperasi dan UKM dalam memasarkan produknya. Kegiatan – kegiatan yang 

mendukung program ini yaitu Kemitraan usaha bagi Koperasi dan UKM; 

Penguatan informasi pasar bagi K-UKM; Promosi produk K-UKM melalui pameran 

dalam dan luar negeri; Penguatan sarana promosi produk KUKM. Adapun 

anggaran pada tahun 2018 untuk program ini adalah sebesar Rp11.859.815.600 
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dan hingga triwulan II tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.132.689.348 atau 26,41 

persen. Pada tahun 2018 ditargetkan pertumbuhan omset Koperasi UKM yang 

difasilitasi pemasaran mencapai 5 persen. 

 Keberhasilan program didukung oleh Galeri Batik dan Galeri Cinderamata 

Jawa Timur. Fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 

Timur untuk mengatasi permasalahan Koperasi dan UKM di bidang pemasaran 

adalah didirikannya Galeri Batik dan Galeri Cinderamata Jawa Timur yang 

bertujuan untuk mengenalkan produk unggulan UMKM Kabupaten/Kota dan 

juga memangkas jalur distribusi pemasaran produk yang panjang. Dengan 

adanya dua galeri tersebut, diharapkan konsumen bisa melakukan transaksi 

penawaran secara langsung dengan harga termurah dari K-UMKM. Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur tidak membebankan biaya apapun pada K-UMKM sehingga 

harga yang dijual juga lebih murah dari harga yag ditawarkan oleh toko ataupun 

tempat penjualan lainnya. Di Galeri tersebut mewakili produk unggulan dari 38 

kabupaten / kota di Jawa Timur.  

 Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui Cooperative Trading House (CTH) 

yang merupakan sarana promosi produk bagi Koperasi dan UMKM yang 

disediakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur khususnya yang 

berbasis agro industri. Perluasan akses pasar melalui CTH tersebut dilakukan 

melalui konsep kerjasama Business-to-Business sehingga diharapkan pemasaran 

dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan pendalaman akses pasar produk 

Koperasi UKM Jawa Timur.  

 Fasilitasi pemasaran ini tidak hanya melalui galeri batik dan cinderamata serta 

Cooperative Trading House (CTH), namun juga fasilitasi mengikuti pameran, baik 

skala nasional maupun internasional.  

 

10) Program  Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM  

Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM ini 

fokus pada peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM. Upaya-upaya 

yang dilakukan diantaranya adalah penataan koperasi, pembinaan kelembagaan 

koperasi sehingga dapat sepenuhnya mengimplementasikan jati diri koperasi, 
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memasyarakatkan koperasi sehingga masyarakat khususnya UKM tertarik untuk 

berkoperasi, serta memberikan apresiasi pada Koperasi dan UKM yang 

berkualitas. 

 Kegiatan – kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penataan dan 

penertiban kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas koperasi; 

Penataan organisasi, badan hukum, dan perijinan tata laksana koperasi dan 

UKM; Sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM; Penyuluhan dan advokasi 

kelembagaan Koperasi dan UKM; Penilaian kualitas kinerja koperasi dan UKM; 

Pengawasan koperasi dan UKM. Adapun anggaran pada tahun 2018 untuk 

program ini adalah sebesar Rp11.233.620.000 dan hingga triwulan II tahun 2018 

terealisasi sebesar Rp3.122.415.847 atau 27,80 persen. Pada tahun 2018 

ditargetkan persentase koperasi aktif sebesar 69 persen dan Jumlah koperasi 

UKM yang mendapatkan legalitas usaha adalah sebanyak 75 unit Koperasi UKM. 

 Adapun target persentase koperasi aktif tersebut dengan menyesuaikan 

jumlah binaan sesuai dengan amanat Undang – undang  Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, di mana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan pembinaan pada koperasi lintas 

kabupaten / kota dimana penerbitan badan hukumnya dikeluarkan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah Koperasi lintas kabupaten / kota di Jawa 

Timur hingga Tahun 2017 adalah sebanyak 678 unit atau 2,15% dari jumlah 

Koperasi di Jawa Timur. Keragaan jumlah koperasi lintas kabupaten / kota 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.157 
Data Keragaan Koperasi Lintas Kabupaten / Kota  

(Binaan Provinsi Jawa Timur)  

No Uraian Satuan Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 

1 Total Koperasi Unit 588 614 638 678 
  Koperasi Aktif Unit 536 562 586 610 
  Koperasi Tdk Aktif Unit 52 52 52 68 

2 Anggota Org/Kop 193.410 287.689 383.686 385.126 
3 RAT Kop 206 205 190 177 
4 Manager Orang 186 417 451 456 
5 Karyawan Orang 5.694 11.131 11.407 11.457 
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No Uraian Satuan Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 

6 Modal Sendiri Rp.000 811.647.421 1.267.101.293 1.869.217.983 1.923.568.721 
7 Modal Luar Rp.000 2.054.354.371 2.314.508.801 2.904.167.589 3.186.473.182 
8 Total Asset Rp.000 2.866.001.792 3.581.610.095 4.773.385.573 5.110.041.903 
9 Volume Usaha Rp.000 3.044.969.677 4.445.272.618 4.728.428.360 5.121.521.487 

10 S H U Rp.000 177.020.509 149.384.541 158.760.883 183.152.149 

 

11) Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi 

Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan UKM sehingga 

pengelolaan koperasi dan UKM semakin berkualitas dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM tersebut. Kegiatan – kegiatan yang 

mendukung program ini yaitu Penguatan sarana dan prasarana UPT Diklat 

Koperasi dan UKM; Penguatan kualtias Diklat Koperasi dan UKM; Peningkatan 

kapasitas koperasi, UKM; Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM; Pembinaan dan 

pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM. Adapun anggaran pada tahun 

2018 untuk program ini adalah sebesar Rp11.794.987.000 dan hingga triwulan II 

tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.182.056.470 atau 26,98 persen. Pada tahun 

2018 ditargetkan sebanyak 60 persen peserta diklat lulus dengan predikat baik. 

 Keberhasilan program ini didukung oleh keberhasilan kegiatan – kegiatan di 

dalamnya, yang dapat diukur dari sarana prasarana di UPT yang layak fungsi; 

Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi UKM; dan 

peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi UKM. 

Indikator – indikator tersebut pada akhirnya bermuara pada penguatan SDM 

pengelola Koperasi dan UKM sehingga mampu meningkatkan performa Koperasi 

dan UKM di Jawa Timur.  

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

– Rendahnya produktivitas. Produktivitas Koperasi  dan UKM masih dinyatakan 

rendah, sehingga menyebabkan usaha yang dikelola terutama skala mikro dan 

kecil belum layak secara ekonomi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung 
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dengan lemahnya pengusaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi dan  

pemasaran serta  rendahnya  kompetensi kewirausahaan UKM. 

– Terbatasnya akses sumber daya produktif. Usaha mikro dan kecil menghadapi 

masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia 

collateral apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan 

maupun lembaga keuangan. 

– SDM pengurus dan pengelola Koperasi kurang berkompeten khususnya yang 

bergerak di sektor jasa keuangan. Sebagaimana Permenkop No. 2 Tahun 2017 

tentang Usaha Simpan Pinjam dan Permenkop No. 11 Tahun 2017 tentang 

Usaha Pembiayaan Syariah bagi Koperasi. 

– Rendahnya daya saing koperasi dan UKM dalam hal kecepatan penguasaan 

teknologi dengan produk permintaan pasar. Serta terbatasnya akses pemasaran 

produk UKM ke konsumen. 

Solusi: 

– Perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan 

yang menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain 

peningkatan kapasitas pengelola usaha kecil dan menengah melalui bimbingan, 

pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah 

badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat 

kerjasama antar koperasi. 

– Perlu mengembangkan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro 

dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syari’ah dan juga perlu dilakukan 

pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut. 

– Perlunya peningkatan SDM koperasi di sektor pembiayaan syariah antara lain 

dengan meningkatan SDM Dewan Pengawas Syariah. 

– Perlu optimalisasi literasi peraturan perkoperasian untuk meningkatkan kualitas 

kelembagaan koperasi melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UKM. 

– Mengoptimalkan peran Business Development Centre (BDC) dan Cooperative 

Trading House (CTH) dalam meningkatkan aspek produksi dan pemasaran 

produk KUKM baik offline maupun online. 
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14. BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 

1.14.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI 

JAWA TIMUR 

Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2014-2018 

secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.158 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 

 Pagu - 11.229.130.000 9.435.981.024 9.400.000.000 9.200.000.000 
 Realisasi - 10.679.402.541 9.160.460.470 8.923.543.470 3.819.927.369 

 % - 95,10 97,08 94,93 41,52 

2 
Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

 Pagu 9.271.050.000 15.461.060.000 7.909.318.980 9.200.000.000 9.200.000.000 
 Realisasi 8.357.314.781 13.797.875.341 7.704.816.998 8.915.539.830 4.255.159.593 
 % 90,14 89,24 97,41 96,91 46,25 

3 

Program Penyiapan 
potensi sumberdaya 
sarana dan prasarana 
daerah 

 Pagu - 1.306.000.000 1.064.410.000 578.872.600 - 
 Realisasi - 1.096.011.766 973.004.258 557.788.326 - 

 % - 83,92 91,41 96,36 - 

4 

Program 
Perencanaan dan 
Peningkatan Iklim 
Penanaman Modal 

 Pagu - - - - 2.500.000.000 

 Realisasi - - - - 826.199.007 

 % - - - - 33,04 

5 
Program Peningkatan 
Promosi dan 
Kerjasama Investasi 

 Pagu 12.500.000.000 12.648.685.000 5.478.340.653 10.350.918.400 - 
 Realisasi 9.268.817.234 10.291.917.283 5.255.578.370 7.707.562.264 - 
 % 74,15 81,37 95,93 74,46 - 

6 

Program Peningkatan  
Promosi dan 
Kerjasama 
Penanaman Modal 

 Pagu - - - - 6.000.000.000 
 Realisasi - - - - 2.453.023.697 

 % - - - - 40,88 

7 
Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi 

 Pagu 18.007.755.000 5.980.470.000 4.639.975.860 2.689.000.000 - 
 Realisasi 16.056.586.471 4.988.757.145 4.412.271.071 2.474.936.172 - 
 % 89,16 83,43 95,09 92,04 - 

8 
Program peningkatan 
realisasi penanaman 
modal 

 Pagu - - - - 2.150.000.000 
 Realisasi - - - - 677.589.922 
 % - - - - 31,51 

9 

Program pengelolaan 
data dan sistem 
informasi 
Penanaman Modal 

 Pagu - - - - 1.950.000.000 
 Realisasi - - - - 559.024.990 

 % - - - - 28,66 

(Sumber : BPKAD Prov. Jatim) 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 

bertujuan untuk Mewujudkan peningkatan minat dan realisasi penanaman modal 

dengan sasaran Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip 

melalui : 

– Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT P2BJ dengan indikator kegiatan 

Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT P2BJ dilaksanakan si 

Kota Surabaya 

– Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan indikator Jumlah Paket Pengadaan 

Barang/Jasa Yang Diselesaikan dilaksanakan di Kota Surabaya 

– Monitoring Evaluasi dan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dengan 

indikator Dokumen Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan di Kota 

Surabaya 

Adapun rekapitulasi proses pemilihan penyedia barang/jasa tahun 

anggaran 2018 sebagai berikut: 

Tabel 4.159 
Rekapitulasi Jumlah Paket 

No Jenis Pengadaan Pengajuan Paket Dalam Proses Selesai Proses % Selesai Proses 

1 Barang 148 35 113 76,35% 

2 Konstruksi 240 41 199 82,92% 

3 Jasa Konsultasi 212 68 144 67,92% 

4 Jasa Lainnya 133 7 126 94,74% 

Total 733 151 582 79,40% 

Sumber : UPT P2BJ DPMPTSP Prov. Jatim 
Ket : *) s/d Tanggal 21 Mei 2018 

Tabel 4.160 
Rekapitulasi Nilai Paket 

(dalam ribu rupiah) 

No Jenis Pengadaan HPS Penawaran 
Selisih 

 HPS - Penawaran 

% Selisih HPS - 
Penawaran 

1 Barang 147.243.255 137.183.396 10.059.859 6,83% 
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2 Konstruksi 1.353.142.198 1.184.784.220 168.357.978 12,44% 

3 Jasa Konsultasi 62.966.431 58.623.166 4.343.265 6,90% 

4 Jasa Lainnya 114.036.153 105.163.056 8.873.096 7,78% 

Total 1.677.388.036 4.485.753.838 191.634.198 11,42% 

Sumber : UPT P2BJ DPMPTSP Prov. Jatim 
Ket : *) s/d Tanggal 21 Mei 2018 

Tabel 4.161 
Perbandingan Realisasi – Data RUP 

No Parameter Realisasi Data RUP 
% Realisasi / 

Data RUP 

1 Jumlah Paket 582 1179 49,36% 

2 Nilai Paket *) **) 1.485.753.838 2.722.124.541 54,58% 

Sumber : UPT P2BJ DPMPTSP Prov. Jatim 
Ket : s/d Tanggal 21 Mei 2018 
*) dalam ribu rupiah 
**) total penawaran untuk realisasi dan total pagu untuk data RUP 

 
 

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, 

efesien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan Terwujudnya hak-hak 

masyarkat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan serta 

bertujuan untuk  Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di pemerintah 

provinsi. 

Adapun kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah : 

– Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT P2T dengan indikator kegiatan 

Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT P2T 

– Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dengan indikator kegiatan Jumlah 

Persetujuan/Perizinan Yang Diterbitkan 

– Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan dan Pengaduan Masyarakat 

dengan indikator kegiatan Jumlah rekomendasi/non izin yang dikeluarkan 

dan Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti. 
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Tabel 4.162 
Perkembangan Realisasi Izin UPT P2T 

Th 2014 – 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Program Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah 

Program Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah 

memiliki sasaran kinerja Meningkatnya Minat Penanam Modal Berdasarkan Izin 

Prinsip, salah satu indikator yang mendukung program tersebut adalah 

Persentase Peningkatan Kepeminatan untuk Kerjasama.  

pada tahun 2017 dengan target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 10% 

atau 100%. Kepeminatan untuk kerjasama antar dunia usaha pada Tahun 2017, 

antara lain:  

– CV. LAA ISMA FIIH dengan Koperasi Anugerah Warga Utama tentang 

Kerjasama Pemasaran.  

– Koperasi Peternak Sapi Indonesia (KPSI) Jawa Timur dengan Banten House 

tentang Kerjasama Bahan Baku.  

– CV. BAGUS AGRISETA MANDIRI dengan Sate Bandeng Ratu tentang 

Kerjasama Pemasaran.  

– CV. BAGUS AGRISETA MANDIRI dengan Koperasi Mandiri Sejahtera tentang 

Kerjasama Pemasaran  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PMA 18,45 44,68 30,40 74,69 74,91 130,26 24,09 269,87
PMDN 41,01 26,23 46,31 38,95 35,72 42,31 37,34 58,28
TOTAL 59,46 70,91 76,71 113,64 110,63 172,57 61,43 328,15
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4) Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal 

Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal adalah 

salah satu program prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa 

Timur yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta pelaksanaan 

perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan 

kerjasama dalam negeri di bidang ekonomi dan pembangunan. Pada Tahun 2018 

Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal dengan 

indikator kinerja Hasil Survey Kemudahan Melakukan Usaha sedang menyusun 

Project Prospectus Kabupaten Tulungagung. 

 

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah salah satu kegiatan dari 

program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan indikator kinerja 

Jumlah Minat Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Izin Prinsip sampai dengan 

Tahun 2017, jumlah minat investasi di Jawa Timur mencapai Rp. 328,15 Trilyun 

dengan 330 Proyek PMA dan 841 Proyek PMDN. Izin prinsip investasi pada Tahun 

2017 dapat diliat pada grafik dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Grafik IZIN PRINSIP INVESTASI 
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6) Program Peningkatan  Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 

Pada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa 

Timur. 

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi berubah menjadi 

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal adalah 

program dengan indikator kinerja Jumlah Minat Investasi PMA dan PMDN 

Berdasarkan Izin Prinsip. 

Pada Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II capaian indikator kinerja 

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mencapai Rp. 

33,62 Trilyun dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 129,61 Trilyun. 

 

7) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi memiliki 

kegiatan antara lain : 

– Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 

– Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

– Pengembangan Sumber Daya Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman 

Modal 

– Pembinaan dan sosialisasi peraturan pelaksanaan penanaman modal 

– Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal 

– Sinkronisasi Kebijaksanaan Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

– Pengumpulan, pengolahan dan validasi data penanaman modal. 

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan 

indikator kinerja Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan 

LKPM Pada Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 152,39 Trilyun dengan 2.527 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PMA 16,73 20,07 25,13 33,63 19,29 32,42 26,57 21,49
PMDN 9,59 20,33 28,73 34,85 42,55 35,49 46,33 45,04
Non Fas 56,26 70,07 79,57 76,58 83,19 95,77 82,14 85,86
TOTAL 82,58 110,47 133,43 145,06 145,03 163,68 155,04 152,39
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Proyek PMA dan 2.165 Proyek PMDN. Realisasi Investasi Pada Tahun 2017 dapat 

dilihat pada Grafik dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Grafik IZIN PRINSIP INVESTASI 

8) Program peningkatan realisasi penanaman modal 

Program peningkatan realisasi penanaman modal adalah lanjutan dari 

program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi hal ini juga 

disebabkan oleh berlakunya Nomenklatur Baru di Lingkungan Dinas Penanaman 

Modal Dan PTSP Provinsi Jawa Timur. 

Pada Tahun 2018 sampai triwulan II capaian kinerja Jumlah Nilai Realisasi 

Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan LKPM terealisasi sebesar Rp. 13,73 Trilyun 

dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 86,07 Trilyun. 

Program peningkatan realisasi penanaman modal di dukung oleh 

kegiatan: 

– Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal 

– Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal 

– Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

 

9) Program pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal 

Program pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal 

didukung oleh kegiatan : 
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– Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal 

– Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 

– Analisis Evaluasi Data Penanaman Modal 

EJISC (East Java Invesment Super Corridor) merupakan salah satu hasil 

yang diperoleh dari Program Program pengelolaan data dan sistem informasi 

Penanaman Modal sebagai sarana promosi bagi calon investor yang ingin 

berinvestasi di Jawa Timur. 

Dengan indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal 

Yang Dapat Diakses (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas), Program Pengelolaan 

Data dan Sistem Informasi berhasil memperoleh Peringkat 2 Invesment Award 

berskala Nasional. 

 

b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

1. Masih terbatasnya penyediaan lahan dikawasan industri dalam rangka 

menampung baralihnya perusahaan diluar Kawasan Industri dan Perusahaan 

baru (Industri); 

2. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman 

Modal di Daerah (Kabupaten/Kota);  

3. Kurangnya Koordinasi PDKPM Kabupaten/Kota Jawa Timur terkait dengan 

pelaksanaan inventarisasi realisasi Penanaman Modal Daerah (PMA dan 

PMDN) sebagai realisasi kinerja Penanaman Modal di Jawa Timur;  

4. Kurang memadainya infrastruktur penunjang penanaman modal antara lain 

jalan tol, bandara, pelabuhan, jalan kereta api, jalan arteri dan kawasan 

industri;  

5. Kurang maksimalnya sinergitas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dalam pemberian pelayanan perizinan, Pengembangaan potensi dan peluang 

investasi serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;  

6. Kurang patuhnya perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan Laporan 

Kegiatan Penanaman modal (LKPM) dan belum terintegrasinya sistem 

pelaporan LKPM melalui SPIPISE;  
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7. Kurang memadainya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia  

 

Solusi : 

 
1. Mendorong Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan lahan pembangunan di 

sektor Kawasan Industri dan pembentukan KEK pariwisata SITC (Singhasari 

Integrated Tourism Complex) di Kabupaten Malang;  

2. Meningkatkan pelayanan dan konsultasi permasalahan– permasalahan di Bidang 

Penanaman Modal melalui helpdesk;  

3. Menambah SDM yang kompeten di bidang penanaman modal dan 

mengikutsertakan SDM yang ada untuk mengikuti Diklat dan Workshop yang 

terkait dengan penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan SDM yang ada di bidang penanaman modal.  

4. Membentuk satgas percepatan pelaksanaan berusaha untuk pengawalan dan 

penyelesaian hambatan perizinan berusaha;  

5. Penyederhanaan proses pengajuan dan penyelesaian perizinan;  

6. Regulasi (perubahan) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Penanaman Modal;  

7. Optimalisasi EJISC sebagai sarana promosi bagi calon investor.  
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15. BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

1.15.1 DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 

Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas Kepemudaan 

dan Olahraga Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 4.163 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 

(TW 2) 

1. Program 
Pengembangan 
dan Keserasian 
Kebijakan 
Pemuda 

Pagu 1.441.800.000 - - - - 

Realisasi 1.332.951.879 - - - - 

% 92,45 - - - - 

2. Program 
Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

Pagu 7.987.600.000 9.140.235.000 8.716.478.870 6.393.833.450 4.325.000.000 

Realisasi 7.720.557.063 8.377.788.160 8.323.926.859 6.021.542.510 1.181.853.950 

% 96,66 91,66 95,55 94,18 21,89 

3. Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Pagu 15.155.800.000 10.585.800.000 15.401.512.000 18.090.531.300 6.787.097.500 

Realisasi 14.607.650.386 9.801.368.214 14.387.891.111 17.523.088.096 2.239.008.250 

% 96,38 92,59 93,42 96,86 32,99 

4. Program 
Pengembangan 
Kerjasama 
Kemitraan 
Pemuda dan 
Olahraga 

Pagu - - - - 977.620.500 

Realisasi - - - - 373,378,955 

% - - - - 38,19 

5. Program 
Pengembangan 
kebijakan dan 
manajemen 
Pemuda dan 
Olahraga 

Pagu - - - - 2.025.000.000 

Realisasi - - - - 1.124.687.375 

% - - - - 55,54 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

  Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda bertujuan untuk 

mengoptimalkan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan melalui; 

- Sinkronisasi dan sosialisasi program dan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan 

dengan sasaran 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk mewujudkan sinergi dan 

keselarasan program pembangunan dibidang Kepemudaan dan Olahraga di 

Tingkat Nasional dan daerah. 

- Pendataan, pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan Kepemudaan dan 

Olahraga dengan sasaran 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk menggali isu-

isu strategis serta potensi-potensi yang ada di Jawa Timur. Setiap 2 (dua) Tahun 

sekali malakukan pembaruan terhadap dokemen berupa buku Dispora dalam 

angka yang memuat berbagai informasi tentang Kepemudaan dan Keolahragaan 

di Jawa Timur, antara lain jumlah sumberdaya manusia (SDM), tenaga 

keolahragaan, lembaga/organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan serta Sarana 

dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. 

- Pengembangan media IT Kepemudaan dan Olahraga sebagai sarana 

penyebarluasan informasi Kepemudaan dan Olahraga di Jawa Timur berbasis 

website. 

- Pameran Kepemudaan dan Olahraga kepada masyarakat untuk memasyakatkan 

produk-produk unggulan atau kreatifitas Pemuda Jawa Timur dan penerapan 

IPTEK Olahraga sebagai sarana pencarian bakat bibit-bibit atlet berprestasi. 

Pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, Program Pengembangan dan 

Keserasian Kebijakan Pemuda tidak dipergunakan karena kegiatan-kegiatan yang 

terdapat dalam program tersebut telah diakomodasi pada program dan kegiatan ex 

rutin, yaitu Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen 

penyelenggaraan Pemerintahan. 

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, 

kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta 

memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan 

kepemudaan. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, 

pemberdayaan, dan Pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta 

kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik 

pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan 

ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan 

futuristik. 

Berbagai upaya pelayanan kepemudaan yang telah dilakukan pada periode 

RPJMD Tahun 2014-2019, telah memberikan landasan untuk memperkukuh karakter 

dan jati diri pemuda, serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam 

pembangunan. Program dan kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilakukan antara 

lain adalah Peningkatan peran serta Kepemudaan, program ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan dan peran serta Pemuda sesuai dengan fungsi, tanggung 

jawab dan perannya dalam masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan kondisi 

masyarakat sehingga mewujudkan tenaga muda sebagai motor penggerak yang 

handal dan cakap, dengan sasaran Pemuda usia 16-30 Tahun baik sebagai diri sendiri 

maupun organisasi. 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat 

dilihat dari perkembangan prestasi Pemuda Jawa Timur dan Prestasi Pemuda Pelopor 

di Tingkat Nasional, antara lain sebagai berikut; 

Tabel 4.164 
Prestasi Pemuda Jawa Timur Tingkat Nasional Tahun 2014-2018 

No. Kategori 
Tahun 
2014 

Tahun 
2015 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2018* 

1. 

2. 

 

3. 

 

Pemuda Pelopor bidang Pangan 

Pemuda Pelopor bidang Sosial 
Budaya Pariwisata dan Bela Negara 

Pemuda Pelopor bidang Pendidikan 

Pemuda Pelopor bidang 
Kewirausahaan 

- 

Juara 2 

 

Juara 1 

 

Juara 1 

Juara 3 

 

- 

 

Juara 2 

Juara 3 

 

Juara 2 

 

Juara 2 

Nominasi 

 

- 

 

- 

- 

 

- 
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4. 

5. 

Pemuda Pelopor bidang Inovasi 
Teknologi 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Juara 3 

- 

 

- 

- 

 

- 

Sumber data: Dispora Provinsi Jatim 

Catatan: 

- Untuk pemilihan Pemuda Pelopor Nasional Tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Oktober 2018; 

Tabel 4.165 
Prestasi Pemuda Jawa Timur pada Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2014-2018 

No. Tahun Nama Asal Kategori 

1 2014 1. Muhammad Afif Ma’ruf 
 

2. Putri Kurnia Agustin 

Kab. Malang 

Kab. Pamekasan 

Pasukan 8 

Pasukan 17 

2 2015 1. Rangga Sukma Amnesty 
 

2. Rieka Sigita Suhatarto 

Blitar 

Sidoarjo 

Pasukan 17 

Pasukan 8 

3 2016 1. Moch. Alvin Faruq Asshegaff 
2. Melinnia Hilda Mareta 

Surabaya 

Kab. Kediri 

Pasukan 8 

Pasukan 8 

4 2017 1. Fariza Putri Salsabiliah 
2. Muhammad Wildan Arsyad 

Kota Blitar 

Pacitan 

Pembawa Baki Bendera 

Pengerek Bendera 

5 2018 1. Nina Adiningtyas 
2. Ananda Micola 

Tuban 

Banyuwangi 
(Proses seleksi) 

Sumber data: Dispora Provinsi Jatim 

Catatan: 

- Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Agustus 

2018 
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Tabel 4.166 
Prestasi Pemuda Jawa Timur pada Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 

Tahun 2014-2018 

No Tahun Nama Asal Negara Tujuan 

1 2014 1. Dewa Ayu Putu 
 

2. Agastya Harjunadhi 

 

Lamongan 

Indonesia-Korea Selatan 
(PPIKor) 

Indonesia-Malaysia (IMYEP) 

2 2015 - - - 

3 2016 - - - 

4 2017 1. Imandari Sasmita 
 

2. Via Irmar 
 

3. Mutafawwiqin Rizqoni 
Ardiansyah  

4. Irka Maharani 
 

5. Mohamad Mukhlis 
Saktiyawan 

Jombang 

 

Surabaya 

 

Bangkalan 

 

Blitar 

 

Tulungagung 

Program SSEAYP 
Asean/Indonesia-Jepang 

Program Asean Student Visit 
India (ASVI) 

Indonesia-Korea Selatan 
(PPIKor) 

Indonesia-Australia 

(PPIA) 

Indonesia-Malaysia 

(PPIM) 

5 2018 Robiul Adawiyah Gresik Program Asean Student Visit 
India (ASVI) 

Sumber data: Dispora Provinsi Jatim 

3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara 

kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya 

manusia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 

secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu olahraga dapat pula 

membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, 
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dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat 

dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, 

dan memperkukuh ketahanan nasional. 

 Pembangunan Keolahragaan di Jawa Timur yang telah dilakukan pada 

periode RPJMD Tahun 2014-2019, yaitu Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan upaya 

pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang 

dan berkelanjutan. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

diarahkan pada meningkatnya prestasi olah raga melalui Identifikasi Bakat 

dan Potensi Pelajar dalam Olahraga, Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di 

Tingkat Daerah, Penyelenggaraan Kompetensi olah raga (POR SD, POPDA, 

POPWIL,POPNAS), pemasyarakatan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan 

masyarakat berupa penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai dan 

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan 

Berprestasi.  

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut 

dapat dilihat dari perkembangan prestasi atlet Jawa Timur di Tingkat 

Nasional, antara lain sebagai berikut; 

Tabel 4.167 
Prestasi (Perolehan Medali) Atlet Jawa Timur di Tingkat Nasional  

Tahun 2014-2018 

No. Kategori 
Tahun 

2014 
Tahun 2015 Tahun 2016 

Tahun 

2017 
Tahun 2018* 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Pekan Olahraga Pelajar Tingkat 
Nasional (POPNAS) 

 

 

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah 
(POPWIL) 

 

 

- 

 

 

23 emas, 8 
perak,3 

perunggu 

 

 

35 emas, 41 
perak, 

54 perunggu 
- 

17 emas, 3 
perak, 3 

perunggu 

 

 

- 

 

 

21 emas, 5 
perak,7 

perunggu 

 

 

33 emas, 29 
perak, 48 
perunggu 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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No. Kategori 
Tahun 

2014 
Tahun 2015 Tahun 2016 

Tahun 

2017 
Tahun 2018* 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

Pekan Paralympic 

Pelajar Tingkat Nasional 
(PEPARPENAS) 

 

Pekan Paralympic Nasional 
(PEPARNAS) 

 

 

 

Pekan Olahraga Mahasiswa 
Nasional (POMNAS) 

 

 

Pekan Olahraga Nasional  
(PON) 
 

Pekan Olahraga Pondok 
Pesantren (Pospenas) 

 

 

 
Kejurnas antar PPLP: 
- Cabor Atletik 

 

 

 

- Cabor Panahan 
 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

12 emas, 22 
perak, 30 
perunggu 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

10 emas 

 

 

 

- 

 

 

 

15 emas, 15 
perak, 16 
perunggu 

 

 

- 

 

 

 

 

132 
emas,138 
perak,134 
perunggu 

 

 

 

11 emas, 11 
perak, 11 
perunggu 

 

- 

 

 

 

15 emas, 8 
perak, 1 

perunggu 
 

 

- 
 

 

 

 

12 emas, 26 
perak, 28 
perunggu 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 emas,  
1 perak,  

3 perunggu 
 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3 emas 
1 perak, 

1 perunggu 
 

- 
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No. Kategori 
Tahun 

2014 
Tahun 2015 Tahun 2016 

Tahun 

2017 
Tahun 2018* 

 

- Cabor Senam 
 

 

 

- Cabor Pecak silat 
 

- Cabor Balap sepeda 
 

 

- Cabor Voli Pantai 
  

- Cabor Bola Voli 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

1 emas, 
1perak 

- 

- 

 

 

 

- 

 

3 emas, 1 
perak, 2 

perunggu 

- 

- 

 

7 emas, 4 
perak, 1 

perunggu 

 

12 emas,13 
perak,6 

perunggu 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

12 emas, 11 
perak,  

1 perunggu 
 

- 

 

2 perak, 
1 perunggu 

 
- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 
 
- 

 

 

Catatan: 

- POPWIL Tahun 2018 akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 

 

4) Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pemuda dan Olahraga 

  Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pemuda dan Olahraga 

diarahkan untuk mewujudkan sinergitas lintas sektor di bidang pelayanan 

kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda 

serta dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan. 

Program tersebut mulai dilaksanakan pada Tahun 2018 sebagai upaya 

percepatan untuk merealisasikan target capaian pada indikator kinerja daerah 

(IKD) Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD 

Tahun 2014-2019, yaitu prosentase Pemuda yang berperan aktif  dan 

berpartisipasi dalam Pembangunan serta Jumlah atlet berprestasi di Tingkat 

Sumber data: Dispora Provinsi Jawa Timur 
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Nasional. Ukuran keberhasilan dari Program Pengembangan Kerjasama 

Kemitraan Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2018 sebagai berikut; 

- Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama yang disusun di bidang 

pelayanan kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan 

pengembangan Pemuda serta dalam bidang pembinaan, pengembangan 

dan penyelenggaraan keolahragaan. Dokumen tersebut antara lain; 

1. Dokumen kesepakatan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional 

dibidang penyadaran pemuda akan bahaya penyalahgunaan napza, 

minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular 

seksual di kalangan pemuda; 

2. Dokumen kesepakatan kerjasama dengan Universitas Ciputra dibidang 

Pengembangan jiwa kewirausahaan Pemuda; 

3. Dokumen kesepakatan kerjasama dengan KONI Provinsi Jawa Timur 

tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga; 

4. Dokumen kesepakatan kerjasama dengan Polda Jatim tentang 

program pembinaan dan pelatihan putra putri Jawa Timur yang 

berprestasi bagi calon anggota Polri Tahun Anggaran 2018; 

5. Dokumen kesepakatan kerjasama dengan LSP POR Jatim tentang 

sertifikasi pelatih olahraga; 

6. Dokumen kesepakatan kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya 

tentang penerimaan mahasiswa baru dari Jalur Prestasi; 

- Terciptanya karya-karya kreatif Pemuda Jawa Timur sebagai pangkal 

terwujudnya pemuda-pemuda Pelopor di Jawa Timur. 

- Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Aset Provinsi Jawa Timur 

untuk program peningkatan prestasi atlet khususnya kegiatan Pemusatan 

latihan atlet PON, POPNAS, POPWIL, PPLP dan PPLPD Jawa Timur, antara 

lain Gedung olahraga (GOR) Basket, Kolam renang, Lapangan atletik, GOR 

Bulutangkis Sudirman, GOR Tenis meja, GOR Karate, GOR Judo, dan 

Lapangan panjat tebing, Gedung angkat berat dan Gedung Gulat. 
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5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga 

  Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan 

Olahraga diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan penataan sistem 

Pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. 

Program tersebut bertujuan untuk peningkatan profesionalisme tenaga 

kepemudaan dan keolahragaan serta pemantapan kelembagaan organisasi 

Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Peningkatan Mutu Organisasi, 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Pengembangan sistem 

sertifikasi dan standarisasi profesi serta tata kelola organisasi. 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan Program 

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga dapat 

dilihat dari jumlah tenaga keolahragaan yang tersertifikasi serta jumlah 

organisasi kepemudaan dan olahraga yang mengikuti standart peningkatan 

mutu tata kelola organisasi antara lain sebagai berikut; 

- Jumlah pelatih olahraga prestasi cabang Pencak Silat yang mengikuti 

sertifikasi sebanyak 30 orang; 

- Jumlah tenaga masseur sport yang mengikuti sertifikasi sebanyak 105 

orang. 

b. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan : 

- Banyaknya pemuda terjebak dalam dekadensi moral, kriminalitas dan 

Narkoba; 

- Terbatasnya pemuda yg bergerak di bidang Kepeloporan dan 

Kewirausahaan; 

- Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan masih rendah; 

- Banyak OKP  belum patuh terhadap Undang-Undang Kepemudaan; 

- Munculnya orientasi yang berlebihan kepada kegiatan-kegiatan politik 

praktis seputar kekuasaan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan 

kepeloporan dibidang pendidikan, kewirausahaan, ekonomi kreatif 

serta olahraga 
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- Permasalahan Bidang Keolahragaan 

- Ilmu pengetahuan dan tekhnologi olahraga belum sepenuhnya 

diimplementasikan dalam bina prestasi olahraga. 

- Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (PPLPD) dalam 

pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. 

-  Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri 

lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian Jawa 

Timur. 

 

2) Solusi : 

- Solusi Permasalahan Kepemudaan dan Keolahragaan; 

- Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk 

menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas, 

serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di 

berbagai bidang pembangunan, melalui:  

- bela negara;  

- kompetisi dan apresiasi pemuda;  

- peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi 

dan keahlian yang dimiliki;  

- pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan 

berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

- peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;  

- pendampingan pemuda;  

- Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui: 

- perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;  

- peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, 

ekonomi, budaya, dan agama;  

- peningkatan potensi pemuda dalam kepemimpinan kepeloporan, dan 

kewirausahaan.  



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-432 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

- pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, 

minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular 

seksual di kalangan pemuda. 

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui:  

- peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia 

usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media 

massa;  

- pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi 

dan olahraga layanan khusus;  

- pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, 

tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan 

kegiatan olahraga; dan  

- menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan 

karakter, ekonomi, dan kesejahteraan. 

- Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan 

internasional, melalui:  

- mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien, 

dan akuntabel serta berwawasan industri dan/atau kewirausahaan; 

- merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara 

sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

- penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan 

berkelanjutan;  

- pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga 

keolahragaan berprestasi;  

- peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk 

mendukung pembinaan olahraga; 

- pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;  

- peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, 

pengembangan, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi; 
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- peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali 

potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga. 

 

- Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, keolahragaan, 

dan kepramukaan melalui; 

- terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan 

kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan Pengembangan 

kepemudaan; 

- terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan 

kepramukaan; 

- terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, 

Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan. 

 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-434 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

16. BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

1.16.1   DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

  Urusan Kebudayaan Dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini: 

                 Tabel 4.168 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 
Program 
Pengembangan 
Nilai Budaya 

Pagu 1.445.000.000 2.565.276.500 2.129.096.500 2.464.595.000 - 
Realisasi 1.439.676.600 2.460.451.538 2.121.615.462 2.444.552.620 - 

% 99,63 95,91 99,65 99,19 - 

2 

Program 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

Pagu 12.850.000.000 12.262.640.000 9.135.604.200 11.226.000.000 6.500.000.000 
Realisasi 12.541.023.562 12.013.916.609 9.057.284.442 11.119.500.205 2.288.478.037 

% 97,60 97,97 99,14 99,05 35,21 

3 

Program 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budaya 

Pagu 26.220.000.000 31.687.812.500 31.769.921.703 51.597.405.000 17.300.000.000 
Realisasi 25.554.725.076 31.174.421.674 31.539.191.211 50.879.932.314 4.753.727.697 

% 97,46 98,38 99,27 98,61 27,48 

 Program 
Pengembangan 
Lembaga Seni 
Wlwatikta 

Pagu - - - - 9.800.000.000 
4 Realisasi - - - - 3.359.512.112 

 % - - - - 34,28 

 Program 
Pengembangan 
Taman Budaya 

Pagu - - - - 15.400.000.000 
5 Realisasi - - - - 5.524.110.666 
 % - - - - 35,87 
 Program 

Pengembangan 
Laboratorium 
Pelatihan & 
Kesenian 

Pagu - - - - 13.000.000.000 
6 Realisasi - - - - 4.194.261.310 

 % - - - - 32,26 

 Program 
Pengelolaan 
Museum 

Pagu - - - - 6.675.000.000 
7 Realisasi - - - - 2.581.476.678 
 % - - - - 38,67 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengembangan Nilai Budaya 

Program Pengembangan Nilai Budaya bertujuan untuk meningkatkan atau 

mempertahankan kebiasaan atau budaya yang ada pada masyarakat dan 
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melestarikan budaya lokal yang menjadi keunikan di masing-masing daerah 

melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

A. Pelestarian dan Aktualiasi Adat Budaya Daerah seperti Uyon-uyon (semacam 

seni karawitan, terpadu harmonis antara gamelan dan merdunya suara sinden 

melantunkan lagu lagu gending Jawa yang melegenda), Dialog Kebudayaan, 

Workshop, Seminar, Jejak Tradisi. 

B. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya dengan 

Pemberian Tali Asih atau Apresiasi dan Penghargaan kepada Seniman atau 

Budayawan.  

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan peninggalan sejarah 

dan purbakala melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

A. RPJMD 2004-2009 & RPJMD 2009-2014 : 

1. Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui sub 

kegiatan : Jambore Kepurbakalaan, Diskusi Ilmiah Permuseuman, 

Workshop Konservasi Koleksi Museum, Lomba Pengelolaan Museum 

daerah, Pemilihan Duta Museum 

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemahaman Nilai Sejarah Dan Wawasan 

Kebangsaan melalui sub kegiatan : Lawatan Sejarah, Lomba Visualisasi 

Fragmen Kesejarahan, Jejak Prasejarah, Lomba Pembuatan Komik Sejarah; 

3. Pendataan/Inventarisasi, Dokumentasi Kesejarahan, Museum dan 

Kepurbakalaan melalui sub kegiatan : Pendataan Cagar Budaya, Pemetaan 

Cagar Budaya Gunung Penanggungan; 

4. Pameran Kepurbakalaan; 

5. Pembinaan Dan Pelestarian Cagar Budaya melalui sub kegiatan : 

Peningkatan Kemampuan Juru Pelihara Cagar Budaya, Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat Di Sekitar Cagar Budaya; 

6. Pengelolaan Dan Pengembangan Museum Negeri Mpu Tantular; 
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B. Perubahan RPJMD 2014-2019 : 

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemahaman Nilai Sejarah Dan Wawasan 

Kebangsaan melalui sub kegiatan : Lawatan Sejarah (Tk. Provinsi, Regional 

dan Nasional); 

2. Pembinaan Dan Pelestarian Cagar Budaya melalui sub kegiatan : 

Peningkatan Kemampuan Teknis Jupel Cagar Budaya; 

3. Registrasi Cagar Budaya melalui sub kegiatan :  Diskusi Ilmiah Arkeologi; 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat 

dari perkembangan prestasi yang berhasil diraih di Tingkat Nasional adalah 

sebagai berikut : 

                              Tabel 4.169 
Prestasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Di Tingkat Nasional 

Tahun 2014-2018 

  Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 
 

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Program Pengelolaan Keragaman Budaya bertujuan untuk mewujudkan karya 

budaya yang mengacu pada budaya bangsa serta menyediakan SDM yang 

berkualitas melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

A. RPJMD 2004-2009 & RPJMD 2009-2014 : 

No Kategori Yang 
Dilombakan   2014   2015   2016   2017 2018 * 

1 Lomba Museum   Museum 
Provinsi 
Terbaik 

              

2 Lawatan Sejarah       Terbaik II 
(Siswa) 

  Terbaik 3 (SMAN 
Kab. Nganjuk 

    Terbaik II 
(SMAN 2 
Surabaya) 

          10 Besar Karya 
Tulis Terbaik 
(Guru) 

  Terbaik 4 (SMAN 
1 Gondang 
Nganjuk) 

      

              Terbaik 5 (SMAN 
1 Bagor 
Nganjuk) 

      

              Terbaik 7 (SMAN 
1 Sukomoro 
Nganjuk) 

      

              Terbaik 8 (SMAN 
Insan Cendekia 
Nganjuk) 

      

              Terbaik 9 (SMAN 
1 Kab. Nganjuk) 
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1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah melalui sub kegiatan : 

Penampilan Kesenian dalam rangka menyambut tamu negara dan Event - 

Event tertentu, Road Show, Pergelaran Wayang Kulit,  Pergelaran Apresiasi 

Wayang Kulit, Pawai Budaya Nusantara, Pawai Budaya, Pawai/Parade Seni 

Budaya “Jatim Specta Night Carnival”, Pesona Budaya, Parade Tari 

Nusantara, Parade Lagu Daerah; 

2. Penyelenggaraan Festival Budaya melalui sub kegiatan : Festival Kesenian 

Kawasan Selatan, Festival Kesenian Pesisir Utara, Festival Karya Tari, Lomba 

Kulintang, Lomba Paduan Suara; 

3. Memperkokoh Ketahanan Budaya Melalui Keragaman Budaya melalui sub 

kegiatan : Pelatihan Teknis (seni pertunjukan, seni rupa, seni musik 

tradisi, seni tari, seni teater tradisi), Revitalisasi Kesenian Daerah Wayang 

Beber, Workshop Sinden, Festival Sinden Remaja, Festival Dalang Bocah,  

SDM I (Paduan Suara Musrenbang), SDM II (Parade Busana TMII), 

Peningkatan Cipta Karya Seni Pelajar (Pawai), Parade Teater Tradisi, Pekan 

Cipta Karya Seni Pelajar (Teater, Paduan Suara, Samrah, Seni Rupa, Seni 

Patung, Puisi, Tari, Musik Tradisi, SDM III (Parade Teater Tradisi TMII), 

Kolaborasi Seni Suara (Padus Hardiknas & Harkitnas), Kolaborasi Seni 

Tingkat Nasional (Parade Teater Tradisi TMII), SDM IV (Latihan Koreografer 

Berbakat), Audisi Jawa Timur Youth Orchestra, Kolaborasi Seni Pertunjukan 

Berbasis Sastra Panji (Pergelaran Festival Panji), Peningkatan Kreatifitas 

Seni dalam rangka Penampilan Tim Kesenian Musik Ilustrasi HUT RI di 

Istana, Kolaborasi Seni Tingkat Nasional (Parade Musik Daerah ke VI), 

Kolaborasi Seni Suara dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda; 

4. Pengelolaan Dan Pengembangan STKW Surabaya melalui sub kegiatan : 

Penerbitan Jurnal Ilmiah Dosen, Sendratari Kolosal, Pendokumentasian 

Seni Tari dan Karawitan, Gelar Karya Mahasiswa, Gelar Karya Mahasiswa 

Kreatifitas; 

5. Pengelolaan Dan Pengembangan Taman Budaya melalui sub kegiatan : 

Gelar Seni Budaya Daerah, Pengiriman Tim Kesenian Pada Temu Karya 

Taman Budaya se Indonesia,  Pergelaran Periodik Wayang Kulit, Pergelaran 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-438 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Periodik Teater Tradisi di Taman Krida Budaya, Pergelaran Periodik Teater 

Tradisi di Taman Budaya Jatim (Gedung Cak Durasim), Pembuatan Buletin 

Taman Budaya, Fasilitas Penyaji Kesenian, Gelar Pesona Budaya Bawean, 

Workshop Aktualisasi Keragaman Budaya, Sarasehan Seniman Seni Rupa, 

Parade Seni Teater, Parade Seni Musik, Pekan Wayang (Festival Dalang se 

Jatim), Pameran Seni Rupa; 

 

B. Perubahan RPJMD 2014-2019 : 

1. Penyelenggraan Festival Budaya Daerah melalui sub kegiatan : Festival 

Kesenian Kawasan Selatan, Festival Kesenian Pasisir Utara, Festival Karya 

Tari, Lomba Kulintang, Lomba Paduan Suara; 

2. Pembinaan Kesenian melalui sub kegiatan : Aktualisasi (uyon-uyon), 

Pergelaran Apresiasi Wayang Kulit, Road Show, Penampilan Kesenian 

dalam rangka menyambut tamu negara dan Event - Event Tertentu, Pesona 

Budaya Jatim (TMII); 

3. Pemberdayaan Kelembagaan Budaya melalui sub kegiatan : Harmonisasi 

Budaya Sunda Jawa, Jejak Tradisi Budaya; 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat 

dari perkembangan prestasi yang dapat diraih di Tingkat Nasional adalah sebagai 

berikut : 

          Tabel 4.170 
Prestasi Program Pengelolaan Keragaman Budaya Di Tingkat Nasional 

Tahun 2014-2018 

No Kategori Yang 
Dilombakan   2014   2015   2016   2017 2018 * 

1 Festival Dalang 
Muda  

  5 Penyaji 
Terbaik 

    - Penyaji Lakon 
Terbaik 

      

            - Penyaji Sabet 
Terbaik 

      

2 Festival Dalang 
Bocah  

  5 Penyaji 
Terbaik 

- 4 Penyaji 
Terbaik Bid. 
Catur 

- Penyaji Lakon 
Terbaik 
(Anoman 
Duta) 

- Dalang 
Mumpuni 
(Kab. 
Tulungagung) 

  

        - 3 Penyaji 
Terbaik Bid. 
Humor 

- Penyaji Lakon 
Terbaik 
(Gatutkaca 
Lair) 

- 5 Penyaji 
Terbaik (Kab. 
Ngawi) 
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No Kategori Yang 
Dilombakan   2014   2015   2016   2017 2018 * 

        - 3 Penyaji 
Terbaik Bid. 
Kreativitas 

- Penyaji Catur 
Terbaik 
(Anoman 
Duta) 

- 5 Penyaji 
Terbaik (Kab. 
Ponorogo) 

  

        - 5 Penyaji 
Terbaik Bid. 
Sabet 

- Penyaji Catur 
Terbaik 
(Gatotkaca 
Lair) 

- 5 Penyaji 
Terbaik (Kota 
Madiun) 

  

            - Penyaji Sabet 
Terbaik 

      

        - 10 besar 
Karya Tulis 
Terbaik 
(Guru) 

- Terbaik 4 
(SMAN 1 
Gondang 
nganjuk) 

      

            - Terbaik 5 
(SMAN 1 
Bagor Nganjuk 

     

            - Terbaik 7 
(SMAN 1 
Sukomoro 
Nganjuk 

     

            - Terbaik 8 
(SMAN Insan 
Cendekia 
Nganjuk 

     

              Terbaik 9 
(SMAN 1 Kab. 
Nganjuk) 

     

3 Parade Tari  
Nusantara 

    - Juara Umum - Penyaji 
Unggulan 

- Penyaji 
Terbaik se 
Jawa Bali 

  

        - Penyaji 
Terbaik 

- Penata Musik 
Unggulan 

- Penata Tari 
Unggulan 

  

        - Penata Tari 
Unggulan 

    - Penata Musik 
Unggulan 

  

        - Penata Tari 
Terbaik 

    - Penata Rias 
& Busana 
Terbaik 

  

        - Penata 
Musik 
Terbaik 

    - Penyaji 
Unggulan 

  

        - Penyaji 
Terbaik 
Antar 
Wilayah 
Jawa & Bali 

         

        - Penata Rias 
& Busana 
Unggulan 

         

        - Penyaji 
Unggulan 

         

        - Penata           
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No Kategori Yang 
Dilombakan   2014   2015   2016   2017 2018 * 

Musik 
Unggulan 

4 Pawai Budaya 
Nusantara 

      Juara Umum   Penyaji 
Unggulan 

      

5 Festival Teater 
Nasional 

        - 5 Penata 
Musik Terbaik 

      

            - 5 Penata 
Artistik 
Terbaik 

     

            - 5 Sutradara 
Terbaik 

     

            - 5 Grup Penyaji 
Terbaik 

      

6 Festival Musik 
Tradisi Tk. 
Nasional 

          Penata Musik 
Terbaik 

      

7 Parade Teater 
Daerah 

        - Penyaji 
Terbaik 

    3 Penyaji 
Unggulan 

            - Sutradara 
Terbaik 

      

8 Karnaval 
Keprajuritan 
Nusantara 

        - 5 Penyaji 
Unggulan 

      

            - 1 Penyaji Tata 
Rias & Busana 
Terbaik 

      

9 Parade Teater 
Tradisi 

            - Juara Umum   

                

- Penulis 
Cerita & 
Skenario 
Terbaik   

                
- Pemeran 

Putra Terbaik   

                
- Penyaji 

Terbaik   
10 Parade Musik 

daerah 
  

            
Penata Musik 
Terbaik   

11 Parade Lagu 
Daerah 

            - Pencipta 
Lagu 
Unggulan 

  

                - Penyanyi 
Unggulan 

  

                - Penata Musik 
Unggulan 

  

                - Penyaji 
Unggulan 

  

12 Konser 
Karawitan 
Muda 
Indonesia 

            - Kelompok 
Muda 
Terbaik 
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No Kategori Yang 
Dilombakan   2014   2015   2016   2017 2018 * 

                - Penyaji 
Musik 
Terbaik 

  

13 Warisan 
Budaya Tak 
Benda 

            - Upacara 
Ceprotan 
(Kab. 
Pacitan) 

  

                - Upacara Adat 
Nyadher 

  

                - Damar 
kurung 

  

                - Upacara 
Jamasan 
Gong Kyai 
Pradah 

  

                - Pertunjukan 
Sandhur 
Manduro 

  

  Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 

 

4) Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta 

Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta bertujuan untuk mencetak 

sarjana seni atau SDM Seniman yang berkualitas dalam mewujudkan karya seni  

yang mengacu pada budaya bangsa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

A. Perubahan  RPJMD 2009-2014 : 

1. Penguatan Sarana Dan Prasarana UPT Pemberdayaan Lembaga Seni 

Wilwatikta melalui sub kegiatan : pembangunan sarana dan prasarana 

penunjang UPT. Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta serta 

pemeliharaan dan pelayanan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggan 

dan pengelolaaan aset; 

2. Penyelenggaraan Lembaga Seni Wilwatikta melalui sub kegiatan : Gelar 

Karya mahasiswa dari 4 Jurusan, Pergelaran Drama Tari Diasmara Panji 

Sekartaji; 

 

5) Program Pengembangan Laboratorium, Pelatihan Dan Kesenian 

Program Pengembangan Laboratorium, Pelatihan Dan Kesenian bertujuan 

untuk melaksanakan kegiatan pengkajian, pelatihan dan pengembangan kesenian, 

pelestarian, pengelolaan sumber daya manusia pelaku kesenian, pengembangan 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-442 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

kualitas kesenian serta pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

 

A. Perubahan  RPJMD 2009-2014 : 

1. Penguatan Sarana Dan Prasarana UPT. Laboratorium Pelatihan Dan 

Pengembangan Kesenian melalui sub kegiatan : pembangunan sarana dan 

prasarana penunjang UPT. Laboratorium Pelatihan Dan Pengembangan 

Kesenian serta pemeliharaan dan pelayanan kegiatan ketatausahaan, 

kerumahtanggan dan pengelolaaan aset; 

2. Revitalisasi Dan Reaktualisasi Seni Budaya melalui sub kegiatan : Temu 

Teknis, Revitalisasi Kesenian Daerah (Pagelaran Wayang Beber), Revitalisasi 

Kesenian Daerah (Wayang Beber); 

3. Pelatihan Seni Budaya melalui sub kegiatan : Pelatihan Teknis Bidang Seni 

(Tari, Karya Musik), Training of Trainer Penulis Naskah Teater (Sastra); 

 

6) Program Pengembangan Taman Budaya 

Program Pengembangan Taman Budaya bertujuan untuk melaksanakan 

kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan dan 

pelayanan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

A. Perubahan  RPJMD 2009-2014 : 

1. Penguatan Sarana Dan Prasarana UPT Tamana Budaya melalui sub   

kegiatan : pembangunan sarana dan prasarana penunjang UPT. Taman 

Budaya serta pemeliharaan dan pelayanan kegiatan ketatausahaan, 

kerumahtanggan dan pengelolaaan aset; 

2. Penyajian Seni Budaya melalui sub kegiatan : Gelar Pesona Jawa Timur, 

Gelar Seni Budaya Daerah, Pergelaran Periodik Wayang Kulit, Pergelaran 

Periodik Teater Tradisi di Taman Budaya Jatim (Gedung Cak Durasim), 

Pergelaran Periodik Teater Tradisi di Taman Krida Budaya Malang, Parade 

Teater, Festival Bawean, Parade Musik, Pameran Seni Rupa; 

3. Pendokumentasian Dan Publikasi Seni Budaya melalui sub kegiatan : 

Pembuatan Buletin Taman Budaya; 
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7) Program Pengelolaan Museum 

Program Pengelolaan Museum bertujuan untuk melaksanakan kegiatan 

pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan 

penerbitan hasinya serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian 

rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

A. Perubahan  RPJMD 2009-2014 : 

1. Penguatan Sarana Dan Prasarana UPT Museum Mpu Tantular melalui sub 

kegiatan : pembangunan sarana dan prasarana penunjang UPT. Museum 

Mpu Tantular serta pemeliharaan dan pelayanan kegiatan ketatausahaan, 

kerumahtanggan dan pengelolaaan aset; 

2. Penyajian Dan Bimbingan Edukasi Museum melalui sub kegiatan : Pameran 

Koleksi Museum di Kab/Kota; 

3. Pelestarian Koleksi  Museum melalui sub kegiatan : Workshop Konservasi 

Koleksi Batu Dan Logam Bagi Pengelola Museum, Konservasi dan Restorasi 

Koleksi Museum; 

 
b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

– Perlu segera dioptimalkan kegiatan dokumentasi dan inventarisasi data 

kesenian tradisional dan adat budaya lokal sebagai bahan pengembangan nilai-

nilai kearifan lokal. 

– Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional dan adat budaya lokal. 

– Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya masih harus 

berkembang. 

Solusi: 

– Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota dan Instansi terkait 

dalam pendokumentasian dan pedataan seni tradisi dan budaya lokal. 

– Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan budaya 

lokal dengan menjalin kerja sama dengan pelaku/usaha pariwisata. 
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– Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibat 

masyarakat sekitar dan generasi muda secara berkesinambungan, melalui 

kegiatan lawatan sejarah untuk siswa, sosialisasi sadar lestari situs/percandian 

 

  URUSAN PARIWISATA 

Tabel 4.171 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 

(TW II) 

1 
Program 
Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Pagu 12.556.888.000 9.663.500.000 5.547.817.500 11.949.094.000 11.000.000.000 
Realisasi 12.142.232.867 9.159.221.980 5.539.009.824 11.912.939.491 4.912.509.157 

% 96,70 94,78 99,84 99,70 44,66 

2 
Program 
Pengembangan 
Destinasi Parwisata 

Pagu 9.143.112.000 13.285.330.000 9.512.971.394 14.063.494.500 10.218.669.000 
Realisasi 8.904.614.468 13.082.117.415 9.459.531.025 13.656.267.785 4.080.773.575 

% 97,39 98,47 99,44 97,10 39,93 

3 

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Keparwisataan 

Pagu - 7.020.000.000 4.635.821.900 6.455.505.500 - 
Realisasi - 6.827.372.067 4.565.972.760 6.383.771.917 - 

% - 97,26 98,49 98,89 - 

 Program 
Pengembangan 
Ekonomi Kreatif 

Pagu - - - - 10.200.000.000 
4 Realisasi - - - - 2.576.762.991 
 % - - - - 25,26 
 Program 

Pengembangan 
Industri Pariwisata 

Pagu - - - - 7.000.000.000 
5 Realisasi - - - - 4.017.322.845 
 % - - - - 57,39 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk 

meningkatkan kunjungan Wisatawan baik itu Wisatawan nusantara dan 

Wisatawan mancanegara, lama tinggal dan pengeluaran Wisatawan, Devisa dan 

PDRB Pariwisata Jatim melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

A. RPJMD 2009-2014 & RPJMD 2014-2019 : 

1. Promosi Dalam Negeri dengan sub kegiatan : Penyambutan Kapal Pesiar di 

Pelabuhan Tanjung Perak, MTF, Famtrip, Direct Promotion; 

2. Pomosi Pariwisata Luar Negeri; 
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3. Informasi Pasar Pariwisata melalui sub kegiatan : Pembuatan Kalender 

Wisata, Pembuatan Kalender Wisata Dwi Bulanan, Pengadaan Bahan 

Promosi, Pendukungan Event Pariwisata; 

4. Analisa Pasar melali sub kegiatan : Updating Data Kebudayaan dan 

Pariwisata, Survey Analisa Pasar Wisatawan Nusantara dan Survey 

Wisatawan Mancanegara; 

B. Perubahan RPJMD 2014-2019 : 

1. Promosi Dalam Negeri melalui sub kegiatan : Pendukungan Event 

Pariwisata berupa pemasangan baleho dan billboard, Penyyambutan Kapal 

Pesiar di Pelabuhan Tanjung Perak, MTF, Fam Trip; 

2. Promosi Pariwisata Luar Negeri melalui sub kegiatan : ATM Dubai; 

3. Penguatan Sarana Promosi Dan Informasi Pariwisata melalui sub kegiatan : 

Pembuatan Kalender Wisata, Pembuatan Kalender Dwi Bulanan, 

Pengadaan Bahan Promosi; 

4. Pendataan Dan Pemetaan Pasar melalui sub kegiatan : Rapat Sinkronisasi 

Data Kunjungan Wisatawan, Analisa Pasar (Survey Wisman dan Wisnus); 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat  

dari perkembangan kinerja sebagai berikut : 

Tabel 4.172 
Kinerja Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Tahun 2014-2018 

    *sampai dengan TW 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

No Kinerja Satuan 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Jumlah Wisatawan 
Nusantara 

orang           
45,644,689  

        
51,466,969  

           
58,068,493  

          
65,623,535  

   
3,239,203  

2 Lama Tinggal Rata-
rata Komulatif 

hari 1.8 1.7 1.73 2 - 

3 Pengeluaran Per 
Hari Per Orang 

Rp 230,027.61 243,791.35 240,214.00 239,089.00 - 

4 Jumlah Wisatawan 
Mancanegara 

orang                   
463,596  

               
612,412  

                  
618,615  

                  
690,509  

          
53,608  

5 Lama Tinggal Rata-
rata Komulatif 

hari 6.33 6.21 6.2 6 - 

6 Pengeluaran Per 
Hari Per Orang 

US $ 139.68 128.60 133.99 138.00 - 
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2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan 

Devisa dan PDRB Pariwisata Jatim melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

A. RPJMD 2009-2014 & RPJMD 2014-2019 : 

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata melalui sub kegiatan : Rembug Desa 

Wisata, Lokakarya Wisata Agro, Gelar Wisata Mancing; 

2. Pengelolaan Pengembangan Ekraf TCW melalui sub kegiatan Pameran 

Produk Ekraf Berbasis Seni Budaya, Fasilitasi Gelar Sendratari Kolosal, 

Peningkatan Profesionalisme Ekraf; 

3. Pengebangan Usaha Jasa Pariwisata melalui sub kegiatan : Bimtek Standar 

Usaha Jasa Pariwisata, Pembinaan Biro Perjalanan Sebagai Penyelenggara 

Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; 

4. Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata melalui sub kegiatan : Festival 

Makanan Khas Jatim, Bimtek Standar Usaha Sarana Pariwisata (Hotel & 

Restoran), Fasilitasi Klasifikasi Usaha Hotel dan Restoran; 

B. Perubahan RPJMD 2004-2019 : 

1. Ekstensifikasi Destinasi Wisata Budaya melalui sub kegiatan : Bimtek 

Pengelolaan Destinasi Wisata Budaya Dan Buatan; 

2. Ekstensifikasi Destinasi Wisata Alam melalui sub kegiatan : Bimtek 

Pengelolaan Destinasi Wisata Alam; 

3. Pemberdayaan Masyarakat Dan Tata Kelola Destinasi melalui sub 

kegiatan : Gerakan Sadar Wisata Dan Aksi Sapta Pesona di Air Terjun 

Sedudo Kab. Nganjuk dan  Giliyang Kab. Sumenep, Jambore Pokdarwis di 

KWE Puspo Jagad Ds. Semen Kab. Blitar;  

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat  

dari perkembangan kinerja serta prestasi tingkat nasional yang diraih sebagai 

berikut : 

Tabel 4.173 
Kinerja Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Tahun 2014-2018 
No Kinerja Satuan 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 Devisa juta US $ 409.90 489.07 513.90 573.00 - 
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No Kinerja Satuan 2014 2015 2016 2017 2018* 

2 PDRB ADHB Miliar 
Rp 

81,007.07 92,683.27 106,274.57 117,428.06 30,589.72 

3 Kontribusi 
Pariwisata 
Terhadap Jatim  

% 5.26 5.48 5.72 5.82 5.84 

4 PDRB ADHK'10 Miliar 
Rp 

63,731.49 68,741.82 74,413.05 80,262.37 20,841.32 

5 Kontribusi 
Pariwisata 
Terhadap Jatim  

% 5.05 5.16 5.29 5.42 5.54 

   
Tabel 4.174 

Prestasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 
Tahun 2014-2018 

No Kategori Yang 
Dilombakan 2014 2015 2016 2017 2018 * 

1 Green Hotel 
Award 

-  - Singgasana Hotel 
(Ranking 5) 

-  - Mercure 
Surabaya 

(Ranking 6) 

-  

2 Anugerah 
Pesona 
Indonesia 

-  -  - Juara III : 
Pantai Papuma 
(Most Popular 
Cleanliness) 

-  -  

    -  -  - Juara III : 
Pantai 

Plengkung 
(Most Popular 
Surfing Spot) 

-  -  

    -  -  - Juara III : 
Jember Fashion 
Carnival (Most 

Popular 
Cultural 
Festival) 

-  -  

    -  -  -   Desa Wisata 
Agro (Dewi 
Pujon Kidul) 

-  

3 Desa Wisata 
Award 

- Juara 3 
Gubugklakah 
Kab. Malang 

-  -   Ds. Tamansari 
Kec. Licin 

Banyuwangi 
(Kategori 

Pemanfaatan 
Jejaring Bisnis) 

-  

    - Juara 8 
(Poncokusumo 
Kab. Malang) 

-  -  -  -  

4 Lomba 
Pokdarwis 

- Juara I 
(Gubugklakah 
Kab. Malang) 

-  -   Juara Harapan 
II (Pokdarwis 

Bangsring Kab. 
Banyuwangi) 

-  

    - Juara Harapan I 
(Podang Lestari 

Kab. Kediri) 

-  -   Juara Harapan I 
(Pokdarwis 

Bonpring Kab. 
Malang) 

-  
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5 Indonesia 
Sustainable 
Tourism 
Award (ISTA) 

-  -  -   Kategori D 
(Lingkungan) 
Green award : 

Dewi 
Gubugklakah 
Kab. Malang 

-  

6 Travel Club 
Tourism  
(TCTA) 

- Best 
Performance 

- Best 
Achievement 

-  -  -  
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 

 

3) Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan 

Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan bertujuan untuk 

meningkatkan SDM Pariwisata yang berkualitas dan professional melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

A. RPJMD 2009-2014 & RPJMD 2014-2019 : 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata 

melalui sub kegiatan : 

Tabel 4.175 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata 

 
                       *sampai dengan TW 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

1 PEMANDU WISATA RAFTING 50 50 - 50 - 150

2 PRAMUWISATA AGRO - 50 - - - 50

3 PEMANDU WSIATA EKOWISATA 50 50 - - - 100

4 MANAJEMEN DESA WISATA 50 - - - - 50

5 PENGEMUDI SUPIR TAKSI & ANGKUTAN WISATA - - - - - 0

6 POLISI PARIWISATA - - - - 50 50

7 HRD HOTEL - 50 50 - - 100

8 SPA/THERAPYS - 50 - - - 50

9 PRAMUWISATA MUDA 50 50 - - - 100

10 TOUR PLANNER - - - - - 0

11 PEMANDU MUSEUM - 50 - - - 50

12 PERPANJANGAN LISENSI PRAMUWISATA - 50 - - - 50

13 PELAYANAN PRIMA (SPV HOTEL) - - - - - 0

14 BARTENDER - - - - - 0

15 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/PENGELOLA AGRO 50 - - - - 50

16 DIKLAT BAGI INDUSTRI BUDPAR - - - - - 0

17 CINDERAMATA BATIK - - - - - 0

18 MANAJEMEN HOTEL - - - - - 0

19 FOOD PRODUCT - - - - 0

20 PENGAMANAN DTW 70 - - - - 70

21 PENGELOLA DTW 50 - - - 50

22 PENGELOLA MAKANAN BAGI KOMUNITAS CHEF - 50 - - - 50

23 ASSESOR KOMPETENSI PARIWISATA - - 25 - - 25

24 FRONT OFFICE - - - 50 - 50

25 PRAMUWISATA MUDA POKDARWIS - - - 50 - 50

26 AUDITOR BIDANG PERHOTELAN - 50 25 - - 75

JUMLAH 320 550 100 150 50 1170

JENIS PELATIHAN / DIKLATNO JUMLAH
TAHUN/ORANG
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2. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan 

Pariwisata melalui sub kegiatan : Pemilihan dan Pemberdayaan Duta 

Wisata Raka Raki Jatim, Pelatihan Bahaya HIV/AIDS Bagi Komunitas 

Pariwisata Jatim, Kreativitas Provila (Provinsi Wilayah Anak); 

3. Pembinaan Sadar Wisata; 

Untuk mengukur keberhasilan dan pelaksanaan program tersebut dapat 

dilihat  dari perkembangan kinerja serta prestasi tingkat nasional yang 

diraih sebagai berikut : 

Tabel 4.176 
Kinerja Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Tenaga Kerja) 

Tahun 2014-2018 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 

Tabel 4.177 
Prestasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Tahun 2014-2018 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 

 

4) Program Pengembangan Industri Pariwisata  

Program Pengembangan Industri Pariwisata bertujuan untuk  melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan serta pemberian bimtek 

dan evaluasi industry pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar 

usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

A. Perubahan RPJMD 2004-2019 : 

1. Penguatan Usaha Sarana Pariwisata melalui sub kegiatan : Klasifikasi Hotel 

Dan Restoran; 

No Kinerja Satuan 2014 2015 2016 2017 2018*
1 Hotel  Bintang orang 23,709             23,709           24,564             29,722             -

2 Hotel  Melati orang 45,947             48,202           53,022             58,324             -

3 Restoran/Rumah Makan orang 69,473             69,473           81,764             89,942             -

4 Usaha Perja lanan Wisata orang 7,035               7,128             12,738             14,011             -
5 Daya Tarik Wisata orang 16,126             17,623           19,385             23,455             -
6 Rekreas i  dan Hiburan Umum orang 38,603             41,754           45,929             55,574             -

Jumlah orang 200,893           207,889         237,402           271,028           -

No Kategori  Yang Di lombakan 2014 2015 2016 2017 2018 *
1 Duta  Wisata  Indones ia Juara  1 (Raka  Raki  ) Runner Up 1  (Raka  

Raki )
Favori t (Raka  Raki )
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2. Penguatan Usaha Jasa Pariwisata melalui sub kegiatan : Sosialisasi Regulasi 

Usaha Jasa Pariwisata, Bimtek Penyusunan Paket Wisata Bagi BPW 

Penyelenggara Umrah Dan Haji; 

3. Penguatan Sumber Daya Manusia Profesionalismen Bidang Pariwisata 

melalui sub kegiatan : Perpanjangan Lisesnsi Bagi Pemandu Wisata, 

Pelatihan Uji Kompetensi bagi Pemandu Wisata Agro, Pemilihan dan 

Pemberdayaan Duta Wisata Raka Raki, Pelatihan Polisi Pariwisata; 

 

5) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk menyelenggarakan 

kegiatan di bidang pemberdayaan SDM Ekraf, Peningkatan produktivitas 

ekonomi kreatif, penyelenggaraan etalase, pengelolaan aset, pelaksanaan 

dokumentasi dan informasi serta pelayanan kepada masyarakat ekraf melalui 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

A. Perubahan RPJMD 2004-2019 : 

1. Penguatan Sarana Dan Prasarana UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif 

melalui sub kegiatan : pembangunan sarana dan prasarana penunjang 

UPT. Ekonomi Kreatif serta pemeliharaan dan pelayanan kegiatan 

ketatausahaan, kerumahtanggan dan pengelolaaan aset; 

2. Penguatan Sumber daya Manusia Ekonomi Kreatif melalui sub kegiatan : 

Workshop Pengembangan SDM Ekraf; 

3. Penguatan Produk Ekonomi Kreatif; 

 
b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

– Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu dipertahankan bila 

perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus perlu dijaga. 

– Semakin ketatnya persaingan antar negara, antar provinsi dalam menciptakan 

destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, yang 

berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

– Kualitas layanan usaha pariwisata belum optimal. 
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– Kualitas layanan pelaku pariwisata belum optimal. 

– Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi masih kurang. 

 

Solusi: 

– Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan 

pengembangan destinasi pariwisata sangat penting mengingat strategi tersebut 

mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas. 

– Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri, terutama pada pasar potensial. 

– Meningkatkan advokasi terhadap pelaku usaha pariwisata menuju standarisasi 

usaha. 

– Meningkatkan fasilitasi uji kompetensi melalui sertifikasi profesi bidang 

pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

– Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi. 
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17. BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

1.17.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan pagu dan realisasi 

Program Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2014 – 2018 secara terinci 

sebagaimana tabel dibawah ini : 

 Tabel 4.178 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 – 2018 

No       Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 (TW-2) 

1 Program 
Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 

Pagu 43.409.500.000 31.684.122.500 16.044.673.300 15.500.600.000 - 

Realisasi 42.088.025.140 31.245.467.019 15.853.670.446 15.105.658.235 - 

% 96,96 98,62 98,81 97,45 - 

2 Program 
Pengembangan 
dan Pembinaan 
Perpustakaan 

Pagu - - - - 7.237.041.000 

Realisasi - - - - 903.854.482 

% - - - - 12,49 

3 Program 
Pengembangan 
dan Pelestarian 
Bahan 
Perpustakaan 

Pagu - - - - 1.701.346.000 

Realisasi - - - - 715.478.797 

% - - - - 42,05 

4 Program 
Peningkatan Mutu 
Layanan 
Perpustakaan 

Pagu - - - - 1.275.000.000 

Realisasi - - - - 405.540.587 

% - - - - 31,81 

5 Program Perbaikan 
Sistem 
Administrasi 
Kearsipan 

Pagu 3.833.800.000 1.644.502.500 531.741.600 1.475.000.000 889.000.000 

Realisasi 3.750.664.514 1.641.536.140 531.123.300 1.468.262.973 425.581.150 

% 97,83 99,82 99,88 99,54 47,87 

6 Program 
Penyelamatan dan 
Pelestarian 

Pagu 4.570.000.000 3.705.497.500 1.944.535.000 1.021.000.000 - 

Realisasi 4.527.988.961 3.686.221.842 1.931.279.158 1.020.623.650 - 
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No       Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 (TW-2) 

Dokumen / Arsip 
Daerah 

% 99,08 99,48 99,32 99,96 - 

7 Program 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 
(Kearsipan) 

Pagu 1.520.500.000 1.700.000.000 559.258.400 479.000.000 - 

Realisasi 1.506.963.900 1.687.804.010 556.871.740 477.178.700 - 

% 99,11 99,28 99,57 99,62 - 

8 Program 
Penyelamatan, 
Pendayagunaan 
dan Pelayanan 
Arsip 

Pagu - - - - 932.479.000 

Realisasi - - - - 485.730.413 

% - - - - 52,09 

9 Program 
Pengembangan 
Penyelenggaraan 
Kearsipan 

Pagu - - - - 526.900.000 

Realisasi - - - - 243.392.094 

% - - - - 46,19 

(Sumber : BPKAD Prov. Jatim) 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

  Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, 

dilaksanakan tahun 2014 - 2017. Program ini mengikuti perubahan RPJMD Provinsi 

Jawa Timur, program sebelumnya dipecah menjadi 3 (tiga) program yaitu Program 

Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan, Program Pengembangan dan 

Pelestarian Bahan Pustaka, dan Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan. 

Capaian Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan 

indikator Indeks Minat Baca Masyarakat Jawa Timur pada tahun 2017 ditargetkan 70, 

dapat terealisasi 72 atau capaian kinerjanya sebesar 103 %. Untuk Indikator kedua 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan ditargetkan 83 dapat 

terealisasi  82,65  atau  capaian kinerja 99,57 %. 

  Capaian Program baru yang dilaksanakan di tahun 2018 adalah sebagai 

berikut : 
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1) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan (2018)  

Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dengan indikator 

program Indeks Minat Baca ini, bertujuan untuk meningkatkan kegemaran 

membaca dan pembinaaan perpustakaan melalui : 

a. Pemetaan perpustakaan sekolah sebanyak 3.446 unit Nomor Pokok  

Perpustakaan (NPP). 

b. Kegiatan penyediaan pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 

sebanyak 948 Perpustakaan 

c. Kegiatan Penyediaan Perpustakaan Desa sebanyak 2.556 Perpustakaan Desa 

 

2) Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka (2018) 

Program pengembangan dan pelestarian bahan pustaka dengan indicator 

Persentase Penerbit dan Perusahaan Rekaman yang menyerahkan Karya Cetak 

dan Karya Rekam, merupakan program yang baru dilaksanakan di tahun 2018, 

bertujuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan bahan perpustakaan melalui : 

a. Kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan : Karya Cetak 

dan Karya Rekam sebanyak 5.736 item, Koleksi muatan lokal sebanyak 4.442 

judul, Jumlah Koleksi Perpustakaan sebanyak 460.605 exemplar. 

b. Kegiatan penambahan koleksi perpustakaan sebanyak 7.500 exp dan entry 

koleksi perpustakaan digital sebanyak 3.400 entry 

c. Kegiatan pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan sejumlah 75.000 

exp  

 

3) Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan  (2018) 

Program peningkatan mutu layanan perpustakaan merupakan program yang 

baru dilaksanakan ditahun 2018 memiliki indikator program Indeks Minat Baca, 

bertujuan untuk mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat Jawa 

Timur melalui : 

a. Layanan Terpadu Perpustakaan : Pelayanan Ekstensi sebanyak 198 kali, 

Pelayanan Dongeng Keliling sebanyak 282 kali, dan Jumlah Pemustakan 

mencapai 1.284.392.031 orang. 
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b. Kegiatan meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Jawa Timur dengan 

Indeks Minat Baca masyarakat Jawa Timur sebesar 72 dan Layanan IKM 

Perpustakaan sebesar 82,65 

c. Pameran Perpustakaan sebanyak 26 kali 

 

4) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (2014 – 2018) 

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan memiliki Indikator kinerja  

Organisasi Perangkat Daerah  yang menerapkan arsip secara baku dengan 

capaian sampai dengan tahun 2017 sebesar 21,28 %, program ini bertujuan 

untuk mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien dengan 

dukungan regulasi daerah serta SDM kearsipan yang profesional melalui :  

a. Kegiatan peningkatan kompetensi petugas pengelola kearsipan sebanyak 660 

orang 

b. Kegiatan Publikasi dan Pemasyarakatan Kearsipan sebanyak 820 orang 

c. Kegiatan Pengawasan Kearsipan sebanyak 47 OPD Provinsi Jawa Timur 

 

5) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (2014-2017), 

merupakan program sebelum adanya perubahan RPJMD dan sejak tahu 2018 

berganti menjadi  sebagai berikut : 

Program Penyelamatan dan Pendayagunaan Kearsipan (2018) merupakan 

program yang baru dilaksanakan ditahun 2018, bertujuan untuk penyelamatan 

arsip baik fisik maupun informasi yang berasal dari OPD Provinsi Jawa Timur, 

BUMD, Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan sehingga arsip dapat 

didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang melalui : 

a. Kegiatan pengelolaan arsip menjadi bahan informasi sebanyak 106 daftar 

inventaris 

b. Indeks Layanan Kepuasan Pengguna Arsip sejumlah 83 

c. Kegiatan Alih Media Arsip sebanyak 15.000 berkas 

d. Kegiatan Akuisisi arsip sebanyak 32.044 berkas 

e. Kegiatan Pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebanyak 5000 

entry data 
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6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan (2014-2017) 

memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan, 

sampai tahun 2017 capaiannya dari yang ditargetkan 81 dan realisasinya 80,25 

atau 99,07%.  Program ini berganti menyesuaikan dengan perubahan RPJMD, 

menjadi sebagai berikut : 

Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan (2018) 

Program pengembangan penyelenggaraan kearsipan in merupakan program 

yang baru dilaksanakan ditahun 2018 bertujuan untuk menyusun dan 

mengembangkan kajian di bidang kearsipan dan meningkatkan kerjasama 

kearsipan melalui : 

a. Kegiatan Penyusunan Peraturan, Pedoman, dan kajian Kearsipan sejumlah 20 

Peraturan dan Pedoman Kearsipan 

b. Kegiatan Perluasan Jaringan Kearsipan melalui 12 kerjasama dalam bidang 

kearsipan 

 

b. Permasalahan dan Solusi dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan 

1. Permasalahan dan Solusi Bidang Perpustakaan 

Permasalahan Bidang Perpustakaan : 

a. Perubahan SOTK 

Dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

mengakibatkan adanya perubahan nomenklatur dan pejabat bagi Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan di kabupaten/kota. Mayoritas Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan di kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat baru yang belum 

banyak mengetahui urusan wajib tentang  perpustakaan dan kearsipan. Hal ini 

sedikit banyak menyebabkan terhambatnya program dan kegiatan Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur di kabupaten/kota; 

b. Sarana Prasarana Perpustakaan 

Terhambatnya penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan perpustakaan 

yang dikarenakan tertundanya proses pengadaan belanja barang terutama yang 

melalui proses lelang umum sehingga dengan sendirinya menjadi penghambat 
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bagi lembaga perpustakaan dalam mengemban amanat turut mengembangkan 

minat dan budaya baca serta meningkatkan indeks minat baca masyarakat. 

c. Pengembangan Koleksi 

Di era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi, peran perpustakaan 

mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya perpustakaan mengharuskan 

pemustakanya untuk datang ke perpustakaan mengikuti prosedur yang 

dipersyaratkan secara konvensional, dengan mengikuti panduan pustakawan 

atau tenaga pengelola perpustakaan. Mungkin di kemudian hari, lembaga 

perpustakaan harus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat dalam 

pemenuhan buku koleksi yang harus dipersiapkan, sistem pelayanan, teknologi 

yang digunakan dan lain-lain. 

Solusi Bidang Perpustakaan: 

a. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten/Kota, terutama mengenai program dan kegiatan pada tahun 2017 

serta rencana program dan kegiatan pada tahun 2018 sehingga ada sinkronisasi 

program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing; 

b. Meningkatkan Layanan Ekstensi melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan 

Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah/Desa agar bisa menjangkau 

masyarakat lebih luas. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan informasi kepada 

masyarakat terutama masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan dimana 

biasanya tempat perpustakaan umum berada.  

c. Peningkatan dan pemenuhan SDM terdidik dan terlatih bagi Pustakawan dan 

Tenaga Pengelola Perpustakaan dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan 

perpustakaan secara berkala, rapat koordinasi, bimbingan teknis, 

pendampingan maupun sosialisasi minat dan budaya baca. Bagi ASN yang 

memenuhi syarat direkomendasikan untuk mengikuti Impassing fungsional 

Pustakawan. Diharapkan dengan pembinaan terus menerus terhadap SDM 

maupun lembaga perpustakaan, akan mendorong tercapainya indeks minat dan 

budaya baca seperti yang diharapkan. 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-458 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

d. Koleksi buku perpustakaan adalah sarana utama dalam penyelenggaraan 

perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah 

berupaya meningkatkan koleksi buku melalui hasil penyerahan karya cetak 

karya rekam dari penerbit sebagaimana amanat UU No. 4 Tahun 1990 tentang 

Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam,  donasi perseorangan/korporasi, 

pembelian dan hasil alih media. Dan saat ini juga sudah mulai dikembangkan E 

Library dan E Book. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

2. Permasalahan dan Solusi Bidang Kearsipan 

Permasalahan Bidang Kearsipan : 

a. Kebijakan 

Minimnya pedoman / standar / peraturan kearsipan yang ada membuat 

penyelenggaran kearsipan berjalan tanpa arah. Hal ini membuat   unit 

kearsipan yang seharusnya melaksanakan fungsi penyelenggaraan kearsipan 

dinamis, melepaskan tanggungjawab sehingga banyak arsip yang tidak terkelola 

dengan baik karena banyak faktor. Selain itu, proses pengesahan Jadwal 

Retensi Arsip yang menjadi dasar bagi pengelolaan arsip memerlukan waktu 

yang lama sehingga mengakibatkan banyak arsip bernilai yang hilang, rusak dan 

tidak terselamatkan. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Tenaga Pengelola Kearsipan dan Fungsional Arsiparis adalah SDM yang 

diharapkan dapat mengelola arsip sejak diciptakan hingga disajikan kembali 

sebagai referensi. Sayangnya profesi ini kurang mendapat perhatian dari ASN 

karena berbagai alasan. Berdasarkan data, jumlah fungsional arsiparis di 

seluruh Jawa Timur berkisar 100 orang. Jika setiap unit kearsipan ada 1 (satu) 

orang arsiparis dan 2 (dua) orang tenaga pengelola kearsipan, sudah tentu Jawa 

Timur sangat kekurangan fungsional arsiparis dan tenaga pengelola arsip.  

c. Rendahnya Apresiasi  

Rendahnya apresiasi pimpinan dan staf lembaga terhadap kearsipan makin 

memperparah terpuruknya penyelenggaraan kearsipan. Dampak dari sikap 
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tidak peduli adalah hilangnya arsip  maupun asset bernilai. Tentu hal ini tidak 

bisa dibiarkan karena di era reformasi birokrasi, indikasi pemerintahan yang 

baik adalah tertib arsip dan administrasi. 

d. Implementasi e-Goverment 

Tujuan dari Implentasi e-Goverment adalah untuk mewujudkan birokrasi 

pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan dunia saat ini yang 

telah memasuki era connectivity dan internet of things yang dapat 

mempersingkat  batasan ruang dan waktu. Secara umum masalah Kearsipan 

yang dihadapi dalam Implementasi e-Goverment adalah Kebijakan Hukum yang 

mengatur transaksi data elektronik dalam bidang Autentisitas arsip elektronik, 

perlindungan data arsip elektronik dan pengakuan keabsahan arsip elektronik 

dalam perspektif hukum pembuktian. 

 

Solusi Bidang Kearsipan : 

a. Penyusunan peraturan/pedoman/standar kearsipan yang dimulai dari Perda 

No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, kemudian diikuti 

dengan Pergub-pergub tentang penyelenggaran kearsipan. Meskipun belum 

memenuhi semua peraturan kearsipan, tetapi Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk memenuhi 4 (empat) pilar 

penyelenggaraan kearsipan, yaitu : Pedoman Tata Naskah Dinas, Pedoman 

Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadual 

Retensi Arsip (JRA). Khusus untuk JRA saat ini sedang berupaya untuk 

menyusun JRA setiap OPD Provinsi Jawa Timur. 

b. Sebagaimana perpustakaan, bidang kearsipan tidak diminati oleh ASN karena 

dianggap tidak member keuntungan financial. Itu sebabnya keberadaan tenaga 

pengelola kearsipan maupun fungsional arsiparis sulit untuk berkembang. 

Mengantisipasi kekurangan SDM kearsipan, pemerintah melalui Kementrian 

PAN dan RB mengadakan inpassing bagi ASN yang memenuhi syarat untuk 

direkomendasi sebagai arsiparis. Pembinaan,  pelatihan  maupun 

pendampingan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan 

profesionalisme SDM kearsipan. 
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c. Sosialisasi kearsipan  telah dilakukan terutama kepada para pemangku 

kepentingan. Upaya pemasyarakatan kearsipan dilakukan di kalangan murid 

sekolah melalui pameran, Layanan Wisata Arsip Anak Sekolah (WARAS), 

penyusunan Naskah Sumber Arsip, penyelenggaraan Hari Kunjung Arsip dan 

talk show kearsipan. 

d. Strategy dalam menghadapi permasalahan Implementasi e-Goverment yaitu 

dengan membuat Peraturan Hukum yang mengatur tentang transaksi data 

elektronik, dan membangun sistem informasi dengan menghubungkan antara 

informasi, teknologi dengan tugas pokok organisasi sehingga dapat terwujud 

automasi bussiness proses di setiap Organisasi Perangkat Daerah.  
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2. URUSAN PILIHAN 

1. BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

2.1.1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci 

sebagaimana tabel dibawah ini : 

   Tabel 4.179 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Masyarakat 
Pesisir  

Pagu 13.155.600.000 - - - - 
Realisasi 11.902.692.861 - - - - 

% 90,48 - - - - 

2 

Program 
Optimalisasi 
Pengelolaan dan 
Pemasaran 
Produksi 
Perikanan 

Pagu 17.091.800.000 - - - - 
Realisasi 12.938.263.389 - - - - 

% 75,70 - - - - 

3 

Program 
Pengembangan 
Kawasan 
Agropolitan 

Pagu 1.000.000.000 - - - - 
Realisasi 971.618.980 - - - - 

% 97,16 - - - - 

4 

Program 
Peningkatan 
Kesejahteraan 
Petani 

Pagu 1.500.000.000 - - - - 
Realisasi 1.396.293.125 - - - - 

% 93,09 - - - - 

5 

Program 
Pengembangan 
Budidaya 
Perikanan 

Pagu 30.121.900.000 95.514.643.402 105.504.174.000 122.611.760.000 101.408.296.800 
Realisasi 28.456.742.479 94.371.046.409 103.866.008.297 116.270.596.779 32.289.479.388 

% 94,47 98,80 98,45 94,83 31,84 

6 

Program 
Pengembangan 
Perikanan 
Tangkap 

Pagu 133.346.910.000 166.670.994.280 223.307.999.674 346.345.779.000 285.012.666.550 
Realisasi 118.506.070.214 162.715.684.941 218.521.227.994 332.640.254.521 102.660.900.776 

% 88,87 97,63 97,86 96,04 36,02 

7 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Pelaku 
Usaha Perikanan 

Pagu - 9.121.372.198 12.517.422.300 15.853.240.000 8.500.000.000 
Realisasi - 8.438.296.769 10.754.053.203 12.063.118.278 2.538.197.430 

% - 92,51 85,91 76,09 29,86 

8 

Program 
Pengembangan 
Kelautan, Pesisir. 
Pulau-Pulau Kecil 

Pagu - 23.548.703.580 36.823.204.856 74.611.224.000 70.446.203.880 
Realisasi - 22.741.447.138 35.594.308.558 69.460.105.414 7.602.880.374 

% - 96,57 96,66 93,10 10,79 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
dan Pengawasan 

9 

Program 
Peningkatan 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Perikanan 

Pagu - 41.880.852.100 29.752.825.250 51.897.000.000 61.921.700.000 
Realisasi - 39.167.500.051 27.527.215.721 48.506.611.179 22.801.611.107 

% - 93,52 92,52 93,47 36,82 

10 

Program 
Pemberdayaan 
Usaha Garam 
Rakyat 

Pagu - 4.090.000.000 11.186.156.000 10.000.000.000 11.360.860.000 
Realisasi - 3.983.972.900 10.876.941.850 9.556.881.198 506.106.552 

% - 97,41 97,24 95,57 4,45 

(Sumber : BPKAD Prov. Jatim) 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dengan memberdayakan SDM 

dalam mengelola sumberdaya kelautan dan Perikanan di pesisir melalui : 

- Rehabilitasi ekosistem primer di wilayah pesisir. 

- Kegiatan bersih pantai. 

- Fasilitasi pendampingan usaha garam rakyat. 

- Monitoring operasional SPDN (Solar Package Dealer Nelayan). 

- Pembinaan,  peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi, sinkronisasi dan lokakarya 

bidang kelautan, pesisir dan pengawasan bagi masyarakat pesisir. 

- Pengawasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. 

- Pemberian bantuan sarana pengawasan bagi Pokmaswas. 

- Operasional Poskamladu. 

- Pengadaan sarana kapal pengawasan. 

Tabel 4.180 
 Perkembangan Capaian Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat pesisir 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 
Rehabilitasi Mangrove (Ha) 52 - - - - 
Rehabilitasi Terumbu Karang (Ha) 10 - - - - 
Jumlah Pokmaswas (Kelompok) 230 - - - - 

                                        Sumber : Dinas dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 

bertujuan untuk mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran produk hasil 

kelautan dan perikanan melalui : 

- Diversifikasi produk olahan 

- Layanan Health Certificate secara on line 

- Pelaksanaan Bimtek penerapan Cold Chain System (CCS), Pengembangan 

Produk Bernilai Tambah (PPNT), Pengembangan Pemasaran bagi pedagang 

ikan, Penguatan kelembagaan bagi UMKM Wanita sektor perikanan dan 

kelautan, Manajemen Usaha, kewirausahaan dan peningkatan kelayakan 

usaha bagi UMKM. 

- Pembinaan penerapan GMP/SOP, SKP dan HACCP bagi UPI Ekspor 

- Penyebarluasan informasi peluang usaha dan investasi melalui Fasilitasi 

manajemen usaha PUMP P2HP, Fasilitasi peningkatan kinerja KKMB, 

Pengembangan ekonomi kreatif, Fasilitasi akses permodalan, Pendampingan 

bisnis IMB Suramadu bagi UMKM. 

- Pengawasan peredaran bahan kimia berbahaya bagi produk perikanan dalam 

rangka mitra praja utama  

- Peningkatan kemitraan dan mitra bisnis pelaku usaha perikanan dalam 

mendukung industrialisasi 

Tabel 4.181 
Perkembangan Capaian Program Optimalisasi Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi Perikanan 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 

Volume 
ekspor (Ribu 
Ton) 

360,8 - - - - 

Nilai ekspor 
perikanan 
(USD) 

1.437.050.000 - - - - 

                        Sumber : Data Satistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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3) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk memberikan 

stimulan pada sentra produksi potensial di kawasan agropolitan/minapolitan 

melalui : 

- pemberian paket bantuan prasarana dan sarana budidaya perikanan berupa 

kolam beton, benih, pakan, pompa air, obat-obatan dan peralatan panen 

- Pembinaan dan bimtek bagi penerima paket bantuan 

Tabel 4.182 
Perkembangan Capaian Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 

Kawasan Agropolitan Bidang Perikanan 
dan Kelautan (Kawasan) 

12 - - - - 

                        Sumber : Dinas  Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin yang terfokus pada aspek pemberdayaan usaha 

perikanan budidaya dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan dan 

pengangguran di Jawa Timur melalui : 

- Pemberian paket bantuan prasarana dan sarana budidaya perikanan berupa 

kolam, benih, pakan, obat-obatan dan peralatan produksi.   

- Pembinaan dan bimtek bagi penerima paket bantuan 

Tabel 4.183 
Perkembangan Capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 
Kelompok APP bidang perikanan 
(kelompok) 8 12** 13** 16** 17** 

                        Sumber : Dinas  Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II,  

    **) Tahun 2015 – 2018 masuk pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 
 

5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

Program Pengembangan Budidaya Perikanan bertujuan untuk 

mengoptimalkan produksi perikanan budidaya di Jawa Timur melalui : 

- Intensifikasi produksi perikanan budidaya yakni pengembangan kawasan 

budidaya dengan pemberian paket saprodi budidaya perikanan 
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- Pengembangan klaster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor yakni 

pengembangan komoditas unggulan berpotensi ekspor di kawasan budidaya 

yang berpotensi 

- Fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket bantuan 

berupa sarana budidaya perikanan bagi rumah tangga miskin 

- Pengembangan induk dan benih unggul yang dilakukan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Perikanan Budidaya guna penyediaan induk dan benih unggul bagi 

pembudidaya ikan di Jawa Timur 

- Fasilitasi program pakan mandiri dengan memberikan paket hibah berupa alat 

pengolah pakan ikan beserta bahan baku pakan ikan  

- Pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan budidaya melalui monitoring 

hama penyakit ikan dan pemakaian obat ikan, monitoring lingkungan budidaya, 

pemberian paket hibah berupa alat pengukur kualitas air 

- Pertemuan, pembinaan dan sosialisasi terkait upaya peningkatan produksi 

perikanan budidaya kepada para pelaku usaha perikanan budidaya di Jawa 

Timur 

Perkembangan capaian produksi perikanan budidaya Provinsi Jawa Timur 

dalam kurun waktu tahun  2014 - 2019 sebagai berikut : 

Tabel 4.184 
Perkembangan Capaian Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 
Jumlah produksi 
(Ton) 

1.043.885,4 1.093.121 1.159.168,6 1.189.442,7 641.340,9 

                                        Sumber : Data Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II, 
     

6) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap bertujuan untuk mengoptimalkan 

produksi perikanan tangkap di Jawa Timur melalui : 

- Pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu 

penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku dan tidak hanya berorientasi terhadap peningkatan 

kuantitas namun juga terhadap peningkatan mutu/kualitas hasil tangkapan 

agar mendapatkan nilai jual yang tinggi di pasaran kepada nelayan. 
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- Pemulihan sumber daya ikan di laut dengan underwater restocking dan 

penebaran benih ikan di perairan umum daratan (PUD). 

- Perbaikan sumberdaya habitat ikan di laut melalui pembangunan rumah ikan 

(Fish apartement) guna mendukung peningkatan ketersediaan sumber daya 

ikan sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya ikan di laut. 

- Pemberian bantuan pelayanan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan 

agar nelayan dapat beroperasional secara maksimal terkait sarana yang 

digunakan layak secara teknis dan lengkap administrasinya sehingga dapat 

mengurangi tindak illegal fishing. 

- Penerapan sistim rantai dingin (Cold Chain System/CCS), yaitu melengkapi 

palka yang berinsulasi di kapal nelayan dan penggunaan es batu pada hasil 

tangkapan serta pembangunan cold storage di pelabuan-pelabuhan perikanan.  

- Pertemuan, pembinaan dan sosialisasi terkait upaya peningkatan produksi 

perikanan tangkap kepada para pelaku usaha perikanan tangkap di Jawa Timur. 

Perkembangan capaian produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Timur dalam 

kurun waktu tahun  2014 - 2019 sebagai berikut : 

Tabel 4.185 
 Perkembangan Capaian Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 
Jumlah produksi 
(Ton) 

399.372,2 405.867,7 407.815,41 417.485,04 134.193,9 

                        Sumber : Data Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

7) Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan 

Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui 

pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis kepada kelompok pembudidaya ikan 

(pokdakan), KUB nelayan, kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar), kelompok 

masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan kelompok usaha garam rakyat (Kugar). 

Tabel 4.186 
Perkembangan Capaian Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 
Kelompok 
Kelautan dan 

- 6.230 6.778 7.854 415 
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Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 
Perikanan 
yang Terakses 
(kelompok) 

                        Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

8) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan. 

Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan 

bertujuan untuk mengelola wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta 

mengoptimalkan pengawasan pada usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan dan 

perikanan di Provinsi Jawa Timur melalui : 

- Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang pada kawasan pesisir pantai di 

Jawa Timur 

- Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018-2038. 

- Memberikan informasi dan rekomendasi terhadap permohonan pemanfaatan 

ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

- Penyusunan dokumen profiling reklamasi di pesisir perairan Provinsi Jawa 

Timur. 

- Penyusunan dokumen kadaster di ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

- Inisiasi pembentukan zonasi kawasan konservasi perairan di Provinsi Jawa 

Timur. 

- Pembuatan dan pemasangan tugu pasti (pasang surut tertinggi) dan patok laut 

di ruang batas kewenangan pengelolaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

- Koordinasi dengan organisasi pemerintahan di lingkup Provinsi Jawa Timur 

perihal SOP perizinan dalam pengelolaan ruang laut khususnya DPMPTSP 

melalui UPT P2T dan OPD terkait lainnya. 

- Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan kepada para pelaku usaha 

kelautan dan perikanan bersama dengan instansi terkait  

- Melakukan patroli/pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran 

perikanan. 
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Tabel 4.187 
Perkembangan Capaian Program Pengembangan Kelautan, Pesisir. Pulau-Pulau 

Kecil dan Pengawasan 
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 

Rehabilitasi 
Mangrove (Ha) 

52 45 100 150,56 70,84 

Rehabilitasi 
Terumbu 
karang (Ha) 

10 8 10 15,40 3,92 

Luasan zonasi 
wilayah ruang 
laut dan pesisir 
(km2) 

- - - - 3.150 

                         Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                         Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

9) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bertujuan 

untuk mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan 

perikanan di Provinsi Jawa Timur melalui : 

- Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan baik 

skala kecil, menengah dan besar terkait pengembangan produk nilai tambah, 

inovasi teknologi pengolahan dan peningkatan kualitas kemasan 

- Pemberian legalitas penerapan sistem jaminan mutu dengan sertifikasi 

kelayakan pengolahan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 

- Pemberian paket bantuan hibah berupa peralatan pengolahan dan pemasaran 

kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala UKM. 

- Fasilitasi promosi produk kelautan dan perikanan. 

- Peningkatan angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan 

gemarikan. 

Tabel 4.188 
Perkembangan Capaian Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 

Jumlah produk 
olahan dari UPI 
yang bersertifikat 
(Ton) 

- 1.326.574 1.434.673 1.492.625 826.681 

                        Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
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                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

10) Program Pemberdayaan Usaha garam Rakyat 

Program Pemberdayaan Usaha garam Rakyat bertujuan untuk 

mengoptimalkan produksi garam rakyat di Provinsi Jawa Timur melalui :  

- Pemberian bantuan teknologi berupa geomembran, rumah garam, rumah 

tandon air tua dan peralatan produksi sebagai upaya untuk meningkatkan 

produksi dan kualitas hasil produksi garam rakyat. 

- Peningkatan prasarana dengan pembangunan jalan produksi tambak garam 

dan normalisasi saluran 

- Sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir khususnya bagi wanita 

pengolah garam, monitoring dan evaluasi serta pengawasan hasil produksi 

garam 

- Menjalin kemitraan antara petani produsen garam rakyat dengan Bank UMKM 

serta lembaga pendamping dalam fasilitasi dukungan permodalan, 

mempercepat pembentukan koperasi garam serta memfasilitasi lembaga 

koperasi garam yang sudah ada agar dapat difasilitasi permodalannya dalam 

rangka membeli dan membantu pemasaran hasil produksi garam rakyat, 

mengembangkan sistem resi gudang garam seperti halnya resi gudang untuk 

tebu dan lain-lain. 

-  Peningkatan sistem pendataan garam di lapangan terkait produksi, 

penyerapan dan stok garam 

Tabel 4.189 
Perkembangan Capaian Program Pemberdayaan Usaha garam Rakyat 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018* 

Jumlah 
produksi (Ton) 

958.000 1.089.000 98.489,59 436.930 149.160,52 

                         Sumber : Data Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
                        Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

1. Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang terbatas. 
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2. Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup 

khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang 

optimal. 

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam 

mendukung usaha perikanan tangkap. 

4. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian 

paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke semua 

pembudidaya ikan air tawar. 

5. Alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non - perikanan. 

6. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan 

belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya. 

7. Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri 

pengolahan ikan di Jawa Timur. 

8. Kompetensi pelaku industri perikanan skala UKM belum memadai untuk 

menghadapi persaingan di pasar global. 

9. Masih  adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur 

penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya 

konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar 

provinsi.  

10. Demikian juga pelanggaran penggunaan alat tangkap  yang dilarang dan  bahan 

peledak yang merusak lingkungan.  

11. Masyarakat khususnya nelayan belum seluruhnya memahami dan 

melaksanakan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

12. Masih adanya inkonsistensi aturan hukum terkait kegiatan penangkapan ikan 

contohnya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan penangkapan 

benur (benih lobster). 

13. Luas wilayah pengawasan laut yang semakin luas terkait dengan kewenangan 

12 Mill tidak berimbang dengan sarana prasarana serta petugas pengawasan 

yang ada. 
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14. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum 

berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena 

ketidakseimbangan laju kerusakan ekosistem dengan laju pertumbuhan biota. 

15. Produktivitas garam belum optimal. 

16. Masih banyak ditemui pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan alokasi 

ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2018-2038. 

17. Masih rendahnya pemahaman batas pengelolaan wilayah perencanaan ruang 

laut sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Solusi: 

1. Melakukan perbaikan habitat dan stok sumberdaya ikan melalui pembangunan 

rumah ikan serta pengkayaan ikan di laut dan perairan umum darat (PUD). 

Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan  potensi Pantai Selatan Jawa Timur yang masih 

relatif rendah tingkat eksploitasinya. 

2. Pemberian bantuan/hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap jaring, 

pancing atau alat bantu penangkapan ikan berupa motor tempel atau GPS Fish 

Finder untuk mendukung operasional penangkapan ikan, serta pemberian 

informasi akses permodalan. 

3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan untuk mendukung usaha 

perikanan tangkap. 

4. Intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pemberian paket 

hibah perikanan budidaya, pakan mandiri dan obat ikan; pelatihan teknis 

perbenihan dan budidaya ikan; apresiasi kepada kelompok pembudidaya ikan 

(pokdakan); perbaikan mutu induk dan benih, alih teknologi (adopsi teknologi 

hasil penelitian); Intensifikasi, pemanfaatan lahan terbatas budidaya ikan 

dengan memanfaatkan lahan di pekarangan, sekolah pondok pesantren/panti 

asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Bioflok, revitalisasi tambak 

tradisional dengan pemberian sarana produksi . 
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5. Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang dilakukan 

oleh UPT maupun instalasi budidaya lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Jawa Timur dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi 

baru yang akan diterapkan sebagai contoh budidaya lele sistem bioflok. 

6. Lebih mendorong Unit Pengolah Ikan (UPI) untuk mencari bahan baku ikan ke 

provinsi lain di luar Jawa dan menjalin kerjasama dengan provinsi lain. 

7. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi 

terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia. 

8. Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan provinsi, 

kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum dalam penanganan 

pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik 

nelayan. 

9. Perlu adanya kejelasan tentang aturan hukum yang inkonsistensi terkait 

kegiatan penangkapan ikan. 

10. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan bersama dengan instansi 

terkait serta melakukan patrol/pengawasan dan penindakan terhadap pelaku 

tindak pidana perikanan. 

11. Menyediakan sarana dan prasarana pengawasan baik untuk petugas maupun 

Pokmaswas serta mengusulkan penambahan petugas untuk pengawasan serta 

mengoptimalkan peran Pokmaswas dan Poskamladu yang ada di wilayah kerja 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

12. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan konservasi dengan melibatkan peran 

serta masyarakat dengan penyadartahuan kepada kelompok masyarakat 

melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu 

karang berkelanjutan. 

13. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas usaha garam melalui 

pemberian bantuan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi 

kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi Geomembran. 
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14. Perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah secara berkelanjutan. 
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URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN URUSAN PERTANIAN  

2.2.1   DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan pagu dan realisasi Program 

Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Mendukung Ketahanan 

Pangan : 

Tabel 4.190 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk 

Mendukung Ketahanan Pangan (Urusan Pangan) 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 

(Sumber : BPKAD Provinsi  Jawa Timur,) 
 Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
a. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN 

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Tahun 2014 

Program Kesejahteraan Petani hanya pada tahun 2014, yang bertujuan untuk 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, sebagai upaya penurunan 

No Program Anggaran  2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
1 Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 
Pagu 1.500.000.000 - - - - 

Realisasi 
 

1.447.568.225 
 

- - - - 

% 96,50 - - - - 
2 Peningkatan 

Ketahanan 
Pangan  

Pagu 
 

47.800.000.000 
 

28.400.000.000 
 

35.825.155.000 
 

9.425.000.000 
 

9.706.690.000 
 

Realisasi 45.162.836.000 26.254.520.463 35.553.595.569 7.606.134.772 1.312.903.065 
% 94,48 92,45 99,24 80,70 13,52 

3 Peningkatan 
Diversifikasi 
Pangan 

Pagu 
 

- 21.942.170.000 31.483.025.000 10.125.000.000 - 

Realisasi - 21.433.615..962 31.108.003.675 9.503.199.677 - 
% - 97,68 98,80 93,86 - 

4 Pemberdayaan  
Penyuluhan  Pertanian 
Perikanan, dan Kehutanan 

Pagu 13.500.000.000 10.132.500.000 13.879.520.441 3.150.000.000 - 
Realisasi  12.418.353.770 9.770.682.900 13.381.147.475 2.334.321.100 - 

% 91,99 96,43 96,13 74,11 - 
5 Peningkatan Pemasaran  

Hasil Produk Pertanian, 
Perkebunan, Peternakan 
dan Perikanan 

Pagu 4.865.000.000 - - - - 
Realisasi 4.666.186.600 - - - - 

% 95,91 - - - - 

6 Pengembangan 
Kawasan Agropilitan 

Pagu 1.550.000.000 - - - - 
Realisasi 1.480.015.100 - - - - 

% 95,48 - - - - 
7 Penerapan  Teknologi 

Pertanian/ Perkebunan/ 
Peternakan 

Pagu 750.000.000 - - - - 
Realisasi 731.096.875 - - - - 

% 97,48 - - - - 
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konsumsi beras (sumber karbohidrat) masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-

umbian. Mengingat potensi umbi-umbian (sumber karbohidrat) di Jawa Timur cukup 

banyak dan tersebar di kabupaten/ kota serta mudah untuk dikembangkan.   Dalam 

upaya mencapai tujuan program, pada tahun 2014 melalui kegiatan Pengembangan 

Usaha Pangan Lokal dan Tradisional berupa sosialisasi diversifikasi pangan dan gizi 

serta pelatihan penggunaan teknologi tepat guna sebagai upaya meningkatkan 

konsumsi umbi-umbian. Pada tahun 2014 konsumsi beras menurun sebesar 1,38 

kg/kapita/tahun dari 90,38 kg/kapita/tahun menjadi 89,0 kg/kapita/tahun.  

Dalam rangka mengapresiasi masyarakat terutama  untuk pengusaha pangan 

olahan (UMKM) pangan lokal, disalurkan bantuan hibah alat pengolahan sebanyak 33 

kelompok. Pada tahun 2015 kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan 

Tradisional masuk pada program Peningkatan Diversifikasi Pangan. 

  

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Tahun 2014 ~ 2018 

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui 

pengembangan ketersediaan pangan dan distribusi pangan secara berkelanjutan. 

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup 

sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.   

Upaya untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, serta 

peningkatkan ekspor non migas maka Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

dengan didukung: 

a) Pemantapan Ketersediaan Pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas keragaman 

dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 (tiga) sumber 

yaitu : (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan 

cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan 

yang secara hirarkhis mencakup rumah tangga, regional (kabupaten, kota, 
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provinsi) dan nasional.  Jawa Timur merupakan lumbung pangan dan pendukung 

terbesar terhadap ketersediaan pangan nasional. Pada umumnya ketersediaan 

pangan strategis di Jawa Timur surplus, kecuali kedelai defisit, hal ini karena 

kedelai tanaman asli sub tropis, sehingga produksi di Jawa Timur rendah, 

sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Timur akan 

kebutuhan protein nabati (tahu, tempe). 

Tabel 4.191 
Ketersediaan Pangan Strategis Jawa Timur Tahun 2014 ~2018 

 

Uraian (ton) 2014 2015 2016 2017 2018*) 

Beras Ketersediaan 7.354.546 7.637.107 7.497.526 7.975.352 7.405.754 
  Konsumsi 3.450.594 3.472.975 3.474.526 3.601.324 3.802.470 
  Surplus 3.903.952 4.164.132 4.022.526 4.374.028 3.603.284 

Jagung Ketersediaan 5.121.143 7.439.770 5.425.180 5.638.374 5.790.392 
  Konsumsi 138.997 163.160 168.598 174.357 171.570 
  Surplus 4.982.146 5.332.188 5.256.582 5.464.017 5.618.822 

Kedelai Ketersediaan 305.003 317.086 316.390 268.142 223.240 
  Konsumsi 405.793 435.093 439.754 365.912 502.740 
  Surplus -100.790 -118.007 -123.364 -97.770 -279.500 

Daging Ketersediaan 234.015 184.284 377.220 304.781   
  Konsumsi 185.329 192.296 276.206 322.012   
  Surplus 48.686 172.301 101.014 -17.231   

Telur Ketersediaan 275.683 323.221 367.174 388.653   
  Konsumsi 173.746 229.913 261.056 326.353   
  Surplus 101.937 93.308 106.119 62.300   

Susu Ketersediaan 593.250 671.520 449.661 400.649   
  Konsumsi 55.020 72.806 73.422 418.300   
  Surplus 538.230 324.190 376.239 -17.651   

Ikan Ketersediaan 1.386.776 742.393 1.453.398 1.293.936   
  Konsumsi 679.540 674.411 242.991 1.211.491   
  Surplus 797.237 647.517 1.210.407 82.446   

Gula Ketersediaan 1.227.898 1.195.501 1.195.501 1.147.590   
  Konsumsi 395.368 392.384 401.295 398.593   
  Surplus 832.529 839.706 794.206 748.997   

Energi Nabati (kkal/kap/hr) 3.478 6.544 2.783 2.845   
  Hewani (kkal/kap/hr) 111 127 302 348   

Protein Nabati (gr/kap/hr) 99,4 145,22 83,63 83,56   
  Hewani (gr/kap/hr) 10,56 11,54 9,49 8,87   

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,  2018 
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Upaya Pemerintah Jawa Timur untuk mengurangi ketergantung pangan 

sumber karbohidrat khususnya beras, pada tahun 2014 – 2016 telah disalurkan 

bantuan hibah bibit umbi-umbian (ganyong, garut, talas, bothe, gembili), pupuk 

organik dan alat pengolahan (penepung, pemarut dan perajang) di 373 desa 29 

kabupaten.  

b) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sesuai amanat Undang-undang 

nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian Urusan Bidang Pangan, Pemerintah 

daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk 

melaksanakan cadangan pangan pemerintah. Pengadaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan 

Perum BULOG. Mekanisme penyaluran  cadangan pangan pemerintah provinsi 

dapat dilakukan 2 cara yaitu : 1) berdasarkan perintah Gubernur (top down); 2) 

usulan Kabupaten/Kota (bottom up). 

Tabel 4.192 
Cadangan Pangan Tahun 2014, 2015 dan 2016 

No. Uraian Jumlah (kg) 
1. Pengadaan :  
  Tahun 2014 186.375 
  Tahun 2015 17.400 
 Jumlah 203.775 

2. Penyaluran :  
  Tahun 2016 (Kab. Trenggalek) 10.147 
  Tahun 2016 (Kab. Sampang) 19.501 
  Tahun 2017 (Kab. Ponorogo) 2.893,17 
  Tahun 2018 (Kab.Ponorogo) 2.520,13 
  Tahun 2018 (Kab. Pacitan) 132.981 
  Tahun 2018 (Kab. Mojokerto) 4178,11 
 Jumlah 172.220,41 

3 Sisa Cadangan Pangan Pemerintah 31.554,59 
Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,  2018 

 

Jawa Timur Tahun 2014 s.d 2018  telah melaksanakan pengembangan 

lumbung pangan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan 

peningkatan kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam mengelola lumbung 

pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia, penguatan modal dan kapasitas 

kelembangaan sebanyak 217 kelompok.  

c) Pembelian Gabah / Bahan Pangan Lainnya merupakan solusi terhadap fluktuasi 

harga antar musim dalam sistem agribisnis pangan seringkali tidak 

menguntungkan bagi petani selaku produsen.  Petani tidak dapat menikmati 
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harga yang layak pada saat panen raya, karena harga jualnya turun akibat 

melimpahnya barang dipasaran.  Sedangkan pada musim paceklik, petani ikut 

kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya karena kepemilikan 

lahan pertanian yang kecil (rata-rata kurang dari 0,25 Ha) serta terbatasnya 

kemampuan petani untuk melakukan penyimpanan hasil produksinya.   

Melalui kegiatan Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya ini, LPG 

diwajibkan melakukan pembelian gabah  secara langsung dari petani/kelompok 

tani (Poktan)/gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan mengacu HPP. 

Sedangkan diluar panen raya padi, LPG dapat memanfaatkan dana tersebut 

untuk membeli bahan pangan lain (jagung dan kedele) dengan harga yang layak 

bagi petani sehingga petani (produsen) dapat memperoleh pendapatan usaha 

taninya lebih banyak. 

 
d) Pengembangan Sistem Tunda Jual bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

kelompok tani dalam mengembangkan sistem tunda jual sesuai dengan kondisi 

wilayahnya, meningkatkan posisi tawar dan nilai jual hasil pertanian untuk 

meningkatkan pendapatan petani.    Pengembangan kelompok tunda jual melalui 

bantuan dana bergulir dilaksanakan mulai tahun 2004 – 2014.  Pada tahun 2004 

sampai dengan 2005 merupakan dana pinjaman lunak tanpa adanya jaminan 

yang pengelolaannya dibuat secara bergulir di kelompok, perguliran dana 

dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sehingga dalam 

waktu 1 (satu) tahun kelompok yang mendapatkan dana penguatan modal wajib 

mengembalikan dana tersebut ke rekening Badan Ketahanan Pangan Provinsi 

Jawa Timur.  Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sesuai dengan 

penerapan Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2006 tentang pengelolaan dana 

bergulir dikategorikan dalam kegiatan sosial dengan penyaluran dana secara 

channeling.  PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah bank pelaksana 

Tabel 4.193 
Prosentase Pembelian LPG Tahun 2014 dan 2015 

 
Tahun Dagulir 

(Rp. M) LPG Pembelian Kab 
GKP GKG Beras Jagung Kedelai  

2014 13,30 49 8.168,0 2.727,0 779,0 178,4 155,0 11 
2015 26,55 98 6.313,0 4.738,0 2.992,0 107,0 34,0 16 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 
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yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai penyalur (channeling) dan 

penerima pengembalian pinjaman dana bergulir peserta kegiatan penguatan 

modal kelembagaan sistem tunda jual. Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan 

modal kelembagaan kelompok tunda jual mulai tahun 2006 telah dikenakan 

jasa/bunga selama 1 (satu) tahun sebesar 3% dan disetor secara bruto ke Kasda 

sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).   

Untuk mendukung pelaksanaan gapoktan dalam melakukan usahanya pada 

tahun 2014 telah direalisasikan bantuan hibah berupa gabah/beras kepada 

gapoktan 4 paket yang disalurkan kepada 4 gapoktan yaitu : a) Gapoktan Sri 

Rejeki, Ds. Sidorejo, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi; b) Gapoktan Wringin 

Tani, Ds. Wringin Anom, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo; c) Gapoktan Karya 

Tani, Ds. Jolotundo, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto; d) Gapoktan Wahas, Ds. Wahas, 

Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik.  Dan pada tahun 2015 telah direalisasikan 

bantuan pinjaman dana bergulir untuk pengembangan sistem Tunda Jual kepada 

22 gapoktan dengan sebaran Kabupaten Malang sebanyak 9 Gapoktan, 

Lamongan 8 Gapoktan, Kediri 2 Gapoktan, dan Bangkalan sebanyak 3 Gapoktan 

dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.625.000.000,00.  Selanjutnya Peningkatan 

Distribusi Pangan Masyarakat dilaksanakan tahun 2015 s.d 2016 dengan target 

kinerja untuk bantuan hibah pangan dan sarana penjualan sebanyak 11 paket telah 

terealisasi 11 paket atau 100%, untuk kegiatan 3 pertemuan berupa Temu teknis, 

Evaluasi dan Pengembangan manajemen usaha Lembaga Distribusi Pangan 

Masyarakat sebanyak 334 orang terealisasi 334 orang atau 100%. 

e) Pengembangan Akses Pangan di Tingkat Rumah Tangga terukur dari capaian 

ketersediaan informasi harga harga sebesar 100 %, informasi pasokan sebesar 

94,67 % dan informasi akses pangan sebesar 94,67 % sehingga rata-rata 

ketersediaan ketiga indikator tersebut mencapai 96,45 %.  Pada tahun 2016, 

pemantauan akses pangan strategis dilaksanakan mingguan yaitu 50 minggu, di 

18 kabupaten (Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, 

Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, 

Nganjuk, Madiun, Ngawi, Lamongan, Kota Surabaya).  Sedangkan komoditas yang 

dipantau ada 12 komoditas yaitu : beras (termurah, medium, premium), cabe 
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merah keriting, jagung pipilan kering, minyak goreng, bawang merah, daging 

ayam ras, telur ayam ras, gula pasir lokal, biji kedelai kering, daging sapi tingkat 

pemotong, tepung 

terigu. 

Pada tahun 2015, 

pemantauan akses 

pangan strategis 

dilaksanakan mingguan 

yaitu 50 minggu, di 18 

kabupaten (Ponorogo, 

Tulungagung, Blitar, 

Kediri, Malang, 

Lumajang, Banyuwangi, 

Bondowoso, 

Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, 

Lamongan, Kota Surabaya). Sedangkan komoditas yang dipantau ada 12 komoditas yaitu 

: beras (termurah, medium, premium), cabe merah keriting, jagung pipilan kering, 

minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir lokal, biji 

kedelai kering, daging sapi tingkat pemotong, tepung terigu. 

f) Penanganan Daerah Rawan Pangan dilakukan di daerah yang sesuai definisi 

Kerawanan pangan, yaitu kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu 

untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada 

kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun 

masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, 

busung lapar atau gizi buruk. Kerawanan pangan dibagi menjadi dua yaitu 

kerawanan pangan transien dan kerawanan pangan kronis. 

Alat analisis yang dipakai untuk mendeteksi persoalan kerawanan pangan: i) 

Kerawanan pangan transien dideteksi menggunakan analisis Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan ii) Kerawanan pangan kronis ditunjukkan 

oleh gambaran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). 

Di Jawa Timur, penanganan kerawanan pangan dilakukan melalui intervensi 

pemerintah bersama masyarakat menanggulangi kejadian rawan pangan 

Gambar 4.26 Peta Rawan Pangan Jawa Timur Tahun 
2017
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transien maupun kronis. Upaya mengatasi masyarakat yang mengalami rawan 

pangan dilakukan sesuai kebutuhan secara tepat dan cepat.  Capaian indikator 

kinerja tahun 2014-2018, dari hasil pemetaan Peta Ketahanan dan Kerawanan 

Pangan (FSVA) menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Jawa Timur 

sebanyak 605 kecamatan berada dalam kondisi tahan pangan. 

  

g) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Jawa Timur sangatlah 

potensial mengingat potensi pekarangan yang cukup luas yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bidang pertanian masih relatif kecil, 

sedang disisi lain setiap tahun alih fungsi lahan ± 10.000 ha dari lahan pertanian 

ke non pertanian, sedangkan tuntutan akan pangan dar tahu ketahun terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. 

Tujuan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari antara lain : 1) 

meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga; 2) 

meningkatkan penganekaragaman pangan menuju pangan yang B2SA (Beragam 

Bergizi Seimbang dan Aman); 3) meningkatkan kualitas gizi keluarga; 4) 

mengurangi pengeluaran kebutuhan pangan; 5) meningkatkan pendapatan 

keluarga; 6) menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pedesaan.  

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diutamakan untuk 

kemandirian pangan keluarga dahulu, apabila lebih dapat dijual untuk 

menambah pendapatan keluarga.  Penerima bantuan hibah Kegiatan 

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah Tim Penggerak 

PKK, kelompok wanita, pondok pesantren. Pada tahun 2014 – 2018 kelompok 

yang telah mendapat fasilitas Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 

(KRPL) sebanyak 703 kelompok di 38 Kabupaten/Kota, dalam bentuk bantuan 

sarana produksi : benih/bibit sayuran, buah-buahan, pupuk organik, rumah bibit, 

sarana pengairan sederhana, ternak unggas (ayam/itik), ternak kecil (kelinci), 

pakan ternak, ikan, kolam terpal dan pakan ikan.  

h) Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi dilaksanakan 

pada tahun 2014 – 2016, adalah kegiatan yang terintegrasi dengan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur, antara lain : Badan Ketahanan 
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Pangan, Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 

Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 

Pariwisata, Dinas Koperasi dimana masing-masing dinas memberikan bantuan ke 

pada masyarakat di Desa Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan 

Bio Energi seseuai dengan kebutuhan masyarakat.   Perkembangan desa mandiri 

pangan : a) tahun 2014 sebanyak 84 desa (penguatan dengan pemberian 

bantuan hibah alat olahan pangan di 60 desa dan tahap kemandirian di 24 desa 

dengan pemberian bantuan hibah alat non olahan pangan), bantuan sosial bahan 

pangan untuk 4 desa di kabupaten Blitar dan Kediri, bantuan sosial bahan pangan 

masyarakat miskin pada peringatan Hari Pangan Sedunia sebanyak 1000 paket 

pada 9 desa/kelurahan di Sidoarjo dan Surabaya, bantuan Sosial bahan pangan 

untuk masyarakat miskin dalam peringatan Hari Bakti Gotong Royong sebanyak 

500 paket di 4 desa kabupaten Ngawi; b) Tahun 2015 berupa hibah Green house 

sebanyak 13 Desa, hibah alat olahan pangan sebanyak 7 desa, hibah alat kemas 

pangan olahan sebanyak 4 Desa, hibah bibit saprodi 10 Desa; c) Tahun 2016 

berupa Pelatihan Pengembangan Hidroponik, Apresiasi Pengembangan Usaha 

Pangan Olahan, hibah Green house sebanyak 10 desa, hibah alat olahan pangan 

sebanyak 20 desa. 

i) Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan di Wilayah Lahan Kering dilaksanakan 

dalam rangka penanganan daerah rawan pangan di 6 kabupaten (Ponorogo, 

Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Lumajang). Penanganan Daerah 

Rawan Pangan yang telah ditangani sebangak 633 desa (85,77%) dari target 738 

desa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) targetnya 60% dari 738 

desa, sehingga capaian kinerja Jawa Timur sudah diatas dari target SPM. 

j) Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan sebagai upaya peningkatan 

pengentasan kemiskinan  melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 

Pemuda pada tahun 2013-2014 memfasilitasi 500 pemuda dalam 

mengoptimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan membentuk kawasan rumah 

pangan lesatari dengan demplot, demfarm dan kegiatan kepemudaan lainnya.  
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Tabel 4.194 
Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan Jawa Timur Tahun 2014 – 2018 

 
Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 

Pembiayaan Pengembangan Lumbung 
Pangan Masyarakat  

Kelompok 100 97 20 - - 

Hibah daerah rawan pangan kab/kota 16 58  29 10 
hibah pembelian gabah/bahan pangan 
lainnya dan hibah sistem tunda jual 

Gapoktan      

Pelatihan pemanfatan alat pengolahan 
pangan di daerah rawan pangan 

Kelompok 16 58 - 29 10 

Desa yang mengembangkan Kawasan 
Rumah Pangan Lestari 

PKK 
/Pokmas 

122 117 326 78 60 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Triwulan II 2018 
 

3) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan 

Tahun 2015 ~ 2017 

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui 

pengembangan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan 

pelaksanaan 4 (empat) kegiatan :  

a) Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dengan capaian indikator 

prosentase jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi ditingkat pedagang 

pengumpul dibanding jumlah total sample pangan yang diambil dipedagang 

pengumpul.  pada tahun 2015 sebesar 87,76% lebih tinggi dibandingkan dengan 

persentase pangan aman tahun 2014 yakni sebesar 84,91%.  Kegiatan 2015 yang 

sudah dilaksanakan untuk meningkatkan persentase pangan aman di masyarakat 

antara lain :  i) Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan untuk 20 

kabupaten; ii) Workshop 

Peningkatan Mutu dan Keamanan 

Pangan melalui Pembuatan Tahu 

Nigarin bagi 5 kabupaten; iii) 

Workshop Cara Pengemasan Pangan 

yang Aman untuk Kelompok Usaha 

Pangan Olahan serta hibah untuk 6 

kabupaten / kota.  Pada tahun 2017,  

melalui Festival Jajanan Kantin 

Gambar 4.27. Prosentase Sample 
Pangan yang Aman Konsumsi 
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Sekolah Sehat, Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, Pengawasan 

dan Pemantauan Keamanan Pangan pada 38 kab/kota (Pengujian Kualitatif 

Boraks, Formalin, Pestisida, Pewarna, Pemanis). 

b) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada tahun 2015 dimaksudkan 

guna mendukung Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, berupa 

Bantuan Hibah 110 Kantin Sekolah Sehat Berbasis Pangan Lokal.  Sebagai upaya 

meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat (khususnya para guru 

dan pengelola kantin) dalam mewujudkan konsumsi pangan yang Beragam, 

Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal bagi anak didik.  

Selanjutnya pada tahun 2016 : berupa bantuan peralatan dan bahan pangan 

untuk kantin sekolah sehat di 10 Kabupaten. Tahun 2017 : Apresiasi Kantin 

Sekolah Berbasis Pangan Pangan Lokal dari 38 Kabupaten/Kota, Lomba Cipta 

Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman dengan peserta Tim Penggerak PKK 

Kabupaten/Kota, Gerakan Panganku Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 

dengan peserta petugas ketahanan pangan kabupaten, Pokja III Tim Penggerak 

PKK se Jawa Timur sebanyak 200 orang, Mengikuti Lomba Cipta Menu Beragam 

Bergizi Seimbang dan Aman Tingkat Nasional mendapat prestasi Juara I, yang 

diwakili oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Pameran dalam rangka 

mendukung Puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia di Kuburaya – Kalimantan 

Barat dan Bantuan hibah alat pengolahan dan perlengkapan kantin sekolah di 37 

Kantin Sekolah di 16 Kabupaten/Kota. 

c) Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional pada tahun 2015 melalui 

hibah alat pengolahan pangan alat penepung kepada 87 TP PKK dan Pelatihan 

Teknologi Pangan Olahan berbasis Umbi-umbian dan Kacang-kacangan.  

Selanjutnya pada tahun 2016 : berupa Alat pengolahan pangan, Sarana dan 

Prasaranan berorientasi ekspor, Pelatihan Enterpreneur pangan olahan, Festival 

Kuliner Jawa Timur.   

d) Pengembangan Teknologi Pangan Olahan tahun 2015 berupa bantuan hibah 

Pengembangan Teknologi Pangan Olahan (Taman Posyandu) yang bertujuan 

memberikan stimulan peralatan dan bahan pangan lokal bagi taman posyandu 

dalam mendukung konsumsi pangan B2SA bagi 150 balita di 30 Kabupaten / 
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kota.  Selanjutnya pada tahun 2016 : Pelatihan dan Pembinaan Taman Posyandu 

dan Hibah Alat dan Bahan Pangan Taman Posyandu sebanyak 150 paket.  Pada 

tahun 2017 : Workshop Pengembangan Taman Posyandu Berbasis Pangan Lokal, 

Gelar Kreasi dan Inovasi Teknologi Pangan Olahan dan Pembinaan dan 

Pemantauan. 

e) Pendidikan Kemasyarakat Produktif dalam rangka Peningkatan Pengelolaan 

Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pada tahun 2015 melalui : i) Lomba Cipta 

Kreasi Resep (LCKR) Tingkat SLTP dan SLTA sebanyak 160 siswa; ii) Lomba Cipta 

Menu B2SA dengan sasaran Tim Penggerak PKK di 38 Kab/Kota.   Selanjutnya 

pada tahun 2016 terdiri : Pelatihan pengembangan usaha pangan olahan, Lomba 

Cipta Menu B2SA, Lomba Cipta Kreasi Resep tingkat SLTP / SLTA dan hibah usaha 

pangan olahan untuk 50 kelompok. 

f) Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan melalui : Pameran 

pangan olahan Tingkat Nasional dan Provinsi, Promosi dan Pengembangan 

Pemasaran Produk Pangan tahun 2015 : Pameran pangan olahan Tingkat 

Nasional dan Provinsi tahun 2015 sebanyak 7 kali, Promosi melalui media cetak, 

Promosi pangan olahan melalui media elektronik sebanyak 4 kali; Penyusunan 

Data Base Pangan Lokal dan Olahannya. Selanjutnya pada tahun 2016 : Pameran 

Pangan Olahan Tingkat Nasional dan Provinsi sebanyak 7 kali. 

g) Pengembangan Karangkitri dimulai Tahun 2014 dan merupakan salah satu 

program prioritas pemerintah Jawa Timur berupa pemberdayaan perempuan 

terutama ibu-ibu rumah tangga yang dikelola dengan Tim Penggerak PKK 

Desa/Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga 

dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga dengan menanam 

berbagai macam tanaman sayuran, buah-buahan, Ternak dan tanaman obat-

obatan (Toga).  Pemanfaatan pekarangan diharapkan kebutuhan konsumsi dan 

pemenuhan gizi keluarga dapat terpenuhi sehingga mengurangi pengeluaran dan 

menambah pendapatan keluarga.   Pelaksanaan Pengembangan Karangkitri 

berupa : Pertemuan Apresiasi, Workshop, Evaluasi dan Analisis Konsumsi Pangan 

Kelompok Karangkitri, Bantuan Hibah Pengembangan Karangkitri (Benih sayuran 
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dan/ikan, Bibit buah-buahan, Tanaman Obat Keluarga dan Sarana produksi, 

Kebun Bibit Desa/green house). 

Tabel 4.195 
Pengembangan Karang Kitri Jawa Timur Tahun 2014 – 2018 

 
Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 

Memasyarakatnya program Karang 
Kitri bagi Tim Penggerak PKK Desa 

Orang 50 270    

Bantuan Hibah Pengembangan 
Karangkitri 

Desa 83 200 296 88 17 dari 
target 100 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Tw II 2018 
 

4) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

Tahun 2014 ~ 2017 

Program ini ditujukan bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian 

melalui pemberdayaan penyuluhan dengan sasaran meningkatkan akses petani dan 

nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan 

sehingga memiliki daya saing tinggi yang diimplementasikan melalui kegiatan 

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.  Perkembangan 

Penyuluh dan Kelompok Tani / Gapoktan di Jawa Timur tahun 2014 – 2018:   

                                                          Tabel 4.196 
Perkembangan Penyuluh, Kelompok Tani / Gapoktan di Jawa Timur Tahun 2014~2017 

 
Uraian 2014 2015 2016 2017 

Penyuluh  2,160 2,118 1,916 
Penyuluh Tenaga Harian Lepas (THLTB)  2.404 2.398 1.802 
Penyuluh swadaya  1.335 2.748 3.673 
Penyuluh Bersertifikat 100 150 150 185 
Kelompok Tani  32.366 43.048 43.960 
Gapoktan  6.040 7.484 8.008 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Triwulan II 2018 
 

Masih kurangnya tenaga penyuluh yang bersertifikat serta masih kurangnya 

jumlah tenaga penyuluh yang idealnya 1 desa 1 penyuluh, maka kedepan perlu 

dilaksanakan peningkatan kualitas SDM Penyuluh dan perlu menambah jumlah 

tenaga penyuluh dilapangan.    Di Jawa Timur, dalam kurun tahun 2014 – 2017, 

kegiatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menunjukkan  

capaian kinerja: 
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Tabel 4.197 
Kegiatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 

2014~2017 
 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 
Demfarm Usaha Tani/ Mix farming/ 
Kelompok Wanita Tani/ Pemuda Tani 

unit 82 92 160 0 

Temu Teknis Penyuluh dalam rangka 
Pendampingan dan Pembinaan 
mendukung Peningkatan Produksi 
melalui UPSUS 

kab/kota Belum 
Ada 

Belum 
Dilibatkan 

Belum 
Dilibatkan 

97 

Jumlah  penyuluh bersertifikat Orang 100 150 150 185 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Triwulan II 2018 
 

5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan 

dan Perikanan Tahun 2014  

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani yang 

diimplementasikan melalui : a) Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk 

Pangan; b) Pemantauan terhadap kondisi harga pangan yang menggambarkan 

kondisi distribusi pangan di suatu wilayah yang meliputi harga GKP tingkat petani, 

harga GKG, harga Beras medium, harga Beras premium, harga Jagung tingkat petani, 

harga Kedele tingkat petani, harga Bawang merah dan harga Cabe merah. 

 

6) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan  

Tahun 2014 

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dimaksudkan untuk memfasilitasi 

pengembangan pengebanggan dan pemantapan kawasan agropolitan berbasis 

komoditas unggulan lokal yang dikembangkan melalui mata rantai agrobisnis hulu, 

on-farm (budidaya), lihir (agroindustri) dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan 

terpadu.  Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program dengan 

memfasilitasi di desa pengembangan kawasan agropolitas disalurkan kepada 45 

kelompok usaha pangan olahan berbahan baku lokal berupa : alat penepung, spinner, 

continues sealir, oven, dan perajang ubi. Dengan bantuan alat pengolahan tersebut 

dapat memberikan dampak positif yaitu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas 

produk olahan pangan sehingga dapat meningkatkan nilai tawar produk dan 
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pendapatan. Selain itu untuk menunjang kegiatan dilaksanakan pula pelatihan dan 

workshop. 

7) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan 

Tahun 2014 

Program ini dilaksanakan melalui pengembangan teknologi pangan olahan.  Pada 

Tahun 2014 dilaksanakan : a) Pemasyarakatan teknologi pangan melalui Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada Balita sebanyak 300 orang; b) 

Pemasyarakatan menu makanan tradisional yang dihadirri 76 orang; c) Sosialisasi 

Konsumsi Pangan 3BA sebanyak 76 kelompok wanita; d) Bantuan bahan pangan 

pemasyarakatan MP-ASI kepada Balita  15 posyandu 

 
b. PERMASALAHAN DAN SOLUSI  

1) Permasalahan 

a) Optimalisasi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat terkendala dari 

kemampuan manajemen kelompok dan pemasaran; 

b) Belum diterapkan analisa SKPG dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan; 

c) Masih banyak makanan yang beredar di masyarakat yang menggunakan 

bahan tambahan Boraks, Formalin, Pestisida, Pewarna, Pemanis 

d) Masih terkendala persaratan BHI pada penerima bantuan hibah; 

e) Kurang berkembangnya kreasi dan inovasi Teknologi Pangan Olahan; 

f) Kurangnya ketersediaan obat-obatan herbal; 

g) Kurangnya permodalan usaha kelompok, gapoktan, poktan;  

h) Tenaga penyuluh terbatas dan Pengorganisasian penyuluhan belum tertata 

dengan baik;  

i) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk pangan olahan kawasan 

agropolitan; 

j) Kurangnya informasi pasar bagi kelompok usaha pangan lokal kawasan 

agropolitan; 

k) Rendah modal usaha kelompok usaha pangan lokal kawasan agropolitan 
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2) Solusi 

a) Dalam rangka Optimalisasi Lumbung Pangan kedepan diperlukan pelatihan-

pelatihan peningkatan manajemen kelompok dan pelaksanaan temu 

usaha; 

b) Perlu dilaksanakan pelatihan SKPG untuk peningkatan kemampuan analisa 

petugas dalam penanganan daerah rawan pangan; 

c) Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Pangan agar lebih ditingkatkan 

pada 38 kab/kota melalui Pengujian Kualitatif Boraks, Formalin, Pestisida, 

Pewarna, Pemanis; 

d) Melakukan CPCL dan verifikasi sesuai persyaratan bagi penerima bantuan 

hibah. 

e) Perlu dilaksanakan Gelar Kreasi dan Inovasi Teknologi Pangan Olahan 

sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat; 

f) Melalui pengembangan karangkitri diharapkan selain tercukupinya 

kebutuhan pangan keluarga juga tersedianya obat-obatan herbal sebagai 

tanaman obat keluarga (Toga).  

g) Mendekatkan kelompok usaha pangan lokal, gapoktan, poktan dengan 

perbankan. 

h) Jumlah Penyuluh perlu ditambah dan kualitas SDM penyuluh ditingkatkan 

melalui pelatihan-pelatihan dan merevitalisasi penataan penyuluhan yang 

diawali dengan pembenahan pada payung hukum atau peraturan-

peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan; 

i) Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kelompok 

pangan olahan mulai dari ragam bahan baku dan cara penanganannya, 

teknik pengolahan yang mengacu pada Good Manufacturing Practice. 

j) Fasilitas pemasaran hasil produk pangan olahan kawasan agropolitan 

k) Mendekatkan kelompok usaha pangan olahan kawasan agropolitas dengan 

perbankan. 
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URUSAN PERTANIAN 

Urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Timur dengan pagu dan realisasi Tahun 2014-2018 secara terinci : 

                                                       Tabel 4.198 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk 

Mendukung Ketahanan Pangan (Urusan Pertanian) 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 

 
No. Program Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 

Pagu 9.150.000.000     
Realisasi 8.051.325.615     

% 87,99     
2 Peningkatan Ketahanan 

Pangan 
Pagu 47.253.319.000     

Realisasi 39.144.938.730     
% 82,84     

3 Pemberdayaan 
Penyuluhan 
Pertanian,Perikanan, 
dan Kehutanan 

Pagu 2.560.700.000   3.150.000.000  
Realisasi 2.281.198.873   2.334.321.100  

% 89,08   74,11  

4 Peningkatan Produksi 
Pertanian /Perkebunan 

Pagu 42.617.350.000 85.483.747.400 60.851.699.875 57.876.848.343  
Realisasi 39.258.835.225 72.216.900.495 58.183.798.947 50.113.146.063  

% 92,12 84,48 95,62 86,59  
5 Pengembangan 

Agribisnis 
Pagu 56.369.050.000 56.217.687.600 34.319.450.980 58.722.255.000  

Realisasi 38.855.257.713 45.525.878.351 33.709.565.261 53.717.472.835  
% 68,93 80,98 98,22 91,48  

6 Pengembangan  
Kawasan Agropolitan 

Pagu 330.000.000     
Realisasi 302.050.000     

% 91,53     
7 Peningkatan Produksi, 

Produktivitas, Mutu 
Hasil dan Nilai Tambah 
Tanaman Pangan 

Pagu     33.075.000.000 
Realisasi     2.912.630.592 

%     8,81 

8 Peningkatan Produksi, 
Produktivitas, Mutu 
Hasil dan Nilai Tambah 
Tanaman Hortikultura 

Pagu     12.537.100.000 
Realisasi     1.750.456.500 

%     13,96 

9 Pengembangan Mutu 
dan Standarisasi Hasil 

Pagu     3.300.000.000 
Realisasi     1.078.832.607 

%     32,69 
10 Peningkatan Sarana 

Prasarana Pertanian 
Pagu     15.470.570.000 

Realisasi     1.421.229.195 
%     9,19 

11 Peningkatan Kapasitas 
SDM Non Aparatur 
Pertanian Jumlah 
Belanja Program 
Prioritas(Pembangunan) 

Pagu  14.458.565.000 4.236.062.200 3.835.500.000 5.100.000.000 
Realisasi  12.808.770.183 4.042.292.213 3.529.297.126 1.558.942.775 

%  88,59 95,43 92,02 30,57 

(Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur,)  
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 2018 
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a. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 

merupakan bagian dari RENSTRA Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 

yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.  Namun 

dalam periode Tahun 2014 – 2019 terjadi perubahan nomenklatur sehingga beberapa 

kegiatan yang semula melekat dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan berubah 

menjadi kegiatan dari Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.  Program 

Pengembangan Kawasan Agropolitan melebur dalam Program Pengembangan Agribisnis 

Pertanian dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani berubah menjadi Program 

Peningkatan SDM Non Aparatur Pertanian.  Demikian pula pada tahun 2017, seiring 

adanya perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 serta 

terbitnya PERDA Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah maka disusun Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan nomenklatur Program dan Kegiatan baru.  

 

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  

Tahun 2014 

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat 

pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber 

daya usaha pertanian.  

Capaian kinerja program, yaitu peningkatan kualitas produk tanaman pangan dan 

hortikultura yang berdaya saing tinggi untuk mencukupi pasar domestik dan ekspor 

sehingga meningkatkan pendapatan petani yang terukur dari Nilai Tukar Petani 

(NTP).   Rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,14 

persen dibanding tahun 2013 yaitu dari 104,60 menjadi 104,75. Peningkatan tersebut 

disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (7,35 persen) lebih besar 

dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (7,20 persen).  Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang 

konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2014, secara umum masih 

lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2013. 
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Gambar 4.28 Nilai Tukar Petani Jawa Timur Tahun 2013 - 2014 (2012 = 100) 
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secara umum lebih tinggi dibanding tahun 2013. Jika dilihat besarnya perubahan di 

tahun 2014, kenaikan NTP terbesar terjadi pada bulan Oktober sebesar 0,73 persen 

karena indeks harga yang diterima petani pada bulan yang sama mengalami kenaikan 

sebesar 1,02 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani hanya naik sebesar 

0,28 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan Desember sebesar 1,39 

persen karena indeks yang diterima petani naik sebesar 1,52 persen sedangkan 

indeks yang dibayar petani naik 2,95 persen. 

Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan sebesar 99,57 dan jika 

dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,97 dari capaian 103,54 

yang disebabkan rendahnya index yang diterima petani pada bulan April hingga 

September. Demikian pula untuk Subsektor Hortikultura pada tahun 2014 sebesar 

104,86 juga menunjukkan penurunan sebesar 3,26 dibanding tahun sebelumnya yang 

mencapai 108,12.  Meskipun mengalami penurunan tetapi upaya meningkatkan 

pendapatan petani telah dilakukan tahun 2014: 
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a) Upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan mengubah sikap bagi 

petani,  penangkar dan  petugas kabupaten agar menerapkan sistem agribisnis 

dalam melakukan usahataninya melalui pelatihan bagi 1.350 peserta; 

b) Upaya pemberdayaan usaha bagi 50 kelompok masyarakat miskin dengan pola 

kemitraan yang berbasis cluster dengan mengembangkan kemampuan dan 

peluang usaha berupa penyaluran handtractor sebanyak 100 unit dan pompa air 

sebanyak 50 unit. 

Secara umum, capaian kinerja Program ini telah menunjukkan perbaikan tingkat 

kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang tercermin dari kondisi ketenagakerjaan 

dan kesejahteraan masyarakat pedesaan: 

- Perkembangan tenaga kerja yang terserap sektor pertanian pada Februari 2014 

berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 79/11/35/Th. XII, 5 November 2014, 

jumlah tenaga kerja yang terserap pada Agustus 2014 masih didominasi oleh 

sektor pertanian sebesar 7,26 juta orang sektor Pertanian atau menyerap tenaga 

kerja sebanyak 37,61 persen; 

- Berdasarkan Berita Resmi Statistik bulan September 2014, 15,92 persen dari 

jumlah penduduk Jawa Timur merupakan penduduk miskin yang berada di 

pedesaan atau sebanyak 67,75 persen dari 4,748 juta jiwa penduduk miskin Jawa 

Timur yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani / 

peternak dan pekebun. 

 

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan  

Tahun 2014 

Berdasarkan Buku Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur 

2014, peningkatan jumlah penduduk Jawa Timur yang tinggi terlihat tingginya 

pertumbuhan penduduk yang terus menerus pada tahun 2014 mencapai 2,8 persen 

dengan rerata pertumbuhan selama empat tahun terakhir sebesar 0,7 persen.  

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya terukur dari kepadatan 

penduduk Jawa Timur yang mencapai 800 jiwa per km². Dengan demikian tingginya 

laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab tingginya alih fungsi 

lahan pertanian di Jawa Timur, sementara itu, disisi lain upaya peningkatan 
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ketahanan pangan harus terus ditingkatkan. Di Jawa Timur serta berkontribusi dalam 

menjaga ketahanan pangan nasional, ditetapkan sasaran produksi 2014, yaitu Padi 

sebesar 12.959.141 ton gabah kering giling, Jagung sebesar 8.445.992 ton pipilan 

kering, Kedelai sebesar 715.800 ton ose, Buah-buahan sebesar 4.835.878 ton dan 

Sayuran sebesar 1.878.706 ton. Adapun realisasi capaian terhadap sasaran sebagai 

berikut : 

Tabel 4.199 
Realisasi Luas panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura  

Jawa Timur  Tahun 2014 

sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 

 

Capaian kinerja peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas tersebut 

melalui beberapa upaya pada tahun 2014 : 

a) Penyediaan sarana dan prasarana bagi petani sebanyak 509 unit terdiri : 

Handtraktor (223 unit), Pompa Air (82 unit), Cultivator (17 unit), APPO (86 unit), 

Transplanter (101 unit) 

b) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) berupa pembinan Jaringan Irigasi Usaha 

Tani, Desa (JITUT, JIDES) bagi 70 petugas kabupaten / kota;  

c) Peningkatan kemampuan petani untuk mengantisipasi fenomena iklim dalam 

berusahatani melalui Sekolah Lapangan Iklim (SLI), koordinasi 50 petugas 

kabupaten / kota dan peningkatan kemampuan petani untuk melakukan tata 

Komoditas Luas Panen (ha, 
pohon, m²) 

Produktivitas 
(ku/ha, kg/phn, 

tangkai/m², kg/m²) 

Produksi (ton, 
tangkai, kg) 

Padi 1.988.079 63,37 12.599.141 
Jagung 1.251.473 51,51 6.445.992 
Kedelai 266.114 14,05 373.900 
Sayuran 169.862 114,14 1.938.802 
Cabe Besar 15.655 70,26 109.988 
Cabe rawit 50.524 60,37 305.022 
Bawang Merah 23.448 120,56 282.678 
Buah -buahan 71.751.991 52,74 3.784.200 
Mangga 8.439.335 121,03 926.448 
Pisang 23.530.796 70,4 1.502.576 
Jeruk Keprok / Siam 3.987.051 110,57 399.855 
Tan. Hias 5.145.923 28,48 146.530.283 
Anggrek 215.015 11,78 2.533.539 
Krisan 4.414.942 12,97 57.251.467 
Tan. Bio farmaka 34.484.486 0,14 49.151.500 
Temu lawak 6.359.126 1,34 8.526.066 
Jahe 11.677.938 1,53 17.903.876 
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guna pengairan melalui Sekolah Lapangan Tata Guna Air (SLTGA) bagi 50 petugas 

kabupaten / kota serta pemberdayaan kelompok HIPPA bagi 110 petani; 

d) Peningkatan kemampuan petani melalui System Of Rice Intensification (SRI) bagi 

50 petugas kabupaten / kota; 

e) Pembinaan stok pestisida di 7 SOP, Uji mutu bahan pupuk organik sebanyak 5 

unit, 50 petani peserta yang dapat membuat pupuk organik;  

f) Pembinaan pencatatan analisa usahatani di 15 kabupaten;  

g) Penyusunan dokumen perencanaan dan informasi (DPA Tahun 2014, RENJA 

Tahun 2014, LAKIP Tahun 2013, dan Laporan Tahunan 2013 serta terdistribusinya 

Buletin Pertanian setiap triwulan Tahun 2014);  

h) Upaya meningkatkan kemampuan petugas yang menangani OPT tanaman pangan 

dan hortikultura bagi 375 petugas;  

i) Upaya meningkatkan kinerja Mantri Tani yang tersebar di 662 kecamatan sebagai 

upaya pengelolaan data statistik tanaman pangan dan hortikultura;  

j) Luas areal pengembangan teknologi guna meningkatkan produktivitas padi, 

jagung kacang hijau seluas 23 hektar untuk komoditas padi, jagung dan kedelai ;  

k) Upaya pemberian stimulan untuk pengembangan tanaman pangan untuk padi 

varietas baru, akselerasi ubi kayu, ubi jalar dan pengembangan jagung di lahan 

marginal, serta pengembangan shorgum sebagai berikut : i) 50 hektar areal 

pengembangan padi Jatim ; 19 hektar stimulan fasilitasi pengembangan shorgum; 

15 hektar stimulan fasilitasi pengembangan jagung; 38 hektar stimulan fasilitasi 

pengembangan komoditas aneka kacang dan ubi; 16) Tersedia 300.000 kg padi, 

47.500 kg jagung dan 1.600 Kg kedelai sebagai Cadangan Benih Provinsi; 

l) Upaya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) secara terpadu 

melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) komoditas 

tanaman pangan hortikultura bagi 860 peserta; 

m) Tersedianya agens hayati untuk 96 kelompoktani padi, 58 kelompoktani jagung 

tanaman pangan, dan 58 kelompoktani kedelai. 
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3) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan  

Tahun 2014 

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan/kualitas sumber daya manusia 

pertanian (aparatur, petani, peternak, petambak dan nelayan) melalui optimalisasi 

pendampingan bagi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. 

Implementasi Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, 

Peternakan, dan Perikanan diantaranya dimaksudkan Untuk meningkatkan konsumsi 

buah-buahan, dan sayuran di Jawa Timur sekaligus memperkenalkan dan 

mempromosikan berbagai peran dan prestasi produk pertanian baik segar, olahan 

maupun turunannya yang bermutu dan berdaya saing disamping meningkatkan citra 

pertanian, petani dan pelaku pembangunan melalui : 

- Gebyar Good Agricultural Practices (GAP) Hortikultura serta Gebyar Produk 

Tanaman Pangan dan Hortikutura  dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 di 

Kabupaten Malang dalam bentuk: i) Pameran dalam rangka Gebyar Produk 

Tanaman Pangan dan Hortikutura; ii) Gelar Potensi Produk Pertanian; iii) Gelar 

Olahan Produk Pertanian; 

- Lomba-Lomba Agribisnis dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 

sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Nomor 

903/3324/113.16/2014, tanggal 10 September 2014. 

 

4) Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan  

Tahun 2014 ~ 2017 

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan bertujuan meningkatkan 

produktivitas dan produksi pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan 

dan kemandirian pangan nasional, serta peningkatkan ekspor non-migas. 

Secara umum, kinerja program ini telah menunjukkan kontribusi terhadap 

produksi dan ketersediaan pangan guna mendukung ketahanan pangan Jawa Timur 

termasuk komoditas buah-buahan dan sayuran.   
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Tabel 4.200 
Realisasi Perkembangan Produksi Tanaman Pangan  dan Hortikultura   

Tahun 2014 – 2017 
 

Uraian Realisasi Prosentase  
(%)2014~2017 2014 2015 2016 2017 

Tanaman Pangan      
Produksi (ton)      
Padi 12.397.049 13.154.967 13.633.701 13.060.464 1,75 
Jagung 5.737.382 6.131.163 6.278.264 6.335.252 3,36 
Kedelai 355.464 344.998 274.317 200.916 (17,32) 
Produktivitas (ku/ha)      
Padi 59,81 61,13 59,84 57,15 (1,51) 
Jagung 47,72 50,52 50,69 50,40 1,83 
Kedelai 16,54 16,58 15,09 15,04 (3,13) 
Hortikultura      
Produktivitas      
Cabai Besar (ku/ha) 80,06 63,13 70,40 74,47 (2,38) 
Cabai rawit (ku/ha) 46,63 46,48 48,45 49,70 2,15 
Bawang Merah (ku/ha) 95,65 90,02 84,18 82,46 (4,83) 
Mangga (kg/phn) 89,74 101,07 93,86 101,14 4,07 
Pisang (kg/phn) 61,97 77,81 93,78 99,35 17,04 
Jeruk Keprok/Siam 
(kg/phn) 

98,20 79,45 81,00 132,85 10,60 

Anggrek (tangkai/m²) 10,75 16,96 15,94 24,57 31,72 
Krisan (tangkai/m²) 22,24 19,88 20,55 21,01 (1,88) 
Temulawak (kg/m2) 1,63 1,68 1,72 2,10 8,81 
Jahe (kg/m2) 1,91 1,46 3,09 1,44 (8,99) 
Produksi      
Cabe Besar (ton) 111.022 91.135 95.539 100.977 (3,11) 
Cabai rawit (ton) 238.820 250.007 260.803 339.022 12,39 
Bawang Merah (ton) 293.179 277.121 304.521 306.280 1,47 
Mangga (ton) 922.727 806.644 655.692 898.595 (0,88) 
Pisang (ton) 1.336.685 1.629.437 1.865.772 1.960.129 13,61 
Jeruk Keprok/Siam (ton) 568.774 480.395 837.369 898.279 16,45 
Anggrek (tangkai) 2.440.221 3.879.651 3.705.028 4.055.588 18,45 
Krisan (tangkai) 88.165.020 114.135.230 129.829.313 130.641.982 14,01 
Temulawak (kg) 7.887.423 14.076.557 11.206.870 12.770.446 17,42 
Jahe (kg) 81.081.205 77.541.345 100.993.661 65.082.863 (7,06) 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 

 

Capaian produksi padi tahun 2014 ~2017 mengalami pertumbuhan 1,75 persen 

dengan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2016.  Produksi Kedelai juga menurun 

jika dibandingkan tahun  2016, namun komoditas jagung justru mengalami 

peningkatan.  Perkembangan produksi padi dan kedelai tahun 2017 melambat 

disebabkan menurunnya tingkat produktivitas padi dan kedelai akibat menurunya 

jumlah curah hujan pada tahun 2017 sebanyak 1.547,3 mm hanya 52 persen dari 

jumlah curah hujan tahunn 2016 yang mencapai 2.976,8 mm.   
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Selanjutnya perkembangan hortikultura ini telah menunjukkan kontribusi 

terhadap produksi dan ketersediaan pangan guna mendukung ketahanan pangan 

Jawa Timur buah-buahan dan sayuran.   Komoditas sayuran Cabai Merah, Cabai Rawit 

dan Bawang Merah tidak semuanya mencapai target produksi, walaupun pada 

komoditas Cabai Rawit dan Bawang Merah realisasi panen melebihi target. Dari Data 

tersebut di atas diperoleh bahwa terdapat secara umum ada peningkatan produksi 

baik Cabai Merah , Cabai Rawit dan Bawang Merah. Pertumbuhan Luas Panen, 

Produktivitas dan produksi Cabai Rawit dari tahun 2014 – 2018 mengalami kenaikan. 

Namun kenaikan ini tidak sebanding yaitu Luas Panen pertumbuhannya 

sebesar15,31% sedang produksinya hanya 12,39%. Hal ini disebabkan karena 

teknologi budidaya cabai rawit yang dilakukan petani pada tahun 2014-2015 petani 

masih melakukan budidaya secara tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan 

GAP. Dan baru pada tahun 2015 terjadi lonjakan harga cabai rawit di pasaran sampai 

menembus harga Rp. 100.000/Kg.  Dengan adanya lonjakan ini maka pada tahun 

2016 ada perbaikan budidaya SOP tanaman cabai rawit dan menerapkan GAP 

sehingga produksi dan produktivitas pada tahun 2017 mengalami kenaikan. 

Perkembangan komoditas Bawang Merah pada tahun 2014 – 2017 mengalami 

kenaikan pada Luas Panen dan produksinya. Untuk Luas Panen sebesar 6,61% dan 

produksi sebesar 1,47% tetapi untuk produktivitas mengalami penurunan sebesar 

4,24%. Hal ini dikarenakan petani belum menggunakan benih berlabel sehingg 

produksi belum Sedang untuk Tanaman Obat juga ada peningkatan produksi yang 

sanagat pesat khususnya tanaman Temulawak yang pertumbuhannya dari Tahun 

2014-2017 meningkat hingga 17,42%. Tanaman Temulawak untuk luas panen, 

produktivitas dan produksi naik drastis pada tahun 2017 karena sudah adanya 

program GAP dengan dilaksanakannya SL GAP bagi petani di beberapa kabupaten 

sentra temulawak. Komoditas Jahe yang mengalami kenaikan paling tinggi pada 

tahun 2016 dan produktivitas sebesar 3,09%, hal ini karena adanya permintaan 

ekspor tanaman jahe ke India. Akibat permintaan yang tinggi dan harga yang semula 

harganya berkisar Rp. 7.000/kg menjadi Rp. 15.000/Kg. Sehingga petani berbondong-

bondong menanam jahe dan menerapkan budidaya jahe dan melaksanakan SL GAP 

tanaman jahe yang dilakukan di beberapa kabupaten sentra Jahe seperti Kabupaten 
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Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan dan 

Kabupaten Ponorgo. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dianalisis bahwa produksi 

komoditas mangga pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 476.980 ton 

terhadap tahun 2014, hal ini disebabkan pada tahun 2015 rata-rata Intensitas curah 

hujan yang masih cukup tinggi meski sudah memasuki musim kemarau membuat 

tanaman banyak yang mengalami busuk buah dan kualitas buah yang menurun 

karena kandungan kadar air yang tinggi sehingga menurunkan produksi tanaman. 

Curah hujan yang cukup tinggi dan angin membuat bunga tanaman mangga 

mengalami kerontokan sehingga berpengaruh terhadap jumlah produksi yang 

mengalami penurunan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2016 yang 

mengalami peningkatan  sebesar 214.744 ton terhadap tahun 2015 dan juga 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 291.026 ton dibandingkan dengan 

tahun 2016, hal ini karena pada tahun 2016 dan 2017 kondisi iklim relatif kering 

sangat cocok untuk pembungaan dan pembentukan buah. Bahkan ada tanaman yang 

mampu berbuah dua kali dalam setahun. Tanaman mangga akan mampu berproduksi 

optimal bila mendapat sinar matahari yang cukup dan tidak terlindung tanaman lain. 

Selain itu juga adanya faktor iklim yang mendukung yaitu curah hujan yang rendah 

pada saat  fase pembungaan dan pembuahan sehingga produksi meningkat. Jadi rata-

rata pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 9.597 ton. 

Produksi komoditas pisang pada tahun 2015 mengalami penurunan  terhadap 

tahun 2014 sebesar 58.862 ton yang disebabkan karena curah hujan yang cukup 

tinggi sehingga menyebabkan banyak penyakit jadi hasil tanaman pisang berkurang. 

Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 596.818 

ton dan 432.482 ton. Oleh karena itu rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan 

sebesar 323.479 ton, hal ini disebabkan diantaranya oleh produktivitas pohon 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, adanya penambahan tanaman yang 

produktif serta tanaman memasuki tanaman produktif sehingga meningkatkan hasil 

produksi.  

Pada Produksi Komoditas jeruk keprok/siam pada tahun 2014-2107 rata-rata 

menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 67.319 ton. Pada tahun 2015 
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mengalami penurunan  sebesar  167.479 ton dan  pada tahun 2017 mengalami 

penurunan sebesar 147.273  ton disbanding tahun 2016, hal ini diakibatkan karena 

banyak pohon jeruk yang masih dalam fase awal dan belum berbuah sehingga 

mengalami penurunan produksi. Namun pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 

mengalami peningkatan sebesar 516.708 ton, peningkatan ini disebabkan oleh 

tanaman yang menghasilkan meningkat karena tanaman sudah mencapai masa 

produktif sehingga berakibat pada peningkatan produksi. 

Produksi  pada komoditas tanaman hias, tanaman anggrek pada tahun 2015 dan 

2017 mengalami peningkatan  terhadap tahun sebelumnya sebesar 1.439.430 dan 

350.560 tangkai namun mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 174.623 

tangkai.  Namun rata-rata pertumbuhan tanaman anggrek mengalami peningkatan 

sebesar 538.456 tangkai. Produksi komoditas krisan pada tahun 2015-2017 

mengalami peningkatan masing-masing sebesar 25.970.210 tangkai,  15.694.083 

tangkai, 812.669 tangkai, sehingga rata-rata pertumbuhan krisan juga mengalami 

peningkatan sebesar 14.158.987 tangkai. Pada tanaman hias (Anggrek dan Krisan ) 

produksi menurun diakibatkan adanya serangan OPT (karat daun), sedangkan jika 

hasil meningkat tidak terlepas dari intensifnya green house dan pemberlakuan bibit 

unggul. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dianalisis bahwa Produktivitas 

komoditas mangga pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 23 (kg/phn) 

disbanding tahun 2015, hal ini berbanding balik dengan hasil luas panen dan produksi 

yang mengalami peningkatan, dikarenakan adanya pohon baru dan rata-rata tiap 

pohon menghasilkan buah sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga, 

mengakibatkan penurunan produktivitas.  Sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 

mengalami peningkatan  terhadap tahun sebelumnya yaitu sebesar 16 kg/phn dan 19 

kg/phn, hal ini disebabkan oleh faktor iklim yang mendukung curah hujan yang 

rendah pada saat  fase pembungaan dan pembuahan sehingga produksi dan 

produktivitas meningkat.  Rata-rata pertumbuhan produktivitas  mengalami 

peningkatan sebesar 4  kg/phn.  

Produktivitas komoditas pisang pada tahun 2015 mengalami penurunan  

terhadap tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar 5 kg/phn, sedangkan pada 
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tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 33 kg/phn dan 21 

kg/phn. Untuk rata-rata pertumbuhan produktivitas pisang mengalami peningkatan 

sebesar 16 kg/phn. Produktivitas komoditas jeruk keprok/siam pada tahun 2014-

2107 rata-rata pertumbuhan menunjukkan peningkatan sebesar 4 kg/phn, pada 

tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan masing-masing sebesar  20 kg/phn dan 

21  kg/phn, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 30 kg/phn. 

Peningkatan produktivitas pada tanaman pisang dan jeruk disebabkan adanya 

penambahan tanaman produktif, sedangkan penurunan tanaman pisang dan jeruk 

disebabkan adanya tanaman baru pada tahun tersebut. 

Produktivitas  komoditas tanaman hias, tanaman anggrek pada tahun 2015 dan 

2017 mengalami peningkatan  terhadap tahun sebelumnya sebesar 6 tangkai/m² dan 

9 tangkai/m² namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2016 sebesar 1 

tangkai/m².  Namun rata-rata pertumbuhan produktivitas tanaman anggrek 

mengalami peningkatan sebesar 5 tangkai/m². Produktivitas komoditas krisan pada 

tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1 tangkai/m² dan  0,46 

tangkai/m², namun pada tahun 2015 mengalami penurunan  terhadap tahun 2014 

sebesar 2 m2, sehingga didapatkan rata-rata pertumbuhan produktivitas tanaman 

krisan sebesar 0,41 tangkai/m². Pada tanaman hias (Anggrek dan Krisan ) produksi 

dan produktivitas menurun karena adanya serangan OPT (karat daun), sedangkan 

hasil produksi dan produktivitas meningkat tidak terlepas dari intensifnya Dinas 

Pertanian melakukan pendampingan, bantuan green house dan bantuan bibit unggul. 

Hasil pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan pada 

tahun 2014 adalah tersedianya benih tanaman pangan dan hortikultura yang 

bersertifikat dan memenuhi sesuai syarat 6 tepat (tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, 

waktu, harga).  Selanjutnya pada tahun 2015 ~ 2017 semua kegiatan Program 

Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan dan Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan menjadi kegiatan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 

dengan 19 (sembilan belas) pelaksanaan : 

a. Pengembangan Produksi Benih Hortikultura, Padi dan Palawija yang bertujuan 

menyediakan benih hortikultura, padi dan palawija yang bermutu dan 

bersertifikat sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas benih 
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guna mendukung ketahanan pangan nasional.  Ketersediaan benih selain 

bermutu dan bersertifikat juga harus memenuhi syarat 6 (enam) tepat yaitu :  

tepat varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga bagi petani di Jawa Timur 

dan pengguna lainnya. Untuk penyediaan benih hortikultura dilaksanakan 

dengan sistem klonal untuk komoditas buah (manga) dan benih sayuran (bawang 

merah dan kentang) serta komoditas buah-buahan yang lain (rambutan, jeruk, 

durian, jambu air, jambu biji kristal, kelengkeng, salak). 

Tabel 4.201 
Kinerja Pengembangan Benih Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2017 

 
Uraian 2014 2015 2016 2017 

Kentang (kg) 20.167  7.818  22.757  91462  
Bawang Merah (kg) 1.600  8.000  4.000  11.940  
Mangga (batang) 64.750  30.000  16.200  62.821  
Rambutan (batang) 4.000  3.000  3.000  7.000  
Jeruk (batang) - - - 4.000  
Durian (batang) - -  300  
Jambu Kristal (batang) - -  600  
Salak (batang) - -  1.500  
Padi (ton) 1.912.344 1.822.978 1.826.498 1.629.060 
Kedelai BS – FS (ton) 8,31 7,93 5,91 6,93 
Kedelai FS – SS (ton) 36,89 43,91 40,36 42,22 
Kacang Tanah BS – FS (ton) 3,49 3,65 2,39 2,79 
Kacang Tanah FS – SS (ton) 4,4 242 1,43 5,06 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 

 

b) Penerapan Penggunaan Pupuk Organik  

Saat ini, skim subsidi pupuk 

adalah subsidi harga yang 

penyalurannya dilaksanakan 

dengan pola tertutup 

menggunakan Rencana 

Definitif Kebutuhan Kelompok 

(RDKK). Sistem penyaluran 

subsidi pupuk yang 

dilaksanakan melalui subsidi 

harga masih dihadapkan pada 

Gambar 4.29. Alokasi Kebutuhan Pupuk dan Realisasi 
Penyaluran Pupuk (ton) Jawa Timur Tahun 2014~2017 

 

 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Jawa Timur, 2018 
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berbagai permasalahan baik dari sisi teknis dalam penyaluran pupuk bersubsidi 

maupun dari sistem penganggarannya.  Pembinaan pupuk organik dengan 

gambaran target dan realisasi penyaluran selama2014 ~2017: 

Tabel 4.202 
Realisasi Pupuk Subsidi Dan Non Subsidi Tahun 2014 ~ 2017  

 
Jenis 

Pupuk 
Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

2014 2015 2016 2017 
Urea 1.052.691 1.030.057 1.081.601 1.103.023 
NPK 163.966 150.800 158.223 164.685 

SP-36 473.523 443.741 491.939 468.077 
ZA 580.412 560.702 620.565 657.991 

Organik 355.266 351.303 353.550 364.426 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 
 

 

c) Proteksi Tanaman Pangan adalah upaya Pengamanan areal tanaman pangan dari 

serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim 

(DPI) berupa banjir dan kekeringan yang merupakan bagian penting dalam Di 

Jawa Timur, wujud Pelaksanaan Proteksi Tanaman Pangan yaitu upaya 

pengamanan luas areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI dilakukan 

dengan pengelolaan agroekosistem pertanaman secara preemtif dan rensponsif 

yang lebih toleran terhadap serangan OPT, meningkatkan pengamatan dan 

sistem peringatan dini OPT/DPI, gerakan pengendalian OPT dan adaptasi DPI, 

kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, peran dan fungsi kelembagaan, dan 

menyediakan sarana penanggulangan OPT/DPI.  

 Dari hasil realisasi 

capaian kinerja kegiatan 

Proteksi Tanaman Pangan 

menunjukkan bahwa 

pengamanan pangan dari 

gangguan serangan OPT dan 

DPI dapat ditekan dan 

diminimalisir sehingga tidak 

mempengaruhi peningkatan 

produktivitas dan produksi 

Gambar 4.30 Prosentase Pengamanan Produksi 
dari Serangan OPT / DPI Tahun 2014 ~ 2017 

 

 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Timur, 2018 
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pertanian khususnya tanaman pangan.  

d) Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Tanaman Pangan mutlak diperlukan dalam 

upaya peningkatan produksi .  Upaya Produktivitas dan mutu hasil pertanian 

harus diawali dengan penggunaan benih/bibit bermutu, karena produksi 

pertanian saat ini dituntut 

untuk berdaya saing tinggi.   

Perkembangan benih 

tanaman pangan di Jawa 

Timur menunjukkan 

komitmen keberpihakan 

pemerintah kepada petani 

untuk memenuhi kebutuhan 

benih bagi petani dengan 

meningkatkan ketersediaan 

benih bersertifikat dan 

memenuhi sesuai syarat 6 

tepat ditingkat petani.   

e) Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Air Irigasi 

Pertanian pada dasarnya merupakan amanah dari Undang-Undang no. 41 tahun 

2009 tentang Perlindungan Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B) yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan. Kedua payung perundangan ini 

mengisyaratkan bahwa penyelamatan lahan harus segera dilakukan karena laju 

konversi lahan sawah pertanian pangan sangat cepat.  

Perkembangan 2014 ~ hingga tahun 2017, baru terdapat 14 kabupaten/kota 

yang telah memiliki Perda LP2B dan yang belum sebanyak 24 kabupaten/kota. 

Rencana Luas LP2B Jawa Timur telah tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2012 

tentang RT RW Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013. Berdasarkan perda 

tersebut rencana LP2B Jawa Timur seluas 1.017.549,73 hektar yang terdiri dari 

lahan irigasi 802.357,90 hektar dan non irigasi 215.191,83 hektar.  Berbeda 

dengan kondisi riil di lapangan, yang akan banyak ditemui adalah sudah tidak 

Gambar 4.31. Ketersediaan Benih Tanaman Pangan 
Bersertifikat Jawa Timur Tahun 2014~2017 

 

 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Timur, 2018 
 

2014 2015 2016 2017
Kedelai (kg) 835.117 3.138.445 2.584.714 5.551.748
Jagung (kg) 15.946.698 25.611.213 16.521.194 29.932.866
Padi (kg) 24.557.179 28.828.379 28.588.015 37.518.820
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sesuainya keperuntukan lahan. ini berarti angka yang telah diperdakan 

mengalami pergeseran, untuk itu sangat penting bila dilakukan peninjauan 

dengan pemetaan kembali sehingga diketahui lahan-lahan yang hilang, dengan 

berbagai pendekatan, baik secara numerik maupun spasial yang terkini sehingga 

diperoleh luas baku sawah yang telah berstatus LP2B. 

f) Penataan Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja Mantri Tani sebanyak 664 orang yang tersebar di 664 

kecamatan sebagai upaya pengelolaan data statistik tanaman secara rutin terdiri 

data luas tanam harian, luas panen setiap bulan, produksi setiap bulan dan 

produktivitas setiap bulannya untuk komoditas padi sawah, padi ladang, jagung, 

kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dan komoditas buah, 

sayur, tanaman hias dan tanaman obat. 

g) Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian merupakan salah satu kebijakan 

percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur, yaitu suatu upaya 

peningkatan pemberdayaan usaha keluarga miskin melalui perluasan lapangan 

kerja berbasis usaha ekonomi produktif dengan pola kemitraan di kabupaten. 

Tabel 4.203 
Perkembangan Bantuan Hibah APP Tahun 2014~2017 

 
Uraian 2014 2015 2016 2017 

Kabupaten 16 16 - 15 
Kelompok Masyarakat penerima bantuan  30 30 - 47 
Jenis bantuan alsintan :     
Handtraktor 100 94 - 32 
Cultivator 50 34 - 35 
Pompa - 31 - 16 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 
 

h) Pengembangan Tanaman Serealia dan Aneka Kacang dan Umbi mempunyai 

tujuan untuk memfasilitasi tumbuhkembangnya penerapan teknologi budidaya 

Serealia dan Aneka Kacang dan Umbi sehingga diharapkan mampu memberikan 

kontribusi terhadap produksi yang ditetapkan serta memiliki orientasi untuk 

meningkatkan produktivitas.   
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Tabel 4.204 
Capaian Kegiatan Pengembangan Tanaman Serealia Tanaman Serealia  

Tahun 2014 ~ 2017 
 

Uraian 2014 2015 2016 2017 
Luas pengembangan padi hibrida Jawa Timur (ha)   - 2 
Luas diseminasi Padi Gogo / Lahan kering (ha)   25 6 
Luas pengembangan padi varietas baru (ha) 50 30 55 8 
Luas pengembangan jagung lahan marginal (ha) 15 51 8 7 
Pengembangan sorgum (ha) 19 15 5 3 
Peserta Tanam/Panen Serentak (Orang)   200 200 
Pengembangan kedelai, Kc.Tanah dan kc.Hijau (ha)  24 21 6 
Pengembangan Ubi Kayu dan Ubi Jalar (ha) 38 10 12 2 
Peserta tanam/ panen serentak  (orang)   100 100 
Alsinan hibah yang disalurkan (unit)     
- Power sprayer - 53 - - 
- Corn sheller - 5 - - 
- Penyosoh shorgum - 10 - - 
- Cultivator 25 43 - - 
- Soybean Threser - 8 - - 
- Soybean Threser - 8   

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 
 

i) Pembinaan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alsintan sangatlah penting 

mengingat dukungan alsintan dalam proses produksi tanaman pangan dan 

Hortikultura yang dimulai dari kegiatan pengolahan tanah, perbenihan, 

pembibitan, pengairan, penyiangan, sampai pemanenan saat ini diperlukan 

dikarenakan makin terbatasnya tenaga kerja pertanian di pedesaan dan untuk 

meningkatkan kemampuan penangan pra dan pasca panen baik secara kuantitas 

maupun kualitas.  Berikut ini adalah jumlah bantuan alat dan mesin pertanian 

yang diberikan kepada kelompok tani : 

Tabel 4.205 
Perkembangan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Tahun 2014~2017 

 
Jenis 2014 2015 2016 2017 

Hand Traktor 263 294 
 

58 
Pompa Air 132 255 

 
37 

Cultivator 25 84 
 

56 
Transplanter 

 
70 125 165 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018  
 

j) Pembinaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Pembuatan Embung 

Pertanian dimaksudkan untuk pembinaan / pendampingan teknis terhadap Dana 

Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan sasaran 
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kelompok petani pemakai air untuk lebih meningkatkan kinerja dan layanan 

kelompok dimaksud dalam memelihara keberadaan jaringan irigasi dan 

menjamin ketersediaan air, sehingga dapat meningkatkan intensitas 

pertanaman.  Hasil inventarisasi cakupan luas rehabilitasi jaringan irigasi tersier 

tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan total 351.635 hektar dan pembuatan 

embung sebanyak 887 unit yang tersebar di 29 kabupaten. Mengingat 

pentingnya ketersediaan air yang cukup dan keberadaan saluran yang memadai 

dalam mendukung program peningkatan produksi padi, maka kegiatan 

rehabilitasi jaringan irigasi tersier maupun pembuatan embung ini masih sangat 

perlu untuk dilakukan, utamanya pada wilayah-wilayah sentra produksi padi 

dengan pengairan teknis. 

Tabel 4.206 
Perkembangan Kegiatan Pembinaan RJIT dan Pembuatan Embung Tahun 2014~2017 

 
Pembinaan di Lokasi Jumlah  Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 

Rehabilitasi Jaringan Irigasi 
Tersier (ha) 

61.100 168.700 93.935 27.900 10.000 361.635 

Pembuatan Embung (unit) 576 15 205 61 30 887 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 

 

k) Pembinaan dan Pembiayaan Pertanian dimaksudkan Pemerintah untuk 

melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal 

panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian.   Pemberian asuransi 

pertanian diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Provinsi, 

kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha 

tani untuk komoditas unggulan strategis. 

Tabel 4.207 
Perkembangan Asuransi Asuransi Usahatani Tanaman Padi Tahun 2014~2017 

 
Uraian 2016 2017 

Target Asuransi (Ha) 165.000 175.000 
Realisasi (Ha) 30.409 329.667 
Klaim (Ha) 167 1.188 
Nilai Klaim (Rp) 1.002.000.000 7.130.173.600 
Jumlah Peserta (Orang) 7.602 25.064 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 
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l) Pembinaan Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultur dalam 

pelaksanaannya berupa pemberian penghargaan kepada pelaku usaha / petani / 

kelompok tani / gabungan kelompok tani/petugas bidang tanaman pangan dan 

hortikultura di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 merupakan salah 

satu bentuk perhatian pemerintah kepada prestasi dan kinerja mereka selaku 

pelaku utama pembangunan pertanian baik di sektor on farm maupun off farm di 

bidang pertanian.  Lomba Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Jawa Timur diikuti oleh petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/petugas, 

yang ada Jawa Timur, dengan beberapa jenis lomba, antara lain agribisnis padi, 

jagung, kedelai, buah, sayur, biofarmaka, tanaman hias, PUAP, mantri tani, PIP 

dan POPT.  Berikut ini adalah jumlah penerima penghargaan Lomba Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur tahun 2014 sebanyak 42 

penerima, tahun 2015 sebanyak 42 penerima, tahun 2016 sebanyak 44 

penerima, tahun 2017 sebanyak 42 penerima.   

 

5) Pengembangan Agribisnis  

Tahun 2015 ~ 2017 

Program Pengembangan Agribisnis bertujuan memfasilitasi pengembangan 

usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budi 

daya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu.  

Agribisinis lebih ditekankan pada peningkatan kualitas produk tanaman pangan dan 

hortikultura yang berdaya saing tinggi untuk mencukupi pasar domestik dan ekspor 

sehingga meningkatkan pendapatan petani.  Implementasi program melalui : 

a) Penataan Agribisnis melalui Cooperative Farming (CF), yaitu kerjasama antar 

petani dalam wadah kelompok tani dalam satu hamparan irigasi teknis seluas 

±50 hektar sehingga mencapai skala ekonomis mulai dari aspek hulu, budidaya 

dan hilir sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah petani.  

Tabel 4.208 
Capaian Kegiatan Cooperatif Farming (CF) Tahun 2014 - 2017 

 
Sarana Pendukung Cooperatif Farming (CF) 2014 2015 2016 2017 

- Saprodi (kelompok) 78 78 78 28 
- Lantai Jemur (unit) 20    
- Hand Traktor  (unit) 24 8 28 28 
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Sarana Pendukung Cooperatif Farming (CF) 2014 2015 2016 2017 
- Power Threser  (unit) 23    
- Paddy Mower  (unit) 26    
- Pompa Air  (unit) 21 65 28 28 
- Combine Harvester  (unit)   28 28 
- Transplanter  (unit)  45 28 28 
- PUTS  (unit)  48   

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 

 

b) Pengawasan Mutu Hasil Pertanian merupakan upaya dalam mendukung 

tercapainya Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi 

Jawa Timur meliputi 39 Kabupaten/ Kota, dengan indikator capaian banyaknya 

jumlah sertifikasi dan registrasi produk hasil pertanian yang beredar di pasar 

Jawa Timur, baik pasar tradisional maupun pasar modern maka dilaksanakan 

Kegiatan Standarisasi Mutu Produk Hasil Pertanian dengan capaian:  

Tabel 4.209 
Capaian Sertifikasi dan Registrasi produk hasil pertanian yang beredar di pasar  

Jawa Timur Tahun 2014 – 2017 
 

Uraian 2014 2015 2016 2017 
Sertifikasi Prima 2 1 --- --- 3 
Sertifikasi Prima 3 26 10 12 30 
Registrasi Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal 
Tumbuhan (PSAT) 

62 69 113 210 

Registrasi Packing House 1 --- --- --- 
Pendampingan Penerapan dan Sertifikasi Standar 
Global GAP (Good Agricultural Practices) 

--- 1 2 2 

Rekomendasi Keamanan Pangan untuk Ekspor 112 61 47 28 
Penerbitan Health Certificate untuk Ekspor --- --- 259 297 
Pengawasan Peredaran PSAT (kali) 16 12 14 11 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi  Jawa Timur,  2018 
 
c) Sinkronisasi Antar Pemerintahan Daerah dilakukan rutin setiap tahunnya berupa 

partisipasi dalam berkoordinasi kegiatan Mitra Praja Utama (MPU) dari 10 

provinsi Pemerintah Provinsi di Indonesia) terutama untuk kelompok kerja 

Pangan dengan kegiatan pertemuan rutin sesuai agenda kesepakatan bersama 

Sekretariat MPU untuk melakukan berbagai kerja sama seperti pengendalian 

inflasi bersama, pameran produk pertanian bersama dan penyangga 

ketersediaan pangan; 

d) Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan merupakan 

alternatif solusi untuk pengembangan wilayah pedesaan karena bertujuan untuk 

menstimulasi timbulnya sentra-sentra produksi pertanian berbasis  pada potensi 
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yang dimiliki oleh kawasan pedesaan.  Lokasi pembinaan kawasan agropolitan di 

Jawa Timur tahun 2015 dan 2016 sebanyak 25 kelompok dan tahun 2017 

sebanyak 9 dengan alokasi bantuan cultivator 50 unit ditahun 2015 dan tahun 

2017 sebanyak 10 unit bantuan cultivator.  

e) Pengembangan Kebun Agribisnis Tanaman Pangan meliputi kegiatan budidaya 

tanaman padi, jagung dan kedelai yang dilakukan pada beberapa lokasi kebun 

milik UPT PATPH yaitu di kebun Cemengkalang Sidoarjo, Kalianyar Malang, Bedali 

Malang dan Dau Malang.   Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan 

produksi padi lebih dari 100%, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan 

produksi sejumlah 15.962 kg GKS dan selanjutnya terjadi kenaikan kembali 

sebesar 26.040 kg GKS. Pada tahun 2018 capaian produksi sudah cukup tinggi 

karena pada triwulan II sudah mencapai nilai produksi 22.325 kg GKS dan pada 

tahun 2017 terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 20.702 kg,  

f) Pengembangan Kebun Agribisnis Hortikultura meliputi kegiatan budidaya 

tanaman sayuran daun (sawi, kangkung, bayam hijau), sayuran buah (Jagung 

manis, Mentimun, Tomat, Terong, Labu, Pare, Cabe, Rebung, Brokoli), Bawang 

Merah, Jamur, buah-buahan semusim seperti Melon dan Semangka dan melon 

kotak, Buah-buahan tanaman tahunan (Kelengkeng, Mangga, Apel, Jambu Biji 

Merah, Jambu Kristal, Buah Naga, Jeruk Keprok, Jeruk Siem dsb) di kebun Lebo 

Sidoarjo, Dlanggu Mojokerto, Kebomas Gresik, Dau Malang, Bulukerto Batu, 

Kumbung Jamur Bedali Malang, dan Pare Kediri.  

Tabel 4.210 
Capaian Produksi Tanaman Hortikultura UPT PATPH Tahun 2014 - 2017 

 
Produksi 2014 2015 2016 2017 

Buah-buahan (kg) 35.169 20.009 43.507 46.769 
Sayuran (Kg) 22.427 46.211 36.526 39.453 
Cabe(Kg) 
Mangga(Kg) 
Jeruk(Kg) 
Pisang(Kg) 

- 
440 

2.599 
- 

- 
- 

2.575 
- 

- 
- 

2.900 
- 

1.468,5 
448 

2.846 
- 

Jeruk keprok/siam (kg) 2.599 2.575 2.900  
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 

 

g) Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada Kawasan Tanaman Buah, 

Tanaman Hias, Tanaman Sayur dan Tanaman Obat dalam budidaya tanaman 
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menjadi jawaban untuk memperbaiki proses produksi yang lebih ramah 

lingkungan, meningkatakan kualitas produk sesuai dengan standar, 

memungkinkan penelusuran semua aktivitas produksi dan dapat dilacak balik bila 

terjadi masalah atau keluhan konsumen serta meningkatkan daya saing.  

Penerapan GAP dalam pelaksanaannya sesuai dengan Standard Operating 

Procedure (SOP) komoditas buah dan tanaman hias yang telah disusun dalam 

wujud Sekolah Lapangan Good Agricultural Practices (SL-GAP).  Penerapan Good 

Agricultural Practices Indonesia (IndoGAP) pada komoditas hortikultura, 

merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya peningkatan daya saing 

hortikultura Indonesia di pasar internasional maupun di pasar domestik. 

Tabel 4.211 
Pengembangan kualitas dan mutu produk Buah-Buahan melalui Sistem Good 

Agricultural Practices (GAP) 2014 - 2017 
 

Uraian Komoditas 2014 2015 2016 2017 

SL GAP 
(Kelompok Tani) 

Buah 8 11 11 8 
Hias 2 3 1 3 
Tan. Sayur 8 13 11 10 
Tan. Obat 4 9 10 5 

SOP (unit) 

Buah - 10 10 12 
Hias - 3 4 4 
Tan. Sayur - 11 10 10 
Tan. Obat - 9 6 7 

Registrasi 
(Kebun) 

Buah 137 159 124 129 
Hias 30 31 25 57 
Tan. Sayur 139 151 150 151 
Tan. Obat 50 73 76 76 

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018  

h) Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan merupakan 

upaya pengamanan produksi Tanaman Pangan dengan menerapkan penanganan 

Pasca Panen dan Pengolahan Hasil yang tepat sehingga dapat menjamin 

ketersediaan bahan pangan baik kuantitas maupun kualitas yang akan 

berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan keamanan nasional. 

Dengan fasiltasi berupa hibah sarana dan peralatan pasca panen dan pengolahan 

hasil untuk kelompok tani/gabungan kelompok tani merupakan wujud 

kepedulian Pemerintah dalam upaya menurunkan susut hasil, memperbaiki mutu 

hasil, memberikan nilai tambah serta meningkatkan daya saing produk terutama 

di lokasi penerima bantuan. 
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Tabel 4.212 
Capaian Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil  
Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014 - 2017 

 
Sarana Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil  2014 2015 2016 2017 

- RMU  50   
- Lantai Jemur 60 28   
- Pedal Thresher Bermotor 145    
- Corn Sheler 8 8   
- Soybean Thresher 8 8   
- Combine Harvester Kecil 181  150 243 
- Combine Harvester Jagung    23 
- Sarana Pengolahan Jagung 5 6   
- Sarana Pengolahan Kedelai 7    
- Sarana Pengolahan Ubikayu  7   
- Pembuat keripik/chip buah-buahan 12 - - - 
- Alat pembuat susu kedelai 7 - - - 
- Packing House 15 13 10 10 
- Sarana Packaging House 15 13 8 10 
- Penggoreng biasa 8 - - - 
- Penggorengan vacum 4 3 3 2 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 

 
i) Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

dilakukan melalui : i) pemantauan harga dilakukan setiap bulan untuk komoditas 

gabah / beras, jagung dan kedelai  di sentra produksi (38 kabupaten/kota) dan 

telah terlaksana pemantauan bulan Januari hingga bulan Juni 2018; ii) Jumlah 

Pameran Komoditas tanaman Pangan di Sentra Produksi setahun 2 kali ditahun 

2015, 2016 dan 2017.  

Sedangkan untuk pemasaran hortikultura dilakukan melalui secara rutin 

setiap tahunnya melalui : a) pemantauan harga di sentra produksi (20 

kabupaten/kota); b) Pembinaan Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman 

Hortikultura dan c) pameran komoditas hortikultura 6 (enam) kali. 

 
6) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan  

Tahun 2014 

Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan alternatif solusi untuk 

pengembangan wilayah pedesaan karena bertujuan untuk menstimulasi timbulnya 

sentra-sentra produksi pertanian berbasis  pada potensi yang dimiliki oleh kawasan 

pedesaan.  Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dimulai sejak tahun 2003 

dan sampai dengan tahun 2014 sudah berkembang sebanyak 63 kawasan agropolitan 
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yang tersebar di  Kabupaten / kota.   Lokasi kawasan agropolitan di Jawa Timur dan 

sarana prasarana yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 8 Kabupaten dengan 8 

kelompok penerima bantuan 1 (satu) unit cultivator. 

 

7) Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman 

Pangan Tahun 2018 

Program ini bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian 

tanaman pangan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, 

serta peningkatkan ekspor nonmigas dengan capaian tahun 2018 hingga triwulan II : 

Tabel 4.213 
Realisasi Perkembangan Tanaman Pangan Tahun 2018 

Komoditas 
Luas Panen (ha) Produktivitas (ku/ha) Produksi (ton) 

SR I 2018 SR I 2017 SR I 2018 SR I 2017 SR I 2018 SR I 2017 
Padi Sawah 939.369 960.917 61,19 58,78 5.748.416 5.648.267 
Padi Ladang 115.802 123.835 43,79 42,02 507.154 520.355 
Padi Total 1.055.171 1.084.752 59,28 56,87 6.255.570 6.168.622 

Jagung 623.316 587.789 44,37 41,28 2.765.586 2.426.388 
Kedelai 51.650 24.157 13,67 13,93 70.580 33.650 

Kacang Tanah 42.838 40.934 12,64 12,42 54.138 50.840 
Kacang Hijau 6.168 9.769 13,37 12,60 8.244 12.308 

Ubi Kayu 8.456 14.911 272,55 257,30 232.164 383.647 
Ubi Jalar 2.268 2.836 308,52 228,20 69.972 64.724 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 
 

Capaian produksi padi tahun 2018 dengan realisasi 6.255.570 ton pada sub 

round I  (SR I) bulan Januari – April meningkat 86.948 ton dibandingkan SR I tahun 

2017 meskipun luas panen padi turun 29.580 ha (padi sawah 939.369,3 ha  dan padi 

ladang 115.802 ha).  Meningkatnya produksi dipicu peningkatan produktivitas 

meningkat 2,41 ku/ha dari 56,87 tahun 2017 menjadi 59,28 ku/ha.  Produksi jagung 

meningkat 339.198 ton dari 2.426.388 ton tahun 2017 menjadi 2.765.586 ton ditahun 

2018, kedelai meningkat 36.930 ton ton dari 33.650 ton tahun 2017 menjadi 70.580 

ton ditahun 2018, kacang tanah meningkat 3.298 ton dari 50.840 ton tahun 2017 

menjadi 54.138 ton ditahun 2018, dan ubi jalar meningkat 5.248 ton dari 64.724 ton 

tahun 2017 menjadi 69.972 ton ditahun 2018.  Sedangkan kacang hijau  dan ubi kayu 

menurun produksinya, kacang tanah dari 12.308 ton tahun 2017 menjadi 8.244 ton 

ditahun 2018 dan ubi kayu dari 64.724 ton tahun 2017 menjadi 69.972 ton ditahun 
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2018.  Capaian produksi tanaman pangan pada tahun 2018 merupakan implementasi 

kegiatan : 

a) Pengamanan pangan sebesar 97,22 persen dari luas area pertanaman dan 

berhasil meminimalisir gangguan serangan OPT dan DPI sehingga tidak 

mempengaruhi peningkatan produktivitas dan produksi pertanian khususnya 

tanaman pangan; 

b) Upaya meningkatkan kinerja Mantri Tani yang tersebar di 664 kecamatan melalui 

pengelolaan data statistik tanaman pangan setiap bulan, triwulan dan tahunan 

untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan 

ubi jalar bulan Januari hingga Juni 2018; 

c) Fasilitasi penerapan teknologi budidaya serealia sehingga diharapkan mampu 

memberikan kontribusi terhadap produksi yang ditetapkan serta memiliki 

orientasi untuk meningkatkan produktivitas melalui Diseminasi Padi Gogo / 

Lahan kering, Pengembangan jagung lahan marginal, Pengembangan sorgum, 

dan Pencanangan Tanam / Panen Serentak.  Capaian kegiatan sampai dengan 

triwulan II 2018 telah terlaksana 69,23 persen atau seluas 9 hektar dari target 

areal seluas 13 yang terdiri : diseminasi PTT Padi Gogo / Padi Lahan kering seluas 

2 hektar, pengembangan jagung lahan marginal seluas 5 ha dan luas 

pengembangan sorgum 2 hektar; 

d) Pada tahun 2018, Pengembangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi berubah 

menjadi Ekstensifikasi dan Diversfikasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.  

Capaian kegiatan sampai dengan triwulan II 2018 telah terlaksana 57,14 persen 

seluas 4 hektar dari target 7 hektar terdiri : pengembangan kacang tanah seluas 

1 hektar, pengembangan kacang hijau seluas 1 hektar dan pengembangan ubi 

jalar dan ubi kayu masing-masing seluas 1 hektar; 

e) Penataan agribisnia melalui Cooperative Farming berupa penyaluran sarana 

pendukung CF untuk 22 kelompok dengan fasilitasi bantuan 22 unit hand tractor, 

22 unit combine harvester dan 22 unit transplanter telah terealisasi 100 persen 

kabupaten berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 

188/320/kpts/013/2018 tentang Penerima Hibah Berupa Barang Yang dievaluasi 
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oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahap III, 

tanggal 4 Juni 2018; 

f) Penyaluran hibah Kegiatan Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 

Tanaman Pangan sejumlah 243 unit alat mesin pasca panen dan sampai dengan 

triwulan II  telah terealisasi 25,5 persen terdiri 46 unit  Power Thresher 

Multiguna dan 16 unit Combine Harvester Jagung; 

g) Perkembangan pemasaran dilakukan melalui : i) pemantauan harga dilakukan 

setiap bulan untuk komoditas gabah / beras, jagung dan kedelai  di sentra 

produksi (38 kabupaten/kota) dan telah terlaksana pemantauan bulan Januari 

hingga bulan Juni 2018; ii) Jumlah Pameran Komoditas tanaman Pangan di Sentra 

Produksi setahun 2 kali ditahun 2015, 2016 dan 2017. Pada Tahun 2018 sebanyak 

3 kali pameran yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV 2018; 

h) Realisasi sertifikasi benih tahun 2018 dengan perkembangan hingga triwulan II 

sebesar : a) Kedelai sebesar 87.259 kg; b) Jagung sebesar 152.835 kg; dan c) padi 

sebesar 225.610 kg. 

 
8) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah 

Tanaman Hortikultura  

Tahun 2018 

Program ini bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian 

tanaman hortikultura untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan 

nasional, serta peningkatkan ekspor nonmigas dengan capaian tahun 2018 hingga 

triwulan II : 

Tabel 4.214 
Realisasi Produksi Hortikultura Unggulan Jawa Timur Tahun 2017 dan 2018 

Produksi ASEM 2017 Tw I 2018 
Cabe Besar (ton)             16.136          13.240  
Cabai rawit (ton)             16.502          27.605  
Bawang Merah (ton)             64.083       114.243  
Mangga (ton)             10.383          29.325  
Pisang (ton)          459.498       356.424  
Jeruk Keprok/Siam (ton)             24.530          18.076  
Anggrek (tangkai)          917.583       589.401  
Krisan (tangkai)     44.402.205    8.770.090  
Temulawak (kg)          535.538          28.750  
Jahe (kg)       6.186.218       576.702  
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018 
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Capaian produksi tersebut melalui imnplementasi beberapa kegiatan sebagai 

berikut : 

a) Upaya meningkatkan kinerja Mantri Tani sebanyak 664 orang yang tersebar di 

664 kecamatan sebagai upaya pengelolaan data statistik hortikultura setiap 

bulan dan terealisasi bulan Januari – Juni 2018, triwulan dan tahunan untuk 

komoditas buah dan sayuran tahunan, sayuran dan buah semusim, tanaman hias 

dan tanaman obat (biofarmaka); 

b) Pembinaan Tanaman Buah dan Tanaman Hias Tahun  2018 telah dilakukan untuk 

memperkuat kawasan berupa pengawalan kawasan buah dan tanaman hias seluas 78 

hektar, Pengembangan kawasan bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai 

Rawit serta kawasan Jahe dan Kunyit; 

c) Sinkronisasi Antar Pemerintahan Daerah dilakukan rutin setiap tahunnya berupa 

partisipasi dalam berkoordinasi kegiatan Mitra Praja Utama (MPU).  Pertemuan 

koordinasi tahun 2018 dilaksanakan di Lampung tanggal 27-29 Maret dengan 

tema “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui 

Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi MPU” dilanjutkan pertemuan di 

Surabaya; 

d) Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam budidaya tanaman buah dan 

tanaman hias menjadi jawaban yang dimaksudkan untuk memperbaiki proses 

produksi menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatakan kualitas produk sesuai 

dengan standar, memungkinkan penelusuran semua aktivitas produksi dan dapat 

dilacak balik bila terjadi masalah atau keluhan konsumen serta meningkatkan 

daya saing : i) penerapan SLGAP tanaman buah 12 kelompok, tanaman hias 1 

kelompok, tanaman sayur 7 kelompok dan tanaman obat 5 kelompok; ii) 

penyusunan SOP tanaman buah 12 kelompok, tanaman hias 3 kelompok, 

tanaman sayur 6 kelompok dan tanaman obat 3 kelompok; iii) registrasi kebun / 

lahan usaha tanaman buah 68 lahan; 

e) Upaya penyediaan benih hortikultura bermutu dan bersertifikat dengan 

pencapaian pada bulan Juni 2018 untuk komoditas : a) Sayuran dan buah 

semusim  530.282,60 kg; dan b) Buah-buahan 73.608,12 batang; 
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f) Pembinaan Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman Hortikultura berupoa 

Pameran Komoditas Hortikultura target  6 kali   terealisasi 3 kali atau 50 persen;  

untuk pemantauan harga kabupaten penghasil komoditas hortikultura target 20 

Kabupaten terealisasi 12 Kabupaten; 

g) Fasilitasi penanganan pasca panen hortikultura pada tahun 2018 masih dalam 

proses kaji ulang Packing House sebanyak 4 unit, Sarana Packaging House 

sebanyak 4 unit, Alat pengolahan sebanyak 13 unit dalam proses SK Gubernur 

sebanyak 7 unit dan sisanya dalam tahap penyusunan SPK. 

 

9) Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil 

Tahun 2018 

Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil ini bertujuan meningkatkan 

efisiensi, kualitas dan jumlah olahan produk tanaman pangan dan hortikultura Jawa 

Timur merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah usahatani dan 

peningkatan mutu produk pertanian melalui penerapan GAP dan terukur dari jumlah 

registrasi dan sertifikasi produk.  Pertambahan nilai suatu komoditas disebabkan 

telah mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam 

suatu produksi.  Beberapa kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara 

lain, pada:  

a) Pelaksanaan Standardisasi Mutu Produk dengan capaian : Sertifikasi Prima 3 

sebanyak 80 unit, Registrasi Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan 

(PSAT) sebanyak 683 unit, Registrasi Packing House 1 unit, Pendampingan 

Penerapan dan Sertifikasi Standar Global GAP (Good Agricultural Practices) 

sebanyak 5 unit, 260 unit Rekomendasi Keamanan Pangan untuk Ekspor, 

Penerbitan Health Certificate untuk Ekspor sebanyak 711 dan  Pengawasan 

Peredaran PSAT 61 kali. 

b) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 

Pada tahun 2018 diimplementasikan dengan indikator jumlah masyarakat yang 

tersosilisasi Mutu dan Keamanan Pangan,  Jumlah kampanye Keamanan Pangan  

dan Jumlah Gelar Kampanye Keamanan Pangan.  Pelaksanaan sampai dengan 
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triwulan II 2018 telah melakukan Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan 

Pangan Kab/Kota.  

   

10) Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian 

Tahun 2018 

Program ini bertujuan meningkatkan sarana prasarana pertanian (alat mesin 

pertanian), dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani kapasitas dan daya saing 

masyarakat pertanian melalui pembinaan pelaku usaha tanaman pangan dan 

hortikultura, pembinaan terhadap LP2B, pemberdayaan kelompok Mitra Usaha 

terutama bagi petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya 

usaha pertanian.  Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada: 

a) Pembinaan pupuk organik serta pencapaian realisasi penyaluran pupuk subsidi 

dan non subsidi : i) Urea sebanyak 39,64 persen; ii) NPK sebanyak 43,79 persen; 

iii) SP-36 sebanyak 48,45 persen; iv) ZA sebanyak 42,98 persen; Organik  

sebanyak 36,22 persen; 

b) Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha / petani / kelompok tani / 

gabungan kelompok tani / petugas bidang tanaman pangan dan hortikultura di 

tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah diterima 29 pemenang; 

c) Perkembangan bantuan hibah APP tahun 2018 dialokasikan bagi 30 Kelompok 

Masyarakat penerima bantuan hibah APP yang tersebar untuk 15 kabupaten 

terdiri 15 hand traktor dan 15 unit pompa; 

d) Bantuan alat dan mesin pertanian yang diberikan kepada kelompok tani tahun 

2018 adalah 96 unit hand traktor, 52 unit pompa air, dan 34 unit transplanter; 

e) Perkembangan asuransi pertanian dalam bentuk bantuan premi yang difasilitasi 

Pemerintah Provinsi terealisasi 116.749 hektar dengan klaim 783 hektar dengan 

nilai Rp. 4.698.808.000.00 bagi 184.145 orang; 

f) Pembinaan RJIT dan Pembuatan Embung Tahun 2018 dilokasi rehabilitasi 

jaringan irigasi tersier seluas 10.000 hektar dan lokasi pembuatan 887 unit 

embung tahun 2018. 
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g) Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan sebanyak 10 

kelompok di 10 kabupaten dengan sarana prasarana yang diterima 10 unit 

cultivator; 

 
11) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian 

Tahun 2018 

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat 

pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber 

daya usaha pertanian.  Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan,  

a) Upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dan pelaku 

agribisnis pertanian sampai dengan triwulan II 2018 sebanyak 150 petani dengan 

15 jenis materi dan sesuai target tahun 2018 maka sampai akhir tahun 2018 

masih terdapat 10 jenis materi pelatihan yang akan dilaksanakan pada triwulan 

III dan IV; 

b) Dari hasil realisasi capaian kinerja kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan dalam 

rangka Proteksi Tanaman Pangan menunjukkan bahwa ada peningkatan 

ketrampilan petani / kelompok tani dalam menerapkan konsep dan strategi PHT 

dan tercapai 6 kelompok PHT; 

c) Pada tahun 2018 dilakukan pengawalahan kegiatan pendidikan kemasyarakatan 

produktif tanaman pangan dan sosialisasi program agribisnis hulu hilir agro 

maritim sektor pertanian sebanyak 2 kali. Pertemuan Persiapan di tingkat 

provinsi telah dilaksanakan, sedangkan bimbingan teknis direncanakan pada 

triwulan III dan IV; 

d) Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.  Perkembangan 

Penyuluh dan Kelompok Tani / Gapoktan di Jawa Timur tahun  2018 

menunjukkan capaian : i) 1.783 orang penyuluh; ii) 1.778 orang penyuluh THLTB; 

iii) Penyuluh swadaya sebanyak 3.809 penyuluh swadaya; iv) 45.743 

kelompoktanui dan v) 8.058 Gapoktan. 
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b. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Permasalahan :  

Permasalahan yang ditemui dalam mengimplementasi Program pada urusan 

Pertanian dalam kurun waktu tahun 2014 ~ 2018 sebagai berikut :  

a) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, permukiman dan 

pusat perkantoran; 

b) Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat 

jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk 

bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK; 

c) Ketersediaan benih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, 

jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga; 

d) Kebutuhan alsintan terutama untuk proses pengolahan tanah. dan tanam masih 

tinggi terutama dengan semakin terbatasnya tenaga kerja di pedesaan; 

e) Kondisi jaringan irigasi (JITUT / JIDES) banyak mengalami kerusakan dan sekitar 

30 persen memerlukan rehabilitasi. 

f) Masih lemahnya daya saing komoditas karena lemahnya posisi tawar 

(bargaining-position) Petani / Kelompok Tani; 

g) Masih lemahnya kemampuan berwirausaha pada pelaku agribisnis. 

 

Solusi : 

a) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian alih 

fungsi lahan sesuai RTRW kabupaten / kota sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur tahun 2011-2031 telah 

ditetapkan Rancangan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031; 

b) Meningkatkan koordinasi dan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan 

Pestisida / KP3 Provinsi Jawa Timur terhadap distribusi pupuk di Jawa Timur serta 

melakukan evaluasi dan pelaporan perencanaan penyaluran dan 
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persenpenggunaan pupuk sekaligus mengintensifkan pembinaan penggunaan 

pupuk organik dan anorganik ditingkat petani;  

c) Penyediaan benih padi dan jagung di Jawa Timur sudah terpenuhi di tingkat 

usaha tani. Permasalahan hanya pada benih kedelai yang ketersediaannya 

terbatas dan telah diupayakan peningkatan produksi benih kedelai bersertifikat 

melalui industri perbenihan (swasta/ penangkar) sehingga ketersediaan benih 

kedelai di tingkat petani memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu jenis, mutu, 

waktu, jumlah, tempat, dan harga.   

d) Meningkatkan fasilitasi sarana prasarana pertanian berupa alat dan mesin 

pertanian dikawasan sentra produksi pangan sesuai komitmen pemerintah pusat 

dan provinsi; 

e) Perbaikan jaringan irigasi sesuai komitmen pemerintah pusat dan provinsi dan 

melakukan optimalisasi pemanfaatan air irigasi. 

f) Pelatihan agribisnis bagi petani tentang daya saing produk pertanian yang 

meliputi mutu produk, keamanan pangan dan tingkat efisiensi usaha tani karena 

biaya produksi yang relatif tinggi berdampak harga produk menjadi kurang 

kompetitif; 

g) Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi petani sebagai pelaku agribisnis 

dan kemitraan usaha. 
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2.2.2   DINAS PERKEBUNAN  

Urusan Perkebuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan Pagu dan 

Realisasi Program Pembangunan Dinas Perkebunan Tahun 2014-2018 secara terinci 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.215 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas Perkebunan  

Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014  2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Peningkatan 
Produksi 
Perkebunan 

Pagu 78.385.513.000 86.463.276.000 62.933.035.500 50.578.627.756  
Realisasi 64.215.311.194 72.937.742.873 59.759.398.604 40.257.710.474  

% 81,92 84,36 94,96 79,59  

2 

Program 
Pengembangan 
Agribisnis 
Perkebunan 

Pagu 42.768.457.000 18.620.739.000 11.988.050.000 9.783.365.000  
Realisasi 29.044.657.464 15.097.048.332 10.906.024.399 8.030.913.386  

% 67,91 81,08 90,97 82,09  

3 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas  SDM 
Non Aparatur 
Perkebunan 

Pagu  4.738.885.000 4.550.000.000 1.230.000.000  

Realisasi  3.958.416.113 4.327.747.873 954.632.635  

%  83,53 95,12 77,61  

4 

Program 
Peningkatan 
Produksi dan 
Produktivitas 
Tanaman 
Semusim 
Perkebunan 

Pagu     30.600.000.000 

Realisasi     2.107.244.500 

%     6,89 

5 

Program 
Peningkatan 
Produksi dan 
Produktivitas 
Tanaman 
Tahunan 
Perkebunan 

Pagu     11.800.000.000 

Realisasi     2.937.560.117 

%     24,89 

6 

Program 
Perlindungan 
Tanaman 
perkebunan 

Pagu     3.061.347.000 

Realisasi     433.763.928 

%     14,17 

7 

Program 
Bimbingan 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Perkebunan 

Pagu     3.900.000.000 
Realisasi     257.320.785 

%     6,80 

8 

Program 
Pengawasan 
dan Pengujian 
Mutu Benih 

Pagu     3.500.000.000 
Realisasi     670.449.576 

%     19,16 
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No Program Tahun 2014  2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

9 

Program 
Pengembangan 
Benih Tanaman 
Perkebunan 

Pagu     5.700.000.000 
Realisasi     874.658.926 

%     15,34 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Produksi Perkebunan 

Program peningkatan produksi perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan 

produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dengan sasaran Meningkatnya 

produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, ditetapkan, 2 indikator kinerja 

yaitu: 

- Persentase (%) peningkatan produksi tanaman perkebunan: 

Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan dibagi menjadi dua 

komoditi tanaman semusim khususnya untuk tebu dan tembakau dan 

komoditi tanaman tahunan yaitu kopi dan kakao 

- Persentase (%) peningkatan produktivitas tanaman perkebunan: 

indikator persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan 

merupakan hasil penghitungan dari capaian produksi komoditi perkebunan 

(ton) per luas areal (ha), yang meliputi beberapa komoditi, yakni: Tebu, 

Tembakau, Kopi, Kakao, Cengkeh, dan Kelapa. 

 

2) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan  

Program pengembangan agribisnis perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan 

mutu produk tanaman perkebunan, dengan sasaran Meningkatnya Mutu Produk 

Tanaman Perkebunan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: 

- Persentase (%) peningkatan mutu produk perkebunan. 

Indikator Persentase peningkatan mutu produk perkebunan dikhususkan pad 

komoditi Kopi Arabika dan Kakao. Yakni dengan cara memberikan perlakuan olah 

pasca panen yang dapat meningkatkan nilai tambah produk perkebunan 

dimaksud. 
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3) Program Peningkatan Kapasitas  SDM Non Aparatur Perkebunan  

Program peningkatan kapasitas SDM non aparatur perkebunan dimaksudkan 

untuk meningkatkan SDM petani perkebunan, dengan sasaran Meningkatnya 

Kemampuan SDM Petani Perkebunan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: 

- Persentase (%) rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil 

dari pelatihan. 

Pemenuhan terhadap target indikator di atas, ditempuh dengan memberikan 

pendidikan dan pelatihan kepada petani perkebunan dalam rangka meningkatkan 

SDM petani perkebunan. Selain itu, upaya untuk mengungkit SDM petani 

perkebunan dapat ditempuh juga dengan cara meningkatkan kemampuan secara 

kelembagaan. 

 

4) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Perkebunan 

Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim perkebunan 

dimaksudkan untuk meningkatkan produksi tanaman semusim perkebunan, 

dengan sasaran Meningkatnya produksi tanaman semusim perkebunan, 

ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: Persentase peningkatan produksi tanaman 

semusim perkebunan. Untuk mencapai target indikator tersebut, diwujudkan 

dalam bentuk sub kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, maupun pemanfaatan 

teknologi budidaya 

 

5) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan 

Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan perkebunan 

dimaksudkan untuk meningkatkan produksi tanaman tahunan perkebunan, 

dengan sasaran Meningkatnya produksi tanaman tahunan perkebunan, ditetapkan 

1 indikator kinerja yaitu: Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan 

perkebunan yang dapat dicapai dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, 

rehabilitasi, dan diversifikasi, serta pemanfaatan teknologi budidaya secara tepat 

guna 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-525 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

6) Program Perlindungan Tanaman Perkebunan  

Program perlindungan tanaman perkebunan dimaksudkan untuk mengamankan 

potensi kehilangan hasil perkebunan, dengan sasaran Meningkatnya pengamanan 

terhadap potensi kehilangan hasil Perkebunan, ditetapkan 1 indikator kinerja 

yaitu: Persentase peningkatan pengamanan nilai produksi. Indikator tersebut 

dicapai dengan upaya untuk menanggulangi serangan hama dan penyakit tanaman 

perkebunan, sehingga potensi kehilangan hasil produksi akibat dari serangan 

hama dan penyakit tersebut dapat diminimalisir. 

 

7) Program Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan  

Program bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dimaksudkan 

untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan, dengan sasaran 

Meningkatnya nilai tambah produk tanaman Perkebunan, ditetapkan 1 indikator 

kinerja yaitu: Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan yang 

ditempuh dengan cara memberikan bimbingan kepada petani perkebunan pada 

sektor hilir, sehingga nilai tambah yang didapatkan petani dari hasil produksi yang 

didapatkan akan mengalami peningkatan. Dengan adanya program ini, petani akan 

mempunyai peran yang cukup besar pada siklus rantai pasar yang selama ini diisi 

oleh tengkulak dan para pedagang besar. 

 

8) Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih  

Program pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan dimaksudkan untuk 

meningkatkan mutu benih tanaman perkebunan, dengan sasaran Meningkatnya 

benih tanaman perkebunan yang bersertifikat, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: 

Persentase peningkatan penanganan sertifikasi benih tanaman perkebunan. untuk 

mendukung indikator tersebut, upaya yang ditempuh ialah dengan meningkatkan 

kualitas dan kapasitas pelayanan sertifikasi benih serta melakukan pengawasan 

secara ketat terhadap peredaran benih yang sudah disertifikasi. 
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9) Program Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan   

Program pengembangan benih tanaman perkebunan dimaksudkan untuk 

meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat tanaman perkebunan, 

dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan benih unggul bersertifikat tanaman 

Perkebunan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: Persentase peningkatan 

pemenuhan kebutuhan benih tanaman Perkebunan yang bersertifikat. Langkah 

yang diupayakan ialah dengan meningkatkan kapasitas produksi benih unggul yang 

kemudian diajukan sertifikasi, sehingga kebutuhan benih bersertifikat dapat 

dipenuhi. 

 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

1) Belum optimalnya realisasi kegiatan khususnya di kegiatan pengembangan 

komoditi perkebunan, selain jadwal pelaksanaannya menyesuaikan musim, 

juga dipengaruhi oleh komponen pendukung pengembangan yaitu 

ketersediaan benih/bibit, dimana untuk memperolehnya melalui proses 

pengadaan lelang yang mempunyai resiko gagal lelang maupun keterbatasan 

waktu. 

2) Menyusutnya luas areal komoditi perkebunan membawa dampak yang cukup 

signifikan terhadap kapasitas produksi komoditi perkebunan. Penyusutan luas 

areal tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Alih 

fungsi lahan dimaksud bisa dalam bentuk alih komoditi (beralih ke komoditi 

tanaman pangan) ataupun beralih ke lahan pemukiman maupun 

perindustrian. Bahkan di beberapa titik di kabupaten/kota, penyusutan luas 

areal juga disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan tol.  

 

Solusi : 

1) Diperlukan penjadwalan awal secara terstruktur dan sistematis dengan 

memperhatikan dan memperhitungkan secara cermat mengenai jadwal lelang 

yang disesuaikan dengan musim tanam. Selain itu, perlu diadakan kerjasama 

dengan pihak ketiga yang lebih profesional dan bertanggung jawab.  



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-527 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

2) Diupayakan untuk mulai merambah di lahan-lahan pekarangan maupun lahan 

marginal yang secara teknis masih bisa dimanfaatkan untuk budidaya komoditi 

perkebunan. 
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2.2.3   DINAS PETERNAKAN 

Urusan Pertanian sub sektor Peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan 

dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas Peternakan Tahun 2014-

2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.216 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Tahun 2014-2018  

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 

(TW II) 

1 

Program 
Peningakatan 
Kesejahteraan 
Petani 

Pagu 65.571.500.000 - - - - 

Realisasi 59.084.231.651 - - - - 

% 90,11 - - - - 

2 

Program 
Pencegahan 
dan 
Penanggulang
an Penyakit 
Ternak 

Pagu 28.400.000.000 - - - - 

Realisasi 26.266.712.331 - - - - 

% 92,49 - - - - 

3 

Program 
Peningkatan 
Pemasaran 
Hasil Produksi 
Peternakan 

Pagu 4.400.000.000 - - - - 

Realisasi 3.707.978.125 - - - - 

% 84,27 - - - - 

4 

Program 
Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan 

Pagu 34.700.000.000 - - - - 

Realisasi 33.305.610.255 - - - - 

% 95,98 - - - - 

5 
Program 
Pengembanga
n Agribisnis 

Pagu 6.300.000.000 - - - - 

Realisasi 4.037.119.164 - - - - 

% 64,08 - - - - 

6 

Program 
Peningkatan 
Produksi 
Peternakan 

Pagu - 142.719.595.000 71.936.191.200 47.093.513.020 21.400.886.000 

Realisasi - 130.048.500.451 69.566.289.113 42.773.965.639,50 1.157.030.246 

% - 91,12 96,71 90,83 5,41 

7 

Program 
Pengembanga
n Agribisnis 
Peternakan 

Pagu - 6.794.660.000 855.120.000 500.000.000 2.800.000.000 

Realisasi - 6.342.428.189 806.214.225 470.128.600 771.593.575 

% - 93,34 94,28 94,03 27,56 
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No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 

(TW II) 

8 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Non Aparatur 
Peternakan 

Pagu - 28.943.550.000 2.525.000.000 3.000.000.000  

Realisasi - 28.163.153.825 2.393.323.340 2.850.711.343  

% - 97,30 94,79 95,02  

9 

Program 
Penjaminan 
Kesehatan 
Hewan 

Pagu - - - - 3.500.000.000 

Realisasi - - - - 1.586.309.327 

% - - - - 45,32 

10 

Program 
Peningkatan 
Produk Hewan 
yang  ASUH 

Pagu - - - - 3.500.000.000 

Realisasi - - - - 1.323.682.405 

% - - - - 37,82 

11 

Program 
Pembibitan 
Ayam Buras di 
UPT PT dan 
HMT Magetan 

Pagu - - - - 1.550.000.000 

Realisasi - - - - 669.237.450 

% - - - - 43,18 

12 

Program 
Pembibitan 
Itik Mojosari di 
UPT PT dan 
HMT Kediri 

Pagu - - - - 1.220.000.000 

Realisasi - - - - 599.411.000 

% - - - - 49,13 

13 

Program 
Pembibitan 
Ternak Domba 
Sapudi di UPT 
PT dan HMT 
Jember 

Pagu - - - - 1.210.000.000 

Realisasi - - - - 366.494.290 

% 
- - - - 

30,29 

14 

Program 
Pembibitan 
Ternak 
Kambing di 
UPT PT dan 
HMT Malang 

Pagu - - - - 1.210.000.000 

Realisasi - - - - 585.243.604 

% 
- - - - 

48,37 

15 

Program 
Pembibitan 
Ternak Sapi 
Perah di UPT 
PT dan HMT 
Batu 

Pagu - - - - 1.370.000.000 

Realisasi - - - - 562.375.504 

% 
- - - - 

41,05 

16 

Program 
Pembibitan 
Ternak Sapi 
PO di UPT PT 
dan HMT 
Tuban 

Pagu - - - - 1.370.000.000 

Realisasi - - - - 714.185.928 

% 
- - - - 

52,13 
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No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 

(TW II) 

17 

Program 
Pembibitan 
Ternak Sapi 
Madura di UPT 
PT dan 
Keswan 
Madura 

Pagu - - - - 1.815.000.000 

Realisasi - - - - 613.827.640 

% 
- - - - 

33,82 

18 

Program 
Peningkatan 
Kelahiran Hasil 
Inseminasi 
Buatan 

Pagu - - - - 1.680.000.000 

Realisasi - - - - 731.711.630 

% - - - - 43,55 

19 

Program 
Pelayanan 
Laboratorium 
Kesehatan 
Hewan Type B 
Malang 

Pagu - - - - 1.085.000.000 

Realisasi 
- - - - 

570.092.950 

% - - - - 52,54 

20 

Program 
Pelayanan 
Laboratorium 
Kesehatan 
Hewan Type B 
Tuban 

Pagu - - - - 1.215.000.000 

Realisasi - - - - 477.097.885 

% 
- - - - 

39,27 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningakatan Kesejahteraan Petani  

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dimaksudkan untuk 

mengembangkan usaha peternakan yang dapat meningkatkan pendapatan 

peternak. Dengan indikator kinerja program yaitu jumlah pendapatan ternak. 

Capaian jumlah pendapatan peternak pada tahun 2014 mengalami peningkatan 

dibanding tahun 2013 sebesar 6,34 % (tabel 2). Usaha Peningkatan jumlah 

pendapatan peternak di tahun 2014 dibanding tahun 2013 didukung dengan 

kegiatan – kegiatan, antara lain : (1) Peningkatan prestasi kelompok tani ternak, 

Sumber daya manusia dan Gemarampai; (2) Pengembangan kawasan peternakan 

dan pembibitan; (3) Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan 

peningkatan kualitas hasil peternakan; (4) Peningkatan populasi ternak (Integrasi 

ternak dan komoditas pertanian lainnya); (5) Pengembangan budidaya ternak; 

(6) Penguatan kelembagaan petani tembakau; (7) Peningkatan Populasi Sapi di 
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Madura. Perkembangan capaian kinerja program tersebut diatas dapat dilihat 

pada tabel  sebagai berikut : 

Tabel 4.217 
Jumlah Pendapatan Peternak Tahun 2013-2014 

Indikator Kinerja 

2013 2014 Prosentase 
peningkatan 

capaian th 2013-
2014 (%) 

Capaian Capaian 

Jumlah pendapatan 
peternak (Rp) 

18.046.698 19.190.704 6,34 

                                     Sumber data : LKPJ Gubernur  Prov. Jawa Timur Th.2014 

 

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak  

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak bertujuan 

untuk meningkatkan status kesehatan hewan dan unit usaha produk hewan yang 

memenuhi standar hygiene sanitasi. Dengan indikator kinerja program yaitu (1) 

Rasio kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah; (2) Jumlah kasus penyakit Avian 

Influenza pada unggas; dan (3) Jumlah unit usaha produk hewan yang 

memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. Capaian Rasio kasus penyakit 

Brucellosis pada sapi perah tahun 2014 dibanding tahun 2013 menunjukkan 

penurunan sebesar 52% (tabel 3.1), hal ini menunjukkan bahwa pengendalian 

penyakit brucellosis berjalan secara efektif. Untuk itu Dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Timur terus berupaya mengendalikan penyakit Brucellosis pada sapi agar 

dapat mendukung pencapaian target produksi susu dengan meningkat 

pengawasan lalu lintas ternak dengan menambah jumlah cek point dan bekerja 

sama dengan pihak berwajib serta melakukan vaksinasi pada calon indukan dan 

indukan sapi betina. Sedangkan untuk perkembangan capaian kinerja Jumlah 

kasus penyakit Avian Influenza pada unggas dari tahun 2013 sampai tahun 2014 

menunjukkan penurunan jumlah kasus sebesar 78,57% (tabel 3.1). Meski capaian 

kinerja Jumlah kasus penyakit Avian Influenza menunjukkan hasil yang baik, 

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengendalikan penyakit 

penyakit Avian Influenza pada unggas agar dapat mendukung pencapaian target 

produksi daging dan telur. Pencapaian penurunan Rasio kasus penyakit 

Brucellosis pada sapi perah dan , Jumlah kasus penyakit Avian Influenza didukung 

melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut : (1) Pengamatan penyakit hewan 
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menular; (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; (3) 

Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B yang ada di Malang dan 

Tuban. Perkembangan capaian kinerja diatas dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.218 
Rasio kasus penyakit Brucellosis pada sapi perah dan 

Jumlah kasus penyakit Avian Influenza pada ungags Tahun 2013-2014 

No Indikator Kinerja 
2013 2014 Prosentase penurunan 

capaian th 2013-2014 (%) Capaian Capaian 
1. 

 
Rasio kasus penyakit 
Brucellosis pada sapi perah 

0,0325 0,0156 52,00 

2. Jumlah kasus penyakit Avian 
Influenza pada unggas (kasus) 

70 15 78,57 

                     Sumber data : LKPJ Gubernur  Prov. Jawa Timur Th.2014 

Capaian kinerja Jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh 

sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner tahun 2014 mengalami peningkatan 

dibanding tahun 2013 sebesar 9,5% (tabel 3.2). Peningkatan capaian kinerja 

tersebut didukung oleh  kegiatan – kegiatan sebagai berikut : (1) Pengawasan 

peredaran produk pangan asal hewan dan (2) Pengawasan dan pengendalian 

kesejahteraan hewan; dan (3) Pengawasan peredaran produk hewan nonpangan. 

Perkembangan capaian kinerja diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.219 
Jumlah unit usaha produk hewan yang memperoleh 

sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 
Tahun 2013 – 2014 

Indikator Kinerja 
2013 2014 Prosentase peningkatan 

capaian th 2013-2014 (%) Capaian Capaian 
Jumlah unit usaha produk 
hewan yang memperoleh 
sertifikasi Nomor Kontrol 
Veteriner (NKV) (unit) 

221 242 9,50 

                                  Sumber data : LKPJ Gubernur  Prov. Jawa Timur Th.2014 

3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan peternak. Dengan indikator kinerja program 

yaitu jumlah konsumsi hasil ternak terdiri dari konsumsi (1) daging, (2) telur dan 

(3) susu. Capaian jumlah konsumsi hasil ternak terdiri dari konsumsi (1) daging, 

(2) telur dan (3) susu pada tahun 2014 meningkat dibanding dengan tahun 2013 
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sebesar 1,33% (daging) dan 1,25% (telur) kecuali pada konsumsi susu yang 

sedikit turun sebesar 0,29% (tabel 4), capaian jumlah konsumsi hasil ternak 

didukung dengan kegiatan Promosi pemasaran hasil gerdu taskin dan koordinasi 

asosiasi peternakan. Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat 

hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.220 
Jumlah konsumsi hasil ternak terdiri dari konsumsi (1) daging, (2) telur dan 

(3) susu (kg/kapita/tahun) Tahun 2013-2014 

No Indikator Kinerja 

2013 2014 Prosentase 
peningkatan 

capaian th 2013-2014 
(%) 

Capaian Capaian 

 
 

1. 
2. 
3. 

jumlah konsumsi hasil 
ternak(kg/kapita/tahun) 
daging 
telur 
susu 

 
 

9,00 
7,21 

10,46 

 
 

9,12 
7,30 

10,43 

 
 

1,33 
1,25 

(-0,29) 
 Sumber data : LKPJ Gubernur  Prov. Jawa Timur Th.2014 

 

4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan bertujuan untuk 

meningkatkan produksi hasil peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu 

Jumlah produksi hasil ternak terdiri dari produksi (1) daging, (2) telur dan (3) 

susu. Capaian jumlah produksi hasil ternak terdiri dari produksi (1) daging, (2) 

telur dan (3) susu pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 

yaitu sebesar 7,27% (daging), 7,8% (telur) dan 1.32% (susu) (tabel 5), hal ini 

didukung dengan kegiatan – kegiatan antara lain : (1) Pemberdayaan 

Laboratorium dan pengembangan alsin peternakan; (2) pemberdayaan UPTD 

Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak; (3) kegiatan Optimalisasi Inseminasi 

Buatan. Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil 

pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.221 
Jumlah produksi hasil ternak terdiri dari produksi (1) daging, (2) telur dan (3) 

susu (ton) Tahun 2013-2014 

No Indikator Kinerja 
2013 2014 Prosentase Peningkatan capaian th 

2013-2014 (%) Capaian Capaian 
 
 

1. 
2. 
3. 

jumlah produksi 
hasil ternak (ton) 
daging 
telur  
susu 

 
 

350.613 
340.232 
416.418 

 
 

376.131 
366.789 
421.924 

7,27 
7,80 
1.32 

                      Sumber data : LKPJ Gubernur  Prov. Jawa Timur Th.2014 

 

5) Program Pengembangan Agribisnis  

Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk mengembangkan 

usaha peternakan yang dapat meningkatkan populasi ternak. Dengan indikator 

kinerja program yaitu jumlah populasi ternak terdiri dari ternak (1) sapi potong, 

(2) sapi perah, (3) kerbau, (4) kuda, (5) kambing, (6) domba, (7) babi, (8) ayam 

buras, (9) ayam ras petelur, (10) ayam ras pedaging, (11) itik dan (12) entok. 

Capaian kinerja jumlah populasi ternak yang terdiri dari (1) sapi potong, (2) sapi 

perah, (3) kerbau, (4) kuda, (5) kambing, (6) domba, (7) babi, (8) ayam buras, (9) 

ayam ras petelur, (10) ayam pedaging, (11) itik, (12) entok pada tahun 2014 

mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 kecuali pada ternak kuda, babi 

dan ayam petelur (tabel 6). Peningkatan jumlah populasi ternak di tahun 2014 

dibanding tahun 2013 dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan guna 

meningkatkan populasi, antara lain : (1) kegiatan fasilitasi pengembangan 

kawasan agropolitan dan (2) kegiatan pengembangan kawasan sentra perbibitan 

ternak di pedesaan. Untuk penurunan jumlah populasi ternak kuda, babi dan 

ayam petelur pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

− Penurunan jumlah populasi ternak kuda sebesar 1,35% disebabkan oleh pola 

pemeliharaannya yang masih tradisional yang tidak memperhatikan kualitas 

bibit, hal ini dipengaruhi penggunaan kuda hanya sebagai alat transportasi 

dan saat ini jarang digunakan;  

− Jumlah populasi ternak babi yang mengalami penurunan sebesar 10,23% 

disebabkan tempat pemeliharaan dan konsumen yang terbatas/tertentu; 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-535 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

− Selain penurunan jumlah populasi ternak kuda dan babi, ternak ayam petelur 

juga mengalami penurunan jumlah populasi yaitu sebesar 7,09%. Ternak ayam 

petelur mengalami penurunan jumlah karena disebabkan harga telur yang 

jatuh sehingga peternak untuk sementara menurunkan produksinya dengan 

tidak menambah populasi.  Harga telur yang jatuh disebabkan adanya 

peredaran telur breeding di pasar telur konsumsi, untuk itu dalam hal ini 

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran 

pelarangan penjualan telur breeding untuk telur konsumsi dan mencabut ijin 

produksi telur breeding bagi perusahaan breeding ayam petelur yang 

melanggar aturan. 

Perkembangan capaian kinerja program tersebut diatas dapat dilihat pada tabel  

sebagai berikut : 

        Tabel 4.222 
        Jumlah populasi ternak Tahun 2013-2014 

No 
Indikator Kinerja 2013 2014 

Prosentase peningkatan 
capaian th 2013-2014 

(%) Capaian Capaian Jumlah populasi 
ternak  (ekor) 

1. sapi potong 3.949.097 4.113.443 4,16 

2. sapi perah 237.673 241.645 1,67 

3. Kerbau 28.118 28.906 2,80 

4. Kuda 10.581 10.438 (-1,35) 

5. Kambing 2.937.980 2.968.795 1,05 

6. Domba 1.185.472 1.216.024 2,58 

7. Babi 46.090 41.376 (-10,23) 

8. Ayam buras 33.806.963 34.099.410 0,87 

9. Ayam ras petelur 43.066.361 40.012.547 (-7,09) 

10. Ayam ras pedaging 52.288.598 52.379.452 0,17 

11. Itik 4.213.379 4.568.487 8,43 

12. Entok 946.323 966.948 2,18 

           Sumber data : LKPJ Gubernur  Prov. Jawa Timur Th.2014 
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6) Program Peningkatan Produksi Peternakan 

Program Peningkatan Produksi Peternakan bertujuan untuk meningkatkan 

produksi hasil peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu Jumlah 

produksi (1) daging, (2) telur dan (3) susu. Capaian jumlah produksi (1) daging, (2) 

telur dan (3) susu pada tahun 2017 meningkat dibanding dengan tahun 2016 

yaitu sebesar 8,41% (daging), 4,74% (telur) dan 3,49% (susu) (tabel 7.1), hal ini 

didukung oleh kegiatan – kegiatan antara lain : (1) Pengembangan perwilayahan 

sumber bibit ternak, (2) Peningkatan kualitas bibit ternak, (3) Pengembangan 

budidaya ternak, (4) Pengembangan Lahan Hijauan Pakan, (5) Pengembangan 

alat mesin peternakan, (6) Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina 

produktif, (7) Optimalisasi laboratorium pakan, (8) Optimalisasi Inseminasi 

Buatan (IB), (9) Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu, (10) Pemberdayaan UPT 

PT dan HMT Kediri, (11) Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember, (12) 

Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban, (13) Pemberdayaan UPT PT dan HMT 

Magetan, (14) Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang, (15) Pengawasan dan 

peredaran obat hewan, (16) Pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategis, (17) 

Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan, (18) Pemberdayaan UPT 

laboratorium Tuban, (19) Pemberdayaan UPT laboratorium Malang, (20) 

Optimalisasi Rumah Sakit Hewan, (21) Pengembangan kelembagaan perbibitan 

ternak, (22) Pengawasan mutu bibit ternak, (23) Penerapan jaminan Keamanan 

pangan asal hewan, (24) Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk pangan 

asal hewan, (25) Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran Produk 

Non Pangan Asal Hewan, (26) Pengawasan dan Pengandalian Kesejahteraan 

Hewan, (27) Pembinaan dan Pengawasan RPH, (28) Optimalisasi laboratorium 

kesmavet Surabaya, (29) Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan 

Madura, (30) Sarana dan Peralatan Optimalisasi UPT-D dan Laboratorium 

Kesehatan Hewan Type B (DAK), (31) Pendampingan Kegiatan (DAK), (32) 

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Lingkungan Industri 

Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau, 

dan (33) Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau 

dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan 
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Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Budidaya 

Ternak. Perkembangan capaian jumlah produksi peternakan (daging, telur dan 

susu) dari tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan trend yang terus 

meningkat (tabel 7.1). Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat 

hasil pelaksanaan pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.223 
        Jumlah produksi peternakan terdiri dari produksi (1) daging, (2) telur dan 

(3) susu (ton) Tahun 2015-2017 

No Indikator Kinerja 
2015 2016 2017 Prosentase 

Peningkatan capaian th 2016-
2017 (%) Capaian Capaian Capaian 

 
 

1. 
2. 
3. 

Jumlah produksi 
peternakan (ton) 
daging 
telur  
susu 

 
 

391.972 
442.312 
453.577 

 
 

403.199 
489.339 
490.647 

 
 

437.113 
512.528 
507.780 

8,41 
4,74 
3,49 

                       Sumber data : LKPJ Gubernur Prov. Jawa Timur Th 2015-2017 

Prosentase capaian kinerja Program Peningkatan Produksi Peternakan 

sampai dengan triwulan kedua dari target akhir tahun 2018 yaitu (1) produksi 

daging sebesar 51,89%, (2) produksi telur sebesar 59,05%, dan (3) produksi susu 

sebesar  54,2% (tabel 7.2). Capain kinerja tersebut cukup menggembirakan 

mengingat di pertengahan tahun 2018 (semester I/TW II) realisasi capaian sudah 

diatas 50%. Hal ini tidak lepas dari dukungan kegiatan – kegiatan sebagai berikut 

: (1) Kegiatan pengembangan budidaya ternak, (2) Kegiatan pengawasan mutu 

bibit ternak, (3) Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Timur, 

(4) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan mutu pakan, penerapan teknologi 

pakan, dan penyaluran benih HPT, (5) Pembinaan dan pelatihan keterampilan 

kerja bagi masyarakat melalui usaha peternakan kelompok tani ternak, (6) 

Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/ kelompok masyarakat 

melalui bantuan budidaya ternak, dan (7) Bantuan sarana produksi dan ternak 

bagi masyarakat/ kelompok masyarakat melalui bantuan HPT/ Alsin Peternakan. 

Tabel 4.224 
        Jumlah produksi peternakan terdiri dari produksi (1) daging, (2) telur dan 

(3) susu (ton) Triwulan II/ Semester I Tahun 2018 

No Indikator Kinerja 
Tahun 2018 Prosentase 

Capaian Tahun 2018 (%) Target Capaian 
 
 

jumlah produksi 
hasil ternak (ton) 

 
 

 
 

51,89 
59,05 
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No Indikator Kinerja 
Tahun 2018 Prosentase 

Capaian Tahun 2018 (%) Target Capaian 
1. 
2. 
3. 

daging 
telur  
susu 

403.199 
489.339 
490.647 

437.113 
512.528 
507.780 

54,20 

                                    Sumber data : Angka dalam Data Peternakan TW II Tahun 2018 Dinas Peternakan 

 

7) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dimaksudkan untuk 

mengembangkan usaha peternakan berkelanjutan yang dapat meningkatkan 

nilai tambah produk peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu 

Persentase Nilai Tambah Produk Peternakan (daging sapi) (%). Capaian 

Persentase Nilai Tambah Produk Peternakan daging sapi pada tahun 2017 

dibanding dengan tahun 2016 terdapat kesamaan yaitu sebesar 30%  (tabel 8), 

hal ini didukung oleh kegiatan – kegiatan antara lain : (1) Peningkatan kualitas 

pengolahan hasil peternakan, (2) Kegiatan informasi pasar dan promosi, (3) 

Kegiatan investasi usaha dan penguatan kelembagaan kelompok peternak dan 

(4) Kegiatan Program anti kemsikinan (Anti Poverty Program) Bidang Peternakan. 

Perkembangan capaian Persentase Nilai Tambah Produk Peternakan daging sapi 

dari tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan trend yang meningkat (tabel 

8). Dalam pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan 

pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.225 
Presentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi) (%) Tahun 2015-2017 

No Indikator Kinerja 
2015 2016 2017 Prosentase 

Peningkatan capaian th 2016-
2017 (%) 

Capaian Capaian Capaian 

 
 
 

Presentase nilai 
tambah produk 
peternakan (daging 
sapi) (%) 

27 
 

30 
 

30 
 0 

               Sumber data : LKPJ Gubernur Prov. Jawa Timur Th 2015-2017 

Indikator Kinerja Program Pengembangan Agribisnis Peternakan pada 

tahun 2018 terdapat penambahan indikator yang semula hanya Presentase Nilai 

Tambah Produk Peternakan Daging Sapi kini menjadi Presentase Nilai Tambah 

Produk Olahan Peternakan (1) Daging Sapi, (2) Telur dan (3) Susu. Untuk capaian 
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persentase nilai tambah produk olahan daging sapi, telur dan susu tahun 2018 

dihitung pada akhir tahun anggaran. 

 

8) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan 

Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia non aparatur 

peternakan yaitu kelompok peternak. Dengan indikator kinerja program yaitu 

Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan 

kelompok (kelompok). Capaian Jumlah kelompok peternak yang mengalami 

peningkatan kelas kemampuan kelompok pada tahun 2017 meningkat dibanding 

dengan tahun 2016 yaitu sebesar 13,85% (tabel 9), hal ini didukung oleh kegiatan 

– kegiatan antara lain : (1) Peningkatan prestasi kelompok peternak, (2) 

Pengembangan kapasitas permodalan kelompok peternak, (3) Peningkatan 

pemasaran produk peternakan. Perkembangan capaian Jumlah kelompok 

peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok dari tahun 

2015 sampai tahun 2017 menunjukkan trend yang meningkat (tabel 9). Dalam 

pelaksanaan program tersebut diatas dapat dilihat hasil pelaksanaan 

pembangunan pada perkembangan tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.226 
Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan 

kelompok (kelompok) Tahun 2015-2017 

No Indikator Kinerja 
2015 2016 2017 Prosentase 

Peningkatan capaian th 2016-
2017 (%) Capaian Capaian Capaian 

 
 
 

Jumlah kelompok 
peternak yang 
mengalami 
peningkatan kelas 
kemampuan 
kelompok 
(kelompok) 

57 65 74 13,85 

             Sumber data : LKPJ Gubernur Prov. Jawa Timur Th 2015-2017 

 

9) Program Penjaminan Kesehatan Hewan 

Program Penjaminan Kesehatan Hewan bertujuan untuk memberikan 

jaminan kesehatan hewan dalam rangka mendukung peningkatan produksi 

peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu (1) Persentase ternak/ 
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hewan yang menjadi kebal terhadap penyakit hewan menular strategis tertentu 

(%) dan (2) Jumlah sertifikat veteriner/ Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang 

diterbitkan (dokumen). Capaian Kinerja Program Penjaminan Kesehatan Hewan 

sampai dengan triwulan kedua tahun 2018 yaitu (1) Untuk capaian Persentase 

ternak/ hewan yang menjadi kebal terhadap penyakit hewan menular strategis 

tertentu (%) dihitung pada akhir tahun anggaran 2018, dan (2) Jumlah sertifikat 

veteriner/ Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan dokumen 

sebesar  7.539 dokumen atau 68,54% dari target 11.000 dokumen. Capain kinerja 

tersebut cukup menggembirakan mengingat di pertengahan tahun 2018 

(semester I/TW II) realisasi capaian sudah diatas 50%. Hal ini tidak lepas dari 

dukungan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : (1) Pengamatan penyakit hewan 

menular dan penguatan kelembagaan kesehatan hewan, (2) Pencegahan, 

pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, dan (3) 

pengawasan obat hewan.  

 

10) Program Peningkatan Produk Hewan yang  ASUH 

Program Peningkatan Produk Hewan yang  ASUH bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas produk peternakan/hewan yang Aman Sehat Utuh dan 

Halal dalam rangka mendukung peningkatan produksi peternakan. Dengan 

indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan unit usaha produk 

hewan yang memenuhi standar. Untuk capaian Persentase peningkatan unit 

usaha produk hewan yang memenuhi standar tahun 2018 dihitung pada akhir 

tahun anggaran, kinerja program tersebut didukung oleh kegiatan – kegiatan 

sebagai berikut : (1) Penerapan jaminan keamanan pangan, (2) Pengawasan lalu 

lintas dan peredaran produk hewan, dan (3) Pengawasan, pengendalian zoonosis 

dan kesejahteraan hewan. 

 

11) Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan 

Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan bertujuan 

untuk menghasilkan ayam buras yang  layak bibit dalam rangka mendukung 

peningkatan produksi peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-541 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Jumlah produksi bibit ayam buras (ekor). Capaian Kinerja Program Pembibitan 

Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan sampai dengan triwulan kedua tahun 

2018 yaitu Jumlah produksi bibit ayam buras sebesar  1.007 ekor atau 25,18% 

dari target 4.000 ekor. Capaian kinerja program tersebut di dukung oleh kegiatan 

– kegiatan sebagai berikut : (1) produksi bibit ayam buras dan hijaun pakan 

ternak UPT PT dan HMT Magetan, (2) pelayanan dan pemasaran produk hasil 

ternak ayam buras UPT PT dan HMT Magetan, dan (3) pelaksanaan administrasi 

UPT PT dan HMT Magetan. 

 

12) Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri 

Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri bertujuan 

untuk menghasilkan itik mojosari yang layak bibit dalam rangka mendukung 

peningkatan produksi peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu 

Jumlah produksi bibit itik mojosari (ekor). Capaian Kinerja Program Pembibitan 

Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri sampai dengan triwulan kedua tahun 

2018 yaitu Jumlah produksi bibit itik mojosari sebesar  419  ekor atau 20,95% 

dari target 2.000 ekor. Capaian kinerja program tersebut di dukung oleh kegiatan 

– kegiatan sebagai berikut : (1) produksi itik mojosari dan hiajauan pakan ternak 

UPT PT dan HMT Kediri, (2) pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak itik 

mojosari UPT PT dan HMT Kediri, dan (3) pelaksanaan administrasi UPT PT dan 

HMT Kediri. 

 

13) Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember 

Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember 

bertujuan untuk menghasilkan domba sapudi yang layak bibit dalam rangka 

mendukung peningkatan produksi peternakan. Dengan indikator kinerja program 

yaitu Jumlah domba sapudi yang layak bibit (ekor). Capaian Kinerja Program 

Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember sampai dengan 

triwulan kedua tahun 2018 yaitu Jumlah domba sapudi yang layak bibit sebesar  

35 ekor atau 35% dari target 100 ekor. Capaian kinerja program tersebut di 

dukung oleh kegiatan – kegiatan sebagai berikut : (1) produksi bibit domba 
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sapudi dan hijauan pakan ternak UPT PT dan HMT Jember, (2) pelayanan dan 

pemasaran produk hasil ternak domba sapudi UPT PT dan HMT Jember, dan (3) 

pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jember. 

14) Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang 

Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang bertujuan 

untuk menghasilkan kambing yang layak bibit dalam rangka mendukung 

peningkatan produksi peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu 

Jumlah kambing yang layak bibit (ekor). Capaian Kinerja Program Pembibitan 

Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang sampai dengan triwulan kedua 

tahun 2018 yaitu Jumlah kambing yang layak bibit sebesar  0 ekor atau 0% dari 

target 15 ekor. Capaian kinerja program tersebut di dukung oleh kegiatan – 

kegiatan sebagai berikut : (1) produksi bibit kambing dan hijauan pakan ternak 

UPT PT dan HMT Malang, (2) pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak 

kambing UPT PT dan HMT Malang, dan (3) pelaksanaan administrasi UPT PT dan 

HMT Malang. 

 

15) Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu 

Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu bertujuan 

untuk menghasilkan sapi perah yang layak bibit dalam rangka mendukung 

peningkatan produksi peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu 

Jumlah sapi perah yang layak bibit (ekor). Capaian Kinerja Program Pembibitan 

Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu sampai dengan triwulan kedua tahun 

2018 yaitu Jumlah sapi perah yang layak bibit sebesar  16 ekor atau 66,67% dari 

target 24 ekor. Capaian kinerja program tersebut di dukung oleh kegiatan – 

kegiatan sebagai berikut : (1) Produksi bibit sapi perah dan hijauan pakan ternak 

UPT PT dan HMT Batu, (2) pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi 

perah UPT PT dan HMT Batu, dan (3) pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT 

Batu. 
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16) Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban 

Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban bertujuan 

untuk menghasilkan sapi PO yang layak bibit dalam rangka mendukung 

peningkatan produksi peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu 

Jumlah sapi PO yang layak bibit (ekor). Capaian Kinerja Program Pembibitan 

Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban sampai dengan triwulan kedua tahun 

2018 yaitu Jumlah sapi PO yang layak bibit sebesar  3 ekor atau 20% dari target 

15 ekor. Capaian kinerja program tersebut di dukung oleh kegiatan – kegiatan 

sebagai berikut : (1) Produksi bibit sapi PO dan hijauan pakan ternak UPT PT dan 

HMT Tuban, (2) pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi PO UPT PT 

dan HMT Tuban, dan (3) Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Tuban. 

 

17) Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan Madura 

Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan Madura 

bertujuan untuk menghasilkan sapi Madura yang layak bibit dalam rangka 

mendukung peningkatan produksi peternakan. Dengan indikator kinerja program 

yaitu Jumlah sapi Madura yang layak bibit (ekor). Capaian Kinerja Program 

Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan Madura sampai dengan 

triwulan kedua tahun 2018 yaitu Jumlah sapi Madura yang layak bibit sebesar  6 

ekor atau 50% dari target 12 ekor. Capaian kinerja program tersebut di dukung 

oleh kegiatan – kegiatan sebagai berikut : (1) Produksi bibit sapi madura dan 

hijauan makanan ternak UPT PT dan Keswan Madura, (2) Surveilance, 

pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan di wilayah 

Madura, dan (3) Pelaksanaan administrasi UPT PT dan Keswan Madura. 

 

18) Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan 

Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan bertujuan untuk 

meningkatkan kelahiran sapi hasil inseminasi buatan dalam rangka mendukung 

peningkatan produksi peternakan. Dengan indikator kinerja program yaitu 

Jumlah kelahiran sapi hasil inseminasi buatan (ekor). Capaian Kinerja Program 

Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan sampai dengan triwulan kedua 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-544 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

tahun 2018 yaitu Jumlah kelahiran sapi hasil inseminasi buatan sebesar  41.332  

ekor atau 3,44% dari target 1.200.000 ekor. Capaian kinerja program tersebut di 

dukung oleh kegiatan – kegiatan sebagai berikut : (1) Pelayanan inseminasi 

buatan, (2) Bioteknologi reproduksi, dan (3) pelaksanaan administrasi UPT 

Inseminasi Buatan. 

19) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Malang 

Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Malang 

dimaksudkan untuk Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan 

dan produk hewan dalam rangka mendukung peningkatan produksi peternakan. 

Dengan indikator kinerja program Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan 

produk hewan (dokumen). Capaian Kinerja Program Pelayanan Laboratorium 

Kesehatan Hewan Type B Malang sampai dengan triwulan kedua tahun 2018 

yaitu Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan produk hewan sebesar  12.365 

dokumen atau 68,32% dari target 18.098 dokumen. Capaian kinerja program 

tersebut di dukung oleh kegiatan – kegiatan sebagai berikut : (1) Surveilance, 

pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan di wilayah kerja 18 kab/ kota, (2) 

surveilance, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan di wilayah kerja 18 kab/ 

kota, dan (3) pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Malang. 

 

20) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Tuban 

Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Tuban 

dimaksudkan untuk Surveilance, pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan 

dan produk hewan dalam rangka mendukung peningkatan produksi peternakan. 

Dengan indikator kinerja program Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan 

produk hewan (dokumen). Capaian Kinerja Program Pelayanan Laboratorium 

Kesehatan Hewan Type B Tuban sampai dengan triwulan kedua tahun 2018 yaitu 

Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan produk hewan sebesar  6767 

dokumen atau 33,84% dari target 20.000 dokumen. Capaian kinerja program 

tersebut di dukung oleh kegiatan – kegiatan sebagai berikut : (1) Surveilance, 

pemeriksaan, dan pengujian penyakit hewan di wilayah kerja 16 kab/ kota, (2) 
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surveilance, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan di wilayah kerja 16 kab/ 

kota, dan (3) pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Keswan Tuban. 

 
 
 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

− Subsektor peternakan masih didominasi oleh para peternak kecil dengan skala 

usaha terbatas dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem 

pertanian, kecuali pada komoditas usaha ternak sapi perah dan ayam ras yang 

sudah dijadikan usaha pokok keluarga;  

− Terbatasnya bibit serta rendahnya penguasaan teknologi dan informasi 

peternakan; 

− Belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir, sehingga  

mengakibatkan mata rantai tataniaga peternakan panjang dan kurang efisien; 

− Masih tingginya prevalensi gangguan reproduksi pada ternak betina produktif 

sehingga memperlama waktu hewan ternak betina untuk bereproduksi; 

− Masih adanya pengeluaran hewan ternak secara ilegal. 

 

Solusi: 

– Melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas dalam upaya  meningkatkan 

kualitas bibit, permodalan, diversifikasi produk dan pemasaran hasil peternakan 

sehingga diharapkan adanya perubahan pola pikir dan gairah masyarakat untuk 

menjadi petani ternak yang berdaya saing; 

– Melakukan penanganan gangguan reproduksi dan pembinaan kepada peternak 

tentang pencegahan gangguan reproduksi pada ternak betina produktif. 

– Melakukan penguatan di kawasan check point melalui kerjasama dan koordinasi 

dengan dinas kabupaten/kota dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan 

terhadap keluar masuknya ternak melalui jalur-jalur ilegal. 
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3. BIDANG URUSAN KEHUTANAN 

2.3.1 DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR 
Urusan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 

Timur dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur  Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

 
Tabel 4.227 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

1 
Pemanfaatan 
Potensi Sumber 
Daya Hutan 

Pagu 20.459.224.500 23.597.931.581 9.382.668.605 19.161.676.882 - 
Realisasi 18.257.025.521 19.555.100.378 8.984.593.971 18.446.741.180 - 

% 89,24 82,87 95,76 96,27 - 

2 
Perlindungan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Hutan 

Pagu 5.849.070.550 13.352.464.000 8.411.940.560 6.066.183.000 - 

Realisasi 5.647.714.520 12.494.621.565 8.208.358.262 5.988.247.696 - 

% 96,56 93,58 97,58 98,72 - 

3 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Hutan 

Pagu 3.144.505.500 - - - - 
Realisasi 2.729.673.491 - - -  

% 86,81 - - - - 

4 
Rehabilitasi 
Sumber Daya 
Hutan 

Pagu - 1.666.570.419 531.743.520 586.803.118 - 
Realisasi - 1.404.695.182 489.421.100 532.516.362 - 

% - 84.29 92,04 90.75 - 

5 

Pemanfaatan 
Potensi 
Perbenihan 
Tanaman Hutan 

Pagu - - - - 1.025.000.000 
Realisasi - - - - 281.708.550 

% - - - - 27.48 

6 
Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari 

Pagu - - - - 2.140.000.000 
Realisasi - - - - 680.418.490 

% - - - - 31,8 

7 

Pemanfaatan 
Potensi dan 
Pemantauan 
Peredaran Hasil 
Hutan 

Pagu - - - - 1.800.000.000 
Realisasi - - - - 712.806.786 

% - - - - 39,6 

8 

Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan, 
Kelembagaan serta 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Pagu - - - - 2.235.000.000 
Realisasi - - - - 678.143.801 

% - - - - 30.34 

9 
Tata Hutan dan 
Pemantauan 
Kawasan Hutan 

Pagu - - - - 1.100.000.000 
Realisasi - - - - 224.721.200 

% - - - - 20,43 
10 Pemantapan Pagu - - - - 1.700.000.000 
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Kawasan Hutan 
dan Konservasi 
Alam 

Realisasi - - - - 655.811.950 

% - - - - 38,58 

11 
Pengelolaan Hutan 
Kewilayahan 

Pagu - - - - 3.038.592.000 
Realisasi - - - - 2.648.053.840 

% - - - - 11,49 

12 

Perlindungan, 
Pelestarian dan 
Pemanfaatan 
Kawasan Tahura 
Raden Soerjo 

Pagu - - - - 4.247.482.000 
Realisasi     721.791.136 

%     16,99 

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 
 
 
a. Capaian Kinerja Program Pembangungan 

1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan bertujuan untuk 

memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari baik dari aspek lingkungan maupun 
ekonomi dengan melibatkan unsur masyarakat sekitar hutan.  Adapun kegiatan yang 
mendukung program dimaksud antara lain : pengembangan hutan rakyat dan 
pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pembinaan dan pengendalian produksi hasil 
hutan, pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan serta peningkatan dan 
pengembangan kelembagaan kelompok. 

Pemanfaatan sumber daya hutan baik kayu maupun bukan kayu berasal dari 
hutan negara maupun hutan rakyat.  Pemanfaatan sumber daya hutan berupa kayu  
dari hutan negara sebagaimana tabel 1 berikut : 

            Tabel 4.228 
Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu 

No Produksi Hasil 
Hutan 

2014 2015 2016 2017 2018 
(SD TW II) 

1 Kayu (m3) 427.332,21 229.762 311.371 326.131,72 190.863,78 

2 Getah Pinus 
(ton) 

29.771 33.529 29.270 32.531 14.728,19 

3 Daun Kayu Putih 
(ton) 

17.336 18.831 19.245 20.158 - 

4 Getah Damar 
(ton) 

196 203 176 170 98,45 

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Prov. Jatim 
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2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 
Perlindungan Hutan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, 

kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi 
produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan ini 
merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan 
dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, 
bencana alam, hama serta penyakit. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam 
menjaga keamanan hutan antara lain : koordinasi pengamanan dan perlindungan 
hutan, peningkatan kapasitas petugas pengamanan hutan, pembekalan masyarakat 
peduli api dan koordinasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
(brigdalkarhutla).   Contoh kasus gangguan keamanan hutan yang ditangani  dapat 
dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. 

 
Tabel 4.229 

Gangguan Kemanan Hutan yang Ditangani 
No Gangguan Kemanan 

Hutan 
2014 2015 2016 2017 2018 

(SD TW II) 
1 Pencurian hasil hutan 

(kasus) 
1.115 761 590 489 156 

2 Kebakaran hutan (Ha) 11.131,32 3.102,45 1.013,9 1.907,22 196,5  

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Prov. Jatim 
 

Konservasi sumber daya hutan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan 
kelestarian sumber daya hutan sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia melalui upaya perlindungan 
sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa beserta ekosistemnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 
mendukung konservasi sumber daya hutan di Jawa Timur adalah Pembinaan Kader 
Konservasi Alam (KKA) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA) serta pembinaan 
masyarakat desa penyangga 

Tabel 4.230 
Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pendampingan 

No Masyarakat/ Kelompok Masyarakat 2014 2015 2016 2017 2018 
(SD TW II) 

1 Masyarakat Desa Penyangga (orang) 250 250 250 0 0 

2 KKA dan KPA (orang) 

 

100 100 100 100 0 

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Prov. Jatim 
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3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 
Program perencanaan dan pengembangan hutan dimaksudkan untuk 

menghimpun data dan informasi sebagai bahan penyusunan buku statistik yang 
selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan. Program 
dimaksud didukung oleh kegiatan : 

– rekonsiliasi data kehutanan Jawa Timur  
– sinkronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dengan rencana kehutanan 

daerah 
– koordinasi PDRB sub sektor kehutanan 
– koordinasi penurunan gas emisi rumah kaca 

 
4) Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan 

 Rehabilitasi sumber daya hutan bertujuan untuk memulihkan, 
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, 
produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap 
terjaga.  Adapun kegiatan yang mendukung program dimaksud adalah : 

– Pengawasan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi di dalam dan di 
luar hutan 

– Peningkatan peran serta masyarakat dalam rahabilitasi hutan dan lahan 
– Rehabilitasi hutan dan lahan (penanaman di sekitar sumber air, penghijauan 

lingkungan, rehabilitasi mangrove dan pantai 
Tabel 4.231 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Prov. Jatim 

5) Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan 
Program pemanfaatan potensi perbenihan tanaman hutan bertujuan untuk 

meningkatkan ketersediaan bibit bersertifikat didukung oleh kegiatan:  

– sertifikasi perbenihan tanaman hutan dengan menyelenggarakan temu usaha 
bagi pengelola/ pengedar benih tanaman hutan sebanyak 50 orang 

No Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2015 2016 2017 

1 Konservasi kawasan hutan (Ha) 24.660,4 10.326 10.300 

2 Penghijauan Lingkungan 
(batang) 

0 1.000 1.500 

3 Rehabilitasi mangrove dan 
pantai (batang) 

0 1.000 1.000 
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– Inventarisasi sumber benih tanaman hutan dengan melakukan monitoring dan 
evaluasi demplot percontohan sumber benih tanaman hutan di 5 lokasi 
 

6) Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
Program pengelolaan hutan produksi lestari bertujuan untuk meningkatkan 

pemanfaatan hasil hutan secara lestari didukung oleh kegiatan : 

– Penatausahaan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan dengan penyusunan 
Target PNBP Tahun 2019 dan Evaluasi Harga Patokan Hasil Hutan dengan pihak 
Perhutani Divre Jatim 

– Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan dengan melakukan monitoring 
dan evaluasi Rencana Teknis Tahunan (RTT) dengan melibatkan unsur Perhutani 
Divre Jawa Timur 

– Ekolabeling hutan rakyat dengan melakukan fasilitasi terhadap 2 Forest 
Management Unit (FMU) untuk mendapatkan sertifikasi VLK/PHBML  

– Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan dengan menyelenggarakan 
bimbingan teknis perijinan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 
sebanyak 4 kali  
 

7) Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan 
Program pemanfaatan potensi dan pemantauan peredaran hasil hutan 

bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan 
didukung oleh kegiatan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan dengan 
menyelenggarakan penatausahaan hasil hutan bagi pemegang ijin industri sebanyak 
275 perusahaan 

8) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelembagaan serta Pemberdayaan 
Masyarakat 

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelembagaan serta Pemberdayaan 
Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok dengan kemandirian 
dan kemampuan dalam kelola kawasan, kelembagaan dan usaha didukung kegiatan : 

– Pembinaan SDM dan kelembagaan kehutanan dengan menyelenggarakan 
pembinaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) tingkat Madya ke Utama 
dan Tingkat Pemula ke Madya 

– Perhutanan Sosial dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan 
usaha perhutan sosial di 3 lokasi 

– APP Bidang Kehutanan dilakukan dengan memberikan bantuan kepada 12 
kelompok tani hutan berupa tanaman bawah tegakan (empon-empon), pupuk 
dan Alat Extrator Madu 
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– Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan melakukan rehabilitasi sebanyak 3.000 
bibit serta menyelenggarakan bimbingan teknis teknik konservasi tanah dan air 
 

9) Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan 
Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan bertujuan untuk 

meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya hutan didukung oleh kegiatan : 

– Pemantauan kawasan hutan dan pengendalian perubahan iklim dengan 
menyelenggarakan bimbingan teknis perhitungan karbon sektor kehutanan yang 
diikuti sebanyak 70 orang dari unsur Perum Perhutani Divre Jawa Timur, UPT 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jawa Timur serta lingkup 
internal Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 

– Pemantauan dan evaluasi  tata kelola hutan dengan menyusun Rencana 
Pembangunan Hutan Jawa Timur diikuti sebanyak 70 orang  

– Penyusunan data statistik dan informasi bidang kehutanan dengan 
menyelenggarakan rekonsiliasi Data Pembangunan Kehutanan Di Prov. Jawa 
Timur yang diikuti sebanyak 50 orang dari unsur Perum Perhutani Divre Jawa 
Timur, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jawa Timur serta 
lingkup internal Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 

 
10) Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam 

Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam bertujuan untuk 
meningkatkan perlindungan, pemantapan, dan konservasi kawasan hutan didukung 
oleh kegiatan : 

– Perlindungan hutan dengan menyelenggarakan peningkatan kapasitas Petugas 
Pengaman Hutan Tingkat Lanjutan sebanyak 60 orang  

– Konservasi dan wisata alam dengan menyelenggarakan Pembinaan Kader 
Konservasi Alam dan Kelompok Pecinta Alam sebanyak 75 orang  

– Pemantapan dan perpetaan kawasan hutan dengan melakukan sosialisasi batas 
kawasan hutan yang diikuti oleh 75 orang dari unsur pengelola kawasan hutan di 
Jawa Timur 
 

11) Program Pengelolaan Hutan Kewilayahan 
Program pengelolaan hutan kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan 

pengelolaan lahan milik didukung oleh kegiatan : 

– Konservasi dan usaha kehutanan wilayah I-IX dengan melakukan penanaman di 
lahan milik masyarakat sebanyak 653.300 batang yang dimulai pada Triwulan IV. 

– Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah I, II, III, IV, V, VIII, dan IX dengan 
melakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan (agroforestry) dan pembuatan dam 
penahan serta gully plug 
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12) Program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Tahura R Soerjo 

Program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Tahura R Soerjo 
bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan hutan Tahura R. Soerjo 
didukung oleh kegiatan : 

– Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura R Soerjo dengan melakukan pemeliharaan 
dan perbaikan sarana dan prasarana sebanyak 7 unit 

– Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Tahura R Soerjo dengan 
menyelenggarakan Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Gangguan 
Keamanan Hutan sebanyak 98 kali 

– Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) (DAK) dengan membangun sarana dan 
prasarana Obyek Wisata Alam (OWA) di 7 lokasi 

 
b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 
1) Pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga keberadaan 

hutan khususnya kawasan konservasi cukup baik namun kondisi tersebut 
berbenturan dengan kebutuhan hidup masyarakat untuk memenuhi hidupnya 
sehingga mendorong mereka melakukan pencurian hasil hutan 

2) Jumlah petugas pelayanan pada obyek wisata alam Tahura R. Soerjo kurang 
memadai dibanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut 
sehingga berimplikasi pada layanan yang kurang optimal. 

3) Kegiatan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh musim hujan sehingga proses 
pengadaan benih/bibit untuk kegiatan tersebut dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.   

4) Lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit khususnya di 
Tahura R. Soerjo menyebabkan reboisasi berjalan tidak optimal. 

5) Masih banyak pengolah kayu bulat yang belum meimiliki Izin Usaha Industri Primer 
Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). 

6) Banyak pemegang IUIPHHK dengan kapasitas ijin di bawah 6.000 m3/tahun yang 
belum memiliki SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).   

7) Kelembagaan Forest Managemen Unit (FMU) belum kuat. 
8) Bagi pengelola hutan rakyat yang sudah mendapatkan SVLK/ PHBML masih belum 

merasakan manfaat langsung atas produk kayu tersebut (kayu yang bersertifikat 
seharusnya memiliki nilai lebih namun pada kenyataannya sama dengan kayu yang 
belum bersertifikat). 

9) Harga kayu di tingkat petani masih rendah, harga optimal masih dikuasai tengkulak/ 
pedagang lokal. 

10) Kelompok pengelola hutan rakyat belum seluruhnya memiliki jejaring usaha dalam 
memasarkan produk kayu 
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Solusi : 
1) Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan secara rutin pada masing-masing 

desa penyangga dan sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pemahaman akan 
pentingnya keberadaan kawasan konservasi. Khusus kepada masyarakat desa 
penyangga, perlu diberikan stimulan dalam bentuk hibah dan pendampingan untuk 
meningkatkan taraf hidup. 

2) Meningkatkan kapasitas SDM petugas pelayanan obyek wisata alam yang dibekali 
dengan kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap para pengunjung. 

3) Kegiatan reboisasi yang dipengaruhi oleh faktor alam sulit untuk dialihkan ke waktu 
lainnya sehingga pelaksanaan reboisasi tetap seperti semula 

4) Untuk medan yang cukup jauh dan sulit dijangku menggunakan teknik reboisasi 
yang berbeda dengan medan yang mudah dijangkau, seperti menabur benih secara 
manual. 

5) Menyelenggarakan sosialisasi perizinan secara simultan bagi IPHHK yang belum 
berizin. 

6) Melakukan pendampingan SVLK industri secara berkelompok. 
7) Pentingnya dilakukan kegiatan yang mampu menguatkan kelembagaan FMU seperti 

pelatihan keterampilan menejerial bagi pengurus FMU agar mampu menjalankan 
organisasi dan bisnis kelompok.  Oleh karena itu, perlu dibentuk koperasi yang 
bertujuan menyejahterakan anggotanya.  

8) Mengusulkan di setiap diskusi/FGD/seminar/rapat tingkat pusat/ daerah terkait 
SVLK, kepada instansi yang membidangi untuk membuat kebijakan penggunaan 
kayu yang bersertifikat dalam pengadaan barang konstruksi untuk pembangunan 
yang menggunakan anggaran pemerintah; meningkatkan keterampilan bagi 
pengelola hutan rakyat yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) maupun 
PHBML agar bisa menciptakan produk yang berdaya saing, unik, memiliki kekhasan 
lokal untuk kebutuhan ekspor; memberikan modal bergulir berupa hibah sesuai 
kebutuhan masyarakat diantaranya pengolahan lahan di bawah tegakan dengan 
sistem Agroforestry dan proses pengolahannya, alat penggergajian kayu dll. 
9) Memberikan keterampilan bagi FMU terkait tata cara penaksiran volume, 

pembacaan tabel volume lokal, tata cara pembagian batang yang benar dan 
taksiran harga kayu. 

10) Setiap tahun melakukan temu usaha antara kelompok yang memiliki SLK 
dengan pelaku usaha baik pelaku usaha hasil hutan kayu maupun non kayu 
(empon-empon, getah pinus, dsb); membentuk forum komunikasi FMU untuk 
jejaring usaha 
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4. BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 

2.4.1 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Energi Dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Dengan Pagu Dan Realisasi Program 

Pembangunan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014-2018 Secara Terinci Sebagaimana Tabel Dibawah Ini : 

 

Tabel 4.232 
 Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 - 2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 

1 Program 
Pengembangan 
dan Pemerataan 
Sumber Energi 

Pagu 6.230.810.000 - - - - 
Realisasi 5.477.768.978 - - - - 
% 87,91% - - - - 

2 Program 
Pengembangan 
dan Pemerataan 
Pasokan Listrik 

Pagu 1.019.190.000 - - - - 
Realisasi 908.451.875 - - - - 
% 89,13% - - - - 

3 Program 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Kelistrikan, 
Energi, Mineral 
dan Migas 

Pagu 3.250.000.000 - - - - 
Realisasi 2.703.117.841 - - - - 
% 

83,17 % - - - - 

4 Program 
Inventarisasi 
Pengembangan 
Potensi Geologi 
Lingkungan dan 
Bencana Geologi 

Pagu 4.000.000.000 - - - - 
Realisasi 3.547.955.249 - - - - 
% 

88,70% - - - - 

5 Program 
Pembinaan 
Usaha 
Pertambangan 
dan Pengelolaan 
Air Tanah 

Pagu 7.000.000.000 - - - - 
Realisasi 6.058.789.357 - - - - 
% 

86,55% - - - - 

6 Program 
Pengembangan 
Pemanfaatan 
Energi, dan 
Ketenagalistrikan 

Pagu - 5.305.000.000 2.881.650.000 3.619.731.000 - 
Realisasi - 4.577.826.676 2.650.784.354 3.289.656.228 - 
% 

- 86,29 % 91,99 % 90,88 % - 

7 Program 
Pengelolaan 
Pertambangan 
Umum dan 

Pagu - 4.550.000.000 3.593.600.000 2.857.957.000 - 
Realisasi - 3.153.462.327 3.090.905.153 2.541.227.188 - 
% - 69,31 % 86,01%. 88,92%. - 
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No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018*) 

Migas 
8 Program 

Pengembangan 
Sumber Daya 
Geologi dan 
Mitigasi Bencana 
Geologi 

Pagu - 2.800.000.000 1.500.000.000 - - 
Realisasi - 2.182.925.552 1.421.109.891 - - 
% 

- 77,96 % 94,74 % - - 

9 Program 
Pengelolaan Air 
Tanah 

Pagu - 4.200.000.000 4.210.000.000 1.880.000.000 - 
Realisasi - 3.442.202.552 4.035.644.638 1.806.242.315 - 
% - 77,96% 95,86 % 96,08 % - 

10 Program 
Pengelolaan 
Ketenagalistrikan 

Pagu - - - - 1.500.000.000 
Realisasi - - - - 586.978.758 
% - - - - 39,13 % 

11 Program 
pengembangan 
Energi baru 
Terbarukan dan 
Tak Terbarukan 

Pagu - - - - 1,200,000,000 
Realisasi - - - - 670,351,773 
% 

- - - - 55,86 % 

12 Program 
Pengelolaan 
Usaha 
Pertambangan 

Pagu - - - - 1,000,000,000 
Realisasi - - - - 622,368,257 
% - - - - 62,24 % 

13 Progam 
Pengawasan dan 
Pengendalian 
Pertambangan 
dan Migas 

Pagu - - - - 250,000,000 
Realisasi - - - - 112,572,870 
% 

- - - - 45,03 % 

14 Program 
Pengelolaan 
Kegeologian dan 
Air Tanah 

Pagu - - - - 1,000,000,000 
Realisasi - - - - 315,048,075 
% - - - - 31,50 % 

15 Program 
Pengelolaan 
Laboratorium Uji 
Kualitas Air dan 
Mineral 

Pagu - - - - 700,000,000 
Realisasi - - - - 392,524,203 
% 

- - - - 56,07 % 

16 Program 
Sinkronisasi 
Pembangunan 
Sektor ESDM 

Pagu - - - - 61,737,000 
Realisasi - - - - 42,239,855 
% - - - - 68,42 % 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi 

Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi mengacu 

pada mengacu pada RPJMD 2009-2014 dan dilaksanakan pada tahun 2014, 

bertujuan untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai upaya  
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diversifikasi sumber energi dengan memanfaatkan sumberdaya energi lokal 

bagi masyarakat pedesaan/ terpencil melalui: 

- Inventarisasi Potensi Sumber Energi Baru Terbarukan 

- Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan 

Indikator kinerja dan capaian kinerja program Pengembangan dan 

Pemerataan Sumber Energi sebagai berikut: 

 

Tabel 4.233 
Capaian kinerja Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi pada 

Tahun 2014 

No Indikator Kinerja Target 
Kinerja 

Realisai 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja 

1 Termanfaatkannya potensi energi baru 
terbarukan (EBT) di masyatakat 

2 paket 2 paket  100 % 

Sumber : Dinas ESDM Prov. Jawa Timur 
 

Pemanfaatan potensi energi terbarukan meliputi pemanfaatan potensi 

air dengan pembangunan PLTMH dan Pebangunan Biogas. Pembangunan 

PLTMH dapat mengaliri listrik sebanyak 185 KK dan pembangunan biogas 

untuk masyarakat sebanyak 192 KK. 

 

2) Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik 

Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik mengacu 

pada RPJMD 2009-2014,  dilaksanakan pada tahun 2014, program ini 

didukung oleh kegiatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan listrik 

dengan melakukan sosialisasi hemat energi dalam rangka pembinaan, 

pengawasan pelaksanaan hemat energi  dan konservasi energi.  

Indikator kinerja program ini adalah terwujudnya pengawasan peran 

serta pengguna energi (efisiensi energi). Capaian kinerja pada tahun 2014 

adalah diperolehnya penghargaan Efisiensi Energi Nasional ( PEEN ) sebagai 

Juara 1 ( satu ) kategori Penghematan Energi dan Air dari Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 

 

3) Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan 

Migas 

Program Pengembangan Pengelolaan kelistrikan, Energi, Mineral dan 

Migas, mengacu pada RPJMD 2004 -2014 dilaksanakan pada tahun 2014, 

didukung oleh 4 kegiatan antara lain:  
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- Fasilitasi kerjasama dan koordinasi pengembangan kelistrikan, energi 

dan migas 

- Sosialisasi dan publikasi pengelolaan kelistrikan, energi, mineral dan 

migas.  

- Pendataan dan sistimatisasi data kelistrikan, energi mineral dan migas. 

- Peningkatan kinerja pembangunan kelistrikan, energi, mineral dan 

migas. 

Indikator kinerja Program Pengembangan Pengelolaan kelistrikan, 

Energi, Mineral dan Migas adalah tersusunnya dokumen program / 

kegiatan dan kerjasama dengan capaian 2 dokumen. 

 

4) Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan 

Bencana Geologi 

Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan 

dan Bencana Geologi mengacu pada RPJMD 2009 - 2014 dilaksanakan pada 

tahun 2014  melalui beberapa kegiatan yaitu: 

- Inventarisasi Geologi, Kawasan Karst dan Kawasan Lindung Geologi 

- Sosialisasi, Simulasi dan Mitigasi Bencana Kegeologian 

- Pengembangan Geologi Teknik dan Geologi Tata Lingkungan 

Indikator kinerja program ini Tersedianya  Data, Peta dan Informasi 

Geologi Tata Lingkungan dengan capaian kinerja sebagai berikut: 

 

Tabel 4.234 
Capaian Kinerja Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi 

Lingkungan dan Bencana Geologi pada tahun 2014 
 

No Indikator kinerja Target kinerja Realisasi 
kinerja 

Capaian 
Kinerja 

1 Dokumen hasil inventarisasi kawasan 
Karst, kawasan lindung geologi dan 
geologi tatalingkungan 

2 dokumen 4 dokumen 200 % 

2 Terpasangnya ektensometer dan 
papan peringatan bencana geologi 

1 paket 1 paket 100 % 

Sumber : Dinas ESDM Prov. Jawa Timur 

Jumlah alat deteksi longsor (ektensometer) yang terpasang sebanyak 5 

unit dan papan peringatan bahaya longsor sebanyak 16 titik. 
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5) Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah 

Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah 

mengacu pada RPJMD 2009 - 2014, dan dilaksanakan pada tahun anggaran 

2014 didukung 5 (lima) kegiatan antara lain: 

- Inventarisasi potensi air tanah  

- Pemberdayaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 

- Pengembangan Pemanfaatan dan Konservasi Air Bawah Tanah 

- Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan 

- Pemulihan Lingkungan Pasca-Tambang, dan Penerapan Kebijakan 

Pengelolaan Pasca-Tambang, dan Produksi Migas yang Berwawasan 

Lingkungan 

 

Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengelolaan Air Tanah 

dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 dengan capaian kinerja sebagai 

berikut: 

Tabel 4.235 
Capaian Kinerja Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan 

Pengelolaan Air Tanah tahun 2014 

No Indikator kinerja Target kinerja Realisasi 
kinerja 

Capaian 
Kinerja 

1 Meningkatnya kelompok usaha 
pertambangan rakyat yang 
mendapat bantuan alat 
tambang 

7 Kelompok 7 kelompok 100 % 

2 Meningkatnya masyarakat 
daerah sulit air yang 
menggunakan air bersih dari air 
tanah 

800 KK 747 KK 93,4 % 

Sumber : Dinas ESDM Prov. Jawa Timur  

6) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan 

Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan 

mengacu pada RPJMD 2014-2019, program ini dilaksanakan pada tahun 

2015, tahun 2016 dan tahun 2017, bertujuan memenuhi pasokan listrik 

dan energi khususnya bagi masyarakat tidak mampu, pedesaan dan 

terpencil  dengan melalui kegiatan  : 

- Bantuan penyambungan instalasi listrik (SR/IR) gratis bagi masyarakat 

miskin; 

- Bantuan PLTS tersebar di daerah terpencil; 
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- Pembangunan Jaringan distribusi PLTMH. 

Capaian kinerja pemenuhan pasokan listrik di Jawa Timur dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.236 
Capaian Kinerja Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan 

Ketenagalistrikan. 

Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2015 2016 2017 
Persentase rumah tangga yang 
menggunakan listrik 

99,70 % 99,85 % 99,92 % 

Rasio Ketersediaan Listrik (RE) 0,86 0,89 0,91 
Sumber : BPS dan PLN  
 

7) Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas 

Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas bertujuan 

untuk meningkatkan pengusahaan pertambangan dan produksi mineral 

dan batuan, serta terjaminnya pengelolaan lingkungan pertambangan 

mengacu pada RPJMD 2014 - 2019, didukung oleh beberapa kegiatan 

antara lain: 

- Inventarisasi, Penyusunan Neraca, Pengembangan dan Pengelolaan 

Sumber Daya Mineral dan Migas 

- Pengelolaan, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Mineral dan 

Migas 

- Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan dan Migas 

Pada tahun 2017 pada Program Pengelolaan Pertambangan Umum 

dan Migas terdapat penambahan kegiatan baru antara lain :  

- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium dan 

Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia. 

- Pelayanan Teknis Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral 

- Pengembangan Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral 

Capaian kinerja Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas 

sebagai berikut: 

Tabel 4.237 
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas 

Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2015 2016 2017 
Jumlah rekomendasi teknis 
pertambangan   732 rekom 786 rekom 800 rekom 

Sumber : Dinas ESDM Prov. Jawa Timur  
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Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas pada perubahan 

RPJMD 2014-2019 dilanjutkan dengan program Pengelolaan Usaha 

Pertambangan dengan indikator kinerja Jumlah rekomendasi teknis 

pertambangan dilanjutkan pada tahun anggaran 2018. 

 

8) Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi 

Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi mengacu pada RPJMD 2014-2019, bertujuan meningkatkan 

penyediaan data dan informasi geologi, geologi lingkungan dan mitigasi 

bencana geologi didukung  oleh beberapa kegiatan antara lain : 

- Penyusunan data base sumber daya geologi, geologi lingkungan dan 

mitigasi bencana geologi. 

- Sosialisasi mitigasi bencana geologi. 

- Peningkatan Informasi Dini pada daerah rawan bencana dan 

pengambangan wilayah. 

Indikator kinerja program ini adalah rekomendasi hasil kajian geologi 

dengan capaian kinerja dari tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai berikut: 

Tabel 4.238 
Capaian Kinerja Program Inventarisasi Pengembangan Potensi Geologi 

Lingkungan dan Bencana Geologi 

No Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2015 2016 

1 Jumlah rekomendasi hasil kajian 
geologi 

1 rekom 1 rekom 

Sumber : Dinas ESDM Prov. Jawa Timur 

Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi hanya dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dan 2016 , untuk 

tahun 2017 tidak dilaksanakan karena tidak adanya kewenangan  bidang 

geologi dan perubahan SOTK. 

 

9) Program Pengelolaan Air Tanah 

Program Pengelolaan Air Tanah mengacu pada RPJMD 2014 – 2019, 

bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan air tanah yang berorientasi 

pada aspek konservasi didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : 

- Penyediaan database dan informasi pengelolaan air tanah 
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- Pembangunan sumur bor daerah sulit air untuk memenuhi kebutuhan 

air bersih 

- Pengendalian pengambilan air tanah (rekomendasi teknis pengambilan 

air tanah ) 

Indikator kinerja program pengelolaan Air Tanah adalah jumlah sumur 

bor daerah sulit air dengan capaian kinerja sebagai berikut: 

Tabel 4.239 
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Air Tanah 

Indikator Kinerja 
Capaian kinerja 

2015 2016 2017 
Jumlah sumur bor daerah sulit air  
 

2 Unit 4 Unit 2 Unit 

Sumber : Dinas ESDM Prov. Jawa Timur 

Program Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, 2016 

dan tahun 2017 dan selanjutnya pada perubahan RPJMD 2014-2019 di ganti 

dengan Program Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah dengan indikator kinerja 

progaram Jumlah desa sulit air yang mendapat bantuan sumur bor.  

10) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan adalah merupakan kelanjutan 

dari Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan 

mengacu pada Perubahan RPJMD 2014-2019 dengan tujuan terpenuhinya 

pasokan listrik khususnya bagi masyarakat tidak mampu, pedesaan dan 

daerah terpencil dengan melalui : 

- Pemberian rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan dan izin 

operasi 

- Bantuan penyambungan instalasi listrik (SR/IR) gratis bagi masyarakat 

miskin 

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan merupakan kelanjutan dari 

Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan 

dengan indikator kinerja peningkatan ketersediaan listrik yang ditunjukkan 

dengan rasio elektrifikasi : 

Tabel 4.240 
Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Listrik 

Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2015 2016 2017 2018 
Rasio Ketersediaan 
Listrik (RE) 

0,86 0,89 0,91 0,91*) 

Sumber : PLN  

*) RE pada tahun 2017 , pengukuran RE tahun  2018 akan dilakukan 
pada akhir tahun 2018 
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11) Program pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan 

Program pengembangan Energi baru Terbarukan dan Tak Terbarukan 

mengacu pada Perubahan RPJMD 2014-2019, merupakan kelanjutan dari 

Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan 

dengan tujuan meningkatkan ketersediaan  energi bagi masyarakat dan 

industri serta penyediaan dan/atau fasilitasi energi baru terbarukan bagi 

masyarakat pedesaan dan terpencil dengan melalui : 

- Penyediaan bantuan pembangkit energi tebarukan bagi masyarakat 

pedesaan 

Indikator kinerja dari Program Pengembangan Energi baru Terbarukan 

dan Tak Terbarukan adalah peningkatan penyediaan energi dengan capain 

kinerja pada semester 1 tahun 2018 sebesar 18 KK. 

 

12) Program Pengelolaan Usaha Pertambangan 

Program Pengelolaan Usaha Pertambangan adalah merupakan 

kelanjutan Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas setelah 

adanya Perubahan RPJMD 2014-2019 dengan tujuan meningkatkan 

pengusahaan pertambangan dan produksi mineral dan batuan, serta 

terjaminnya pengelolaan lingkungan pertambangan didukung oleh 

beberapa kegiatan antara lain : 

- Inventarisasi wilayah dan sumber daya minerba 

- Pengusahaan Pertambangan Mineral dan batubara 

- Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan minerba 

Indikator kinerja Program Pengelolaan Usaha Pertambangan adalah 

jumlah rekomtek izin pertambangan. Capaian kinerja program ini  

Tabel 4.241 
Jumlah rekomendasi teknis pertambangan 

Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2015 2016 2017 2018 
Jumlah rekomendasi 
teknis 
pertambangan 

732 rekom 786 rekom 800 rekom 299 rekom 

Sumber : Dinas ESDM Prov. Jawa Timur 

pada semester 1 tahun 2018 sebanyak 299 rekomendasi teknis. 
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13) Progam Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Migas 

Progam Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Migas 

adalah merupakan program baru pada Perubahan RPJMD 2014-2019 

dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan yang baik 

guna pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan pembangunan 

didukung oleh kegiatan pengawasan usaha pertambangan yang dilakukan 

oleh Inspektur Tambang dengan indikator kinerja jumlah badan usaha 

pertambangan yang diawasi dengan  capaian kinerja tahun 2018 semester 

1 sebesar 42 laporan 

 

14) Program Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah  

Program Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah adalah merupakan 

program baru pada Perubahan RPJMD 2014-2019 dengan tujuan untuk 

mewujudkan pengelolaan air tanah yang berkesinambungan dengan 

indikator kinerja program adalah jumlah daerah sulit air yang mendapatkan 

fasilitas pemanfaatan air tanah, dan sumur resapan yang terbangun dari 

pengusahaan air tanah didukung oleh  tiga kegiatan antara lain: 

- Inventarisasi dan Penyediaan Data kegeologian dan air tanah 

- Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah 

- Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah 

Capaian kinerja program ini dari tahun 2015 sampai dengan  semester 

1 tahun 2018  sebagai berikut: 

Tabel 4.242 
Jumlah desa sulit air yang mendapat bantuan sumur bor / Jumlah sumur bor 

daerah sulit air 

Indikator Kinerja 
Capaian kinerja 

2015 2016 2017 2018 
Jumlah desa sulit air yang 
mendapat bantuan 
sumur bor / Jumlah 
sumur bor daerah sulit 
air 

2 
desa/unit 

4 
desa/unit 

2 
desa/unit 

1 
desa/unit 

Sumber : Dinas ESDM Prov. Jawa Timur 

15) Program Pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral 

Program Pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral adalah 

merupakan program baru pada Perubahan RPJMD 2014-2019  dan baru 

dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dengan indikator kinerja program 
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adalah persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Uji Kualitas Air 

dan Mineral, didukung oleh 4 kegiatan antara lain : 

- Penyediaan dan Pemeliharaan  Sarana Prasarana, dan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia laboratorium 

- Pelayanan Teknis Laboratorium Kualitas Air dan Mineral 

- Pengembangan Laboratorium Kualitas Air dan Mineral 

- Operasional UPT Laboratorium 

 Capaian kinerja program pada tahun 2018 semester 1 belum 

dilakukan pengukuran karena akan diukur pada akhir tahun anggaran 

berdasarkan kuesioner yang terkumpul pada akhir tahun anggaran. 

 

16) Program Sinkronisasi Pembangunan Sektor ESDM 

Program Sinkronisasi Pembangunan Sektor ESDM adalah merupakan 

merupakan program baru pada Perubahan RPJMD 2014-2019 didukung 

oleh satu kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sektor 

ESDM, dengan indikator kinerja program adalah jumlah usulan 

program/kegiatan pembangunan sektor ESDM dari kabupaten /kota se 

Jawa Timur, adapun capaian kinerja program ini pada tahun  2018 

semester 1 sebanyak 28 usulan program / kegiatan. 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

1) Ketenagalistrikan   

a. Permasalahan kelistrikan di Jawa Timur adalah keterbatasan akses 

listrik bagi masyarakat Jawa Timur masih dibawah rata-rata nasional 

yang ditunjukkan dengan Rasio Elektrifikasi  ( RE ) Jawa Timur 91,58 % 

RE Nasional sebesar 92,72 % . 

b. Ketimpangan RE antar kabupaten/kota di Jawa Timur terutama 

Madura, kepulauan Madura masih dibawah rata-rata RE Jawa Timur. 

2) Energi 

Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan terutama di 

wilayah pedesaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi. 
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3) Pertambangan  

a. Para pelaku usaha tambang kurang memahami peraturan 

perundangan dan kurang peduli terhadap teknik dan tata cara 

penambangan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk 

upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta 

lingkungannya sehingga menyebabkan kegiatan usaha tambang 

sering menyebabkan kerusakan lingkungan. 

b. Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani bidang 

pertambangan. 

4) Air tanah 

a. Meningkatnya intensitas pengambilan air tanah yang tidak diimbangi 

dengan kegiatan konservasi secara memadai, serta kesadaran 

masyarakat terhadap pelestarian air tanah masih sangat rendah. 

b. Bertambahnya penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi 

menyebabkan bertambah kebutuhan air baku, maka pengambilan air 

tanah yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan kegiatan 

pengendalian yang memadai dapat berdampak negatif pada 

lingkungan dan penurunan muka air tanah. 

c. Terjadinya alih fungsi lahan daerah imbuhan air tanah, sehingga 

mengurangi daerah resapan air tanah. 

d. Masih terdapat masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih. 

Solusi 

1) Ketenagalistrikan. 

a. Meningkatkan rasioelektrifikasi (RE) di kabupaten kota yang memiliki 

RE di bawah rata-rata Jawa Timur dengan berkoordinasi dengan 

stakeholder kelistrikan dan memberikan bantuan pemasangan SR/IR 

bagi masyarakat kurang mampu serta menyediakan infrastruktur 

listrik di daerah yang belum terjangkau listrik. 
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b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan 

sesuai dengan potensi energi dan karakteristik di masing- 

masing wilayah. 

2) Pertambangan 

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

rekomendasi teknis perizinan pertambangan. 

b. Melakukan pembinaan terhadap pelaku pertambangan. 

3) Air tanah 

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

rekomendasi teknis dan pengambilan air tanah bersama-sama 

instansi terkait di kabupaten/kota yang intensitas pengambilan 

air tanah tinggi; 

b. Melaksanakan pemantauan muka air tanah dengan 

membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air 

tanah terutama kawasan industri yang banyak  sumur bor, dan 

menetapkan daerah resapan air tanah di Jawa Timur. 

c. Meningkatkan penelitian potensi air tanah pada setiap 

Cekungan Air Tanah di Jawa Timur sebagai dasar acuan 

pemberian rekomendasi teknik dalam penerbitan SIPA. 
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5. BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

2.5.1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  

Urusan Industri dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program 

Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini :  

Tabel 4.243 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 
(TWII) 

1 Program 
Pengembangan 
Industri Kecil 
dan Menengah 

Pagu 36,863,545,250 12,867,660,000 9,908,745,350 8,512,197,000 - 

Realisasi 32,308,444,837 11,636,252,992 9,516,375,682 7,997,007,442 - 
% 87.64 90.43 96.04 93.95 - 

2 Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Teknologi 
Industri 

Pagu 33,877,965,000 33,347,255,500 24,626,350,199 30,897,215,000 30,124,415,600 

Realisasi 31,432,835,210 31,063,770,649 23,362,868,345 28,987,818,254 8,537,102,901 

% 92.78 93.15 94.87 93.82 28.34 
3 Program 

Peningkatan 
Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia 

Pagu 11,783,929,750 5,995,064,000 2,542,881,350 1,187,949,000 - 

Realisasi 9,294,419,304 4,926,620,317 2,415,164,464 1,043,780,655 - 
% 78.87 82.18 94.98 87.86 - 

4 Program 
Peningkatan 
Standarisasi 
Industri  

Pagu 9,255,255,000 11,465,078,000 8,449,326,500 11,375,171,500 10,323,534,000 
Realisasi 7,401,343,830 10,276,314,905 7,868,891,368 10,655,147,467 1,244,428,643 

% 79.97 89.63 93.13 93.67 12.05 

5 Program 
Peningkatan 
Industri 
Berbasis 
Sumber Daya 
Alam 

Pagu 44,444,000,000 20,584,292,600 7,525,090,300 9,987,032,841  
Realisasi 40,611,106,410 4,937,080,439 6,617,454,392 8,439,666,906  

% 91.38 23.98 87.94 84.51  

6 Program 
Peningkatan 
dan 
Pengembangan 
Ekspor 

Pagu 20,791,370,000 - - - - 
Realisasi 18,711,176,247 - - - - 

% 89.99 
- - - - 

7 Program 
Peningkatan 
Efisiensi 
Perdagangan 
Dalam Negeri 

Pagu 26,834,396,000 25,739,218,080 24,867,365,800 19,819,547,000 18,141,528,800 
Realisasi 22,627,498,304 21,533,235,462 23,134,191,490 17,044,511,923 3,300,805,383 

% 84.32 83.66 93.03 86.00 18.19 

8 Program 
Peningkatan 
Perlindungan 
Konsumen  

Pagu 59,815,439,000 - - - - 
Realisasi 51,427,139,316 - - - - 

% 85.98 - - - - 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Program pengembangan industri kecil dan menengah bertujuan untuk 

memberikan fasilitasi kepada IKM untuk peningkatan daya saing, melalui: 

kegiatan pengembangan industri logam, mesin dan alat transportasi, 

industri kimia, pengembangan tekstil dan aneka serta pengembangan 

industri elektronika dan telematika dengan sasaran 38 Kab./Kota di Tawa 

Timur.   

2) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri 

Program peningkatan kapasitas teknologi industri bertujuan untuk 

memberikan pelayanan teknis kepada IKM melalui peningkatan daya 

saing yang diberikan oleh UPT Aneka Industri, UPT Industri Kayu dan 

Produk Kayu, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit, UPT Industri Logam 

dan Perekayasaan, UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan untuk 

9 Program 
Peningkatan 
Ekspor dan 
Pengendalian 
Impor 

Pagu  19,819,942,000 15,581,169,000 12,135,519,000 11,135,000,000 
Realisasi - 16,921,131,947 14,862,538,363 10,782,774,002 4,951,414,981 

% 
- 

85.37 95.39 88.85 44.47 

10 Program 
Penataan 
Struktur 
Industri 

Pagu - 1,923,192,080 1,843,414,800 1,920,824,000  
Realisasi - 1,698,552,850 1,535,635,361 1,781,510,465  

% - 88.32 83.30 92.75  

11 Program 
Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Pagu - 42,125,770,000 28,223,251,500 44,018,756,700 7,824,901,200 
Realisasi - 34,476,068,751 25,422,077,851 36,718,956,828 3,273,139,720 

% 
- 

81.84 90.07 83.42 41.83 

12 Program 
Pengembangan 
Industri Agro 

Pagu - - - - 9,500,000,000 
Realisasi - - - - 1,831,817,894 

% - - - - 19.28 
13 Program 

Pengembangan 
Industri non-
Agro 

Pagu - - - - 5,720,000,000 
Realisasi - - - - 1,338,107,651 

% - - - - 23.39 

14 Program 
Penataan 
Struktur 
Industri dan 
Pengembangan 
Perdagangan 

Pagu - - - - 2,300,000,000 
Realisasi - - - - 955,660,434 

% 

- - - - 

41.55 

15 Program 
Pengujian dan 
Sertifikasi 
Mutu Barang 

Pagu - - - - 18,750,584,400 
Realisasi - - - - 3,831,903,743 

% - - - - 20.44 
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mendapatkan layanan produksi, konsultasi, ketrampilan dan peningkatan 

pengetahuan. 

3) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Program peningkatan kualitas sumber daya manusia bertujuan untuk 

memberikan pembinaan dan pelatihan melalui pendidikan 

kemasyarakatan produktif dalam rangka penguatan sektor industri bagi 

pelaku industri baik industri agro maupun non-agro, bimbingan teknis, 

peningkatan wawasan, peningkatan mutu produk, fasilitasi standarisasi, 

HKI dan desain kepada IKM.  

4) Program Peningkatan Standarisasi Industri 

Program peningkatan standarisasi industri diberikan kepada IKM agar 

mendapatkan fasilitasi standarisasi industri berupa pemahaman dan 

penerapan standarisasi (SNI), pengembangan desain produk berupa 

desain produk baru dan pengembangan mutu produk industri.  

               Tabel 4.244 
Jumlah Layanan Standardisasi dan HKI di Jawa Timur 

Tahun 2014-2017 
 

JENIS STANDAR / HKI 
 

TAHUN 

2014 2015 2016 2017 

SPPT – SNI 172 346 393 425 

BARCODE 21 32 15 21 

Bimbingan ISO 9001:2008 114 629 651 0 

Bimbingan ISO 9001:2015 0 0 0 27 

HACCP 0 0 0 28 

Sertifikasi ISO 9001:2008 17 3 48 9 

Sertifikasi ISO 9001:2015 0 0 0 149 

Sertifikasi ISO 22000 0 0 0 17 

BATIK MARK 14 25 40 40 

MEREK 940 815 735 1012 

CIPTA 25 30 30 30 

DESAIN INDUSTRI 9 0 10 10 

UJI NUTRISI 0 537 181 215 
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JENIS STANDAR / HKI 

 

TAHUN 

2014 2015 2016 2017 

UJI PRODUK 0 0 0 62 

Jumlah Industri Berstandar 1.312 2.417 2.103 2.045 
Jumlah Industri Formal 17.641 20.282 20.467 22.677 
% Industri berstandar 7,44 11,92 10,3 9,02 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim 
 

5) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam 

Program peningkatan industri berbasis sumber daya alam dimaksudkan 

untuk memberikan peningkatan daya saing kepada IKM berbasis sumber 

daya alam yang meliputi pengembangan industri makanan, minuman dan 

tembakau, pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan, 

pengembangan kawasan agropolitan, peningkatan pengolahan komoditi 

agro di kawasan agropolitan, pemetaan industri tembakau, industri 

pengolahan di lingkungan industri hasil tembakau, pendataan 

mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi 

mesin/peralatan mesin dan memberikan tanda khusus, pendataan dan 

pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelintung roko sigaret 

dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret.  

6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

Program peningkatan dan pengembangan ekspor bertujuan untuk 

mendukung pengembangan pelayanan ekspor bagi eksportir agar 

diberikan fasilitasi serta verifikasi dalam mengembangkan produk ekspor 

dan yang berpotensi ekspor, termasuk meningkatkan kemampuan, 

informasi dan kualitas produknya, meningkatkan pengetahuan eksportir 

tentang perdagangan luar negeri, pelatihan ekspor-impor melalui 

pelayanan UPT P3E Surabaya. 

7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri bertujuan 

untuk meningkatkan net ekspor perdagangan dalam negeri melalui : 

- Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan 

informasi pasar, stabilisasi persediaan, harga distribusi kebutuhan 

poko dan penegndalian infasi. 
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- Peningkatan pasar dan distribusi produk agro. 

- Peningkatan bina pasar dan distribusi. 

- Penyelenggaraan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan 

pengembangan usaha. 

- Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui promosi 

dalam negeri. 

- Penumbuhan Wira Usaha Baru di bidang waralaba. 

- Pelaksanaan dan pengembangan sistem resi Gudang. 

- Pengembangan perdagangan antar pulau, penguatan Kantor 

Perwakilan Dagang (KPD). 

- Pembinaan pengeloalaan sarana dan prasarana distribusi 

perdagangan. 

- Pembinaan tertib niaga bagi konsumen dan produsen. 

                   Tabel 4.245 
Kinerja Perdagangan Dalam Negeri 

No. INDIKATOR 
REALISASI 

2014 2015 2016 2017 
1. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor 

Perdagangan 
4,61 6,00 5,81 6,26 

2. Persentase Kontribusi Sub Sektor 
Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim 

17,24 17,64 18,00 18,18 

3. Nilai Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri 90,33 99,83 100,56 162,49 
Sumber : BPS Jatim 
 

8) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 

Program peningkatan perlindungan konsumen bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen, dilakukan melalui : 

pelaksanaan standarisai mutu barang, standarisasi kualitas bahan baku, 

pengelolaan laboratorium di UPT PSMB-LT Surabaya dan Jember, 

pelaksanaann tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, 

pengembangan standar kerja, tera/tera ulang alat ukur massa dan 

timbangan, peningkatan sarana kemetrologian, pengawasan dan 

penyidikan alat ukur serta fungsi metrology yang dilaksanakan oleh UPT 

Kemetrologian di Jawa Timur yang berlaku sampai dengan tahun 2016. 
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9) Program Peningkatan Ekspor dan Pengedalian Impor  

Program peningkatan ekspor dan pengendalian impor merupakan 

program lanjutan dari Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

dalam upaya melanjutkan program pemerintah dalam meningkatkan net 

ekpor non migas serta upaya dalam melindungi produk dalam negeri, 

melalui: 

- Intensifikasi dan pengembangan pelayanan ekspor dengan jumlah 

layanan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan . 

- Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor melalui aplikasi 

dashboard Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor (PEPI). 

- Penyelenggaraan promosi dan kerjasama perdagangan internasonal. 

- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penguatan 

perdagangan luar negeri. 

- Pendidikan kemasyrakatan produktif dalam rangka penguatan 

pelatihan dan promosi ekspor daerah. 

Dengan adanya program ini sudah dibangunkan sebuah aplikasi 

dashboard Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor atau yang dikenal 

dengan PEPI yang dapat menyediakan informasi secara cepat, tepat, 

akurat, real time, dan aman yang meliputi tren ekspor, tren impor, 

monitoring ekspor-impor, negara tujuan utama, negara impor asal dan 

komoditas ekspor maupun impor serta profil negara tujuan ekspor sampai 

dengan neraca perdagangan luar negeri baik dalam bentuk grafik maupun 

teks guna pengambilan kebijakan dan strategi bagi Pemerintah Daerah. 

                Tabel 4.246 
Kinerja Perdagangan Provinsi Jawa Timur 

Kinerja Perdagangan 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
EKSPOR 664,95 696,97 808,69 975,07 
. Luar Negeri 249,08 244,76 272,78 284,94 
. Antar Daerah 415,88 452,20 535,91 690,13 
IMPOR 593,92 669,41 733,43 878,81 
. Luar Negeri 268,38 317,04 298,08 353,17 
. Antar Daerah 325,55 352,37 435,34 525,64 
Total Ekspor Impor 1.258,88 1.366,38 1.542,12 1.851,88 
Net Eks – Im LN -19,30 -72,27 -25,30 -68,23 
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Kinerja Perdagangan 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Net Eks – Im DN 90,33 99,83 100,56 164,49 
Total Net Eksor – Impor  71,03 27,56 75,26 96,26 

Sumber : BPS Jatim  (dalam trilyun rupiah) 
 

10) Program Penataan Struktur Industri 
Program penataan struktur industri memiliki peran penting dalam 

pembentukan kawasan industri di Jawa Timur agar bertujuan untuk 

menata kawasan industri yang ada di Jawa Timur. Saat ini terdapat 7 

(tujuh) Kawasan Industri yang telah berkembang, diantaranya : 

1. PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Surabaya) seluas 245 Ha, 

2. PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang (Pasuruan) seluas 563 Ha, 

3. Sidoarjo Industrial Estate Brebek (SIEB) seluas 87 Ha, 

4. PT. Ngoro Industrial Park (NIP) seluas 450 Ha, 

5. PT. Maspion Industrial Estate (MIE) seluas 341,5 Ha, 

6. PT. Kawasan Industri Gresik (KIG) seluas 140 Ha, 

7. PT. Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) seluas 2993 Ha.  

Sehingga total luas lahan kawasan industri eksisting beserta rencana 

perluasan area sebesar 4.759,5 Ha. Selain itu ada beberapa daerah 

Kab./Kota lainnya yang akan mengembangkan kawasan industri di Jawa 

Timur, antara lain : 

1. Kab. Banyuwangi (1.378,64 Ha), 

2. Kab. Jombang (800 Ha), 

3. Kab. Tuban (ekspansi dari PT. Kawasan Industri Gresik, 300 Ha), 

4. Kab. Gresik (Kawasan Industri Agro 4.300 Ha dan akwasan Industri 

Salt Lake PT. Garam 285 Ha), 

5. Kab. Lamongan (4.000 Ha), Kota Malang (90 Ha), 

6. Kab. Bangkalan (10.000 Ha), 

7. Kab. Madiun (Kawasan Industri Mejayan 431,14 Ha), dan 

8. Kab. Mojokerto (10.000 Ha). 

Sehingga luas lahan yang akan dikembangkan yakni sebesar 31.584,78 Ha.  
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11) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 

merupakan program lanjutan dari Program Peningkatan Perlindungan 

Konsumen di tahun 2014. Program ini dicapai melalui pemberdayaan 

konsumen dan pelaku usaha, pengawasan barang beredar dan jasa 

melalui UPT Perlindungan Konsumen di 5 Kota yang tersebar di Jawa 

Timur yakni, Surabaya, Malang, Kediri, Jember dan Bojonegoro. Dalam 

program ini juga didukung oleh Sistem Aplikasi Dashboard Peningkatan 

Ekspor dan Pengendalian Impor (PEPI) yang diharapkan dapat 

mendorong peningkatan pengawasan terhadap barang impor dalam 

rangka perlindungan konsumen melalui uji petik yang dilakukan melalui 

Analisa data dashboard PEPI. 

 

12) Program Pengembangan Industri Agro  

Program pengembangan industri agro mulai dilaksanakan pada tahun 

2018, program ini merupakan lanjutan dari program peningkatan kualitas 

sumber daya alam bagi pelaku industri berbasis agro yang perlu dicapai 

agar fokus PDRB industri agro dapat meningkat di Jawa Timur. Program 

ini dicapai melalui fasilitasi industri agro termasuk kawasan agropolitan, 

fasilitasi sertifikat/registrasi mesin pelinting rokok sigaret serta 

pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat dan pelaku 

pelaku industri bidang agro dan fasilitasi kelompok masyarakat untuk 

anti-poverty program sektor agro.  

    

13) Program Pengembangan Industri non-Agro  

Program pengembangan industri non-agro mulai dilaksanakan pada tahun 

2018 dan merupakan program lanjutan dari program peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan PDRB 

industri non-agro di Jawa Timur. Program ini dicapai melalui pembinaan 

dan pelatihan keterampilan kerja bagi pelaku industri kimia tekstil dan 

aneka, industri elektronika dan telematika, pembinaan industri logam, 
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mesin dan alat transportasi serta anti-poverty program di sektor industri 

non-agro. 

   

14) Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan 

Perdagangan 

Program penataan struktur industri dan pengembangan perdagangan 

dilaksanakan sejak tahun 2018 untuk mendukung dan melanjutkan 

program penataan struktur industri pada tahun sebelumnya. Program 

berguna ini untuk memfasilitasi sektor industri dan sektor perdagangan 

yang merupakan bridging antara keduanya. Program ini bertujuan untuk 

merancang kebijakan yang disusun melalui penataan struktur industri 

berupa kawasan industri yang terpakai, penyusunan rancangan kebijakan 

pengembangan industri berupa rancangan kebijakan yang disusun, 

penyelenggaraan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah untuk 

pengembangan industri dan perdagangan, penyusunan sistem pendataan 

industri dan perdagangan, dan penyusunan rancangan kebijakan 

pengembangan perdagangan di Jawa Timur. 

 

15) Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang  

Program pengujian dan sertifikasi mutu barang dilaksanakan sejak tahun 

2018. Program ini bertujuan untuk mengurai pada program perlindungan 

konsumen dan pengamanan perdagangan yang sudah ada sebelumnya. 

Program ini dicapai untuk memenuhi jumlah sertifikasi yang dikeluarkan 

oleh UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau 

agar lebih fokus dalam penanganan masalah sesuai dengan tupoksi 

pengujian dan sertifikasi lembaga tembakau khususnya serta UPT 

Verifikasi Standar. Program ini dicapai melalui penyediaan sarana 

laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian serta penerapan 

inovasi teknis di UPT PSMB-LT dengan jumlah ruang lingkup sertifikasi 

yang dicapai, pelayanan jaminan mutu dengan jumlah sertifikat jaminan 

mutu yang diterbitkan dan diawasi. Standarisasi kualitas bahan baku 

dengan jumlah peserta yang mendapatkan standarisasi kualitas bahan 
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baku, pelayanan kalibrasi pada UPT Verifikasi Standar dengan jumlah alat 

yang dikalibrasi serta ruang lingkup kalibrasi. 

                    Tabel 4.247 
Kinerja Perkembangan Pengujian dan Sertifikasi Mutu 

Produk/Komoditi 
No. Jenis 

Pengujian/Sertifikasi 
2014 2015 2016 2017 2018* 

1. Pengambilan Contoh 617 761 428 104 336 
2. Pengujian Mutu Produk 2.946 2.647 2.116 1.203 800 
3. Kalibrasi Alat Ukur 2.415 3.440 4.341 1.339 398 
4. Sertifikasi Produk (SNI) 161 181 133 126 31 
5. Inspeksi Mutu Tembakau 3.022 2.418 2.658 2.141 1.053 
6. Sertifikasi Pasar Rakyat** - - - - 1 
7. Diseminasi Sosialisasi - - - 1.214 - 

JUMLAH 9.161 9.447 9.676 6.127 2.619 
Keterangan: * Kinerja Jan-Juni 2018,  

          ** Pasar Oro-Oro Dowo Kab. Malang 
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim 
 

b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

- Rantai pasok bahan baku pada IKM masih terbatas dan belum optimal 

serta masih besarnya ketergantungan bahan baku pada impor. 

- Kendala proses perijinan di tiap daerah belum sama sehingga 

berpengaruh pada kelangsungan IKM di daerah. 

- Realisasi industri masih lambat. 

- Terbatasnya ketersediaan kawasan industri. 

- Rendahnya produktifitas dan daya saing produk IKM. 

- Masih banyak IKM yang belum menerapkan standarisasi dan HKI. 

- Rendahnya daya saing produk ekspor Jawa Timur, baik kualitas, kuantitas, 

harga maupun kontinuitas. 

- Tingginya persaingan di pasar internasional. 

- Belum optimalnya promosi perdagangan luar negeri dikarenakan masih 

berfokus pada pasar tradisional. 

- Belum adanya perjanjian dagang antar Negara/terbatasnya perjanjian 

antar Negara. 

- Belum efisiensinya system logistic dan konektifitas antar daerah. 

- Belum stabilnya harga produk dikarenakan panjangnya mata rantai 

distribusi perdagangan. 
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- Belum berjalannya manifest Logistik antar provinsi sesuai Permendag no. 

29/2017 ttg Perdagangan Antar Pulau.  

Solusi : 

- Pengembangan klaster industri untuk produk unggulan Jatim yang 

berpotensi ekspor. 

- Mempermudah perijinan dan pemberian insentif serta perbaikan iklim 

investasi. 

- Percepatan pembangunan kawasan industri di Kab./Kota. 

- Membangun industri hulu sebagai substitusi bahan baku impor dan 

penumbuhan industri hilir. 

- Pembinaan dan fasilitasi IKM secara paripurna. 

- Fasilitasi IKM untuk memperoleh SNI, ISO, HKI. 

- Peningkatan daya saing produk melalui fasilitasi standarisasi, HKI dan 

peningkatan teknologi. 

- Fasilitasi kelancaran proses ekspor, melalui koordinasi dengan instansi 

sectoral terkait kegiatan ekspor. 

- Promosi, misi dagang dan pembentukan perwakilan dagang. 

- Mendorong untuk membuat perjanjian dengan Negara lain agar lebih 

diperluas lagi. 

- Mendorong efisiensi system logistic melalui peningkatan perdagangangan 

antar daerah. 

- Optimalisasi kinerja KPD di 26 Provinsi Mitra melalui misi dagang, temu 

bisnis, promosi& pembentukan trading house. 

- Optimalisasi intensitas perdagangan antar daerah Melalui SIPAP (Sistem 

Informsi Perdagangan Antar Provinsi) yang didukung manifest logistic 

antar provinsi. 

- Monitoring harga secara rutin melalui SISKAPERBAPO dan memotong 

mata rantai perdagangan melalui Pusat Distribusi Provinsi (PDP). 
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3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

3.3.1 BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh Biro Admnistrasi Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Tahun 2014-

2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.248 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2014-2018 
 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
peningkatan 
kerjasama antar 
pemerintah daerah 

Pagu 3.647.970.000 - - - - 

Realisasi 2.859.910.764 - - - - 
% 78,40 - - - - 

2 

Program 
penyempurnaan dan 
penguatan 
kelembagaan 
demokrasi 
Sekrg diganti 
Program Penataan 
dan penyempurnaan 
kelembagaan 
Demokrasi serta 
Otonomi Daerah  
( 2018) 

Pagu 1.302.750.000 1.841.094.500 462.431.321 1.703.204.000 4.212.296.000 

Realisasi 1.193.084.764 1.743.163.010 456.872.350 1.674.897.176 1.053.001.260 

% 91,58 94,68 98.80 98,34 25 

3 

Program 
peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
 

Pagu 15.540.850.000 - - - - 

Realisasi 12.338.374.043 - - - - 

% 79,39 - - - - 

4 

Program penerapan 
tata kelola 
pemerintahan yang 
baik 

Pagu 5.815.930.000 11.966.365.500 5.803.724.361 14.193.343.500 5.911.413.000 
Realisasi 3.063.492.925 9.949.854.705 5.514.012.677 12.698.642.624 3.331.099.323 

% 52,67 83,15 95,01 89,47 77,46 

(Sumber : BPKAD Prov. Jatim) 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah untuk 

mengoptimalkan kegiatan penataan batas antar daerah melalui : 
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– Tahun 2014 telah dilakukan rapat koordinasi untuk meminimalisir konflik 

terkait batas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka pada tahun 2014 

telah menambah 1 kabupaten yaitu pacitan menjadi 6 daerah. 

– Selain itu juga tahun 2014 telah dilaksanakan prapatan pilar batas di 6 daerah 

yaitu : 

a. Kabupaten Tuban dengan Kab. Rembang 

b. Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora 

c. Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Sragen 

d. Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar 

e. Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri 

f. Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri. 

– Tahun 2014 terbit 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI terkait 

Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri serta Kabupaten Pacitan dengan 

Kabupaten Trenggalek. 

 

2) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi diganti  

a. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah dilakukan pergantian antar waktu 
(PAW) Ketua/anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa 
timur sebanyak 617 Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW ). Adapun rincian 
capaian kinerja sebagai berikut : 

 
Tabel 4.249 

Pergantian Antar Waktu DPRD (2014-2018) 

NO Uraian 2014 2015 2016 2017 2018* 

 
1. 

 
Usulan 

 
374 

 
50 

 
39 

 
62 

 
103 

 
2. Realisasi 

 
374 

 
50 

 
39 

 
55 

 
99 

 
 % 

 
100 

 
100 

 
100 

 
88,72 

 
96,11 

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
 

b. Dalam kurun waktu 2014 – 2018 Telah dilakukan pemilihan kepala daerah 
serentak I pada tanggal 9 Desember 2015 , pemilihan kepala daerah serentak ke II 
pada tanggal ….Pebruari 2017 dan pemilihan kepala daerah serentak ke III pada 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-580 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

tanggal 27 Juni 2018. Hasil pelaksanaan program penyempurnaan dan penguatan 
kelembagaan demokrasi adalah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati/Walikota serta Wakil Bupati / Wakil Walikota dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut : 

                   Tabel 4.250 
Pelantikan Kepala Daerah 

Tahun 2014-2018 
NO Uraian 2014 2015 2016 2017 2018* 

1. Pelantikan      

 KDH 4  19 1 - 
 Penjabat KDH (Pj) - 16 - - 7 

 
Penjabat 

sementara KDH 
(Pjs) 

- - - - 4 

 
2. 

Pemilihan 
KDH/WKDH - 19 - 1 19 

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
 

3) Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dilakukan 

melalui : 

a. Penyelenggaraan peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur  

b. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 3 tahun 

berturut meraih tanda kehormatan samkarya nugraha parasamya purnakarya 

nugraha. 

c. Sosialisasi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 

d. Sinkronisasi tata tertib DPRD dan proses pemberhentian dan pengangkatan 

pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota 

dalam tahun 2014 . 

e. Terfasilitasi penyaluran bantuan keuangan desa sebanyak 1.250 desa. 

f. Sosialisasi tentang UU 24 tahun 2013 atas perubahan UU 23 tahun 2006 

tentang administrasi kependudukan. 

 
4) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

- Dalam kurun waktu 4 tahun (2014 – 2018) berturut-turut Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur menempati peringkat teratas atas hasil EKPPD terhadap LPPD 
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Tahun 2014 s.d 2016 sehingga menerima penghargaan Samkarya Nugraha 

Parasamya Purnakarya Nugraha yang ke 2 kali pada Tahun 2017. Penjelasan 

kinerja LPPD Provinsi Jawa Timur dapat tergambarkan dalam tabel dibawah : 

Tabel 4.251 
kinerja LPPD Tahun 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018* 

Peringkat 1 1 1 - - 

Skor 3,0478 (ST) 3,0765 (ST) 3,3263 (ST) - - 

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
 

- Meningkatnya jumlah segmen batas daerah Kabupaten/Kota yang telah 

selesai. Selama kurun waktu 2014 – 2018 sebanyak 46 segmen (67,64%) dari 

68 segmen batas daerah yang terdapat di wilayah Jawa Timur telah selesai. 

Perkembangan capaian penyelesaian batas daerah tersebut dapat 

tergambarkan dalam tabel dibawah : 

Tabel 4.252 
Perkembangan capaian Tahun 2014-2018 

Target 2014 2015 2016 2017 2018* 

38 segmen 
4 

segmen 
- segmen 20 

segmen 
- 

segmen 
- 

10,52 % 0 % 52,63 % 0 % - 

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
 

- Meningkatnya Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan sebagaimana amanat Permendagri No. 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman PATEN. Selama kurun waktu 2014 – 2018 sebanyak 248 

kecamatan. Perkembangan capaian kecamatan yang melaksanakan PATEN 

sebagaimana tabel dibawah : 

Tabel 4.253 
Perkembangan capaian Tahun 2014-2018 

Target 2014 2015 2016 2017 2018* 

666 kec 
64 kec 124 kec 193 kec 248 kec - 

9,60 % 18,61 % 28,97 % 37,23 % - 

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
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- Meningkatnya jumlah Aset Bekas Milik Asing (ABMA/T) di wilayah Provinsi 

Jawa Timur yang selesai menjadi BMD selama kurun waktu 2014 – 2018 

dengan rincian capaiannya per tahun sebagaimana tabel dibawah : 

Tabel 4.254 
Perkembangan capaian Tahun 2014-2018 

Target 2014 2015 2016 2017 2018* 

25 aset 
7 aset 12 aset 14 aset 15 aset - 

28 % 48 % 56 % 60 % - 

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
 

- Terselesaikannya peralihan P2D di Jawa Timur yang mulai berlaku sejak tahun 

2015 akibat berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Terdapat 38 Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan peralihan P2D dengan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwujudkan dengan adanya berita acara 

peralihan P2D. Adapun capaian penyelesaian P2D dalam kurun waktu 2015 – 

2018 dapat tergambarkan dalam tabel dibawah : 

Tabel 4.255 
Perkembangan capaian Tahun 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018* 

- -  38 kab/kota - 

- -    

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
 

- Dalam kurun waktu 2014 – 2018, jumlah aparatur desa di Jawa Timur yang 

telah mendapatkan pembinaan sebanyak 845 orang. Adapun rincian Capaian 

kinerja per tahun sebagai berikut 

Tabel 4.256 
Perkembangan capaian Tahun 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018* 

- 450 org 120 org 125 org 150 org 

- 300 % 80 % 83,33 % 100 % 

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
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b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

– Tahun 2014 terdapat perselisihan batas kawasan gunung kelud antara 

kabupaten kediri dengan kabupaten blitar. 

– Adanya perbutan sumber daya alam sehingga batas menjadi rebutan.  

– Masih terdapat 18 kabupaten/kota yang capaian kinerja laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ( LPPD) masih “Tinggi” sehingga perlu 

didorong untuk ditingkatkan capaian kinerjanya. 

– Belum ada sistem informasi yang memudahkan penyusunan LPPD Provinsi Jawa 

Timur dan terpadu dengan sistem informasi LPPD kabupaten/kota. 

– Baru 15 kabupaten/kota dari total 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang suda 

menerapkan kebijakan pelaynana administrasi terpadu kecamatan ( PATEN ). 

– Masih banyak kecamatan yang belum memenuhi syarat administrasi PATEN 

sesuai Permendagri No.4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN. 

– Masih terdapat 18 kabupaten/kota yang belum melakukan update data 

pembakuan nama rupabumi buatan di wilayahnya dikarenakan minimnya 

anggaran di kabupaten dan terkendala pemahaman tentang perlunya toponimi 

kepada Legislatif. 

– Masih terdapat 10 Aset Asing Milik Tiongkok (ABMA/T) di wilayah Jawa Timur 

yang belum ditegaskan statusnya menjadi Barang Milik Daerah (BMD). 

– Kemampuan sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Desa masih kurang 

dalam mengikuti perkembangan IT. 

– Kurangnya anggaran dalam mencukupi kebutuhan peralatan informasi dan 

tekhnologi berbasis teknologi. 

– Tahun 2017 pengelolaan administrasi keuangan desa masih banyak 

menggunakan cara manual .  

– Sehubungan dengan meningkatnya Dana Desa dari tahun ke tahun maka SDM 

Aparatur Pemerintahan Desa harus ditingkatkan utamanya dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. 
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– Masih diperlukannya peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa 

dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

– Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan 

infrastruktur Desa. 

– Proses peresmian pengangkatan pengganti antar waktu ( PAW ) baik untuk 

pimpinan maupun anggota / pimpinan DPRD Kabupaten/Kota belum bisa 

diproses manakala usulan penggantian antar waktu masih mengalami 

hambatan yaitu masih adanya permasalahan di internal partai karena 

diberhentikan oleh partai politik, sehingga yang bersangkutan mengajukan  

gugatan ke mahkamah partai atau pengadilan. Hal ini telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010  tentang pedoman penyusunan 

peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan 

tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

– Dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak maka berimpilkasi pada 

kurangnya satu periode masa jabatan kepala daerah sehingga perlu 

penunjukkan penjabat kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum 

pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan. 

– Penunjukkan penjabat kepala daerah bertujuan agar tidak terjadi kekosongan 

kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

– Penjabat kepala daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri atas usul 

Gubernur Jawa Timur dari jabatan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, sesuai pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang 

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 

2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-

undang. 

– Kepala daerah yang mencalonkan kembali pada masa kampanye yang 

bersangkutan  harus melakukan cuti diluar tanggungan negara, oleh karena itu 
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perlu penunjukkan penjabat sementara selama kepala daerah menjalani cuti 

kampanye, hal ini telah diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 

74 Tahun 2016 tentang cuti diluar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Solusi: 

– Telah dilakukan rapat fasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah 

kabupaten blitar dan kabupaten kediri. 

– Gubernur Jawa Timur mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 

188/113/KPTS/013/2012 dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor : 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutam atas Keputusan 

Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/113/KPTS/013/2012 tentang penyelesaian 

perselisihan batas daerah antara kabupaten blitar dengan kabupaten kediriyang 

terletak pada kawasan gunung kelud di Provinsi Jawa Timur. 

– Perlunya peningkatan Pembinaan kepada Kab/Kota dalam penyusunan LPPD 

sehingga tersaji data yang menggambarkan Kinerja Pemda sesungguhnya bukan 

berdasarkan Data dari BPS. 

– Perlu membuat sistem informasi LPPD yng terintegrasi dengan 

Kabupaten/Kota; 

– Mengintensifkan pembinaan kepada Pemda agar dapatnya meningkatkan 

kinerja pemerintahan sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kinerja LPPD; 

– Meningkatkan fasilitasi terhadap kabupaten/kota yang belum memenuhi 

persyaratan PATEN serta mendorong percepatan PATEN melalui kebijakan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

– Melaksanakan pelatihan kepada aparatur kecamatan untuk membuat item-

item yang dipersyaratkan dalam Permendagri No. 4 Tahun 2010 ttg Pedoman 

PATEN. 

– Mendorong Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur untuk menganggarkan dalam 

APBD TA 2018 terkait Menindaklanjuti SE Mendagri No.125.4/3619/SJ tanggal 
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11-8-2017 terkait Sinergi Program dan Kegiatan Bidang Pembakuan dan 

Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2018. 

– Mendorong percepatan Kabupaten/Kota untuk membakukan nama rupabumi 

melalui kebijakan Gubernur Jawa Timur dan pedoman / petunjuk teknis 

penamaan rupabumi unsur alami dan buatan. 

–  Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Jawa Timur melalui monev 

terpadu dalam mempercepat penyelesaian ABMA/T menjadi BMD di 

Kabupaten/Kota. 

– Meningkatkan motivasi aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola 

Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi dan Informasi. 

– Peningkatan  Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Jawa Timur dalam 

rangka mewujudkan efektifitas Pemerintahan Desa, mempercepat pelayanan 

publik, meningkatkan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

– Mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka 

menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui 

pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan baik melalui program 

Bantuan Keuangan kepada Desa (BK-Desa) maupun melalui percepatan 

penyelesaian permasalahan tukar menukar Tanah Milik Desa terutama yang 

terkena Proyek Strategis Nasional (PSN). 

– Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran ke  

kabupaten/kota terkait  ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Kepala 

Daerah dan Anggota DPRD dalam mengantisipasi usulan dengan jangka waktu 

14 hari dalam pengajuan permohonan ijin kepada Menteri Dalam Negeri RI 

melalui Gubernur. 

– Bila masih ada sengketa di inetrnal partai politik usulan proses pergantian antar 

waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota menunggu keputusan dari pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( incraht ). 

– Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Jawa Timur telah melakukan 

pelantikan penjabat kepala daerah dan mengukuhkan penjabat sementara 

kepala daerah. 
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c. Penghargaan Nasional yang diterima 

- Penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha ke-dua atas 

capaian kinerja LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara 3 tahun 

berturut (2013 s.d 2015) menempati posisi teratas secara nasional. 

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur 

Jawa Timur pada saat puncak peringatan hari otoda XXI Tahun 2017 di Kab. 

Sidoarjo; 

-  Penghargaan Menteri Dalam Negeri RI kepada Pemprov Jatim atas percepatan 

penegasan batas daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur secara nasional. 

Penghargaan dimaksud diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 

2017 bertempat di The Sultan Hotel Dan Residence Jakarta pada Hari Rabu 

tanggal 10 Mei 2107 
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3.3.2 BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Urusan Administrasi Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan Oleh Biro 
Administrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur Dengan Pagu Dan Realisasi 
Program Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2018 Secara Terinci Sebagaimana Tabel Di Bawah Ini :  

 
                                       Tabel 4.257 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 
Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 - 2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

1 
Program Dukungan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Pagu - 10.056.750.000 7.102.690.000 6.805.415.000 - 

Realisasi 
- 9.718.860.754 6.731.925.798 

6.469.284.782 
- 

% - 96,64% 94.78% 
95,06 % 

- 

2 
Program Dukungan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kemasyarakatan 

Pagu 
- 23.476.923.190 

23.091.329.405 
 

24.982.536.000 - 

Realisasi - 22.032.118.107 22.124.230.746 
23.112.671.226 

- 

% 
- 93,85 % 95,81 % 

92.52% 
- 

3 
Program Layanan 
Administrasi Bidang 
Mental dan 
Kerohanian 

Pagu - - - - 5.320.909.500 

Realisasi - - - - 
1.273.540.220 

% - - - - 
23.93% 

4 Program layanan 
administrasi bidang 
Pendidikan, 
Kepemudaan, 
Olahraga, 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Pagu 
- - - - 9.120.000.000 

Realisasi 
- - - - 

1.961.553.494 

% 
- - - - 

21.51% 

5 Program layanan 
administrasi Bidang 
Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Pagu - - - - 8.354.537.500 

Realisasi - - - - 
1.197.161.110 

% 
- - - - 

14.33% 

6 Program layanan 
administrasi bidang 
sosial, kesehatan, 
pengendalian 
penduduk dan 
keluarga berencana 

Pagu - - - - 3.500.000.000 

Realisasi - - - - 
338.770.098 

% 
- - - - 

9.68% 

7 Program dukungan 
layanan administrasi 
bantuan hibah dan 

Pagu - - - - 9.750.000.000 

Realisasi - - - - 
4.086.072.840 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 
(TW II) 

bantuan sosial % - - - - 
41.91% 

8 Program  Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Fasilitasi dan 
Evaluasi Bidang 
Kesejahteraan Sosial 
dan Mental Spiritual 

Pagu 15.055.119.000 - - - - 
Realisasi 13.074.983.109 - - - - 
% 

86,85% - - - - 

9 Program  Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Fasilitasi dan 
Evaluasi Bidang 
Kesejahteraan Sosial 
dan Mental Spiritual 

Pagu 28.180.000.000 - - - - 
Realisasi 24.299.687.422 - - - - 
% 

86.23 - - - - 

(Sumber : BPKAD Prov. Jatim) 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1). Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang telah dicapai 
berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut : 
Sasaran 1 : Meningkatnya Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat 
- Prosentase  Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang 

Ketenagakerjaan yang di terbitkan dapat terlihat tingkat kemajuan pada Tahun 
2015 adalah sebesar 100% dan pada Tahun 2016 adalah sebesar 100%. 
Perluasan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan 
mutu yang makin meningkat, merupakan sebuah keniscayaan untuk menyerap 
angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun. Perluasan lapangan kerja 
di berbagai sektor, terutama di sektor pertanian, industri dan jasa, serta 
perlindungan tenaga kerja, diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur 
maupun setengah penganggur, dan kesenjangan produktivitas antar-sektor,  

- Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kesehatan 
Masyarakat yang di terbitkan dapat terlihat tingkat kemajuan pada Tahun 2015 
adalah sebesar 100 % dan pada Tahun 2016 adalah sebesar 100%. 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar 
rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan 
yang murah dan berkualitas. Tingkat kesehatan juga dipengaruhi tingkat 
pendapatan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, dan 
tingkat konsumsi berkaitan dengan kesehatan. Mereka yang berpendapatan 
tinggi akan memiliki kemampuan memperbaiki tingkat konsumsi, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan taraf gizi penduduk, dan taraf kesehatan, serta 
menurunkan tingkat kematian penduduk. Karena itu, peningkatan aksesibilitas 
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pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas menjadi sangat relevan bagi 
masyarakat miskin, Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu 
investasi dalam kaitannya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan,  

- Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial  

 Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial 
yang di terbitkan dapat terlihat tingkat kemajuan pada Tahun 2015 adalah 
sebesar 90 % dan pada Tahun 2016 adalah sebesar 90%. 

Penanggulangan kemiskinan yang tidak memberdayakan penduduk miskin 
membuat mereka semakin terpuruk dalam kebudayaan kemiskinan. Kebudayaan 
kemiskinan merupakan perwujudan dari adaptasi mereka terhadap lingkungan 
dan situasi kemiskinan yang mereka hadapi, agar mereka dapat tetap 
melangsungkan kehidupan yang serba kekurangan. Kebudayaan kemiskinan jauh 
lebih sulit dihilangkan dibandingkan kemiskinan itu sendiri, sebab sekali 
kebudayaan tersebut tumbuh, maka ia cenderung melanggengkan diri dari 
generasi ke generasi, dan mematikan motivasi berusaha, sehingga mereka tak 
mampu memanfaatkan kondisi-kondisi perubahan untuk memajukan taraf hidup. 
Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 
mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah 
tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat 
rescue (penyelamatan) --yakni upaya jangka pendek untuk menyelamatkan rumah 
tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM-- sampai 
dengan upaya recovery (pemulihan) --yaitu upaya jangka panjang untuk 
pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan 
sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan sumber daya 
manusia,  

- Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat yang di 
tindaklanjuti  

 Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat 
yang di tindaklanjuti pada Tahun 2015 adalah sebesar 95% dan pada tahun 2016 
hampir mencapai target yang di tetapkan dengan realisasi sebesar 95%. Capaian 
ini dapat terlihat dari hasil koordinasi kegiatan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur 

dapat disampaikan bahwa indikator kinerja yang keempat adalah persentase 
rekomendasi hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat. 
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Tabel 4.258 
Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

NO Indikator Sasaran / Indikator Program 

Dukungan Pelayanan Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat 

REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Presentase  Rumusan Kebijakan yang 
menjadi Kebijakan di bidang 
Ketenagakerjaan  

- 100 % 100 % - - 

2 Presentase  Rumusan Kebijakan yang 
menjadi Kebijakan di bidang Kesehatan 
Masyarakat 

- 100 % 100 % - - 

3 Presentase  Rumusan Kebijakan yang 
menjadi Kebijakan di bidang Sosial 

- 90 % 90 % - - 

4 Presentase  Rekomendasi hasil 
koordinasi bidang Kesejahteraan 
Rakyat yang di tindaklanjuti 

- 95 % 95 % - - 

 
2). Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan dengan dengan 

indikator kinerja “Persentase Dukungan Layanan Lingkup Administrasi 
Kemasyarakatan”  

- Pada tahun 2015 dengan pengukuran kinerja sebesar 99,12 % dengan 
penyerapan anggaran sebesar 93,85 %  

- Pada tahun 2016 dengan pengukuran kinerja sebesar 98,69 % dengan 
penyerapan anggaran sebesar 95,81 %  
 

Tabel 4.259 
Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan 

NO Indikator Sasaran / Indikator Program 

Dukungan Pelayanan Administrasi 

Kemasyarakatan 

REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Persentase dukungan layanan lingkup 
adminis-trasi kemasyarakatan 
(Rumusan kebijakan yg ditindaklanjuti 
menjadi kebijakan) di Bidang agama, 
pendidikan, kebudayaan dan 
pariwisata, pemuda, olahraga, 
pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak serta keluarga 
berencana 

- 93,85 % 

  

95,81 % 

  
- - 

3). Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian dengan kegiatan 
yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah 
Diniyah dengan jumlah 1150 mahasiswa, Rumusan kebijakan di Bidang Mental 
Kerohanian yang ditindaklanjuti sebesar 100 %, dan Pelaksanaan Pembinaan 
Kerohanian dengan Jumlah rekomendasi di bidang kerohanian sebanyak 12 
kegiatan, target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 23,93 %. 
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Tabel 4.260 
Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian 

 
NO Indikator Sasaran / Indikator Program 

Program Layanan Administrasi Bidang 
Mental dan Kerohanian 

REALISASI 
2014 2015 2016 2017 2018 

 Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru 
Madrasah Diniyah dengan jumlah 
mahasiswa 

- - - - 1150 
mahasiswa 

 Rumusan kebijakan di Bidang Mental 
Kerohanian yang ditindaklanjuti 

- - - - 100 % 

 Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian 
dengan Jumlah rekomendasi di bidang 
kerohanian 

- - - - 12 kegiatan 

 
 
4). Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan dan rumusan 
kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 12 kegiatan, Pelaksanaan 
dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan menghasilkan 3 rumusan dan  
Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata sebanyak 1 rumusan, 
target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 21,51 %. 

 
Tabel 4.261 

Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, 
Kebudayaan dan Pariwisata 

NO Indikator Sasaran / Indikator Program 
Program layanan administrasi bidang 
Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata 

REALISASI 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di 
Bidang Pemuda dan Olahraga  

- - - - 12 
kegiatan 

 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di 
Bidang Kebudayaan 

- - - - 3 
rumusan 

 Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di 
Bidang Pariwisata 

- - - - 1 
rumusan 

 
5). Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian rumusan kebijakan yg 
ditindaklanjuti menjadi kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target sebesar 100 % 
dan terealisasi sebesar 14,33 % 

 
 
 
 
 
 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-593 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Tabel 4.262 
Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 
NO Indikator Sasaran / Indikator Program 

Program layanan administrasi Bidang 
Tenaga Kerja, Transmigrasi, 

Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

REALISASI 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Penanganan Tenaga Kerja dengan 
Rumusan kebijakan di Bidang 
Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti  

- - - - 100 % 

2 
Penanganan Transmigrasi dengan 
Jumlah kegiatan di bidang transmigrasi 

- - - - 4 
kegiatan 

3 

Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dengan Jumlah 
kegiatan 

- - - - 12 
Kegiatan 

 
6). Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana dengan capaian rumusan kebijakan yg ditindaklanjuti 
menjadi kebijakan di sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 9,68 % 

 
      Tabel 4.263 

Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana 

NO Indikator Sasaran / Indikator Program 
Program layanan administrasi bidang 

sosial, kesehatan, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana 

REALISASI 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa 
Kebersamaan dalam Bermasyarakat 
menghasilkan Surat edaran dan SK 
gubernur 

- - - - 4  

2 
Penanganan Bencana dengan Jumlah 
rekomendasi 

- - - - 12 
Kegiatan 

3 

Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dengan menghasilkan 
rumusan kebijakan  

- - - - 12 
rumusan 

7). Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial dengan 
capaian persentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada Lembaga Sosial 
Kemasyarakatan dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 41,91 % 

 
 
 
 
 
 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-594 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Tabel 4.264 
Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial 

NO Indikator Sasaran / Indikator Program 
Program dukungan layanan 

administrasi bantuan hibah dan 
bantuan sosial 

REALISASI 
2014 2015 2016 2017 2018 

 Verifikasi, monitoring dan evaluasi 
Lembaga Sosial Kemasyarakatan 
dengan Prosentase dukungan layanan 
penyaluran hibah kepada lembaga 
sosial kemasyarakatan 

- - - - 41,91% 

 
8).  Program  Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan 

Sosial dan Mental Spiritual 
 

Tabel 4.265 
Penanganan PMKS dan Korban Bencana di Jawa Timur 

NO Capaian sasaran Meningkatnya 
Penanganan PMKS dan Korban 

Bencana di Jawa Timur 

REALISASI 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Jumlah Wanita Tuna Susila (WTS) yang 
ditangani 
 

531 - - - - 

2 Jumlah Kejadian Bencana 98 - - - - 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan: 

1. Dalam menangani Permasalahan Sosial, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perlu 

dilakukan penanganan secara konkrit dan terukur, berkoordinasi dengan 

Kabupaten / Kota se Jawa Timur dengan harapan untuk merealisasikan visi missi 

Bapak Gubernur. 

2. Perlunya sinkronisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

masing – masing bagian pada Perangkat Daerah dan adanya komitmen dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga dapat terealisasi 

secara sinergi dan menyeluruh. 

3. Perlu Peningkatan Kualitas Guru Madin 

a. Sebagian Perguruan Tinggi Agama  belum terakreditasi dan Perguruan Tinggi 

tersebut tidak tergerak untuk mengurus proses akreditasi, sehingga berakibat 

terhadap tidak diakuinya lulusan  perguruan tinggi yang bersangkutan 

b. Kurangnya Kompetensi Guru Madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran baik 

kompetensi kepribadian; akademik; pedagogik maupun sosial 
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c. Banyaknya Guru-guru Madrasah Diniyah di lingkungan Pondok Pesantren yang 

masih belum mencapai jenjang pendidikan Strata satu (S1) 

d. Sebagai upaya memberantas angka buta huruf di Jawa Timur   

4. Belum optimalnya pengelolaan potensi zakat di Jawa Timur dan belum 

optimalnya Lembaga Sosial Keagaman dalam meredam tumbuhnya paham-

paham keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik  

5. Masih terbatasnya jumlah lembaga Pendidikan Inklusi di Kab/Kota di Jawa Timur, 

masih kurangnya tenaga pengajar pada lembaga pendidikan PAUD dan sebagian 

besar belum memperoleh pelatihan sesuai dengan peraturan dan kurikulum 

pendidikan PAUD, belum semua lembaga pendidikan menerapkan/memberikan 

kurikulum/mata pelajaran tentang Pendidikan Karakter 

6. Belum adanya rumusan kesepahaman tentang ruang lingkup kebijakan 

kepemudaan dalam konstelasi Pembangunan Daerah Jawa Timur dan belum 

adanya pemetaan pembinaan serta pelaksanaan pekan olahraga dan kejuaraan 

olahraga. 

7. Masih kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah PPPA Kab/Kota dengan 

Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan rumusan Kebijakan Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adanya diskriminasi gender 

yang berakar pada nilai-nilai agamis dan kultur budaya belum disadari 

masyarakat sebagai permasalahan. 

8. Perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder dan Kabupaten / Kota guna 

pengembangan dan pelestarian budaya dan pariwisata di Jawa Timur. 

 

Solusi : 

1. Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan koordinasi 

dan penanganan permasalahan sosial di Jawa Timur serta Koordinasi dan penanganan 

bencana. Penanganan pasung, penanganan kejadian bencana, penanganan 

permasalahan sosial di Jawa Timur dan Lanjut Usia didukung kegiatan rapat koordinasi 

dengan Kabupaten / Kota. 

1. Dilaksanakan kegiatan Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan, 

Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum , didukung kegiatan Rapat 

sinkronisasi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan dan penanganan Transmigrasi. 

2. Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan Persentase 

pelaksanaan kegiatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 

didukung kegiatan rapat koordinasi dengan Kabupaten / Kota. 
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3. Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas 

Guru Madin dengan mendorong dan memotivasi perguruan tinggi agama agar segera 

mengurus akreditasi, dan perlu dibuatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dengan PTKI untuk menyelenggarakan program peningkatan kualitas Guru Madrasah Diniyah di 

Jawa Timur dengan pelatihan  - pelatihan yang  diselenggarakan workshop Guru Madrasah 

Diniyah dan mensinergikan program pelaksanaan dan perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan 

dalam pengelolaan zakat di Jawa Timur dengan melalukan sosialisasi UU pengelolaan zakat 

secara intensif ke BAZ dan LAZ 

4. Dilaksanakan kegiatan dan rumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk 

mendukung tercapainya program dengan meningkatkan kualitas pengajar, menghimpun 

berbagai input pemikiran konstruktif dan konsep-konsep kreatif dari para pakar dan praktisi 

dalam rangka mengembangkan kebijakan pembangunan kepemudaan di Jawa Timur dan 

melakukan sinkronisasi dan mensinergikan pelaksanaan pekan olahraga dan kejuaraan 

olahraga di Jawa Timur. 

5. Pelaksanaan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dengan melakukan koordinasi Perangkat Daerah dan Kabuapten / Kota tentang percepatan 

PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender serta mensosialisasikan tentang 

keseteraan Gender dan Perlindungan Hak Anak melalui para Tokoh Agama di Jawa Timur. 

6. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan 

berkoordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder dan Kabupaten / Kota guna pengembangan 

dan pelestarian budaya dan pariwisata di Jawa Timur. 
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3.3.3 BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan kesekretariatan daerah salah satunya dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan 

pagu dan realisasi program pembangunan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 4.266 
 Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Biro Hukum Tahun 2014-2018 
 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*)     

(TWII) 

1 Program 
Pembentukan 
Produk Hukum 

Pagu 5,997,855,000 4.105.030.000 4.207.603.250 4.067.734.000 - 

Realisasi 5,632,202,223 3.730.129.846 4.050.722.940 3.901.187.900 - 

% 93,90 90,87 96,27 95,91 - 

2 Program 
Peningkatan 
Informasi dan 
Kesadaran 
Hukum 

Pagu - 1.554.000.000 1.724.000.000 1.974.695.000 - 

Realisasi - 1.509.614.755 1.520.056.450 1.921.849.472 - 

% 
- 97,14 88,17 97,32 - 

3 Program 
Profesionalisme 
bagi Aparat 
Hukum 

Pagu 1,802,145,000 2.612.999.800 2.270.000.000 2.289.680.000 2.361.705.185 

Realisasi 1,647,064,138 1.736.990.982 2.022.621.220 2.038.122.814 745.719.012 

% 91,39 66,47 89,10 89,01 31,58 

4 Program 
Pembentukan 
Produk Hukum 
Provinsi 

Pagu - - - - 2.053.339.977 

Realisasi - - - - 764.557.040 

% - - - - 37,23 

5 Program 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Produk Hukum 
Kabupaten / Kota 

Pagu - - - - 1.783.014.572 

Realisasi - - - - 813.218.820 

% 
- - - - 45,61 

6 Program 
Dokumentasi dan 
Informasi Hukum 

Pagu - - - - 1.895.515.266 

Realisasi - - - - 756.426.875 

% - - - - 39,90 
 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1. Program Pembentukan Produk Hukum 

 Program Pembentukan Produk Hukum adalah Program yang sudah ada mulai 

RPJMD Tahun 2009 – 2014 dan pada RPJMD Tahun 2014 – 2019 digunakan 

kembali, tetapi pada Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019 khususnya pada 

tahun 2018 sudah tidak menggunakan Program ini dikarenakan terjadi 

penyesuaian Nomenklatur. Penjelasan mengenai hasil capaian Kinerja 

Program dapat kami jelaskan sebagai berikut : 

1.1.  Tahun 2014 

Pada Tahun 2014, Program Pembentukan Produk Hukum yang 

mempunyai 9 (sembilan) Indikator dengan hasil capaian Kinerja sebagai 

berikut : 

a. Persentase Kab/Kota yang telah menayangkan produk hukum di 

website masing-masing yaitu sebesar 100 % ; 

b. Persentase data produk hukum dalam website yang tersedia yaitu 

sebesar 100 % ; 

c. Persentase Minat baca dan pengetahuan aparat pemerintah dan 

masyarakat yaitu sebesar 100 % ; 

d. Persentase gugatan perkara yang ditangani yaitu sebesar   195 % ; 

e. Persentase siaran penyuluhan hukum di RRI yang terlaksana yaitu 

sebesar 100 % ; 

f. Persentase Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang 

terbentuk yaitu sebesar 100 % ; 

g. Persentase Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang terbentuk 

yaitu sebesar 93,3 % ; 

h. Persentase Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) Provinsi 

Jawa Timur serta Buku Himpunan (BH) Peraturan Perundang-

undangan yang dicetak yaitu sebesar 100 % ; 
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i. Persentase Produk Hukum Kab / Kota yang telah dievaluasi dan 

diklarifikasi yaitu sebesar 72,66 %. 

Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar   106,77 %. 
 

1.2. Tahun 2015  

Pada Tahun 2016, Program Pembentukan Produk Hukum yang 

mempunyai 5 (lima) Indikator dengan hasil capaian Kinerja sebagai 

berikut : 

a. Persentase Keputusan Gubernur yang terbentuk tepat waktu yaitu 

sebesar 125 % ; 

b. Persentase Peraturan Gubernur yang terbentuk tepat waktu yaitu 

sebesar 83 % ; 

c. Persentase Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang terbentuk 

tepat waktu yaitu sebesar 66,7 % ; 

d. Persentase Produk Hukum Kab / Kota yang telah dievaluasi tepat 

waktu yaitu sebesar 127 % ; 

e. Persentase Produk Hukum Kab / Kota yang telah diklarifikasi tepat 

waktu yaitu sebesar 93 %. 

Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar 98,94%. 
 

1.3.  Tahun 2016 

Pada Tahun 2016, Program Pembentukan Produk Hukum yang 

mempunyai 5 (lima) Indikator dengan hasil capaian Kinerja sebagai 

berikut : 
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a. Persentase Keputusan Gubernur yang terbentuk tepat waktu yaitu 

sebesar 101 % ; 

b. Persentase Peraturan Gubernur yang terbentuk tepat waktu yaitu 

sebesar 136 % ; 

c. Persentase Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang terbentuk 

tepat waktu yaitu sebesar 127 % ; 

d. Persentase Produk Hukum Kab / Kota yang telah dievaluasi tepat 

waktu yaitu sebesar 153,7 % ; 

e. Persentase Produk Hukum Kab / Kota yang telah diklarifikasi tepat 

waktu yaitu sebesar 173,2 %. 

Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar   138,18 %. 
 

1.4. Tahun 2017  

 Pada Tahun 2017, Program Pembentukan Produk Hukum yang 

mempunyai 5 (lima) Indikator dengan hasil capaian Kinerja sebagai 

berikut : 

a. Persentase Keputusan Gubernur yang terbentuk tepat waktu yaitu 

sebesar 94 % ; 

b. Persentase Peraturan Gubernur yang terbentuk tepat waktu yaitu 

sebesar 95 % ; 

c. Persentase Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang terbentuk 

tepat waktu yaitu sebesar 122,2 % ; 

d. Persentase Produk Hukum Kab / Kota yang telah dievaluasi tepat 

waktu yaitu sebesar 170,5 % ; 

e. Persentase Produk Hukum Kab / Kota yang telah diklarifikasi tepat 

waktu yaitu sebesar 136,9 %. 
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Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar   123,72 %. 
 

2.  Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum 

Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum adalah Program yang 

baru pada RPJMD Tahun 2014 – 2019, tetapi pada Perubahan RPJMD Tahun 

2014-2019 khususnya pada tahun 2018 sudah tidak menggunakan Program ini 

dikarenakan terjadi penyesuaian Nomenklatur. Penjelasan mengenai hasil 

capaian Kinerja Program dapat kami jelaskan sebagai berikut : 

2.1. Tahun 2015 

 Pada Tahun 2015, Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran 

Hukum yang mempunyai 4 (empat) Indikator dengan hasil capaian 

Kinerja sebagai berikut : 

a. Persentase ketepatan waktu upload produk hukum melalui website 

JDIH yaitu sebesar 163,2 % ; 

b. Persentase ketepatan waktu pengelolaan dokumentasi dan 

perpustakaan yaitu sebesar 100,5 % ; 

c. Persentase peningkatan kesadaran hukum masyarakat yaitu sebesar 

100 % ; 

d. Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-

udangan yaitu sebesar 3400 dengan target 3400 atau sebesar 100 %. 

 Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi 

Indikator Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar   115,92 %. 

2.2. Tahun 2016 

 Pada Tahun 2016, Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran 

Hukum yang mempunyai 4 (empat) Indikator dengan hasil capaian 

Kinerja sebagai berikut : 
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a. Persentase ketepatan waktu upload produk hukum melalui website 

JDIH yaitu sebesar 141 % ; 

b. Persentase ketepatan waktu pengelolaan dokumentasi dan 

perpustakaan yaitu sebesar 169,7 % ; 

c. Persentase peningkatan kesadaran hukum masyarakat yaitu sebesar 

112,3 % ; 

d. Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-

udangan yaitu sebesar 3400 dengan target 3500 atau sebesar 97,14 %. 

Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar   130,03 %. 
 

2.2. Tahun 2017 

 Pada Tahun 2017, Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran 

Hukum yang mempunyai 4 (empat) Indikator dengan hasil capaian 

Kinerja sebagai berikut : 

a. Persentase ketepatan waktu upload produk hukum melalui website 

JDIH yaitu sebesar 125,3 % ; 

b. Persentase ketepatan waktu pengelolaan dokumentasi dan 

perpustakaan yaitu sebesar 114,1 % ; 

c. Persentase peningkatan kesadaran hukum masyarakat yaitu sebesar 

142,8 % ; 

d. Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-

udangan yaitu sebesar 3400 dengan target 3600 atau sebesar 70,5 %. 

Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar   113,17 %. 
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3. Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum 

Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum adalah Program yang sudah ada 

mulai RPJMD Tahun 2009 – 2014 dan pada RPJMD Tahun 2014 – 2019 dan 

Perubahannya digunakan kembali meskipun terjadi penyesuaian 

Nomenklatur. Penjelasan mengenai hasil capaian Kinerja Program dapat kami 

jelaskan sebagai berikut : 

3.1. Tahun 2014 

 Pada Tahun 2014, Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum yang 

mempunyai 3 (tiga) Indikator dengan hasil capaian Kinerja sebagai 

berikut : 

a. Persentase Kab/Kota yang sudah membentuk Panitia RANHAM yaitu 

sebesar 100 % ; 

b. Persentase desa yang mendapat penyuluhan hukum yaitu sebesar 

100 % ; 

c. Persentase bantuan / pertimbangan hukum yang diberikan yaitu 

sebesar 115,78 %. 

Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar   105,26 %. 

3.2. Tahun 2015 

 Pada Tahun 2015, Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum yang 

mempunyai 3 (tiga) Indikator dengan hasil capaian Kinerja sebagai 

berikut : 

a. Persentase ketepatan waktu penanganan perkara yaitu sebesar 130 

% ; 

b. Persentase ketepatan waktu pemberian bantuan / pertimbangan 

hukum yaitu sebesar 230 % ; 

c. Jumlah Laporan Pelaksanaan RANHAM Jawa Timur yaitu sebesar 2 

Laporan dengan Target Kinerja 2 Laporan atau sebesar 100 %. 
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Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar   153,33 %. 

 

3.3. Tahun 2016 

 Pada Tahun 2016, Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum yang 

mempunyai 3 (tiga) Indikator dengan hasil capaian Kinerja sebagai 

berikut : 

a. Persentase ketepatan waktu penanganan perkara yaitu sebesar 170,2 

% ; 

b. Persentase ketepatan waktu pemberian bantuan / pertimbangan 

hukum yaitu sebesar 119 % ; 

c. Jumlah Laporan Pelaksanaan RANHAM Jawa Timur yaitu sebesar 2 

Laporan dengan Target Kinerja 2 Laporan atau sebesar 100 %. 

Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi Indikator 

Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar  129,73 %. 
 

3.4. Tahun 2017 

 Pada Tahun 2017, Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum yang 

mempunyai 3 (tiga) Indikator dengan hasil capaian Kinerja sebagai 

berikut : 

a. Persentase ketepatan waktu penanganan perkara yaitu sebesar 120,1 

% ; 

b. Persentase ketepatan waktu pemberian bantuan / pertimbangan 

hukum yaitu sebesar 162,3 % ; 

c. Jumlah Laporan Pelaksanaan RANHAM Jawa Timur yaitu sebesar 2 

Laporan dengan Target Kinerja 2 Laporan atau sebesar 100 %. 
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Dari hasil indikator tersebut, maka Capain Kinerja Program 

Pembentukan Produk Hukum yang didapat dari Total Realisasi 

Indikator Kinerja dibagi Total Indikator Kinerja yaitu sebesar 127,46 %. 

 
3.5. Tahun 2018 

 Pada Tahun 2018 sampai Triwulan II, Program Profesionalisme bagi 

Aparat Hukum mempunyai 1 (satu) Indikator yaitu Persentase 

Penanganan Masalah Hukum dengan Realisasi Kinerja yaitu sebesar 

74,49 % sedangkan Target Kinerja yang dicanangkan sebesar 85 % 

sehingga Capaian Kinerja Program ini sebesar 87,63 %. Hasil yang sudah 

dicapai pada Program ini yaitu 35 Saran / Pertimbangan Hukum, 37 

Perkara yang ditangani dan 19 Laporan RANHAM di TW I dan 9 Laporan 

TW II. 

4. Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi 

Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi adalah Program yang baru ada 

pada Perubahan RPJMD Tahun 2014 – 2019 hal ini karena terjadi penyesuaian 

Nomenklatur. Program ini baru dijalankan pada Tahun 2018 dengan hasil 

sampai Triwulan II dapat kami jelaskan sebagai berikut : 

Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi mempunyai 1 (satu) Indikator 

yaitu Persentase Pembentukan Produk Hukum Provinsi Jawa Timur dengan 

Target yang dicanangkan sebesar 85 %. Sedangkan Realisasi yang sudah 

dicapai sebesar 44,84 %, sehingga capaian Kinerja Program ini sebesar 52,75 

%. Hasil Program ini yaitu sebanyak 363 Keputusan Gubernur, 60 Peraturan 

Gubernur, 2 Peraturan Daerah dan 13 Hasil Pengkajian Produk Hukum. 

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota 

Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota 

adalah Program yang baru ada pada Perubahan RPJMD Tahun 2014 – 2019 hal 

ini karena terjadi penyesuaian Nomenklatur. Program ini baru dijalankan pada 

Tahun 2018 dengan hasil sampai Triwulan II dapat kami jelaskan sebagai 

berikut : 
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Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota 

mempunyai 1 (satu) Indikator yaitu Persentase  Pembinaan dan Pengawasan 

Produk Hukum Kabupaten / Kota dengan Target yang dicanangkan sebesar 85 

%. Sedangkan Realisasi yang sudah dicapai sebesar 49,55 %, sehingga capaian 

Kinerja Program ini sebesar 58,29 %. Hasil Program ini yaitu sebanyak 81 

Raperda Kabupaten / Kota yang sudah dievaluasi dan 165 Raperda Kabupaten 

/ Kota yang sudah di Fasilitasi. 

6. Program Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Program Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Program yang baru ada 

pada Perubahan RPJMD Tahun 2014 – 2019 hal ini karena terjadi penyesuaian 

Nomenklatur. Program ini baru dijalankan pada Tahun 2018 dengan hasil 

sampai Triwulan II dapat kami jelaskan sebagai berikut : 

Program Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai 1 (satu) Indikator 

yaitu Persentase Penyampaian Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada 

Masyarakat dengan Target yang dicanangkan sebesar 85 %. Sedangkan 

Realisasi yang sudah dicapai sebesar 56,18 %, sehingga capaian Kinerja 

Program ini sebesar 66,09 %. Hasil Program ini yaitu sebanyak 561 Produk 

Hukum Provinsi yang diupload, 34 Buku sebagai Tambahan Koleksi 

Perpustakaan, 158 Kunjungan Tamu Perpustakaan, 6 Kegiatan Penyuluhan 

Hukum secara Elektronik dan 9 Kegiatan Penyuluhan Hukum secara Langsung. 

 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan 

1. Masih banyak rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD 

dalam Prolegda masih berupa judul saja sehingga waktu akan dibahas oleh 

Komisi Pembahas DPRD, pengusul dari DPRD tidak siap dalam menyusun 

naskah akademik maupun konsep rancangan Peraturan Daerah dimaksud ;  

2. Terlalu lama proses pembahasan di DPRD ;  
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3. Terlalu lama proses fasilitasi dan evaluasi Raperda di kemendagri yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja ;  

4. Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota untuk setiap tahunnya 

tidak dapat selesai 100 %. Hal ini disebabkan Raperda disampaikan ke Biro 

Hukum masih terdapat pada akhir bulan Desember, sehingga karena waktu 

yang terbatas maka Raperda tersebut tidak dapat selesai 

difasilitasi/dievaluasi pada tahun berkenaan, dan terpaksa difasilitasi atau 

dievaluasi pada bulan Januari tahun berikutnya, sedangkan pada awal 

Januari pun belum dapat segera dilakukan kegiatan fasilitasi/evaluasi karena 

anggaran belum cair ;  

5. Hasil Evaluasi Raperda oleh Tim Evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku 

selalu dikonsultasikan kepada Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam 

Negeri, akan tetapi hasil konsultasi tersebut sebagian besar tidak mendapat 

jawaban dan kalaupun ada jawaban, turunnya cukup lama yaitu berbulan-

bulan dan melebihi batas waktu 15 hari kerja sebagaimana yang diatur 

dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  

6. Jumlah perkara yang ditangani tidak dapat diprediksi, karena bergantung 

pada jumlah gugatan yang masuk/ditujukan kepada Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur sehingga berpengaruh pada penetapan anggaran ;  

7. Dalam menyusun saran/pertimbangan hukum yang baik, diperlukan data 

informasi dan referensi yang relevan untuk dikaji, dianalisa dan disusun 

secara sistematis ;  

8. Dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang kriteria 

Kabupaten/Kota Peduli HAM, maka jumlah Kabupaten/Kota yang menerima 

penghargaan menurun, hal ini dikarenakan indikator yang semakin banyak 

dan juga adanya pergantian Perangkat Daerah pelaksanan di daerah ; 

9. Dalam Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 

mengalami beberapa kendala, yakni Sumber Daya Manusia tidak memahami 

pengelolaan website, sering terjadi serangan Hacker dan kurang personil 

yang memahami IT ;  
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10. Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan hukum di Jawa Timur, 

adanya kendala keterbatasan anggaran, dimana permintaan masyarakat 

yang cukup tinggi untuk sosialisasi/penyuluhan hukum namun tidak 

diimbangi dengan pemenuhan anggaran untuk melaksanakannya ;  

11. Dalam rangka pelayanan perpustakaan kepada masyarakat belum bisa 

dilakukan secara optimal, sehingga menyebabkan kurangnya pengunjung 

perpustakaan, hal ini disebabkan kurangnya fasilitas perpustakaan yang 

menyebabkan pengunjung tidak nyaman, diantaranya tempat yang kurang 

memadai, seperti kurang luas, tidak adanya pendingin ruang (AC) dan 

kekurangan personil.  

 

Solusi 

1. Agar penyusunan Propemperda di DPRD lebih ketat lagi dan menambahkan 

syarat agar Raperda yang ingin masuk Propemperda harus sudah siap draft 

dan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan, Draft Propemperda 

sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan ke Kemendagri ;  

2. Perlunya diatur dalam Perda mengenai batas maksimal proses pembahasan 

di DPRD ;  

3. Diminta kepada Bupati/Walikota supaya permohonan Fasilitasi dan Evaluasi 

Raperda diupayakan tidak bulan Desember karena pada bulan tersebut 

sedang fokus melakukan Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota ;  

4. Apabila terdapat Raperda yang belum sempat di Fasilitas atau di Evaluasi 

karena keterbatasan waktu pada tahun sebelumnya, maka sejak awal 

Januari tahun berikutnya segera dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi Raperda 

dengan mengupayakan pendanaannya dibayarkan setelah APBD cair, dan 

dengan harapan alokasi anggaran yang cukup;  

5. Mengingat hasil konsultasi Raperda dari Dirjen Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri tidak dapat segera didapatkan, dan juga karena 

tidak ada ketentuan yang memerintahkan supaya menunggu hasil konsultasi, 

maka hasil evaluasi Raperda tetap disampaikan kepada Bupati/Walikota 

dengan maksud supaya Raperda tersebut segera ditetapkan, dengan 
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konsekwensi apabila terdapat hasil konsultasi yang perlu diubah terhadap 

Perda tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Perda ;  

6. Perlu adanya perencanaan anggaran yang dapat mengakomodasi hal yang 

tidak dapat diprediksi ; 

7. Untuk memperoleh data informasi dan referensi perlu adanya koordinasi 

dengan instansi yang membutuhkan saran/pertimbangan hokum ;  

8. Perlu adanya sosialisasi peraturan yang baru kepada Kabupaten/Kota untuk 

meningkatkan penerima Kabupaten/Kota Peduli HAM ;  

9. Perlu adanya Bintek Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum, memasang Security Server dan updating anti virus secara 

berkala serta penambahan personil yang memahami IT ;  

10. Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang cukup tinggi untuk 

sosialisasi/penyuluhan hukum, perlu adanya penambahan anggaran;  

11. Untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan diperlukan 

kenyamanan ruangan, diantaranya ruangan yang lebih luas, pemasangan 

pendingin ruangan (AC) dan penambahan personil. 
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3.3.4  Biro Administrasi Perekonomian 

Urusan Administrasi Perekonomian yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi 

Perekonomian Provinsi Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci 

sebagaimana tabel dibawah ini : 

         Tabel 4.267 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Biro Administrasi Perekonomian 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*) 

(TW.II) 

1. Program Koordinasi, 

Sinkronisasi, Fasilitasi 

dan Evaluasi Bidang 

Perekonomian 

Pagu 756.332.500 42.547.197.423 21.277.656.600 37.284.265.436 - 

Realisasi 716.348.070 39.099.477.993 20.175.853.716 32.936.852.589 - 

% 94,71 91,89 94,82 88,33 - 

2. Program Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Pagu 50.148.897.500 - - - - 

Realisasi 37.616.632.608 - - - - 

% 75,01 - - - - 

3. Program Sinkronisasi 

Makro Ekonomi, Sarana 

Perekonomian, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

Pagu - - - - 27.017.807.039 

Realisasi - - - - 12.829.659.477 

% - - - - 47,49 

4. Program Pembinaan 

BUMD 

Pagu - - - - 3.008.270.681 

Realisasi - - - - 954.278.398 

% - - - - 31,72 

5. Program Pembangunan 

Ekonomi, Koperasi, 

UKM, Ekonomi Kreatif 

dan Penanaman Modal 

Pagu - - - - 11.246.704.280 

Realisasi - - - - 3.325.364.520 

% - - - - 29,57 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang 

Perekonomian dan Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 

Pemerintahan dan Pembangunan 

Program bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Timur melalui : 

- Sinkronisasi dan sosialisasi program baik dari Biro maupun dari 

Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta 

pelaksanaan Beras Miskin/Beras Sejahtera) sehingga terjadi sinergi antara 

program Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dengan Kab/Kota di 

Jawa Timur 

- Pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan terkait perekonomian 

(BUMD, industri dan perdagangan, inflasi, koperasi dan UKM) berupa data 

yang memberikan informasi perkembangan perekonomian di Jawa Timur 

- Fasilitasi kepada produk-produk unggulan UKM di Jawa Timur melalui 

kemudahan kepada akses permodalan dan promosi produk melalui 

pameran-pameran produk unggulan  

 

2) Program Sinkronisasi Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian 

dan Perdagangan 

Program bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

di bidang sarana perekonomian, perindustrian dan perdagangan melalui : 

- Memiliki Penasihat Senior (Senior Advisor) Bidang Promosi, Perdagangan, 

dan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Jepang dan di 

Singapura (sebagai miniatur negara maju dan berkembang), hal ini 

dilakukan untuk mendukung UKM sebagai tulang punggung 

perekonomian daerah dengan program-program pembinaan pemerintah 

dan iklim birokrasi yang Pro-UKM. Diharapkan kapasitas perdagangan 

Jawa Timur dengan negara-negara mitra dagang semakin meningkat 

khususnya dalam hal ekspor produk-produk olahan yang berasal dari Jawa 

Timur.  
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- Sinkronisasi dan sosialisasi program Biro Administrasi Perekonomian 

dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur sehingga terjadi sinergi antara 

program Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dengan Kab/Kota di 

Jawa Timur 

- Pemantauan, evaluasi dan pendataan terhadap UKM-UKM di Jawa Timur 

dan produk-produk unggulannya 

- Memfasilitasi UKM-UKM untuk menstandarkan produk-produknya sesuai 

SNI dan memfasilitasi promosi produk-produk unggulan melalui pameran 

yang digelar baik di dalam maupun diluar negeri 

 

3) Program Pembinaan BUMD 

Program bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

di bidang pengembangan BUMD Jawa Timur melalui : 

- kontribusi positif terhadap keuntungan daerah (selaku pemegang 

saham/pemilik modal), karena BUMD yang hampir seluruhnya berbadan 

Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan kegiatan usahanya 

berorientasi pada profit/keuntungan dalam bentuk deviden yang disetor 

ke Kas Daerah.  

- Kegiatan-kegiatan BUMD yang menimbulkan dampak positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan daerah, 

meningkatkan pendapatan UKM / Petani / Nelayan, meningkatkan ekspor 

dan pengendalian inflasi daerah 

- Penguatan peran pembinaan terhadap BUMD agar BUMD dapat 

berkembang dengan baik, berkinerja sehat  dan mandiri serta sesuai 

dengan tujuan pendiriannya. 

 

4) Program Pembangunan Ekonomi, Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif dan 

Penanaman Modal 

Program bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

di bidang pengembangan pengembangan koperasi, UKM, ekonomi kreatif 

melalui : 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-613 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

- Pola – pola pembinaan serta fasilitasi pembiayaan/permodalan kepada 

UKM telah dilakukan dengan melibatkan OPD terkait serta lembaga 

perbankan (Bank Jatim dan Bank BPR Jatim) dengan tujuan meningkatkan 

usaha dan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada UKM di Jawa 

Timur 

- Sinkronisasi dan sosialisasi kepada kepada Kab/Kota, UKM dan pelaksana 

lainnya terhadap rumusan kebijakan dalam mengakses pembiayaan untuk 

UKM  

- Sinkronisasi dan sosialisasi program baik dari Biro maupun dari 

Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta 

pelaksanaan Beras Miskin/Beras Sejahtera) sehingga terjadi sinergi antara 

program Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dengan Kab/Kota di 

Jawa Timur 

 

b. Permasalahan dan Solusi   

Dalam menjalankan kegiatan di Biro Administrasi Perekonomian ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut 

 

Permasalahan : 

1. Beberapa kegiatan mengalami efisiensi sehingga beberapa rapat 

koordinasi dengan kab/kota/instansi terkait batal dilaksanakan yang 

menyebabkan koordinasi menjadi kurang maksimal 

2. Program/kegiatan di kab/kota yang seringkali tidak mendukung 

program/kegiatan di provinsi karena kurangnya dukungan dari instansi-

instansi terkait di daerah, kurangnya koordinasi antar instansi daerah, 

tidak tersedianya anggaran di daerah sehingga itu membuat program 

yang seharusnya dilakukan berjalan lambat.  

3. Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan 

secara langsung mengingat masih terdapat beberapa faktor   
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Solusi : 

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Biro Administrasi Perekonomian dalam 

menghadapi permasalahan tersebut antara lain :  

1. Meningkatkan koordinasi internal di lingkup biro administrasi 

perekonomian  

2. Merencanakan program, kegiatan maupun keuangan dengan baik 

3. Adanya fungsi pengawasan dari atasan yang kuat terhadap setiap 

pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaannya selalu dipastikan sesuai 

dengan dokumen perencanaan 

4. Adanya briefing / penyamaan persepsi sebelum pelaksanaan kegiatan 

sehingga kegiatan yang dilaksanakan mempunyai pembagian tugas yang 

jelas dan berjalan sesuai rencana kegiatan 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi di kabupaten/kota sebagai tindak 

lanjut dari rakor yang telah dilaksanakan 

6. Meningkatkan koordinasi yang yang optimal dan intensif terhadap 

instansi-instansi terkait antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi 

dan pemerintah kab/kota 
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3.3.5 BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM 

Pembangunan bidang sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan 

peningkatan pengelolaan sumber daya alam melalui rumusan kebijakan dengan 

koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dengan Instansi Terkait di Jawa Timur. 

Tabel 4.268 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 
Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi 

Jawa TimurTahun 2014 – 2018 

 
No 

 
        Program 

 
Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 

TW II 
1 Program 

Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Pagu 8.594.611.320 - - - - 
Realisasi 4.305.344.885 - - - - 

% 
50,09% - - - - 

2 Program 
Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Fasilitasi, dan 
Evaluasi Bidang 
Perekonomian 

Pagu 33.411.580.140 - - - - 
Realisasi 12.684.626.735 - - - - 

% 

37,96% - - - - 

3 Program 
Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Evaluasi 
Kebijakan 
Pemerintahan 
dan 
Pembangunan 

Pagu 20.952.408.540 - - - - 
Realisasi 7.540.840.040 - - - - 

% 

35,99% - - - - 

4 Program 
Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Fasilitasi dan 
Evaluasi Bidang 
Sumber Daya 
Alam 

Pagu - 16.830.773.750 4.367.965.400 3.054.030.000  
Realisasi - 11.591.838.273 4.255.955.964 2.706.983.857  

% 

- 68,87% 97,44% 88,64%  

5 Program 
Sinkronisasi, 
Sinergitas dan 
Evaluasi Bidang 
Energi Sumber 
Daya Mineral 
dan Lingkungan 
Hidup 

Pagu 
- - - - 2.872.138.112 

Realisasi 
- - - - 1.014.568.668 

% 
- - - - 35,32% 

6 Program 
Sinkronisasi, 
Sinergitas dan 
Evaluasi Bidang 

Pagu 

- - - - 1.671.505.724 
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Sumber Daya 
Peternakan, 
Kelautan dan 
Perikanan 

Realisasi 
- - - - 566.105.131 

% - - - - 33,87% 

7 Program 
Sinkronisasi, 
Sinergitas dan 
Evaluasi Bidang 
Sumber Daya 
Pertanian dan 
Ketahanan 
Pangan, 
Perkebunan dan 
Kehutanan 

Pagu 
- - - - 1.814.376.164 

Realisasi 
- - - - 396.352.178 

% 

- - - - 21,85% 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 
 
1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 

didukung dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Aparat Pelayanan Publik, 

melalui : 

- Meningkatnya jumlah/ partisipasi dari kelompok masyarakat dalam 

pemanfaatan sumber daya alam melalui penyaluran dana hibah di Jawa 

Timur. 

 

2) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Evaluasi 

Bidang Perekonomian, melalui : 

- Terwujudnya pelaksanaan PENAS ke-XIV di Kabupaten Malang; 

- Tersedianya laporan hasil pemantauan tentang kebijakan pengelolaan 

peternakan, perikanan dan kelautan di Jawa Timur. 

 

3) Program Koordinasi,  Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan 

Pembangunan, melalui : 

Tersusunnya rumusan kebijakan terkait rencana  aksi  pengelolaan Kali 

Surabaya sebagai kawasan suaka ikan; 

- Tersedianya rumusan dan evaluasi pelaksanaan PENAS  ke-XIV di 

Malang; 
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- Tersedianya rumusan kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam  di 

bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan di Jawa 

Timur; 

- Tersedianya laporan pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Timur. 

 

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam, 

melalui : 

- Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya 

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dengan target 

indikator kinerja Jumlah Rumusan/ Evaluasi Bidang Pengelolaan Sumber 

Daya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; 

- Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Bidang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral dengan target indikator 

kinerja Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan melalui Koordinasi dan 

Pembinaan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya 

Mineral; 

- Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya 

Peternakan, Perikanan dan Kelautan dengan target indikator kinerja Jumlah 

Rumusan dan Evaluasi Kebijakan melalui Koordinasi dan Pembinaan 

Pengelolaan Sumber Daya Peternakan, Perikanan dan Kelautan. 

- Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. 

- Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang 

Sumber Daya Alam. 

 

5) Program Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Energi Sumber Daya 

Mineral dan Lingkungan Hidup, melalui : 

- Terwujudanya  pemanfaatan LPG 3 kg dengan tepat sasaran, khususnya bagi 

ASN; 
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6) Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Peternakan, 

Kelautan dan Perikanan, melalui : 

- Koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya peternakan di Jawa Timur. 

 
7) ProgramSinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Pertanian dan 

Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, melalui : 

- Tersedianya rekomendasi kebijakan dalam penyusunan program 

pengembangan bidang pertanian dan Ketahanan Pangan di Jawa Timur. 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan  : 

- Terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kelompok masyarakat 

penerima dana dari Pemerintah; 

- Masih kurangnya pemahaman dari kelompok masayarakat  akan penggunaan 

dana hibah dari Pemerintah; 

- Lemahnya koordinasi pelaksanaan kegiatan PENAS ke XIV di Kabupaten 

Malang; 

- Perlunya peningkatan koordinasi  dengan instansi terkait melalui penetapan 

kebijakan masing-masing penanggung jawab disekitar Kali Surabaya; 

- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tindak lanjut 

pelaksanaan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Timur; 

- Program pelayanan administrasi perkantoran Biro Administrasi Sumber Daya 

Alam belum maksimal dikarenakan terbatasnya instrumen pelayanan administrasi 

bidang sumber daya alam ; 

- Terbatasnya perangkat database guna mendukung ketersediaan  data sebagai 

bahan penyusunan rumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam di 

Jawa Timur; 

- Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang terkait 

bidang pengelolaan sumber daya alam; 

- Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terkait pengelolaan 
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sumber daya alam berkelanjutan; 

- Belum optimalnya sinkronisasi persepsi dan peningkatan peran, fungsi, 

kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/ Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 

Solusi  : 
 

- Meningkatkan jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat 

mengenai pemanfaatan bantuan dari Pemerintah dengan menghadirkan 

narasumber/ tenaga ahli di bidangnya; 

- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan PENAS ke depan; 

- Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait melalui penetapan 

kebijakan masing-masing penanggung jawab disekitar Kali Surabaya; 

- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tindak lanjut pelaksanaan 

penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Timur; 

- Perlu adanya penambahan Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi di tiap-tiap 

Bagian untuk mengakomodir tugas monitoring dan evaluasi di masing-masing lingkup 

tersebut; 

- Perlunya revitalisasi database pengelolaan sumber daya alam yang handal; 

- Perlunya meningkatkan sinkronisasi dan konsultasi program dan kegiatan pembangunan 

sumber daya alam baik dengan Pemerintah Pusat, antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 

- Diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia dan adanya pendampingan 

tenaga ahli dalam perumusan kebijakan  bidang  sumber daya alam; 

- Perlunya peningkatan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terkait pengelolaan sumber 

daya alam berkelanjutan. 
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3.3.6  BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Kesekretariatan Daerah yang dilaksankaan oleh Biro Administrasi 

Pembangunan dengan pagu dan realisasi Program Pembangunan Tahun 2014-2018 

secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

           Tabel 4.269 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 
Biro Administrasi Pembangunan  

Tahun 2014-2018 

No. Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 *) 

TW II 

1. Program  
Peningkatan 
dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Pagu 15.000.000.000 - - - - 

 Realisasi 11.192.147.355 - - - - 

 % 74,60 - - - - 

2. Program  
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur dan 
Publik 

Pagu 14.100.000.000 - - - - 

 Realisasi 11.123.943.730 - - - - 

 
% 78,89 - - - - 

3. Program  
Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Fasilitasi dan 
Evaluasi Bidang 
Perekonomian 

Pagu 4.800.000.000 - - - - 

 Realisasi 3.850.999.463 - - - - 

 
% 80,23 - - - - 

4. Program  
Dukungan 
Layanan 
Administrasi 
Pembangunan 

Pagu - 30.562.933.000 14.015.725.675 17.166.645.400 3.205.365.000 

 Realisasi - 27.366.734.280 12.313.477.960 15.018.641.373 1.230.895.431 

 % - 89,54 87,85 87,49 38,40 

5. Program  
Monitoring 
dan Evaluasi 
Pembangunan 

Pagu - - - - 4.170.000.000 

 Realisasi - - - - 1.653.250.133 

 % - - - - 39,65 

6. Program  
Pelaksanaan 
dan Kebijakan 
Pembangunan 

Pagu - - - - 3.170.176.000 

 Realisasi - - - - 1.2327.673.106 

 % - - - - 41,88 
Sumber : BPKAD Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Ttiwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur sejak 

periode Renstra 2014-2019 mengalami beberapa kali perubahan terhadap 

program yang menyesuaikan terhadap nomenklatur maupun perubahan 

tupoksi, sehingga capaian kinerja dirinci sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah hanya dilaksanakan pada tahun 2014 karena pada tahun 

berikutnya dilakukan penyesuaian sehingga dihilangkan. Adapun 

capaian yang dihasilkan adalah : 

 - Tersedianya data secara online pengendalian pelaksanaan dana 

APBD dan APBN secara online 

 - Tersedianya data paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE 

 - Tersedianya data kelulusan sertifikasi pengadaan barang/jasa 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara hanya 

dilaksanakan pada tahun 2014 karena pada tahun berikutnya dilakukan 

penyesuaian sehingga dihilangkan. Adapun capaian yang dihasilkan 

adalah : 

 - Tersedianya standar satuan harga barang/jasa,  

 - Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan Sekretariat Daerah 

Provinsi 

 - Tersedianya data rencana kebutuhan barang di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan hasil pengadaan barang/jasa 

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang 

Perekonomian 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara hanya 

dilaksanakan pada tahun 2014 karena pada tahun berikutnya dilakukan 
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penyesuaian sehingga dihilangkan. Adapun capaian yang dihasilkan 

adalah : 

 - Tersedianya pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemprov Jatim  

 - Tersusunnya rumusan kebijakan penetapan lokasi 

4) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan 

 Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan baru 

dilaksanakan mulai tahun 2015 sebagai pengganti program-program 

tersebut diatas. Adapun capaian yang dihasilkan adalah : 

- Paket pengadaan yang dilelang melalui LPSE selesai tepat waktu 
tercapai 100 %. 

- Penyerapan dana APBD Prov. Jatim pada SKPD sesuai ketentuan dan 
tepat waktu dengan realisasi  93,25 %. 

- Rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan tercapai  141,02 %. 

- Penyelesaian pembangunan infrastruktur di Jawa Timur tepat  
waktu tercapai  65,35 %. 

- Jumlah kelulusan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 

71 orang 

Tahun 2016 capaian yang dihasilkan adalah : 

- Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan tercapai 100 

%. 

- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti tercapai 100 %. 

- Jumlah kelulusan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 

80 orang 

Tahun 2017 capaian yang dihasilkan adalah : 

- Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan tercapai  100 

%. 

- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti tercapai  100 %. 

- Jumlah kelulusan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 

73 orang 

Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II capaian yang dihasilkan adalah : 
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- Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan tercapai  20 

%. 

- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti tercapai  50 %. 

- Jumlah kelulusan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 

71 orang 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

- Belum optimalnya tingkat kelulusan ujian sertifikasi keahlian pengadaan 

barang/jasa pemerintah bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Proviisi 

Jawa Timur dikarenakan beberapa sebab antara lain : 

- Tidak semua pegawai yang lulus ujian dimanfaatkan sebagai 

penngelola pengadaan barang/jasa sehingga timbul keengganan 

dalam mengikuti ujian 

- Ada pegawai yang enggan ditunjuk untuk menjadi pejabat dalam 

pengelola pengadaan barang/jasa 

- Waktu pelaksanaan bimbingan teknis terlalu singkat sehingga 

peserta masih kurang dalam mempelajari materi 

- Belum seluruh Perangkat Daerah untuk mengumumkan seluruh paket 

pengadaan barang/jasa melalui LPSE Provnisi Jawa Timur baik yang 

pengadaan langsung maupun yang harus lelang. 

- Masih terdapat Perangkat Daerah yang realisasi anggarannya tidak 

tercapai sesuai dengan yang telah ditargetkan yaitu minimal mencapai 

90 % pada akhir tahun anggaran. 

- Tupoksi Biro Administrasi Pembanunan masih belum merujuk pada 

mitra Perangkat Daerah yang berhubungan dengan infrastruktur, 

sehingga dalam koordinasi masalah infrastruktur  masih kurang optimal 

- Belum seluruh Perangkat Daerah yang mengupload Rencana Umum 

Pengadaan pada sistem aplikasi SIRUP 
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Solusi : 

- Menambah waktu bimbingan teknis yang semula hanya 30 JPL menjadi 

50 JPL sehingga diharapkan para peserta lebih memahami terhadap 

materi pengadaan barang/jasa 

- Perangkat Daerah harus didorong dan dibina tentang pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa hasru lebih transparan dan akuntabel, selain itu 

harus dibuat suatu regulasi terhadap keharusan setiap Perangkat 

Daerah harus mengupload Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP 

dan mengumumkan paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE. 

- Harus terus dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan 

APBD yang dikelola oleh Perangkat Daerah denganmelakukan 

rekonsiliasi dan surat edaran untuk percepatan penyerapan anggaran. 

- Masih dilakukan usulan perubahan terhadap tupoksi Biro Administrasi 

Pembangunan agar nantinya dapat menjadi mitra yang memfasilitasi 

terhadap disusunnya kebijakan Gubernur dalam pelaksanaan 

infrastruktur di Jawa Timur 
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3.3.7 BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan kesekretariatan daerah salah satunya dilaksanakan oleh Biro Organisasi 

dengan pagu dan realisasi program pembangunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 4.270 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Biro Organisasi Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*)    
(TWII) 

1 Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Pemerintah 
Daerah 

Pagu 4.631.700.000 - - - - 

Realisasi 3.914.000.300 - - - - 

% 84,50 - - - - 

2 Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Pagu 2.200.000.000 - - - - 

Realisasi 1.762.659.320 - - - - 

% 80,12 - - - - 

3 Penataan 
Kelembagaan 
dan 
Ketatalaksanaan 

Pagu 1.693.900.000 - - - - 

Realisasi 1.324.182.190 - - - - 

% 78,17 - - - - 
4 Program 

Penataan dan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 

Pagu - 1.969.825.000 3.044.590.000 1.275.000.000 1.523.656.060 

Realisasi - 1.722.538.312 2.916.682.741 1.056.722.342 600.872.981 

% - 87,45 95,80 82,88 39,44 

5 Program 
Penyusunan 
Standar 
Komposisi 
Aparatur 

Pagu - 1.705.371.000 1.044.434.950 673.225.000 - 

Realisasi - 1.675.330.501 1.037.305.110 609.979.978 - 

% - 98,24 99,32 90,61 - 
6 Program 

Penataan 
Ketatalaksanaan 
dan Pelayanan 
Publik 

Pagu - 3.419.550.000 1.200.000.000 2.442.395.000 2.412.767.000 

Realisasi - 2.983.103.398 1.188.380.540 2.259.183.220 671.305.720 

% - 87,24 99,03 92,50 27,82 

7 Program 
Penerapan Tata 
Kelola Pemerin-
tahan yang Baik 
 

Pagu 1.115.600.000 3.386.004.000 2.602.036.400 3.422.737.540 - 

Realisasi 978.350.496 3.154.056.775 2.526.526.980 2.989.598.248 - 

% 87,70 93,15 97,10 87,35 - 

8 Program Pagu - - - - 2.643.441.940 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018*)    
(TWII) 

Pengembangan 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 

Realisasi - - - - 1.212.814.705 

% - - - - 45,88 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah bertujuan 

meningkatkan kelembagaan yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel 

serta tersusunnya informasi jabatan dan peta jabatan dengan didukung 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Peningkatan Pelayanan 

Kepegawaian Setda 

b) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi dan 

Kab/ Kota 

c) Koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan kinerja pemerintah 

provinsi dan kab/ kota 

d) Pembinaan, pengendalian, organisasi perangkat daerah kab/ kota 

 

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh kegiatan 

Optimalisasi Pelayanan Publik yang bertujuan meningkanya kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, dan lebih 

mudah terjangkau). 

3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan memiliki tujuan 

penataan tatalaksana yang efektif dan efisien 

a) Penyempurnaan Sistem Kelembagaan yang Efektif dan fleksibel 
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b) Penyempurnaan Tatalaksana dan Hubungan Kerja antara Pemerintah 

Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota 

4) Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan bertujuan 

mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam rangka 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun 

kegiatan kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang program dimaksud 

yaitu: 

a) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 

b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah 

c) Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah 

Hasil penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Jawa Timur 

tersebut tertuang dalam Perda No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya Ketentuan mengenai kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur masing-masing perangkat daerah. 

Berikut Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta 

daftar Peraturan Gubernur tentang uraian tugas dan fungsi perangkat daerah: 

                                             Tabel 4.271 
Perda Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah  Dan 
Pergub Skpd Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja. 

NO. NO / TH S K P D 

(1) (2) (3) 
1. 11 / 2016 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur  

2. 54 / 2016 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 

3. 55 / 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 

4. 56 / 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim 

5. 57 / 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim 

6. 58 / 2016 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 

7. 59 / 2016 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 

8. 60 / 2016 Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur 

9. 61 / 2016 Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur 
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NO. NO / TH S K P D 

(1) (2) (3) 

10. 62 / 2016 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

11. 63 / 2016 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

12. 64 / 2016 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

13. 65 / 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 

14. 66 / 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur 

15. 67 / 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

16. 68 / 2016 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim 

17. 69 / 2016 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur 

18. 70 / 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim 

19. 71 / 2016 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

20. 72 / 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 

21. 73 / 2016 Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur 

22. 74 / 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

23. 75 / 2016 Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

24. 76 / 2016 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 

25. 77 / 2016 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 

26. 78 / 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim 

27. 79 / 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim 

28. 80 / 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 

29. 81 / 2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

30. 82 / 2016 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  

31. 83 / 2016 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan  

32. 84 / 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 

33. 85 / 2016 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim 

34. 86 / 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim 

35. 87 / 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur 

36. 88 / 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Sumber: Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim 

Berdasarkan PP 18 tahun 2016 pada dinas Daerah provinsi dapat 

dibentuk unit pelaksana  teknis dinas/ badan Daerah provinsi untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu. Sesuai pedoman tersebut, 197 UPT Dinas pemerintah 

provinsi berdasarkan PP 41 tahun 2007 dilakukan penyesuaian sesuai PP 18 
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tahun 2016. Namun ketika petunjuk teknis  Berikut daftar 25 Pergub tentang 

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Cabang Dinas dan UPT sebagaimana dalam tabel berikut: 

                                 Tabel 4.272 
Pergub Tentang Nomenklatur, Susunan Orgnisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja  Upt Dinas/Badan Serta Cabang Dinas Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 

NO. NO / TH UPT / CABANG DINAS 

(1) (2) (3) 

1. 94 / 2016 Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

2. 95 / 2016 UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

3. 96 / 2016 UPT Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 
Provinsi Jawa Timur 

4. 97 / 2016 UPT Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur 

5. 98 / 2016 UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 

6. 99 / 2016 UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Jatim 

7. 100 / 2016 UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

8. 101 / 2016 UPT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov.Jatim 

9. 102 / 2016 UPT Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

10. 103 / 2016 UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim 

11. 104 / 2016 UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

12. 105 / 2016 UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim 

13. 106 / 2016 UPT Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 

14. 107 / 2016 UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jatim 

15. 108 / 2016 UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 

16. 109 / 2016 UPT Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 

17. 110 / 2016 UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 

18. 111 / 2016 UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim 

19. 112 / 2016 UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 

20. 113 / 2016 UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim 

21. 114 / 2016 UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jawa Timur 

22. 115 / 2016 UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 

23. 116 / 2016 UPT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 

24. 117 / 2016 UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim 

25. 118 / 2016 UPT Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 

Sumber: Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim 
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5) Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur 

Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur dimaksudkan dengan 

tersusunnya Analisis Jabatan untuk menyediakan informasi kebutuhan 

pegawai pada masing-masing kelas jabatan yang diukur melalui Analisis Beban 

Kerja dengan diselaraskan sesuai standar Kompetensi yang dibutuhkan 

dengan didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a) Fasilitasi penyusunan kelas jabatan dan penataan komposisi aparatur  

b) Fasilitasi penyusunan kelas jabatan dan penataan komposisi aparatur 

c) Pembinaan dan Evaluasi terhadap penyusunan kelas jabatan dan 

komposisi aparatur Kab/ Kota 

d) Evaluasi Kepegawaian di lingkungan Setda 

 

6) Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 

Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dimaksudkan 

untukk menciptakan tata hubungan kerja yang baik antar pemerintah daerah 

dan meningkatkan penyusunan SOP sebagai dasar mekanisme pelaksanaan 

kegiatan. Disamping itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan inovasi 

pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat di seluruh wilayah 

Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

a) Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Peraturan Ketatalaksanaan 

Pemerintahan 

b) Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik 

c) Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 

Dalam kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Peraturan 

Ketatalaksanaan Pemerintahan, telah ditetapkan keputusan gubernur 

berkaitan dengan judul SOP pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 
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                                      Tabel 4.273 
REKAPITULASI JUDUL SOP 

Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 21 Desember 2017 Nomor 
188/730/KPTS/013/2017 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

NO UNIT PERANGKAT DAERAH JUMLAH 
SOP 

1 DINAS Sekretariat DPRD Provinsi 58 

2   Inspektorat  9 

3   Dinas Pendidikan 18 

4   Dinas Kesehatan 174 

5   Dinas PU Bina Marga 60 

6   Dinas PU Sumber Daya Air 78 

7   Dinas Perumahan Rakyat, KP dan Cipta Karya  75 

8   Dinas Sosial 477 

9   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 134 
10 

  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Kependudukan 

48 

11   Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 25 

12   Dinas Lingkungan Hidup 34 

13   Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 37 

14   Dinas Perhubungan 93 

15   Dinas Komunikasi dan Informatika 62 

16   Dinas Koperasi UKM 23 

17   Dinas Penanaman Modal dan PTSP 55 

18   Dinas Kepemudaan dan Olahraga 62 

19   Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11 

20   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 29 

21   Dinas Kelautan dan Perikanan 108 

22   Dinas Perkebunan  35 

23   Dinas Peternakan 7 

24   Dinas Kehutanan 14 

25   Dinas ESDM 49 

26   Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7 

27 BADAN 
DAN RS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19 

28   Badan Pendapatan Daerah 103 

29   BPKAD 86 

30   Badan Kepegawaian Daerah 38 

31   Badan Pendidikan dan Pelatihan 24 

32   Badan Penelitian dan Pengembangan 30 

33   Badan Penghubung Daerah 19 

34   Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 
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NO UNIT PERANGKAT DAERAH JUMLAH 
SOP 

NO UNIT PERANGKAT DAERAH JUMLAH 
SOP 

35   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 36 

36   Baperwil Madiun 22 

37   Baperwil Bojonegoro 30 

38   Baperwil Malang 18 

39   Baperwil Pamekasan 6 

40   Baperwil Jember 18 

41   Satuan Polisi Pamong Praja 58 

42   RSUD Dr. Soetomo Surabaya 66 

43   RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 181 

44   RSUD Dr. Soedono Madiun 116 

45   RSUD Haji Surabaya 151 

46   RS Jiwa Menur 127 

47 BIRO Biro Adm. Pemerintahan dan Otda 24 

48   Biro Adm. Kesejahteraan Sosial 9 

49   Biro Hukum 11 

50   Biro Adm. Perkonomian 12 

51   Biro Adm. Sumber Daya Alam 8 

52   Biro Adm. Pembangunan 13 

53   Biro Organisasi 31 

54   Biro Umum 10 

55   Biro Humas dan Protokol 14 

TOTAL 3069 

Sumber: Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim 

Unit pelayanan dikatakan melaksanakan pelayanan prima apabila 

telah menyusun Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal, dan 

Survey Kepuasan Masyarakat. Biro Organisasi telah melakukan pembinaan 

dan fasilitasi berkaitan dengan penyusunan SPP dan SKM serta pelaksanaan 

SPM pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.  

Agenda tiap dua tahunan yang dilaksanakan Biro Organisasi yaitu 

pelaksanaan Simposium dan Pameran Pelayanan publik di Jawa Timur. 

Mengingat begitu pesatnya kemajuan-kemaajuan yang berhasil dicapai oleh 

para penyelengara pelayanan publik di Jawa Timur, maka buah kerja keras 
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dari berbagai komponen penyelenggara pelayanan publik itu perlu 

didemonstrasikan dan ditunjukkan kepada masyarakat melalui Pameran dan 

Simposium Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur pada 2015 dan 2017, agar 

masyarakat dapat memberikan penilaian yang obyektif tentang kualitas 

pelayanan yang selama ini mereka terima. 

Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik diikuti oleh seluruh 

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan seluruh kabupaten kota di Jawa 

Timur serta instansi pusat khususnya yang memberikan pelayanan langsung 

kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur. Selain stand-stand pameran dari 

unit pelayanan, pengunjung juga mendapatkan informasi serta secara 

langsung dapat menikmati berbagai pelayanan yang diberikan oleh peserta 

pameran pada saat itu. 

Capaian kinerja program peningkatan kualitas pelayanan publik 

didukung dengan Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Inovasi Pelayanan Publik 

dimana pada kegitan tersebut dilaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik untuk mendorong tumbuhnya inovasi pada unit penyelenggara 

pelayanan baik yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur 

maupun unit pelayanan di kabupaten/ kota. 

 

7) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Tahun 2018 

sesuai dengan RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019 berubah menjadi Program 

Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan dalam program dimaksud antara lain: 

a) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

b) Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah 

c) Evaluasi Pengembangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dan Kab/ Kota 

Biro Organisasi secara terus menerus melakukan pembinaan yang 

intensif terkait implementasi SAKIP bagi Perangkat Daerah Provinsi maupun 

Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Berikut adalah rekapitulasi hasil 
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Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi mulai Tahun 2014 s.d. 2017 

sebagaimana tabel berikut: 

                                              Tabel 4.274 
Daftar Rekapitulasi Hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah  Provinsi Jawa Timur 

NO. NAMA SKPD 
2014 2015 2016 2017 

Angka Kategori Angka Kategori Angka Kategori Angka Kategori 
1 RSUD dr. Saiful Anwar 

Malang 
78.36 A 82.68 A 85.42 A 86.34 A 

2 Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

72.81 B 80.62 A 85.39 A 86.26 A 

3 Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 

81.46 A 82.66 A 85.65 A 86.17 A 

4 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

77.61 A 82.61 A 85.12 A 85.92 A 

5 Dinas Sosial 75.88 A 80.81 A 84.53 A 84.98 A 

6 Dinas PU Bina Marga 75.51 A 82.41 A 84.57 A 84.74 A 

7 RS Jiwa Menur 79.89 A 80.63 A 84.39 A 84.62 A 

8 Dinas Perhubungan 76.45 A 80.95 A 82.28 A 84.12 A 

9 Badan Pendapatan 
Daerah 

77.86 A 80.44 A 83.11 A 83.80 A 

10 Dinas PU Sumber Daya 
Air 

77.84 A 80.22 A 83.58 A 83.76 A 

11 Dinas Kehutanan 75.8 A 80.45 A 81.46 A 83.32 A 

12 RSUD dr. Soetomo 79.44 A 80.34 A 82.86 A 83.23 A 

13 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

70.4 B 76.16 BB 80.42 A 83.14 A 

14 Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Pemukiman dan Cipta 
Karya 

75.18 A 80.29 A 81.69 A 82.97 A 

15 Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan 

72.86 B 75.97 BB 80.82 A 82.71 A 

16 RSUD Haji Surabaya 78.36 A 80.88 A 83.12 A 82.57 A 

17 RSUD dr. Soedono 
Madiun 

78.35 A 81.66 A 81.7 A 82.24 A 

18 Dinas Kesehatan 77.19 A 80.71 A 83.27 A 82.22 A 

19 Badan Kepegawaian 
Daerah 

74.35 B 76.08 BB 80.72 A 82.10 A 

20 Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

70.07 B 80.07 A 81.26 A 81.96 A 

21 Dinas Peternakan 74.29 B 80.20 A 82.57 A 81.82 A 

22 Sekretariat DPRD 73.09 B 73.39 BB 80.82 A 81.82 A 

23 Badan Pendidikan dan 
Pelatihan 

76.28 A 80.02 A 80.60 A 81.55 A 
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NO. NAMA SKPD 
2014 2015 2016 2017 

Angka Kategori Angka Kategori Angka Kategori Angka Kategori 
24 Badan Perencanaan 

Pembangunan 
73.49 B 80.06 A 80.06 A 81.42 A 

25 Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

76.72 A 81.40 A 83.16 A 81.41 A 

26 Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

73.74 B 80.07 A 80.48 A 81.39 A 

27 Biro Organisasi 72.54 B 80.17 A 80.17 A 81.39 A 

28 Inspektorat 73.38 B 80.13 A 80.13 A 81.33 A 

29 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

68.75 B 74.25 BB 80.97 A 81.29 A 

30 Dinas Kepemudaan dan 
Keolahragaan 

70.2 B 67.44 B 80.18 A 81.15 A 

31 Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

72.67 B 77.61 BB 80.13 A 81.15 A 

32 Dinas Pendidikan 74.56 B 75.67 BB 80.37 A 81.03 A 

33 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

72.58 B 77.08 BB 80.45 A 81.02 A 

34 Dinas Perkebunan 72.91 B 77.66 BB 80.13 A 80.98 A 

35 Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

75.47 A 75.69 BB 80.29 A 80.71 A 

36 Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik 

75.08 A 77.21 BB 80.17 A 80.48 A 

37 Biro Administrasi  
Pembangunan 

69.31 B 72.10 BB 80.06 A 80.41 A 

38 Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak dan 
Kependudukan 

77.14 A 80.69 A 80.10 A 80.25 A 

39 Biro Umum 72.26 B 74.53 BB 80.07 A 80.24 A 

40 Badan Penghubung 
Daerah Provinsi 

70.17 B 79.04 BB 80.07 A 80.21 A 

41 Dinas Lingkungan 
Hidup 

71.38 B 73.69 BB 78.82 BB 80.21 A 

42 Biro Humas dan 
Protokol 

70.7 B 73.55 BB 74.07 BB 80.21 A 

43 Bakorwil Madiun 71.76 B 75.03 BB 77.63 BB 79.03 BB 

44 Badan Penelitian dan 
Pengembangan 

65.39 B 67.69 B 69.80 B 78.71 BB 

45 Biro Administrasi 
Perekonomian 

54.04 CC 67.81 B 80.04 A 77.84 BB 

46 UPT Pelatihan 
Kesehatan Masyarakat 
Murnajati 

  - - 75.69 BB 77.49 BB 

47 BakorwilB ojonegoro 65.39 B 67.17 B 69.54 B 77.32 BB 

48 Bakorwil Malang 70.17 B 73.37 BB 76.78 BB 76.79 BB 

49 Biro Hukum 64.74 CC 69.46 B 69.33 B 76.61 BB 
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NO. NAMA SKPD 2014 2015 2016 2017 
Angka Kategori Angka Kategori Angka Kategori Angka Kategori 

50 Bakorwil Pamekasan 65.22 B 69.88 B 70.16 BB 72.73 BB 

51 Biro Administrasi 
Kesejahteraan Sosial 

70.11 B 74.83 BB 70.23 BB 72.03 BB 

52 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 

71.52 B 73.34 BB 70.07 BB 72.00 BB 

53 UPT RS Paru 
Mangunharjo Madiun 

  - - 71.23 BB 71.32 BB 

54 UPT RS Kusta Kediri   - - 70.78 BB 71.09 BB 

55 UPT RS Paru Surabaya   - - 69.09 B 70.70 BB 

56 UPT RS Paru Dungus 
Madiun 

  - - 68.69 B 70.14 BB 

58 UPT RS Paru Jember   - - 72.81 BB 70.00 B 

57 UPT RSU Mohammad 
Noer Pamekasan 

  - - 69.51 B 69.95 B 

59 Biro Administrasi 
Sumber Daya Alam 

47.04 C 59.90 CC 69.90 B 69.94 B 

60 UPT RS Kusta 
Sumberglagah 

  - - 68.90 B 69.33 B 

61 RS Karsa Husada Batu   - - 69.28 B 68.37 B 

62 Biro Administrasi 
Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 

66.48 B 68.53 B 67.77 B 68.13 B 

63 UPT Akademi Gizi 
Surabaya 

  - - 61.03 B 65.72 B 

64 UPT RS Mata 
Masyarakat 

  - - 64.71 B 65.55 B 

65 UPT Akademi 
Keperawatan Madiun 

  - - 62.12 B 64.92 B 

66 Satuan Polisi Pamong 
Praja 

61.82 CC 59.88 CC 60.54 B 60.14 B 

67 Bakorwil Jember     - - - - 

Sumber: Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim 

 

8) Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah 

Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah merupakan program 

pengganti dari program Penerapan Tatakelola Pemerintahan yang baik, 

dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan: 

a) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

b) Budaya Kinerja Pemerintah Daerah 

c) Pembinaan dan Evauasi Kepegawaian di Lingkungan Setda 
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b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan 

- Proses penataan kelembagaan baik di tingkat Perangkat Daerah Provinsi 

maupun Kabupaten/ Kota sangat tergantung dengan turunnya Peraturan dari 

Pemerintah Pusat. 

- Kurangnya tenaga analis yang handal. Jumlah tenaga analis yang dimiliki oleh 

Biro Organisasi sangat minim dan tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan 

analisis terhadap seluruh Perangkat Daerah.   

- Implementasi SAKIP pada beberapa Kabupaten/Kota masih stagnan, belum ada 

perkembangan. Hal tersebut dikarenakan SAKIP tidak menjadi perhatian oleh 

Kepala Daerah. 

Solusi 

- Biro Organisasi tetap melakukan evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat 

Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan yang 

berlaku sepanjang belum ada peraturan penggantinya. 

- Masing-masing Perangkat Daerah lebih intensif dalam memberdayakan PNS 

yang telah mengikuti pelatihan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan 

Standar Kompetensi Jabatan untuk menyelesaikan penyusunan Analisis 

Jabatannya dengan tepat waktu. 
- Perlu asistensi dan fasilitasi yang lebih intens kepada Kabupaten/ Kota, 

berkaitan dengan implementasi SAKIP Kab./ Kota  
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3.3.8 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Kesekretariatan Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Umum dengan Pagu 

dan Realisasi Program Pembangunan Biro Umum Tahun 2014-2018 secara rinci 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

                                           Tabel 4.276 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Biro Umum Tahun 2014-2018 

 

NO. PROGRAM ANGGARAN 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Program 
Peningkatan 
Sarana Pasarana 
Aparatur 
Negara 

Pagu 1.190.220.000 - - - - 
Realisasi 1.138.517.645 - - - - 

% 95,66 - - - - 

2. 
Program 
Kearsipan 

Pagu 329.780.000 - - - - 
Realisasi 326.332.450 - - - - 

% 98,95 - - - - 

3. 

Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Manusia 
Aparatur 

Pagu 130.000.000     
Realisasi 112.725.040     

% 86,71     

4. 

Program 
Dukungan 
Pelayanan 
Umum 

Pagu  1.220.500.000 369.500.000 1.413.771.000  
Realisasi  1.175.609.005 340.503.990 1.341.407.660  

%  
96,32 

 
92,15 94,88  

5. 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Umum, 
Pengelolaan 
surat 
Telekomunikasi 
dan Arsip 

Pagu     5.596.510.000 
Realisasi     2.713.817.027 

%     48,49 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara 

Program tersebut dilaksanakan untuk menunjang percepatan 

pelayanan pendistribusian surat, penataan arsip, pengiriman berita, dan 

pengoptimalan pengelolaan aset. Untuk pelayanan pengurusan surat 

dinas sejak tahun 2006 telah diperkenalkan menggunakan sistem 

Informasi  Teknologi (IT) atau program Sistem Manajemen Surat 
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(SMS).Sesuai petunjuk Bp. Gubernur Jawa Timur supaya program aplikasi 

SMS dikembangkan ke sistem berbasis web yaitu Elektronik Sistem 

Manajemen Surat (e-SMS). Pada tahun 2013 e-SMS berbasis web kini 

telah disempurnakan lagi, tujuannya agar seluruh pejabat lebih familiar 

dan memulai penerapan surat online.Pemakaian e-SMS berbasis web 

dapat diakses di ruangan Gubernur, Sekda, Asisten dan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun 2014 seluruh 

unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. 

Kelebihan lain dari sistem e-SMS berbasis web yang baru ini adalah proses 

terhadap penanganan surat menjadi lebih cepat, karena surat setelah 

didisposisi dari pimpinan dan pada saat itu juga tujuan disposisi langsung 

bisa mengetahui tanpa perlu menunggu surat diantar oleh kurir.  

 

2) Program Kearsipan  

Program Kerasipan bertujuan untuk mentertibkan arsip yang ada 

pada Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah melalui 

Terselenggaranya pembinaan kearsipan tepat sasaran sehingga tercipta 

tertib penataan arsip di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur. 

3) Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 

Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur bertujuan 

untukTerselenggaranya meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara 

di bidang sandi dan telekomunikasimelalui pembinaan dan bimbingan 

Teknis Persandian dengan peserta dari 38 Kab/Kota. 

4) Program Dukungan Pelayanan Umum 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

dibidang pengurusan surat yang lebih cepat dan mudah, meningkatkan 

kualitas pelayanan di bidang berita sandi serta penertiban administrasi 

aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui : 
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- Peningkatan Bimbingan E-SMS Biro-Biro di Lingkungan Setda Provinsi 

Jawa Timur 

- Pembinaan dan Pencatatatan Aset yang tepat waktu dan sesuai 

dengan kondisi aktual 

Capaian Proram Dulungan Pelayanan Umum Pada Tahun 2015 dan 

2016 dapat diukur sebagai berikut : Tahun 2015 didukung oleh kegiatan 

Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi 

dengan anggaran sebesar Rp. 660.000.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp. 647.070.500,00 atau 98,04%. Dengan target kinerja Persentase Surat 

Dinas dan Online yang Terdistribusi/Dikelola Tepat Waktu di bidang arsip 

dan ekspedisi sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 99.88 %. Tahun 2016 

capaian program diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 

Pelayanan di Bidang Ekspedisi dan Sanditel;Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) atas Pelayanan di Bidang Ekspedisi dan Sanditel Tahun 2015 adalah 

sebesar 79,35 dan pada Tahun 2016 sebesar 80,40. Dapat dilihat dari data 

IKM pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 mengalami sedikit 

peningkatan sebesar 1.32 hal ini dikarenakan sistem E-SMS berbasis Web 

belum maksimal dalam hal penggunaannya. Program Dukungan 

Pelayanan Umum Tahun 2017 dengan anggaran Rp.1.413.771.000,00 

Realisasi sebesar Rp.1.341.407.660,00 Atau 94,88%. Dengan target 

indikator kinerja jumlah IKM dibidang arsip, ekspedisi, sebanyak 81 IKM 

realisasi capaiannya sebanyak 81,01 IKM sedangkan Persentase 

kesesuaian aset antara pencatatan dan kondisi aktual sebanyak % dengan 

realisasi capaian sebanyak 100 %. 

5) Program Pelayanan Administrasi Umum, Pengelolaan Surat, 

Telekomunikasi dan Arsip 

Program Pelayanan Administrasi Umum, Pengelolaan 

Surat,Telekomunikasi dan Arsip bertujuan untuk penyiapan perumusan 

kebijakan di bidang pelayanan administrasi umum, pengelolaan surat 

dinas dan ekspedisi, telekomunikasi,serta pengelolaan dan penataan 
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arsip di lingkungan Sekretariat Daerah;pengoordinasian kebijakan di 

bidang pelayanan administrasi umum, pengelolaan surat dinas dan 

ekspedisi, serta pengelolaan dan penataan arsip pelaksanaan kebijakan di 

bidang pelayanan administrasi umum, pengelolaan surat dinas dan 

ekspedisi, serta pengelolaan dan penataan arsip pelaksanaan pengelolaan 

administrasi surat dinas masuk dan keluar di Sekretariat 

Daerahpelaksanaan pengelolaan dan penataan serta penyimpanan arsip 

di Sekretariat Daerah;pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

bagian arsip dan ekspedisi. 

 

b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

- Sistem E-SMS berbasis web ini masih belum maksimal penggunaannya 

- Ada beberapa operator E-SMS/Sekpri di setiap ruangan pimpinan dan staf 

Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang 

belum membiasakan diri dengan keberadaan program ini 

- Ketepatan dan kecepatan waktu distribusi surat 

- Masih Kurangnya Tenaga Kearsipan/Arsiparis di Biro Umum 

 
Solusi : 

- Dilakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Managemen Surat Berbasis 

Web yang rutin terhadap para operator E-SMS di lingkup Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Timur. 

- Diadakan pelatihan untuk pengoperasionalan untuk E-SMS berbasis web 

bagi operator baru. 

- Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku baik pemberi layanan 

maupun penerima layanan.  

- Pengajuan ke BKD Provinsi untuk tambahan tenaga Arsiparis di Biro 

Umum 
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3.3.9  BIRO HUMAS DAN PROTOKOL  

  Urusan Penyebarluasan Informasi Kegiatan,  Kebijakan Gubernur, Wagub dan Sekda 

Provinsi Jawa Timur dan Meningkatnya pelayanan Tamu Kenegaraan secara 

Protokoler serta Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan  Provinsi-provinsi 

di Indonesia ( Dalam Negeri ) dan juga kerjasama sampai ke Luar Negeri, dilaksanakan 

oleh Biro Humas dan Protokol Provinsi Jatim dengan Anggaran APBD Provinsi Jatim.  

  Pagu dan Realisasi Program Pembangunan APBD mulai tahun 2014 – 2018 yang 

dilaksanakan dilaksanakan Biro Humas dan Protokol sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.276 
Pagu Dan Realisasi Program Pembangunan 

Biro Humas Dan Protokol Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 – 2018 

NO PROGRAM Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW II) 

1 

Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Informasi. 

Pagu 9.964.200.000     
Realisasi 9.329.624.182     

% 93,63     

2 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kedinasan Kepala 
Daerah/Wakil 
Kepala Daerah 
/Sekretaris 
Daerah/ Asisten 
Sekda. 

Pagu 8.445.800.000     
Realisasi 6.623.739.640     

% 78,43     

3 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Penyebarluas-an 
Informasi 

Pagu  3.723.838.000 3.100.158.650 2.881.160.000  
Realisasi  2.955.253.738 2.641.975.220 2.632.869.121  

%  79,36 85,22 91,38  

4 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Media 
dan Dokumentasi  

Pagu   9.398.050.600 12.792.586.000  

Realisasi   9.176.338.940 12.052.115.248  

%   97,64 94,21  

5 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Keprotokolan 

Pagu   4.600.158.650 4.285.651.120 4.100.000.000 

Realisasi   4.331.226.896 4.147.624.992 1.977.423.876 

%   94,15 96,78 48,23 

6 
Program 
Peningkatan 
Kerjasama  

Pagu 15.075.000.000 17.401.224.500 12.718.169.750 3.323.012.500  

Realisasi 12.619.430.934 16.544.388.653 12.397.195.189 2670715102  
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% 95,51 95,08 97,48 80,37  

7 

Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Ketersediaan 
Informasi 

Pagu      

Realisasi      

%      

8 

Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Penyebarluasan 
Informasi dan 
Dokumentasi 

Pagu     3.046.071.000 

Realisasi     1.182.739.649 

%     38,83 

9 

Program 
Peningkatan 
Kuantitas dan 
Kualitas 
Administrasi 
Kerjasama 

Pagu     9.350.000.000 

Realisasi     4.202.014.793 

%     44,94 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
 

A.  Capaian Kinerja Program Pembangunan :  
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 

 Program ini bertujuan Meningkatnya jumlah laporan monitoring yang disampaikan pada 

Pimpinan dan jumlah Buku Himpunan Kliping Bulan dan Tahunan sehingga Peningkatan 

perhatian pimpinan terhadap informasi yang  disampaikan melalui moinitoring media. 

 Adapun capaian kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi sbb: 

Tabel 4.277 
   capaian kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

URAIAN TAHUN 2014 KET 

Himpunan buku kliping bulanan 1.440 Buku Dikirim ke OPD se Jatim 
dan Gubernur se 
Indonesia 

Himpunan Buku kliping tahunan 600 Buku Dikirim ke Provinsi Se-
Indonesia 

Terpublikasinya kegiatan 
pemerintahan, pembangunan 
dan kesra  di 38 kab/kota melalui 
website dalam bentuk Pres Rilis 
dan Foto 

2160 Rilis dan foto  

Terwujudnya kerjasama yang 
harmonis antara unsur Pers dan 
Pemprov Jatim serta lembaga 
lain. 

Pres Gathering 420 Org, 
Editor Gathering 180 Org, 
Pres Tour 50 Org, LKTW 50 
Org 

 

Terwujudnya database untuk 
data dan informasi SKPD dan 38 
Kab/Kota se Jatim 

Keg. Gub, Wagub, Sekda  
di Media Cetak 1.176 
Buah, Terkafernya keg. 
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URAIAN TAHUN 2014 KET 

Gub, Wagub, Sekda 1.178 
Buah 
 

Terwujudnya peran Humas 
dibidang pelayanan informasi dan 
pendokumentasian kegiatan 
pejabat. 

Buku Himpunan Pidato 
970 Buku, Majalah 
Prasetya 18.000 Buku, 
Iklan Display 12  iklan, 
Kalaidoskop 9 Kali, Publik 
expose 150 Kali, 
Advetorial 103 Kali 

 

 

2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 

/Sekretaris Daerah / Asisten Sekda. 

 Program ini bertujuan Kegiatan kenegaraan dan pemerintahan berjalan tertib sesuai 

standar keprotokolan. Adapun Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan 

Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah /Sekretaris Daerah/ Asisten Sekda sbb: 

Tabel 4.278 
    Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 

URAIAN 2014 

Terpenuhinya Peningkatan pelayanan kehumasan 
dan keprotokolan      

1283 Kali 

Terlaksananya peningkatan kegiatan pelayanan 
protokoler dalam penerimaan kunjungan kerja 
pejabat 

1283 Kali 

 

3. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan  Informasi.   

 Program ini bertujuan Memudahkan pelayanan informasi data kepada pimpinan dan 

mitra kerja. Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi kehumasan dan 

keprotokolan.  

       Capaian Kinerja yang dicapai Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan  

Informasi sbb: 

Tabel 4.279 
Capaian Kinerja yang dicapai Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan  

Informasi 

Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Jumlah Monitoring dan eavaluasi bidang 
Pemerintahan, Umum dan Ekbang 12 Dok 12 Dok 12 Dok 

Jumlah Buku himpunan Kliping Bulanan 4.500 buku 4.500 buku  
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Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

tentang Pemerintahan, Umum dan Ekbang 
yang dikirim kepada SKPD 
Jumlah Buku himpunan Kliping Tahunan 
tentang Pemerintahan, Umum dan Ekbang 
yang dikirim kepada SKPD 

3.000 Buku 3.000 Buku  

Jumlah informasi yang di Upload 6.353 Item 6.353 Item  
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 
Peningkatan SDM 80 Orang 80 Orang  

Jumlah peserta yang mengikuti Rapat 
Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan 500 orang 500 orang 160 Orang 

Jumlah Data / Informasi yang tersedia 
pada pusat Data/Informasi kehumasan 
dan keprotokolan 

  5.990 Item 

 

4. Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi 

 Program ini bertujuan Terwujudnya Informasi tentang kinerja  Gubernur, Wagub, Sekda 

dalam bentuk berita (news) yang di up load melalui Website. 

 Capaian Kinerja yang dicapai Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi 

sbb: 

Tabel 4.280 
Kinerja yang dicapai Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi 

URAIAN TAHUN 
2015 

TAHUN 
2016 TAHUN 2017 

Jumlah Item yang di Upload 4 Item 4 Item  

Jumlah Lomba Karya Tulis 
Wartawan (LKTW) 5 Kali 5 Kali  

Jumlah Pers Gathering 120 Kali 120 Kali  
Jumlah Editor Gatering 60 Kali --  
Jumlah Pers tour 5 kali 5 kali  
Pelayanan Potensi dan hasil 
pembangunan Jatim  

 70 Paket  

Kalaedoskop  46 Paket  
Penayangan Siaran Langsung / 
Tunda 

 30 Paket  

Baliho / Umbul-umbul  600 
Lembar 

 

Majalah Prasetya  96.000 
Buku 

 

Buku Pidato  5.000 
Buku 

 

Buku Foto Kegiatan  5.000 
Buku 

 

Jumlah Siaran Pres yang dirilis   4 Item 
Jumlah Perusahaan /Lembaga 
Pers yang Menjalin Kerjasama 
dengan Biro Humas dan 

  
40 Lembaga 
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URAIAN TAHUN 
2015 

TAHUN 
2016 TAHUN 2017 

Protokol 
Jumlah hasil Olah Konten 
Dokumentasi kegiatan 
Gubernur, Wagub dan Sekda 

  
10 Dok 

Jumlah Produk Informasi/ 
Dokumentasi yang Diterbitkan 
dan Disebarluaskan 

  
8 Produk 

 

5. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan. 

 Program ini bertujuan Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan pelayanan                         

pembuatan undangan untuk SKPD dan Instansi pemerintah yang difasilitasi. 

Terwujudnya kegiatan protokoler yang mampu memberi kehormatan orang sesuai 

dengan kedudukannya di pemerintahan dan masyarakat. 

 Capaian Kinerja yang dicapai Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan sbb: 

Tabel 4.281 
   Kinerja yang dicapai Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 

URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 

Jumlah Kegiatan Pelayanan 
Keprotokol-an kepada Gub/ Wagub, 
Sekda dan Asisten 

700 Keg 700 Keg 700 Keg 730 Keg 

Jumlah Kegiatan Pelayanan Keproto-
kolan Kunjungan Kerja Pejabat 
Negara 

150 Keg 150 Keg 150 Keg 180  Keg 

Jumlah Permintaan Undangan resmi 
Gubernur dan Kelengkapan Keproto-
kolan yang terpenuhi 

   
850 

Permintaan 

 

6. Program Peningkatan Kerjasama 

 Program ini bertujuan Meningkatkan ketertarikan pihak-pihak dalam negeri dan luar 

negeri untuk bekerjasama dan/atau berkunjung ke Jawa Timur. Capaian Kinerja yang 

dicapai Program Peningkatan Kerjasama sbb: 

Tabel 4.282 
   Capaian Kinerja yang dicapai Program Peningkatan Kerjasama 

URAIAN TAHUN 2017 

Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang tersusun 1 Dok 

Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang tersusun 10 Dok 
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URAIAN TAHUN 2017 

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kerjasama Dalam dan 
Luar Negeri 8 Dok 

 

7. Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Informasi. 

Program ini bertujuan Meningkatnya laporan monitoring yang disampaikan pada 

Pimpinan dan jumlah Buku Himpunan Kliping Bulanan sehingga Pimpinan mendapat 

masukan untuk perumasan kebijakan dan pemgambilan keputusan  yang tepat. Program 

ini dimulai tahun 2018 adapun kinerja sbb: 

Tabel 4.283 
Capaian Kinerja Program Kualitas 

URAIAN TAHUN 2018 

Jumlah Buku Himpunan Dokumen Monitoring Media yang 
disebarluaskan 

12 Dok 

Jumlah Data / Informasi yang tersedia pada pusat Data/ Informasi 
kehumasan dan keprotokolan 

5990 Item 

Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Kehumasan dan Kegiatan 
Peningkatan SDM 

160 Orang 

 

8. Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi. 

 Program ini bertujuan Masyarakat dapat memantau kinerja Pemprov Jawa Timur 

melalui  media cetak dan elektronik serta Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap 

kebijakan dan Program Pembangunan Jawa Timur. 

   Capaian Kinerja yang dicapai Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi 

dan Dokumentasi sbb: 

Tabel 4.284 
   Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi 

URAIAN TAHUN 2018 

Jumlah Buku Himpunan Dokumen Monitoring Media yang 
disebarluaskan  12 Dok 

Jumlah Data / Informasi yang tersedia pada pusat Data/ 
Informasi kehumasan dan keprotokolan  5990 Item  

Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Kehumasan dan 
Kegiatan Peningkatan SDM 160 Orang 
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9. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama. 

       Program ini bertujuan Program ini bertujuan Meningkatkan ketertarikan pihak-pihak 

dalam negeri dan luar negeri untuk bekerjasama dan/atau berkunjung ke Jawa Timur. 

Berikut ini Kerjasama yang sudah dilakukan Biro Humas dan Protokol Provinsi Jatim. 

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan 

Dokumentasi sbb: 

Tabel 4.285 
   Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi 

URAIAN TAHUN 2018 

Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang tersusun 1 Dok 

Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang tersusun 10 Dok 

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kerjasama Dalam dan 
Luar Negeri 

8 Dok 

 
 

Tabel 4.286 
   REKAPITULASI KERJA SAMA DALAM NEGERI PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2015 – 2017  PROVINSI JAWA TIMUR 
 

No 
BENTUK DOKUMEN 

TANGGAL 
MoU 

MoU 
TENTANG 

MoU 
ANTARA 

TANGGAL 
PKS 

PKS 
TENTANG 

PKS 
ANTARA 

1. 7-2 - 2015 

Peningkatan 
Kesadaran 

Tertib Berlalu 
Lintas di Jatim 

Prov Jatim 
dgn Polda 

Jatim 
7 -2-2015 

Pengamanan, 
Keamanan, 

Keselamatan dan 
Ketertiban 

Berlalulintas 

Pemprov Jatim dengan 
Polda Jatim 

2. 15-6-2015 

Upaya 
peningkatan 
kualitas guru 

madin 

Prov Jatim 
Kopertais Wil 
IV Surabaya 

STAIN 
Pamekasan 

STAIN Jember 

15-6-2015 Upaya peningkatan 
kualitas guru madin 

Prov Jatim 
34 STAI  di Jawa Timur 

3. 19-12-2015 Pembangunan 
daerah 

Permprov. 
Jatim dengan 
Pemprov. NTT 

19-12-
2015 

Kerjasama bidang 
ketenagakerjaan 

dan Ke-
transmigrasian 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmi-grasi Prov. 
NTT dengan Dinas 

Tenaga Kerja 
Transmigrasi dan 

Kependudukan Prov. 
Jawa Timur 

4.     
kerjasama bidang 

kelautan dan 
perikanan 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan Prov. NTT 

dengan Dinas Kelautan 
dan Perikanan Prov. 

Jatim 
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No 

BENTUK DOKUMEN 
TANGGAL 

MoU 
MoU 

TENTANG 
MoU 

ANTARA 
TANGGAL 

PKS 
PKS 

TENTANG 
PKS 

ANTARA 

5.     
Kerjasama bidang 
Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

Dinas Peternakan & 
Kesehatan hewan Prov. 

NTT dengan dinas 
Peternakan & 

Kesehatan Hewan 
Prov. Jawa Timur 

6.     Kerjasama Bidang 
ESDM 

Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 

Prov. NTT dengan dinas 
Energi dan Sumber 
Daya Mineral Prov. 

Jawa Timur 

7.     Kerjasama Bidang 
Perkebunan 

Dinas Perkebunan 
Prov. NTT dg Dinas 
Perkebunan  Prov. 

Jatim 

8. 26-08-2015 Pembangunan 
daerah 

Permprov. 
Jatim dengan 

Pemprov. 
Kalimantan 

Timur 

26-08-
2015 

Kerjasama bidang 
Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

Dinas Peternakan & 
Kesehatan hewan Prov. 

Kalimantan Timur 
dengan dinas 

Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 

Prov.Jatim 

    17-10-
2017 

kerjasama 
penanganan korban 

keke-rasan 
terhadap 

perempuan dan 
anak serta tindak 

pidana 
perdagangan orang 

Dinas Pemberdayaan 
perempuan keluarga 

berencana dan Kepen-
dudukan provinsi 

Kaltim dengan Dinas 
Pemberdayaan 

perempuan keluarga 
berencana dan 

kependudukan Provinsi 
Jawa Timur 

9. 17-02-2015 

Pengembangan 
dan pelestarian 

Geopark 
Gunung Sewu 

Menteri 
ESDM 

Menteri 
Pendidi-kan 
dan Kebuda-

yaan, Menteri 
Pariwisata, 
Gub DIY, 
Gubernur 

Jawa Tengah, 

16-05-
2016 

Kerjasama 
Pengembangan dan 
pelestarian geopark 

gunung sewu 
bidang pendidikan 

Dinas pendidikan Prov 
Diy, Dinas pendidikan 

Prov Jateng, Dinas 
Pendidikan Prov. Jawa 

timur, Dinas 
Pendidikan Kab 

Gunungkidul, Dinas 
Pendidikan Kab. 

Wonogiri dan dinas 
Pendidikan Kab. 

Pacitan 

     

Kerjasama 
Pengembangan dan 
pelestarian geopark 
gunung sewu bidang 

pariwisata 

Dinas pariwisata Prov 
Diy, Dinas pariwisata 

Prov Jawa tengah, 
Dinas kebudayaan dan 
pariwisata Prov. Jawa 

timur, Dinas pariwisata 
Kab Gunungkidul, 

Dispar Kab. Wonogiri 
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No 

BENTUK DOKUMEN 
TANGGAL 

MoU 
MoU 

TENTANG 
MoU 

ANTARA 
TANGGAL 

PKS 
PKS 

TENTANG 
PKS 

ANTARA 

dan Dispar  Kab. 
Pacitan 

    
16-09-
2016 

Kerjasama 
Pengembangan dan 
pelestarian geopark 

gunung sewu 
bidang ESDM 

Dinas ESDM Prov Diy, 
Dinas ESDM Prov Jawa 

tengah, Dinas ESDM 
Prov. Jawa timur, Dinas 

ESDM Kab 
Gunungkidul, Dinas 

ESDM Kab. Wonogiri 
dan dinas ESDM  Kab. 

Pacitan 

10. 25-1-2016 

Kerjasama 
Pembangunan 
Infrastruktur 

Jalan 

Pemprov 
Jatim dgn 
Pemkab 

Pasuruan, 
Pemkab 

Malang dan 
Kota Batu 

25-1-2016 

Kerjasama 
Pembangunan Jalan 

Penghubung 
Sukorejo - Batu 

DPU Bina Marga Prov 
Jatim, DPU Bina Marga 
Kab Pasuruan,DPU Bina 

Marga Kab Malang, 
DPU Pengairan & Bina 

Marga Kota Batu 

    20-4-2016 
Kuliah Kerja Nyata 
Tematik Kegiatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Prov Jatim 

dgn LPPM Unibraw 

    27-10-
2016 

Pemanfaatan Data 
Ekspor Impor BP 
Pom Surabaya 
melalui Sistem 

INSW 

Disperindag Prov Jatim 
Dgn Balai Besar 

PengawasObat dan 
Makanan di Surabaya 

11. 16-11-2016 

Pemanfaatan 
Data pada 

Sistem 
Indonesia 

National Single 
Window 

Pemprov 
Jatim dgn 
Pengelola 

Portal 
Indonesia 
National 

Single 
Window 

16 Nov 
2018 

 

Pemanfaatan Data 
pada sistem Ind Nat 

Sing Win 
 

12. 30-12-2016 

Peningkatan 
Pelayanan 

Pendidikan, 
kesehatan, 

Pengembangan 
Perekonomian 

& Kualitas Lingk 
Hidup 

Pemprov 
Jatim dgn 

Universitas 
Brawijaya 

30 Des 
2018 Belum ada PKS  

13. 28-07-2016 
Kerjasama 

Pembangunan 
Daerah 

Permprov. 
Jatim dengan 

Pemprov. 
Sumatera 

Barat 

24-02-
2017 

Kerjasama di 
bidang Industri dan 

Perdagangan 

Dinas Perindustrian 
dan perdagangan 

Provinsi Jawa Timur 
dengan Dinas 

perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi 
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No 

BENTUK DOKUMEN 
TANGGAL 

MoU 
MoU 

TENTANG 
MoU 

ANTARA 
TANGGAL 

PKS 
PKS 

TENTANG 
PKS 

ANTARA 

Jawa timur 

14. 09-06-2016 
Kerjasama 

Pembangunan 
Daerah 

Permprov. 
Jatim dengan 

Pemprov. 
Papua Barat 

09-06-
2016 

Kerjasama di 
bidang Industri dan 

Perdagangan 

Dinas Perindustrian 
dan perdagangan 

Provinsi Jawa Timur 
dengan Dinas perin-

dustrian dan 
Perdagangan Provinsi 

papua barat 

15. 21-08-2014 
Kerjasama 

Pembangunan 
Daerah 

Pemprov 
Jatim dengan 

DIY 

19-05-
2015 

kerjasama bidang 
kehutanan 

Dinas kehutanan 
provinsi Jatim  dengan 
Dinas Kehutanan DIY 

     
Kerjasama Bidang 

perikanan dan 
kelautan 

Dinas perikanan dan 
kelautan provinsi Jawa 

timur dengan Dinas 
Perikanan dan kelautan 

Prov DIY 

     kerjasama bidang 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Prov. DIY dg 

Dinas Pariwisata DIY 

16. 24-1-2017 

Kerjasama 
Bidang 

Pendidikan dan 
Pelatihan dalam 

rangka 
Peningkat-an 
SDM di Jatim 

Prov Jatim 
dgn 

TNI AL 
24-1-2017 

Peningakatan 
Pendi-dikan dan 

Kualitas SDM dalam 
Penerapan 

Kurikulum Bela 
Negara dan Kemar-

itiman di SMA 
Neger Taruna Nala 

Dinas Pendidikan Prov 
Jatim Dgn 

Dinas Pendidikan TNI 
AL 

17. 19-4-2017 

Pengembangan 
Inovasi Pem-

belajaran, 
Penelitian, dan 

Peng-abdian 
kepada 

Masyarakat 

Prov Jatim  
Dgn 

Universitas 
Negeri 
Malang 

19-4-2017 Kuliah Kerja Nyata 
Tematik Kegiatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Dinas Pemberda-yaan 
Masyarakat Prov Jatim 
dgn LP2M Universitas 

Negeri Malang  

18. 24-10-2017 Perjanjian 
Kerjasama   24 Okt 

2017   

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan Anak, 
Pengendalian 

Penduduk & KB 
Provinsi Kepulauan 
Riau dengan Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan Anak & 
kependudukan Prov 

Jatim 
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No 

BENTUK DOKUMEN 
TANGGAL 

MoU 
MoU 

TENTANG 
MoU 

ANTARA 
TANGGAL 

PKS 
PKS 

TENTANG 
PKS 

ANTARA 

    24-1-2017 

Pelaksanaan 
Pelatihan Kerja 
dalam rangka 

peningkatan SDM 
bagi Pencari Kerja 

Disnakertran Prov 
Jatim Dgn Komando 
Pembinaan Doktrin, 

Pendidikan dan 
Pelatihan TNI AL 

    27-1-2017 

Optimalisasi 
pemanfaatan data 

dan informasi 
ekspor-Impor 

sektor kelautan dan 
perikanan 

Pusat Data Statistik dan 
Informasi Kementerian 

Kelautan dan 
Perikanan Dgn Dinas 
Perindag Prov Jatim 

19. 20-2-2017 

Pengelolaan 
Kantor 

Perwakilan 
Dagang Jatim, 

Sistim 
Perdagangan 

antar Pulau dan 
kegiatan misi 

dagang 

Kemendag RI 
Dgn 

Prov Jatim 
20-2-2017 

Pengelolaan Kantor 
Perwakilan Dagang 

Jatim, Sistim 
Perdagangan antar 
Pulau dan kegiatan 

misi dagang 

Dirjen Perdagangan 
Dalam Negeri 

Kemendag 
Dgn Disperindag Jatim 

    24-2-2017 
Pengembangan 

Industri dan 
Perdagangan 

Disperindag Prov Jatim 
dgn Disperindag Prov 

Sumatera Barat 

    1-3-2017 

Pinjam Pakai Aset 
Tanah & Bangunan 

gedung VIP Milik 
TNI Angkatan Laut 

di Terminal -2 
Bandara Juanda 

Pemprov Jatim dgn 
Pangkalan Udara TNI 

Angakatan Laut Juanda 

    15-3-2017 
Peningkatan 

Perdagangan Antar 
Pulau 

Direktorat Sarana 
Distribusi dan Logistik 
Ditjen Perdagangan 
Dalam Negeri Dgn 

Disperindag Prov Jatim 
dan Kab Buru Selatan 

    15-3-2017 
Peningkatan 

Perdagangan Antar 
Pulau 

Direktorat Sarana 
Distribusi & Logistik 
Ditjen Perdagangan 
Dalam Negeri  Dgn 

Disperindag Prov Jatim 
dan Kab Alor 

20. 31-8-2017 

Program 
Percepatan dan 

Perluasan 
Penanggulanga
n Kemiskinan di 

Jatim 

Prov Jatim 
dgn 

Bulog Divisi 
Regional 

Jatim 

2-9-2017 

Program Percepat-
an dan Perluasan 
Penanggulangan 

Kemiskinan di Jatim 

Dinas Sosial Prov Jatim 
Dgn 

Bulog Divisi Regional 
Jatim 

21. 13-9-2017 

Kerjasama di 
Bidang 

Pendidikan, 
Pelatiham, dan 

Pemprov 
Jatim dgn 

Universitas 
Pertahanan 

10-10-
2017 

Kerjasama Program 
Aplikasi Online 

Penanganan Orang 
Terlantar 

Sentra Pelayanan 
Kepolisian Terpadu 

Polda Jatim dgn DP3AK 
dan Kependudukan 
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No 

BENTUK DOKUMEN 
TANGGAL 

MoU 
MoU 

TENTANG 
MoU 

ANTARA 
TANGGAL 

PKS 
PKS 

TENTANG 
PKS 

ANTARA 

Pengembangan 
Pola Kemitraan 

serta 
Pembangunan 

Daerah 

Prov Jatim, Dinas Sosial 
Prov Jatim, Dishub Prov 
Jatim, BPTD Wilayah Xi 

Jatim,  Kesyah-
bandaran Utama 

Tanjung Perak, Dishub 
Kota Surabaya dan DPD 

Organda Jatim 

    24-10-
2017 

Penanganan 
Korban Kekerasan 

terhadap 
Perempuan dan 

Anak serta tindak 
pidana 

perdagangan orang 

Dinas P3A dan 
Kependudukan Prov 
Jatim Dgn Dinas P3A 
dan Kependudukan 

Prov Kaltim 
 

22. 16-11-2017 

Pembinaan dan 
Pelatih-an 
Putra-Putri 
Berprestasi 

dalam 
Penerimaan 

Calon Anggota 
Polri 

Pemprov 
Jatim dgn 

Polda Jatim 

16-11-
2017 

Pembinaan dan 
Pelatihan Putra-
Putri Berprestasi 

dalam Penerimaan 
Calon Anggota Polri 

Biro SDM Polda Jatim 
dgn 

BKD Prov Jatim, 
Badiklat Prov Jatm, 
DP3AK Prov Jatim 
Dan Dispora Jatim. 

 
23. 

 
27-11-2017 

Peningkatan 
Pengawasan 
Keselamatan 

dan Keamanan 
Pemanfaatan 

Ketenaganuklira
n 

Prov Jatim 
Dgn 

BAPETEN 

27-11-
2017 

pelaksanaan edukasi 
& infor-masi publik 

dalam rangka 
peningkatan 
pengawasan 

keselamatan dan 
keamanan 

pemanfaatan 
ketenaganukliran 

Balitbang Prov Jatim 
Dgn 

BAPETEN 

24. 22-11-2017 
Kerjasama 

Pembangunan 
Daerah 

Permprov. 
Jatim dengan 

Pemprov. 
Banten 

22 Nov 
2017 

Kerjasama 
Pembangunan 

Ekonomi Daerah 
Disperindag 

 

 

B)   PERMASALAHAN DAN SOLUSI :   
Permasalahan : 

Dalam  melaksanakan program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol masih 

terdapat beberapa hambatan dan kendala yaitu : 

a. Terjadi perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Perangkat Daerah bidang 

kehumasan dan keprotokolan di tingkat Kabupaten/Kota (Implementasi UU 

23/2014 dan PP 18/2016); 
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b. Terbatasnya tools dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Media, sehingga 

Monitoring Media baru dapat dilakukan untuk Media Cetak saja; 

c. Belum semua media massa memuat siaran pers yang diterbitkan oleh Biro Humas 

dan Protokol; 

d. Tingginya frekuensi kegiatan/acara di Jawa Timur terutama kedatangan Pejabat 

Negara, Pejabat Pemerintah dan Tamu Negara serta kegiatan nasional yang tidak 

seimbang dengan jumlah petugas protokol, sehingga kegiatan tidak dapat 

terlayani dengan optimal. 

Solusi : 

a. Melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi antara Biro Humas dan Protokol 

dengan Bagian Humas dan Protokol Kabupaten/Kota; 

b. Memanfaatkan teknologi informasi (Sistem Informasi Monitoring Media) dalam 

melakukan monitoring media; 

c. Mengintensifkan dan mengoptimalkan penyebarluasan informasi kepada media 

massa, termasuk portal berita online; 

d. Melakukan ekstensifikasi melalui peningkatan kualitas SDM Humas dalam 

penyusunan siaran pers; 

e. Melakukan peningkatan kompetensi petugas keprotokolan dan melakukan 

penambahan jumlah aparatur petugas keprotokolan 
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3.3.10 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Kesekretariatan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dengan pagu dan realisasi Program 

Pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan 

rincian sebagaimana tabel dibawah ini : 

                                      Tabel 4.287 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2019 

No. Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 (TW II) 

1. Peningkatan 
Kapasitas 
Lembaga 
Perwakilan 
Rakyat 
Daerah 

Pagu 94.000.000.000 97.035.606.234 90.665.034.025 122.220.468.140 - 

Realisasi 70.859.569.715 73.623.685.908 82.128.690.111 92.764.196.953 - 

% 75,38 75,87 90,58 75,90 - 

2. Layanan 
Persidangan 

Pagu - - - - 94.780.998.000 
Realisasi - - - - 26.752.857.015 

% - - - - 28,23 
3. Layanan 

Penyusunan 
Peraturan 

Perundang-
undangan 

Pagu - - - - 82.960.841.000 

Realisasi - - - - 19.462.896.531 

% - - - - 23,46 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

bertujuan untuk meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap 

peningkatan kapasitas/kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya melalui 

fasilitasi : 

- Pembahasan rancangan peraturan daerah; 

- Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah/Pemerintah 

Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama; 

- Rapat-rapat dan hearing/dialog Alat Kelengkapan Dewan; 

- Rapat-rapat Paripurna; 

- Kegiatan Reses; 

- Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah; 
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- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD; 

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 

- Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 

- Publikasi kegiatan DPRD. 

Untuk mengukur keberhasilan program Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat dari target dan capaian Peraturan 
Daerah (Perda) yang telah dihasilkan sebagai berikut : 

Tabel 4.288 
capaian Peraturan Daerah (Perda) 

Jumlah 
Peraturan 
Daerah 
Yang di 
hasilkan 

2014 2015 2016 2017 

Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % 

4 14 350 4 10 250 4 19 475 4 11 275 

 

Sedangkan untuk mengukur keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa 
Timur dalam mendukung peningkatan kapasitas/kinerja DPRD sesuai 
dengan fungsinya dapat dilihat dari target dan capaian pengukuran Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 
sebagai berikut: 

Tabel 4.289 
capaian Peraturan Daerah (Perda) 

IKM DPRD 
terhadap 
pelayanan 
Sekretariat 
DPRD 

2014 2015 2016 2017 

Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % 

70 70 100 70 71,23 101,76 75,5 75,89 100,5 76,5 76,95 100,58 

 

2)  Program Layanan Persidangan 

Program Layanan Persidangan bertujuan Sekretariat DPRD memberikan 

layanan atau mendukung peningkatan kapasitas/kinerja DPRD melalui : 

- Fasilitasi Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat 

Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama; 

- Fasilitasi Rapat-rapat dan hearing/dialog Alat Kelengkapan Dewan; 

- Fasilitasi Rapat-rapat Paripurna; 
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- Fasilitasi kegiatan reses; 

- Fasilitasi Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah; 

Untuk mengukur keberhasilan Program Layanan Persidangan dalam 

mendukung peningkatan kapasitas/kinerja DPRD, dapat dilihat dari target 

dan capaian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD 

terhadap layanan Persidangan di tahun 2018 dengan target sebesar 77,5 

dan mendapat realisasi / capaian di Semester I Tahun 2018 sebesar 79,30 

atau angka melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 102,32%.  

 

3) Program Layanan Penyusunan Perundang-undangan  

Program Layanan Penyusunan Perundang-undangan bertujuan Sekretariat 

DPRD memberikan layanan atau mendukung peningkatan kapasitas/kinerja 

DPRD melalui : 

- Fasilitasi Pembahasan rancangan peraturan daerah; 

- Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD; 

- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 

- Fasilitasi Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 

- Penyusunan dan Pengolahan Data dan Perpustakaan. 

Untuk mengukur keberhasilan Program Layanan Penyusunan Perundang-

undangan dalam mendukung peningkatan kapasitas/kinerja DPRD, dapat 

dilihat dari target dan capaian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) DPRD terhadap layanan Persidangan di tahun 2018 dengan target 

sebesar 77,5. Realisasi / capaian di Semester I Tahun 2018 sebesar 75,88 

atau angka realisasi sebesar 97,91%. Sedangkan Peraturan Daerah yang 

dihasilkan sampai dengan Semester I Tahun 2018 telah mencapai 2 Perda 

atau 50 % dari target RPJMD yang telah ditetapkan. Namun demikian, di 

bulan Agustus 2018, Sekretariat DPRD telah mencatat tambahan Peraturan 

Daerah yang akan dihasilkan (selesai oleh DPRD Provinsi Jawa Timur) 

sebesar 10 Peraturan Daerah. Target IKM DPRD Tahun 2018 sebesar 77,5 

memperoleh capaian nilai IKM Semester I tahun 2018 sebesar 78,32 atau 

angka realisasi melebihi target sebesar 101,05%. 
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b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

- Sisi layanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan kinerja DPRD masih 

dalam kategori “baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya” 

merupakan cambuk / tantangan bagi Perangkat Daerah agar terus memacu 

untuk meningkatkan kinerja layanannya; 

- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kewenangan 

menetapkan target kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur karena Sekretariat 

DPRD Provinsi Jawa Timur hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang 

dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga bertambah atau 

menurunnya target kinerja DPRD terhadap jumlah Peraturan Daerah bukan 

menjadi kewenangan Sekretariat DPRD. Capaian kinerja DPRD Provinsi 

Jawa Timur sangat berdampak pada tinggi rendahnya penyerapan 

anggaran PD; 

- Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum sepenuhnya 

optimal; 

- Pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan belum sepenuhnya 

optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia. 

 

Solusi : 

- Meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta 

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung 

peningkatan kinerja DPRD antara lain dengan melakukan evaluasi dan 

perbaikan kinerja terhadap hasil IKM DPRD. 

- Melakukan managemen sistem operasional dan prosedur berbasis ISO 

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur; 

- Meningkatkan profesionalisme pengelolaan sarana dan prasarana 

pendukung kinerja DPRD; 

- Meningkatkan kompetensi pegawai berbasis IT. 
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3.3.11 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dengan pagu dan 

realisasi program pembangunan Inspektorat tahun 2014 – 2018 secara terinci 

disajikan sebagaimana tabel di bawah ini: 

                                      Tabel 4.290 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018 

 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW II) 

1 Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

Pagu 1.735.335.000 1.937.010.500 1.591.490.000 2.324.815.000 2.717.550.000 

Realisasi 952.811.427 1.703.632.219 1.504.981.905 2.176.442.907 921.972.589 

% 54,91 87,95 94,56 93,62 33,93 

2 Program Peningkatan 
Profesionalisme 
Tenaga Pemeriksa 
dan Aparatur 
Pengawasan 

Pagu 970.940.000 1.219.199.000 557.763.000 669.835.000 634.540.000 

Realisasi 828.601.975 1.164.985.265 553.270.400 640.646.975 280.750.620 

% 85,34 95,55 99,19 95,64 44,24 

3 Program Penataan 
dan Penyempurnaan 
Kebijakan Sistem dan 
Prosedur 
Pengawasan 

Pagu 406.820.000 392.764.000 100.890.000 224.260.000 14.300.000 

Realisasi 110.940.950 91.625.300 96.095.450 207.550.000 0,00 

% 27,27 23,33 95,25 92,55 0,00 

4 Program Pencegahan 
Korupsi 

Pagu - 751.605.000 346.980.000 2.217.358.000 2.105.171.000 

Realisasi - 487.318.100 315.169.600 2.090.265.130 685.313.700 

% - 64,84 90,83 94,27 32,55 

5 Program Peningkatan 
Pengawasan dan 
Akuntabilitas 
Aparatur Pemerintah 

Pagu 14.676.412.500 - - -  

Realisasi 10.093.135.261 - - -  

% 68,77 - - -  

6 Program Peningkatan 
Pembinaan dan 
Pengawasan dalam 
rangka Peningkatan 
Akuntabilitas 
Keuangan dan Kinerja 

Pagu - 11.911.710.000 13.541.861.025 18.811.590.000 18.064.420.000 

Realisasi - 10.787.748.602 13.398.339.617 17.963.085.003 7.646.076.242 

% - 90,56 98,94 95,49 42,33 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah  

Hasil Pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada kegiatan Evaluasi 

Berkala Temuan Hasil Pengawasan dapat dilihat dari hasil penyelesaian Tindak 

Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat dan APIP Lainnya dengan 

status “Selesai”. Pada tahun 2017, Inspektorat berfokus pada penyelesaian tindak 

lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga persentase tindak lanjut dengan status “selesai” pada tahun 2014 s.d. 

2016 mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini: 

       Tabel 4.291  
Jumlah Tindak Lanjut yang Selesai 

Tahun 
Jumlah Rekomendasi yang 

Ditindaklanjuti 
Tindak lanjut selesai % 

2014 578 513 88,75 
2015 397 298 75,06 
2016 639 485 75,89 
2017 1.116 550 49,28 

2018 (TW II) 438 dalam proses - 
Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

Selain itu, pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ini juga terdapat kegiatan Koordinasi 

Pengawasan yang Lebih Komprehensif di mana salah satu sub kegiatannya 

merupakan tindak lanjut amanat Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 

terkait Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang 

digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi 

birokrasi secara mandiri (self assesment). Inspektorat mendapat amanat sebagai 

leading sector dan koordinator PMPRB Pemda telah melaksanakan tugas yaitu: 

a. Membentuk Pokja Tim Asesor. 

b. Mengkomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing unit kerja. 

c. Memberikan pelatihan bagi tim Asesor. 
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d. Mengkoordinasi pelaksanaan Penilaian. 

e. Mengecek para Asesor mencapai konsesus atas pengisian kertas kerja 

sebelum menetapkan nilai. 

f. Melakukan reviu terhadap kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja 

instansi. 

g. Mengkomunikasikan dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut. 

Adapun hasil PMPRB Provinsi Jawa Timur sudah disetujui oleh Sekretaris Daerah 

dengan nilai total 91,24 dan telah dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB secara 

online maupun secara formal. 

Pada tahun 2014, Inspektorat mulai melaksanakan pemeriksaan/ evaluasi terkait 

Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang 

bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa tiap-tiap OPD sudah 

menjalankan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang 

mendukung adanya kesetaraan dalam memperoleh akses, manfaat, dan 

partisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang antara pria dan wanita. 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian perencanaan Program 

Pengarusutamaan Gender (PUG), menilai capaian kinerja PPRG dan Focal Point 

OPD, serta menilai kesesuaian dan ketaatan pada peraturan dalam pelaksanaan 

Program PUG. Pelaksanaan pemeriksaan PPRG selama tahun 2014 sampai dengan 

2018 triwulan II sebagaimana tabel di bawah ini: 

      Tabel 4.292 
Jumlah Pemeriksaan PPRG 

No. Tahun Pemeriksaan PPRG 

1 2014 20 

2 2015 18 

3 2016 135 

4 2017 16 

5 2018 (TW II) - 

Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 
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Sampai dengan laporan ini dibuat (semester 1), belum ada pemeriksaan PPRG 

yang dilakukan karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2018, 

pemeriksaan terkait PPRG dilaksanakan pada semester 2. 

2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan 

Program ini mencakup kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai di 

bidang pengawasan maupun pengembangan diri pegawai melalui bimbingan 

teknis (bimtek), sosialisasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), serta pelatihan 

kantor sendiri (PKS). Capaian program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan disajikan pada tabel 4 dan tabel 5 di bawah 

ini. Adapun jumlah pegawai Inspektorat yang bersertifikat JFA (Jabatan 

Fungsional Auditor) cenderung tidak mengalami peningkatan dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2018 karena berkaitan dengan jumlah pegawai yang 

pensiun, meninggal dunia maupun mutasi ke OPD lain.  

 Tabel 4.293  
Pegawai yang Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor 

No. Tahun 
Jumlah Pegawai yang bersertifikat Jabatan 

Fungsional Auditor 

1 2014 55 

2 2015 52 

3 2016 48 

4 2017 52 

5 2018 (TW II) 51 

Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

Tabel 4.294 
Pelaksanaan Bimtek dan Diklat bagi Pegawai 

Uraian 
Capaian Kinerja Program 

Satuan 2014 2015 2016 2017 
2018 

(TW II) 
Pelaksanaan bimtek, 
diklat, sosialisasi, PKS 

Kegiatan 15 4 3 3 1 

Jumlah peserta Orang 686 250 110 129 30 
Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 
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3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 

Pengawasan 

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 

Pengawasan ini bertujuan untuk menyediakan standar dan acuan bagi pegawai 

dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai tugas fungsi utama Inspektorat. 

Dalam kurun waktu lima tahun mulai 2014 sampai dengan 2018, program ini 

mencakup beberapa kegiatan yang berbeda antara lain: 

- Pada tahun 2014, selain kegiatan regular yaitu penyusunan Kebijakan 

Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Inspektorat 

juga berfokus pada kegiatan evaluasi/ supervisi pelayanan publik yang 

didasarkan pada pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, dengan sasaran OPD/ Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat/ publik secara 

langsung antara lain Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Khusus, Pelayanan 

Perizinan Terpadu, dll. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan 

bahwa pelayanan publik telah mengedepankan peningkatan kualitas dan 

partisipasi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama dengan 

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. 

- Pada tahun 2015, Inspektorat menyusun dan menerbitkan Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi 

Jawa Timur melalui Surat Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Timur Nomor: 

700/140/201/2015. Pedoman ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan pengawasan. 

- Pada tahun 2016, Inspektorat berfokus pada pendirian Asosiasi Auditor Intern 

Pemerintah Indonesia (AAIPI) wilayah Provinsi Jawa Timur yang telah 

disahkan melalui Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia Nomor: KEP-037/AAIPI/DPN/W/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang 

Susunan Pengurus AAIPI Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019. 

Organisasi AAIPI wilayah jawa timur bertugas melakukan sosialisasi, 

mendorong, memantau penerapan Standar Audit Intern Pemerintah 
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Indonesia, Kode Etik, dan pedoman telaah sejawat di seluruh APIP Wilayah 

Provinsi Jawa Timur. 

- Pada tahun 2017, Inspektorat berfokus pada pengusulan Peraturan Gubernur 

terkait Whistleblowing System (WBS) yang telah disetujui dan disahkan 

melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing 

System) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan 

gubernur ini menjadi acuan untuk memberikan penanganan dan tindakan 

yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan 

ASN terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

- Pada tahun 2018, Inspektorat menyediakan anggaran terkait sosialisasi 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan, mengingat banyaknya 

kegiatan baru yang diamanatkan oleh pemerintah pusat sehingga perlu untuk 

dilakukan penyamaan persepsi bagi aparat pengawasan agar dapat 

melaksanakan tugas sesuai sasaran dan prioritas nasional. 

 

4) Program Pencegahan Korupsi 

Program pencegahan korupsi meliputi kegiatan pencegahan dan pemberantasan 

korupsi yang mencakup percepatan pembangunan Zona Integritas, Penilaian 

Internal WBK-WBBM, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) korupsi, 

sapu bersih pungutan liar (Saberpungli), Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), serta identifikasi potensi pungutan liar.  

Beberapa sub kegiatan dalam program ini merupakan kegiatan baru dalam 

rangka menindaklanjuti amanat pemerintah pusat. 

Dalam rangka percepatan Pembangunan Zona Integritas di Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur sesuai amanat PERMENPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini sudah mencanangkan 9 
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OPD/ Unit kerja untuk diajukan mendapatkan predikat WBK/ WBBM dari 

Kementerian PAN dan RB sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 4.295 
OPD/ Unit Kerja yang diajukan mendapat predikat WBK/ WBBM 

No 
Tahun 

Pencanangan  
OPD/ Unit Kerja 

1 2012 
1. UPT P2T (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) 
2. UPT Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub – Jembatan 

Timbang 

2 2013 
1. RSUD  Dr. Soedono Madiun 
2. RS Kusta Sumber Glagah Mojokerto (Dinas Kesehatan) 
3. BKD  –  Program Perekrutan CPNS Tahun 2013 

3 2015 

1. RSU Haji Surabaya 
2. RS Paru Jember (Dinas Kesehatan) 
3. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga 

Tembakau Jember (Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan) 

4. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman 
Pangan dan Hortikultura Surabaya (Dinas Pertanian) 

Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

Selain itu, Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku APIP daerah juga melaksanakan 

kegiatan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa 

Timur yang bertujuan:  

a. Memastikan bahwa Aksi PPK Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan; 

b. Mengevaluasi peran OPD terkait dalam pelaksanaan RAD-PPK telah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

c. Mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi 

Pemerintah Daerah dalam kerangka Pelaksanaan Aksi PPK; 

d. Mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan Aksi PPK berdasarkan ukuran 

keberhasilan yang ditetapkan. 

Berikut rekapitulasi data jumlah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dengan capaian 

ukuran keberhasilan Aksi PPK 100 
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Tabel 4.296  
Jumlah Kab/ Kota dengan capaian ukuran keberhasilan Aksi PPK 100% 

No. Tahun RAD-PPK 

1 2014 38 

2 2015 31 

3 2016 - 

4 2017 38 

5 2018 (TW II) dalam proses 

Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

Pada tahun 2016, Aksi PPK pada Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan karena 

dalam proses penyusunan kembali Rencana aksi PPK oleh pemerintah pusat. 

5) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah 

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah sejak 

tahun 2015 diubah nomenklaturnya menjadi Program Peningkatan Pembinaan 

dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja. 

Tujuan dan capaian-capaian Inspektorat terkait Program Peningkatan 

Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah akan disajikan lebih lanjut 

pada poin 6) di bawah ini. 

6) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan 

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 

Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan 

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dengan  indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Persentase Nilai Temuan 

Keuangan yang ditindaklanjuti/ dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil 

Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jawa Timur. Tujuan tersebut diwujudkan 

melalui kegiatan: [1] pemeriksaan reguler; [2] Identifikasi Pra Pemeriksaan 

Reguler; [3] pemeriksaan tujuan tertentu; [4] pemeriksaan khusus; [5] 
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pemeriksaan kasus; [6] review laporan keuangan; [7] evaluasi LPPD; [8] evaluasi 

LAKIP; dan [9] telaah sejawat hasil pengawasan. 

Adapun capaian-capaian Inspektorat terkait Program Peningkatan Pembinaan 

dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 

disajikan dalam Tabel 9 dan Tabel 10 di bawah ini: 

Tabel 4.297 

Capaian Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan 
Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 

No. Kegiatan Pengawasan 2014 2015 2016 2017 
2018 

(TW II) 
1. Pemeriksaan Reguler 60 110 135 89 68 

2. Pemeriksaan Khusus 29 25 5 15 14 

3. Reviu 1 - 3 9 5 

4 Evaluasi DPA - - - 1 - 

5 EKPPD 
16 34 38 38 

dalam 
proses 

6 Evaluasi LAKIP OPD 24 59 71 dalam 
proses 
reviu 

- 

Evaluasi LAKIP 
Kabupaten/ Kota 

3 27 38 - 

7 Evaluasi SPJ 27 38 77 107 32 

8 Pemeriksaan Akhir 
Masa Jabatan KDH 

3 - - - 10 

9 Pemeriksaan Bansos/ 
Hibah 

56 66 50 8 - 

10 Pelayanan Publik 3 21 - 12 6 

Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, nilai pengembalian ke kas daerah cukup 

besar mencapai Rp2.227.915.889,00 di mana senilai Rp2.153.216.024,00 

merupakan nilai pengembalian sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan terbit. Terkait 

persentase nilai pengembalian ke kas daerah pada Tabel 10 di bawah ini, nilai 
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yang disajikan diperoleh dari nilai pengembalian ke kas daerah dengan 

pembanding total APBD Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun anggaran. 

        Tabel 4. 298 
Nilai Pengembalian ke Kas Daerah 

No Tahun Nilai Pengembalian ke 
Kas Daerah (Rp) 

Persentase Nilai 
Pengembalian ke 
Kas Daerah (%) 

1 2014 14.307.153.283,00 0,042 

2 2015 25.222.067,25 0,032 

3 2016 50.922.663,00 0,00021 

4 2017 2.331.147.284,25 0,0084 

5 2018 (TW II) 2.227.915.889,00 0,0072 

Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

Kegiatan yang juga menjadi fokus pengawasan reguler Inspektorat yaitu Evaluasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil dari evaluasi SAKIP OPD dapat 

dilihat pada Tabel 11 di bawah ini: 

Tabel 4.299 
Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A dan nilai BB 

No. Tahun 
SAKIP OPD 

Nilai A Nilai BB Nilai B 
1 2014 15 - 2 

2 2015 25 23 9 

3 2016 42 15 14 

4 2017 dalam proses reviu 

5 2018 (TW II) - 

Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

Selain itu Inspektorat juga melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (LPPD) pada 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, yang dalam 
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pelaksanaannya bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan 

Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Timur selaku Tim 

Daerah. Perkembangan hasil penilaian EKPPD pada Kabupaten/ Kota disajikan 

pada Tabel 12 berikut ini: 

Tabel 4.300 
Data Penilaian Kerja EKPPD Kabupaten/ Kota di Jawa Timur 

No Tahun 
Jumlah Kab/ Kota dengan 
Penilaian Kinerja minimal 

"Tinggi" 

Jumlah Kab/ Kota dengan 
Penilaian Kinerja  
"SangatTinggi" 

1 2014 38 - 

2 2015 29 9 

3 2016 17 21 

4 2017 22  16 

5 2018 dalam proses dalam proses 

Sumber data: Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan: 

- Kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada 

peningkatan yang signifikan. Di sisi lain, PNS yang memiliki keahlian pemeriksaan 

bidang keuangan memasuki masa purna tugas sedangkan SDM yang ada lebih 

banyak merupakan tenaga administratif yang masih memerlukan pembinaan 

secara komprehensif untuk menjadi auditor yang kompeten di bidangnya. 

- Proses penyelesaian LHP yang lamban. Telah dilakukan pengarahan sebelum 

pemeriksaan serta paparan hasil pemeriksaan oleh tim yaitu anggota, ketua, 

pengendali teknis dan penanggung jawab. Namun dalam penulisan laporan 

termasuk tahap revisi belum tepat waktu. Hal ini sangat berpengaruh pada proses 

tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

- Auditor dituntut untuk menguasai berbagai bidang pemeriksaan seperti Bansos/ 

hibah terkait bangunan dan pemeriksaan keuangan, sedangkan Jumlah Auditor 

yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan teknik sipil tidak 

banyak. Di samping itu, jumlah obyek pemeriksaan dari OPD dan UPT mencapai 
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kurang lebih 250 sehingga diperlukan banyak tenaga auditor yang menguasai 

bidang keuangan dan teknik sipil. 

- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami 

kelambatan dalam penyusunannya karena menyesuaikan pada kebijakan 

pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada awal tahun 

anggaran. 

 

Solusi: 

- Dilakukan Pelatihan Sendiri dengan  mendatangkan Narasumber dari BPKP 

maupun tenaga ahli dari OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tema pada 

hal-hal yang sering dijumpai para auditor. 

- Penulisan laporan diupayakan bersifat ringkas, jelas, dan dapat dipahami oleh 

Obyek Pemeriksa dalam rangka kecepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

- Perlu dilakukan pemerataan pengetahuan di bidang sipil dan keuangan dengan 

melakukan sharing ilmu antar auditor dan juga sering dilakukan bimtek terkait 

bidang sipil dan keuangan. 

- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibuat 

dengan mendasarkan pada draf Jakwas Kementerian Dalam Negeri melalui 

upload di situs meskipun hasil belum diterbitkan secara resmi. 
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3.3.12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018 secara terinci sebagaimana 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.301 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tahun 2014 - 2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 *) 

TW II 

1 Program 

Perencanaan  

Tata Ruang 

Pagu 107.125.000 - - - - 

  Realisasi 89.720.000 - - - - 

   %  83,75 - - - - 

2 Program 

Pemanfaatan 

Ruang 

Pagu 712.441.320 - - - - 

  Realisasi 679.887.780 - - - - 

   %  95,43 - - - - 

3 Program 

Pengendalian 

Pemanfaatan 

Ruang 

Pagu 210.394.880 - - - - 

  Realisasi 146.899.895 - - - - 

   %  69,82 - - - - 

4 Program 

Koordinasi, 

Integrasi, 

Sinkronisasi dan 

Sinergi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Pagu 27.076.745.600 - - - - 

  Realisasi 24.433.579.660 - - - - 

   %  90,24 - - - - 

5 Program 

Pengendalian 

dan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Rencana 

Pembangunan 

Pagu 1.853.500.000 - - - - 

  Realisasi 1.459.437.481 - - - - 

   %  78,74 - - - - 

6 Program Pagu 3.456.000.000 - - - - 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 *) 

TW II 

  Penguatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Perencanaan 

Realisasi 3.048.018.365 - - - - 

   %  88,19 - - - - 

7 Program 

Penyusunan Data 

dan Informasi, 

serta Pelaporan 

Pembangunan 

Daerah 

Pagu 4.306.081.000 - - - - 

  Realisasi 3.743.336.454 - - - - 

   %  86,93 - - - - 

8 Program 

Penyusunan 

Kajian Kebijakan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Pagu 19.599.043.200 - - - - 

  Realisasi 17.903.617.800 - - - - 

   %  91,35 - - - - 

9 Program 

Penyusunan 

Rencana 

Program 

Pembangunan 

Daerah 

Pagu 8.021.476.000 - - - - 

  Realisasi 6.941.803.510 - - - - 

   %  86,54 - - - - 

10 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Pembiayaan 

Pembangunan 

Pagu - 5.313.988.000 6.065.165.000 4.700.000.000 - 

  Realisasi - 4.672.948.394 5.860.751.088 4.355.496.807 - 

   %  - 87,94 96,63 92,67 - 

11 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Pengembangan 

Regional  

Pagu - 7.070.500.000 8.882.219.900 5.200.000.000 - 

  Realisasi - 6.929.685.160 8.840.307.208 5.103.424.127 - 

   %  - 98,01 99,53 98,14 - 

12 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Pemerintahan  

Pagu - 5.011.616.000 5.024.872.000 8.000.000.000 - 

  Realisasi - 3.716.191.828 4.642.749.368 6.624.422.537 - 

   %  - 74,15 92,40 82,81 - 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 *) 

TW II 

Kemasyarakatan  

13 Program Statistik 

dan Pelaporan  

Perencanaan 

Pembangunan  

Pagu - 8.213.150.000 7.607.844.000 7.650.000.000 - 

  Realisasi - 7.330.769.907 7.073.035.317 6.770.577.175 - 

   %  - 89,26 92,97 88,50 - 

14 Program 

Dukungan 

Manajemen  

Perencanaan 

Pembangunan  

Daerah 

Pagu - 7.937.890.500 5.472.247.450 4.306.921.400 - 

  Realisasi - 7.032.305.486 5.222.253.788 4.209.970.537 - 

   %  - 88,59 95,43 97,75 - 

15  Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah   

Pagu - 4.471.526.300 4.537.887.000 4.334.934.000 4.383.228.000 

  Realisasi - 4.000.542.900 3.513.297.744 4.018.655.978 2.628.263.713 

   %  - 89,47 77,42 92,70 59,96 

16 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Ekonomi 

Pagu - 5.726.600.000 5.765.575.550 4.597.850.000 10.000.000.000 

  Realisasi - 5.291.272.959 5.566.464.845 4.459.914.741 3.878.684.480 

   %  - 92,40 96,55 97,00 38,79 

17 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Prasarana 

Wilayah 

Pagu - 6.388.628.500 5.985.000.000 5.595.228.600 10.000.000.000 

  Realisasi - 6.140.197.818 5.905.697.645 5.570.402.255 4.051.585.970 

   %  - 96,11 98,67 99,56 40,52 

18 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Sosial Budaya 

Pagu - - - - 8.500.000.000 

  Realisasi - - - - 3.705.128.810 

   %  - - - - 43,59 

19 Program 

Pengendalian, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Rencana 

Pembangunan 

Pagu - - - - 15.100.000.000 

  Realisasi - - - - 2.654.086.635 

   %  - - - - 17,58 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 *) 

TW II 

Daerah 

20 Program 

Penyelenggaraan 

Manajemen 

Penataan Ruang 

dan Geospasial 

Pagu - - - - 7.000.000.000 

  Realisasi - - - - 2.815.758.747 

   %  - - - - 40,23 

21 Program 

Penyusunan Data 

Perencanaan dan 

Pendanaan 

Pembangunan 

Pagu - - - - 6.100.000.000 

  Realisasi - - - - 1.956.696.749 

   %  - - - - 32,08 

(Sumber Data : BPKAD Prov. Jatim) 

*) ket : Realisasi Triwulan II Th. 2018 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan Tahun 2014 

Pada Tahun 2014, Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur masih berdasarkan pada Peraturan Gubernur No. 38 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, antara lain: 

1. Program Perencanaan Tata Ruang 

Program Perencanaan Tata Ruang dengan capaian kinerja program tersedianya 

Dokumen Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, yang berisi Inventarisasi Permasalahan, 

Analisa, dan Rencana Penanganan Permasalahan Penataan Ruang Wilayah dimaksudkan 

untuk mencapai hal sebagai berikut :   

- Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu system 

wilayah pembangunan yang berkelanjutan; 

- Tersusunnya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) secara 

optimal sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

di Jawa Timur dan rujukan koordinasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah 

di Jawa Timur; 

- Sinkronisasi Rencana Tata Ruang yang sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW-
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Provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi 

pembangunan antar-sektor dan antar- wilayah; 

- Mendorong perwujudan rencana pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa 

Timur dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah di 

JawaTimur; 

- Peningkatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan antarwilayah di 

JawaTimur. 

 

2. Program Pemanfaatan Ruang 

Program Pemanfaatan Ruang dengan capaian kinerja program tersedianya Dokumen 

Optimalisasi Kelembagaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mencapai hal sebagai 

berikut :   

- Terwujudnya operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rujukan 

koordinasi pembangunan antar-sektor dan-antar wilayah; 

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang di JawaTimur; 

- Terwujudnya sinkronisasi rencana pengembangan wilayah secara spasial dengan 

rencana pembangunan sektoral. 

 

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Program Pengendalian Pemanfaat Ruang dengan capaian kinerja program tersedianya 

Sistem Informasi Tata Ruang Jawa Timur secara online dimaksudkan untuk mencapai hal 

sebagai berikut: 

- Tersedianya fasilitas pelayanan publik untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat 

dalam hal penataan ruang; 

- Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan 

rencana tata ruang yang ditetapkan. 

 

4. Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan. 

Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan 

dipergunakan sebagai langkah awal untuk menggali semua permasalahan-permasalahan 

yang ada sehingga dapat teridentifikasikan isu-isu prioritas yang dapat menunjang 
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pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan melalui forum KISS. 

Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan 

bertujuan untuk menyinkronkan dan menyinergikan perencanaan pembangunan guna 

mengoptimalkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan provinsi yaitu 

dengan melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program 

maupun kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Ekonomi, 

Prasarana Wilayah, Pengembangan Regional dan Pembiayaan Pembangunan dengan 

sasaran terlaksananya sinkronisasi dan sinergi Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta 

stakeholder terkait (asosiasi, perguruan tinggi, dll) untuk mewujudkan Perencanaan 

Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif. 

 

5. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Program Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan bertujuan 

untuk mengetahui Progres Kinerja maupun penyerapan anggaran Program/Kegiatan 

SKPD di Provinsi dan  Kabupaten/Kota secara triwulanan maupun tahunan dengan 

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) 

terhadap rencana dan standar yang ditetapkan guna peningkatan kinerja instansi 

pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Capaian Kinerja Program ini pada 

Tahun 2014 antara lain: 

a) Dokumen pelaksanaan dana APBN Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur; 

b) Dokumen Laporan pelaksanaan DAK di Jawa Timur;  

c) Dokumen Rencana Aksi Provinsi dan Kab/Kota se Jatim dalam mendukung INPRES 2 

Tahun 2014; 

d) Laporan  hasil verifikasi UKP4 pelaksanaan INPRES 2 Tahun 2014 di Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur ; 

e) Rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan SKPD Provinsi dan  Kab/ Kota se 

Jawa Timur. 

6. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan digunakan untuk 

Meningkatkan partisipasi lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program 

pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga bertujuan untuk 
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meningkatkan kualitas sumber daya  aparatur dalam mendukung  prinsip-prinsip Tata 

Pemerintahan yang baik melalui fasilitasi pelatihan dan pengadaan sistim Informasi. 

Capaian Kinerja Program ini pada Tahun 2014 antara lain: 

a. Terealisasinya Program AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralization) di 

Provinsi Jawa Timur dan 4 Kabupaten, Situbondo, Sampang, Malang dan Trenggalek; 

b. Terlaksananya  kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan United Nation dengan lembaga 

Donor melalui program yang diusulkan di Jawa Timur oleh Perwakilan UNICEF, 

sebagai berikut : 

1) Program Pendidikan dan Pengembangan Remaja (EAD – Education and 

Adolescent Development). Program ini fokus dengan tujuan kedua dari MDG dan 

tujuan Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan 

dasar dan pendidikan yang berkualitas; 

2) Program Perlindungan Anak (CP – Child Protection). Program ini fokus untuk 

mendukung pemerintah dalam pergeseran paradigma dari sistem rehabilitatif 

dan reaktif kedalam pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif melalui 

pengembangan model pengasuhan untuk memastikan keberlanjutan 

pengasuhan berbasis keluarga; 

3) Program Kebijakan Sosial, Komunikasi dan Kemitraan (SPP- Social Policy and 

Partnership). Program ini fokus untuk mendukung Pemerintah memajukan 

kesejahteraan dan hak-hak anak dan perempuan untuk mencapai MDGs dengan 

pemerataan di tingkat pusat dan daerah;  

4) Program Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (CSD – Child Survival and 

Development). Program ini fokus pada aspek-aspek kelangsungan hidup anak 

yang masih tertinggal dalam pencapaian MGDs, seperti tingginya angka 

kematian anak dan ibu, pertumbuhan anak terhambat (stunting). 

 

7. Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah 

Program Penyusunan Data dan informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah  

dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan Data  dan Informasi hasil serta potensi 

pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pendukung penyusunan kebijakan 

pembangunan daerah serta menginformasikan kepada pemerintah pusat dan stake 
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holder tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah serta potensi yang perlu 

dikembangkan di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tertentu. Capaian Kinerja 

Program ini pada Tahun 2014 antara lain: 

a) Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur; 

b) Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Se- Jawa 

Timur; 

c) Buku Data Dinamis Triwulanan; 

d) Buku Potensi Jawa Timur; 

e) Tersusunnya analisa data hasil pelaksanaan pembangunan; 

f) Visualisasi selayang pandang  hasil pelaksanaan pembangunan Jawa Timur; 

g) Sosialisasi dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan melalui media TV; 

h) Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir tahun 

2013 beserta  lampirannya; 

i) Buku laporan capaian kinerja SKPD Provinsi Tahunan dan Triwulanan; 

j) Buku Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur; 

k) Pusat data dan pengelolaan website Bappeda Provinsi Provinsi Jawa Timur; 

l) Laporan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur; 

m) Dokumen Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Bappeda Tahun 2013. 

 

8. Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan 

Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan dimaksudkan untuk 

mempersiapkan bahan rekomendasi dalam perencanaan  kebijakan dan strategi 

pembangunan  melalui analisa atau kajian akademik  terkait perencanaan pembangunan 

prasarana wilayah dengan sasaran tersedianya rekomendasi sebagai bahan penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Capaian kinerja program ini adalah 

terakomodirnya rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan sebagai bahan 

penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur serta rekomendasi pendukung perencanaan 

pembangunan lainnya.  
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9. Program Penyusunan  Rencana Program Pembangunan Daerah 

Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk  

meningkatkan kualitas Perencanaan Program Pembangunan Daerah dengan 

memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, 

fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi, mempertimbangkan sinergitas 

antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif 

dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi.   

 

I. Capaian Kinerja Program Pembangunan Tahun 2015 - 2019 

Dalam periode Tahun 2014 – 2019 program pembangunan Bappeda mengalami 

beberapa perubahan yang merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Perda Jatim No. 1 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014 - 2019. Beberapa faktor krusial yang menjadi latar belakang perubahan 

tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

mengatur kembali pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan 

Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur penyesuaian 

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).  

Atas dasar hal tersebut diatas, pada tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda 

Bappeda Provinsi Jawa Timur sampai dengan periode berakhirnya RPJMD Tahun 2019. 

Perubahan Renstra yang dilakukan antara lain  mencakup: 

1. Perubahan SOTK yang berdampak pada penghapusan 2  Bidang (Bidang Pengembangan 

Regional dan Bidang Pembiayaan Pembangunan) dan penambahan 2 UPT (UPT 

pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan pembangunan dan UPT Penataan Ruang 

dan Geospasial) sehingga dilakukan penyesuaian kembali tugas pokok dan fungsi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 
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2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja; 

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; serta 

5. Penyesuaian sistematika penyusunan Renstra sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tanpa memuat visi dan misi perangkat daerah. 

 

Berdasarkan kondisi di atas maka berikut Program Pembangunan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019, antara 

lain: 

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah beserta prosesnya dalam merencanakan tujuan, sasaran, 

strategi dan arah kebijakan pembangunan hingga usulan program dan kegiatan. 

Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Musrenbang Propinsi, merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD dengan keluaran dokumen 

kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota 

b. Musrenbang Regional, merupakan kegiatan untuk mendukung sinkronisasi dan 

sinergitas perencanaan pembangunan regional Jawa-Bali 

c. Musrenbang Nasional, merupakan kegiatan untuk mendukung sinkronisasi dan 

sinergitas perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah 

d. Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota, merupakan kegiatan untuk mendukung 

sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan 

Provinsi 

e. Penyusunan RPJMD 

f. Penyusunan RKPD 

g. Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Timur, merupakan kegiatan untuk mendukung sinkronisasi dan sinergitas 

perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 
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h. Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan 

Penganggaran 

i. Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur 

Pada tahun 2017, perubahan Renstra Tahun 2014 – 2019 mengakibatkan perubahan 

nomenklatur kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

efektif berlaku di tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 

Timur, merupakan kegiatan dalam rangka mendukung sinkronisasi dan sinergitas 

perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah serta perencanaan regional Jawa 

– Bali, meliputi: Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pusat dan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali. 

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan kegiatan 

dalam rangka mendukung Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Kebijakan Umum Anggran  Provinsi Jawa Timur, meliputi: 

i) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Timur 

Tahun 2019; 

ii) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi 

Jawa Timur Tahun 2018; 

iii) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Penetapan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2018; 

iv) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019; dan 

v) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Teknokratik. 

 

2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

Program ini dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan 

pengembangan ekonomi Jawa Timur yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB 4-682 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

 

a. Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur, merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan mengidentifikasi permasalahan 

pembangunan Ekonomi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD). 

b. Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur, merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan untuk merumuskan kebijakan yang harus dibuat 

dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Jawa Timur untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.  

c. Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro, merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk menyelaraskan program-program pembangunan ekonomi 

antar pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah 

kabupaten/kota di Jawa Timur.  

d. Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelaraskan program-program 

pembangunan ekonomi khususnya sub bidang pertanian, kehutanan, kelautan 

dan perikanan antar pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 

pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur (38 kabupaten/kota).  

e. Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha, merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelaraskan program-program 

pembangunan ekonomi khususnya sub bidang Industri, Perdagangan dan 

Investasi antar pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 

pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur (38 kabupaten/kota).  

f. Sinkronisasi Pembangunan koperasi dan UKM, merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk menyelaraskan pogram-program pembangunan ekonomi 

khususnya sub bidang Koperasi dan UKM antar pemerintah pusat, Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (38 

Kabupaten/Kota), yaitu melalui Rapat Koordinasi Perencanaan Pariwisata, 

Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. 

g. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi, merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan untuk merumuskan isu-isu strategis di Jawa Timur khususnya 
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terkait kebijakan ekonomi yang diperlukan sebagai masukan dokumen 

perencanaan pembangunan.  

Pada tahun 2017 dengan adanya perubahan Renstra Tahun 2014 – 2019 berdampak 

pada perubahan nomenklatur kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan 

Ekonomi yang efektif berlaku di tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro, dilaksanakan dalam rangka 

mengintegrasikan & mensinkronkan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan 

oleh PD Provinsi Jawa Timur dengan sumber pendanaan dari APBD maupun 

APBN dengan Program kegiatan pembangunan  Ekonomi yang dilaksanakan oleh 

Kabupaten/Kota, disamping itu juga dalam rangka melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja makro ekonomi Jawa Timur. 

b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan 

dan Investasi, dilaksanakan  dalam rangka mensinkronisasi dan 

mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lingkup Industri, 

Perdagangan dan Investasi baik antar sub sector, antar sumber pendanaan 

(APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota)  sebagai bahan 

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

c. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan 

d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan dalam rangka mensinkronisasi dan 

mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Ekonomi lingkup Sub Bidang 

Pariwisata, Koperasi, dan UKM  

e. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, 

Perdagangan dan Investasi dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan 

bahan masukan dalam menyusun Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang 

didasarkan atas dasar hasil analisis study sebagai bagian dari proses teknokratik 

f. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan 

g. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, dan 

Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan dalam rangka mendapatkan bahan 
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masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang didasarkan 

atas dasar analisis hasil studi sebagai bagian dari proses teknokratik. 

h. Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan 

Jawa Timur dilaksanakan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan 

dan pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan 

Minapolitan oleh PD Anggota Kelompok Kerja baik yang pendanaannya 

bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten / Kota Lokasi 

Kawasan, juga Masyarakat dan dunia usaha. 

i. Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) yang merupakan 

bagian dari program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur yang 

terintegrasi, yang difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat miskin yang 

diarahkan melalui kegiatan ekonomi produktif.   

j. Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif,  dilaksanakan dalam rangka 

mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan ekonomi kreatif di Jawa 

Timur. 

k. Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan 

l. Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah-Pangan dan Gizi 

 

3) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 

Program ini dilaksanakan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung 

perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Jawa Timur, yang 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelaraskan program-program 

pembangunan infrastuktur antar pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur (38 kabupaten/kota).  

b. Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur, 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan inventarisasi 

permasalahan pembangunan Infrastruktur sebagai bahan penyusunan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 
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c. Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur, 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk merumuskan Strategi Program 

Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur sebagai bahan penyusunan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

d. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi  

sebagai bahan masukan dalam perencanaan maupun penyusunan kebijakan 

pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.  

Pada tahun 2017 dengan adanya perubahan Renstra Tahun 2014 – 2019 berdampak 

pada perubahan nomenklatur kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan 

Prasarana Wilayah yang efektif berlaku di tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana 

Perhubungan 

b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta 

Karya  

c. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, 

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air  

d. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan  

e. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya 

dengan indikator  

f. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, 

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air  

g. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 

 

4) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan 

Program ini dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan 

pengembangan lingkup pemerintahan kemasyarakatan melalui Rapat koordinasi 

dengan Kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah mitra untuk merumuskan 

permasalahan, isu strategis, program dan kegiatan prioritas, sasaran pada bidang 

pemerintahan kemasyarakatan.  Sebagai salah satu bahan perencanaan bidang 

Pemerintahan dan Kemasyarakatan, juga dilakukan evaluasi  capaian kinerja urusan-
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urusan yang ada di bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.  Program ini terdiri 

dari kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan 

Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan output yaitu 

Dokumen Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program 

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan 

b. Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan 

Pemerintahan dan Aparatur  

c. Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, 

Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan, yang dilaksanakan melalui Rapat 

koordinasi dengan Kabupaten/kota dan mitra Perangkat Daerah guna 

mendukung penyusunan dokumen perencanaan khususnya pada urusan-

urusan yang ada di sub bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan 

kemasyarakatan. 

d. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan 

Kemasyarakatan dengan output dokumen antara lain: 

i. Penyusunan Analisis Kependudukan Sebagai Instrumen dalam 

Perencanaan Capaian Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan di Jawa 

Timur 

ii. Penyusnan Analisis Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Sebagai 

Implementasi Revolusi Mental di Jawa Timur 

iii. Penyusunan Analisis Implementasi Model Pengukuran Kinerja 

Pendukung Kesalehan Sosial 

iv. Laporan Evaluasi Pencapaian Taget MDGs Pemerintah Prov. Jatim  

e. Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan 

Kesejahteraan Rakyat  

 

5) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 

Program ini dilaksanakan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam rangka amanat 

Undang-Undang 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Sebagaimana yang termaktub pada Undang—Undang 23 
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Tahun 2014 pasal 275 Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi: 1) 

pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; 2) 

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan 3) evaluasi terhadap hasil rencana 

pembangunan Daerah serta pasal 276  yang menyebutkan, yaitu a) Menteri 

melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi, b) 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota, c) Gubernur melakukan 

pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah provinsi, dan d) Bupati/Wali kota 

melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Analisa Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan; 

2) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan; 

3) Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan; 

4) Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan 

Pembangunan; 

5) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa 

Timur; 

6) Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota, 

sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampiran III dijelaskan Konsultasi Rancangan 

Akhir RPJMD bahwa setelah rancangan akhir RPJMD mendapatkan persetujuan 

dari kepala daerah untuk dikonsultasikan kepada Menteri/Gubernur, kepala 

Bappeda menyiapkan surat kepala daerah perihal permohonan konsultasi 

rancangan akhir RPJMD sebagai berikut: 

a. Surat Gubernur perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD 

provinsi kepada menteri; dan 

b. Surat bupati/walikota perihal konsultasi rancangan akhir RPJMD 

kabupaten/kota kepada gubenur. 
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7) Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur, merupakan kegiatan 

rutin setiap tahun. Kegiatan Reses DPRD dilakukan 3 (tiga) kali setiap tahunnya 

yaitu pada bulan Maret, Juli dan Nopember; 

8) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi, 

dengan output Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD; 

9) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Kabupaten/Kota, dengan output Dokumen  Laporan Hasil Pelaksanaan 

Pembangunan Kabupaten/Kota; 

10) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan; 

11) Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dengan output Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. 

 

6) Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan  

Program ini hanya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016, Program 

Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan dengan indikator 

persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap  penetapan kapasitas 

keuangan daerah dalam dokumen perencanaan terdiri dari 2 kegiatan yaitu: 

a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan 

Pembangunan;  

b) Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan. 

Sementara pada tahun 2017 program ini mengalami perubahan kegiatan sebagai 

tindak lanjut ditetapkannya Perda Jatim nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah yang mengatur kembali Susunan 

Organisasi Bappeda, antara lain : 

a) Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan 

b) Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan 

c) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan 

d) Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan 

e) Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan 

Pembangunan 

f) Pelayanan Administrasi UPT 
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7) Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional 

Program ini hanya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016, program ini 

dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan lingkup pengembangan 

regional yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional dengan 

output yaitu Dokumen Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Kewilayahan 

dan SDA-LH. 

b. Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional dengan 

output yaitu Dokumen strategi penanganan Permasalahan Pembangunan 

Kewilayahan dan SDA-LH. 

c. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan 

Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH 

d. Penyusunan  analisis Kebijakan Perencanaan  Pembangunan Kewilayahan dan 

SDA-LH antara lain penyiapan perencanaan Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis, penyiapan perencanaan adaptasi perubahan iklim, penyiapan 

perencanaan pengurangan disparitas, dan penyiapan perencanaan instrumen 

pengendalian pemanfaatan ruang.  

 Sementara pada tahun 2017 program ini mengalami perubahan kegiatan 

sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda Jatim nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah yang mengatur kembali Susunan 

Organisasi Bappeda, antara lain : 

a. Inventarisasi Permasalahan Penyelenggaraaan Penataan Ruang dan Geospasial 

b. Penyusunan Strategi  Pembangunan Penyelenggaraaan Penataan Ruang dan 

Geospasial 

c. Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan  Penataan Ruang dan 

Geospasial 

d. Penyusunan Kebijakan Perencanaan  Penataan Ruang dan Geospasial 
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8) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program ini dilaksanakan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Program-program Strategis/Nasional yang dilaksanakan di Jawa Timur. 

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan lintas sektoral antara lain: 

a. Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), 

yang  dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan PPSP tahun 2017 yaitu 

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) 

kabupaten/kota di Jawa Timur; 

b. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur 

(On Granting), yang dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan Perkuatan 

Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan di Jawa Timur, 

meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten pelaksana WISMP-II; 

c. Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan, dimaksudkan 

untuk mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk  mendorong 

berkembangnya sistim dan usaha Agribisnis yang berdaya saing, berbasis 

kerakyatan, dan berkelanjutan yang ditunjang dengan sarana prasarana 

infrastruktur yang memadai; 

d. Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program), merupakan bagian 

yang terintegrasi dari  program penanganan kemiskinan dan pengangguran 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga sinergitas lokasi maupun kelompok 

keluarga miskin yang menjadi sasaran sangat ditekankan. Kegiatan Sinkronisasi 

Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dilaksanakan untuk mendukung 

pengembangan peran masyarakat dan pemberdayakan fungsi lembaga-lembaga 

desa serta mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya;  
e. Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah-Pangan dan Gizi (RAD-PG), merupakan 

kegiatan untuk menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2009 – 2014 yang telah memberikan arah 

pembangunan Pangan dan Gizi  dengan sasaran meningkatnya ketahanan 

pangan dan status kesehatan serta gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat; 
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f. Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for 

Decentralization (AIPD); 

g. Pembangunan Bidang  Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan 

Lembaga Donor lainnya, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan 

program-program strategis antara Provinsi dan Nasional yang didukung oleh 

United Nation dalam hal ini UNICEF. Kemitraan antara Pemerintah RI di Provinsi 

Jawa Timur dengan UNICEF memiliki 4 (empat) komponen Program yang terdiri 

dari : 1) Kebijakan Sosial dan Kemitraan untuk Hak Anak; 2) Kelangsungan Hidup 

dan Perkembangan Anak dan Remaja; 3) Pendidikan Dasar dan Kesetaraan 

Gender; dan 4) Perlindungan Anak;  

h. Percepatan pencapaian target dan pasca MDGs; 

i. Percepatan PUG dan perlindungan anak; 

j. Pengendalian pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); 

k. Sinergitas program pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan; 

l. Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur, yang dilaksanakan 

untuk mendukung program-program strategis provinsi atau nasional yang 

dilaksanakan di Jawa Timur. Output kegiatan ini antara lain dokumen laporan 

pelaksanaan yang terdiri dari sub-sub dukungan terhadap Pengelolaan Dana 

Alokasi Bidang Infrastruktur (DAK-BI), Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan 

Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS), Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Program Water Resources dan Irrigation Sector Management Program Phase II 

(WISMP-II) serta Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;  

m. Pendampingan Program perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, 

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, asministrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan KB; 

n. Pembinaan perencanaan pembangunan lingkup bidang pendidikan, kebudayaan, 

kepemudaan, keolahragaan, perpustakaan, kearsipan, keamanan, ketertiban dan 

pemerintahan; 

o. Perencanaan pembangunan lingkup tenaga kerja dan transmigrasi serta 

pemberdayaan masyarakat desa. 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB 4-692 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

 

9) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dilaksanakan sejak tahun 2018 

yang semula dari tahun 2015-2017 bernama Program Perencanaan Pemerintahan 

kemasyarakatan. Program ini berubah dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Jawa Timur telah 

menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan Pergub Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Provinsi Jawa Timur. 

 Program ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam penyusunann 

dokumen perencanaan yang didalamnya merumuskan inventarisasi permasalahan, isu 

strategis, program dan kegiatan prioritas, sasaran pada bidang sosial budaya. Hal-hal 

tersebut dilakukan melalui Koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas dan integrasi program 

kegiatan antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu 

bahan penyusunan perencanaan bidang sosial budaya, juga dilakukan evaluasi  capaian 

kinerja urusan-urusan yang ada di bidang sosial budaya.  Program ini terdiri dari 

kegiatan: 

a. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan 

Masyarakat,  

b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan 

Pemerintahan yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Kabupaten/kota 

dan Perangkat Daerah mitra guna mendukung penyusunan dokumen 

perencanaan khususnya pada urusan sub bidang pendidikan dan pemerintahan. 

Selain itu juga melakukan beberapa kegiatan tematik yang diamanatkan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Bappeda Provinsi untuk melakukan koordinasi terkait 

dengan pelaksanaan TMMD, MPU, dan pelaksanaan pelaporan Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)  dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK); 

c. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, 

melalui beberapa kegiatan tematik seperti : 

• GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 
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− Sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), tujuannya adalah supaya masyarakat 

berperilaku hidup sehat dan menghasilkan dampak pada: kesehatan yang 

terjaga; terciptanya lingkungan yang bersih; lebih produktif; serta 

berkurangnya beban pada pembiayaan kesehatan; 

d. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan  Pendidikan,dan Pemerintahan, 

yang dilaksanakan untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan yang hasilnya 

dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk mendukung penyusunan 

dokumen perencanaan khususnya di sub bidang   pendidikan dan pemerintahan; 

f. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat; 

g. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. 

 

10) Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Perangkat Daerah dan Pasal 24 ayat (5) yang menjelaskan  Unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Perencanaan, b) 

Keuangan, c) Kepegawaian, d) Penelitian dan Pengembangan, dan fungsi penunjang 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada 

peraturan di atas Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan amendemen Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Timur.  

 Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyusun Program Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Program dimaksud di ampu 6 

(enam) kegiatan yakni : 

1. Kegiatan Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan 

perangkat daerah dengan output kegiatan berupa dokumen evaluasi hasil RKPD 

dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di 
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Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Adapun peraturan-peraturan lain 

terkait dengan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi, yaitu  Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 

Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; 

2. Kegiatan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

dan perangkat daerah dengan output kegiatan Dokumen evaluasi konsistensi 

dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran serta dokumen evaluasi 

konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan perangkat daerah, 

dilaksanakan menurut  amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 Pasal 180 untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan 

daerah; 

3. Kegiatan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

Kabupaten/Kota, dengan output kegiatan  : 

- Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota; 

- Laporan yang penyusunanya dilakukan semesteran berisi tentang 

Perkembangan Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD di Kabupaten/Kota Jawa 

Timur; 

- Laporan Hasil Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK); 

- Laporan yang penyusunanya dilakukan Triwulanan berisi tentang 

Perkembangan realisasi penyerapan dana DAK, DK, TP, UB di 

kabupaten/Kota Jawa Timur; 

- DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Tahun 2012 dialokasikan untuk 

meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak 

pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana 

pemerintahannya sudah tidak layak. Prasarana pemerintahan yang akan 
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dibangun merupakan aset/kekayaan milik daerah yang bersifat fungsional, 

nyaman, aksesibel, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta 

mempunyai nilai strategis; 

- Laporan Hasil Pelaksanaan  Dana  APBN (DK, TP, UB);  

- Laporan yang penyusunanya dilakukan Triwulanan berisi tentang 

Perkembangan realisasi penyerapan dana Transfer (DAK, DK, TP, UB) di 

kabupaten/Kota Jawa Timur ; 

- Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup 

semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal 

pusat di daerah;  

- Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.   

4. Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota: 

- Evaluasi Penyusunan/Perubahan Rancangan Perda RPJPD/RPJMD 

Kabupaten/Kota; 

- Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 

Kabupaten/Kota yang berisi tentang rekomendasi hasil evaluasi 

Penyusunan/Perubahan Raperda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur; 

- Fasilitasi Penyusunan/Perubahan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur; 

- Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 

Kabupaten/Kota yang berisi tentang rekomendasi rekomendasi hasil 

Fasilitasi Penyusunan/Perubahan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur. 

5. Kegiatan Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah dengan output 

kegiatan berupa dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 

dan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Amanat Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah 

mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) kepada DPRD. Sampai dengan periode triwulan II Tahun 2018 ini telah 

tersusun sejumlah 1 (satu) dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 dan 2 (dua) 

dokumen bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk LKPJ Akhir 

Masa Jabatan Gubernur tahun 2014-2018 dalam proses penyusunan dan akan 

disampaikan pada bulan Oktober tahun 2018. 

6. Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru pada tahun 2018, 

output kegiatan adalah Pelaksanaan penilaian Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Kabupaten/Kota) di Provinsi Jawa Timur  dengan 3 pemenang 

Kabupaten/Kota. 

 

11) Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Jawa Timur telah menetapkan Perda 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 

Pergub Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Provinsi Jawa Timur. Dalam Pergub nomor 70 tahun 2016 tersebut struktur Bappeda 

terdiri atas sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu bidang ekonomi, prasarana 

wilayah dan pengembangan regional, sosial budaya, dan bidang pengendalian dan 

evaluasi. Tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi sudah tidak berada pada 

struktur organisasi dan tata kerja Bappeda. Sementara itu Perda Nomor 11 Tahun 

2016 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). Kemudian ayat (2) juga menjelaskan bahwa UPT 

sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah 

Induknya.  
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 Memperhatikan amanat regulasi sebagaimana dijelaskan di atas, serta 

melihat begitu vital peran dan fungsi data dalam perencanaan pembangunan serta 

perlu adanya badan/unit organisasi pemerintah yang menangani atau mendesain 

system pembiayaan atau pendanaan pembangunan yang tidak tergantung dengan  

APBD maupun APBN, sementara keberadaan bidang di Bappeda tidak 

mengakomodasi tugas dan fungsi pengolahan data dan alternative pendanaan, maka 

Pemerintah Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 

tentang Nomonklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 Berdasarkan regulasi tersebut maka disusunlah Program Penyusunan Data 

Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan bertujuan untuk: 

- Mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah, melalui ketersediaan data dan informasi, serta alternatif 

pendanaan pembangunan non APBD dan APBN; 

- Memenuhi kebutuhan data dan informasi, menjamin akurasi, validitas, dan 

kecepatan, serta kontinuitas data-data pembangunan dari sumber yang jelas, 

legal, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung 

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur. 

 yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan antara lain : 

- Penyusunan Rencana program Pendanaan dan Pengembangan Sumber 

Pendanaan Pembangunan (non APBD dan APBN) dengan out put kegiatan: 

- Kegiatan Inventarisasi Permasalahan dalam Rangka Musrenbang Provinsi dan 

Penyepakatan Usulan Alternatif Pendanaan. 

- Pelaksanaan Koordinasi dengan CSR 

- Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Internasional 

- Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan dengan output 

kegiatan 13 dokumen yaitu: 

Sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 391 

Pemda wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi 

pembangunan dan keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem 

informasi. Sehubungan dengan hal tersebut UPT Pelayanan Data Perencanaan 
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dan Pendanaan Pembangunan memberikan informasi kepada seluruh lapisan 

masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi pemerintah atau perangkat 

daerah lain untuk kepentingan perencanaan tahun berikutnya dan dalam 

penentuan kebijakan. Beberapa produk tersebut berupa : 

- Data Dinamis 

Data yang penyusunannya dilakukan setiap triwulan yang mengulas 

pekembangan data Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, data ekonomi 

dan perdagangan, data sosial dan kependudukan, dan data prasarana 

wilayah. Sumber data yang diperoleh dari BPS, OPD dan Instansi Vertikal. 

- Buku Saku 

Dalam rangka memberikan informasi tentang rencana dan hasil pelaksanaan 

pembangunan Tahunan disusun Buku Saku meliputi data gambaran umum 

Jawa Timur, perencanaan pembangunan, perkembangan hasil pelaksanaan 

pembangunan dan data serta informasi lainnya yang dipandang penting 

untuk dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi 

Jawa Timur.  Sumber data yang diperoleh dari BPS, OPD dan Instansi Vertikal. 

- Dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi 

Menghimpun dan menyusun data hasil pelaksanaan pembangunan dari OPD 

dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data yang disajikan sesuai dengan 

data pada permendagri No. 54 tahun 2010 dengan harapan dapat 

memberikan informasi hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur. 

Sumber data yang diperoleh dari BPS, OPD dan Instansi Vertikal. 

- Dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan Kab/Kota 

Menghimpun dan menyusun data hasil pelaksanaan pembangunan dari 

seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dengan harapan dapat 

memberikan gambaran tentang kondisi umum, kinerja ekonomi, kinerja 

social serta infrastruktur seluruh wilayah Kabupaten dan Kota se Jawa Timur. 

Sumber data yang diperoleh dari Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dan 

disusun tahunan. 

- Leaflet 
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Dalam rangka memberikan informasi data dan isu-isu strategis pembangunan 

Jawa Timur yang disusun berdasarkan tematik setiap tahunnya. 

Sumber data yang diperoleh dari BPS, OPD dan Instansi Vertikal. 

- Buku Potensi Jawa Timur 

Dalam rangka memberikan informasi tentang potensi Jawa Timur di bidang 

pertanian, kelautan, perkebunan, perdagangan dan UMKM serta pariwisata 

yang disusun setiap tahun. 

- Audio visual atau Visualisasi hasil pembangunan Jawa Timur (Jatim Selayang 

Pandang) 

Dalam memberikan informasi hasil pembangunan di Jawa Timur (Jatim 

Selayang Pandang) tidak hanya dalam bentuk hardcopy berupa dokumen dan 

aplikasi berbasis teknologi, namun juga dalam bentuk video menggunakan 2 

(dua) bahasa yaitu Indonesia-Inggris. Diperuntukkan khusus bagi tamu-tamu 

Negara untuk mempromosikan investasi, potensi dan pariwisata/budaya, 

sehingga dapat menarik investor dan menambah PDRB di Jawa Timur. 

Disamping itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat apabila 

Gubernur mengadakan event-event dan agenda penting. 

- Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan dengan output kegiatan 4 aplikasi 

yaitu: 

- Untuk produk data dan infromasi dalam bentuk digital dan berbasis IT berupa 

audio visual, iklan layanan masyarakat, aplikasi web dan jatim elektronik 

data. Produk-produk tersebut diperlukan secara terus menerus untuk 

melihat perkembangan hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur 

sebagai bahan utama untuk menyusun perencanaan tahunan dan jangka 

menengah serta untuk menenukan arah kebijakan dan strategi dalam 

menangani permasalahan pembangunan. 

 

12) Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial 

Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial bertujuan 

untuk memberikan pelayanan penataan ruang dan geospasial yang diaplikasikan 

dalam bentuk kegiatan antara lain : 
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- Pelayanan Administrasi UPT merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan administrasi dalam rangka mendukung pelayanan UPT Penataan 

Ruang dan Geospasial. 

- Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang, merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk memberikan pelayanan konsultasi tata ruang sebagai 

informasi/arahan peruntukan ruang bagi investasi dan program pembangunan di 

Jawa Timur. 

- Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial, merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk memberikan pelayanan geospasial sebagai bahan 

penyusunan dokumen rencana pembangunan. 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

1. Kompetensi dan profesionalisme aparat perencana pembangunan perlu ditingkatkan 

karena belum meratanya kompetensi perencanaan pada aparat perencana yang ada; 
2. Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Bappeda serta distribusi 

SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan Tupoksi 

unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap lemahnya pelayanan tupoksinya 

kepada stakeholdernya; 

3. Capacity building kelembagaan perencana pembangunan dirasa masih kurang karena 

belum jelasnya posisi/tupoksi Jabatan Fungsional Perencana dalam pelaksanaan 

tupoksi Lembaga; 

4. Masih lemahnya ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan yang 

komprehensif 

5. Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan, dimana data tersebut kurang memadai yang disebabkan masih 

lemahnya manajemen data, dan perbedaan data dari sumber yang berbeda. 

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring,  pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan dan kedisiplinan pelaporan 

7. Kurangnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam 

sinergitas pembangunan dan belum maksimalnya koordinasi program/kegiatan 
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pembangunan di daerah. 

8. Masih ditemukannya tumpang tindih program dan kegiatan antar SKPD dan masih 

adanya ketidak selarasan bahkan ketidak sinkronan antara program dan kegiatan 

hasil perencanaan pembangunan beserta indikator pendukungnya menyebabkan 

biasnya hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; 

9. Regulasi Pemerintah yang kurang tersinergis dan berubah-ubah 
 

Solusi : 

1. Meningkatkan kedisiplinan melalui sasaran kinerja pegawai dengan penilaian output 

yang dihasilkan 

2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan 

daerah 

3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan difasilitasi dengan sistem 

4. Koordinasi berkala bersama Kabupaten/Kota dan Lembaga Perencanaan di 

Pemerintah Pusat 

5. Merjalin hubungan yang harmonis antar tingkat pemerintahan 

6. Menyediakan media komunikasi dan koordinsi  yang dilaksanakan secara berkala 

antar level pemerintahan 

7. Menyusun regulasi dan lembaga Adhoc untuk memantau progres program dan 

kegiatan secara berkala 

8. Menyusun regulasi peraturan yang mendukung proses integrasi dan sinkronisasi 

perencanaan dan penganggaran 

9. Melaksanakan program dan kegiatan lebih efektif dalam pengkoordinasian 

pelaksanaan; 
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3.3.13 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Sesuai amanah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Badan Pendapatan 

Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan 

yang dilaksanakan melalui Program Pembangunan tahun 2014-2018. Pagu dan 

realisasi program tersebut dijabarkan secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini: 

    Tabel 4.302 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Badan Pendapatan Daerah 

Tahun 2014-2018 
 

No 
 

Program 
 

Anggaran 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 *) 

 
 
 

1. 

Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan 

h 

 
Pagu 

 
39.775.856.710 

 
81.565.575.481 

 
41.276.251.300 

 
36.013.549.627 

 
- 

 
Realisasi 

 
26.384.125.772 

 
68.948.173.360 

 
38.651.403.661 

 
34.264.463.511 

 
- 

% 66,33 % 84,5 % 93,64 % 95,14 % - 
 
 
 
 

2. 

Program 
Perencanaan 
dan 
Pengembangan 
Pendapatan 
Asli Daerah 

 
Pagu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.830.040.000 

 
Realisasi 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
394.605.200 

% - - - - 21,56 % 

 
 

3. 

 
Program 
Pengelolaan 
Pajak 
Daerah 

Pagu - - - - 3.350.950.000 

Realisasi - - - - 1.371.935.766 

% - - - - 40,94 % 
 
 
 
 

4. 

Program 
Pengelolaan 
Retribusi 
Daerah, Bagi 
Hasil dan Lain- 
lain 

 

 
Pagu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.466.132.000 

 
Realisasi 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
550.565.016 

 
% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
37,55 % 

 
 

5. 

Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Pajak Daerah 

Pagu - - - - 2.921.650.500 

Realisasi - - - - 448.565.350 

% - - - - 15,35 % 
 
 
 
 

6. 

Program 
Pengendalian 
Operasional, 
Administrasi 
Pajak dan 
Retribusi 

 

 
Pagu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.956.752.890 

 
Realisasi 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
867.676.400 

 
% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
44,34 % 
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No 

 
Program 

 
Anggaran 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 *) 

 
 

7. 
Program 
Pengembangan 
Sistem 
Teknologi 
Informasi 
P d t  

 
Pagu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.410.988.000 

 
Realisasi 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
380.965.190 

 
% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27% 

 
 
 

8. 

Program 
Operasional 
Pemungutan 
dan 
Pelayanan 
Pajak Daerah 
serta 

 
 

 
Pagu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
59.076.913.883 

 
Realisasi 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28.586.691.618 

 
% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
48,39 % 

 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan 

program utama pendukung kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

dilaksanakan untuk meningkatkan PAD secara optimal melalui kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

- Kegiatan pendataan Potensi Sumber Pendapatan daerah guna menggali subyek dan 

obyek pendapatan baru sebagai upaya untuk meningkatkan PAD. 

- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 46 KB Samsat untuk mengetahui 

tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. 

- Sertifikasi standar pelayanan ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 pada 46 KB. Samsat 

di Jawa Timur. 

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi 

Perpajakan yang memanfaatkan Teknologi Informasi. 

- Penyusunan kebijakan Pajak Daerah terkait penetapan Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor (NJKB) dan peraturan lainnya. 
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- Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada UPT Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di 35 Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pendapatan Daerah Jawa Timur sebagai ujung tombak penerimaan PAD. 

Berikut ini adalah realisasi penerimaan PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur : 

Tabel 4.303 
Realisasi Penerimaan PAD 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2017 
 

No 
 

Jenis Pungutan 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

 
1. 

Pajak Kendaraan 
Bermotor 

 
4.309.073.589.58

 

 
4.911.609.520.175 

 
5.300.932.973.143 

 
5.889.832.877.975 

 
2. 

Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor 

 
4.064.715.327.30

 

 
3.534.061.188.065 

 
3.710.560.801.900 

 
3.705.312.680.779 

 
3. 

Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor 

 
1.985.179.965.57

 

 
2.201.522.361.438 

 
2.000.191.757.346 

 
2.109.000.178.968 

 
4. 

 
Pajak Air Permukaan 

 
31.770.800.086 

 
30.116.623.824 

 
33.401.434.400 

 
33.527.009.801 

 
5. 

 
Pajak Rokok 

 
1.126.945.243.62

 

 
1.819.839.011.049 

 
1.727.140.150.795 

 
2.612.928.878.795 

 
6. 

 
Retribusi Daerah 

 
2.236.751.905 

 
2.849.623.430 

 
4.209.282.042 

 
3.693.081.133 

 
7. 

 
Lain-Lain PAD yang 

 

 
19.224.429.321 

 
20.888.886.075 

 
20.924.908.741 

 
21.975.265.055 

 
TOTAL 

 
11.539.146.107.3

 

 
12.520.887.214.05

 

 
12.797.361.308.36

 

 
14.376.269.972.50

 Sumber : Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Capaian dari pelaksanaan program pembangunan, yaitu Program Peningkatan dan 

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan representasi kinerja utama 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur. Berikut adalah capaian Kinerja Utama 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2017: 
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Tabel 4.304 
Realisasi Indikator Kinerja 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

SASARAN INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

2014 2015 2016 2017 

1. Meningkatnya 
Pendapatan Asli Daerah dan 
Kualitas Pelayanan Publik 

1.   Tingkat Persentase 
Kenaikan Penerimaan PAD 

22,43% 32,29% 35,21% 51,90% 

2.  Tingkat Persentase 
Penurunan Piutang 
(Tunggakan) Pajak 
Kendaraan Bermotor 

6,94% 41,41% 85,33% 93,67% 

3.  Peningkatan Nilai Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
(IKM) 

88,08 88,99 86,84 86,84 

 4.  Jumlah Ruang 
Lingkup/Jenis Pelayanan 
yang Menerapkan SMM 
ISO 9001 :2008 

48 2 3 1 

 5.  Jumlah Wajib Pajak 
Yang Memanfaatkan 
Layanan Samsat Unggulan 

- 51,93% 53,89% 51,41 

Sumber : LKPJ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2017 

Seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jawa Timur memilki 5 (lima) Indikator Kinerja, dimana hampir seluruh indikator 

dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan/uraian 

atas capaian masing-masing indikator kinerja: 

- Tingkat Presentase Penerimaan PAD, capaiannya terus meningkat dari tahun ke 

tahun, basis perhitungan kenaikannya menggunakan data realisasi PAD yang 

dikelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 

Rp 9.423.663.671.650,00. Pada akhir tahun 2017 jumlah PAD yang dapat dipungut 

mencapai Rp 14.376.269.972.506,00, artinya secara kumulatif kenaikannya 

mencapai 52,53% dari realisasi tahun 2013. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka mencapai capaian kinerja ini tersebut antara lain: intensifikasi Pajak 

Daerah, ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain dari Pajak 

Daerah dalam rangka mengoptimalkan aset/Barang Milik Daerah (BMD), serta 
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peningkatan kinerja pemungutan PAD dan penyelenggaraan pelayanan pada 35 

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 

- Tingkat  Persentase  Penurunan  Piutang  (Tunggakan)  Pajak  Kendaraan  Bermotor  

yang  dihitung berdasarkan sisa piutang tahun tetap 2013, dimana pada akhir tahun 

2017 jumlah piutang yang dapat dicairkan mencapai 93,67%. Kinerja positif  

pencairan  piutang pajak kendaraan bermotor salah satunya disumbang oleh upaya 

penagihan secara door to door oleh petugas pajak dan pelaksanaan sosialisasi 

perpajakan secara gencar kepada masyarakat melalui berbagai media. 

- Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, merupakan upaya untuk 

mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Hal 

ini sesuai dengan kebijakan pelayanan pada KB. Samsat untuk memberikan 

pelayanan yang pasti, cepat, tepat, sederhana dan mudah. 

- Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan SMM ISO 9001:2008, 

merupakan upaya standarisasi pelayanan pada seluruh KB. Samsat, di Jawa Timur 

yang berjumlah 46. Dengan adanya kegiatan sertifikasi ini maka dapat dipastikan 

bahwa tidak ada perbedaan prosedur dan standar pelayanan yang diberikan pada 

seluruh KB. Samsat di Jawa Timur. 

- Presentase Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan unggulan, indikator kinerja 

tersebut disusun untuk mengetahui seberapa besar animo masyarakat atas 

pengembangan layanan Samsat Unggulan. Jenis layanan tersebut dirancang untuk 

menambah outlet maupun jenis layanan, sehingga akan semakin dekat dan mudah 

diakses oleh masyarakat. Secara kumulatif capaian kinerjanya sangat baik, dimana 

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir rata-rata persentase pengguna layanan 

unggulan mencapai 52,41%. 

 

2. Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 

Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan 

untuk menghitung target penerimaan PAD secara terukur dan dapat dicapai secara 

efektif, yang dilaksanakan melalui kegiatan: 

- Penyusunan dokumen hasil analisa Potensi Sumber Pendapatan daerah guna 
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mencari perkembangan potensi yang digunakan untuk bahan penghitungan 

penerimaan PAD. 

- Penetapan target dan rekonsiliasi pendapatan daerah. 

- Menjaga dan meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi untuk menunjang 

kegiatan pengolahan data PAD pada kantor Badan Pendapatan Daerah. 

3. Program Pengelolaan Pajak Daerah 

Program Pengelolaan Pajak Daerah merupakan sarana untuk mengoptimalkan 

realisasi penerimaan Pajak Daerah melalui rumusan  kebijakan yang bersifat teknis 

untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh UPT Badan Pendapatan Daerah. Berikut 

adalah kegiatan yang dilaksanakan: 

- Kegiatan intensifikasi dan penggalian potensi penerimaan Pajak Daerah dari 

sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) melalui Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pajak 

Daerah, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Daerah, 

Pembahasan Harga Pasaran Umum (HPU) dan penyisiran Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor (NJKB) serta Koordinasi Pemantapan Teknis Pemungutan PKB dan 

BBNKB. 

- Kegiatan intensifikasi dan penggalian potensi penerimaan Pajak Daerah lainnya 

yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan 

(PAP) sebagai upaya meningkatkan PAD melalui Koordinasi dan Rekonsiliasi 

dengan Wapu PBBKB serta Evaluasi dan Koordinasi Peningkatan Penerimaan PAP. 

4. Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan 

Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan 

bertujuan untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil 

dan Lain-lain Pendapatan secara terukur sehingga bisa meningkatkan jumlah PAD. 

Program ini dilaksanakan melalui: 

- Kegiatan penggalian potensi objek retribusi daerah guna mencari subyek dan obyek 

Lain-lain PAD yang sah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD. 

- Kegiatan koordinasi dan monitoring bagi hasil pajak sebagai upaya prediksi 
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penerimaan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. 

- Kegiatan koordinasi dan evaluasi kerjasama fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir 

Berlangganan dan rekonsiliasi PNBP SDA Kehutanan PSDH bersama Pemerintah 

Kab/Kota. 

5. Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah 

Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah bertujuan untuk meningkatkan 

mutu pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan 

diantaranya: 

- Pelaksanaan sertifikasi standar pelayanan masyarakat ISO 9001:2015 yang 

dilaksanakan pada semua KB. Samsat di Jawa Timur. 

- Sosialisasi pada masyarakat melalui media elektronik tentang inovasi pelayanan (E-

Samsat, ATM Samsat, Pembayaran dengan EDC, serta informasi tentang kebijakan 

Pajak Daerah yang memberikan insentif tertentu bagi masyarakat) guna 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

 

6. Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah 

Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah 

bertujuan untuk mengevaluasi segala kinerja yang telah dilakukan agar tetap sesuai 

dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah. Program ini dilaksanakan melalui: 

- Pemutakhiran temuan hasil tindak lanjut pengawasan dari pihak internal maupun 

eksternal. 

- Penyusunan dokumen evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

- Kegiatan pelaporan evaluasi hasil kegiatan monitoring survey kepuasan 

masyarakat (SKM) sebagai indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

telah diberikan. 
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7. Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan 

Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan bertujuan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi secara efektif 

dan efisien guna mengoptimalkan penerimaan PAD yang dilaksanakan melalui: 

- Kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa komunikasi untuk 

pengembangan sistem maupun model/aplikasi pendukung pelayanan. 

- Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi data dan sistem aplikasi 

perpajakan pada KB. Samsat. 

- Bimbingan Teknis kepada personel pengelola data sistem informasi di KB Samsat dan 

UPT. 

8. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi 

Daerah 

Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi 

Daerah merupakan program yang dilaksanakan di 35 Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pendapatan Daerah sebagai ujung tombak pemungut PAD. Program ini dilaksanakan 

melalui: 

- Kegiatan operasional pelayanan publik yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pelayanan di KB. Samsat, Samsat Unggulan dan UPT. 

- Kegiatan sosialisasi pajak daerah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat/Wajib Pajak tentang manfaat Pajak Daerah, kebijakan Pajak Daerah 

dan tata cara pembayaran Pajak Daerah. 

- Kegiatan pendataan objek pajak daerah untuk menggali potensi penerimaan  pajak 

dan retribusi daerah serta lain-lain PAD sebagai upaya untuk meningkatkan PAD. 

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pembayaran PKB, BBNKB, Badan 

Pendapatan Daerah Jawa Timur senantiasa mendorong seluruh unit untuk 

menciptakan inovasi pelayanan publik, agar pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat semakin mudah, cepat, pasti dan dekat. 
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b. Permasalahan dan solusi 

Permasalahan: 

- Dinamika/perubahan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat 

seperti: Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, harga jual BBM, inflasi, 

kenaikan tingkat suku bunga bank yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan 

Pajak Daerah. 

- Tingkat kepatuhan masyarakat 

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kondisi perekonomian nasional dan negara 

belum sepenuhnya pulih, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan 

terhadap konsumsi kebutuhan dasar dan sebagian memilih untuk menunda kewajiban 

perpajakannya. 

- Jumlah aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang semakin 

berkurang, sehingga beban pendistribusian petugas pelaksana pelayanan dan 

penagihan pajak semakin tinggi. 

 

Solusi: 

- Menghitung kembali penetapan target Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor 

Pajak Kendaraan Bermotor secara cermat, terukur dan rasional dengan 

memperhatikan data potensi objek tahun lalu. 

- Memberikan insentif perpajakan dalam rangka meringankan beban masyarakat serta 

mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. 

- Bekerjasama dengan mitra untuk penyelenggaraan pelayanan publik pembayaran 

PKB, dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh mitra. 
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3.3.14 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah dialokasikan anggaran 

pertahun yang dijabarkan dalam Program Pembangunan kurun waktu Tahun 2014-

2018, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini: 

               Tabel 4.305 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

1 

Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah  

Pagu 28.858.952.600 34.945.774.250 37.461.663.000 36.659.928.000 - 
Realisasi 24.674.478.832 30.660.754.203 32.723.089.400 29.738.852.787 - 

% 85,5 87,74 87,35 81,12 - 

2 

Program 
Pembinaan dan 
Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan 
Kabupaten/Kota  

Pagu 4.220.267.500 4.642.302.000 4.183.909.300 5.148.855.300 - 
Realisasi 4.105.119.060 4.097.377.266 3.681.078.626 3.924.758.173 - 

% 97,27 88,26 87,98 76,23 - 

3 

Program 
Penyusunan 
APBD dan 
PAPBD Provinsi 
Jawa Timur 

Pagu - - - - 8.644.003.000 
Realisasi - - - - 2.779.638.150 

% - - - - 32,16 

4 

Program 
Pengendalian 
Kas dan 
Penatausahaan 
Keuangan 
Daerah 

Pagu - - - - 6.723.551.000 
Realisasi - - - - 2.390.144.275 

% - - - - 35,55 

5 

Program 
Pertanggungjaw
aban 
Pelaksanaan 
Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah 

Pagu - - - - 8.936.598.000 
Realisasi - - - - 2.155.158.300 

% - - - - 24,12 

6 
Program 
Pengelolaan 
Aset Daerah 

Pagu - - - - 7.924.716.000 
Realisasi - - - - 2.169.812.980 

% - - - - 27,38 

7 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
dan 
Pengembangan 

Pagu - - - - 8.004.864.000 
Realisasi - - - - 2.036.179.391 

% - - - - 25,44 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

8 

Program 
Pengelolaan 
Sistem Informasi 
Keuangan 
Daerah 

Pagu - - - - 2.112.169.000 
Realisasi - - - - 473.254.500 

% - - - - 22,41 

9 

Program 
Pembinaan  dan 
Evaluasi 
Pengelolaan 
Keuangan 
Kab./Kota 

Pagu - - - - 5.157.827.000 
Realisasi - - - - 1.674.501.817 

% - - - - 32,47 

Sumber data : BPKAD Prov Jatim 
*) Ket : realisasi sampai dengan Triwulan II 2018 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan keuangan 

daerah melalui : 

– Penyusunan Raperda dan Rapergub APBD serta Perubahan APBD dengan 

capaian masing-masing 1 perda dan 1 pergub tiap tahunnya selama 2014-

2017. Termasuk juga penyusunan tentang kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah dengan capaian 1 perda pertanggungjawaban APBD tiap tahun selama 

2014-2017. 

– Pelayanan pencairan dana bagi SKPD, pengelolaan dan pengendalian kas, 

serta kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran dengan capaian 74 

SKPD yang terfasilitasi konsistensi pembebanan belanja. 

– Media IT pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana informasi pengelolaan 

keuangan daerah di Jawa Timur  dengan capaian 74 SKPD terfasilitasi aplikasi 

Sikda dan e-budgeting. 

– Pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, 

penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan capaian 380 sertifikat aset 

tanah pada tahun 2014-2017. 
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– Memberikan keterampilan dan penguasaan teknis serta pengembangan 

wawasan, pemahaman dan pola pikir untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan 

capaian 3033 orang. 

Tabel 4.306 
Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan  

Pengelolaan Keuangan Daerah 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Tahun 2014-2017 
No Uraian 2014 2015 2016 2017 

1 Raperda dan Rapergub APBD  1 Perda dan 
Pergub  

1 Perda dan 
Pergub 

1 Perda dan 
Pergub 

1 Perda dan 
Pergub 

2 Raperda dan Rapergub Perubahan 
APBD 

1 Perda dan 
Pergub 

1 Perda dan 
Pergub 

1 Perda dan 
Pergub 

1 Perda dan 
Pergub 

3 Jumlah sertipikat aset tetap tanah 191 72 77 40 
4 perda pertanggungjawaban APBD 1 Rumusan 1 Rumusan 1 Rumusan 1 Rumusan 

5 Jumlah SKPD yang terfasilitasi sistem 
informasi keuangan dan aset daerah 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 

6 Fasilitasi SKPD dalam rangka 
konsistensi pembebanan belanja 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 74 SKPD 

7 
Jumlah sumber daya aparatur pada 
SKPD yang memahami pengelolaan 
keuangan daerah 

- 665 1292 1076 

Sumber data : BPKAD Prov Jatim 

2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 

Program ini dimaksudkan untuk mengevaluasi terhadap Raperda dan Raper 

KDH Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota 

dengan capaian tiap tahun 38 Kabupaten/Kota selama 2014-2017. 

Tabel 4.307 
Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten/Kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Tahun 2014-2017 

No Program 2014 2015 2016 2017 

1 

Evaluasi terhadap Raperda dan 
Raper KDH Kabupaten/Kota, 
serta Raperda dan Raper KDH 
tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD  

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 

Sumber data : BPKAD Prov Jatim 
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3) Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur 

Program ini dimaksudkan untuk menyusun Rancangan APBD dan Rancangan 

Perubahan APBD serta menyiapkan pengesahan dokumen anggaran dan data-data 

yang berkaitan dengan penyusunan anggaran dengan capaian sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2018 belum adanya Rancangan APBD maupun Perubahan APBD 

yang disusun karena jadwal penyusunan Perubahan APBD pada triwulan III dan 

penyusunan APBD pada triwulan IV. 

4) Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Program ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan penyusunan dan 

penerapan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan 

pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang daerah non perangkat daerah dengan 

capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 10 dokumen (SP2D, Gaji, 

UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas). 

5) Program Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah 

Program ini dimaksudkan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

dan stadarisasi teknis akuntansi dan pelaporan keuangan serta menyusun laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 

2018 adalah telah tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD. 

6) Program Pengelolaan Aset Daerah 

Program ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan 

dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan 

kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan capaian 

sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 adalah 1 dokumen neraca aset daerah. 
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7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Program ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan dan penguasaan 

teknis serta pengembangan wawasan, pemahaman dan pola pikir untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 mencapai 540 orang. 

8) Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi keuangan 

daerah dan perangkat pendukungnya dengan capaian sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2018 adalah telah digunakannya aplikasi e-budgeting pada tahap Pra RKA 

oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

9) Program Pembinaan  dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 

Program ini, merupakan hasil perubahan nomenklatur program terdahulu 

yang tak terpisahkan dengan program sekarang, sebagai akibat adanya perubahan 

ketentuan perundang-undangan. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi 

pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan evaluasi terhadap 

Raperda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 Kabupaten/Kota yang 

telah dievaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD mencapai 9 Kabupaten/Kota 

 
b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

– Sertifikasi aset tetap tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat 

dipastikan jangka waktu penyelesaiannya (bisa lebih dari satu tahun anggaran), 

karena proses pengajuan sertifikasi harus clean dan clear sehingga memerlukan 

waktu dan beberapa tahapan, antara lain harus melakukan klarifikasi dengan ahli 

waris, tetangga kiri, kanan, depan serta belakang untuk memastikan kevalidan 

data tapal batas dan mengetahui proses perolehan; 
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– Terkait dengan kegiatan rapat, bimbingan teknis maupun pelatihan yang 

dilaksanakan oleh BPKAD, seringkali antara jumlah peserta yang diusulkan SKPD 

berbeda dengan jumlah yang hadir pada waktu pelaksanaan pelatihan, sehingga 

menyulitkan dalam pengadministrasian penyediaan sarana/prasaran, akomodasi, 

konsumsi; 

– Beberapa SKPD kurang menyadari pentingnya pelatihan dan kurang tertib, 

disiplin serta tanggap dalam menyampaikan usulan peserta pelatihan, seringkali 

baru disampaikan ketika pelaksanaan pelatihan sedang berlangsung, sehingga 

penggantian peserta tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh SKPD pengirim; 

 

Solusi: 

– Sebelum mengajukan usulan pensertifikatan, perlu dilakukan rekon data antara 

Bidang Aset dengan SKPD pengguna dan melakukan koordinasi yang lebih aktif 

dengan BPN, Notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan warga sekitar objek sertifikasi terkait status aset tanah dan 

Kab/Kota serta melakukan identifikasi dan penyempurnaan tata kelola aset 

– Membantu mendorong terwujudnya SDM agar memiliki pola pikir kreatif, 

inovatif dan trampil yang dapat memberikan solusi alternatif terhadap 

kompleksitas permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 

– Membuat Surat Edaran kepada SKPD yang ditanda tangani oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Jawa Timur, bahwa nama-nama yang diusulkan oleh SKPD wajib 

mengikuti pelatihan di UPT LPKD sesuai yang telah diusulkan, apabila mengalami 

tambahan, maka SKPD pengirim, diharuskan untuk segera mengirim perubahan 

nama peserta pelatihan sebelum pelaksanaan pelatihan maksimal H-3 

pelaksanaan pelatihan; 

– Menyusun jadwal kegiatan (silabus pelatihan) terkait pelatihan teknis selama 1 

tahun anggaran dan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan dan dinamika. 
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3.3.15. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian daerah Provinsi 

Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Badan Kepegawaian 

daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4.308 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 – 2018 

No. Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018                                  
(TW II) 

1 

Program 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Aparatur 

Pagu 9,800,000,000 3,886,653,500 2,049,453,805 3,433,017,920 - 

Realisasi 8,155,694,904 3,592,442,785 2,018,637,601 3,339,723,024 - 

% 83.22 92.43 98.50 97.28 - 

2 

Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Manusia 
Aparatur 

Pagu 2,900,000,000 - - - - 

Realisasi 2,842,457,378 - - - - 

% 98.02 - - - - 

3 

Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Informasi 

Pagu 2,000,000,000 - - - - 

Realisasi 1,851,635,700 - - - - 

% 92.58 - - - - 

4 

Program 
Penyelenggaraan 
pelayanan 
manajemen 
aparatur 

Pagu - 6,858,628,880 3,576,566,195 4,891,982,080 - 

Realisasi - 5,920,508,446 3,495,134,142 4,539,086,785 - 

% - 86.32 97.72 92.79 - 

5 
Program 
pengembangan 
Data Informasi 

Pagu - 2,335,536,000 1,410,000,000 1,490,000,000 - 

Realisasi - 2,226,129,051 1,408,952,400 1,393,793,485 - 

% - 95.32 99.93 93.54 - 

6 

Program 
Pembinaan 
anggota KORPRI 
dan 
kelembagaan 
unit KORPRI 

Pagu - - - 3,500,000,000 - 

Realisasi - - - 3,420,642,381 - 

% 
- - - 

97.73 
- 

7 Program Pagu - - - - 2,250,000,000 
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No. Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018                                  
(TW II) 

 

 

Penyelenggaraan 
Peningkatan 
Disiplin, 
Penilaian 
Kinerja, 
Pendayagunaan 
serta 
Kesejahteraan 
Aparatur 

Realisasi - - - - 933,368,614 

% - - - - 41.48 

8 

Program 
Penyelenggaraan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Korpri 

Pagu - - - - 2,885,905,000 

Realisasi - - - - 2,058,378,090 

% - - - - 71.33 

9 

Program 
Penataan dan 
Pelayanan 
Pegawai ASN 

Pagu - - - - 2,600,000,000 

Realisasi - - - - 1,025,847,498 

% - - - - 39.46 

10 

Program 
Perencanaan, 
Pengolahan 
sistem informasi 
data dan 
pengadaan ASN 

Pagu - - - - 2,450,000,000 

Realisasi - - - - 1,014,584,400 

% 
- - - - 

41.41 

11 

Program 
Pengembangan 
Aparatur Sipil 
Negara (ASN) 

Pagu - - - - 2,350,000,000 

Realisasi - - - - 824,060,536  

% - - - - 35.07 

     - 

 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan indikator 

persentase penetapan pemberiaan penghargaan kinerja pegawai yang 

objektif, transparan dan akuntabel. Program ini dilaksanakan pada Tahun 

2014 sampai dengan Tahun 2017 dan berhasil dilaksanakan dengan realisasi 

program rata-rata diatas 90%, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
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- Kegiatan meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dalam pelaksanaan 

dan tanggungjawabnya 

- Kegiatan perencanaan kepegawaian dan formasi 

- Kegiatan penyelenggaraan  peningkatan disiplin  dan      kode etik   

pegawai serta penghargaan 

Capaian Program : 

- Terselenggaranya Seleksi calon PNS dari pelamar umum yang transparan 

dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), untuk Tes Kompetensi 

Dasar dan Tes Kompetensi Bidang dan Psikotes oleh Institut Teknologi 10 

November Surabaya dan Universitas Airlangga. Pada tahun 2014 telah 

dilaksanakan seleksi CPNS dari sebanyak  3.091 pendaftar yang 

memenuhi syarat yang akhirnya diterima sebanyak 159 orang pegawai 

sesuai formasi yang ditetapkan.  

- Tersedianya SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan formasi hasil analisis 

jabatan dan analisis beban kerja serta hasil pemetaan PNS; 

- Pada tahun 2015 BKD tidak melakukan Rekruitmen CPNS karena ada surat 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 

30 Juni 2015 B/2163/M.PAN-RB/06/2015, tentang penundaan 

penambahan pegawai ASN 2015. Akan tetapi untuk memenuhi 

kebutuhan pegawai khususnya BKD telah mengusulkan formasi khusus 

untuk memenuhi kebutuhan akan  dokter special, umum dan gigi maka 

telah terealisasi pengadaan CPNS melalui e-formasi khusus sebanyak 148 

dokter spesialis, umum, gigi, dan 77 pegawai dari  K2 telah diproses 

menjadi CPNS. 

- Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten melalui jalur formal (tugas 

belajar) S1, S2, dan S3 sesuai dengan kebutuhan organisasi; 

- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 
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Pegawai Negeri Sipil, telah dibentuk  Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Provinsi Jawa Timur. 

- Meningkatnya keterampilan bagi pegawai yang akan menjelang Purna 

tugas; 

- Penyematan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada Pegawai ; 

- Terlaksananya pemberian rekomendasi TAPERUM bagi PNS yang purna 

tugas. 

                                  Tabel 4.309 
Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan  
Kode Etik Pegawai serta Penghargaan Tahun 2014 - 2017 

No  URAIAN   2014 2015 2016 2017 

1. Penjatuhan Hukuman PNS     

 Pelanggaran Disiplin PNS :     

 1. Ringan  0 0 0 0 

 2. Sedang  10 1 1 4 

 3. Berat  26 4 14 16 

 Pelanggaran Pidana     

 PNSD Provinsi Jawa Timur :     

 1. Kriminal 0 2 3 0 

 2. Penyalahgunaan jabatan/wewenang 0 0 0 9 

 3. Korupsi  0 1 7 8 

 4. Narkoba  1 0 2 0 

 PNSD Kabupaten/Kota :     

 1. Kriminal 1 1 1 0 

 2. Penyalahgunaan jabatan/wewenang 0 0 0 0 

 3. Korupsi  3 2 3 6 

 4. Narkoba  0 0 0 0 

2. Usul Pertimbangan :     

 1. BAPEK 1 2 1 5 

 2. Inspektorat  10 0 0 0 

3. Perceraian      

 1. Pemberian izin perceraian  25 13 26 30 

 2. Penolakan izin perceraian 1 1 0 6 
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No  URAIAN   2014 2015 2016 2017 

4. Konseling PNS 0 3 1 0 

5. 
Izin Perjalanan Dinas ke Luar negeri  
(Tidak termasuk yang melalui Biro 
Administrasi Kerjasama)  

138 95 163 135 

6. Ibadah Haji 62 43 76 265 

7. Ibadah Umroh 211 224 274 794 

8. Cuti besar/Cuti di luar tanggungan 
Negara/ bebas tugas 8 21 16 6 

9. Penyelesaian LP2P 10.747 8324 8314 2878 

10. Penghargaan Satyalencana Karya Satya 984 3.263 3464 950 

11. Pembekalan kewirausahaan menjelang 
purnatugas 80 120 80 80 

12. Pelepasan Purnatugas 100 - 200 150 

13. Pemberian Rekomendasi Bapeltarum 357 175 - - 

14. Penyelesaian Kartu Isteri/suami 348 430 499 1661 

15. Pemberian Tambahan Penghasilan bagi 
PNS yang purnatugas 96 106 - - 

Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD Prov.Jatim 

Tabel 4.310 
Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur 

No Uraian 2014 2015 2016 2017 

1. Ujian Dinas 110 94 52  

2. Ujian Penyesuaian Ijazah (KPPI) 103 66 198  

3. Seleksi pangkat III/d ke IV/a 88 36 59  

4. Tugas Belajar S1,S2,S3 45 21 72  

5. Izin Belajar 160 178 160  

6. Pembekalan Jiwa Entrepreneurship 

- Angkatan I 

- Angkatan II 

- Angkatan III 

- Angkatan IV 

 

- 

- 

- 

- 

 

25 

25 

23 

24 

 

- 

- 

- 
49 

 

- 

- 

- 
- 

JUMLAH 506 314 590 - 

Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD Prov.Jatim  
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Tabel 4.311 
Data Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur  

Tahun 2015 - 2017 
No Uraian 2015 2016 

1. PNS yang telah mengikuti 
kediklatan (Diklat pim, 
fungdsional, teknis, dll) 

17.565 Orang 13.556 

orang 

2. PNS yang belum sama sekali 
mengikuti kediklatan kecuali diklat 
prajabatan. 

3.248 Orang  

JUMLAH 13.556  

Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD Prov.Jatim 

        Tabel 4.312 
Data Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur 

(Assesment di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) 
Tahun 2016-2017 

No Uraian 2016 2017 

1 Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II) 72 - 

2 Jabatan Administrator (Eselon III) 521 - 

3 Jabatan Pengawas - 721 

JUMLAH 593 721 

         Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD Prov.Jatim 

 

2)  Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dilaksanakan pada 

Tahun 2014 dan berhasil dilaksanakan dengan realisasi program sebesar 

98,2 % dengan indikator Penataan PNS Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota 

sesuai dengan kompetensinya. Program ini dalam 1 (satu) kegiatan yaitu 

Penataan SDM Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensinya.  

Capaian Program : 

- Pemberian Rekomendasi keputusan dalam menentukan pengangkatan 

pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

- Terlaksananya Sosialisasi Penilaian/evaluasi pejabat struktural di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa  Timur; 

- Terlaksananya Sosialisasi penilaian kinerja PNS di lingkungan Pemerintah 
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Provinsi Jawa Timur; 

- Terlaksananya Pengusulan nota pertimbangan teknis dan penetapan 

keputusan kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

- Terlaksananya Pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional (umum dan 

tertentu) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 
Tabel 4.313 

Hasil Program Pengelolaan Sumber Daya  Aparatur 
Tahun 2014 

No  URAIAN   2014 

1. Penyelesaian Kenaikan Pangkat:  

 PNS Provinsi Jawa Timur  

 1. Pilihan 84 

 2. Reguler 4.077 

 3. Usul ke Presiden 0 

 PNS Kab/Kota (IV/a-IV/b)  

 1. Pilihan 13.560 

 2. Reguler 0 

 3. Usul ke Presiden 0 

2. Perpindahan  

 1. Antar SKPD di lingkungan Pemprov. Jatim 77 

 2. Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 527 

 3. Antar Provinsi (usulan) 323 

 4. Mutasi masuk menjadi PNSD Prov. Jatim 124 

3. Pemberhentian Pensiun  

 PNSD Provinsi Jawa Timur  

 1. Mencapai BUP (usulan) 122 

 2. Meninggal Dunia (usulan) 109 

 3. Atas Permintaan Sendiri 26 

 4. Usulan ke Presiden 33 

 PNSD Kabupaten/Kota  

 1. Atas Permintaan Sendiri 204 

 2. Mencapai BUP/Atas Permintaan Sendiri (usulan) 0 
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No  URAIAN   2014 

4. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 558 

5.  Penerbitan Karpeg (usulan) 80 

6. Pengangkatan dalam jabatan:  

 1. Fungsional Tertentu 845 

 2. Struktural 666 

 3. Konsultasi Jabatan eselon II (Kab/Kota) 264 

 4. Konsultasi pengangkatan Sekda/Sekkota 6 

 5. Alih jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional 
tertentu 55 

7. Penetapan angka kredit 231 
Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD Prov.Jatim 

 

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi  

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dilaksanakan pada 

Tahun 2014 dan berhasil dilaksanakan dengan realisasi program 92,58 % 

dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Capaian Program : 

Tabel 4.314 
Hasil Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Informasi Kepegawaian Tahun 2014 
No  URAIAN   2014 Ket  

1. 
Pengembangan sistem informasi 
kepegawaian   

 1. Aplikasi layanan front desk  0 Paket 

 
2. Pengembangan aplikasi sistem 

informasi berbasis web 
1 Paket 

 
3. Updating data PNSD di lingkungan 

Pemprov. Jawa Timur 
20.809 PNSD 

2. Penyajian data pegawai 
  

 1. Batas Usia Pensiun 1 Buku/dokumen 

 2. Kenaikan Pangkat 1 Buku/dokumen 

 3. DUK 1 Buku/dokumen 

 4. Profil Kepegawaian Dalam Angka 1 Buku/dokumen 
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No  URAIAN   2014 Ket  

3.  Validasi dan sinkronisasi data PNSD 20.809 PNSD 

Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD  

 

4) Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur 

Program penyelenggaraan pelayanan  manajemen  aparatur 

dilaksanakan pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dan berhasil 

dilaksanakan dengan realisasi program rata-rata diatas 90% dengan 

indikator kinerja persentase penataan SDM Aparatur sesuai formasi 

dan kebutuhan dan pelayanan manajemen aparatur melalui kegiatan 

sebagai berikut : 

- Seleksi rekruitmen  pegawai yang transparan dan bebas KKN melalui 

sistem CAT; 

- Penataan Pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya; 

- Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka; 

- Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karier; 

- Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian dan sasaran kinerja 

pegawai serta penghargaan. 

- Pelayanan Pensiun dan Perpindahan 

- Pelayanan Kenaikan Pangkat 

 

Capaian Program : 

1. Telah diterbitkan Peraturan Gubernur No.41 Tahun 2017 tentang 

Pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN berprestasi di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi ujian TKD penerimaan calon praja 

IPDN dengan target 4 Kali tercapai 4 kali. 

3. Jumlah pegawai yang didistribusikan sesuai dengan hasil pemetaan 

dengan target 1.000 PNS tercapai 926 PNS. 
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4. Jumlah rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim 

Baperjakat dengan target 550  Rekomendasi tercapai 538 

Rekomendasi. 

5. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan 

kompetensi dengan target 100% tercapai 96,2%. 

6. Jumlah pelantikan dan sertijab  dengan target 14 Kali pelaksanaan 

tercapai  14 kali pelaksanaan. 

7. Jumlah penyelesaiaan proses pensiun  ASN dengan target 1.850 SK 

tercapai 1.847  SK. 

8. Jumlah penyelesaiaan proses kenaikan pangkat ASN dengan target 

14.970 SK tercapai  14.962 SK. 

9. Jumlah pengangkatan jabatan fungsional  tertentu  (JFT) dengan 

target 200  Pegawai (JFT) tercapai 198  pegawai (JFT) 

10. Persentase penempatan pejabat structural sesuai dengan jabatan 

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan target  

100% tercapai 100%,  

11. Jumlah pengisian lowongan jabatan terbuka dengan target  5 kali 

pelaksanaan tercapai  5 kali pelaksanaan. 

12. Jumlah peraturan gubernur tentang standart kompetensi jabatan 

di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan target 1 

Pergub tercapai 1 pergub, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas. 

13. Jumlah pelaksanaan pendampingan penyusunan standart 

kompetensi jabatan eselon II dengan target 1 Kali pelaksanaan 

tercapai  1 kali pelaksanaan. 

14. Persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun standart 

kompetensi dengan target 75% tercapai 60%. 

15. Persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun pola karier dengan 

target 75% tercapai 60%. 
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16. Jumlah dokumen pelaksanaan sosialiasi BPJS, ketaspenan, 

Bapertarum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dengan target 3 Dokumen  tercapai  3 dokumen. 

17. Jumlah bimtek penganuhgerahan satyalencana karya bagi pegawai 

ASN melalui Web dengan target 1 Kali pelaksanaan tercapai  1 kali 

pelaksanaan. 

18. Persentase capaian rata-rata komulatif atas SKP dan perilaku kerja 

dari pegawai ASN dengan target 100% tercapai 85,14%. 

19. Persentase pegawai ASN yang menyusun SKP dengan  benar 

dengan target 100% tercapai 99,94% 

20. Jumlah PNS yang akan purna tugas mendapatkan pembekalan 

kewirausahaan dengan target 100 PNS yang akan purna tugas 

tercapai 100 PNS yang akan purna tugas. 

21. Jumlah dokumen  pelaksanaan rapat kerja evaluasi SKP dengan 

target 1 Dokumen tercapai  1 dokumen. 

Tabel 4.315 
Rekapitulasi Perpindahan Pegawai  

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

No Uraian 2014 2015 2016 2017 

1 Perpindahan antar SKPD di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

77 48 43 83 

2 Perpindahan antar Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur 

527 475 383 184 

3 Antar Provinsi (usulan) 323 308 417 224 

4 Mutasi/pelimpahan masuk menjadi 
PNSD Provinsi Jawa Timur 

124 95 35.797 180 

JUMLAH 1.051 926 36.640 671 

Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD Prov.Jatim 
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Tabel 4.316 
Rekapitulasi pengalihfungsian JFU ke JFT 

No Uraian 2014 2015 2016 2017 

1 Pengalihfungsian Jabatan Pelaksana  ke  
Jabatan Fungsional (JFT) 

89 198 72 225 

JUMLAH 89 198 72 225 

 Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD Prov.Jatim 

Tabel 4.317 
Data Pendistribusian Pejabat Struktural Hasil Tim Baperjakat 

No Uraian 2014 2015 2016 2017 

1. Pendistribusian pejabat struktural hasil 
Tim Baperjakat 

1.922 538 2.574 566 

JUMLAH 1.922 538 2.574 566 

Sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD Prov.Jatim 

22. Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 

telah melakukan lelang jabatan secara terbuka untuk jenis jabatan 

tinggi pratama (eselon II) dengan dua tahap pelaksanaan 

diantaranya sebagai berikut : 

Pengisian JPT Pratama pada tanggal 28 April 2016 

a. Jabatan lowong : 

Tabel 4.318 
Data Jabatan Lowong yang Dinyatakan Lulus  

 

 

 

 

 

S
sumber : Data diolah oleh Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran BKD 
Prov.Jatim 

 

No. Jabatan 
Yang 

dinyatakan 
Lulus 

1. Wadir Penunjang Medis RSUD dr. Soetomo Surabaya 4 org 
2. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD dr 

Soetomo Surabaya 
3 org 

3. Wadir Pendidikan dan Pengembangan Profesi RSU 
dr. Saiful Anwar Malang 

4 org 

4. Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian RSU dr. 
Soedono Madiun 

3 org 
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b. Jabatan tinggi pratama yang lowong dan diisi melalui mekanisme 

Talent Pool  di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai 

berikut : 

1) Kepala Biro Administrasi Perekonomian 

2) Kepala Biro Administrasi Pembangunan 

3) Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

4) Kepala Biro Organisasi 

5) Kepala Dinas Peternakan 

6) Kepala Dinas Pertanian 

7) Wadir Pendidikan Profesi dan Penelitian RSUD Dr. Soetomo 

8) Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Haji Surabaya 

 
5) Program pengembangan Data Informasi  

Program pengembangan data informasi dilaksanakan pada Tahun 2015 

sampai dengan Tahun 2017 dan berhasil dilaksanakan dengan realisasi 

program rata-rata diatas 95% dengan indikator kinerja persentase 

database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Program ini, didukung 1 (satu) kegiatan 

yaitu penguatan sistem informasi dan pengelolaan database pegawai. 

 

Capaian Program : 

1. Jumlah dokumen informasi dan data kepegawaian yang akurat, 

lengkap dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen. 

2. Jumlah Aplikasi e-Absensi on-line  dengan target 1 Aplikasi tercapai  

1 aplikasi. 

3. Persentase tingkat keakurasi database kepegawaian dan 

perkembangan kinerja pegawai dengan target 50% tercapai 50%. 

4. Persentase tingkat akurasi file tatanaskah pegawai perorangan 

dengan target 50% tercapai 50%. 

5. Jumlah file penataan tata naskah kepegawaian dengan target 

20.000 file pegawai tercapai  19.567 file pegawai. 
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6. Tersusunnya dokumen informasi dan data kepegawaian yang 

akurat, lengkap melalui aplikasi E-MASTER terintegrasi dengan SKPD 

di seluruh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dikuatkan dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2017 tentang 

Sistim Informasi ASN. 

TABEL 4.319 
STATISTIK PEGAWAI PEMPROV JATIM TAHUN 2014-2018 (Triwulan 2) 

NO URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 Tw II 

                

1 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Provinsi 

Orang 20,809 20,813 19,763 52,617 51337 

  Menurut Golongan            

  Golongan I Orang 572 459 353 662 597 

  Golongan II Orang 6,899 6,538 6,260 8,250 7732 

  Golongan III Orang 10,901 11,160 10,541 27,297 26817 

  Golongan IV Orang 2,437 2,656 2,609 16,408 16191 
               

2 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Provinsi 

Orang 19,837 20,813 19,763 52,617 51337 

  Menurut Tingkat Pendidikan            

  S3 Orang 86 89 94 202 206 

  S2 Orang 2,549 2,634 2,524 8,597 8788 

  S1 Orang 5,877 5,980 5,755 30,372 29829 

  D-IV Orang diakumulasi dg.S1 436 444 

  D-III Orang 2,889 2,951 2,835 2,761 2695 

  D-II Orang 27 24 20 146 126 

  D-I Orang 353 342 328 229 222 

  SLTA  Orang 7,295 7,181 6,797 8,550 7779 

  SLTP Orang 108 984 930 755 688 

  SD Orang 653 628 480 569 560 
               

3 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Provinsi 

Orang 9,244 20,813 19,763 52,617 51337 

  Menurut Jenis Kelamin            

  Laki-laki Orang 1,285 12,801 12,084 28,607 27718 

  Perempuan Orang 7,959 8,012 7,679 24,010 23619 
               

4 
Jumlah Pejabat Struktural 
Pemerintah Provinsi 

Orang 1,922 1,942 1,788 2,496 2371 

  Eselon I Orang 1 1 1 1 1 
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NO URAIAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 Tw II 

  Eselon II Orang 79 74 80 73 68 

  Eselon III Orang 501 497 433 505 475 

  Eselon IV Orang 1,341 1,370 1,274 1,917 1827 

       
 

5 
Jumlah Pejabat Fungsional 
Pemerintah Provinsi 

Orang - - 1,966 35,859 
34070 

  Guru Orang - - 78 28,182 27777 
  Paramedis Orang - - 152 3,011 3013 
  Medis Orang - - 527 713 747 
  Lainnya Orang - - 1,209 3,953 2533 
  

 
           

6 Jumlah PNS Pensiun            
  Pemerintah Provinsi Orang 96 106 1,155 1,667 575 

Sumber Data : Aplikasi SIMPEG dan E-Master Tahun 2014-2018 

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan yang besar jumlah pegawai 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, hal ini dikarenakan per 31 

Desember 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menerima 

pelimpahan tenaga pendidik dan non kependidkan berjumlah 35.184 

pegawai (fungsional guru SMA/SMK Kabupaten/Kota se Jawa Timur). 

6) Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI 

Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI 

dilaksanakan pada Tahun 2017 dan berhasil dilaksanakan dengan 

realisasi program 97,73 %. 

Indikator Kinerja Program : 

Persentase pelaksanaan pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan 

Unit KORPRI 

Dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :  

1. Penegakan Jiwa Korsa 

2. Perlindungan, Advokasi Hukum, dan Kesejahteraan Anggota Korpri 

Capaian Program : 

a. Terselenggaranya Kegiatan HUT KORPRI pada bulan November 

2017; 
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b. Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Pleton Upacara dan Paduan 

Suara sebanyak 9 kali 

c. Terselenggaranya Kegiatan rapat kerja dewan pembina Korpri 

d. Terselenggaranya penanganan perkara anggota KORPRI yang 

bermasalah hukum, melapor dan ditindaklanjuti sebanyak 6 kasus; 

e. Terselenggaranya Sosialisasi fasilitasi pendampingan bantuan 

hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota 

KORPRI (ASN) Unit SKPD Provinsi dan Kab/Kota 

f. Terselenggaranya Bimbingan Rohani 

g. Terselenggaranya Kegiatan Ziarah 

 

7) Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, 

Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur 

Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, 

Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur dilaksanakan pada Tahun 

2018, melalui kegiatan : 

a. Penegakan disiplin 

b. Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja 

c. Pemberdayaan ASN 

Indikator Kinerja Program : 

Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai 

nilai SKP (minimal) Baik 

Target : 51.154 Pegawai 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

a. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin 

b. Persentase  pelanggaran disiplin pegawai selama 1 (satu) Tahun 

c. Persentase kehadiran pegawai tepat waktu selama 1 (satu) Tahun 

d. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan 

penilaian kinerja 

e. Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN 
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f. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN 

g. Jumlah peserta pembekalan bagi pegawai ASN yang menjelang 

masa purna tugas 

Capaian Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 : 

a. Penyelenggaraan Pelepasan Pegawai menjelang Purna Tugas 

sebanyak 200 orang. 

b. Sosialisasi Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 dan 

Ketaspenan bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur sebanyak  100 orang 

c. Pembekalan Kewirausahaan menjelang masa purna tugas bagi 

pegawai ASN sebanyak 80 orang. 

d. Short Course sebanyak 30 orang. 

8) Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI 

Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI 

Dilaksanakan pada Tahun 2018, melalui kegiatan : 

a. Penguatan Jiwa Korsa 

b. Perlindungan, Advokasi Hukum dan kesejahteraan KORPRI 

c. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Sekretariat KORPRI 

Indikator Kinerja Program : 

Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri  

Target : 87% 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

a. Jumlah laporan rangkaian HUT Korpri 

b. Jumlah laporan Paduan Suara 

c. Jumlah laporan Pelatihan Paskibra 

d. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang 

bermasalah hukum  

e. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota 

Korpri 
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f. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota 

Korpri 

g. Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 

Capaian Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 : 

a. Presentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang 

bermasalah hukum sebesar 30% 

b. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga 

anggota Korpri sebesar 75% 

c. Presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 

sebesar 35% 

d. Pelaksanaan kegiatan MTQ KORPRI Provinsi Jawa Timur, 

9) Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN 

Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN Dilaksanakan pada 

Tahun 2018, melalui kegiatan : 

a. Penataan Pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi 

b. Pelayanan Kenaikan Pangkat 

c. Pelayanan pension dan perpindahan 

Indikator Kinerja Program : 

1. Persentase pegawai ASN  yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan 

kompetensi 

2. IKM Pelayanan Kepegawaian 

Target : 

1. 98% 

2. 85% 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

a. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim 

Baperjakat 

b. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 

c. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu 
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d. IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan 

Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur 

e. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan 

dan formasi 

f. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di 

lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa 

Timur. 

Capaian Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 : 

a. Kegiatan pelantikan sebanyak 5  kali. 

b. Kenaikan Pangkat Less Paper Periode April 2018 sebanyak 4.531 SK 

untuk pegawai Provinsi Jawa Timur dan  4.248 SK untuk pegawai 

Kabupaten/Kota se Jawa Timur. 

c. Perpindahan masuk Provinsi Jawa Timur sebanyak 108 orang dan 

perpindahan keluar Provinsi Jawa Timur sebanyak 247 Orang. 

d. Penerbitan SK Pensiun sebanyak 1800 SK untuk Pegawai ASN yang 

pensiun sampai dengan Triwulan II Tahun 2018. 

 

10) Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan 

pengadaan ASN 

Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan 

pengadaan ASN Dilaksanakan pada Tahun 2018, melalui kegiatan : 

a. Penguatan system informasi dan pengolahan database pegawai 

b. Perencanaan kepegawaian dan formasi 

c. Seleksi Rekruitmen Pegawai yang transparan dan bebas KKN 

Indikator Kinerja Program : 

Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, 

lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan  

Target : 95% 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

a. Persentase database kepegawaian yang lengkap dam akurat 
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b. Jumlah dokumen kegiatan  Perencanaan kepegawaian dan formasi 

c. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran 

pegawai dan non ASN 

d. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 

e. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT 

f. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN 

Capaian Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 : 

a. Presentase database yang lengkap dan akurat sebesar 91% 

b. Jumlah dokumen kegiatan perencanaan kepegawaian dan formasi 

sebanyak 1 dokumen 

11) Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan 

pada Tahun 2018, melalui kegiatan : 

a. Pembinaan Karir 

b. Penilaian Kompetensi 

c. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 

Indikator Kinerja Program : 

Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi. 

Target : 90% 

Indikator Kinerja Kegiatan : 

a. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir 

b. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir 

c. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar 

d. Jumlah dokumen kegiatan penilaian kompetensi 

e. Jumlah dokumen kegiatan  Penyusunan standar kompetensi jabatan  

 

Capaian Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 : 

a. Pelaksanaan ujian dinas Tk. I dan Tk. II dan seleksi kenaikan pangkat 

pertama sebanyak 115 orang 
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b. Review assessment untuk Talent Pool bagi calon Sekda 

Kabupaten/Kota se Jawa Timur sebanyak 98 orang. 

c. Assessment untuk Pengawas sebanyak 250 orang. 

d. Pengiriman diklat dll sebanyak 130 orang. 

e. Uji Kompetensi bagi ASN mutasi masuk Pemerintah Provinsi Jatim 

sebanyak 40 orang. 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

Permasalahan secara umum didalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) atau majemen ASN  antara lain:  

1) Distribusi pegawai ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi 

masih belum maksimal dikarenakan masih belum adanya standar 

kompetensi jabatan khususnya untuk standar kompetensi jabatan 

pelaksana dan peta jabatan untuk kebutuhan pemetaan jabatan sesuai 

dengan syarat jabatan. 

2) Kompetensi pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur belum dikembangkan secara optimal baik kompetensi teknis, 

kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural. 

3) Pelakasnaan integrasi akurasi database kepegawaian untuk pelayanan 

kepegawaian belum terintegrasi sepenuhnya dengan database 

kebupaten / kota di Jawa Timur. 

4) Pelaksanaan evaluasi pengukuran kinerja untuk setiap pegawai ASN di 

masing – masing jabatan belum berlandaskan pada System Merit 

5) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih diampu satu program 

yang bertanggungjawab dua bidang, contoh Program pembinaan dan 

pengembangan aparatur dan program penyelenggaraan pelayanan 

manajemen aparatur, sehingga didalam pertanggungjawaban capaian 

kinerja atau kerberhasilan dari pelaksanaan program masih kurang 

optimal dari sisi pertanggungjawaban capaian kinerja program.   
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Solusi : 

1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah menyusun revisi 

Pergub Nomor 76 Tahun 2015 menjadi Pergub 82 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Pelaksana dan Fungsional serta menyusun standar kompetensi 

jabatan baik jabatan tinggi, administrator, pengawas dan pelaksana 

sehingga diharapkan dapat mendukung kebutuhan rencana pegawai 

yang ideal untuk 5 tahun ke depan dengan penetapan nama jabatan 

dan uraian tugas jabatan yang jelas. 

2) Pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur diarahkan pada kegiatan melalui diklat teknis , ujian dinas, 

ujian pembina, ujian pelaksanaan kegiatan penyesuaian ijazah (PI) dan 

pengembangan kompetensi lainnya, 

3) Pengembangan Aplikasi E- Master dengan paradigma Sistem Informasi 

yang berbasis IT (Information Technology) dan Integrasi Database 

Kepegawaian sehingga menghasilkan databse kepegawaian yang 

akurat dan akuntabel. 

4) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mengembangkan 

aplikasi untuk mengukur kinerja masing-masing individu dengan 

aplikasi E-SKP ( Sasaran Kinerja Pegawai secara Elektronik) bagi 

pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga 

diharapkan lebih mempertajam dan memperjelas Kinerja serta Reward 

and Punishment untuk penerapan system performance base pay 

(system penggajian/pembayaran),  maupun competency based pay. 

5) Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014-2019 telah mengakomodir dimana satu bidang mengampu 

satu program dan untuk jabatan pengawas sudah mengampu minimal 

satu program dilaksanakan mulai Tahun 2018, sehingga didalam 

pertanggungjawaban capaian kinerja atau kerberhasilan dari 

pelaksanaan program masing-masing bidang di lingkungan Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur lebih optimal dari sisi 

pertanggungjawaban capaian kinerja program dan kegiatan.  
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3.3.17 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Urusan Pemerintahan (Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian) 

yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dengan 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.320 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 

Pagu 81.522.000.000 109.265.725.100 69.939.515.140 82.415.357.300 - 
Realisasi 73.513.883.945 101.365.088.942 64.760.356.444 64.830.889.101 - 

% 90,18 92,77 92,59 78,66 - 

2 

Program 
pengembangan 
kualitas dan 
efektifitas 
perencanaan diklat 

Pagu 16.398.000.000 - - - - 
Realisasi 11.663.873.675 - - - - 

% 71,13 - - - - 

3 
Program Penilaian 
dan sertifikasi 
Aparatur 

Pagu - 7.000.000.000 7.080.000.000 9.895.000.000 51.701.802.000 
Realisasi - 4.819.222.080 6.598.654.830 8.497.381.569 14.766.402.451 

% - 68,85 93,20 85,88 28,56 

4 

Program 
Pengembangan 
Kompetensi 
Manajerial SDM 
Aparatur 

Pagu - - - - 4.640.000.000 
Realisasi - - - - 2.014.130.950 

% - - - - 43,41 

5 

Program 
Pengembangan 
Kompetensi Teknis 
SDM Aparatur 

Pagu - - - - 9.555.000.000 
Realisasi - - - - 3.584.045.337 

% - - - - 37,51 

6 

Program 
Pengembangan 
Kompetensi 
Fungsional SDM 
Aparatur 

Pagu - - - - 9.265.000.000 

Realisasi - - - - 4.126.048.930 

% - - - - 44,53 

7 

Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Diklat Aparatur dan 
Sertifikasi 
Kompetensi 

Pagu - - - - 8.975.000.000 

Realisasi - - - - 2.087.606.050 

% - - - - 23,26 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 
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a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, bertujuan untuk  

meningkatkan kompetensi kerja aparatur melalui berbagai jenis 

pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi 

pekerjaan, melalui kegiatan : 

– Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, dilaksanakan untuk mencapai 

persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang 

sesuai dengan jenjang jabatan struktural, meliputi penyelenggaraan 

diklat kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV; 

– Pelaksanaan Diklat Teknis, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS, 

meliputi penyelenggaraan diklat teknis Administrasi, diklat teknis 

pemerintahan dan diklat teknis pembangunan; 

– Pelaksanaan Diklat Fungsional,  dilaksanakan untuk mencapai 

persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan 

Fungsional masing-masing, meliputi penyelenggaraan diklat fungsional 

profesi dan diklat fungsional kediklatan; 

– Pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol I, II dan III, merupakan syarat 

pengangkatan CPNS menjadi PNS, meliputi diklat Diklat Pra Jabatan K1 

dan K2 (Gol I, II, III), Diklat Pra Jabatan Formasi Umum Gol. I, II, III, 

Latihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III; 

– Implementation of Good Governance Principles, merupakan penerapan 

dalam prinsip-prinsip kemeperintahan yang baik meliputi kegiatan 

pengembangan, pengendalian mutu akademik, evaluasi 

penyelenggaraan diklat dan pelaporan. 

Adapun hasil capaian kinerja dari penyelenggaraan diklat di Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Provinsi Jawa Timur dengan output alumni diklat disajikan  dalam tabel 

berdasarkan jenis diklat sebagai berikut : 
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Tabel 4. 321 
Jumlah Alumni Pendidikan dan Pelatihan 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 - 2018 

NO JENIS DIKLAT TA. 2014 TA. 2015 TA. 2016 TA.2017 
TA.2018* 

(TW II) 

1 Diklat Kepemimpinan 1.133 1.014 865 933 498 
2 Diklat Kompetensi Teknis 8.521 7.583 7.266 891 306 
3 Diklat Komptensi Fungsional 408 297 337 1.085 440 

4 Diklat Prajabatan 2.744 12.475 2.805 2.106 2.681 
 JUMLAH 12.806 21.369 11.273 5.015 3.925 

Sumber : Badan Diklat Provinsi Jawa Timur 

2) Program pengembangan kualitas dan efektifitas perencanaan diklat 

Program pengembangan kualitas dan efektifitas perencanaan diklat, 

dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan proses pemantauan, 

evaluasi, dan penilaian terhadap efektivitas efektivitas perencanaan diklat 

aparatur di lingkungan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan : 

a. Pengkajian dan Pengembangan Program Diklat; 

b. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat; 

c. Evaluasi Hasil Belajar; 

d. Evaluasi Pasca Diklat; 

e. Orientasi Program Kediklatan; 

f. Pemeliharaan ISO 9001 : 2000; 

g. Pengolahan Data; 

h. Pengembangan SDM Widyaiswara. 

3) Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur 

Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur, dimaksudkan untuk melakukan 

penilaian kompetensi dan sertifikasi profesi Aparatur Sipil Negara yang layak 

untuk menduduki jabatan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

a).  Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi dan  Assessment Complex ( Job 

Target )  Aparatur 

b).  Pelaksanaan Perencaaan Penilaian Kompetensi 

c).  Pelaksanaan  Administrasi Perkantoran  UPT Kompetensi Profesi ASN  
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4) Program Pengembangan Kompetensi Manajerial SDM Aparatur 

Program Pengembangan Kompetensi Manajerial SDM Aparatur 

dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kerja aparatur melalui 

berbagai jenis pengembangan kompetensi manajerial sesuai dengan 

jenjang dan kualifikasi pekerjaan, meliputi kegiatan : 

a).  Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi dan 

Jabatan Administrator, mempunyai tujuan meningkatkan kompetensi 

kepemimpinan pejabat struktural setingkat eselon II, dan  pejabat 

struktural setingkat eselon III (administrator) yang akan berperan dan 

melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-

masing; 

b).  Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Manajerial Pengawas, bertujuan 

membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk 

pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV (Jabatan 

Pengawas) yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi 

kepemerintahan di instansinya masing-masing; 

c).  Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Prajabatan dan Kader Pemerintah 

Daerah, bertujuan untuk membentuk wawasan kebangsaan, 

kepribadian dan etika PNS golongan III, disamping pembekalan 

pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan 

negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu 

melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat 

5) Program Pengembangan Kompetensi Teknis 

Program Pengembangan Kompetensi Teknis SDM Aparatur, adalah proses 

penyelenggaraan pembelajaran yang terencana dan terstruktur bertujuan 

untuk meningkatkan kompetensi kerja aparatur melalui berbagai jenis 

pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan jenjang dan kualifikasi 

pekerjaan, meliputi kegiatan : 

a).  Penyelenggaraan Diklat  Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan 

Dasar dan Pilihan,  
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Penyelenggaraan Diklat  Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan 

Dasar meliputi penyelenggaraan diklat berkaitan   dengan :  

- pendidikan,  

- kesehatan; 

- pekerjaan umum dan penataan ruang; 

- perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

- ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

- masyarakat; dan 

- sosial 

Sedangkan Penyelenggaraan Diklat  Kompetensi Teknis Urusan Pilihan, 

meliputi : 

- kelautan dan perikanan; 

- pariwisata; 

- pertanian; 

- kehutanan; 

- energi dan sumber daya mineral; 

- perdagangan; 

- perindustrian; dan 

- transmigrasi. 

b).  Penyelenggaraan Diklat  Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non 

Pelayanan Dasar, meliputi : 

- tenaga kerja; 

- pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 

- pangan; 

- pertanahan; 

- lingkungan hidup; 

- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

- pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

- perhubungan; 

- komunikasi dan informatika; 
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- koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

- penanaman modal; 

- m. kepemudaan dan olah raga; 

- n. statistik; 

- o. persandian; 

- p. kebudayaan; 

- q. perpustakaan; dan 

- r. kearsipan. 

c).  Penyelenggaraan Diklat  Kompetensi Pemerintahan Umum, bertujuan 

untuk meningkatkan kompetensi pemerintahan bagi ASN dalam rangka 

melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang 

jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah secara profesional, meliputi : penyelenggaraan diklat 

kepemimpinan pemerintahan dalam negeri Tingkat III dan Tingkat IV. 

6) Program Pengembangan Kompetensi Fungsional Sosial Kultural 

Program Pengembangan Kompetensi Fungsional Sosial Kultural SDM 

Aparatur, adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang terencana 

dan terstruktur bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja aparatur 

melalui berbagai jenis pengembangan kompetensi  Fungsional Sosial 

Kultural sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan, meliputi kegiatan : 

a). Penyelenggaraan Diklat  Kompetensi Jabatan  Fungsional, meliputi 

kegiatan diklat fungsional tertentu seperti penyelenggaraan Diklat 

fungsional Auditor, Diklat Fungsional Arsiparis, dll  

b).  Penyelenggaraan Diklat  Kompetensi Sosial Kutural, dimaksudkan untuk 

meningkatkan kompetensi  yang dimiliki oleh seorang ASN berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/prilaku yang dapat diamati, diukur dan 

dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat 

majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi 

oleh setiap pemegang jabatan. Contoh dari Penyelenggaraan Diklat  
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Kompetensi Sosial Kutural yaitu Diklat Wawasan Kebangsaan, Diklat Bela 

Negara, Diklat Revolusi Mental 

c).  Penyelenggaraan Diklat  Kompetensi Tenaga Kediklatan, dimaksudkan 

untuk meningkatkan kompetensi bagi pengelola diklat melalui kegiatan 

Diklat Training Officer Cource (TOC), dan Management Of Training 

(MOT) dan tenaga pengajar melalui Diklat Calon Widyaiswara (Diklat 

Cawid) dan Training Of Fasilitator (ToF) Kepemimpinan dan Pra 

Jabatan. 

7) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan 

Sertifikasi Kompetensi 

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan 

Sertifikasi Kompetensi, dimaksudkan untuk peningkatan kualitas 

penyelenggaraan diklat melalui proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian 

terhadap efektivitas penyelenggaraan diklat aparatur dan melalkukan 

sertifikasi kompetensi bagi aparatur di lingkungan Pemerintahan Daerah, 

melalui kegiatan : 

a).  Evaluasi Diklat 

b). Pelaksanaan Pengelolaan  Pengajaran, Sumber Belajar Diklat 

c).  Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi  

d).  Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Aparatur, dimaksudkan untuk 

pemberian sertifikat kompetensi kepada pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji 

kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan. 

contoh Sertifikasi Satpol PP, Sertifikasi Pranata Komputer 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

1) Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan semua 

tahapan dalam siklus diklat secara konsisten, terutama tahapan pra diklat, 

pelaksanaan dan evaluasi diklat; 

2) Terbatasnya tenaga pengajar untuk diklat teknis dan fungsional; 
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3) Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam penyelenggaraan 

diklat utamanya dalam penyediaan sarana prasarana yang baik; 

4) Belum meratanya standar kompetensi SDM pengelola diklat yang 

dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terjadi 

kesenjangan kualitas penyelenggaraan diklat antara satu kabupaten/kota 

dengan kab/kota yang lainnya. 

 

Solusi: 

1) Melakukan koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada 

kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan program pendidikan dan 

pelatihan yang lebih efektif dan berdampak nyata terhadap kinerja 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka seluruh tahapan 

dalam pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi perlu dilakukan secara konsisten dan terintegrasi; 

2) Memantapkan penyelenggaraan diklat dengan bekerjasama dengan 

instansi teknis untuk menyediakan tenaga pengajar/widyaiswara diklat dan 

melakukan pelatihan bagi aparatur kab/kota khususnya Training Of Trainer 

(TOT) untuk diklat teknis dan diklat fungsional; 

3) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat di kab/kota se 

Jawa Timur serta hanya memberikan ijin penyelenggaraan diklat yang 

memenuhi kriteria; 

4) Melakukan evaluasi diklat di kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM 

pengelola diklat Kab/kota melalui  Management of Training (MOT) untuk 

pejabat struktural pengelola diklat dan Training Officer Cource (TOC) untuk 

pegawai/petugas diklat di kab/kota. 
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3.3.17 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan 

Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program 

Pembangunan Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 322 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014-2018 

No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 

1 

Program 
Penelitian 
Dan 
Pengembang
an Ilmu 
Pengetahuan   
Dan  
Teknologi 

 Pagu 21.225.000.000 21.575.500.000 13.484.682.135 3.682.000.000 - 
 Realisasi 21.001.600.563 21.279.974.457 13.429.546.616 3.650.293.832 - 

 % 98,95 98,63 99,59 99,14 - 

2 

Program 
Diseminasi 
Hasil 
Penelitian 
dan 
Pengembang
an 

 Pagu - 1.363.300.000 930.322.650 750.913.000 - 
 Realisasi - 1.342.909.440   929.490.350 700.435.272 - 

 % - 98,50 99,91 93,28 - 

3 

Program 
Pendamping
an SIDa 
Kabupaten/K
ota di Jawa 
Timur 

 Pagu - 461.700.000 223.209.356 848.913.000 - 
 Realisasi - 403.531.490   222.114.550 848.414.650 - 

 % - 87,40 99,51 99,94 - 

4 

Program 
Penelitian 
Pemerintaha
n dan 
Kemasyaraka
tan 

 Pagu - - - - 2.498.253.000 
 Realisasi - - - - 391.975.600 

 % - - - - 15,69 

5 

Program 
Penelitian 
Ekonomi,  
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 
Hidup 

 Pagu - - - - 2.400.000.000 
 Realisasi - - - - 586.540.300 

 % - - - - 24,44 

6 

Program 
Pengembang
an Hasil 
Penelitian 
dan 

 Pagu - - - - 4.590.000.000 
 Realisasi - - - - 669.953.844 

 % - - - - 14,60 
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No Program Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
Teknologi 
Terapan 

7 

Program 
Pengembang
an 
Kemitraan 
dan Sistem 
Inovasi 
Daerah 

 Pagu - - - - 4.510.000.000 
 Realisasi - - - - 1.095.977.431 

 % - - - - 24,30 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

merupakan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil litbang serta 

kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder. Untuk 

mengukur keberhasilan dari program tersebut dapat dilihat melalui: Jumlah 

dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian dan persentase hasil litbang serta 

kajian yang dimanfaatkan stakeholder. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari 

adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait dan mekanisme monitoring 

secara terus menerus pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan serta atas 

dukungan ketersediaan database penjaringan judul dari stakeholder 

(kabupaten/kota) pada rapat koordinasi penelitian dan pengembangan  yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga hasilnya juga dapat dimanfaatkan 

secara optimal. 

Tabel  4.323 
Capaian Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Tahun 2014 s.d 2018 

NO INDIKATOR PROGRAM 
CAPAIAN (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Jumlah dokumen/buku 
laporan hasil litbang serta 
kajian  

77 98 72 28 - 
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NO INDIKATOR PROGRAM 
CAPAIAN (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

2 Persentase hasil litbang serta 
kajian yang dimanfaatkan 
stakeholder  

30 26 67 75 - 

 

2) Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 

 Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan merupakan program  

yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan diseminasi hasil litbang. 

Untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut dapat dilihat melalui: 

persentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat 

dan melalui media. Diseminasi hasil litbang secara langsung ke masyarakat 

dilakukan melalui Kegiatan Bedah Buku dan Sosialisasi Hasil Litbang langsung 

kepada masyarakat. Sedangkan melalui media, diseminasi dilakukan melalui Jurnal 

dan Website.  

Tabel 4. 324 
Capaian Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan  

Tahun 2014 s.d 2018 

INDIKATOR PROGRAM 
CAPAIAN (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 
Persentase hasil litbang serta kajian 
yang didiseminasikan langsung ke 
masyarakat dan melalui media 

- 44,33 76 57 - 

 

3) Program Pendampingan SIDa Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

 Program Pendampingan SIDa Kabupaten/Kota di Jawa Timur merupakan 
program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pendampingan SIDa 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pelaksanaan pendampingan SIDa mencakup 
pemberian sosialisasi, bimbingan penyusunan road map, serta pemberian 
pengetahuan dan arahan terkait penguatan dan rencana aksi implementasi SIDa di 
masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk mengukur keberhasilan dari program 
tersebut dapat dilihat melalui: Prosentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang 
telah melakukan inisiasi dan pengembangan SIDa. Dengan adanya fasilitasi 
pendampingan SIDa, Kabupaten/Kota semakin terbuka akan pentingnya 
pengembangan SIDa dalam mendukung pembangunan di daerah.  
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Tabel 4.325 
Capaian Program Pendampingan SIDa Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun 2014 s.d 2018 

INDIKATOR PROGRAM 
CAPAIAN (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 
Persentase Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur yang telah melakukan Inisiasi 
dan Pengembangan SIDa 

- 24 18 36,84 - 

 
4) Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan 

 Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan merupakan program 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil penelitian yang dimanfaatkan 

stakeholder diBidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Keberhasilan dari 

program tersebut diukur melalui persentase hasil penelitian pemerintahan dan 

kemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Terdapat 13 (tiga belas) 

Kegiatan Penelitian Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan 

selama tahun 2018, kegiatan tersebut mencakup penelitian swakelola murni dan 

pihak ketiga. 

5) Program Penelitian Ekonomi,  Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

 Program Penelitian Ekonomi,  Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

merupakan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil penelitian yang 

dimanfaatkan stakeholder diBidang Ekonomi,  Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup. Keberhasilan dari program tersebut diukur melalui persentase hasil 

penelitian Ekonomi,  Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan 

oleh stakeholder. Terdapat 12 (dua belas) Kegiatan Penelitian Bidang Ekonomi,  

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan selama tahun 2018, 

kegiatan tersebut mencakup penelitian swakelola murni dan pihak ketiga. 

6)  Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan 

 Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan merupakan 

program yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil penelitian dan 

pengembangan yang dimanfaatkan stakeholder melalui diseminasi hasil 

penelitian. Model kegiatan yang digunakan untuk diseminasi dapat berupa 

workshop dan konsultasi publik, gelar teknologi, pelatihan teknis serta pembuatan 
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percontohan. Media diseminasi yang diproduksi dapat berupa brosur, poster, 

rekaman radio, CD, siaran TV, pameran, dan ikut serta dalam gelar teknologi 

Keberhasilan dari program tersebut diukur melalui persentase hasil penelitian dan 

teknologi terapan yang dapat dikembangkan, dengan target tahun 2018 sebesar 

5%. Program ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Diseminasi Hasil 

Penelitian dan Kegiatan Inovasi Teknologi Terapan. 

7) Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah 

 Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah merupakan 

program yang dimaksudkan untuk mengembangkan Sistem Inovasi Daerah Jawa 

Timur. Keberhasilan dari program tersebut diukur melalui persentase OPD Provinsi 

dan Kab/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah, yang 

pada tahun 2018 ini ditargetkan sebanyak 10%. Kegiatan ini didukung oleh 2 

kegiatan yaitu Kegiatan Kemitraan Kelitbangan dan Kegiatan Sistem Inovasi 

Daerah. 

 

b. Permasalahan dan Solusi: 

Permasalahan : 

– Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antar stakeholder; 

– Belum semua hasil-hasil penelitian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan  oleh 

stakeholder maupun sebagai perencanaan dan kebijakan; 

– Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi 

antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna;  

– Belum pahamnya masyarakat maupun stakeholder terkait hasil litbang; 

– Masih adanya  lembaga non litbang yang melaksanakan kegiatan litbang. 

 

Solusi: 

– Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait baik 

dalam menentukan tema kegiatan litbang maupun dalam pemanfaatan hasil 

litbang; 
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– Meningkatkan diseminasi & sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta 

kajian kepada stakeholder dalam rangka mempublikasikan kepada masyarakat 

luas baik melalui website, jurnal dan buletin; 

– Meningkatkan kualitas hasil penelitian melalui kerjasama dengan lembaga-

lembaga penelitian perguruan tinggi atau dengan para pakar; 

– Menciptakan inovasi-inovasi IPTEK secara profesional dan menjaga citra 

hubungan yang konsisten dengan kebutuhan pengguna;   

– Meningkatkan sinergi antar lembaga litbang dan intansi terkait melalui Rapat 

Koordinasi litbang, kerjasama litbang, Forum Komunikasi kelitbangan, Seminar, 

Diskusi, Lokakarya  atau Workshop; 

– Membangun image kepada masyarakat bahwa pengembangan Hasil 

Litbang/IPTEK adalah suatu kebutuhan; 
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3.3.18 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa 

Timur dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Badan Penghubung 

Daerah Tahun 2014-2018 secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :  

Tabel 4. 326 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Badan Penghubung Daerah  
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 
(TW II) 

1. Program  
Peningkatan 
Kerjasama 

Pagu 9.223.711.200 - - - - 
Realisasi 9.170.866.955 - - - - 

% 99,43% - - - - 
2. Program  

Dukungan 
Layanan 
Kantor 
Perwakilan 

Pagu - 1.139.940.000 1.437.855.000 1.034.000.000 - 
Realisasi - 1.138.944.467 1.367.168.935 1.033.369.737 - 

% 
- 99,91% 

95,08% 99,94% - 

3. Program  
Peningkatan 
Promosi 
Potensi 
Daerah 

Pagu - 10.724.684.500 16.187.192.500 14.982.135.000 24.724.885.000 
Realisasi - 10.711.065.000 15.949.465.436 14.478.793.716 9.089.631.900 

% 
- 99,87% 

98,53% 96,64% 36,76% 

4. Program  
Pelayanan 
Badan 
Penghubung 

Pagu - - - - 1.527.010.000 
Realisasi - - - - 285.164.392 

% - - - - 18,67% 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan  

1) Program Peningkatan Kerjasama 

  Program Peningkatan Kerjasama sebagaimana pada tabel 1 diatas 

hanya ada pada tahun 2014 dikarenakan transisi RPJMD Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2009-2014, oleh karena itu pada RPJMD Tahun 2014-2019 khususnya 

tahun 2015-2019 tidak ada dalam RENSTRA Kantor Perwakilan Provinsi             

Jawa Timur/Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur. 

  Program Peningkatan Kerjasama bertujuan untuk mengoptimalkan 

kegiatan Kantor Perwakilan, melalui : 

- Peningkatan koordinasi keprotokolan dalam rangka kerjasama antara 

Badan/Dinas/Lembaga/Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
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Timur adalah pelayanan pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif 

dengan mengacu pada standart pelayanan publik. 

- Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM, 

Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta adalah memfasilitasi pelaksanaan 

promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek baik dalam bidang 

kesenian, pariwisata, serta kerajinan UKM serta mengoptimalkan 

Anjungan Jawa Timur di TMII Jakarta sebagai “show window”  Jawa Timur 

di Jakarta. 

 Program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan 

terealisasi sesuai target yang telah direncanakan oleh Kantor Perwakilan 

Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dapat diukur dengan tingkat keberhasilan 

realisasi anggaran yaitu sebesar 99,43%. 

   

2) Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan   

  Program dukungan layanan Kantor Perwakilan sebagaimana pada 

tabel 1 diatas tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 

2015-2019 sehingga mengingat kebutuhan untuk menunjang kegiatan kantor, 

Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur memasukan program ini dalam 

RENSTRA dan Renja serta DPA Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

  Program dukungan layanan Kantor Perwakilan dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada unsur pemerintahan yaitu melalui 

peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/ 

legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang terdiri 

dari sub kegiatan yaitu pelayanan keprotokolan dan pengamanan VIP 

(PATWAL). 

 Program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan 

terealisasi sesuai target yang telah direncanakan oleh Kantor Perwakilan 

Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dapat diukur dengan tingkat keberhasilan 

realisasi anggaran yaitu dari tahun 2015-2017 rata-rata sebesar 98,31%. 
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3) Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah 

  Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah sebagaimana pada 

tabel 1 diatas tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 

2015-2019 sehingga mengingat kebutuhan untuk menunjang kegiatan kantor 

yaitu sebagai fasilitator kegiatan Pameran UKM dan Pentas Kesenian Jawa 

Timur di Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta atau di Jabodetabek, Kantor 

Perwakilan Provinsi Jawa Timur memasukan program ini dalam RENSTRA dan 

RENJA serta DPA Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

  Program peningkatan promosi potensi daerah dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan Badan Penghubung Daerah melalui kegiatan peningkatan 

fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya yang dilaksanakan dengan 

kegiatan yang mengacu pada indikator kinerja, yaitu : 

- Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pameran UKM Jawa Timur di Jakarta 

dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan kegiatan pameran Jatim di 

Jakarta, kegiatan pameran UKM Jawa Timur di Jakarta dapat terealisasi 

memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan; 

 - Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di 

Jakarta dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan kegiatan pentas seni 

budaya Jatim di Jakarta, kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di 

Jakarta dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang 

direncanakan; 

- Pelatihan keterampilan bagi anggota Pawarta Jatim dengan jumlah 

pelatihan keterampilan, kegiatan tersebut dapat terealisasi memenuhi 

target sesuai jadwal yang direncanakan. 

 

 Program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan 

terealisasi sesuai target yang telah direncanakan oleh Kantor Perwakilan 

Provinsi Jawa Timur/Badan Penghubung Daerah Jawa Timur, hal tersebut 

dapat diukur dengan tingkat keberhasilan realisasi anggaran yaitu dari tahun 

2015-2017 rata-rata sebesar 98,35%. 
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4) Program Pelayanan Badan Penghubung 

  Program Pelayanan Badan Penghubung sebagaimana pada tabel 1 

diatas pada prinsipnya sama dengan Program Pelayanan Kantor Perwakilan 

yang tertuang dalam tabel 1 diatas, program Pelayanan Badan Penghubung  

dilaksanakan hanya dari tahun 2015-2017 saja, hal tersebut dikarenakan 

adanya perubahan nomenklatur organisasi, pada tahun 2018 Kantor 

Perwakilan berubah menjadi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 11 tahun 2016, 

sehingga RENSTRA berubah sesuai dengan nomenklatur yang baru. 

  Program pelayanan Badan Penghubung dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada unsur pemerintahan yaitu dengan melalui 

peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah 

eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi 

dengan tujuan meningkatnya prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan 

keprotokolan dan jumlah pengamanan VIP (Patwal). 

 Program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan 

terealisasi sesuai target yang telah direncanakan oleh Badan Penghubung 

Daerah Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dapat diukur dengan tingkat 

keberhasilan realisasi anggaran yaitu pada tahun 2018 (Triwulan II) sebesar 

18,67%. 

 b. Permasalahan dan Solusi 

 Permasalahan : 

- Pada aspek pelayanan pada saat-saat tertentu sering terjadi permintaan 

pelayanan yang bersamaaan sehingga transportasi, akomodasi seringkali tidak 

mampu dalam menghadapi pekerjaan secara bersamaan dikarenakan jumlah 

kendaraan dan driver yang terbatas, serta akomodasi dengan jumlah kamar-

kamar di Mess Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur yang terbatas;  

- Secara umum tidak terdapat masalah yang berarti, hanya pada Tahun 2017 

adanya jadwal kegiatan pameran yang dihapus oleh Pihak TMII karena event 

tersebut jatuh pada bulan Ramadhan yaitu Pameran Pekan Liburan Sekolah, 
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sehingga Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur tidak bisa 

merealisasikan kegiatan dimaksud;  

- Secara umum tidak masalah yang berarti hanya pada Tahun 2017 terdapat 

perencanaan perhitungan sewa lahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

pameran yaitu pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ), sehingga anggaran tidak 

bisa terealisasi dengan maksimal. 

- Jadwal yang telah ditetapkan bisa berubah/terjadi pembatalan dikarenakan 

faktor internal daerah Kabupaten/Kota. 

-  Lokasi sekretariat Paguyuban Kedaerahan tersebar diwilayah Jabodetabek, 

sehingga terdapat sedikit kesulitan untuk menyamakan waktu dalam 

pembinaan sumber daya manusia (SDM) anggota PAWARTA JATIM. 

Solusi : 

- Pembenahan standar pelayanan kepada pejabat eksekutif dan legislatif 

dengan mengacu pada prinsip standar pelayanan publik; 

-   Kedepan lebih intensif koordinasi dengan pihak TMII agar bisa menyesuaikan 

event pameran sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah 

Provinsi Jawa Timur; 

-  Didalam perencanaan anggaran sewa lahan dan lain-lain agar lebih teliti 

sehingga perhitungan angka didalam pelaksanaan tidak terdapat kelebihan 

anggaran; 

- Lebih meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota se-Jawa Timur             

terkait kesiapan menampilkan pergelaran seni budaya di Anjungan Jawa Timur 

TMII dengan menggali potensi kesenian tradisional rakyat dengan terus 

berupaya melestarikan budaya daerah Jawa Timur. 

- Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Anggota Paguyuban 

Kedaerahan yang tergabung dalam PAWARTA JATIM yang ada di Jabodetabek, 

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia  

anggota PAWARTA JATIM. 
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3.3.19 =BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Urusan penunjang bidang wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2019 secara terinci sebagaimana 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.327 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Tahun 2014-2019 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW II) 

1 

Program 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

Pagu 820.000.000 962.500.000 156.277.100 896.780.228 5.393.400.000 

Realisasi 771.017.150 925.551.479 153.636.380 822.171.638 970.196.935 

% 94,03 96,16 98,31 91,68 17,99 

2 

Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat untuk 
Menjaga Ketertiban 
dan Keamanan 

Pagu 2.000.000.000 1.891.100.000 1.711.408.750 - - 

Realisasi 1.824.933.987 1.765.991.350 1.473.236.880 - - 

% 91,25 93,38 86,08 - - 

3 

Program 
Peningkatan 
Kesadaran Hukum 
dan HAM 

Pagu 835.100.000 927.000.000 160.000.000 500.000.000 - 

Realisasi 807.335.390 843.248.515 154.812.285 475.339.972 - 

% 96,68 90,97 96,76 95,07 - 

4 

Program 
Penyempurnaan 
dan Penguatan 
Kelembagaan 
Demokrasi 

Pagu 2.914.000.000 1.969.426.950 250.000.000 750.000.000 - 

Realisasi 2.769.528.135 1.942.583.224 242.210.435 719.666.551 - 

% 95,04 98,64 96,88 95,96 - 

5 

Program 
Peningkatan 
Keamanan dan 
Ketertiban 
Masyarakat 

Pagu 1.770.000.000 863.900.000 250.000.000 1.250.000.000 - 

Realisasi 1.556.700.180 701.030.325 226.420.945 1.221.903.382 - 

% 87,95 81,15 90,57 97,75 - 

6 Program Perbaikan 
Proses Politik 

Pagu 495.000.000 592.000.000 90.000.000 250.000.000 - 

Realisasi 474.074.190 528.594.532 84.249.235 244.136.240 - 
% 95,77 89,29 93,61 97,65 - 

7 

Program 
Peningkatan 
Kerukunan Umat 
Beragama 

Pagu 735.200.000 747.500.000 82.314.150 153.219.772 - 

Realisasi 715.955.135 717.387.030 81.612.665 148.456.590 - 

% 97,38 95,97 99,15 96,89 - 

8 

Program 
Pengembangan 
Etika dan Budaya 
Politik 

Pagu - - - - 1.045.109.000 
Realisasi - - - - 368.949.141 

% - - - - 35,30 

9 

Program 
Pencegahan dan 
Penanganan Konflik 
Sosial 

Pagu - - - - 1.532.200.000 

Realisasi - - - - 471.123.000 

% - - - - 30,75 
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10 

Program 
Pemantapan 
Pembauran 
Kebangsaan 

Pagu - - - - 958.000.000 
Realisasi - - - - 86.532.175 

% - - - - 9,03 

11 

Program 
Pemantapan dan 
Penguatan 
Kelembagaan 
Demokrasi 

Pagu - - - - 3.469.500.000 

Realisasi - - - - 1.118.184.098 

% - - - - 32,23 

 
a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan 

wawasan kebangsaan bagi elemen masyarakat serta pengembangan, 

pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila, dan budaya bangsa. 

Dengan sasaran terwujudnya harmoni social dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

 Secara keseluruhan hasil Pelaksanaan Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan dapat disampaikan sebagai berikut : 

− Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai 

warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

− Meningkatnya pemahaman elemen masyarakat akan keanekaragaman suku, 

etnis, bangsa, bahasa, adat bahkan agama. 

− Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan serta empat Konsensus 

Nasional dikalangan elemen masyarakat khususnya generasi muda. 

Tabel 4. 328 
         Capaian Kinerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Uraian 
Capaian Kinerja Program 

Satuan 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Forum Pembauran 
Kebangsaan (FPK) yang terbentuk 

Kab/Kota 26 26 29 31 

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jatim 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan 

Keamanan adalah salah satu program yang termasuk dalam anggaran pendidikan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program pendidikan masyarakat yang 
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dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk meningkatkan 

kepedulian dan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan 

keamanan. 

 

3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. 

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur di Provinsi Jawa Timur 

tentang hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

Provinsi Jawa Timur. 

Secara keseluruhan hasil Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak 

Azasi Manusia dapat disampaikan sebagai berikut : 

− Meningkatnya  wawasan dan kesadaran  hukum dan HAM bagi aparatur, dan 

elemen masyarakat. 

− Meningkatnya  Pemahaman  dan  kesadaran  akan Rencana Aksi Nasional 

(RANHAM) Kab/Kota se Jatim. 

− Menciptakan Budaya Hukum yang baik disegala lapisan Masyarakat. 

− Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur. 

Tabel 4. 329 
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Uraian 
Capaian Kinerja Program 

Satuan 2014 2015 2016 2017 

Jumlah kejadian terkait HAM kejadian 41 52 48 38 

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jatim 

4. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi. 

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik yang demokratis, 

dengan sasaran kegiatan untuk meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga 

politik dan lembaga demokrasi. Secara keseluruhan hasil Program Penyempurnaan 

dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dapat disampaikan sebagai berikut :  

− Meningkatnya kapasitas lembaga politik dan lembaga demokrasi. 
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− Terjalinnya komunikasi antar fungsionaris parpol/ormas/LSM dan pemerintah 

Provinsi Jatim. 

− Meningkatnya harmonisasi Sosial Politik Masyarakat bagi Supra dan Infra 

Struktur Politik. 

− Meningkatnya kesadaran politik masyarakat. 

− Meningkatnya pemahaman LSM/Ormas dan Elemen Masyarakat dalam 

pembangunan politik di Jatim. 

− Tersedianya data Parpol maupun Ormas/LSM yang terdaftar. 

− Meningkatnya pemantauan kondisi politik terutama pada pelaksanaan pilkada 

serentak 

Tabel 4. 330 
Capaian Kinerja Program Peningkatan Penyempurnaan dan Penguatan 

Kelembagaan Demokrasi 

Uraian 
Capaian Kinerja Program 

Satuan 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Ormas / LSM terdaftar Ormas/LSM 883 889 901 908 

Verifikasi bantuan keuangan 

Partai Politik 

Parpol 10 8*) 10 10 

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jatim 
*) : Terdapat dualisme kepemimpinan pada Golkar dan PPP  

5. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertujuan 

untuk memantau kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing yang ada di Jawa 

Timur, menciptakan efektifitas jaringan informasi konflik, meningkatkan peran 

Kominda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), meningkatkan 

pencegahan dan penanganan konflik, dengan sasaran terciptanya rasa aman dan 

tertib di Masyarakat. Secara keseluruhan hasilnya dapat disampaikan sbb :  

− Teridentifikasinya jumlah, kegiatan, keberadaan, orang dan lembaga asing di 

Jatim. 

− Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi kerawanan gangguan 

Kamtramtibmas di Jawa Timur. 
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− Meningkatnya peran dan efektifitas Kominda dalam mengantisipasi 

permasalahan yang berpontensi konflik di Jawa Timur  

− Meningkatnya kepekaan terhadap permasalahan yang akan terjadi di 

masyarakat. Terutama melalui FKDM dan tiga pilar plus. 

− Sosialisasi pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

Tabel 4. 331 
     Capaian Kinerja Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Uraian 
Capaian Kinerja Program 

Satuan 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Kejadian Menonjol terkait 

poleksosbud dan tibmas 

kejadian 106 331 268 227 

Jumlah Forum Kewaspadaan Dini 

Masyarakat (FKDM) yang terbentuk 

Kab/Kota 32 34 35 37 

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jatim 

6. Program Perbaikan Proses Politik 

Program Perbaikan Proses Politik bertujuan untuk meningkatkan 

pendidikan politik masyarakat, dengan sasaran kegiatan guna peningkatan 

efektifitas proses politik.  Secara keseluruhan hasil Program Perbaikan Proses 

Politik dapat disampaikan sebagai berikut : 

− Meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam 

rangka Pemilukada. 

− Meningkatnya kepekaan aparat terkait dalam menyikapi masalah-masalah 

sosial politik di masyarakat. 

− Meningkatnya pemahaman aparatur dan elemen masyarakat terhadap 

budaya politik yang demokratis dan beretika. 

Tabel 4. 332 
     Capaian Kinerja Program Perbaikan Proses Politik 

Uraian 

Capaian Kinerja Program 

Satuan 2014 2015 2016 2017 

Jumlah kejadian terkait politik kejadian 63 53 18 15 

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jatim 
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7. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. 

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama bertujuan untuk 

meningkatkan toleransi dan solidaritas antar umat beragama sehingga dapat 

terwujud kerukunan baik di dalam agama maupun antar agama. Program ini 

dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) baik tingkat Provinsi maupun fasilitasi penguatan FKUB Kab/Kota. Selain itu 

juga diadakan kegiatan silaturahmi antara pemeluk agama yang berbeda – beda 

dalam kemasan sosialisasi, jambore, dialog interaktif, dsb. 

Tabel 4. 333 

     Capaian Kinerja Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama 

Uraian 

Capaian Kinerja Program 

Satuan 2014 2015 2016 2017 

Jumlah kejadian terkait 

keagamaan 

kejadian 26 17 18 15 

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jatim 

8. Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik. 

Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik ini merupakan 

nomenklatur program baru, kombinasi dari Program Peningkatan Kesadaran 

Hukum dan HAM serta Program Perbaikan Proses Politik, dengan tujuan agar dua 

program tersebut dapat saling mendukung dan berjalan lebih efektif. 

 

9. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial. 

Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial ini merupakan 

program penyempurnaan dari Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat, dengan memperhatikan kondisi dan fakta di lapangan. Dengan 

perubahan ini diharapkan dapat lebih tepat sasaran. 

 

10. Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan. 

Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan ini merupakan program 

penyempurnaan dari Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, dengan 
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memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dengan perubahan ini 

diharapkan dapat meraih sasaran yang lebih luas dalam meningkatkan harmoni 

sosial di masyarakat Jawa Timur. 

11. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi. 

Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan ini merupakan program 

penyempurnaan dari Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, dengan 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dengan perubahan ini 

diharapkan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas lembaga politik dan 

lembaga demokrasi. 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan: 

1) Aktifitas Ormas/LSM belum semua melaporkan kepada Bakesbangpol Jawa Timur; 

2) Kurangnya kesadaran akan pentingnya etika dan budaya politik yang santun pada 

elemen masyarakat; 

3) Belum optimalnya peran institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, 

perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, serta kurangnya perhatian 

terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM; 

4) Masyarakat Jawa Timur sangat pluralistik sehingga mudah terjadi gesekan; 

5) Kondisi masyarakat saat ini cenderung kritis dan emosional (irrasional); 

6) Belum maksimalnya komunikasi untuk menyatukan pemahaman guna 

mewujudkan kerukunan umat beragama menuju kedamaian dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Solusi: 

1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur) secara berkala mengkomunikasikan 

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) terkait peraturan 

perundangan terbaru. 

2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya masing-

masing agar tidak mudah terjebak pada eksklusivisme negatif dalam beragama. 
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3) Meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi 

suku, Agama, Ras dan antar golongan. 

4) Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin 

komunikasi antar dan inter umat beragama. 

5) Meningkatkan sinkronisasi dan kerjasama bersama aparat TNI , Polri, serta instansi 

vertikal lainnya. Serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota terutama dalam mendorong dalam melaksanakan kegiatan dan 

membentuk lembaga di daerah yang mendukung kegiatan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi dalam mencapai sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
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3.3.20 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

Urusan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pagu dan Realisasi Program 

Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014 – 2018 secara terperinci sebagaimana tabel dibawah ini :  

Tabel 4.335 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 – 2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 
2018 

(TW II) 
1. Program 

Kedaruratan & 
Logistik 
Penanggulangan 
Bencana 

Pagu 2.670.000.000 2.357.760.000 1.017.750.000 1.780.220.400 5.997.308.300 
Realisasi 2.491.942.725 1.988.181.430 1.011.289.238 1.745.218.604 953.052.087 

% 93,33 84,33 99,37 98,03 15,89 

2. Program 
Rehabilitasi & 
Rekonstruksi 
Penanggulangan 
Bencana 

Pagu 1.740.000.000 1.709.000.000 1.190.215.000 1.534.273.200 1.300.000.000 
Realisasi 1.694.905.440 1.597.319.374 1.175.786.429 1.528.314.619 665.596.115 

% 97,41 93,47 98,79 99,61 51,20 

3. Program 
Pencegahan & 
Kesiapsiagaan 
Penanggulangan 
Bencana 

Pagu 2.700.000.000 2.232.800.000 1.727.365.000 1.977.419.300 1.670.000.000 
Realisasi 2.482.147.662 2.148.675.428 1.705.676.375 1.927.904.900 603.682.406 

% 91,93 96,23 98,74 97,50 36,15 

4. Program 
Penyusunan 
Perencanaan, 
Fasilitasi dan 
Monev 
Penanggulangan 
Bencana 

Pagu 1.520.000.000 436.970.000 330.000.000 74.984.400 200.000.000 
Realisasi 1.348.121.500 425.092.700 328.105.900 74.323.050 - 

% 88,69 97,28 99,43 99,12 - 

Sumber data : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

* Ket : Realisasi Triwulan II Tahun Anggaran 2018 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 

 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana bertujuan untuk 

penanganan korban dampak bencana dilaksanakan secara Komprehensif 

bersama dengan BPBD Kabupaten / Kota, Instansi / Lembaga terkait, Dunia 
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Usaha dan Masyarakat, sehingga dalam penanganan korban bencana dapat 

tertangani semaksimal mungkin dengan capaian 100%, untuk mencapai 

keberhasilan sasaran tersebut  BPBD  Provinsi Jawa Timur melalui Program 

Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan  melaksanakan 

kegiatan sebagai berikut : 

- Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, 

Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan tanggap darurat 

bencana serta Pelatihan Peralatan Penanggulngan Bencana seperti Dapur 

Umum, Alat Penjernih Air, Mengoperasikan Mobil Komunikasi, Pelatihan 

Perahu Karet, pelatihan evakuasi &  eLogistik; 

- Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana 

penyiapan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat 

bencana; 

- Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat 

pelatihan gladi Posko, penguatan relawan pada saat tanggap darurat 

bencana; 

- Penanganan kekeringan didaerah rawan kekeringan melalui Droping Air 

Bersih dan Tandon serta Jerigen. 
 

2) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana  bertujuan 

untuk mencapai sasaran Pemulihan Kawasan Daerah Pasca Bencana di Jawa  

Timur dengan melaksanakan  kegiatan sebagai berikut  : 

- Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) untuk 

Sarana dan Prasarana; 

- Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Sektor Sosial 

dan Ekonomi Produktif; 

- Bimbingan Teknis IT Pasca Bencana berbasis Website; 

- Monitoring dan Evaluasi penanggulangan bencana. 
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3) Program Pencegahan dan Kesiapsiagan Penanggulangan Bencana 

Program Pencegahan dan Kesiapsiagan Penanggulangan Bencana bertujuan 

untuk mewujudkan keberhasilan Pengurangan Resiko Bencana dalam upaya 

pencapaiannya melalui kegiatan sebagai berikut : 

- Pengembangan / Pembentukan desa tangguh dan Kelurahan Tangguh 

Bencana didaerah rawan bencana; 

- Lomba Desa / Kelurahan Tangguh Bencana untuk memotivasi Kabupaten / 

Kota dalam membentuk desa Tangguh bencana;   

- Menyusun Rencana Kontijensi (Renkon) didaerah rawan bencana sesuai jenis 

ancaman bencana seperti Banjir longsor dan gunung berapi; 

- Sosialisasi dan Pembentukan Sekolah / Madarasah Aman Bencana (SMAB); 

- Kegiatan Penyediaan Peralatan & Kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk 

menunjang sasaran Pengurangan Resiko Bencana yaitu Pengadaan Alat 

Peringatan Dini (Early Warning System-EWS);  

- Lomba Pengelola Data Bencana / Pusdalops; 

- Sertifikasi / Uji kopetensi Pelaku Kebencanaan sesuai dengan bidang / 

keahliannya. 

 

4) Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan 

Bencana 

Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan 

Bencana bertujuan untuk memberikan masukan / saran / konsep kebijakan 

dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur. 

 

b. Permasalahan dan Solusi  

Permasalahan : 

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi BPBD Provinsi Jawa Timur 

sebagai berikut  : 

1) Pembentukan Desa Tangguh belum menjadi sebuah kebutuhan masyarakat 

yang tinggal di daerah rawan bencana; 
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2) Untuk penanganan korban bencana yang terjadi didaerah terpencil yang sulit 

dijangkau mobilitas kendaraan (contoh untuk keperluan evakuasi); 

3) Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana yang diusulkan melalui BNPB 

maupun Instansi Teknis terkait (kePUan) seperti tidak terpenuhi keseluruhan 

karena keterbatasan anggaran; 

4) Mutasi Pegawai terhadap aparatur Kabupaten / Kota  yang sudah dilatih. 

Solusi : 

Melihat kondisi permasalahan tersebut diatas, maka Strategi Pemecahan Masalah 

untuk ditahun yang akan datang adalah sebagai berikut :  

1) Diadakannya desiminasi atau sosialisasi pembentukan / pengembangan  desa 

tangguh di daerah rawan bencana; 

2) Pemberian pembekalan dan pencerahan kepada aparat dan tokoh masyarakat 

akan arti pentingnya pembentukan / pengembangan desa tangguh, utamanya 

dikaitkan dengan kewajiban aparat dan tokoh masyarakat yang melindungi 

masyarakatnya; 

3) Koordinasi lintas sektoral diintensifkan antara BPBD, SAR, TNI-POLRI dan 

lembaga teknis lain untuk penanganan bencana; 

4) Perlu adanya dukungan anggaran dalam penaggulangan bencana (pra, status 

keadaan darurat dan pasca bencana); 

5) Menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memenuhi 

kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD sesuai dengan disiplin ilmu 

dan tidak sering melakukan mutasi pegawai dalam rangka kesinambungan 

pekerjaan. 
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3.321 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN I MADIUN 
(BAKORWIL I MADIUN) 

 
Urusan yang dilaksanakan oleh Bakorwil I di Madiun dengan Pagu dan Realisasi 

Program Pembangunan Tahun 2014 – 2018 secara terinci sebagaimana  tabel di 

bawah ini: 

                                                           Tabel 4.336 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun 
Tahun 2014 - 2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018* 
(TW II) 

1 Program 
Peningkatan 
Kerjasama 
Antar Daerah 

Pagu 951.480.000 - - - - 
Realisasi 920.145.114 - - - - 

% 96.71% - - - - 

2 Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Pagu 48.000.000 - - - - 
Realisasi 47.109.700 - - - - 

% 98.15% - - - - 

3 Program 
Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Fasilitasi dan 
Evaluasi Bidang 
Kesejahteraan 
Sosial dan 
Mental Spiritual 

Pagu 300.000.000 - - - - 

Realisasi 296.902.904 - - - - 

% 98.97% - - - - 

4 Program 
Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Evaluasi 
Kebijakan 
Pemerintahan 
dan 
Pembangunan 

Pagu 1.155.000.000 - - - - 

Realisasi 1.146.428.574 - - - - 

% 99.26% - - - - 

5 Program 
Peningkatan 
Kerjasama 

Pagu 673.520.000 - - - - 

Realisasi 668.307.120 - - - - 
% 99.23% - - - - 

6 Program 
Koordinasi, 

Pagu - 3.286.955.494 1.003.000.000 1.563.896.5
00 

- 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-771 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018* 
(TW II) 

Fasilitasi dan 
Monev 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
dan 
Pembangunan  

Realisasi - 2.978.515.995 991.531.542 1.538.820.1
07 

- 

% - 90.62% 98.86% 98.40% - 

7 Program 
Koordinasi, 
Fasilitasi dan 
Monev 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
dan 
Pembangunan 
Bidang 
Pemerintahan 

Pagu - - - - 450.000.000 

Realisasi - - - - 198.386.399 

% - - - - 44.09% 

8 Program 
Koordinasi, 
Fasilitasi dan 
Monev 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
dan 
Pembangunan 
Bidang 
Pembangunan 
Ekonomi 

Pagu - - - - 450.000.000 

Realisasi - - - - 197.851.146 

% - - - - 43.97% 

9 Program 
Koordinasi, 
Fasilitasi dan 
Monev 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
dan 
Pembangunan 
Bidang 
Kemasyarakatan 

Pagu - - - - 450.000.000 

Realisasi - - - - 225.435.201 

% - - - - 50.10% 

10 Program 
Koordinasi, 

Pagu - - - - 450.000.000 

Realisasi - - - - 177.448.602 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018* 
(TW II) 

Fasilitasi dan 
Monev 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
dan 
Pembangunan 
Bidang Sarana 
dan Prasarana 

% - - - - 39.43% 

11 Program 
Pengembangan 
Data Informasi  

Pagu - 564.714.286 186.365.844 307.231.000 309.686.000 
Realisasi - 451.052.721 185.575.993 299.919.996 83.566.024 

% - 79.87% 99,58% 97,62% 26,98% 

Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 
 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan kerjasama yang 

baik, tepat dan saling menguntungkan antar daerah dan memberikan saran, 

masukan dalam pembangunan daerah maupun peningkatan ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah yang aman dan kondusif dengan capaian hasil atau 

kegiatan-kegiatannya sebagai berikut:  

a) Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan kantor 

guna menunjang lingkungan kerja yang representatif; 

b) Kegiatan Focus Group Discusion (FGD) untuk penyusunan Rancangan Awal 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014-2019 dalam rangka untuk menginventarisir dan 

mengidentifikasi Gambaran Umum dan profil sektoral Provinsi Jawa Timur, 

Permasalahan–permasalahan yang terjada dan isu-isu strategis pembangunan 

Jawa Timur serta merumuskan usulan rencana pemecahan permasalahan 

yang berkaitan dengan 3 (tiga) fokus bidang yaitu Ekonomi, Prasarana 

Wilayah, dan Sosial pada Kab/Kota di wilayah Bakorwil Madiun; 
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c) Kegiatan Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah 

(AKIP dan LAKIP) guna menghasilkan laporan atas pencapaian kinerja dan 

keuangan yang baik, transparan dan akuntabel; 

d) Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum di Wilayah dalam rangka Penegakan Perda 

Karismapawirogo, pengamanan Suran Agung Perguruan Pencak Silat dan Pileg 

serta Pilpres tahun 2014 serta Deklarasi dan Sosialisasi tentang Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Larangan Islamic State 

Of Iraq And Syria (ISIS) di Jawa Timur di Kabupaten/Kota. 

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan hasil capaian atau 

kegiatannya sebagai berikut: 

a) Anggota Banpol PP di Bakorwil Madiun melalui kegiatan berupa pembinaan 

Banpol PP, mengikuti Jambore Pol PP maupun upacara HUT Pol PP di Jawa 

Timur.  

b) Hasil kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan keterampilan Banpol PP 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan 

Sosial dan Mental Spiritual  

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan 

Sosial dan Mental Spiritual dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi 

dan evaluasi dalam penanganan kemiskinan dan bencana alam pada 

Kabupaten/Kota agar dapat tertangani dengan cepat, akurat dan tepat sasaran 

dengan capaian hasil dan kegiatan sebagai berikut: 

a) Rapat koordinasi, fasilitasi dan evaluasi usaha kesejahteraan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan yaitu monitoring, Rapat Koordinasi dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013 serta Sosialisasi Program Raskin 

Tahun 2014 Se Wilayah Bakorwil Madiun; 
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b) Pemantauan PMKS, Sosialisasi S.E. (Surat Edaran) Gubernur Jatim tetang 

Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Serta Woman Trafficking dalam 

rangka Pemulangan WTS Wanita Harapan “GUDE” Ds. Teguhan Kec. Jiwan 

Kab, Madiun yang selanjutnya diadakan deklarasi penutupan lokalisasi; 

c) Monitoring dan Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan 

usaha ekonomi masyarakat (PUEM) tahun 2014 di wilayah Bakorwil Madiun 

serta Fasilitasi Penanganan Bencana berupa koordinasi dan pemantauan 

bencana alam;  

d) Rapat Koordinasi dalam rangka Kesiapsiagaan dan Optimalisasi Penanganan 

Kebencanaan Secara Terpadu se Bakorwil Madiun Tahun 2014 yang 

melibatkan fihak terkait dalam penanganan sebelum, saat, dan setelah terjadi 

bencana guna meminimalisir kerugian akibat terjadinya bencana. 

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan 

Pembangunan  

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan 

Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi, 

sinkronisasi dan evaluasi dalam penyelenggaran pemerintahan dan 

pembangunan pada Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Madiun, dengan hasil 

capaian atau kegiatan sebagai berikut: 

a) Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pemerintahan daerah dengan 

kegiatan antara lain:  

1. Koordinasi dan Pemantauan terkait persiapan dan kesiapan dalam 

pelaksanaan Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); 

2. Koordinasi Kesepakatan bersama (MoU) Kerjasama Daerah 

KARISMAPAWIROGO; 

3. Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif 

(LCCK) Tingkat Bakorwil Madiun; 

4. Koordinasi dan Pemantuan Perkembangan Politik terkait Persiapan dan 

Kesiapan serta pelasanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

2014 se Bakorwil Madiun; 
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b) Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah dengan 

kegiatan antara lain : 

1. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program SIPD (untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan Program SIPD Kabupaten/Kota se Bakorwil 

Madiun;  

2. Tersusunnya profil data administrasi wilayah di Bakorwil Madiun.  

c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Dampak 

pemanfaatan SDA dengan kegiatan antara lain : 

Koordinasi, monitoring dan tinjau lapangan Penanggulangan kerusakan 

lingkungan akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam (kegiatan pertambangan) 

di Kab/Kota sebagai upaya pemantauan dalam penanggulangan kerusakan 

lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah dan 

menertibkan ijin usaha pertambangan, ijin penggunaan lahan dan kegiatan 

reklamasi pasca penambangan. 

d) Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur 

dengan kegiatan antara lain : 

1. Terlaksananya, monitoring, pembinaan dan pengawasan di lapangan 

serta Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pendistribusian LPG 3 Kg Se Wilayah Bakorwil; 

2. Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Produk Unggulan UMKM 

dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang 

Berpotensi Ekspor Se Wilayah Bakorwil; 

3. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam 

Negeri “Sosialisasi Gerakan Aku Cinta Indonesia dan Gerakan Indonesia 

Menabung” di Bakorwil Madiun. 

e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur 

dengan kegiatan antara lain : 

1. Koordinasi dan monitoring Standarisasi Produk UMKM/IKM dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); 

2. Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Kualitas 

Kelembagaan Koperasi Wanita di Wilayah Bakorwil Madiun untuk 
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mendapatkan gambaran serta data riil dalam upaya Peningkatan Aktivitas 

Ekonomi dan Kualitas Kelembagaan Koperasi Wanita di Wilayah Bakorwil 

Madiun; 

3. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil Pelaku 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Se Wilayah Bakorwil Madiun. 

f) Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan 

dengan kegiatan antara lain : 

1. Pemantauan Peran Serta Pada Majapahit Travel Fair (MTF); 

2. Pengembangan Pariwisata Se Bakorwil Madiun; 

3. Monitoring Pelaksanaan Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji 

Cerdas SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur; 

g) Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana 

dan Prasarana dengan kegiatan antara lain: 

1. Koordinasi, identifikasi dan peninjauan lapangan terhadap jalan dan 

jembatan rawan bencana di Wilayah Bakorwil Madiun  

2. Koordinasi dan Tinjau Lapangan Persiapan penilaian Program Adipura di 

Wilayah Bakorwil Madiun  

3. Koordinasi terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan/jembatan dan 

Tugu Batas diwilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah  

4. Koordinasi dan tinjau lapang proyek APBD/APBN  

5. Pemantapan HIPPA/GHIPPA di wilayah Bakorwil Madiun dan Pembinaan 

dan Evaluasi HIPPA/GHIPPA Tingkat Bakorwil Madiun sebagai upaya 

persiapan untuk mengikuti evaluasi HIPPA/GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa 

Timur  

6. Koordinasi dan Pemantauan infrastruktur Lebaran serta Persiapan 

penyelenggaraan angkutan Lebaran  

 

5) Program Peningkatan Kerjasama 

Program Peningkatan Kerjasama dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi 

dan fasilitasi perencanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil 
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Madiun mengenai bidang-bidang strategis yang perlu dikerjasamakan, dengan 

hasil capaian atau kegiatan sebagai berikut: 

a) Pemeliharaan Gedung Kantor :  

Meningkatnya kualitas fisik sarana dan prasarana bangunan gedung kantor 

agar terwujud gedung kantor yang layak, sehat dan bersih dalam rangka 

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun.  

b) Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, 

antar Provinsi, Provinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja 

sama luar negeri :  

1. Koordinasi Potensi Pengembangan Kawasan Hutan Rakyat dan Rencana 

Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun; 

2. Koordinasi dan Monitoring Fasilitas Jalur Distribusi Perdagangan di 

Perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah; 

3. Koordinasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Daerah 

Perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah; 

4. Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Se Wilayah 

Bakorwil Madiun Tahun; 

c) Identifikasi, perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis 

yang perlu dikerjasamakan 

Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pra Musrenbang 

Provinsi Jawa Timur di Bakorwil I Madiun sebagai upaya untuk 

mensinkronisasikan semua usulan program dan kegiatan perencanaan 

pembangunan yang dibiayai oleh APBN, APBD I Provinsi Jawa Timur dan 

Kabupaten/Kota se wilayah kerja Bakorwil Madiun.  

6) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Program koordinasi, fasilitasi dan monev penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang masing-masing dikendalikan 

oleh bidang pemerintahan, bidang pembangunan ekonomi, bidang 

kemasyarakatan dan bidang sarana prasarana, dengan hasil capaian atau kegiatan 

sebagai berikut:  
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a) Kegiatan yang telah dilakukan Bidang Pemerintahan antara lain yaitu: 

1. Koordinasi, Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penjajakan Kerjasama 

Selingkar Gunung Lawu di Bakorwil Madiun; 

2. Pengiriman Group Pertura dan Persiapan Pekan KIM Jawa Timur Tahun 

2015 se Bakorwil Madiun; 

3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Wilayah Bakorwil Madiun; 

4. Koordinasi dan Pemantauan Bencana Kekeringan yang berdampak 

terhadap Krisis Air Bersih di Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun;  

5. Koordinasi Monitoring dan evaluasi Dalam Rangka Antisipasi Potensi 

Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Bakorwil 

Madiun; 

6. Koordinasi Trantibum Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru di 

Wilayah Bakorwil Madiun; 

7. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Persiapan dan Kesiapan 

Pelaksanaan Pilkada Serentak di Wilayah Bakorwil Madiun; 

8. Koordinasi model pengembangan kerja sama kewilayahan ke Bagian 

Pemerintahan/Bagian Kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota BKAD 

Subosukawonosraten dan Ratubangnegoro; 

 

b) Kegiatan yang telah dilakukan Bidang Pembangunan Ekonomi antara lain yaitu 

1. Koordinasi, Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Persiapan Lomba Pasar 

Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Se Wilayah Bakorwil Madiun  

2. Koordinasi dan Monitoring Program Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) Kabupaten Se Wilayah Bakorwil Madiun  

3. Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) pada Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun  

4. Koordinasi, Fasilitasi. Monitoring dan evaluasi Pengembangan Good 

Agriculture Practice (GAP) Serta Sertifikasi Terhadap Produk Hasil 

Pertanian Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun  
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5. Koordinasi, Fasilitasi. Monitoring dan evaluasi Pengembangan Pasar 

Tradisional Se Wilayah Bakorwil Madiun  

6. Inventarisasi, Koordinasi, Fasilitas, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan 

Kegiatan Festival Makanan Khas Daerah Kabupaten/Kota Se Wilayah 

Bakorwil Madiun  

7. Koordinasi dan Monitoring Potensi Pengembangan Kawasan Rumah 

Pangan Lestari (KRPL) di Wilayah Bakorwil Madiun  

8. Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur di Bakorwil Madiun dan 

Kab/Kota se Bakorwil Madiun  

 

c) Kegiatan yang telah dilakukan Bidang Kemasyarakatan antara lain yaitu 

1. Koordinasi, monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin dan 

Sosialisasi Program Raskin serta pelaksanaan Raskin Se Bakorwil 

Madiun;  

2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain berupa Sosialisasi S.E. Gubernur 

Jatim tetang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Serta Woman 

Traffiking dalam rangka Pemulangan WTS “Kedung Banteng” Desa 

Kedung Banteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo dan Guyangan; 

3. Koordinasi, monitoring dan evaluasi Persiapan Lomba Implementasi 

Budaya Baca Melalui Uji Cerdas Siswa SLTA Tingkat Provinsi JawaTimur;  

4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan seni budaya dan 

pariwisata pada kegiatan Festival Seni Jaranan Nusantara I se Bakorwil 

Madiun; 

d) Kegiatan yang telah dilakukan Bidang Sarana Prasarana antara lain yaitu 

1. Koordinasi, Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Persiapan Penilaian 

Program Desa/Kelurahan Berseri di Bakorwil Madiun; 

2. Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pra Musrenbang 

Provinsi Jawa Timur di Bakorwil Madiun di Kantor Bakorwil Madiun;  

3. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi persiapan evaluasi 

HIPPA/GHIPPA di Bakorwil Madiun; 
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4. Koordinasi, Monev dan Sosialisasi Ijin Pertambangan Pasca terbitnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta upaya Penanggulangan 

kerusakan lingkungan akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam di 

Bakorwil Madiun; 

5. Koordinasi, Monitoring, Fasilitasi Penatausahaan dan Pemanfataan Aset 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Wilayah Bakorwil Madiun;  

6. Koordinasi, monitoring dan Fasilitasi Penyelenggaraan Irigasi Dalam 

Rangka Persiapan Musim Tanam ; 

7. Koordinasi, monitoring dan Fasilitasi Penguatan Program Adiwiyata di 

Wilayah Bakorwil Madiun; 

 

7) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pemerintahan 

Melalui Program koordinasi, fasilitasi dan monev penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan bidang pemerintahan dengan hasil capaian atau kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Meningkatkannya sinkronisasi antar Dinas/Instansi terkait pada 

Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil Madiun dalam rangka persiapan 

mengikuti Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) bagi Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) Tingkat Bakorwil I di  Madiun Tahun 2018; 

b) Terciptanya sistem Sinkronisasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat  dan 

kerjasama yang tepat dan sinergis dari unsur pemerintah dan unsur 

penyelenggara pemilu di masing–masing daerah yang akan menyelenggarakan 

Pilkada Serentak Tahun 2018 agar dapat mewujudkan penyelenggaraan 

pemilu yang sukses, aman, jujur, transparan dan legitimat; 

c) Peningkatan sinergitas segenap OPD terakait se-Karismapawirogo  dalam  

penanganan  Pengemis,  Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT); 

d) Terbangunnya komitmen untuk bersinergi dan berupaya membangun 

komunikasi saling meningkatkan pemahaman yang selaras dalam rangka 

terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik antara Pemerintah 
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Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I di 

Madiun  

e) Adanya sosialisasi terkait kenetralan Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 

serentak Tahun 2018 

f) Terciptanya situasi kondusif dan dalam rangka menghormati umat muslim  

yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan kesepakatan, dan sosialisasi 

bersama dengan unsur Forpimda, tokoh agama, tokoh masyarakat. 

 

8) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi 

Melaui Program koordinasi, fasilitasi dan monev penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan bidang pembangunan ekonomi, dengan hasil capaian atau 

kegiatan sebagai berikut: 

a) Meningkatnya motivasi Pemerintah Kab./Desa dan pengelola Pasar Desa agar 

lebih siap menghadapi Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 

2018 dan menjadikan Pasar Desa sebagai pemicu ekonomi masyarakat, 

penguatan modal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

b) Terlaksananya persiapan Kabupaten/Desa Se Wilayah Bakorwil Madiun dalam 

menghadapi Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017 

dengan peningkatan intensitas koordinasi antar stakeholder terkait dalam 

mendorong terciptanya percepatan pengembangan pasar desa. 

 

9) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Kemasyarakatan 

Melalui Program koordinasi, fasilitasi dan monev penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan bidang kemasyarakatan, dengan hasil capaian atau kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Meningkatkan koordinasi dan Sosialisasi program Rastra dan Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) Tahun 2018; 

b) Meningkatnya koordinasi Pemerintah Kab/Kota dalam menunjang program ini 

dengan optimalisasi Tim Koordinasi Bansos Pangan dan mengalokasikan 
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anggaran melalui APBD untuk mendampingi Program Rastra dan bantuan 

pangan non tunai (BPNT); 

c) Meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar stakeholder terkait 

dalam memperlancar pelaksanaan Program Rastra dan BPNT Tahun 2018, 

serta pemutakhiran data KPM dan optimalisasikan peran TKSK. 

d) Evaluasi atas pelaksanaan UNBK SLTA tahun ini tetap perlu dilaksanakan guna 

perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan UNBK SLTA pada tahun yang 

akan datang; 

e) Untuk meminimalisir trouble saat UNBK berlangsung maka diperlukan  

dukungan sarana dan prasarana yang memadai terutama standar spesifikasi 

komputer, server, back up data, jaringan internet dan power daya 

listrik/genzet maupun ruangan; 

f) Agar Kepala SMK lebih kreatif untuk menjalin kerja sama dengan mitra DUDI ( 

Dunia Usaha Dunia Industri ) guna peningkatan kualitas praktek kerja industri 

(Prakerin) dan penyerapan lulusan; 

g) Program Prioritas pengembangan pendidikan SLTA di Wilayah Bakorwil 

Madiun antara lain Bantuan Khusus Siswa Miskin, pengembangan SMA Negeri 

3 Taruna Angkasa dan SMA dual track dengan vokasional pada daerah 

pinggiran untuk membekali siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang 

Pendidikan yang lebih tinggi; 

 

10) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana 

Melalui Program koordinasi, fasilitasi dan monev penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan bidang sarana dan prasarana, dengan hasil capaian atau 

kegiatan sebagai berikut: 

a) Guna mendorong percepatan / penguatan Program Adiwiyata, terdapat 4 

(empat) komponen yang harus dipenuhi, yaitu: 

- Kebijakan berwawasan Lingkungan. 

- Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan. 

- Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif.  
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- Pengelolaan Sarana Pendukung yang Ramah Lingkungan 

b) Rekomendasi adanya nota kesepahaman pada Pemerintah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota antara Instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Pendidikan dan Kementerian Agama agar sama–sama mempunyai peran 

dalam program Adiwiyata, yang selama ini Adiwiyata dalam pelaksanaanya 

yang terlibat terkesan hanya Dinas Lingkungan Hidup dan dengan target 

kinerja yg terukur. 

c) Rekomendasi agar pelaksanaan program Adiwiyata lebih efektif diperlukan 

komitmen dari stakeholder terkait yaitu Menteri, Gubernur & Bupati/Walikota 

terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata 

 

11) Program Pengembangan Data Informasi 

Melalui Program pengembangan data informasi, dengan hasil capaian atau 

kegiatan sebagai berikut: 

a) Melalui program pengembangan data informasi dapat mengetahui progress 

pelaksanaan program dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ada di 

SKPD Kabupaten/Kota, sehingga terinventarisirnya permasalahan terkait 

pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

b) Meningkatnya keterisian data hasil pembangunan pada aplikasi Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh Kabupaten/Kota di Wilker 

Bakorwil Madiun 

 

b. Permasalahan dan Solusi 

Di wilayah kerja Bakorwil Madiun terdapat beberapa permasalahan yang menjadi 

perhatian dan harus segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan solusinya. Adapun 

permasalahan-permasalahan dimaksud antara lain: 

Permasalahan : 

1. Adanya karakteristik daerah yaitu oleh perguruan pencak silat yang mempunyai 

tradisi nyekar para leluhur yang dilaksanakan pada saat Tahun Baru Islam agar 

tercipta situasi dan kondisi yang kondusif; 
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2. Kondisi alam di sebagian daerah yang berpotensi terkena bencana tanah 

longsor, banjir dan daerah pegunungan yang rawan terhadap kekeringan; 

3. Letak geografis wilayah Bakorwil Madiun yang berada di perbatasan Provinsi 

Jawa Tengan dan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diperlukan penegasan 

batas wilayah dalam rangka mewujudkan kerjasama antar daerah. 

 

Solusi : 

1. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang efektif pada saat 

persiapan, dan pelaksanaan beserta unsur terkait dalam rangka mengantisipasi 

permasalahan/konflik sosial (gangguan keamanan); 

2. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan monitoring dalam rangka penanganan 

bencana dan mendorong kabupaten/kota yang rawan bencana untuk terus 

membangun kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat 

dalam penanggulanan bencana; 

3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan monitoring dalam rangka mewujudkan 

kerjasama antar daerah yang saat ini telah terbentuk, diantaranya 

KARISMAPAWIROGO, PAWONSARI, GOLEKPAWON. 
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3.3.22 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN II 
BOJONEGORO (BAKORWIL II BOJONEGORO) 

 
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan 

Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Di 

Bojonegoro dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Badan Koordinasi 

Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Di Bojonegoro 

Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.337 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa 
Timur Di Bojonegoro Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017                             2018 *) 

(TW II) 

1 
Program Peningkatan 
kerjasama antar 
pemerintah Daerah 

Pagu 1.880.000.000 - - - - 

Realisasi 1.825.567.674 - - - - 

% 97,10 - - - - 

2 Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 

Pagu 505.000.000 - - - - 

Realisasi 477.334.570 - - - - 

% 94,52 - - - - 

3 

Program Koordinasi, 
sinkronisasi, Fasilitasi dan 
Evaluasi Bidang 
Perekonomian 

Pagu 150.000,000 - - - - 

Realisasi 131.135.320 - - - - 

% 87,42 - - - - 

4 

Program Koordinasi, 
Sinkronisasi, Fasilitasi dan 
Evaluasi Bidang 
Kesejahteraan Sosial dan 
Mental Spiritual 

Pagu 95.000.000 - - - - 

Realisasi 94.198.125 - - - - 

% 99,16 - - - - 

5 
Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 

Pagu 70.000.000 - - - - 

Realisasi 69.814.580 - - - - 

% 99,74 - - - - 

6 

Program Koordinasi, 
Fasilitasi, dan Monev. 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 

Pagu - 2.587.126.000 840.000.000 1.348.000.000 - 

Realisasi - 2.312.887.495 828.586.597 1.320.715.452 - 

% - 89,40 
 

98,64 
 

97,98 - 

7 Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev Pagu - - - - 350.000.000 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017                             2018 *) 

(TW II) 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pemerintahan 

Realisasi - - - - 172.367.708 

% - - - - 49,25 

8 

Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan Ekonomi 

Pagu - - - - 350.000.000 

Realisasi - - - - 140.812.471 

% - - - - 40,23 

9 

Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan 
Kemasyarakatan 

Pagu - - - - 350.000.000 

Realisasi - - - - 144.805.024 

% - - - - 41,37 

10 

Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana 

Pagu - - - - 350.000.000 

Realisasi - - - - 184.768.892 

% - - - - 52,79 

11 Program pengembangan 
Data Informasi 

Pagu - 578.842.000 43.950.000 115.860.000 140.000.000 

Realisasi - 554.421.940 43.324.300 108.885.169 23.772.500 

% - 95,78 98,58 93,98 16,98 
     

    Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
                   Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II T.A. 2018 
 
 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah Daerah 

Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan 

Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Tahun 2014 

dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama tahun 2014. 

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Meningkatkan koordinasi pembinaan pelayanan publik di Kabupaten / Kota Se 

Wilker BakorwilBojonegoro. 
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3. Program Koordinasi, sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan 

khas daerah yang sehat, beragam, bergizi, berimbang dan aman serta halal untuk 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya, serta Mendorong dan meningkatkan 

kreativitas dan perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kuliner 

makanan khas daerah khususnya. 

4. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan 

Sosial dan Mental Spiritual 

Merumuskan kebijakan Provinsi baik melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur atau Peraturan Gubernur Jawa Timur guna menekan penularan HIV/AIDS 

baik melalui hubungan seks, penggunaan narkoba, suntik, maupuninfeksi menular 

seks, agar tenaga medis atau Tim penanggulangan HIV/AIDS daerah dapat 

melakukan pemeriksaan dini secara paksa bagi masyarakat yang diduga berpotensi 

terjangkit HIV/AIDS. 

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

Terwujudnya Forum PPID BAKORWIL Bojonegoro sebagai Penunjang Informasi dan 

Dokumentasi kepada Publik. 

6. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan.  

Program pembangunan ini berjalan mulai tahun 2015-2017, Dengan target kinerja 

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang 

Kemasyarakatan, dan Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti. Program ini 

bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan : 

– Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Pemerintahan, dengan hasil tercapainya “Persentase koordinasi, fasilitasi, 

monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti.” 

– Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Ekonomi, dengan hasil tercapainya “Persentase koordinasi, fasilitasi, 

monitoring dan evaluasi bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti.” 
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– Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Kemasyarakatan, dengan hasil tercapainya “Persentase koordinasi, fasilitasi, 

monitoring dan evaluasi bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti.” 

– Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Sarana dan Prasarana, dengan hasil tercapainya “Persentase koordinasi, 

fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang Sarana dan Prasarana yang 

ditindaklanjuti.” 

7. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pemerintahan. 

Program pembangunan berjalan mulai tahun 2018-2019, Dengan target Indikator 

kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang 

Pemerintahan yang ditindaklanjuti. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan 

kegiatan : 

– Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, 

Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan; 

– Kegiatan Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan 

Linmas, Kominfo, Administrasi Penduduk Capil dan Tugas Pembantuan. 

8. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi. 

Program pembangunan ini berjalan mulai tahun 2018-2019, Dengan target 

Indikator Kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi 

Bidang Pembangunan Ekonomi  yang ditindaklanjuti. Program ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan kegiatan : 

– Kegiatan Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, 

Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan; 

– Kegiatan Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, 

Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan. 
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9. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan. 

Program pembangunan ini berjalan mulai tahun 2018-2019, Dengan target 

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi 

Bidang Pembangunan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti. Program ini bertujuan 

untuk mengoptimalkan kegiatan : 

– Kegiatan Sinkronisasi, Penyelengaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, 

Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan; 

– Kegiatan Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 

Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, 

Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan; 

10. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana. 

Program pembangunan ini berjalan mulai tahun 2018-2019, Dengan target 

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi 

Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti. Program ini 

bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan : 

– Kegiatan Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan 

Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan; 

– Kegiatan Sinkronisasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 

Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan. 

11. Program pengembangan Data Informasi  

Program pengembangan Data Informasi Dengan target Indikator kinerja yang akan 

dicapai yaitu Persentase Keterisian data dan informasi Pembangunan Kabupaten/ 

Kota di Wilker Bakorwil Bojonegoro. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan 

kegiatan : 
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– Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi; 

– Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di 

Kabupaten/Kota. 

Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Di 

Bojonegoro yang telah dicapai berdasarkan Program – Program Pembangunan di atas  adalah 

sebagai berikut : 

                                                       Tabel 4.322 
Realisasi Indikator Kinerja  

SASARAN/ PROGRAM 

INDIKATOR 
SASARAN/ 
INDIKATOR 
PROGRAM 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Targ
et 

Realisa
si 

Targ
et 

Realisa
si 

Targe
t 

Realisas
i Target Realisa

si 
Targ

et 
Realisa

si 
I. Meningkatnya 

Hasil Koordinasi 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
dan 
Pembangunan 
di Wilayah Kerja 
Badan 
Koordinasi 
Wilayah 
Pemerintahan 
dan 
Pembangunan 
Provinsi Jawa 
Timur di 
Bojonegoro 

Persentase 
Rekomendasi Hasil 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 
yang 
ditindaklanjuti  

40% 100% 60% 100% 80% 100% 85% 100% - - 

 I.1.1 Program    
           Koordinasi, 
           Fasilitasi  dan  
           Monev   
           
Penyelenggaraan  
           Pemerintahan 
dan   
           Pembangunan 

Persentase 
Rekomendasi Hasil 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 
Bidang 
Pemerintahan, 
Bidang 
Pembangunan 
Ekonomi, Bidang 
Pembangunan 
Kemasyarakatan, 
dan Bidang 
Pembangunan 
sarana dan 
prasarana yang 
ditindaklanjuti 

40% 100% 60% 100% 80% 100% 85% 100% - - 
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SASARAN/ PROGRAM 

INDIKATOR 
SASARAN/ 
INDIKATOR 
PROGRAM 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Targ
et 

Realisa
si 

Targ
et 

Realisa
si 

Targe
t 

Realisas
i Target Realisa

si 
Targ

et 
Realisa

si 
I.1.2 Program 
Koordinasi, Fasilitasi 
dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pemerintahan 

Indikator yang 
akan dicapai yaitu 
Persentase 
rekomendasi hasil 
koordinasi Bidang 
Pemerintahan 
yang 
ditindaklanjuti 

- - - - - - - - 90% 50% 

I.1.3 Program 
Koordinasi, Fasilitasi 
dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan 
Ekonomi 

Indikator yang 
akan dicapai yaitu 
Persentase 
rekomendasi hasil 
koordinasi Bidang 
Pembangunan 
Ekonomi  yang 
ditindaklanjuti 

- - - - - - - - 90% 50% 

I.1.4 Program 
Koordinasi, Fasilitasi 
dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan 
Kemasyarakatan 

Indikator yang 
akan dicapai yaitu 
Persentase 
rekomendasi hasil 
koordinasi Bidang 
Pembangunan 
Kemasyarakatan 
yang 
ditindaklanjuti 

- - - - - - - - 90% 50% 

I.1.5 Program 
Koordinasi, Fasilitasi 
dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana 

Indikator yang 
akan dicapai yaitu 
Persentase 
rekomendasi hasil 
koordinasi Bidang 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana yang 
ditindaklanjuti 

- - - - - - - - 90% 50% 

 I.2  Program  
       Pengembangan   
       Data dan Informasi   
            
            

Presentase  
Keterisian Data 
dan Informasi 
Pembangunan 
Kabupaten/ Kota 
di Wilayah Kerja 
BAKORWIL 
Bojonegoro. 

45% 100% 62% 100% 65% 100% 68% 100% 72% 50% 

Sumber: Bakorwil II Bojonegoro 
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b. Permasalahan dan Solusi. 

Permasalahan  : 

 Dalam Kerjasama Antar Daerah RATUBANGNEGORO bahwa Kerjasama antar 

daerah belum dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga penanganannya 

juga tidak optimal; 

 Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Angin Puyuh 

/ Puting Beliung dan Tanah Longsor) di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro 

terdapat permasalahan antara lain : 

- Penyempitan saluran air/ sungai dan belum adanya pompa air untuk mengatur 

banjir; 

- Kerusakan hutan penyangga DAS semakin meningkat; 

- Ada indikasi perubahan karakteristik hidrograp banjir; 

- Peningkatan penggunaan lahan bantaran dan sempadan sungai sebagai 

tempat hunian. 

 Masalah Dampak Pelimpahan SMA/ SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi Se 

Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah II Di Bojonegoro, antara lain :  

- Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten/ Kota menentukan dan 

melaksanakan kebijakan dalam pengembangan kurikulum, pembiayaan 

pendidikan, rehabilitasi sarpras sekolah, dana operasional pendidikan, 

pengadaan buku, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, dan 

sebagainya; 

- Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 

menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi; 

- Rendahnya kapasitas fiskal daerah yang mampu mempengaruhi kemampuan 

daerah secara ekonomi dalam pengelolaan pendanaan Pendidikan.   

Solusi : 

 Memperbaharui nota kesepakatan Kepala Daerah / MoU RATUBANGNEGORO 

yang ditandatangani pada Tahun 2016; 
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 Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Angin Puyuh 

/ Puting Beliung dan Tanah Longsor) di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro, 

antara lain :  

- Perbaikan saluran air dengan mengganti gorong-gorong yamg lebih besar 

terutama di daerah rawan banjir dan memasang pompa untuk pembuangan 

air; 

- Penanaman 1.000 pohon untuk peresapan air; 

- Mempersiapkan sistem peringatan dini (EWS) serta informasi internet tentang 

tinggi muka air  melalui WEB; 

- Penyadaran masyarakat yang tinggal di daerah bantaran dan sepadan sungai 

serta daerah rawan banjir untuk selalu waspada dan memperhatikan 

peringatan dini yang telah dipasang. 

 Pemecahan Masalah Dampak Pelimpahan SMA/ SMK dari Kabupaten/ Kota ke 

Provinsi Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah II Di Bojonegoro, yaitu :  

- Sambil menunggu petunjuk pelaksanaan tata cara perubahan urusan dan sub 

urusan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi atau 

Pemerintah Provinsi ke pusat, maka dinas Pendidikan membentuk POKJA 

Implementasi UU. 23 /2014; 

- Mempersiapkan data P3D yang harus dipenuhi; 

- Memperhatikan petunjuk pelaksanaan perubahan kewenangan dari 

Kementerian teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-794 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

3.3.23 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III MALANG 
(BAKORWIL III MALANG) 

 
Urusan Koordinasi Wilayah yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah 

Pemerintahan dan Pembangunan Malang dengan Pagu dan Realisasi Program 

Pembangunan Tahun 2014 -2018 secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

 
                                                           Tabel 4.339 

Pagu dan Realisasi Program Pembangunan 
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang 

Tahun 2014 – 2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
1 Program Optimalisasi 

Pemanfaatan Teknologi 
Informasi 

Pagu 65.000.000 -- -- -- -- 
Realisasi 64.987.100 -- -- -- -- 

% 99,98 -- -- -- -- 
2 Program Peningkatan 

Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

Pagu 1.070.000.000 -- -- -- -- 
Realisasi 1.018.753.700 -- -- -- -- 

% 95,21 -- -- -- -- 
3 Program Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik 
Pagu 740.000.000 -- -- -- -- 

Realisasi 675.145.544 -- -- -- -- 
% 91,24 -- -- -- -- 

4 Program Koordinasi, 
Sinkronisasi, Fasilitasi, dan 
Evaluasi Bidang 
Perekonomian 

Pagu 530.000.000 -- -- -- -- 
Realisasi 453.954.200 -- -- -- -- 

% 85,65 -- -- -- -- 

5 Program Koordinasi, 
Sinkronisasi, Fasilitasi, dan 
Evaluasi Bidang 
Kesejahteraan Sosial dan 
Mental Spiritual 

Pagu 605.000.000 -- -- -- -- 

Realisasi 543.658.200 -- -- -- -- 

% 89,86 -- -- -- -- 

6 Program Peningkatan 
Kerjasama 

Pagu 435.000.000 -- -- -- -- 
Realisasi 408.521.130 -- -- -- -- 

% 93,91 -- -- -- -- 
7 Program Koordinasi, 

Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 

Pagu -- 2.604.395.500 899.392.000 1.071.475.000 -- 

Realisasi -- 2.437.709.302 874.844.765 901.887.604 -- 

% -- 93,60 97,27 84,17 -- 

8 Program Pengembangan 
Data Informasi 

Pagu -- 582.713.838 147.300.000 140.050.000 100.000.000 
Realisasi -- 576.377.845 143.445.950 138.857.326 24.310.800 

% -- 98,91 97,38 99,15 24,31 
9 Program Koordinasi, 

Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pemerintahan 
 

Pagu -- -- -- -- 440.000.000 
Realisasi -- -- -- -- 182.784.920 

% -- -- -- -- 41,54 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 *) 

(TW II) 
10 Program Koordinasi, 

Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan Ekonomi 

Pagu -- -- -- -- 350.000.000 
Realisasi -- -- -- -- 117.947.292 

% -- -- -- -- 33,70 

11 Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan 
Kemasyarakatan 

Pagu -- -- -- -- 350.000.000 
Realisasi -- -- -- -- 145.613.088 

% -- -- -- -- 41,60 

12 Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan  Sarana dan 
Prasarana 

Pagu -- -- -- -- 350.000.000 
Realisasi -- -- -- -- 157.935.480 

% -- -- -- -- 45,12 

    Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
                   Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II T.A. 2018 

 
a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Hasil pelaksanaan program ini adalah adanya ketersediaan data dan 

informasi pembangunan Kabupaten/Kota se wilker Bakorwil Malang dalam buku 

Profil Daerah yang antara lain memuat gambaran umum, kebijakan 

pembangunan, visi misi dan potensi daerah di wilayah kerja Bakorwil Malang. 

2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

 Melalui program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah, ada 

beberapa hasil yang tercapai diantaranya sebagai berikut : 

a) Terinventarisirnya permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

yang belum jelas perikatannya secara hukum dan yang perlu segera 

ditindaklanjuti oleh Tim Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

b) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani yang tergabung dalam 

HIPPA/GHIPPA. 

c) Terinventarisirnya permasalahan HIPPA/GHIPPA sekaligus memberikan 

pembinaan terhadap yang menghasilkan nominator HIPPA/GHIPPA masuk 
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dalam kategori terbaik di wilayah kerja Bakorwil Malang yang akan diusulkan 

ke tingkat provinsi dan nasional. 

d) Tersedianya data keikutsertaan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 

kegiatan Desa Berseri. sedangkan yang belum mendapatkan kategori Desa 

Berseri yaitu : Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab Jember, dan Kab. 

Probolinggo. 

e) Merumuskan kesepakaan bersama atas Pengelolaan DAS Brantas 

berdasarkan rencana pengelolaan DAS yang telah berbasis ekologis dengan 

menetapkan daya tampung beban DAS Brantas. 

f) Merumuskan pengendalian pencemaran air melaui instrument izin 

lingkungan dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 

domestik, industri, peternakan, dll. 

g) Pengembangan program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis di wilayah 

Malang Raya. 

h) Pembangunan TPS di sekitar aliran DAS Brantas untuk menghindari 

pembuangan sampah di sungai. 

i) Penanaman pohon bambu di sepanjang aliran DAS Brantas sebagai upaya 

konservasi aliran sungai DAS Brantas. 

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik, ada beberapa hasil 

yang tercapai diantaranya sebagai berikut : 

a) Terpantaunya penyebaran WTS dari dampak penutupan lokalisasi 

(pemulangan, pengawasan, pembinaan lebih lanjut) dengan adanya 

dukungan Ikatan Da’i lokalisasi dan kerjasama antar pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta tersedianya database by name by 

address WTS di wilayah kerja Bakorwil Malang.  

b) Terwujudnya sinergitas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan bencana, 

dengan meningkatkan kewaspadaan terjadinya bencana di daerah. 
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Penyediaan akses radio komunikasi menggunakan kanal-kanal yang 

ditentukan oleh BNPB dan BPBD. 

c) Terwujudnya sinergitas kegiatan terkait pelaksanaan pemilu, dengan 

meningkatnya kualitas pelaksanaan pemilu di daerah (jumlah pemilih di 

masing-masing daerah meningkat), serta tersedianya dukungan keamanan 

dari Korem dan masing-masing POLRES tempat penyelenggaraan Pemilu.  

d) Antisipasi adanya revisi PP 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat 

daerah maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar 

menyiapkan data dan dokumen untuk pembentukan pokja membahas NSPK 

yang mengacu pada PP 38 Tahun 2007. Kriteria besaran organisasi 

dinas/badan ditetapkan berdasarkan variabel, seperti jumlah penduduk, luas 

wilayah, jumlah APBD dan sebagainya. 

e) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan menerapkan SOP, SPM, SPP 

dan inovasi pelayanan. Untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan dapat melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (dilakukan 

oleh Dinas/Badan sendiri atau melibatkan Perguruan Tinggi), serta 

menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik dengan baik dan benar. 

f) Meningkatnya koordinasi KIM dalam rangka persiapan Lomba Cerdik Cermat 

Komunikatif (LCCK), dan menyiapkan bahan/materi yang diperlukan terkait 

pelaksanaan LCCK agar peserta dari Bakorwil Malang menjadi yang terbaik. 

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang Perekonomian 

Melalui program koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi Bidang 

Perekonomian, ada beberapa hasil yang tercapai diantaranya sebagai berikut : 

a) Mendorong Peningkatan kinerja para penyuluh pertanian kepada 

masyarakat yang bergerak dibidang usaha agribisnis agar terwujud good 

agriculture practices dan good handing practices.  

b) Mendorong terbentuknya kelembagaan yang kuat yang mampu bernegosiasi 

untuk menentukan harga produk perikanan yang dihasilkan, merumuskan 

upaya pengelolaan dan pengemasan yang menarik untuk hasil produk laut 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-798 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

sehingga dapat bersaing dipasaran, merumuskan teknik pemasaran produk 

perikanan dengan adanya peningkatan pembinaan dan monitoring terutama 

daerah yang memiliki produk laut yang potensial.  

c) Merumuskan kerjasama antar lembaga dan berbagai kelompok masyarakat 

sekitar hutan seperti Gapoktan, LMD Hutan, Kelompok Tani Hutan terhadap 

berbagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan yang 

akan ditindaklanjuti oleh SKPD teknis Kabupaten/Kota. 

d) Meningkatnya pemahaman program kementerian pertanian tentang 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 

e) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wirausaha khususnya 

terhadap pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

f) Mengimplementasikan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 

2015. 

g) Penyediaan anggaran yang cukup dan memberikan pelatihan teknis untuk 

peningkatan mutu produk IKM. 

h) Perlunya kebijakan mengembangkan industri kreatif berbasis kuliner. 

i) Pengembangan usaha koperasi, revitalisasi kelembagaan dan memfasilitasi 

bantuan hibah. Melakukan revitalisasi kelembagaan dalam rangka 

pengembangan koperasi, dengan meningkatkan pembinaan KOPPONTREN 

terkait pengembangan teknologi dan kelembagaannya (manajemen modern) 

sehingga menjadi koperasi yang maju, serta terinventarisirnya jumlah 

koperasi di wilayah kerja Bakorwil Malang 9.888 yang aktif 7.128 non aktif 

2.760 koperasi 

. 

5) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan 

Sosial dan Mental Spiritual 
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Melalui program koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan evaluasi Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual, ada beberapa hasil yang tercapai 

diantaranya sebagai berikut : 

a) Mendorong terwujudnya Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota se wilayah 

kerja Bakorwil Malang, dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan 

SDM P2TP2A bagi pengurus dan Kader Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota 

dan Kecamatan, memfasilitasi terbentuknya shelter/Rumah Aman bagi 

perempuan dan Anak Korban kekerasan serta pendampingan secara hukum. 

Membuat komitmen/kerjasama dengan stake holder/instansi terkait 

pelaksanaan visum korban kekerasan agar tidak dipungut biaya/gratis. 

b) Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program JKN (Juklak dan juknis 

beberapa rumah sakit belum tersusun) perbedaan pelayanan kepada 

masyarakat yang menggunakan program JKN. 

c) Merumuskan Pembentukan Tim Lintas Sektor Percepatan Penanganan 

Pasien Bebas Pasung. Pembentukan Kader Pengawasan Orang Masalah 

Dengan Kejiwaan (OMDK) tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan. 

d) Merumuskan Kesepakatan penggunaan Data penduduk yang dipergunakan 

adalah hasil sensus penduduk tahun 2010 yang selanjutnya disesuaikan 

dengan data mutasi penduduk hasil registrasi di desa/kelurahan. 

e) Meningkatnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan daerahnya 

bebas dari penyalahgunaan narkoba. Merekomendasikan Pembentukan Tim 

Koordinasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba periode 2014-2019.  

6) Program Peningkatan Kerjasama 

Melalui program peningkatan kerjasama, ada beberapa hasil yang tercapai 

diantaranya sebagai berikut : 

a) Mengetahui progress pelaksanaan program dana Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan, dan Urusan Bersama yang ada SKPD Kabupaten/Kota fokus 
pada pelaksanaan TP dan UB dibeberapa SKPD. 
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b) Terinventarisirnya permasalahan terkait pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan, dan Urusan Bersama yang ada di beberapa SKPD 
Kabupaten/Kota.  

c) Meningkatnya keterisian data hasil pembangunan, dan meningkatnya 
kemampuan serta keterampilan pengolah data hasil pembangunan. 

 

7) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Melalui program koordinasi, fasilitasi dan monev penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pembangunan, ada beberapa hasil yang tercapai diantaranya 

sebagai berikut : 

a) Mensinergikan pelaksanakan pembangunan khususnya pada promosi 

destinasi wisata unggulan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara dan wisatawan lokal. 

b) Menyiapkan regulasi terkait kendaraan berat yang menyebabkan rusaknya 

jalan-jalan nasional/provinsi di wilayah kerja Bakorwil Malang. 

c) Mendorong percepatan penyelesaian jalan lintas selatan, jalan tol, 

pelebaran jalan, dan transportasi masal kearah malang raya, serta jalan 

alternatif menuju Kota Batu. 

d) Partisipasi Forpimda (Bupati/Walikota, Sekda/Asisten Kabupaten/Kota 

mengikuti olah raga bersama dengan Gubernur Jawa Timur di HUT Provinsi 

Jawa Timur. 

e) Peningkatan pendampingan petani dan tenaga penyuluh untuk memberikan 

solusi pemecahan masalah kelompok tani sekaligus sebagai bentuk 

pembinaan dari pemerintah. 

f) Memfasilitasi para pelaku usaha melakukan pendaftaran produk pangan 

hasil perikanan sebagai salah satu tuntutan agar diterima oleh pasar. 

g) Inventarisasi Kopontren terdapat 1.420 kopontren yang masih aktif 347, dan 

tidak aktif 1.037 tersebar di 12 Kabupaten/Kota. 

h) Mengoptimalkan Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), 

dan mengaktifkan kembali Komite Penanganan PMKS yang ada di daerah. 
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i) Mendorong peningkatan kerjasama pengelolaan potensi daerah di sektor 

pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kelautan. 

j) Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran yang memadai 

dan memberikan pembinaan secara berkala kepada HIPPA/GHIPPA. 

 
8) Program Pengembangan Data Informasi 

Melalui program pengembangan data informasi, ada beberapa hasil yang 

tercapai diantaranya sebagai berikut :  

a) Melalui program pengembangan data informasi dapat mengetahui progress 

pelaksanaan program dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ada 

di SKPD Kabupaten/Kota, sehingga terinventarisirnya permasalahan terkait 

pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

b) Meningkatnya keterisian data hasil pembangunan pada aplikasi Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh Kabupaten/Kota di Wilker 

Bakorwil Malang. 

 

9) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pemerintahan 

Melalui program koordinasi, fasilitasi, dan monev penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Bidang Pemerintahan, ada beberapa hasil yang 

tercapai diantaranya sebagai berikut :  

a) Mengantisipasi dampak kemacetan beroperasinya Jalan Tol Malang – 

Pandaan diperlukan kerjasama antar daerah pembangunan infrastruktur 

jalan tembus kearah Kota Batu; 

b) Melaksanakan pembinaan KIM untuk persiapan LCCK dengan mengundang 

salah satu Juri KIM. Ada 8 besar KIM untuk LCCK Tingkat Provinsi, 4 KIM 

diantaranya dari Wilayah kerja Bakorwil Malang yakni Blitar, Kabupaten 

Malang, Kota Surabaya dan Pasuruan; 

c) Adanya sosialisasi terkait kenetralan Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 

serentak Tahun 2018.  
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d) Sudah terbentuknya DESTANA (Desa Tanggap Bencana) di 9 Kabupaten/Kota 

wilayah kerja Bakorwil Malang yang merupakan program dari BNPB serta 

Program Linmas (Perlindungan Masyarakat) berupa desa tangguh bencana. 

 

10) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi 

Melalui program koordinasi, fasilitasi, dan monev penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi, ada beberapa 

hasil yang tercapai diantaranya sebagai berikut : 

a) Mendorong terbentuknya dan eksistensi BUMDES sebagai lembaga social 

dan komersial untuk mendongkrak dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat di Desa, adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini banyak 

dialokasikan dalam bentuk pembangunan fisik, diharapkan dapat disalurkan 

untuk BUMDES sebagai investasi Pemerintah Desa dan pengelolaannya 

terpisah dari Pemerintah Desa; 

b) Meningkatkan pengembangan Koperasi Syariah karena pengelolaan 

keuangan dan kegiatannya dengan sistem bagi hasil banyak menguntungkan 

anggota dan selaras dengan masyarakat Jawa Timur yang agamis; 

c) Eksistensi Koperasi syariah di wilayah kerja Bakorwil Malang salah satunya 

Koperasi Syariah Sidogiri Kabupaten Pasuruan yang sudah mempunyai 278 

unit layanan jasa keuangan syariah dengan jumlah anggota 16.010 orang, 

jumlah penyimpan tabungan 83.418 orang, penerima manfaat pinjaman 

137.981 orang, dan menampung tenaga kerja 1500 orang dengan omset 

sebesar Rp 16,8 Triliun; 

d) Mendorong keikutsertaan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Malang 

dalam HIPPA/GHIPPA, dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 

Pembinaan HIPPA/GHIPPA setiap Tahun di Bakorwil Malang sebagai salah 

satu program prioritas untuk Jawa Timur agar tetap menjadi lumbung padi 

Nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta sebagai salah satu 

upaya pengendalian pengurangan luasan baku sawah yang cenderung 

semakin meningkat. 
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11) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Kemasyarakatan  

Melalui program koordinasi, fasilitasi, dan monev penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Bidang Kemasyarakatan, ada beberapa hasil 

yang tercapai diantaranya sebagai berikut : 

a) Rekomendasi terkait Kualitas Pendidikan yakni terkait ijin operasional 

sekolah SMK yang sebelumnya ditangani oleh P2T diharapkan dapat 

ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan; 

b) SMKN 3 Surabaya bersedia memfasilitasi SMK yang ada di Wilayah kerja 

Bakorwil Malang untuk membuka peluang kerjasama dengan perusahaan 

yang ada melalui bursa kerja di sekolah secara berkala; 

c) Bagi Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai Kabupaten/Kota 

yang memiliki kerukunan umat beragama baik, diperbolehkan mengajukan 

sebagai percontohan untuk diproses bersama dengan kabupaten 

Banyuwangi dan Kabupaten Sumenep; 

d) Kabupaten/Kota di Wilayah kerja Bakorwil Malang berkomitmen tidak 

menggunakan agama, sarana ibadah, memobilisasi kelompok umat 

beragama tertentu dalam politik dalam masa pilkada agar tidak terjadi 

gesekan dalam masyarakat yang dapat membuat disintegrasi bangsa. 

12) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana 

Melalui program koordinasi, fasilitasi, dan monev penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana, ada beberapa 

hasil yang tercapai diantaranya sebagai berikut : 

a) Menghasilkan rekomendasi terkait Pengaktifan kembali Tim Monitoring dan 

Evaluasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan 

pertambangan di Wilayah Provinsi Jawa Timur; 

b) Terkait pengelolaan sampah, Bakorwil Malang melakukan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kota untuk mendorong Kabupaten/Kota untuk segera 

menerbitkan Surat Keputusan tentang keberadaan Bank sampah di daerah 

masing-masing; 
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c) Bakorwil Malang telah melaksanakan rapat Sinkronisasi, Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dengan hasil rekomendasi 

Pemerintah Kabupaten Blitar dan Malang dapat menggali potensi yang ada 

di sekitar JLS untuk kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah; 

d) Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan JLS dengan sisa 

penanganan di Kabupaten Malang sepanjang 36,23 km jalan dan 6 (enam) 

unit jembatan, serta di Kabupaten Blitar sepanjang 66,85 km jalan dan 16 

(enam belas) unit jembatan. 

e) Mendorong peningkatan konektifitas Blitar Utara dan Malang Barat yakni 

pembangunan jalan Wlingi – Ngantang; 

 
b. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan : 

Berikut ini beberapa permasalahan yang ada terkait pelaksanaan Program 

Bakorwil Malang. 

1. Berdasarkan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun-tahun 

sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas menunjukkan kinerja 

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang dari Tahun 

2016 ke Tahun 2017 ada sedikit penurunan, hal ini karena ada beberapa kegiatan 

yang tidak dilaksanakan oleh Bidang, jumlah BUMdes dan Pasar Rakyat tidak 

maksimal serta kegiatan Musrenbang tingkat Bakorwil sudah tidak ada (terpusat 

di Provinsi); 

2. Banyaknya jumlah standart kelulusan SMK oleh Pemerintah Pusat (11 sertifikat) 

tidak sesuai dengan standart kelulusan yang dimiliki oleh SMK yang ada di 

Kabupaten/Kota (rata-rata para lulusan hanya memiliki 4 sertifikat) sehingga 

mempengaruhi kesempatan mendapatkan peluang kerja; 

 

Solusi : 

Berikut ini solusi dari beberapa permasalahan yang ada terkait pelaksanaan 

Program Bakorwil Malang. 
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1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota di Wilayah kerja 

Bakorwil Malang sebelum merencanakan adanya kegiatan untuk menghimpun 

permasalahan yang ada di daerah dan merumuskan kegiatan yang dapat 

dilaksanakan untuk kedepannya; 

2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dan Kabupaten/Kota di Wilayah kerja Bakorwil Malang tentang kegiatan yang 

dapat difasilitasi atau dikoordinasikan oleh Bakorwil Malang; 

3. Meningkatkan koordinasi ke Kabupaten/Kota dengan melakukan monitoring 

terkait tindak lanjut hasil rekomendasi kegiatan; 

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat 

memfasilitasi tentang pemberian sertifikasi keahlian bagi SMK untuk 

meningkatkan mutu kelulusan. 
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3.3.24 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN IV 
PAMEKASAN (BAKORWIL IV PAMEKASAN) 

 
Urusan Koordinasi Wilayah yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah 

Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Tahun 2014-2018 secara rinci pagu anggaran 

dan realisasi anggarannya adalah sebagai berikut : 

                                                             Tabel 4.340 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Bakorwil Pamekasan 
Tahun 2014-2018 

No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW II) 

1 Program Peningkatan 
Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

Pagu 1.994.750.000 -- -- -- -- 
Realisasi 1.803.614.016 -- -- -- -- 

% 90,42 -- -- -- -- 
2 Program Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Evaluasi 
Kebijakan Pemerintahan 
dan Pembangunan 

Pagu 267.750.000 -- -- -- -- 
Realisasi 231.817.183 -- -- -- -- 

% 86,58 -- -- -- -- 

3 Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monitoring 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 

Pagu -- 2.756.394.048 1.343.483.500 1.956.620.000 -- 
Realisasi -- 2.272.867.143 1.304.786.008 1.885.256.121 -- 

% -- 82,46 97,12 96,35 -- 

4 Program Pengembangan 
Data Informasi 

Pagu -- 1.079.714.286 19.235.000 32.725.000 61.725.000 
Realisasi -- 1.042.981.385 19.233.060 31.950.630 10.692.000 

% -- 96,60 99,90 97,63 17,32 
5 Program Koordinasi, 

Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pemerintahan 

Pagu -- -- -- -- 310.000.000 
Realisasi -- -- -- -- 108.879.909 

% -- -- -- -- 35,12 

6 Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan Ekonomi 

Pagu -- -- -- -- 360.000.000 
Realisasi -- -- -- -- 37.321.730 

% -- -- -- -- 10,37 

7 Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan 
Kemasyarakatan 

Pagu -- -- -- -- 1.121.238.000 
Realisasi -- -- -- -- 121.046.899 

% -- -- -- -- 10,80 

8 Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 

Pagu -- -- -- -- 335.000.000 
Realisasi -- -- -- -- 68.194.181 

% -- -- -- -- 20,36 
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No Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018 
(TW II) 

Pembangunan Bidang 
Pembangunan  Sarana 
dan Prasarana 

(Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur) 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II T.A. 2018 

 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

Selama tahun 2014-2018, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 

Pamekasan melaksanakan program-program pembangunan sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk 

meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten se wilayah 

Kerja Bakorwil Pamekasan dalam berbagai aspek. Program ini dilaksanakan pada 

tahun 2014 melalui kegiatan : 

– Peningkatan kebudayaan antar daerah melalui pelaksanaan Kerapan Sapi 

Tradisional se Madura; 

– Fasilitasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan di daerah melalui 

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); 

– Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Ketertiban; 

– Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan 

Pengentasan Kemiskinan; 

– Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pemberdayaaan masyarakat; 

– Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pelestarian Lingkungan Hidup, Energi dan 

Sumber Daya Alam. 

2) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan 

Pembangunan dilaksanakan pada tahun 2014 dengan tujuan mengkoordinasikan 

pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten/Kota di wilayah Kerja Bakorwil 

Pamekasan, melalui kegiatan : 
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– Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana 

Prasarana melalui kegiatan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi di daerah. 

3) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan dilaksanakan pada tahun 2015 - 2017, dengan tujuan 

mengkoordinasikan dan memfasilitasi Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Bakorwil 

Pamekasan, melalui kegiatan : 

– Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Pemerintahan; 

– Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Pembangunan Ekonomi; 

– Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang 

Kemasyarakatan; 

– Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana 

dan Prasarana; 

– Peningkatan Kebudayaan Antar Daerah melalui pelaksanaan kegiatan Festival Sapi 

Sono’ dan Kerapan Sapi se Madura. 

4) Program Pengembangan Data Informasi 

Program Pengembangan Data Informasi dilaksanakan oleh Bakorwil Pamekasan mulai 

tahun 2015 – 2018 dengan tujuan mengembangkan data dan informasi di wilayah 

kerja Bakorwil Pamekasan, melalui kegiatan : 

– Penyediaan data dan sarana prasarana informasi sebagai penunjang database 

informasi Bakorwil Pamekasan, melalui kegiatan koordinasi dan monev Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) se Bakorwil Pamekasan, serta kegiatan 

peningkatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bakorwil 

Pamekasan. 
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5) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pemerintahan 

Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pemerintahan merupakan program baru di tahun 2018, 

dimaksudkan untuk mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pemerintahan se wilayah kerja Bakorwil 

Pamekasan, melalui kegiatan : 

– Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, 

Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan; 

– Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, 

Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan. 

6) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi 

Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi merupakan program baru di tahun 

2018, dimaksudkan untuk mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pembangunan Ekonomi 

se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan, melalui kegiatan :  

– Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman 

Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan; 

– Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, 

Perikanan dan Tugas Pembantuan. 

7) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan 

Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan merupakan program baru di 

tahun 2018, dimaksudkan untuk mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Kemasyarakatan se 

wilayah kerja Bakorwil Pamekasan, melalui kegiatan : 
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– Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan. Pada bidang kesehatan dan 

pendidikan, Bakorwil Pamekasan melaksanakan Sosialisasi pencegahan dan 

penanggulangan Narkoba serta Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 

terhadap Siswa SMA/SMK dan MAN/MAS/MAK di 4 (empat) Kabupaten di 

Madura; 

– Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan 

Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas 

Pembantuan.  Dalam kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, 

dilaksanakan melalui kegiatan Festival Sapi Sono’ dan Kerapan Sapi 

memperebutkan piala Bergilir Presiden RI. 

8) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan  Sarana dan Prasarana 

Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan  Sarana dan Prasarana merupakan program baru 

di tahun 2018, dimaksudkan untuk mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana 

se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan, melalui kegiatan : 

– Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, 

Perhubungan dan Tugas Pembantuan; 

– Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, 

ESDM dan Tugas Pembantuan 

 

b. Permasalahan dan Solusi: 

Selama tahun 2014-2018, Bakorwil Pamekasan menghadapi berbagai permasalahan 

dalam menjalankan tugasnya baik permasalahan internal maupun eksternal, yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-811 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Permasalahan : 

– Penyelenggaraan budaya Kerapan Sapi masih menggunakan kekerasan sehingga 

belum sesuai harapan untuk mengembalikan fitrah kerapan sapi tradisional 

sebagaimana awal mulanya yakni tanpa menggunakan kekerasan; 

– Program perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota masih belum sinkron dan 

terintegrasi khususnya dalam menunjang kinerja utama pemerintah Provinsi 

maupun pemerintah Pusat; 

– Pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, yang ditandai dengan masih tingginya 

angka kemiskinan dan rendahnya nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia), 

khususnya di 4 Kabupaten di Madura; 

– Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya alam dan potensi 

pasar khususnya di wilayah Madura, dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas dalam upaya pemanfaatan SDA yang melimpah; 

– Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana masih belum ditangani secara 

optimal, sehingga dijumpai beberapa permasalahan pengembangan wilayah. 

Solusi : 

– Peningkatan kualitas rekomendasi yang ditindaklanjuti atas hasil koordinasi, 

monitoring, sinkronisasi dan evaluasi ke Kabupaten se wilayah kerja Bakorwil 

Pamekasan; 

– Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur terkait 

penyelarasan dukungan dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten; 

– Mendorong kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan potensi ekonomi 

dan infrastruktur sarana prasarana. 

 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Bab 4-812 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

3.3.25 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN V JEMBER 
(BAKORWIL V JEMBER) 
 
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember (Bakorwil 

Jember) menyelenggarakan urusan Koordinasi Wilayah pada wilayah kerja yang 

meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, 

Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota 

Probolinggo dengan dengan Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Bakorwil 

Jember Tahun 2014-2018 secara terinci sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4.341 
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan  

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembanguan Jember 
Tahun 2014-2018 

No. Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 
(TW II) 

1. Program Koordinasi, 
Fasilitasi  dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 

Pagu - - - 847,317,000 - 
Realisasi - - - 843,056,450 - 

% - - - 99.50% - 

2. Program 
Pengembangan Data 
Informasi 

Pagu - - - 43,441,000 200,000,000 
Realisasi - - - 43,199,000 86,845,700 

% - - - 99.44% 43.42% 
3. Program Koordinasi, 

Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pemerintahan 

Pagu - - - - 1,072,370,000 
Realisasi - - - - 486,819,900 

% - - - - 45.40% 

4. Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan Ekonomi 

Pagu - - - - 721,866,000 
Realisasi - - - - 272,968,200 

% - - - - 37.81% 

5. Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan 
Kemasyarakatan 

Pagu - - - - 768,099,000 
Realisasi - - - - 252,678,800 

% - - - - 32.90% 

6. Program Koordinasi, 
Fasilitasi dan Monev 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Bidang 

Pagu - - - - 721,665,000 
Realisasi - - - - 281,331,994 

% - - - - 38.98% 
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No. Program Anggaran 2014 2015 2016 2017 2018*) 
(TW II) 

Pembangunan Sarana 
dan Prasarana 

7. Program 
Pengembangan Data 
Informasi 

Pagu - - - 43,441,000 200,000,000 
Realisasi - - - 43,199,000 86,845,700 

% - - - 99.44% 43.42% 
Sumber : BPKAD Prov. Jatim 
Ket : *) Realisasi s/d Triwulan II 

 

a. Capaian Kinerja Program Pembangunan 

1) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan 

Program Koordinasi, Fasilitasi  dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan bertujuan meningkatkan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja 

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember. Dasar 

pelaksanaan Program ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Program ini dilaksanakan tahun 2017 dengan 

capaian kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti 

adalah 117,65% dari target sebesar 85% terealisasi sebesar 100%. Pencapaian ini 

didukung oleh kinerja Bidang-bidang pada Bakorwil Jember yang dalam 

pelaksanaan program/kegiatan mampu menghasilkan rekomendasi hasil 

koordinasi yang ditindaklanjuti sejumlah 14 rekomendasi hasil koordinasi. Dari 14 

rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Jember melalui 

Perangkat Daerah terkait. 

 

2) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pemerintahan 

Program Koordinasi, Fasilitasi  dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan Bidang Pemerintahan bertujuan meningkatkan Hasil 

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
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Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah 

Pemerintahan dan Pembangunan Jember. Dasar pelaksanaan Program ini adalah 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. 

Program ini dilaksanakan tahun 2018 dengan capaian kinerja Persentase 

rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti sampai dengan tri wulan II adalah 

50,56% dari target sebesar 90% terealisasi sebesar 50%. Pencapaian ini didukung 

oleh kinerja Bidang Pemerintahan pada Bakorwil Jember yang dalam pelaksanaan 

program/kegiatan mampu menghasilkan rekomendasi hasil koordinasi 

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang 

Ditindaklanjuti sejumlah 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti baik dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil 

Jember melalui Perangkat Daerah terkait. 

 

3) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi 

Program Koordinasi, Fasilitasi  dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi bertujuan meningkatkan Hasil 

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi di Wilayah Kerja Badan Koordinasi 

Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember. Dasar pelaksanaan Program ini 

adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 

– 2019. Program ini dilaksanakan tahun 2018 dengan capaian kinerja Persentase 

rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti sampai dengan tri wulan II adalah 

69,44% dari target sebesar 90% terealisasi sebesar 62,50%. Pencapaian ini 

didukung oleh kinerja Bidang Pembangunan Ekonomi pada Bakorwil Jember yang 
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dalam pelaksanaan program/kegiatan mampu menghasilkan rekomendasi hasil 

koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang 

Pemerintahan yang Ditindaklanjuti sejumlah 5 rekomendasi yang ditindaklanjuti 

baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di 

wilayah kerja Bakorwil Jember melalui Perangkat Daerah terkait. 

 

4) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan 

Program Koordinasi, Fasilitasi  dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan bertujuan 

meningkatkan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan 

Kemasyarakatan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan 

Pembangunan Jember. Dasar pelaksanaan Program ini adalah Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Program ini 

dilaksanakan tahun 2018 dengan capaian kinerja Persentase rekomendasi hasil 

koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang 

Pembangunan Kemasyarakatan yang Ditindaklanjuti sampai dengan tri wulan II 

adalah 50,56% dari target sebesar 90% terealisasi sebesar 50%. Pencapaian ini 

didukung oleh kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Bakorwil Jember yang dalam 

pelaksanaan program/kegiatan mampu menghasilkan rekomendasi hasil 

koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang 

Kemasyarakatan yang Ditindaklanjuti sejumlah 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti 

baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di 

wilayah kerja Bakorwil Jember melalui Perangkat Daerah terkait. 
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5) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Program Koordinasi, Fasilitasi  dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana bertujuan 

meningkatkan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana 

dan Prasarana di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan 

Pembangunan Jember. Dasar pelaksanaan Program ini adalah Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Program ini 

dilaksanakan tahun 2018 dengan capaian kinerja Persentase rekomendasi hasil 

koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang 

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Ditindaklanjuti sampai dengan tri wulan 

II adalah 50,56% dari target sebesar 90% terealisasi sebesar 50%. Pencapaian ini 

didukung oleh kinerja Bidang Sarana dan Prasarana pada Bakorwil Jember yang 

dalam pelaksanaan program/kegiatan mampu menghasilkan rekomendasi hasil 

koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan 

Prasarana yang Ditindaklanjuti sejumlah 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti baik 

dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah 

kerja Bakorwil Jember melalui Perangkat Daerah terkait. 

 

6) Program Pengembangan Data Informasi 

Program Pengembangan Data Informasi bertujuan meningkatkan Hasil 

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan 

Pembangunan Jember. Dasar pelaksanaan Program ini adalah Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 
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Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 

 Program ini dilaksanakan secara berkesinambungan tahun 2017 dan 2018 

dengan capaian kinerja Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi yang 

dilaksanakan. Pada tahun 2017 capaian pada program ini adalah 95,59% dari 

target 68% terealisasi 65%. Pada tahun 2018 sampai dengan tri wulan II Program 

ini masih dalam proses pengumpulan data dan belum dilaksanakan pengisian data 

dan informasi pembangunan kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Jember. 

Diperkirakan pada akhir tri wulan III data pembangunan Kabupaten/Kota di 

wilayah kerja Bakorwil dapat terkompilasi dan selanjutnya penyusunan dan 

pengisian data dapat dilakukan pada tri wulan IV, dengan target keterisian data 

dan informasi pembangunan Kabupaten/Kota adalah 69%. 

 

b. Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan : 

1) Belum optimalnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

sarana dan prasarana; 

2) Pelaksanaan desentralisasi mengakibatkan hirarki antara Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota tidak optimal, pelaksanaan pembangunan berbasis 

kewilayahan yang di gagas oleh Pemerintah Provinsi memiliki peluang yang besar 

untuk tidak selaras dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan egosentris 

desentralisasi akibat implementasi otonomi daerah. 

Solusi : 

1) Berkoordinasi dengan instasi terkait (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa 

Timur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengelola 

Keuangan dan Anggaran Daerah Provinsi Jawa Timur) untuk segera dapat 

memperoleh tambahan personil, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

Bakorwil Jember; 
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2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga 

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten/Kota dapat 

selaras dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
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B. KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014- 2018 

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

1.1.1. Pertumbuhan PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang 

dihasilkan suatu daerah dalam periode waktu satu tahun. PDRB menggambarkan 

perkembangan ekonomi suatu daerah dalam waktu satu tahun sehingga dapat dijadikan 

dasar perencanaan pembangunan suatu daerah untuk meningkatkan potensi pendapatan 

nasional. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB Atas Dasar 

Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 

menggunakan harga pada setiap tahun, dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukan 

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu 

sebagai tahun dasar penghitungannya. Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur selama 

lima tahun terakhir (2014-2018) terus menunjukkan peningkatan, baik Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2014, total nilai 

PDRB ADHB Jawa Timur sebesar Rp. 1.537,94 triliun. Selanjutnya terus meningkat pada 

tahun 2015-2018, yaitu Rp. 1.691,47 triliun (2015); Rp. 1.857,59 triliun (2016); Rp. 

2.019,19 triliun (2017); dan Rp. Rp. 544,44 triliun (2018-TW II). Sedangkan bila dihitung 

atas dasar harga konstan, total nilai PDRB ADHK’2010 Jawa Timur tahun 2014-2018 

masing-masing sebesar Rp. 1.262,68 triliun (2014); Rp. 1.331,37 triliun (2015); Rp. 

1.405,56 triliun (2015); Rp. 1.482,14 triliun (2017); dan Rp. 388,54 triliun (2018-TW II). 
 

Tabel 4.325 
Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Dan Nasional 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(TW II) 

PDRB ADHB – Jawa Timur 
(Triliun Rupiah) 1.537,94 1.691,47 1.857,59 2.019,19 544,44 

PDRB ADHK 2010 – Jawa Timur 
(Triliun Rupiah) 1.262,68 1.331,37 1.405,56 1.482,14 388,54 

Pertumbuhan Ekonomi                       
Jawa Timur (%) 5,86 5,44 5,57 5,45 5,57 

Pertumbuhan Ekonomi                  
Nasional (%) 5,02 4,88 5,02 5,07 5,27 

  Sumber : BPS Pusat dan Provinsi Jawa Timur 
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Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari besaran nilai 

PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar 

diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh 

harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2014 perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,86 

persen, kemudian terus tumbuh pada tahun 2015-2018 masing-masing sebesar 5,44 

persen (2015); 5.57 persen (2016); 5,45 persen (2017) dan 5,57 persen (2018-TW II). 

Kondisi tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. 

Perekonomian Jawa Timur tahun 2017 tumbuh sebesar 5,45 persen. 

Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,91 persen; diikuti 

Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,47 persen; dan Informasi dan Komunikasi 

sebesar 6,92 persen. Struktur perekonomian Jatim menurut lapangan usaha tahun 2017 

didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi 

sebesar 29,03 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,80 persen; dan 

Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 18,18 persen. 

Perekonomian Jawa Timur Triwulan II-2018 tumbuh sebesar 5,57 persen. Dari sisi 

produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Lapangan Usaha 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen, diikuti Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,36 persen; Transportasi 

dan Pergudangan sebesar 8,23 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 

7,88 persen. 

Sementara itu dari sisi PDRB Menurut Pengeluaran, Semua komponen 

mengalami akselerasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran 

Konsumsi Pemerintah 6,65 persen, disusul Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 5,71 

persen, PMTB 5,50 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT 5,13 persen; dan Ekspor Luar 

Negeri 2,71 persen. Tingginya pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah dipengaruhi oleh peningkatan belanja pegawai yaitu pembayaran gaji pokok 

dan tunjangan ke-14, belanja barang dan belanja barang sosial baik APBN maupun APBD. 

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumahtangga dan LNPRT dipengaruhi konsumsi 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-821 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

pada bulan ramadhan dan lebaran, pemilihan 19 kepala daerah secara serentak pada 

tanggal 27 Juni 2018. 

 
1.1.2. Indeks Gini 

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi 

perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil 

pembangunan. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat 

menggunakan Indeks Gini. Indeks gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang 

angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan 

sempurna) 
 

Tabel 4.326 
Gini Rasio Jawa Timur Dan Nasional 

Gini Rasio 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018  
(Maret) 

Jawa Timur 0,40 0,40 0,40 0,41 0,37 
Nasional 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur 
Keterangan : 
G < 0,3 = Ketimpangan rendah 
0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan 
G > 0,5 = Ketimpangan tinggi 

 
Angka Gini Rasio di Jawa Timur tahun 2014-2018 masih masuk dalam kategori 

sedang (antara 0,3 – 0,5). Selama tahun 2014-2016, angka Gini Rasio mencapai 0,40, 

kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,41 dan kembali menurun pada tahun 

2018 (Maret) menjadi 0,37. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam 

menurunkan kesenjangan masyarakat Jawa Timur. 

 

1.1.3. Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%) 

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, 

karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan 

pembangunan. Pemerataan pendapat versi bank dunia digunakan untuk mengukur 

tingkat pemerataan masyarakat guna mengetahui ketimpangan pendapatan yang terjadi 

di masyarakat. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur 

pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan persentase distribusi 
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pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen 

terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.  

Ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah 

pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah 

dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai 

berikut :  

 Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen 

terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen 

dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.  

 Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen 

terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen 

dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.  

 Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen 

terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen 

dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.  
 

Tabel 4.327 
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur 

Tahun 40 %                    
bawah 

40 %      
menengah 

20 %                         
atas 

2014 18,63 34,38 45,47 
2015 16,61 34,52 48,87 
2016 17,03 35,60 47,37 
2017 16,49 35,06 48,45 

2018 (Maret) 17,74 37,10 45,16 
     Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 

Perkembangan penduduk yang masuk dalam kelompok 40 persen bawah selama 

lima tahun terakhir persentase distribusinya berfluktuatif, pada tahun 2014 

persentasenya sebesar 18,63 persen, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 16,61 

persen dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 17,03 persen. Pada tahun 2017 

distribusinya mengalami penurunan menjadi 16,49 persen, selanjutnya meningkat 

menjadi 17,74 persen pada tahun 2018 (Maret). Berdasarkan pengelompokkan distribusi 

bank dunia, pada tahun 2018 (Maret) Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan 

rendah karena jumlah pendapatan dari penduduk pada kategori 40 persen terbawah 

terhadap total pendapatan seluruh penduduk   lebih dari 17 persen. 
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1.1.4. Persentase Penduduk Miskin 

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan 

kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya 

mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), 

serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. 

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara 

subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan 

evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. 
 

Tabel 4.328 
Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur Dan Nasional 

Gini Rasio 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(Maret) 

Jawa Timur 12,28 12,28 11,85 11,20 10,98 

Nasional 10,96 11,13 10,70 10,12 9,82 

  Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur 
 

Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama 

lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2014 angka 

kemiskinan sebesar 12,28 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.748,42 

ribu jiwa, selanjutanya menurun pada tahun 2017 menjadi 11,20 persen dengan jumlah 

penduduk miskin sebesar 4.405,27 ribu jiwa dan tahun 2018 (Maret) menjadi 10,98 

persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.332,59 ribu jiwa. Berbagai upaya yang 

ditempuh pemerintah daerah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan 

taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun 

penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran 

program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penangangan 

kemiskinan Jawa Timur yang antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, 

Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan Mensinergikan kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan. 
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1.1.5. Indeks Pembangunan Manusia 

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. 

Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi secara 

holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dimaksud tidak hanya 

terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada 

perubahan kualitas manusia. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia 

dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan 

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 

manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, 

dan sebagainya.  

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan 

direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi 

penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 

2010. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka 

harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan geometric mean. Dampak 

dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahaan angka IPM menjadi 

lebih rendah dibanding metode lama. Tetapi perlu diingat bahwa hasil penghitungan 

metode baru tidak bisa dibandingkan lagi dengan metode lama, karena sudah berbeda 

metodologi. 

Tabel 4.329 
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Indeks Pembangunan 
Manusia 68,14 68,95 69,74 70,27 

  Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 

Selama empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur yang 

ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. 

Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2014 sebesar 68,14; kemudian terus 

meningkat pada tahun 2015-2017 yaitu masing-masing sebesar 68,95 (2015); 69,74 

(2016); dan 70,27 (2017). Ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur dalam 
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meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari 

meningkatkan predikat IPM Jawa Timur pada tahun 2017 menjadi IPM berkategori 

“tinggi” untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dari tahun 2010 hingga tahun 2016 Jawa 

Timur masih berkategori “sedang”. 

 

1.1.6. Indeks Pembangunan Gender 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan 

dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan 

ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang 

sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk 

mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. 

Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan 

yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. 

Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. 

Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam 

kancah sosial ekonomi. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari 

berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa 

mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar 

posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan 

dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata. 
 

Tabel 4.330 
Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Pembangunan Gender 90,83 91,07 90,72 90,76 

   Sumber : BPS  Provinsi Jawa Timur 
 

Perkembangan IPG Pada Tahun 2014 sebesar 90,83, selanjutnya meningkat pada 

tahun 2015 menjadi 91,07, Kondisi ini menurun pada tahun 2016 menjadi 90,72, 

kemudian meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 90,76. Naiknya angka IPG Jawa 

Timur, mengindikasikan program pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Daerah 

cukup berhasil. Kenaikan IPG ini didukung meningkatnya AHH perempuan, angka harapan 

lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per 
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kapita per tahun perempuan. Dengan demikian, SDM perempuan di Jawa Timur dari 

tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang 

dari peran SDM penduduk laki- lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah 

Jawa Timur sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam 

kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan 

perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja 

pembangunan Jawa Timur di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-

laki maupun perempuan. 

 

1.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja 

sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau 

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran 

umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk 

dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase 

jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. 
 

Tabel 4.331 
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(Februari) 

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,19 4,47 4,21 4,00 3,85 

  Sumber : BPS  Provinsi Jawa Timur 
 

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diakukan oleh 

BPS Provinsi Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2014 sebesar 

4,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 4,47 persen. Selanjutnya 

pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukan keadaan yang lebih baik 

sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016); 4,00 (2017); dan 3,85 (2018-

Februari). Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2018 menunjukkan 

keadaan yang terus lebih baik dibandingkan Agustus 2017 dan Februari 2017. Hal ini 
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ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah 

pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 21 juta 

orang bertambah sebanyak 67 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2017 dan 

bertambah 114 ribu orang jika dibanding Februari 2017. 

 

1.1.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu bentuk penilaian yang 

mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. Penetapan IKLHD sebagai Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk memberikan 

informasi kepada para pengambil keputusan Provinsi Jawa Timur tentang kondisi 

lingkungan di Jawa Timur sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan 

berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-

program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di 

Jawa Timur tertera pada tabel berikut. 
 

Tabel 4.332 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 56,48 61,70 63,98 66,29 

      Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 
 
Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks 

Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot 

sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut: 

 Unggul  : >90 
 Sangat baik  : 82 - 90 
 Baik  : 74 - 82 
 Cukup  : 66 - 74 
 Kurang  : 58 - 66 
 Sangat Kurang : 50 – 58 
 Waspada : <50 

 

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017 terus menunjukkan 

peningkatan tiap tahunnya, yaitu masing-masing 56,48 (2014); 61,70 (2015); 63,98 

(2016); dan 66,29 (2017). Kondisi IKLH di Jawa Timur pada tahun 2017 masuk dalam 
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“kategori cukup” (66-74).  Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus 

meningkatan pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di 

Jawa Timur dan mencapai target IKLHD Provinsi Tahun 2019 sebesar 67,00-68,52 atau 

dengan kategori cukup. 

 

1.1.9. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

Jawa Timur. 
 

Tabel 4.333 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79 80 81 81,33 

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur 
 

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Jawa Timur selama empat tahun 

terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 79 (2014); 80 (2015); 81 

(2016); dan 81,33 (2017). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan 

masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan 

masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga 

dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada 

suatu lembaga layanan publik. 

 

1.1.10. Indeks Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai 

good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/
http://pemerintah.net/
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sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan 

(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi 

birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana 

uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang 

punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka Indeks. 
 

Tabel 4.334 
Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Reformasi Birokrasi 61,04 61,28 69,54 71,11 

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur 
 

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 61,04, 

kemudian terus meningkat pada tahun 2015-2017 yaitu 61,28 (2015); 69,54 (2016); dan 

71,11 (2017). Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin 

profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, 

mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai 

dasar dan kode etik aparatur negara. 

 

1.1.11. Indeks Kesalehan Sosial 

Secara konseptual, Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur 

kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Sikap kesalehan sosial tersebut meliputi: 

 Solidaritas social (al-takaful alijtima’ï); 
 Toleransi (al-tasamuh); 
 Mutualitas/Kerjasama (al-ta’awun); 
 Tengah-tengah (al-I’tidal); dan 
 Stabilitas (al-stabat); 

Sedangkan secara operasional, Kesalehan sosial adalah skor yang diperoleh dari 

sikap seseorang/responden yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam 

kerangka hidup bermasyarakat yang diukur dengan : 

 Solidaritas sosial; 
 Kerjasama/mutualitas; 

http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/
http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/
http://pemerintah.net/
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 Toleransi; 
 Adil; dan 
 Menjaga ketertiban umum. 

 

Tabel 4.335 
Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017*) 

Indeks Kesalehan Sosial - - - 62,34 

 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 Ket : *) Angka Sangat Sementara 

 
Indeks Kesalehan Sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah Jawa Timur, pada tahun 2017 (angka sangat sementara) 

capaiannya sebesar 62,34. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar 

Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi 

dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan 

kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi 

pembangunan sesuai yang diharapkan. 

 
1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

1.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata–rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke 

atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang 

mengulang). Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi 

sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan 

yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus 

tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah 

dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran 

secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan.  

 
Tabel 4.336 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,05 7,14 7,23 7,34 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
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Perkembangan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur, selama tahun 2014-2017 

terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 7,05 tahun (2014) meningkat 

menjadi 7,34 tahun (2017). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting 

untuk mendukung pembangunan di Jawa Timur. Artinya kualitas sumber daya manusia 

dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya 

saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. 

 
1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

1.3.1. Kebudayaan 

1.3.1.1. Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional 

Kata seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat 

terpisahkan, karena pada setiap seni pasti mempunyai kebudayaan yang khas. Begitu juga 

sebaliknya, pada setiap kebudayaan pasti mempunyai nilai seni yang begitu indah dan 

tidak ternilai harganya. Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia 

mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang 

mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. 

Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional terus menunjukkan 

peningkatan, yaitu dari 11 penghargaan pada tahun 2014 menjadi 26 penghargaan pada 

tahun 2017. Hal ini mencerminkan keberhasilan Jawa Timur dalam membangun seni 

budaya di daerahnya sehingga dapat berkembang dengan pesat. 

 
Tabel 4.337 

Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Jumlah Karya Seni Budaya Yang 
Mendapatkan Penghargaan Nasional 

11 16 22 26 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 
 
 

1.3.1.2. Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) Yang 
Dipelihara/Dilestarikan 

 

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar 

budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan 

cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 
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memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau 

kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola 

secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka 

memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 

Tabel 4.338 
Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang Dipelihara/ Dilestarikan 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, 
Situs, Kawasan) yang Dipelihara/ Dilestarikan 

- - 94,50 96,30 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 
 
Pada tahun 2017, Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) 

yang dipelihara/ dilestarikan di Jawa Timur sebesar 96,30 persen, kondisi tersebut 

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 94,50 persen. 

Kondisi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Jawa Timur dalam melestarikan 

cagar budaya di tiap-tiap daerah sehingga dapat terjaga dengan baik 

 
1.3.2. Pemuda dan Olahraga 

1.3.2.1. Persentase Pemuda Yg Berpartisipasi & Berperan Aktif Dalam Pembangunan 

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan 

cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, 

Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi 

tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide 

ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai 

dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi 

dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan merupakan indikator baru dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. 
 

Tabel 4.339 
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi 
Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan 

26,13 29,52 20,73 14,43 

   Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 
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Pada tahun 2017, persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif 

dalam pembangunan sebesar 14,43 persen ini diukur dari prosentase pemuda kader 

tingkat Provinsi Jawa Timur yang berperan aktif dalam kegiataan Penyadaran, 

Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan 

Kewirausahaan. Penurunan persentase dari Tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan 

Struktur Organisasi Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 62 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berakibat bergantinya formulasi perhitungan 

yaitu jumlah pemuda kader tingkat Provinsi dibagi jumlah pemuda yang aktif 

berorganisasi tingkat Provinsi. 

 

1.3.2.2. Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat 

Pembibitan olahraga merupakan tahapan penting yang dijadikan sebagai pondasi 

keberhasilan system pembinaan prestasi olahraga. Sedangkan definisi pembibitan 

olahragawan adalah upaya mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki 

potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari, sebagai langkah atau tahap 

lanjutan dari pemassalan olahraga. Pembibitan dapat dilakukan dengan melaksanakan 

identifikasi bakat (Talent Identification), kemudian dilanjutkan dengan tahap 

pengembangan bakat (Talent Development). Dengan cara demikian, maka proses 

pembibitan diharapkan akan lebih baik.  

 
Tabel 4.340 

Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase  Pembibitan 
Olahragawan Berbakat 

37,96 8,64 13,73 23,73 

 Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 
 

Pada tahun 2014, pembibitan olahragawan berbakat sebesar 37,96 persen, dan 

mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 8,64 persen. Kemudian meningkat 

kembali pada tahun 2016-2017, yaitu masing-masing 13,73 persen (2016) dan 23,73 

persen tahun 2017. Pencapaian nilai realisasi sebesar 23,73 persen pada tahun 2017 
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dihasilkan dari prosenstase atlet pelajar Jawa Timur yang berprestasi ditingkat Nasional 

(POPNAS) dan diukur dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga 

massal(rekreasi) dengan formulasi perhitungan Jumlah atlet pelajar Jatim yang meraih 

Prestasi Nasional dibagi jumlah atlet pelajar yang dibina Peningkatan persentase 

pembibitan olahragawan berbakat ini diharapkan akan mampu menghasilkan prestasi 

olahraga. 

 

2. Aspek Pelayanan Umum 

2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar 

2.2.1. Pendidikan Menengah 

2.2.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk 

kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan 

per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun. APS merupakan indikator dasar yang 

digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi 

penduduk usia sekolah. 
 

Tabel 4.341 
Angka Partisipasi Sekolah (Usia 16-18 tahun) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Angka Partisipasi Sekolah 
(Usia 16-18 tahun) 71,23 72,14 72,76 73,38 

 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
 
Perkembangan angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur dalam 

empat tahun terakhir menunjukan peningkatan. Pada tahun 2014 APS sebesar 71,23 

persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi 73,38 persen. Peningkatan 

ini, memberikan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk 

mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Selain itu, 

dukungan program diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, 

terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Khusus 

Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar. 

 

 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-835 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

2.2.1.2. Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK 

Dalam hal keberlangsungan pendidikan salah satu permasalahan yang dihadapi 

adalah adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah dengan berbagai alasan, 

seperti tidak ada biaya, karena bekerja ataupun alasan lain. Gangguan belajar pada siswa 

sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, 

keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat 

mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang 

minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang 

yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak 

ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa 

memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah. 
 

Tabel 4.342 
Angka Putus Sekolah  SMA/MA/SMK di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Angka   Putus   Sekolah 
SMA/MA/SMK 0,65 0,62 0,58 0,54 

 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
 
Jenjang pendidikan setingkat SMA/MA/SMK, dalam empat tahun terakhir Angka 

Putus Sekolah (APS) terus menunjukkan penurunan yaitu masing-masing 0,65 persen 

(2014); 0,62 persen (2015); 0,58 persen (2016); dan 0,54 persen (2017). Beberapa 

program yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur dalam mengurangi angka putus 

sekolah, diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Siswa Miskin (BSM); 

dan Pogram Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan 

sangat miskin. 

 
2.2.1.3. Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK  

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat 

keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan bagi 

sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi bisa juga 

menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak mengherankan 
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angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah, terlebih apabila 

diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan atau nilai tertinggi.  
 

Tabel 4.343 
Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Angka kelulusan sekolah 
SMA/MA/SMK 98,52 98,57 98,63 98,68 

 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
 
Perkembangan angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK dalam empat 

tahun terakhir (2014-2017) terus meningkat mulai 98,52 persen tahun 2014, meningkat 

menjadi 98,68 persen pada tahun 2017. Hal ini memberikan gambaran adanya 

peningkatan kualitas jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Jawa Timur, karena secara 

umum angka kelulusan meningkat mendekati angka sempurna yaitu 100 persen. 

 
2.2.1.4. Persentase guru  jenjang SMA, SMK, dan PK-LK berkualifikasi minimal S1/D4 

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik 

harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan 

kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk 

mencerdaskan peserta didik. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat 

pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat 

mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi pendidikan maka 

dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang pendidikannya rendah. 

Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan 

kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari 

Provinsi ke Pusat, bidang pendidikan juga terkena imbasnya. Dampak penerapan Undang 

– Undang Nomor 23 tersebut di bidang pendidikan adalah beralihnya kewenangan 

pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan non formal ke Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan menengah serta pendidikan khusus 
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menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian 

indikator pendidikan, salah satunya adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi 

Minimal D4/S1. Pada tahun 2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh 

jenjang (SD, SMP, SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara 

pada tahun 2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK 

yang berkualifikasi minimal D4/S1. 
 

Tabel 4.344 
Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 

 di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan 
PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 

- - - 98,80 

    Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

 

Pada tahun 2017, Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi 

Minimal S1/D4 di Jawa Timur sebesar 98,80 persen. Dengan semakin tingginya kualifikasi 

guru minimal S1/D4, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu 

pendidikan di Jawa Timur secara berkelanjutan. 

 
2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok 

usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai 

dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang 

bersangkutan. Apabila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia 

sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan 

tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur 

proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. 
 

Tabel 4.345 
Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Angka Partisipasi Murni (APM) - 
SMA/MA/SMK 65,78 65,83 68,21 68,65 

   Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
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Perkembangan APM SMA/MA/SMK di Jawa Timur selama kurung waktu 2014-

2017 terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 65,78 persen (2014); 65,83 

(2015); 68,21 (2016); dan 68,65 (2017). Peningkatan APM ini menunjukkan semakin 

tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur akan pentingnya sekolah pada jenjang 

Pendidikan SMA/MA/SMK. 

 

2.2.1.6. Indeks pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu komponen terpenting bagi kemajuan hidup 

manusia sehingga dijadikan sebagai tongggak pembangunan bangsa dan negara. Indeks 

pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks pembangunan 

manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama 

sekolah. Pada tahun 2014 indeks pendidikan mencapai 0,58 kemudian capaiannya 

meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,61. Peningkatan ini, menggambarkan semakin 

membaiknya kualitas pendidikan di Jawa Timur sehingga berdampak pada produktifitas 

ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar 

kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia. 
 

Tabel 4.346 
Indeks pendidikan di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks pendidikan 0,58 0,59 0,60 0,61 

  Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 

2.2.1.7. Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas 

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh 

penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan 

lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai 

dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Angka ini memberikan gambaran secara 

sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran 

rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau 

perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. 
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Tabel 4.347 

Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 
25 Tahun Ke Atas 7,05 7,14 7,23 7,34 

 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 
Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa 

Timur, selama 2014-2017 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 

7,05 tahun ditahun 2014 meningkat menjadi 7,34 tahun pada tahun 2017. Kondisi ini 

menunjukkan kualitas pendidikan Jawa Timur semakin membaik sehingga berdampak 

pada peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. 

2.2.1.8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA 

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid 

penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan 

penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam 

persentase. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat 

pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap 

penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. 

Tabel 4.348 
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Angka Partisipasi Kasar (APK) 
SMA/SMK/MA 78,23 79,14 81,42 82,80 

 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
 
Pada tahun 2014-2017, perkembangan APK SMA/MA/SMK di Jawa Timur terus 

menunjukkan peningkatan, yaitu dari 78,23 persen pada tahun 2014 menjadi 82,80 

persen tahun 2017. Hal ini menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi sekolah 

jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Jawa Timur.  
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2.2.2. Kesehatan 

2.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) 

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun 

dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal 

sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). 

Tingginya angka kematian bayi dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 

2.500 gram. 

Tabel 4.349 
Angka kematian bayi (AKB) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Angka kematian bayi (AKB) 24,50 24,00 23,60 23,10 

 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 
Perkembangan angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2017 sebesar 23,10, 

kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 24,50. 

Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKI sudah 

menunjukkan kemajuan. Upaya penurunan AKI yaitu dengan dengan melaksanakan 

Capaciy Buiding kepada bidan, untuk meningkatkan profesionalitas bidan dalam 

mendukung penurunan AKB. Selain itu secara komprehensiv kepada stakeholder 

dilakukan capacity building dan edukasi terkait pengetahuan dan kemampuan terhadap 

penanganan bayi, peningkatan status kesehatan ibu hamil dengan perbaikan gizi, 

penanganan calon bayi dan janinnya. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) juga 

menjadi pihak harus digandeng dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). 

 

2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI) 

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil 

atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat 

persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan 

karena sebab-sebab lain (seperti kecelakaan, terjatuh dll) per 100.000 kelahiran hidup. 

Tabel 4.350 
Angka Kematian Ibu (AKI)  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
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Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Angka Kematian Ibu (AKI) 93,53 89,60 91,00 91,92 

   Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

Secara umum selama tahun 2014-2017 Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur 

terus menunjukan penurunan, pada tahun 2014 capaiannya sebesar 93,53 kemudian 

pada tahun 2017 menjadi 91,92. Upaya promotif terus dilaksanakan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dan calon ibu untuk melakukan perencanaan kehamilan dan 

menjalani asuhan yang teratur dan berkualitas. Angka kematian ibu melahirkan paling 

banyak disebabkan pendarahan, hipertensi, dan infeksi. Peningkatan kesadaran bagi ibu 

yang memiliki resiko tinggi agar lebih aware, dapat meminimalkan terjadinya komplikasi 

selama kehamilan yang diharapkan bisa menekan Angka Kematian Ibu (AKI). 

 

2.2.2.3. Angka Harapan Hidup (AHH) 

Angka Harapan Hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan 

dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, 

dalam situasi mortalitas yang berlaku. Salah satu keberhasilan pembangunan bidang 

kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari semakin tingginya angka harapan hidup 

penduduknya. Peningkatan angka harapan hidup tersebut tercermin dari semakin 

banyaknya penduduk yang tergolong lanjut usia atau dikenal dengan lansia. 
 

Tabel 4.351 
Angka Harapan Hidup (AHH)  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Angka Harapan Hidup (AHH) 70,45 70,68 70,74 70,80 

        Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 
Angka Harapan Hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan 

dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, 

dalam situasi mortalitas yang berlaku. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Jawa 

Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode empat tahun (2014-2017), yaitu 

dari 70,45 pada tahun 2014 menjadi 70,80 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan 

peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat 

kesehatan pada khususnya. Menggambarkan juga efektivitas pelaksanaan program 
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pembangunan pembangunan, program sosial, kesehatan, kecukupan gizi serta program 

penanggulangan kemiskinan. 

 

2.2.2.4. Persentase stunting 

Kesehatan pada anak dimulai dari sejak masa kandungan. Selama 9 bulan bayi 

mendapatkan asupan dari ibu. Asupan yang sehat dan bergizi selama masa kandungan 

bisa menciptakan anak sehat dan cerdas. Tentu hal ini juga untuk mencegah berbagai 

macam gangguan tumbuh kembang anak nantinya. Stunting adalah masalah kurang gizi 

kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat 

pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin 

masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi 

pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya 

mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa.  
 

Tabel 4.352 
Persentase Stunting  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase stunting 29 27,1 26,01 26,70 

  Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

 
Perkembangan persentase Stunting di tahun 2017 sebesar 26,70 persen, 

cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 29 

persen. Semua pihak harus berkerja keras dalam menurunkan Stunting. Masyarakat, 

pemerintah, institusi kesehatan serta seluruh stakeholder yang terlibat harus bersinergi 

menurunkan stunting. Dari sektor kesehatan promotif semakin ditingkatkan dengan 

edukasi kaitannya dengan Mendorong pemenuhan zat gizi bagi dan pemantauan 

kesehatan ibu hamil; Mendorong Ibu Menyusui agar memberikan ASI eksklusif; 

Mendorong Ibu untuk memantau pertumbuhan balita di posyandu; Mendorong dalam 

meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan 

lingkungan. 
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2.2.2.5. Persentase Rumah Sakit terakreditasi 

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan 

kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh 

lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Pengertian Akreditasi Rumah 

Sakit adalah suatu proses dimana suatu lembaga independen baik dari dalam atau pun 

luar negeri, biasanya non pemerintah, melakukan assesment terhadap rumah sakit 

berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Rumah sakit yang telah terakreditasi akan 

mendapatkan pengakuan dari Pemerintah karena telah memenuhi standar pelayanan dan 

managemen yang ditetapkan. 

 
Tabel 4.353 

Prosentase Rumah Sakit Terakreditasi  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Prosentase Rumah Sakit Terakreditasi 3,0 9,30 63,4 74,0 

 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
 

Secara umum selama tahun 2014-2017 prosentase Rumah Sakit di Jawa Timur 

terus menunjukan peningkatan, yaitu masing-masing 3 persen (2014); 9,3 persen (2015); 

63,4 persen (2016); dan 74 persen (2017). Peningkatan tersebut disebabkan hal-hal 

antara lain : 

 Terbitnya Permenkes No 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, 

mengamanatkan bahwa semua RS dapat bermitra dengan BPJS dalam melaksanakan 

Jaminan Kesehatan Nasional jika telah “Ter-AKREDITASI”.  

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.  34 Tahun 2017 Tentang 

AKREDITASI RUMAH SAKIT pada   BAB II PENYELENGGARAAN AKREDITASI Pasal 3 (1) 

yang menyebutkan “Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi”. 

 Dukungan anggaran dari DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk akreditasi Rumah Sakit 

 Terdorong oleh semangat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas 

kepada masyarakat sehingga RS terus berupaya dalam memenuhi standar akreditasi 

 

2.2.2.6. Persentase RFT Rate Kusta 

Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae 

yang bersifat interselular obligat. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di 
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Indonesia yang dapat menimbulkan kecacatan permanen, serta perubahan emosi dan 

psikis penderitanya. RFT (Release For Treatment) mengindikasikan keberhasilkan 

pengobatan penderita kusta. Penderita kusta secara klinik, bila pada masa tersebut tidak 

ada keaktifan, maka penderita dinyatakan bebas dari pengamatan (Release from Control 

/RFC). 

Tabel 4.354 
Persentase RFT Rate Kusta  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase RFT Rate Kusta   90 91 90 91,1 

 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

Pencapaian prosentase RFT rate kusta pada tahun 2014 sebesar 90 persen, 

kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 91 persen. Pada tahun 2016 

persentasenya mengalami penurunan menjadi 90 persen, kemudian meningkat kembali 

menjadi 91,1 persen pada tahun 2017. Perlu upaya secara kofrehensif untuk keberhasilan 

pengobatan mulai dari penemuan kasus baru secara dini, penjelasan dan motivasi saat 

akan mulai pengobatan, pembinaan pengobatan, sosialisasi pada masyarakat terutama 

yang ada di daerah endemis kusta yang melibatkan sektor-sektor lain selain kesehatan.  

2.2.2.7. Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV 

HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang 

sistem kekebalan tubuh, yang akanm melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan 

infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditata laksana dengan 

baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh 

untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Terapi ARV (Anti Retroviral) yang 

teratur sesua dengan SOP penatalaksanaan pengobatan penderita HIV sangat penting 

bagi orang dengan HIV positif, karena akan menekan jumlah virus HIV yang ada di tubuh 

sekaligus menjaga kekebalan tubuh. 

Tabel 4.355 
Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase penderita HIV yang 
mendapatkan ARV   75 77 79,8 80 

 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
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Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur pada tahun 

2014 sebesar 75 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 80 persen. Meskipun 

belum mampu menyembuhkan HIV secara menyeluruh, tapi sejauh ini terapi ARV 

dipercaya bisa menurunkan angka kematian dan rasa sakit, meningkatkan kualitas hidup 

ODHA, dan meningkatkan harapan masyarakat serta menekan penyerbaran virus 

HIV/AIDS. 

 

2.2.2.8. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB 

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh 

mycobacterium, yang menyerang paru-paru. Bakteri TB membunuh jaringan dari organ 

yang terinfeksi dan mengancam nyawa jika tidak diterapi dengan tuntas. 
 

Tabel 4.356 
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Keberhasilan Pengobatan TB 91 91 90 90 

 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
 
Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TB) di Jawa Timur pada tahun 

2017 sebesar 90 persen. kegiatan untuk menemukan semua kasus TB dan mengobatinya 

sampai sembuh serta melaporkan kasus tersebut dalam surveilans program semakin 

ditingkatkan pelaksanaannya untuk menanggulangi Tuberkulosis. 

 

2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

2.2.3.1. Jalan dan Jembatan 

2.2.3.1.1 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 

berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 

kabel. Kriterianya adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai 

untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi 

jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur 
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secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum 

nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan kriteria 

kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak 

mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. 

Tabel 4.357 
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Jalan Provinsi Dalam 
Kondisi Mantap 87,68 89,43 88,87 88,90 

    Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 
 
Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak 

terbitnya SK Menteri PUPR no: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan ruas jalan menurut 

statusnya sebagai jalan nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur No: 

188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan ruas – ruas jalan menurut statusnya sebagai 

jalan provinsi tanggal 12 Februari 2016. Perubahan itu terkait adanya perubahan status 

beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan 

nasional ataupu kabupaten/ kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi 

atau jalan nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

menyelenggarakan Jalan provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 

1.421 Km. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2014 adalah 

sebesar 87,68 persen dan meningkat pada tahun 2017 adalah sebesar 88,90 persen. 

Peningkatan ini merupakan wujud Efektivitas dan Efisiensi Penguatan Sistem Konektivitas 

Secara Global di Jawa Timur antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan 

informasi, menurunkan biaya logistic, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan 

akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi. 

 

2.2.3.1.2 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan  dalam 
sistem jaringan jalan primer 

 

Pembangunan jalan khususnya beberapa kota semakin berkembang seiring 

lajunya perekonomian, dimana pembangunan jalan pada saat ini telah berkembang pesat 

terutama pada tingkat kota dan desa. Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan sistem 
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jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan 

semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi 

yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 
 

 
Tabel 4.358 

Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam 
 Sistem Jaringan Jalan Primer  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase jalan provinsi yang memenuhi 
persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan 
jalan primer 

55,15 56,87 57,90 59,16 

 Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 
 
Capaian persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam 

sistem jaringan jalan primer di Jawa Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen 

dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 59,16 persen. Peningkatan ini merupakan upaya 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensinergikan antara pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi tiap daerah serta mengurangi ketimpangan wilayah. 

 
2.2.3.1.3 Persentase pembangunan jalan menuju kawasan potensial 

Kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumberdaya alam atau 

sumberdaya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum yang dapat 

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan. 
 

Tabel 4.359 
Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase penyelesaian pembangunan 
jalan menuju kawasan potensial 40,63 44,50 47,36 47,36 

    Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 
 
Perkembangan persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan 

potensial pada tahun 2014 sebesar 40,63 persen, selanjutnya meningkat pada tahun 2015 

menjadi 44,50 persen. Pada tahun 2016, persentasenya meningkat kembali menjadi 47,36 

persen dan tahun 2017 tidak mengalami perubahan. Tidak ada peningkatan dalam 

pembangunan jalan menuju kawasan potensial pada tahun 2016-2017 dikarenakan fokus 
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terhadap pemenuhan jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam 

sistem jaringan jalan primer. 

 
2.2.3.2. Pengairan 

2.2.3.2.1. Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan air baku 

Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air 

tanah atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air 

minum. Ketersediaan air baku merupakan kemampuan suatu sumberdaya untuk 

memenuhi kebutuhan air baik secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu wilayah. 

Ketersediaan air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air yang ada di bumi. 
 

Tabel 4.360 
Persentase Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku - 87,61 87,78 87,84 
  Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur 

 
Capaian ketersediaan dan kebutuhan air baku di Jawa Timur Pada tahun 2015 

sebesar 87,61 persen, kemudian meningkat menjadi 87,84 pada tahun 2017. Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan ketersediaan dan kebutuhan air baku 

yaitu dengan pembangunan sarana prasarana infrastruktur pengairan dan melakukan 

normalisasi tampungan air sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan 

meningkatkan penyediaan air baku untuk berbagai keperluan. 

 
2.2.3.2.2. Persentase Pelayanan Air Untuk Irigrasi 

Irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan 

usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan tersebut 

dapat meliputi : perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk 

mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara teratur dan apabila 

terjadi kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainasi. 

 
Tabel 4.361 

Persentase Pelayanan Air Untuk Irigrasi di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-849 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Pelayanan Air Untuk Irigrasi 69,00 97,73 82,20 82,82 

  Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur 

 
Pada tahun 2014, persentase pelayanan air untuk irigrasi di Jawa Timur sebesar 

69 persen kemudian meningkat menjadi 82,82 persen pada tahun 2017. Semakin 

meningkatnya pelayanan air irigrasi akan berdampak besar pada sektor pertanian untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang pada akhirnya meningkatkan 

produktifitas pertanian. 

 
2.2.3.2.3. Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik 

Kondisi jaringan irigasi akan makin menurun seiring dengan waktu dan 

penggunaan. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar 

selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan 

mempertahankan kelestariannya. Dengan pemeliharaan, kondisi jaringan irigasi 

dikembalikan agar optimal sebelum terjadi kerusakan. 
 

Tabel 4.362 
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik - 68,35 68,50 69,32 

  Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur 
 
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik pada tahun 2017 sebesar 69,32 

persen, mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 

68,35 persen. Dengan terjaganya jaringan irigrasi maka berdampak pada meningkatnya 

penyediaaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian di Jawa 

Timur. 

 
2.2.3.2.4. Persentase Penanganan luas daerah genangan banjir 

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah 

atau daratan karena volume air meningkat. Genangan yang timbul di daerah rendah 

sebagai akibat yang ditimbulkannya juga termasuk dalam pengertian ini. Penanggulangan 

banjir harus dilakukan oleh berbagai pihak antara pemerintah dan masyarakat. Mulai dari 
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tata kota dan saluran air yang baik, serta perilaku masyarakat yang bijak terhadap 

lingkungan. 

Tabel 4.363 
Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir - - 72,37 67,62 

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur 

 
Persentase penanganan luas daerah genangan banjir di Jawa Timur pada tahun 

2016 sebesar 72,37 persen dan pada tahun 2017 sebesar 67,62 persen. Beberapa 

kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan luas genangan banjir adalah melalui operasi 

pemeliharaan dan rehabilitasi sungai serta menggalakkan program penghijauan. 

 
2.2.3.3. Penataan Ruang 

2.2.3.3.1. Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW 

Rencana tata ruang wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada 

wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas 

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrati. Rencana tata ruang dibuat 

karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan 

untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif. 

Produk atau hasil dari perencanaan tata ruang wilayah dituangkan dalam bentuk 

dokumen berupa peta rencana tata ruang wilayah. 

 
Tabel 4.364 

Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase luas kawasan yang 
peruntukannya sesuai dengan RTRW - 45,00 47,90 48,00 

   Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jawa Timur 

 
Perkembangan persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan 

RTRW pada tahun 2015 sebesar 45 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 48 

persen. Semakin meningkatnya persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan 

RTRW maka kesenjangan antar wilayah bisa teratasi, disamping itu meratanya 
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pengembangan infrastruktur wilayah memberikan dampak distribusi ekonomi dan 

investasi menjadi lebih optimal. 

 

2.2.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman 

2.2.4.1. Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman 

Pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya 

dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan 

rasa aman, damai tentram dan sejahtera. Di beberapa negara sedang berkembang, 

masalah kualitas perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar sangat terasa. 

Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk kota dan terbatasnya lahan yang 

diperuntukkan bagi perumahan yang memadai. Dalam dasar-dasar perencanaan 

perumahan harus memperhatikan standar sarana dan prasarana lingkungan perumahan. 

Sarana perumahan meliputi sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan prasarana perumahan adalah drainase, persampahan, 

sanitasi, air bersih, listrik, telepon, dan jalan. 
 

Tabel 4.365 
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Dan Permukiman di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar 
Perumahan Dan Permukiman - 32.91 51,55 61,29 

    Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jawa Timur 
 

Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa 

Timur pada tahun 2015 sebesar 32,91 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 

menjadi 61,29 persen. Semakin meningkatnya capaian infrastruktur dasar perumahan dan 

permukiman di Jawa Timur maka secara tidak langsung akan meningkatkan berbagai 

kegiatan sosial dan ekonomi dalam skala lingkungan perumahan dan permukiman. 

 

2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

2.2.5.1. Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & ketentraman 
yang diselesaikan 
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Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan 

kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga 

terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi 

masyarakat, bangsa dan negara. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan 

prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, 

termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik.  

Tabel 4.366 
Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan 

 ketentraman yang diselesaikan di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban 
umum dan ketentraman yang diselesaikan 3,56 3,29 3,27 3,50 

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur 

 
Pada Tahun 2017 persentase penanganan kasus pelanggaran tramtibum dan 

ketentraman yang diselesaikan sebesar 3,50 persen. Kedepan pemerintah Provinsi Jawa 

Timur akan terus berupaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

sehingga tercipta kondisi, aman, nyaman dan tentram. 

 
2.2.5.2. Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat 

dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, penanggulangan bencana, dan 
pemadam kebakaran 
 

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah 

Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga 

masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk 

melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat 

bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 

kegiatan sosial kemasyarakatan. Perkembangan persentase pertumbuhan anggota 

Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat di Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 12 

persen, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 

8,57 persen. 
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Tabel 4.367 
Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat dalam  

pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, penanggulangan bencana, dan pemadam kebakaran 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan 
masyarakat yang bersertifikat dalam pelaksanaan 
tugas PAM Swakarsa, penanggulangan bencana, 
dan pemadam kebakaran 

8,57 13,71 11,43 12,00 

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur 
 

2.2.6. Sosial 

2.2.6.1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga 

yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha 

kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat 

manusiawi, sosial dan alam. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.  
 

Tabel 4.368 
Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam  

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase PSKS Yang Mendapatkan 
Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial 

14,64 15,07 13,51 15,35 

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 
 
Pada tahun 2014, persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 14,64 persen, kemudian meningkat 

pada tahun 2017 menjadi 15,35 persen. Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

akan terus berupaya untuk meningkatkan pembinaan terhadap PSKS dengan harapan 

pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan baik dan 

berkesinambungan. 

 
2.2.6.2. Persentase PMKS Penerima Manfaat Program Sosial Yang Meningkat 

Kemampuannya Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimalnya Dan 
Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya 
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Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu 

hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan 

karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya 

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara 

memadai dan wajar.  
 

Tabel 4.369 
Persentase PMKS Penerima Manfaat Program Sosial Yang Meningkat Kemampuannya 

 Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimalnya Dan  
Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase PMKS penerima manfaat program 
sosial yang meningkat kemampuannya dalam 
memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan 
meningkat kemampuan fungsi sosialnya 

1,32 1,08 1,38 1,27 

   Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 
 
Persentase PMKS penerima manfaat program sosial yang meningkat 

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat 

kemampuan fungsi sosialnya pada tahun 2017 sebesar 1,27 persen, kondisi ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,32 persen. Dalam hal ini, pemerintah 

Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan persentase PMKS penerima 

manfaat program sosial sehingga penyandang PMKS dapat hidup mandiri dan 

meningkatkan fungsi sosialnya. 

 

2.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar 

2.2.1. Ketenagakerjaan 

2.2.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan 

angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, 

mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. 

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) 
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yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. 

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan 

lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya 

selain kegiatan pribadi. 
 

Tabel 4.370 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(Feb) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 68,12 67,84 66,14 68,78 68,71 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur pada 

tahun 2014 sebesar 68,12 persen, selanjutnya cenderung menurun pada tahun 2015-

2016 yaitu 67,84 persen (2015); dan 66,14 persen (2016). Kondisi ketenagakerjaan di 

Jawa Timur pada Februari 2018 menunjukkan keadaan yang terus lebih baik dibandingkan 

Agustus 2017 dan Februari 2017. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah 

angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa 

Timur pada Februari 2018 sebesar 21 juta orang bertambah sebanyak 67 ribu orang 

dibanding keadaan Agustus 2017 dan bertambah 114 ribu orang jika dibanding Februari 

2017. Akan tetapi peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut ternyata tidak serta merta 

berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun sedikit 

dari 68,78 persen pada Agustus 2017 menjadi 68,71 persen pada Februari 2018 atau 

turun sebesar 0,07 poin persen. Sedangkan dibanding TPAK Februari 2017 (68,93 persen) 

turun sebesar 0,22 poin persen.  

 

2.2.1.2. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan 

Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukandalam 

mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena 

penempatan yang tepat dalam jabatan yang tepat akan dapat membantuperusahaan 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penempatan tenaga kerja adalah proses 

pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam 

pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.  
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Tabel 4.371 
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan 54,99 62,00 67,23 68,56 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) persentase pencari kerja 

yang ditempatkan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing  

54,99 persen (Tahun 2014); 62,00 persen (Tahun 2015); 67,23 persen (Tahun 2016) dan 

68,56 persen (Tahun 2017). Dengan meningkatanya persentase pencari kerja yang 

ditempatkan maka secara tidak langsung akan menurunkan angka pengangguran. 

 

2.2.1.3. Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Jawa Timur 

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam 

dunia usaha baik itu pengusaha, pekerja itu sendiri maupun instansi-instansi pemerintah 

yang dalam tugas pokoknya mengelola sumber daya manusia dan pihak-pihak lain dari 

kelembagaan swasta. Pelayanan kesejahteraan merupakan rangkaian pemberian 

tunjangan dan fasilitas-fasilitas dalam bentuk tertentu kepada karyawan diluar gaji, 

biasanya berupa transportasi, uang lembur, cuti, kantin, asuransi, jamsostek dan 

sebagainya. 

Tabel 4.372 
Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Peningkatan Kesejagteraan Pekerja - - 11,75 8,25 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 
Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Jawa Timur pada tahun 2017 

sebesar 8,25 persen dari seluruh pekerja di Jawa Timur. Adapun jumlah Penduduk yang 

Bekerja Tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur menurut SAKERNAS 2017 yaitu sebanyak 

20.099.220 jiwa dengan klasifikasi 7 jenis pekerjaan, 7 Status Pekerjaan Utama, dan 9 

lapangan usaha. Dengan semakin tingginya kesejahteraan pekerja maka menggambarkan 

kondisi ketenagakerjaan yang bagus di Jawa Timur karena akan menciptakan ketenangan, 

semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal pekerja terhadap perusahaan. 
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2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

2.2.2.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan 

pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat 

berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat 

istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan 

ekonomi dan politik.  

Tabel 4.373 
Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Pemberdayaan Gender 68,17 68,41 69,06 69,37 

       Sumber : BPS Indonesia 
 

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 

68,17, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 69,06 dan pada tahun 2017 

menjadi 69,37. Kondisi ini menggambarkan peran aktif perempuan di Jawa Timur dalam 

kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan 

pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. 

 
2.2.2.2. Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking di Jawa Timur 

Tindak kekerasan dan trafiking merupakan suatu permasalahan lama yang 

kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di 

permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang 

berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia 

sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum 

pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini didasari oleh lemahnya tingkat 

kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham adanya bahaya yang ditimbulkan. 

Tabel 4.374 
Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan Dan Trafiking di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan 
trafiking 

-16,20 -6,88 26,08 30,51 

   Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim 
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Pada tahun 2014, Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di 

Jawa Timur sebesar (–16,20) persen dan pada tahun 2017 persentase menjadi 30,51 

persen, hal ini dikarenakan  Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil dalam upaya 

Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan 

Trafficking melalui Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak 

dari Tindak Kekerasan dan Trafficking di Kabupaten/Kota. 

 

2.2.3. Ketahanan Pangan 

2.2.3.1. Ketersediaan Pangan 

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi 

kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas keragaman dan keamanannya. 

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 (tiga) sumber yaitu : (1) produksi dalam 

negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan 

dapat diamati pada berbagai tingkatan yang secara hirarkhis mencakup rumah tangga, 

regional (kabupaten, kota, provinsi) dan nasional.  Jawa Timur merupakan lumbung 

pangan dan pendukung terbesar terhadap ketersediaan pangan nasional. 
 

Tabel 4.375 
Ketersediaan Pangan di Jawa Timur (Ton) 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 *) 
a. Beras 7.354.546 7.637.107 7.497.526 7.975.352 7.405.754 
b. Jagung 5.121.143 7.439.770 5.425.180 5.638.374 5.790.392 
c. Kedelai 305.003 317.086 316.390 268.142 223.240 

      Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 
Ket : *) Angka Sementara 

 
Ketersediaan beras di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 7.497.526 ton, 

selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 7.975.352 ton dan tahun 2018 

(angka sementara) menjadi 7.405.754 ton. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara 

lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan 

pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor 

Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan 

sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan 

dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. 
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2.2.3.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan 

keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan 

utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen 

untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun 

perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. 
 

Tabel 4.376 
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 81,6 82,7 83,4 84,8 

     Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 
 
Skor PPH Jawa Timur mencapai 81,6 pada tahun 2014 dan meningkat 

dibandingkan tahun 2017 sebesar 84,8. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin 

memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk 

hidup sehat, namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan 

pengenekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan 

yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui 

sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk 

percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan. 

 

2.2.4. Lingkungan Hidup 

2.2.4.1. Indeks Kualitas Air 

Kualitas air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, 

kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif 

terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar 

terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. 

Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu 

berdasarkan beberapa parameter kualitas air. 
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Tabel 4.377 
Indeks Kualitas Air (IKA) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Kualitas Air (IKA) 49,11 50,33 52,00 52,77 

      Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 
 

Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur cenderung 

meningkat tahun 2014-2017, yaitu masing-masing 49,11 (2014); 50,33 (2015); 52 (2016); 

dan 52,77 (2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa IKA Provinsi Jawa Timur masih 

berada dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan karena adanya pencemaran air 

yang berasal dari aktivitas domestik dan terjadinya alih fungsi lahan, terutama di wilayah 

tangkapan air yang menyebabkan debit air yang masuk kebeberapa sungai berkurang. 

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengendalikan 

pencemaran air limbah domestik adalah dengan membangun IPAL Komunal serta 

melakukan sosialisasi pada masyarakat dan pengusaha industri akan bahayanya limbah 

terhadap lingkungan. 

 

2.2.4.2. Indeks Kualitas Udara 

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau 

tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan 

gambaran atau nilai hasil transformasi parameter individual polusi udara yang 

berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU 

dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan 

nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena 

memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. 
 

Tabel 4.378 
Indeks Kualitas Udara (IKU) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 73,10 89,21 89,25 85,49 

         Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 
 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) 

Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2016 namun 
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kembali menurun pada tahun 2017. Beberapa upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

untuk mengendalikan pencemaran udara yaitu melalui Pembinaan pengelolaan 

lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha; Tindakan Represif berupa pelaksanaan 

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan Pemantauan rutin kualitas udara 

ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri. 

 

2.2.4.3. Indeks Tutupan Lahan 

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan 

area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang 

buatan. Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang 

dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang 

dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, 

perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut 
 

Tabel 4.379 
Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Tutupan Lahan (ITL) 49,47 49,59 54,00 62,02 

    Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 
 
Perkembangan Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Jawa Timur tahun 2014 hingga 

tahun 2017 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 49,47 pada tahun 2015 menjadi 62,02 

pada tahun 2017. Hal ini didukung adanya Program Hutan Rakyat sehingga meningkatkan 

luas tutupan lahan di Jawa Timur. Program Hutan Rakyat yang masif dilaksanakan hingga 

saat ini menjaga nilai IKTL Provinsi Jawa Timur hampir stabil. 

 
2.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

2.2.5.1. Persentase penduduk ber KTP 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti diri resmi 

penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) 

dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain sebagai 

dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat 

resmi yang membutuhkan identitas asli setempat. Yang wajib memiliki KTP adalah 
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Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang 

telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang 

mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 

tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).  

Tabel 4.380 
Persentase penduduk ber KTP di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase penduduk ber KTP 89,62 92,09 92,82 98,36 

   Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jawa Timur 
 
Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 

2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38 Kabupaten/Kota. Pada 

Tahun 2014 hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus menunjukkan 

peningkatan menjadi 89,62 persen dan pada tahun 2016 sebesar 92,82 persen dan pada 

tahun 2017 meningkat menjadi 98,36 persen. Persentase Penduduk Ber KTP adalah 

indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Peningkatan 

kepemilikan e-KTP selama empat tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan e-KTP hal ini ditandai dengan 

meningkatnya perekaman jumlah e-KTP dari tahun ke tahun. Selain itu, pada saat ini 

pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat 

mengurusnya di kantor kecamatan setempat.  

 
2.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

2.2.6.1. Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel 

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dilakukan dengan memberikan 

penguatan permodalan kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat di pedesaan guna 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sehingga dapat membantu mempercepat 

proses kemandirian masyarakat.  

Tabel 4.381 
Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi 
Masyarakat Desa/Kel - - - 56 

  Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 
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Persentase tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel merupakan 

indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, Sementara itu 

pada tahun 2017 persentasenya sebesar 56 persen. Hal ini perlu ditingkatkan kembali 

karena peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat desa/kel secara tidak 

langsung akan berdampak pada kesejahteraannya yang semakin membaik sehingga 

terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan.  

 

2.2.6.2. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan  Desa/Kel. Yang Aktif (%) 

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 

memberdayakan masyarakat. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan Yang Aktif indikator baru penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa 

Timur. Pada tahun 2015, Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kel. 

yang aktif sebesar 60 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 75 persen. 
 

Tabel 4.382 
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kel di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase peningkatan lembaga 
kemasyarakatan Desa/Kel - 60 70 75 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 

 
Semakin meningkatnya lembaga kemasyarakatan Desa/Kel. yang aktif 

diharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur melalui peningkatan 

pelayanan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 

pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. 

 
2.2.7. Pengendalian Penduduk dan KB 

2.2.7.1. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di 

samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh 

terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan 
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penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, 

dan perpindahan penduduk (migrasi). 
 

Tabel 4.383 
Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Laju pertumbuhan penduduk 0,64 0,61 0,59 0,56 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu 

wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah 

penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Jawa Timur selalu 

mengalami kenaikan tiap tahun. Tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 

38,84 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 39,29 juta jiwa pada tahun 2017. Sedangkan 

pertumbuhan penduduknya cenderung melambat, yaitu dari 0,61 persen pada tahun 

2015 menjadi 0,56 persen tahun 2017. 

 
2.2.7.2. Cakupan KB Aktif/CPR (%) 

Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang dicanangkan 

untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Tujuan Program 

keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit 

terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan 

Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Sementara itu, 

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan 

salah satu cara atau alat kontrasepsi. 
 

Tabel 4.384 
Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2015 2015 2016 2017 

Persentase Cakupan KB aktif - 75.70 76.83 76,25 
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jawa Timur 

 

Perkembangan Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur pada tahun 2015 

adalah sebesar 75,70 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 76,25 persen, hal 

ini disebabkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program KB. 
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2.2.8. Perhubungan 

2.2.8.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan merupakan 

indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan sector transportasi oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. 

Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian terdiri dari Persyaratan Pelayanan (U1), 

Prosedur Pelayanan (U2), Waktu Pelayanan (U3), Biaya/Tarif Pelayanan (U4), Produk 

Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), 

Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9).  

 

Tabel 4.385 
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Indeks Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Pelayanan Perhubungan 85,88 74,41 77,91 71,53 

  Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan di Jawa Timur 

pada tahun 2016 sebesar 77,91, dan menurun pada tahun 2017 sebesar 71,53. Terkait 

implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu 

pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor atau jembatan 

timbang yang semula dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2017 

dikelola oleh Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat 

pelimpahan kewenangan pengelolaan Terminal Tipe B dari kabupaten/kota di Jawa Timur 

sejumlah 26 Terminal Tipe B. Sehingga menyebabkan rendahnya capaian nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat tersebut, karena penilaian dilakukan pada saat yang sama ketika 

Terminal Tipe B baru diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga 

kondisi Terminal Tipe B adalah kondisi sebelum mendapatkan perhatian dan penanganan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
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2.2.8.2. Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh 

barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang 

timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa 

memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. 
 

Tabel 4.386 
Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Sub Sektor Transportasi 
terhadap PDRB 2,11 2,19 2,27 2,29 

     Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 

 
Kategori sub sektor transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang 

atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, 

jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. 

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; 

angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; 

pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan 

meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat 

lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak 

bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya 

menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-

lain. Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur terus menunjukkan 

peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2014 persentasenya sebesar 2,11 persen dan 

meningkat menjadi 2,29 persen pada tahun 2017.  

 

2.2.9. Komunikasi dan Informasi 

2.2.9.1. Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara 

yangterbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Good governance akan terlaksana dengan baik apabila 

ada pengawasan publik, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Hak 
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memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik 

merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi 

kedaulatanrakyat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi Publik 

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 

UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 
 

Tabel 4.387 
Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017*) 
Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi 
Keterbukaan Informasi Publik - - 94,50 85,11 

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur 
Ket :*) Angka Sementara 

 
Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan 

potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Kominfo 

terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam 

rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan 

masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola piker masyarakat 

yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang 

dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi 

melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Pada 

tahun 2016 Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Jawa 

Timur sebesar 94,50 persen, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 85,11 persen (angka 

sementara). 

Semakin tingginya implementasi keterbukaan informasi publik mengindikasikan 

keterbukaan atau transparansi yang diberikan badan public kepada masyarakat berjalan 

dengan baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat 

maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, 
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sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan 

pelayanan informasi sebagai good governance. 

 
2.2.10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

2.2.10.1. Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM 

Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun 

terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa Timur cukup 

signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB 

Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan 

UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang 

sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung 

ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. 
 

Tabel 4.388 
Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi 
dan UKM - - 7,60 8,97 

  Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 
 
Capaian persentase pertumbuhan omzet koperasi dan UKM pada tahun 2016 

sebesar 7,60 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 8,97 persen. Capaian ini 

tidak lepas dari kinerja koperasi dan UKM selama kurun waktu 2017 yang terus 

menunjukkan peningkatan. 

 
2.2.11. Penanaman Modal 

2.2.11.1. Izin Prinsip Investasi 

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak 

berwenang atas penyelenggaraam suatu kegiatam usaha oleh seorang pengusaha atau 

suatu perusahaan. Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah 

yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk 

investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang 

lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya 

adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, 
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pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, 

dan lain-lain.  
 

Tabel 4.389 
Izin Prinsip Investasi di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(SM I) 

Izin Prinsip Investasi (trilyun Rp.) 110,63 172,57 61,43 328,15 49,11 

   Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur 
 
Capaian izin prinsip investasi di Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 172,5 triliyun, 

kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi Rp. 61,43 triliyun dan tahun 2017 

meningkat kembali menjadi Rp. 328,15 triliyun. Selanjutnya Pada periode SM I Tahun 

2018, tercatat minat investasi (PPM/PI) meningkat 8,48 % dibanding periode yang sama di 

Tahun 2017. Peningkatan terutama didorong oleh minat investasi 2PMA asal Singapura : 

• PT. ECGIKILANG INDONESIA (sektor Ind. Kimia & Farmasi) sebesar Rp10,72T di 

Kab.Gresik & Kab.Bojonegoro; 

• PT.MHE-DEMAG INDONESIA (sektor Ind.Logam, Mesin, & Elektronik dan Sektor 

Perdagangan & Reparasi) sebesar Rp6,7T di Kota Surabaya. 

Sedangkan minat PMDN yang nilainya cukup besar adalah PT. BANGUN CIPTA 

KONTRAKTOR, bergerak disektor penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum 

di Kab. Gresik, (senilai Rp0,9T). 

 

2.2.11.2. Realisasi Investasi 

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan 

oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan 

investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, 

Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, 

guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima 

faktor kemudahan dalam peizinan. 
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Tabel 4.390 
Realisasi Investasi di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(SM I) 

Realisasi Investasi (trilyun Rp.) 145,03 163,68 155,04 152,39 95,95 

   Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur 
 
Capaian realisasi investasi di Jawa Timur tahun 2015-2016 terus menunjukkan 

penurunan, yaitu dari Rp. 163,68 triliyun pada tahun 2015 menjadi Rp. 155,04 triliyun 

pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 turun kembali menjadi Rp. 152,39. Untuk 

realisasi investasi Semester I tahun 2018 sebesar Rp.24,60 Trilyun, dengan capaian 72,52 

% dibanding Semester I Tahun 2017 (Rp.33,92 Trilyun). Nilai realisasi investasi PMA 

tertinggi pada periode ini diberikan oleh : 

• PT. SMELTING asal Jepang pada sektor Ind.Logam Dasar, Mesin & Elektronik sebesar 

Rp0,78 T di Kab.Gresik; 

• PT. ARIA PERSADA INDONESIA asal Singapura pada sektor Ind.Kimia Dasar & Farmasi  

sebesar Rp.0,54 T di Kab.Gresik. 

• Untuk PMDN dari PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) pada sektor Transportasi, 

Gudang & Telekomunikasi sebesar Rp1,15 T di Kota Surabaya. 

 

2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga 

2.2.12.1. Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam 
Pembangunan 

 

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi 

pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda 

merupakan aktor dalam pembangunan. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi 

terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap 

kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang 

terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk 

mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan 

yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam 

masyarakat.  
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Tabel 4.391 
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan 
Berperan Aktif Dalam Pembangunan 26,13 29,52 20,73 14,43 

  Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 
 
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan 

merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. 

Pada tahun 2017, persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam 

pembangunan sebesar 14,43 persen ini diukur dari prosentase pemuda kader tingkat 

provinsi Jawa Timur yang berperan aktif dalam kegiataan Penyadaran, Pemberdayaan dan 

Pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan. 

Penurunan persentase dari Tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan Struktur 

Organisasi Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berakibat bergantinya formulasi perhitungan yaitu 

jumlah pemuda kader tingkat Provinsi dibagi jumlah pemuda yang aktif berorganisasi 

tingkat Provinsi. 

 

2.2.12.2. Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat 

Pembibitan olahraga merupakan sebuah tahap penting dalam pembinaan 

prestasi olahraga yang merupakan pondasi dari bangunan sistem pembinaan prestasi 

olahraga. Pembibitan olahragawan adalah upaya mencari dan menemukan individu-

individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari, 

sebagai langkah atau tahap lanjutan dari pemassalan olahraga.  
 

Tabel 4.392 
Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Pembibitan Olahragawan 
Berbakat 37,96 8,64 13,73 23,73 

     Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 
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Pada tahun 2016, Persentase pembibitan olahragawan berbakat sebesar 13,73 

persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 23,73 persen. Pencapaian 

nilai realisasi sebesar 23,73 persen dihasilkan dari prosenstase atlet pelajar Jawa Timur 

yang berprestasi ditingkat Nasional (POPNAS) dan diukur dari jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi pada kegiatan olahraga massal(rekreasi) dengan formulasi perhitungan 

Jumlah atlet pelajar Jatim yang meraih Prestasi Nasional dibagi jumlah atlet pelajar yang 

dibina Peningkatan persentase pembibitan olahragawan berbakat ini diharapkan akan 

mampu menghasilkan prestasi olahraga. 

 
2.2.12.3. Jumlah Atlet Yang Berprestasi 

Atlet merupakan olahragawan yang berpartisipasi dalam suatu kompetisi 

olahraga kompetitif. Dalam suatu pertandingan atau kompetisi kemenangan merupakan 

suatu kebanggaan dan prestasi serta keinginan bagi setiap orang yang mengikuti 

pertandingan tersebut khususnya pada pemain atau atlet. 
 

Tabel 4.393 
Jumlah Atlet Berprestasi di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Jumlah Atlet Berprestasi - - 1.121 1.261 

   Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 

 
Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur tahun 2017 sebesar 1.261 orang. 

Kedepannya pemerintah terus berupaya agar atlet-atlet Jawa Timur terus berprestasi 

dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan 

pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. 

2.2.13. Statistik 

2.2.13.1. Persentase release data statistik akurat yang tepat 

Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, 

huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan 

sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data 

statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan 

perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun swasta/ investor.  



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-873 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

 

Tabel 4.394 
Persentase Release Data Statistik Akurat Yang Tepat di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Release Data Statistik Akurat 
Yang Tepat - - - 67,5 

                Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur  
 

Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu merupakan indikator 

baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, dimana capaianya pada 

tahun 2017 sebesar 67,5 persen. Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus 

berupaya untuk meningkatan release data statistik akurat yang tepat karena mempunyai 

peranan yang strategis dalam pembangunan. 

 

2.2.14. Persandian 

2.2.14.1. Persentase informasi persandian yang diamankan 

Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang 

disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai 

gagal. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi 

seperti yang tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti 

kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga 

stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk 

menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang 

mengamankan informasi berklasifikasi. Salah satu misi dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa 

Timur adalah meningkatkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi 

penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Ini merupakan suatu 

harapan untuk dapat meningkatkan kesejahterakan masyarakat dengan pemanfaatan TIK, 

menyediakan hosting dan colocation, membangun data center dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK di era keterbukaan informasi. Selain itu 

Dinas Kominfo meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) 

dalam pengamanan informasi. 
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Tabel 4.395 
Persentase informasi persandian yang diamankan di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase informasi persandian yang 
diamankan - - - 75 

               Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan data dari Dinas Kominfo, persentase informasi persandian yang 

diamankan di Jawa Timur adalah 75 persen. Semakin meningkatnya persentase informasi 

persandian maka kerahasiaan dan keaslian informasi di Jawa Timur dapat terjaga dengan 

baik. 

 

2.2.15. Kebudayaan 

2.2.15.1. Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional 

Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering melihat karya seni yang sangat 

beragam dan pada karya seni tersebut tak jarang kita juga telah melakukan suatu 

penghargaan atau penilaian pada karya seni tersebut. Seni Budaya adalah suatu segala 

sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada 

suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari 

generasi ke generasi.  
 

Tabel 4.396 
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional di Jawa Timur 

Indikator 
 Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan 
penghargaan Nasional 11 16 22 26 

             Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 

Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional terus 

meningkat hingga tahun 2017 sebesar 26 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni 

budaya di Jawa Timur berkembang dengan pesat disamping itu juga meningkatnya 

apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian. 
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2.2.15.2. Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) Yang 
Dipelihara/Dilestarikan 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, cagar budaya adalah 

warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, 

struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang 

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan. Keberadaan benda , situs dan 

kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Oleh karena itu keperdulian terhadap cagar budaya senantiasa 

dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya dapat memberikan 

konstribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri. 
 

Tabel 4.397 
Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase cagar budaya (benda, struktur, 
situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan - - 94,50 96,30 

         Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 
 
Pada tahun 2017, Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) 

yang dipelihara/dilestarikan di Jawa Timur sebesar 96,30 persen. Kedepannya pemerintah 

daerah diharapkan terus memperhatikan cagar budaya agar kelestarianya dapat terjaga 

dengan baik. 

 

2.2.16. Perpustakaan 

2.2.16.1. Indeks Minat Baca 

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap 

kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari 

segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya 

masyarakat Jawa Timur minat bacanya cukup tinggi, Hal ini bisa dilihat dari antusias 

masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca 

dan sejenisnya selalu ramai dikunjungi masyarakat. 
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Tabel 4.398 
Indeks Minat Baca di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Minat Baca - 65,25 69,75 72 

           Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

Indeks Minat dan Budaya Baca sejak pertama kali dilakukan penelitian pada 

tahun 2006 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 penelitian dilaksanakan 

bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan hasil sebesar 42 persen. Sementara itu 

dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) indeksnya terus mengalami peningkatan yaitu 

masing-masing 62,25 (tahun 2015); 69,75 (tahun 2016); dan 72 (tahun 2017). Peningkatan 

Indeks Minat Budaya Baca dikarenakan adanya upaya mendekatkan bahan bacaan 

kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan melalui program perpustakaan PKK 

desa/kelurahan dan bekerjasama dengan PKK sebagai tenaga penyuluh gemar membaca. 

 
2.2.16.2. Persentase penerbit dan Perusahaan Rekaman yang Menyerahkan Karya 

Cetak dan Karya Rekam 
 

Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang 

sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya 

pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian 

dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan 

Pancasila. Karena itu penerbit dan perusahaan rekaman wajib menyerahkan hasil budaya 

bangsa kepada pemerintah untuk disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat 

tertentu sebagai koleksi nasional. Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 

Tabel 4.399 
Persentase Penerbit Dan Perusahaan Rekaman Yang Menyerahkan Karya Cetak Dan 

Karya Rekam di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Penerbit Dan Perusahaan Rekaman 
Yang Menyerahkan Karya Cetak Dan Karya Rekam - - 48 50 

         Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

Persentase penerbit dan perusahaan rekaman yang menyerahkan karya cetak 

dan karya rekam di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 48 persen dan meningkat pada 

tahun 2017 menjadi 50 persen. Masih rendahnya Persentase Penerbit dan Perusahaan 
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Rekaman yang menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam dikarenakan masih lemahnya 

penegakan ketentuan pidana yang ada dalam dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1990. Kedepanya persentase akan terus ditingkatkan karena mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya 

pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta penyebaran informasi. 

 
2.2.17. Kearsipan 

2.2.17.1. Persentase Arsip yang Terselamatkan 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sangatlah penting karena 

berfungsi untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti 

pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Persentase arsip yang 

terselamatkan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 

Jawa Timur, sehingga belum ada angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. 

Sedangkan pada tahun 2017, capaiannya sebesar 25 persen. 
 

Tabel 4.400 
Persentase arsip yang terselamatkan di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase arsip yang terselamatkan - - - 25 

               Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

 
2.2.17.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tertib Arsip 

Pengelolaan arsip secara profesional sangatlah penting di era globalisasi yang 

teknologi kian pesat perkembangannya. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang 

berwenang serta bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, pemerintah dituntut untuk 

mengelolanya secara baik. Penanganan yang paling mendasar dari pengelolaan arsip 

adalah ketepatan dalam menggunakan kode klarifikasi surat. Karena tanpa menggunakan 

kode klarifikasi yang tepat, tentu arsipnya akan kacau. Sehingga jika diperlukan sebagai 
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bahan informasi akan sulit ditemukan. Karena itu, sangat penting bagi organisasi 

perangkat daerah untuk melaksanakan tertib arsip.  
 

Tabel 4.401 
Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase organisasi perangkat daerah 
yang melaksanakan tertib arsip - - 20,41 21,28 

             Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

 
Pada tahun 2016, Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan 

tertib arsip di Jawa Timur 20,41 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 21,28 

persen. Persentase tersebut diharapkan terus meningkat tiap tahunnya agar untuk 

memudahkan layanan akses secara cepat dan tetap serta meningkatkan mutu pelayanan 

kearsipan bagi masyarakat. 

 

2.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan 

2.3.1. Kelautan dan Perikanan 

2.3.1.1. Persentase pertumbuhan sub kategori perikanan terhadap PDRB 

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB merupakan 

indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Persentase 

Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2014 sebesar 6,87 persen, 

kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB menjadi 4,82 persen. 

 
Tabel 4.402 

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor 
Perikanan terhadap PDRB 6,87 5,71 5,06 4,82 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 

2.3.2. Pariwisata 

2.3.2.1. Persentase Kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB 

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi 

tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera 
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mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. 

Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain 

karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu 

negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. 

Tabel 4.403 
Persentase Kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Kontribusi pertumbuhan sektor 
pariwisata terhadap PDRB 5,26 5,48 5,72 5,82 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 

Kinerja positif dari sektor pariwisata ini nampak dari persentase kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PDRB di Jawa Timur yang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, 

yaitu dari 5,26 persen tahun 2014 ; 5,48 persen tahun 2015, kemudian menjadi 5,73 

persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 5,82 persen tahun 2017. Peningkatan ini 

dikarenakan kunjungan wisman wisnus yang meningkat berdampak pada konsumsi, 

kebutuhan jasa dan produksi industri pariwisata yang menggeser komponen-komponen 

yang lainnya, pariwisata saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini 

menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan pada pilar pariwisata yang dilaksanakan 

pemerintah bersama masyarakat dan swasta sudah berjalan. 

 

2.3.3. Pertanian 

2.3.3.1. Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan terhadap PDRB 

Sub kategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, 

kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya). 

Pertumbuhan Sub sektor ini pada tahun 2014 sebesar 2,98 persen dan meningkat pada 

tahun 2015 menjadi 3,13 persen. Kemudian terus menurun pada tahun 2016 menjadi 

1,76 persen dan tahun 2017 menjadi (-2,18) persen. 
 

Tabel 4.404 
Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Kontribusi Pertumbuhan Sub 
Kategori Tanaman Pangan Terhadap 2,98 3,13 1,76 -2,18 

    Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
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2.3.3.2. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB 

Tanaman perkebunan terbagi menjadi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman 

perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat mencakup hasil tanaman perkebunan 

yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, 

tembakau, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan perkebunan yang 

diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, coklat, tebu, rami, 

serat manila dan tanaman lainnya. Pada tahun 2014, pertumbuhan sub sektor 

perkebunan terhadap PDRB sebesar 4,97 persen. Kemudian menurun pada tahun 2015-

2016, yaitu masing-masing 1,25 persen (2015) dan (-0,74) persen (2016). Setelah itu 

meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 1,36 persen. 
 

Tabel 4.405 
Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Perkebunan Terhadap PDRB  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Pertumbuhan Sub Kategori 
Perkebunan Terhadap PDRB 4,97 1,25 -0,74 1,36 

    Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 
 

2.3.3.3. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB 

Sub sektor peternakan memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan 

perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia.  Peranan ini dapat dilihat dari 

fungsi produk peternakan sebagai penyedia protein hewani yang penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Pertumbuhan sub kategori peternakan 

cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 1,15 persen, selanjutnya 

tahun 2015 menjadi 2,01 persen dan 3,48 persen pada tahun 2016, kemudian pada tahun 

2017 terjadi akselerasi percepatan menjadi 3,89 persen. 
 

 
Tabel 4.406 

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor 
Peternakan Terhadap PDRB 1,15 2,01 3,48 3,89 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
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2.3.4. Kehutanan 

2.3.4.1. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu 
terhadap PDRB 
 

Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan 

segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang 

menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang 

dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan, kayu bakar, rotan, 

bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan 

atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan 

atas dasar kontrak. Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap 

PDRB pada tahun 2014 sebesar 0,13 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 

menjadi 3,34 persen, selanjutnya turun pada tahun 2016 menjadi (-8,75) persen dan 

meningkat kembali menjadi 7,23 persen pada tahun 2017.  
  

Tabel 4.407 
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan 
dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB 0,13 3,34 -8,75 7,23 

   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

2.3.4.2. Indeks Tutupan Hutan 

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain 

berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya 

erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat 

berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan 

hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah 

administratif kota. 

 
Tabel 4.408 

Indeks Tutupan Hutan di Jawa Timur  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Tutupan Hutan - - 54,83 55,15 

   Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 
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Indeks Tutupan Hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah Jawa Timur, pada tahun 2016 capaiannya sebesar 54,83 dan 

meningkat pada tahun 2017 menjadi 55,15. 

 
2.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral 

2.3.5.1. Rasio elektrifikasi 

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor – sektor perekonomian 

(industri, perdagagangan, dan sebagainya) termasuk juga sektor perumahan yang 

kesemuanya tidak bisa terlepas dari pasokan listrik. Pengukuran ketersediaan pasokan 

listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi 

merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total 

rumah tangga. Di sisi lain, sebagai tolak ukur untuk melaksanakan tugas dalam pelayanan 

urusan energi dan sumber daya mineral Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah 

menetapkan Rasio Elektrifikasi (RE) sebagai indikator dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah Jawa Timur sebagai mana termuat dalam Perubahan RPJMD 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. 
 

Tabel 4.409 
Rasio Elektrifikasi di Jawa Timur  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Rasio Elektrifikasi 0,83 0,85 0,87 0,91 

        Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur 

 
Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 

hingga tahun 2017 cenderung meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya pula jumlah pelanggan, baik rumah tangga, swasta, industri, instansi, dan 

lembaga perusahaan lainnya yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi 

sehari – harinya yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada capaian kinerja 

dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Melalui 

capaian RE pada tahun 2017 sebesar 0,91, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 

pelayanan urusan ESDM pada Tahun 2019 masih memiliki tugas untuk terus membantu 



BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Bab 4-883 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

meningkatkan dan melakukan pemerataan pasokan listrik ke seluruh wilayah Provinsi 

Jawa Timur termasuk wilayah kepulauan. 

 
2.3.6. Perdagangan 

2.3.6.1. Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan 

Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan merupakan 

indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Pada tahun 

2015 capaiannya sebesar (-0,5) persen, kemudian terus meningkat pada tahun 2015-

2017, yaitu masing masing 1,63 persen (2015); 4,06 (2016) dan 4,67 (2017) 
 

Tabel 4.410 
Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan di Jawa Timur  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase share net ekspor pada PDRB 
menurut penggunaan -0,5 1,63 4,06 4,67 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
 

2.3.7. Perindustrian 

2.3.7.1. Persentase pertumbuhan industri pengolahan 

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam 

pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari 

tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Setiap wilayah memiliki potensi 

dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong 

pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur yang menjadikan industri 

pengolahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 

dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan 

kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan selain dapat 

sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda ( 

multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain. 
 

Tabel 4.411 
Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase pertumbuhan industri pengolahan 7,67 5,30 4,51 5,69 

       Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur 
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Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2014 

sebesar 7,67 persen, kemudian menurun tahun 2015-2016, yaitu masing-masing 5,30 

persen (2015) dan 4,51 persen (2016) sebesar 5,60 persen. Sementara itu pada tahun 

2017 kembali meningkat menjadi 5,69 persen. Kedepannya pemerintah Provinsi Jawa 

Timur berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan karena 

berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru sehingga mengurangi penganguran. 

 
 

2.3.8. Ketransmigrasian 

2.3.8.1. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan 
sosialnya 
 

Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya 

(Kepala Keluarga) adalah merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah Jawa Timur. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan 

taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga) tahun 2015 sebesar 82,00 persen dan pada 

tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi 81,65 persen. Sementara itu pada 

tahun 2017 persentasenya menurun kembali menjadi 72,00 persen.  

 
Tabel 4.412 

Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya  

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Transmigran Yang Berhasil 
Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya - 82,00 81,65 72,00 

  Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 
 

Untuk meningkatkan persentase transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah, 

diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya 

alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan pelatihan 

serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumberdaya 

alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya. 
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2.4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

2.4.1. Urusan perencanaan 

2.4.1.1. Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodasi dalam Dokumen 
Perencanaan 
 

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan 

koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan 

masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam 

pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat RT/RW, 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional yang 

dilaksanakan setiap Tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan 

pembangunan yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi/Kab/Kota . 

Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, terdapat tahapan dalam 

penyusunan dokumen perencanaan, antara lain: 

 Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan bermuara pada Program 

Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 

sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD). 

 Penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dilaksanakan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

• Persiapan penyusunan RKPD 
• Penyusunan rancangan awal RKPD 
• Penyusunan Rancangan RKPD 
• Pelaksanaan Musrenbang RKPD 
• Perumusan Rancangan Akhir RKPD 
• Penetapan RKPD 

 

Tabel 4.413 
Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase usulan musrenbang yang 
diakomodasi dalam dokumen perencanaan - - - 42 

           Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur 
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Pada Dokumen RKPD Tahun 2019 ini, indikator Persentase usulan musrenbang 

yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan adalah indikator baru yang merupakan 

bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tercantum pada lampiran Perda Jatim No. 

1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014-2019, sehingga belum terdapat angka capaiannya sampai dengan 

tahun 2016. Sedangkan capaianya pada tahun 2017 sebesar 42 persen. 

 
2.4.1.2. Persentase Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD 

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan 

program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah pada pasal 180 dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi 

perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan: 

 Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan 

 Hasil rencana pembangunan daerah; 

 Konsistensi antara rpjpd dengan rpjpn dan rtrw nasional; 

 Konsistensi antara rpjmd dengan rpjpd dan rtrw daerah; 

 Konsistensi antara rkpd dengan rpjmd; dan 

 Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. 
Tabel 4.414 

Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase jumlah program RKPD yang 
sesuai dengan RPJMD - - - 100 

             Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur 
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Pada indikator Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsistensi kesesuaian nomenklatur program 

antara yang terdapat pada dokumen RPJMD dan RKPD sehingga diharapkan jumlah 

program yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan menjadi program yang sama yang 

diturunkan dalam RKPD dalam bentuk target tahunan. Pada Dokumen RKPD Tahun 2019 

ini, indikator Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD merupakan 

indikator baru yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tercantum 

pada lampiran Perda Jatim No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sehingga belum terdapat angka 

capaiannya sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017, didapatkan hasil dari 

Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 100 persen. 

 

2.4.2. Urusan Keuangan 

2.4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2014, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 14,44 trilyun, dan 

meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 15,90 trilyun. Sementara itu pada tahun 2017, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 17,32 trilyun. Semakin 

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam 

membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Tabel 4.415 
Pendapatan Asli Daerah / PAD (Rp. Trilyun) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Pendapatan Asli Daerah / PAD                   
(Rp. Trilyun) 14,44 15,40 15,90 17,33 

         Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 
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2.4.2.2. Nilai Opini BPK 

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good 

governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan 

meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini 
 

Tabel 4.416 
Nilai Opini BPK di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Nilai Opini BPK WDP WTP WTP WTP 

   Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur 

Untuk opini BPK Tahun 2015 Jawa Timur meraih Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP), kemudian Tahun 2015-2017 Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap 

bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam 

setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berkesinambungan.  

 
2.4.3. Urusan kepegawaian 

2.4.3.1. Persentase Penataan Pegawai ASN sesuai Formasi Kebutuhan & Kompetensi 

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja 

organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam 

dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada 

karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi 

(ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang 

berkinerja unggul (superior performer). 

Tabel 4.417 
Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase penataan pegawai ASN sesuai 
formasi kebutuhan dan kompetensi  87,70 96,20 96,80 84,22 

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur 
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Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di 

Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 87,70 persen, kemudian meningkat pada tahun 

2016 menjadi 96,80 persen. untuk kondisi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 

84,22 persen atau 12,58 % dengan rincian sebagai berikut untuk total seluruh ASN di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 52,617 pegawai yang sudah tertata 

sebanyak 44.319 pegawai terdiri dari Jabatan Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator 

dan Pengawas) sebanyak 2.840 pegawai dan Jabatan fungsional (Medis, Paramedis, Non 

Medis) sebanyak 21.220 pegawai dan fungsional guru sebanyak 14.639 pegawai dan 

jabatan pelaksana sebanyak 5.620 pegawai hal ini disebabkan diberlakukannya UU Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana turunan Perda Nomor 11 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Upaya Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur di Tahun 2018 dengan merivisi Pergub Nomor 

76 Tahun 2015 menjadi Pergub 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Fungsional 

dan pengembangan kompetensi melalui diklat teknis, Ujian Dinas, dan Penyesuaian Ijazah 

(PI) serta pendistribusian pegawai sesuai syarat jabatan sehingga menciptakan sumber 

daya manusia (SDM) aparatur sipil negeri (ASN) yang profesional dan berkualitas. 

 

2.4.3.2. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) 

Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawar 

lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat ciptakan kinerja yg efektif dan efisiensi 

menuju layanan pemerintahan yg semakin berkualitas. Indeks Pengukuran Profesionalitas 

(IPP) ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan 

penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan metode composite index. 

Indikator yang digunakan, antara lain: kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja. 

Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin 

profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya 

semakin modern dan pegawai yang semakin bersih. Data-data yang digunakan harus 

bersinggungan dengan individu karena profesionalitas dihitung berdasarkan individu. 

Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk 

mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan 

kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas. 
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Tabel 4.418 
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)  73,50 75,00 75,73 81,11 

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur 

 
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Jawa Timur selama empat tahun terakhir 

terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 73,50 (2014); 75,00 (2015); , 75,73 

(2016) dan 81,11 (2017). Perhitungan IP ASN Tahun 2017 dilaksanakan untuk Pejabat 

Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) dan untuk tahun 2018 IP ASN 

dilaksanakan untuk Jabatan Pelaksana, Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas 

PNS di Jatim lebih terukur, memiliki kredibilitas & reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap 

PNS disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas. 

 
2.4.4. Urusan Pendidikan dan pelatihan 

2.4.4.1. Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate 
of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-
90) 

 

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah membentuk aparatur sipil negeri (ASN) 

yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat. Pada 

tahun 2014, Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate 

of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) sebesar 

90,70 persen selanjutnya terus meningkat hingga menjadi 93,00 pada tahun 2017. Kondisi 

tersebut mencerminkan jumlah aparatur sipil negeri (ASN) di Jawa Timur yang 

professional dan berkualitas serta memiliki pengetahuan dan berwawasan luas sebagai 

pelayan masyarakat dari tahun ketahun semakin meningkat. 
 

Tabel 4.419 
Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence)  

dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase peserta diklat yang memperoleh 
sertifikat kompetensi (certificate of competence) 
dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan 
(skor 80,1-90) 

90,70 91,00 92,50 93,00 

    Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 
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2.4.5. Urusan penelitian dan pengembangan 

2.4.5.1. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang 
Dimanfaatkan 
 
Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk 

mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang di pakai dalam sebuah 

lembaga atau perusahaan dan sebagainya. Hasil penelitian dan pengembangan nanti 

hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. dan untuk kemakmuran 

masyarakat. Pada tahun 2014, Persentase hasil penelitian dan pengembangan hasil 

penelitian yang dimanfaatkan sebesar 30 persen. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 67 

persen, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 75 persen. 

 
Tabel 4.420 

Persentase hasil penelitian dan pengembangan hasil penelitian yang dimanfaatkan 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase hasil penelitian dan 
pengembangan hasil penelitian yang 
dimanfaatkan 

30 26 67 75 

  Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 

 

2.4.5.2. Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung 
Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur 

 

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam 

pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor 

pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem 

inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional 

yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Pada tahun 

2015, Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem 

inovasi daerah Jawa Timur sebesar 24 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 

36,84 persen. Kedepannya persentase ini akan terus ditingkatkan agar daya saing 

ekonomi di tiap-tiap daerah melalui inovasi terus berkembang. 
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Tabel 4.421 
Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung 

sistem inovasi daerah 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota 
yang memiliki kegiatan mendukung sistem 
inovasi daerah 

- 24 18 36,84 

  Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 

 

2.4.6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

2.4.6.1. Indeks Demokrasi Indonesia 

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus 

diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat 

daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi 

memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan 

perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) adalah 

indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. 

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek 

demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), 

dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). 
 

Tabel 4.422 
Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Indeks Demokrasi Indonesia 70,36 76,90 72,24 70,92 

  Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur 2017 mencapai 70,92 dalam skala 

indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI Jawa 

Timur 2016 yang capaiannya sebesar 72,24. Meskipun sedikit mengalami perubahan, 

tingkat demokrasi Jawa Timur tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”. 

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks 

>80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). 
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2.4.6.2. Persentase Kejadian Terkait Poleksosbud Di Jawa Timur 

Poleksosbud (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari 

beberapa aspek yang bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran 

dan efektifitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga 

yaitu dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan 

kualitas bangsa secara menyeluruh. Persentase kejadian terkait Poleksosbud di Jawa 

Timur merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa 

Timur dan capaiannya pada tahun 2017 sebesar 100 persen. 
 

Tabel 4.423 
Persentase kejadian terkait Poleksosbud di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase kejadian terkait Poleksosbud - - - 100 

      Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 

 
2.4.7. Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

2.4.7.1. Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi 

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) adalah serangkaian sistem yang 

berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam, Sistem peringatan dini 

ini akan memberitahukan terkait bencana yang akan terjadi atau kejadian alam lainnya. 

Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan 

informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, 

secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut 

diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya. Membunyikan sirine 

saat akan terjadi merupakan langkah untuk mengantarkan informasi kepada masyarakat, 

harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepa dan 

tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit 

dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana. Kondisi 

kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-

faktor yang membutuhkan peringatan dini. 
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Tabel 4.424 
Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS 
Yang Berfungsi - 100 100 100 

  Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur 
 
Pada tahun 2015-2017, persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi 

sebesar 100 persen, kondisi ini memberikan rasa aman pada masyarakat yang tinggal di 

kawasan bencana dalam beraktifitas sebab peringatan dini akan terjadinya bencana 

sudah bisa di ketahui, sehingga masyarakat juga bisa melakukan pencegahan untuk 

menyelamatkan diri saat terjadinya bencana alam. 

 

2.4.7.2. Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam 

dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Korban bencana adalah 

orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti 

kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban 

meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi. 

Tabel 4.425 
Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani di Jawa timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Korban Terdampak Bencana 
Yang Tertangani - 100 100 100 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur 

Pada tahun 2015-2017 persentase korban terdampak bencana yang tertangani 

mencapai 100 persen. Hal ini perlu dipertahankan karena dengan tertanganinya korban 

terdampak maka akan meminimasikan kondisi terburuk setelah terjadinya bencana. 

 
2.4.8. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Badan Penghubung 

2.4.8.1. Persentase Pelayanan Keprotokolan 

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di 

dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan 
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tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau 

kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Perkembangan persentase 

pelayanan keprotokolan pada tahun 2014 sebesar 91 persen, kemudian meningkat pada 

tahun 2016 menjadi 100 persen dan pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan 

menjadi 99,94 persen. 
 

Tabel 4.426 
Persentase Pelayanan Keprotokolan di Jawa timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Pelayanan Keprotokolan 91 92 100 99,94 

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur 
 

 
2.4.8.2. Persentase Promosi Potensi Daerah  

Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang 

dapat dikembangkan menjadi bentuk yang lebih cerah. Persentase promosi potensi 

daerah pada tahun 2015-2016 sebesar 100 persen dan mengalami sedikit penurunan 

pada tahun 2017 menjadi 96,64 persen. Kegiatan promosi potensi daerah sangat 

diperlukan dan diharapkan terus meningkat tiap tahun karena untuk menarik wisatawan 

dan investor. 
 

Tabel 4.427 
Persentase Promosi Potensi Daerah di Jawa timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Persentase Promosi Potensi Daerah - 100 100 96,64 

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur 

 
2.4.9. Pengawasan 

2.4.9.1. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur 

 

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang 

berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, 

aspirasi dan kepentingan masyarakat harus diakomodasikan dalam setiap peraturan 

perundang-undangan. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh 
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OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015-

sebesar 70 persen, sedangkan pada tahun 2017 capaiannya adalah 50 persen. 
 

Tabel 4.428 
Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh  
OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Ketaatan terhadap perundang-
undangan daerah oleh OPD Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota 

- 70 75 50 

        Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur 
 

2.4.10. Kesekretariatan Daerah 

2.4.10.1. Nilai SAKIP 

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting 

dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem 

manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta 

sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (OUTCOME). Maka pemerintah 

telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan 

teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Perkembangan nilai SAKIP pada tahun 2014 menunjukkan nilai B+, selanjutnya 

selama tiga tahun terakhir 2015-2017 menunjukkan nilai A. Hal ini menandakan 

akuntabilitas kinerja di Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik. 
 

Tabel 4.429 
Nilai SAKIP 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Nilai SAKIP B+ A A A 

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 

2.4.10.2. Peringkat Hasil Evaluasi LPPD 

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) 

tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh 

Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang 

ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja 

Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi 

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/
http://pemerintah.net/
http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
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capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik 

bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara 

Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam 

pengisian realisasi capaian masing-masing.  

Tabel 4.430 
Peringkat Hasil Evaluasi LPPD 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Peringkat Hasil Evaluasi LPPD 
Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi - 

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 

Perkembangan nilai LPPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2016 adalah 

sangat tinggi artinya pembangunan di Jawa Timur benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat. Sedangkan untuk capaian tahun 2017 masih menunggu rilis dari pemerintah 

pusat pada April 2019. 

 

2.4.10.3. Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan 
Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesusulaan Dan Kepentingan Umum 

 

Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal 

bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV (empat). 

Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat 

Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban 

dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat tujuan yang diemban oleh 

negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan produk-

produk hukum yang baik, yaitu produk-produk hukum yang mampu diterapkan dan 

diterima di Negara Indonesia. 

Tabel 4.431 
Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan  

Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Produk Hukum Yang Tidak 
Bertentangan Dengan  Peraturan 
Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, 

 
- - 100 
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Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Kesusilaan Dan Kepentingan Umum 

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 

Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat 

dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling). 

Keputusan merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara, 

mendasarkan diri pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat konkrit, individual dan 

final. Sedangkan peraturan adalah produk hukum tertulis yang substansinya atau isinya 

punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian penduduk wilayah negara, peraturan 

lebih ditekankan kepada isi. Capaian pada tahun 2017, Persentase produk hukum yang 

tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan 

kepentingan umum adalah 100 %. 

 

2.4.10.4. Persentase Penegakan Supremasi Hukum dan HAM di Jawa Timur 

Supremasi hukum memiliki pengertian menempatkan hukum/aturan pada 

kedudukan tertinggi, aturan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalani 

segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Supremasi hukum sangat erat 

kaitannya dengan penegakkan hak asasi manusia. Meskipun dalam pengertiannya bahwa 

hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan 

hingga lahir dan hidup di dunia. Dengan menjadikan supermasi hukum berada dalam 

kedudukan tertinggi maka hak asasi manusia dapat ditegakkan dan terjaga dengan baik.  

Tabel 4.432 
Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase penegakan supremasi 
hukum dan HAM di Jawa Timur - - - - 

     Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 

Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur merupakan 

indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, sehingga belum 
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ada angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 belum 

ada capaiannya karena pengukuranya dilakukan pada tahun 2018. 

2.4.11. Koordinasi Wilayah Bakorwil 

2.4.11.1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti 

Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan yang ditindaklanjuti adalah Hasil Kegiatan Koordinasi pembinaan, 

pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berupa Rekomendasi ditindaklanjuti oleh 

Bakorwil, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota yang terkait.  

Tabel 4.433 
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan yang Ditindaklanjuti 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan yang Ditindaklanjuti 

- 60 80 93 

   Sumber : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 
 

Pada tahun 2015 persentase rekomendsi yang ditindaklanjuti mencapai 60 

persen, pada tahun meningkat 2016 menjadi 80 persen kemudian pada tahun 2017 

meningkat menjadi 93 persen. Peningkatan ini mengindikasikan koordinasi yang 

dilaksanakan sudah terfokus dan terarah serta bersinergi dengan program kegiatan 

kabupaten/kota. 

 

2.4.12. Kesekretariatan DPRD 

2.4.12.1. Indeks kepuasan masyarakat DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya. Survey IKM bertujuan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara 
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berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik selanjutnya.  

Tabel 4.434 
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD 
terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 70,00 71,23 75,89 76,95 

    Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur 
 

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 

selama tiga tahun terakhir (2014-2017) terus menunjukkan peningkatan, yaitu                 

masing-masing 70,00 (2014); 71,23 (2015); 75,89 (2016); dan 76,95 (2017). Hal ini 

menggambarkan semakin membaiknya dan efektif pelayanan yang diberikan oleh 

Sekretariat DPRD kepada masyakarat 

 

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat 

pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat 

diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan 

pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan 

asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunya pendapatan yang besar 

pula.  
 

Tabel 4.435 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
Per Kapita 674.580 830.472 870.412 938.801 

     Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 
Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata pengeluaran per 

kapita penduduk Jawa Timur tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Rp. 674.580 

per kapita sebulan di tahun 2015 menjadi Rp 938.801 per kapita sebulan di tahun 2017. 
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Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya 

meningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah 

buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya 

peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk 

membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 
3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita 

Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang 

dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 

yaitu, kelompok makanan dan non makanan. Dalam memenuhi kebutuhan makan 

terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia 

akan barang non makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat 

pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan 

makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin meningkat. 

Kalau kita perhatikan komposisi persentase antara makanan dan non makanan penduduk 

Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir ini (2014-2016) sebagian besar pengeluarannya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Kondisi ini memberikan gambaran 

adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya 

perbaikan ekonomi, maka pengeluaran untuk bukan makanan akan semakin tinggi 

dibanding pengeluaran untuk makanan. 
 

Tabel 4.436 
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita 50,50 54,12 50,92 49,21 

  Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 
Pada  tahun  2014  proporsi  pengeluaran  penduduk  Jawa  Timur untuk non 

makanan sebesar 50,50 persen dan meningkat hingga menjadi 52,5 persen pada tahun 

2016. Sedangkan untuk tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 49,21 persen. Jika 

kita perhatikan menurut wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa untuk daerah 

perdesaan pengeluaran penduduknya masih banyak yang digunakan untuk memenuhi 
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kebutuhan makanan. Fakta ini sedikit banyak menjelaskan kalau kesejahteraan penduduk 

daerah perdesaan masih dibawah penduduk daerah perkotaan. 

 

3.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP) 

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk 

(komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan barang/jasa yang dibutuhkan 

petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika 

NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan 

periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan 

daya beli petani. 

Rata-rata Nilai Tukar Petani Jawa Timur tahun 2017 mengalami penurunan 

sebesar 0,50 persen dibanding tahun 2016 yaitu dari 104,62 menjadi 104,10. Penurunan 

tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (2,58 persen) lebih kecil 

dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (3,09 persen). Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani 

dan biaya produksi tahun 2017, secara umum masih lebih rendah dibanding kondisi tahun 

2016. 
 

Tabel 4.437 
Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(Juni) 

Nilai Tukar Petani (NTP) 104,75 104,83 104,62 104,10 105,50 
     Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur bulan Juni 2018 naik 0,08 persen dari 105,42 

menjadi 105,50. Kenaikan NTP ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani 

(It) mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang 

dibayar petani (Ib). 
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3.1.4. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan 

tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk 

proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN 

periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif 

lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 

berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. 

 Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,93 

persen dibanding tahun 2016 yaitu dari 111,84 menjadi 121,77. Kenaikan tersebut 

disebabkan oleh kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima nelayan (16,69 persen) 

lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (3,49 persen). Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk perikanan tangkap terhadap barang 

konsumsi rumah tangga nelayan dan biaya produksi tahun 2017 secara umum masih lebih 

tinggi dibanding kondisi tahun 2016. 
 

Tabel 4.438 
Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 
(Juni) 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106,54 106,69 111,84 121,77 127,18 
   Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur bulan Juni 2018 naik 0,38 persen dari 

126,70 di bulan Mei 2018 menjadi 127,18 di bulan Juni 2018. Kenaikan ini disebabkan 

karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 0,45 persen, sedangkan indeks 

harga yang dibayar nelayan hanya naik sebesar 0,07 persen. 

 
3.2. Fokus Iklim Berinvestasi 

3.2.1. Angka Kriminalitas 

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang 

merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta 

norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang 

menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. 
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Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan 

mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan 

kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, 

sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna. 

Tabel 4.439 
Angka Kriminalitas  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Angka Kriminalitas 3,57 2,67 2,00 - 

  Sumber : Polda Provinsi Jawa Timur 

 
Berdasarkan data Polda Jawa Timur, angka kriminalitas ditunjukkan melalui 

jumlah tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun per 10.000 penduduk. Dalam 

rentang tahun 2014-2016 angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan yaitu dari 

3,57 pada tahun 2014 menjadi 2,00 tahun 2016. Angka kriminalitas sebesar 2,00 

menunjukkan bahwa terjadi hampir 2 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per 

tahunnya. 

 
3.2.2. Lama Proses Perizinan 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas 

aparatur pemerintah di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. 

Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagi aspek meliputi aspek perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana 

pelayanan serta SDM pelayanan. 

Tabel 4.440 
Lama Proses Perizinan  di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Lama Proses Perizinan 1-17 1-17 1-17 1-17 
    Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.  Jawa Timur 

 
Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini bukan lagi semata- mata menjadi 

tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah wilayah atau daerah. 

Meski demikian, peran pemerintah daerah masih dominan terkait dengan penyedian 

pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan 
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barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam 

pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, 

khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan 

keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance), berupaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan di semua sektor 

pelayanan publik, terutama dalam kegiatan pelayanan perizinan. Upaya untuk 

meminimalisir permasalahan perizinan yang berdampak buruk terhadap kurang 

optimalnya investasi di Jawa Timur adalah dengan membentuk model Pelayanan 

Perizinan Terpadu (P2T). Secara umum penyelesaian proses perizinan di Unit P2T Provinsi 

Jawa Timur memerlukan waktu 1 (satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang 

memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 hari. 

 

3.3. Fokus Sumber Daya Manusia 

3.3.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang 

bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, 

dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dalam menghadapi 

tantangan ini tentunya Sumber Daya Manusia harus disiapkan supaya tidak kalah dengan 

SDM dari negara Asean lainnya. Jawa Timur tentunya juga tidak mau kalah dalam 

menyiapkan SDM yang ada. Salah satu mengukur potensi SDM di suatu wilayah adalah 

melihat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang 

ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas SDM yang ada. Tingkat 

pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran adalah Sarjana (D4/S1 keatas), hal 

ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1 ke atas merupakan tingkatan tertinggi dari 

jenjang pendidikan. 

Tabel 4.441 
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Rasio Lulusan S1/S2/S3 356 356 358 406 

  Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 
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Dalam dua tahun terakhir (2016-2017) proporsi penduduk di Jawa Timur yang 

berpendidikan D4/S1 ke atas semakin meningkat dari 358 per sepuluh ribu penduduk 

pada tahun 2016 menjadi 406 per sepuluh ribu penduduk di tahun 2017. Bila dilihat sex 

rationya maka penduduk laki-laki yang berpendidikan tinggi proporsinya lebih banyak 

dibanding perempuan. 

 

3.3.2. Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya 

beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk 

yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 

tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah 

penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada 

orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun 

karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat 

digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. 

Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran 

ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan 

perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah 

penduduk usia 15-64 tahun. 
 

Tabel 4.442 
Rasio Ketergantungan di Jawa Timur 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Rasio Ketergantungan 44,50 44,22 44,10 43,80 
 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 

 
Pada tahun 2017, angka dependency ratio untuk Jawa Timur sebesar 43,80 yang 

artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang 

penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka dependency ratio menunjukkan 

penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk 

produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. 
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BAB V 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI 

 

 

Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sesuai dengan amanat dalam UU No. 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU No. 32 Tahun 2004 

penyelenggaraan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dikarenakan tidak semua 

wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas desentralisasi dan 

diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan adalah untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan 

pelayanan umum. Selanjutnya, tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah untuk 

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu 

penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan daerah dan desa. 

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan 

prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi 

kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, 

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan 

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang 

memberi penugasan. 

Dengan dilimpahkannya  dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Provinsi, 

maka pelaksanaanya harus  mengacu pada Peraturan Pemerintah  nomor 7 Tahun 2008 

tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Dana 

Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai 

wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 

pelaksanaan Dekonsentrasi, didalamnya tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk 

instansi vertikal pusat  di daerah. Dalam Peraturan yang sama disebutkan juga pada pasal 15 

yaitu  Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh 

daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

Tugas Pembantuan. 
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Berpedoman   kepada   seluruh   aturan   perundang-undangan tersebut,  

diharapkan penyelenggaraan  Dekonsentrasi dan Tugas  Pembantuan di Provinsi Jawa Timur  

dalam kurun waktu  5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2014–2018 s/d Triwulan II disamping 

dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar juga dapat mendukung upaya 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pelayanan di 

berbagai bidang. 

Salah satu wujud pertanggungjawaban yang baik sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006,  maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana 

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah  

melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang meliputi 

pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya.   

Disamping Peraturan Pemerintah tersebut diatas, Gubernur juga 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan Dana  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  di 

Akhir Masa Jabatan  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada  

pasal 17 ayat (2) disebutkan  bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban  Akhir Masa 

Jabatan (LKPJ-AMJ) Wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, 

maka seluruh Perangkat Daerah pengelola dana yang bersumber dari APBN maupun APBD 

diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja Perangkat Daerah selama periode 5 (lima) 

tahun  masa jabatan Gubernur terpilih. 

Adapun untuk pelaksanaan kegiatan  yang bersumber dari APBN yaitu Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,  dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun  

2014-2018 s/d Triwulan II Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan  total pagu 

anggaran dari Kementrian/Lembaga sebesar  Rp. 8.531.065.396.000,00 dengan realisasi 

sebesar Rp. 6.289.159.560.297,00 atau 73,72 % dari total pagu  sebagaimana pada grafik 5.1 

dan tabel 5.1  berikut : 
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Grafik 5.1 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018 s/d Triwulan II 

 

 

                                Sumber : Perangkat Daerah Pengelola di Prov. Jatim  

Tabel 5.1 
Rincian Pagu  dan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

di Provinsi Jawa Timur  Tahun 2004 - 2018 s/d Triwulan II 

Tahun 
PAGU  REALISASI  

Rp  Rp  % 

2014       1.560.924.162.000            1.266.708.972.411  81,15 

2015      2.612.405.003.000            2.066.748.213.308  79,11 

2016       1.665.613.868.000            1.260.295.558.088  75,67 

2017       1.477.724.435.000            1.283.254.198.863  86,84 

2018       1.214.397.928.000               412.152.617.627  33,94 

TOTAL       8.531.065.396.000            6.289.159.560.297  73,72 
                             Sumber : Perangkat Daerah Pengelola di Prov. Jatim 

 

A. DASAR HUKUM TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI 

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah; 

2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat 

dan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

81,15

79,11

75,66 86,83

33,94

2014 2015 2016 2017 2018

PAGU  REALISASI
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5. Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan; 

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

8. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan 

penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat ;  

9. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan ; 

10. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 

11. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ; 

13. Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan 

Efektifitas Program dan Kegiatan Kementrian/Lembaga Kementrian di daerah serta 

Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi ; 

 

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 

1. Instansi (Kementerian/Lembaga) Pemberi Dana Tugas Pembantuan 

Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

dilaksanakan untuk kegiatan fisik  dan dapat ditunjang dengan sub kegiatan bersifat 

non-fisik, tidak melebihi 10% dari total anggaran kegiatan yang bersangkutan, yang 
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dilaksanakan oleh daerah dengan mencakup semua penerimaan dan pengeluaran 

dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dana Tugas Pembantuan merupakan 

bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan 

rencana kerja kementerian negara/lembaga dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota dengan kewajiban melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

Adapun alokasi anggaran Tugas Pembantuan  di Provinsi Jawa Timur mulai 

tahun  2014 - 2018  sampai dengan Triwulan II sebagaimana diuraikan pada grafik 5.2 

dan  tabel 5.2 berikut 

Grafik  5.2 
Total Pagu dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan 

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II 

 
            Sumber : Perangkat Daerah Pengelola di Prov. Jatim  

Tabel 5.2 
Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan 
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II 

TAHUN 
ANGGARAN 

PAGU REALISASI 

(Rp) (Rp) % 

2014 884.110.023.000 660.802.277.962 74,74 

2015 1.800.858.181.000 1.536.391.020.755 85,31 

2016 1.085.664.076.000 740.210.751.283 68,18 

2017 979.704.548.000 844.611.104.201 86,21 

2018 740.845.956.000 245.436.124.942 33,13 

                                   Sumber : Perangkat Daerah Pengelola di Prov. Jatim  

75,84

84.73

68,18
86,22

33,24
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 Total  pagu  dana Tugas Pembantuan dari 7 Kementrian/Lembaga yang 

dialokasikan di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II yaitu 

sebesar  Rp.  5.491.182.784.000,00  dengan realisasi  sampai dengan  tahun 2018 

Triwulan II  sebesar  Rp. 4.027.451.279.143,00 atau 73.34 % dari total pagu,  

Sedangkan pengalokasian dana Tugas Pembantuan tertinggi dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2018 triwulan II adalah adalah Kementrian Pertanian yaitu 

sebesar Rp 4.401.232.251,00 atau 80,15 %  dari total pagu, sedangkan yang terendah 

adalah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

yaitu sebesar Rp 12.492.464.000,00 atau  sebesar 0,23 % dari total pagu. 

Adapun rincian Alokasi anggaran beserta realisasi dana Tugas Pembantuan 

dari Kementrian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2014 – 2018 s/d 

Triwulan II sebagaimana diuraikan pada tabel 5.3 berikut ini : 

Tabel 5.3 
Rincian Alokasi anggaran dan Realisasi Dana  Tugas Pembantuan 

dari Kementrian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II 

 

KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

PAGU 
REALISASI 

Rp % 

KEMENTERIAN PERTANIAN   4.401.232.251.000    3.146.609.080.653  71,49 

KEMENTERIAN KESEHATAN         88.347.000.000          65.770.263.561  74,45 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

        20.055.161.000          14.478.510.675  72,19 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 
DAN PERUMAHAN RAKYAT 

      951.767.380.000        790.569.209.891  83,06 

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

          4.288.528.000            2.838.694.360  66,19 

KEMENTERIAN DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 

        12.492.464.000            6.641.130.003  53,16 

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

        13.000.000.000               544.390.000  4,19 

TOTAL   5.491.182.784.000    4.027.451.279.143  73,34 

    Sumber : Perangkat Daerah Pengelola di Prov. Jatim 
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2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Tugas Pembantuan 

Rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang 

mengalokasikan melalui Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 

2014 - 2018 sampai dengan Triwulan II beserta realisasi sebagaimana diuraikan pada 

tabel 5.4 sebagai berikut : 
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Tabel 5.4 
Rincian Alokasi anggaran dan Realisasi Dana  Tugas Pembantuan 

dari Kementrian/Lembaga pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II 

(*Rp dalam Juta) 

KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

2014 2015 2016 2017 2018 

PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

KEMENTERIAN PERTANIAN 
          

  DINAS PERTANIAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

294.175.615.000 197.193.203.200 978.065.803.000 891.593.549.948 818.765.125.000 503.611.437.927 
    

  DINAS PERTANIAN DAN 
KETAHANAN PANGAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

      
549.267.948.000 475.304.819.302 353.460.909.000 106.646.630.436 

  DINAS PERKEBUNAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

294.367.909.000 217.527.188.763 492.390.558.000 349.621.207.542 28.804.440.000 26.251.612.370 55.154.299.000 29.326.115.590 33.811.894.000 3.550.418.350 

  DINAS PETERNAKAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

45.818.200.000 36.708.677.755 90.534.985.000 78.096.508.935 42.169.172.000 27.441.872.065 178.260.444.000 147.651.728.254 146.184.950.000 56.084.110.216 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
          

  RSU HAJI PROV JAWA 
TIMUR 

17.250.000.000 16.412.600.000 18.000.000.000 17.182.376.632 
      

  RSU DR. SOETOMO 
SURABAYA 

20.000.000.000 
 

20.000.000.000 19.465.572.000 
      

  RSU DR. SOEDONO 
MADIUN   

13.097.000.000 12.709.714.929 
      

KEMENTERIAN KELAUTAN 
DAN PERIKANAN           

  DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN PROVINSI 
JAWA TIMUR 
 
 

5.859.378.000 5.547.321.550 10.545.783.000 6.658.078.760 3.100.000.000 1.732.145.515 550.000.000 540.964.850 
  

KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM DAN PERUMAHAN 
RAKYAT 

          

  DINAS BINA MARGA 
PROV. JAWA TIMUR 

72.078.495.000 72.073.333.059 77.907.153.000 77.895.956.317 93.447.586.000 93.438.899.286 103.038.820.000 103.030.011.205 115.479.556.000 31.362.469.500 

  DINAS PU PENGAIRAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

117.271.898.000 111.956.869.275 93.557.611.000 79.967.634.442 93.644.577.000 84.294.075.367 
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KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

2014 2015 2016 2017 2018 

PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

  DINAS PEKERJAAN 
UMUM SUMBER DAYA 
AIR PROVINSI JAWA 
TIMUR 

      
93.433.037.000 88.757.465.000 91.908.647.000 47.792.496.440 

KEMENTERIAN TENAGA 
KERJA DAN TRANSMIGRASI           

  DINAS TENAGA KERJA, 
TRANSMIGRASI DAN 
KEPENDUDUKAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

4.288.528.000 2.838.694.360 
        

KEMENTERIAN DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL DAN 
TRANSMIGRASI 

          

  DINAS TENAGA KERJA, 
TRANSMIGRASI DAN 
KEPENDUDUKAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

  
6.759.288.000 3.200.421.250 5.733.176.000 3.440.708.753 

    

KEMENTERIAN PARIWISATA 
DAN EKONOMI KREATIF           

  DINAS KEBUDAYAAN 
DAN PARIWISATA PROP. 
JATIM 

13.000.000.000 544.390.000 
        

TOTAL 884.110.023.000 660.802.277.962 1.800.858.181.000 1.536.391.020.755 1.085.664.076.000 740.210.751.283 979.704.548.000 844.611.104.201 740.845.956.000 245.436.124.942 
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C. DEKONSENTRASI YANG DITERIMA 

1.  Instansi (Kementerian/Lembaga) Pemberi Dana Dekonsentrasi 

Disamping  Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga 

menerima dana Dekonsentrasi dari Kementrian/Lembaga. Dana Dekonsentrasi 

merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan 

berdasarkan rencana kerja kementerian negara/lembaga dan dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang ditetapkan Gubernur.  

Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat 

non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset 

tetap. Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat fisik, dan tidak melebihi 25% dari 

total anggaran kegiatan yang bersangkutan. Kegiatan yang bersifat non-fisik  antara 

lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, 

pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, 

serta pengendalian.  

Dalam pelaksanaan dekonsentrasi, Gubernur wajib mengusulkan daftar 

Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi kepada 

kementerian negara/lembaga yang memberikan alokasi dana, untuk ditetapkan 

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Apabila Gubernur tidak 

menyampaikan usulan daftar Perangkat Daerah, kementerian negara/lembaga dapat 

meninjau kembali pengalokasian dana dekonsentrasi.  

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran 

Dekonsentrasi mulai tahun 2014 - 2018 sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 

3.039.882.612.000,00 dengan realisasi Rp. 2.261.708.281.154,00 atau 74,40 % dari 

pagu. Adapun rincian selengkapnya sebagaimana pada grafik 5.3  dan rincian tabel 

5.5 sebagai berikut : 
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Grafik 5.3 
Total Pagu dan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi 

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II 

 
                 Sumber : Perangkat Daerah Pengelola di Prov. Jatim 

 

Tabel 5.5 
Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Dekonsentrasi 

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II 
 

TAHUN 
ANGGARAN 

PAGU REALISASI 

(Rp) (Rp) % 

2014 676.814.139.000 605.906.694.449 89,52 

2015 811.546.822.000 530.357.192.553 65,35 

2016 579.949.792.000 520.084.806.805 89,68 

2017 498.019.887.000 438.643.094.662 88,08 

2018 473.551.972.000 166.716.492.685 35,21 

                             Sumber : Perangkat Daerah Pengelola di Prov. Jatim 

Apabila dilihat dari grafik dan tabel tersebut diatas, pengelolaan dana 

dekonsentrasi di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang 

cukup siginifikan, gambaran ini  sesuai amanat dari  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah yaitu Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 

Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang 

digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan 

89,89

65,13 84,30

88,10

35,01

2014 2015 2016 2017 2018

PAGU REALISASI
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menjadi urusan daerah, secara bertahap akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus 

(DAK). 

Dalam proses pengalihan dana program kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan ke mekanisme Dana Alokasi Khusus dengan pertimbangan  bahwa dana 

Kementrian/Lembaga yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintah yang 

merupakan kewenangan daerah, maka akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus, 

sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah  Nomor 7 tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan terlebih dahulu  dilakukan identifikasi 

dan pemilahan atas program dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran 

kementerian/lembaga. 

Selanjutnya pelaksanaan dana dekonsentrasi dari 27 Kementerian/Lembaga yang 

total mengalokasikan dana tertinggi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

triwulan II adalah Kementrian Pertanian yaitu sebesar Rp 852.548.223.000,00 atau 

28,05% dari total pagu selama 5 tahun dan dengan realisasi sebesar Rp 

695.835.141.071,00 atau 81,62%, sedangkan  pengalokasian terendah dari Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu sebesar 975.000.000,00 atau 0,03 % dari total pagu 

selama 5 tahun dan dengan realisasi sebesar Rp 873.343.825,00   atau 89,57 %. Adapun 

rincian selengkapnya seperti pada tabel 5.6 berikut : 

 

Tabel 5.6 
Rincian Alokasi anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi 

dari Kementrian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II 

KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

 PAGU  REALISASI 

 Rp  % 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI    200.724.947.000    125.178.200.537  62,36 

KEMENTERIAN PERTANIAN    852.548.223.000     695.835.141.071  81,62 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN      33.050.000.000       24.703.109.940  74,74 

KEMENTERIAN ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL 

        2.809.237.000             428.399.500  15,25 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 

   451.734.970.000     407.400.571.001  90,19 

KEMENTERIAN KESEHATAN    317.859.201.000     181.461.533.360  57,09 

KEMENTERIAN TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI 

     19.898.715.000       19.019.359.245  95,58 

KEMENTERIAN    107.163.466.000       87.149.972.008  81,32 
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KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

 PAGU  REALISASI 

 Rp  % 

KETENAGAKERJAAN 

KEMENTERIAN SOSIAL    200.780.818.000     165.340.436.972  82,35 

KEMENTERIAN KEHUTANAN         4.661.068.000          4.324.968.350  92,79 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 

     19.739.375.000       12.262.018.920  62,12 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

    70.363.664.000       51.555.048.240  73,27 

KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM 

        8.025.395.000          6.993.073.600  87,14 

KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM DAN PERUMAHAN 
RAKYAT 

        4.377.089.000          3.216.877.641  73,49 

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

           975.000.000             873.343.825  89,57 

KEMENTERIAN PARIWISATA      15.443.591.000       12.455.738.784  80,65 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

        2.532.958.000          1.903.592.900  75,15 

KEMENTERIAN KOPERASI DAN 
PENGUSAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

     47.110.361.000       37.963.681.129  80,58 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

        7.080.000.000          4.018.830.832  56,76 

KEMENTERIAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL 

        3.878.458.000          1.685.793.042  43,47 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN 
TATA RUANG/BPN 

        9.515.643.000          6.563.120.000  68,97 

PERPUSTAKAAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

        4.345.714.000          3.150.570.685  72,50 

BADAN KOORDINASI 
PENANAMAN MODAL 

        3.213.800.000          1.987.781.354  61,85 

KEMENTERIAN DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL DAN 
TRANSMIGRASI 

   589.018.827.000    356.014.420.394  60,44 

ARSIP NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA 

        1.718.440.000          1.361.519.100  79,23 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN      17.591.440.000       10.011.672.762  56,91 

KEMENTERIAN PEMUDA DAN 
OLAH RAGA 

     43.722.212.000       38.849.505.962  88,86 

TOTAL 3.039.882.612.000  2.261.708.281.154  74,40117 

           Sumber : Perangkat Daerah Pengelola di Prov. Jatim 
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2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Dekonsentrasi 

Pelaksanaan Dana Dekonsetrasi dari Kementerian/Lembaga yang 

mengalokasikan melalui Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 

2014 - 2018 sampai dengan Triwulan II beserta realisasi selengkapnya diuraikan pada 

tabel 5.7 sebagai berikut : 
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Tabel 5.7 

Rincian Alokasi anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi 

dari Kementrian/Lembaga pada Perangkat Daerah  di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014 - 2018 s/d Triwulan II 
(*Rp dalam Juta) 

KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

2014 2015 2016 2017 2018 

PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

KEMENTERIAN DALAM 
NEGERI           

  
SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA JAWA TIMUR 

817.054.000 757.805.650 534.668.000 517.842.400 350.000.000 340.460.850 
    

  SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI JAWA TIMUR 

835.240.000 143.034.520 1.446.365.000 726.766.000 587.101.000 326.105.665 815.723.000 546.884.650 381.268.000 - 

  BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
PROVINSI JAWA TIMUR 

1.265.732.000 1.219.947.539 908.385.000 868.654.578 215.000.000 209.606.727 
    

  BADAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT PROVINSI 
JAWA TIMUR 

100.957.805.000 85.039.553.088 59.986.100.000 8.435.175.700 
      

  BAPPEDA PROVINSI JAWA 
TIMUR 

2.400.000.000 1.473.911.710 1.604.000.000 992.001.290 350.432.000 338.025.540 
    

  DINAS TENAGA KERJA, 
TRANSMIGRASI DAN 
KEPENDUDUKAN PROVINSI 
JAWA TIMUR 

2.310.636.000 1.604.758.600 18.466.121.000 16.904.171.600 4.849.347.000 4.074.531.500 
    

  BADAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN PROVINSI 
JAWA TIMUR 

279.600.000 261.515.000 234.696.000 229.178.200 
    

467.374.000 - 

  BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

    
662.300.000 168.269.730 

    

KEMENTERIAN PERTANIAN 
          

  DINAS PERTANIAN 
PROPINSI JAWA TIMUR 

33.688.495.000 29.169.802.705 99.801.500.000 55.600.774.963 81.985.080.000 67.601.878.678 
    

  DINAS PERKEBUNAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

3.211.339.000 2.849.341.555 3.689.339.000 2.913.951.363 4.050.699.000 3.295.334.490 819.110.000 777.513.200 2.069.100.000 587.874.234 

  DINAS PETERNAKAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

14.239.620.000 10.853.175.980 20.441.623.000 13.461.738.968 17.804.704.000 15.997.612.802 
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KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

2014 2015 2016 2017 2018 

PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

  BADAN KETAHANAN 
PANGAN PROPINSI JAWA 
TIMUR 

92.888.272.000 87.720.827.042 91.000.684.000 87.843.303.561 124.328.362.000 118.688.206.428 
    

  DINAS PERTANIAN DAN 
KETAHANAN PANGAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

      
150.217.421.000 142.787.517.381 112.312.875.000 55.686.287.721 

KEMENTERIAN 
PERINDUSTRIAN           

  

DINAS PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN 
JAWA TIMUR 

7.907.000.000 6.382.567.633 7.663.000.000 6.717.057.042 7.866.000.000 5.063.136.405 5.140.000.000 4.974.448.860 4.474.000.000 1.565.900.000 

KEMENTERIAN ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL           

  

DINAS ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL 
PROVINSI JAWA TIMUR 

1.382.898.000 428.399.500 1.426.339.000 - 
      

KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN           

  

DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN JAWA 
TIMUR 

250.938.652.000 237.835.260.976 99.483.809.000 96.049.134.094 34.167.476.000 33.313.950.203 33.767.634.000 32.754.564.101 33.377.399.000 7.447.661.627 

KEMENTERIAN KESEHATAN 
          

  
DINAS KESEHATAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

50.327.182.000 35.828.264.720 75.915.490.000 22.088.197.893 66.982.286.000 54.162.573.319 57.029.708.000 47.636.865.495 67.604.535.000 21.745.631.933 

KEMENTERIAN TENAGA KERJA 
DAN TRANSMIGRASI           

  

DINAS TENAGA KERJA 
TRANSMIGRASI DAN 
KEPENDUDUKAN PROV. 
JAWA TIMUR 

19.898.715.000 19.019.359.245 
        

KEMENTERIAN 
KETENAGAKERJAAN           

  

DINAS TENAGA KERJA 
TRANSMIGRASI DAN 
KEPENDUDUKAN PROV. 
JAWA TIMUR 

  
65.141.270.000 56.943.987.613 20.390.925.000 15.123.365.694 11.838.695.000 11.333.323.027 9.792.576.000 3.749.295.674 

KEMENTERIAN SOSIAL 
          

  
DINAS SOSIAL PROVINSI 
JAWA TIMUR 

33.401.622.000 32.257.475.720 46.371.565.000 43.659.685.262 47.587.252.000 46.855.947.420 34.921.582.000 34.320.587.320 38.498.797.000 8.246.741.250 
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KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

2014 2015 2016 2017 2018 

PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

KEMENTERIAN KEHUTANAN 
          

  
DINAS KEHUTANAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

4.661.068.000 4.324.968.350 
        

KEMENTERIAN LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN           

  
DINAS KEHUTANAN 
PROVINSI JAWA TIMUR   

4.757.020.000 3.618.909.948 2.526.120.000 1.802.689.086 2.574.400.000 2.473.254.457 2.172.727.000 - 

  BADAN LINGKUNGAN 
HIDUP PROVINSI JAWA 
TIMUR 

  
1.450.000.000 1.164.550.250 986.000.000 974.558.259 

  
1.344.509.000 - 

  BADAN KETAHANAN 
PANGAN PROPINSI JAWA 
TIMUR 

    
2.034.090.000 1.710.363.000 

    

  DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP PROVINSI JAWA 
TIMUR 

      
550.000.000 517.693.920 1.344.509.000 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN 
DAN PERIKANAN           

  

DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN PROVINSI 
JAWA TIMUR 

16.888.104.000 14.334.287.199 17.822.245.000 15.145.852.962 15.868.059.000 10.824.306.535 7.630.759.000 5.419.802.549 7.603.157.000 1.386.073.545 

  BADAN KETAHANAN 
PANGAN PROVINSI JAWA 
TIMUR 

  
2.003.770.000 1.934.114.450 2.547.570.000 2.510.611.000 

    

KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM           

  

DINAS PEKERJAAN UMUM 
CIPTA KARYA DAN TATA 
RUANG PROVINSI JAWA 
TIMUR 

8.025.395.000 6.993.073.600 
        

KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM DAN PERUMAHAN 
RAKYAT 

          

  

DINAS PEKERJAAN UMUM 
CIPTA KARYA DAN TATA 
RUANG PROVINSI JAWA 
TIMUR 

  
1.771.842.000 999.277.000 1.449.688.000 1.247.654.000 1.155.559.000 969.946.641 

  

KEMENTERIAN PARIWISATA 
DAN EKONOMI KREATIF           
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KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

2014 2015 2016 2017 2018 

PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

  

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA PROP. JATIM 975.000.000 873.343.825 

        

KEMENTERIAN PARIWISATA 
          

  

DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA PROP. JATIM   

5.066.860.000 4.694.031.359 5.612.000.000 4.161.021.939 2.099.200.000 2.081.759.900 2.665.531.000 1.518.925.586 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN 
HIDUP           

  

BADAN LINGKUNGAN 
HIDUP PROVINSI JAWA 
TIMUR 

2.532.948.000 1.903.592.900 10.000 - 
      

KEMENTERIAN KOPERASI DAN 
PENGUSAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

          

  
DINAS KOPERASI DAN PKM 
PROVINSI JAWA TIMUR 

9.209.990.000 8.761.309.200 19.780.089.000 15.986.775.330 4.788.197.000 4.643.757.934 6.487.170.000 6.274.548.540 6.844.915.000 2.297.290.125 

KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 

          

  

BADAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA BERENCANA 
PROVINSI JAWA TIMUR 

  
600.000.000 534.840.050 720.000.000 708.967.100 2.880.000.000 2.775.023.682 2.880.000.000 - 

KEMENTERIAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL           

  
BAPPEDA PROVINSI JAWA 
TIMUR 

943.290.000 593.434.290 943.291.000 275.877.602 943.291.000 377.792.100 576.941.000 117.776.000 471.645.000 320.913.050 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN 
TATA RUANG/BPN           

  

DINAS PEKERJAAN UMUM 
CIPTA KARYA DAN TATA 
RUANG PROVINSI JAWA 
TIMUR 

  
5.485.655.000 3.165.304.000 4.029.988.000 3.397.816.000 

    

PERPUSTAKAAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA           

  

BADAN PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN PROVINSI 
JAWA TIMUR 

502.694.000 493.510.000 527.829.000 526.693.950 527.829.000 527.434.660 1.521.489.000 1.472.283.300 1.265.873.000 130.648.775 
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KEMENTRIAN/ 
LEMBAGA/SATKER 

2014 2015 2016 2017 2018 

PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI PAGU REALISASI 

BADAN KOORDINASI 
PENANAMAN MODAL           

  

BADAN PENANAMAN 
MODAL PROVINSI JAWA 
TIMUR 

500.000.000 432.357.596 937.881.000 511.436.803 736.908.000 509.197.392 400.000.000 390.585.063 639.011.000 144.204.500 

KEMENTERIAN DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL DAN 
TRANSMIGRASI 

          

  

BADAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT PROVINSI 
JAWA TIMUR 

  
140.717.392.000 54.168.685.003 111.608.078.000 109.207.809.785 165.268.309.000 130.282.924.358 167.919.058.000 60.276.847.840 

  

BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI JAWA TIMUR 

      
80.000.000 78.760.600 203.140.000 - 

  

DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI PROVINSI 
JAWA TIMUR 

      
2.053.075.000 1.901.284.283 1.169.775.000 98.108.525 

ARSIP NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA           

  

BADAN PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN PROVINSI 
JAWA TIMUR 

  
185.719.000 184.124.050 317.549.000 316.873.550 702.280.000 701.948.000 512.892.000 158.573.500 

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN           

  

DINAS PERINDUSTRIAN, 
PERDAGANGAN DAN 
KOPERASI PROVINSI JAWA 
TIMUR 

4.490.786.000 3.174.282.136 3.636.156.000 1.963.487.989 3.045.302.000 2.236.564.537 3.826.442.000 2.637.338.100 2.592.754.000 - 

KEMENTERIAN PEMUDA DAN 
OLAH RAGA           

  

DINAS PEMUDA DAN OLAH 
RAGA PROVINSI JAWA 
TIMUR 

11.335.002.000 11.177.534.170 11.746.109.000 11.531.611.280 10.032.159.000 9.368.384.477 5.664.390.000 5.416.461.235 4.944.552.000 1.355.514.800 

TOTAL 676.814.139.000 605.906.694.449 811.546.822.000 530.357.192.553 579.949.792.000 520.084.806.805 498.019.887.000 438.643.094.662 473.551.972.000 166.716.492.685 
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D. PERMASALAHAN 

Beberapa permasalahan yang ditemui selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam 

pelaksanaan dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, antara lain adalah : 

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terlambat penyampaiannya yakni tidak 

diawal tahun sehingga bersamaan dengan kegiatan APBD Provinsi sehingga target 

pelaksanaan tidak terpenuhi 

2. DIPA yang turun tidak segera dibarengi dengan Juklak dan juknis, yang berakibat 

pada terlambatnya pelaksanaan ;  

3. Ketidaksesuaian antara realisasi dana dalam DIPA untuk kegiatan  dengan 

kebutuhan alokasi yang diusulkan oleh daerah artinya usulan yang disampaikan 

belum sesuai dengan yang  dialokasikan ; 

4. Keterlambatan turunnya anggaran terhadap program/kegiatan  yang disebabkan 

oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah, misalnya menunggu adanya 

kebijakan efesiensi anggaran ; 

5. Beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing 

Kementrian/Lembaga serta  terbatasnya  sumber daya manusia yang menguasai 

aplikasi pelaporan yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI)  dan Peraturan Pemerintah 

39/2006 yang disebabkan terjadinya mutasi pada personil pengelola kegiatan, 

sehingga berdampak pula pada terlambatnya penyampaian pelaporan pelaksanaan 

; 

 

Pemecahan Masalah : 

Dari permasalahan yang ada, langkah yang masih harus dilakukan dalam upaya 

perbaikan lain yang tetap harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah 

yaitu:   

1. Pemerintah Pusat melalui Kementrian/Lembaga diharapkan tertib dalam 

menyampaikan informasi pagu anggaran dan program kepada Gubernur 

sebagaimana ketentuan dalam PP 7 tahun 2008 termasuk penyampaian juklak dan 

juknis jangan sampai terlambat sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat 

terjadwal dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai target ;0 
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2. Perlu penyeragaman format pelaporan pelaksanaan APBN, sehingga fungsi 

pengendalian evaluasi dapat berjalan dengan optimal  

3. Sesuai ketentuan peraturan yang ada, BAPPEDA sebagai instansi perencana 

hendaknya dilibatkan dalam proses perencanaan, sehingga hasilnya dapat dibahas 

sebagai bahan rapat koordinasi ; 

4. Sesuai ketentuan PP 39 tahun 2006 pasal 7 ayat (2)  BAPPEDA  sebagai koordinator 

penyelenggaraan kegiatan APBN lingkup Kementrian/Lembaga utamnya dalam hal 

penyampaian laporan, oleh karenanya Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda 

Kabupaten/kota, serta instansi vertikal, sesuai ketentuan yang ada harus tertib dan 

konsisten dalam menyampaikan laporan kinerjanya secara triwulan kepada 

Gubernur Cq Bappeda Provinsi.  

5. Lebih ditingkatkan koordinasi antara Pusat-Daerah, antar Perangkat Daerah 

Provinsi, dan antara Provinsi-Kabupaten/Kota pengelola APBN secara berkelanjutan 

mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam rangka 

penguatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan 

efisien ;  

6. Pemerintah Pusat tetap konsistensi terhadap pemberian insentif dan disentif  sesuai 

aturan yang berlaku kepada pengelola  APBN dalam menyampaikan laporan. 
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BAB VI 
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2014 - 2018 

 

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 

1. Kebijakan dan Kegiatan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberi kewenangan untuk 

melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerjasama antar daerah 

merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah 

yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar 

daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama tersebut, maka 

kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk 

menciptakan sinergitas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota, baik yang 

dilaksanakan secara bilateral maupun regional, sesuai dengan arah kebijakan 

pembangunan kewilayahan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab 

XVI Pasal   363   sampai   dengan   Pasal 372   menekankan   bahwa   pentingnya 

kerjasama  daerah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan 

penyediaan pelayanan publik. Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan 

daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada 

pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik  yang  bersinergi  dan 

saling menguntungkan. Sementara hubungan luar negeri masih menjadi domain 

dari Pemerintah Pusat, maka dalam pembentukan perjanjian kerja sama didasari 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan 

Undang-Undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 

Sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah 

Daerah dengan Pihak Luar Negeri selain itu ditambah dengan Peraturan Menteri 

Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan 

Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
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Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar 

Negeri diatur juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

kerja sama  daerah,  yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan 

pengawasan kerja sama Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh 

Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah 

Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur. 

Kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri pada 

hakikatnya merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan 

antara  daerah  di  luar negeri  dan  badan/lembaga  luar  negeri  dalam  kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan dengan rencana pembangunan 

daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dalam rangka untuk 

memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama dimaksud, maka kebijakan 

kerjasama antar daerah dan badan lembaga luar negeri diarahkan pada 

peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah dengan luar negeri 
Tabel 6.1 Kegiatana fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri 

NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 

1 Kegiatan 
fasilitasi 
kerjasama 
antar 
daerah 
dengan luar 
negeri 

Letter of Intent (LoI)  
antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan Wakil Ketua 
Kadin Senior Perancis 
Wilayah Utara tentang 
pembuatan kerjasama 
ekonomi disaksikan 
oleh Wakil Gubernur 
Jawa Timur dan Duta 
Besar Perancis di 
Jakarta. 

Letter of Intent (LoI)  
antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan Provinsi Juangxi 
tentang Pertanian, 
produk makanan olahan, 
pertambangan, 
konstruksi dan 
infrastruktur, investasi, 
peningkatan SDM serta 
promosi dan 
pengembangan 
pariwisata dan 
Kebudayaan. 

1)Kesepakatan 
Bersama Kerjasama 
Provinsi Kembar 
Antar Provinsi Jawa 
Timur - Republik 
Indonesia dengan 
Provinsi Fujian –
Republik Rakyat 
Tiongkok 

1)  Peace Corps Amerika 
(Program pengiriman 
relawan pendamping guru 
bahasa inggris di 
Indonesia. Relawan akan 
bertugas selama 2 tahun 
di SMP, SMA, MAN dan 
MTS di Jawa Timur). 

  Letter of Intent (LoI)  
antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dalam hal ini RSU Haji 
dengan Provinsi 
Gyeongnam Korea. 
 

  2)    Usaid International 
Foundation (Sif)  
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NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 
Letter of Intent (LoI) 
antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
yang diwakili oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi 
Jawa Timur dengan 
Pemerintah Provinsi 
Gyeonggi yang diwakili 
oleh Director General 
Health and Welfare 
Bureau tentang 
pelayanan kesehatan 
dan pelatihan tenaga 
medis.  

Letter of Intent (LoI)  
Pendidikan Tingkat SMK 
( Pendidikan Vocational) 
dengan Provinsi Tianjin, 
Republik Rakyat 
Tiongkok. 

2)Letter of Intent 
(LoI) antara 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dalam 
hal ini RSU Haji 
dengan Provinsi 
Gyeongnam Korea. 

·         Water of Life 
(Program peningkatan 
kualitas kesehatan 
masyarakat melalui 
penyediaan pasokan air 
bersih melalui 
pemasangan alat air 
penjernih air, pelatihan 
personal hygine bagi 
siswa sekolah dasar dan 
pelatihan tentang water 
management bagi PNS 
yang dilakukan di 
Indonesia dan di 
Singapura  

      ·         Pediatic Emegency 
(Tujuan kerjasama ini 
untuk memperkuat 
kapasitas dokter dan 
perawat dalam rangka 
menurunkan angka 
kematian bayi) 

  

Re-Affirmation of East 
Java-Osaka Sister 
Province – Prefecture 
Economic Joint 
Declaration 
(Kesepakatan 
Penguatan Kerjasama 
Provinsi Kembar Antara 
Jawa Timur dengan 
Osaka dalam Bidang 
Ekonomi). 

1)Korea Internasional 
Cooperation Agency 
(KOICA) Korea Selatan 

3)Beberapa Letter 
of Intent (LoI) 
Pendidikan Tingkat 
SMK (Pendidikan 
Vocational) dengan 
Provinsi Tianjin, 
RRT. 

3)     Kerjasama dengan 
Korea International 
Cooperation Agency 
(KOICA) 

  
 2)Singapore 

International Foundation 
(SIF) Singapura 

 Pengiriman tenaga ahli 
muda (Korea Junior 
Expert)bidang bahasa 
Korea ke Jawa Timur. 

  

Letter of Intent (LoI) 
antara Tim Ekonomi 
Jawa Timur dengan 
Pemerintah Prefecture 
Osaka, Jepang 
(Monodzukuri Business 
Information Center 
Osaka – MOBIO) dalam 
rangka Pengembangan 
Kelembagaan UMKM. 

3)Flinders University 
(FU) Australia 

  

4)     Kerjasama dengan 
International Labour 
Organizations (ILO) dan 
Provinsi Auverge, Prancis 

  4)Queensland University 
of Technology (QUT) 
Australia 

1)Peace Corps 
Amerika (Program 
pengiriman relawan 
pendamping guru 
bahasa inggris di 
Indonesia. Relawan 
akan bertugas 
selama 2 tahun di 
SMP, SMA, MAN dan 
MTS di Jawa Timur) 

·                     Kerjasama 
Kepariwisataan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
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NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 
Memorandum of 
Undertanding (MoU), 
antara Kobe 
Internastional Frontier 
Medical Center 
(KIFMEC) International 
Frontier Medical 
Support (iFMS) dengan 
Dr. Soetomo General 
Hospital (Dr. Soetomo) 

5)Asia Education 
Foundation (AEF) 
Australia 

    

  6)Australia Indonesia 
Partnership 
Decentralization (AIPD) 
Australia 

2)UNICEF 
(Mendukung 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur 
membantu 
pemenuhan hak 
anak dan 
perempuan melalui 
kelangsungan 
hidup, 
perkembangan, 
perlindungan ibu 
dan anak) 

  

  

Letter of Consensus 
(LoC) antara Jawa 
Timur dengan Australia 
Barat tentang 
pelaksanaan kerjasama 
pemberdayaan 
perempuan. 

7)Kinerja – USAID 
Amerika Serikat 

    

  8)Prioriting Reform 
Innovation and 
Opportunities for 
Reaching Indonesia’s 
Teachers, Administrators 
& Students (PRIORITAS) 
USAID Amerika Serikat 

3)USAID APIK 
(Bertujuan untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
Indonesia dalam 
menanggulangi dan 
mengelola risiko 
iklim dan bencana 

  

Letter of Intent (LoI) 
antara SMAN 10 
Surabaya dengan 
School of Special 
Educational Needs : 
Sensory dan Shenton 
College Deaf Education 
Center, Australia Barat 
tentang kerjasama 
pertukaran murid dan 
guru, serta berbagi 
pengetahuan dan 
pengalaman terkait 
penyelenggaraan 
pendidikan inklusi. 

9)Indonesia Urban 
Water Sanitation & 
Hygiene (IUWASH) – 
USAID Amerika Serikat 

    

  
  10)Peace Corps (PC) 

Amerika Serikat 
4) Usaid 
International 
Foundation (Sif)  
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NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 
Letter of Intent (LoI) 
antara SMAN 1 
Gedangan, Sidoarjo 
dengan School of 
Special Educational 
Needs : Sensory dan 
Belmont City College, 
Australia Barat tentang 
kerjasama pertukaran 
murid dan guru, serta 
berbagi pengetahuan 
dan pengalaman 
terkait 
penyelenggaraan 
pendidikan inklusi. 

11)Japan International 
Cooperation Agency 
(JIKA) Jepang 

•Water of Life 
(Program 
peningkatan 
kualitas kesehatan 
masyarakat melalui 
penyediaan 
pasokan air bersih 
melalui 
pemasangan alat air 
penjernih air, 
pelatihan personal 
hygine bagi siswa 
sekolah dasar dan 
pelatihan tentang 
water management 
bagi PNS yang 
dilakukan di 
Indonesia dan di 
Singapura  

  

  12)Programma 
Uitzending Managers 
(PUM) Belanda 

•Pediatic Emegency 
(Tujuan kerjasama 
ini untuk 
memperkuat 
kapasitas dokter 
dan perawat dalam 
rangka menurunkan 
angka kematian 
bayi) 

  

  

  13)Stiching Nederlandse 
Ontwikkelingsorganisatie 
(SNV) Belanda 

    

  14)International Labour 
Organization (ILO) PBB 

    

  15)Interchuch 
Organization for 
Development 
Cooperation / ICCO 
Belanda (Perikanan) 

    

  16)Vredeseilanden 
Coopiboo / VECO – 
Belgia (Pertanian Kopi) 

    

2 Kerjasama 
Antar 
Daerah 

Kerjasama Jawa Timur 
– Jambi 

1) Fasilitas Kerjasama 
Antar Provinsi Dengan 
Provinsi Lain 

a.Kerjasama Jawa 
Timur – Sumatera 
Barat  

1. Kerjasama antar 
daerah di wilayah Madura 
Raya 

Bidang Perdagangan 
dan Perindustrian 

a. Kerjasama Jawa 
Timur – Nusa Tenggara 
Timur 

•Bidang 
pembangunan  

1.    Perjanjian Kerjasama 
antara Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan, Perlin-
dungan Anak, 
Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 
Prov. Riau  

Bidang Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

• BIDANG PERIKANAN 
DAN KELAUTAN 

  1.    Perjanjian Kerjasama 
antara Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan Prov. Jatim 
dengan Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan Prov. 

Bidang Perkebunan • BIDANG PETERNAKAN 
DAN KESEHATAN 
HEWAN 

b.Kerjasama Jawa 
Timur – Jambi 
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NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 
Sumbar tentang 
kerjasama bidang industri 
di perdagangan. 

Bidang Peternakan • BIDANG PERKEBUNAN •Bidang 
pembangunan 
daerah dalam 
rangka pengelolaan 
potensi dan sumber 
daya  

  

  • BIDANG ESDM     
Kerjasama Jawa Timur-
Bengkulu 

• BIDANG TENAGA 
KERJA, TRANSMIGRASI 
DAN KEPENDUDUKAN 

c.Kerjasama Jawa 
Timur – Maluku 
Papua Barat  

  

  
    

  
Bidang 
Penyelenggaraan 
Transmigrasi 

b. Kerjasama Jawa 
Timur – Jambi 

•Bidang 
Pembangunan 
Daerah  

 

  
  • Bidang ESDM    

  
Kerjasama Jawa Timur-
Sumatera Selatan 

c. Kerjasama Jawa 
Timur – Maluku 
Tenggara 

d.Kerjasama 
Kewilayahan  

 

  

Bidang 
Penyelenggaraan 
Transmigrasi 

• Bidang Budidaya 
Rumput Laut Di 
Kawasan Maluku 
Tenggara 

•Kerjasama 
pengembangan dan 
pelestarian Geopark 
Gunung Sewu 

 

  
  d. Fasilitas Kerjasama 

antar Daerah Dalam 
Negeri 

   

  

Kerjasama Jawa Timur-
Bangka Belitung  

• Fasilitas Kerjasama 
Ratubangnegoro 

a.Fasilitas Bidang 
Kesehatan 
(Pemberian 
Jamkesda dan 
peningkatan fungsi 
Puskesmas 
sehingga 
terlayaninya 
kebutuhan 
pelayanan 
kesehatan 
masyarakat yang 
kurang mampu) 

 

  
Bidang 
Penyelenggaraan 
Transmigrasi 

• Fasilitas Kerjasama 
Karismapawirogo 

   

  

Kerjasama Jawa Timur-
Kalimantan Utara 

• Fasilitas Kerjasama 
PAWONSARI 

b.Fasilitas 
Infrastruktur Jalan 
(Kerjasama 
pembangunan jalan 
alternatif sehingga 
mengurangi 
kemacetan jalan 
nasional Surabaya-
Malang-Batu) 

 

  
Bidang 
Penyelenggaraan 
Transmigrasi 
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NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 

  

  a. Fasilitas 
pembentukan kerjasama 
antar daerah di 
Kawasan 
Gerbangkertosusilo. 

c.Fasilitas 
Pembangunan 
Daerah Wilayah 
Selingkar Gunung 
Wilis (Meningkatkan 
aksesbilitas menuju 
pariwisata Gunung 
Wilis) 

 

  

Kerjasama Jawa Timur 
– Maluku 

b. Fasilitas 
pembentukan 
Kerjasama antar daerah 
di wilayah selingkar 
Gunung Wilis 

   

  

  c. Fasilitas Kerjasama 
antar daerah di wilayah 
Malang Raya 

d.Koordinasi 
Pengelolaan Migas 
di Blok Tuban 
(Kontribusi daerah 
dalam pengelolaan 
migas) 

 

  

Kerjasama Jawa Timur-
Daerah Istimewa 
Yogyakarta  

d. Koordinasi Kerjasama 
antara Pemprov. Jawa 
Timur dengan Pemkab / 
Kota se- Jawa Timur 
bidang pelayanan 
Jamkesda dan perluasan 
Fungsi Puskesmas. 

   

  

Bidang Pariwisata    e.Koordinasi 
tentang Satpol PP 
(Penyelenggaran 
ketertiban umum 
dan penegakan 
Perda sehingga 
terjalinya 
sinkronisasi 
pelaksanaan tugas 
antara Satpol PP 
Prov. Jawa Timur 
dan Satpol PP Kab. 
Lamongan) 

 

  

Bidang Penanaman 
Modal 

1) Lokakarya dengan 
Kabupaten/Kota dan 
SKPD se Jawa Timur 
tentang Prosedur Tata 
Cara serta Penyelesaian 
Masalah Kerjasama 
Daerah dengan Pihak 
Ketiga (Badan Hukum). 

   

  

Bidang Kehutanan 2) Ekstensifikasi 
Kerjasama (melakukan 
koordinasi, fasilitasi/ 
pendampingan terhadap 
pelaksanaan kerjasama 
termasuk penyusunan.  

   

  
Bidang Perikanan dan 
Kelautan  

     

  
  3) Ekspansi perjanjian 

kerjasama di Jawa 
Timur yang perlu 
dilakukan : 
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Kerjasama Jawa Timur-
Sulawesi Tengah 

(a) Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dengan 
Yayasan Ekonomi Biru 
tentang Kerjasama 
Pembangunan Ekonomi 
Lokal Melalui 
Pendekatan Konsep 
Ekonomi Biru (Blue 
Economy) di Jawa 
Timur. 

   

  

Bidang Penanganan 
Human Traffiking 

(b) Kesepakatan 
Bersama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan Koordinator 
Perguruan Tinggi Islam 
Swasta (KOPERTAIS) 
Wilayah IV Surabaya ; 

   

  

  (c) Kesepakatan 
Bersama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
antara Pemkab Jember, 
Banyuwangi, 
Bondowoso, Lumajang, 
Situbondo, dan Bank 
Indonesia Jember 
tentang Pengembangan 
Ekonomi Daerah, 
Pengendalian Inflansi 
Daerah dan 
Pengembangan Produk 
Unggulan Daerah ; 

  

  

Kerjasama Jawa Timur-
Kalimantan Utara-
Bulungan 

(d) Kesepakatan 
Bersama antara 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dan PT. 
PRISMA KNOWLEDGE 
RESOURCE tentang 
Implementasi Rencana 
Pengembangan 
Kawasan Industri 
Berbasis Masyarakat di 
Wilayah Kabupaten 
Maluku Tenggara ; 

  

  

Bidang 
Penyelenggaraan 
Transmigrasi 

(e) Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintahan 
Provinsi Jawa Timur 
dengan STAI At-Tahdzib 
Jombang tentang 
Peningkatan Kualitas 
Guru Madrasah Diniyah 
; 

  

  

  (f) Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintahan 
Provinsi Jawa Timur 
dengan Sekolah Tinggi 
Ilmu Tarbiyah Mojosari 
Mojokerto tentang 
Peningkatan Kualitas 
Guru Madrasah Diniyah 
; 
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Fasilitasi Kerjasama 
RATUBANGNEGORO 

(g) Perjanjian 
Kerjasama antara 
Pemerintahan Provinsi 
Jawa Timur dengan 
Universitas Pesantren 
Tinggi Darul Ulum 
Jombang tentang 
Peningkatan Kualitas 
Guru Madrasah Diniyah 
; 

  

  

Bidang Perhubungan, 
Penanggulangan 
Bencana, Pelayanan 
Kesehatan Hewan, 
Penataan Ruang, 
Pengawasan dan 
Pengendalian 
Peredaran Hasil Hutan 
dan Inseminasi Buatan 

(h) Perjanjian 
Kerjasama antara 
Pemerintahan Provinsi 
Jawa Timur dengan 
Sekolah Tinggi Agama 
Salahudin Pasuruan 
tentang Peningkatan 
Kualitas Guru Madrasah 
Diniyah ; 

  

  

  (i) Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintahan 
Provinsi Jawa Timur 
dengan STAI Zainul 
Hasan Probolinggo 
tentang Peningkatan 
Kualitas Guru Madrasah 
Diniyah ;  

  

  

  (j) Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintahan 
Provinsi Jawa Timur 
dengang Institut Agama 
Islam Nurul Jadid Paiton 
Probolinggo tentang 
Peningkatan Guru 
Madrasah Diniyah ; 

  

  

Fasilitasi Kerjasama 
KARISMAPAWIROGO : 

(k) Kesepakatan 
Bersama antara 
Pemerintahan Provinsi 
Jawa Timur dengan UPN 
Veteran Jatim tentang 
Kerjasama 
Pengembangan Dalam 
Bidang Pertanian, 
Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat 
di Jawa Timur 

  

  
Bidang Peternakan, 
Perikanan dan Kelautan 
dan Infrastruktur 

    

  Fasilitasi Kerjasama 
PAWONSARI : 

    

  
Bidang Pengembangan 
dan Pelestarian 
Geopark Gunung Sewu 
dan Bidang Sosial 

    

  
Fasilitasi pembentukan 
kerjasama antar daerah 
di wilayah Selingkar 
Gunung Wilis 
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Fasilitasi kerjasama 
antar daerah di wilayah 
Malang Raya 

    

  

Koordinasi kerjasama 
antara Pemprov. Jawa 
Timur dengan 
Pemkab./Kota se-Jawa 
Timur bidang 
pelayanan Jamkesda 
dan Perluasan Fungsi 
Puskesmas 

    

  

Fasilitasi pembentukan 
kerjasama antar daerah 
di Kawasan 
Gerbangkertosusila 

    

3. KERJASAMA 
DAERAH 
DENGAN 
PIHAK 
KETIGA 

Lokakarya dengan 
Kabupaten/Kota dan 
SKPD se Jawa Timur 
tentang Prosedur Tata 
Cara serta Penyelesaian 
Masalah Kerjasama 
Daerah dengan Pihak 
Ketiga 
(Kementerian/Lembaga 
Pemerintah Non 
Kementerian). 

1)Intensifikasi 
Kerjasama (melakukan 
Koordinasi, fasilitasi/ 
pendampingan terhadap 
pelaksanaan kerjasama 
termasuk penyusunan 
Perjanjian Kerjasama 
pada SKPD di 
Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur) 
yang perlu dilaksanakan. 

1)Perjanjian 
kerjasama antara 
Badan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Provinsi 
Jawa Timur dengan 
Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
(LPPM) Universitas 
Brawijaya tentang 
Kuliah Kerja Nyata 
Tematik Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat . 

1.  Kerjasama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan TNI AL. 
Kerjasama bidang 
pendidikan dan pelatihan 
dalam rangka 
peningkatan kualitas 
sumber-daya manusia di 
Jawa Timur 

  

Intensifikasi Kerjasama 
(melakukan Koordinasi, 
fasilitasi/pendampingan 
terhadap pelaksanaan 
kerjasama termasuk 
penyusunan Perjanjian 
Kerjasama pada SKPD 
di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur) yang perlu 
dilaksanakan. 

2)Kesepakatan Bersama  
Antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan, 
Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto dan 
Pemerintah Kabupaten 
Jombang tentang 
Pelestarian Kawasan 
Cagar Budaya Trowulan 
; 

2)Kesepakatan 
Bersama antara 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dengan 
Badan Pengawas 
Obat dan Makanan 
Republik Indonesia 
tentang 
Pengawasan Obat 
dan Makanan 
Terpadu di Jawa 
Timur. 

2.  Kerjasama Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur dengan TNI AL 

  

      · Peningkatan Pendidikan 
dan Kualitas Sumber daya 
manusia dalam penerapan 
kurikulum khusus bela 
negara dan kemaritiman 
pada SMA Negeri Taruna 
Jawa Timur 

  

Kerjasama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan Komisi 
Pengawasan 
Persaingan Usaha 
tentang Pencegahan 
Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha tidak 
Sehat 

3)Kesepakatan Bersama 
Antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan KODAM 
V/Brawijaya, POLDA 
Jatim, MUI tentang 
Upaya Pencegahan dan 
Penanganan Radikalisme 
dan Anarkisme di Jawa 
Timur ; 

3)Perjanjian 
Kerjasama antara 
Disperindag 
Provinsi Jawa Timur 
dengan BPOM di 
Surabaya tentang 
Pemanfaatan Data 
Ekspor Impor Balai 
Besar Pengawas 
Obat dan Makanan 
di surabaya melalui 

3.     Kerjasama Dinas 
Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi 
Jawa Timur dengan 
Komando Pembinaan 
Doktrin, Pendidikan dan 
latihan TNI AL 
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NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 
Sistem Indonesia 
Nasional Single 
Window 

  

      ·         Pelaksanaan 
Pelatihan kerjas dalam 
rangka peningkatan 
sumber daya manusia 
bagi pencari kerja Jawa 
Timur 

  

Kerjasama antara 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dengan 
Kementerian Pekerjaan 
Umum Republik 
Indonesia dan 
Kabupaten Bojonegoro 
tentang Pembangunan 
Waduk Gongseng di 
Bojonegoro 

4)Kesepakatan Bersama 
Antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan Kementerian 
Hukum dan HAM RI 
tentang Pendayagunaan 
Sistem Kekayaan 
Intelektual di Provinsi 
Jawa Timur ; 

4)Nota 
Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Provisni Jawa timur 
dengan Pengelola 
Protal pada Sistem 
Indonesia Nasional 
Single Window 
tentang 
pemanfaatan data. 

4.     Kerjasama Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi 
Jawa Timur dengan Pusat 
Data, Statistik, dan 
informasi Kementerian 
kelautan dan Perikanan RI 

  

Kerjasama Tentara 
Nasional Indonesia 
Angkatan Udara, 
Direktorat Jenderal 
Perhubungan dengan 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur tentang 
Penggunaan Bersama 
Pangkalan TNI 
Angkatan Udara 
Bandara Abdulrachman 
Saleh Malang untuk 
Bandar Udara 

    ·         Optimalisasi 
Pemanfaatan Data dan 
Informasi Ekspor-Impor 
Sektor Kelautan dan 
Perikanan di Provinsi Jawa 
Timur 

  

  5)Kesepakatan Bersama 
Antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan POLDA Jatim 
tentang Pemanfaatan 
Komunikasi Radio untuk 
Sistem Penanggulangan 
Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT) Provinsi Jawa 
Timur;  

5)Kesepakatan 
Bersama anatara 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dengan 
16 Pemerintah 
Kab/Kota tentang 
Pengembangan 
Ekonomi, 
Pengendalian Inflasi 
dan Pengembangan 
produk unggulan  

5.     Kerjasama Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi 
Jawa Timur dengan Dirjen 
Perdagangan Dalam 
Negeri Kementerian 
Perdagangan RI 

  

Kerjasama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan 

    ·         Kerjasama 
Pengelolaan Kantor 
Perwakilan Dagang Jawa 
Timur, Sistem Informasi 
Perdagangan antar pulau 
dan kegiatan misi dagang 

  

  6)Kerjasama Tentara 
Nasional Indonesia 
Angkatan Udara, 
Direktorat Jenderal 
Perhubungan dengan 
Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur tentang 
Penggunaan Bersama 
Pangkalan TNI Angkatan 
Udara Bandara 
Abdulrachman Saleh 

6)Nota 
Kesepahaman 
antara Disperindag 
Provinsi Jawa timur 
dengan PT. 
Perusahaan 
Perdagangan 
Indonesia (Persero) 
tentang kerjasama 
pengembangan 
perdaganagan 

6.     Kerjasama 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dengan 
Kementerian Dalam 
Negeri RI 
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Malang untuk Bandar 
Udara  

komoditi Jawa timur 
ke antar provinsi  

  

Lembaga Sensor Film 
(LSF) Republik 
Indonesia tentang 
Pengawasan dan 
Penyen-soran Film di 
Jawa Timur. 

    ·         Pengelolaan 
Kantor Perwakilan Dagang 
Jawa Timur, Sistem 
Informasi Perdagangan 
Antar Pulau dan Kegiatan 
Misi Dagang 

  

  7)Nota Kespahaman 
“Pelatihan Tenaga Kerja 
Perempuan” antara 
Kementrian 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak RI 
dengan Pemprov Jatim 
dan Tahir Foundation ; 

7)Perjanjian 
Kerjasama anatra 
Disperindag 
Provinsi Jawa Timur 
dengan 10 Kepala 
Pasar di Kab/Kota di 
Jawa timur tentang  

7.  Kerjasama Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi 
Jawa Timur, Kabupaten 
Buru Selatan dengan 
Direktorat Sarana 
Distribusi dan Logistik 
Ditjen Perdagangan 
Dalam Negeri RI 

  

    pemasangan dan 
pemeliharaan TV 
dan peralatan 
pendukung 
informasi harga 
pasar 
(SISKAPERBAPO)  

·         Peningkatan 
Perdagangan Antar Pulau. 

  

  8)KSB Antara Pemrov 
Jatim dengan Polda 
Jatim tentang 
Peningkatan Kesadaran 
Tertib Berlalu Lintas 
menuju Indonesia Tertib 
Bersatu Keselamatan 
Nomor Satu di Jatim ; 

  8.  Kerjasama Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi 
Jawa Timur, Pemerintah 
Kabupaten Alor dan 
Direktorat Sarana 
Distribusi dan Logistik 
Ditjen Perdagangan 
Dalam Negeri 
Kemendterian Dalam 
Negeri RI 

  

    8)Kesepakatan 
Bersama anatar 
Pemerintah Provinsi 
Jawa timur dengan 
Universitas 
Brawijaya tentang 
peningkatan 
pelayanan 
Pendidikan, 
Kesehatan 
Pengembanagan 
Perekonomian dan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup di Jawa 
timur. 

9.  Kerjasama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur 
dengan Universitas Negeri 
Malang 

  

  9)Nota Kesepahaman 
Antara Pemprov Jatim 
dengan KODAM V/ 
Brawijaya POLDA Jatim 
tentang Upaya 
Penanggulangan Tindak 
Kekerasan terhadap 
Anak di Jawa Timur. 

  ·         Perkembangan 
Inovasi pembelajaran, 
Penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, serta 
Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
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3. Permasalahandan Solusi Kerjasama Antar Daerah. 

Pemasalahan 

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

menjalankan kebijakan dan program lingkup kerjasama antar daerah,yaitu sebagai 

berikut : 

1) Koordinasikurangintensifterhadap mitra kerjasama (harusselaludipantau) 

2) Perbedaan nomen klatur / SOTK dengan Kab/Kota (Kerjasama hanya menjadi sub 

bagian) 

3) Kurang memahami pentingnya kerjasama daerah karena dirasa kurang 

menguntungkan dan lebih memilih dengan pihak swasta/ketiga  

4) Koordinasi internal antar stake holder di Setda Provinsi kurang berjalan dengan baik 

sehingga mengakibatkan kerjasama tidak dilanjuti 

5) Belum adanya sinergi perencanaan kegiatan bersama 

6) Jumlah peserta Jamkesda yang banyak dan terbatasnya jumlah dokter spesialis di 

institusi pelayanan kesehatan tingkat dasar  

7) Trase jalan yang akan dibangun belum termuat dalam RT RW 

8) Status jalan milik Kabupaten   

 

Solusi 

1)   Komunikasi yang lebih intensif dan saling timbal balik dengan mitra kerjasama 

2)   Harus menjadi program bersama yang saling menguntungkan, dikarenakan 

Undang-undang 23 tahun 2014   

3) Mendorong mitra luar negeri untuk dinaikan menjadi MoU 

4) Harus adanya sinergi perencanaan kegiatan bersama  

5) Terus dilakukan sosialisasi bahwa dalam kerjasama kewilayahan tersebut, subyek 

utamanya adalah Kabupaten / Kota terkait, sedangkan Pemerintah dan Pemprov. 

Jawa Timur sebagai fasilitator dan penopang dana maupun program. 

6) Dilakukan sharing terhadap pembiayaan Provinsi Jatim dengan Kab/Kota dan 

pemberian honorarium kepada tenaga dokter spesialis dan perawat di Puskesmas 

dan jaringanya  

7) Prov. Jatim telah membuat Feasibilty study  
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8) Sering dilakukannya fasilitasi koordinasi  

 

4. Permasalahan dan Solusi Kerjasama Lembaga Internasional 

Permasalahan 

1) Kurangnya pemahaman terhadap kerjasama Lembaga Internasional 

2) Pemanfaatan dari hasil kerjasama kurang dimanfaatkan 

3) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Internasional apabila terdapat 

permasalahan pihak Daerah Kabupaten/Kota kurang berkomunikasi dengan 

Pemerintah Provinsi. 

4) Pemerintah Pusat masih beranggapan bahwa Pemerintah Daerah harus selalu 

menyetujui tentang daerah yang ditunjuk/dijadikan sebagai locus implementasi 

program Lembaga Internasional; 

5) Dengan dasar otonomi daerah, masih ada Kab/kota yang menjalin kerjasama dengan 

lembaga internasional tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi 

 

Solusi 

1) Pentingnya melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang pemahaman 

kejasamaLembaga Internasional dengan mitra kerjasama. 

2) Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota tentang Pemerintah Provinsi dalam 

pelaksanaan kerjasama salah satunya sebagai pengawas dan dapat membantu dalam 

penyelesaian masalah. 

3) Sosialisasi profil dan program Lembaga Internasional, penyusunan naskah kerjasama 

(Technical Arrangement) ke SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan 

tujuan :  

a. Menginformasikan bahwa beberapa program dari Lembaga Internasional 

mampu mendukung program pembangunan daerah,  dengan npembiayaan 

pembangunan diluar APBD 

b. Daerah memahami tata cara penyusunan Technical Arrangement dengan pihak 

Lembaga Internasional, dengan demikian pasal-pasal yang mungkin bisa 

merugikan daerah dapat dihindari; 



BAB VI 
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

Bab 6-15 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

4) Sosialiasasi tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 

daerah, dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kerjasama yang dilakukan 

antara daerah dengan Lembaga Internasional; 

 

5. PermasalahandanSolusi Kerjasama dengan Pihak Ketiga. 

Permasalahan 

1) Kepala Daerah yang hadir hanya beberapa dari jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota. 

2) Kurangnya komunikatif dari Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan  

3) Tidak dianggarkannya finalisasi acara penandatanganan KSB sehingga menjadi 

kendala bagi SKPD Kabupaten/Kota   

4) Koordinasi kurang intensif  

5) Adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Jatim 

maupun SKPD Kabupaten/Kota 

6) Bukan Program Prioritas  

7) Kurang memahami pentingnya kerjasama daerah karena dirasa kurang  

menguntungkan. 

8) Koordinasi antara Fakultas/Unit Kerja UNESA dan OPD terkait di Lingkup Pemprov 

Jatim kurang berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan kerjasama tidak segera 

terwujud. 

Solusi : 

1) Perlu koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kabupaten/kota  

2) Koordinasi lebih intensif dan saling timbal balik 

3) Harus menjadi program bersama yang saling menguntungkan  

4) Perlu rapat koordinasi lebih lanjut 

5) Perlunya persiapan yang lebih matang termasuk dukungan terhadap anggaran yang 

cukup. 

6) Memanfaatkan acara rapat koordinasi Bp. Gubernur dengan hadirnya 

Bupati/Walikota se Jatim di Kantor Pemprov Jatim untuk penyelesaian 

penandatanganan KSB 

7) Haru smenjadi program bersama yang saling menguntungkan 

8) OPD Provinsi JawaTimur harus lebih aktif merespon program kerjasamadari UNESA. 
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B. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 

1. Kebijakan dan Kegiatan 

Setiap daerah yang menginginkan pemekaran wilayah akan sulit tercapai 

karena adanya suatu konflik mengenai konflik penetapan batas wilayah, maka 

penetapan batas wilayah antar daerah sangat diperlukan bagi daerah yang berkonflik 

untuk menjalankan otonomi daerahnya sesuai batas wilayah yang telah disepakati 

bersama.  Batas wilayah harus memiliki kejelasan di dalam sebuah peta sebagai suatu 

titik koordinat batas wilayah dan kepastian hukum yang dimuat dalam peraturan 

perundang-undangan.  
Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam 

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam 

implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan 

batas Daerah. Hal ini menunjukan bahwa batas daerah itu penting dan strategis namun 

pelaksanaannya memerlukan adanya pedoman pelaksanaan sebagai dasar 

pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan, sehingga untuk melaksanakan 

penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Batas 

daerah yang akan diwujudkan adalah batas daerah yang jelas dan pasti di lapangan 

memenuhi aspek yuridis dan fisik. 

Dengan terbitnya Permendagri ini bukan berarti mengkotakkan wilayah, tetapi 

lebih pada penataan batas wilayah kerja Administrasi Pemerintahan, untuk 

mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat 

di wilayahnya.  

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

Telah dilakukan Rapat Koordinasi, Fasilitasi Dan Sosialisasi Penegasan Batas 

Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota untuk membahas penyelesaian  

batas dalam kurun waktu tahun 2014 - tahun 2018. 

Jumlah segmen batas daerah wilayah Jawa Timur ada 69 segmen, dalam kurun 

waktu 2014 – 2018 telah selesai 16 segmen batas daerah, namun sebelum tahun 2014 



BAB VI 
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

Bab 6-17 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri ) sebanyak 31 segmen 

batas. Capaian segmen batas daerah Jawa Timur terinci sebagai berikut : 

Tabel 6.2 
Segmen Batas Daerah 

TARGET 2014 2015 2016 2017 2018 KET 

69 
segmen 

4 segmen 
 

- 12 segmen - 
 

- Sebelum 
th 2014 
ada 31 

segmen 
batas 

Sumber: biro Pemerintahan dan Otoda 

3. Permasalahan dan Solusi 

- Perebutan SDA:  

Kalau di daerah itu ada sumber SDA maka batas bisa jadi rebutan. Masing-

masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa. 

4. Solusi terhadap permasalahan diatas melalui: 

- Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang harus dipakai dalam 

mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi. 

- Mediasi yang terus dilakukan dan komunikasi dengan kabupaten/kota. 

- Meminimalisir munculnya ego daerah sebagai imbas dari kewenangan yang 

besar bagi daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan 

daerahnya. 

- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah, terutama 

dalam mengatasi problem keterbatasan APBD dan sumber daya alam. 

- Efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan publik. 

- Meningkatkan daya saing daerah. 

- Sinergitas antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya 

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur rentang 

waktu dari tahun 2014 s/d 2018, antara lain : 
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1) Tahun Anggaran 2014 

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang 

ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 antara lain : 

a) Banjir dan Tanah Longsor 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 859 / 

KPTS / 013 / 2014 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor 

dan bencana lainnya Di Jawa Timur.  

Bencana Banjir dan Tanah Longsor terjadi di 33 Kabupaten / Kota sampai 

dengan akhir Desember 2014 dengan lokasi kejadian di Kab. Pacitan, Kab. 

Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. 

Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Gresik,  Kab. Banyuwangi, Kab. Pasuruan, Kab. 

Lumajang, Kab. Bondowoso,   Kab. Probolinggo, Kab. Blitar, Kab. Situbondo, Kab. 

Jember, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep, Kab. 

Trenggalek, Kab. Magetan, Kab. Tuban, Kab. Madiun, Kab. Tulungagung, Kab. 

Sidoarjo, Kab. Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kota Madiun, 

Kota Malang. Bentuk bantuan yang diberikan dari Dana APBN (BNPB) berupa 

Glangsing sebanyak 200.000 buah, Sembako 10.000 paket sembako, makan Siap 

Saji sebesar 10.000 paket, sandang 2.600 paket, kidsware 3.448 paket, selimut 

2.252 paket, tikar 3.000 paket, terpal 3.000 paket, kasur gulung 1.650 paket. 

Tabel 6.3 
Tanggap Darurat Bencana Banjir / Longsor 

Tahun Tempat Penanganan Vol. Ket 

2014 Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, 
Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk, 
Kab. Jombang, Kab. Mojokerto,  
Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan,  
Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi,          Kab. 
Pasuruan, Kab. Lumajang,  
Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo,  
Kab. Blitar, Kab. Situbondo,  
Kab. Jember, Kab. Sampang,  
Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan,  
Kab. Sumenep, Kab. Trenggalek, 
Kab. Magetan, Kab. Tuban,  
Kab. Madiun, Kab. Tulungagung,       Kab. 
Sidoarjo, Kab. Malang,  
Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, 

Glangsing 
Sembako 
Makanan Siap Saji 
Tambahan Gizi 
Lauk Pauk 
KidsWare 
Selimut  
Tikar 
Terpal 
Kasur Gulung 

 

200.000 buah 
10.000 paket 
10.000 paket 
3.120 paket 
3.162 paket 
3.448 paket 
2.252 buah 
3.000 buah 
3.000 buah 
1.650 buah 
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Tahun Tempat Penanganan Vol. Ket 

Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang 
Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                       (Kejadian Bencana Tahun 2014) 
 

b) Kekeringan  

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 511 / 

KPTS / 013 / 2014 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Jawa 

Timur. Daerah yang sedang mengalami bencana kekeringan ada 26 Kabupaten 

meliputi Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, 

Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Jombang, Kab. 

Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. 

Bangkalan, Kab. Sampang,  Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Pasuruan, Kab. 

Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang, Kab. Banyuwangi, 

Kab. Malang dengan Anggaran sebesar Rp. 9.998.000.000,00 bersumber dari Dana 

Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Tabel 6.4 
Tanggap Darurat Bencana Kekeringan 

Tahun Tempat Kejadian Penanganan Vol. Ket 
2014 Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo,          Kab. 

Magetan, Kab. Madiun,             Kab. 
Ngawi, Kab. Nganjuk,                 Kab. 
Trenggalek,  Kab. Tulungagung, Kab. 
Blitar, Kab. Jombang,                Kab. 
Mojokerto, Kab. Tuban,              Kab. 
Bojonegoro,    Kab. Lamongan, Kab. 
Gresik, Kab. Bangkalan,          Kab. 
Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. 
Sumenep, Kab. Pasuruan,     Kab. 
Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. 
Bondowoso, Kab. Lumajang, Kab. 
Banyuwangi, Kab. Malang 

Pengadaan Tandon,  
Dudukan tandon, 
Pengadaan Jirigen, 
Droping air bersih 
Pengadaan Sarpras air 
bersih (perpipaan,  bak 
penampungan air, 
pompa dan water 
tower)    

624 buah 
624 buah 
12.440 buah 
22 Kab 
13 Kab 
 
 
 
 

 

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                       (Kejadian Bencana Tahun 2014) 
 
 

c) Angin Puting Beliung 

Bencana Angin Puting Beliung yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan 

seperti fasilitas umum dan rumah penduduk dengan taksiran kerugian atau 

kerusakan lebih kurang sebesar Rp. 2.576.000.000,00 sampai dengan akhir Juni 
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2013 dengan alokasi dana bantuan untuk perbaikan rumah rusak berat / roboh 

sebesar Rp. 1.081.000.000,00 dengan perbaikan rumah 310 unit rumah yang 

sudah tertangani kejadian di Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Blitar, Kab. 

Trenggalek, Kab. Malang, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Banyuwangi, Kab. 

Sumenep,  Kab. Nganjuk, Kab. Situbondo dan Kab. Jember. 

Untuk penanganan dampak dari angin puting beliung dilaksanakan 

Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota setempat melalui BPBD Kabupaten / 

Kota. 

Tabel 6.5 
Tanggap Darurat Bencana Puting Beliung 

Tahun Tempat Kejadian Kerusakan Keterangan 
2013 Kab. Sumenep, Kab. Malang,  

Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan,  
Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. 
Lumajang, Kab. Trenggalek, Kab. 
Probolinggo, Kab. Nganjuk,  
Kab. Situbondo, Kab. Jember 

310 Rumah Rusak 
Berat, 720 Rumah 
Rusak Ringan 

Penanganan 310 rumah 
rusak berat /roboh oleh 
Pemerintah Provinsi  berupa 
bahan material senilai @ 
Rp. 3.000.000,00 
Penanganan rumah rusak 
ringan oleh Pemerintah 
Kab/Kota 

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                   (Kejadian Bencana Tahun 2014) 

 

2) Tahun Anggaran 2015 

 Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang 

ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 antara lain : 

a) Penanganan Bencana Kekeringan 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 636 / 

KPTS / 013 / 2015 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Jawa 

Timur. 

Daerah yang sedang mengalami bencana kekeringan ada 24 Kabupaten, 196 

Kecamatan dan 541 Desa, meliputi Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro,  Kab. Blitar, Kab. 

Banyuwangi, Kab. Pamekasan, Kab. Ngawi, Kab. Pasuruan, Kab. Pacitan, Kab. 

Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Bondowoso, Kab. Jombang, Kab. Tuban, Kab. 

Lamongan, Kab. Sumenep, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kab. Kediri, 

Kab. Probolinggo,  Kab. Tulungagung, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan dan Kab. 

Situbondo. 
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Tabel 6.6 
Tanggap Darurat Bencana Kekeringan 

Tahun Tempat Kejadian Penanganan Vol. Ket 

2015 Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro,          
Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi,              
Kab. Pamekasan, Kab. Ngawi,           
Kab. Pasuruan, Kab. Pacitan,             
Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek,      
Kab. Bondowoso, Kab. Jombang,     
Kab. Tuban, Kab. Lamongan,                
Kab. Sumenep, Kab. Nganjuk,              
Kab. Madiun, Kab. Lumajang,              
Kab. Kediri, Kab. Probolinggo,              
Kab. Tulungagung, Kab. Sampang, 
Kab. Bangkalan, Kab. Situbondo 

Droping Air 
Bersih 

3 rit / 
minggu 

Droping air bersih 
dilaksanakan sesuai 
jadwal / 
permintaan desa 
yang mengalami 
kekeringan 

Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro,            
Kab. Sampang, Kab. Tulungagung, 
Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi,            
Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, 
Kab. Trenggalek, Kab. Bondowoso, 
Kab. Situbondo, Kab. Jombang,            
Kab. Lamongan, Kab. Sumenep,       
Kab. Nganjuk, Kab. Malang,                    
Kab. Madiun, Kab. Lumajang 

Pipanisasi 16 Kab Pekerjaan 
infrastruktur  
fisik : 100% 

Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro,                 
Kab. Sampang, Kab. Pamekasan,      
Kab. Jombang, Kab. Nganjuk 

Sumur bor 6 Kab 

Kab. Jombang 
 

Water tower 1 Kab 

Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo 
 

Tandon air 2 Kab 

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                   (Kejadian Bencana Tahun 2015) 
 
 

b) Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor 

Penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang                                  

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur 

pada tahun 2015 di 11 Kabupaten/Kota (Kab. Tulungagung,   Kab. Nganjuk, Kab. 

Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab. Situbondo, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, 

Kab. Sampang, Kab. Sumenep  dan Kota Pasuruan), sumber dana dari Belanja Tidak 
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Terduga (BTT) Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor APBD Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 1.225.000.000,00 dengan bantuan berupa Glangsing 

100.000 lembar dan Paket sembako sebanyak 5.000 paket.  

c) Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Raung 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 550 / KPTS 

/ 013 / 2015 tentang Status Siaga Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Raung di Jawa 

Timur. 

Daerah yang terdampak Bencana Erupsi Gunung Api Raung yaitu Kabupaten 

Banyuwangi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, sumber dana dari 

Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 

493.934.000,00. 

3) Tahun Anggaran 2016 

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang 

ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 antara lain : 

a) Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan ROB 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 585 / 

KPTS / 013 / 2016 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Bencana Banjir, Tanah 

Longsor, Puting Beliung dan ROB di Jawa Timur 

Daerah yang sedang mengalami bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting 

Beliung dan ROB di Jawa Timur ada 35 Kabupaten / Kota meliputi Kab. Madiun, 

Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Trenggalek, Kab. 

Blitar, Kab. Nganjuk, Jab. Tulungagung,  Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. 

Tuban, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, 

Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bonodowoso, Kab. Situbondo,                             

Kab. Banyuwangi, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan, 

Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Madiun, Kota Kediri,  Kota Malang, Kota Batu, Kota 

Pasuruan dan Kota Probolinggo. 

Sumber dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Bencana Banjir 

dan Tanah Longsor APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebesar Rp. 

14.549944.900,00 dengan bantuan berupa Paket Sembako sebanyak 20.000 
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paket, Perbaikan Sarana & Prasarana (pemasangan bronjong, perbaikan tembok 

penahan jalan, perbaikan jembatan dan saluran, perbaikan pengaman badan jalan 

dan perbaikan tanggul) dan Glangsing 50.000 lembar. 

b) Penanganan Konflik Sosial (Eks-Gafatar) 

Penanganan Darurat Penerimaan dan Pemulangan Anggota Eks Gafatar ke 

Daerah Asal di Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor : 188 / 75 / KPTS / 013 / 2016, sumber dana dari Belanja Tidak Terduga 

(BTT) Penanganan Darurat Penerimaan dan Pemulangan Anggota Eks Gafatar ke 

Daerah Asal sebesar  Rp. 2.358.675.000,00 meliputi penanganan evakuasi anggota 

eks gafatar, penerimaan dan pemulangan anggota eks gafatar ke daerah asal Jawa 

Timur. 

4) Tahun Anggaran 2017 

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang 

ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 antara lain : 

a) Angin Kencang 

Selama tahun 2017 ada 39 kejadian Bencana Angin Kencang   di Jawa Timur 

yang meliputi 20 Kabupaten / Kota. 

Penanganan Bencana Angin kencang di Jawa Timur selama tahun 2017 

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 

Tabel 6.7 
Jumlah Kejadian Bencana Angin Kencang 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Banyuwangi 3 
2 Kab. Blitar 1 
3 Kab. Bondowoso 2 
4 Kab. Gresik 3 
5 Kab. Jember 2 
6 Kab. Jombang 4 
7 Kab. Kediri 2 
8 Kab. Lumajang 1 
9 Kab. Magetan 1 

10 Kota Malang 1 
11 Kab. Mojokerto 1 
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No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
12 Kab. Ngawi 2 
13 Kab. Pacitan 1 
14 Kab. Ponorogo 2 
15 Kab. Probolinggo 3 
16 Kab. Sidoarjo 4 
17 Kab. Situbondo 2 
18 Kab. Sumenep 2 
19 Kab. Tulungagung 1 
20 Kota Surabaya 1 

           Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                   (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 

b) Angin Puting Beliung 

Selama tahun 2017 ada 39 kejadian Bencana Puting Beliung   di Jawa Timur 

yang meliputi 19 Kabupaten / Kota. 

Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Jawa Timur selama tahun 2017 

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.  

Tabel 6.8 
Jumlah Kejadian Bencana Angin Puting Beliung 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Bondowoso 2 
2 Kab. Gresik 1 
3 Kab. Jember 4 
4 Kab. Kediri 1 
5 Kab. Lumajang  1 
6 Kab. Madiun 1 
7 Kab. Magetan 2 
8 Kab. Malang 6 
9 Kota Malang 1 

10 Kab. Mojokerto 1 
11 Kab. Nganjuk 3 
12 Kab. Pamekasan 1 
13 Kab. Pasuruan 2 
14 Kota Pasuruan 1 
15 Kab. Sampang 1 
16 Kab. Sidoarjo 3 
17 Kab. Situbondo 3 
18 Kab. Sumenep 3 
19 Kab. Tulungagung 2 

        Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                         (Kejadian Bencana Tahun 2017 



BAB VI 
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

Bab 6-25 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

 
c) Gempa Bumi 

Selama tahun 2017 ada 2 kejadian Bencana Gempa Bumi di Jawa Timur yang 

meliputi 2 Kabupaten. 

Penanganan Bencana Gempa Bumi selama tahun 2017 Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.  

Tabel 6.9 
Jumlah Kejadian Bencana Gempa Bumi 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Lumajang 1 
2 Kab. Malang 1 

            Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                    (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 

d) Banjir 

Selama tahun 2017 ada 153 kejadian Bencana Banjir di Jawa Timur yang 

meliputi 31 Kabupaten / Kota. 

Penanganan Bencana Banjir di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.  

Tabel 6.10 
Jumlah Kejadian Bencana Banjir 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Bangkalan 1 
2 Kab. Banyuwangi 6 
3 Kota Batu 2 
4 Kab. Blitar 4 
5 Kab. Bojonegoro 3 
6 Kab. Gresik 10 
7 Kab. Jember 6 
8 Kab. Jombang 10 
9 Kab. Kediri 2 

10 Kab. Lamongan 2 
11 Kab. Lumajang 5 
12 Kab. Madiun 2 
13 Kab. Magetan 3 
14 Kab. Malang 2 
15 Kota Malang  1 
16 Kab. Mojokerto 13 
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No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
17 Kab. Nganjuk  9 
18 Kab. Ngawi 3 
19 Kab. Pamekasan 1 
20 Kab. Pasuruan 23 
21 Kota Pasuruan 10 
22 Kab. Ponorogo 4 
23 Kab. Probolinggo 4 
24 Kab. Sampang 7 
25 Kab. Sidoarjo 6 
26 Kab. Situbondo 1 
27 Kab. Sumenep 3 
28 Kota Surabaya 2 
29 Kab. Trenggalek 2 
30 Kab. Tuban 5 
31 Kab. Kab. Tulungagung 1 

           Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                   (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 

e) Banjir Bandang 

Selama tahun 2017 ada 14 kejadian Bencana Angin Kencang   di Jawa Timur 

yang meliputi 7 Kabupaten. 

Penanganan bencana banjir bandang selama tahun 2017 Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.  

Tabel 6.11 
Jumlah Kejadian Bencana Banjir Bandang 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Bojonegoro 5 
2 Kab. Bondowoso 2 
3 Kab. Jember 2 
4 Kab. Kediri 2 
5 Kab. Mojokerto 1 
6 Kab. Ngawi 1 
7 Kab. Probolinggo 1 

          Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                  (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 

 
f) Banjir dan Tanah Longsor 

Selama tahun 2017 ada 7 kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa 

Timur yang meliputi 7 Kabupaten / Kota. 
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Penanganan bencana banjir dan tanah longsor selama tahun 2017 Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.  

Tabel 6.12 
Jumlah Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Bangkalan 1 
2 Kota Batu 1 
3 Kab. Lumajang 1 
4 Kab. Magetan 1 
5 Kab. Malang 1 
6 Kab. Pacitan 1 
7 Kab. Ponorogo 1 

           Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                   (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 

g) Banjir Rob 

Selama tahun 2017 ada 3 kejadian Bencana Banjir Rob di Jawa Timur yang 

meliputi 3 Kabupaten / Kota. 

Penanganan bencana banjir Rob selama tahun 2017 Badan Penanggulangan 

Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / 

Kota dan instansi terkait.  

Tabel 6.13 
Jumlah Kejadian Bencana Banjir Rob 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 

(1) (2) (3) 

1 Kota Pasuruan 1 

2 Kab. Sidoarjo 1 

3 Kab. Lumajang 1 

          Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                  (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 

h) Gerakan Tanah 

Selama tahun 2017 ada 7 kejadian Bencana Gerakan Tanah di Jawa Timur 

yang meliputi 4 Kabupaten. 
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Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Jawa Timur selama tahun 2017 

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.  

Tabel 6. 14 
Jumlah Kejadian Bencana Gerakan Tanah 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Kediri 1 
2 Kab. Pacitan 1 
3 Kab. Ponorogo 2 
4 Kab. Trenggalek 3 

           Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                  (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 

i) Kebakaran 

Selama tahun 2017 ada 3 kejadian Bencana Kebakaran di Jawa Timur yang 

meliputi 3 Kabupaten. 

Penanganan Bencana Kebakaran di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.  

Tabel 6.15 
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Bojonegoro 1 
2 Kab. Gresik 1 
3 Kab. Sidoarjo 1 

           Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                   (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 
 

j) Kebakaran Hutan 

Selama tahun 2017 ada 59 kejadian Bencana Kebakaran di Jawa Timur yang 

meliputi 9 Kabupaten. 

Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Jawa Timur selama tahun 2017 

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 
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Tabel 6.16 
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Hutan 

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kab. Bojonegoro 1 
2 Kab. Bondowoso 2 
3 Kab. Lumajang 2 
4 Kab. Mojokerto 2 
5 Kab. Nganjuk  21 
6 Kab. Ngawi  1 
7 Kab. Ponorogo 16 
8 Kab. Probolinggo 2 
9 Kab. Situbondo 12 

           Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                   (Kejadian Bencana Tahun 2017) 

 

k) Tanah Longsor 

Selama tahun 2017 ada 85 kejadian Bencana Tanah Longsor  di Jawa Timur 

yang meliputi 19 Kabupaten / Kota. 

Penanganan Bencana Tanah Longsor di Jawa Timur selama tahun 2017 

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 

 

Tabel 6.17 
Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor   

No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
1 Kota Batu 1 
2 Kab. Blitar 2 
3 Kab. Bondowoso 1 
4 Kab. Jember 2 
5 Kab. Kediri 3 
6 Kab. Lumajang 2 
7 Kab. Magetan 6 
8 Kab. Malang 4 
9 Kota Malang 1 

10 Kab. Mojokerto 1 
11 Kab. Nganjuk  2 
12 Kab. Ngawi 3 
13 Kab. Pacitan 13 
14 Kab. Ponorogo 16 
15 Kota Probolinggo 1 
16 Kab. Situbondo 5 
17 Kab. Trenggalek 18 
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No Kabupaten / Kota Jumlah Kejadian 
(1) (2) (3) 
18 Kab. Tuban 3 
19 Kab. Tulungagung 1 

         Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                   (Kejadian Bencana Tahun 2017) 
 

5) Tahun Anggaran 2018 

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang 

ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai 

dengan Juni, antara lain : 

a) Gerakan Tanah 

Kejadian Bencana Gerakan Tanah dari bulan Januari sampai dengan Juni 

2018, dilaporkan ada 20 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Wilayah Jawa Timur, Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 

Tabel 6.18 
Jumlah Kejadian Bencana Gerakan Tanah 
No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari 9 
2. Februari 8 
3. Maret 3 
4. April - 
5. Mei - 
6. Juni - 

J u m l a h 20 
                                       Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                                           (Kejadian Bencana Tahun 2018 
 

b) Banjir Bandang 

Kejadian Bencana Banjir Bandang dari bulan Januari sampai dengan Juni 

2018, dilaporkan ada 11 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Banjir Bandang di Wilayah Jawa Timur, Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 
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Tabel 6.19 
Jumlah Kejadian Banjir Bandang 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari 1 
2. Februari 4 
3. Maret 4 
4. April - 
5. Mei 1 
6. Juni 1 

J u m l a h 11 
                                      Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                                          (Kejadian Bencana Tahun 2018) 
 

c) Banjir dan Tanah Longsor 

Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor dari bulan Januari sampai 

dengan Juni 2018, dilaporkan ada 1 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Jawa Timur, 

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 

Tabel 6.20 
Jumlah Kejadian Banjir & Tanah Longsor 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari 1 
2. Februari - 
3. Maret - 
4. April - 
5. Mei - 
6. Juni - 

J u m l a h 1 
                                 Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  

                                                            (Kejadian Bencana Tahun 2018) 
 

d) Tanah Longsor 

Kejadian Bencana Tanah Longsor dari bulan Januari sampai dengan Juni 

2018, dilaporkan ada 205 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Timur, Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 
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Tabel 6.21 
Jumlah Kejadian Tanah Longsor 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari 79 
2. Februari 77 
3. Maret 32 
4. April 11 
5. Mei 2 
6. Juni 4 

J u m l a h 205 
                                 Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  

                                                            (Kejadian Bencana Tahun 2018) 
 

e) Gelombang Pasang 

 Kejadian Bencana Gelombang Pasang dari bulan Januari sampai dengan Juni 

2018, dilaporkan ada 2 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Jawa Timur, Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 

Tabel 6.22 
Jumlah Kejadian Gelombang Pasang 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari 1 
2. Februari - 
3. Maret - 
4. April - 
5. Mei 1 
6. Juni - 

J u m l a h 2 
                                 Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  

                                                            (Kejadian Bencana Tahun 2018) 
 

f) Gempa Bumi 

Kejadian Bencana Gempa Bumi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, 

dilaporkan ada 146 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Jawa Timur, Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 
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Tabel 6.23 
Jumlah Kejadian Gempa Bumi 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari 6 
2. Februari 32 
3. Maret 35 
4. April 21 
5. Mei 24 
6. Juni 28 

J u m l a h 146 
                                 Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                                     (Kejadian Bencana Tahun 2018) 
 

g) Banjir 

Kejadian Bencana Banjir dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, 

dilaporkan ada 164 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Banjir di Wilayah Jawa Timur,  Badan Penanggulangan 

Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / 

Kota dan instansi terkait. 

Tabel 6.24 
Jumlah Kejadian Banjir 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari 52 
2. Februari 65 
3. Maret 41 
4. April 5 
5. Mei - 
6. Juni 1 

J u m l a h 164 
                                 Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                                      (Kejadian Bencana Tahun 2018) 
 

h) Angin Kencang 

Kejadian Bencana Angin Kencang dari bulan Januari sampai dengan Juni 

2018, dilaporkan ada 130 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Angin Kencang di Wilayah Jawa Timur,                                                       

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 
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Tabel 6.25 
Jumlah Kejadian Angin Kencang 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari  39 
2. Februari 34 
3. Maret 30 
4. April 17 
5. Mei 5 
6. Juni 5 

J u m l a h 130 
                                 Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                                     (Kejadian Bencana Tahun 2018) 
 

i) Angin Puting Beliung 

Kejadian Bencana Angin Puting Beliung dari bulan Januari sampai dengan 

Juni 2018, dilaporkan ada 24 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Wilayah Jawa Timur,                                                       

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 

Tabel 6.26 
Jumlah Kejadian Angin Puting Beliung 
No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari  10 
2. Februari 5 
3. Maret 5 
4. April 4 
5. Mei - 
6. Juni - 

J u m l a h 24 
                                 Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  

                                                           (Kejadian Bencana Tahun 2018) 

 

j) Kecelakaan Laut 

Kejadian Bencana Kecelakaan Laut dari bulan Januari sampai dengan Juni 

2018, dilaporkan ada 11 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Kecelakaan Laut di Wilayah Jawa Timur, Badan 

Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan 

BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 
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Tabel 6.27 
Jumlah Kejadian Kecelakaan Laut 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari  2 
2. Februari 2 
3. Maret 2 
4. April - 
5. Mei 4 
6. Juni 1 

J u m l a h 11 
         Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                                     (Kejadian Bencana Tahun 2018) 

 

k) Banjir Rob 

Kejadian Bencana Banjir Rob dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, 

dilaporkan ada 3 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Banjir Rob di Wilayah Jawa Timur,                                                       

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 

Tabel 6.28 
Jumlah Kejadian Banjir Rob 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari  2 
2. Februari - 
3. Maret - 
4. April - 
5. Mei - 
6. Juni 1 

J u m l a h 3 
         Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  

                                                                   (Kejadian Bencana Tahun 2018) 

 

l) Kebakaran Hutan  

Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dari bulan Januari sampai dengan Juni 

2018, dilaporkan ada 14 kejadian di Wilayah Jawa Timur. 

Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Wilayah Jawa Timur,                                                       

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi 

dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait. 
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Tabel 6.29 
Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan 

No Bulan Jumlah Kejadian 
1 2 3 
1. Januari  - 
2. Februari - 
3. Maret - 
4. April 1 
5. Mei 2 
6. Juni 11 

J u m l a h 14 
         Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur  
                                                    (Kejadian Bencana Tahun 2018) 

 

2. Status Bencana (Nasional / Regional / Provinsi, Lokal / Kabupaten / Kota) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "Status 

Bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah  (Gubernur / Bupati / 

Walikota). Penetapan "Status Bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi 

tugas untuk menanggulangi  bencana, dalam hal ini  BNPB / BPBD. "Status  Bencana" 

meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan 

Transisi Darurat ke Pemulihan. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan 

bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah 

korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana 

yang ditentukan secara cepat dan akurat. 

 

3. Sumber dan Jumlah Anggaran 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan, juga melaksanakan tugas-tugas Pemerintah sesuai peran dan 

fungsi dibidang Kebencanaan, dari rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

mendapatkan alokasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Timur terdiri dari Belanja Tidak 

Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), serta alokasi anggaran penanganan Status 

Keadaan Darurat, sumber dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa 
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Timur dan Dana Siap Pakai (DSP) sumber dana dari Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB). Dengan perincian anggaran sebagai berikut : 

a) Tahun Anggaran 2014; 

Pada tahun anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi 

Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 19.096.974.000,00 yang terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 3.678.274.000,00 dan Belanja Langsung (BL) 

sebesar Rp. 15.418.700.000,00. 

Untuk Penanganan Bencana Kekeringan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) 

dengan total sebesar Rp. 2.942.496.000,00 dan Erupsi Gunung Kelud juga melalui 

dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total sebesar Rp. 43.048.972.104,00, serta 

untuk penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor melalui  Dana Siap Pakai (DSP) 

dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Total Anggaran 

sebesar Rp. 2.244.000.000,00. 

 

b) Tahun Anggaran 2015; 

Pada tahun anggaran 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi 

Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 16.571.931.000,00 yang terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.290.922.000,00 dan Belanja Langsung (BL) 

sebesar Rp. 12.281.009.000,00. 

Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur 

penanganan Bencana Kekeringan  sebesar Rp. 4.877.452.000,00 dan Dana Siap Pakai 

(DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 10.838.441.133,00, 

penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumber Dana dari Belanja Tidak 

Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur sebesar  Rp. 1.225.000.000,00 serta 

penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Raung sumber dana dari Belanja Tidak 

Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 493.934.000,00. 

 

c) Tahun Anggaran 2016; 

Pada tahun anggaran 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi 

Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 15.142.702.140,00 yang terdiri dari 
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Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 6.785.030.600,00 dan Belanja Langsung (BL) 

sebesar Rp. 8.357.671.540,00. 

Alokasi anggaran penanganan Status Keadaan Darurat Tahun 2016 Sumber 

Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur penanganan 

Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) 

APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 16.908.619.900,00 dan Dana Siap Pakai (DSP) 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 10.666.796.000,00. 

 

d) Tahun Anggaran 2017; 

Pada tahun anggaran 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi 

Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.418.734.523,00 yang terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.  7.414.776.000,00 dan Belanja Langsung 

(BL) sebesar Rp. 10.972.075.300,00. 

Alokasi anggaran penanganan Status Keadaan Darurat Tahun 2017 Sumber 

Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur penanganan 

Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) 

APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 38.213.778.000,00 yang dipergunakan untuk : 

1) Penanganan Kekeringan Rp.       4.851.195.500,00 

2) Penanganan Banjir/longsor    Rp.     33.751.538.000,00 

 

e) Tahun Anggaran 2018. 

Pada tahun anggaran 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi 

Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 22.118.009.300,00 yang terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.299.934.000,00 dan Belanja Langsung (BL) 

sebesar Rp. 14.818.075.300,00. 

Alokasi anggaran penanganan Status Keadaan Darurat Tahun 2018 Sumber 

Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur penanganan 

Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) 

APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 7.258.000.700,00 yang dipergunakan untuk 

perbaikan tanggul berupa bronjong untuk kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 

1.107.452.500,00 dan Kab. Pasuruan sebesar Rp. 5.989.623.200,00 yang 
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dipergunakan untuk perbaikan tanggul jebol berupa bronjong yang dilakukan Dinas 

Pu Pengairan.  

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Timur telah melaksanakan : 

a) Menyusun Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang 

merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana; 

b) Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Timur, sebagai bahan 

pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana; 

c) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat  masyarakat, 

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam  merencana-kan dan 

melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan 

permukiman dengan membentuk Desa Tangguh dan Pena Sekolah (Sekolah Peduli 

Bencana); 

d) Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI / POLRI / 

SAR (Relawan) dan Swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana. 

 

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi 

Potensi Bencana yang diperkirakan akan terjadi di Wilayah Jawa Timur : 

a) Potensi  Bencana Kekeringan 

Pengertian Kekeringan ada 3 kategori jenis kekeringan sebagai berikut : 

• Kering Langka Terbatas, dengan kriteria ketersediaan  air 30-60 liter / hari / orang, 

untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke 

sumber air (100 s/d 500 meter); 

• Kering Langka, dengan kriteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk 

pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan 

ke sumber air (500 meter s/d 3 kilometer); 

• Kring Kritis, dengan kriteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/ orang untuk 

pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air 

diatas 3 kilometer. 
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b) Bencana Gunung Api 

 Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten / Kota merupakan Provinsi 

dengan jumlah penduduk sebesar 38.847.561 jiwa,  yang mempunyai luas 47.995 Km2 

meliputi 90% daratan dan 10% Kepulauan dengan kondisi Geografis Jawa Timur 

mempunyai 7 (tujuh) Gunung api aktif yaitu : 

• Gunung Semeru • Gunung Bromo 

• Gunung Kelud • Gunung Lamongan 

• Gunung Raung • Gunung Welirang 

• Gunung Ijen  

c) Potensi Bencana Sungai Besar 

Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (Dua) Sunga Besar, yaitu : 

• Sungai Bengawan Solo, yang melintasi di 5 Kabupaten;  

 Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan dan Kab. Gresik.  

• Sungai Brantas, yang melintas di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota.  

 Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang,  Kab. Mojokerto 

dan Kota Surabaya 

d) Potensi Bencana Tsunami 

 Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, 

tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran 

pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi 

lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya 

gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami 

kerusakan yang paling parah. Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan 

menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut. 

 Di Jawa Timur wilayah rawan gempa dan Tsunami utamanya pada pantai 

selatan Jawa Timur, antara lain : 

1. Resiko besar Tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan 

Trenggalek. 

2. Resiko sedang Tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan, 

Lumajang, Tulungagung. 
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 Untuk daerah rawan Tsunami, ditetapkan daerah bahaya I (satu) dengan jarak 

3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di 

belakang Daerah Bahaya I. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan 

Tsunami (Daerah Bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah 

gelombang Tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi 

ekosistem pesisir. 

e) Bencana Gempa Bumi 

 Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada kulit bumi 

yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik 

(gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan 

lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa 

bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya 

struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini 

juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan dan kerusakan tanah 

lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat 

menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan 

transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul 

penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Jawa Timur banyak dijumpai di lepas 

pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut. 

Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitude besar 

dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber 

gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat. 

f) Bencana Banjir 

 Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit penginderaan jauh 

dan sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan memadukan antara 

fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa 

Citra Landsat atau Citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga 

dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis 

fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk 

lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem Informasi 



BAB VI 
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

 

Bab 6-42 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

Geografis) dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti data 

daerah genangan dan data hasil survei lapangan. 

 Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi terjadinya 

banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan 

atau adanya konversi lahan dari lahan / daerah yang digunakan untuk resapan 

menjadi lahan terbangun. Di Jawa Timur lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran 

Sungai Bengawan Solo dan daerah yang merupakan bottleneck Sungai Bengawan Solo 

yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu daerah pantai utara 

Jawa Timur yang selalu terkena banjir adalah Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, 

Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo. 

 Berdasarkan variabel indikator kemiringan lereng bahwa daerah yang 

berpotensi rawan banjir adalah daerah yang mempunyai topografi datar sampai 

dengan daerah yang bertopografi landai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 

- 8 %. Untuk wilayah Jawa Timur daerah yang bertopografi datar sampai dengan 

landai yaitu daerah pantai utara Jawa Timur dan daerah di sekitar DAS (Daerah Aliran 

Sungai) Bengawan Solo. 

 Variabel indikator lain yang berpengaruh terjadinya banjir adalah jenis tanah 

dan jenis batuan. Analisis tanah terangkum dalam analisis geomorfologi. Secara 

geomorfologis daerah rawan banjir terdapat pada bentuk lahan marine, uvial, dan 

uvio marine (uvio marine merupakan gabungan bentuk lahan marine dan bentuk 

lahan uvial). Bentuk lahan marine terbentang di sepanjang pantai yang bertopografi 

datar, seperti di pantai utara Jawa Timur. Sedangkan variabel jenis batuan terangkum 

dalam analisis geologi. Di daerah sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo yang 

merupakan daerah subur terdiri dari batuan Alluvium. 

g) Bencana Tanah Longsor 

 Longsor  sering  terjadi  di  daerah  yang  memiliki  derajat  kemiringan  tinggi, 

yang diperburuk  oleh  penataan  penggunaan  lahan  yang  tidak  sesuai. Pada 

umumnya, longsor  terjadi  pada  musim  basah  ketika  terdapat  peningkatan  curah 

hujan. Terdapat 21 Kabupaten yang  merupakan  daerah  rawan  Longsor,  yaitu : 

Kabupaten Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, 
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Pacitan, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Pasuruan, 

Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Kota Batu. 

h) Bencana Kebakaran 

 Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang 

kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak 

sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga 

akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan 

lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang 

ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama 

pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal 

penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca. 

 

D. Pengelolaan Kawasan Khusus 

1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah 

Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo merupakan kawasan khusus yang 

menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Taman Hutan Raya adalah kawasan 

pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau 

buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, 

yakni penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, 

pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya ini memiliki ekosistem hutan hujan tropik 

yang lengkap vegetasinya mulai dari perdu hingga kanopi.  

Kriteria penetapan kawasan TAHURA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi : 

a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang 

beragam; 

b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik; 

c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; 
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d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan 

yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah; 

e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan  

f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan 

dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli. 

Tahura R.Soerjo memiliki fungsi strategis dalam menunjang kehidupan di 

sekitarnya, yakni sebagai :  

1. daerah tangkapan air (catchment area) bagi sumber-sumber air maupun daerah-

daerah aliran sungai (DAS) di sekitarnya, seperti DAS Brantas, DAS Kromong, DAS 

Konto, dan DAS-DAS yang lain.  

2. ekosistem yang menyediakan ruang bagi keberlangsungan kehutanan flora dan 

fauna endemik/ non endemik. 

3. obyek wisata alam dengan “bermodalkan” keunikan lansekap yang mampu 

menjadi pendukung kemajuan ekonomi masyarakat. 

Secara geografis, Tahura R. Soerjo terletak pada posisi 7º 40‘ 10” - 7º 49‘ 31” LS 

dan 112º 22‘ 13” - 112º 46‘ 30” BT. Luas wilayah mencapai 27.868,30 Ha. (didasarakan 

pada Kepmenhut Nomor 80/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, jo Nomor 1190/Kpts-

II/2002 tanggal 2 April 2002). Kawasan Tahura R. Soerjo berbatasan (sekaligus masuk 

kedalam) wilayah administrasi kabupaten di sekitarnya, yaitu : 

- Di sebelah utara, dengan : Kabupaten Mojokerto. 

- Di sebelah timur, dengan : Kabupaten Pasuruan.  

- Di sebelah selatan, dengan : Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

- Di sebelah barat, dengan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri. 
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Secara administratif, kawasan Tahura R. Soerjo yang termasuk dalam kelompok  

Hutan Arjuno lalijiwo terletak di enam kabupaten/kota yakni Kabupaten Malang, 

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri 

dan Kota Batu. Kawasan Tahura R Soerjo ini juga merupakan wilayah eks kawasan 
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pemangkuan hutan dari KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Malang, KPH 

Pasuruan, dan KPH Jombang (ketiganya merupakan bekas kawasan hutan lindung), 

serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jatim II yang merupakan eks cagar 

alam. Berikut ini adalah rincian kawasan Tahura R. Soerjo ditinjau dari asal wilayah : 

 Tabel 6.30  
Luas Kawasan Tahura R. Soerjo 

NO Eks KAWASAN KABUPATEN/ KOTA LUAS (Ha) 
1 KPH Malang (Eks Hutan Lindung) Kab. Malang dan Kota 

Batu 
14.091,40 

2 KPH Pasuruan (Eks Hutan 
Lindung) 

Kab. Pasuruan dan Kab. 
Mojokerto 

5.952,20 

3 KPH Jombang (Eks Hutan 
Lindung) 

Kab. Jombang dan Kab. 
Kediri 

2.864,70 

4 Balai KSDA Jatim II (Eks Cagar 
Alam) 

Kab. Malang, Kab. 
Pasuruan, dan Kota Batu 

4.960,00 

JUMLAH 27.868,30 

Kawasan hutan Tahura R. Soerjo merupakan penggabungan kawasan hutan 

lindung seluas 22.908,3 Ha dan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo seluas 4.960 Ha (seperti 

tersebut pada tabel di atas) yang dibagi menjadi 5 blok berdasarkan ekosistem, fungsi 

dan rencana pemanfaatan hutan, yaitu : 

a. Blok Perlindungan, (dengan luas 7.490 Ha atau 26,88 %) adalah merupakan bagian 

Tahura yang memiliki kelerengan sangat curam,  perwakilan ekosistem, tertutup 

bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perjanjian khusus bagi 

kepentingan ilmiah dan terbatas, terdapat beberapa fasilitas pengamanan dan 

perlindungan. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni : 

- Fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas. 

- Penelitian ilmiah. 

b. Blok Koleksi Tumbuhan (Flora) dan Satwa (Fauna), (dengan luas 18.686,30 Ha atau 

67,05 %) adalah daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati, tempat tinggal, 

kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang 

biak berbagai satwa liar, dan tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora 

atau jenis tanaman asli dan bukan asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah 

hutan Indonesiak. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni : 



BAB VI 
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

Bab 6-47 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

- Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna. 

- Penanaman dan atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa. 

- Peneiitian flora dan fauna. 

c. Blok Pemanfaatan Intensif, (dengan luas 258,1 Ha atau 0,93 %) adalah daerah di 

dalam kawasan Tahura yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi bagi 

kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata bebas serta potensi pemanfaatan 

lainnya yang sesuai fungsi Tahura. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni 

: 

- Penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah. 

- Rehabiiitasi satwa. 

- Pengembangan pengusahaan pariwisata alam. 

- Pembinaan cinta alam. 

- Pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan 

dan wisata terbatas. 

Adapun jenis pemanfaatan pada blok ini berupa : 

a. Cangar/ Arboretum, Jogging Track, Gua Jepang (Kota Batu). 

b. Bumi Perkemahan Pacet, Watu Ondo, Watu LumpangPutuk Puyang, Candi 

Pari,Air Terjun Widodari (Mojokerto). 

c. Pait/ Coban Slimping, Madiredo/ Coban Supit Urang, Madiredo/ Coban Sriti 

(Malang). 

d. Obyek Wisata Alam (OWA) Air Terjun Tretes, Prigen, Tambaksari (Pasuruan). 

e. Blok Pemanfaatan Tradisional, (dengan luas 201,25 Ha atau 0,72 %) adalah 

merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai 

upaya untuk meredam tekanan masyarakat terhadap kawasan Tahura, dalam 

bentuk hutan cadangan pangan atau wanafarma atau wanatani dengan tetap 

mempertikan aspek konservasi tanah dan pelestarian alam. Kegiatan yang dapat 

dilakukan di blok ini adalah : 

- Hutan cadangan pangan. 

- Wanafarma dan wanatani.  

- Penanaman tanaman semusim. 

- Penanaman tanaman buah-buahan oleh masyarakat. 
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- Penanaman atau pengayaan tanaman hutan. 

f. Blok Rehabilitasi, (dengan luas 1.232,65 Ha atau 4,42 %) adalah blok yang 

diperuntukkan untuk merebilitasi lokasi-lokasi yang terdegradasi seperti bekas 

kebakaran dan lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penanaman dan 

persemaian bibit tanaman. 

 

Potensi TAHURA R.Soerjo 

Kawasan Tahura R. Soerjo memiliki peranan penting dalam menunjang 

pembangunan ekonomi wilayah beberapa kabupaten/kota maupun provinsi karena 

memiliki potensi wisata alam cukup besar.  Disamping itu, kawasan hutan tersebut 

dapat mengatur fungsi hidro-orologis DAS Brantas karena berada di hulu DAS tersebut.  

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh UPT Tahura R. 

Soerjo terdapat 163 titik sumber mata air yang berada di Kawasan Tahura R. Soerjo 

yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Malang (30 titik), Kabupaten 

Pasuruan (15 titik), Kabupaten Mojokerto (69 titik), Kabupaten Jombang (14 titik) dan 

Kota Batu (35 titik). 

Disekitar kawasan Tahura R. Soerjo terdapat 43 Desa penyangga yang tersebar di 

5 Kabupaten/ Kota serta 35 Kelompok Tani Tahura (KTT). Berikut adalah tabel tentang 

lokasi Desa Penyangga dan KTT yang berada di Desa Penyangga Tersebut. 

Tahura R. Soerjo menyimpan kekayaan ragam tumbuhan endemik yang 

dikelompokan menjadi tiga tipe vegetasi yaitu : 

a. Hutan Alam Cemara, terdapat di Gunung Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 

meter dpl dengan kerapatan pohon (kisaran) 80-156 pohon/ Ha. 

b. Padang Rumput, terdapat di lereng Gunung Welirang dengan luas sekitar 200 Ha. 

c. Daerah Hutan Hujan Tropis Tengah, terdapat di ketinggian 2.000-2.700 meter dpl 

merupakan hutan campuran tiga tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak dan 

tumbuhan bawah. 

Disamping dipergunakan sebagai tempat persemaian untuk kegiatan rehabilitasi, 

kawasan Tahura R. Soerjo juga dilakukan upaya pemanfaatan jasa lingkungan. 
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Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan Obyek 

Wisata Alam (OWA) di kawasan Tahura R Soerjo. Obyek Wisata Alam seperti 

Permandian Air Panas Cangar, Air Terjun Watuondo, Air Terjun Tretes, OWA Claket, 

pendakian, wisata situs, wisata religius dan tempat/fasilitas rekreasi lainnya menjadi 

prioritas untuk terus dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan yang 

semakin baik dan memuaskan kepada pengunjung.  

Tabel 6.31  
Desa Penyangga Kawasan Tahura R. Soerjo 

No Kab/Kota/Kec Desa KTT 

1 Kab. Malang : 

1) Kec. Lawang 
2) Kec. Singosari 
 

 

3) Kec. Karangploso 
4) Kec. Pujon 
 

 

 

5) Kec. Ngantang 
6) Kec. Kasembon 

 

1) Wonorejo 
2) Toyomarto 
3) Gunungrejo 
4) Klampak 
5) Tawangargo 
6) Madirejo 
7) Wiyurejo 
8) Tawangsari 
9) Ngabab 
10) Jombok 
11) Pait 

 

1) KTT Wono Agung 
2) KTT Lestari 
3) KTT Sukomulyo 
4) KTT Wono Lestari 
5) KTT Alam Lestari 
6) KTT Harapan Makmur 
7) KTT Mawar Mekar 
8) KTT Kebon Garung 
9) KTT Tani Lestari 
10) KTT Budi Lestari 
11) KTT Sri Rejeki 

2 Kab. Mojokerto : 

1) Kec. Pacet 
 

 

 

 

 

 

2) Kec. Trawas 
 

 

1) Padusan 
2) Pacet 
3) Cembar 
4) Claket 
5) Kemiri 
6) Sajen 
7) Wiyu 
8) Ketapan Rame 
9) Trawas 
10) Ngembat 
11) Begagan Limo 
12) Dilem 
13) Gumeng 
14) Tawang Rejo 

 

1) KTT Alam Lestari 
2) KTT Budidaya 
3) KTT Wonoagung 
4) KTT Agung 
5) KTT Rukun Makmu 
6) KTT Kembang Gading 
7) KTT Sidodai Makmur 
8) KTT Sumber Bejo 
9) KTT Pringgodani 
10) KTT Sumber Galah 
11) KTT Sentono Sari Rejo 
12) KTT Nambi Agung 
13) KTT Selo Brojo 
14) KTT Watu Jengger 
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No Kab/Kota/Kec Desa KTT 

3) Kec. Gondong 
 

 

4) Kec. Jatirejo 

15) Rejosari 
16) Jembul 

15) KTT Tirto Wening 
16) KTT Dadapan 

3 Kab. Pasuruan : 

1) Kec. Purwosari 
2) Kec. Purwodadi 
 

 

 

 

 

1) Tambaksari 
2) Cendono 
3) Prigen 
4) Pencalukan 
5) Ledug 
6) Jatiarjo 
7) Dayurejo 
8) Lumbangrejo 

 

1) KTT Wana Surya Lestari 
2) KTT Lembu Lestari 
3) –Belum Terbentuk- 
4) KTT Pelestari 
5) KTT Subur Makmu 
6) KTT Arjuna Lestari 
7) KTT Seruwo Rejo Makmu 
8) –Belum Terbentuk- 

4 Kabupaten Jombang : 

1) Kec. Wonosalam 

 

1) Carang wulung 
2) Galengdowo 
3) Panglungan 
4) Jarak 
5) Wonosalam 

 

1) KTT Sumber Makmu 
2) –Belum Terbentuk- 
3) –Belum Terbentuk- 
4) –Belum Terbentuk- 
5) –Belum Terbentuk- 

5 Kota Batu : 

1) Kec. Bumiaji 

 

1) Tulungrejo 
2) Giripurno 
3)  

 

1) KTT Tahura Lestari 
2) –Belum Terbentuk- 
3) –Belum Terbentuk- 

6 Kediri 

1) Kec. Kandangan 

 

1) Medowo 

 

1) –Belum Terbentuk- 
 JUMLAH 

 

43 desa 35 KTT 
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Optimalisasi kawasan Tahura R. Soerjo, dilakukan melalui penyelenggaraan 

pengelolaan kawasan yang memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Untuk 

mewujudkan upaya tersebut, strategi pengelolaan diarahkan kepada : 

a. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan Tahura termasuk siswa sekolah 

terkait tentang upaya pelestarian dan pengamanan Tahura R. Soerjo. 

b. Penguatan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tahura seperti 

rehabilitasi dan pengamanan hutan. 

c. Penggalian dan pengembangan potensi masyarakat desa penyangga. 

d. Pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi (reboisasi), restorasi dan 

perlindungan kawasan yang berkesinambungan. 

e. Koordinasi dengan instansi terkait baik instansi daerah maupun pusat dalam 

rangka konsolidasi dan penguatan kerjasama. 

f. Pengenalan tentang Tahura R. Soerjo, mengenai lokasi, potensi dan manfaat dari 

Taman Hutan Raya. 

 

2. Sumber Anggaran 

Untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Tahura R. Soerjo yang memenuhi 

aspek ekologi, sosial dan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan 

dukungan berupa anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi.  

 

Tabel 6.32 
Pagu Anggaran Pengelolaan Tahura R. Soerjo Tahun 2014-2018 

No Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Pelestarian 

dan Penataan 
Kawasan 
Tahura R. 
Soerjo 

4.042.000.000 5.038.020.000 3.601.172.000 3.510.986.000 0 

2 Operasi 
Perlindungan 
dan 
Pengamanan 
Hutan (DAK) 

979.220.000 1.286.090.000 3.343.350.000 0 0 
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No Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018 
3 Pendampingan 

pelaksanaan 
kegiatan 
operasi 
perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan (DAK) 

98.000.000 128.400.000 0 0 0 

4 Pemanfaatan 
Potensi 
Kawasan 
Tahura R 
Soerjo 

    2.375.567.000 

5 Perlindungan 
dan Pelestarian 
Kawasan 
Tahura R. 
Soerjo 

    813.615.000 

6 Pengelolaan 
Taman Hutan 
Raya (Tahura) 
(DAK) 

    1.058.300.000 

  5.119.220.000 6.452.510.000 6.944.522.000 3.510.986.000 4.247.482.000 

Anggaran kegiatan tersebut digunakan untuk melaksanakan: 

- Pemeliharaan tanaman persemaian 

− Penanggulangan dan pengamanan gangguan hutan 

− Pembangunan Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam (OWA)  

− Penyuluhan masyarakat dan siswa sekolah di desa penyangga. 

 

3. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi 

Permasalahan   

- Jumlah petugas pelayanan pada obyek wisata alam Tahura R. Soerjo kurang 

memadai dibanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat 

tersebut sehingga berimplikasi pada layanan yang kurang optimal.  

- Perubahan tutupan kawasan dari berhutan menjadi tidak berhutan yang 

disebabkan oleh gangguan keamanan (kebakaran hutan) mengakibatkan 
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terjadinya penurunan fungsi kawasan Tahura Raden Soerjo sebagai daerah 

resapan air di hulu DAS Brantas (Sub DAS Ambang). Sebagaimana diketahui  

Kelimpahan (kerapatan) vegetasi dalam kawasan Tahura Raden Soeryo dapat 

dikelompokan menjadi Heterogen rapat dan heterogen jarang. 

- Lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit khususnya di 

Tahura R. Soerjo menyebabkan reboisasi berjalan tidak optimal. 

Solusi: 

- Meningkatkan kapasitas SDM petugas pelayanan obyek wisata alam yang dibekali 

dengan kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap para pengunjung 

- Meningkatnya fungsi hidro-orologi dengan melakukan reboisasi pada lahan yang 

tidak berhutan dengan jenis tanaman alami atau buatan. 

- Untuk medan yang cukup jauh dan sulit dijangku menggunakan teknik reboisasi 

yang berbeda dengan medan yang mudah dijangkau, seperti menabur benih 

secara manual. 

 

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani 

a. Badan Kesatuan bangsa dan Politik 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur menyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum melalui Bidang Kewaspadaan dengan Program 

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, melalui kegiatan Kapasitas 

Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur, Peningkatan dan Pengembangan Sistem 

Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat dan Pemantauan 

Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim. Melalui Bidang Hubungan 

Antar Lembaga dengan Program Penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan 

Demokrasi, melalui kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM dan Elemen 

Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Jatim dan Forum Komunikasi dan konsultasi 

bagi fingsionaris Parpol/Ormas/Lsm Provinsi Jatim. Serta membangun Etika dan 

Budaya Politik melalui Bidang Budaya Politik melalui Forum Komunikasi dan konsultasi 

bagi fingsionaris Parpol/Ormas/Lsm Provinsi Jatim dengan kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat  Melalui Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan   
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Budaya Politik yang Demokratis dan Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 

dengan kegiatan Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran 

hukum dan hak asasi manusia. Selain itu didukung pula oleh Bidang Integrasi Bangsa 

melalui Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Peningkatan 

Kerukunan Umat Beragama. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur bertekad 

mewujudkan Jawa Timur dalam suasana kondusif yang mendukung proses 

pembangunan di segala sektor  serta tetap mendorong seluruh elemen masyarakat 

untuk peduli dan turut serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan 

di daerah dalam mewujudkan Jawa Timur yang kondusif dengan meningkatkan 

koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan (TNI, POLRI), organisasi 

masyarakat/LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda 

serta elemen masyarakat yang lain. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masih ada 

beberapa hal yang perlu dituntaskan agar tidak  sampai  mengganggu  implementasi  

kebebasan  berekspresi,  seperti  adanya kelompok yang melakukan kekerasan untuk 

mencapai suatu keinginannya. Karena itu dapat disampaikan perihal landasan 

kebijakan, gangguan yang terjadi, OPD terkait yang menangani, jumlah SDM yang 

menanganinya dan penanggulangan serta kendalanya sebagai berikut : 

b. Satuan Polisi Pamomg Praja 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, dijelaskan Bab II pada pasal 2 ayat ( 1 ) bahwa kedudukan Satpol PP 

membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat serta pada pasal 4 bahwa tugas Satpol PP adalah 

menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat.  Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 

Satpol PP Prov. Jatim dalammenjalankan tupoksinya antara lain :  

• Kegiatan Hubungan Peningkatan Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat diantaranya : 
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 Penertiban PKL, Reklame, IMB, PMKS dan PSK di Kab/Kota se Jawa Timur serta 

operasional lainnya 

 

• Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah diantaranya : 

Penertiban Asset, Penambang Pasir Liar di daerah aliran Sungai Brantas dan Sungai 

Bengawan Solo serta penertiban RUMIJA dan DAMIJA di jalan jalur Provinsi dan 

Nasional 

• Kegiatan Pemberdayaan dalamPengamanan Swakarsa (Community Policing) serta  

Pelathan dan Koordinasi potensi anggota Linmas dalam rangka Penanganan Bencana 

• Kegiatan Pengembangan dan pelatihan sumber daya anggota serta SDM dan 

performance PPNS seJatim serta Jabatan Fungsional Satpol 

 

2. Gangguan yang terjadi : 

a.  Konflik berlatar belakang Politik 

Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 telah diselenggarakan berbagai 

pesta demokrasi, antara lain Pemilihan Presiden tahun 2014, Pemilihan Legislatif 

tahun 2014, Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018. 

Pemilu dan Pilkada tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ditemui gangguan 

menonjol apapun. 

b.  Konflik berlatar belakang Suku, Agama dan Ras (SARA) 

Mulai tahun 2014 sampai saat ini, telah terjadi berbagai konflik di Jawa 

Timur yang berlatar agama atau keyakinan atau perbedaan keyakinan, karena 

keberadaan kelompok/ormas mendapatkan penolakan atau bentrok dengan 

warga sekitar, antara lain konflik Sunni-Syiah, konflik Majelis Tafsir Al-Qur’an 

(MTA), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta 

keberadaan ISIS di Jawa Timur. Terhadap ormas HTI telah dilaksanakan sesuai 

ketentuan yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi 

Kemasyarakatan, sehingga ormas HTI di Jawa Timur secara resmi telah 

dibubarkan tanpa penolakan. Untuk penanganan pengungsi syiah Sampang telah 
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dilaksanakan penampungan di Jemundo dan telah diberikan bantuan jatah hidup 

Rp 720.000 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada setiap pengungsi tersebut. 

Sedangkan pada konflik lainnya telah dilakukan pendekatan – pendekatan 

mediasi dan penyelesaian agar tidak terjadi konflik horizontal.  

c. Konflik berlatar belakang tanah/Sumber Daya Alam (SDA) 

Pada tahun 2015 terdapat satu kasus berlatar belakang sumber daya alam 

di Lumajang yang cukup menonjol. Namun secara umum, potensi konflik 

pertambangan di Jawa Timur telah dapat dideteksi dan diatasi, sehingga sebagian 

besar tidak menjadi konflik terbuka. 

d.  Konflik berlatar belakang ekonomi/industri 

Sebagian besar perselisihan bidang ekonomi atau industri pada tahun 

2014 – 2018 adalah perselisihan perburuhan yang dilatarbelakangi penetapan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kab/Kota (UMK/UMSK). 

e. Konflik berlatar belakang sosial budaya 

Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum 

Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 

sebagaian besar Kab/Kota di Jawa Timur telah berhasil dalam meredam berbagai 

potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Tokoh agama dan tokoh 

masyarakat yang terlibat secara aktif dalam melakukan pendekatan kepada 

masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik terbuka terutama berlatar 

belakang sosial budaya. 

3. Jumlah  Pegawai,  Kualifikasi  Pendidikan,  Pangkat  Dan  Golongan  pada Perangkat 

Daerah yang menangani 

a. Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur 

Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, pada 31 Desember 2017 sebanyak 91 orang yang 

terdiri dari : 

Pendidikan : 

a.  S 2 : 16   orang  

b.  S 1 : 27   orang  
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c.  D IV : 1   orang 

d.  D III : 9   orang 

e.  SMA : 35   orang  

f.  SD : 3   orang  

Golongan : 

a.  Golongan I : 3  orang  

a.  Golongan II : 26  orang  

b.  Golongan III : 46  orang  

c.  Golongan IV : 16  orang 

 

b. Satuan Polisi Pamong Praja 

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur pada 

tahun 2014 s.d 2018 memiliki personil dengan kualifikasi pada tabel sebagai 

berikut ; 

Tabel 6.33 
Jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan 

Pegawai Jabatan P E  N  D I D I  K  A N Golongan Pelatihan / Pendidikan PTT 

Thn Jlh Str
u 

Adm Ops SD SMP SMA D3 S1 S2 I II III IV Str
u 

Fung Pem Das Tek  

2014 155 17 51 88 4 2 105 - 29 14 1 103 40 11 17 17 35 14 60  

2015 155 17 51 88 4 2 105 - 29 14 1 103 40 11 17 17 35 14 60  

2016 155 16 51 88 4 2 105  29 14 1 103 40 11 17 16 35 14 60  

2017 154 16 51 87 4 1 106 1 26 16 - 102 38 14 17 17 35 86 67 69 

2018 152 17 51 85 - - 106 1 26 16 - 100 38 14 17 17 35 103 67 69 

 
4. Sumber dan Jumlah Anggaran : 

a. Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa memiliki sumber pendanaan 

dari APBD Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggaran sebagai berikut: 
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Tabel 6.34 

Jumlah Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2015 – 2018 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 

Jumlah 
Anggaran 

Rp. 

15.339.523.000,- 

Rp. 

13.335.441.362,- 

Rp. 

8.337.447.690,- 

Rp. 

8.889.296.000,- 

Rp. 

18.798.196.000,- 

 

 

b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur 

Satpol PP Provinsi Jatim mendapatkan anggaran APBD dan P-APBD yang dipergunakan  

dari tahun 2014 s.d 2018 untuk pendanaan : 

Tabel 6.35 

Jumlah Anggaran Satpol PP Prov Jatim tahun 2015 – 2018 

No Tahun Prog/k
eg 

Anggaran 

APBD Anggaran Tidak 
Langsung 

Anggaran Langsung 

1 2014 10/20 Rp. 23.251.920.000,- Rp.10.673.520.000,- Rp.12.578.400.000,- 

2 2015 7/20 Rp. 23.870.355.900,- Rp.11.487.750.000,-   Rp. 12.382.605.900,- 

3 2016 7/17 Rp. 25.548.411.695,- Rp.17.445.481.000,-   Rp.    8.102.930.695,- 

4 2017 7/17 Rp 31.827.282.000,- Rp.19.380.216.000,-   Rp. 12.447.066.000,- 

5 2018 7/22 Rp. 37.122.672.000,- Rp.19.841.774.000.- Rp. 17.280.898.000.- 

 
5.  Penanggulangan dan Kendala :  

Penanggulangan : 

Langkah – langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan / 

kendala penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan amanat berbagai ketentuan di Jawa Timur antara lain : Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: Kep-033/A/Ja/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 

tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota 

Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Serta Surat 
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Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor : Kep-043/A/Ja/02/2016;  dan Nomor : 223 – 865 

tahun 2016 tentang Perintah dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan 

Anggota, Pengikut dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar 

Nusantara atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan 

keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama islam Tanggal 29 Februari 

2016, Pergub Jatim Nomor 51 tahun 2014 Tentang Larangan Keberadaan Gerakan 

Islamic State Of Iraq And Syria di Jawa Timur. Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 

188/94/KPTS/013/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Larangan Aktifitas 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Serta Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan 

Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. 

b. Optimalisasi pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa 

Timur, melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-

sama mencegah dan menangani konflik sosial serta hate speech (ujaran 

kebencian) guna mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif serta 

mendorong kab/kota agar mengaktifkan kembali posko terpadu pemantauan 

perkembangan situasi kamtibmas di daerah.  

c. Mendorong optimalisasi kinerja forum-forum (Forpimda, Kominda, FKDM, FKPM, 

FKUB, FKPT dll). 

d. Mendorong sinergitas trisula di daerah yaitu TNI, POLRI dan pemda. Mengajak 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lsm untuk bersama-sama 

menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, melalui pengaktifan poskamling di 

daerah. 

 

Kendala : 

Kendala – kendala yang dihadapi antara lain: 

a. Kendala pada sumber daya aparatur pemerintah daerah yang masih kurang 

memiliki kemampuan dalam hal intelijen. 
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b. Masih kurangnya payung hukum yang dapat memberikan akses kepada 

Pemerintah Daerah dalam melakukan deteksi dini dan mencegah potensi konflik 

di masyarakat terutama berlatar belakang sosial dan budaya. 

6.  Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan 

Setiap melakukan upaya penyelesaian permasalahan pencegahan, 

penanganan dan penyelesaian konflik sosial maupun gangguan keamanan dalam 

negeri Bakesbangpol selalu melibatkan dan bersinergi dengan aparat keamanan 

terkait antara lain pihak TNI (Kodam V Brawijaya, ARMATIM, LANTAMAL, Kodim dan 

jajaran komando TNI lainnya), POLRI (Polda, BNNP, Polres dan jajarannya) serta 

koordinasi dan sinergi dengan Kominda Jatim dibawah Komando BIN daerah Jatim, 

untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya penanganan konflik dan gangguan 

keamanan dalam negeri tersebut. 

Melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dilaksanakan rapat koordinasi 

setiap bulan atau lebih di kantor Binda Jatim atau rapat penyelesaian konflik di Kantor 

Bakesbangpol Jawa Timur. 

Selain itu pada  Satpol PP, Pada setiap pelaksanaan kegiatan selalu melakukan 

koordinasi dengan Instansi/ Badan Dinas lain yang dapat mendukung dan 

memberikan bantuan tenaga maupun pikiran dalam penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat diantaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten / Kota di Jawa Timur, unsur dari TNI maupun POLRI serta dari SKPD 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota  ( Dinas Sosial, Dinas ESDM, 

Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, Badan Lingkungan Hidup, serta Dinas 

Kesehatan ).  Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya Penertiban Penambang Pasir 

Liar yang dilakukan dengan Kab/Kota se Jawa Timur melibatkan satuan dari POLRI 

atau unsur TNI dari Koramil sebagai penguatan pengamanan operasi. Untuk 

pengamanan unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jl. Pahlawan 

melibatkan dari unsur POLRI sejumlah 3 ( tiga ) SSK atau sekitar 300 ( tiga ratus ) orang 
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dan dari unsur TNI sekitar 1 ( satu ) peleton atau sekitar 31 ( tiga puluh satu ) orang, 

pencegahan, mitigasi dan Penanggulangan HIV/AIDS Satpol PP juga bekerja sama 

dengan KPA Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota, Biro 

Kesra dan Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS). Sedangkan untuk penertiban 

asset milik Pemprov Jatim melibatkan Satpol PP Kab/Kota, Polri, BPKAD Prov Jatim 

dan instansi Pemprov Jatim terkait yang mempunyai asset. 

 



BAB VII 
PENUTUP 

 

Bab 7-1 LKPJ AMJ GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018 

PENUTUP 

 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan   (LKPJ-

AMJ) Gubernur Jawa Timur Periode 2014-2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepa Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 

Sesuai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan 

bahwa LKPJ-AMJ merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan 

LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. LKPJ-AMJ Gubernur Jawa Timur Periode 2014-

2018 dengan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 

LKPJ-AMJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2014-2018 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pelaksana pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. Pembangunan 

dilakukan melalui program dan kegiatan yang sinergi dan harmoni antara lembaga eksekutif, 

DPRD, peran seluruh masyarakat secara luas. Pembangunan yang dilakukan dalam upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur yang berkualitas dan berdaya saing. 

Jumlah penduduk Jawa Timur yang besar menjadi modal utama dalam pembangunan dan 

dijadikan sebagai potensi dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi 

potensi yang berdaya guna. 

Proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2014-2018, 

telah diwarnai dengan berbagai keberhasilan, namun kami menyadari masih ditemukan 

beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas walaupun secara sungguh-

sungguh telah diupayakan langkah perbaikan. Oleh karena itu, masih perlu upaya-upaya nyata 

di masa mendatang agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan. 

Untuk itu, kami berharap kepada seluruh komponen masyarakat di Jawa Timur, 

khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah daerah di Jawa Timur untuk menyatukan 

langkah bersama dan bekerja keras saling bahu membahu dalam merencanakan, 
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melaksanakan dan mengendalikan program pembangunan menuju kearah peningkatan 

kesejahteraan masyakat yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

Menutup LKJ-AMJ Gubernur Tahun 2014-2018, perkenankan saya selaku Gubernur 

Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi secara khusus dan terima kasih kepada segenap 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Yang Terhormat atas 

dukungan dan kerjasamanya selama ini sehingga pembangunan di Jawa Timur dapat 

mencapai berbagai keberhasilan dan prestasi di berbagai bidang. Selanjutnya kami sampaikan 

pula ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, 

segenap jajaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Instansi Vertikal, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pemerintah Daerah yang berbatasan 

dengan Provinsi Jawa Timur, tokoh masyarakat, pers, akademisi, Dunia Usaha, dan komunitas 

yang telah berperan aktif dan memberikan dukungan dalam membangun Jawa Timur. 

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini saya buat 

dalam upaya memenuhi salah satu kewajiban konstitusional saya sebagai Gubernur, sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga buku laporan 

yang saya sampaikan ini, dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan 

pemerintahan daerah selama periode 2014-2018 dan bermanfaat bagi semua masyarakat di 

Jawa Timur. 
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	-  Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); KIM ini memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh secara bottom-up dan berkembang di tengah –...
	Guna mewadahi KIM yang berkembang di Jawa Timur tererbut maka Dinas Kominfo menggelar kegiatan sebagai ajang tukar menukar informasi yang diselenggarakan melalui kegiatan Pekan di Kab/Kota sebagai berikut :
	- Guna turut serta mendukung kegiatan pemerintah pusat dalam penyebarluasan informasi melalui pertunjukan rakyat tradisional, Dinas Kominfo Prov Jatim juga mengikuti Festival Pertunjukan Rakyat pada tahun 2014 di kota Padang Provinsi Sumatra Barat yan...
	- Kegiatan Dinas Kominfo Prov Jatim lainnya adalah Hasil monitoring  dan  evaluasi  Komisi  Informasi  Provinsi Jatim  tahun  2014  terhadap  Badan  Publik/PD Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timu...
	- Dalam rangka mewujudkan keterbukaan infrmasi tersebut, diselenggarakan PPID Award oleh Komisi  Informasi   Provinsi  (KIP) Jawa Timur. KIP Jatim pada tahun 2014 melakukan kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan pembentukan Pejabat Peng...
	1. Pemberitahuan rencana evaluasi Badan Publik melalui Forum Komunikasi dan Bimtek PPID
	2.  Evaluasi Awal/Supervisi : Administrasi
	3.  Menentukan Nominator
	4.  Evaluasi lanjutan : Website dan Layanan Informasi
	5.  Pengumuman Hasil Evaluasi.
	- Akhir tahun 2014, PPID di Jatim (Provinsi dan Kab/Kota) sudah terbentuk mencapai 100%. Pada tahap evaluasi awal, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung pada PPID/Badan Publik PD Provinsi  maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kot...
	- Dalam kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan PPID, tersebut, secara kualitas badan publik sudah meningkat dalam implentasi keterbukaan informasi  yakni dalam hal layanan informasi.  Beberapa  PD  telah  memberikan  layanan  yang memenuhi  Sta...
	- Pada  tahap  evaluasi  lanjutan,  Komisi  Informasi  Provinsi Jawa  Timur  melakukan  penilaian  dengan  cara  peninjauan mendadak melalui Mysterious  Guest yakni melihat  seberapa jauh pelayanan terhadap pemohon informasi dan  melakukan penilaian w...
	- Pada  tingkat  Kabupaten/Kota perkembangan  PPID pada  tahun  2014 Kab/Kota sudah semuanya  membentuk  PPID. Hasil evaluasi dari  Kabupaten/Kota yang sudah membentuk PPID, sekitar 15 persen Badan Publik yang memasukkan data di website  sesuai  stand...
	- Dalam upaya meningkatkan kualitas PPID, Komisi Informasi  Provinsi  Jawa  Timur mendorong agar kewajiban Badan Publik yang dilaksanakan PPID terus meningkatkan kualitasnya dalam memberikan layanan informasi guna  memberi akses untuk masyarakat agar ...
	- Peningkatan kualitas PPID ini sangat diperlukan guna mengurangi timbulnya sengketa informasi. Selama tahun 2014,  permohonan  penyelesaian  sengketa  informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sejumlah  161  kasus.
	- Pada Tahun 2014 hasil evaluasi KIP Jatim di kabupaten/kota telah terbentuk PPID sebanyak 38 kabupaten/kota, sehingga dalam tahun 2014 tidak ada kegiatan Sosialisasi pada PPID kabupaten/kota Se-Jatim.
	- Seiring dengan berakhirnya anggota KIP Masa Bhakti 2010-2014 maka pada bulan Januari s/d Agustus 2014, telah dilaksanakan rekruitmen Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur Masa Bhakti 2014-2018 dengan tahapan : Pembentukan Panitia Tim Se...
	- Perkembangan pemanfaatan website dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, sampai dengan akhir tahun 2014 dari sudah memiliki 59 PD yang mempunyai website. Untuk perkembanga...
	- Penggunaan nama domain go.id juga sudah dilakukan sebagian besar SKPD, dari 59 website SKPD ada 56 website telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain go.id. Untuk SKPD yang tidak me...
	- Dengan pengunjung website www.jatimprov.go.id rata-rata tahun 2014 sebanyak 13.164.555 pengunjung. Untuk pengunjung website kominfo-jatimprov.go.id rata-rata tahun 2014  sebanyak 9.684.765 pengunjung.
	Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim
	- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi peluang dalam meningkatkan kapasitas masyarakat diberbagai bidang, diantaranya sebagai instrumen peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola potensi dan sumberdaya lokal yang pada akhirn...
	- Kondisi geografis, tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat serta kurangnya pengetahuan akan potensi  teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan munculnya permasalahan kesenjangan digital dan kesenjangan informasi. Fakta di lapangan mengi...
	- Sejak tahun 2005 hingga tahun 2016 di Jawa Timur telah memiliki 49 Telecenter yang dibentuk dan dibiayai APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, kecuali Telecenter Semeru di Kabupaten Lumajang dibiayai oleh UNDP dan BAPPENAS. Selain itu, terdapat 2 Telece...
	Sedangkan sasarannya : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang kewirausahaan, kesehatan dan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, berdemo...
	Tahapan pengembangan Telecenter meliputi :
	- Penyiapan tempat, infrastruktur pokok dan sarana pendukungnya
	- Penguatan manajemen pengelolaan
	- Penyiapan bahan pemberdayaan, pelatihan dan pelayanan
	- Penyiapan peresmian dan sosialisasi
	- Pemberdayaan dan diskusi
	- Pelatihan dan pelayanan Telecenter untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi kelompok masyarakat
	- Dokumentasi dan pencatatan hasil kegiatan
	- Evaluasi dan pelaporan kegiatan
	Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk melayani masyarakat dengan memberikan berbagai informasi terkait program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan itu diharapkan terbangun partisipasi masyarakat Jawa Timur dal...
	Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim
	- Penurunan jumlah angka pengaduan pada tahun 2014 atau kurang lebih 4% merupakan bukti tindak lanjut program kegiatan yang dilakukan oleh PD dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung 4 strategi yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro...
	- Dengan adanya penyelenggaraan acara talk show “Ajang Wadul” ini dapat memberikan dampak positif terhadap penyebarluasan informasi atas segala keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur dengan dipublikasikannya/ sos...
	Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim
	- Kegiatan workshop tata kelola TIK pemerintahan bagi aparatur dan sosialisasi tata kelola TIK Pemerintahan.  Kegiatan ini yang telah dilaksanakan antara lain workshop aplikasi pengolah kata, workshop pengelolaan web lembaga/dinas/instansi, workshop a...
	- Kegiatan pelaksanaan Focus Group Discusion (FGD) dengan pendampingan tenaga ahli tentang Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Pemprov. Jatim, hasil inventarisasi PD dan pembekalan awal bimbingan CIO bagi pengelola TIK di PD Pemprov. Jatim.
	- Sosialisasi kebijakan penerapan Tata Kelola TIK bagi Aparatur bidang TIK dan workshop, sertifikasi internasional, sertifikasi nasional, jasa pendampingan tenaga ahli e-Government.
	- Mengikuti kegiatan asesment PeGi tingkat provinsi oleh Kementerian Kominfo di Bogor pada tanggal 16 s/d 17 September 2015 dalam rangka pemeringkatan e-gov tahun 2015.
	- Membuat pedoman muatan website PD dan Kab/Kota, sosialisasi pedoman muatan website PD dan Kab/Kota, Monitoring muatan website PD dan Kab/Kota, koordinasi dengan pengelola website PD dan Kab/Kota  serta update data dan informasi website jatimprov.go....
	- Pelaksanaan workshop bagi masyarakat yang diselenggarakan di kantor Dinas Kominfo Prov. Jatim. Dengan materi antara lain; pemahaman internet sehat aman cerdas, pengenalan microsoft office, browshing internet, pembuatan dan pengoperasian email serta ...
	- Pemahaman dan keterampilan masyarakat terhadap TIK melalui pemanfaatan telecenter di daerah dan memberikan kelancaran operasional 49 telecenter lama di 38 Kab/kota se Jatim yang sudah terbangun, rapat forum koordinasi dan sosialisasi untuk pembina d...
	Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim
	- Mengembangkan kapasitas aparatur bidang telematika melalui bimbingan teknis aplikasi bagi PD Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui :
	- Workshop Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) untuk aparatur SKPD Pemprov. Jatim.
	- Kegiatan ini adalah untuk mewujudkan layanan pemerintahan berbasis elektronik yakni  e-Government yang mempunyai sistem pengelolaan konten kepada pengelola situs di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tujuan diselenggarakannya Bimbingan Te...
	- Penerapan aplikasi Pemerintah bagi PD Pemprov Jatim, pelatihan teknis implementasi aplikasi integrase, pemeliharaan aplikasi TNDE
	- Pembangunan Data Center sehingga sarana prasarana telematika telah terintegrasi di dalam Data Center Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan di Dinas Kominfo Prov. Jatim.  Sampai saat ini (Desember 2015) pengerjaan data center meliputi ruang komando da...
	- Penguatan keamanan informasi didalam Data Center,  penguatan ini mendukung upaya peningkatan hosting dan collocation dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga layanan publik PD dapat berjalan optimal.
	- Pemeliharaan dan pengelolaan keamanan sistem informasi untuk mendukung terwujudnya e-Government di Jawa Timur melalui pendekatan tata kelola dan teknologi keamanan informasi, yang dalam hal ini pendekatan dilakukan melalui sistem manajemen keamanan ...
	- Telah melakukan assesment (desk) kebutuhan bandwith masing-masing PD guna pendistribusian kebutuhan bandwith sesuai dengan beban tugas dan fungsi setiap PD di lingkup Pemprov. Jatim.
	- Workshop keamanan sistem informasi
	- Mewujudkan integrasi aplikasi yang sesuai dengan bisnis proses dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan kebutuhan layanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada khususnya, sedangkan tujuan adalah mewujudkan kesamaan pemahaman ...
	Sumber : Dinas Kominfo Prov. Jatim
	- Pengembangan jaringan TIK wilayah blankspot, rapat koordinasi pembangunan speedy UPT PD Prov. Jatim dan telecenter dan rapat evaluasi pelaksanaan speedy UPT PD Prov. Jatim dan telecenter melalui :
	- Rakor Pembangunan Jaringan Internet PD, 10 telecenter dan pembangunan 1 jaringan akses internet di wilayah blankspot di desa  Gemarang Kab. Madiun dan Desa Sempolan Jember.
	- Pembangunan jaringan akses internet pada daerah kosong (blank spot) di 2 (dua) lokasi yaitu di UPT. Dinas Sosial Kecamatan Singgahan Kab. Tuban dan UPT. Dinas Perikanan Kecamatan Winongan kab. Pasuruan.
	- Focus Group Discussion (FGD) pengembangan jaringan TIK, koneksi jaringan internet Net Operation Center (NOC) keliling, langganan IP public, pembuatan aplikasi monitoring bandwith, pembelian peralatan data center dalam rangka pengembangan dan pengopt...
	- Kebutuhan koneksi jaringan FO antar PD dan Unit Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pengadaan mobil Network Operation Center (NOC) keliling melalui :
	- Pengadaan mobil NOC dengan peralatan guna memudahkan mobilitas penanganan masalah konektivitas jaringan dan troible shooting jaringan.
	- Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK  melalui Workshop Manajemen Bandwith dan Jaringan TIK PD melalui :
	- Penyelenggaran workshop manajemen bandwith dan jaringan TIK pada 46 SKPD, 12 UPT SKPD dan 10 telecenter
	- Forum Group Discussion (FGD) atau sosialisasi penanganan permasalahan jaringan TIK, kegiatan pengembangan jaringan TIK, langganan multimedia/biaya sewa bandwith dalam rangka melayani kebutuhan PD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
	- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring jaringan TIK bagi PD di lingkungan Pemprov. Jatim dengan tujuan pengendalian penggunaan/pemanfaatan jaringan TIK.
	- Kegiatan penyusunan SOP pemeliharaan perangkat jaringan TIK, perpanjangan sewa VPS, backup bandwith Data Center,  pemanfaatan data center serta pembelian peralatan data center dalam rangka pengembangan dan pengoptimalan pemanfaatan data center dalam...
	- Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan perangkat keras jaringan TIK PD di lingkungan Pemprov Jatim dengan tujuan menjaga berfungsinya perangkat keras jaringan TIK dengan cara antara lain :
	- Pemeliharaan jaringan melalui Network Operational Center (NOC) agar pengendalian kapasitas bandwidth tetap dapat berjalan dengan baik
	- Pemeliharaan jaringan TIK PD di lingkungan Pemprov. Jatim pada bagian titik pengguna user.
	- Kegiatan pengawasan & penertiban Penyelenggaraan Usaha Jasa Pos, Telekomunikasi Khusus dan Menara/Tower Telekomunikasi diharapkan adanya penurunan pelanggaran penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Jawa Timur melalui :
	 Dalam rangka kegiatan Rakor tersebut bertujuan agar Kab/Kota dapat menangani pembinaan dan perizinan penyelenggaraan pos khususnya paska berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoma...
	 Kegiatan pengelolaan data terkait statistik sektoral di Jawa Timur.
	- Workshop penyelenggara pos dan filateli diharapkan tercipta tertib administrasi dan persaingan sehat diantara penyelenggara pos di Jawa Timur melalui :
	 Sosialisasi Permenkominfo No. 32 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelengaraan pos
	 Workshop filateli kreatif dan edukatif di Kabupaten Banyuwangi dan Bakorwil Madiun
	 Bimtek, workshop, FGD dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Pos dan Filateli pemula, tujuan diadakannya workshop ini adalah agar Kab/Kota khususnya personel yang menangani pembinaan dan perizinan penyelenggaraan pos dan agar pejabat Din...
	 Koordinasi dan menghimpun data statistik yang bersifat sektoral dari SKPD Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota se Jatim.
	 sosialisasi telekomunikasi khusus dan pembinaan telekomunikasi serta Focus Group Discussion diharapkan dapat tercipta tertib administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran TV diera digitalisasi penyiaran di Jawa Timur serta terlaksananya tata tert...
	 FGD perencanaan KPU/USO Kab/Kota di Prov jatim di Surabaya, dan Rakor pengendalian menara telekomunikasi.
	 Evaluasi data statistik sektoral dan publikasikan melalui website www.jatimprov.go.id
	- Penyebarluasan informasi melalui televisi, radio, media cetak, media luar ruang, media online meliputi dialog interaktif, Iklan Layanan Masyarakat, website www.jatimprov.go.id dan http://kominfo.jatimprov.go.id, Majalah Potensi, Majalah Galeria, Lea...
	- Kegiatan Ajang Wadul dalam rangka penyebarluasan informasi dan menghimpun pengaduan masyarakat melalui email, surat, sms dan telepon yang langsung ditindaklanjuti ke dinas instansi terkait. Dengan semakin banyaknya ruang pengaduan bagi masyarakat, m...
	- Kegiatan Ajang Wadul dengan jumlah pengaduan s/d bulan Desember 2015 sebanyak 560 pengaduan dan pengaduan yang mendapatkan respon sebanyak 498 pengaduan. kegiatan Ajang Wadul dengan jumlah pengaduan s/d bulan Desember 2016 sebanyak 85 pengaduan.
	- Penyebarluasan informasi dalam bentuk pengelola media social Pemprov Jatim (seperti facebook dan twitter serta liputan berita terkait kegiatan pembangunan di Jawa Timur), media online (Jatim  Newsroom) melalui website www.jatimprov.go.id dan http://...
	- Memfasilitasi bidang penyelesaian sengketa informasi. Sengketa informasi yang masuk dengan proses penyelesaian sebagai berikut :
	- Bimtek penguatan PPID Badan Publik di 4 (empat) Bakorwil, Pembinaan Internal, FGD, Asistensi dan Desk PPID serta kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin ke semua PPID Pembantu/PD di lingkungan Pemerintah Prov Jatim dan PPID Pembantu/PD di ling...
	- Penyelenggaran Forum Group Discussion, PPID Award, Press and Gathering, Rapat Monitoring dan Evaluasi
	- PPID award diselenggarakan di statiun JTV
	- Mengikuti kegiatan Rakornas KIP tingkat nasional di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD).
	- Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) yang disiarkan secara langsung di SBO TV.
	- Forum Informasi dan Akuntabilitas, Forum Komunikasi PPID , Rapat Kerja KI Jatim, Fasilitasi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Fasilitasi Bidang Kelembagaan, iklan layanan Masyarakat (ILM) melalui televisi, radio, media cetak dan online, interaktif mel...
	- Forkomsos sebagai kegiatan dengan peserta Universitas Negeri Jember, Brawijaya, Unair, SPAIN Kediri, dan Unmer Madiun.
	- Monitoring dan evaluasi melalui visitasi ke Kab/Kota se-Jatim dan PD di lingkungan Pemprov Jatim
	- Pemeringkatan Badan Publik Kab/Kota se-Jatim dan PD di lingkungan Pemprov Jatim
	- Penganugerahan PPID Award disiarkan secara langsung oleh JTV Surabaya
	- Mengikuti Rakornas Komisi Informasi Tingkat Nasional di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
	- Membuat kajian teoritis dan akademis berkenaan dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur utama yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang berbentuk dokumen tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diana...
	- Memberikan pelayanan informasi publik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah melalui pembinaan PPID pada SKPD Provinsi dan Kab/Kota meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan Focus Group Discusion (FGD), monitoring evaluasi, d...
	- Menerbitkan petunjuk layanan & petunjuk teknis terkait dengan prosedur layanan informasi.
	- Kegiatan administrasi penyelesaian sengketa informasi, kegiatan forum informasi dan akuntabilitas, PPID award, operasional penyelenggaraan kegiatan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur.
	- Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) dengan tersampaikannya informasi dan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan peserta LSM, akademisi, PD Provinsi/Kab/Kota.
	- Forum Group Disscussion (FGD), Forum Komunikasi dan Sosialisasi, Dialog Interaktif melalui Televisi dan Dialog Interaktif melalui Radio.
	- Kajian teoritis dan akademis berkenaan dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur utama yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang berbentuk dokumen tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dianalisis se...
	- Pemberdayaan Lembaga Kehumasan Pemerintah berupa pertemuan-pertemuan dan workshop yang terwadahi dalam Bakohumas Provinsi Jawa Timur untuk seluruh Humas instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang berada dalam lingkup wilayah kerja se-Provinsi Jawa Timur gun...
	- Pemberdayaan pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembinaan anggota KIM, workshop, temu wicara, pengembangan model KIM berbagai bentuk pembinaan lainnya, dan Grand Final Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) pada Pekan KIM.
	-  Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan Gelar Media Pertura di televisi, Ngobrol Pinter. Kegiatan ini dititikberatkan pada workshop untuk meningkatkan kualitas pemantauan media dan teknik mengkonsumsi media secara cerdas dan seminar pers ...
	- Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu seminar Pers dan Talkshow Ngopi Bareng Pakde Karwo. Seminar Pers dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemitraan antara pers dan pemerintah sekaligus meningkatkan koginisi insan pers dalam wacana me...
	- Kegiatan penyelengaran Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), workshop jurnalistik untuk KIM, sarasehan pada pekan KIM, langganan internet Pekan KIM, spanduk, banner dan backdrop untuk kegiatan Pekan KIM, Lomba Cerdik Cerdas Komunikatif (LCCK), ...
	- Untuk meningkatkan peran dan fungsi PPID PD dan Kabupaten/Kota,  Dinas Kominfo selaku Sekretaris PPID Provinsi Jawa Timur perlu memfasilitasi berbagai kegiatan sebagai   berikut :
	- Rekruitmen Anggota Komisi Informasi periode 2018 – 2022, prosesnya mulai bulan Januari – Juni 2018. Rekruitmen Anggota Komisi Informasi dengan tahap seleksi pembentukan KIP sebagai berikut :
	Dengan Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Periode 2018-2022, Panitia seleksi mengundang masyarakat untuk menyampaikan masukan rekan jejak terhadap pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi tertulis. Masukan rekan jejak dari masyarak...
	- Pengelolaan informasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dalam bentuk : media cetak, audio visual dan pengemasan content media online, desain grafis, dengan rincian sebagai berikut :
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	Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut  :
	1) Pembentukan Desa Tangguh belum menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
	2) Untuk penanganan korban bencana yang terjadi didaerah terpencil yang sulit dijangkau mobilitas kendaraan (contoh untuk keperluan evakuasi);
	3) Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana yang diusulkan melalui BNPB maupun Instansi Teknis terkait (kePUan) seperti tidak terpenuhi keseluruhan karena keterbatasan anggaran;
	4) Mutasi Pegawai terhadap aparatur Kabupaten / Kota  yang sudah dilatih.
	Melihat kondisi permasalahan tersebut diatas, maka Strategi Pemecahan Masalah untuk ditahun yang akan datang adalah sebagai berikut :
	1) Diadakannya desiminasi atau sosialisasi pembentukan / pengembangan  desa tangguh di daerah rawan bencana;
	2) Pemberian pembekalan dan pencerahan kepada aparat dan tokoh masyarakat akan arti pentingnya pembentukan / pengembangan desa tangguh, utamanya dikaitkan dengan kewajiban aparat dan tokoh masyarakat yang melindungi masyarakatnya;
	3) Koordinasi lintas sektoral diintensifkan antara BPBD, SAR, TNI-POLRI dan lembaga teknis lain untuk penanganan bencana;
	4) Perlu adanya dukungan anggaran dalam penaggulangan bencana (pra, status keadaan darurat dan pasca bencana);
	5) Menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD sesuai dengan disiplin ilmu dan tidak sering melakukan mutasi pegawai dalam rangka kesinambungan pekerjaan.

	3.3.21 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN I MADIUN (BAKORWIL I MADIUN)(hal 770-784)320
	3.3.22 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN II BOJONEGORO (BAKORWIL II BOJONEGORO)(hal 785-793)321
	Pagu dan Realisasi Program Pembangunan
	Permasalahan  :

	3.3.23 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III MALANG (BAKORWIL III MALANG)(hal 794-805)322
	UPermasalahan :
	Berikut ini beberapa permasalahan yang ada terkait pelaksanaan Program Bakorwil Malang.
	1. Berdasarkan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas menunjukkan kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 ada sedikit pen...
	2. Banyaknya jumlah standart kelulusan SMK oleh Pemerintah Pusat (11 sertifikat) tidak sesuai dengan standart kelulusan yang dimiliki oleh SMK yang ada di Kabupaten/Kota (rata-rata para lulusan hanya memiliki 4 sertifikat) sehingga mempengaruhi kesemp...
	USolusi :
	Berikut ini solusi dari beberapa permasalahan yang ada terkait pelaksanaan Program Bakorwil Malang.
	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota di Wilayah kerja Bakorwil Malang sebelum merencanakan adanya kegiatan untuk menghimpun permasalahan yang ada di daerah dan merumuskan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk kedepannya;
	2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Wilayah kerja Bakorwil Malang tentang kegiatan yang dapat difasilitasi atau dikoordinasikan oleh Bakorwil Malang;
	3. Meningkatkan koordinasi ke Kabupaten/Kota dengan melakukan monitoring terkait tindak lanjut hasil rekomendasi kegiatan;
	4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memfasilitasi tentang pemberian sertifikasi keahlian bagi SMK untuk meningkatkan mutu kelulusan.

	3.3.24 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN IV PAMEKASAN (BAKORWIL IV PAMEKASAN)(hal 806-808)323
	Pagu dan Realisasi Program Pembangunan
	Bakorwil Pamekasan
	UPermasalahan :
	USolusi :

	3.3.25 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN V JEMBER (BAKORWIL V JEMBER)(hal 812- 814)324
	Pagu dan Realisasi Program Pembangunan
	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembanguan Jember
	UPermasalahan :
	USolusi :
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	Bab VI edit FIX---9okt
	1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
	Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur rentang waktu dari tahun 2014 s/d 2018, antara lain :
	1) Tahun Anggaran 2014
	Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 antara lain :
	2) Tahun Anggaran 2015
	Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 antara lain :
	3) Tahun Anggaran 2016
	Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 antara lain :
	4) Tahun Anggaran 2017
	Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 antara lain :
	5) Tahun Anggaran 2018
	Bencana yang terjadi dan penanggulangannya di wilayah Jawa Timur yang ditangani oleh BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan Juni, antara lain :
	a) Gerakan Tanah
	Kejadian Bencana Gerakan Tanah dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 20 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Wilayah Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.18
	Jumlah Kejadian Bencana Gerakan Tanah
	b) Banjir Bandang
	Kejadian Bencana Banjir Bandang dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 11 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Banjir Bandang di Wilayah Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.19
	Jumlah Kejadian Banjir Bandang
	c) Banjir dan Tanah Longsor
	Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 1 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.20
	Jumlah Kejadian Banjir & Tanah Longsor
	d) Tanah Longsor
	Kejadian Bencana Tanah Longsor dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 205 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.21
	Jumlah Kejadian Tanah Longsor
	e) Gelombang Pasang
	Kejadian Bencana Gelombang Pasang dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 2 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Wilayah Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.22
	Jumlah Kejadian Gelombang Pasang
	f) Gempa Bumi
	Kejadian Bencana Gempa Bumi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 146 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.23
	Jumlah Kejadian Gempa Bumi
	g) Banjir
	Kejadian Bencana Banjir dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 164 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Banjir di Wilayah Jawa Timur,  Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.24
	Jumlah Kejadian Banjir
	h) Angin Kencang
	Kejadian Bencana Angin Kencang dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 130 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Angin Kencang di Wilayah Jawa Timur,                                                       Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.25
	Jumlah Kejadian Angin Kencang
	i) Angin Puting Beliung
	Kejadian Bencana Angin Puting Beliung dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 24 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Wilayah Jawa Timur,                                                       Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.26
	Jumlah Kejadian Angin Puting Beliung
	(Kejadian Bencana Tahun 2018)
	j) Kecelakaan Laut
	Kejadian Bencana Kecelakaan Laut dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 11 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Kecelakaan Laut di Wilayah Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.27
	Jumlah Kejadian Kecelakaan Laut
	(Kejadian Bencana Tahun 2018)
	k) Banjir Rob
	Kejadian Bencana Banjir Rob dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 3 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Banjir Rob di Wilayah Jawa Timur,                                                       Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.28
	Jumlah Kejadian Banjir Rob
	(Kejadian Bencana Tahun 2018)
	l) Kebakaran Hutan
	Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018, dilaporkan ada 14 kejadian di Wilayah Jawa Timur.
	Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Wilayah Jawa Timur,                                                       Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.
	Tabel 6.29
	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan
	(Kejadian Bencana Tahun 2018)
	2. Status Bencana (Nasional / Regional / Provinsi, Lokal / Kabupaten / Kota)
	3. Sumber dan Jumlah Anggaran
	a) Tahun Anggaran 2014;
	Pada tahun anggaran 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 19.096.974.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 3.678.274.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 15.41...
	Untuk Penanganan Bencana Kekeringan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total sebesar Rp. 2.942.496.000,00 dan Erupsi Gunung Kelud juga melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total sebesar Rp. 43.048.972.104,00, serta untuk penanganan ...
	b) Tahun Anggaran 2015;
	Pada tahun anggaran 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 16.571.931.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.290.922.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 12.28...
	c) Tahun Anggaran 2016;
	Pada tahun anggaran 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 15.142.702.140,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 6.785.030.600,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 8.357...
	d) Tahun Anggaran 2017;
	Pada tahun anggaran 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.418.734.523,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.  7.414.776.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 10.9...
	e) Tahun Anggaran 2018.
	Pada tahun anggaran 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 22.118.009.300,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.299.934.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 14.81...
	4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
	5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
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